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Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil 
yang shahih baik dari Al-Gur'an, As-Surfhah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya 
membahas figih sunnah saja atau membahas figih berasaskan logika semata. 

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi figih 
dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari 
sumber-sumber hukum Islam baik yang nagli maupun agli (Al-Our'an, As-Sunnah, dan juga 
ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik). 

Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat- 
pendapat menurut imam empat madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). 

Buku ini merupakan jilid kesepuluh dari 10 jilid yang kami terbitkan. Pada jilid kesepuluh ini, 
disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk figih antara lain : Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, 
Nela alun 

Semoga karya Profesor Wahbah az-Zuhaili, ulama asal Suriah, ini dapat memberikan 
manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para 
pembaca yang dirahmati Allah SWT. 
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IS 
| 















BN 978-979-077-2 


30-4 
|I goll772 |I 








Pengantar Penerbit "edan Kaban 


BAGIAN 6 « AHWAAL SYAKHSHIYYAH | 23 


BAB KETIGA: HAK-HAK ANAK oom nenen 


A. NASAB 


PEMBUKAAN: PERHATIAN SYARIAT TERHADAP NASAB DAN 
PENGHARAMAN ADOPSI DENGAN CARA YANG TIDAK SYART see eeceoeeseree 
1. Sebab-sebab Penetapan NaSab ....o.oooooo.oo.oo.omoommue 


a. 


NN 


Masa Kehamilan omset ska man nian 
Khilaf dalam Kelahiran dan Penentuan Anak yang Dilahirkan........... 
Penentuan Nasab Anak dengan Penelitian....o.vo...ooooooooooo 
Sebab-Sebab Penentuan Nasab dari Pihak Ayah... 
1): Pernikahan YANg S0 hri resmeneeraknara mem embun sma nd kanan 
27. Pernikahan POS semai nn makam ikan mama 
3) WAE Sya DO emonbiniiimknnayihakmi mahal 


2. Metode atau Cara Penentuan NaSab......oo.ooooomeeeneaan 


a. 
b. 


a. 
b. 


Cara Pertama: Pernikahan yang Sah ataupun F@Sid soo 
Cara Kedua: Pengakuan Nasab atau Pengakuan Anak...o.o.ooo. 
1) Ikrar Nasab untuk Dirinya SENdIFi seroocooooooocoWocooo.momooman 
2) Ikrar Nasab yang Ditangguhkan kepada Orang Lain mo. 


Cara Ketiga: Bayyinah atau Pembuktian... 


Apakah Seorang Ibu Wajib Menyusui Anaknya?....o.ocoooooooooo 
Keadaan yang Membuat Seorang Istri Berhak Mendapatkan Upah 
Menyusui, Permulaan dan Lamanya Hak tersebut ...o..oo.ooooo.. 
1) Keadaan yang Membuat Seorang Istri Berhak Mendapatkan 
Upah MENgUSUL nninseria obok kam km akhi 
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Pengutamaan antara Ibu Kandung dan Wanita Lain dalam 
MenyUSUI Bayi...ooooooocoo oem amar an 
Orang yang Berkewajiban Membayar Upah Menyusui dan 


Banyaknya Upah yang Dibayarkan 


2. Syarat Radha' yang Menyebabkan Haramnya Nikah Menurut 


Para Ulama 


t 


3. Sesuatu Yang Menetapkan Hukum RAdhA..ooooooooooooooco momo. 


a. Pengakuan 
b. Pembuktian 


C. HADHANAH ATAU KAFAALAH UNTUK ANAK 


1. Arti Hadhanah, Hukum, dan Pemilik Hak Atas Hadhanah....ooooooo. 


2. Urutan Tingkatan Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah 
a. Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah dari Kaum Perempuan... 
b. Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah dari Kaum Laki-laki 


1) 
2) 


Banyaknya Orang yang Berhak Mengurus Hadhahah oo. 
Tugas Orang yang Memelihara dan Ayah soooooocoocooo mn 


3. Syarat Hak-hak Hadhanah atau Syarat Hahdhuun dan Haadhinah........... 
a:. Syarat-Syarat MAhd uu. nibhana umatnya 


b. Syarat-Syarat Hawaadhin 


c. Syarat-Syarat Umum untuk Laki-laki dan Perempuan 


1) 
2) 
3) 
1) 
5) 


Memiliki Kemampuan untuk Mendidik Anak yang Dipelihara...... 
Mempunyai Sifat AMANAh oo. 
Orang yang Mengurus Hadhanah Anak Disyaratkan Harus 

Beragama Islam Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah oo. 


Syarat-Syarat Khusus untuk HAdhinah ....oooooooooooocoooWoo 


1) 


2) 


3) 


Perempuan yang Sudah Cerai, Namun Masih Punya Anak Kecil 
Boleh Memelihara Anaknya dengan Syarat Ia Belum Menikah 
Lagi dengan Lelaki Lain, atau Lelaki yang Terhitung Kerabat, 
Namun Bukan MAKAM oom eren 
Perempuan yang Jadi Hadhinah Itu Syaratnya Harus Memiliki 
Hubungan Mahram dengan Anak yang Dipeliharanya, Seperti 
Ibu si Anak, Saudara Perempuan si Anak, dan Nenek si Anak........ 
Perempuan yang Jadi Hadhinah tidak Pernah Berhenti 
Meskipun tidak Diberi Upah Hadhanah Karena Memang 


uuuunssuunannanansanananonenanann an nnononanununununuouoseuusanusunusuneunannanuanana 
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Ekonomi Ayah si Anak Sedang Kesulitan Sehingga tidak Mampu 

Membayar Upah HA@hANAh....ooooooococoocoomoomeenn 
4) Hadhinah tidak Tinggal Bersama Orang yang Dibenci oleh 

Anak Asuhnya, Meskipun Orang Itu Kerabat Dekat si Anak 

Sendiri karena Hal Ini akan Menimbulkan Dampak Negatif pada 

DAA enakan na and na bah Ra 


. Syarat-Syarat Khusus untuk HadhiR...oooooooooooomu 
f. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Syarat Hadhanah oo 
1) Gugurnya Hak HA@KANAh...oooooooooooooreeenenanan 
2) Kembalinya Hak dalam HA@K@ANGR..oooooooocoo.ooooooom 
3) Apakah Seorang Ibu Boleh Dipaksa untuk Mengurus Hadhanah? 
4) Bagaimana Jika Pemilik Hak Hadhanah tidak Meminta Hak 
alam EGA mAh Less anikakea nm ea nama 


4. Upah Hadhanah, Tempat Tinggal, dan Keperluan Lain ....ooooooooooooooo 


a. Apakah Harus Mengeluarkan Upah untuk Hadhanah? woo. 
b. Antara Ibu Kandung dan Wanita Lain, Mana yang Didahulukan 
dalam Masalah HadhanAah?.....ooooooooooonnemnennan 
Upah Tempat Tinggal Hadhanah dan Upah Pembantu ...oooo.oooooooooo.... 
Orang yang Dibebani Menanggung Nafkah Hadhanah woo... 
Ketentuan Undang-Undang....oooooooooooooooooooommemeeoana 
. Permulaan Keberhakan Nafkah Hadhanah ..oooooooo”ooooooooooo.Wo.mo.. 
. “Tempat Hadhanah, Perpindahan Anak Ke Negara Lain, 

dan Hak Untuk Menjenguknya ..o.ooooooooooooomemneneenasan 
a. Tempat HadhaNAah ....ooo.ooo.o.o.ooommwmnmeeenanenn 
b. Pindahnya Ayah atau Penggantinya ke Negara Lain......ooooooo.oooooo 
C. Hukum Menjenguk Anak... 
. Lamanya Masa Hadhanah Dan Hukum Setelah Selesainya Masa 
MAAN Krnsmsirisiirinsneninmn enno nanah 


DN 


DD: PERWALIAN anunya aamiin apaan ai 
1. Perwalian Atas Diri Seseorang. .....o.ooooooo ooh 


a. Wali atas Diri Seseorang dan Kewenangannya....ooooooooooo 
b. Syarat-Syarat Wali atas Diri Seseorang ....oo.ooocooooooo.oom 
C. Habisnya Masa Perwalian atas Diri Seseorang.....ooooooooo.o.ooo. 


2. Perwalian Atas Harta Benda... 
a. Wali atas Harta Benda....o.ocoo.ooooooooomeneeneneenn 
b. Syarat-Syarat Perwalian atas Harta .....oo.ooooooo.mooe 
c. Tasharruf atau Penggunaan Seorang Wali atas Harta Orang 

yang DiWaliKan ....oooooo oom eenmenanea 
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1) Penggunaan Harta Oleh Ayah ereeeeeeeeeennrrorenennnnene eren 
2) Kebijakan Undang -UNGANg mernenenenerereenennnnneeenen nm anna ana nana 
MA Waie asbes 
d. Syarat Orang yang Diwasiati—Wasiat Ayah dan Tasharruf.nya......... 
Hak Hakim dan Orang yang diberi Wasiat Olehnya m.ree..ccoooroooooooooo. 
f. Selesainya Masa Perwalian dan WaSiat ...........ooooooooooooooooooooooooooo.o.o..”...... 


TUNT una nana nuaa nana uuueaneneauenenana sena naanannnanaen aan NnaaOuaa nana sonnNnansenenannaasunnana nan penana eno nenengennana sasa nanang 


a. Arti Nafkah dan Sebab-Sebabnya seeweereooorcoorcoocooooooooooooooco.oooo.o#mw»#——#»m— 


po 


Hak-Hak yang Wajib Berkaitan dengan IStri...o......oooooooocooo.ooooooo..ooo...... 
Kekerabatan yang Mewajibkan Nafkah............ooooooooooooooo.o.ovovoo.oooo.o.o.”...... 
Pokok Kecukupan Nafkah bagi Kerabat dan IStFi .eeeee........ooooro.ooooo.......... 
Syarat-syarat Wajibnya Nafkah .eewweevveveeeeercorcoooooooooooooocococoooo..o»#»m».»»»#m»»mo... 


1) Syarat Harus SEAJAMA..orrorererenreren seen sen senen memanen aman 
2) Batasan Lapang dan SEMPit serreevnrernveerenvennneer nenen nenen maaaanan 
3) Mampu dan tidak MAMPU BEKETja mererereveerseereneveresemeeneneennemmeamnnaan 


"bu M— 


Nafkah Sebab KebutuhaN......oooooooooooowoocoocooo.oooooooooooooo—om.———.. 
Kemandirian Seorang Ayah atas Nafkah Anak-Anaknya .........o..rvo... 
Kemandirian Anak atas Nafkah Orang Tuanya.........ooooooooooooooooooo. 
Apakah Pernikahan itu Termasuk dalam Nafkah Wajib? ................. 


2 Naa LAN h aan aa anna nan 


-. 


Apakah Nafkah itu Bergantung Keputusan Mahkamah?.................... 


Kru Naela Tana 


. 


Balasan bagi Orang yang tidak Mau Memberikan Nafkah. .................. 


m. Banyaknya Kerabat yang Berhak Mandapatkan Nafkah......ev...xr....... 
n. Kapankah Baitul Mal dan Negara Berkewajiban Mengeluarkan 
Ne Maba 
NN SN aa an AN PENA EN AA 
a. Arti Macam, Wajibnya Nafkah, Orang yang Berkewajiban, dan 
Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah .merrvee00ererrenverrooinneroereiveroemenremee mna 
b. Syarat Wajibnya Nafkah marrorocooooo.ooooooooooco.rooooooooooo.ooooo.o.ooo.o..o.o.m..c.#.o.om—om... 


1) Istri Menyerahkan Dirinya kepada Suami dengan Sepenuhnya... 


2) Istri Sudah Dewasa dan Mampu Melakukan Hubungan Suami 
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3) Akad Nikah yang Dilangsungkan Termasuk Akad Nikah yang Sah 


4) Hak Suami tidak Hilang dalam Hal Penahanan Istri di Sisinya 
TAN PG TE N SYOY Tersendiri maan ea kaan ian mkannania 


Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan Macam-Macamnya serta 

Hukum Mahkamah dalam Hal Itu......ooooooooco.Wooomo.memeren 
1) Makanan dan SejeniSNYA..oo.oooooooooooooocoo.oooWo.oWo.Woean 
2 PALI NN 
3) Tempat TINGGAL w..oooooooooo.cooooocooommo.moooneneen enek 
4) Nafkah Pembantu Jika Istri MembutuhkaNny@.oocoooooooo 
5) Alat-Alat Pembersih dan Perabot RUMAR..ooooooooooooooooooomo 


Hukum- Hukum: Nafkah ISE7L cina nana amanmmnn dinda 
1) Hukum Menolak Memberikan Nafkah .....orcooroooocoowwo menurun 
2) Jika Suami Kesulitan Memberi Nafkah..oooooooooooo.oooooor 
3) Nafkah Istri yang GRO D..c.coocom#oommonikmiiknhemkamaimnkagonaain 
4) Kapan Nafkah Dianggap Utangnya SUAMI? .eoooocoooooooo 
5) Nafkah Istri dalam Masa Iddah woo 
0) “TA Nafko hasan manuk unta 
7) Pembebasan dari Nafkah... 
8) Kompensasi dengan Utang Nafk@R.ocoooooooooooooen 
9)- Tunjangan NGfKOh mesin momen hmmm hana shabu 


2. Nafkah Anak dan FUTU' oom 


a. 
b. 


na 


Wajibnya Nafkah atas FUTU' woo. 
Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas Anak... 
1) Orang Tua Tergolong Mampu untuk Memberi Nafkah atau 

Mampu Bekerja moon enakan 
2) Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak Punya Harta dan 

tidak Mampu untuk Bekerja ..ooooooooooooooooomuan 
3) Syarat Selanjutnya adalah tidak Berbeda Agama, Menurut 

NON nina nama aa mani mmmi sma 
Siapa yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Anak?....o.oo.oo 
Kadar atau Banyaknya Nafkah Furu', Berubahnya Menjadi Utang, 
Gugurnya, dan Ta'jiil-nya Nafkah FUTU oo. 


3. Nafkah Ushul Atau Ayah dan Ibu .....oeoooo.oooo mesen 


a. 
b. 
Cc. 
d. 


Wajibnya Nafkah Ushul dan Ketentuannya.....oo.oooooo.oom 
Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah UsShul ....ooooooooooo.ooooooooomu 
Siapakah yang Berkewajiban Menanggung Nafkah Ushul?...oo.....oeo.... 
Kadar Banyaknya Nafkah untuk Ushul....oo.oooooooooomn 


4, Nafkah Hawasyi dan DzaWil ATh@M..cooooooooocoocooooommeneeenean 


a. 


Wajibnya Nafkah Kerabat yang tidak Termasuk Ushul dan Furu...... 
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139 
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b. Syarat Wajibnya Nafkah Hawasyi dan Dzawil Arham.................. 
1) Kerabat Itu Termasuk Dzawil Arham, Mahram, Fakir, dan tidak 
LAGU JR 212 Gp |" ana 
2) Syarat Kedua adalah Harus Seagama dengan Kerabat yang 
Mb Nak Siak em BNN 
3) Syarat Ketiga adalah Kerabat yang Memberi Nafkah Itu 
Termasuk Orang KAYA enneererennenerereneanenennn anna Manan ane aa anna 


c. Banyaknya Keluarga yang Berkewajiban Menanggung Nafkah 
Pabean nba aa an mina 
1) Orang yang Berhak Mendapatkan Nafkah Itu Masih Memiliki 
Bai sanam al ana Da, 
2) Orang yang Berhak Mendapatkan Nafkah Itu Memiliki Ushul 
TA Wa maa BNN am NA 
3) Orang Tersebut Memiliki Furu' dan PAW eni Semanan 
4) Orang Tersebut Memiliki Gabungan antara Ushul, Furu' 
Maa bia sisa maen an alan 


BAB KEEMPAT: WASHAYA.ewrwvnertenrsvreswerveovemeenenseansen semena Nana 
An MAA sarana NN Na 
» PENGANTAR SEJARAH WASIAT .eeriveevvesverserenvensxxeve0000e0000000nnenna nan enam 

1. Arti Wasiat, Legalitas, Rukun, Tata Cara Terbentuk Kokohnya, serta 
Perang sasis ken NN 
a. Arti Wasiat dan Dua Jenis WASiat .eerervverexxxrnncorooooooooroomo.coo.o.o..m#.o.m.... 


b. 
C.  RUkUn-RUkUN WaSiat .eernarvoro.oooooooooooorooowooco.oooo.W#oocWooo#W#0Wnninnnnn nana 
d. 


BLN nasa bal Mn ANN aan 


a. Sifat Wasiat secara Syara' dan Pencabutan Wasiat..................... 
b. 

. Ce. HUKUM-HUKUM MUSI orrecevenneneen0e sense ne em kan aa aman, 
d 

1) Hukum Wasiat untuk Lembaga-Lembaga UMUM..ooooooooro.rooooooooooo.v. 


2) Wasiat yang Diberikan untuk Janin (Kandungan) erneserrenareneromn amarah 
3) Wasiat Untuk MA GUUM..ororocemrennenne nenen ana ae nan a a aa an nana 


4) Wasiat yang Ditujukan untuk Suatu Golongan dengan Hitungan 


TerbataS........... asus mu na 206 

5) Wasiat yang Ditujukan untuk Kelompok dengan Bilangan tidak 
bean aan Na akan an EN 207 
€. Hukum Mushae Bikin ana miaba nba Saman. 213 


1) Mewasiatkan Suatu Barang yang Sudah Jelas (Mu'ayyan) atau 
Bagian yang Sudah Maklum, Serta Hukum Rusaknya Mushaa Bih 213 
2) Wasiat yang Berupa Sesuatu yang tidak Ada (Ma'duum) dan 


Sukar Diserahteri MAKAN ..o.ooooooooo.cooomoo.mommeenenan 214 
3) Wasiat yang Berupa Sesuatu yang tidak Diketahui (Majhuul)...... 215 
4) Wasiat yang Berupa Nilai Guna BATANG error... 216 
5) Wasiat Pendayagunaan Benda woo en 223 
6) Wasiat yang Berupa PeMinjaAMAD..oooooocooooo oo 223 
7) Wasiat Vang Berupa NGK Denik kmban ba mkn 224 
8) Wasiat yang Berupa Pembagian Harta Peninggalan Mayit........... 225 
9) Wasiat yang Berupa HONOFAFTIUM moon 225 
10) Hukum Tambahan MuShaa Bih..oooooocomococoooco.womomeruerre 227 
f. Ukuran Banyaknya Wasiat..oooooooooooooooooomneeenna 228 
g: Wasiat untuk Ahli WATIS sesoraoiwonooensekaiana 231 
h. Wasiat yang Berupa Sesuatu yang Ukurannya Sama Seperti 
Bagian Ahli Waris. 2eooooomoo.@Wo.miimimengsopomisnaisstbin 231 
i. Wasiat yang Berupa Bagian-Bagian... 234 
jk Pelaksanaan Wasiat ki.omoooomo.oo.Wooo.ooooooooooemmekabkesk 234 
4. Hal-hal Yang Membatalkan Wasiat...oooooooooooomomean 237 
5. “Tazaahum Wasiat nanah ia aa meh ame 242 


a. Kaidah Tazaahum dalam Wasiat antara Sesama Hamba (Manusia) 242 
b. Kaidah Tazaahum antara Beberapa Wasiat untuk Hak-Hak 


Aa sena aa aa aa ebabinahaa 243 

c. Kaidah Tazaahum antara Hak Allah dan Hak ManUSia ...o.ooooo. 244 

6. Wasiat Wajib secara Undang-undang..oo.o.o.cooooooooonan 244 
7. Penguatan Wasiat ...oooooooooooonneneeeeanannannnkeknaan 249 


B. HUKUM TABARRU' YANG DILAKUKAN PESAKITAN MENJELANG 


KEMATIAN cone kam Mtma akan Gn Ga maba 251 

& ALWISHAAYAH osn nan aman inna hana 252 
To eni eni Way ana kanak aa menkaababina 252 

2. Rukun-rukun Wishaayah ..o..ooocoooonuneeenneanran 253 
bass iii NKRI 253 


CO MUShGG Fi enable ian kamen nahan 257 


ee NN Nb nan ama mmm amen ma nara 258 

3. Hukum-hukum Tasharruf yang Dilakukan Seorang WaShi .eeervooooooooe 259 

BAP KEL MAA anna NN 269 

A. PENGERTIAN WAKAF, LEGALITAS, KARAKTERISTIK, DAN RUKUNNYA....... 269 

1.- Pengertian Waka kei eninenena ea sean ama an 269 

a. Pengertian Pertama: Abu Hanifah.....o...oooooooooomene 269 

b. Pengertian Kedua: Mayoritas Ulama......oooocooon 271 

c. Pengertian Ketiga: Madzhab Maliki.......ioooooooooo me 272 

2. Legalitas Wakaf, Hikmah, atau Sebabnya... 273 

35 Sifat Wakai namakan manenta nn ena 274 

Fe RUN Waka ian erna ana mane bina 275 

B. MACAM-MACAM DAN BARANG WAKAF seo oem 277 
e Penjelasan Pendapat Figih dalam Beberapa Macam Harta yang 

DiWaKaf Kan basis nenas dad ane nane adan snnan nina 278 


C. KONSEKUENSI WAKAF DAN KAPAN KEPEMILIKAN ORANG YANG 


BERWAKAF MENJADI HILANG ....ocoooooooeeseoenmeeeneanan 283 

« Kapan Kepemilikan Wakaf Menjadi Hilang? .....oooooooooooooom 284 

« Sikap Undang-undang Mengenai Pencabutan Wakaf Masjid dan Lainnya 286 

»  Asy-syuruuth Al-Asyrah (Sepuluh Syarat) ....oooooooooooooooo 287 
D:..SYARAT:SYARAT WAKAF meeieo isian mmeanamenanenamesnbasannnsnaabaa 288 
1. Syarat-syarat Pewakaf....oomooooooooooomo.mocoomemenmmenmss 288 

2. Syarat-syarat Barang yang Diwakafkan......o.ooo on 296 

3. Syarat-syarat Pihak yang Menerima Wakaf... 296 

4. Lafaz-lafaz Wakaf dan Syarat-syarat Shighat Wakaf mo. 309 

E. PEMBUKTIAN WAKAF MENURUT SYARA DAN UNDANG-UNDANG oo... 319 
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WAKAF oom 320 

« Sikap Undang-undang tentang Berakhirnya Wakaf ....ooo oo 321 

G: BIAYA WAKAF ke hamka mam man kami anakan 321 
H. MENGGANTI BARANG WAKAF DAN MENJUALNYA KETIKA RUSAK... 323 
1. Kondisi-kondisi Penggantian....oe..ooooooooooooooooo 325 

2. Syarat-syarat Penggantian .......oooo.o.oneneeeran 325 


3. Madzhab Malikiyyah Mengenai Penjualan Barang Wakaf...o....ooo.i.. 326 


4. Madzhab Syafi'lyyah Mengenai Penjualan Barang Wakaf...ooooooooo..o... 327 


5. Madzhab Hanabilah .....ooo.ooooocooooooooooomeenanennen 328 
I. WAKAF KETIKA SAKIT KERAS (SAKIT YANG MENYEBABKAN MATI). ........ 331 
J. PENGAWAS BARANG WAKAF (KETENTUAN, SYARAT-SYARAT, TUGAS, 

DAN PEMECATANNYA) oom ere rere ee 332 

1. Penentuan PengaWAaS ..oo.oooooooooommmeeeeeneeeeeeeanan 332 

2. Syarat PENGAWAS... 333 

3. Tugas PengaWAS w.oooooooooommeeosenteereeremana 334 

4. Pemecatan PengawasS....oooo.oooommeoneneeeenerenaan 337 
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Pengantar Penerbit 


Agama Islam kaya akan tuntunan hidup 
bagi umatnya. Selain sumber hukum utama 
yakni Al-Gur'an dan As-Sunnah, Islam juga 
mengandungi aspek penting yakni figih. Figih 
Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh 
umat Islam, karena ia merupakan sebuah 
“manual book” dalam menjalankan praktik 
ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, 
muamalah, syariah, dan sebagainya. 

Hadir di hadapan Anda, sebuah hasil kar- 
ya ulama kontemporer yang kapasitasnya su- 
dah tidak diragukan lagi, Profesor Wahbah 
az-Zuhaili. Ulama asal Suriah ini hadir dengan 
pembahasan Figih Islam yang lengkap dan 
komprehensif. Buku ini merupakan jilid ke- 
sepuluh dari 10 jilid yang kami terbitkan. 

Buku ini membahas aturan-aturan syariah 
islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil 
yang shahih baik dari Al-9ur'an, As-Sunnah, 
maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak 
hanya membahas figih sunnah saja atau mem- 
bahas figih berasaskan logika semata. 

Buku ini juga mempunyai keistimewaan 
dalam hal mencakup materi-materi figih dari 
semua madzhab, dengan disertai proses pe- 
nyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari 
sumber-sumber hukum Islam baik yang nagli 





maupun agli (Al-9ur'an, As-Sunnah, dan juga 
ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip 
umum dan semangat tasyri' yang otentik). 

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya 
terfokus pada satu madzhab tertentu. Buku 
ini lebih menekankan kepada metode perban- 
dingan antara pendapat-pendapat dalam 
madzhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Sya- 
fi'iyyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa 
permasalahan juga dipaparkan beberapa pen- 
dapat madzhab selain madzhab yang empat. 
Dalam memaparkan pendapat suatu madzhab, 
penulis berusaha untuk merujuk langsung 
kepada kitab-kitab utama dalam madzhab ter- 
sebut. Buku ini juga memerhatikan keshahihan 
hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, se- 
tiap hadits yang dijadikan dalil oleh fugaha 
akan di-takhrij dan di-tahgig. 

Dari segi pembahasan hukum, buku ini 
membahas perbedaan-perbedaan hukum yang 
terdapat dalam setiap masalah fighiyyah dan 
membandingkan permasalahan yang ada dalam 
satu madzhab dengan madzhab lain. 

Keunggulan lain dari buku ini adalah bu- 
ku ini lebih memfokuskan pada sisi praktikal. 
Oleh sebab itu, ia tidak menyinggung masalah- 
masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi, 
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seperti masalah perbudakan karena hal itu su- 
dah tidak relevan dengan kehidupan universal 
modern masa kini. 

Penulis juga akan menyebutkan pendapat 
yang rajih, terutama bila di antara pendapat 
tersebut ada yang bersandar kepada hadits 
dhaif, atau di saat satu pendapat mempunyai 
potensi lebih untuk menimbulkan kemasla- 
hatan dan menolak kerusakan. 

Para pembaca juga akan dengan mudah 
dalam memahami pembahasan dalam buku 
ini. Penulis menggunakan redaksi bahasa 
yang mudah dipahami, rangkaian kalimatnya 
sederhana, dan sistematikanya sesuai dengan 
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pemahaman kontemporer. Penulis juga ber- 
usaha untuk membahas beberapa permasa- 
lahan figih kontemporer. Pembahasan ini dila- 
kukan dengan berbekal kaidah-kaidah syara, 
dasar-dasar utamanya, dan juga keputusan- 
keputusan fugaha. 

Akhirnya, semoga karya besar ini dapat 
memberikan manfaat yang seluas-seluasnya 
kepada umat Islam, khususnya bagi Anda se- 
kalian, para pembaca yang dirahmati Allah 
SWT. 


Billaahit-taufiig wal-hidaayah 
Allaahu a'lam bish-shawaab. 
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BAB KETIGA 
HAK-HAK ANAK 


Bab ini terdiri atas lima pasal: 

Pasal pertama tentang nasab 

Pasal kedua tentang radha' 

Pasal ketiga tentang hadhaanah 

Pasal keempat tentang perwalian 

Pasal kelima tentang nafkah untuk anak, 
istri, dan lain-lain 


Lima pasal ini sangat urgen untuk dibahas 
karena sebuah keluarga tidak akan bisa diban- 
gun tanpa lima hal tersebut. Nasab sangat 
penting untuk menentukan garis keturunan 
agar tidak hilang. Radha' dan hadhaanah juga 
penting untuk menjaga dan memelihara anak 
pada saat masih lemah dan bayi. Adapun 
perwalian anak juga sangat penting karena 
berkaitan dengan jiwa, harta, dan pendidikan 
anak sebelum mencapai usia baligh. 


A. NASAB 

Pasal ini terdiri atas dua pembahasan, yai- 
tu tentang sebab-sebab penentuan nasab dan 
cara penentuan nasab. 


PEMBUKAAN: PERHATIAN SYARIAT 
TERHADAP NASAB DAN PENGHARAMAN 
ADOPSI DENGAN CARA YANG TIDAK SYAR'I 


Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang 
menopang berdirinya sebuah keluarga, karena 
nasab mengikat antaranggota keluarga dengan 
pertalian darah. Seorang anak adalah bagian 
dari ayahnya dan ayah adalah bagian dari 
anaknya. Pertalian nasab adalah ikatan sebuah 
keluarga yang tidak mudah diputuskan karena 
merupakan nikmat agung yang Allah berikan 
kepada manusia. Tanpa nasab, pertalian se- 
buah keluarga akan mudah hancur dan putus. 
Karena itu, Allah memberikan anugerah yang 
besar kepada manusia berupa nasab. Allah 
SWT berfirman dalam Al-9ur'an yang artinya, 


“Dan Dia (pula) yang menciptakan manu- 
sia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mem- 
punyai) keturunandan mushaharah' dan Tuhan- 
mu adalah Mahakuasa.” (al-Furgaan: 54) 


Menjaga nasab termasuk salah satu dari 
lima magaashid syari'ah. 


1 Mushaharah artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya. 
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Syariat melarang orang tua mengingkari 
nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan 
anak pada selain ayahnya sendiri. Dalam hal 
ini Rasulullah saw. bersabda, 


HB da ai da Hai ia ui 


ve AI Ulas Ip slab SAI Ga Cas 
akn dj Jt 23 IN Sa yan 


- Le 95.9 Pa AG 
GA ssi 0333 IE Ab KI 
“Wanita mana saja yang Jasa kan 
seseorang dalam suatu keluarga, namun sebe- 
narnya bukan termasuk anggota keluarga itu? 
maka Allah tidak akan memasukkannya ke da- 
lam surga. Dan lelaki mana saja yang menging- 
kari anaknya sendiri, padahal dia mengetahui- 
nya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti 
pada hari Kiamat, dan Allah akan memperma- 
lukannya di hadapan orang banyak.” 


Syariat Islam juga melarang para anak 
bergantung pada nasab selain orang tua 
mereka sendiri. Rasulullah saw. bersabda, 


Pee Ia ag AE AN uu 
AS ala ae 
“Siapa saja yang mengaku ayah pada selain 


ayahnya sendiri, padahal ia tahu maka haram 
baginya masuk surga.” 


2 Artinya, wanita itu melahirkan anak dari hasil zina. 


w 
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Dalam hadits lain Rasulullah saw. ber- 
sabda, 


END SEJAS 
MI A3 dl EN Si aa 


“Siapa saja yang mengaku ayah pada selain 
ayahnya sendiri dan ber-intima' pada selain 
tuannya maka laknat Allah akan terus meng- 
ikutinya hingga hari Kiamat.” 


Syariat Islam mengharamkan adopsi anak 
yang dahulu berlaku pada masa jahiliyyah. Rasu- 
lullah saw. sendiri dahulu sebelum diutus men- 
jadi nabi pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah 
sehingga panggilannya Zaid bin Muhammad. 
Akan tetapi, pengadopsian ini dibatalkan se- 
telah Allah SWT berfirman yang artinya, 


“Allah tidak menjadikan bagi seseorang 
dua hati dalam rongganya: dan Dia tidak 
menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar8 itu 
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak 
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). 
Yang demikian itu hanyalah perkataan di mu- 
lutmu saja. Allah mengatakan yang sebenar- 
nya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). 
Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan 
(memakai) nama bapak-bapak mereka: itulah 
yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui bapak mereka, maka (panggillah 
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 
dan maula-maulamu.” Dan tidak ada dosa atas- 


HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari Abu Hurairah. Hadits ini derajatnya shahih. 


4 HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Sa'ad bin Abi Waggash dan Abu Bakrah. Hadits ini derajatnya 


shahih. 
5 HR Abu Dawud dari Anas. 


6 Zhihar ialah perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku atau perkataan lain 
yang sama maksudnya. Adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliah bahwa bila dia berkata demikian kepada istrinya 
maka istrinya itu haram baginya untuk selama-lamanya. Tetapi setelah Islam datang, maka yang haram untuk selama-lamanya itu 
dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda). 

7 Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti 


Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah. 
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mu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang 
ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (al- 
Ahzaab: 4-5) 


Imam Ourthubi dalam tafsirnya berkata, 
“Para mufasir telah sepakat bahwa ayat ini 
turun untuk menjelaskan masalah pengadop- 
sian Zaid bin Haritsah” Para imam meriwa- 
yatkan bahwa Ibnu Umar berkata, “Kami tidak 
pernah memanggil nama Zaid bin Haritsah 
karena kami memanggilnya Zaid bin Muham- 
mad sehingga turun firman Allah yang berbu- 
nyi, Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) 
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. 
Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.” (al- 
Ahzaab: 5) 

Islam adalah agama yang benar dan adil, 
karena itu penisbatan anak juga harus didasar- 
kan pada keadilan dan kebenaran. Pengadop- 
sian anak yang tidak jelas nasabnya dalam 
sebuah keluarga, baik lelaki maupun perem- 
puan, secara otomatis tidak sejalan dengan 
nasab keluarga itu sendiri. Terkadang terjadi 
kerusakan dan kemungkaran dalam keluarga 
itu karena anak yang diadopsi merasa dirinya 
orang lain, bukan bagian dari keluarga itu. 

Siapa saja yang mengadopsi anak temu- 
an atau anak yang tidak diketahui nasabnya 
tanpa mengakui anak itu sebagai anaknya— 
bukan anak secara hakiki—maka anak itu ti- 
dak berhak mendapatkan warisan, dan tidak 
juga berlaku hukum mahram karena keke- 
rabatan. Karena itu, jika anak yang diadopsi 
itu masih mempunyai nasab yang jelas maka 
penisbatannya dikembalikan pada ayahnya 
yang sebenarnya. Namun, jika nasabnya tidak 
jelas maka anak itu diakui sebagai maula atau 
saudara seagama. Tujuannya agar tidak meng- 
ubah kenyataan yang ada, dan juga menjaga 


ang 
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hak-hak ayah dan anak agar tidak hilang ser- 
ta agar melengkapi keharmonisan pertalian 
keluarga. Banyak terjadi kasus anak dari adop- 
si melakukan kejelekan terhadap keluarga 
yang mengadopsinya, baik dalam harta mau- 
pun hal lainnya. 

Islam tidak melarang untuk mendidik anak 
temuan, namun setelah baligh atau menginjak 
usia baligh dianjurkan untuk lebih hati-hati 
dalam mendidiknya. Tetapi, bukan berarti 
menutup pintu kebaikan kepadanya. Kehati- 
hatian itu dilakukan untuk menyelamatkan 
jiwa dari kehancuran dan menjaga hidup se- 
orang anak manusia. Karena, siapa saja yang 
menjaga satu nyawa maka ia seperti meng- 
hidupkan seluruh manusia. 

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bi- 
sa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang 
syar'i maupun tidak. Adapun nasab seorang 
anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui 
nikah yang shahih atau fasid, atau wathi' syub- 
hat (persetubuhan yang samar status hukum- 
nya), atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam 
telah membatalkan adat yang berlaku pada 
zaman jahiliyyah yang memberlakukan nasab 
anak hasil zina. Rasulullah saw. bersabda, 


La e Pa ba 1 2 an 2 
pdl pal , Aa Aa SN n) 
“Nasab seorang anak itu dinisbahkan ke- 
pada kedua orang tuanya yang melakukan per- 
setubuhan dalam pernikahan yang sah, sedang- 
kan bagian bagi yang berzina itu batu." 


Hadits ini artinya nasab seorang anak itu 
dinisbatkan kepada ayahnya jika dihasilkan 
dari nikah yang sah. Adapun anak dari hasil 
zina maka tidak layak dijadikan sebab peng- 
akuan nasab, dan haknya orang yang berzina 
adalah dirajam atau dilempari dengan batu. 


8 HR Jama'ah kecuali at-Tirmidzi. Yang dimaksud Jama'ah adalah enam pemilik Kutubus Sittah ditambah Imam Ahmad (Nailul 


Authaar, Vol. 6, hlm. 279). 
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Secara zahir, hadits di atas menunjukkan 
bahwa penisbatan seorang anak kepada ayah- 
nya terjadi setelah “tidur” satu ranjang, dan itu 
tidak terjadi kecuali setelah keduanya melaku- 
kan hubungan intim dalam bingkai pernikah- 
an yang shahih atau fasid. Pendapat ini diambil 
dari pendapat mayoritas ulama, namun Imam 
Abu Hanifah berpendapat bahwa penetapan 
anak itu cukup dengan akad nikah. Akan teta- 
pi, pendapat ini dibantah dengan menetapkan 
syarat harus ada kemungkinan terjadinya hu- 
bungan badan.” 


1. SEBAB-SEBAB PENETAPAN NASAB 

Sebelum masuk pada pembahasan, ter- 
lebih dahulu harus dijelaskan tiga perkara, 
yaitu pertama masa kehamilan, kedua perbe- 
daan dalam hal kelahiran dan penentuan anak 
yang dilahirkan, dan ketiga penentuan nasab 
anak dengan penelitian. 


a. Masa Kehamilan 

Secara umum, nasab dari kehamilan bisa 
tidak ditetapkan kecuali setelah melewati ma- 
sa antara batas minimal dan batas maksimal 
kehamilan, sebagaimana telah dijelaskan pada 
pembahasan iddah dan lainnya. 

Para ulama figih sepakati? bahwa batas 
minimal masa kehamilan adalah enam bu- 
lan dari waktu sanggama, menurut pendapat 
mayoritas ulama, dan dari waktu akad nikah 
menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Alasan 
Abu Hanifah karena wanita itu adalah firasy 
bagi suami dan Rasulullah saw. sendiri men- 
jelaskan bahwa anak itu untuk firasy. Adapun 
alasan mayoritas ulama adalah karena wanita 
itu bukan firasy, kecuali jika memungkinkan 
untuk digauli atau dijimak. 
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Dalil mayoritas ulama dalam penentuan 
batas minimal masa kehamilan adalah peng- 
gabungan dua ayat dalam Al-Our'an, yaitu ayat 
yang artinya, “Mengandungnya sampai menya- 
pihnya adalah tiga puluh bulan.” (al-Ahgaaf: 
15) dan ayat yang artinya, “dan menyapihnya 
dalam dua tahun” (Lugman: 14) Ayat yang 
pertama menegaskan masa kehamilan sam- 
pai menyapih yang keduanya mencapai masa 
tiga puluh bulan. Kemudian ayat kedua mene- 
gaskan proses penyapihan yang berlangsung 
selama dua tahun. Setelah diambil masa dua 
tahun untuk proses penyapihan maka lama 
masa kehamilan adalah enam bulan. Kesim- 
pulan ini telah dikuatkan oleh bukti nyata dan 
riset dokter. 

Suatu ketika, ada seorang lelaki menikah 
lantas setelah enam bulan istrinya melahir- 
kan. Melihat proses dan masa kehamilan yang 
begitu cepat, sang suami mengadukan hal itu 
kepada khalifah Utsman bin Affan sehingga 
ia berniat merajam wanita tersebut. Akan te- 
tapi Ibnu Abbas berkata, “Seandainya ia mau 
mendebat kalian dengan firman Allah niscaya 
kalian akan kalah karena Allah berfirman, 
'mengandungnya sampai menyapihnya adalah 
tiga puluh bulan. (al-Ahgaaf: 15) dan dalam 
ayat lain Allah berfirman, 'dan menyapihnya 
dalam dua tahun: (Lugman: 14) Dari dua 
ayat itu, masa kehamilan adalah enam bulan.” 
Mendengar penjelasan itu, akhirnya Utsman 
menyetujui pendapat Ibnu Abbas dan mem- 
batalkanhukuman atas wanita itu. 

Adapun batas maksimal masa kehamilan, 
para ulama berbeda pendapat dalam menen- 
tukannya.!? Berikut pendapat yang masyhur di 
kalangan mereka: 


9 Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 279: Bidayaatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 352: al-Badaa'f, Vol. 3, hlm. 212, Fathul Gadiir, Vol. 3, him. 300. 


10  Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 352.. 
11 Al-Badaa'i, Vol. 3, hlm. 211. 


12 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 857, Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 310: al-Kitaab ma'al Lubaab, Vol. 3, hlm. 87, al-Mujtahid, Vol. 2, hlm. 
352: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 390: al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 477, al-Mahalli, Vol. 10, hlm. 385, Permasalahan: 2011. 
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Batas maksimal masa kehamilan adalah 
dua tahun menurut pendapat Hanafiyyah. 
Sayyidah Aisyah berkata, “Seorang anak 
berada di dalam rahim ibunya tidak lebih 
dari dua tahun, meski dengan kecepatan 
putaran alat pintal.? Jika seorang bayi 
dilahirkan setelah dua tahun kematian 
suami atau dua tahun cerai, nasab anak 
itu masih ikut pada ayahnya yang mati 
ataupun yang cerai tadi. 

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah batas 
maksimal masa kehamilan adalah empat 
tahun. Alasannya, karena sesuatu yang 
tidak ada dalilnya dikembalikan pada 
kenyataan atau realita yang ada. Dan ter- 
bukti ada masa kehamilan yang mencapai 
empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan 
juga menjalani masa kehamilan selama 
empat tahun, sebagaimana diterangkan 
oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jika 
terjadi kasus misalnya, seorang istri 
yang mengalami masa kehamilan sampai 
empat tahun, namun sehari sebelum itu 
sang suami meninggal dunia atau ia men- 
ceraikan istrinya dan sang istri belum 
menikah lagi, belum pernah berhubungan 
intim, dan juga belum selesai iddahnya, 
baik dengan guru' maupun dengan me- 
lahirkan maka nasab anak yang dikandung 
masih ikut suami yang tadi, dan iddahnya 
selesai dengan kelahiran sang bayi. Jika 
seorang istri melahirkan bayi dengan masa 
kehamilan empat tahun kematian suami 
atau sejak dicerai atau fasakh, atau habis 
masa iddahnya, jika memang cerai raj'i 
maka nasab bayi yang lahir itu bukan ikut 
pada suaminya, karena kita tahu bahwa 
sang istri mengandung setelah cerai. 
Menurut pendapat yang masyhur dari 
Malikiyyah dan Imam Laits bin Sa'ad 


HR ad-Daruguthni dan al-Baihagi. 





CP 
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serta Abbad bin Awam, batas maksimal 
masa kehamilan itu mencapai lima tahun. 
Imam Malik berkata, “Aku pernah men- 
dengar bahwa ada wanita yang masa ke- 
hamilannya mencapai tujuh tahun.” 

4. Muhammad bin Abdul Hakam dari madz- 
hab Malikiyyah berpendapat bahwa batas 
maksimal masa kehamilan adalah satu 
tahun hitungan tahun Hijriyah. 

5. Ibnu Hazm azh-Zhahiri dan Umar ibnul 
Khaththab berpendapat bahwa batas mak- 
simal masa kehamilan adalah sembilan 
bulan hitungan tahun Hijriyah. 


Dari lima pendapat di atas, jelas terlihat 
bahwa tiga pendapat dari awal mendasarkan 
pendapat mereka dari kabar sebagian wanita 
yang berpendapat bahwa perut membuncit 
adalah tanda kehamilan. Karena itu Ibnu 
Rusyd berkata, “Permasalahan ini seharusnya 
dikembalikan pada adat dan percobaan atau 
tajribah. Dan pendapat Ibnu Abdul Hakam 
dan madzhab Zhahiriyyah lebih dekat pada 
adat. Karena, pengambilan hukum itu didasar- 
kan pada kebiasaan, bukan pada sesuatu yang 
nadir atau bahkan mustahil.” 

Dalam penentuan batas maksimal keha- 
milan, undang-undang yang digunakan meng- 
acu pada pendapat para dokter dan batas 
maksimal masa kehamilan adalah satu tahun 
hitungan syamsiyah atau 365 hari. Hitungan 
ini mencakup semua masa hingga yang nadir. 
Undang-undang Syria no. 128 menegaskan 
bahwa batas minimal masa kehamilan adalah 
180 hari, sedangkan batas maksimalnya sam- 
pai satu tahun hitungan syamsiyah. Pendapat 
batas minimal masa kelahiran 180 hari ini 
termasuk pendapat mayoritas ulama, namun 
Malikiyyah menyatakan angka yang lebih ren- 
dah dari itu, yaitu 175 hari untuk batas mini- 
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mal masa kehamilan. Alasannya, karena bulan 
Hijriyah terkadang tidak genap tiga puluh hari 
sehingga hitungan enam bulan itu hanya 175 
hari saja. 

Undang-undang negara Mesir pasal 15 no. 
25 tahun 1929 menyatakan bahwa penging- 
karan pengakuan nasab anak istri yang sejak 
akad nikah tidak pernah bertemu dengan sua- 
minya tidak didengar. Tidak juga untuk anak 
istri yang lahir setelah satu tahun kepergian 
sang suaminya. Tidak juga untuk anak istri 
yang dicerai atau ditinggal mati suaminya jika 
lebih dari satu tahun dari waktu cerai atau 
wafat. 

Pendapat ini juga digunakan di Tunis, 
Maroko, dan negara-negara lainnya. 


b. Khilaf dalam Kelahiran dan Penentuan 

Anak yang Dilahirkan 

Terkadang terdapat khilaf antara suami 
istri dalam masalah lahirnya anak dari se- 
orang istri yang masih menjalani masa iddah 
(mu'taddah) atau dalam penentuan nasab 
anak yang dilahirkan." 

Adapun khilaf dalam hal kelahiran mu'tad- 
dah adalah ketika seorang wanita mu'taddah 
mengaku bahwa bayi yang dilahirkannya itu 
masuk dalam masa penentuan nasab. Akan 
tetapi, sang suami mengingkarinya dengan 
berkata, “Dia tidak melahirkan, dan anak ini 
pungutan.” Dalam kasus ini, Abu Hanifah ber- 
pendapat bahwa bayi itu nasabnya tidak ikut 
suami, kecuali ada dua orang lelaki yang men- 
jadi saksi atas kelahiran itu. Boleh juga saksi 
seorang lelaki dan dua orang perempuan ka- 
rena iddahnya selesai dengan pengakuannya 
saat melahirkan- dengan bukti kelahiran, se- 
hingga dibutuhkan pengukuhan nasab dengan 
cara pengajuan kepada pengadilan, dan itu 
tidak dapat selesai kecuali dengan bukti yang 
sempurna. 


14 Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 306-309. 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat 
bahwa nasab bayi yang dilahirkan itu bisa di- 
tetapkan dengan kesaksian seorang perem- 
puan, karena yang dimaksud dengan firasy 
adalah penentuan istri akan air mani suami 
yang menjadi bukti nasab setiap anak yang di- 
lahirkannya. Terjadinya hubungan suami istri 
sudah menjadi penguat nasab sehingga tidak 
membutuhkan penguat lain, hanya saja tetap 
butuh pada penentuan anak yang bisa dilak- 
sanakan dengan kesaksian seorang wanita, 
sebagaimana dalam hal kehamilan atau peng- 
akuan suami. Pendapat inilah yang dipakai di 
Mesir karena selama istri masih berada dalam 
masa iddah maka tetap masih ada sebab yang 
menguatkan nasab. : 

Abu Hanifah sepakat dengan Abu Yusu 
dan Muhammad untuk mengikutkan nasab 
anak pada suami jika memang istrinya benar- 
benar hamil, atau suami mengakui kehamilan 
atau kelahiran bayinya, atau pernikahannya 
telah dilangsungkan. Dalam hal ini sumpah 
sang istri yang dijadikan pegangan. 

Adapun yang dimaksud dengan perbeda- 
an suami istri dalam penentuan anak yang di- 
lahirkan adalah jika suami mengakui istrinya 
melahirkan, namun mengingkari anak yang 
dilahirkan, seperti misalnya suami berkata, 
“Anak yang dikandung istriku itu perempu- 
an, dan anak ini laki-laki.” Dalam kasus ini di- 
perlukan kesaksian seorang wanita menurut 
kesepakatan ulama Hanafiyyah dan pendapat 
ulama Hanabilah. Dalilnya hadits riwayat 
Daruguthni dari Hudzaifah, 


AB Spa TA oi 
“Rasulullah saw. membolehkan kesaksian 
seorang bidan.” 
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Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razzag juga 
meriwayatkan dari az-Zuhri, ia berkata, “Su- 
dah lewat satu tahun diperbolehkannya ke- 
saksian seorang wanita dalam hal yang tidak 
boleh dilihat kecuali oleh mereka, yaitu waktu 
wanita melahirkan dan aurat mereka.” 

Ulama Malikiyyah berkata, “Penentuan 


bayi yang dilahirkan seperti juga penentuan 


kelahiran, yaitu dengan kesaksian dua orang 
perempuan.” 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa 
dalam hal urusan wanita tidak cukup kurang 
dari empat wanita, karena Allah menjadikan 
kesaksian seorang lelaki sebanding dengan 
kesaksian dua orang wanita. 


Cc. Penentuan Nasab Anak dengan 

Penelitian 

Jika seorang wanita menikah lagi, namun 
masih dalam masa iddah, lantas ia melahirkan 
anak maka siapakah yang menjadi ayahnya? 
Suami pertama ataukah suami kedua? 

Jika ada dua atau tiga orang lelaki tidak 
mengakui bayi yang dilahirkan maka siapakah 
yang memberikan keputusan dalam kasus ini? 
Mungkinkah menentukan nasab bayi dalam 
dua kasus di atas dengan cara Giyaafah? Yang 
dimaksud dengan al-Giyaafah adalah peneli- 
tian jejak. Arti al-Gaafah sendiri menurut 
orang Arab adalah suatu kaum yang mengeta- 
hui persamaan antara manusia dari sisi nasab, 
atau kaum yang ahli dalam menentukan nasab 
seseorang. 

Para ulama figih berbeda pendapat dalam 
hal berpegang pada ucapan al-Gaafah'$ atau 
ahli nasab. 


15 Nashbur Raayah, Vol. 3, hlm. 264. 
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Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa 


' pada dasarnya bayi yang dilahirkan tidak di- 


tetapkan pada salah satu pihak yang berseng- 
keta, kecuali jika terjadi firasy!? karena Rasu- 
lullah saw. bersabda, | 


o Ae e, 
» AN ag 3 
“Nasab seorang anak itu dinisbahkan ke- 


pada kedua orang tuanya yang melakukan per- 
setubuhan dalam pernikahan yang sah.” 


Jika tidak ada firasy atau bersamaan dalam 
firasy maka nasab anak pada keduanya, tanpa 
harus mengambil pendapat ahli nasab. 

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Ahmad, 
Abu Tsaur, dan al-Auza'i) berpendapat bah- 
wa dalam kasus di atas harus mengambil 
pendapat ahli nasab karena Sayyidah Aisyah 
berkata, “Suatu hari Rasulullah saw. dengan 
wajah berseri menemuiku, lantas beliau ber- 
sabda, “Bagaimana sekiranya Mujaziz (seorang 
ahli nasab) melihat Zaid bin Haritsah dan Usa- 
mah bin Zaid?” Beliau bersabda lagi, “Keduanya 
punya kemiripan.”8 Hadits ini menjadi dalil 
bolehnya memercayai pendapat ahli nasab. 

Umar ibnul Khaththab, Ibnu Abbas, dan 
Anas bin Malik juga mendukung bolehnya 
mempercayai pendapat ahli nasab. Umar sen- 
diri pernah menyambungkan nasab anak-anak 
yang terlahir pada masa jahiliyah dengan se- 
seorang yang diaku setelah masa Islam dengan 
bantuan ahli nasab. Pernah ada dua orang 
lelaki yang mengaku sebagai ayah bagi putra 
salah seorang wanita. 


16 Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 352, al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 483: Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 282. 
17 Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata firasy. Ada yang berpendapat bahwa firasy itu nama untuk wanita, dan ini 
dinyatakan setelah ia ditiduri. Ada juga yang berpendapat bahwa firasy itu nama untuk pasangan. Di dalam kamus disebutkan, 


“Firasy itu pasangan lelaki." 
18 HR/ama'ah dari Aisyah (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 286). 
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Lantas Umar memanggil ahli nasab untuk 
melihat dan menentukan kebenaran pengaku- 
an itu. Kemudian ahli nasab berkata, “Kedua- 
nya mempunyai andil.” Lantas Umar memukul 
ahli nasab itu dengan cambuk karena tergesa- 
gesa mengambil keputusan. Setelah itu, ia me- 
manggil wanita yang anaknya diaku sebagai 
anak oleh kedua orang itu. Umar bertanya, 
“Katakan yang sejujurnya, apa yang telah ter- 
jadi pada dirimu” Wanita itu berkata, “Anak 
ini adalah anak salah satu dari dua orang itu. 
Dia pergi untuk mencari unta keluarganya. 
Dan dia terus mencari unta tersebut sehing- 
ga disangka atau kami sangka dia tidak akan 
pulang. Sementara karena dia tidak kunjung 
pulang, akhirnya kami tetapkan dia sudah 
tidak kembali lagi. Kemudian datang orang 
yang kedua ini, yang kemudian mengawiniku. 
Dari situ aku tidak tahu anak ini apakah ha- 
sil persetubuhan dengan lelaki yang pertama 
atau yang kedua.” 

Mendengar penuturan wanita tersebut, 
ahli nasab itu pun serta merta bertakbir. Umar 
kemudian berkata kepada anak itu, “Tentukan- 
lah kepada siapa dari dua orang itu engkau 
ingin menyambungkan nasabmu!” Keputusan 
Umar dengan bantuan ahli nasab itu disaksikan 
oleh para sahabat, dan tidak ada yang meng- 
ingkari keputusan itu sehingga menjadi ijma. 


d. Sebab-Sebab Penentuan Nasab dari 
Pihak Ayah 
Sebab penentuan nasab seorang anak 
dari ibunya adalah dengan kelahiran, baik 
secara syar'i maupun tidak, sebagaimana telah 
dijelaskan di atas. Adapun sebab-sebab penen- 
tuan nasab anak dari ayahnya adalah sebagai 
berikut. 
1. Pernikahan yang sah. 
2. Pernikahan yang fasid (rusak). 
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3. Wathi' syubhah (menggauli wanita yang 
bukan istrinya tanpa sengaja). 


Berikut ini penjelasan tiga sebab tersebut. 


1) Pernikahan yang Sah 

Para fugaha sepakat bahwa anak yang ter- 
lahir dari rahim seorang wanita dengan jalan 
pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya 
dikembalikan kepada suami wanita tersebut. 
Dalilnya hadits yang berbunyi, 


Ab 
“Nasab seorang anak itu dinisbahkan ke- 


pada kedua orang tuanya yang melakukan per- 
setubuhan dalam pernikahan yang sah.” 


Maksud kata firasy dalam hadits tersebut 
adalah istri yang telah digauli. Akan tetapi, 
penentuan nasab dalam hal ini harus sesuai 
dengan syarat-syarat sebagai berikut.” 

Syarat Pertama, sang suami termasuk 
orang yang secara adat sudah mampu meng- 
hamili istri. Artinya sudah baligh menurut 
pendapat Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanafiyyah, 
dan Hanabilah. Akan tetapi, mereka berbeda 
pendapat dalam penentuan usia murahig (de- 
wasa). Menurut Hanafiyyah, murahig itu usia 
dua belas tahun, namun menurut Hanabilah 
adalah yang sudah mencapai usia sepuluh ta- 
hun. Jadi, nasab itu tidak bisa ditentukan dari 
anak kecil yang belum baligh, meskipun sang 
ibu melewati masa kehamilan lebih dari enam 
bulan dari semenjak akad nikah. Menurut Mali- 
kiyyah, nasab juga tidak dapat ditentukan dari 
orang yang majbub mamsuh, yaitu orang yang 
alat kelaminnya putus atau tidak berfungsi. 
Adapun orang yang dikebiri adalah orang yang 
salah satu buah pelirnya putus. Hukum orang 


19 Al-Badaa'i, Vol. 3, hlm. 211: ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 857, Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 301: al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 428. 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


seperti itu dikembalikan pada keputusan dok- 
ter spesialis. Jika dokter mengatakan masih 
bisa melahirkan anak maka nasab anak diberi- 
kan kepadanya. Namun jika tidak, nasab anak 
tidak diikutkan kepadanya. 

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, nasab 
anak ditetapkan bagi orang majbub yang ha- 
nya tersisa buah pelirnya saja, dan nasab juga 
diberikan kepada orang yang dikebiri buah 
pelirnya putus dan hanya tersisa batang zakar- 
nya saja. Akan tetapi, nasab anak tidak dibe- 
rikan kepada mamsuh, yaitu orang yang zakar 
dan buah pelirnya putus sama sekali. 

Syarat kedua, kelahiran anak terjadi se- 
telah enam bulan dari waktu nikah menurut 
pendapat ulama Hanafiyyah, dan dari pertama 
sanggama setelah nikah menurut pendapat 
mayoritas ulama. Jika anak tersebut dilahirkan 
kurang dari batas minimal masa kehamilan, 
yaitu enam bulan maka para ulama sepakat 
bahwa nasab anak tersebut tidak diikutkan 
pada suami. Hal itu menunjukkan bahwa ke- 
hamilan terjadi sebelum pernikahan dilang- 
sungkan, kecuali jika sang suami mengakui 
anak tersebut sebagai darah dagingnya. Ke- 
mungkinannya bisa jadi sang istri hamil di luar 
nikah, atau bisa juga karena ada akad lain, atau 
bisa juga karena akad yang fasid, atau karena 
wathi' syubhah. Dan hal itu dilakukan karena 
kemaslahatan anak juga untuk menutup aib. 

Syarat ketiga, keadaan yang memung- 
kinkan pertemuan kedua mempelai secara 
langsung setelah akad nikah. Para ulama sepa- 
kat dengan syarat ini, namun mereka berbeda 
pendapat dalam hal pertemuan itu sendiri. 
Apakah yang dimaksud sesuai dengan gam- 
baran akal atau pertemuan biasa? 

Ulama Hanafiyyah berkata, “Tashawur 
dan imkaan al-Agli adalah syarat.” Artinya, jika 
secara akal memungkinkan suami istri untuk 


bertemu maka nasab anak yang dilahirkan 
diikutkan kepada suami, jika memang terlahir 
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enam bulan setelah akad nikah, meskipun ti- 
dak terjadi pertemuan secara hissi. 

Jika orang dari timur menikah dengan wa- 
nita dari barat, namun secara zahir keduanya 
tidak bertemu selama satu tahun, lantas enam 
bulan kemudian sang istri melahirkan anak, 
nasab anak tersebut diikutkan pada suami ka- 
rena masih ada kemungkinan kecil pertemuan 
suami istri itu, meskipun dengan jalan yang 
tidak biasa, misalnya dengan keramat. 

Keramat para wali itu nyata, dan dengan 
keramat, jarak yang sejauh apa pun bisa di- 
tempuh dengan sekali langkah dan dalam 
tempo yang sangat singkat. Hal ini bisa terjadi 
jika memang sang suami termasuk wali yang 
mempunyai keramat bisa berpindah-pindah 
tempat dalam waktu yang sangat cepat. Akan 
tetapi menurut saya, alasan seperti ini secara 
adat tidak dapat diterima. 

Pendapat yang shahih adalah bahwa ula- 
ma Hanafiyyah menetapkan nasab dari mulai 
akad nikah karena mengamalkan hadits Nabi 
saw. yang berbunyi, “Nasab seorang anak itu 
dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang 
melakukan persetubuhan dalam pernikahan 
yang sah.” Hadits ini mereka gunakan meski- 
pun tidak terealisasikan kemungkinan sang- 
gama atau hubungan badan antara keduanya. 
Pendapat ini mereka gunakan karena menjaga 
hak-hak anak agar tidak disia-siakan dan juga 
menutup kehormatan seseorang, serta agar ti- 
dak terjatuh dalam masalah anak pungut. Ka- 
rena itu, nasab anak tersebut diikutkan pada 
suami yang menikah dengan akad yang shahih. 
Akan tetapi jika sang suami yakin bahwa anak 
tersebut bukan darah dagingnya, ia dituntut 
untuk melakukan sumpah li'an. 

Akan tetapi Malikiyyah, Syafiyyah, dan 
Hanabilah menolak pendapat di atas. Mereka 
berkata, “Disyaratkan mungkinnya pertemuan 
secara nyata atau hissi, dan secara adat. Dan 
juga, disyaratkan mungkinnya terjadi sangga- 
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ma atau dukhul. Alasannya karena pertemuan 
secara 'agli sangat jarang terjadi, sedangkan 
sebuah hukum itu dibangun dari sesuatu yang 
jelas, tampak, dan sering terjadi, bukan dari 
sesuatu yang langka atau secara adat tidak 
mungkin. Artinya, jika tidak ada kemungkinan 
pertemuan antara suami istri sama sekali, 
maka jika sang istri melahirkan anak, nasab 
anaknya tidak diikutkan pada suami. Misal- 
nya, sang suami berada dalam tahanan atau 
berada di negara lain yang jauh selama lebih 
dari batas maksimal masa kehamilan, maka 
anak yang terlahir tidak diikutkan pada suami. 
Pendapat ini dianggap shahih karena sejalan 
dengan kaidah syariah dan akal. 

Manfaat khilaf: nasab anak yang terlahir 
tidak bisa dinafikan kecuali dengan jalan sum- 
pah Ii'an menurut pendapat Hanafiyyah. Akan 
tetapi menurut pendapat mayoritas ulama, 
nasab anak bisa dinafikan dengan cara selain 
li'an karena tidak adanya kemungkinan ber- 
temunya suami istri secara adat. 


« Kebijakan Undang-Undang 
Kebijakan Undang-undang dari kasus di 

atas: Undang-Undang Syria No. 129 menetap- 

kan sebagai berikut. 

1. Anak yang terlahir dari istri dalam bingkai 
pernikahan yang sah nasabnya diikutkan 
pada suami dengan dua syarat. Pertama, 
akad nikah sudah dilangsungkan lebih da- 
ri batas minimal masa kehamilan. Kedua, 
tidak ada hal yang menetapkan bahwa 
suami istri tidak bertemu secara langsung, 
seperti misalnya salah satu dari keduanya 
berada di dalam tahanan atau berada di 
negara lain yang jauh hingga melebihi 
batas maksimal masa kehamilan. 

2. Jika kedua syarat tersebut di atas tidak di- 
penuhi maka nasab anak tidak diikutkan 
pada suami, kecuali jika suami mengakui 
anak tersebut sebagai anaknya sendiri. 
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3. Jika kedua syarat di atas sudah penuh se- 
mua maka nasab anak tidak bisa dinafikan 
kecuali dengan sumpah /i'an. 


Undang-Undang Mesir nomor 25 tahun 
1929 pada pasal 15 memutuskan untuk mela- 
rang hakim mendengarkan pengaduan nasab 
seorang anak jika terbukti tidak terjadi perte- 
muan antara suami istri dari sejak akad nikah 
sampai kelahiran. Para hakim juga dilarang 
untuk mendengarkan pengakuan serupa jika 
sang istri melahirkan setelah satu tahun ke- 
pergian suaminya. 


e Waktu Penentuan Nasab Setelah Pisah 
dari Pernikahan yang Sah 
Perpisahan bisa terjadi sebelum dukhul 

(sanggama) dan setelah dukhul: 

a. Jika seorang suami mencerai istrinya se- 
belum sanggama, namun kemudian sang 
istri melahirkan maka jika kelahirannya 
itu sebelum enam bulan dari hari cerai, 
nasabnya diikutkan pada suami karena 
jelas sang istri hamil sebelum cerai. Akan 
tetapi jika kelahirannya itu setelah enam 
bulan atau lebih dari hari cerai, nasabnya 
tidak diikutkan pada suami karena kita 
tidak yakin kehamilannya itu terjadi se- 
belum cerai. 

b. Jika seorang suami mencerai istrinya 
setelah dukhul atau khalwat, baik cerai 
raj'i, cerai ba'in, maupun pisah karena 
wafat maka jika sang istri melahirkan 
anak setelah cerai atau wafat, nasab 
anak tersebut diikutkan pada suami, jika 
memang kelahirannya itu sebelum lewat 
batas maksimal masa kehamilan dari ha- 
ri cerai atau wafat dan batas maksimal 
masa kehamilan adalah empat tahun 
menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, dua 
tahun menurut Hanafiyyah, dan lima ta- 
hun menurut Malikiyyah. Adapun jika ke- 
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lahirannya itu setelah lewat batas maksi- 
mal masa kehamilan dari hari cerai atau 
wafat, nasabnya tidak diikutkan pada sua- 
mi yang telah cerai atau wafat. Keputusan 
ini menurut pendapat mayoritas ulama. 


Ulama Hanafiyyah membuat rincian hu- 
kum antara cerai raj'i dan cerai ba'in sebagai 
berikut: 

a. Jika cerai yang dijatuhkan itu cerai raj'i 
dan masa iddah sang istri belum selesai, 
nasab anak yang dilahirkan diikutkan 
pada suami, baik kelahiran itu sebelum 
lewat dua tahun atau telah lewat dua ta- 
hun ataupun lebih. Alasannya karena 
cerai raji tidak menjadikan istri haram 
bagi suaminya sehingga boleh melakukan 
hubungan, dan itu berarti sudah kembali 
lagi. Akan tetapi jika sangistri sudah meng- 
aku iddahnya telah habis dan memang 
waktunya sudah habis, seperti misalnya 
sudah lewat dua tahun satu hari menurut 
Abu Hanifah, dan tiga puluh sembilan ha- 
ri menurut Abu Yusuf dan Muhammad, 
nasab anak tersebut tidak diikutkan pada 
suami, kecuali jika memang masa antara 
pengakuan dan kelahiran kurang dari 
enam bulan karena jelas istri berbohong 
atau salah mengeluarkan pengakuan. Jika 
masanya enam bulan atau lebih, nasab 
anak tetap tidak diikutkan pada suami, 
kecuali atas pengakuan suami itu sendiri. 

b. Jika cerai yang dijatuhkan itu cerai ba'in 
atau pisah karena wafat dan iddahnya 
belum habis, nasab anak tidak diikutkan 
pada suami, kecuali jika kelahirannya 
sebelum lewat dua tahun dari hari cerai 
atau wafat, karena batas maksimal masa 
kehamilan menurut mereka hanyalah dua 
tahun. Kemudian jika istri melahirkan pa- 
da masa tersebut dan ada kemungkinan 
bahwa ia hamil setelah lewatnya masa 
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tersebut, dan tidak ada kemungkinan bah- 
wa ia hamil sebelum cerai atau wafat. 


Adapun jika istri mengaku masa iddahnya 
telah habis dan memang kemungkinan id- 
dahnya sudah habis, nasab anak tidak diikut- 
kan pada suami, kecuali jika terjadi sebelum 
lewat enam bulan dari pengakuan, sedang 
masa antara cerai dan kelahiran kurang dari 
dua tahun. 

Kebijakan undang-undang: Undang-Un- 
dang Syria mengambil perincian tersebut di 
atas sebagai acuan pada pasal 130 dan 131 
untuk menjelaskan nasab anak setelah pisah 
atau wafatnya suami. Undang-undang tersebut 
memutuskan jika istri yang dicerai raj'i, ba'in, 
atau ditinggal wafat suaminya, baik sang istri 
mengaku habis masa iddahnya atau tidak: 

a. Jika istri mengaku masa iddahnya sudah 
habis lantas ia melahirkan maka nasab 
anak tersebut diikutkan pada suaminya 
jika memang kelahirannya kurang dari 
enam bulan atau 180 hari dari waktu 
pengakuan habisnya masa iddah dan 
kurang dari satu tahun Syamsiyah dari 
waktu cerai atau wafat untuk menjelaskan 
kebohongan pengakuannya tentang habis- 
nya masa iddah (Pasal 130). 

b. Jika istri tidak mengaku habisnya iddah 
maka nasab anak diikutkan pada suami 
jika kelahirannya masih dalam masa satu 
tahun dari cerai atau wafat. Namun, nasab 
itu tidak diikutkan suami jika kelahiran- 
nya melebihi dari satu tahun, kecuali jika 
ada pengakuan dari istri yang dicerai atau 
dari ahli waris yang wafat (Pasal 11). 


Keputusan ini sama persis dengan Un- 
dang-Undang Mesir No. 25 tahun 1929. 


2) Pernikahan Fasid 
Penisbatan nasab anak dalam pernikah- 
an fasid sama seperti dalam pernikahan yang 
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sah? karena penentuan nasab dapat menjaga 

kelangsungan hidup bagi anak itu sendiri. 

Penentuan nasab dalam pernikahan fasid di- 

syaratkan tiga hal: 

a. Suamitermasukorangyang mampu meng- 
hamili, yaitu dengan usia yang sudah ba- 
ligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah. 
Atau murahig menurut Hanafiyyah dan 
Hanabilah. 

b. Sudah jelas melakukan hubungan suami 
istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika 
tidak terjadi dukhul atau khalwat setelah 
nikah fasid maka nasab anak tidak di- 
ikutkan suami. Hukum khalwat dalam 
nikah fasid sama dengan hukum khalwat 
dalam nikah shahih, karena sama-sama 
memungkinkan terjadinya sanggama an- 
tara keduanya. Akan tetapi, ulama Hana- 
fiyyah hanya mensyaratkan dukhul, se- 
dangkan khalwat menurut mereka tidak 
cukup untuk menentukan nasab anak da- 
lam nikah fasid karena dalam keadaan itu 
tidak halal melakukan sanggama. 

c. Jika pihak wanita melahirkan setelah 
enam bulan atau lebih dari hari dukhul 
atau khalwat menurut Malikiyyah, atau 
dari hari dukhul menurut Hanafiyyah. Jika 
istri melahirkan anak sebelum lewat enam 
bulan dari dukhul dan khalwat, nasab anak 
tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena 
itu menjadi bukti bahwa anak itu berasal 
dari benih lelaki lain. Dan jika wanita me- 
lahirkan setelah enam bulan atau lebih 
dari hari dukhul atau khalwat, nasab anak- 
nya diikutkan pada pihak lelaki. Nasab 
anak tersebut tidak bisa dinafikan kecuali 
dengan sumpah li'an menurut Malikiyyah, 
Syafi'iyyah, dan Hanabilah.“ Akan tetapi 
menurut Hanafiyyah, nasab anak tersebut 


20  Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 857. 
21 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 400. 
22 Al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 211. 
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tetap tidak bisa dinafikan meski dengan 
sumpah li'an, karena menurut mereka 
sumpah li'an tidak sah hukumnya kecuali 
setelah pernikahan yang shahih, sedang- 
kan pernikahan dalam kasus ini termasuk 
pernikahan fasid. Adapun keputusan yang 
diambil oleh Malikiyyah adalah, setiap per- 
nikahan yang tidak dikenakan hukuman 
maka nasab anak diikutkan pada orang 
yang melakukan sanggama, namun jika 
mewajibkan hukuman maka nasab tidak 
diikutkan padanya.” 


e Waktu Penentuan Nasab Setelah Pisah 
dari Nikah Fasid 


Jika terjadi perpisahan dalam pernikahan 
fasid, baik dengan saling meninggalkan mau- 
pun dipisahkan oleh hakim setelah terjadi du- 
khul atau khalwat menurut Malikiyyah, lantas 
pihak wanita melahirkan anak sebelum lewat 
batas maksimal masa kehamilan dari hari per- 
pisahan, nasab anak tersebut diikutkan pada 
pihak lelaki. Namun jika sudah lewat batas 
maksimal masa kehamilan maka nasab anak 
tidak diikutkan pada pihak lelaki. Adapun ba- 
tas maksimal masa kehamilan sebagaimana 
telah dijelaskan adalah empat tahun menurut 
Syafi'iyyah dan Hanabilah, lima tahun menurut 
Malikiyyah, dua tahun menurut Hanafiyyah, 
dan satu tahun syamsiyah menurut undang- 
undang dan para dokter. 


e Kebijakan Undang-Undang 
Undang-Undang Syria memutuskan pe- 

nentuan nasab dalam pernikahan fasid pada 

pasal 132 sesuai dengan madzhab Hanafi se- 

bagai berikut. 

1. Hukum anak dari nikah fasid setelah du- 
khul, jika dilahirkan pada 180 hari atau 
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lebih dari hari dukhul maka nasabnya di- 
ikutkan pada suami. 

2. Jika kelahirannya terjadi setelah perpisah- 
an maka nasabnya tidak diikutkan pada 
suami, kecuali jika sang istri melahirkan 
sekitar satu tahun setelah hari perpi- 
sahan. 


3) Wathi' Syubhat 

Yang dimaksud wathi' syubhat adalah hu- 
bungan sanggama selain zina, namun juga bu- 
kan dalam bingkai pernikahan yang sah atau- 
pun fasid. Contohnya seperti seorang mem- 
pelai wanita yang dibawa ke rumah mempe- 
lai pria tanpa melihat terlebih dahulu, lantas 
dikatakan bahwa wanita itu adalah istrinya 
dan kemudian di-dukhul. Atau seorang suami 
menggauli perempuan yang berada di atas 
tempat tidurnya dan perempuan itu dikira is- 
trinya tapi ternyata bukan. Atau menggauli is- 
tri yang sudah dicerai tiga dalam masa iddah 
karena mengira hal itu boleh dilakukan. 

Jika kemudian pihak wanita melahirkan 
anak setelah lewat enam bulan atau lebih dari 
waktu sanggama, nasab anak tersebut diikut- 
kan pada orang yang menggaulinya, karena 
jelas kehamilannya disebabkan olehnya. Akan 


tetapi jika kelahirannya itu sebelum lewat 


enam bulan dari waktu sanggama, nasab anak 
tersebut tidak diikutkan pada pihak lelaki 
yang menggaulinya, karena jelas wanita terse- 
but hamil sebelum melakukan sanggama ber- 
samanya. Kecuali, jika memang pihak lelaki 
mengaku bahwa anak tersebut adalah anak- 
nya sendiri, karena bisajadi ia telah menggauli 
wanita tersebut sebelumnya.2 

Jika pihak lelaki meninggalkan wanita 
yang telah ia gauli dalam konteks wathi' syub- 
hat, nasab anak yang terlahir diikutkan pada 
pihak lelaki sebagaimana penentuan nasab 
pada cerai dari nikah fasid. 


23 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 431. 
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Adapun jika hubungan badan yang dilaku- 
kan itu termasuk kategori zina, nasab anaknya 
tidak diikutkan pada pihak yang melakukan 
zina. Dalilnya hadits yang telah lewat, yaitu 
“Nasab seorang anak dinisbahkan kepada ke- 
dua orang tuanya yang melakukan persetubuh- 
an dalam pernikahan yang sah, sedangkan ba- 
gian bagi yang berzina itu batu,” karenazina itu 
perbuatan yang dilarang oleh syariat sehingga 
tidak berhak menjadi sebab untuk merasakan 
nikmatnya nasab. 


» Kebijakan Undang-Undang 
Undang-Undang Syria menetapkan nasab 

anak hasil wathi' syubhat pada pasal 133 yang 

berbunyi sebagai berikut. 

1. Wanita yang diwathi' syubhat jika meng- 
hasilkan anak maka nasab anak itu di- 
ikutkan pada lelaki yang melakukan wathi' 
syubhat terhadapnya. 

2. Setiap nasab yang dijalin baik dengan ni- 
kah fasid maupun syubhat maka hukum- 
nya seperti nikah sah. Artinya menjadi 
kerabat yang sama-sama tidak boleh dini- 
kah dalam konteks agama dan sama-sama 
mendapat warisan dan hak kekerabatan 
lainnya. 


Dampak Nasab: pada bagian kedua di 
atas telah menjelaskan dampak yang dicipta- 
kan dari hubungan nasab. Jika sudah terjalin 
nasab meski dari pernikahan fasid atau wathi' 
syubhat maka berlaku segala hal yang berkait- 
an dengan kekerabatan. Artinya, tidak boleh 
menikahi seseorang yang masuk dalam kate- 
gori kerabat mahram yang tidak boleh dini- 
kahi, berhak mendapat nafkah kekerabatan, 
dan berhak mendapatkan warisan. Seyogianya 
pasal yang membahas penentuan nasab ini 
dibuat pembahasan sendiri, karena banyak se- 
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bab-sebab yang menentukan nasab, baik dari 
pernikahan sah, pernikahan fasid, maupun 
dari wathi' syubhat. 


2. METODE ATAU CARA PENENTUAN 
NASAB 
Garis nasab keturunan bisa ditentukan 
dengan tiga cara sebagai berikut: 
1. Pernikahan sah ataupun fasid (rusak). 
2. Pengakuangaris nasab atau keturunan. 
3. Pembuktian. 


a. Cara Pertama: Pernikahan yang Sah 

ataupun Fasid 

Pernikahan yang sah dan pernikahan yang 
fasid termasuk salah satu sebab penentu garis 
nasab keturunan. Secara praktiknya, garis na- 
sab ditentukan setelah pernikahan meskipun 
fasid, atau nikah urfi, yaitu akad nikah yang di- 
lakukan tanpa ada bukti nikah di catatan sipil. 


b. Cara Kedua: Pengakuan Nasab atau 
Pengakuan Anak 
Pengakuan nasab ada dua macam, igrar 
nasab untuk dirinya sendiri dan igrar nasab 
yang dibebankan pada orang lain. 


1) Igrar Nasab untuk Dirinya Sendiri 

Igrar nasab untuk dirinya sendiri adalah 
pengakuan ayah terhadap anak, atau anak 
terhadap ayahnya, seperti, “Ini anakku,” “Ini 
ayahku,” atau “Ini ibuku.” Pengakuan ini tetap 
sah meski dari seorang lelaki yang berada di 
ambang kematian, namun dengan empat sya- 
rat sudah disepakati oleh para ulama madzhab. 
Empat syarat itu sudah saya bahas dalam pem- 
bahasan igrar, namun di sini saya ulang kem- 
bali. Empat syarat itu sebagai berikut: 
a. Orang yang diaku itu nasabnya tidak jelas, 

atau tidak tahu nasabnya. Akan tetapi 


CE 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshlyyah 


jika punya nasab yang jelas dari selain 
orang yang mengaku maka pengakuan 
orang tersebut batal karena syariat mem- 
benarkan penentuan nasab untuk ayah 
tersebut. Dan jika nasab sudah ditentu- 
kan untuk seseorang maka tidak boleh 
berpindah nasab pada orang lain, karena 
Rasulullah saw. melaknat orang yang 
mengaku nasab pada selain ayahnya sen- 
diri. 

Orang yang tidak diketahui nasabnya 
menurut Hanafiyyah- adalah orang yang 
tidak tahu ia punya ayah di tempat ke- 
lahirannya. Pendapat ini jelas mudah di- 
pahami, karena sekarang transportasi 
dan pencarian suatu kampung sudah 
sangat mudah. Akan tetapi, para ulama 
mengecualikan anak yang terlahir dalam 
sumpah li'an. Anak tersebut tidak sah 
mengaku nasab atau diikutkan pada se- 
lain ayah yang melakukan sumpah li'an, 
karena bisa jadi ia menarik sumpahnya 
atau berbohong pada saat sumpah dengan 
mengaku bahwa anak tersebut bukan 
darah dagingnya sendiri. 

Kenyataan membenarkan pengakuannya. 
Artinya, orang yang diaku sebagai garis 
nasabnya itu masuk akal. Misalnya, orang 
yang diaku sebagai anak itu usianya ma- 
suk akal untuk menjadi anak orang yang 
mengaku sebagai ayahnya. Jika anak 
yang diaku itu usianya lebih tua dari 
orang yang mengaku sebagai ayahnya, 
keduanya seumuran, atau selisih sedikit 
yang tidak memungkinkan menjadi anak 
maka pengakuan itu tidak sah. Alasannya, 
karena pengakuan itu tidak masuk akal 
atau realita tidak bisa menerima peng- 
akuan itu. Jika ada orang yang berusia 
dua puluh tahun mengakui anak yang 


24  Al-Badaa'i' Vol. 3, hlm. 215-218, Vol. 7, hlm. 228: asy-Syarhul Kabiir, Vol. 3, hlm. 412-414: al-Kharasyi, Vol. 4, hlm. 316: Mughnil 


Muhtaaj, Vol. 2, hlm. 259: al-Mughnii, Vol. 5, hlm. 184. 
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berusia sepuluh tahun sebagai putranya, 
pengakuan ini menurut Hanafiyyah tidak 
bisa diterima. Alasannya, karena menurut 
mereka, seorang anak tidak bisa dilahir- 
kan dari seseorang yang belum baligh, dan 
usia baligh menurut mereka adalah dua 
belas tahun. , 

Demikian juga jika terjadi perebutan 
nasab di antara dua orang maka nasab 
tidak bisa ditentukan, karena ada dua 
igrar yang saling bertentangan. 

c. Syarat lainnya, adanya pengakuan dari 
orang yang diaku jika memang ia sudah 
bisa dipercaya. Artinya sudah baligh dan 
berakal menurut mayoritas ulama, dan 
sudah mumayyiz menurut Hanafiyyah. 
Alasannya, karena igrar atau pengakuan 
itu adalah hujjah untuk orang yang ber- 
igrar dan tidak bisa melampaui orang 
lain kecuali dengan adanya bukti atau ke- 
saksian dari orang lain. Jika orang yang 
mengaku itu masih kecil atau orang gila 
maka tidak disyaratkan untuk memerca- 
yai keduanya. Karena, igrar dan pengaku- 
an keduanya tidak diterima. 

Ulama Malikiyyah berkata, pembenar- 
an orang yang mengaku bukanlah syarat 
untuk menentukan garis nasab karena 
nasab itu hak anak terhadap ayahnya. 
Jadi, cukup hanya igrar atau pengakuan 
tanpa harus ada bukti pembenaran dari- 
nya jika memang tidak ada bukti yang 
menunjukkan kebohongannya. 

d. Syarat terakhir adalah tidak membeban- 
kan nasab pada orang lain, baik dipercaya 
oleh orang yang diaku maupun tidak. 
Karena pengakuan seseorang hanyalah 
hujjah bagi dirinya sendiri, tidak untuk 
orang lain. Pengakuan sepihak bagi orang 
lain hanyalah sebagai kesaksian, dan ke- 
saksian seorang lelaki terhadap sesuatu 
yang tidak diketahui oleh para lelaki maka 
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tidak dapat diterima, dan pengakuan sen- 
diri bukanlah sebuah hujjah. 


Oleh karena itu, jika yang mengaku pe- 
milik anak tersebut adalah seorang istri atau 
orang yang sedang dalam masa iddah maka 
di samping syarat di atas ia harus membawa 
suaminya untuk memperkuat pengakuannya, 
atau mendapat kejelasan tentang kelahiran 
anak tersebut dari suaminya karena disitu 
membawa nasab pada orang lain maka pe- 
ngakuannya tidak diterima kecuali adanya 
pembuktian atau penjelasan dari suami. 

Igrar seseorang dianggap batal jika ia 
mengaku bahwa anak yang diakunya diper- 
oleh dari hasil perzinaan karena zina tidak 
layak menjadi sebab untuk menentukan garis 
keturunan. Dan keturunan nasab itu sebuah 
anugerah yang tidak bisa didapat dengan me- 
lakukan hal yang terlarang. 

Jika syarat-syarat pengakuan sudah leng- 
kap maka hukum pengakuan itu dianggap su- 
dah sah. Dan jika sudah demikian maka ber- 
lakukah hukum waris untuk anak yang diaku 
sebagai darah dagingnya. Jika pengakuan su- 
dah sah maka orang yang mengaku tidak pu- 
nya hak untuk menarik kembali pengakuan- 
nya karena garis nasab jika sudah ditentukan 
maka tidak bisa ditarik kembali. 

Dalam penentuan sahnya igrar nasab, ula- 
ma Hanafiyyah mensyaratkan anak yang diaku 
itu masih hidup. Jika yang diaku sebagai anak 
itu sudah meninggal dunia maka pengakuan 
dianggap tidak sah dan nasabnya tetap tidak 
bisa ditentukan, karena tidak ada perlunya 
menentukan nasab setelah wafat. Selain itu, 
si mayit juga tidak membutuhkan pengakuan 
nasab keturunan. Akan tetapi, Hanafiyyah me- 
ngecualikan jika si mayit tersebut mempunyai 
anak maka pengakuan nasab dalam hal ini 
dianggap shahih, karena untuk menjaga dan 
mengurus kemaslahatan anak-anak si mayit 
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yang memang masih membutuhkan garis ke- 
turunan dari keluarga ayah mereka. 

Ulama Malikiyyah tidak mensyaratkan 
masih hidupnya anak yang diaku, karena na- 
sab keturunan adalah hak anak atas ayahnya. 
Jadi, penentuan nasab itu tidak bergantung 
pada hidup atau sudah meninggalnya anak, se- 
bagaimana juga tidak bergantung pada pem- 
benaran dari anak, kecuali jika ayahnya tidak 
mewariskan harta pada anak yang diaku, ke- 
cuali jika ia punya anak, atau hartanya hanya 
sedikit sehingga pengakuan anak tersebut 
tidak dianggap karena menginginkan harta. 

Syarat-syarat di atas juga menjadi syarat 
dalam igrar nasab untuk orang lain, kecuali 
syarat yang terakhir. 

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berka- 
ta, “Nasab bisa ditentukan dengan igrar atas 
oranglain dengan syarat-syarat seperti di atas 
dengan catatan yang mengaku itu dari selu- 
ruh ahli waris, dan orang yang diaku itu su- 
dah meninggal. Jika masih hidup, hal itu tidak 
bisa ditentukan meski ia dalam keadaan gila, 
karena mustahil menentukan nasab seseorang 
yang masih hidup dengan pengakuan orang 
lain. 


2) Ikrar Nasab yang Ditangguhkan kepada 
Orang Lain 


Adapun igrar nasab yang dibebankan atau 
ditangguhkan kepada orang lain adalah igrar 
sesuatu yang mencabang dari pangkal nasab, 
seperti misalnya seseorang berkata, “Ini sau- 
dara saya,” atau “Ini paman saya,” atau “Ini ka- 
kek saya," atau “Ini cucu saya. 

Pengakuan ini sah dengan syarat-syarat 
seperti di atas, namun masih ada tambahan 
syarat lain, yaitu pembenaran dari pihak lain. 
Jika seseorang berkata, “Ini saudara kandung 
saya,” maka untuk menentukan nasabnya me- 
nurut Hanafiyyah, ayah si pengaku harus mem- 
benarkan pengakuan anaknya, atau ada bukti 


Cb 
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yang menguatkan pengakuannya, atau ada dua 
ahli warisnya yang membenarkan pengakuan 
itu jika yang lain sudah meninggal. Pembuk- 
tian ini perlu, karena pengakuan sepihak ha- 
nya berlaku untuk diri sendiri bukan untuk 
orang lain. 

Jika orang lain atau dua orang ahli waris 
tidak membenarkan pengakuannya, atau tidak 
ada bukti yang menguatkan pengakuannya 
maka orang yang mengaku harus berlaku se- 
bagaimana igrarnya. Artinya, jika orang yang 
diaku nasabnya itu lemah dan fakir maka 
orang yang mengaku harus ikut membantu- 
nya atau membagi harta warisan ayahnya. Ini 
menurut pendapat ulama Hanafiyyah. 

Ulama Malikiyyah berkata, “Hak orang 
yang diaku saudara hanyalah mengambil 
kadar yang kurang dari bagian orang yang 
mengakui karena igrarnya.” 

Jika seorang anak mengaku saudara pada 
orang lain, namun anak yang lain tidak me- 
ngakui maka ia mengambil setengah dari harta 
warisan, dan orang yang diaku mendapatkan 
setengah dari bagian yang mengakuinya me- 
nurut Hanafiyyah. Adapun menurut Malikiy- 
yah, orang yang ingkar mendapat warisan pe- 
nuh, sedangkan orang yang diaku mendapat- 
kan sisa bagian dari orang yang mengaku se- 
hingga warisan dibagi menjadi tiga bagian. 

Jika jumlah harta peninggalan itu misal- 
nya 12 dinar maka orang yang diaku mendapat 
bagian 3 dinar menurut Hanafiyyah sebagai ba- 
gian orang yang mengakuinya. Namun, menu- 
rut Malikiyyah orang tersebut hanya mendapat 
2 dinar, dan orang yang ingkar mendapat 6 di- 
nar, sedang yang mengaku mendapat 4 dinar ka- 
rena harta peninggalan dibagi menjadi tiga ba- 
gian. Jika orang yang diaku saudara itu tidak ada 
maka orang yang mengaku tetap mendapatkan 
6. Namun jika ada maka bagiannya menjadi 4 
dan sisanya, yaitu 2 dinar, diberikan kepada 
orang yang diakuinya sebagai saudara. 
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Jika pengakuan nasab dari seseorang di- 
anggap sah maka ia ikut mendapat bagian 
harta warisan, meskipun yang lain ada yang 
tidak memercayai, dan yang mengakui telah 
meninggal, namun orang yang diaku tetap 
mendapat warisan. 


« Kebijakan Undang-Undang 

Undang-Undang Syria menetapkan nasab 
dengan pengakuan. Pasal 134/1 mensyaratkan 
orang yang mengaku nasabnya tidak diketahui 
dan juga secara realita membenarkan peng- 
akuannya. Bunyi pasal itu sebagai berikut: 

Pengakuan nasab sebagai anak meski da- 
lam keadaan sekarat tetap diterima nasabnya 
dari orang yang mengaku jika memang usia 
keduanya memungkinkan untuk jadi anak dan 
ayah. 

Bagian kedua dari pasal tersebut menje- 
laskan tentang pengakuan istri. Bunyinya ada- 
lah jika yang mengaku itu seorang istri atau 
wanita yang sedang dalam masa iddah maka 
nasab anak tidak dapat ditentukan kecuali ada 
pembuktian dan penjelasan dari suaminya. 

Pasal 135 menentukan syarat pembenaran 
dari orang lain dan syarat pembenaran realita. 
Pengakuan seseorang yang mengaku ibu atau 
ayat atas anak yang nasabnya tidak diketahui 
bisa diterima jika memang anak tersebut per- 
caya dan perbedaan usia keduanya memung- 
kinkan untuk menjadi anak dan ayah atau ibu. 

Pasal 136 menjelaskan tentang pengaku- 
an nasab yang ditangguhkan pada orang lain: 
Pengakuan nasab pada selain anak, ayah, dan 
ibu tidak dapat diakui kecuali dengan pem- 
benaran. 


« Pembuktian dalam Penentuan Nasab 
atas Orang Lain 
Penentuan nasab atas orang lain, seperti 
misalnya seseorang berkata, “Ini saudara kan- 
dungku,” atau “Ini pamanku,” pengakuan ini 
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terkadang membutuhkan pembuktian yang 
menurut Abu Hanifah dan Muhammad dengan 
pengakuan dua orang lelaki atau seorang lelaki 
dan dua orang wanita sebagai saksi. 

Imam Malik berpendapat bahwa penen- 
tuan nasab atas orang lain tidak berlaku ke- 
cuali dengan pengakuan dua orang, karena hal 
itu berkaitan dengan nasab orang lain sehing- 
ga perlu banyak orang sebagaimana dalam ke- 
saksian. 

Imam Syafi'i, Ahmad, dan Abu Yusuf ber- 
pendapat bahwa jika seluruh ahli waris telah 
mengakui nasab orang yang diakui itu maka 
nasabnya bisa ditetapkan, meski -ahli waris- 
nya itu hanya satu orang, baik lelaki maupun 
perempuan. Alasannya, karena nasab itu ada- 
lah hak yang bisa ditetapkan dengan igrar se- 
hingga tidak perlu kesaksian banyak saksi se- 
perti halnya utang. Dalam igrar sendiri tidak 
disyaratkan harus adil, karena itu tidak sah jika 
dalam hal ini disamakan dengan kesaksian. 


e« Perbedaan antara Igrar Nasab dan 

Adopsi 

Igrar nasab bukanlah adopsi yang dikenal 
selama ini, karena igrar nasab bukanlah me- 
numbuhkan atau membuat nasab baru, me- 
lainkan cara untuk menentukan dan menjelas- 
kan nasab seseorang. Adapun adopsi adalah 
metode yang digunakan untuk menumbuh- 
kan nasab. Adopsi bisa diakui dan ditentukan, 
meskipun anak yang diadopsi itu mempunyai 
nasab yang jelas. Adapun pengakuan terhadap 
seorang anak yang dilakukan dengan cara igrar 
nasab itu tidak bisa dilakukan kecuali jika anak 
tersebut tidak mempunyai nasab yang jelas. 


c. Cara Ketiga: Bayyinah atau Pembuktian 
Pembuktian adalah dalil yang tidak hanya 
berlaku bagi orang yang mengaku atau berik- 
rar, namun juga bagi orang lain. Adapun peng- 
akuan, sebagaimana telah kita ketahui hanya- 
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lah dalil untuk diri sendiri, tidak untuk orang 
lain. Penentuan nasab dengan pembuktian le- 
bih kuat daripada hanya dengan pengakuan, 
karena pembuktian sampai saat ini adalah ala- 
san yang paling kuat untuk menentukan dan 
memutuskan suatu perkara. Penentuan nasab 
dengan igrar bisa jadi kurang kuat karena ma- 
sih bisa dibatalkan dengan adanya pembutti- 
an yang bertentangan dengan igrar tersebut. 

Adapun pembuktian yang bisa dijadikan 
penentu nasab adalah kesaksian dua orang le- 
laki, atau seorang lelaki dan dua orang perem- 
puan menurut Abu Hanifah dan Muhammad. 
Akan tetapi, menurut Malikiyyah cukup de- 
ngan kesaksian dua orang lelaki, sedangkan 
menurut Syafi'iyyah, Hanabilah, dan Abu Yusuf, 
harus dengan kesaksian seluruh ahli waris. 

Kesaksian bisa diterima, baik saksi melihat 
langsung maupun hanya mendengarnya saja. 
Jika seorang saksi melihat atau mendengar 
langsung maka boleh baginya untuk bersaksi. 
Namun jika tidak melihat atau mendengarnya 
secara langsung, tidak boleh baginya untuk 
bersaksi karena Rasulullah saw. pernah ber- 
tanya kepada seorang saksi, “Apakah engkau 
melihat matahari?" Saksi itu menjawab, “Ya.” 
Lantas beliau bersabda, “Bersaksilah seperti ke- 
saksianmu tadi, namun jika tidak mampu maka 
tinggalkanlah”? 


« Kesaksian dari Mulut ke Mulut dalam 
Penentuan Nasab 
Tasaamu' adalah tersebarnya kabar di ka- 
langan masyarakat umum dari mulut ke mu- 
lut. Para ulama empat madzhab telah sepakat 
memperbolehkan penentuan nasab melalui 
tasaamu' sebagaimana dalam hukum nikah 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


atau malam pernikahan, men-dukhul istri, ra- 
dha', kelahiran, dan kematian.? 

Dalil yang mereka pakai adalah bahwa 
perkara ini tidak dapat dimengerti kecuali 
oleh orang-orang tertentu. Jadi jika kesaksian 
menggunakan tasaamu' tidak diperbolehkan 
justru akan mendatangkan kesulitan dan bah- 
kan dapat mengakibatkan rusaknya hukum- 
hukum yang dibangun atas dasar itu, seperti 
hukum waris dan haramnya nikah sesama 
saudara. 

Akan tetapi, para fugaha berbeda penda- 
pat dalam menjelaskan arti tasaamu' itu sen- 
diri. Abu Hanifah berkata, “Tasaamu' adalah 
berita yang sudah mutawatir sehingga pen- 
dengar yakin kebenaran berita tersebut.” 

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat 
lain. Menurut mereka, tasaamu' itu berita yang 
sudah cukup disampaikan oleh dua orang lela- 
ki yang adil atau seorang lelaki dan dua orang 
perempuan. Pendapat ini dianut oleh sebagian 
fugaha, buktinya seorang hakim tetap me- 
mutuskan perkara dengan adanya dua orang 
saksi, meski keduanya tidak langsung me- 
lihatnya atau mendengar sendiri. Cukuplah 
bagi saksi untuk berkata, “Aku menjadi saksi 
dalam perkara ini” Akan tetapi, saksi tidak 
boleh menggunakan redaksi, “Aku mendengar 
perkara demikian.” 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
berita yang dibawa itu bukan yang bersifat 
khusus atau terbatas, namun sudah tersebar 
luas di kalangan masyarakat yang dapat diper- 
caya. Mereka mensyaratkan bagi saksi untuk 
berkata, “Kami mendengar perkara itu demi- 
kian,” atau kalimat sejenisnya. 


25 HR al-Baihagi dan al-Hakim. Ia berkata, “Sanadnya shahih.” Akan tetapi, Imam adz-Dzahabi berkomentar, “Hadits ini lemah." 


(Subulus Salaam, Vol. 4, hlm. 130). 


26 Al-Mabsuuth, Vol. 16, hlm. 111: al-Badaa'i', Vol. 6, hlm. 266: ad-Dasuugi, Vol. 4, hlm. 198: Mughnil Muhtaaj, Vol. 4, hlm. 448: al- 


Mughnii, Vol. 9, hlm. 161. 
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B. TENTANG RADHA' 


Pasal ini saya pilih untuk menjelaskan hu- 
kum-hukum radha' agar memudahkan para 
pengkaji, karena di dalamnya saya menjelas- 
kan mengenai hukum-hukum yang berkait- 
an dengan radha', di samping juga pasal ini 
berkaitan dengan bab yang sedang dalam pem- 
bahasan, yaitu hak-hak anak. Di dalamnya saya 
juga menjelaskan dampak radha' dalam ma- 
salah haramnya menikahi kerabat yang timbul 
dari radha'. Kemudian, saya juga menjelaskan 
tentang batasan-batasan atau metode penen- 
tuan hukum radha'. Jadi, pasal ini memuat tiga 
pembahasan berikut. 

Pertama, Hak anak kecil dalam radha'. 

Kedua, Syarat radha' yang mengharamkan 
pernikahan. 

Ketiga, Sesuatu yang digunakan untuk 
menentukan hukum radha'. 

Sebelum masuk pada pembahasan, perlu 
diketahui bahwa rukun-rukun radha' dalam 
menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah 
ada tiga, yaitu wanita yang menyusui, susu, 
dan anak yang disusui. 


1. HAK ANAK KECIL DALAM MASALAH 

RADHA' 

Dalam pembahasan ini, terdapat empat 
sub pembahasan, yaitu tentang wajibnya 
menyusui bagi seorang ibu, upah menyusui, 
mengutamakan ibu kandung daripada wani- 
ta lain dalam menyusui, dan wanita yang 
profesinya menyusui bayi orang lain dengan 
mengambil upah, dan kadar banyaknya upah 
yang diterima. 


TE 
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a. Apakah Seorang Ibu Wajib Menyusui 
Anaknya? 

Para fugaha sepakat bahwa menyusui 
anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu, 
karena nanti hal itu akan ditanyakan di hadap- 
an Allah, baik wanita tersebut masih menjadi 
istri ayah dari bayi maupun sudah dicerai dan 
sudah selesai iddahnya. Para ulama berbeda 
pendapat apakah hal itu mewajibkan gadha 
atas si wanita atau tidak. Apakah seorang ha- 
kim boleh memaksanya untuk menyusui atau 
tidak. 

Ulama Malikiyyah berpendapat wanita 
tersebut wajib mengadha dan dipaksa untuk 
menyusui, namun mayoritas ulama hanya me- 
ngatakan bahwa gadha bagi wanita tersebut 
hukumnya hanya mandub dan tidak boleh di- 
paksa. Wanita tersebut boleh tidak menyusui 
bayinya kecuali jika dalam keadaan darurat,” 
dan tanggungan menyusui dibebankan kepa- 
da ayah bayi tersebut sendirian. Ia tidak punya 
hak untuk memaksa sang ibu untuk menyusui 
bayinya, baik wanita itu dari kalangan rendah 
maupun kalangan elit, baik masih berstatus 
istri maupun sudah dicerai. Dalam pembuka- 
an yang panjang, Ibnu Rusyd al-Maliki ber- 
pendapat bahwa bagi seorang ibu hukumnya 
mustahab untuk menyusui bayinya. 

Perbedaan pendapat dalam hal menyusui 
itu bersumber dari cara memahami firman 
Allah SWT yang artinya, 


“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib- 
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me- 


27 Ahkaamul Gur'an li Ibni Arabi, Vol. 1, hlm. 204-206, Vol. 4, hlm. 1828: Ahkaamul Gur'an lil Jashshaash, Vol. 1, hlm. 403: ad-Durrul 
Mukhtaar wa Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 929, Tafsiirul Gur'an li Ibni Katsiir, Vol. 1, him. 283, Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 345: 
al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 627: al-Badaa'f', Vol. 4, hlm. 40: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 222: Bidayaatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 56, 
asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2,hlm. 754: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 449. 
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reka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan- 
lah seorang ibu menderita karena anaknya dan 
jangan pula seorang ayah (menderita) karena 
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seper- 
ti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 
dengan persetujuan dan permusyawaratan 
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas ke- 
duanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anak 
kamu kepada orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu memberikan pembayaran dengan cara 
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.” (al-Bagarah: 233) 


Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
seorang ibu wajib menyusui bayinya jika 
memang statusnya masih sebagai istri atau 
dalam masa iddah dari cerai raj'i. Dan jika ia 
menolak untuk menyusui tanpa adanya uzur 
maka pihak pengadilan, dalam hal ini hakim, 
berhak memaksanya untuk menyusui bayi- 
nya, kecuali jika wanita tersebut berstatus so- 
sial tinggi dan kaya maka tidak wajib baginya 
untuk menyusui jika memang bayinya mene- 
rima disusui oleh wanita lain. 

Para ulama memahami bahwa ayat terse- 
but di atas adalah perintah untuk setiap is- 
tri atau lainnya untuk menyusui, dan itu hak 
atasnya. Kemudian para ulama mengecualikan 
wanita yang status sosialnya tinggi karena adat 
dan kemaslahatan. Menyusui juga tidak wajib 
bagi istri yang sudah dicerai ba'in karena Allah 
SWT berfirman yang artinya, 


“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma- 
na kamu bertempat tinggal menurut kemam- 
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di- 
talak) itu sedang hamil, maka berikanlah ke- 
pada mereka nafkahnya sampai mereka mela- 
hirkan kandungannya, kemudian jika mereka 


Ca 
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menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah 
imbalannya kepada mereka: dan musyawa- 
rahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) de- 
ngan baik: dan jika kamu menemui kesulitan, 
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak 
itu) untuknya.” (ath-Thalaag: 6) 


Ayat ini menjelaskan tentang hukum istri 
yang telah dicerai ba'in. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ar- 
ti firman Allah SWT yang berbunyi, 


Ah ARA ga “IX LA 
D ndp BIAN Ap 3 5... 
“. Janganlah seorang ibu menderita ka- 
rena anaknya dan jangan pula seorang ayah 


(menderita) karena anaknya...” (al-Bagarah: 
233) 


adalah bahwa seorang ibu tidak menolak 
untuk menyusui bayinya karena menyakiti 
ayah si bayi, dan bagi seorang ayah tidak boleh 
menahan atau melarang istrinya untuk me- 
nyusui bayinya. Hal ini semuanya dalam cerai 
karena penyebutan larangan untuk tidak me- 
nyakiti ada dalam urusan cerai. Dan juga kare- 
na memberi nafkah pada istri yang dicerai 
raj'i hukumnya wajib untuk menjaga keluarga 
selama masa iddah. Dan sang ibu tidak berhak 
meminta nafkah lebih karena adanya si bayi. 
Adapun cerai ba'in maka bagi sang ibu wajib 
menerima upah menyusui berdasarkan ayat 
di atas. 

Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan 
bahwa Rasulullah saw. bersabda, 


Jp di Ip da dat at Dl Ia 
al Un 
Pirus ep Sd Is sa LI 
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“Seorang istri berkata kepadamu, “Nafkahi 
aku, kalau tidak ceraikan saja” Seorang budak 
berkata kepadamu, “Berilah aku makan dan pe- 
kerjakanlah aku' Anakmu berkata kepadamu, 
'Nafkahi aku, kepada siapa engkau pasrahkan 
aku?” 


Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat 
tersebut di atas anjuran yang bersifat sunnah 
dan petunjuk dari Allah untuk kaum ibu agar 
menyusukan anak-anak mereka, kecuali jika si 
anak tidak mau menerima susuan selain ibu- 
nya. Pendapat ini dalilnya dari firman Allah 
SWT yang berbunyi, “..dan jika kamu menemui 
kesulitan, maka perempuan lain boleh menyu- 
sukan (anak itu) untuknya." (ath-Thalaag: 6) 

Sunnahnya yang menyusui anak adalah 
ibu kandung karena susunya lebih baik untuk 
si anak, dan curahan kasih sayang ibu kandung 
lebih banyak di samping juga memang sudah 
menjadi hak seorang ibu untuk menyusui 
anaknya, dan hak si anak untuk disusui oleh 
ibunya. Dan dalam hak, seseorang tidak bo- 
leh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali ada 
alasan lain yang memang memaksanya. 

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami 
bahwa para ulama sepakat bahwa menyusui 
anak itu hukumnya wajib bagi seorang ibu 
dalam tiga hal berikut. 

1. Si anak tidak menerima susuan orang 
lain selain ibu kandungnya. Dalam hal ini 
sang ibu wajib menyusui si anak demi 
keselamatannya. Demikian juga bagi wa- 
nita yang menyusui dengan imbalan, jika 
memang si anak tidak menerima susuan 
selain darinya. 

Tidak menemukan wanita lain yang me- 
nyusui anaknya selain dirinya sendiri. 
Dalam hal ini juga wajib baginya untuk 
menyusui anaknya demi keselamatan si 
anak. 
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3. Jika suami atau si bayi tidak mempunyai 
harta untuk biaya sewa wanita yang mau 
menyusui maka seorang ibu wajib me- 
nyusui anaknya agar tidak meninggal du- 
nia. 


Ulama Syafi'iyyah mewajibkan bagi se- 
orang ibu untuk menyusui anaknya pada awal 
kelahiran anak karena umumnya seorang bayi 
tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan 
susu tersebut tidak bisa digantikan dengan 
yang lainnya. 


e Hukum Menyewa Wanita untuk 

Menyusui Anak 

Jika seorang ibu menolak menyusui 
anaknya sendiri pada selain tiga kondisi di 
atas maka seorang ayah wajib menyewa wani- 
ta lain untuk menyusui anaknya. Dan ketika 
menyusui, sang ibu harus berada di dekat wani- 
ta tersebut karena meskipun ia sendiri tidak 
menyusui, namun tetap berkewajiban men- 
jaga anaknya. 

Jika sang ayah tidak menyewa wanita un- 
tuk menyusui anaknya maka sang ibu berhak 
meminta pembayaran upah menyusui darinya 
untuk menyewa wanita lain yang mau menyu- 
sui anaknya. 

Jika status keluarga masih resmi sebagai 
suami istri, ataupun dalam masa iddah dari 
cerai raj'i maka seorang ayah tidak boleh me- 
nyewa wanita tukang menyusui meski meng- 
gunakan harta anak yang disusui. Akan tetapi 
jika sudah cerai ba'in maka boleh baginya 
untuk menyewa wanita guna menyusui anak- 
nya, menurut pendapat yang ashah dalam 
madzhab Hanafiyyah. Alasannya karena se- 
orang ayah, dalam status sebagai suami dan 
pada masa iddah cerai raj'i, masih berkewa- 
jiban memberikan nafkah kepada istri, dan ti- 
dak boleh terkumpul padanya dua kewajiban. 
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Jika istri mengambil upah dari harta si 
bayi maka berarti ia mengambil upah atas sua- 
tu pekerjaan yang memang hukumnya wajib 
baginya sebagai utang, yaitu menyusui. Ada- 
pun setelah cerai ba'in maka istri tidak bo- 
leh dipaksa untuk menyusui anaknya, dan ia 
boleh mengambil upah jika ia ingin menyusui, 
menurut pendapat shahih ulama Hanafiyyah. 
Pendapat ini dianggap mu'tamad sebagaimana 
disebutkan oleh Ibnu Abidin, namun dalam 
riwayat lain mengatakan bahwa penulis kitab 
al-Hidayaah lebih merajihkan bahwa istri ke- 
tika itu tetap tidak boleh mengambil upah 
karena ia masih mendapatkan nafkah selama 
masa iddah. 


b. Keadaan yang Membuat Seorang Istri 
Berhak Mendapatkan Upah Menyusui, 
Permulaan dan Lamanya Hak tersebut 

1) Keadaan yang Membuat Seorang Istri 
Berhak Mendapatkan Upah Menyusui 


Jika seorang istri dengan sendirinya me- 
nyusui anaknya, atau dipaksa untuk menyusui 
sebagai gadha, apakah ia berhak mendapat- 
kan upah menyusui? Dalam kasus ini terdapat 
perincian sebagai berikut: 

a. Menurut Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, 
dan Hanabilah seorang istri tidak berhak 
mendapatkan upah menyusui jika status- 
nya masih sebagai istri atau dalam masa 
iddah dari cerai raj'i. Alasannya, karena 
dalam hal ini seorang suami masih wajib 
memberikan nafkah kepada istrinya se- 
hingga tidak ada nafkah lain, yaitu berupa 
upah menyusui. Pendapat ini bertujuan 
agar seorang suami tidak dibebani dua 
kewajiban dalam satu waktu, yaitu beban 
nafkah dan beban upah menyusui. Upah 
menyusui tidak dibebankan kepada suami 
karena nafkah yang diberikannya sudah 
mencukupi. 


Ca 
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Ulama Malikiyyah setuju dengan pen- 

dapat ini jika memang menyusui hukum- 
nya wajib bagi sang istri, yaitu pada kon- 
disi sulit. Akan tetapi jika menyusui tidak 
wajib bagi seorang istri, seperti misalnya 
punya kedudukan tinggi maka ia berhak 
mendapatkan upah menyusui. 
Para ulama sepakat bahwa seorang istri 
berhak mendapatkan upah menyusui jika 
memang sudah cerai dan habisnya masa 
iddah, atau cerai karena wafat. Allah SWT 
berfirman, “Tempatkanlah mereka (pa- 
ra istri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah 
kamu menyusahkan mereka untuk me- 
nyempitkan (hati) mereka. Dan jika me- 
reka (istri-istri yang sudah ditalak) itu 
sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya sampai mereka melahir- 
kan kandungannya, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu maka beri- 
kanlah imbalannya kepada mereka: dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (sega- 
la sesuatu) dengan baik: dan jika kamu 
menemui kesulitan, maka perempuan lain 
boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 
(ath-Thalaag: 6) 

Ayat ini menjelaskan tentang wanita 
yang sudah dicerai oleh suaminya. Setelah 
cerai atau ditinggal mati suaminya, sang 
istri tidak berhak mendapatkan nafkah 
lagi. 

Menurut pendapat yang ashah dari se- 
bagian ulama Hanafiyyah, seorang istri 
yang dicerai ba'in berhak mendapatkan 
upah menyusui karena statusnya seperti 
orang lain di mata suaminya. Demikian 
juga menurut Malikiyyah karena Allah 
SWT berfirman yang artinya, “...kemudian 
jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 


28  Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 2, hlm. 929: Ahkaamul Gur'an li Ibni Arabi, Vol. 4, hlm. 1828: Ahkaamul Gur'an lil 
Jashshaash, Vol. 3, hlm. 463, Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 345: Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 56. 
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maka berikanlah imbalannya kepada me- 
reka...” (ath-Thalaag: 6) Dalam ayat ini 
Allah telah mewajibkan bagi suami untuk 
memberikan upah menyusui pada istri 
yang telah dicerai ba'in, sehingga jika ia 
sedang hamil maka berhak mendapatkan 
nafkah karena keduanya, yaitu nafkah dan 
upah menyusui sama-sama wajib dengan 
dalil yang khusus dalam hal tersebut. 
Dan wajibnya salah satu dari keduanya 
tidak menghalangi kewajiban yang lain. 
Pendapat ini telah ditetapkan menjadi 
Undang-Undang Syria sebagaimana yang 
nanti akan saya jelaskan. 


Sebagian ulama Hanafiyyah menuturkan 
bahwa pendapat yang difatwakan dalam hal 
ini adalah tidak ada pembedaan antara iddah 
raj'i dan iddah ba'in. Jadi, seorang istri dalam 
dua kondisi tersebut tidak berhak mendapat- 
kan upah menyusui karena masih berhak men- 
dapatkan nafkah dari suaminya. Pendapat ini 
dipakai dan dijalankan di Mesir. 

Kesimpulannya: topik pembahasan hak 
seorang istri mendapatkan upah menyusui 
atau tidak, menurut ulama Malikiyyah bergan- 
tung pada wajibnya menyusui atau tidak, se- 
dangkan menurut Hanafiyyah bergantung pa- 
da wajibnya nafkah atas istri atau tidak. 


2) Lamanya Hak Mendapatkan Upah 
Menyusui 


Para ulama sepakat bahwa hak menda- 
patkan upah menyusui lamanya hanyalah dua 
tahun. Artinya, jika si bayi sudah genap me- 
nyusu selama dua tahun maka wanita yang 
menyusuinya tidak berhak lagi meminta upah 
menyusui? karena Allah SWT berfirman yang 
artinya, 


“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
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ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib- 
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me- 
reka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan- 
lah seorang ibu menderita karena anaknya dan 
jangan pula seorang ayah (menderita) karena 
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seper- 
ti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 
dengan persetujuan dan permusyawaratan 
antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan 
anak kamu kepada orang lain, maka tidak ada 
dosa bagimu memberikan pembayaran dengan 
cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan.” (al-Bagarah: 233) 


Ayat ini menunjukkan bahwa seorang 
ayah wajib memberikan nafkah kepada anak 
yang sedang menyusu selama dua tahun. 


3) Permulaan Hak 

Wanita yang berprofesi sebagai zhi'ran 
atau menyusui anak orang lain, dan seorang 
istri yangsudah diceraikan oleh suaminya ber- 
hak mendapatkan upah menyusui mulai dari 
tanggal atau hari akad perjanjian. Artinya, se- 
belum dimulainya akad mereka tidak berhak 
mendapatkan upah. 

Adapun ibu menyusui yang statusnya ma- 
sih sebagai istri atau dalam masa iddah dari 
cerai raji maka berhak mendapatkan upah 
menyusui secara mutlak tanpa ketentuan akad 
upah, menurut madzhab Malikiyyah. Akan 
tetapi menurut Hanafiyyah dalam pendapat 
yang rajih, upah diberikan sejak mulai me- 
nyusui. Sebagian ulama Hanafiyyah berpenda- 
pat, sejak ia meminta upah. Upah tidak terpu- 
tus meski sang ayah meninggal dunia, bahkan 
menjadi utang bagi keluarganya karena upah 
bukanlah nafkah, melainkan tanggungan yang 


29  Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 931: Ahkaamul Gur'an lil Jashshaash, Vol. 1, hlm. 404. 
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berhak dikeluarkan dari harta tinggalan. Jika 
upah itu disamakan dengan nafkah wajib ma- 
ka upah itu terputus dengan wafatnya sang 
ayah, sebagaimana terputusnya nafkah istri 
dan kerabat dekat dengan wafatnya sang sua- 
mi meskipun setelah keputusan, selama tidak 
mengambil utang dengan perintah hakim. 
Jika si bayi sudah tidak memiliki ayah maka 
kerabat dekat ayah berkewajiban membayar 
upah atau memberi nafkah kepadanya. 


c. Pengutamaan antara Ibu Kandung dan 

Wanita Lain dalam Menyusui Bayi 

Para ulama sepakat bahwa ibu kandung 
lebih diutamakan dalam hal menyusui bayi- 
nya jika memang tidak meminta upah menyu- 
sui, atau tidak meminta lebih dari upah yang 
diterima wanita lain meski di bawah upah 
standar. Atau, tidak ada wanita yang menyu- 
sui kecuali dengan upah. Hal tersebut dilaku- 
kan karena menjaga kemaslahatan si bayi, 
dan tentu saja ibu kandung memberikan kasih 
sayang lebih kepada anaknya sendiri daripada 
wanita lain. 

Di samping itu, seorang ibu yang tidak 
mau menyusui anak kandungnya dapat mem- 
bahayakan dirinya sendiri, dan itu tidak di- 
perbolehkan karena Allah SWT berfirman 
yang artinya, Janganlah seorang ibu mende- 
rita kesengsaraan karena anaknya.” (al-Baga- 
rah: 233) Allah SWT berfirman, “Para ibu 
hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 
dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin me- 
nyempurnakan penyusuan.” (al-Bagarah: 233) 
Ayat di atas menunjukkan bahwa ibu kandung 
lebih berhak untuk menyusui anaknya dalam 
waktu dua tahun.?! 

Jika terdapat wanita lain yang mau me- 
nyusui, dan sang ibu meminta upah menyusui, 


30  Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 931. 
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atau wanita lain menyusui dengan upah lebih 
kecil daripada upah yang diminta oleh sang 
ibu maka menurut Malikiyyah dan Hanabilah 
yang lebih berhak menyusui adalah ibu kan- 
dung dengan upah standar. Dalilnya ayat di 
atas yang berbunyi, Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya.” (al- 
Bagarah: 233) dan juga ayat yang berbunyi, 
“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anak- 
nya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang 
ingin menyempurnakan penyusuan.” (al-Baga- 
rah: 233) Alasan lain karena ibu kandung 
lebih lembut dan penuh kasih sayang dalam 
memperlakukan anaknya sendiri daripada 
wanita lain, dan air susunya juga mengalir le- 
bih deras daripada air susu wanita lain. 

Menurut pendapat Hanafiyyah dan Sya- 
fi'iyyah, jika kasusnya seperti di atas—ibu kan- 
dung meminta upah menyusui lebih banyak 
daripada wanita lain— maka wanita lain lebih 
didahulukan dalam hal menyusui daripada 
ibu kandung menurut pendapat yang azhhar” 
baik ekonomi sang ayah dalam keadaan lapang 
maupun sempit. Pendapat ini diambil agar 
tidak memberatkan sang ayah karena Allah 
SWT berfirman, “... Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan 
seorang ayah karena anaknya...” (al-Baga- 
rah: 233) dan firman Allah SWT yang arti- 
nya, “...dan jika kamu ingin anakmu disusukan 
oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu 
apabila kamu memberikan pembayaran me- 
nurutyang patut.” (al-Bagarah: 233) 

Dalam kasus seperti di atas maka ibu 
kandung dipersilakan untuk memilih, hendak 
menyusui anak kandungnya tanpa upah atau 
dengan upah standar, atau menyerahkan anak 
kandungnya untuk disusui oleh wanita lain 
dengan upah standar. 
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Jika ibu kandung memilih menyerahkan 
anaknya disusui oleh wanita lain maka hak- 
nya hanyalah memelihara si bayi, baik dengan 
selalu bersama si bayi ketika disusui wanita 
lain, atau bayinya dibawa untuk disusui lantas 
dikembalikan lagi kepada ibunya. 


d. Orang yang Berkewajiban Membayar 
Upah Menyusui dan Banyaknya Upah 
yang Dibayarkan 
Seorang ayah wajib membayar upah me- 

nyusui anaknya karena dialah yang berkewa- 

jiban memberikan nafkah kepada anak, dan 
upah menyusui dibebankan kepada orang yang 
menanggung beban nafkah. Allah SWT berfir- 
man yang artinya, “Para ibu hendaklah menyu- 
sukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyu- 
suan. dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” 

(al-Bagarah: 233) dan firman Allah SWT 

yang artinya, “Kemudian jika mereka menyusu- 

kan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah 

kepada mereka upahnya.” (ath-Thalaag: 6) 
Seorang ayah berkewajiban memberikan 

lima macam nafkah kepada bayinya, yaitu 
upah menyusui, upah hadhanah atau peme- 
liharaan, nafkah keseharian—berupa sabun, 
minyak, selimut, dan lain-lain—,upah tempat 
hadhanah yang dipilih oleh sang ibu, dan upah 
baby sitter jika memang dibutuhkan. 

Seorang ayah tetap wajib memberikan 
nafkah kepada bayinya meski berbeda agama, 
sebagaimana kewajibannya memberikan naf- 
kah kepada istrinya meski berbeda agama. 
Dalilnya ayat di atas, dan keterangannya nanti 
akan saya jelaskan. 

Akan tetapi, kewajiban ayah memberikan 
nafkah itu jika si bayi tidak memiliki harta. 
Namun jika ia memiliki harta maka nafkah se- 
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seorang itu diambil dari hartanya sendiri, baik 
masih kecil maupun sudah besar.? Jika kondisi 
ekonomi ayah sedang sulit atau miskin, dan 
si anak tidak memiliki harta maka sang ibu 
dipaksa untuk menyusui anaknya menurut 
pendapat Hanafiyyah. Dan upah menyusuinya 
menjadi tanggungan ayah sebagai utang yang 
dibayar ketika kondisi ekonominya sudah 
membaik. Akan tetapi menurut Malikiyyah, 
seorang ibu dipaksa untuk menyusui anaknya 
tanpa berhak meminta upah pada suaminya 
ketika kondisi ekonominya sudah membaik. 


e Kewajiban yang Menyusui 

Orang yang menyusui hanya berkewajib- 
an menyusui bayi dan mengurusi kebutuhan 
umum, seperti memilih makanan bayi, men- 
jaga, memandikan, dan mencuci bajunya. Jika 
si bayi disusui dengan susu kambing maka 
wanita yang bertugas menyusui tidak berhak 
mendapatkan upah karena ia tidak melaku- 
kan pekerjaan wajibnya, yaitu menyusui. Dan 
perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian 
sewa, bukan perjanjian untuk menyusui.“ 


e Jumlah atau Banyaknya Upah yang 
Dibayarkan 


Upah yang berhak diterima oleh ibu me- 
nyusui adalah upah standar, yaitu upah yang 
diterima oleh wanita lain jika menyusui. Ada- 
pun untuk nominalnya diserahkan kepada 
keputusan hakim. Jika sang ibu meminta upah 
lebih banyak dari standar upah maka tidak 
perlu dipenuhi. 


6» UndangUndang Syria dalam Hal Upah 
Menyusui 
Undang-Undang Syria Pasal 152 ayat 
1 menegaskan wajibnya memberikan upah 
menyusui hanya pada usia menyusu, bukan 
setelah fitham atau disapih: 


33 Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 346: Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 931. 
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1. Upah menyusui anak, baik menggunakan 
susu alami maupun dengan susu kaleng 
dibebankan pada orang yang berkewajib- 
an memberikan nafkah. Upah tersebut di- 
anggap sebagai pengganti makanan. 

Ayat kedua dari pasal ini menjelaskan 
tentang tidak berhaknya seorang ibu me- 
minta upah menyusui. 

2. Seorang ibu tidak berhak meminta upah 
menyusui anaknya jika statusnya masih 
sebagai istri, atau dalam masa iddah cerai 
raji. 


Artinya, ibu tersebut berhak mendapat- 
kan upah menyusui jika sudah cerai dan se- 
lesai masa iddahnya, dan juga jika sudah di- 
cerai ba'in, serta cerai karena wafat. 

Pasal selanjutnya, yaitu pasal 153 meng- 
ambil pendapat madzhab Hanafiyyah, tetapi 
hanya dalam kondisi ekonomi ayah sedang 
lemah, yaitu dengan mendahulukan atau me- 
milih wanita lain untuk menyusui anaknya 
daripada ibu kandung, karena pendapat ini 
lebih masuk akal. Pasal tersebut berbunyi, 
“Wanita lain lebih berhak menyusui si bayi 
jika ibu kandung meminta upah menyusui, se- 
dangkan ekonomi ayah sedang susah, namun 
menyusuinya tetap di rumah ibu kandung.” 

Akan tetapi dalam masalah hadhanah, 
ibu kandung tetap didahulukan jika memang 
ekonomi sang ayah sedang lapang, meskipun 
ia meminta upah lebih banyak. Sebab, yang 


membedakan antara hadhanah dan radha' 


adalah karena radha' lebih bersifat materi 
yang berkaitan dengan makanan dan pertum- 
buhan tubuh, sedangkan hadhanah lebih 
membutuhkan kasih sayang dan kelembutan. 
Karena itu, dalam hal hadhanah ibu kandung 
lebih diutamakan daripada wanita lain. 
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2. SYARAT RADHA' YANG MENYEBABKAN 
HARAMNYA NIKAH MENURUT PARA 
ULAMA 
Para ulama menentukan syarat radha 

yang menyebabkan haramnya nikah sebagai 

berikut:? 

a. Susu yang diminum berasal dari seorang 
wanita baik masih perawan maupun su- 
dah berkeluarga, atau janda. Jika yang 
diminumkan itu selain susu, seperti mi- 
salnya minum air kuning, darah, atau air 
muntahan maka tidak haram menikahi, 
sama halnya jika susu yang diminum 
itu dari seorang lelaki, banci, atau dari 
binatang ternak. Jika ada dua orang bayi 
lelaki dan perempuan meminum susu 
kambing maka keduanya tidak menjadi 
saudara meskipun satu susuan karena 
susu yang diminum bukan dari seorang 
wanita. Dan keduanya halal untuk meni- 
kah karena tidak terhitung saudara, se- 
dangkan persaudaraan itu cabang dari ke- 
ibuan. Jika tidak ada pangkal maka tidak 
ada cabang. 


« 


Ulama Syafi'iyyah mensyaratkan wa- 
nita yang menyusui itu masih hidup, 
atau sudah cukup umur atau baligh, yai- 
tu mencapai usia sekitar tujuh tahun 
hitungan Hijriyah. Artinya, nikah tidak 
menjadi haram dengan meminum susu 
wanita yang sudah meninggal dunia atau 
susu perempuan yang belum cukup umur. 
Akan tetapi jika seorang wanita dewasa 
memeras air susunya sendiri sebelum 
meninggal dunia, lantas susu itu dimi- 
numkan kepada si bayi setelah wanita 
tersebut meninggal dunia maka menurut 
pendapat yang ashah hukum nikahnya 
tetap haram karena keluarnya air susu 
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tersebut ketika si wanita dalam keadaan 
hidup. 

Akan tetapi, mayoritas ulama tidak 

mensyaratkan syarat tersebut. Artinya, 
meskipun air susu wanita yang sudah me- 
ninggal dan air susu dari anak kecil yang 
belum mampu melakukan sanggama. Na- 
mun jika sudah keluar air susunya, tetap 
saja hukumnya haram untuk dinikahi jika 
air susunya diminum. Alasannya, karena 
air susu itu menumbuhkan daging dan air 
susu itu tidak mati. 
Sampainya air susu ke perut si bayi, baik 
dengan cara mengisap dari punting susu 
maupun dengan cara diminumkan dengan 
gelas atau sejenisnya. Hal ini merupakan 
syarat menurut ulama Hanafiyyah. Jika 
air susu tidak sampai masuk ke perut si 
bayi, meski ia mengulum puting maka hal 
itu tidak menjadikan haram nikah karena 
ada keraguan dalam sebab yang mewajib- 
kan pengharaman, yaitu terjadinya radha', 
sedangkan hukum sendiri tidak bisa di- 
tetapkan dengan keraguan. 

Akan tetapi, ulama Malikiyyah meng- 
anggap cukup dengan syarat sampainya 
air susu ke perut bayi, baik secara yakin 
maupun masih ragu jika memang posisi- 
nya menetek. Jadi, hukumnya tetap ha- 
ram nikah meskipun masih ada keraguan. 
Namun menurut pendapat yang masyhur, 
hukum nikah tidak haram jika air susu 
hanya sampai di kerongkongan bayi dan 
tidak masuk ke perut. Ulama Syafi'iyyah 
dan Hanabilah sendiri dalam hal ini men- 
syaratkan lima kali isapan secara terpi- 


sah-pisah. Penentuan lima isapan ini di- 
kembalikan pada hukum adat atau kebia- 
saan, dan mereka tidak mensyaratkan air 
susu itu harus mengenyangkan, asalkan 
sudah sampai ke perut bayi. 


Cc. 
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Syarat lain adalah air susu boleh masuk 
melalui mulut dan hidung. Para ulama 
sepakat bahwa pengharaman nikah kare- 
na radha' bisa tercapai dengan mengalir- 
nya air susu melalui mulut, dan bisa juga 
dengan mengalirnya air susu melalui hi- 
dung hingga sampai ke otak. Otak juga 
termasuk bagian dalam seperti perut. 
Akan tetapi, tidak disyaratkan memberi 
makan dengan sesuatu yang sampai dari 
bagian lubang yang tinggi, namun sam- 
painya makanan ke dalam perut cukup 
menjadikan haramnya nikah. 

Menurut Hanafiyyah, Syafi 'iyyah dalam 
pendapat azhhar, dan Hanabilah dalam 
nash Imam Ahmad, pengharaman nikah 
tidak berlaku jika masuknya air susu de- 
ngan cara suntikan atau penetesan air 
susu ke mata, hidung, atau luka di tubuh 
karena hal itu tidak termasuk radha' dan 
juga tidak disebut menyuplai makanan 
sehingga dalam hal ini tidak boleh dite- 
tapkan sebagai hukum radha'. 

Ulama Malikiyyah berpendapat boleh- 
nya menetapkan hukum radha' dengan 
suntikan air susu sebagai suplai makanan, 
bukan sekadar masuknya air susu ke da- 
lam perut melalui suntikan. Jadi, berbeda 
antara sesuatu yang masuk melalui sa- 
luran atas dan tidak disyaratkan menjadi 
suplai makanan, dan sesuatu yang masuk 
melalui saluran bawah atau sejenisnya dan 
disyaratkan menjadi suplai makanan. 
Syarat berikutnya adalah air susu yang 
diminum tidak bercampur dengan apa 
pun. Syarat ini menurut Hanafiyyah dan 
Malikiyyah. Jika air susu bercampur de- 
ngan cairan lain, jika air susu yang domi- 
nan maka haram dinikahi. Namun jika 
yang dominan campurannya sehingga ra- 
sanya berubah maka menurut Malikiyyah 
tidak haram nikah. Karena pengambilan 
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hukumnya dari yang dominan, dan juga 
percampuran itu menghilangkan nama, 
esensi, dan maksud dari air susu sendiri, 
yaitu suplai makanan maka nikah tidak 
haram hukumnya. Menurut Malikiyyah 
tidak ada bedanya air susu dicampur 
dengan benda cair lain atau pun dicampur 
dengan makanan, yang jadi patokan ada- 
lah dominan dan tidaknya campuran ter- 
sebut. 

Ulama Syafi'iyyah dalam pendapat 
yang azhhar dan ulama Hanabilah dalam 
pendapat yang rajih menganggap air su- 
su yang bercampur dengan yang lain hu- 
kumnya sama dengan air susu murni yang 
tidak bercampur dengan apa pun, baik 
bercampur dengan makanan maupun mi- 
numan dan lainnya, asalkan air susu tetap 
masuk ke dalam perut. 

Imam Abu Hanifah sendiri dalam hal 
ini berbeda dengan Muhammad dan Abu 
Yusuf. Ia berpendapat bahwa air susu 
yang bercampur dengan makanan tidak 
menjadikan hukum radha' yang meng- 
haramkan pernikahan, baik air susu yang 
dominan maupun makanannya. Alasannya 
karena makanan, meskipun dalam jumlah 
sedikit namun dapat mengubah kekuatan 
pengaruh susu hingga menjadi lemah 
dan tidak cukup untuk suplai makanan 
bayi. Dalam hal ini, air susu secara bentuk 
dominan, namun kandungannya lemah. 

Jika air susu seorang wanita bercam- 
pur dengan air susu wanita lain maka me- 
nurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dime- 
nangkan yang dominan atau lebih banyak. 
Jika keduanya sama-sama dominan maka 
kedua wanita itu haram dinikahi karena 
termasuk ibu radha'. 


TE 
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Ulama Malikiyyah, Imam Muhammad, 

dan Imam Zafar berpendapat bahwa ke- 
dua wanita tersebut haram dinikahi se- 
bab radha', baik kadar kedua susu mereka 
sama maupun dominan salah satu dari 
keduanya. Menurut saya, pendapat ini 
yang rajih karena kedua susu dari satu 
jenis dan tidak ada yang dominan dari 
satu jenis yang sama. 
Syarat lain adalah meneteknya waktu ke- 
cil menurut kesepakatan ulama empat 
madzhab. Jika yang menetek sudah besar 
maka tidak termasuk dalam hukum ra- 
dha'. Batasannya hingga usia dua tahun. 

Imam Dawud azh-Zhahiri berpenda- 
pat bahwa radha' kabir (menyusui orang 
dewasa) juga termasuk dalam hukum 
radha'. Artinya, menjadikan wanita yang 
menyusuinya haram untuk dinikahi. Say- 
yidah Aisyah sendiri mengharamkan ni- 
kah karena radha' kabir karena hadits 
yang menceritakan bahwa Sahlah binti 
Suhail berkata, “Ya Rasulullah, kami me- 
mandang Salim masih kecil dan ia bersa- 
ma kami beserta Abu Hudzaifah dalam 
satu rumah. Ia melihatku dalam pakaian 
rumah, sedangkan Allah SWT telah menu- 
runkan perintah mengenai masalah ini. 
Bagaimana baiknya?” Rasulullah saw ber- 
sabda, “Susuilah dia agar bisa masuk ke 
rumahmu menjadi bagian keluarga kali- 
an.”6 Kemudian Sahlah menyusuinya lima 
tegukan sehingga Salim resmi menjadi 
anaknya. Berdasarkan hadits ini maka 
Aisyah menyuruh putri-putri saudari dan 
saudaranya untuk menyusui dengan lima 
kali susuan pada anak yang ingin dilihat 
Aisyah dan masuk ke rumahnya, meski- 
pun anak tersebut sudah besar.” 


HR Ahmad dan Muslim dari Zainab binti Ummu Salamah (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 313). 
Suatu riwayat menyebutkan bahwa hadits ini rukhshah atau keringanan untuk Sahlah. Adapun perintah Aisyah untuk menyusui 
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Dalil mayoritas ulama yang berpen- 
dapat bahwa hukum radha' hanya berlaku 
bagi bayi adalah sebagai berikut. 

Pertama, firman Allah SWT yang arti- 
nya, “Para ibu hendaklah menyusukan 
anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pe- 
nyusuan.” (al-Bagarah: 233) Dalam ayat 
ini Allah menjelaskan bahwa sempurna- 
nya masa menyusui adalah dua tahun. 
Dari ayat ini bisa dipahami bahwa hukum 
setelah dua tahun adalah sebaliknya. Da- 
lam ayat lain Allah SWT berfirman yang 
artinya, “..dan menyapihnya dalam dua 
tahun” (Lugman: 14) Dua ayat tersebut 
menunjukkan bahwa lamanya menyusui 
menurut syara' adalah dua tahun. 

Kedua, hadits Nabi saw. yang berbunyi, 


SB GUY Y 
“Tidak termasuk hukum radha' kecuali 
menyusui anak di bawah usia dua tahun.” 


Dan juga hadits yang berbunyi, 


- @ 


SARI BUY) PI Ia ia Y 


MI RO Sa 
“Hukum radha' tidak mengharamkan 
pernikahan kecuali sesuatu yang memasuki 


usus bayi dari puting susu, dan itu terjadi 
sebelum disapih.”” 


CD 
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Dalil lain yang menguatkan adalah ha- 
dits Nabi saw. yang berbunyi, 


MA Hi VJ An PN 
“Tidak ada hukum radha' setelah disa- 
pih, dan tidak ada yatim setelah dewasa.” 


Imam Syafi'i berkomentar mengenai 
hadits Sahlah, “Hadits tersebut keringanan 
khusus untuk Salim.” Pendapat ini diamini 
oleh ulama Hanabilah dan ulama lainnya 
setelah melalui proses penggabungan da- 
lil-dalil yang ada. 

Sayyidah Aisyah pernah berkata, “Sua- 
tu ketika Rasulullah saw. datang kepada- 
ku saat ada seorang lelaki bersamaku. 
Lantas beliau bertanya, 'Siapa orang ini? 
Aku menjawab, 'Saudara radha-ku. Be- 
liau bersabda, “Aisyah! Telitilah siapa saja 
saudara radha'mu karena radha' itu dari 
kelaparan.” Dari Ibnu Mas'ud ia meri- 
wayatkan, “Tidak ada radha' kecuali dari 
sesuatu yang menumbuhkan tulang dan 
daging.” 

Ulama Syafi'iyyah, Hanabilah, Abu Yu- 
suf, dan Imam Muhammad dalam penda- 
pat mereka berpegang pada zhahir hadits- 
hadits di atas, sehingga mereka mensya- 
ratkan radha' harus ada dalam dua tahun 
pertama dengan hitungan Hijriyah, meski 
setelah sapih. Karena haditsnya berbunyi, 
“Radha' itu dari kelaparan.” Maksudnya, 
radha' yang ada dalam usia kelaparan, se- 
perti bayi yang termasuk usia radha'. Jika 


anak-anak saudaranya itu tidak sesuai dengan watak dan kedudukannya yang tinggi dalam agama, yang enggan melakukan helah, 
atau memeras air susu dari putingnya sendiri untuk diberikan kepada orang lain. 


HR ad-Daruguthni dari Ibnu Abbas (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 315). 


HR at-Tirmidzi dari Ummu Salamah. Hadits ini dianggap shahih oleh Imam at-Tirmidzi (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 315). 
HR Abu Dawud ath-Thayalisi dalam Musnad-nya dari Jabir (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 315). 
HR Jama'ah kecuali at-Tirmidzi, dari riwayat Aisyah (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 316). 
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seorang bayi menyusu setelah dua tahun 
lewat sedikit maka tidak termasuk hukum 
yang mengharamkan nikah meskipun se- 
telah sapih, karena tidak dalam masa dua 
tahun pertama. Jika seorang anak menyu- 
su masih dalam hitungan usia dua tahun 
pertama, meski setelah disapih maka te- 
tap termasuk dalam hukum radha'. Batas 
akhir hitungan dua tahun usia adalah dari 
sempurnanya sapihan si bayi, dan jika ia 
menyusu sebelum sempurnanya hitungan 
maka tidak apa-apa. Pendapat ini adalah 
pendapat yang rajih karena kuatnya dalil- 
dalil yang digunakan. 

Imam Malik menambahkan dua bulan 
setelah hitungan dua tahun, karena se- 
orang bayi terkadang membutuhkan ma- 
sa ini untuk menyesuaikan pergantian 
makanan. Akan tetapi, jika si bayi sudah 
disapih dan sudah mampu untuk tidak 
menyusu lebih dari dua hari, lantas ada 
seorang wanita lain menyusuinya maka 
tidak termasuk radha' yang mengharam- 
kan nikah karena hadits yang berbunyi, 
“Radha' itu dari kelaparan” menunjukkan 
bahwa bayi tersebut belum disapih, dan 
juga karena sapihan dalam pertengahan 
masa dua tahun pertama tidak termasuk 
radha' dari kelaparan. 

Imam Abu Hanifah juga menambah- 
kan setengah tahun setelah hitungan dua 
tahun sehingga hitungan masa menyusui 
menurutnya adalah tiga puluh bulan. Hal 
itu disebabkan oleh kebutuhan bayi akan 
penambahan masa guna menyesuaikan 
perubahan makanan secara bertahap. 
Akan tetapi jika sudah mampu disapih dan 
tidak membutuhkan ASI lagi maka hal itu 
bukanlah termasuk radha', karena tidak 
ada radha' setelah disapih. Jika seorang 
bayi sudah disapih dan makan makanan 
biasa, namun tetap tidak mampu lepas 
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dari ASI lantas kembali lagi menyusu se- 
perti semula dan waktunya masih dalam 
hitungan tiga puluh bulan, hal ini terma- 
suk radha' yang mengharamkan nikah. 
Kaitannya dengan hadits yang berbunyi, 
“Tidak ada radha' setelah disapih,” maksud 
disapih adalah sesuai pengertian secara 
umum dan dikenal di masyarakat. Kedua 
Imam, yaitu Imam Malik dan Imam Abu 
Hanifah dalam perkara ini penetapan hu- 
kumnya menggunakan firman Allah SWT 
yang artinya, 


“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui 
anak-anaknya selama dua tahun penuh, ba- 
gi yang ingin menyusui secara sempurna. 
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah 
dan pakaian mereka dengan cara yang pa- 
tut. Seseorang tidak dibebani lebih dari ke- 
sanggupannya. Janganlah seorang ibu men- 
derita karena anaknya dan jangan pula 
seorang ayah (menderita) karena anak- 
nya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti 
itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 
(sebelum dua tahun) dengan persetujuan 
dan permusyawaratan antara keduanya, 
maka tidak ada dosa atas keduanya...." (al- 
Bagarah: 233) 


Akhir ayat ini menunjukkan bahwa 
kedua orang tua boleh memilih untuk me- 
nyapih anak mereka sampai batas waktu 
dua tahun, sedangkan pembatasan dua 
tahun pada awal ayat hanyalah sebagai 
penjelasan waktu yang boleh digunakan 
oleh seorang ibu yang telah dicerai untuk 
mengambil upah menyusui. 

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa 
penyapihan yang membutuhkan musya- 
warah dan saling ridha antara kedua orang 
tua adalah penyapihan yang dilakukan 
sebelum genap dua tahun. Jika si bayi tetap 
menyusu setelah lewat dua tahun karena 
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fisiknya lemah maka tidak apa-apa kare- 
na memang membutuhkan, namun hal itu 
tidak menjadikan hukum haram nikah 
dan bolehnya mengambil upah menyusui 
bagi ibu yang sudah dicerai. 

Radha' yang dilakukan itu lebih dari lima 
kali susuan yang berbeda-beda. Syarat 
ini ditetapkan oleh ulama Syafi'iyyah dan 
Hanabilah. Hukum yang berlaku dalam 
menentukan bilangan radha' adalah hu- 
kum adat dan kebiasaan. Artinya, jika se- 
telah menetek, si bayi lantas berpaling 
dan melepas puting maka sudah diang- 
gap menetek sekali sesuai dengan hukum 
adat. Jika si bayi itu berhenti menetek 
karena bernapas atau istirahat, bosan, 
atau berpindah dari puting kanan ke 
puting kiri, atau berpindah dari puting 
satu wanita ke wanita lain, atau tertidur 
sebentar, atau menganggap rendah susu 
yang dikumpulkan di mulutnya lantas 
kembali lagi menetek maka hal ini tetap 
dianggap sekali susuan. Jika si bayi me- 
netek tidak lebih dari lima susuan maka 
tidak termasuk hukum radha' yang meng- 
haramkan pernikahan. Jika seseorang 
bimbang akan bilangan susuan maka yang 
harus diambil adalah keputusan yang 
yakin, karena hukum asalnya adalah tidak 
ada radha' yang mengharamkan. Akan te- 
tapi, jika bimbang dan ragu maka lebih 
baik ditinggalkan karena hal itu termasuk 
syubhat. Pendapat ini diperkuat dengan 
tiga dalil sebagai berikut. 

Pertama, hadits riwayat Muslim dari 
Aisyah r.a., ia berkata, “Di antara ayat- 
ayat yang diturunkan oleh Allah SWT 
terdapat ayat yang menyatakan sepuluh 
susuan yang dapat mengharamkan. Na- 


Nashbur Raayah, Vol. 3, hlm. 218. 


mun, kemudian ayat tersebut dihapus 
dengan ayat yang menyatakan lima susu- 
an. Kemudian setelah Rasulullah saw. 
wafat, ayat tersebut masih ada yang mem- 
bacanya dan dianggap termasuk ayat Al- 
Our'an? karena belum tahu bahwa ayat 
tersebut juga sudah dihapus. Ada juga 
yang mengatakan bahwa ayat tersebut 
hukumnya masih rancu.” 

Kedua, alasan pengharaman nikah ka- 
rena radha' adalah samarnya bagian ASI 
yang menumbuhkan daging dan menam- 
bah tulang. Hal ini tidak bisa terealisasi- 
kan kecuali jika si bayi menetek minimal 
sehari, yaitu hitungan lima kali menetek 
secara terpisah-pisah. 

Ketiga, hadits yang berbunyi, “Sekali 
atau dua kali isapan air susu tidak terma- 
suk hukum radha' yang mengharamkan 
pernikahan” Riwayat lain berbunyi, “Se- 
kali atau dua kali isapan air susu tidak ter- 
masuk hukum radha' yang mengharamkan 
pernikahan, tidak juga sekali atau dua kali 
susuan." 


Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah ber- 
pendapat bahwa radha' yang mengharamkan 
itu berlaku dalam sedikit dan banyak, meski- 
pun hanya sekali isapan. Dalil-dalil yang me- 
nguatkan pendapat mereka sebagai berikut. 

Pertama, firman Allah SWT yang artinya, 


- “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu- 
ibumu, anak-anakmu yang perempuan, sau- 
dara-saudaramu yang perempuan, saudara- 
saudara ayahmu yang perempuan, saudara- 
saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang 
laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara- 


Hadits pertama diriwayatkan oleh Muslim, sedang hadits kedua diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya (Nashbur 


Raayah, Vol. 3, hlm. 317: Subulus Salaam, Vol. 3, hlm. 213). 
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saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang 
menyusui kamu, saudara-saudara perempuan- 
mu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak- 
anak perempuan dari istrimu (anak tiri) 
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang 
telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 
campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), maka tidak berdosa kamu (meni- 
kahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri 
anak kandungmu (menantu), dan (diharam- 
kan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang 
telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, 
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” 
(an-Nisaa': 23) 


Ayat ini menjelaskan haramnya menika- 
hi ibu-ibu yang menyusui kamu tanpa menye- 
butkan batasan susuan, baik itu sedikit mau- 
pun banyak. Oleh karena itu, ayat ini diamal- 
kan sebagaimana adanya sesuai apa yang ter- 
tulis di dalam ayat. 

Kedua, hadits yang berbunyi, “Yang diha- 
ramkan dari radha' sama seperti yang diha- 
ramkan dari nasab.”5 Hadits ini menjelaskan 
bahwa sesuatu yang diharamkan itu disebab- 
kan oleh radha'. Hadits ini juga dikuatkan de- 
ngan atsar dari para Sahabat Nabi saw.. Diri- 
wayatkan dari Imam Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ib- 
nu Abbas bahwa mereka berkata, “Radha' baik 
sedikit maupun banyak sama saja hukumnya.” 

Ketiga, radha' itu suatu perbuatan yang 
berkaitan dengan pengharaman. Jadi, baik se- 
dikit maupun banyak hukumnya tetap sama 
karena Allah membebankan hukum itu sesuai 
dengan kenyataan, jauh dari syarat harus ba- 
nyak dan berulang kali. Dan pada kenyataan- 
nya, bagian bayi yang menetek itu berasal dari 
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wanita yang menyusuinya, baik sedikit mau- 
pun banyak. 

Pendapat ini dianut oleh penduduk Mesir 
dan Libya, sedangkan penduduk Syria meng- 
anut pendapat yang pertama, yaitu pendapat 
yang rajih karena di dalamnya terdapat ke- 
mudahan bagi masyarakat. 


3. SESUATU YANG MENETAPKAN HUKUM 
RADHA' 
Radha' bisa dinyatakan dengan dua per- 
kara, yaitu pengakuan dan pembuktian. 


a. Pengakuan 

1. Maksud pengakuan di sini menurut ulama 
Hanafiyyah adalah pengakuan seorang le- 
laki dan perempuan secara bersama-sama, 
atau pengakuan salah satu dari keduanya 
akan adanya radha' yang mengharamkan 
antar keduanya. 

Jika seorang lelaki dan perempuan 
mengaku adanya hubungan saudara ra- 
dha' antara keduanya sebelum pernikah- 
an maka keduanya tidak boleh melang- 
sungkan pernikahan. Dan jika memaksa- 
kan diri untuk menikah maka akad ni- 
kahnya batal dan pihak perempuan tidak 
wajib menerima mahar. 

Akan tetapi jika pengakuan tersebut 
dinyatakan setelah pernikahan maka ke- 
duanya wajib bercerai, dan jika tidak mau 
bercerai secara sukarela maka pihak peng- 
adilan berhak menceraikan keduanya se- 
cara paksa, karena akad pernikahan yang 
sudah dilangsungkan itu jelas batal. Pihak 
wanita wajib mendapatkan sedikit dari 
bagian mahar yang telah disebutkan. 


HR Bukhari Muslim dari hadits Ibnu Abbas dan Aisyah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap shahih oleh 


Imam at-Tirmidzi, dari hadits Imam Ali dengan redaksi, “Allah mengharamkan dari radha' apa-apa yang diharamkan dari nasab.” 
(Nashbur Raayah, Vol. 3, hlm. 218: Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 217-218). 
46 Al-Badaa'f, Vol. 4, hlm. 14, al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 207: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3,hlm. 423-425: al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 558- 


562: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 725-727. 
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Jika pengakuan hanya dari pihak lelaki 
saja, seperti misalnya ia berkata, “Perem- 
puan ini saudara, ibu, atau putri saya dari 
radha'” Jika pengakuan ini diucapkan se- 
belum pernikahan maka ia tidak boleh 
menikahi perempuan tersebut. Akan te- 
tapi jika diucapkan setelah pernikahan 
maka ia wajib menceraikan perempuan 
itu. Dan jika tidak mau menceraikannya 
dengan sukarela maka pihak pengadilan 
berhak menceraikannya dengan paksa. 
Kemudian, perempuan yang dicerai tadi 
berhak mendapat sebagian dari harta 
mahar jika memang belum sempat di- 
gauli. Namun, jika sudah digauli maka ia 
berhak mendapatkan seluruh mahar yang 
diberikan kepadanya. Di samping itu, ia 
juga berhak mendapatkan nafkah dan 
tempat tinggal selama masa iddahnya, 
karena pengakuan adalah hujjah pendek 
yang berlaku bagi orang yang mengeluar- 
kan pengakuan, dan tidak berlaku bagi 
orang lain, kecuali jika orang lain itu 
membenarkannya, atau pengakuan itu bi- 
sa dinyatakan dengan pembuktian yang 
benar. Namun demikian, hal itu tetap 
tidak membatalkan hak si perempuan 
untuk mendapatkan mahar, nafkah, dan 
tempat tinggal. 

Jika pengakuan dinyatakan oleh pihak 
perempuan, jika diungkapkan sebelum 
pernikahan maka ia tidak boleh melang- 
sungkan pernikahan, namun bagi pihak 
lelaki boleh menikahinya jika memang 
hatinya menganggap pengakuan perem- 
puan tersebut bohong, karena hak cerai 
itu di tangannya, bukan di tangan perem- 
puan. Sedangkan, pengakuan itu hanya 
hujjah pendek yang hanya berlaku bagi 
orang yang menyatakan pengakuan, dan 
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bisa juga pengakuannya itu hanya sekadar 
kedok untuk menutupi tujuan hati yang 
sebenarnya. 

Jika pengakuannya itu dilakukan sete- 
lah pernikahan maka pengakuannya ti- 
dak berdampak apa-apa dan tidak berpe- 
ngaruh pada sahnya pernikahan, kecuali 
jika sang suami membenarkan pengaku- 
annya. 

Orang yang menyatakan pengakuan 
boleh menarik kembali pengakuannya se- 
lama belum bersaksi atas pengakuannya, 
baik itu sebelum maupun sesudah per- 
nikahan, seperti misalnya mengatakan, 
“Ketika membuat pengakuan saya sedang 
lupa atau khilaf” Bisa juga pengakuan- 
nya itu berdasarkan kabar dari orang 
lain, lantas baru terbukti bahwa orang 
itu ternyata bohong. Akan tetapi, jika su- 
dah bersaksi atas pengakuannya maka 
pengakuannya tidak boleh ditarik kem- 
bali, karena menimbulkan pertentangan 
antara pengakuan dan penarikannya. 


Menurut ulama Malikiyyah, hukum radha' 
itu bisa ditetapkan dengan pengakuan suami 
istri secara berbarengan, atau dengan peng- 
akuan kedua orang tua mereka, atau hanya 
dengan pengakuan suami meski setelah akad 
nikah, atau hanya dengan pengakuan istri jika 
memang sudah baligh dan dinyatakan sebe- 
lum akad nikah. Jika ada pengakuan dari pi- 
hak-pihak tersebut di atas maka akad nikah 
dianggap batal. 

Jika perceraiannya terjadi sebelum digauli 
maka si perempuan tidak berhak mendapat 
apa-apa, kecuali jika yang membuat peng- 
akuan hanya pihak lelaki saja dan dilakukan 
setelah akad nikah, dan pihak perempuan 
mengingkari pengakuan si lelaki maka ia ber- 
hak mendapatkan sebagian dari maharnya.” 


Perkara ini salah satu dari tiga perkara yang dikecualikan dari kaidah yang berbunyi, “Setiap akad yang batal dan sebelum terjadi 
sanggama-maka tidak ada mahar." Kecuali nikah dua dirham, cerai li'an, dan cerai karena radha'" 
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Jika batalnya akad nikah diketahui sete- 
lah sanggama maka si perempuan berhak 
mendapat seluruh mahar yang diberikan ke- 
padanya, kecuali jika ia mengetahui adanya 
hubungan radha' sebelum digauli, dan si lelaki 
tidak mengetahuinya maka ia hanya menda- 
pat seperempat dinar karena sudah digauli, 
namun tidak mendapat nafkah dan tempat 
tinggal. 

Pengakuan salah satu orang tua anak di- 
terima dalam hal radha', seperti misalnya ayah 
atau ibu dari anaknya mengaku adanya hu- 
bungan radha' sebelum akad nikah maka akad 
nikah tidak boleh dilangsungkan. 

Pengakuan yang sudah dinyatakan tidak 
boleh ditarik kembali, baik orang yang meng- 
aku itu sungguh-sungguh maupun tidak. 

Syarat sahnya pengakuan menurut Sya- 
fiiyyah adalah dua orang lelaki, selain dua 
orang lelaki tidak diterima. Jika seorang lelaki 
berkata, “Hindun adalah putriku atau saudara- 
ku dari radha'” Atau seorang perempuan ber- 
kata, “Lelaki itu saudaraku” maka haram ba- 
ginya untuk menikah dengan lelaki tersebut, 
karena keduanya dipegang pengakuannya. 

Jika pihak suami mengaku istrinya adalah 
saudara radha'-nya, namun sang istri meng- 
ingkarinya maka nikahnya tetap batal dan ke- 
duanya harus bercerai, dan sang istri berhak 
mendapat mahar penuh jika sudah digauli jika 
memang pengakuan sang suami benar. Namun, 
jika tidak benar maka sang istri mendapat 
mahar mitsil. Jika ia belum digauli maka ia 
berhak mendapat setengah dari mahar karena 
perceraian itu dari suami. 

Jika sang istri mengaku bahwa suaminya 
itu saudara radha'-nya, namun sang suami 
mengingkarinya maka yang dibenarkan ada- 
lah pengakuan suaminya dengan jalan ber- 
sumpah jika istrinya dinikahi dengan hati 
rela. Namun jika tidak dengan kerelaan maka 
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menurut pendapat yang ashah pengambilan 
keputusannya didasarkan pada sumpah sang 
istri. Pada kedua kasus ini pihak perempuan 
tetap mendapat mahar mitsil jika sudah digauli 
karena tidak tahu bahwa suaminya itu saudara 
radha'. 

Ulama Hanabilah berpendapat, jika sua- 
mi mengakui istrinya sebagai saudara radha' 
sebelum digauli maka nikahnya batal, sebagai- 
mana pendapat Syafi'iyyah. Dan jika sang istri 
membenarkan pengakuan suaminya maka ia 
tidak berhak mendapatkan mahar. Namun jika 
ia menganggap pengakuan suaminya itu bo- 
hong maka ia mendapat setengah dari mahar. 

Jika sang istri yang mengaku bahwa sua- 
minya adalah saudara radha'-nya, namun sang 
suami mendustakannya maka pengakuan sang 
istri tidak diterima dalam pembatalan nikah. 
Jika pengakuan itu dinyatakan sebelum sang- 
gama maka ia tidak berhak mendapat mahar, 
karena ia sendiri mengakui bahwa dirinya ti- 
dak berhak mendapatkannya. 

Akan tetapi, jika dinyatakan setelah sang- 
gama maka ia juga tidak berhak mendapat- 
kan mahar, karena dengan begitu ia mengaku 
bahwa dirinya berzina secara sukarela. 

Jika sang istri mengingkari sebagian dari 
pengakuannya maka ia berhak mendapat se- 
tengah dari maharnya karena masuknya da- 
lam wath'i syubhat, dan secara lahir ia masih 
berstatus sebagai istri karena ucapannya pada 
suami tidak diterima. 


b. Pembuktian 

Adapun yang dimaksud pembuktian ada- 
lah penyaksian di majelis hukum atas hak se- 
seorang. 

Para ulama empat madzhab sepakat bah- 
wa radha' dapat dinyatakan dengan kesaksian 
dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua 
orang perempuan yang tergolong orang yang 
adil. 
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Akan tetapi, mereka berbeda pendapat 
dalam penentuan hukum radha' jika hanya 
dengan kesaksian seorang lelaki, hanya se- 
orang perempuan, atau empat orang perem- 
puan. 

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa 
kesaksian mereka tidak diterima karena Umar 
berkata, “Kesaksian kurang dari dua saksi 
dalam urusan radha' tidak dapat diterima.” 
Ucapan ini dinyatakan di kalangan para sa- 
habat dan tidak ada seorang pun yang mem- 
protesnya sehingga pendapat ini bisa diang- 
gap sebagai ijma. Alasan lain karena radha' 
itu termasuk perkara yang bisa dilihat oleh 
kaum lelaki. Karena itu, kesaksian hanya dari 
seorang perempuan saja tidak bisa diterima, 
seperti kesaksian sanggama. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
hukum radha' tidak bisa ditetapkan sebelum 
akad dengan kesaksian seorang perempuan 
saja, meskipun sudah umum atau tersebar 
darinya atau dari orang lain akan adanya ra- 
dha', kecuali kesaksian dari ibu si anak yang 
memang bisa diterima kesaksiannya. 

Radha' bisa ditetapkan dengan kesaksian 
seorang lelaki dan seorang perempuan, atau 
kesaksian dua orang perempuan jika memang 
beritanya sudah tersebar sebelum akad ni- 
kah. Dan jika memang beritanya sudah terse- 
bar maka tidak perlu lagi keadilan pembawa 
berita menurut pendapat yang arjah. Hanya 
saja dalam penerimaan kesaksian ini disyarat- 
kan tabayun sebelum akad nikah untuk men- 
jauhkan persangkaan dari saksi dengan ke- 
saksiannya. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa 
radha' bisa ditetapkan dengan kesaksian em- 
pat orang perempuan, karena masalah ini 
khusus ditangani atau dilihat oleh kaum hawa, 
seperti juga masalah kelahiran. Tanpa kesak- 
sian empat orang perempuan hukum radha' 
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tidak bisa ditetapkan, dan setiap dua perem- 
puan mewakili seorang lelaki. 

Kesaksian wanita yang menyusui dalam 
hal radha' dapat diterima jika ia tidak me- 
minta upah menyusui, cukup bersaksi bahwa 
antara dua orang ada hubungan radha'. Kesak- 
siannya ini diterima karena tidak ada tendensi 
apa-apa di balik kesaksiannya. Akan tetapi jika 
meminta upah menyusui maka kesaksiannya 
tidak diterima karena masih ada sedikit em- 
bel-embel. 


C. HADHANAH ATAU KAFAALAH UNTUK 
ANAK 


Bagian ini memuat enam pembahasan: 

Pertama, arti hadhanah, hukum, dan pe- 
milik hak atas hadhanah. 

Kedua, urutan tingkatan hawadhin atau 
orang yang berhak mengurus hadhanah dari 
lelaki maupun perempuan. 

Ketiga, syarat hak-hak hadhanah atau 
syarat mahdhuun dan haadhinah. 

Keempat, upah hadhanah, tempat tinggal, 
dan keperluan lain. 

Kelima, tempat hadhanah dan perpin- 
dahan anak ke negara lain, dan hak selain ha- 
dhinah untuk mengunjunginya. 

Keenam: lamanya masa hadhanah dan 
hukum setelah selesainya masa Hadhanah 


1. ARTI HADHANAH, HUKUM, DAN PEMILIK 

HAK ATAS HADHANAH 

Hadhanah diambil dari kata al-hidhnu 
yang artinya samping atau merengkuh ke sam- 
ping. Adapun secara syara' hadhanah artinya 
pemeliharaan anak bagi orang yang berhak 
untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diarti- 
kan memelihara atau menjaga orang yang ti- 
dak mampu mengurus kebutuhannya sendiri 
karena tidak mumayyiz seperti anak-anak, 
orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini 
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mencakup urusan makanan, pakaian, urusan 
tidur, membersihkan, memandikan, mencuci 
pakaian, dan sejenisnya. 

Hadhanah adalah salah satu bentuk dari 
kekuasaan dan kepemimpinan. Namun demi- 
kian, dalam hal ini perempuan lebih layak un- 
tuk menempatinya karena kaum hawa bisa 
lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar 
dalam mendidik. Jika si anak sudah mencapai 
usia tertentu maka hak pemeliharaannya di- 
limpahkan kepada lelaki, karena ia lebih mam- 
pu menjaga dan mendidik si anak daripada 
kaum wanita. 

Hukum hadhanah: hadhanah hukumnya 
wajib karena anak yang tidak dipelihara akan 
terancam keselamatannya. Karena itu, hadha- 
nah hukumnya wajib sebagaimana juga wajib- 
nya memberi nafkah kepadanya.” 

Hadhanah membutuhkan sikap yang arif, 
perhatian yang penuh, dan kesabaran sehing- 
ga seseorang makruh memanggil anaknya ke- 
tika dalam hadhanah, sebagaimana makruh- 
nya mengutuk dirinya sendiri, pembantu, dan 
hartanya,” karena Rasulullah saw. bersabda, 


SAP IEEE SI JAN 
SULTAN EV Sana JAE 
3 Ii au an Mp La 

SN aa Us 


“Janganlah kalian menyumpahi (mendoa- 
kan jejak) diri kalian sendiri, janganlah kalian 


CD 
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menyumpahi anak kalian, janganlah kalian 
menyumpahi pembantu kalian, dan janganlah 
kalian menyumpahi harta kalian. Janganlah 
kalian menyumpahi sesuatu terlebih ketika 
Allah mengabulkan permintaan.”! 


Abu Musa meriwayatkan dari Ibnu Abbas 
bahwa suatu hari Aus bin Ubadah al-Anshari 
menghadap Rasulullah saw. lantas bertanya, 
“Ya Rasulullah, saya mempunyai banyak anak 
perempuan dan saya berdoa agar mereka 
mati.” Rasul bersabda, “Wahai Ibnu Saidah! 
Janganlah engkau mendoakan jelek kepada me- 
reka karena keberkahan itu menyertai mereka. 
Mereka itu penghias ketika mendapat nikmat, 
menjadi penolong ketika dalam musibah, dan 
menjadi perawat ketika sakit, beban mereka di 
atas bumi, dan rezeki mereka ditanggung oleh 
Allah.” 

Adapun yang berhak mengurus hadha- 
nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal 
ini? Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa 
hadhanah adalah haknya hadhin (orang yang 
memelihara) karena ia berhak menggugurkan 
haknya meski tanpa pengganti. Jika hadhanah 
itu menjadi hak hadhin, tentunya hadhanah 
tidak akan gugur dengan penggugurannya. 
Pendapat ini juga didukung oleh madzhab 
Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur. 

Ulama lain berpendapat bahwa hadha- 
nah adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia 
menggugurkannya maka gugurlah hak hadha- 
nah itu. 

Adapun menurut pendapat ulama yang 
ahli di bidangnya, hadhanah itu berkaitan de- 


48  Al-Badaa'i', Vol. 4, hlm. 40: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 756: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 452: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 


576. 


49 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 612: Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 249: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 576. 


50  Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 464. 
51 HR Muslim dan Abu Dawud. 
52  Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 464. 


53  Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 2, hlm. 871: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 225: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 


763. 
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ngan tiga hak secara bersamaan, yaitu hak 

orang yang memelihara, hak orang yang dipe- 

lihara, dan hak ayah atau orang yang bertin- 

dak selaku wakilnya. Jika ketiganya mampu di- 

gabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika 

bertentangan maka yang didahulukan adalah 
hak orang yang dipelihara. Dari perkara ini 
muncul tiga hukum berikut. 

1. Orang yang berhak memelihara harus di- 
paksa untuk memelihara jika memang 
hukumnya wajib baginya, yaitu jika tidak 
ada orang lain. 

2. Orang yang berhak memelihara tidak di- 
paksa untuk memelihara jika memang 
hukumnya tidak wajib baginya, yaitu jika 
ada orang lain yang berhak selain dia. 
Si kecil juga tidak perlu dikhawatirkan 
karena ada orang lain yang menjaganya. 

3. Jika seorang istri meminta khulu' dari 
suaminya dengan syarat anaknya tinggal 
dipelihara suami maka khulu'nya sah me- 
nurut Hanafiyyah. Namun, syaratnya batal 
karena pemeliharaan anak itu haknya si 
anak untuk selalu bersama ibunya selama 
ia masih membutuhkan. 

4. Tidak sah bagi seorang ayah mengambil 
anaknya dari orang yang berhak meng- 
urus hadhanah si anak untuk kemudian 
diberikan kepada orang lain, kecuali jika 
diperbolehkan oleh syara" 

5. Jika wanita yang menyusuinya itu bukan 
orang yang berhak memelihara anak ma- 
ka ketika menyusui anak, wanita itu harus 
berada di dekat orang yang berhak me- 
melihara anak tersebut sehingga haknya 
memelihara tidak terabaikan. 


Ca 
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2. URUTAN TINGKATAN ORANG YANG 

BERHAK MENGURUS HADHANAH 

Para fugaha terkadang mengedepankan 
salah satu di antara orang-orang yang berhak 
mengurus hadhanah anak berdasarkan ke- 
maslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal 
ini mereka lebih mengedepankan kaum wani- 
ta untuk mengurus hadhanah anak karena 
mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar 
dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipi- 
lih salah satu yang paling dekat dengan anak 
yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih 
orang yang berhak memelihara dari kalangan 
laki-laki. Dalam hal ini, para ulama terkadang 
berbeda pendapat ketika menentukan urut- 
an yang tepat sesuai dengan kemaslahatan 
yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak 
mengurus hadhanah itu terkadang hanya 
kaum perempuan saja, terkadang juga hanya 
untuk kaum lelaki saja, dan kadang juga un- 
tuk kedua-duanya bergantung pada usia anak 
yang akan dipelihara. Dan pada usia tertentu 
kaum lelaki lebih mampu dalam memelihara 
anak daripada kaum wanita.st 


a. Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah 
dari Kaum Perempuan 

1. Ibu lebih berhak untuk mengurus hadha- 
nah anaknya meski sudah bercerai atau 
ditinggal mati suaminya, kecuali jika ia 
murtad, tidak dapat dipercaya, dan jahat 
sehingga menyia-nyiakan anak, seperti 
menjadi penzina, penyanyi, pencuri, dan 
sering keluar setiap waktu. 

Dalil pendapat ini bersumber dari ha- 

dits yang berbunyi, 


S4 AI-Badaa'i' Vol. 4, hlm. 41-44: ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 781: Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 313-318: al-Kitaab ma'al Lubaab, 
Vol. 3, hlm. 101-103: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 224: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 756, al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 169- 
171, Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 452-454: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 576: Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 249, al-Mughnii, 


Vol. 7, hlm. 613, 619-624. 
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“Suatu ketika ada seorang wanita 
datang menghadap Nabi saw., lantas ber- 
tanya, Ya Rasulullah, anak ini darah da- 
gingku. Perutku dulu menjadi tempat 
tinggalnya, kedua susuku menjadi sumber 
minumannya, dan pangkuanku menjadi 
tempat peraduannya. Akan tetapi setelah 
aku bercerai, suamiku ingin memisahkan 
anak itu dariku: Rasul bersabda, Engkau 
lebih berhak untuk mengurus anak itu se- 
lama engkau belum menikah lagi.” 


Dalam hadits lain Rasulullah saw. ber- 
sabda, 


RAGA Ag at Ga 

“Siapa saja yang memisahkan antara 

seorang ibu dan anaknya maka nanti pada 

hari Kiamat Allah akan memisahkannya 
dari orang yang dicintainya. 


Diriwayatkan bahwa Umar ibnul Khath- 
thab telah menceraikan istrinya, yaitu 
Ummu Ashim. Lantas ketika ia mendatangi 
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mantan istrinya dan melihat Ashim se- 
dang bersamanya, Umar hendak meminta 
Ashim darinya. Namun, ia menolak sehing- 
ga keduanya saling memperebutkan 
Ashim dan hal itu membuat si anak me- 
nangis. Akhirnya, Umar menghadap Abu 
Bakar dan menceritakan kejadian terse- 
but. Abu Bakar berkata, “Belaian tangan- 
nya, pangkuannya, dan kasih sayangnya 
lebih baik darimu. Biarkan anak itu tum- 
buh bersama ibunya hingga nanti kalau 
sudah besar agar memilih hendak ikut 
bersama siapa.” 

Urutan kedua setelah ibu dalam hal 
mengurus anak adalah ibunya ibu atau 
nenek dari ibu karena nenek punya emo- 
sional yang sama seperti ibu. Kemudian, 
menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah da- 
lam gaul jadid, yang berhak mengurus 
anak adalah nenek dari ayah. Kemudian 
neneknya ayah, dan buyutnya ayah. Akan 
tetapi, ulama Malikiyyah memilih menge- 
depankan bibinya ibu daripada ibunya 
ayah. Ulama Hanabilah sendiri lebih me- 
ngedepankan ayah dan ibunya ayah se- 
telah nenek dari ibu. Kemudian baru kakek 
dan ibunya kakek. 

Urutan selanjutnya yang berhak meng- 
urus anak adalah saudara perempuan dari 
anak yang dipelihara, menurut Hanafiy- 
yah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Kemudian 
menurut Hanafiyyah, Hanabilah, dan Ma- 
likiyyah yang lebih berhak adalah sauda- 
ra dari ibu karena haknya dari pihak pe- 
rempuan. Kemudian baru saudara perem- 
puan dari ayah. Ulama Syafi'iyyah sendiri 
dalam pendapat yang ashah mengede- 
pankan saudara perempuan ayah daripada 
saudara perempuan dari ibu. Alasannya, 


HR Abu Dawud, al-Baihagi, dan Imam al-Hakim. Sanad hadits ini shahih. 
HR Ahmad, at-Tirmidzi, dan Hakim dari Abu Ayyub. Derajat hadits ini shahih. 


HR Ibnu Abi Syaibah. 
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karena sama-sama satu nasab dan bagian 
warisnya kuat sehingga terkadang bisa 
mendapatkan ashabah warisan. Kemudi- 
an putri-putri saudara perempuan dari 
ibu. Alasan mengedepankan saudara-sau- 
dara perempuan daripada bibi dari ayah 
dan ibu menurut mayoritas ulama adalah 
karena selain mereka lebih dekat, juga me- 
reka adalah anak-anak kedua orang tua- 
nya. Karena itu, mereka lebih dikedepan- 
kan dalam hal warisan. 

Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah, 
Syafi'iyyah, dan Hanabilah adalah bibi 
dari ibu (bibinya anak yang dipelihara). 
Kemudian menurut Hanafiyyah, Hanabi- 
lah, dan Malikiyyah urutan selanjutnya 
adalah bibi dari ibu dan bibi dari ayah. 
Namun, ulama Syafi'iyyah lebih mengede- 
pankan bibi dari ayah daripada orang dari 
pihak ibu. Ulama Malikiyyah sendiri lebih 
mengedepankan bibi kemudian nenek da- 
ri ayah daripada saudara perempuan. 
Urutan selanjutnya menurut Hanafiyyah 
dan Syafi'iyyah adalah putri-putri dari 
saudara perempuan, kemudian putri-put- 
ri dari saudara laki-laki. Menurut mereka, 
pendapat yang shahih adalah bahwa bibi 
dari ibu lebih didahulukan daripada putri- 
putri saudara perempuan ataupun lelaki, 
karena putri saudara lelaki menunjukkan 
kekerabatan dari lelaki, sedangkan bibi 
dari ibu menunjukkan kekerabatan dari 
ibu sehingga bibi lebih didahulukan. Akan 
tetapi, putri saudara lelaki lebih didahu- 
lukan daripada bibi dari ayah, karena putri 
saudara lelaki lebih dekat dengan anak 
yang dipelihara karena ia anaknya ayah, 
sedangkan bibi dari jalur ayah itu anaknya 
kakek. Demikian juga dalam masalah 
waris. Anak saudara lebih didahulukan 
daripada paman. Akan tetapi, menurut 
Malikiyyah dan Hanabilah, bibi dari ayah 
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lebih didahulukan daripada putri saudara 

lelaki. 

Urutan selanjutnya, para ulama sepakat 

menentukan bibi dari jalur ayah sebagai 

orang yang berhak memelihara anak. Ke- 
mudian bibi ayahnya, yaitu saudari kakek. 

Kesimpulannya: urutan orang yang berhak 

memelihara anak dari pihak perempuan 

adalah sebagai berikut: 

a. Hanafiyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya 
ayah, saudara-saudara perempuan, 
bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara 
perempuan, putri-putri saudara le- 
laki, bibi dari jalur ayah, kemudian 
ashabah sesuai urutan warisan. 

b. Malikiyyah: Ibu, nenek dari jalur 
ibu, bibi dari jalur ibu, nenek dari 
jalur ayah ke atas, kemudian saudara 
perempuan, bibi dari ayah, dan putri 
dari saudara. Kemudian orang yang 
mendapat wasiat untuk memelihara, 
dan bagian ashabah yang nanti akan 
dijelaskan. 

c. Syafi'iyyah: Ibu, ibunya ibu, ibunya 
ayah, kakek dari ibu, saudara perem- 
puan, bibi dari ibu, kemudian putri- 
putri saudara lelaki, putri-putri sau- 
dara perempuan, kemudian bibi dari 
ayah, kemudian setiap orang yang 
termasuk mahram dan berhak men- 
dapat warisan sebagai ashabah se- 
suai urutan waris. Pendapat ini sama 
seperti pendapatnya ulama Hana- 
fiyyah. 

d. Hanabilah: Ibu, nenek dari jalur 
ibu, nenek dari jalur ayah, kakek dan 
ibunya kakek, kemudian saudara pe- 
rempuan dari kedua orang tua, sau- 
dara perempuan dari ibu, saudara 
perempuan dari ayah, bibi dari jalur 
kedua orangtua, bibi dari jalur ibu, 
bibi dari jalur ayah, bibinya ibu, bibi- 
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nya ayah, kemudian putrinya saudara 
lelaki, putrinya paman ayah, kemudi- 
an sisa kerabat yang paling dekat. 


Undang-undang Syria pasal 139 ayat 1 
berisi sama dengan pendapat Hanafiyyah: 
1. Hak hadhanah adalah milik ibu, nenek 

dari jalur ibu sampai ke atas. Kemu- 
dian nenek dari jalur ayah sampai ke 
atas, saudara kandung perempuan, 
saudara perempuannya ibu, saudara 
perempuannya ayah, anak kandung 
perempuan, anak perempuannya bibi 
dari jalur ibu, anak perempuannya 
bibi dari ayah, kemudian bibi dari 
jalur ibu, dan bibi dari jalur ayah. Ke- 
mudian bagian waris dari lelaki sesuai 
urutan hak warisan. 


b. Orang yang Berhak Mengurus Hadhanah 
dari Kaum Laki-laki 

Jika anak yang hendak dipelihara tidak 
memiliki kerabat wanita yang berhak meme- 
liharanya seperti dalam urutan di atas, hak 
mengasuh dan memelihara dilimpahkan ke- 
pada kerabat laki-laki terdekat sesuai urutan 
bagian warisnya mahram yaitu ayah, kakek 
sampai ke atas, kemudian saudara dan anak- 
anaknya sampai ke bawah. Kemudian para pa- 
man dan anak-anaknya menurut Hanafiyyah 
dan menurut pendapat yang shahih madzhab 
Syafi'iyyah. 

Akan tetapi, tidak menyerahkan putri 
yang cantik kepada lelaki yang bukan mahram 
seperti anak paman misalnya, karena ia tidak 
berhak untuk memelihara putri yang cantik 
menurut kesepakatan ulama karena menjaga 
agar tidak terjadi fitnah, namun ia boleh me- 
melihara bayi. 

Kemudian jika si anak tidak memiliki ke- 
rabat laki-laki maka menurut madzhab Hana- 
fiyyah hak untuk memeliharanya dilimpahkan 
pada kerabat lain yang masih ada hubungan 
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keluarga seperti paman dari jalur ibu, anak 
paman dari jalur ibu, pamannya ibu, dan pa- 
man kandung. Alasannya karena mereka 
mempunyai hak untuk menikahkan sehingga 
mereka juga berhak untuk memelihara. Akan 
tetapi undang-undang Syria tidak mengambil 
pendapat ini, dan hanya mengambil jalur per- 
talian keluarga tanpa menyebutkan hubungan 
nasab. 

Menurut Hanafiyyah, jika ada dua orang 
dalam satu tingkat kekerabatan, seperti ada 
dua paman misalnya maka yang didahulukan 
adalah yang lebih wara, kemudian yang lebih 
tua tetapi tidak fasik atau dungu, dan tidak 
memberikan hak bagi anak paman yang tidak 
amanah untuk memelihara putri yang cantik. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika 
anak yang akan dipelihara sudah tidak memi- 
liki keluarga perempuan seperti yang disebut- 
kan di atas maka hak mengasuh dilimpahkan 
kepada orang yang diberi wasiat untuk meng- 
asuh anak tersebut. Baru kemudian kepada 
saudara kandung laki-laki, baik dari jalur ibu 
maupun ayah. Kemudian kepada kakek dari 
jalur ayah kemudian kerabat yang terdekat. 
Setelah itu kepada anak saudara laki-laki yang 
akan dipelihara, kemudian kepada paman dan 
anaknya. Hak memelihara tidak diberikan ke- 
pada kakek atau paman dari jalur ibu. Kemu- 
dian hak memelihara itu diberikan kepada 
maula @'la, yaitu orang yang memerdekakan 
anak yang akan dipelihara, kemudian kepada 
keluarga nasabnya, kemudian para mawali, 
dan kepada maula asfal, yaitu orang yang di- 
merdekakan oleh ayah dari anak yang akan 
dipelihara. 

Jika terdapat dua orang yang berhak 
mengasuh dan kebetulan satu tingkat kekera- 
batannya, seperti dua orang saudara perem- 
puan, dua orang bibi dari ibu, dan dua orang 
bibi dari ayah maka yang didahulukan adalah 
yang akhlaknya paling baik dan paling pe- 
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nyayang, namun jika keduanya sama dalam 
hal itu maka yang didahulukan adalah yang 
paling tua di antara keduanya. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat, jika ada 
dua orang yang satu tingkat dalam kekerabat- 
an dan kedekatan, seperti dua orang saudara 
lelaki atau perempuan, atau dua bibi dari ayah 
dan dari ibu maka cara pemilihannya dengan 
mengundi karena tidak mungkin memilih ke- 
duanya untuk menjadi pengasuh atau peme- 
lihara anak secara bersamaan. Dan juga tidak 
ada keistimewaan dari salah satu keduanya, 
jadi pemilihannya harus dengan undian. 

Menurut pendapat yang ashshah, jika ti- 
dak ada ahli waris dan keluarga wanita yang 
berhak memelihara anak, dan yang ada hanya 
keluarga laki-laki, seperti paman dan kakek 
maka mereka tidak berhak untuk mengurus 
anak tersebut karena tidak ada kaitan waris 
dan mahram, atau juga karena lemahnya ke- 
kerabatan. Jadi, kerabat dari laki-laki yang ti- 
dak berhak mendapat warisan tidak ada hak 
untuk memelihara anak, seperti anaknya pu- 
tri, anaknya saudara perempuan, anaknya 
saudara laki-laki dari ibu dan ayahnya ibu, pa- 
man dari jalur ibu, dan paman dari jalur ayah. 
Mereka semua tidak berhak memelihara anak 
karena hubungan kekeluargaannya lemah. 

Pendapat ulama Hanabilah cenderung sa- 
ma seperti pendapatnya ulama Hanafiyyah, 
yaitu jika si anak sudah tidak memiliki ahli 
waris maka hak memeliharanya akan dilim- 
pahkan kepada sanak kerabat dari jalur laki- 
laki dan perempuan beserta anak-anak me- 
reka. Kemudian kepada saudara lelaki dari 
ibu, paman, kemudian hakim memilih atau 
menyerahkan anak yang akan dipelihara ke- 
pada orang yang ia pilih dan ia percaya. 


58 Ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyyah Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 883. 


59  Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 764. 
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1) Banyaknya Orang yang Berhak 
Mengurus Hadhanah 


Semua ulama empat madzhab sepakat ji- 
ka ada banyak kerabat satu tingkat yang ber- 
hak mengurus hadhanah, seperti banyaknya 
saudara atau paman maka yang didahulukan 
adalah yang dinilai paling mampu mengurus 
hadhanah. Jika kemampuannya sama maka 
dipilih yang lebih tua di antara mereka. Pasal 
140 undang-undang Syria menegaskan, “Jika 
terdapat banyak kerabat yang berhak meng- 
urus hadhanah anak maka pihak pengadilan 
berhak memilih salah satu dari mereka yang 
lebih baik.” 


2) Tugas Orang yang Memelihara dan Ayah 

Tugas seorang ayah adalah menjaga, men- 
didik, mengajar, dan memberikan keterampil- 
an kepada anak. Adapun bagi wanita maka 
tidak disewa untuk bekerja atau membantu 
karena orang yang menyewa akan punya ba- 
nyak waktu untuk berduaan dengannya dan 
itu dilarang dalam agama.” 

Adapun haadhinah (wanita yang memeli- 
hara anak) baik itu ibu kandung atau wanita 
lain, tugasnya adalah mengurus semua kebu- 
tuhan anak yang dipeliharanya baik nafkah, 
pakaian, atau kebutuhan lainnya yang diam- 
bil dari ayahnya secara berkala baik harian, 
mingguan, maupun bulanan. Semua kebutuhan 
itu berdasarkan ketentuan dari hakim yang 
sekaligus dapat melihat kondisi ayah dari si 
anak tersebut. Seorang ayah tidak boleh ber- 
kata kepada wanita yang mengasuh anaknya 
dengan kata-kata misalnya seperti, “Bawa ke 
sini anakku agar ada di sini. Setelah itu baru 
boleh dibawa lagi” Ucapan seperti ini tidak 
boleh dilontarkan karena dapat membahaya- 
kan si bayi, dan perawat tidak perlu meme- 
nuhi permintaannya.” 
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3. SYARAT HAK-HAK HADHANAH ATAU 

SYARAT HAHDHUUN DAN HAADHINAH 
a. Syarat-Syarat Mahdhuun 

Mahdhuun adalah orang yang tidak mam- 
pu mengurus keperluan dirinya sendiri atau 
tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari 
sesuatu yang dapat membahayakannya karena 
memang belum mumayyiz seperti bayi, orang 
dewasa tetapi gila. Akan tetapi, pemeliharaan 
tidak ditetapkan kecuali bagi anak kecil dan 
orang idiot. Adapun orang yang sudah baligh 
dan mampu membedakan tidak membutuh- 
kan pemeliharaan, yaitu orang yang mampu 
memilih untuk tinggal bersama salah satu dari 
kedua orang tuanya. 

Jika anak yang sudah baligh tadi laki-laki 
maka ia berhak hidup mandiri tanpa bantuan 
kedua orang tuanya. Namun, mustahab-nya 
untuk tidak meninggalkan keduanya, dan un- 
tuk selalu bersikap baik kepada kedua orang 
tua. Akan tetapi jika anak yang sudah baligh 
itu perempuan maka ia tidak boleh memisah- 
kan diri dari kedua orang tuanya, dan pihak 
orang tua juga berhak melarangnya jika hen- 
dak memisahkan diri karena dalam usia yang 
baru menginjak usia baligh sangat rawan bagi 
perempuan untuk hidup sendirian, terlebih 
masalah keamanan. Jika anak tadi sudah tidak 
memiliki ayah maka walinya atau keluarga 
lainnya yang harus melarangnya jika ingin 
hidup sendiri. 


b. Syarat-Syarat Hawaadhin (orang yang 
berhak memelihara) 

Syarat ini ada tiga macam, yaitu syarat 
umum untuk laki-laki dan perempuan, syarat 
khusus untuk perempuan, dan syarat khusus 
untuk laki-laki. Sebagian syarat-syarat yang 


Cena 
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nanti akan disebutkan ada yang disepakati 
para ulama, seperti syarat harus merdeka, 
berakal, baligh, mampu, amanah, bagi yang pe- 
rempuan yang punya bayi belum menikah lagi 
dengan laki-laki lain, dan orang yang memeli- 
hara termasuk kerabat dari si kecil yang akan 
dipelihara. Sebagaian syarat lain, para ulama 
berbeda pendapat seperti misalnya harus 
cerdas dan beragama Islam.$! 


Cc. Syarat-Syarat Umum untuk Laki-laki dan 

Perempuan 

Bagi orang yang hendak memelihara atau 
menjadi hadhin, baik laki-laki maupun perem- 
puan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut. 
1) Baligh 

Anak kecil atau yang belum baligh tidak 
boleh menjadi hadhin untuk orang lain, kare- 
na dia sendiri belum mampu mengurus ke- 
perluannya sendiri. 


2) Berakal 

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi 
hadhin karena keduanya juga membutuhkan 
orang lain untuk mengurus keperluan mereka. 
Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak 
mampu, apa lagi untuk mengurus keperluan 
orang lain. 

Ulama Malikiyyah mensyaratkan seorang 
hadhin haruslah cerdas. Seorang hadhin tidak 
boleh bodoh dan boros. Tujuannya agar harta 
milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan 
untuk hal-hal yang tidak perlu. 

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensya- 
ratkan seorang hadhin tidak mengidap penya- 
kit yang membuatnya dijauhi orang, seperti 
penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang 
membuat orang lain menjauhinya. 


60 Al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 225, al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 169: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 452: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, 


hlm. 567, al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 614. 


61  Al-Badaa'i' Vol. 4, hlm. 41-42: ad-Durrul Mukhtaar wa Ibnu Abidin, Vol. 2, hlm. 871-874, 879, 880: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, 
hlm. 758-762: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 454-456, 259: Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 249: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 
579, al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 169: Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 56. 
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3) Memiliki Kemampuan untuk Mendidik 

Anak yang Dipelihara 

Memiliki kemampuan untuk mendidik 
anak yang dipelihara, dan juga mampu untuk 
menjaga kesehatan dan kepribadian anak. Jadi 
orang yang lemah, baik karena sudah lanjut 
usia, sakit, maupun sibuk tidak berhak un- 
tuk mengurus anak. Wanita karier yang sibuk 
dengan pekerjaannya sehingga tidak punya 
waktu untuk mengurus anak juga tidak ter- 
masuk kategori orang yang berhak mengurus 
hadhanah anak. Akan tetapi jika kerjanya ti- 
dak menghambatnya dalam mengurus anak, 
ia tetap berhak untuk mengurusnya. Di negara 
Mesir sendiri para suster, dokter perempuan, 
dosen-dosen wanita, dan sejenisnya juga 
masih tetap berhak untuk mengurus hadha- 
nah untuk anak, karena mereka tetap mam- 
pu mengatur keperluan bayi meskipun tetap 
dibantu oleh orang lain. 

Undang-undang negara Syria pasal 137 
menetapkan syarat-syarat seperti tersebut di 
atas, yaitu syarat untuk mengurus hadhanah 
anak adalah harus baligh, berakal, dan mampu 
menjaga akhlak dan kesehatan anak. 

Undang-undang negara Syria pasal 139/ 
2 menetapkan bahwa hak wanita karir dalam 
mengurus hadhanah anak tetap tidak gugur 
jika memang ia mampu menjaga anak-anak 
dengan cara atau metode yang benar. 


4) Mempunyai Sifat Amanah 

Orang yang tidak amanah tidak berhak 
untuk mengurus pendidikan dan akhlak anak. 
' Yang termasuk dalam kategori orang yang ti- 
dak amanah adalah orang yang fasik baik le- 
laki maupun perempuan, pemabuk, pezina, 
sering melakukan perkara haram. Akan tetapi 
Ibnu Abidin menjelaskan kefasikan yang meng- 
halangi hak untuk mengurus anak adalah ke- 
fasikan seorang ibu sehingga menyia-nyiakan 
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anak. Ia tetap berhak mengurus hadhanah 
anak meskipun sudah terkenal fasik, dengan 
syarat selama si anak belum mencapai usia 
mampu memikirkan kefasikan ibunya. Namun 
jika sudah mampu maka anak tersebut harus 
dijauhkan dari ibunya untuk menyelamatkan 
masa depan akhlak si anak. Hal ini harus di- 
lakukan, karena sang ibu termasuk orang 
yang tidak amanah. Adapun bagi laki-laki 
yang fasik dan pemarah maka ia tidak berhak 
mengurus hadhanah anak. Ulama Malikiyyah 
mensyaratkan tempatnya aman dan lingkung- 
annya kondusif. Orang yang rumahnya jadi 
tempat perkumpulan orang-orang fasik tidak 
berhak mengurus hadhanah anak, atau ling- 


ikungan rumah yang membahayakan semisal 


ada perempuan cantik lewat ditakutkan ter- 
jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau juga 
takut keamanan harta anak yang dipelihara, 
baik dari pencurian maupun ghashab. 


5) Orang yang Mengurus Hadhanah Anak 
Disyaratkan Harus Beragama Islam 
Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah 


Jadi, orang kafir tidak berhak mengurus 
hadhanah anak orang Islam karena orang 
kafir tidak punya kuasa atas orang Muslim. 
Selain itu, juga ditakutkan terjadi pengafiran 
terhadap anak tersebut. Akan tetapi, ulama 
Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyarat- 
kan orang yang memelihara anak harus be- 
ragama Islam. Menurut mereka, non-Muslim 
kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi 
haadhinah atau pemelihara, baik ia ibu sendiri 
maupun orang lain. 

Rasulullah saw. sendiri pernah memberi- 
kan kebebasan kepada seorang anak untuk 
memilih antara ikut ayahnya yang Muslim atau 
ibunya yang musyrik. Dan ternyata anak terse- 
but lebih condong pada ibunya. Rasulullah 
saw. lantas berdoa, “Ya Allah, berilah petunjuk 
pada anak itu, dan luruskan hati anak itu agar 
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ikut pada ayahnya.” Dan lagi, karena peme- 
liharaan anak itu berkaitan dengan kasih sa- 
yang, dan kasih sayang tidak berbeda dengan 
perbedaan agama. 

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat 
mengenai lamanya anak yang dipelihara oleh 
hadhinah wanita non-Muslim. 

Hanafiyyah berpendapat bahwa anak ter- 
sebut ikut bersamanya hingga mampu me- 
mikirkan masalah agama, yaitu pada usia tu- 
juh tahun. Atau jika memang agama si anak 
terancam karena bersama hadhinah non- 
Muslim, yaitu jika hadhinah mulai menanam- 
kan pendidikan agama yang ia peluk kepada 
si anak. Atau mengajak si anak ke tempat 
peribadatannya, atau mengajarkan anak un- 
tuk minum minuman keras dan makan daging 
babi. Aturan ini diterapkan di negara Mesir. 

Malikiyyah berpendapat bahwa anak ter- 
sebut tinggal bersamanya selama selesainya 
masa hadhanah menurut syariat, namun 
wanita non-Muslim yang memeliharanya ti- 
dak boleh menghidangkan minuman keras 
dan daging babi pada anak tersebut. Dan 
jika khawatir terjadi penyelewengan maka 
pihak keluarga boleh memberikan hak un- 
tuk mengawasi kepada sesama Muslim agar 
menjaga anak tersebut. 

Malikiyyah dan Hanafiyyah juga berbeda 
pendapat mengenai Islamnya hadhin atau laki- 
laki yang memelihara anak. 

Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang 
hadhin harus beragama Islam berbeda dengan 
hadhinah karena pemeliharaan itu salah satu 
bentuk kekuasaan terhadap jiwa, dan ini ha- 
ruslah dalam bingkai persamaan agama. Se- 
lain itu, menurut mereka hak memelihara itu 
dibangun berdasarkan hak kewarisan, dan 
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harta warisan itu tidak diberikan kepada orang 
yang berlainan agama. Jika si anak beragama 
kristen atau yahudi, dan ia mempunyai dua 
saudara yang satu Muslim dan yang lain non- 
Muslim, maka hak untuk mengurusnya atau 
hak hadhanah-nya jatuh ke tangan saudaranya 
yang non-Muslim. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
seorang hadhin tidak disyaratkan harus Mus- 


— Iim, sama seperti hadhinah. Alasannya, karena 


hak seorang lelaki mengurus hadhanah anak 
itu tidak bisa ditetapkan kecuali jika ia masih 
punya kerabat perempuan yang berhak untuk 
mengurus hadhanah, seperti istri, ibu, bibi 
dari jalur ibu, atau bibi dari jalur ayah. Jadi, 
hadhanah itu menurut mereka sebenarnya 
menjadi hak kaum perempuan. 


d. Syarat-Syarat Khusus untuk Hadhinah 
Selain syarat-syarat diatas, untuk perem- 

puan masih ada syarat khusus sebagai beri- 

kut: 

1) Perempuan yang Sudah Cerai, Namun 
Masih Punya Anak Kecil Boleh 
Memelihara Anaknya dengan Syarat 
Ia Belum Menikah Lagi dengan Lelaki 
Lain, atau Lelaki yang Terhitung . 
Kerabat, Namun Bukan Mahram 
Pendapat ini telah disepakati para ulama 

karena ada hadits yang berbunyi, “Engkau 

lebih berhak atas hadhanah anak itu selama 
engkau belum menikah lagi.” Syarat ini dite- 
tapkan karena terkadang seorang ayah mem- 
perlakukan anak tirinya dengan kasar, se- 
dangkan ibu kandung anak tersebut sibuk 
dengan tugasnya sebagai istri. 

Jika perempuan tadi menikah lagi dengan 
kerabat dekat yang terhitung mahramnya si 
anak, seperti pamannya si anak, anak paman- 


HR Abu Dawud dan lainnya. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabillah berkomentar bahwa hadits ini telah dihapus, atau kemungkinan 


ketika memberi kebebasan itu Rasulullah saw. tahu persis bahwa doa beliau akan dikabulkan, lantas anak tersebut memilih ikut 
ayahnya. Adapun tujuan Rasulullah saw. memberikan kebebasan memilih bagi anak tersebut tidak lain adalah untuk menarik 


simpati ibu dari anak itu. 
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nya, dan anak saudaranya maka hak hadha- 
nah perempuan tadi tidak gugur karena orang 
yang menikahinya masih tergolong keluarga 
yang berhak mengurus hadhanah anak terse- 
but sehingga keduanya bisa saling bantu untuk 
menanggung hidup anak itu. 

Undang-undang Syria pasal 138 mene- 
gaskan bahwa pernikahan seorang hadhinah 
dengan selain kerabat mahram dari anak yang 
peliharanya menggugurkan haknya dalam me- 
melihara anak tersebut. 


2) Perempuan yang Jadi Hadhinah 
Itu Syaratnya Harus Memiliki 
Hubungan Mahram dengan Anak yang 
Dipeliharanya, Seperti Ibu si Anak, 
Saudara Perempuan si Anak, dan Nenek 
si Anak 


Hak hadhanah tidak diberikan kepada 
anak perempuannya paman atau bibi. Tidak 
juga pada anak perempuannya paman dari ja- 
lur ibu, atau anak perempuannya bibi dari ja- 
lur ibu. Alasannya karena tidak ada hubungan 
mahram kepada si anak, namun mereka me- 
nurut Hanafiyyah tetap berhak mengurus 
hadhanah anak perempuan. 


3) Perempuan yang Jadi Hadhinah tidak 
Pernah Berhenti Meskipun tidak Diberi 
Upah Hadhanah Karena Memang 
Ekonomi Ayah si Anak Sedang 
Kesulitan Sehingga tidak Mampu 
Membayar Upah Hadhanah 


Jika ekonomi ayah si anak sedang sulit 
sehingga tidak mampu membayar upah ha- 
dhanah anaknya, lantas perempuan yang jadi 
hadhinah itu berhenti dari tugasnya dan di- 
gantikan kerabat dekat lainnya maka haknya 
sebagai hadhinah gugur. Syarat ini ditetapkan 
oleh ulama Hanafiyyah. 


63 1 Pos - 12 Mil. Atau dalam hitungan kilometer, 6 pos - 133 km. 
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4) Hadhinah tidak Tinggal Bersama Orang 
yang Dibenci oleh Anak Asuhnya, 
Meskipun Orang Itu Kerabat Dekat 
si Anak Sendiri Karena Hal Ini Akan 
Menimbulkan Dampak Negatif pada Diri 
Anak Asuh 


Jadi, seorang nenek tidak berhak meng- 
urus hadhanah anak jika ia tinggal bersama 
putrinya jika ia sudah menikah, kecuali jika 
sudah pisah rumah. Syarat ini ditetapkan oleh 
ulama Malikiyyah. Mereka juga mensyaratkan 
agar wali si anak atau hadhinah tidak pergi 
meninggalkan si anak sejauh lebih dari enam 
pos83. Jika salah seorang dari keduanya hendak 
pergi jauh maka anak asuhnya harus diambil 
darinya, kecuali ia membawa serta anak itu. 

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah mensya- 
ratkan, jika anak yang dipelihara itu sedang 
dalam masa menyusu maka hadhinah harus 
menyusuinya, dan jika ASl-nya tidak keluar, 
atau ia menolak untuk menyusui maka haknya 
mengasuh gugur. 


e. Syarat-Syarat Khusus untuk Hadhin 
Bagi seorang hadhin harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Seorang hadhin harus termasuk mahram- 
nya anak yang diasuh jika anak tersebut 
cantik, dan usianya tujuh tahun menurut 
Hanabilah dan Hanafiyyah. Tujuan syarat 
ini tidak lain agar tidak terjadi khalwat 
antar keduanya. Jika si anak belum men- 
capai usia yang menimbulkan syahwat 
maka diperbolehkan karena tidak menim- 
bulkan fitnah. Jadi, anak paman tidak 
boleh mengasuh putri pamannya yang 
cantik, namun Hanafiyyah membolehkan 
jika memang putri itu tidak mempunyai 
kerabat selain anak pamannya itu. Akan 
tetapi, hal itu juga diputuskan oleh hakim 
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jika memang anak pamannya itu dapat 
dipercaya dan tidak menimbulkan fitnah. 

Ulama Hanabilah juga membolehkan 
kerabat dekat yang bukan mahram untuk 
mengasuh putri tersebut jika memang 
ada uzur. Ulama Syafi'iyyah membolehkan 
kerabat yang bukan mahram untuk me- 
ngasuh putri tadi dengan syarat harus 
bersama putrinya sendiri untuk menjadi 
saudaranya. Penyerahannya kepada put- 
rinya sendiri bukan kepadanya, jika me- 
mang putrinya sendiri sedang ada di 
rumah. Namun jika kebetulan putrinya 
sendiri sedang tidak di rumah maka putri 
yang akan diasuh itu boleh diserahkan 
kepadanya. 

2. Di rumah seorang hadhin, baik ayah mau- 
pun yang lainnya harus ada seorang pe- 
rempuan yang mampu mengurus hadha- 
nah anak seperti istri, ibu, bibi, dan tante. 
Alasannya, karena seorang lelaki tidak 
mampu atau tidak punya kesabaran untuk 
mengurus anak, berbeda dengan kaum 
perempuan. Jika di rumah hadhin tidak 
ada perempuan yang bisa mengurus anak 
maka haknya untuk mengurus anak gu- 
gur. Syarat ini ditetapkan oleh ulama Ma- 
likiyyah. 


Mereka juga mensyaratkan agar wali dari 
anak asuh atau hadhinah tidak meninggalkan 
anak asuhnya sejauh enam pos atau 133 km. 
Jika hendak bepergian jauh maka anak asuh 
harus diambil darinya, kecuali jika ikut dibawa 
serta dengan syarat tempat yang jalan yang 
dituju aman. 


f. Hal-Hal yang Berkaitan dengan Syarat 
Hadhanah 
1) Gugurnya Hak Hadhanah 
Menurut ulama Malikiyyah, hak hadhanah 
gugur dengan empat sebab. 
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a) Perginya Hadhin ke Tempat yang Jauh 

Maksudnya perginya hadhin ke tempat 
yang jauh dengan menempuh jarak lebih dari 
133 km. Jika wali dari anak asuh pergi atau 
hadhinah-nya pergi dengan jarak tempuh lebih 
dari 133 km maka wali dari anak asuh berhak 
mengambil anak tersebut dari hadhinah, dan 
gugurlah haknya mengasuh anak, kecuali ia 
membawa serta anak itu dalam perjalanan. 
Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak 
mengasuh anak dianggap gugur jika hadhinah 
yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang 
jauh, sehingga ayah anak yang diasuh tidak 
dapat menyambangi anaknya dalam jangka 
setengah hari, untuk kemudian kembali lagi 
sampai rumah. 

Adapun bagi hadhinah selain ibu maka 
haknya gugur hanya dengan berpindah tem- 
pat. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa hak 
seseorang untuk mengasuh anak menjadi gu- 
gur jika ia pergi ke tempat yang membahaya- 
kan atau pergi dengan niat untuk pindah, baik 
jaraknya jauh maupun dekat. Ulama Hanabi- 
lah berpendapat bahwa hak mengurus anak 
dianggap gugur jika orang yang mengurus itu 
bepergian jauh dengan menempuh jarak yang 
membolehkan shalat gashar. 


b) Hak Seseorang dalam Hadhanah 

Gugur Jika Ia Mengidap Penyakit yang 

Membahayakan 

Hak seseorang dalam hadhanah gugur jika 
ia mengidap penyakit yang membahayakan 
seperti gila, lepra, dan kusta. Pendapat ini di- 
setujui oleh ulama Hanabilah. 


c) Hak Seseorang untuk Mengurus 
Anak Juga Gugur Jika Ia Fasik atau 
Pengetahuan Agamanya Kurang 


Hak seseorang untuk mengurus anak juga 
gugur jika ia fasik atau pengetahuan agama- 
nya kurang, seperti misalnya ia tidak dapat 
dipercaya untuk mengurus anak karena tidak 
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tercapainya kemaslahatan anak dalam asuh- 
annya. Pendapat ini telah disepakati oleh para 
ulama. Undang-undang pasal 147 ayat 3 juga 
menegaskan bahwa jika seorang wali—meski- 
pun statusnya ayah—namun tidak dapat di- 
percaya untuk mengurus anak kecil baik le- 
laki maupun perempuan maka anak tersebut 
diserahkan kepada orang lain yang masih 
punya hak untuk mengurusnya. Dan ayat ini 
tidak bertentangan dengan ayat 1 pasal 147.” 

Ayat 1 dari pasal 147 berbunyi, “Jika wali 
si anak bukan ayahnya sendiri maka hakim 
pengadilan berhak menyerahkan anak—laki- 
laki maupun perempuan—kepada orang yang 
pantas, baik itu ibu, wali, atau orang yang 
mengganti posisi keduanya, untuk diasuh 
sampai yang perempuan menikah, dan yang 
laki-laki mencapai usia dewasa.” 


d) Hak Seorang Hadhinah Gugur Jika Ia 
Sudah Menikah Lagi 


Hak seorang hadhinah gugur jika ia sudah 
menikah lagi, kecuali jika neneknya anak asuh 
adalah istri kakeknya, atau hadhinah menikah 
dengan paman anak tersebut. Dalam konteks 
ini haknya sebagai hadhinah tidak gugur kare- 
na kakek atau paman termasuk mahramnya si 
anak. Dan pendapat ini sudah disekapati oleh 
para ulama sebagaimana telah dijelaskan di 
atas. 

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, hak 
seseorang untuk memelihara anak dianggap 
gugur jika orang tersebut kafir. Para ulama 
sepakat hak hadhanah juga gugur jika orang 
yang berhak itu gila atau idiot.4 


2) Kembalinya Hak dalam Hadhanah 
Jika hak hadhanah seseorang gugur kare- 
na ada penghalang, kemudian penghalang itu 


FIOIH ISLAM JILID 10 


lenyap apakah haknya kembali lagi kepada- 
nya? 

Dalam hal ini para ulama ada dua pen- 
dapat:$s 

Ulama Malikiyyah dalam pendapat yang 
masyhur berkata, “Jika hak seorang hadhi- 
nah telah gugur karena adanya uzur, seperti 
sakit, tempat yang membahayakan, pergi atau 
pindah tempat, dan pergi untuk menunaikan 
ibadah haji, kemudian uzur itu hilang karena 
sembuh dari penyakit atau tempatnya sudah 
aman, atau pulang dari bepergian maka haknya 
dalam hadhanah kembali lagi. Karena, uzur 
atau penghalang yang menggugurkan haknya 
telah hilang. Kaidahnya menyebutkan, “Jika 


. penghalangnya lenyap maka sesuatu yang ta- 


dinya terlarang menjadi tidak.” 

Adapun jika seorang hadhinah menikah 
lagi dengan seorang lelaki lain yang bukan 
mahram dan melakukan hubungan suami istri, 
atau ia pergi jauh tanpa uzur, namun kemudi- 
an menjanda lagi baik karena cerai, nikahnya 
batal, maupun cerai mati, atau ia kembali lagi 
dari perjalanan jauh yang tidak ada uzur maka 
haknya untuk mengurus anak tidak kembali 
lagi meskipun penghalangnya sudah tidak ada. 
Alasannya karena gugurnya hak hadhanah itu 
dari dirinya sendiri dan tidak ada uzur. 

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hana- 
bilah berpendapat, “Jika hak hadhinah gugur 
karena ada penghalang, namun kemudian 
penghalang itu lenyap maka hak hadhanah itu 
kembali lagi kepadanya, baik penghalang itu 
karena terpaksa seperti sakit, atau pengha- 
lang itu karena keinginan sendiri seperti ni- 
kah, bepergian, dan fasik.” Akan tetapi, menu- 
rut Hanafiyyah hal itu harus langsung tanpa 
menunda-nunda waktu bagi perempuan yang 


St Al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 224: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 759, al-Mugaddimaat al-Mumahhadaat, Vol. 1, hlm. 569: 
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hlm. 579, al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 618. 
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dicerai ba'in meski sebelum selesai iddahnya, 
namun jika dicerai raj'i maka ia harus me- 
nunggu masa iddahnya dulu. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa wa- 
nita yang dicerai masih berhak mengurus ha- 
dhanah anaknya secara langsung sebelum se- 
lesai iddahnya, dengan syarat mendapat izin 
atau ridha dari suami. Namun jika suami tidak 
memberi izin atau tidak ridha maka wanita itu 
tidak berhak atas hadhanah anaknya. 

Ulama Hanabilah sendiri menetapkan 
bahwa wanita yang dicerai tetap berhak meng- 
urus hadhanah anaknya, meskipun cerai raj'i 
dan belum selesai masa iddahnya. 

Undang-undang Syria pasal 141 menegas- 
kan bahwa hak hadhanah akan kembali kepa- 
da pemiliknya jika penghalangnya sudah tidak 
ada. 


3) Apakah Seorang Ibu Boleh Dipaksa 
untuk Mengurus Hadhanah? 


Pembahasan ini termasuk pecahan dari 
pembahasan hadhanah, apakah hadhanah itu 
hak seorang ibu ataukah hak seorang anak. 

Pendapat yang dijadikan fatwa menurut 
madzhab Hanafiyyah adalah bahwa seorang 
ibu atau yang lainnya jika menolak maka ti- 
dak boleh dipaksa untuk mengurus hadha- 
nah anaknya, sebagaimana halnya juga tidak 
dipaksa jika menolak tidak mau menyusui. 
Kecuali jika radha' hukumnya wajib baginya, 
karena memang si anak tidak mau menetek 
selain susunya, atau sang ayah dan si anak 
tidak memiliki harta. Atau bisa juga karena 
tidak ada orang lain yang mampu mengurus 
hadhanah kecuali dia sendiri. Pendapat ini 
juga dianut oleh Syafi'iyyah, Hanabilah, dan 
Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur. 
Berdasarkan pendapat ini maka seorang ibu 
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boleh menggugurkan haknya dalam hal ha- 
dhanah, namun menurut madzhab Maliki, ia 
sudah tidak lagi memiliki hak hadhanah jika 
kemudian hari hendak memintanya. 

Seorang ibu boleh dipaksa untuk meng- 
urus hadhanah anaknya jika memang si anak 
sudah tidak memiliki mahram. Tujuannya agar 
hidup si anak tidak terlunta-lunta. 

Pendapat lain mengatakan bahwa seorang 
ibu boleh dipaksa untuk mengurus hadhanah 
anaknya secara mutlak dan ia tidak memiliki 
hak untuk menggugurkannya meski dengan 
khulu'. Jika seorang istri meminta khulu' ke- 
pada suaminya dengan syarat agar ia meng- 
urus anaknya, atau suami yang mensyaratkan 
agar si anak bersamanya maka khulu'-nya 
sah menurut Hanafiyyah, namun syaratnya 
batal. Hadhinah-nya berhak mengambil anak 
tersebut dari suami. Pendapat ini dijadikan 
undang-undang Syria pasal 103 sebagaimana 
telah dijelaskan pada pembahasan khulu' 


4) Bagaimana Jika Pemilik Hak Hadhanah 
tidak Meminta Hak dalam Hadhanah? 


Ulama Malikiyyah berpendapat?” bahwa 
jika pemilik hak hadhanah tidak meminta un- 
tuk mengurus hadhanah maka haknya gugur 
dengan syarat-syarat berikut. 

a) Orang Tersebut Tahu Bahwa Ia Memiliki 
Hak untuk Mengurus Hadhanah Anak. 
Jika ia tidak tahu maka haknya tidak gu- 
gur, meskipun tidak meminta atau hanya 
diam saja dalam jangka waktu yang lama. 

b) Orang Tersebut Tahu Bahwa Diamnya 
atau tidak Meminta Hak Hadhanah Itu 
Menggugurkan Haknya Sendiri. Namun 
jika tidak tahu maka haknya tetap tidak 
gugur, karena perkara ini termasuk urus- 
an furu' sehingga orang yang tidak tahu 
dapat diterima uzurnya. 
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c) Sudah Melewati Batas Waktu Satu Ta- 
hun dari Mulai Mengetahui Hak untuk 
Mengurus Hadhanah. Jika hanya haknya 
didiamkan saja selama kurang dari satu 
tahun, lantas ia meminta haknya untuk 
mengurus hadhanah maka ia masih ber- 
hak. 


Jika seorang hadhinah menikah lagi de- 
ngan lelaki lain dan sudah melakukan hubung- 
an suami istri, lantas orang yang kelimpahan 
hak hadhanah tidak tahu akan pernikahan 
itu sehingga hadhinah tadi sudah cerai atau 
ditinggal mati suaminya maka hak hadhanah 
tetap ada pada hadhinah. Demikian juga jika 
orang yang kelimpahan hak hadhinah tahu 
akan pernikahan hadhinah, namun selama satu 
tahun ia tidak meminta haknya untuk meng- 
urus hadhanah si anak sehingga hadhinah su- 
dah cerai lagi maka hak hadhanah tetap pada 
hadhinah, karena batas waktunya sudah lewat 
dan yang berhak hanya diam saja, tanpa me- 
minta haknya untuk mengasuh anak. 


4. UPAH HADHANAH, TEMPAT TINGGAL, 
DAN KEPERLUAN LAIN 


a. Apakah Harus Mengeluarkan Upah 

untuk Hadhanah? 

Dalam hal ini ada dua pendapat:8 

Menurut mayoritas ulama selain Hanafiy- 
yah, seorang hadhin tidak berhak meminta 
upah hadhanah, baik statusnya sebagai ibu 
maupun selainnya karena seorang ibu ber- 
hak mendapat nafkah jika statusnya masih 
seorang istri. Adapun jika statusnya selain 
ibu dari si anak maka nafkahnya ditanggung 
ayahnya. Akan tetapi jika anak yang dipeli- 
haranya membutuhkan bantuan lain, seperti 
memasak dan mencuci pakaian maka hadhin 
berhak mendapat upah. 
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Ulama Hanafiyyah berkata, seorang ha- 
dhinah tidak berhak mendapatkan upah ha- 
dhanah jika statusnya sebagai istri atau dalam 
masa iddah cerai, baik cerai ba'in maupun 
raj'i, seperti halnya tidak mendapatkan upah 
dalam radha' karena wajibnya kedua hal terse- 
but seperti utang. Di samping ia juga masih 
berhak mendapatkan nafkah sebagai istri 
maupun dalam masa iddah, dan nafkah itu cu- 
kup untuk keperluan hadhanah. 

Adapun setelah selesainya iddah maka 
hadhinah berhak meminta upah hadhanah ka- 
rena terhitung upah pekerjaan. 

Seorang hadhinah yang statusnya bukan 
istri juga berhak mendapatkan upah hadha- 


“nah, namun upah itu belum termasuk upah 


menyusui dan nafkah untuk anak. Jadi, se- 
muanya ada tiga kewajiban, yaitu upah hadhi- 
nah, upah menyusui, dan nafkah si anak. 

Undang-undang negara Syria pasal 143 
mengambil pendapat madzhab Hanafiyyah. 
Bunyi pasal tersebut adalah, “Seorang ibu tidak 
berhak mendapatkan upah hadhanah anaknya 
jika statusnya sebagai istri atau dalam masa 
iddah cerai.” 


b. Antara Ibu Kandung dan Wanita Lain, 
Mana yang Didahulukan dalam Masalah 
Hadhana? 

Ulama Hanafiyyah berpendapat”? bahwa 
dalam masalah menyusui lebih diutamakan 
wanita lain daripada ibu kandung jika ia tidak 
rela menyusui tanpa upah. Adapun dalam 
masalah hadhanah anak, jika wanita lain itu 
bukan mahramnya si anak maka ia tidak di- 
dahulukan daripada pemilik haknya. Namun 
jika wanita lain itu mahramnya si anak maka 
ia lebih diutamakan jika upahnya dari harta si 
anak atau jika ekonomi ayah si anak tersebut 
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sedang susah. Dalam hal hadhanah, wanita 
lain tidak diutamakan kecuali dalam dua hal 
tersebut. 

Sebab perbedaan hukum antara radha 
dan hadhanah: maksud dari radha' adalah 
untuk menyuplai makanan bagi anak, dan hal 
itu bisa tercapai tanpa memerlukan hubungan 
mahram, sedangkan dalam hadhanah diper- 
lukan kelembutan dan kasih sayang yang 
penuh untuk mendidik dan mengarahkan si 
anak. Jadi dalam hal hadhanah perlu keluarga 
yang masih terhitung mahram karena lebih 
lembut dan kasih sayang terhadap anak dari- 
pada orang lain. 


"1 


Jika tidak ada seorang pun yang rela 
mengurus hadhanah anak dengan cuma-cuma, 
padahal ekonomi sang ayah sedang susah dan 
si anak juga tidak mempunyai harta maka ibu 
dari si anak atau orang yang berhak setelah 
ibu harus dipaksa untuk mengurus hadhanah 
si anak. Upahnya menjadi utang sang ayah 
agar dibayar setelah ekonominya membaik. 
Utang ini tidak gugur kecuali sudah dibayar 
atau diikhlaskan. 


c. Upah Tempat Tinggal Hadhanah dan 

Upah Pembantu 

Ulama Hanafiyyah dalam pendapat yang 
mukhtar dan ulama Malikiyyah dalam pen- 
dapat yang masyhur'” sepakat akan wajibnya 
upah tempat tinggal untuk hadhanah bagi se- 
orang hadhin dan mahdhun jika memang ke- 
duanya tidak memiliki tempat tinggal, karena 
tempat tinggal termasuk nafkah wajib untuk 
si kecil. Jadi, kewajiban itu dibebankan kepada 
orang yang berkewajiban memberikan nafkah 
kepadanya, baik dengan ketentuan hakim 
maupun tidak, sesuai dengan kondisi ekonomi 
sang ayah. 
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Keduanya juga sepakat akan wajibnya 
upah untuk pembantu jika memang si kecil 
membutuhkannya karena adanya pembantu 
juga termasuk penunjang penghidupan. Ulama 
madzhab lain juga sejalan dengan pendapat 
ini. 


d. Orang yang Dibebani Menanggung 

Nafkah Hadhanah 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa naf- 
kah atau ongkos hadhanah diambil dari harta 
anak yang diasuh, namun jika ia tidak memi- 
liki harta maka nafkahnya dibebankan kepada 
ayah si anak tersebut, atau kepada orang yang 
wajib menafkahinya. Nafkah ini menjadi wajib 
karena menjadi sebab kelangsungan hidup 
dan penjagaan terhadap anak dari kekurang- 
an. Jika nafkah hadhanah itu wajib maka tidak 
tetap dianggap utang dan tidak gugur meski 
sudah lewat masanya atau dengan wafatnya 
orang yang dibebani nafkah, wafatnya mah- 
dhun, ataupun wafatnya hadhinah. 

Ulama Malikiyyah dalam pendapat yang 
masyhur mengatakan bahwa nafkah untuk 
tempat tinggal hadhinah dan anak-anak yang 
diasuh ditanggung oleh ayah mereka. 


e. Ketentuan Undang-Undang 

Dalam hal ini, pasal 142 bahwa nafkah 
untuk hadhanah itu dibebankan kepada orang 
yang berhak menafkahi si anak. Pasal itu ber- 
bunyi, “Upah hadhanah anak dibebankan ke- 
pada orang yang berkewajiban menafkahi 
anak tersebut. Besar kecilnya pengeluaran 
bergantung keadaan ekonomi orang tersebut.” 
Pasal 44 menyinggung masalah, jika ekonomi 
sang ayah sedang susah lantas salah satu ke- 
luarga yang masih terhitung mahram hendak 
menanggung beban hadhanah si anak. Pasal 
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tersebut berbunyi, “Jika orang yang berke- 
wajiban memberikan upah hadhanah itu ti- 
dak mampu untuk membayar atau karena 
ekonominya sedang jatuh, lantas ada salah 
seorang keluarga mahram menawarkan diri 
untuk menanggung beban hadhanah si anak 
maka hadhinah-nya dipersilakan untuk me- 
milih antara mengasuh tanpa bayaran atau 
melepaskan anak tersebut untuk diasuh oleh 
keluarga yang masih terhitung mahram.” 


f. Permulaan Keberhakan Nafkah Hadhanah 

Hak nafkah hadhanah, baik berupa tempat 
tinggal, upah, pembantu, dan lain-lain, menu- 
rut ulama Hanafiyyah dimulai dari mulai anak 
menyusu.'! Jika dari awal sudah ada kesepa- 
katan jumlah upah untuk hadhanah atau su- 
dah ditetapkan hakim terlebih dahulu maka 
hadhinah berhak mendapatkan upah dari 

mulai hari kesepakatan atau ketetapan. 

Akan tetapi, jika belum ada kesepakatan 
upah dan juga belum ditetapkan oleh hakim, 
jika hadhinah-nya selain ibu maka tidak ber- 
hak mendapatkan upah hadhanah kecuali 
setelah ada kesepakatan atau ketetapan ha- 
kim. 

Jika hadhinah-nya itu ibu kandung sen- 
diri maka ia berhak mendapatkan upah dari 
mulai mengurus hadhanah setelah selesainya 
masa iddah tanpa digantungkan pada adanya 
keridhaan maupun keputusan. Ulama lain 
berpendapat, upah hadhanah ibu kandung 
dimulai dari hari kesepakatan atau ketetapan 
hakim. Para hakim Mesir membedakan hukum 
antara ibu kandung dan wanita lain dalam 
masalah radha' dan hadhanah. 
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5. TEMPAT HADHANAH, PERPINDAHAN 
ANAK KE NEGARA LAIN, DAN HAK 
UNTUK MENJENGUKNYA 


a. Tempat Hadhanah 
Tempat hadhanah adalah rumah atau 
tempat tinggal suami istri jika belum bercerai. 
Para ulama mempunyai beberapa pendapat 
yang berbeda-beda dalam menentukan tem- 
pat hadhanah dan dampaknya.' Ulama Hana- 
fiyyah memerinci perkara ini sebagai berikut. 
1. Jika hadhinah-nya adalah ibu kandung 
sendiri dan statusnya masih sebagai istri, 
atau masih dalam masa iddah cerai atau 
ditinggal wafat suaminya maka tempat 
hadhanah-nya adalah rumah yang ia tem- 
pati bersama suaminya. Tanpa izin dari 
suami, ia tidak boleh berpindah rumah ka- 
rena seorang istri harus patuh dan meng- 
ikuti sang suami. Adapun yang masih da- 
lam masa iddah maka ia juga harus tetap 
berada di rumah yang ia tempati, baik ada 
anak maupun tidak, karena Allah SWT 
berfirman yang artinya, “Wahai Nabi! Apa- 
bila kamu menceraikan istri-istrimu maka 
hendaklah kamucceraikan merekapada wak- 
tu mereka dapat (menghadapi) iddahnya 
(yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, 
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 
Janganlah kamu keluarkan mereka dari ru- 
mahnya dan janganlahfdiizinkan) keluar 
kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan 
keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, 
dan barangsiapa melanggar hukum-hukum 
Allah, maka sungguh, dia telah berbuat za- 
lim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 
mengetahui barangkali setelah itu Allah me- 
ngadakan suatu ketentuan yang baru. (ath- 
Thalaag: 1) 
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2. Adapun jika hadhinah-nya seorang ibu 
kandung tetapi sudah berstatus janda dan 
masa iddahnya sudah selesai maka tempat 
hadhanah-nya adalah juga rumah tempat 
ia tinggal bersama mantan suaminya. Ha- 
dhinah tidak boleh berpindah negara yang 
jaraknya jauh sehingga tidak memung- 
kinkan bagi mantan suami untuk melihat 
anaknya, lalu kembali lagi dalam sehari. 
Terkecuali, jika hadhinah kembali ke tanah 
kelahirannya atau ke kampung halaman 
yang menjadi tempat akad nikah dulu. 
Jika dua syarat terpenuhi, yaitu kampung 
halaman dan juga jadi tempat akad nikah 
maka hadhinah boleh membawa anaknya 
ke kampung halamannya, namun jika ke- 
dua syarat itu tidak terpenuhi maka ia tidak 
boleh membawa anaknya ke tempat itu. 

3. Adapun jika hadhinah-nya wanita lain, 
bukan ibu kandung si anak, seperti misal- 
nya yang jadi hadhinah itu nenek, saudara 
perempuan, bibi, atau tante maka tidak 
diperkenankan baginya untuk pindah ne- 
gara sambil membawa anak asuhnya, ke- 
cuali dengan izin dan keridhaan ayah si 
anak tersebut. Jika hadhinah tetap pindah 
tempat tanpa izin maka haknya dalam 
hadhanah gugur. 


Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
tempat mengurus hadhanah bagi wanita yang 
sudah dicerai dan telah habis masa iddahnya 
adalah rumah yang ia tempati bersama man- 
tan suaminya. Ia juga tidak diperbolehkan 
berpindah tempat atau melakukan perjalanan 
jauh dengan tujuan pindah dengan jarak lebih 
dari 133 km. Jika ia tetap menempuh jarak se- 
jauh itu dari tempat tinggal mantan suaminya 
maka haknya untuk mengurus hadhanah anak 
menjadi gugur karena si anak masih mem- 
butuhkan penjagaan walinya. Akan tetapi jika 
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kepergiannya untuk dagang, ziarah, menunai- 
kan ibadah haji, dan sejenisnya maka haknya 
tidak menjadi gugur. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat, jika yang 
melakukan perjalanan itu salah satu dari 
suami istri yang sudah cerai, dan perjalanan- 
nya itu karena ada keperluan, seperti dagang 
atau ibadah haji maka hadhanah anak yang 
sudah mumayyiz atau lainnya diserahkan ke- 
pada orang yang mukim sampai ia kembali 
dari perjalanannya. Akan tetapi jika salah satu 
dari keduanya melakukan perjalanan dengan 
tujuan pindah tempat maka sang ayah lebih 
berhak mengurus hadhanah anak daripada 
sang ibu, dengan syarat perjalanan dan tem- 
pat yang dituju aman. Dalam kasus ini, ayah 
lebih berhak daripada ibu karena untuk men- 
jaga nasab si anak, juga karena kemaslahatan 
pendidikan, dan mudahnya nafkah bagi si 
anak. Akan tetapi jika perjalanan atau negara 
yang dituju itu membahayakan maka orang 
yang mukim lebih berhak atas hadhanah si 
anak. 

Ulama Hanabilah memutuskan bahwa 
jika salah satu dari kedua orang tua anak hen- 
dak pindah ke tempat yang aman dan jarak 
tempuhnya sejauh jarak perjalanan bolehnya 
shalat gashar atau lebih, maka gugurlah ha- 
dhanah-nya hadhinah, dan hak hadhanah-nya 
menjadi tanggung jawab ayah selama pin- 
dahnya itu untuk menyusahkan ibu si anak. 
Namun jika tujuannya untuk menyusahkan 
orang tua, maka haknya untuk mengurus anak 
tidak gugur. 


b. Pindahnya Ayah atau Penggantinya ke 
Negara Lain 
Ulama Hanafiyyah berpendapat? bahwa 
selama hadhanah anak masih diurus ibunya, 
seorang ayah atau wali tidak berhak untuk 
membawa anak keluar dari negara ibunya jika 
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ia tidak rela. Jika sang ayah pergi meninggal- 
kan negara tempat tinggal ibu si anak maka 
ia tidak berhak membawa si anak yang masih 
dalam asuhan ibunya, dan hak hadhanah sang 
ibu tidak gugur karena perginya ayah dari 
anak yang diasuhnya, baik tempat yang dituju 
itu dekat maupun jauh, dengan tujuan mene- 
tap maupun hanya untuk berbisnis. Hadhanah 
adalah haknya hadhinah dan itu tidak bisa 
digugurkan oleh wali si anak. 

Ulama Malikiyyah menyamakan” hak 
antara hadhinah dan wali si anak dalam hal 
menggugurkan hak hadhanah, jika salah sa- 
tu dari keduanya melakukan perjalanan ke 
negara lain dengan jarak tempuh melebihi 133 
km dengan tujuan untuk menetap. Jika yang 
melakukan perjalanan itu adalah wali si anak, 
baik itu wali dalam urusan harta seperti ayah, 
orang yang diberi wasiat untuk mengurus, 
ataupun wali keluarga, seperti paman maka 
ia berhak membawa anaknya dari asuhan ha- 
dhinah, meski anak tersebut masih menyusu, 
niatnya untuk bermukim dan jarak perjalan- 
an yang ditempuh lebih dari 133 km, dengan 
syarat aman perjalanan dan tempat tujuan. 
Dalam kasus ini hak hadhinah gugur, kecuali ia 
ikut dalam perjalanan bersama wali si anak. 

Alasan mereka dalam hal ini adalah kare- 
na hak seorang wali dalam hadhanah lebih 
kuat daripada haknya seorang hadhinah, juga 
pendidikan spiritual lebih diutamakan dari- 
pada pendidikan jasmani. Dan dalam hal pen- 
didikan seorang wali dari anak lebih mampu 
untuk mengurusnya. 

Ulama Syafi'iyyah's dalam hal ini mem- 
bedakan antara perjalanan dengan niat pin- 
dah atau mukim dan perjalanan karena ada 
keperluan lain. Jika wali si anak atau hadhinah 
melakukan perjalanan karena ada keperluan 


74  Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 761. 
75  Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 458. 
76  Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 581. 
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maka anak yang sudah mumayyiz atau selain- 
nya tinggal bersama orang yang mukim hing- 
ga kembalinya orang yang sedang bepergian, 
karena dikhawatirkan ada bahaya dalam per- 
jalanan. 

Jika salah satu dari keduanya hendak me- 
lakukan perjalanan dengan niat pindah atau 
bermukim ke tempat tujuan maka sang ayah 
lebih berhak atas hadhanah anaknya, namun 
dengan syarat perjalanan dan tempat tujuan 
harus aman sebagaimana pendapat Malikiy- 
yah. Akan tetapi, jika negara tempat tujuan ti- 
dak aman maka si anak tetap bersama ibunya, 
dan sang ayah tidak berhak membawa anak- 
nya menuju ke tempat yang membahayakan. 

Ulama Hanabilah'S pendapatnya sama se- 
perti ulama Syafi'iyyah, yaitu jika salah satu 
dari kedua orang tua si anak hendak pergi ke 
tempat lain dengan tujuan pindah yang jarak 
tempuhnya lebih dari jarak bolehnya shalat 
gashar, kemudian tempat tujuan dan perjalan- 
an aman maka yang lebih berhak mengurus 
hadhanah anak adalah sang ayah, baik yang 
mukim maupun yang pindah itu ayah sama 
saja. Karena, umumnya seorang ayahlah yang 
mendidik dan menjaga nasab si anak. Dan jika 
anak tidak bersama ayahnya maka anak bisa 
telantar. 

Kesimpulan: perjalanan yang dilakukan 
oleh wali si anak tidak menggugurkan hak ha- 
dhanah hadhinah menurut pendapat Hanafiy- 
yah, namun menurut pendapat mayoritas ula- 
ma hal itu menggugurkannya. 


Cc. Hukum Menjenguk Anak 

Para ulama sepakat bahwa salah satu dari 
kedua orang tua anak selain hadhin berhak 
menjenguk anaknya untuk menjaga tali sila- 
turahim, namun demikian pendapat mereka 
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relatif berbeda-beda, bergantung pada masla- 
hat anak dan orang tua. 

Ulama Hanafiyyah berpendapat,” jika si 
anak berada dalam asuhan hadhinah maka 
ayah dari anak tersebut berhak untuk men- 
jenguknya. Caranya, hadhinah bisa membawa 
anaknya keluar agar ayahnya dapat melihat 
anaknya setiap hari. Jika si anak berada dalam 
asuhan ayahnya karena gugurnya hak ibu un- 
tuk mengasuh, baik karena masa hadhanah- 
nya sudah selesai maupun alasan lain maka 
sang ibu tetap boleh menjenguk anaknya, 
sedangkan caranya bisa seperti cara di atas. 
Batas maksimal menjenguk anak sekali tiap 
minggu, sebagaimana haknya seorang wani- 
ta untuk menjenguk ayahnya tiap minggu. 
Adapun seorang bibi, hukumnya seperti ibu 
tetapi sesuai dengan hukum yang berlaku di 
Mesir untuk menjenguk, yaitu sekali setiap 
bulannya. 

Ulama Malikiyyah berpendapat,” “Seorang 
ibu berhak menjenguk anaknya yang masih 
kecil tiap harinya sekali, sedangkan untuk 
anak yang sudah besar sekali tiap minggunya. 
Waktu menjenguk bagi seorang ayah sama 
seperti seorang ibu, namun sebelum anak 
mencapai usia pendidikan, sedangkan jika 
anak sudah mencapai usia pendidikan maka ia 
boleh menjenguknya secara berkala.” 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat”, anak 
yang sudah mumayyiz jika memilih tinggal 
bersama ayahnya maka sang ibu tetap boleh 
menjenguknya. Akan tetapi, seorang ayah 
berhak melarang anak perempuannya untuk 
menjenguk ibunya jika memang ia memilih 
tinggal bersamanya. Tujuannya agar tetap da- 
lam penjagaan dan tidak tampak oleh orang 
lain. Dan yang lebih berhak untuk keluar men- 


77 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 885. 
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jenguk dalam hal ini adalah sang ibu, karena ia 
lebih tua dan berpengalaman. 

Seorang ayah tidak boleh melarang ibu 
dari anaknya untuk menjenguk atau mene- 
mui buah hatinya sendiri, baik lelaki maupun 
perempuan. Karena, dengan melarang berarti 
sang ayah memutuskan tali silaturahim an- 
tara keduanya. Akan tetapi, waktu berkunjung 
juga tidak boleh terlalu lama, dan jika ia tidak 
memperbolehkannya masuk maka ia harus 
membawa anaknya keluar agar ibunya dapat 
melihatnya. 

Jeda masa berkunjung adalah dua hari 
sekali, tidak setiap hari, kecuali jika rumahnya 
dekat dan tidak ada apa-apa jika ia masuk ke 
rumah itu tiap hari. 

Jika anak yang diasuh, baik lelaki maupun 
perempuan sedang dalam keadaan sakit maka 
sang ibu yang lebih berhak untuk merawat- 
nya, karena ia lebih lembut dan sabar dalam 
menghadapinya daripada sang ayah. Perawat- 
an dilakukan di rumah sang ayah jika ia rela, 
namun jika tidak maka perawatan bertempat 
di rumah sang ibu. Dalam dua hal tersebut, 
yang perlu dijaga adalah agar sampai tidak 
terjadi khalwat antara keduanya. 

Ulama Hanabilah pendapatnya sama se- 
perti ulama Syafi'iyyah,8 yaitu jika anak yang 
sudah mumayyiz memilih tinggal bersama 
ayahnya maka sang ayah tidak boleh melarang 
ibu anak tersebut untuk menjenguk, dan juga 
tidak melarangnya untuk merawat si anak jika 
sakit. Akan tetapi jika si anak memilih tinggal 
bersama ibunya maka malamnya tinggal ber- 
sama ibu, namun siangnya tinggal bersama 
ayahnya untuk dididik. 

Adapun jika si anak itu perempuan maka 
ia ikut ayahnya setelah usia tujuh tahun hing- 


78  Asy-Syarhul Kabiir wad Dasuugi, Vol. 2, hlm. 512: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 737. 
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ga menikah, dan kedua orang tua tidak boleh 
melarang putrinya untuk mengunjungi salah 
satu dari keduanya. Karena dengan melarang- 
nya berkunjung berarti memutuskan tali sila- 
turahim, namun tetap menjaga agar suami ti- 
dak berduaan dengan ibunya dan berkunjung- 
nya tidak terlalu lama, karena sang ibu sudah 
menjadi orang lain bagi mantan suaminya. Dan 
untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, 
ada baiknya sang ibu mengunjungi putrinya 
pada waktu ayahnya tidak ada di rumah, agar 
bisa berbicara dengan putrinya lebih leluasa. 
Suara perempuan meskipun bukan aurat, ha- 
ram jika seorang laki-laki senang mendengar- 
kan suaranya. 

Jika putrinya sakit maka sang ibu berhak 
merawatnya di rumah sang ayah karena me- 
mang perlu perawatan. 

Seorang ibu mengunjungi putrinya, na- 
mun jika anaknya lelaki maka anaknyalah yang 
mengunjungi ibunya sesuai adat yang berlaku, 
seperti sehari dalam seminggu misalnya. 


6. LAMANYA MASA HADHANAH DAN 
HUKUM SETELAH SELESAINYA MASA 
HADHANAH 

Para ulama sepakat bahwa masa hadha- 
nah itu dimulai sejak kelahiran anak sampai 
usia mumayyiz. Di atas usia mumayyiz, para 
ulama berbeda pendapat mengenai tempat 
tinggal anak tersebut. 

Ulama Hanafiyyah berpendapat?! bahwa 
seorang hadhinah, baik itu ibu kandung mau- 
pun wanita lain lebih berhak atas anak hingga 
ia tidak lagi membutuhkan bantuan wanita. 
Artinya, ia mampu mengurus sendiri keper- 
luan makan, minum, pakaian, dan bersuci, yai- 
tu kira-kira usia anak mencapai tujuh tahun. 
Rasulullah saw. bersabda, 
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5 3 LIA San 

SA DA SSI Iga 

“Perintahkanlah anak-anak kalian untuk 
menjalankan shalat pada usia tujuh tahun.” 


Perintah untuk menjalankan shalat tidak 
mungkin bisa dilaksanakan kecuali jika pada 
usia tujuh tahun itu si anak sudah mampu 
untuk bersuci. Akan tetapi, ada pendapat lain 
yang mengatakan bahwa usia anak mampu 
mengurus keperluannya sendiri adalah pada 
waktu usia sembilan tahun. 

Ibu dan nenek lebih berhak mengurus 
anak perempuan hingga mencapai usia haid 
atau usia remaja, karena setelah usia itu ia 
membutuhkan pengetahuan mengenai adab- 
adab wanita. Adapun setelah dewasa maka 
ja lebih membutuhkan penjagaan dan peng- 
awasan, dan sang ayah lebih mampu dalam hal 
ini daripada ibu. Usia dewasa bagi perempuan 
adalah sembilan atau sebelas tahun. 

Sebab yang membedakan usia dewasa 
antara anak lelaki dan anak perempuan: secara 
analogi, atau pada dasarnya waktu hadhanah 
anak lelaki dan anak perempuan sama-sama 
sampai mereka baligh, akan tetapi untuk anak 
lelaki analogi atau hukum dasar tersebut ti- 
dak dipakai berdasarkan ijma sahabat. Di- 
riwayatkan bahwa Abu Bakar memutuskan 
bahwa Ashim bin Umar lebih berhak bersama 
ibunya selama ia belum menginjak usia baligh, 
atau ibunya menikah lagi. Adapun untuk anak 
perempuan, hukumnya sesuai dengan hukum 
dasar, dan lagi untuk anak laki-laki, jika sudah 
baligh membutuhkan pendidikan, akhlak, dan 
ilmu pengetahuan. Dan sang ayah lebih mam- 
pu untuk mendidik anak akan hal itu. 

Adapun bagi anak perempuan, ia mem- 
butuhkan pengetahuan tentang kewanitaan, 
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akhlak seorang wanita, dan tata cara mengurus 
rumah. Dan dalam hal ini ibu lebih mampu un- 
tuk mendidiknya. Kemudian setelah baligh 
maka anak perempuan lebih membutuhkan 
penjagaan dan pengawasan dari orang-orang 
yang tidak baik. Hal itu tugas sang ayah. 
Ulama Malikiyyah berpendapat, masa 
hadhanah bagi anak lelaki selesai hingga ia 
baligh, meskipun anak itu gila ataupun sakit, 
menurut pendapat yang masyhur. Adapun bagi 
anak perempuan masa hadhanah-nya hingga 
ja menikah dan melakukan hubungan suami 
istri, meskipun ibunya kafir. Hal ini jika ibu 
anak tersebut sudah cerai atau ditinggal mati 
suaminya. Adapun jika masih berstatus seba- 
gai istri maka hadhanah itu hak suami istri. 
Seorang anak tidak diminta untuk memilih 
menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, karena ia 
belum bisa menentukan pilihan dengan akal 
sehatnya sehingga terkadang ia lebih memilih 
ikut orang yang biasa bermain bersamanya. 
Ulama Syafi'iyyah berpendapat?! jika sua- 
mi istri bercerai dan punya anak yang sudah 
mumayiz, baik lelaki maupun perempuan, 
yaitu menginjak usia tujuh atau delapan tahun 
dan kedua orang tuanya sama-sama layak 
untuk mengurus hadhanah-nya, baik dalam 
masalah agama, harta, maupun kasih sayang. 
Kemudian keduanya saling berebut untuk 
mengasuh anak tersebut maka si anak diper- 
silakan untuk memilih salah satu di antara 
keduanya. Siapa saja yang dipilih maka dialah 
yang berhak untuk mengasuh anak tersebut. 
Rasulullah saw. sendiri pernah memberi- 
kan kesempatan seorang anak untuk memilih 
antara ayah dan ibunya." Adapun dalam masa- 
lah nasab maka anak perempuan sama dengan 
anak laki-laki, dan tujuan hadhanah adalah 
untuk menjaga anak, sedangkan setelah mu- 
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mayyiz si anak sudah mampu memilih untuk 
maslahatnya sendiri sehingga ia disuruh un- 
tuk memilih. 

Seorang anak tetap disuruh memilih 
meskipun salah satu dari kedua orang tuanya 
telah menggugurkan haknya untuk mengasuh 
sebelum si anak memilih. 

Jika anak telah memilih salah satu dari 
kedua orang tuanya, lantas yang dipilih itu 
tidak mau menanggung hidupnya maka yang 
menanggung adalah orang lain. Kemudian jika 
suatu ketika ia meminta anaknya kembali dan 
berjanji akan menanggung hidupnya maka 
si anak diminta untuk kembali memilih. Jika 
kedua orang tua menolak untuk mengurus 
hadhanah anaknya, namun orang yang ber- 
hak setelah keduanya masih ada, yaitu kakek 
dan nenek si anak maka ia disuruh memilih. 
Jika ia tidak mau memilih maka orang yang 
wajib menafkahinya dipaksa untuk mengurus 
hadhanah-nya. Jika di antara kedua orang tua 
hanya salah satu yang layak untuk mengurus 
hadhanah anaknya baik karena gila, kafir, bu- 
dak, fasik, atau telah menikah dengan orang 
lain maka hak hadhanah-nya dilimpahkan 
pada yang berhak satunya lagi. Dan si anak ti- 
dak disuruh memilih karena ada penghalang, 
namun jika penghalang itu sudah tidak ada 
maka si anak disuruh memilih antara kedua- 
nya. | 

Seorang anak juga disuruh memilih antara 
ibu dan kakek, demikian juga saudara lelaki, 
paman, atau ayah dan saudara perempuan dan 
bibi dalam hal kelayakan mengasuh. Jika si 
anak telah memilih salah satu lantas memilih 
orang lain maka haknya dipindahkan kepada 
orang yang dipilih terakhir kali. Karena, ter- 
kadang ia baru melihat sesuatu yang berbeda 
dengan perkiraan sebelumnya, atau ada peru- 
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bahan yang terjadi pada diri orang yang dipilih 
pertama kali. Selain itu, si anak juga terkadang 
bermaksud menjaga kedua belah pihak agar 
tetap baik. 

Ulama Hanabilah sependapat dengan ula- 
ma Syafi'iyyah,8' yaitu jika anak lelaki yang 
normal (tidak idiot) sudah mencapai usia tujuh 
tahun maka ia dipersilakan untuk memilih 
salah satu dari kedua orang tua, kalau me- 
mang keduanya berebut untuk mengurusnya. 
Siapa saja yang dipilih maka ia berhak untuk 
mengurus anak tersebut. Kemudian jika se- 
telah memilih dan diserahkan lantas si anak 
memilih orang lain, ia diberikan kepada orang 
yang dipilih terakhir. Seorang anak lelaki juga 
dipersilakan memilih antara ibunya dan kera- 
batnya, karena Imam Ali juga mempersilakan 
Imarah al-Jurmi untuk memilih antara ibunya 
dan pamannya. 

Seorang anak lelaki dipersilakan memilih 
dengan dua syarat. 

Pertama, kedua orang tua termasuk orang 
yang layak untuk mengurus hadhanah. Jika 
salah satu dari keduanya tidak layak maka ha- 
dhanah jelas diberikan kepada yang layak. 

Kedua, anak yang akan diasuh tidak idiot. 
Jika anak tersebut idiot maka hadhanah-nya 
diserahkan kepada ibunya tanpa harus me- 
milih karena anak idiot layaknya seperti bayi, 
meskipun fisiknya sudah besar. Karena itu, 
sang ibulah yang berhak untuk mengurus ha- 
dhanah-nya setelah baligh. 

Adapun anak perempuan jika sudah men- 
capai usia tujuh tahun maka sang ayah yang 
lebih berhak untuk mengurusnya tanpa diberi 
kesempatan untuk memilih menurut Hana- 
bilah. Namun, hal ini berseberangan dengan 
pendapat Syafi'iyyah. Alasannya, karena tuju- 
an hadhanah adalah untuk kemaslahatan dan 
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itu bagi perempuan di atas tujuh tahun bisa 
tercipta jika diurus oleh ayahnya. 

Akan tetapi jika anak perempuan itu be- 
rada di rumah ibunya, atau di rumah ayahnya 
maka ia di rumah ayahnya sehari semalam, 
karena pendidikan berada di dalam rumah se- 
perti memasak dan lain-lain. 

Undang-Undang Mesir nomor 29 tahun 
1929 menetapkan bahwa hak hadhanah sele- 
sai ketika anak sudah usia tujuh tahun untuk 
lelaki dan sembilan tahun untuk perempuan. 
Ketetapan ini juga berlaku dalam undang-un- 
dang negara Syria. Akan tetapi, kemudian pada 
tahun 1975 hukum itu diganti dengan pasal 
146 yang berbunyi, “Masa hadhanah anak 
selesai ketika anak lelaki mencapai sembilan 
tahun, dan anak perempuan mencapai usia 
sebelas tahun.” 


e Hukum yang Timbul Setelah Selesainya 
Masa Hadhanah 


Jika masa hadhanah anak telah selesai 
maka ia dikembalikan kepada ayah atau ka- 
keknya. Mulai saat itu, sang ayah berhak 
mengurus Si anak hingga usia baligh untuk 
kemudian diberi pilihan, apakah ingin hidup 
sendiri atau memilih hidup bersama salah 
satu dari kedua orang tua. Terkecuali jika si 
anak itu memiliki keterbatasan mental dan 
tidak mampu mengurus dirinya sendiri, anak 
tersebut diurus oleh sang ayah untuk mence- 
gah terjadinya fitnah atau sejenisnya, dan 
juga untuk mendidiknya jika terjadi sesuatu 
yang tidak diinginkan. Setelah anak baligh, 
sang ayah tidak wajib memberi nafkah kepa- 
danya, namun tetap boleh mengurus segala 
keperluannya. Jika si anak tumbuh dalam ke- 
adaan keterbatasan mental maka sang ibu 
lebih berhak mengurusnya, baik anak itu lelaki 
maupun perempuan. 
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Adapun bagi anak perempuan: setelah 
masa hadhanah habis, ia ikut bersama ayah 
atau kakeknya jika memang masih perawan, 
atau sudah janda tetapi dikhawatirkan terjadi 
fitnah. Akan tetapi tidak khawatir fitnah, akh- 
laknya baik, pemikirannya lurus, dan sudah 
usia empat puluh tahun maka ia boleh hidup 
sendirian. Sang ayah tidak wajib memberi 
nafkah kepada putrinya jika ia menolak ting- 
gal bersamanya, atau ikut bersamanya tetapi 
sebenarnya ia tidak berhak.8$ 

Kesimpulan: jika anak lelaki sudah baligh, 
demikian juga anak perempuan baik perawan 
maupun janda tetapi mereka tidak dapat di- 
percaya, maka mereka harus tinggal bersama 
sang ayah tanpa diberi pilihan untuk hidup 
sendiri. 


D. PERWALIAN 


Perwalian adalah pengaturan orang de- 
wasa terhadap urusan orang yang “kurang” 
dalam kepribadian dan hartanya. Yang dimak- 
sud kurang di sini adalah orang yang tidak 
sempurna ahliyyatul ada'-nya, baik itu kehi- 
langan ahliyyatul ada'-nya sama sekali, seperti 
anak yang belum mumayyiz, maupun yang 
ahliyyatul ada'-nya kurang, seperti anak yang 
mumayyiz. Orang ini untuk disebut al-gaashir 
atau orang yang tidak sempurna ahliyyatul 
ada'-nya. 

Menurut ulama Hanafiyyah, perwalian 
adalah melaksanakan ucapan atas orang lain, 
baik ia setuju maupun tidak. 

Dalam pembahasan nikah kita sudah me- 
ngerti bahwa wali adalah salah satu rukun 
akad nikah menurut ulama selain Hanafiyyah, 
sedangkan wali hanyalah syarat sahnya per- 
nikahan bagi anak kecil, orang gila, dan budak 
menurut Hanafiyyah. 
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Kita juga sudah mengenal bahwa perwa- 
lian itu ada dua macam, perwalian atas diri se- 
seorang dan perwalian atas harta benda. Per- 
walian atas diri seseorang maksudnya meng- 
atur urusan orang yang kurang ahliyyatul ada'- 
nya atau al-gaashir, baik menjaga, merawat, 
mendidik, menikahkan, dan lain-lain. 

Adapun perwalian atas harta benda ada- 
lah mengatur perputaran harta seseorang 
yang kurang ahliyyatul ada'-nya, baik dalam 
perdagangan, sewa, gadai, dan lain-lain. 

Pasal ini terbagi menjadi dua pembahas- 
an sesuai dengan pembagian dua perwalian 
yang telah disebutkan di atas. 


1. PERWALIAN ATAS DIRI SESEORANG 
a. Wali atas Diri Seseorang dan 

Kewenangannya 

Urutan wali atas diri seseorang menurut 
ulama Hanafiyyah?' adalah anak kemudian 
ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. 
Urutannya sesuai dengan urutan pembagian 
dalam hukum warisan, yaitu dimulai dari anak, 
ayah, saudara, paman. Saudara kandung lebih 
didahulukan daripada orang yang dari jalur 
ayah saja. Jika tidak ada kerabat itu maka per- 
waliannya dipindahkan kepada ibu kemudian 
baru kepada sanak keluarga. 

Adapun dalam madzhab Maliki, urutan 
perwaliannya adalah dari anak, bapak, orang 
yang diwasiati, saudara laki-laki, kakek, dan 
paman. Jadi, wali atas diri seseorang menu- 
rut mereka adalah anak dan anaknya, kemu- 
dian ayah, orang yang diberi wasiat, kemudi- 
an saudara laki-laki dan anaknya, kemudian 
saudara dari ayah dan anaknya, kemudian 
kakek, kemudian paman dan anaknya. Dalam 
urutan ini, saudara kandung lebih didahulu- 
kan daripada saudara yang bukan kandung, 
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kemudian putusan hakim di masa sekarang 
ini. 

Seorang wali dipaksa untuk mengambil 
orang yang ahliyyatul ada'-nya kurang setelah 
masa hadhanah selesai karena perwalian atas 
diri seseorang itu termasuk hak dari orang 
yang diurus. 

Kewenangan wali atas diri seseorang 
adalah mendidik dan mengajar, menjaga ke- 
sehatan, mengawasi perkembangan fisik, me- 
nyekolahkan, dan mengurus pernikahannya. 
Jika yang diwalikan itu seorang perempuan 
maka wali wajib menjaga dan mengajarkan 
keterampilan, dan dalam hal ini wali tetap 
menjaganya agar tidak bercampur dengan 
laki-laki lain. 


b. Syarat-Syarat Wali atas Diri Seseorang 

Seseorang yang menjadi wali atas diri 
orang lain syaratnya?” harus sudah baligh, 
berakal, mampu mendidik anak, amanah atas 
akhlak anak, dan beragama Islam untuk anak 
Muslim dan Muslimah. 

Karena itu, tidak ada perwalian bagi orang 
yang belum baligh, tidak berakal, dan idiot 
karena mereka sendiri masih membutuhkan 
orang lain untuk mengurus keperluan mere- 
ka sendiri. Orang fasik yang brutal dan tidak 
peduli dengan perbuatannya sendiri juga ti- 
dak boleh menjadi wali karena dapat mem- 
bahayakan harta dan diri orang yang diwali- 
kan. Orang yang menelantarkan anak juga 
tidak boleh menjadi wali karena dapat mem- 
bahayakan kemaslahatan anak, seperti mem- 
biarkan anak sakit tanpa diobati, padahal ia 
mampu membiayainya, atau melarang anak 
untuk belajar padahal anak itu mampu. 

Jika wali urutan pertama tidak memenuhi 
syarat menjadi wali maka wali urutan kedua 
menggantikan kedudukannya. 
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e Kebijakan Undang-Undang 
Undang-undang Syria pasal 170 mene- 

tapkan perwalian ayah dan kakek dalam per- 

walian untuk orang lain dan harta, kewenang- 
an seorang wali, dan gugurnya perwalian. 

1. Ayah dan kakek berhak menjadi wali un- 
tuk diri seseorang dan harta. 

2. Keluarga dekat selain ayah dan kakek 
secara urut pada pasal 21, berhak atas 
perwalian diri tanpa harta. 

Bunyi pasal 21 adalah, “Wali dalam 
pernikahan adalah kerabat dekat sesuai 
dengan urutan waris tetapi syaratnya 
harus mahram.” 

Undang-undang pasal 22 ayat 1 mene- 
tapkan bahwa seorang wali itu haruslah 
berakal dan baligh. 

3. Yang termasuk dalam perwalian diri ada- 
lah mendidik, mengajak ke dokter jika 
sakit, menyekolahkan, mengajarkan kete- 
rampilan, menguruskan pernikahan, dan 
segala perkara yang membantu orang 
yang diwalikan. 

4, Seorang wali melarang anak yang diwali- 
kan hingga fase tertentu dapat menyebab- 
kan gugurnya hak kewaliannya, dan me- 
nentang hadhinah dalam hal menyeko- 
lahkan anak juga menggugurkan kewa- 
liannya. 


Cc. Habisnya Masa Perwalian atas Diri 

Seseorang 

Menurut ulama Hanafiyyah, habisnya ma- 
sa perwalian atas diri seorang anak adalah 
ketika ia mencapai usia lima belas tahun, atau 
munculnya tanda keremajaan secara natural, 
dan anak tersebut berakal serta dapat diper- 
caya untuk mengurus dirinya sendiri, namun 
jika tidak maka tetap berada dalam bimbing- 
an walinya. 
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Adapun untuk anak perempuan, masa 
perwaliannya habis setelah ia menikah, kare- 
na setelah itu haknya menjadi tanggung jawab 
suaminya. Jika belum menikah maka ia masih 
dalam bimbingan walinya hingga usia tua dan 
dapat dipercaya untuk membawa diri. Saat 
itulah ia diperbolehkan tinggal sendiri atau 
tinggal bersama ibunya. Ulama Hanafiyyah ti- 
dak menjelaskan detail usia tersebut, namun 
dilihat dari pendapat mereka menunjukkan 
usia senja yang sudah tidak menginginkan 
laki-laki. 

Akan tetapi, pengadilan di Mesir dan Syria 
membolehkan seorang perempuan, jika sudah 
mencapai usia 21 tahun untuk orang Mesir dan 
18 tahun untuk Syria maka ia diperbolehkan 
memisahkan diri dari walinya, dengan syarat 
ia dapat dipercaya menjaga diri dan tidak ta- 
kut timbul fitnah. 

Adapun menurut madzhab Malikiyyah, 
habisnya masa perwalian atas diri seseorang 
itu jika sebabnya sudah hilang. Dan sebab itu 
adalah usia anak-anak atau sejenisnya seperti 
gila, idiot, dan sakit. Adapun bagi perempuan, 
masa perwaliannya tidak habis kecuali setelah 
melakukan hubungan badan dengan suami- 
nya, sebagaimana dijelaskan dalam pembahas- 
an hadhanah. 


2. PERWALIAN ATAS HARTA BENDA 
a. Wali atas Harta Benda 

Jika anak yang diwalikan itu mempunyai 
harta maka sang ayah berhak mengurus dan 
mengembangkan hartanya, menurut kesepa- 
katan ulama empat madzhab. Akan tetapi, ke- 
mudian mereka berbeda pendapat mengenai 
orang yang berhak menjadi wali atas harta 
benda jika ayah dari anak tersebut sudah me- 
ninggal dunia. 

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa 
perwalian harta setelah sang ayah wafat dilim- 
pahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk 
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mengurusnya, kemudian baru kepada kakek 
(ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi 
wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim 
pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh 
hakim. 

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpen- 
dapat bahwa perwalian anak yang ayahnya 
sudah wafat diserahkan kepada orang yang di- 
beri wasiat untuk mengurusnya, kemudian ha- 
kim atau setingkatnya, kemudian diserahkan 
kepada kaum muslimin jika tidak ada hakim. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat, perwalian 
setelah ayah itu diserahkan kepada kakek, ke- 
mudian orang yang diberi wasiat, dan kemu- 
dian hakim atau setingkatnya. Pendapat ini 
berbeda dengan pendapat-pendapat madzhab 
lain yang mendahulukan kakek daripada orang 
yang diberi wasiat oleh ayah, karena kakek itu 
sebagai pengganti ayah jika sudah tidak ada. 
Karena itu, ia berhak menjadi wali nikah. 

Perwalian atas harta tidak bisa diberikan 
kepada selain yang telah disebutkan di atas. 
Jadi, perwalian harta tidak bisa diberikan ke- 
pada saudara laki-laki, paman, dan ibu kecuali 
ada wasiat dari ayah atau hakim. 

Perwalian harta ini masih terus berlanjut 
hingga si anak mencapai usia dewasa. Jika ia 
sudah dewasa lantas tiba-tiba gila atau idiot 
misalnya, apakah perwaliannya kembali ke- 
pada walinya? 

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah men- 
jawab, “Perwaliannya tidak kembali lagi ke- 
pada walinya, namun dikembalikan kepada 
hakim karena perwalian itu gugur jika si anak 
sudah baligh dan berakal, sedangkan yang su- 
dah gugur tidak bisa kembali lagi.” 

Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dalam 
pendapat arjah menyatakan bahwa perwalian 
orang dewasa yang idiot kembali lagi kepada 
walinya ketika belum baligh, karena hukum 
itu berputar bersama ada dan tidak adanya 
alasan. Jika ada alasan maka ada perwalian. 
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Jika penyakit yang datang tiba-tiba itu 
ketololan atau kedunguan maka menurut ma- 
yoritas ulama perwaliannya diserahkan ke- 
pada hakim atau pembantunya, karena tujuan 
dari perwalian itu adalah untuk menjaga har- 
tanya, dan hal itu menjadi wewenang hakim. 


se Kebijakan Undang Undang 
Undang-undang Mesir pasal 1 No. 119 

tahun 1952, dan juga undang-undang Syria 

mengambil pendapat ulama Hanafiyyah dalam 
hal urutan tertib perwalian atas harta. Un- 
dang-undang Syria pasal 172 ayat 1 menegas- 
kan bahwa seorang ayah dan kakek—jika tidak 
ada ayah—berhak memegang perwalian harta 
anak yang diwalikan, baik menjaga, meng- 
gunakan, maupun mengembangkan. Pasal ini 

sesuai dengan undang-undang Mesir pasal 1. 
Pasal 176 undang-undang Syria menje- 

laskan tentang pembagian orang-orang yang 

diberi wasiat. Pasal itu berbunyi: 

1. Seorang ayah dan kakek—jika tidak ada 
ayah—boleh menjadi orang yang diwasia- 
ti untuk anaknya, dan ia boleh menarik 
kembali wasiatnya. 

2. Setelah wafat, wasiat diajukan kembali 
kepada pengadilan untuk mendapat pe- 
ngesahan. 

3. Wasiat terhadap harta anak yang belum 
mampu setelah ayahnya meninggal dibe- 
rikan kepada orang yang diwasiati ayah- 
nya sebelum meninggal, meskipun orang 
tersebut bukan keluarga dekatnya. Akan 
tetapi dengan syarat wasiat itu diajukan 
kepada pengadilan untuk mendapatkan 
pengesahan. Pasal ini sesuai dengan pasal 
28 undang-undang negara Mesir. 


Pasal 177 menjelaskan wasiat dari peng- 
adilan: jika orang yang meninggal dunia tidak 
memberikan wasiat kepada siapa pun maka 
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haknya dipegang oleh pengadilan. Pasal ini 
sesuai dengan pasal 29 undang-undang Mesir. 


b. Syarat-Syarat Perwalian atas Harta 
Syarat perwalian atas harta sama dengan 

syarat perwalian atas diri seseorang, yaitu se- 

bagai berikut.” 

1. Orang yang jadi wali itu termasuk orang 
yang kaamilul ahliyyah yaitu baligh, ber- 
akal, dan merdeka karena orang yang ke- 
hilangan ahliyyah, atau kurang ahliyyah- 
nya tidak boleh menjadi wali atas harta 
dirinya sendiri, apalagi untuk harta orang 
lain. 

2. Orang tersebut tidak dungu dan meng- 
hambur-hamburkan harta karena dia sen- 
diri tidak bisa mengurus hartanya sendiri, 
apalagi harta orang lain. 

3. Orang tersebut seiman dan seagama. Arti- 
nya jika sang ayah non-Muslim maka ia 
tidak boleh menjadi wali atas harta anak- 
nya yang Muslim. 


c. Tasharruf atau Penggunaan Seorang 

Wali atas Harta Orang yang Diwalikan 

Seorang wali atas harta orang lain boleh 
menggunakan harta tersebut dengan syarat 
harus berkaitan dengan maslahat orang yang 
diwalikan. Jadi, ia tidak boleh sembarangan 
menggunakan harta tersebut hingga habis, se- 
perti menghadiahkan atau menyedekahkan- 
nya. Atau berbisnis dengan orang yang dungu 
dan jahat. Penggunaan harta semacam ini di- 
anggap batal. Akan tetapi, seorang wali boleh 
menggunakan harta secara langsung dalam 
hal yang bermanfaat seperti menerima hibah, 
sedekah, dan wasiat. Demikian juga dalam hal 
yang berimbang antara mudharat dan man- 
faatnya, seperti jual beli, sewa, syirkah, dan 
lain-lain. Pendapat ini menggunakan dalil fir- 
man Allah SWT yang artinya, 
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“Dan janganlah kamu mendekati harta 


anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 


baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan 
penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta 
pertanggungjawabannya.” (al-Israa': 34) 


1) Penggunaan Harta oleh Ayah 

Seorang ayah yang suka menghambur- 
hamburkan harta tidak berhak untuk menjadi 
wali atas harta anak yang kurang ahliyyatul 
ada'-nya. Dan ia harus menyerahkan perwa- 
lian hartanya kepada orang yang ia pilih un- 
tuk diberi wasiat. Jika ia tidak menghambur- 
hamburkan harta maka ia berhak menjadi 
wali atas harta anak tersebut. Menurut ulama 
Hanafiyyah dan Malikiyyah, ia berhak untuk 
menggunakan harta itu dalam akad jual beli, 
baik harta berupa barang yang bisa dipindah 
maupun harta yang tidak bisa dipindah-pin- 
dah selama akad itu tidak merugikan, atau 
rugi tetapi masih wajar. Orang yang kurang 
ahliyyatul ada'-nya tidak boleh menggunakan 
hartanya sendiri untuk bisnis yang merugikan. 
Akan tetapi, yang difatwakan dalam madzhab 
Hanafi adalah bahwa membeli harus dilaku- 
kan oleh walinya, berbeda jika menjual maka 
wali tidak boleh melakukannya karena hal itu 
dapat merugikan orang yang diwalikannya. 

Seorang ayah berhak menjual hartanya 
pribadi kepada anaknya yang masih kecil dan 
boleh juga ia membeli harta anaknya untuk 
dirinya sendiri dengan harta umum atau se- 
dikit kurang. Dalam hal ini ayah yang meme- 
gang dua akad, yaitu akad jual dan akad beli. 
Akad ini termasuk pengecualian dalam akad- 
akad yang berkaitan dengan harta. 

Seorang ayah tidak boleh menghibahkan 
harta anak kecil untuk keperluan lain karena 
hibah itu termasuk penggunaan yang meru- 
gikan. Jadi, ia tetap tidak berhak untuk meng- 
hibahkan harta anaknya sendiri. 


Can 
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Seorang ayah juga tidak boleh meminjam- 
kan harta si anak kepada orang lain atau ke- 


pada dirinya sendiri karena dengan dipinjam- 


kan, harta tersebut tidak bisa digunakan untuk 
investasi lain yang menguntungkan. 

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, 
seorang ayah boleh menggadaikan sebagian 
dari harta anaknya sebagai jaminan utang un- 
tuk dirinya karena dikiaskan pada penitipan 
harta si anak kepadanya. Akan tetapi pengga- 
daian harta anak ini menurut Abu Yusuf dan 
Zufar hukumnya tidak boleh, karena sama saja 
dengan menghentikan manfaat harta si anak. 


2) Kebijakan Undang-Undang 

Undang-undang Negara Mesir no. 119 
tahun 1952 pasal 5 melarang wali menghi- 
bahkan harta orang yang diwalikannya ke- 
cuali untuk memenuhi kewajiban sosial atau 
keluarga, namun tetap dengan izin dari peng- 
adilan. Pengecualian ini berbeda dengan pen- 
dapatnya para fugaha. Pasal 6 dari undang- 
undang tersebut juga melarang penggunaan 
harta tetap anak yang kurang ahliyyatul ada'- 
nya, baik dengan menjual maupun menyewa- 
kannya untuk dirinya sendiri, untuk istri, 
untuk kerabatnya, atau kerabat istri, kecuali 
jika mahkamah mengizinkan karena menjaga 
kemaslahatan si kecil. Pasal ini juga melarang 
untuk mengambil pendapat Abu Yusuf dan 
Zufar dalam masalah penggadaian harta anak 
untuk utang wali, karena terkadang gadai itu 
biasanya menjadi pembayaran utang. 

Pasal 7 dari undang-undang tersebut me- 
larang ayah untuk menggunakan harta tetap 
anak, tempat dagang, atau harta bentuk kertas 
jika nominalnya mencapai tiga ratus pound 
kecuali dengan izin mahkamah yang selalu 
mengedepankan kemaslahatan anak. 

Pasal 9 dari undang-undang tersebut me- 
larang ayah untuk meminjam harta anak yang 
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ahliyyatul ada'-nya kurang kecuali dengan izin 
mahkamah. Pasal 10 juga melarang menye- 
wakan harta tetap anak untuk masa hingga 
anak baligh, kecuali dengan izin dari mahka- 
mah. Pasal 11 melarang untuk meneruskan 
perdagangan yang berkaitan dengan al-gashir 
kecuali dengan izin dari mahkamah. Semua itu 
dibuat untuk pencegahan guna kemaslahatan 
orang yang diwalikan. 

Pasal 14 membolehkan seorang ayah 
untuk menggantikan orang yang diwalikan 
dalam menjalankan akad, baik itu untuk diri- 
nya sendiri maupun untuk orang lain. 

Pasal 3 dari undang-undang tersebut men- 
jelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam 
hak wali adalah harta yang didapat oleh anak 
melalui hibah jika memang orang yang meng- 
hibahkan mensyaratkan untuk tidak diurus 
oleh walinya. 

Hukum-hukum tersebut di atas secara 
umum sesuai dengan undang-undang negara 
Syria. Contohnya, pasal 172 ayat 2 undang- 
undang Syria menyatakan bahwa harta orang 
yang diwalikan tidak boleh diambil dari ta- 
ngan ayah atau kakek selama ayah tidak ber- 
khianat atau- suka menghambur-hamburkan 
harta. Keduanya tidak boleh memberikan 
atau menghibahkan harta anak, menjual har- 
ta tetapnya, atau menggadaikannya kecuali 
dengan izin hakim dan setelah jelas ada hal 
yang membolehkannya.” Hukum ini dibuat un- 
tuk preventif, kehati-hatian, dan menjaga harta 
anak. Dan lagi, kerugian menjual rumah atau 
sejenisnya lebih banyak daripada kerugian 
menjual harta yang umumnya bisa dipindah. 

Pasal 171 undang-undang Syria hampir 
sama isinya dengan pasal 3 undang-undang 
hukum Mesir, yaitu berbunyi, “Jika orang yang 
menghibahkan harta kepada anak yang ku- 
rang ahliyyatul ada'-nya menentukan syarat 
wali anak tersebut tidak menggunakan harta 
si anak maka pihak mahkamah berhak me- 
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nunjuk seseorang untuk mengurus harta 
tersebut.” 

Pasal 173 menjelaskan tentang penca- 
butan hak wali atas harta orang lain, yaitu jika 
harta anak tersebut dikhawatirkan mengalami 
kerugian sebab jeleknya penggunaan wali atas 
harta itu, atau ada sebab lain. Dalam hal ini 
mahkamah berhak mencabut hak wali atas 
harta anak tersebut. Seorang hakim boleh 
melimpahkan hak kewalian itu kepada hadhi- 
nah jika memang ia mampu menjalankannya 
dengan baik. 

Pasal 174 menjelaskan tentang pember- 
hentian perwalian seseorang. Pasal ini berbu- 
nyi, “Hak wali seseorang diberhentikan jika 
ja ditahan, hilang, atau sejenisnya sehingga 
kemaslahatan anak yang diwalikan tidak ter- 
urus. Kemudian untuk mengurusnya, dipilih 
seseorang untuk sementara menggantikan po- 
sisi wali jika memang si anak tidak memiliki 
wali lain.” 


3) Wali Khusus 

Pasal 175 menjelaskan tentang pemilihan 
wali khusus, yaitu pihak mahkamah memilih 
wali khusus jika kemaslahatan wali berten- 
tangan dengan kemaslahatan orang atau anak 
yang diwalikan, atau jika beberapa kemasla- 
hatan anak saling bertentangan. 


d. Syarat Orang yang Diwasiati— Wasiat 
Ayah dan Tasharruf-nya 
Wasiat itu ada dua macam: 

1. Wasiat orang yang dipilih, yaitu orang 
yang dipilih ayah atau kakek untuk meng- 
atur harta anak atau cucu-cucunya. 

2. Wasiat hakim, yaitu orang yang ditunjuk 
oleh hakim untuk mengurus harta ting- 
galan dan anak-anak yang ditinggalkan. 


Syarat-syarat orang yang diberi wasiat 
ada empat: 
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1. Baligh: syarat ini berlaku untuk semua 
penggunaan harta, jadi anak kecil tidak 
boleh menjadi wali karena pandangannya 
masih sempit dan tidak memahami ke- 
maslahatan dan kemanfaatan. 

2. Berakal: syarat ini juga berlaku untuk 
semua penggunaan harta, jadi orang gila 
tidak sah menjadi wali karena ia tidak 
dapat menggunakan harta dengan baik 
untuk dirinya sendiri. 

Adapun syarat harus merdeka yang 
ditetapkan oleh para fugaha maka hal itu 
sekarang sudah tidak lagi berlaku karena 
sudah tidak ada perbudakan. 

3. Beragama Islam jika yang diwalikan itu 
juga beragama Islam, karena orang kafir 
tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam, 
dan wasiat itu hukumnya seperti perwalian. 

4. Adil: artinya orang fasik tidak sah men- 
jadi wali. Mengurus harta orang lain itu 
dituntut istigamah, bersih, dan wara'. 
Maksud adil di sini adalah menjauhi mak- 
siat dan dosa besar seperti zina, gadzaf, 
minum khamr, mencuri, tidak terus-me- 
nerus dalam dosa kecil, seperti selalu me- 
ngintip wanita. Jika salah satu syarat ini 
tidak terpenuhi maka wasiat tetap sah me- 
nurut Hanafiyyah dalam goul mu'tamad- 
nya (berdasarkan pendapat mereka yang 
berlaku). 


Menurut kebanyakan ulama, memberikan 
wasiat kepada perempuan juga sah hukum- 
nya, karena Umar ibnul Khaththab juga per- 
nah memberi wasiat kepada putrinya, yaitu 
Hafshah dengan alasan kesaksiannya sah dan 
pengaturannya akan harta bagus. 

Menurut mayoritas ulama, memberikan 
wasiat kepada orang buta juga hukumnya sah 
jika memang ia punya kemampuan menggu- 
nakan harta seperti orang yang melihat. Selain 
itu juga, kesaksiannya sah dan menjadi wali 
bagi anak-anaknya yang masih kecil. 
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se Kebijakan Undang-Undang 
Pasal 27 undang-undang Mesir nomor 119 

tahun 1952 membahas masalah syarat-syarat 
orang yang layak diberi wasiat dan orang 
yang tidak layak untuk diberi wasiat. Pasal 
ini sesuai dengan pasal 178 undang-undang 
negara Syria yang berisi sebagai berikut: 

1. Syarat orang yang diberi wasiat itu harus 
adil, mampu mengemban wasiat, punya 
ahliyyatul ada', dan seagama. 

2. Orang yang diberi wasiat tidak boleh: 

a. Sedang menjalani hukuman atas keja- 
hatan, baik karena mencuri, menya- 
lahgunakan kepercayaan, pemalsuan, 
atau sedang dalam kasus kejahatan 
yang mencoreng akhlak dan adab se- 
cara umum. 

b. Sedang dalam keadaan bangkrut. 

c. Orang yang telah dipilih oleh ayah 
atau kakek ketika sedang tidak ada 
penghalang dan sebelum wafatnya 
ayah jika hal itu memang ada bukti 
tertulis. 

d. Orang yang antara dia atau salah 
satu keluarganya, atau istrinya dan 
antara orang yang akan diurus itu 
ada perseteruan di meja hijau, atau 
pertentangan keluarga. 


Syarat-syarat ini adalah perincian tertib 
dari ulama. 

Orang yang diberi wasiat secara tempo- 
ral: pasal 179 menegaskan bahwa pemilihan 
orang yang diberi wasiat secara temporal 
hampir sama dengan pemilihan wali khusus 
yang tertera pada pasal 175. Bunyi pasal 179 
itu adalah sebagai berikut. | 

“Seorang hakim berhak memilih seseorang 
untuk diberi wasiat secara temporal ketika 
terjadi pertentangan antara kemaslahatan al- 
Gaashir dengan kemaslahatan orang yang di- 
beri wasiat, istri, atau salah satu keluarganya, 
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jika pertentangan ini tidak sampai pada perse- 

teruan sebagaimana tertera dalam pasal 178." 
Pasal 188 menjelaskan ketentuan lain un- 

tuk memilih orang yang diberi wasiat secara 

temporal. 

1. Jika mahkamah melihat orang yang di- 
beri wasiat itu tidak layak maka pihak 
mahkamah berhak memilih orang lain 
sebagai pengganti orang tersebut untuk 
sementara sampai pemegang wasiat yang 
asli layak untuk menjalankan wasiat atau 
dipilihnya orang baru lagi. 

2. Orang yang dipilih untuk menempati po- 
sisi sebagai pemegang wasiat sementara 
tugasnya sama dengan tugas orang yang 
diberi wasiat. 


e Orang yang Sudah Dipilih sebagai 
Pengemban Wasiat dan Tasharruf-nya 
Orang yang sudah dipilih sebagai pe- 

ngemban wasiat berhak melakukan hal-hal 

sebagai berikut. 

Hak orang yang mengemban wasiat dari 
ayah atau kakek sama dengan hak ayah itu 
sendiri, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan 
dengan kasih sayang yang ada pada diri ayah. 

Menjual harta yang tak bergerak, seperti 
rumah dan tanah. Pengemban wasiat tidak 
berhak menjual harta tetap milik al-gashir, ke- 
cuali jika syariat mengizinkan dengan catatan 
demi kebaikan anak tersebut atau al-gashir 
misalnya sebagai berikut. 

a. Harta tetap itu dijual dengan harga ber- 
lipat-lipat sehingga hasil penjualan itu bi- 
sa dibelikan rumah atau tanah lain yang 
lebih bermanfaat bagi al-gashir. 

b. Pajak rumah atau tanah menjadi sangat 
mahal. 


c. Jika penjualan itu jelas-jelas untuk me- 
nutup kebutuhan atau nafkah al-gashir. 

2. Menjual hartanya sendiri kepada anak 
yatim atau membeli harta anak yatim itu 
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untuk dirinya sendiri. Pengemban wasiat 
tidak boleh menjual hartanya kepada al- 
gashir, atau membeli harta al-gashir un- 
tuk dirinya sendiri, kecuali dalam jual beli 
itu terdapat manfaat yang jelas. Menurut 
Imam Abu Hanifah, salah satu contoh 
manfaat yang jelas itu adalah dengan 
menjual harta atau rumah untuk al-gashir 
dengan setengah harga, atau membeli 
harta milik al-gashir dengan lipat harga. 
Adapun untuk harta yang tidak tetap ma- 
ka contoh manfaat yang nyatanya adalah 
menjual sesuatu harga 15 dengan harta 
10, atau membeli harga umum 10 dengan 
harga 15. 


Ash-Shahiban dan ulama lain berpendapat 
bahwa pengemban wasiat tidak boleh menjual 
atau membeli dari harta anak kecil atau al- 
gashir secara mutlak. 

Adapun kebijakan undang-undang Mesir 
pasal 38 nomor 119 tahun 1952 menegaskan 
pelarangan terhadap pengemban wasiat un- 
tuk menghibahkan harga al-gashir kecuali 
untuk menjalankan kewajiban insani atau 
keluarga. Itu pun harus dengan izin dari mah- 
kamah. Hukum ini juga berlaku bagi ayah. 
Undang-undang negara Syria pasal 180 me- 
negaskan bahwa sedekahnya pengemban 
wasiat dengan menggunakan harta al-gashir 
dianggap batal. Adapun pasal 39 undang-un- 
dang negara Mesir dan undang-undang negara 
Syria pasal 182 melarang penggunaan harta 
al-gashir kecuali dengan izin dari mahkamah. 
Berikut penggunaan harta al-gashir yang di- 
larang. 

a. Menggunakan harta al-gashir untuk jual 
beli, barter, syirkah, peminjaman, peng- 
gadaian, atau jenis transaksi lain yang 
berkaitan dengan pemindahan hak milik. 

b. Memindahkan utang al-gashir dan me- 
nerima hiwalah. 
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Mengembangkan dan meminjam harta al- 
gashir. 

Menyewakan tanah atau harta tetap lain 
milik al-gashir dalam jangka waktu lebih 
dari tiga tahun untuk pertanian dan lebih 
dari setahun untuk tanah yang sudah 
dibangun. 

Menyewakan harta tetap milik al-gashir 
untuk masa lebih dari satu tahun setelah 
al-gashir itu baligh. 

Menerima pemberian yang mengikat de- 
ngan syarat maupun menolaknya. 
Menginfakkan harta al-gashir kepada 
orang yang wajib diberi nafkah, kecuali 
jika nafkah itu telah dihukumi dengan 
hukum yang tetap. 

As-Shulhu wat-Tahkiim. 

Menjalankan amanat atas harta tinggalan 
atau al-gashir selama belum ada hukum 
yang tetap. 

Menghilangkan sengketa, kecuali jika di- 
akhirkan dapat menyebabkan kerugian ba- 
gi al-gashir atau menyia-nyiakan haknya. 
Bersengketa tentang pengakuan dan 
menggugurkan hak dengan cara naik ban- 
ding di mahkamah. 

Membuat kesepakatan dengan pengacara 
untuk memusuhi al-gashir. 

Mengganti atau mengubah asuransi. 
Menyewakan harta milik al-gashir atau 
meminjamkannya untuk dirinya sendiri, 
untuk istrinya, salah seorang dari kera- 
batnya, atau kepada wakil pemegang wa- 
siat. 

Harta yang digunakan untuk pernikahan 
al-gashir. 

Memperbaiki, merenovasi, atau memba- 
ngun kembali harta tetap milik al-gashir 
atau menanami tanah milik al-gashir dan 
sejenisnya. Izin yang diperbolehkan dalam 
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hal ini dibatasi dengan masa dan rencana 
pekerjaan. 


Undang-undang pasal 181 menegaskan 
bahwa pelaksanaan pembagian berdasarkan 
saling ridha di antara orang lain yang ikut 
berserikat tidak dapat dilaksanakan kecuali 
dengan pembenaran dari seorang hakim. 

Syarat seperti di atas menurut syara' tidak 
apa-apa, karena memang maksudnya adalah 
untuk menjaga maslahat al-gashir dan men- 
jaga hartanya, dan itulah yang diinginkan oleh 
para fugaha. 


e. Hak Hakim dan Orang yang Diberi 
Wasiat olehnya 
Jika al-gashir tidak memiliki ayah, kakek, 

atau orang yang diberi wasiat untuk mengu- 

rusnya maka hak perwalian al-gashir diberikan 
kepada hakim, karena ia memiliki kekuasaan 
umum sehingga ia berhak mengurus kemas- 
lahatan harta al-gashir. Akan tetapi yang sudah 
berlaku, seorang hakim tidak langsung meng- 

UruS harta al-gashir, namun ia menunjuk orang 

lain yang ia percaya untuk mengurusnya. 

1. Orang yang diberi kepercayaan oleh ha- 
kim haknya sama seperti orang pengem- 
ban wasiat. Artinya, boleh menggunakan 
harta untuk kemanfaatan dan kemasla- 
hatan al-gashir, menjaga harta, dan me- 
ngembangkannya. Akan tetapi, pengem- 
ban wasiat terpilih berbeda dengan orang 
yang dipercaya hakim untuk mengurus 
harta al-gashir dalam beberapa hal be- 
rikut. 

2. Orang yang diberi wasiat oleh hakim tidak 
boleh menjual atau membeli sesuatu un- 
tuk dirinya sendiri dengan menggunakan 
harta al-gashir. Adapun orang yang ter- 
pilih untuk mengemban wasiat dari ayah 
maka ia berhak menggunakan harta untuk 


Syarh Gaanuun al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah lil Ustadz Musthafaa as-Siba'i, Vol. 2, hlm. 62. 
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kemaslahatan al-gashir sebagaimana te- 
lah dijelaskan di atas. | 

3. Orang yang diberi wasiat oleh hakim me- 
nerima takhshish, sedangkan pengemban 
wasiat terpilih tidak menerima takhshish 
menurut pendapat Imam Abu Hanifah. 

4. Orang yang diberi wasiat oleh hakim ti- 
dak boleh menjual harta al-gashir kepa- 
da orang yang kesaksiannya dalam wa- 
siat tidak diterima, seperti ayahnya atau 
anaknya sendiri. Pemegang wasiat dari 
hakim juga tidak boleh membeli sesua- 
tu darinya untuk al-gashir. Adapun pe- 
ngemban wasiat terpilih maka ia boleh 
melakukan hal itu. 

5. Hakim berhak bertanya kepada orang 
yang ditunjuknya untuk mengemban wa- 
siat mengenai banyaknya harta tinggalan, 
namun pengemban wasiat dari ayah atau 
kakek tidak berhak atas hal itu. 

6. Jika pengemban wasiat dari hakim melim- 
pahkan wasiat itu kepada orang lain maka 
tidak dianggap wasiat atas dua tinggalan. 
Hal ini berbeda dengan pengemban wasiat 
terpilih. 

7. Orang yang diberi wasiat oleh hakim yang 
ditunjuk untuk mewakili perselisihan 
dalam masalah harta tetap tidak boleh di- 
tangkap kecuali dengan izin dari hakim. 
Adapun pemegang wasiat terpilih boleh 
ditangkap tanpa izin. 

8. Orang yang diberi wasiat oleh hakim ti- 
dak berhak menyewa pada al-gashir, se- 
dangkan pemegang wasiat terpilih boleh 
menyewa. 


s Kebijakan Undang-Undang 

Dalam segala hal, undang-undang negara 
Syria dan Mesir tidak membedakan antara pe- 
megang wasiat terpilih dan orang yang diberi 
wasiat oleh hakim. 
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f. Selesainya Masa Perwalian dan Wasiat 
Perwalian atas harta anak selesai setelah 

anak tersebut sudah dewasa, artinya sudah 

bisa dipercaya memegang harta sendiri. Dan 
ini diketahui melalui uji coba dan eksperimen. 

Jika hasil uji coba itu menunjukkan bahwa si 

anak sudah dewasa maka harta itu diserahkan 

kepadanya dan habislah masa perwalian atas 
harta. 

Undang-undang negara Syria dan Mesir 
telah menentukan batasan usia dewasa, yaitu 
pada usia 21 tahun di Mesir, dan 18 tahun di 
Syria. Undang-undang Mesir pasal 18 men- 
jelaskan bahwa batas selesainya masa perwali- 
an atau wasiat atas harta anak adalah jika si 
anak sudah mencapai usia 21 tahun, kecuali 
jika sebelum usia itu pengadilan telah me- 
mutuskan berlanjutnya perwalian. 

Pasal 47 menegaskan bahwa selesainya 
wasiat bisa ditentukan dengan salah satu dari 
hal-hal berikut. 

1. Al-gashir mencapai usia 21 tahun, kecuali 
jika pengadilan menetapkan berlanjutnya 
wasiat atas dirinya. 

2. Kembalinya perwalian kepada walinya. 
Hal ini bisa terjadi jika memang peng- 
adilan mencabut hal perwalian seorang 
wali dan menunjuk orang lain untuk 
menggantikannya, namun setelah itu hak 
perwaliannya kembali lagi karena tidak 
ada sebab yang menghalanginya. Pengem- 
balian hak perwalian seorang wali itu di- 
lakukan oleh hakim. 

3. Penggulingan atas hakim atau habis masa 
jabatannya. 

4. Orang yang diberi wasiat menjadi gila dan 
mati, atau matinya al-gashir. Akan tetapi, 
hal ini jika memang ada ketentuan dari 
mahkamah, kecuali jika hanya idiot atau 
gila. Maka, berlaku hukum undang-undang 
sipil. 
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Jika masa wasiat selesai maka pengemban 
wasiat harus menyerahkan seluruh harta al- 
gashir yang dipegangnya dalam jangka waktu 
tiga puluh hari dari hari selesainya masa itu, 
atau setelah selesainya masa wasiat. 

Pasal 46 undang-undang hukum sipil 
negara Syria tahun 1949 membatasi usia de- 
wasa dengan sempurnanya usia 18 tahun. 

Pasal 189 hukum pribadi negara Syria me- 
negaskan: peran seorang pengemban wasiat 
dianggap selesai jika terjadi hal-hal sebagai 
berikut. 

1. Meninggalnya al-gashir. 

2. Al-gashir telah mencapai usia 18 tahun, 
kecuali jika sebelum usia ini pengadilan 
memutuskan tetapnya wasiat, atau si anak 
sudah dewasa namun idiot atau gila. 

3. Kembalinya hak perwalian ayah atau 
kakek. 

4, Selesainya masa jabatan orang yang di- 

beri wasiat khusus, atau selesainya masa 

yang disepakati untuk pemegang wasiat 
temporal. 

Pengunduran diri dari jabatan. 

Hilangnya ahliyyatul ada" 

Hilang akal. 


DNAN 


Diturunkan dari jabatan. 


Pasal 191 undang-undang negara Mesir 
menegaskan: 

1. Pengemban wasiat yang masanya sudah 
habis harus menyerahkan harta wasiat 
itu dalam tempo tiga puluh hari dari 
mulai habis masanya dengan menyerta- 
kan dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan wasiat kepada orang yang meng- 
gantikannya atau kepada al-gashir yang 
sudah mencapai usia dewasa. Atau, kepa- 
da ahli waris al-gashir jika ia meninggal 
dunia. Pengemban wasiat juga harus me- 
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nyerahkan salinan dokumen tersebut ke 
pengadilan atau pengawas yang bersang- 
kutan jika memang ada. 

2. Jika pengemban wasiat meninggal dunia 
atau terhalang karena sebab tertentu 
maka ahli warisnya atau orang yang se- 
tingkatnya yang harus menyerahkan harta 
milik al-gashir dan mengurus dokumen- 
dokumennya. 

3. Pimpinan panti anak yatim mengurus 
kompetensi pemegang wasiat akan segala 
hal yang berkaitan dengan kemaslahatan 
al-gashir, dan memilih orang lain untuk 
menggantikan memegang wasiat jika pe- 
megang wasiat pertama berhalangan atau 
habis masanya. 


E. NAFKAH 
NAFKAH ISTRI DAN KERABAT DEKAT 

Pasal ini menjelaskan mengenai nafkah 
istri dan nafkah kerabat dekat dengan me- 
ngumpulkan pokok pembahasan yang ada 
untuk lebih memudahkan bagi para pengkaji. 
Pasal ini membahas kaidah-kaidah umum 
yang berkaitan dengan nafkah. Di dalamnya 
terdapat empat pembahasan sebagai berikut: 
Pertama: nafkah istri. 
Kedua: nafkah anak dan furu. 
Ketiga: nafkah ushul atau ayah, kakek, dan ibu. 
Keempat: nafkah kerabat dekat. 


Perlu diketahui juga bahwa wajibnya infak 
selain pada empat orang di atas juga berlaku 
bagi budak, hewan, tanaman, dan ekosistem 
lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Ma- 
yoritas ulama memakruhkan meninggalkan 
tanah tanpa diurus dan tanpa dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya, kecuali jika tanah itu 
tanah wakaf, milik al-gashir, atau milik ber- 
sama, maka wajib dinafkahi. 
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NAFKAH UNTUK HEWAN PELIHARAAN 
Adapun nafkah untuk hewan: orang yang 

memeliharanya wajib memberinya makan dan 

minum, karena Rasulullah saw. bersabda, 


Dop a Le - . Ho . 
Cile ae Me ag S el al is 
Ab PNP 2 da ran ai 2, o 
IE GAY EN AV ea 


PN Jaa dp 

“Seorang wanita disiksa di neraka karena 

ia mengurung seekor kucing tanpa diberi ma- 

kan hingga mati kelaparan. Tidak juga dilepas- 

kan agar bisa makan dari hewan-hewan tanah 
yang menjadi makanannya.” 


Haram juga hukumnya membebani hewan 
dengan beban yang tidak mampu dilakukannya 
karena Allah sendiri tidak membebani ham- 
ba-Nya dengan beban yang tidak dapat dilaku- 
kan. Demikian juga hukumnya dengan hewan. 
Ia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan 
yang tidak mampu dilakukannya karena hal 
itu menyebabkan ia tersiksa.” 

Haram juga hukumnya memerah susu bi- 
natang ternak yang sedang menyusui karena 
itu akan menyiksa anak yang sedang menyu- 
su. Makanan binatang ternak itu menjadi 
kewajiban pemiliknya. Disunnahkan ketika 
memerah susu agar memotong kuku terlebih 
dahulu agar tidak melukainya, sebagaimana 
wajibnya menyisakan madu di sarangnya un- 
tuk keperluan lebah. 

Jika pemilik binatang ternak tidak mau 
menanggung makanan dan minuman binatang 
ternaknya maka menurut mayoritas ulama, 
orang tersebut harus dipaksa untuk melaku- 


?2  Muttafag 'alaih. 
93  Al-Muhadzdzah, Vol. 2, hlm. 168: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 573: al-Badaa'i, vol. 4, hlm. 40, al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 
223. 
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kan kewajibannya sebagai utang dan gadha, 
sebagaimana dipaksanya seorang suami un- 
tuk menafkahi istrinya. Jika pemilik binatang 
itu tidak mempunyai harta untuk menang- 
gung makanan dan minuman untuk ternaknya 
maka ternaknya itu disewakan pada orang lain 
atau dijual. Ulama Hanafiyyah berkata, “Sese- 
orang tidak dipaksa untuk menggadha nafkah 
binatang ternak menurut zhahirnya riwayat. 
Akan tetapi, yang difatwakan adalah sesuatu 
yang terdapat antara orang tersebut dan Allah. 
Seseorang juga tidak dipaksa dan tidak diwa- 
jibkan untuk menafkahi benda-benda keras, 
seperti tanah dan kebun. Akan tetapi, makruh 
hukumnya menyia-nyiakan harta. 

Haram juga hukumnya memberi tanda di 
wajah binatangternakdan memukulnya karena 
Rasulullah saw. melarang dan melaknat orang 
yang memberi tanda atau memukul wajah bi- 
natang ternak. Sebagaimana diharamkannya 
memukul wajah manusia, bahkan keharaman- 
nya lebih tinggi karena manusia lebih mulia 
daripada binatang. Diharamkan bagi pemilik 
binatang ternak untuk mengumpulkan antara 
ayam dan banteng atau sejenisnya. Demikian 
juga membebani binatang ternak dengan pe- 
kerjaan yang tidak dapat dilakukannya. 

Haram juga hukumnya melaknat binatang 
karena ada hadits riwayat Ahmad dan Muslim 
dari Imran yang berbunyi, 


BEA IAI KG JB ia up las Is 
BU IE SNI Ia UANG otis Gan 
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On 
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Imran bin Hushain menyatakan bahwa 
ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah saw. 
mendengar seorang wanita melaknat untanya, 
lantas beliau bersabda, “Ambillah barang- 
barang yang ada padanya dan tinggalkanlah 
unta yang dilaknat itu di tempatnya, karena 
aku seolah melihat wanita itu berjalan di anta- 
ra rombongan dan tidak ada seorang pun yang 
menawari tumpangan kepadanya. 

Riwayat lain menyebutkan hadits serupa 
dengan redaksi yang agak berbeda dengan ka- 
limat, “Jangan biarkan rombongan kita diikuti 
oleh unta yang dilaknat.” 

Agama kita tidak membolehkan mem- 
bunuh binatang ternak atau menyembelihnya 
dengan tujuan kepuasan, karena bintang itu 
termasuk harta selama ia masih hidup. Dan 
jika penyembelihan itu hanya untuk mencapai 
kepuasan maka hal itu termasuk menghambur- 
hamburkan harta yang merupakan larangan 
dalam Islam. Demikian juga haram hukumnya 
membunuh seseorang yang menderita sakit 
yang amat sangat dan sukar disembuhkan atau 
orang yang disalib dengan besi. Orang tersebut 
tetap tidak boleh dibunuh dengan tujuan me- 
ringankan sakitnya karena seorang manusia 
itu jiwanya dijaga selama masih hidup. Akan 
tetapi, Islam membolehkan membunuh bina- 
tang yang membahayakan dan boleh dibunuh 
seperti anjing gila, namun tetap harus dengan 
cara yang baik. 


94  Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 886. 
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UNSUR-UNSUR DASAR DALAM 
PEMBAHASAN NAFKAH 


a. Arti Nafkah dan Sebab-Sebabnya 
Kata nafkah berasal dari infak yang artinya 

mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan 

selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak 
dari kata nafkah adalah nafagaat yang secara 
bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau 
dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan 
keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu be- 
rupa dirham, dinar, atau mata uang yang lain- 
nya. Adapun nafkah menurut syara' adalah ke- 
cukupan yang diberikan seseorang dalam hal 
makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Akan 
tetapi, umumnya nafkah itu hanyalah makan- 
an. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, 
lauk, dan minuman. Sedangkan, dalam hal 
pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk me- 
nutupi aurat, sedangkan tempat tinggal ter- 
masuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, 
alat pembersih, perabot rumah tangga, dan 
lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum. 

Nafkah itu ada dua macam: 

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh se- 
seorang untuk dirinya sendiri jika memang 
mampu. Nafkah ini harus didahulukan 
daripada nafkah untuk orang lain karena 
Rasulullah saw. bersabda, 


Ii Ga Di NG 


“Mulailah dengan dirimu sendiri, ke- 
mudian baru kepada orang yang ada dalam 
tanggunganmu.” 


2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang 
untuk orang lain. Sebab-sebab yang men- 


Hadits ini merupakan potongan dari dua hadits. Hadits pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an- 


Nasa'i, dari Jabir dengan redaksi, “Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki, “Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian 
setelah itu bersedekahlah kepada istrimu...'" Penggalan hadits kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dengan 
redaksi, “Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dapat mencukupi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan 
mulailah dengan orang-orang yang wajib engkau beri nafkah, (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 321, 324) 
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jadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu 
sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan 
hak kepemilikan.” 


b. Hak-Hak yang Wajib Berkaitan dengan 

Istri 

Hak-hak yang wajib berkaitan dengan is- 
tri ada tujuh macam,” yaitu makanan, lauk, 
pakaian, alat pembersih, perabot rumah tang- 
ga, tempat tinggal, dan pembantu jika istri 
memang membutuhkan. Tujuh hal ini akan 
saya jelaskan dalam pembahasan pertama. 


Cc. Kekerabatan yang Mewajibkan Nafkah 
Dalam hal ini—kekerabatan yang mewa- 

jibkan nafkah—pendapat para ulama empat 

madzhab berbeda-beda. Akan tetapi, perbeda- 
an itu hanya pada tataran ketat dan longgar 
dalam memandang masalah tersebut sesuai 
kemaslahatan. Secara urutan, ulama Malikiy- 
yah lebih ketat dalam hal ini, kemudian Syafi- 

'iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah.? 

1. Madzhab Maliki: Nafkah yang wajib itu 
untuk ayah dan anak secara langsung, 
bukan yang lainnya. Jadi, nafkah itu wajib 
untuk ayah, ibu, anak laki-laki maupun 
perempuan. Nafkah tidak wajib untuk 
kakek, nenek, dan cucu karena Allah SWT 
berfirman yang artinya, 


“Dan Tuhanmu telah memerintahkan 
agar kamu jangan menyembah selain Dia 
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu 
bapak...” (al-Israa': 23) 


Juga, firman Allah SWT yang artinya, 
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FIOIH ISLAM JILID 10 


“Dan jika keduanya memaksamu un- 
tuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu 
yang engkau tidak mempunyai ilmu ten- 
tang itu, maka janganlah engkau menaati 
keduanya, dan pergaulilah keduanya di du- 
nia dengan baik, dan ikutilah jalan orang 
yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya 
kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan 
Aku beri tahukan kepadamu apa yang te- 
lah kamu kerjakan.” (Lugman: 15) 


Rasulullah saw. berkata kepada sese- 
orang yang datang mengadukan ayahnya 
yang hendak merampas atau merusakkan 
hartanya, “Engkau dan hartamu itu juga 
milik orang tuamu. Sebaik-baik apa yang 
kalian makan adalah dari hasil kerja kali- 
an, dan anak-anak kalian adalah hasil kerja 
kalian. Maka, apa yang mereka hasilkan 
juga milik kalian” 

Dalil wajibnya memberi nafkah anak 
selama masih kecil adalah firman Allah 
yang artinya, 


“. Dan kewajiban ayah menanggung 
nafkah dan pakaian mereka dengan cara 
yang patut...” (al-Bagarah: 233) 


dan juga firman Allah SWT yang artinya, 


“.kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu maka berikanlah imbalan- 
nya kepada mereka: dan musyawarahkan- 
lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
baik: dan jika kamu menemui kesulitan, 
maka perempuan lain boleh menyusukan 
(anak itu) untuknya.” (ath-Thalaag: 6) 


97 Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 426: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 221. 
281 Al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 222, al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 156, al-Lubaab, Vol. 3, hlm. 105: al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 582-586: 


Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 350. 
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HR Ahmad dan Abu Dawud. Hadits lain yang serupa diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan redaksi, “Engkau dan hartamu adalah 


milik ayahmu, Ibnu Ruslan berkata, “Hartamu hukumnya mubah bagi ibumu, tidak untuk dimiliki karena harta anak adalah harta 
anak sendiri, dan zakatnya juga ditanggung sendiri.” (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 11-12) 
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Rasulullah saw. pernah berkata kepada 
Hindun istri Abu Sufyan, “Ambillah harta 
suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan 
anak-anakmu dengan cara yang baik." 
Nafkah wajib itu untuk ayah dan anak. 
Madzhab Syafi'i: kekerabatan yang ber- 
hak mendapat nafkah adalah kekerabatan 
kedua orang tua ke atas, dan kekerabatan 
anak ke bawah. Ketentuan ini berdasar- 
kan ayat-ayat dan hadits-hadits yang te- 
lah dituturkan di atas. Yang dimaksud 
orang tua ke atas adalah kakek nenek dan 
keluarga di atasnya lagi. Allah SWT ber- 
firman yang artinya, 


“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah 
dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia 
telah memilih kamu, dan Dia tidak menja- 
dikan kesukaran untukmu dalam agama. 
(Ikutilah) agama ayah (nenek moyang)mu 
Ibrahim... (al-Hajj: 78) 


Dalam ayat ini Allah menyebut Ibrahim 
sebagai seorang ayah, padahal sebenar- 
nya statusnya kakek, namun kakek itu hu- 
kumnya seperti ayah, sedangkan nenek itu 
seperti ibu dalam hal hukum penentuan 
kelahiran untuk menghilangkan keraguan 
sebagai saksi dalam pengadilan, dan juga 
dalam hal wajibnya nafkah atas mereka. 
Adapun penyebutan anak diungkapkan 
dengan sebutan anaknya anak karena 
Allah SWT berfirman yang artinya, “Hai 
anak Adam.” (al-A'raaf: 31) 

Nafkah tidak wajib atas selain orang- 
tua dan anak, seperti saudara, paman, dan 
lain-lainnya karena syari'at hanya mewa- 
jibkan nafkah orangtua dan anak saja. 
Adapun selain kedua orang tersebut maka 
mereka tidak dikaitkan dengan kelahiran, 


HR Jamaah kecuali at-Tirmidzi (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 323). 
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hukum-hukumnya, dan tidak juga dikait- 
kan dengan wajibnya nafkah. Jadi, nafkah 
itu hanya wajib atas usul dan furu' saja. 
Madzhab Hanafi: wajib hukumnya mem- 
beri nafkah kepada kerabat mahram ka- 
rena pernikahan. Artinya, setiap orang 
yang masih terhitung mahram wajib di- 
nafkahi. Akan tetapi, tidak untuk kerabat 
dekat yang bukan mahram karena Allah 
SWT berfirman, 


“Dan sembahlah Allah dan janganlah 
kamu mempersekutukan-Nya dengan se- 
suatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada 
kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat 
dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sa- 
bil dan hamba sahaya yang kamu miliki. 
Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang 
sombong dan membanggakan diri.” (an- 
Nisaa': 36) 


dan juga firman Allah SWT yang artinya, 


“Dan berikanlah haknya kepada kera- 
bat dekat, juga kepada orang miskin dan 
orang yang dalam perjalanan: dan ja- 
nganlah kamu menghambur-hamburkan 
(hartamu) secara boros.” (al-Israa': 26) 


Ayat ini diperjelas oleh hadits yang 
diriwayatkan dari Bahz bin Hakim. Kakek- 
nya berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Rasulullah saw., Wahai Rasulullah, siapa- 
kah orang pertama yang harus aku pa- 
tuhi” Beliau menjawab, Ibumu. Aku ber- 
tanya lagi, “Kemudian siapa lagi? Beliau 
menjawab, “Ibumu! Aku bertanya lagi, 
“Kemudian siapa lagi? Beliau tetap men- 
jawab, “Ibumu. Lantas pada pertanyaan 
keempat beliau baru menjawab, “Ayahmu. 
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Setelah itu keluarga terdekat”! Hadits 
bagian akhir menunjukkan wajibnya mem- 
beri nafkah kepada kerabat dekat, baik 
mereka termasuk orang yang berhak men- 
dapat warisan maupun tidak. 

Akan tetapi, dalam hal ini ulama Ha- 

nafiyyah membatasi hanya pada keluarga 
dekat yang masih terhitung mahram, bu- 
kan keluarga dekat yang lain, karena Allah 
SWT berfirman yang artinya, “dan waris 
pun berkewajiban demikian.” (al-Baga- 
rah: 233) dengan mengamalkan bacaan 
yang berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud, 
“dan waris yang masih terhitung mahram 
pun berkewajiban demikian.” (al-Bagarah: 
233) Karena hubungan kerabat dekat itu 
wajib, maka nafkah juga wajib bagi usul, 
furu', dan kerabat yang masih terhitung 
mahram. 
Madzhab Hanabilah: nafkah hukumnya 
wajib untuk setiap keluarga dekat yang 
mendapat warisan, baik mendapat bagian 
tetap maupun hanya mendapat bagian 
ashabah, dari usul, furu, dan kerabat de- 
kat seperti saudara, paman, beserta anak- 
anaknya. Demikian juga saudara yang 
masih terhitung mahram jika memang 
berasal dari satu nasab seperti ayah, ibu, 
dan anaknya anak perempuan, baik me- 
reka mendapat bagian warisan maupun 
tidak. Adapun jika saudara yang tidak 
satu jalur nasab, seperti bibi atau tante 
maka ia tidak wajib diberi nafkah karena 
kekerabatannya lemah. Akan tetapi, me- 
reka tetap mendapat warisan jika tidak 
ada ahli waris. 

Dalam hal ini ulama Hanabilah tidak 
mensyaratkan harus ada hubungan mah- 
ram sebagaimana yang disyaratkan oleh 
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Hanafiyyah. Jadi, anak paman juga berhak 
mendapat nafkah atas anak pamannya 
karena itu termasuk ahli waris. Namun, 
menurut Hanafiyyah tidak mendapatkan 
hak kecuali orang yang masih terhitung 
mahram. 

Dalil yang mereka gunakan adalah 
firman Allah SWT yang artinya, “dan waris 
pun berkewajiban demikian.” (al-Bagarah: 
233) karena antara ahli waris terdapat 
kekerabatan yang menjadikannya lebih 
berhak mendapat harta orang yang diwa- 
ris daripada orang lain. Karena itu, sudah 
seyogianya mengkhususkan wajibnya naf- 
kah bagi mereka, dan jika tidak termasuk 
ahli waris karena tidak adanya kekerabat- 
an maka tidak wajib nafkah. 


Dari penjelasan di atas, dapat diambil ke- 
simpulan bahwa para fugaha sepakat wajib- 
nya nafkah atas ayah, ibu, anak, dan istri dalam 
keadaan lemah dan susah, sedangkan yang 
memberi nafkah itu keadaannya lapang. Jika 
ekonomi ayah sedang susah dan ekonomi ibu 
sedang lapang maka sang ibu yang memberi 
nafkah, dan nafkah itu menjadi utang dari 
ayah.102 

Ibnu Hazam azh-Zhahiri berkata,!? “Jika 
ekonomi suami sedang susah, sedangkan is- 
trinya kaya maka sang istri yang memberi 
nafkah kepada suaminya tanpa menganggap- 
nya sebagai utang, atau ia tidak menyuruh 
sang suami untuk menggantinya jika ekono- 
minya sudah lapang. Allah SWT berfirman 
yang artinya, “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui 
anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyusui secara sempurna. Dan ke- 
wajiban ayah menanggung nafkah dan pakai- 
an mereka dengan cara yang patut. Seseorang 


HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 327). 


Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 925. 
Al-Mahalli, Vol. 10, hlm. 114. 
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tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Ja- 
nganlah seorang ibu menderita karena anaknya 
dan jangan pula seorang ayah (menderita) 
karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) 
seperti itu pula...” (al-Bagarah: 233) Ali r.a. 
berkata, “Istri itu termasuk ahli waris, jadi ia 
wajib memberi nafkah kepada suami dengan 
dalil Al-Our'an. 


d. Pokok Kecukupan Nafkah bagi Kerabat 

dan Istri 

Para ulama sepakat! bahwa nafkah un- 
tuk kerabat dan istri itu wajib hanya sekadar 
memenuhi kecukupan roti, lauk, pakaian, dan 
tempat tinggal sesuai dengan keadaan orang 
yang memberi nafkah dan sesuai kebiasaan 
yang sudah berlaku di negara tempat tinggal- 
nya. Rasulullah saw. berkata kepada Hind, “Am- 
billah harta suamimu dengan cara baik seka- 
dar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak- 
mu." Batasan banyak sedikitnya nafkah untuk 
istri dan anak adalah sesuai kebutuhan. Jika 
istri atau kerabat membutuhkan pembantu 
maka orang yang memberinya nafkah harus 
mengusahakan pembantu karena itu terma- 
suk bagian dari kebutuhan. 


e. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah 

Wajibnya nafkah untuk kerabat dekat ha- 
rus dengan tiga syarat.! 

Pertama, kerabat dekatnya itu miskin, ti- 
dak punya harta, dan tidak punya kekuatan 
untuk bekerja, disebabkan karena masih ke- 
cil, sudah lanjut usia, idiot, atau sakit mena- 
hun, kecuali kedua orang tua yang tetap wajib 
nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu 
bekerja. Jika kerabat itu hidupnya kecukup- 
an maka tidak perlu dinafkahi. Akan tetapi, 
pendapat yang rajih madzhab Maliki menye- 


CD 
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butkan bahwa menafkahi kedua orang tua 
atas anak hukumnya tidak wajib jika keduanya 
masih mampu bekerja. 

Kedua, orang yang kewajiban memberi 
nafkah itu berkecukupan dan mempunyai ke- 
lebihan harta. Orang seperti ini wajib memberi 
nafkah kepada kerabat dekatnya yang miskin, 
terkecuali bagi ayah. Nafkah anak kepadanya 
tetap wajib meskipun ia sendiri masih kesu- 
litan, demikian juga suami. Nafkah istrinya 
wajib ia tanggung meski ia dalam kesulitan. 
Ulama Malikiyyah berkata, “Seorang anak yang 
ekonominya sulit tidak wajib memberi nafkah 
kepada kedua orang tuanya.” 

Dalil disyaratkannya syarat di atas adalah 
hadits Nabi saw. yang berbunyi, “Mulailah 
dengan dirimu sendiri, baru kemudian orang 
yang ada dalam tanggunganmu. Dan juga, 
hadits riwayat Jabir yang sudah lewat yang 
berbunyi, Jika salah seorang kalian miskin ma- 
ka mulailah dengan dirinya sendiri. Kemudian 
jika ada kelebihan maka untuk keluarganya. 
Dan jika masih ada kelebihan lagi maka untuk 
kerabatnya." 

Hadits lain diriwayatkan dari Abu Hurai- 
rah terdapat dalam sunan Abu Dawud yang 
berbunyi, 


38 BEE III 
Bb Je BA 16 Sao deals AI 
BS Jk Sai JB YAN das Jb 
SIN) Ju SAS IE SAT alel 


(Obat IE uu GAS 1JE AT Cause 2G 


- . 
Lo 


Aa or - 0 


Jah Gi JG Ia Sai JG 
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2, hlm. 166: al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 584, 586, 589, Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 446-448: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 558-660, 
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“Suatu hari ada seorang lelaki datang 
menghadap Rasulullah saw. seraya berkata, 
'Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu 
dinar, Beliau berkata, Belanjakanlah untuk 
kebutuhanmu sendiri Lelaki itu berkata lagi, 
Saya masih mempunyai satu dinar lagi. Beliau 
bersabda, Belanjakanlah untuk istrimu. Lelaki 
itu berkata lagi, Saya masih mempunyai satu 
dinar lagi' Rasul bersabda, “Belanjakanlah 
untuk keperluan anakmu. Lelaki itu berkata 
lagi, Saya masih mempunyai satu dinar lagi. 
Lantas Rasul bersabda, 'Belanjakanlah untuk 
keperluan pembantumu.' Kemudian ketika le- 
laki itu berkata, “Saya masih mempunyai satu 


dinar lagi' Beliau menjawab, “Engkau lebih. 


tahu penggunaan harta itu untuk siapa.”06 


Ketiga, orang yang memberi nafkah ma- 
sih terhitung kerabat mahram dari orang 
yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan 
warisan menurut madzhab Hanafi. Adapun 
menurut madzhab Hanabilah, syaratnya hanya 
satu, yaitu orang yang memberi nafkah itu 
termasuk ahli waris. Dalilnya, firman Allah 
SWT yang artinya, “... Ahli waris pun (berkewa- 
jiban) seperti itu pula...” (al-Bagarah: 233) 

Adapun menurut Malikiyyah, orang terse- 
but haruslah seorang ayah atau anak, sedang- 
kan menurut Syafi'iyyah syaratnya orang 
tersebut termasuk ushul ataupun furu' seba- 
gaimana dijelaskan dalam pembahasan yang 
telah lewat. Seorang ayah tetap harus mem- 
beri nafkah kepada anaknya selama ia masih 
dalam tahap belajar meskipun sudah baligh. 
Keterangan lebih lanjut nanti akan dibahas 
dalam bab lain. 


1) Syarat Harus Seagama 
Para ulama sepakat bahwa seorang suami 
tetap harus memberi nafkah kepada istrinya 
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meskipun berbeda agama dan keyakinan, selama 
istri itu tidak nusyuz atau murtad. Para ulama 
berbeda pendapat dalam hal harusnya seagama 
untuk memberi nafkah kepada kerabat.!” 

Menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iy- 
yah, wajibnya memberi nafkah tidak disyarat- 
kan harus seagama, bahwa seorang Muslim 
boleh memberi nafkah kepada seorang kafir 
dan juga sebaliknya, seorang kafir memberi 
nafkah kepada orang Muslim karena umum- 
nya dalil yang mewajibkan nafkah. Dan juga di- 
kiaskan dengan nafkah istri, serta adanya hal 
yang mewajibkan akan hal itu, yaitu menjadi 
bagian saudara dari yang lain. 

Ulama Hanabilah sendiri dalam hal ini 
mempunyai dua pendapat. 

Pertama, nafkah tetap wajib hukumnya 
meskipun berbeda agama dan keyakinan. Pen- 
dapat ini sesuai dengan pendapat ulama Ma- 
likiyyah dan Syafi'iyyah di atas. 

Pendapat kedua dan yang mu'tamad me- 
nyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan 
jika berbeda agama dan keyakinan karena 
nafkah itu sifatnya kebaikan, penyambung dan 
tidak adanya warisan, berbeda dengan nafkah 
untuk istri yang wajib diganti jika tidak di- 
berikan sehingga perbedaan agama juga tidak 
menghalanginya, seperti mahar dan upah. 

Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan 
harus seagama dalam nafkah ushul (yang di- 
maksud ushul adalah ayah, kakek, dan urutan 
ke atasnya lagi), nafkah furu' (yang dimaksud 
furu' di sini adalah anak, cucu, dan urutan ke 
bawahnya lagi), dan nafkah istri. Akan tetapi, 
dalam selain tiga hal ini mereka mensyarat- 
kan harus seagama karena tidak adanya hak 
waris antara Muslim dan non-Muslim. 

Karena itu, seorang lelaki harus memberi 
nafkah kepada ayah, kakek, dan neneknya jika 
memang mereka miskin, meskipun agamanya 


107 AI-Badaa'f, Vol. 4, hlm. 36: al-Kitaab ma'al Lubaab, Vol. 3, hlm. 104: Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 347, al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 
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berbeda dengan dirinya sendiri. Pendapat ini 
diambil dari firman Allah SWT yang artinya, 


“Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang 
engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, ma- 
ka janganlah engkau menaati keduanya dan 
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, 
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada- 
Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kem- 
balimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu 
apa yang telah kamu kerjakan.” (Lugman: 15) 


Seorang anak tidak patut hidup nyaman 
dan enak dalam kenikmatan, sedangkan kedua 
orang tuanya mati kelaparan. 

Nafkah tidak wajib diberikan jika berbe- 
da agama, kecuali kepada istri, kedua orang 
tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Nafkah is- 
tri wajib karena sebagai ganti penahanan, se- 
dangkan nafkah yang lain karena masih ada 
hubungan darah antara satu dan yang lain- 
nya. Bagian darah daging yang ada pada orang 
itulah yang tetap mewajibkan nafkah meski 
berbeda agama. Akan tetapi, jika mereka ter- 
masuk kafir harbi maka nafkah mereka tidak 
wajib atas orang Muslim, karena kita dilarang 
untuk berbuat baik terhadap orang yang me- 
merangi agama kita. 

Kesimpulannya, madzhab Hanafi yang mu'- 
tadil tetap mewajibkan nafkah kepada ushul 
dan furw', tetapi tidak untuk kerabat yang lain- 
nya yang tidak wajib diberi nafkah jika berbe- 
da agama dan keyakinan, karena dalam hal ini 
mereka tidak punya hak untuk mendapatkan 
warisan. 


2) Batasan Lapang dan Sempit 
Orang yang ekonominya lapang wajib mem- 
beri nafkah kepada kerabat dekatnya. Ulama 


108  Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 931: al-Badaa'i', Vol. 4, hlm. 35. 


109 Al-Badaa'i', Vol. 4, hlm. 34. 


Ta 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


Hanafiyyah dalam pendapat arjah yang difatwa- 
kan menjelaskan'? bahwa yang dimaksud eko- 
nomi lapang adalah yasaarul fithrah. Artinya, se- 
seorang memiliki harta yang wajib dikeluarkan 
zakatnya meski harta itu tidak berkembang, 
namun hartanya sudah melebihi kebutuhan 
pokoknya. Nishab zakat harta adalah dua puluh 
mitsgal atau satu dinar dari uang emas atau dua 
ratus dirham dari uang perak. Siapa saja yang 
hartanya sudah wajib dikeluarkan zakatnya ma- 
ka ia wajib memberi nafkah kepada kerabat- 
nya, dengan syarat harta itu termasuk harta lebih 
dari nafkahnya dan nafkah kebutuhan keluarga. 

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah ber- 
pendapat bahwa nafkah untuk kerabat dekat 
itu wajib jika ada harta lebih, setelah sehari se- 
malam digunakan untuk memenuhi kebutuh- 
annya bersama keluarga, baik lebihnya itu ka- 
rena kerja maupun tidak. Pendapat ini dianut 
oleh Imam Muhammad bin Hasan dan dipilih 
oleh Imam Kamal bin Humam serta imam lain 
dari Hanafiyyah. Pendapat ini yang menurut 
mereka lebih aula untuk menjaga pemasukan 
para pekerja. Jadi, siapa saja yang dalam sehari 
menghasilkan harta lantas digunakan untuk 
kebutuhan, namun hartanya masih sisa maka 
ia wajib memberi nafkah kepada kerabat de- 
katnya yang kesusahan. 

Adapun batasan mu'sir atau orang susah 
yang berhak mendapat nafkah, dalam hal ini 
ada dua pendapat. 

Pertama, orang yang halal diambil sedekah- 
nya, namun ia tidak wajib mengeluarkan zakat. 

Kedua, orang yang benar-benar membutuh- 
kan. Kalimat al-mu'sir menurut ulama selain Ha- 
nafiyyah artinya orang fakir yang tidak mempu- 
nyai harta. Kedua pendapat di atas hampir sama. 

Ulama Hanafiyyah berbeda pendapat!” 
mengenai orang yang mempunyai rumah 
atau mempunyai seorang pembantu. Apakah 
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ia berhak menerima nafkah dari kerabatnya 
yang kaya? Dalam hal ini ada dua pendapat. 
Pertama, ia tidak berhak menerima nafkah 
dari kerabatnya yang kaya, karena nafkah itu 
tidak wajib diberikan kecuali kepada orang- 
orang yang membutuhkan. Kedua, orang terse- 
but tidak dianggap membutuhkan karena 
jika memang butuh, ia bisa menjual sebagian 
rumah atau seluruhnya. Kemudian hasil pen- 
jualan bisa digunakan untuk menyewa rumah. 
Al-Kasani berkata, “Pendapat ini yang benar.” 


3) Mampu dan tidak Mampu Bekerja 

Para ulama sepakat"? akan wajibnya 
memberi nafkah kepada kerabat yang fakir, 
tidak mampu bekerja. Yang dimaksud tidak 
mampu bekerja adalah tidak mampu meng- 
usahakan atau menghasilkan kebutuhan hari- 
annya dengan cara yang masyru' dan layak. 
Keadaan orang tersebut bisa jadi salah satu 
dari beberapa contoh di bawah ini. 

Orang tersebut wanita, sedang sakit ta- 
hunan,!! anak kecil, idiot, gila, buta, lumpuh, 
atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan 
karena banyaknya saingan. 

Jika seseorang masih mampu untuk be- 
kerja maka ia tidak berhak menerima nafkah 
dari kerabat dekatnya yang kaya karena de- 
ngan mampu bekerja maka ia juga termasuk 
kaya. Akan tetapi, dalam hal ini kedua orang 
tua dikecualikan. Menurut Hanafiyyah dan 
Syafi'iyyah, kedua orang tua tetap harus diberi 
nafkah oleh anak meskipun mereka masih 
mampu bekerja. Karena, furu' diperintahkan 
agama untuk berbuat baik kepada kedua orang 
tua, dan termasuk tidak berbuat baik jika ia 
membebani orang tua untuk tetap bekerja 
padahal mereka sudah lanjut usia. Menurut 
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yang rajih dalam madzhab Malikiyyah dan 
Hanabilah, seorang anak tidak wajib memberi 
nafkah kepada orang tuanya jika keduanya 
masih mampu bekerja. 

Mayoritas ulama berpendapat wajibnya se- 
orang suami memberikan nafkah kepada istri- 
nya. Seorang insan wajib bekerja agar dapat 
memberikan nafkah yang menjadi tanggung- 
annya karena mampu bekerja berarti mampu 
menghasilkan uang, jika memang mendapatkan 
pekerjaan yang mubah dan layak. Rasulullah 
saw. bersabda, “Cukuplah dosa bagi seseorang 
jika ia menyia-nyiakan orang yang ada dalam 
tanggung jawabnya”? Jika seseorang sudah 
mampu bekerja maka seyogianya haram bagi- 
nya menerima zakat karena ia wajib mencu- 
kupi hidupnya sendiri dengan bekerja dan juga 
mencukupi kerabat dekatnya. 

Ulama Malikiyyah berpendapat, seorang 
anak yang ekonominya lemah tidak wajib me- 
nafkahi kedua orang tuanya, meskipun anak itu 
mampu bekerja. Dan kedua orang tua dipaksa 
untuk bekerja jika memang mampu menurut 
pendapat yang arjah. 

Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Sya- 
fiiyyah mengecualikan para penuntut ilmu 
yang benar-benar menggunakan waktunya un- 
tuk menuntut ilmu. Mereka tetap wajib menda- 
patkan nafkah meski sebenarnya mereka mam- 
pu bekerja, karena menuntut ilmu itu fardhu 
kifayah, sedangkan tafarrugh hanyalah syarat. 
Jika mereka dituntut untuk bekerja maka hal 
itu dapat merusak kemaslahatan umat. Ulama 
Hanafiyyah juga mengecualikan akhrag, yaitu 
orang yang tidak mampu bekerja, yang se- 
benarnya dimasukkan dalam kategori orang 
yang lemah. 


10 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 923-925: Fathul Gadiir, Vol.3, hlm. 347: al-Lubaab, Vol. 3, hlm. 104: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 
2, him. 751: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 222: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 443: al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 584, 586: Kasysyaaful 
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Ulama Hanafiyyah juga mengecualikan 
anak-anak orang terpandang yang malu beker- 
ja, atau anak-anak yang pada umumnya tidak 
dipekerjakan oleh orang lain. Dalam hal ini 
mereka dianggap lemah sehingga wajib di- 
beri nafkah meski sebenarnya mereka mampu 
bekerja. 

Kesimpulannya: nafkah itu tidak wajib 
bagi orang yang mempunyai harta, kecuali 
status orang tersebut sebagai istri. Tidak juga 
bagi orang yang mampu bekerja dan dapat 
mencukupi kebutuhannya sendiri, kecuali 
orang tersebut ayahnya sendiri. 


f. Nafkah Sebab Kebutuhan 

Tidak wajib hukumnya memberi nafkah 
kepada orang lain kecuali sebab butuh. Arti- 
nya, siapa saja yang mempunyai harta maka 
nafkahnya berada dalam hartanya sendiri, 
baik orang itu masih kecil maupun sudah de- 
wasa, kecuali istri yang memang nafkahnya 
berada dalam tanggungan suaminya. Dan istri 
juga nafkahnya bukan karena kebutuhan, na- 
mun karena sudah menjadi istri. 


g. Kemandirian Seorang Ayah atas Nafkah 

Anak-Anaknya 

Tidak ada seorang pun yang ikut mem- 
bantu ayah dalam memberikan nafkah kepada 
anak-anaknya, tidak juga nafkah suami ter- 
hadap istrinya karena mereka telah menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan sehingga men- 
jaga mereka sama halnya dengan menjaga diri 
sendiri. Allah SWT berfirman yang artinya, 


“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut...” (al-Bagarah: 233) 
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Dan juga firman Allah SWT yang artinya, 


“.kemudian jika mereka menyusukan 
(anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya 
kepada mereka, dan musyawarahkanlah di an- 
tara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan 
jika kamu menemui kesulitan, maka perempu- 
an lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 
(ath-Thalaag: 6) 


Rasulullah saw. pernah berkata kepada 
Hindun istri Abu Sufyan, “Ambillah harta sua- 
mimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anak- 
anakmu dengan cara yang baik.” Hadits ini 
menjelaskan bahwa nafkah anak dan istri itu 
dalam tanggungan suami, bukan tanggungan 
istri. 


h. Kemandirian Anak atas Nafkah Orang 

Tuanya 

Seorang anak tidak dibantu oleh orang 
lain dalam memberikan nafkah kepada kedua 
orang tuanya, karena hanya dialah yang paling 
dekat dengan mereka.!" Jika orang tua mem- 
punyai beberapa anak yang ekonominya ma- 
pan maka nafkah untuk orang tua ditanggung 
mereka sesuai kadar kekayaan masing-ma- 
sing. Ini menurut pendapat yang rajih dalam 
madzhab Malikiyyah. Pendapat lain mengata- 
kan, “Kewajiban nafkah itu dibagikan kepada 
para anak, dan bagian lelaki sama dengan 
perempuan, Akan tetapi, ada pendapat lain 
yang mengatakan bahwa pembagian kewajib- 
an nafkah dibagikan kepada anak sesuai atur- 
an warisan, yaitu seorang lelaki berbanding 
dua orang perempuan. 

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hana- 
bilah berpendapat bahwa pembagian kewa- 
jiban nafkah itu sesuai dengan aturan waris- 
an. Artinya, jika ada seorang lelaki sakit me- 
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nahun dan ia mempunyai banyak anak maka 
nafkah orang tersebut dibebankan kepada 
anak sesuai dengan aturan pendapatan waris- 
an. Karena, Allah SWT berfirman yang arti- 
nya, “... Ahli waris pun (berkewajiban) seperti 
itu pula...” (al-Bagarah: 233) Tertib urutan 
hukum bentuk redaksi dalam ayat tersebut, 
yaitu berupa isim fa'il yang menunjukkan 
ahli waris. Karena itu, penetapan hukumnya 
juga sesuai dengan kadar illat-nya.5 Ulama 
Hanabilah berpendapat bahwa sebab yang 
menghalangi mendapat warisan dalam su- 
sunan nasab tidak menggugurkan nafkah. 


i. Apakah Pernikahan itu Termasuk dalam 

Nafkah Wajib? 

Mayoritas ulama dalam riwayat madzhab 
Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang anak 
wajib menikahkan ayahnya yang ekonominya 
lemah, meski ia tersebut kafir yang terjaga. 
Pendapat ini juga sesuai dengan madzhab Sya- 
fii dalam pendapat yang masyhur. Ulama Ha- 
nabilah dan sebagian Hanafiyyah mengatakan 
bahwa menikahkan kakek bersumber dari dua 
jalur, jalur ayah dan jalur ibu karena dari sisi 
kebutuhan yang penting, seperti nafkah dan 
tempat tinggal. Tujuannya agar tidak terjeru- 
mus dalam perzinaan yang merusak dan tidak 
pantas dilakukan mengingat kemuliaan ubu- 
wah (keayahan), serta tidak termasuk berbuat 
makruf sebagaimana yang diperintahkan. 

Nikah termasuk salah satu kebutuhan 
yang terkadang membuat seorang ayah mera- 
sa terganggu jika tidak dipenuhi sehingga 
anak harus menikahkan ayahnya sebagai ba- 
gian dari nafkah. Pendapat yang rajih menu- 
rut madzhab Hanafi adalah bahwa anak tidak 
wajib menikahkan ayahnya karena nikah bagi 
sang ayah hanyalah termasuk pelengkap, bu- 
kan kebutuhan pokok. 
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Jika ada ayah dan kakek atau dua orang ka- 
kek, dan si anak tidak punya pilihan lain kecuali 
menikahkan salah satu dari keduanya maka 
yang dipilih adalah nasab yang paling dekat. 
Artinya, mendahulukan kakek dari jalur ayah 
daripada kakek dari jalur ibu karena yang 
pertama termasuk bagian ashabah. Dalam hal 
ini syariat telah menentukan bagian dari jalur 
ayah sebagai ahli waris, sehingga dalam hal 
nafkah juga jalur ini yang didahulukan. 

Seorang ayah, menurut madzhab Hanafi 
dan Syafi'i tidak wajib menikahkan anaknya 
yang fakir, namun Hanabilah mewajibkan hal 
itu jika ia punya nafkah dan memang sudah 
butuh untuk menikah, karena menikahkan 
anak bagi seorang ayah termasuk bagian dari 
nafkah, sebagaimana wajibnya seorang anak 
menikahkan ayahnya. Jadi, keduanya saling 
mempunyai kewajiban yang sama. 

Kalimat ifaaf atau menikahkan maksud- 
nya memberikan mahar yang umum berlaku di 
masyarakat, dan memilihkan calon istri. Seorang 
anak tidak boleh memilihkan calon istri yang 
jelek dan pikun untuk ayahnya, karena i'faaf ti- 
dak terlaksana dengan salah satu dari keduanya. 

Ulama Hanabilah menuturkan bahwa se- 
orang anak wajib menikahkan ibunya seba- 
gaimana wajibnya menikahkan ayahnya. 


1) Nafkah Istri Ayah 

Menurut ulama Hanabilah, Syafi'iyyah, Ma- 
likiyyah, dan satu riwayat Hanafiyyah, seorang 
anak wajib memberi nafkah kepada istrinya 
ayah. Karena, setiap orang yang berkewajiban 
menikahkan maka ia juga berkewajiban untuk 
memberinya nafkah, sebagaimana telah ditu- 
turkan di atas. 

Riwayat lain dalam madzhab Hanafiyyah 
mengatakan bahwa seorang anak tidak wajib 
memberi nafkah kepada istri ayahnya, kecuali 
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jika sang ayah sakit menahun. Dalam kitab 
Dzuhairah dijelaskan, menurut madzhab, se- 
orang anak tidak wajib memberi nafkah kepa- 
da istri ayahnya," dan pendapat inilah yang 
digunakan di Mesir. 

Menurut madzhab Hanafiyyah dalam ri- 
wayat pertama, seorang anak tidak wajib 
memberi nafkah lebih dari satu orang istri 
ayah. Pendapat ini juga dianut oleh Malikiyyah 
dan Hanabilah, jika memang sudah dinikah- 
kan. Namun jika belum maka nafkahnya di- 
bebankan kepada orang yang menikah. 


2) Nafkah Istri Anak 

Menurut madzhab Hanafiyyah,!” seorang 
ayah tidak wajib memberi nafkah kepada istri 
anaknya, meskipun anaknya itu masih kecil 
atau besar namun ghaib. Kecuali jika ia sepa- 
kat untuk menanggungnya, dan sang ayah 
punya utang atau telah meminjam pada anak- 
nya, untuk kemudian dikembalikan ketika 
ekonominya sudah pulih. 

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyyah penda- 
patnya seperti telah dibahas di atas, yaitu 
setiap orang yang Wajib menikahkan maka 
nafkah istri juga menjadi tanggungannya ka- 
rena pernikahan tidak mungkin terjadi tanpa 
adanya nafkah. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
jika ekonomi suami sedang lemah maka gugur 
kewajibannya memberi nafkah kepada istri. 


j. Apakah Nafkah itu Bergantung 
Keputusan Mahkamah? 
Nafkah ushul dan furu' hukumnya tetap 
wajib, meski tidak ada keputusan dari mah- 
kamah. Kecuali jika seorang anak mempu- 
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nyai harta yang ghaib dan ayahnya hendak 
mengembalikan kepadanya maka ia tidak bo- 
leh mengembalikannya, kecuali atas sepenge- 
tahuan mahkamah atau dengan mengemba- 
likannya di hadapan saksi setelah ia niat da- 
lam hatinya. Jika ia mengembalikan tanpa izin 
dari mahkamah atau tanpa saksi maka ia tidak 
dianggap mengembalikan dan ia masih tetap 
harus mengembalikannya sebagai utang an- 
tara dia dan Allah SWT. 

Adapun nafkah selain ushul dan furu' ma- 
ka hukumnya tidak ditetapkan kecuali dengan 
keputusan mahkamah atau saling merelakan. 
Sebab, yang membedakan antara dua hal di 
atas adalah karena nafkah ushul dan furu' itu 
hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama 
sehingga tidak membutuhkan keputusan dari 
mahkamah. Adapun nafkah kerabat lain, para 
ulama masih berbeda pendapat dalam hukum 
wajibnya sehingga membutuhkan keputusan 
mahkamah untuk menentukannya. 


k. Gugurnya Nafkah 

Nafkah itu terbagi menjadi dua, nafkah un- 
tuk istri dan nafkah untuk kerabat. Kapankah 
kedua atau salah satu dari kedua nafkah itu 
dinyatakan gugur? 


1) Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah 
Istri 


Nafkah untuk istri gugur jika terjadi hal- 
hal berikut. 

a) Lewatnya Masa Tanpa Ada Keputusan 
Mahkamah atau Saling Merelakan 
Menurut madzhab Hanafi, nafkah istri gu- 

gur jika masanya lewat setelah ditetapkan ke- 
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wajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang 
dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak 
gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan 
mahkamah dan menjadi utang. Madzhab Ma- 
likiyyah dan madzhab lainnya berpendapat 
bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewat- 
nya masa dan sang suami kembali memberi 
nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru. 
Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk 
kerabat yang gugur setelah lewat masanya 
karena jika sudah lewat masanya maka sudah 
tidak butuh lagi. 


b) Pembebasan dari Nafkah yang Telah Lewat 

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat 
termasuk salah satu sebab yang menggugur- 
kan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiy- 
yah berpendapat bahwa membebaskan atau 
memberikan nafkah yang akan datang, karena 
nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala 
sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah 
itu dibebaskan maka berarti membebaskan 
suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib 
dan sebelum adanya sebab yang mewajibkan- 
nya, yaitu hak istri. 


c) Wafatnya Salah Satu dari Suami Istri 

Jika seorang lelaki meninggal dunia sebe- 
lum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak 
atas nafkah tersebut. Dan jika yang mening- 
gal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak 
mengambil nafkahnya. Jika sang suami memin- 
jam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebe- 
lum lewat waktu peminjaman maka menurut 
Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami 
tidak berhak meminta kembali. Demikian juga 
jika yang meninggal dunia itu istri maka sang 
suami tidak berhak mengambil tinggalannya. 
d) Nusyuz 

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri 
atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewa- 
jibkannya melakukan akad nikah. Nafkah istri 
dianggap gugur jika ia melakukan nusyuz, mes- 
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ki dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, 
yang menjadi pembukaan untuk melakukan 
sanggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti 
kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak 
disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat 
nafkah dari suaminya. Ulama Hanafiyyah ber- 
kata, “Nafkah yang gugur karena nusyuz dan 
mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah 
yang diutang menurut pendapat yang ashah.” 

Jika istri menolak ajakan suami karena 
ada uzur, meskipun berupa luka kecil di seki- 
tar kemaluan, atau sedang mengalami pem- 
bengkakan maka nafkahnya tidak gugur. Hal- 
hal yang dianggap uzur antara lain sakit yang 
membahayakan jika melakukan sanggama, atau 
terlalu besarnya kemaluan suami sehingga ke- 
maluan istri tidak sanggup menahannya. 

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin 
suami, atau bepergian tanpa izin, atau melaku- 
kan ibadah haji tanpa izin maka itu juga ter- 
masuk nusyuz, kecuali dalam keadaan daru- 
rat atau ada uzur, seperti misalnya rumahnya 
hampir roboh, atau keluar rumah untuk ziarah 
atau menengok ayahnya yang sedang sakit 
maka keluarnya dianggap uzur dan tidak ter- 
masuk nusyuz. 

Adapun jika keluarnya istri dari rumah 
itu atas izin suaminya maka ulama Syafi'iyyah 
membuat perincian sebagai berikut: jika per- 
ginya itu bersama suami atau karena meme- 
nuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak 
gugur. Namun jika untuk memenuhi kebutuh- 
annya sendiri maka nafkahnya gugur menurut 
gaul yang azhar. 

Menurut madzhab Syafi'i, keluarnya istri 
dari rumah untuk berkunjung ke rumah te- 
tangga, sanak saudara, takziah, ataupun me- 
nengok orang sakit ketika suami sedang tidak 
ada di rumah maka secara adat hal itu tidak 
termasuk nusyuz sehingga nafkahnya tidak 
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Ulama Hanabilah berpendapat bahwa se- 
orang istri tidak berhak mendapatkan nafkah 
jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik ke- 
luarnya untuk keperluannya sendiri, berwi- 
sata, atau berziarah meski dengan izin suami, 
atau dalam masa menjalani hukuman buang, 
atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa 
kafarat, atau menggadha puasa Ramadhan 
yang waktunya masih luas, atau puasa secara 
mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sun- 
nah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. 
Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Maliki- 
yyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalan- 
kan ibadah haji wajib. 

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat 
bahwa nafkah seorang istri yang sedang da- 
lam tahanan gugur meskipun ditahan karena 
kezhaliman, kecuali jika ia ditahan oleh sua- 
minya karena utang kepadanya. Dalam hal ini, 
ia tetap mendapat nafkah menurut pendapat 
yang ashah. Ulama Hanafiyyah sepakat dengan 
ulama Syafi'iyyah bahwa seorang istri yang 
melakukan ibadah haji bersama selain suami- 
nya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak 
mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia 
tidak sedang tertahan di sisi suaminya. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
jika seorang istri ditahan secara zhalim maka 
nafkahnya tidak gugur karena sebab yang 
menjadikannya ditahan itu bukan bersumber 
dari dirinya sendiri. 

Jika seorang istri enggan melayani suami 
dengan alasan sedang puasa maka jika puasa- 
nya itu sunnah, menurut yang shahih madzhab 
Syafi'iyyah nafkahnya gugur. Karena, ia mena- 
han sesuatu dengan perkara yang bukan wajib 
sehingga nafkahnya gugur seperti halnya istri 
yang melakukan nusyuz. Jika istri menahan 
dirinya untuk tidak melayani suami dengan 
alasan puasa Ramadhan atau gadha puasa Ra- 
madhan yang waktunya sudah sempit maka 
nafkahnya tidak gugur, karena perkara yang 
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menjadi hak syara' tidak ada hak bagi suami 
dalam penentuan waktunya. 

Akan tetapi jika niat puasa gadha, namun 
waktunya masih luas, atau puasa kafarat 
atau nadzar maka nafkahnya gugur, karena 
dalam hal ini istri dianggap menghalangi hak 
suami. Demikian juga gugur nafkah istri jika ia 
menunaikan nadzar tertentu setelah bersuami 
jika tanpa izin dari suaminya. Dalam hal ini, 
i'tikaf bagi istri sama hukumnya dengan puasa. 
Artinya, jika ia melakukan i'tikaf sunnah atau 
nadzar maka gugurlah nafkahnya. 

Jika istri menahan dirinya dari suami 
dengan melakukan shalat, jika shalatnya itu 
fardhu atau sunnah rawatib maka nafkahnya 
tidak gugur, karena suami tidak berhak men- 
campuri suatu perkara yang sudah ditentukan 
oleh syara, Akan tetapi jika melakukan shalat 
gadha maka nafkahnya gugur, karena shalat 
gadha itu waktunya luas, sedangkan haknya 
suami itu tidak. 

Jika nafkah istri gugur karena nusyuz, lan- 
tas ia kembali taat kepada suaminya, mening- 
galkan perbuatan nusyuz-nya, dan suaminya 
masih ada maka ia kembali berhak mendapat- 
kan nafkah dari suaminya. Akan tetapi jika 
suaminya tidak ada maka menurut Syaff'iiy- 
yah dan Hanabilah nafkahnya tidak kembali, 
karena tidak ada serah terima antara suami 
istri. Namun menurut Hanafiyyah, nafkah istri 
tetap kembali lagi meski tidak adanya suami. 


e) Murtad 

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, 
karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh 
digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi 
masuk Islam maka menurut Syafi'iyyah dan 
Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Perbedaan 
antara murtad dan nusyuz adalah istri yang 
murtad nafkahnya gugur karena ia murtad. Dan 
jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi 
maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri yang 
nusyuz, nafkahnya gugur karena ia melarang 
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suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini 
tidak kembali hanya dengan taat kepada suami, 
namun dengan penyerahan diri sepenuhnya 
kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika 
sang suami tidak ada. 


P Perpisahan yang Timbul karena 

Kemaksiatan Istri 

Seperti murtad atau menolak Islam jika 
sang suami sudah masuk Islam dan ia sen- 
diri masih watsaniyyah atau majusiyah, atau 
menggoda anak suami untuk berbuat maksiat 
bersamanya maka nafkahnya gugur, karena 
ia menahan istimta' dengan maksiat sehingga 
hukumnya seperti istri yang nusyuz. Akan te- 
tapi, ia tetap berhak mendapat tempat ting- 
gal di rumah suami karena memang itu hak- 
nya, dan itu tidak gugur dengan melakukan 
maksiat. 

Jika terjadi perpisahan, namun sebabnya 
bukan karena nusyuz, seperti pilihan orang ba- 
ligh, tidak adanya kafa'ah, dan diperkosa oleh 
anaknya suami maka nafkahnya tidak gugur, 
karena hal itu termasuk uzur syar'i. 

Nafkah juga tidak gugur jika cerai itu da- 
tangnya dari pihak suami, baik dengan sebab 
selain maksiat seperti pisah cerai, sumpah 
li'an setelah ber-khalwat menurut pendapat 
Hanafiyyah. Atau cerai karena maksiat, se- 
perti mencium putri istri, atau sumpah ila' 
dengan tidak ditepati hingga lewat empat bu- 
lan, atau menolak agama Islam jika istrinya 
sudah masuk Islam dan sudah mendakwah- 
kannya. Maksiat yang dilakukan suami tidak 
menyebabkan gugurnya nafkah istri. 

Kesimpulannya: ulama Hanafiyyah ber- 
kata, “Tidak ada nafkah bagi sebelas macam 
istri!? berikut: istri yang murtad, menggoda 
anak suami, iddah ditinggal mati suami, ni- 
kah fasid atau dalam masa iddahnya, wath'i 
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syubhat, istri masih kecil dan belum digauli, 
keluar dari rumah suami tanpa hak yaitu ber- 
buat nusyuz, dipenjara meski karena zhalim, 
sakit yang menyebabkannya tidak mampu me- 
layani suami, istri yang dibawa oleh lelaki lain 
dengan paksa, istri yang melakukan ibadah 
haji meski haji wajib tanpa disertai suaminya 
meski tetap ada mahram. Akan tetapi, jika ia 
melakukan ibadah haji bersama suami, namun 
atas keinginan istri maka yang wajib diberi- 
kan oleh suami adalah nafkah di rumah saja, 
tidak nafkah dalam perjalanan. Namun, jika ia 
diajak suami maka ia berhak mendapat semua 
nafkah. 

Jika nafkah sudah diwajibkan atas suami, 
baik gadha maupun ridha maka nafkah itu 
menjadi utang yang tidak gugur, kecuali sete- 
lah dibayar atau dibebaskan. Hal ini sesuai 
dengan pasal 79 undang-undang negara Syria 
yang berbunyi, “Nafkah wajib baik gadha mau- 
pun ridha tidak bisa gugur kecuali setelah di- 
bayar atau dibebaskan.” 


2) Hal-Hal yang Menggugurkan Nafkah 

Kerabat 

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, 
kedua orang tua, dan sanak saudara, menurut 
Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah'? ka- 
rena lewatnya masa. Jika hakim sudah mene- 
tapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah le- 
wat satu bulan atau lebih dan ia belum juga 
mengambil nafkah tersebut maka menurut 
Hanafiyyah nafkahnya gugur. Lewatnya masa 
dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali 
jika hakim mengizinkan untuk meminjam ke- 
pada munfig 'alaih karena nafkah kerabat itu 
wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga 
tidak wajib atas orang-orang yang sedang la- 
pang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat 
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belum mengambil nafkahnya maka hal itu 
menunjukan bahwa ia tidak membutuhkan. 
Berbeda dengan nafkah istri yang tetap tidak 
gugur meski sudah lewat masanya karena naf- 
kahnya sebagai ganti ia hidup bersama sua- 
minya. Sehingga, ia tetap berhak mendapat 
nafkah meski ia sendiri kaya. Jika hakim 
mengizinkan untuk berutang pada mafrudh 
'alaih maka nafkahnya tetap tidak gugur, ka- 
rena itu menjadi utang dalam tanggungan 
suami, dan tidak gugur meski masanya telah 
lewat. 

Imam az-Zaila'i dalam hal ini mengecuali- 
kan nafkah istri yang masih kecil. Artinya 
nafkahnya tetap tidak gugur meski masanya 
sudah lewat, dan menjadi utang yang ditang- 
gung oleh mahkum alaih. 

Ulama Malikiyyah berkata,'?! nafkah ke- 
dua orang tua atau anak dinyatakan gugur jika 
sudah lewat masanya, kecuali jika diwajibkan 
oleh hakim. 

Seorang kerabat yang diberi nafkah jika ia 
mampu bekerja maka nafkah itu tidak terma- 
suk nafkah wajib, kecuali jika ia tidak mampu 
bekerja atau tidak mampu memenuhi kebu- 
tuhannya. 

Kesimpulan: batas masa nafkah untuk 
kerabat itu kurang dari satu bulan, sedangkan 
nafkah istri dan anak kecil tidak gugur meski 
sudah lewat masanya. Hanya, menjadi utang 
untuk kemudian dilunasi. Hukum ini sama 
seperti nafkah kerabat selain istri yang tidak 
gugur jika ia berutang atas perintah hakim. 


I. Balasan bagi Orang yang tidak Mau 
Memberikan Nafkah 


Ulama Hanafiyyah menuturkan'? bahwa 
jika seorang kerabat yang mampu dan kaya ti- 
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dak mau memberi nafkah kepada saudaranya 
yang berhak menerima maka ia harus dihu- 
kum tahan meskipun statusnya sebagai ayah, 
karena keengganannya memberi nafkah dapat 
menyebabkan kerusakan bagi saudaranya. Ta- 
hanan dimaksudkan untuk menjaga hidup se- 
seorang itu termasuk perkara wajib syar'i. 


m. Banyaknya Kerabat yang Berhak 

Mandapatkan Nafkah 

Jika ada banyak kerabat yang berhak 
mendapatkan nafkah, sedangkan yang mam- 
pu dan kaya hanya satu orang, maka jika ia 
mampu menanggung semua kerabatnya ia 
wajib memberikan nafkah kepada mereka se- 
mua. Akan tetapi, jika ia tidak mampu maka 
nafkah dimulai dari dirinya sendiri, kemudi- 
an anaknya yang paling kecil atau kepada 
putrinya, atau kepada yang lemah. Kemudian 
kepada istrinya—namun Ulama Hanafiyyah le- 
bih mengedepankan istri daripada anak, dan 
mengedepankan ayah daripada ibu karena 
keutamaannya, dan kemandiriannya dalam 
perwalian, serta keberhakannya mengambil 
hartanya. 

Ibnu Gudamah berkata, “Yang lebih aula 
adalah dengan menyamakan mereka semua." 
Menurut Syafi'iyyah, yang didahulukan adalah 
ayah, namun pendapat sebagian Syafi'iyyah 
mengatakan bahwa ayah dan ibu sama dalam 
hal ini. 

Urutan tersebut di atas dalilnya hadits 
Nabi saw. riwayat Jabir yang berbunyi, 
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“Rasulullah saw. pernah berkata kepada 
seorang lelaki, "Mulailah nafkah untuk dirimu 
sendiri, dan jika ada lebih maka nafkah itu 
untuk keluargamu. Jika masih sisa maka untuk 
kerabatmu. Dan jika masih sisa juga maka 
untuk kerabat lain. Demikian seterusnya.” 


Artinya, bisa juga dibagikan kepada orang 
lain yang ia kehendaki. 

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa 
suatu hari ada seorang lelaki datang meng- 
hadap Rasulullah saw. seraya bertanya, “Ya 
Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar.” 
Beliau menjawab, “Belanjakanlah untuk kebu- 
tuhanmu sendiri." Lelaki itu berkata lagi, “Saya 
masih mempunyai satu dinar lagi.” Beliau ber- 
sabda, “Belanjakanlah untuk istrimu. Lelaki 
itu berkata lagi, “Saya masih mempunyai satu 
dinar lagi” Rasul bersabda, “Belanjakanlah 
untuk keperluan anakmu.” Lelaki itu berkata 
lagi, “Saya masih mempunyai satu dinar lagi.” 
Lantas Rasul bersabda, “Belanjakanlah untuk 
keperluan pembantumu.” Kemudian ketika le- 
laki itu berkata, “Saya masih mempunyai satu 
dinar lagi?” Beliau menjawab, “Engkau lebih 
tahu penggunaan harta itu siapa? 

Dalam hadits lain Abu Hurairah r.a. me- 
riwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang 
bertanya kepada Rasulullah saw, “Siapakah 
orang yang lebih berhak untuk aku patuhi?” 
Beliau menjawab, “Ibumu. “Kemudian siapa 
lagi? Rasul menjawab, “Ibumu. “Lantas sia- 
pa lagi?” Beliau tetap menjawab, “Ibumu. 
Kemudian pada kali keempat beliau menja- 
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wab, “Ayahmu.?6 Dalam riwayat Muslim, di- 
gunakan redaksi, “Sapakah orang yang harus 
aku baiki?” 


n. Kapankah Baitul Mal dan Negara 
Berkewajiban Mengeluarkan Nafkah? 
Jika seorang fakir tidak punya kerabat 

kaya yang berkewajiban memberinya nafkah 

maka nafkah orang tersebut ditanggung oleh 

Baitul Mal atau simpanan harta negara yang 

memang sudah menjadi tugasnya untuk mem- 

bantu orang-orang yang membutuhkan. Ten- 
tang Baitul Mal ini, Imam al-Kasani menje- 
laskan? bahwa yang diletakkan dalam Baitul 

Mal itu ada empat macam. Pertama, zakat 

sawaa'im, usyur, dan harta yang diambil oleh 

kabilah dari para pedagang Islam yang me- 
lalui daerah mereka. Kedua, seperlimanya 
ghanimah, logam, dan barang tambang. Ketiga, 
pajak hasil bumi, pajak personal, dan harta 
yang diambil dari para pedagang non-Muslim. 

Keempat, harta yang diambil dari tinggalan si 

mayit yang tidak mempunyai ahli waris, atau 

meninggalkan suami atau istri. 

Pemasukan Baitul Mal yang keempat, 
yaitu harta tinggalan mayit, digunakan untuk 
membiayai pengobatan orang sakit yang tidak 
mampu, mengafani jenazah yang tidak memi- 
liki harta, memberi nafkah kepada anak pung- 
ut, membayar denda jinayatnya, nafkah untuk 
orang yang tidak mampu bekerja dan ia tidak 
memiliki kerabat yang memberinya nafkah 
atau sejenisnya. Pembagian nafkah dari Baitul 
Mal untuk orang yang berhak ini diatur oleh 
imam. 

Empat belas perkara yang telah disebut- 
kan di atas termasuk pembahasan pokok 
mengenai nafkah, dan selanjutnya kita akan 


124 HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 321). 


125 HR Ahmad dan an-Nasa'i (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 321). 
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membahas lebih rinci lagi dalam empat pem- 
bahasan di bawah ini. 


1. NAFKAH ISTRI 

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib di- 
terima oleh istri dari suaminya karena sebab 
akad nikah. Pembahasan ini memuat empat 
poin penting sebagai berikut. 

Pertama, Arti, Macam, Wajibnya Nafkah, 
Orang yang Berkewajiban, dan Sebab-Sebab 
Wajib Nafkah. 

Kedua, Syarat Wajib Nafkah. 

Ketiga, Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan 
Macam-Macamnya serta Hukum Mahkamah 
dalam Hal Itu. : 

Keempat, Hukum-Hukum Nafkah (bagi 
orang yang menolak memberi nafkah, eko- 
nomi suami sedang sulit, nafkah istri yang 
tidak'ada, dan kapan nafkah dianggap utang 
atas suami. Nafkah untuk wanita dalam masa 
iddah, ta'jil nafkah, membebaskan nafkah, tuju- 
an nafkah jadi utang, dan tanggungan nafkah). 


a. Arti, Macam, Wajibnya Nafkah, Orang 
yang Berkewajiban, dan Sebab-Sebab 
Wajibnya Nafkah 
Arti nafkah: Saya telah menjelaskan di 

atas bahwa nafkah secara bahasa artinya 'se- 

suatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk 
keluarganya, sedangkan menurut syara' naf- 
kah adalah makanan, pakaian, dan tempat 
tinggal. Namun, umumnya fugaha hanya mem- 
batasi dalam makanan saja. Karena itu, mereka 
kemudian menambahkan pakaian dan tempat 
tinggal.1?8 

Hukum wajibnya nafkah: Para fugaha 
sepakat'? akan wajibnya nafkah untuk istri 

baik Muslimah maupun kafir jika memang di- 

nikah dengan akad yang sah. Akan tetapi, jika 


128 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 886. 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


ternyata pernikahannya fasid atau batal maka 
suami berhak meminta nafkah yang telah di- 
ambil oleh istrinya. Wajibnya memberi naf- 
kah kepada istri ini dijelaskan oleh Al-Our'an, 
sunnah, ijma, dan akal. 

Dalil dari Al-Gur'an: Firman Allah SWT 
yang artinya, 


“Hendaklah orang yang mempunyai ke- 
luasan memberi nafkah menurut kemampuan- 
nya, dan orang yang terbatas rezekinya, hen- 
daklah memberi nafkah dari harta yang diberi- 
kan Allah kepadanya. Allah tidak membebani 
seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan setelah kesempitan.” 
(ath-Thalaag: 7) 


Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, 


“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib- 
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me- 
reka dengan cara yang patut...” (al-Bagarah: 
233) 


Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain 
yang artinya, 


“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma- 
na kamu bertempat tinggal menurut kemam- 
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....” 
(ath-Thalaag: 6) 


Perintah untuk menempatkan istri dalam 
ayat ini maksudnya juga memberi nafkah. 

Dalil dari As-Sunnah: Dalam haji Wada' 
Rasulullah saw. bersabda, 


129 AI-Badaa'i', Vol. 4, hlm. 15: Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 321: Bidayaatul Mujtahid, Vol. 2, hlm. 53: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 426: 


al-Mughnii, Vol. 7,h lm. 563. 
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ta 


Sus Ap Sih el GD 
Sasa HUSEIN A SL Sarat 
BPS s5 sa Ie Sah MI Lg : 

anak 


“Takutlah kepada Allah dalam diri wanita 
karena mereka adalah tawanan di sisi kalian. 
Dengan penuh amanah kalian mengambil me- 
reka, kalian meminta halal farji mereka dengan 
kalimat Allah, dan bagi mereka hak untuk 
mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian 
dengan cara makruf.” 


Hadits lain dalam Sunan at-Tirmidzi 
dengan sanad dari Amr bin Ahwash, Rasu- 
lullah saw. bersabda, 


Ne 4 
26 nas ae Hara SU 
baut Y, DAR IS 


Be 2 - 2 - 


Aa 


“Ingatlah bahwa kalian memiliki hak 
atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya, 
istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. 
Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah 
membiarkan orang yang dibenci masuk ru- 
mahnya. Adapun hak istri atas diri kalian ada- 
lah agar kalian menanggung pakaian dan ma- 
kanan mereka.” 


130 


Imam at-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih.” 
131 HR Jamaah kecuali Imam at-Tirmidzi (Nailul Authaar, Vol. 6, him. 323). 
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Suatu hari Hindun datang menghadap Ra- 
sulullah saw. seraya berkata, “Ya Rasulullah, 
suamiku, Abu Sufyan itu orangnya pelit dan ia 
tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku." 
Rasul menjawab, “Ambillah harta suamimu se- 
cukupnya untuk keperluanmu dan anakmu?! 
Hadits ini menunjukkan wajibnya nafkah un- 
tuk istri, dan nafkah itu ditentukan sesuai 
kebutuhan yang diperlukan. Jika suami tidak 
mencukupi nafkah istri dan anak maka istri 
boleh mengambil haknya tanpa izin suami. 

Dalil dari Ijma: para fugaha sepakat bah- 
wa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas 
diri suaminya jika memang sudah baligh, ke- 
cuali jika istri melakukan nusyuz. Menurut 
Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang 
masih kecil yang belum siap digauli. 

Dalil secara akal: seorang istri itu setelah 
akad nikah tertahan di bawah pengawasan 
suaminya. Tugasnya hanya di rumah melaya- 
ni suami, sehingga kebutuhan nafkahnya oto- 
matis harus ditanggung oleh suami sebagai 
ganti penahanan. | 

Siapa yang wajib memberi nafkah ke- 
pada istri: fugaha sepakat'?? bahwa nafkah 
istri itu wajib hukumnya atas suami yang mer- 
deka dan hadhir atau ada. Jika seorang wanita 
sudah menyerahkan dirinya kepada seorang 
lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka 
ia berhak mendapatkan nafkah dan segala 
kebutuhannya dari suami, baik makanan, mi- 
numan, pakaian, dan tempat tinggal. 

Sebab wajibnya nafkah: ulama mempu- 
nyai dua pendapat dalam hal ini. Ulama Hana- 
fiyyah berpendapat sebab wajibnya nafkah 
atas suami adalah karena suami berhak me- 
nahan istrinya untuk tidak keluar rumah atau- 
pun bekerja setelah akad nikah yang sah. Arti- 
nya, jika akad nikahnya itu batal maka nafkah 
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menjadi tidak wajib, karena tidak ada sebab 
yang mewajibkannya, yaitu hak menahan istri 
setelah akad nikah, dan hak itu tidak berlaku 
jika akad nikahnya fasid atau batal. 

Seorang suami tetap harus memberi naf- 
kah kepada istri yang dalam masa iddah kare- 
na pisah ataupun tidak, baik pisah karena cara 
raji dan ba'in, pisah karena hamil maupun 
tidak hamil, dari pihak suami maupun dari 
pihak istri, kecuali jika memang cerai itu dari 
pihak istri karena sebab yang terlarang untuk 
kebaikan, dan menegakkan hak penahanan 
setelah nikah yang sah. 

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah ber- 
pendapat bahwa sebab wajibnya nafkah ada- 
lah tali pernikahan. Posisi wanita sebagai istri 
itulah yang menyebabkan ia berhak mendapat 
nafkah dari suaminya. Konsekuensinya suami 
juga harus tetap memberi nafkah kepada istri 
yang sudah diceria raj'i atau ba'in dan sedang 
hamil. Adapun jika istri yang dicerai sama 
sekali itu hamil, menurut Syafi'iyyah dan Ma- 
likiyyah, ia berhak mendapatkan tempat ting- 
gal. Namun, ia tidak berhak mendapatkan 
nafkah karena tali pernikahannya sudah putus 
dengan bercerai. Seyogianya istri yang sudah 
dicerai sama sekali tidak mendapatkan nafkah 
dan juga tempat tinggal. Akan tetapi, dalam hal 
ini giyas ditinggalkan karena Allah SWT ber- 
firman yang artinya, 


“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma- 
na kamu bertempat tinggal menurut kemam- 
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. 
Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dita- 
lak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan 
kandungannya, kemudian jika mereka menyu- 
sukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbal- 
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annya kepada mereka: dan musyawarahkan- 
lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
baik: dan jika kamu menemui kesulitan, maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 
untuknya.” (ath-Thalaag: 6) 


Akan tetapi, Hanabilah tetap berpegang 
pada giyas, yaitu istri yang dicerai sama sekali 
itu tidak mendapatkan nafkah juga tempat 
tinggal. 


b. Syarat Wajibnya Nafkah 

Di sini akan saya sebutkan syarat-syarat 
wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama, 
kemudian menurut ulama Malikiyyah. Syarat- 
syarat wajib nafkah menurut mayoritas ulama 
ada empat.!3 


1) Istri Menyerahkan Dirinya kepada 

Suami dengan Sepenuhnya 

Bukti penyerahan ini dengan menunjuk- 
kan kesiapan dirinya ketika diminta untuk 
melayani suami, baik meminta untuk bermain 
cinta maupun tidak. Ulama Malikiyyah mensya- 
ratkan dalam wajibnya nafkah sebelum sangga- 
ma adanya permintaan dari istri atau walinya 
kepada suami untuk melakukan sanggama. 

Jika istri masih tetap tinggal bersama ke- 
luarganya dengan izin suami maka ia tetap 
harus memberinya nafkah. Jika istri atau wali- 
nya melarang suami untuk menggaulinya, atau 
suami istri saling diam setelah akad nikah, 
tidak ada yang meminta atau memberi maka 
tidak wajib bagi suami memberi nafkah ke- 
padanya meski keduanya sudah lama berdua, 
karena Rasulullah saw. sendiri ketika meni- 
kahi Sayyidah Aisyah tidak langsung memberi 
nafkah selama dua tahun, karena setelah dua 
tahun itulah baru digauli. Jika istri melarang 


133 Al-Badaa'i' Vol. 4, hlm. 18: Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 324: ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 886: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 435: 
al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 159, al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 601-603: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, him. 545. 
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suaminya untuk menggaulinya, namun posisi- 
nya benar, seperti suami menolak memberi- 
kan mahar kontan, atau menolak menyiapkan 
tempat tinggal yang layak secara syara' maka 
suami tetap berkewajiban memberi nafkah 
kepada istrinya. Ulama Syafi'iyyah menambah- 
kan, “Jika suami ingin pergi jauh dan lama.” 


2) Istri Sudah Dewasa dan Mampu 
Melakukan Hubungan Suami Istri 


Jika istri masih kecil dan belum mampu 
melakukan hubungan intim maka suami tidak 
wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu 
berkaitan dengan mampu atau tidaknya ber- 
hubungan intim. Hukum wajib tidak tercapai 
jika istri tidak mampu melakukan hubungan 
intim. Ulama Malikiyyah sepakat dengan ma- 
yoritas ulama lain dalam penentuan syarat ini. 


3) Akad Nikah yang Dilangsungkan 

Termasuk Akad Nikah yang Sah 

Jika nikahnya fasid maka suami tidak wa- 
jib memberi nafkah kepada istrinya karena 
akad yang fasid mewajibkannya berpisah, dan 
istri tidak dianggap ditahan di sisi suami ka- 
rena nikahnya fasid sehingga istri tidak ber- 
hak mendapat pengganti dari akad nikah yang 
fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh 
ulama. 


4) Hak Suami tidak Hilang dalam Hal 
Penahanan Istri di Sisinya Tanpa Izin 
Syar'i 
Hak suami tidak hilang dalam hal pena- 

hanan istri di sisinya tanpa izin syar'i, atau 

sebab yang datang bukan dari diri suami. Ji- 
ka hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i 
seperti nusyuz misalnya, atau sebab lain yang 
datangnya dari pihak suami maka istri tetap 
berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini juga 
telah disepakati oleh ulama, hanya saja ulama 
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Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas 
suami jika memang perkara yang menjadikan- 
nya kehilangan haknya itu bukan kesalahan is- 
tri. Dari keterangan di atas, sudah jelas bahwa 
nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas 
suaminya meskipun keduanya berbeda agama 
dan keyakinan. 


se Kebijakan Undang-Undang 

Pendapat-pendapat ulama di atas dijadi- 
kan acuan oleh Negara Syria sebagai undang- 
undang. Bunyi undang-undang tersebut se- 
bagai berikut. 

Pasal 72 ayat 1 berbunyi, “Nafkah untuk 
istri hukumnya wajib bagi suami mulai sejak 
akad nikah yang sah, meskipun keduanya beda 
agama dan istri tetap tinggal di rumah keluar- 
ganya, kecuali jika suami sudah memintanya 
untuk pindah dan ia menolak tanpa alasan 
yang bisa dibenarkan.” 

Ayat 2 berbunyi, “Penolakan istri melaya- 
ni suami bisa dibenarkan jika memang suami 
tidak membayar mahar atau tidak menyedia- 
kan tempat tinggal. 

Pasal 73 berbunyi, “Nafkah istri dianggap 
gugur jika ia bekerja di luar rumah tanpa izin 
dari suami.” 

Pasal 74, “Jika istri berlaku nusyuz maka 
selama itu ia tidak berhak mendapatkan naf- 
kah dari suaminya.” 

Pasal 75, “Wanita nusyuz adalah wanita 
yang keluar meninggalkan rumah suaminya 
tanpa alasan syar'i, atau ia melarang suami- 
nya memasuki rumahnya sebelum ia meminta 
pindah ke rumah lain.” 


e Syarat Wajibnya Nafkah Menurut 
Malikiyyah 


Ulama Malikiyyah??t menentukan dua sya- 
rat untuk wajibnya nafkah, syarat sebelum 


134 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 729: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 221, asy-Syarhul Kabiir, Vol. 2, hlm. 508. 
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dukhul (hubungan intim suami istri) dan sya- 
rat setelah dukhul. 


1) Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah untuk 
Istri sebelum Didukhul 


Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah un- 
tuk istri sebelum didukhul ada empat, sebagai 
berikut. 


a) Siap untuk Didukhul 

Artinya, setelah akad nikah, istri siap atau 
meminta kepada suami untuk men-dukhul- 
nya, atau wali istri itu meminta suami untuk 
men-dukhul istrinya. Jika permintaan atau 
ajakan itu tidak ada, atau istri menolak di- 
dukhul tanpa adanya uzur syar'i maka ia tidak 
berhak mendapatkan nafkah. 


b) Istri Mampu Melakukan Hubungan 

Intim Suami Istri 

Jika istri masih kecil dan belum mampu 
melakukannya maka ia tidak berhak menda- 
patkan nafkah. Namun jika ia sudah mampu 
dan baligh, suami wajib memberinya nafkah. 
Jika ada sebab yang menjadikan istri tidak 
bisa di-dukhul, seperti farjinya terlalu kecil 
dan sempit maka ia tidak berhak mendapat- 
kan nafkah, kecuali jika suami mampu menda- 
patkan kenikmatan darinya dan ia tahu keku- 
rangan sang istri. 


c) Suami Sudah Baligh 

Jika suaminya masih kecil dan belum 
mampu men-dukhul maka istri tidak berhak 
mendapatkan nafkah. Namun, jika suami su- 
dah mampu men-dukhul maka ia wajib mem- 
berikan nafkah. Mayoritas ulama mewajibkan 
nafkah atas suami yang masih kecil untuk 
istrinya yang sudah dewasa, karena dalam hal 
ini istri telah menyerahkan dirinya kepada 
suami dengan penyerahan yang sah. 
d) Salah Satu dari Suami Istri tidak dalam 

Keadaan Sekarat 

Salah satu dari suami istri tidak dalam 
keadaan sekarat ketika hendak melakukan 


ma 
3 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


dukhul. Jika dalam keadaan sekarat maka ti- 
dak ada nafkah karena dianggap tidak mampu 
memberikan kenikmatan, namun jika masih 
mampu melakukan dukhul meski keadaan se- 
karat maka suami tetap berkewajiban mem- 
beri nafkah. 


2) Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Setelah 
Dukhul 


Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah 
setelah dukhul ada dua, sebagai berikut. 


a) Keadaan Ekonomi Suami sedang 

Lapang 

Selama ekonomi suami sedang susah 
maka ia tidak wajib memberi nafkah kepada 
istri karena Allah SWT berfirman yang artinya, 
“Allah tidak memikulkan beban kepada sese- 
orang melainkan sekadar apa yang Allah beri- 
kan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.” (ath-Tha- 
laag: 7) Jadi, orang yang ekonominya susah 
tidak dibebani untuk memberikan nafkah. 


b) Istri tidak Menghilangkan Hak Suami 
atas Dirinya tanpa Izin Syar'i 

Jika hak suami hilang karena istri berlaku 
nusyuz, atau tidak taat kepada suami maka 
ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari 
suaminya. 

Kesimpulannya: secara mutlak, dukhul- 
lah yang menjadikan sebab wajibnya nafkah 
meski istri tidak mampu melakukan hubungan 
intim, atau suami masih belum baligh. Adapun 
sebelum dukhul, maka tidak ada nafkah bagi 
istri yang tidak menyerahkan dirinya pada 
suami, atau istri maupun walinya tidak me- 
minta suami untuk men-dukhul istrinya. Atau, 
terjadi TAS lewatnya masa persiapan un- 
tuk dukhul. Tidak ada nafkah juga untuk istri 
yang tidak mampu melakukan hubungan in- 
tim, dan juga bagi istri yang mampu melaku- 
kan hubungan intim hanya saja ada halangan 
lain, seperti vaginanya terlalu sempit dan kecil 
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kecuali jika hal itu dimaklumi oleh suami, dan 
ia tetap bisa mendapatkan kenikmatan dari- 
nya meski tanpa hubungan intim. 


e Permasalahan yang Timbul Akibat 
Syarat-Syarat Wajib Nafkah 


a) Permasalahan Pertama: Istri yang 

Berlaku Nusyuz?? 

Dari pembahasan awal kita sudah menge- 
tahui bahwa nusyuz itu menggugurkan nafkah 
karena seorang istri itu wajib tinggal di rumah 
suami. Nah, jika ia keluar dari rumah suami 
tanpa ada alasan atau izin syar'i maka nafkah- 
nya gugur. Yang termasuk izin syar'i itu seperti 
suami tidak membayar mahar atau suami tidak 
menyediakan tempat tinggal baginya. 

Seorang istri juga dianggap nusyuz jika ia 
melarang suami memasuki rumahnya, sedang 
ia sendiri tidak meminta suami untuk memin- 
dahkannya ke rumah lain. Pendapat ini sudah 
diadopsi oleh Negara Syria sebagai undang- 
undang. 

b) Permasalahan Kedua: Istri yang 

Bekerja atau Wanita Karier 

Jika istri bekerja di luar rumah, siang mau- 
pun malam, baik bekerja sebagai dokter, do- 
sen, pengacara, perawat, maupun lainnya ma- 
ka menurut undang-undang Syria dan Mesir, ia 
tetap mendapatkan nafkah jika memang sua- 
minya rela dengan profesi istrinya. Dalam hal 
ini, berarti suami men-tanazul halnya untuk 
menahan istri. 

Jika suami tidak rela dengan profesi is- 
trinya dan melarangnya bekerja, namun istri 
tetap menekuni pekerjaannya maka haknya 
mendapat nafkah gugur karena ia mengurangi 
hak suami. Jika istri menyerahkan dirinya pa- 
da suami hanya malam hari atau hanya siang 
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hari maka ia tetap tidak berhak mendapatkan 
nafkah karena penyerahannya tidak total.$ 

Pasal 72 undang-undang Negara Syria 
menjelaskan bahwa hak nafkah istri dinya- 
takan gugur jika ia bekerja di luar rumah tanpa 
izin dari suaminya. 

Jika awalnya suami mengizinkan istrinya 
bekerja di luar, kemudian ia melarangnya, na- 
mun istri tetap keluar maka nafkahnya juga 
gugur, karena ia telah dianggap melakukan 
nusyuz yang menggugurkan nafkah. Akan 
tetapi, mahkamah Mesir memutuskan istri 
tersebut tetap berhak mendapatkan nafkah 
karena ketika akad nikah suami sudah tahu 
kalau istrinya bekerja di luar, dan ia tidak men- 
syaratkannya untuk meninggalkan pekerjaan- 
nya. Maka, hal itu dianggap ia rela dengan 
profesi istrinya. 

Adapun jika pihak istri yang mengajukan 
syarat agar tetap bisa bekerja di luar rumah, 
syarat tersebut batal atau fasid menurut ulama 
Hanafiyyah, namun akad nikahnya tetap sah. 
Suami berhak melarangnya meneruskan pe- 
kerjaannya di luar rumah. Jika istri tetap saja 
bekerja maka haknya mendapat nafkah gugur. 

Ulama Malikiyyah menganggap sah syarat 
yang diajukan oleh pihak istri, hanya saja hu- 
kumnya makruh dan tidak wajib dilaksanakan, 
dan suami berhak melarangnya bekerja. Jika 
istri membantah larangan suami dengan tetap 
bekerja maka ia dianggap nusyuz dan nafkah- 
nya gugur. 

Ulama Hanabilah juga menganggap sah 
syarat yang diajukan oleh pihak istri dan me- 
reka mewajibkan pelaksanaan syarat tersebut 
sehingga suami tidak boleh melarang istrinya 
bekerja di luar rumah. Dan jika suami mela- 
rangnya, namun istri tidak taat maka istri 
tidak dianggap nusyuz. 


135  Nusyuz secara bahasa artinya istri yang berbuat maksiat terhadap suaminya, sedangkan menurut syara' nusyuz adalah istri yang 
keluar dari rumah suami tanpa ada alasan yang membenarkannya menurut syara. 
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Ulama Syafi'iyyah sendiri tidak menerima 
syarat seperti di atas karena dalam gaul jadid 
dijelaskan bahwa nafkah istri itu wajib jika ia 
menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami. 
Dan keluarnya istri tanpa izin suami dianggap 
nusyuz, baik keluar untuk beribadah haji atau 
tidak. Nusyuz itu menggugurkan nafkahnya ka- 
rena menyalahi kewajiban yang seharusnya 
dilaksanakan. Jika seorang istri memperboleh- 
kan dirinya untuk di-dukhul, namun tidak 
memperbolehkan kenikmatan lain yang dari- 
nya maka ia juga dianggap nusyuz. 

Demikian hukum yang berkaitan dengan 
wanita karier. Seorang istri boleh bekerja di da- 
lam rumah melakukan pekerjaan yang tidak 
memberatkannya dan tidak mengurangi kecan- 
tikannya. Seorang suami berhak melarang istri- 
nya melakukan pekerjaan yang membahayakan 
diri istrinya sendiri. Namun jika ia menolak, naf- 
kahnya tetap tidak gugur. Hanya saja suami ber- 
hak mendidiknya agar istri taat kepada suami. 


c) Permasalahan Ketiga: Istri yang Sakit 

Para ulama sepakat?” bahwa istri yang 
sedang sakit berhak mendapatkan nafkah, 
baik sakit setelah nikah maupun ketika nikah, 
karena sudah adanya syarat untuk mendapat- 
kan nafkah tersebut, yaitu penyerahan total 
dari sang istri kepada suaminya. Hanya saja 
kenikmatan yang diperoleh suami berkurang 
karena istrinya sakit. Dan penyakit itu rahasia 
Allah yang tidak ada campur tangan dari istri, 
sama halnya dengan haid dan nifas. Dan tidak 
dianggap berbuat baik kepada keluarga jika 
sakit yang sebetulnya tidak diinginkan oleh is- 
tri itu menjadi sebab gugurnya nafkah. 

Nafkah istri juga tetap tidak gugur meski- 
pun ia sakit dan dirawat di rumah keluarga- 
nya sendiri, kecuali jika suami memintanya 


paltng 
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kembali ke rumahnya dan istri mampu pindah 
meski dipikul, namun ia menolak dibawa kem- 
bali ke rumah suaminya. Maka, nafkahnya gu- 
gur karena ia termasuk berbuat nusyuz. 

Nafkah untuk berobat: para ulama empat 
madzhab #8'menentukan bahwa seorang sua- 
mi tidak wajib menanggung pengobatan istri 
yang sakit, baik upah untuk dokter, upah hija- 
mah, atau harga obat. Pengobatan ditanggung 
istri sendiri jika ia memang memiliki harta. 
Namun jika ia tidak memilikinya, nafkah un- 
tuk itu ditanggung oleh orang yang berkewa- 
jiban memberinya nafkah. Pengobatan itu un- 
tuk menjaga kesehatan tubuh, sehingga tidak 
wajib bagi orang yang berhak menggunakan 
manfaat dari tubuh itu. Sama halnya dengan 
memperbaiki rumah sewaan. Yang berkewa- 
jiban adalah pemilik rumah, bukan orang yang 
menyewa rumah tersebut. 

Menurut saya pribadi, dahulu pengobatan 
itu tidak termasuk kebutuhan asasi, sehingga 
umumnya manusia tidak memerlukannya ka- 
rena ia mengikuti nasihat-nasihat kesehatan 
dan pencegahan. Ijtihad para ulama berkaitan 
dengan adat dan kebiasaan yang berlaku pada 
masanya. Akan tetapi sekarang, kebutuhan ter- 
hadap pengobatan sama pentingnya dengan 
kebutuhan terhadap makanan. Bahkan, peng- 
obatan lebih penting karena orang sakit cende- 
rung lebih mementingkan pengobatan dari- 
pada segalanya. Tidak mungkin seseorang bi- 
sa merasakan nikmatnya makanan lezat jika 
ia sedang sakit. Karena itu, saya berpendapat 
bahwa nafkah untuk berobat juga menjadi 
tanggung jawab suami, sebagaimana nafkah 
dharuri lainnya. 

Apakah seorang suami dianggap berbuat 
baik terhadap keluarga jika istrinya diajak 
mereguk kenikmatan kala sehat, namun ke- 
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tika ia sakit suami tidak mengurusnya, dan 
bahkan mengembalikannya kepada keluarga- 
nya? Undang-undang Negara Mesir pasal 100 
tahun 1985 menegaskan seperti pendapat 
saya dalam figih Maliki, yaitu bahwa nafkah 
wajib untuk istri itu termasuk di dalamnya 
nafkah pangan, pakaian, tempat tinggal, biaya 
pengobatan, dan lain-lain yang sesuai dengan 
tuntunan syariat. 


d) Permasalahan Keempat: Istri Menolak 
Di-dukhul atau Menolak Pindah ke 
Rumah Suami Karena Ada Uzur 
Jika seorang istri menolak diajak ber- 

hubungan intim atau menolak pindah ke ru- 
mah suami karena ada uzur, ia tetap berhak 
mendapatkan nafkah.'8? Contohnya istri yang 
menolak diajak berhubungan intim karena 
suami belum membayar maharnya, istri me- 
nolak pindah ke rumah suami karena rumah 
yang disediakan itu tidak layak huni, ada ma- 
salah dengan tetangga rumah, ada hal lain yang 
membuat istri takut, ada keluarga suami yang 
tidak menyukainya tinggal di rumah tersebut, 
atau karena suami tidak mampu melindungi 
istri sepenuhnya. 

Adapun jika istri menolak pindah ke ru- 
mah suami tanpa ada uzur, atau ia melarang 
suami memasuki rumah yang mereka tempati 
bersama tanpa ada permintaan untuk pin- 
dah terlebih dahulu ke rumah lain, istri tidak 
berhak mendapatkan nafkah, karena hal itu 
dianggap nusyuz. Artinya, istri tidak taat ke- 
pada suami tanpa ada alasan syar'i. Istri yang 
nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah dari 
suaminya selama ia masih tetap berlaku nu- 
syuz. Akan tetapi jika istri minta maaf kepada 
suami dan kembali taat maka ia berhak lagi 
mendapatkan nafkah. 
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e) Permasalahan Kelima: Istri dalam 

Penjara 

Para ulama empat madzhab sepakat bah- 
wa jika seorang istri berada dalam penjara 
karena kesalahannya sendiri maka ia tidak 
berhak mendapatkan nafkah, karena suami 
kehilangan hak untuk mengekangnya. Akan te- 
tapi, jika istri dipenjara karena dizhalimi atau 
disandera oleh orang lain maka nafkahnya 
juga gugur menurut Malikiyyah dan Hanabi- 
lah. Alasannya masih sama, yaitu suami kehi- 
langan hak mengekang istri dan penyebabnya 
bukan dari suami. Artinya, suami tidak turut 
campur dalam urusan tersebut. Ulama Mali- 
kiyyah berpendapat!”? istri yang dipenjara 
karena dizhalimi oleh orang lain nafkahnya 
tidak gugur karena kesalahan juga bukan dari 
pihak istri. 
f) Permasalahan Keenam: Istri yang 

Bepergian 

Para ulama sepakat!"! bahwa jika seorang 
istri melakukan perjalanan jauh bersama se- 
lain suaminya untuk menunaikan ibadah haji 
ataupun untuk tamasya, sebelum ia di-dukhul 
maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah 
karena suami kehilangan hak menahan istri 
bersamanya. Demikian juga jika istri melaku- 
kan perjalanan jauh sendirian tanpa mahram 
meskipun setelah di-dukhul. Alasannya, kare- 
na perginya itu atas kehendaknya sendiri dan 
dianggap lancang bepergian tanpa mahram. 

Adapun jika istri pergi untuk menunaikan 
ibadah haji bersama mahram maka hak naf- 
kahnya tidak gugur, meskipun tanpa izin dari 
suami menurut Malikiyyah, Hanabilah, dan Abu 
Yusuf, karena perginya untuk melaksanakan 
ibadah haji yang difardhukan oleh agama. Ar- 
tinya, kepergiannya itu ada alasan yang secara 
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syara diperbolehkan. Akan tetapi menurut 
Abu Yusuf dan Hanabilah, nafkah yang diteri- 
manya hanya nafkah ketika mukim, bukan 
nafkah atau biaya dalam perjalanan. Menurut 
Malikiyyah, suami wajib memberi nafkah lebih 
sedikit dari nafkah perjalanan dan nafkah ke- 
tika mukim. 

Menurut mayoritas Hanafiyyah dan Sya- 
fi'iyyah dalam gaul azhhar, seorang istri yang 
berpergian nafkahnya gugur, meski atas izin 
dari suaminya karena ia menyalahi perkara 
yang menjadi kewajibannya terhadap suami, 
dan hilangnya hak penahanan oleh suami itu 
berasal dari pihak istri, baik pergi untuk iba- 
dah haji fardhu maupun untuk tujuan lain, se- 
perti mencari ilmu atau untuk memenuhi ke- 
butuhannya sendiri. 

Jika istri melakukan perjalanan untuk me- 
nunaikan ibadah haji sunnah maka nafkahnya 
gugur menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan 
Hanabilah. Ulama Malikiyyah berpendapat, 
jika perjalanannya itu atas izin suami maka 
hak nafkahnya tetap tidak gugur karena tidak 
dianggap nusyuz. Namun jika tanpa izin suami, 
nafkahnya gugur dan ia dianggap melakukan 
nusyUZ. 


g) Permasalahan Ketujuh: Pindahnya 
Suami ke Negara atau Tempat Lain 
Ulama Hanafiyyah!? berpendapat bahwa 

seorang suami berhak membawa serta istri- 

nya untuk pindah dari negara asal ke negara 
lain dengan tujuan yang benar, seperti pindah 
tugas kerja ke negara lain atau untuk mengem- 
bangkan bisnis, jika memang mahar istrinya 
sudah dipenuhi seluruhnya, tempat tujuan 
aman bagi istri, dan tidak ada tujuan untuk 

menyakitinya. Jika ternyata istri menolak di- 

ajak pindah maka nafkahnya gugur, dan ia di- 

anggap melakukan nusyuz. Jika suami belum 
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membayar mahar istrinya, atau tempat tujuan 
tidak aman bagi istri, atau tujuannya menya- 
kiti istri maka istri berhak menolak ajakan 
tersebut dan ia tidak dianggap berbuat nusyuz 
karena Allah SWT berfirman dalam Al-Our'an 
yang artinya, 


“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma- 
na kamu bertempat tinggal menurut kemam- 
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..." 
(ath-Thalaag: 6) 


Rasulullah saw. bersabda, 


Ie YO PN 
“Tidak boleh menyakiti hati orang lain dan 


tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang 
lain.” 


Ulama Malikiyyah"? berpendapat bahwa 
seorang suami berhak membawa serta istri- 
nya untuk pindah ke tempat lain jika ia sudah 
memenuhi atau membayar sebagian mahar di 
muka, meskipun suami belum men-dukhul- 
nya, namun dengan syarat-syarat sebagai be- 
rikut. 

1. Suami bisa dipercaya. 

2. Jalan yang akan ditempuh dijamin aman. 

3. Tempat tujuan tidak terlalu jauh sehingga 
komunikasi keluarga tidak putus. 


h) Permasalahan Kedelapan: Suami 

dalam Penjara atau Sakit 

Para ulama sepakat bahwa seorang istri 
tetap berhak mendapatkan nafkah jika sua- 
minya dipenjara karena kejahatan yang di- 
lakukannya, suami berutang kepada istrinya, 
karena dizhalimi, karena suami sakit sehing- 
ga tidak mampu melakukan hubungan intim 
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suami istri, suami menyimpan aib yang mem- 
buatnya tidak mampu melakukan hubungan 
suami istri seperti suami yang dikebiri, le- 
mah syahwat, atau suami tidak memiliki buah 
pelir. Dalam kasus seperti ini, istri tetap ber- 
hak mendapatkan nafkah karena hilangnya 
hak pengurungan atas istri berasal dari pihak 
suami bukan kesalahan istri. 

Menurut Malikiyyah,'“ seorang istri yang 
memiliki aib yang menghalanginya melakukan 
hubungan intim, seperti liang vaginanya ter- 
tutup, atau dalam vagina ada kelenjar yang 
menghalangi hubungan intim maka ia tetap 
berhak mendapatkan nafkah jika memang sua- 
minya tahu keadaan istri dan dia bisa menda- 
patkan kenikatan dari istrinya tanpa sang- 
gama. 


c. Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan 
Macam-Macamnya serta Hukum 
Mahkamah dalam Hal Itu 
Nafkah untuk istri meliputi beberapa hal 

berikut ini. 

Makanan, minuman, dan lauk. 

Pakaian. 

Tempat tinggal 

Pembantu jika dibutuhkan. 

Perabot rumah tangga. 


OA. can OLI. EA 


Undang-undang Negara Syria pasal 71 me- 
negaskan bahwa ragam dan kira-kira nafkah 
diambil dari wajibnya nafkah berobat dan 
pengobatan: 

1. Nafkah untuk istri meliputi makanan, pa- 
kaian, tempat tinggal, pengobatan secara 
umum, dan pembantu bagi istri. 

2. Seorang suami diwajibkan dengan paksa 
untuk memberikan nafkah kepada istri- 
nya jika ia menolak memberi nafkah. 
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1) Makanan dan Sejenisnya 

Para ulama" menetapkan bahwa nafkah 
yang wajib untuk istri adalah makanan dan 
pelengkapnya seperti minuman, lauk, air, cuka, 
minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi, 
buah tidak termasuk dalam hitungan nafkah 
wajib. 
a) Bagaimana Cara Mengira-ngira Nafkah 

Makanan 

Mayoritas ulama selain Syafi'iyyah ber- 
pendapat bahwa nafkah berupa makanan di- 
kira-kirakan dengan kadar secukupnya. Arti- 
nya, makanan yang dapat mencukupi istri se- 
bagai nafkah kerabat karena Rasulullah saw. 
bersabda kepada Hindun, “Ambillah harta 
suamimu yang engkau anggap cukup untuk- 
mu dan untuk anakmu." Hadits ini tidak men- 
jelaskan jumlah atau bilangan, hanya memba- 
tasi dengan ketentuan cukup. Artinya, sesuai 
kebutuhan istri dan anak. Allah SWT berfir- 
man dalam Al-9ur'an yang artinya, 


SAI LAS pa SIN, 


- 1129” pad ba A5 Ge Met 
SES ev IN GAN LI 





M3 corak 


“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib- 
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me- 
reka dengan cara yang patut...” (al-Bagarah: 
233) 


Rasulullah saw. bersabda ketika dalam ha- 
ji Wada', “Kecukupan rezeki dan pakaian istri 
kalian adalah menjadi tanggung jawab kalian." 
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Mewajibkan kadar atau jumlah nafkah di 
bawah standar cukup adalah sikap yang tidak 
baik, karena dalil-dalil di atas mengharuskan 
standar nafkah itu harus cukup. Tidak sah hu- 
kumnya mengira-ngirakan nafkah makanan 
dengan denda kafarat, karena kafarat itu semua 
rata tidak pandang miskin dan kaya. Pemasuk- 
an kafarat ke dalam jenis nafkah itu hanya da- 
lam jenisnya saja, bukan dalam ukurannya. 

Jika suami sendiri yang langsung mena- 
ngani nafkah istri maka ia tidak boleh meminta 
jumlah tertentu untuk ia gunakan sendiri. Dan 
jika suami memberi nafkah di bawah standar 
cukup maka ia boleh mengadukannya ke peng- 
adilan untuk mencukupi kebutuhannya. Ukur- 
an wajib nafkah dikembalikan kepada suami 
jika tidak ada kesepakatan antar suami istri. 

Nafkah tidak harus berupa biji-bijian, na- 
mun boleh dengan aneka macam makanan 
yang menjadi makanan pokok tiap negara. 

Dalam nafkah, wajib hukumnya menye- 
rahkan makanan kepada istri baik secara hari- 
an maupun bulanan. Akan tetapi, Hanafiyyah 
dan Malikiyyah membolehkan uang kepada 
istri sebagai ganti makanan agar ia sendiri 
yang membelanjakannya. Pendapat inilah yang 
sekarang berlaku dalam hukum pengadilan, 
karena dinilai lebih mudah dan tepat. Ulama 
Hanabilah berpendapat bahwa seorang hakim 
tidak berhak menentukan selain wajibnya ma- 
kanan pokok yang sering digunakan dalam 
daerah tersebut, seperti dirham misalnya, ke- 
cuali dengan kesepakatan dari pihak suami 
istri. 

Kadar nafkah makanan disesuaikan de- 
ngan kebiasaan dan adat yang berlaku di ma- 
sing-masing daerah. Atau, bisa juga berdasar- 
kan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. 

Jika seorang hakim telah menentukan 
jumlah nafkah kemudian ekonomi sang suami 
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berubah maka ketentuan itu juga diubah se- 
suai dengan perubahan ekonomi. Artinya, jika 
ekonomi membaik maka nafkahnya bertam- 
bah, dan jika ekonomi melemah maka nafkah- 
nya berkurang. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa 
nafkah makanan itu dapat ditimbang atau di- 
kira-kirakan dengan biji-bijian sesuai dengan 
keadaan ekonomi masing-masing. Karena, mi- 
nimal denda kafarat yang dikeluarkan sese- 
orang adalah satu mud" biji-bijian. Allah SWT 
menganggap kafarat itu nafkah untuk keluarga, 
sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, 


“Allah tidak menghukum kamu disebab- 
kan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja 
(untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum 
kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 
sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran 
sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang 
miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu 
berikan kepada keluargamu, atau memberi 
mereka pakaian atau memerdekakan seorang 
hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu me- 
lakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah 
tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu 
apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sum- 
pahmu. Demikianlah Allah menerangkan hu- 
kum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyu- 
kur (kepada-Nya)." (al-Maa'idah: 89) 


Persamaan nafkah dan kafarat dalam ayat 
di atas karena keduanya sama-sama harta yang 
wajib dikeluarkan menurut syara" 

Suami yang kaya nafkah makanan untuk 
istrinya dua mud per hari, sedangkan suami 
yang miskin nafkah bagi istrinya hanya satu 
mud, dan suami yang sedang nafkahnya satu 
mud setengah. Perbedaan ini diambil dari fir- 
man Allah SWT yang artinya, 


Menurut pendapat yang ashah madzhab Syafi'iyyah, satu mud itu 3/7 171 dirham. Satu mud berarti 675 gram, sedangkan satu 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


“Hendaklah orang yang mempunyai ke- 
luasan memberi nafkah menurut kemampuan- 
nya, dan orang yang terbatas rezekinya, hen- 
daklah memberi nafkah dari harta yang diberi- 
kan Allah kepadanya. Allah tidak membebani 
seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan 
memberikan kelapangan setelah kesempitan.” 
(ath-Thalaag: 7) 


Adapun maksimal kafarat wajib yang ha- 
rus dikeluarkan adalah dua mud tiap orang 
miskin, yaitu sama dengan kafarat adza sebab 
memotong rambut dan kuku dalam pelaksa- 
naan ibadah haji. Minimal harta yang dike- 
luarkan adalah satu mud dalam kasus seperti 
kafarat zhihar. Karena itu, ulama Syafi'iyyah 
mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan 
satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang 
ekonomi sedang satu setengah. 

Akan tetapi, menurut saya pendapat yang 
rajih adalah pendapat mayoritas ulama. Da- 
lilnya ucapan Imam Adzra'i asy-Syafi'i, “Aku 
tidak mengenal ataupun mendengar dari 
ulama-ulama salaf bahwa penentuan nafkah 
makanan adalah dengan ukuran mud. Andai 
tidak menjaga adab, niscaya aku berkata, 'Yang 
benar adalah pembagian nafkah itu dengan 
cara yang baik sesuai dengan petunjuk.” 

Adapun lauk, menurut Syafi'iyyah hukum- 
nya wajib sesuai adat dan kebiasaan yang ber- 
laku pada umumnya seperti minyak, samin, 
mentega, kurma, dan cuka serta buah-buahan 
jika memang sudah terbiasa. Adapun lauk da- 
ging itu berdasarkan kemampuan suami dan 
adat masyarakat serta ketentuan hakim. 


e Ekonomi seseorang untuk acuan 
penentuan nafkah makanan 


Para ulama terbagi menjadi dua kelompok 
dalam menentukan jumlah nafkah makanan: 
a. Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat 

bahwa nafkah makanan itu ditentukan 
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berdasarkan ekonomi suami istri, menja- 
ga kedudukan istri dan ekonomi negara 
karena Allah SWT berfirman yang artinya, 


“Hendaklah orang yang mampu mem- 
beri nafkah menurut kemampuannya dan 
orang yang disempitkan rezekinya hendak- 
lah memberi nafkah dari harta yang dibe- 
rikan Allah kepadanya. Allah tidak memi- 
kulkan beban kepada seseorang melainkan 
sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. 
Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan.” (ath-Thalaag: 7) 


dan juga, karena hadits Rasulullah saw. 
mengenai aduan Hindun yang berbunyi, 
“Ambillah harta yang mencukupimu” Hal 
itu menurut Hanabilah dimulai dari akad 
nikah. Pengambilan hukum dengan meli- 
hat kondisi ekonomi suami istri berdasar- 
kan dalil-dalil yang ada dan untuk menjaga 
keduanya. Ayat di atas menjaga haknya 
lelaki, sedangkan hadits menjaga haknya 
istri. Artinya, jika keduanya kaya maka yang 
wajib dikeluarkan adalah nafkah orang ka- 
ya, jika miskin maka nafkah miskin, dan 
jika sedang-sedang saja maka yang dike- 
luarkan juga nafkah pertengahan. 

Ulama Malikiyyah berkata, “Nafkah 

pertengahan di Andalus adalah satu rithl 
setengah tiap hari, baik berupa gandum, 
sya'ir, atau jagung sesuai dengan kemam- 
puan.” 
Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah ber- 
pendapat bahwa nafkah makanan diten- 
tukan dari keadaan ekonomi suami ber- 
dasarkan ayat yang artinya, 


“Hendaklah orang yang mampu mem- 
beri nafkah menurut kemampuannya dan 
orang yang disempitkan rezekinya hen- 
daklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 
memikulkan beban kepada seseorang me- 
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lainkan sekadar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.” (ath- 
Thalaag: 7) 


Rasulullah saw. bersabda, “Berilah mereka 
(istri-istri) makan dengan makanan yang 
kalian makan, berilah mereka pakaian 
yang layak. Janganlah kalian memukul 
mereka dan janganlah mencaci mereka." 
Kata ma'ruf dalam hadits tentang Hin- 
dun yang artinya berbuat baik maksud- 
nya adalah menentukan hal wajib untuk 
suami. 

Pendapat inilah yang menurut saya 
lebih rajih karena selain lentur dan adil, 
juga sesuai dengan ayat secara jelas. Ini 
pulalah yang diambil oleh undang-undang 
negara Syria dan Mesir. Dari sini seorang 
hakim berhak mengubah jumlah nafkah 
bergantung ekonomi suami. 


b) Masa Pemberian Nafkah Makan 

Pemberian nafkah makan menurut Mali- 
kiyyah dan Hanafiyyah"? disesuaikan dengan 
keadaan ekonomi suami, baik harian, ming- 
guan, bulanan, maupun tahunan. Pekerja ka- 
sar mungkin nafkahnya diberikan harian atau 
mingguan. Pegawai mungkin lebih mudah 
menggunakan hitungan bulanan, sedangkan 
orang-orang kaya mungkin mampu menggu- 
nakan hitungan tahunan. Untuk nafkah yang 
diberikan harian maka diberikannya pada so- 
re hari untuk nafkah besok. Atau pada akhir 
minggu bagi yang nafkahnya diberikan ming- 
guan, atau pada awal atau akhir bulan sesuai 
dengan gaji yang diterima. Bisa juga tiap tahun 
bagi orang kaya. 


147 HR Abu Dawud (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 322). 
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Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpen- 
dapat bahwa nafkah makanan yang diberi- 
kan harian diberikan pada pagi hari setelah 
terbitnya mentari, karena itulah waktu mem- 
butuhkan. Akan tetapi jika suami istri sudah 
sepakat akan waktu pemberian nafkah maka 
boleh diberikan sesuai kesepakatan. 


2) Pakaian 

Para ulama sepakat'? bahwa suami ber- 
kewajiban memberikan pakaian untuk istrinya 
sebagai bagian dari nafkah wajib karena Allah 
SWT berfirman dalam Al-Our'an yang artinya, 


“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
ingin menyusuisecara sempurna. Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut. Seseorang tidak di- 
bebani lebih dari kesanggupannya...” (al-Ba- 
garah: 233) 


Rasulullah saw. bersabda, “Pakaian dan 
rezeki mereka menjadi tanggung jawab kalian." 
Beliau juga berkata kepada Hindun, “Ambil- 
lah harta suamimu secukupnya untuk dirimu 
dan anakmu dengan cara yang baik. Standar 
pakaian yang digunakan adalah sesuai dengan 
umumnya yang dipakai oleh masyarakat. 

Standar pakaian telah ditentukan oleh 
para ulama hingga ulama Syafi'iyyah sesuai 
dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuan- 
nya bukan dengan syara, namun dengan ijti- 
had hakim sesuai dengan kecukupan keluarga. 
Jika keluarganya kaya maka pakaiannya dari 
bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi 
keluarga miskin maka kainnya yang kasar. 


148  Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 894, asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 738. 
149 Al-Badaa'i, Vol. 4, hlm. 23: ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 893: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 222: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 
429, al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 568: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 738: al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 162, Kasysyaaful Ginaa', Vol. 


5, hlm. 534, al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 572. 
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Yang ekonominya sedang juga sesuai dengan 
kesanggupannya. 

Batas minimal nafkah pakaian wajib ada- 
lah gamish, yaitu sepotong pakaian yang dapat 
menutup seluruh badan. Lantas celana, yaitu 
kain yang menutupi bagian bawah anggota 
badan dan menutup aurat. Kemudian keru- 
dung, yaitu kain yang menutup kepala. Kemu- 
dian sandal atau sepatu, atau sejenisnya. 

Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, naf- 
kah pakaian itu diberikan tiap awal tahun de- 
ngan cara diserahkan dan tidak ada kewajib- 
an mengganti jika pakaian itu dicuri ataupun 
rusak. 

Menurut Syafi'iyyah dan Hanafiyyah, naf- 
kah pakaian itu diberikan tiap enam bulan 
sekali karena umumnya pakaian itu rusak 
setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah 
rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib 
bagi suami untuk menggantinya, sebagaimana 
tidak wajib mengganti makanan yang sudah 
habis sebelum habisnya hari. 


3) Tempat Tinggal 

Seorang istri berhak mendapatkan tem- 
pat tinggal yang layak, baik dengan mem- 
beli ataupun menyewa karena Allah SWT 
bersabda, 


“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma- 
na kamu bertempat tinggal menurut kemam- 
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka....” 
(ath-Thalaag: 6) 


Artinya, sesuai kemampuan ekonomi ka- 
lian. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, 


“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak 
halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan 
jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka karena hendak mengambil kembali 
sebagian dari apa yang telah kamu berikan ke- 
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padanya, kecuali apabila mereka melakukan 
perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah de- 
ngan mereka menurut cara yang patut. Jika 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabar- 
lah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai 
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan 
yang banyak padanya.” (an-Nisaa': 19) 


Menyediakan tempat tinggal yang layak 
termasuk bagian dari berbuat baik terhadap 
istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting 
karena digunakan sebagai tempat menyimpan 
harta dan berlindung dari pandangan mata 
orang lain. Menurut Syafi'iyyah, yang wajib 
dalam menyediakan tempat tinggal adalah 
segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya. 
Adapun sesuatu yang gampang rusak, seperti 
makanan maka harus dimiliki. 

Sandang, pangan, dan papan yang terma- 
suk nafkah wajib atas suami dipenuhi sesuai 
dengan kadar kemampuan suami istri karena 
Allah SWT berfirman, 


“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma- 
na kamu bertempat tinggal menurut kemam- 
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...” 
(ath-Thalaag: 6) 


Karena itu, dalam hal tempat tinggal harus 
memenuhi kriteria berikut. 

1. Tempat tinggal itu sesuai dengan ekonomi 
suami karena Allah berfirman “...menurut 
kemampuanmu...” (ath-Thalaag: 6) 

2. Tempat tinggal harus milik sendiri, tidak 
ada keluarga suami yang ikut menempa- 
tinya, kecuali atas permintaan istri. Syarat 
ini menurut Hanafiyyah karena tempat 
tinggal termasuk kebutuhan istri sehingga 
hukumnya wajib sebagai nafkah, dan Allah 
sendiri telah mewajibkan tempat tinggal 
beriringan dengan nafkah. Nafkah tempat 
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tinggal menjadi hak istri, jadi suami tidak 
berhak menempatkan orang lain selain 
istrinya karena bisa menyebabkan istri 
tidak merasa tenteram. Selain itu, rumah 
yang dihuni lebih dari satu keluarga dapat 
mengganggu hubungan intim suami istri, 
dan juga khawatir akan keamanan harta 
yang mereka miliki. Batas minimal tem- 
pat tinggal menurut Malikiyyah dan ula- 
ma lainnya adalah satu kamar tersendiri, 
dengan syarat yang ditentukan oleh Mali- 
kiyyah dan sebagaian Hanafiyyah, yaitu 
dengan tidak ada kamar lain dalam satu 
tingkat untuk istri kedua, karena penem- 
patan seperti itu menyebabkan sakit hati. 

Jika suami memiliki kerabat maka me- 
nurut Hanafiyyah, ia boleh menempatkan 
istrinya bersama mereka, kecuali jika ke- 
rabat itu menyakiti istrinya baik dengan 
perkataan maupun dengan perbuatan. 

Ulama Malikiyyah membedakan antara 
istri yang harkatnya tinggi dan istri yang 
biasa. Jika istri termasuk wanita yang 
harkatnya tinggi maka ia berhak menolak 
untuk tinggal bersama kerabat suaminya, 
meskipun kedua orang tua suami. Karena, 
hal itu dapat menyebabkan istri tidak be- 
bas mengatur urusan pribadinya, kecuali 
jika saat akad nikah, suami mensyaratkan 
pada istri agar tinggal bersama kerabat. 
Kalau memang syarat tersebut sudah 
disetujui maka istri tidak boleh menolak, 
kecuali jika terjadi penganiayaan dari ke- 
rabat suami, atau mereka berlaku tidak 
sopan terhadapnya. 

Adapun istri yang biasa maka suami 
berhak menempatkannya bersama kera- 
batnya dalam satu rumah, kecuali jika 
waktu akad, istri mensyaratkan agar tidak 
ditempatkan bersama kerabat suami, atau 
istri teraniaya. 


Ta 
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Menurut Hanafiyyah, seorang istri ha- 
nya boleh tinggal bersama suami, tidak 
boleh tinggal bersama kerabat lain mes- 
kipun masih kecil, kecuali jika suami me- 
relakannya. Akan tetapi, Malikiyyah mem- 
bolehkan hal itu asalkan yang tinggal ber- 
sama istri itu kerabat yang masih kecil dan 
tidak memiliki hadhinah selainnya, dan 
suami mengetahui hal itu sebelum akad ni- 
kah. Atau, tidak tahu tetapi si anak tidak 
memiliki hadhinah selain istri tersebut. 

Jika rumah yang ditempati itu di dae- 
rah terpencil, jauh dari penduduk dan me- 
nakutkan, atau rumah itu besar dengan 
tembok yang tinggi, sunyi, dan jauh dari 
keramaian maka suami harus mencarikan 
teman untuk istrinya agar tidak merasa 
khawatir. Pendapat ini dari madzhab Ha- 
nafiyyah dan Hanabilah. 

3. Tempat tinggal itu menurut mayoritas 
ulama selain Malikiyyah syaratnya harus 
lengkap dengan perabot dan keperluan 
rumah tangga seperti tempat tidur, kasur, 
bantal, selimut, perabot dapur, sendok, 
garpu, piring, periuk, teko, gelas, dan per- 
lengkapan lainnya yang dibutuhkan, ter- 
masuk lampu, alat pencuci, dan lain-lain. 
Semua itu perlu karena ma'isyah tidak 
sempurna tanpa barang-barang tersebut. 


Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pi- 
hak yang mewajibkan istri menyediakan alat 
dan perabot rumah tangga termasuk dalam 
hitungan mahar yang dibayarkan sebelum 
dukhul maka suami tidak dibebani untuk me- 
lengkapi rumah, namun itu tugas istri. 

Para ulama sepakat bahwa rumah untuk 
istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian 
yang wajib ada seperti kamar kecil, dapur, dan 
lain-lain. Bagian-bagian rumah atau alat-alat 
tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika 
suami termasuk orang miskin, atau termasuk 
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orang yang tinggal di satu kamar dalam rumah 
besar yang banyak kamar dan penghuninya, 
namun dengan syarat tetangga sebelah ter- 
masuk orang baik-baik. 


4) Nafkah Pembantu Jika Istri 
Membutuhkannya 


Para ulama sepakat!” bahwa seorang istri 
wajib mendapatkan nafkah untuk pembantu 
jika suami kaya dan sang istri sudah biasa di- 
layani waktu masih tinggal bersama ayahnya. 
Atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu 
dilayani, atau memang istri sedang sakit. 
Penyediaan nafkah pembantu ini termasuk 
perbuatan baik bagi suami, juga karena kebu- 
tuhan istri memang dalam tanggungannya. 
Allah SWT berfirman dalam Al-Gur'an yang 
artinya, “..dan perlakukanlah istri kalian 
dengan cara yang baik dan patut." (an-Nisaa': 
19) jika suami kaya memang sudah sepa- 
tutnya menyediakan pembantu untuk istri. 

Akan tetapi, menurut mayoritas ulama 
(Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'i, dan Ahmad) 
tidak wajib hukumnya memberikan pemban- 
tu lebih dari satu, karena seorang pembantu 
sudah cukup untuk membantu istri. Adapun 
jika pembantunya lebih dari satu maka itu ter- 
masuk kebaikan dari suami. 

Abu Yusuf dan Abu Tsaur berkata, “Nafkah 
wajib untuk dua pembantu karena istri mem- 
butuhkan pembantu dalam rumah dan pem- 
bantu di luar rumah.” 

Pendapat ini sesuai dengan pendapat 
Malikiyyah dalam gaul masyhurnya, yaitu se- 
orang suami wajib memberikan pembantu 
lebih dari satu untuk istrinya jika memang 
patut. Dan jika terjadi perselisihan dengan 
suami maka pembantu istri ikut membantu 
memecahkannya, kecuali jika pembantu itu 
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tidak dapat dipercaya atau dapat membaha- 
yakan dunia dan agama suami. 

Pembantu dalam hal ini adalah seseorang 
yang boleh melihat wanita yang dilayaninya. 
Seorang pembantu itu tugasnya melayani se- 
hingga ia selalu melihat dan dekat dengan 
orang yang dilayaninya. Karena itu, ia harus 
seorang wanita atau lelaki yang masih sauda- 
ra mahram dengan orang yang dilayaninya. 
Dalam gaul shahih madzhab Hanabilah dise- 
butkan bahwa seorang pembantu itu boleh 
dari kalangan Ahlul Kitab, karena layanan 
mereka itu terhitung boleh, dan menurut me- 
reka Ahlul Kitab boleh melihat. 

Biaya untuk pembantu, baik pakaian mau- 
pun makanan sama seperti nafkah untuk istri 
yang suaminya miskin menurut Hanabilah. 
Hanya, majikan tidak wajib memberinya si- 
sir, minyak rambut, dan keperluan sejenisnya 
yang tujuannya untuk berhias. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa 
nafkah pembantu perempuan itu sama seperti 
nafkah untuk istri. Jenis makanan untuknya 
juga sama dengan jenis makanan untuk istri, 
yaitu satu mud untuk suami yang susah dan 
menengah menurut gaul yang shahih, dan 
satu mud sepertiga untuk suami yang kaya. 
Pembantu tersebut juga berhak mendapatkan 
lauk dan pakaian yang layak untuknya menu- 
rut pendapat yang shahih. Hanya, ia tidak ber- 
hak mendapatkan peralatan untuk member- 
sihkan, kecuali jika rumah terlalu kotor dan 
banyak kutunya. 

Adapun jika suaminya miskin maka ia 
tidak berkewajiban mendatangkan seorang 
pembantu untuk istrinya, tidak pula menaf- 
kahinya karena pembantu bukanlah sesuatu 
yang pokok. Dan sang istri harus mengerjakan 
tugasnya sendirian sesuai kemampuan. 


150 AJ-Badaa'i', Vol. 4, hlm. 24: Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 327-329, ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, him. 901: Bidaayatul Mujtahid, Vol. 2, 
hlm. 54, asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 734, Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 432, al-Muhadzdzah, Vol. 2, hlm. 162: al-Mughnii, Vol. 
7, hlm. 569: Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 234: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 537. 
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5) Alat-Alat Pembersih dan Perabot Rumah 

Para ulama sepakat!5! akan wajibnya upah 
baby sitter dan alat-alat pembersih, namun 
mereka masih berbeda pendapat mengenai 
peralatan kecantikan dan perhiasan atau pe- 
rabot rumah. Ulama Hanafiyyah berpendapat 
bahwa seorang suami wajib menyediakan alat 
giling, roti, alat minum, alat masak, dan pera- 
bot rumah lainnya seperti ketel, periuk, sen- 
dok, alat penggiling, alat pembersih atau untuk 
mencuci perabot, sabun, minyak, dan perabot 
lainnya yang dibutuhkan secara umum. Suami 
juga harus menyediakan sepatu buat istrinya, 
juga barang atau alat untuk mencuci pakai- 
an dan tubuhnya. Adapun upah untuk baby 
sitter maka hukumnya wajib bagi orang yang 
menyuruh, baik itu istri maupun suami. Ada- 
pun jika baby sitter itu datang tanpa dipanggil 
maka yang wajib membayarnya adalah suami, 
karena hal itu termasuk bagian dari ongkos 
sanggama. Tetapi, ulama lain berpendapat 
bahwa itu wajib atas istri karena sebagai ganti 
upah dokter. Akan tetapi, upah dokter sendiri 
sebenarnya wajib atas suami setelah haidh 
dan bau yang tidak sedap. Adapun pewarna 
kuku atau alis dan celak maka hukumnya ti- 
dak wajib atas suami. Suami juga tidak wajib 
menyediakan buah, kopi, dan rokok untuk 
istrinya. 

Ulama Malikiyyah berkata, “Suami wajib 
menyediakan alat-alat pembersih sesuai taraf 
ekonominya. Selain itu, suami juga harus me- 
nyediakan air minum, alat pencuci, dan minyak 
untuk istri, juga kayu bakar atau penggantinya, 
bawang, garam, dan kebutuhan dapur lainnya. 
Juga, membeli daging tiap minggu jika mam- 
pu, namun jika suaminya miskin maka semua 
bergantung kemampuan.” 


Ca 
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Suami juga wajib membayar upah baby 
sitter karena masih berkaitan dengan peng- 
urusan anak. Selain itu, suami juga menang- 
gung segala keperluan anak, mulai dari seli- 
mut, baju musim panas dan musim dingin, alas 
tidur, dan keperluan lainnya. Dalam hal ini, is- 
tri tidak boleh menjual barang-barang untuk 
anaknya kecuali setelah lewat empat tahun. 
Suami juga tidak wajib mengganti semua ba- 
rang yang dibeli untuk anaknya jika rusak ke- 
cuali selimut dan alas tidur, karena keduanya 
termasuk kebutuhan pokok. 

Suami juga wajib menyediakan alat-alat 
berhias yang penting untuk istri seperti celak, 
minyak, dan sejenisnya jika memang sudah 
terbiasa memakainya. Akan tetapi, alat-alat 
berhias yang kurang perlu tidak wajib bagi 
suami untuk menyediakannya, seperti sisir 
dan lain-lain. 

Para ulama Syafi'iyyah menetapkan bah- 
wa alat-alat pembersih seperti sisir, minyak, 
sapu, sabun, air untuk mandi dari junub dan 
nifas—tidak karena haid dan mimpi basah 
menurut yang ashah—hukumnya wajib atas 
suami. Demikian juga peralatan makan minum 
dan peralatan dapur termasuk blender dan 
sejenisnya. Suami juga harus menyediakan per- 
lengkapan lain, mulai dari kasur, selimut, ban- 
tal, kursi duduk. Akan tetapi, untuk alat-alat 
kosmetik hukumnya tidak wajib bagi suami, 
kecuali ia menginginkan istrinya memakai- 
nya. Adapun untuk minyak wangi hukumnya 
wajib, jika tujuannya memang untuk meng- 
hilangkan bau yang kurang sedap. 

Ulama Hanabilah menetapkan bahwa 
suami wajib memenuhi kebutuhan istri yang 
semisal sisir, minyak rambut, sabun cuci, sa- 
bun mandi, air minum, air untuk mandi, baik 
dari haidh, nifas, junub, dan lain-lain. Suami 
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juga harus menyediakan perangkat kosme- 
tik jika ia meminta istri untuk tampil cantik, 
namun jika ia tidak meminta istri berdan- 
dan maka hal itu tidak wajib baginya. Suami 
juga harus menyiapkan minyak wangi untuk 
menghilangkan bau badan yang tidak sedap, 
baik karena keringat, selepas haid, atau karena 
lainnya. 
Seorang suami bertanggung jawab me- 
nyediakan alat-alat atau barang-barang yang 
diperlukan untuk tidur mulai dari kasur, seli- 
mut, bantal, dan sejenisnya yang memang 
umum dipakai untuk tidur. Kursi tempat duduk 
juga menjadi tanggung jawab suami untuk me- 
nyediakannya, termasuk juga perabot dapur. 


6« Hukum Peradilan Mengenai Nafkah 
dan Perubahannya 
Nafkah untuk istri hukumnya wajib me- 

nurut agama meskipun masanya lama. Namun, 
undang-undang negara Syria menolak hukum 
nafkah lebih dari empat bulan karena untuk 
memudahkan suami. Pernyataan ini ditetap- 
kan dalam undang-undang pasal 78 yang ber- 
bunyi: 

1. Seorang istri ditetapkan mendapatkan 
nafkah dari hari atau tanggal suami me- 
nolak memberi nafkah wajib. 

2. Nafkah tidak dapat ditetapkan lebih dari 
empat bulan di muka sebagai pengakuan. 


Adapun menurut ulama Hanafiyyah,!?? se- 
orang istri tidak berhak mendapatkan nafkah 
untuk masa yang telah lewat kecuali dengan 
ketentuan hakim atau saling ridha. Karena, 
nafkah menurut meraka adalah penyambung, 
bukan pengganti sehingga tidak wajib kecuali 
dengan ketentuan yang sah, seperti juga hibah 
yang tidak sah jika belum diserahkan. 

Mengubah nafkah yang sudah ditentukan 
hukumnya boleh dalam dua hal: 
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Pertama, kondisi ekonomi suami berubah 
dari susah menjadi senang, karena nafkah bi- 
sa berubah bergantung kondisi ekonomi sese- 
orang. 

Kedua, berubahnya harga-harga barang 
dan kebutuhan, baik dari murah menjadi kaya 
maupun sebaliknya. Nafkah bisa saja berubah 
jika ada kejadian atau peristiwa tertentu yang 
berdampak luas, seperti terjadi perang, pa- 
ceklik, bencana alam, dan lain-lain. Jika tidak 
ada kejadian atau alasan kuat yang berdam- 
pak luas maka tidak dibenarkan mengajukan 
perubahan nominal nafkah, baik pengurangan 
maupun penambahan sebelum enam bulan 
dari mulai wajibnya nafkah. Ketentuan ini di- 
ambil dari kebiasaan yang memang umumnya 
perubahan harga barang itu dampaknya tidak 
tampak kecuali setelah enam bulan. 

Berikut ini bunyi pasal 77 undang-undang 
negara Syria: 

“Boleh hukumnya mengajukan penam- 
bahan atau pengurangan nominal nafkah jika 
ekonomi suami juga berubah atau harga ke- 
butuhan berubah.” 

Pengajuan penambahan atau pengurang- 
an nafkah wajib tidak diterima sebelum lewat 
enam bulan dari diwajibkannya, kecuali ada 
keadaan mendesak yang tergolong penge- 
cualian. 


6» Bagaimana Cara Hakim Menentukan 

Nominal Nafkah? 

Seorang hakim dapat menentukan nomi- 
nal nafkah seorang istri dengan mengacu pada 
kebutuhan istri, beban biaya hidup, dan harga 
sembako yang tentunya melalui bantuan para 
ahli di bidang tersebut. Pendapat inilah yang 
tercantum dalam pasal 81 undang-undang 
Negara Syria. 

Cara hakim menentukan nafkah seorang 
istri haruslah bersandar pada sebab-sebab 
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yang jelas dan juga harus meminta pertim- 

bangan pada para pakar di bidangnya. 

« Meminta Pinjaman di Tengah 
Pengakuan Nafkah 
Jika terjadi kasus dalam masalah nafkah, 

seorang hakim boleh menyuruh suami untuk 

meminjami sejumlah uang kepada istrinya, 
namun tidak sampai sejumlah nafkah satu 

bulan dan bisa diperpanjang. Hal ini telah di- 

tetapkan dalam pasal 82 undang-undang ne- 

gara Syria yang berbunyi: 

1. Di tengah pengakuan nafkah, seorang 
hakim berhak menyuruh suami untuk 
meminjami sejumlah uang kepada istri, 
namun nominalnya tidak mencapai no- 
minal nafkah satu bulan dan itu bisa diper- 
panjang. 

2. Hukum ini bisa langsung dilaksanakan 
sebagai hukum baku. 


d. Hukum-Hukum Nafkah Istri 

Banyak sekali hukum-hukum yang ber- 
kaitan dengan nafkah istri, namun yang ter- 
penting adalah hukum-hukum berikut ini. 


1) Hukum Menolak Memberikan Nafkah 
Jika seorang suami menolak memberikan 

nafkah kepada istrinya setelah ia wajibkan 

sendiri atau diwajibkan oleh hakim, menurut 

Hanafiyyah hukumnya dapat diperinci sebagai 

berikut. 

a. Jika suami yang menolak memberi naf- 
kah pada istrinya itu kaya dan punya ben- 
da berharga yang layak jual maka hakim 
berhak menjualnya dengan paksa untuk 
kemudian hasilnya diberikan kepada istri 
sebagai nafkah. Akan tetapi, jika tidak 
ada benda berharga yang bisa dijual, na- 
mun suami itu kaya maka hakim berhak 
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menahan atau memenjarakan suami ber- 
dasarkan gugatan istri”? karena Rasu- 
lullah saw. bersabda, 


“Membiarkan hukum yang seharusnya 
dilaksanakan terhadap orang kaya (mam- 
pu) adalah suatu kezhaliman. Dan yang 
berhak boleh meminta orang tersebut un- 
tuk diadili atau dipenjara.” 


Orang kaya tersebut tetap mendekam 
dalam penjara selama ia belum memba- 
yar nafkah yang menjadi kewajibannya. 
Akan tetapi jika hal tersebut memang ti- 
dak mampu membayar maka hakim bo- 
leh memberikan keringanan sebagaimana 
firman Allah SWT dalam Al-9ur'an yang 
artinya, 


“Dan jika (orang berutang itu) dalam 
kesulitan, maka berilah tenggang waktu 
sampai dia memperoleh kelapangan. Dan 
jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui.” (al-Baga- 
rah: 280) 


b. Adapunjika suami termasuk orang miskin 
maka ia tidak dipenjara meskipun tidak 
memberi nafkah wajib pada istri karena 
ia tidak dianggap berbuat zhalim, dan lagi 
tidak ada manfaatnya menahan orang itu. 


2) Jika Suami Kesulitan Memberi Nafkah 

Ada beberapa pendapat ulama yang 
berkaitan dengan hal di atas. 

Mayoritas ulama selain Malikiyyah ber- 
pendapat bahwa nafkah wajib atas suami ti- 
dak gugur meskipun ekonominya sedang sulit. 
Nafkah itu menjadi tanggungan utangnya yang 
harus dibayar jika sudah mampu, karena Allah 
SWT berfirman yang artinya, 
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“Dan jika (orang berutang itu) dalam ke- 
sulitan, maka berilah tenggang waktu sampai 
dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu 
menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika ka- 
mu mengetahui.” (al-Bagarah: 280) 


Artinya, menurut pendapat Hanafiyyah, 
jika ekonomi suami sedang sulit maka ha- 
kim boleh memberi izin kepada istri untuk 
mencari pinjaman, meskipun suami menolak. 
Manfaat izin berutang adalah agar orang yang 
diutangi itu bisa menagih pada suami atau 
istri yang berutang tadi. Dan nafkah yang di- 
utang tadi tidak gugur dengan wafatnya salah 
satu dari keduanya. Wajib hukumnya memin- 
jami utang untuk istri atas orang yang wajib 
memberinya nafkah. Dan jika menolak maka 
hakim berhak memenjarakannya setelah di- 
beri peringatan. 

Ulama Hanafiyyah tidak membedakan hu- 
kum antara suami istri dengan alasan miskin 
atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah 
itu menjadi utang dengan ketetapan hakim. 
Nafkah itu harus dibayar pada waktu men- 
datang jika mampu. 

Adapun menurut Syafi'iyyah dan Hanabi- 
lah, jika suami tidak mampu memberi nafkah 
maka istri berhak untuk meminta cerai. Tetapi, 
istri tidak boleh meminta cerai jika suami ma- 
sih mampu memberi nafkah di atas standar 
nafkah orang miskin karena penambahan naf- 
kah gugur dengan keadaannya yang miskin. 
Dalil bolehnya meminta cerai adalah sebuah 
hadits riwayat Abu Hurairah r-a., bahwa Nabi 
saw. pernah bersabda ketika ada seorang suami 
yang tidak mampu memberi nafkah kepada is- 
trinya, “Pisahkan keduanya?” Dan juga, hadits 
riwayat Abu Hurairah dalam Sunan an-Nasa'i, 
“Mulailah memberikan nafkah kepada orang 
yang ada dalam tanggung jawabmu." Salah se- 
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orang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, siapa- 
kah orang yang ada dalam tanggungan saya?” 
Beliau menjawab, “Istrimu berkata, Berilah aku 
makan, jika tidak maka ceraikanlah aku.” Suami 
yang tidak mampu memberikan nafkah kepada 
istrinya maka penentuan hukum cerainya di- 
tangani oleh hakim sebagaimana penentuan 
hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat 
dan dikebiri. Bahkan, dalam hal nafkah lebih 
layak karena lebih dibutuhkan. Jika seorang 
istri boleh meminta cerai karena suaminya 
tidak mampu menafkahi kebutuhan biologis- 
nya atau tidak mampu melakukan hubungan 
intim—padahal mudharatnya lebih kecil—ma- 
ka meminta cerai karena suami tidak mampu 
memenuhi kebutuhan makan lebih aula karena 
mudharatnya lebih besar. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
kewajiban suami memberi nafkah menjadi 
gugur jika ia dalam keadaan miskin atau ti- 
dak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu 
tidak menjadi utang yang harus dibayar jika 
sudah mampu. Istri juga tidak boleh meminta 
nafkahnya yang belum diberikan selama ma- 
sa susah, karena Allah SWT berfirman, 


“. Allah tidak membebani seseorang me- 
lainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan 
Allah kepadanya. Allah kelak akan memberi- 
kan kelapangan setelah kesempitan.” (ath-Tha- 
laag: 7) 


Orang yang kesusahan tidak mampu 
memberi nafkah pada istrinya maka kewajib- 
annya gugur. Namun jika ekonominya sudah 
membaik maka ia tetap berkewajiban mem- 
beri nafkah kepada istrinya. . 

Kebijakan undang-undang: undang- 
undang negara Mesir pasal 213 menetapkan 
bahwa jika suami menolak memberi nafkah 
kepada istrinya maka pengadilan berhak me- 
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menjarakannya, namun tidak boleh lebih dari 

dua puluh hari. Setelah itu ia boleh dilepaskan 

jika ia menjalankan kewajibannya atau men- 
datangkan penanggung jawab yang mampu. 

Pasal 80 undang-undang Negara Syria 
menetapkan dua ayat berikut. 

1. Jika seorang istri telah ditetapkan men- 
dapatkan nafkah dari suaminya, namun 
sang suami tidak mampu memberikan naf- 
kah tersebut maka kerabat lain juga wajib 
memberi nafkah kepadanya secukupnya, 
dan ia boleh atau berhak meminta nafkah 
itu kembali kepada suaminya. 

2. Jika suami mengizinkan istri untuk meng- 
ambil pinjaman dari orang lain yang tidak 
berkewajiban memberinya nafkah maka 
orang tersebut bebas menagih kepada sia- 
pa saja, baik istri maupun suaminya. 


Dua pasal di atas membedakan dua hal. 
Pertama, jika orang yang diperintah untuk 
memberikan nafkah pada istri itu masih ter- 
hitung kerabat dekat istri baik ayah, kakek, 
atau saudara maka ia boleh memintanya kem- 
bali kepada suami jika sudah kaya. Kedua, jika 
orang yang dipinjami itu bukan termasuk 
orang yang wajib memberi nafkah kepada 
istri maka orang yang meminjami bebas mau 
menagih utang itu kepada suami atau kepada 
istri. 


3) Nafkah Istri yang Ghaib 

Yang dimaksud ghaib di sini adalah sese- 
orang yang tidak mampu hadir di mahkamah 
untuk dimintai keterangan mengenai nafkah, 
baik dekat maupun jauh. Para ulama berbeda 
pendapat tentang wajibnya nafkah atas orang 
tersebut. 

Mayoritas ulama berpendapat wajibnya 
nafkah atas orang tersebut dari masa silam, 
meskipun tidak ditetapkan oleh hakim dan 
menjadi utang atas dirinya. Abu Hanifah ber- 
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pendapat bahwa orang tersebut tidak wajib 
memberi nafkah kecuali jika ada keputusan 
dari hakim. 

Dalil yang digunakan oleh mayoritas ula- 
ma adalah keputusan yang diambil oleh Umar 
mengenai kaum lelaki yang pergi mening- 
galkan istri mereka. Umar memberi pilihan 
antara memberi nafkah atau mencerai istri. 
Keputusan ini bersifat memaksa untuk cerai. 
Jika memang tidak mau memberi nafkah kare- 
na mudharat yang ditimbulkan karena sabar 
menunggu nafkah itu bisa dihilangkan dengan 
cerai maka wajib untuk cerai, agar tidak ter- 
kena mudharat. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah 
istri itu harus diberikan tiap hari, dan itu bisa 
gugur jika terlambat dan tidak diwajibkan 
oleh hakim seperti nafkah kerabat. Dan juga 
karena nafkah yang telah lewat sudah tidak 
dibutuhkan dengan lewatnya masa tersebut 
sehingga nafkahnya gugur seperti nafkahnya 
kerabat. 

Ulama Hanafiyyah berpendapat nafkah 
untuk seseorang yang tidak ada tidak digadha, 
kecuali nafkah untuk istri beserta anaknya 
yang tidak ada. Adapun selain itu, seperti naf- 
kah saudara lelaki, saudara perempuan, pa- 
man, dan bibi maka tidak digadha. 

Jika suami tidak ada dan istrinya memin- 
ta pada hakim agar mendapatkan nafkah, jika 
suami yang tidak ada itu mempunyai harta 
yang jelas tampak maka hakim berhak meng- 
ambilkan dari harta itu untuk nafkah, setelah 
istri itu bersumpah bahwa suaminya tidak 
memberinya nafkah. Sumpah ini tujuannya 
untuk menjaga kemaslahatan suami yang 
sedang tidak ada. Menurut Hanafiyyah dan 
Syafi'iyyah, nafkah itu dianggap sebagai kafil 
untuk menjaga kemaslahatan suami yang ti- 
dak ada, karena bisa jadi istri sudah dipenuhi 
nafkahnya atau ia sudah dicerai dan masa 
iddahnya sudah habis. 
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Menurut Malikiyyah, dalam kasus ini se- 
orang istri diminta untuk bersumpah bahwa 
dirinya masih berhak mendapatkan nafkah 
dari suaminya yang sedang tidak di tempat, 
dan ia tidak ditinggali harta untuk belanja, dan 
tidak juga mewakilkan pada seseorang un- 
tuk mengurus nafkahnya. Sumpah ini disebut 
sumpah istitsag. 

Jika suami tidak memiliki harta yang je- 
las maka menurut Hanafiyyah, seorang hakim 
tidak berhak memutuskan hukum cerai ke- 
padanya hanya karena suami tidak mampu 
memberi nafkah, karena hal ini tidaklah cukup 
untuk memisahkan keduanya baik suami ada 
maupun sedang tidak ada. 

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah ber- 
pendapat bahwa seorang hakim berhak men- 
ceraikan istri dari suami yang tidak mampu 
memberi nafkah, baik suami itu ada maupun 
sedang tidak ada. Hanya, ulama Malikiyyah 
berpendapat, jika suami belum lama pergi 
maka diusahakan untuk dihubungi agar pu- 
lang untuk memberi nafkah, mengirim nafkah, 
atau mencerai istrinya. Akan tetapi, jika su- 
dah lama tidak pulang, seperti sepuluh hari 
misalnya maka hakim berhak menceraikan 
mereka, jika suami tidak meninggalkan harta 
untuk istrinya, juga tidak mewakilkan pada 
orang lain untuk mengurus nafkahnya. 

Para ulama sepakat!!8 bahwa jika seorang 
istri "menggunakan harta suaminya yang 
sedang tidak ada di rumah, namun kemudian 
ada berita bahwa suaminya sudah meninggal 
dunia sebelum harta itu dibelanjakan maka 
harta itu dianggap warisan, baik nafkah itu 
diambil sendiri maupun ditentukan oleh ha- 
kim. 
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4) Kapan Nafkah Dianggap Utangnya 
Suami? 


Kita tahu bahwa nafkah istri itu hukum- 
nya wajib sejak mulai akad nikah dan penye- 
rahan istri kepada suami. Ulama Malikiyyah 
mensyaratkan wajibnya nafkah istri sebelum 
di-dukhul adanya kesiapan atau ajakan istri 
atau wali istri untuk melakukan hubungan in- 
tim suami istri. 

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat 
mengenai kapan waktunya nafkah istri men- 
jadi utang bagi suami dan seberapa kuat tang- 
gungan utang tersebut. Dalam hal ini ada dua 
pendapat di kalangan ulama.!”7 
a. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa 

nafkah istri tidak akan menjadi utang bagi 
suami, kecuali dengan adanya keputusan 
dari pengadilan atau saling merelakan. 
Artinya, selama suami istri saling rela dan 
tidak ada ketetapan hukum dari hakim 
maka nafkah tidak akan menjadi utang. Jika 
kemudian istri menafkahi dirinya sendiri 
dengan hartanya sendiri atau dengan cara 
meminjam maka nafkah istri tetap tidak 
dianggap utang yang ditanggung suami, 
bahkah nafkah itu gugur karena lewatnya 
masa, kecuali kurang dari satu bulan maka 
nafkahnya tidak gugur. 

Jika pengadilan sudah memutuskan 
atau ada kerelaan dari suami istri maka 
nafkah yang beku itu tidak menjadi utang 
yang kuat sehingga tidak gugur kecuali 
dengan pelunasan atau pengesahan. 
Utang nafkah itu termasuk utang lemah 
yang dapat gugur pengesahan, pelunasan, 
nusyuz-nya istri, dan wafatnya salah satu 
dari suami istri. Utang nafkah itu tidak 
menjadi utang kuat kecuali jika suami atau 
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hakim memberi izin kepada istri untuk 
berutang dan dia benar-benar berutang. 

Alasan mereka, karena nafkah istri itu 
shillah (dari satu sisi adalah pemberian 
suami tanpa pamrih atau pengganti), dan 
dari satu sisi lain juga pemberian yang 
bertendensi atau sebagai pengganti. Yang 
dimaksud tidak ada pengganti adalah ka- 
rena manfaat pengekangan istri kembali 
kepada suami istri bukan hanya berman- 
faat bagi suami. Adapun yang dimaksud 
pemberian sebagai pengganti atau timbal 
balik, adalah karena nafkah itu sebagai 
ganti penahanan istri pada hak suaminya. 
Melihat kemiripannya dengan shillah ma- 
ka nafkah itu gugur dengan lewatnya ma- 
sa tanpa harus adanya pelunasan atau 
saling rela antar suami istri sebagaimana 
juga hukum nafkah kerabat. Namun, jika 
melihat kemiripannya dengan pengganti 
maka nafkah itu menjadi utang yang ha- 
rus dilunasi atau mendapat kerelaan. 

b. Mayoritas ulama berpendapat bahwa naf'- 
kah istri otomatis menjadi utang suami 
jika ia menolak memberikannya pada 
istri, dan utang nafkah itu tidak bisa se- 
lesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh 
istri seperti layaknya utang-utang pada 
umumnya. Tidak juga menjadi lunas de- 
ngan lewatnya masa tanpa pelunasan, 
tidak juga karena istri melakukan nusyuz, 
cerai, ataupun wafatnya salah satu dari 
keduanya. 

Alasan mereka adalah karena nafkah 
istri itu sebagai pengganti, bukan shillah 
atau pemberian tanpa meminta ganti. 
Nafkah itu oleh syariat sudah diwajib- 
kan atas suami sebagai pengganti pena- 
hanannya terhadap istri. Artinya jika me- 
mang itu sudah dianggap sebagai peng- 


158  Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 921. 
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ganti maka jika tidak dibayarkan akan 
menjadi utang. 


Undang-undang negara Syria dalam hal 
ini lebih memilih pendapat ulama Hanafiyyah. 
Pasal 79 dari undang-undang tersebut mene- 
gaskan bahwa nafkah wajib baik dibayar mau- 
pun mendapat kerelaan tidak gugur kecuali 
dengan pelunasan atau pengesahan. Akan 
tetapi, saya pribadi cenderung mengikuti pen- 
dapat mayoritas ulama dan pendapat ini digu- 
nakan oleh pengadilan Mesir sejak tahun 1920. 


5) Nafkah Istri dalam Masa Iddah 

Di atas sudah dijelaskan mengenai hak- 
hak istri yang kesimpulannya secara umum 
sebagai berikut: 

Para ulama sepakat bahwa istri yang dice- 
rai raji dan sedang hamil masih wajib diberi 
nafkah oleh suaminya karena masih terhitung 
sebagai istri, dan Allah SWT juga berfirman 
yang artinya, 


“. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah 


— ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah 


kepada mereka nafkahnya sampai mereka me- 
lahirkan kandungannya...” (ath-Thalaag: 6) 


Para ulama sepakat bahwa seorang suami 
tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang 
sedang dalam masa iddah wafat, atau iddah 
dari suami yang fasid, atau syubhat. Hanya, 
ulama Malikiyyah tetap mewajibkan tempat 
tinggal bagi istri yang dalam masa iddah wafat 
selama masa iddahnya jika memang tempat 
atau rumahnya itu milik suami, atau rumah 
sewaan tetapi sudah dibayar suami sebelum 
wafatnya. | 

Para ulama berbeda pendapat mengenai 
hukum nafkahnya istri yang sedang menjalani 
masa iddah karena cerai ba'in. Ulama Hana- 
fiyyah!58 tetap mewajibkan istri mendapatkan 
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tiga macam nafkah karena ia ditahan di sisi 
suami. Namun, ulama Hanabilah'? tidak me- 
wajibkannya karena Rasulullah saw. tidak 
memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi 
Fatimah binti Oaish yang sudah dicerai sama 
sekali. Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah!'” cen- 
derung mengambil jalan tengah dengan hanya 
mewajibkan nafkah tempat tinggal, karena 
Allah SWT berfirman yang artinya, 


“Tempatkanlah mereka (para istri) di ma- 
na kamu bertempat tinggal menurut kemam- 
puanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...” 
(ath-Thalaag: 6) 


a) Nafkah Anak yang Dikandung 

Ulama Malikiyyah!! mewajibkan nafkah 
anak yang dikandung atas ayahnya, dengan 
syarat janin tersebut bukan budak demikian 
juga sang ayah, dan si anak tersebut adalah 
darah daging ayahnya. Dengan demikian, jika 
anak yang dikandung itu seorang budak ma- 
ka tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak 
juga jika ayahnya seorang budak. Nafkah tidak 
wajib jika status anak yang dikandung masih 
diperdebatkan. Artinya, suami tidak mengakui 
anak tersebut sebagai darah dagingnya. 

Ada dua pendapat menurut ulama Sya- 
fiiyyah dan Hanabilah yang menyebabkan 
nafkah wanita hamil.!82 

Pendapat pertama, nafkah wajib untuk 
anak yang dikandung karena memang sudah 
haknya, dan nafkah ini gugur jika sudah pisah 
dari ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah 
tersebut memang untuk anak yang dikandung. 
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Pendapat kedua, nafkah wajib diberikan 
kepada ibu yang mengandung baik ekonomi 
sedang lapang maupun susah. Nafkah ini se- 
perti nafkah untuk istri yang menurut selain 
Hanafiyyah tidak gugur dengan lewatnya ma- 
sa, dan menyerupai nafkah untuk ibu ketika 
janinnya masih hidup. 
b) Undang-Undang Negara Syria 

Mengenai Nafkah pada Masa Iddah 

Terdapat dua pasal yang membahas ma- 
salah ini, yaitu pasal 83 dan pasal 84. 

Pasal 83 menegaskan bahwa seorang sua- 
mi tetap wajib memberikan nafkah kepada 
istrinya yang masih dalam masa iddah, baik 
karena cerai, pisah, maupun fasakh. 

Pasal 84 menegaskan bahwa nafkah wani- 
ta dalam masa iddah sama seperti nafkahnya 
istri, dan mulai ditetapkannya sejak masa id- 
dah, dan masa itu tidak lebih dari sembilan 
bulan. 

Pasal 83 di atas menegaskan wajibnya 
nafkah bagi wanita yang masih menjalani ma- 
sa iddah, apa pun alasan perpisahannya. 

Pasal 84 menjelaskan awal wajibnya naf- 
kah, yaitu dari mulainya iddah dan tidak lebih 
dari sembilan bulan agar tidak memberatkan 
suami, meskipun sudah kita ketahui bahwa 
masa iddahnya seorang wanita adalah satu ta- 
hun, sebagaimana dijelaskan pada pasal 121 
ayat 2. Karena itu, sudah seyogianya untuk 
membuat batasan maksimal iddah adalah satu 
tahun, bukan sembilan bulan. 


6) Tajiil Nafkah 

Jika seorang suami memberikan nafkah 
kepada istrinya secara ta'jiil (dimuka), namun 
kemudian istri melakukan suatu hal yang 


159  Ghaayatul Muntahaa, Vol. 3, hlm. 236, al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 606-611: Kasysyaaful Ginaa', Vol. 5, hlm. 538. 
160 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 740: al-Muhadzdzab wa Takmiilatul Majmuu' Vol. 17, hlm. 117, Haasyiyyah Bajuri, Vol. 2, hlm. 


178. 
161 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 743. 
162 AI-Mughnii, Vol. 7, hlm. 608. 








FIOIH ISLAM JILID 10 


menggugurkan nafkahnya, seperti melakukan 
nusyuz, atau meninggalnya salah satu dari sua- 
mi istri maka suami atau ahli warisnya tidak 
berhak meminta kembali nafkah yang sudah 
terlanjur dibayarkan secara ta'jiil tadi. Ini me- 
nurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf'? karena 
alasannya nafkah adalah penghubung atau 
pemberian, sedangkan dalam ikatan keluarga 
tidak boleh menarik kembali hibah yang sudah 
diberikan. 

Imam Muhammad dan ulama lain ber- 
pendapat bahwa sisa nafkah tajiil seperti ka- 
sus di atas boleh diminta kembali oleh suami 
sesuai dengan hitungan nafkah yang sudah 
diberikan, karena nafkah menurut mereka 
adalah sebagai pengganti dan upah penahan- 
an suami atas diri istrinya. Artinya, jika tidak 
terjadi penahanan pada sebagian masa ter- 
tentu maka istri tidak berhak mendapatkan 
nafkah pada masa tersebut. Jadi, nafkah untuk 
masa tersebut dikembalikan kepada suami. 
Pendapat ini menurut saya yang lebih rajih, 
karena pendapat yang rajih mengatakan bah- 
wa nafkah itu pengganti dan bukan penghu- 
bung, pemberian atau hibah. 


7) Pembebasan dari Nafkah 
Pembebasan nafkah bisa dilakukan dari 

nafkah yang sudah lewat atau nafkah yang 

akan datang.' 

a. Jika pembebasan dari nafkah yang sudah 
lewat: menurut Hanafiyyah, sah hukum- 
nya seorang istri membebaskan nafkah 
wajib atas suaminya dengan ketentuan 
hakim atau saling rela antar suami istri 
karena nafkah itu menjadi utang yang 
harus dilunasi oleh suami, dan hal itu 
boleh dibebaskan dengan saling rela. 


163 AJ-Badaa'i', Vol. 4, hlm. 38: Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 333. 
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Mayoritas ulama berpendapat bahwa 
sah hukumnya pembebasan nafkah oleh 
istri atas suaminya, baik ditetapkan oleh 
hakim, saling ridha, maupun tidak di- 
tetapkan oleh hakim. 

b. Adapun pembebasan nafkah untuk masa 
mendatang: para ulama sepakat bahwa 
hal itu hukumnya tidak sah karena nafkah 
belum dianggap wajib, jadi tidak sah hu- 
kumnya membebaskannya. Akan tetapi, 
ulama Hanafiyyah membolehkan hal itu 
dalam dua keadaan: 

Pertama, pembebasan dari masa yang 
sudah benar-benar dimulai, seperti mu- 
lainya nafkah dalam satu bulan, masuk 
satu tahun, namun tidak boleh lebih dari 
satu tahun, tidak juga belum masuk satu 
tahun karena sudah masuknya dalam hi- 
tungan wajib nafkah dengan masuknya 
awal perhitungan nafkah. 

Kedua, pembebasan dari nafkah iddah 
sebagai ganti khulu' atau cerai, karena 
dalam hal ini nafkah dianggap sebagai 
pengganti yang menjadi hak milik istri. 
Namun selain dalam khulu' dan cerai, ti- 
dak boleh ada pembebasan karena diang- 
gap pengguguran sesuatu yang belum di- 
wajibkan. 


8) Kompensasi dengan Utang Nafkah 

Jika suami mempunyai utang kepada is- 
trinya dengan jumlah nominal tertentu maka 
apakah utang itu gugur dengan kompensasi 
utang nafkah? 

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa 
jika utang nafkah itu kuat (yaitu yang ditetap- 
kan oleh hakim atau keputusan saling ridha) 
maka boleh hukumnya bagi salah seorang dari 
suami istri untuk meminta kompensasi, dan 


164 Al-Badaa'i', Vol. 4, hlm. 16: ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 899: al-Mughnii, Vol. 7, him. 610, al-Ahwaalusy Syakhshiyyah, hlm. 
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yang lain tidak boleh menolak kompensasi itu 
karena sama kuatnya dua utang tersebut. Ada- 
pun jika utang nafkah tidak diutang atas perin- 
tah hakim atau atas kerelaan suami, utang itu 
termasuk utang lemah. Dan sah hukumnya 
dimintakan kompensasi jika suami meminta, 
karena utangnya lebih kuat daripada utang- 
nya istri. Sang istri tidak boleh menolak kom- 
pensasi tersebut. Namun demikian, perminta- 
an kompensasi dari istri tidak dapat terlaksa- 


na kecuali jika suami merelakan, karena utang 


istri lebih lemah daripada utang suami.!55 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa 
utang nafkah adalah utang yang sah yang tidak 
gugur kecuali jika dibayar atau dibebaskan, 
baik ditentukan oleh hakim atau dilakukan de- 
ngan saling rela ataupun tidak. Sehingga, se- 
cara mutlak sah hukumnya kompensasi dalam 
hal itu, karena kadar dua utang tersebut sama 
kuatnya. Akan tetapi, ulama Malikiyyah dan 
Hanabilah menetapkan bahwa seorang istri 
yang miskin dan suaminya meminta kompen- 
sasi maka permintaan itu tidak dikabulkan, 
kecuali jika istri rela karena untuk mencegah 
mudharat yang menimpa istri, dan juga mem- 
pertahankan hidup lebih dikedepankan dari- 
pada membayar utang. 


9) Tunjangan Nafkah 

Menurutulama Hanafiyyah, tunjangan naf- 
kah tidak sah hukumnya sebelum ditetapkan 
oleh hakim atau saling ridha antara suami is- 
tri karena makful bih-nya disyaratkan harus 
utang yang sah. Nafkah utang tidak sah dalam 
tanggungan suami kecuali jika sudah diputus- 
kan hakim atau adanya saling ridha. Akan 
tetapi untuk istihsan, mereka membolehkan 
penanggungan nafkah setelah ketetapan ha- 
kim atau saling ridha meski sebelum diutang 


165 Syu'baan, hlm. 340. 
166 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 895. 





karena memudahkan bagi manusia, dan juga 
membantu istri untuk mendapatkan nafkah 
haknya. 

Mayoritas ulama mengesahkan tunjangan 
nafkah karena nafkah itu wajib diterima oleh 
istri sejak awal akad dengan syarat tamkin 
(bisa digauli). Dan sejak saat itu, nafkah diang- 
gap utang yang sah atas suami tanpa menung- 
gu keputusan hakim atau saling ridha. Penda- 
pat inilah yang dipegang dan dijalankan dalam 
kehakiman Negara Mesir dari tahun 1920. 


a) Tunjangan Nafkah Karena Bepergian 

Dalam hal ini pendapat yang difatwakan 
dalam madzhab Hanafiyyah'8 adalah penda- 
pat Abu Yusuf yang membolehkan bagi istri 
untuk meminta nafkah tunjangan jika suami 
hendak bepergian. Istri berhak mendapatkan 
tunjangan nafkah selama satu bulan jika ia 
tidak tahu berapa lama suaminya akan pergi, 
karena pemberian tunjangan itu disesuaikan 
dengan batas wajib minimal. Namun jika istri 
tahu berapa lama suami akan pergi maka se- 
lama itu pulalah nafkah yang diterimanya. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
seorang istri wajib diberi tunjangan nafkah 
selama suaminya pergi, tujuannya untuk men- 
cukupi kebutuhannya baik harian maupun bu- 
lanan. 


b) Tunjangan Nafkah yang Telah Lewat 
dan yang Akan Datang : 
Ulama Hanabilah membolehkan tunjangan 

nafkah yang telah lewat dan yang akan datang, 

namun ulama Syafi'iyyah hanya memboleh- 
kan nafkah yang telah lewat saja karena yang 
akan datang belum dianggap wajib. Pendapat. 
ini berdasarkan gaul jadid Imam Syafi'i yang 
mengatakan bahwa nafkah itu wajib karena 
mungkinnya istri digauli, bukan karena sudah 
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terjadi akad nikah. Dan pendapat inilah yang 
Shahih karena jika nafkah itu dikarenakan 
akad maka seorang istri berhak menuntutnya 
seperti halnya dengan mahar. Adapun akad 
nikah itu mewajibkan mahar, dan tidak me- 
wajibkan dua pengganti yang berbeda karena 
nafkah itu majhul, tidak diketahui, sedangkan 
akad itu tidak mewajibkan harta yang tidak 
atau belum diketahui.! 


10) Perbaikan Nafkah 

Ulama Hanafiyyah berpendapat!8 terka- 
dang perbaikan nafkah sangat diperlukan, 
seperti perbaikan nominal nafkah sebelum 
ditetapkan oleh hakim atau setelah adanya 
saling ridha. Artinya, nominal nafkah itu bisa 
bertambah dan bisa berkurang berdasarkan 
harga barang. Jika seorang suami berkata, “Aku 
tidak mampu memberi nafkah dengan nomi- 
nal sekian” maka ucapannya itu tidak diang- 
gap karena nafkah tetap wajib atasnya, kecuali 
jika memang harga barang berubah dan hakim 
tahu kalau nafkah nominal yang diberikan 
suami sudah mencukupi istri. 

Terkadang perbaikan nafkah berupa mu'a- 
wadhah (ganti) atas perhiasan atau tempat 
tinggal, meskipun setelah ditetapkan oleh ha- 
kim atau dengan saling ridha. Dan setelah itu 
tidak boleh ada penambahan atau pengurang- 
an nafkah meskipun sebelum kadar yang te- 
lah disebutkan. 


2. NAFKAH ANAK DAN FURU' 
Pembahasan ini memuat empat perma- 
salahan. 
Pertama, wajibnya nafkah untuk furu' 
Kedua, syarat-syarat wajib. 


Tb 
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Ketiga, siapa yang berkewajiban menang- 
gung nafkah furu' 

Keempat, kadar atau banyaknya nafkah 
furu, berubahnya menjadi utang, gugurnya, 
dan ta'jil-nya nafkah furu'. 


a. Wajibnya Nafkah atas Furu' 
Nafkah anak hukumnya wajib karena Allah 
SWT berfirman yang artinya, 


». .. 2 yh AA Pan 
Odopla una ad NA, CASN 
933 se Gate AL bank k01 
MISI EPL) Saga AAN ADS 
D Ah 
“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
ingin menyusuisecara sempurna. Dan kewajiban 


ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut...” (al-Bagarah: 233) 





Artinya seorang ayah harus menanggung 
nafkah anaknya karena sebab kelahiran, se- 
bagaimana wajibnya nafkah atas istri karena 
ia melahirkan anak tersebut. Rasulullah saw. 
berkata kepada Hindun, “Ambillah harta sua- 
mimu dengan cara yang baik yang dapat men- 
cukupimu dan anakmu." Hadits ini menunjuk- 
kan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi 
tanggung jawab ayah. Dalil lain diambilkan 
dari hadits yang menyebutkan urutan nafkah 
mulai dari diri sendiri, anak kecil, kemudian 
keluarga, lantas anak dewasa, dan kemudian 
pembantu. 

Anak-anak yang wajib dinafkahi menurut 
pendapatmayoritas ulama'? adalah anak-anak 
yang langsung dari ayah, kemudian cucu dan 
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seterusnya ke bawah. Artinya, seorang kakek 
wajib memberi.nafkah kepada cucunya baik 
dari pihak atau jalur mana pun, karena anak 
itu termasuk di dalamnya anak yang langsung 
dan anak yang tidak langsung. Inilah penda- 
pat yang shahih. Nafkah ini juga wajib karena 
termasuk bagian dari satu kesatuan, bukan ka- 
rena warisan. 

Imam Malik berpendapat!” bahwa naf- 
kah anak yang wajib hanyalah anak yang lang- 
sung saja, anaknya anak atau cucu tidak ter- 
masuk karena berdasarkan zhahirnya ayat di 
atas berbunyi, 


“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak- 
anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang 
ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajib- 
an ayah menanggung nafkah dan pakaian me- 
reka dengan cara yang patut...” (al-Bagarah: 
233) 


Menurut mereka, nafkah itu wajib sebab 
hubungan warisan, bukan karena bagian dari 
satu keluarga. 


b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah atas 
Anak 
Ada tiga syarat yang mewajibkan nafkah 
atas anak:17! 

1) Orang Tua Tergolong Mampu untuk 
Memberi Nafkah atau Mampu Bekerja 
Jika orang tua kaya atau mampu bekerja 

maka wajib baginya untuk memberi nafkah ke- 

pada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, 
namun masih mampu untuk bekerja maka ia 
harus mencari penghasilan menurut pendapat 
mayoritas ulama. Dan jika menolak mencari 
penghasilan maka pihak pengadilan berhak 
menahannya. Adapun jika keadaan ekonomi 
orang tua sedang susah dan tidak mampu un- 
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tuk bekerja, ia sendiri dinafkahi oleh orang lain 
maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah 
pada anak. Tidak masuk akal jika ia berkewa- 
jiban memberi nafkah kepada anak, sedang- 
kan dia sendiri meminta nafkah dari orang lain 
karena orang yang tidak punya itu tidak mampu 
memberi. Inilah pendapat yang shahih. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
seorang ayah tidak wajib bekerja untuk mem- 
beri nafkah anaknya jika memang ia sendiri 
susah meskipun masih mampu untuk bekerja. 
Namun, ia tidak wajib bekerja untuk menaf- 
kahi anaknya yang juga miskin. 


2) Anak-Anak dalam Keadaan Miskin tidak 
Punya Harta dan tidak Mampu untuk 
Bekerja 


Jika ia mempunyai harta yang dapat men- 
cukupinya maka nafkahnya diambilkan dari 
hartanya sendiri, bukan menjadi beban orang 
lain. Dan jika ia mampu bekerja maka ia wajib 
bekerja. Anak kecil yang mampu bekerja ma- 
ka nafkahnya dalam kerjanya itu, bukan tang- 
gungan ayahnya. Seorang ayah yang anaknya 
sudah kaya baik karena punya harta atau 
mampu bekerja maka tidak wajib memberinya 
nafkah. Alasan lain karena nafkah kekerabatan 
itu wajib atas dasar kelapangan dan kebaikan, 
sedangkan orang yang kaya tidak termasuk di 
dalamnya. 

Orang yang memiliki tempat tinggal bisa 
boleh saja fakir dan membutuhkan nafkah ka- 
rena tempat tinggal adalah kebutuhan asasi 
dan tidak boleh dijual. Adapun jika ia memiliki 
dua tempat tinggal atau lebih maka tidak di- 
anggap membutuhkan, dan tidak berhak naf- 
kah atas orang selainnya, baik dari keluarga 
ayah ke atas maupun keluarga anak ke bawah 
karena salah satu tempat tinggalnya bisa dijual 
untuk menutup kebutuhan. 


170 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 753: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 223. 
171 Ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 923-925: asy-Syarhush Shaghiirs al-Yawaaniin al-Fighiyyah, al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 166: 
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6» Orang yang Bisa Dianggap Lemah atau 
tidak Mampu Bekerja 
Orang yang bisa dianggap lemah atau ti- 
dak mampu bekerja jika termasuk dalam sa- 
lah satu dari dua sifat berikut. 


a) Anak Kecil 

Artinya anak yang belum memasuki usia 
baligh atau usia bekerja. Jika anak lelaki, bukan 
perempuan, sudah memasuki usia kerja maka 
ayahnya boleh mengupahnya atau menyuruh- 
nya untuk bekerja, dan hasil kerjanya itu untuk 
memenuhi kebutuhan si anak itu sendiri. Ada- 
pun untuk anak perempuan maka tidak boleh 
disuruh kerja sebagai pembantu, karena ra- 
wan terjadi khalwat yang dilarang oleh syara". 
Akan tetapi, boleh saja dititipkan pada seorang 
wanita untuk belajar suatu keterampilan yang 
sesuai seperti menjahit, menenun, menyulam, 
dan sejenisnya. Jika ia tidak memerlukan itu 
maka ia wajib bekerja untuk memenuhi naf- 
kahnya sendiri. Nafkahnya tidak wajib atas 
ayahnya kecuali jika pendapatannya tidak men- 
cukupi kebutuhannya sendiri, maka ayah wa- 
jib membantunya mencukupi kekurangan. 

Adapun anak yang sudah besar maka 
ayahnya tidak wajib memberinya nafkah ke- 
cuali jika anak tersebut tumbuh lemah dan ti- 
dak mampu bekerja, baik karena idiot, dungu, 
atau karena cacat baik buta, lumpuh, tangan 
dan kakinya buntung, atau sebab sedang men- 
cari ilmu, karena memang banyaknya orang 
pintar hingga susah mencari pekerjaan, atau 
karena sakit yang menghalanginya untuk be- 
kerja. 

Ulama Hanabilah pendapatnya berbeda 
dengan mayoritas ulama. Mereka mewajibkan 
tetap mewajibkan nafkah bagi anak yang su- 
dah dewasa namun miskin meskipun ia sehat. 
Mereka juga mewajibkan nafkah bagi orang 
tua yang fakir: meskipun masih sehat karena 
orang tua atau anak yang fakir itu tetap mem- 
butuhkan sehingga tetap berhak mendapatkan 
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nafkah dari orang tua atau anaknya yang kaya. 
Sebagaimana halnya hukumnya jika seseorang 
sakit menahun yang menurut Hanabilah tetap 
wajib mendapatkan nafkah, karena pegangan 
mereka adalah wajibnya nafkah bagi anak 
yang dilahirkan atau orang tua yang melahir- 
kan tanpa syarat kurang fisik atau kurangnya 
hukum-hukum yang dibebankan kepadanya. 
Ini menurut zhahir madzhab Hanabilah. 


b) Perempuan 

Anak perempuan yang fakir nafkahnya di- 
tanggung oleh ayahnya meskipun sudah sam- 
pai menikah, dan kalau sudah menikah maka 
tanggung jawab nafkah itu beralih pada sang 
suami. Akan tetapi jika kemudian ia bercerai 
dengan suaminya maka tanggung jawab itu 
kembali lagi kepada ayahnya. Sang ayah tidak 
berhak memaksanya untuk bekerja. Jika de- 
ngan sendirinya ingin bekerja dalam pekerja- 
an yang mulia dan tidak menimbulkan fitnah, 
seperti menjahit, belajar, di bidang perawatan 
maka kewajiban ayahnya memberi nafkah 
gugur, kecuali jika pendapatannya tidak men- 
cukupi kebutuhannya maka ayah yang mem- 
bantu kekurangannya. 


c) Sakit yang Menghalangi untuk Bekerja 
Sakit yang menghalangi bekerja seperti 
buta, lumpuh, gila, idiot, dan sejenisnya. 


d) Para Penuntut Ilmu 

Sibuk menuntut ilmu sehingga tidak pu- 
nya waktu untuk bekerja. Anak yang sedang 
menuntut ilmu nafkahnya wajib ditanggung 
oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya 
mampu untuk bekerja karena menuntut ilmu 
termasuk fardhu kifayah. Jika anak yang se- 
dang menuntut ilmu diharuskan untuk beker- 
ja maka berdampak buruk pada kemaslahatan 
masyarakat, tetapi dengan syarat anak terse- 
but termasuk anak yang rajin dan cerdas. Jika 
dia bodoh atau lambat menangkap pelajaran 
yang diajarkan kepadanya maka tidak perlu 
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lagi belajar, dan yang perlu dilakukannya ada- 
lah belajar bekerja. 

Sebagian ulama Hanafiyyah menambah- 
kan bahwa seseorang yang mendapat celaan 
atau gunjingan karena bekerja, sebab status 
sosialnya atau termasuk orang yang mulia 
maka ia berhak mendapatkan nafkah dari 
ayahnya. Ketika pendapat ini dikritik, “Bekerja 
itu hukumnya fardhu karena tujuanya untuk 
memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, 
mengapa hal itu dicela?” Mereka menjawab, 
“Baiknya, jika anak termasuk keluarga yang 
terhormat dan tidak ada yang berani mem- 
pekerjakannya maka ia dianggap lemah dan 
berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya. 
Akan tetapi, sebenarnya dalam Islam tidak 
ada pengistimewaan antara sesama manusia 
dalam status sosial: Buktinya para pembe- 
sar sahabat seperti Abu Bakar dan Ali juga 
bekerja. Bekerja itu bukan sesuatu yang pan- 
tas untuk dicela. Karena itu, tidak pantas un- 
tuk mengistimewakan anak dibanding dengan 
umumnya orang. 


3) Syarat Selanjutnya adalah tidak 
Berbeda Agama, Menurut Hanabilah 


Jika berbeda agama dalam sambungan 
nasab maka anak tidak berhak untuk men- 
dapatkan nafkah dari ayahnya. Alasannya, 
karena nafkah itu untuk kebaikan dan peng- 
hubung keluarga sehingga tidak wajib bagi 
anak yang berbeda agama, selain itu juga ia 
tidak termasuk dalam kategori kelompok 
yang mendapatkan warisan dari orang tuanya. 
Artinya, baik anak maupun orang tua tidak 
berhak mendapatkan nafkah karena menurut 
mereka, orang yang mendapatkan nafkah itu 
adalah orang yang termasuk dalam kategori 
ahli waris, karena Allah SWT berfirman yang 
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artinya, “...dan waris pun berkewajiban demi- 
kian...” (al-Bagarah: 233) Artinya, nafkah 
itu wajib diberikan kepada orang yang ada 
kaitan kekerabatan dan orang yang termasuk 
ahli waris. Jika bukan termasuk ahli waris ma- 
ka tidak berhak mendapatkan nafkah karena 
tidak hubungan kekerabatan. 

Mayoritas ulama selain Hanabilah, dalam 
masalah nafkah anak tidak mensyaratkan ha- 
rus seagama, dalilnya firman Allah SWT yang 
artinya, 


“. Dan kewajiban ayah menanggung naf.- 
kah dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut...” (al-Bagarah: 233) 


Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiran- 
lah yang menyebabkan wajibnya nafkah anak 
atas ayahnya, baik seagama maupun tidak. 
Karena nafkah adalah penyambung hidup se- 
seorang, sedangkan hidup itu sangat urgen 
meskipun atas diri seorang kafir. Dan lagi, pa- 
da hakikatnya harta itu tidak begitu penting 
karena Allah juga memberi rezeki kepada 
orang Mukmin dan juga kepada orang kafir. 


Cc. Siapa yang Berkewajiban Menanggung 

Nafkah Anak? 

Para fugaha sepakat!?? jika ayah masih 
mampu bekerja dan termasuk kaya, menurut 
mayoritas ulama maka ia sendiri berkewajib- 
an menanggung nafkah anak-anaknya, tanpa 
dibantu oleh orang lain, berdasarkan firman 
Allah SWT yang artinya, “... Dan kewajiban 
ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka 
dengan cara yang patut...” (al-Bagarah: 233) 

Ayat tersebut menyebutkan pengkhusus- 
an nafkah untuk anak karena termasuk bagian 
dari ayah, sehingga memberi nafkah kepada 


172 Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 346: Hasyiyyah Ibnu Abidin ala Durrul Mukhtaar, Vol. 2, hlm. 926-935: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 
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mereka sama seperti memberi nafkah untuk 
diri sendiri. 

Adapun jika ayah sudah tidak ada, atau 
ada tetapi miskin atau lemah dan tidak mam- 
pu untuk bekerja, sakit, atau sudah lanjut 
usia atau sejenisnya maka menurut pendapat 
Hanafiyyah tanggung jawab nafkahnya dilim- 
pahkan kepada keluarga jalur ke atas yang 
masih ada, baik lelaki maupun perempuan ji- 
ka memang mampu. Artinya, nafkah itu wajib 
atas seorang kakek terhadap cucunya jika me- 
mang mampu, atau atas ibu terhadap anaknya 
jika memang ia mampu. Jika kakek atau ibu 
menanggung nafkah anak padahal ayah si 
anak tersebut masih ada, namun ekonominya 
sedang sulit maka ketika ekonominya mem- 
baik, kakek dan ibu tadi boleh meminta ganti 
nafkah kepadanya. Karena, nafkah yang ia ke- 
luarkan itu menjadi utang bagi ayahnya, seba- 
gaimana juga bolehnya meminta ganti nafkah 
jika memang hakim memerintahkannya. 

Jika kakek dan ibu masih ada maka mereka 
berkewajiban memberi nafkah kepada anak 
sesuai dengan bagian warisan mereka. Artinya, 
bagian ibu sepertiga dan bagian kakek dua 
pertiga. Jika yang ada hanya seorang kakek dan 
dua orang nenek, ibunya ibu dan ibunya ayah, 
kedua nenek tersebut bagiannnya seperenam, 
sedangkan untuk kakek sesuai dengan bagian 
warisannya. 

Jika keluarga si anak yang masih ada ha- 
nya kerabat yang tidak termasuk ahli waris, 
mereka tetap berkewajiban memberinya naf- 
kah sesuai urutan kedekatan. Jika kedekatan 
mereka semua sama maka semuanya berke- 
wajiban memberinya nafkah sama rata. 

Jika kerabat yang masih ada itu terbagi 
menjadi dua, ada kerabat yang termasuk ahli 
waris dan ada yang tidak maka nafkah anak 
ditanggung oleh kerabat yang paling dekat 
meskipun tidak termasuk ahli waris. Akan 
tetapi jika tingkat kekerabatan mereka sama 
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maka yang wajib menanggung nafkah adalah 
kerabat yang termasuk ahli waris. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa 
nafkah itu hanya wajib atau hanya menjadi 
tanggungan ayah sendiri, karena Rasulullah 
saw. pernah berkata kepada seorang lelaki 
yang bertanya, “Ya Rasulullah, saya mempu- 
nyai satu dinar” Beliau menjawab, “Belanja- 
kanlah untuk dirimu sendiri” Lantas lelaki itu 
berkata lagi, “Saya memiliki satu dinar lagi.” 
Rasul menjawab, “Belanjakanlah untuk keluar- 
gamu. Ia berkata lagi, “Saya mempunyai satu 
dinar lagi” Rasul menjawab, “Belanjakanlah 
untuk anakmu.” Ia berkata lagi, “Saya mem- 
punyai satu dinar lagi.” Beliau menjawab, “Be- 
lanjakanlah untuk pembantumu” Ia berkata 
lagi, “Saya masih mempunyai satu dinar lagi.” 
Beliau menjawab, “Engkau lebih tahu kepada 
siapa harta itu akan engkau belanjakan.” Ha- 
dits ini tidak menyebutkan agar memberi naf- 
kah pada selain orang-orang yang termasuk 
dalam hadits di atas. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa 
jika si anak sudah tidak memiliki ayah, atau 
ada tetapi lemah tidak mampu bekerja maka 
nafkahnya ditanggung oleh ibunya, karena 
Allah SWT berfirman yang artinya, 


“. Janganlah seorang ibu menderita kare- 
na anaknya dan jangan pula seorang ayah 
(menderita) karena anaknya...” (al-Bagarah: 
233) 


Jika nafkah anak itu wajib atas ayah se- 
cara zhahir maka nafkah itu wajib juga atas 
ibu dan ia juga wajib memberi nafkah untuk 
cucu karena nenek itu hukumnya seperti ibu, 
sedangkan kakek sama seperti ayah dalam hal 
mengurus anak. 

Jika sama kedudukan kerabat dalam jalur 
nasab dan keberhakan mendapat warisan 
maka nafkah wajib atas mereka karena alasan 
wajibnya nafkah ada pada mereka. Akan teta- 
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pi jika tingkat kekerabatannya berbeda, yang 
wajib memberi nafkah adalah kerabat yang 
terdekat, baik termasuk ahli waris maupun bu- 
kan. Namun jika setingkat maka yang didahu- 
lukan adalah yangahli waris menurut pendapat 
yang ashah. Jika masih ada ibu dan kakek dari 
pihak ayah maka nafkahnya ditanggung oleh 
kakek menurut yang ashah, karena bagiannya 
tersediri sehingga menyerupai ayah. Jika ka- 
kek dan nenek si anak masih lengkap maka 
nafkahnya ditanggung oleh yang paling dekat. 

Ulama Hanabilah dalam zhahir madzhab- 
nya berpendapat bahwa jika si anak sudah ti- 
dak memiliki ayah maka nafkahnya wajib di- 
tanggung oleh setiap ahli waris sesuai dengan 
kadar bagian warisnya, karena Allah . SWT 
berfirman yang artinya, 


“. Dan kewajiban ayah menanggung naf'- 
kah dan pakaian mereka dengan cara yang 
patut...” (al-Bagarah: 233) 


Kemudian firman Allah SWT yang artinya, 


“. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti 
itu pula...” (al-Bagarah: 233) 


Ayat di atas mewajibkan atas ayah untuk 
menanggung nafkah bayi yang dilahirkan, lan- 
tas kewajiban tersebut juga dilimpahkan ke- 
pada ahli waris. Artinya, apa yang diwajibkan 
atas ayah terhadap anaknya juga diwajibkan 
atas ahli waris. Suatu hari ada seorang lelaki 
bertanya kepada Rasulullah saw., “Siapakah 
yang harus aku perlakukan baik?” Rasul men- 
jawab, “Ibumu, ayahmu, saudara perempuan- 
mu, dan saudara laki-lakimu” Hadits lain 
menggunakan redaksi, “Pembantu yang di ba- 
wahmu sebagai hak wajib dan kerabat yang ha- 
rus disambung tali silaturahimnya””? Dalam 
hadits ini Rasulullah saw. mewajibkan nafkah 
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untuk pembantu dan kerabat dekat. Jika si 
anak masih memiliki dua keluarga yang ter- 
masuk ahli waris maka nafkahnya ditanggung 
oleh keduanya sesuai dengan kadar bagian 
waris mereka. Jika mereka ada tiga atau lebih 
maka nafkah ditanggung oleh ketiganya sesuai 
dengan kadar bagian warisan masing-masing. 

Jika si anak hanya memiliki ibu dan ka- 
kek maka ibu memberinya sepertiga nafkah 
sedangkan kakek memberinya dua pertiga 
nafkah karena keduanya termasuk ahli waris, 
dan Allah SWT berfirman yang artinya, “...Ahli 
waris pun (berkewajiban) seperti itu pula... 
(al-Bagarah: 233) Ibu termasuk ahli waris 
sehingga termasuk dalam ayat tersebut. 

Jika si anak hanya memiliki seorang ne- 
nek dan saudara lelaki maka tanggungan naf- 
kah nenek seperenam dan sisanya ditanggung 
oleh saudara lelaki. Dengan urutan seperti 
ini maka urutan nafkah disesuaikan dengan 
urutan waris. Artinya, dalam konteks waris 
nenek memang mendapat seperenam, maka 
dalam nafkah pun ia menanggung seperenam 
nafkah. Demikian juga dengan saudara lelaki 
yang dalam waris mendapat ashabah atau sisa 
maka dalam nafkah pula ia menanggung sisa 
nafkah. 

Jika si anak hanya memiliki kakek nenek 
dari ibu maka nafkahnya ditanggung oleh ne- 
nek karena dialah yang termasuk ahli waris. 
Jika si anak hanya memiliki kakek nenek dari 
ayah maka pembagian nafkahnya adalah se- 
perenam untuk nenek dan sisanya ditanggung 
kakek. Jika si anak hanya memiliki saudara le- 
laki dan kakek maka keduanya menanggung 
nafkah dengan kadar yang sama banyaknya. 
Jika keluarga yang ada itu ibu, saudara lelaki, 
dan kakek maka nafkah dibagi masing-masing 
sepertiga. Imam Syafi'i berpendapat bahwa da- 
lam masalah di atas nafkah keseluruhannya 


173 HR Abu Dawud dari Kulaib bin Manfa'ah dari kakeknya (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 327). 
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ditanggung oleh kakek, kecuali dalam masalah 
pertama yang nafkahnya ditanggung bersama- 
sama. 


d. Kadar atau Banyaknya Nafkah Furu', 
Berubahnya Menjadi Utang, Gugurnya, 
dan Tajii-nya Nafkah Furu' 

Para fugaha sepakat! bahwa nafkah ke- 
rabat, baik anak dan cucu ditentukan dengan 
ukuran kecukupan, baik dalam roti, lauk, mi- 
numan, pakaian, tempat tinggal, maupun ASI 
jika masih menetek sesuai dengan keadaan 
ekonomi penanggung dan keadaan ekonomi 
Negara. Semua kebutuhan tersebut termasuk 
kebutuhan jadi ditentukan sesuai dengan ke- 
butuhan yang diperlukan. Rasulullah saw. 
sendiri bersabda kepada Hindun, “Ambillah 
harta suamimu sesuai dengan kebutuhan yang 
dapat mencukupi dirimu dan anakmu: Artinya, 
penentuan kadar nafkah untuk istri dan anak 
itu sesuai dengan kebutuhan. 

Jika si anak misalnya membutuhkan 
pembantu maka orang tua atau ayah harus 
menyediakannya karena hal itu termasuk da- 
lam kategori kebutuhan. 

Jika masih ada istri juga maka ayah juga 
harus menanggung nafkah istrinya menurut 
ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, karena juga 
termasuk dalam kategori kebutuhan. Akan te- 
tapi menurut Hanafiyyah dalam gaul madzhab, 
orang tua tidak wajib menanggung nafkah 
istri anaknya, sedangkan menurut Malikiyyah 
nafkah istri itu gugur jika suami tergolong 
miskin dan tidak mampu. 

Nafkah anak dalam madzhab Hanafi ti- 
dak lantas menjadi utang bagi sang ayah, baik 
ditetapkan oleh hakim maupun tidak. Berbeda 
dengan nafkah istri yang bisa berubah menjadi 
utang atas suaminya jika sudah ditentukan 
oleh hakim atau dengan saling rela. 
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Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa 
nafkah untuk anak itu tidak lantas menjadi 
utang bagi sang ayah, kecuali ditentukan oleh 
hakim atau mendapat izin untuk berutang. 
Sebab, sang ayah sedang tidak di rumah atau 
sengaja tidak mau memberi nafkah. 

Menurut para fugaha, nafkah anak gugur 
dengan lewatnya masa tanpa diambil dan tan- 
pa berutang karena nafkah itu wajib atas ayah 
untuk memenuhi kebutuhan anak. Jika ma- 
sanya sudah lewat maka kebutuhan itu sudah 
tidak ada lagi sehingga nafkahnya juga gugur. 
Hal ini berbeda dengan nafkah istri yang ti- 
dak gugur karena lewatnya masa dan meski 
sudah ditentukan oleh hakim atau saling rela, 
menurut Hanafiyyah. Akan tetapi, nafkah itu 
gugur jika lewat masa sebelum ditentukan 
oleh hakim atau saling ridha. Ulama Malikiy- 
yah mengecualikan keputusan hakim untuk 
nafkah kerabat yang tetap tidak gugur meski 
lewatnya masa. 

Ulama Hanafiyyah menuturkan bahwa 
jika seseorang men-ta'jil (mempercepat atau 
mengajukan) penyerahan nafkah kerabat un- 
tuk jangka waktu tertentu, lantas kerabat ter- 
sebut meninggal sebelum selesainya jangka 
waktu tersebut maka orang yang memberi 
nafkah tidak boleh meminta kembali nafkah 
yang sudah telanjur dikeluarkannya. 


3. NAFKAH USHUL ATAU AYAH DAN IBU 
Pembahasan ini memuat empat perma- 


salahan. 
» Pertama: Wajibnya Nafkah Ushul dan 
Ketentuannya. 


e Kedua: Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah 
Ushul. 

« Ketiga: Siapakah yang Berkewajiban Me- 
nanggung Nafkah Ushul? 


174 Al-Badaa'f', Vol. 4, hlm. 38: al-Gawaaniin al-Fighiyyah hlm. 223, al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 167, al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 595: 
Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 449, asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 753-754. 
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e Keempat: Kadar Banyaknya Nafkah untuk 
Ushul. 


a. Wajibnya Nafkah Ushul dan 
Ketentuannya 
Nafkah untuk kedua orang tua ke atas 
(kakek dan nenek) menurut mayoritas ulama 
hukumnya wajib," karena Allah SWT telah 
berfirman yang artinya, 


“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar 
kamu jangan menyembah selain Dia dan hen- 
daklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika 
salah seorang di antara keduanya atau kedua- 
duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliha- 
raanmu, maka sekali-kali janganlah engkau 
mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' 
dan janganlah engkau membentak keduanya, 
dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan 
yang baik." (al-Israa': 23) 


Di antara bukti berbuat baik kepada ke- 
dua orang tua adalah dengan memberi mereka 
nafkah jika membutuhkan. Dalam ayat lain, 
Allah SWT berfirman yang artinya, 


— “Dan Jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang 
engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, ma- 
ka janganlah engkau menaati keduanya, dan 
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, 
dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada- 
Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kem- 
balimu, maka akan Aku beri tahukan kepadamu 
apa yang telah kamu kerjakan.” (Lugman: 15) 


Di antara perbuatan makruf atau baik ke- 
pada kedua orang tua adalah dengan memberi 
mereka nafkah meski berbeda agama dengan 
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kita karena ayat ini turun dalam konteks ke- 
dua orang tua kafir. Tidak layak bagi seorang 
anak hidup mewah dalam naungan nikmat 
Allah, sedangkan kedua orang tuanya mati ke- 
laparan. 

Rasulullah saw. bersabda, 


an 31 


- 2 2 » 2 2 ta o a 
HE Au ebi ol 
P9. 9g. 3 EN 
Wa UN OS UAS Ia 
“Sebaik-baik makanan yang kalian makan 
adalah dari hasil kerja kalian sendiri, dan anak- 
anak kalian adalah dari hasil kerja kalian. Ka- 


rena itu, makanlah dari mereka dengan nya- 
man.176 


Dalam hadits lain Rasulullah saw. ber- 
sabda ketika ada seseorang yang bertanya, 


SU 


“Siapakah yang harus aku perlakukan de- 
ngan baik?” “Ibumu, kemudian ibumu, kemudi- 
an ibumu, baru kemudian ayahmu, dan kemu- 
dian kerabat-kerabat terdekat.” 


Yang dimaksud dengan ushul yang wajib 
mendapatkan nafkah menurut mayoritas ula- 
ma adalah ayah, kakek, ibu, nenek, dan nasab 
jalur ke atas jika masih ada. Karena, kata ayah 
itu juga digunakan untuk kakek dan setiap 
orang yang menjadi sebab dari kelahiran bayi. 
Demikian juga kata ibu yang digunakan untuk 
nenek sampai jalur nasab ke atas. Al-Our'an 
sendiri menggunakan kata abawain (kedua 


175 Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 347, al-Badaa'f, Vol. 4, hlm. 30: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 752: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 
— 223, al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 65: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 446: al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 583. 

HR Empat Ashabus Sunan, dari Sayyidah Aisyah. 
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orang tua) untuk Adam dan Hawa. Allah SWT 
berfirman dalam Al-Ouran yang artinya, 
“(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim." (al- 
Hajj: 78) Dari ayat ini, dipahami bahwa se- 
orang kakek itu menempati posisi ayah jika 
memang ayat tidak ada. Ulama sepakat bahwa 
nenek itu haram dinikahi oleh cucunya, se- 
bagaimana keharaman ibu kandungnya untuk 
dinikahi, karena Allah telah berfirman yang 
artinya, “Diharamkan atas kamu (mengawini) 
ibu-ibumu.” (an-Nisaa': 23) 

Imam Malik berpendapat bahwa kategori 
ushul yang wajib dinafkahi adalah hanya ayah 
ibu kandung. Kakek dan nenek tidak terma- 
suk, baik yang dari pihak ayah maupun yang 
dari pihak ibu. Akan tetapi, yang benar adalah 
pendapat mayoritas ulama. 


b. Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah Ushul 
Nafkah untuk orang tua atau ushul wajib 
atas anaknya tanpa dibantu oleh siapa pun,'”8 
karena anak adalah orang yang terdekat de- 
ngan orang tua sehingga ia lebih berkewajiban 
menanggung nafkah untuk orang tuanya. Dan 
menurut ulama Hanafiyyah hukumnya sama 
rata antara anak lelaki dan anak perempuan. 
Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat 
bahwa nafkah ushul itu juga wajib tidak hanya 
untuk anak, melainkan juga wajib atas cucu, 
namun menurut Malikiyyah nafkah tersebut 
hukumnya tidak wajib atas putranya anak. 


c. Siapakah yang Berkewajiban 

Menanggung Nafkah Ushul? 

Nafkah orang tua jika mempunyai banyak 
anak. Jika terdapat banyak anak yang berke- 
wajiban memberi nafkah kepada orang tua 
maka menurut Hanafiyyah,"”” jika tingkat ke- 


kerabatan anak itu sama, seperti misalnya dua 
orang anak lelaki atau dua orang anak perem- 
puan, atau seorang anak lelaki dan seorang 
anak perempuan maka nafkahnya ditanggung 
bersama dengan pembagian yang sama, baik 
mereka termasuk ahli waris maupun seba- 
gian ahli waris dan sebagian lagi tidak. Dalam 
nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada 
hukum waris, yaitu anak lelaki mengambil 
satu kali lipat dari bagian anak perempuan. 

Jika tingkat kekerabatan anak-anak ber- 
beda, seperti anak perempuan dan cucu dari 
anak lelaki maka nafkah orang tua ditang- 
gung oleh kerabat yang lebih dekat, yaitu anak 
perempuan. 

Dalam hal nafkah orang tua jika banyak 
anak yang sama-sama berkewajiban memberi 
nafkah maka ulama Hanafiyyah melihatnya 
pada tingkat kedekatan mereka dengan orang 
tua. Namun dalam hal banyaknya ushul yang 
berkewajiban, mereka terkadang mengacu pa- 
da hukum waris dan terkadang tidak. Akan 
tetapi, seyogianya ada persamaan dalam pem- 
bagian antara ushul dan furu' karena alasan 
wajibnya memberi nafkah itu sama, yaitu ba- 
gian dari keluarga. 

Ulama Malikiyyah berpendapat,'8” jika 
terdapat banyak anak yang berkewajiban me- 
nanggung nafkah orang tua maka nominal 
nafkah itu dibagikan kepada mereka sesuai 
dengan kemampuan ekonomi masing-masing. 

Ulama Syafi'iyyah menetapkan?! bahwa 
jika tingkat kekerabatan itu sama, seperti dua 
orang anak lelaki dan dua orang anak perem- 
puan maka nafkah itu ditanggung bersama 
dengan nominal yang sama pula, tanpa meli- 
hat keadaan ekonomi masing-masing anak, 
karena alasan kewajiban nafkahnya sama. 


178 Fathul Gadiir, Vol. 3, hlm. 348: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, him. 752: al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 165: al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 
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Jika tingkat kekerabatan furu' berbeda, 
seperti anak dan cucu dari anak perempuan 
maka menurut yang ashah nafkah ditanggung 
oleh furu' yang lebih dekat yang dalam hal ini 
adalah anak. Kedekatan ini berlaku bagi anak 
lelaki dan perempuan, baik mendapat warisan 
maupun tidak, karena kedekatan lebih patut 
menjadi acuan. Namun jika tingkat kedekatan 
furu' sama, yang berkewajiban adalah yang 
mendapatkan warisan menurut pendapat 
yang ashah. 

Jika furu' yang ada juga sama-sama men- 

dapatkan hak waris, seperti misalnya anak 
laki-laki dan anak perempuan maka ada dua 
pendapat, pertama keduanya menanggung 
nafkah orang tua secara merata sesuai dengan 
pendapat Hanafiyyah. Pendapat kedua, mere- 
ka menanggung nafkah orang tua sesuai de- 
ngan bagain waris masing-masing. Akan tetapi, 
pendapat yang pertama lebih tepat. 

Ulama Hanafiyyah berpendapat'? jika 
furu' yang ada tergolong satu tingkat, seperti 
misalnya anak lelaki dan anak perempuan 
maka nafkah orang tua ditanggung keduanya 
dengan bagian sepertiga, sebagaimana dalam 
pembagian harta warisan. Pendapat ini sama 
seperti pendapat ulama Syafi'iyyah dalam gaul 
lain. Alasannya juga sama, yaitu firman Allah 
SWT yang artinya, “...dan waris pun berkewa- 
jiban demikian...” (al-Bagarah: 233) Ayat ini 
menjelaskan bahwa pembagian nafkah sesuai 
dengan bagian warisan. Akan tetapi jika 
tingkat kekerabatan furu' berbeda, seperti 
misalnya anak perempuan dan cucu laki-laki 
maka nafkah dibagi dua bagian sebagaimana 
dalam pembagian waris. 


d. Kadar Banyaknya Nafkah untuk Ushul 
Secara umum!8 nafkah untuk kerabat 
ukurannya adalah kecukupan sebagaimana 


182  Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 591. 
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telah dijelaskan di atas. Kecukupan menjadi 
standar karena nafkah itu hukumnya wajib 
untuk menutup kebutuhan, dan kebutuhan 
masing-masing insan berbeda-beda sesuai de- 
ngan status sosialnya. Karena itu, nafkah un- 
tuk kerabat diukur dengan kecukupan. 

Seorang anak, menurut mayoritas ulama 
harus menanggung nafkah istri ayahnya dan 
mencarikan suami yang baru sebagai peng- 
ganti. Pendapat ini juga didukung oleh Mali- 
kiyyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut 
pendapat yang rajih dalam madzhab Hana- 
fiyyah, seorang anak tidak wajib memberi naf'- 
kah kepada istri ayah. 


4. NAFKAH HAWASYI DAN DZAWIL ARHAM 
Pembahasan ini memuat tiga permasa- 

lahan. 

e Pertama: Wajibnya Nafkah Kerabat yang 
tidak Termasuk Ushul dan Furu'. 

e Kedua: Syarat Wajibnya Nafkah Hawasyi 
dan Dzawil arham. 

« Ketiga: Banyaknya Keluarga yang Berke- 
wajiban Menanggung Nafkah Kerabat. 


a. Wajibnya Nafkah Kerabat yang tidak 
Termasuk Ushul dan Furu' 

Nafkah kerabat dekat baik yang termasuk 
hawasyi maupun dzawil arham seperti sau- 
dara, paman, tante, putranya saudara, dan bibi 
hukumnya wajib, karena Allah SWT berfirman 
yang artinya, 


“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga 
yang dekat akan haknya." (al-Israa': 26) 
Dan juga firman Allah SWT yang artinya, 


“Dan sembahlah Allah dan janganlah ka- 
mu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu 


183  Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 595: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 448: al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 167. 
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apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua 
orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin, tetangga dekat dan te- 
tangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan 
hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, 
Allah tidak menyukai orang yang sombong dan 
membanggakan diri.” (an-Nisaa': 36) 


Rasulullah saw. bersabda, 


Ag Mean 3 Ai Kese 2 at 

IG Sal di Ya has AMA Ja Sa 
2. tega, AA | : 22 

Ss 5 Il Oa, 

“Tangan yang memberi itu lebih mulia, 

dan mulailah pemberian itu kepada orang 

yang berada dalam tanggunganmu, yaitu ibu- 

mu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara 

lelakimu, dan seterusnya sesuai urutan kede- 

katan kerabat.”84 


Salah seorang lelaki bertanya kepada Ra- 
sulullah, “Wahai Rasulullah, siapakah orang 
yang harus aku baiki?” Beliau menjawab, “Ibu- 
mu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara 
lelakimu, hambamu yang nafkahnya menjadi 
tanggungan wajib bagimu." 

Ayat dan hadits di atas menunjukkan wa- 
jibnya memberi nafkah kepada kerabat yang 
kurang mampu. Dalam hal ini, ulama mempu- 
nya tiga pendapat. 

Pertama, Madzhab Hanafiyyah: nafkah hu- 
kumnya wajib bagi setiap kerabat dzawil ar- 
ham yang termasuk mahram seperti paman, 
saudara lelaki, anak dari saudara lelaki, dan 
bibi. Nafkah tidak wajib bagi selain kerabat 
yang tidak termasuk dzawil arham yang mah: 
ram, seperti putra dan putri paman. Tidak juga 
bagi mahram yang tidak termasuk dzawil ar- 
ham seperti saudara dari satu susuan. 


184 HR an-Nasa' dan Ibnu Hibban (Nailul Authaar, Vol. 6, hlm. 327). 
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Kedua, Madzhab Hanabilah: nafkah hu- 
kumnya wajib bagi setiap kerabat yang ter- 
masuk ahli waris, baik yang mendapat bagian 
tetap maupun hanya mendapatkan bagian 
ashabah, seperti saudara kandung lelaki, atau 
ayah, ibu, paman, dan anak paman. Nafkah ti- 
dak wajib bagi keluarga yang hanya termasuk 
dzawil arham, seperti putri paman, paman, 
tante, dan sejenisnya yang tidak mendapat- 
kan warisan baik dalam bagian pasti maupun 
dalam ashabah, karena kekerabatan mereka 
lemah. Hanya, mereka berhak mendapatkan 
bagian harta waris jika memang tidak ada ahli 
waris lain yang berhak. Artinya, hak seperti 
itu sama dengan hak kaum Muslimin lainnya. 

Ibnu Taimiyyah, Ibnu Oayyim, dan seba- 
gian ulama Hanabilah lain berpendapat bahwa 
nafkah hukumnya wajib bagi setiap kerabat 
dekat meskipun tidak termasuk dalam nasab 
ushul dan furu', jika memang mendapatkan 
warisan. Artinya, nafkah wajib bagi saudara 
dzawil arham seperti paman dan bibi, karena 
Allah SWT berfirman yang artinya, “..dan waris 
pun berkewajiban demikian...” (al-Bagarah: 
233) Dalam ayat ini, Allah SWT menjadikan 
nafkah itu hukumnya wajib bagi orang kerabat 
yang berhak mendapatkan warisan. 

Ketiga, Madzhab Malikiyyah dan Syafi- 
iyyah: nafkah tidak wajib kecuali bagi kedua 
orang tua dan anak. Artinya, kerabat lain se- 
perti paman, saudara, dan lainnya tidak wa- 
jib menanggung beban nafkah karena syariat 
hanya mewajibkan nafkah untuk orang tua 
dan anak. Adapun bagi saudara lain, hukum- 
nya tidak wajib karena tidak ada kaitannya 
dalam proses kelahiran anak. 


b. Syarat Wajibnya Nafkah Hawasyi dan 
Dzawil Arham 


Kewajiban nafkah bagi kerabat, menurut 
Hanafiyyah tidak dapat ditetapkan kecuali 
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dengan keputusan hakim ataupun dengan ke- 
relaan. Artinya jika sebelum adanya dua hal 
tersebut, nafkah tidak boleh diterima, kecuali 
bagi istri, anak, dan orang tua karena mereka 
tetap berhak mendapatkan nafkah meski tan- 
pa keputusan hakim dan kerelaan. Nafkah 
kerabat ini gugur jika sudah lewat masanya 
mulai dari ketetapan hakim, karena wajibnya 
berkaitan dengan kebutuhan. Jika sudah tidak 
butuh maka tidak wajib lagi, kecuali jika hakim 
memberi izin untuk berutang kepada kerabat. 

Menurut Abu Hanifah, wajibnya nafkah 
kerabat itu harus memenuhi syarat sebagai 
berikut. 

1) Kerabat Itu Termasuk Dzawil Arham, 
Mahram, Fakir, dan tidak Mampu 
Bekerja 
Baik karena masih kecil, atau ia seorang 

wanita, atau sakit dan buta. Nafkah ini tidak 

hanya bagi anak kecil, namun juga meliputi 
orang tua yang lemah dan tidak mampu be- 
kerja. Allah SWT telah berfirman yang artinya, 

“.dan waris pun berkewajiban demikian... 

(al-Bagarah: 233) Ibnu Mas'ud membacanya, 

“dan waris yang dzawil arham juga mahram 

berkewajiban demikian.” 

Syarat ini menjelaskan sifat yang harus 
dipenuhi oleh penerima nafkah, yaitu harus 
benar-benar butuh, baik karena masih kecil, 
seorang wanita, mengidap sakit menahun, 
atau buta. Jika kerabat tersebut masih mam- 
pu untuk bekerja maka ia tidak berhak men- 
dapatkan nafkah dari kerabatnya sendiri, dan 
dia juga tidak kewajiban memberi nafkah 
kepada kerabat lain selain kedua orang tua. 
Seorang anak diperintahkan untuk memban- 
tu meringankan beban orang tua sehingga ia 
tetap harus memberi nafkah kepada mereka 
meskipun mereka mampu bekerja. 


186 Al-Badaa'i' Vol. 4, hlm. 35. 
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2) Syarat Kedua adalah Harus Seagama 
dengan Kerabat yang Memberi Nafkah 
Seorang kerabat yang berbeda agama ti- 

dak berhak menerima nafkah sebagaimana 

juga hukum waris. Hukum nafkah dan waris 
disamakan karena wajibnya nafkah itu diba- 
ngun atas dasar keberhakan seseorang dalam 
mendapatkan warisan. Hukum nafkah ini ber- 
beda dengan hukum nafkah untuk istri, ushul, 
dan furu' Nafkah istri hukumnya wajib karena 
penahanan suami terhadap istri, sedangkan 
nafkah ushul dan furu' karena termasuk ba- 
gian keluarga terdekat. Nafkah untuk diri sen- 
diri tetap wajib meski dalam keadaan kufur 
maka nafkah untuk keluarga dekat juga tetap 
harus diberikan meski mereka juga kufur, 
kecuali jika mereka memerangi kaum Muslim. 

Dan kita kaum Muslimin dilarang untuk ber- 

buat baik kepada orang-orang non-Muslim 

yang memerangi kita. 


3) Syarat Ketiga adalah Kerabat yang 
Memberi Nafkah Itu Termasuk Orang 
Kaya 
Jika ia sendiri sedang kesulitan dalam hal 

ekonomi maka ia tidak berhak memberi naf- 
kah meskipun ia masih mampu bekerja. Ala- 
sannya, karena kewajiban nafkah ini melalui 
proses hubungan keluarga, dan kewajibannya 
hanya bagi orang-orang yang kaya bukan bagi 
orang miskin. 

Akan tetapi, shahiban berbeda pendapat 
mengenai batasan kaya yang mewajibkan 
memberi nafkah kepada kerabat." 

Abu Yusuf berpendapat bahwa yang dise- 
but orang kaya adalah orang yang memiliki 
nishab zakat, yaitu dua puluh dinar emas'” 
atau dua ratus dirham perak. Karena, batasan 
kaya dalam syariat adalah orang yang memi- 


187 20 dinar emas sama dengan 96 gram dengan timbangan ajam, dan 100 gram dengan timbangan Irak. 
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liki nishab yang berhak dikeluarkan zakatnya. 
Adapun nafkah dzawil arham itu berkaitan 
dengan hubungan keluarga, dan itu hanya wa- 
jib atas orang-orang kaya, seperti halnya se- 
dekah. 

Imam Muhammad berpendapat bahwa 
orang yang kaya itu adalah orang yang memi- 
liki nafkah cukup untuk satu bulan. Dia masih 
mempunyai sisa untuk dirinya dan keluarga- 
nya. Artinya, orang yang memiliki kelebihan 
harta setelah digunakan untuk nafkah satu 
bulan maka orang tersebut sudah termasuk 
orang kaya. Sisa hartanya itu bisa digunakan 
untuk membantu kerabat yang kurang mam- 
pu. Imam al-Kasani berkata, “Saya lebih setuju 
dengan pendapat Imam Muhammad, yaitu 
jika seseorang sudah memiliki penghasilan te- 
tap dan ia tidak membutuhkan seluruh hasil- 
nya itu karena sudah cukup. Maka, sisanya wa- 
jib dinafkahkan kepada kerabatnya. Dalam hal 
ini, hitungannya bukan menggunakan nishab 
karena nishab itu berkaitan dengan hak ter- 
hadap Allah. Sedangkan nafkah itu hak anak 
manusia, jadi tidak cocok jika menggunakan 
ukuran nishab sebagai standar.” 


c. Banyaknya Keluarga yang Berkewajiban 

Menanggung Nafkah Kerabat 

Dari pembahasan di atas kita sudah me- 
ngetahui bahwa jika orang yang berhak me- 
nerima nafkah itu hanya memiliki seorang 
kerabat yang kaya. Jika ia termasuk ushul atau 
furu' maka nafkahnya wajib atas kerabat itu, 
meski ia tidak termasuk ahli warisnya, seperti 
misalnya kakek dari jalur ibu atau anaknya 
putri. Pendapat ini sudah disepakati oleh ma- 
yoritas ulama. 

Jika kerabat itu termasuk hawasyi maka 
menurut Hanafiyyah ia berkewajiban mem- 
beri nafkah jika ia termasuk dzawil arham 
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mahram, seperti saudara lelaki, paman, dan 
bibi. Akan tetapi menurut Hanabilah, hukum- 
nya wajib jika ia termasuk ahli waris yang 
mendapat bagian tetap atau ashabah, seperti 
saudara lelaki dari ibu, dan anak paman. 
Adapun jika ada banyak kerabat yang 
berkewajiban memberi nafkah, ulama Hana- 
fiyyah cenderung berbeda dengan ulama lain 
dalam hal pembagian nafkah itu sendiri. 


Madzhab Hanafiyyah 
Menurut Hanafiyyah, nafkah untuk kera- 

bat dibagikan berdasarkan empat kategori di 

bawah ini: 

1. Orang yang berhak mendapatkan nafkah 
itu masih memiliki ushul dan furu' 

2. Orang yang berhak mendapatkan nafkah 
itu memiliki ushul dan hawasyi.!88 

3. Orang tersebut memiliki furu' dan ha- 
wasyi. 

4. Orang tersebut memiliki gabungan antara 
ushul, furu', dan hawasyi. 


Berikut ini keterangan dari masing-ma- 
sing kategori di atas. 

1) Orang yang Berhak Mendapatkan 
Nafkah Itu Masih Memiliki Ushul dan 
Furu' 

Jika orang yang berhak mendapatkan 
nafkah itu masih memiliki ushul dan furu' 
jika tingkat kekerabatannya berbeda maka 
nafkahnya wajib atas kerabat yang terdekat, 
baik ia termasuk ahli waris maupun tidak. 
Contohnya seperti ayah dan anaknya anak 
lelaki, atau putrinya anak perempuan. Atau 
seperti ibu dan anaknya anak lelaki. Nafkah 
wajib hukumnya bagi ayah dalam contoh per- 
tama, dan wajib bagi ibu pada contoh kedua 
karena ayah dan ibu kekerabatannya lebih 
dekat, namun nafkah di situ wajib bagi selain 
ahli waris. 


Hawasyi adalah orang yang tidak termasuk bagian dari ushul dan furu', artinya tidak termasuk ushul dan juga furu' 
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Jika tingkat kekerabatannya sama maka 
kadar wajibnya nafkah itu sesuai dengan kadar 
warisannya, kecuali jika di antara kerabat itu 
terdapat anak laki-laki atau anak perempuan. 
Maka dalam hal ini, nafkah menjadi tanggung 
jawab anak lelaki ataupun anak perempuan. 
Jika antara ayah dan anak maka nafkah di- 
tanggung oleh anak, karena Rasulullah saw. 
bersabda, “Engkau dan hartamu adalah milik 
ayahmu" Jika antara kakek (ayahnya ayah) dan 
putrinya anak perempuan maka nafkahnya di- 
tanggung oleh kakek karena ia termasuk ahli 
waris. Sedangkan, putrinya anak perempuan 
dalam hal ini hanyalah dzawil arham dan tidak 
berhak mendapat warisan. 


2) Orang yang Berhak Mendapatkan 
Nafkah Itu Memiliki Ushul dan Hawasyi 


Jika orang yang berhak mendapatkan naf- 
kah itu masih memiliki ushul dan hawasyi, 
seperti misalnya masih memiliki ibu, saudara 
kandung laki-laki dan ayah maka jika kedua 
jenis kerabat itu mendapatkan warisan maka 
nafkah hukumnya wajib bagi keduanya sesuai 
dengan bagian warisan masing-masing. Tetapi 
jika hanya salah satu yang mendapatkan wa- 
risan maka nafkah hanya wajib atas ushul, 
meskipun ushul itu tidak termasuk orang yang 
mendapatkan warisan. 

Contoh ushul yang mendapatkan warisan: 
kakek dari jalur ayah dan saudara kandung 
lelaki maka di sini nafkah ditanggung oleh 
kakek. 

Contoh ushul yang tidak mendapatkan 
warisan: kakek dari jalur ibu dan paman maka 
nafkahnya ditanggung oleh kakek. 

Contoh yang keduanya mendapatkan wa- 
risan: ibu dan saudara lelaki, atau anak sau- 
dara lelaki dan paman, maka nafkah ditang- 
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gung oleh ibu sepertiga dan ditanggung oleh 
bagian ashabah dua pertiga. 


3) Orang Tersebut Memiliki Furu' dan 
Hawasyi 


Jika orang yang berhak menerima nafkah 
itu masih memiliki furu' dan hawasyi maka 
nafkah hukumnya wajib atas furu', sedangkan 
hawasyi tidak wajib memberikan nafkah ka- 
rena sudah ada kerabat yang lebih dekat yaitu 
furu, Contoh misalnya ada seorang anak pe- 
rempuan dan saudara kandung perempuan 
maka nafkah ditanggung oleh anak perempuan 
saja, sedangkan saudara kandung perempuan 
tidak berkewajiban memberi nafkah meskipun 
ja mendapatkan bagian warisan setengah. 

Jika kerabat yang ada hanyalah seorang 
anak lelaki yang beragama nasrani dan sauda- 
ra lelaki beragama Islam maka yang berke- 
wajiban memberi nafkah adalah anak lelaki, 
meskipun yang berhak mendapatkan warisan 
adalah saudara lelaki. 


4) Orang Tersebut Memiliki Gabungan 
antara Ushul, Furu', dan Hawasyi 


Jika orang yang berhak mendapatkan 
nafkah itu memiliki kerabat berupa ushul, 
furu, dan hawasyi maka hukumnya seperti 
hukum dalam bagian pertama, yaitu nafkah 
ditanggung oleh ushul dan furu' sebagaimana 
dijelaskan di atas karena kuatnya pertalian 
darah mereka. Dalam hal ini, hawasyi tidak 
dianggap karena sudah ada ushul dan furu' 

Jika hanya ada ushul bersama seorang 
ayah maka nafkah wajib atas ayah sendiri, dan 
jika hanya ada hawasyi maka nafkahnya dibagi 
sesuai dengan ketentuan warisan jika memang 
orang tersebut masih termasuk dzawil arham 
dan mahram. 
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Madzhab Hanabilah 

Pertama: menurut Hanabilah'? nafkah 
hukumnya wajib atas kerabat sesuai dengan 
bagian warisan masing-masing. Jika seseorang 
masih memiliki ibu dan kakek maka ibu mem- 
beri sepertiga nafkah, sedangkan kakek mem- 
beri dua pertiga nafkah. Jika memiliki anak 
lelaki dan anak perempuan maka nafkah di- 
tanggung berdua sepertigaan seperti bagian 
warisan. Jika memiliki nenek dan saudara 
lelaki maka nenek menanggung seperenam 
nafkah, sedang sisanya ditanggung oleh sau- 
dara lelaki. Orang yang memiliki anak perem- 
puan dan saudara perempuan maka setengah 
nafkah ditanggung oleh anak perempuan dan 
setengahnya lagi ditanggung oleh saudara pe- 
rempuan. Orang yang masih memiliki kakek 
nenek dari jalur ibu maka ibunya ibulah (ne- 
nek) yang menanggung nafkah, karena dialah 
yang mendapatkan warisan. Jika yang dimili- 
kinya adalah kakek nenek dari ayah maka ibu- 
nya ayah menanggung seperenam, sedangkan 
sisanya ditanggung oleh kakek. Jika ada kakek 
dan saudara lelaki maka tanggungan nafkah 
keduanya sama. Jika ada ibu, saudara lelaki, 
dan kakek maka nafkah ditanggung bersama 
sepertigaan. 

Dari ketentuan di atas, ulama Hanabilah 
membuat pengecualian apabila orang yang 
berhak mendapatkan nafkah itu masih memi- 
liki ayah. Maka nafkahnya hanya ditanggung 
oleh ayah tersebut, sedang kerabat yang lain 
tidak kewajiban menanggung nafkahnya, ka- 
rena Allah SWT berfirman yang artinya, “ 
Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan 
pakaian mereka dengan cara yang patut...” (al- 
Bagarah: 233) Pendapat ini berbeda dengan 
madzhab Hanafiyyah yang cenderung men- 
jadikan nafkah sebagai tanggungan anak jika 
memang masih ada. 


189 Al-Mughnii, Vol. 7, hlm. 587-593. 
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Kedua: jika terdapat ushul dan furu' yang 
sama-sama mendapatkan warisan, jika kera- 
bat yang dekat itu miskin, sedang yang jauh 
itu kaya maka nafkah ditanggung oleh kerabat 
jauh yang kaya. Artinya, jika seseorang masih 
memiliki seorang ibu yang miskin dan seorang 
nenek yang kaya maka nafkahnya hanya di- 
tanggung oleh nenek. 

Ketiga: jika ada dua kerabat dekat yang 
sama-sama kaya, namun salah satu dari ke- 
duanya terhalang dari warisan karena adanya 
kerabat dekat yang miskin, jika yang terhalang 
itu termasuk bagian dari jalur nasab (ushul 
dan furu) maka kewajiban nafkahnya tidak 
gugur. Jika dari selain ushul dan furu' maka ia 
tidak berkewajiban memberi nafkah. Jika se- 
seorang masih memiliki kedua orang tua dan 
seorang kakek, namun ayahnya miskin maka 
keberadaannya tidak dianggap sehingga se- 
pertiga nafkah ditanggung oleh ibu, sedangkan 
sisanya ditanggung oleh kakek. Jika seseorang 
masih memiliki kedua orang tua, dua orang 
saudara lelaki, dan seorang kakek, namun 
ayahnyajuga miskin maka kedua orangsaudara 
tidak berkewajiban memberi nafkah, karena 
keduanya terhalang dan bukan termasuk ba- 
gian dari ushul ataupun furu' sehingga seper- 
tiga nafkah ditanggung oleh ibu, sedangkan 
sisanya ditanggung oleh kakek. 

Keempat: jika orang yang berhak men- 
dapatkan nafkah itu hanya memiliki seorang 
kerabat kaya yang termasuk ahli waris maka 
ia berkewajiban menanggung nafkah sesuai 
kadar warisan yangia terima. 

Dalam hal nafkah, seorang istri lebih di- 
dahulukan daripada kerabat lainnya karena 
Rasulullah saw. bersabda, “Jika salah seorang 
kalian miskin maka mulailah nafkah untuk 
dirinya sendiri. Kalau masih ada sisa maka 
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untuk keluarganya, dan kalau masih juga ada 
sisa maka untuk kerabatnya. 

Undang-undang negara Syria cenderung 
lebih memilih pendapat madzhab Hanabilah, 
karena dirasa lebih adil dan juga sesuai de- 
ngan kaidah yang berbunyi, “al-gharam bil 
ghanam” sehingga nafkah dibagikan sesuai 
dengan bagian warisan, dan kewajiban nafkah 
untuk kerabat tidak berkaitan dengan hubung- 
an mahram. Adapun pendapat Hanafiyyah, ter- 
kadang mewajibkan nafkah kepada kerabat 
dekat yang tidak mendapatkan warisan dan 
tidak mewajibkannya kepada kerabat dekat 
yang mendapatkan warisan. Namun demikian, 
sebagian hukum-hukum nafkah yang lain di- 
ambilkan dari pendapat madzhab Hanafiyyah. 


Madzhab Syafi'lyyah 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat'”" bahwa 
nafkah dibagikan atas orang tua dan anak de- 
ngan ketentuan sebagai berikut. 

Seseorang yang memiliki dua orang furu' 
yang sama dalam kedekatan dan warisan, atau 
tidak adanya kesamaan dalam kedekatan dan 
warisan, seperti dua orang anak lelaki atau 
dua orang anak perempuan, atau seorang anak 
lelaki dan seorang anak perempuan maka 
nafkah ditanggung mereka dengan pemba- 
gian yang sama, dan tidak berdasarkan bagian 
warisan meskipun keduanya berbeda dalam 
hal ekonomi. 

Jika salah satu kerabat ada yang dekat 
dan yang satunya mendapatkan warisan maka 
menurut pendapat yang ashah, yang menang- 
gung nafkah itu adalah kerabat yang dekat, 
meskipun tidak mendapatkan warisan. 

Jika keduanya sama-sama berhak men- 
dapatkan warisan, seperti anak perempuan 


190 





FIOIH ISLAM JILID 10 


dan putri anak lelaki maka nafkah ditanggung 
oleh keduanya. 

Jika tingkat kedekatan kerabat itu sama 
maka yang didahulukan adalah orang yang 
mendapatkan warisan karena dianggap lebih 
kuat, seperti anak lelaki dan putra anak pe- 
rempuan, maka nafkah ditanggung oleh anak 
lelaki bukan oleh putra anak perempuan. 

Jika sama-sama mendapatkan warisan 
seperti misalnya anak lelaki dan anak perem- 
puan maka ada dua pendapat: satu pendapat 
mengatakan bahwa keduanya menanggung 
nafkah dengan pembagian yang sama, dan 
pendapat yang lain mengatakan bahwa pem- 
bagian nominal nafkah dibagi berdasarkan 
banyaknya bagian warisan. Di sini pendapat 
pertama lebih tepat. 

Kaidah dalam ushul lebih dekat daripada 
kaidah furu' Artinya, jika seseorang masih me- 
miliki kedua orang tua maka nafkah ditang- 
gung oleh ayah, dan jika seseorang memiliki 
kakek dan nenek maka yang paling dekatlah 
yang menanggung nafkahnya. 

Jika seseorang masih memiliki ushul dan 
furu' maka menurut pendapat yang ashah, 
nafkah ditanggung oleh furu' meskipun tergo- 
long jauh, seperti ayah dan putranya anak le- 
laki karena kekerabatannya lebih kuat. 

Menurut Syafi'iyyah, seorang istri lebih 
didahulukan daripada kerabat lain sebagai- 
mana pendapat Hanabilah karena nafkahnya 
lebih kuat dan tidak gugur dengan lewatnya 
masa. 


Madzhab Maliki 

Menurut pendapat yang rajih madzhab 
Maliki!??, nafkah ditanggung oleh anak-anak 
yang ekonominya sudah mapan sesuai dengan 


Kaidah ini artinya beban biaya dan tanggungan utang yang menjadi bagian dari suatu perkara wajib ditanggung oleh orang yang 
mendapatkan manfaat dari perkara tersebut, penj.. : | 
191 Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 450-451, al-Muhadzdzab, Vol. 2, hlm. 166. 
192  Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 2, hlm. 752. 
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kadar kemampuan masing-masing jika me- 
mang berbeda-beda. Pendapat lain mengata- 
kan nafkah ditanggung berdasarkan jumlah 
anak secara merata, tanpa membedakan anta- 
ra anak lelaki dan anak perempuan. Pendapat 
lain mengatakan nafkah dibagikan sesuai de- 
ngan perolehan warisan, jadi seorang anak le- 
laki berbanding dua orang anak perempuan. 


e Nafkah Kerabat dalam UndangUndang 
Syria 
Negara Syria mengambil pendapat madz- 

hab Hanafiyyah dalam menentukan nafkah 

kerabat, selain dalam hal pembagian nafkah 
ketika ada banyak kerabat yang berkewajiban 
memberi nafkah. Penentuan wajibnya nafkah 
juga tidak berdasarkan hubungan mahram. 

Pendapat ini diambil dari madzhab Hanabilah. 
Berikut poin atau pasal yang mengatur 

masalah nafkah kerabat. 

# Pasal 154: nafkah setiap manusia diambil 
dari hartanya sendiri, kecuali istri yang 
nafkahnya ditanggung oleh suaminya. 

» Pasal 155: 

Ayat 1: jika seorang anak tidak memiliki 
harta maka nafkahnya ditanggung oleh 
ayahnya selama ayah tidak fakir, lemah, 
tidak mampu memberi nafkah, baik kare- 
na sakit maupun idiot. 

Ayat 2: nafkah anak tetap menjadi tang- 
gungan orang tua hingga menikah untuk 
anak perempuan, dan hingga batas usia 
umum bagi anak lelaki mampu bekerja. 

e Pasal 156: 

Ayat 1: jika seorang ayah tidak mampu 
memberi nafkah, namun masih mampu 
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bekerja maka tanggugan nafkah anak di- 
limpahkan kepada kerabat lain yang juga 
berkewajiban menanggung nafkah jika 
ayah tidak ada. 

Ayat 2: nafkah yang tersebut dalam ayat 1 
menjadi utang bagi ayah dan orang yang 
memberi nafkah berhak meminta kembali 
kepada ayah jika ia sudah mampu. 

Pasal 157: 

Ayat 1: seorang ayah tidak dibebani naf- 
kah istri anak kecuali jika ia sudah siap 
menanggungnya. 

Ayat 2: nafkah ayah yang diberikan kepada 
istri anak dianggap utang bagi anak yang 
harus dibayar ketika ia sudah mampu. 
Pasal 158: seorang anak yang kaya atau 
mampu, baik lelaki maupun perempuan, 
besar maupun kecil wajib menanggung 
nafkah kedua orang tuanya yang miskin, 
meski keduanya masih mampu untuk 
bekerja selama ayah tidak nampak keras 
kepala atau malas. 

Pasal 159: nafkah seorang fakir miskin 
yang tidak mampu untuk bekerja, baik ka- 
rena sakit yang menimpanya atau lemah 
otaknya wajib ditanggung oleh ahli wa- 
risnya yang kaya sesuai dengan bagian 
warisan masing-masing. 

Pasal 160: Tidak ada nafkah dalam hal be- 
da agama, kecuali untuk ushul dan furu'. 
Pasal 161: nafkah kerabat dimulai sejak 
hari pengakuan, namun hakim berhak 
memutuskan nafkah anak atas ayahnya 
sejak awal sebelum ada pengakuan dengan 
syarat tidak melampaui empat bulan. 
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BAB KEEMPAT 
WASHAYA" 


Pembahasan mengenai washaya menca- 
kup tiga pasal, yaitu: Pertama -. mengenai 
wasiat: Kedua - mengenai tasharruf yang di- 
lakukan oleh pesakit kematian, dan Ketiga 
- mengenai wishaayah. 

e Pasal pertama mencakup tujuh pemba- 
hasan. 

e Pembahasan pertama: Arti, legalitas, ru- 
kun, dan tata cara menjadi kokohnya 
wasiat. 

6 Pembahasan kedua: Syarat-syarat wasiat. 

« Pembahasan ketiga: Hukum-hukum wa- 
siat (ciri/sifat dilihat dari segi apakah 
merupakan keharusan atau tidaknya, pe- 
ngaruhhnya untuk pemilikan, hukum-hu- 
kum washi (pelaksana wasiat): hukum-hu- 
kum mushaa lah (orang yang menerima 
wasiat): hukum-hukum mushaa bih (se- 
suatu yang diwasiatkan), ukuran wasiat, 
wasiat kepada ahli waris, wasiat yang 
berupa ukuran yang sama dengan bagi- 
an pasti ahli waris tertentu, wasiat yang 
berupa bagian-bagian tertentu, pelaksa- 
naan wasiat). 
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e Pembahasan keempat: Hal-hal yang mem- 
batalkan wasiat. 

e Pembahasan kelima: Tazaahum (berde- 
sakan, padat, banyak) wasiat. 

e Pembahasan keenam: Wasiat wajib me- 
nurut undang-Undang. 

# Pembahasan ketujuh: Penetapan wasiat. 


A. WASIAT 


Pembahasan ini mencakup pengantar dan 
tujuh pembahasan. 


PENGANTAR SEJARAH WASIAT 

Wasiat merupakan aturan lama, namun 
dalam beberapa dekade, wasiat kerap diba- 
rengi penganiayaan dan ketidakadilan. Dalam 
masyarakat Romawi misalnya, seorang kepala 
rumah tangga memiliki hak tasharruf yang 
tidak terbatas dalam hal wasiat sehingga ter- 
kadang mereka membuat wasiat untuk orang 
asing (bukan keluarga dan bukan kerabat), 
dan mereka menghalangi anak-anak kandung- 


Yang dimaksud dengan washagya di sini mencakup wasiat dan al-iishaa' (pengampuan, perwalian: pesan dan perintah). Bila 
diucapkan, “Uushii ilaa Fulaan, Aku berwasiat kepada Fulan,” artinya aku menjadikannya sebagai washi, dan kata bendanya adalah 
wishaayah. 
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nya dari hak waris. Akan tetapi, kemudian hal 
tersebut berakhir dengan wajibnya menjaga 
seperempat harta warisan ayah untuk anak- 
anak, namun dengan syarat perilaku dan in- 
teraksi mereka tidak membuat ayah mereka 
marah. 

Bangsa Arab pada masa jahiliah membuat 
wasiat untuk orang lain sebagai kebanggaan, 
namun mereka meninggalkan kerabat mereka 
dalam kefakiran dan kesempitan.!” 

Kemudian Islam datang dan membenar- 
kan sudut pandang wasiat yang berdasarkan 
kepada asas hak dan keadilan, Islam mengha- 
ruskan orang-orang yang memiliki harta agar 
membuat wasiat untuk kedua orang tua dan 
para kerabat, yaitu sebelum turunnya perin- 
tah mengenai warisan. Pada masa permulaan 
Islam, wasiat wajib dengan menggunakan se- 
luruh harta untuk diberikan kepada kedua 
orang tua dan kaum kerabat, dengan firman 
Allah SWT yang artinya, 


“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hen- 
dak menjemput seseorang di antara kamu, jika 
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua 
orang tua dan karib kerabat dengan cara yang 
baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang 
yang bertakwa.” (al-Bagarah: 180) 


Ketika turun ayat dalam surah an-Nisaa' 
mengenai legalitas hukum warisan secara ter- 
perinci, wasiat yang sudah disyariatkan dalam 
Islam dibatasi dengan dua hal. 

Pertama: Wasiat untuk ahli waris tidak 
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dilaksanakan melainkan dengan adanya izin 
para ahli waris lainnya karena Rasulullah saw. 
berkhotbah pada tahun Haji Wada, “Sesung- 
guhnya Allah telah memberikan setiap pemilik 
hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi 
ahli waris”? Adapun kedua orang tua ber- 
hak mendapatkan bagian tertentu dari harta 
peninggalan dan wasiat hukumnya sunnah 
untuk selain ahli waris. 

Kedua: Membatasi maksimal wasiat hanya 
dengan sepertiga harta, sebagaimana sabda 
Nabi saw. kepada Sa'ad bin Abi Wagash yang 
ingin membuat wasiat sebanyak dua pertiga 
atau setengah hartanya, karena yang menjadi 
pewarisnya hanya satu anak perempuannya 
saja, “Sepertiga, dan sepertiga adalah banyak. 
Sungguh baik bagimu meninggalkan ahli waris 
dalam keadaan kaya daripada meninggalkan 
mereka dalam keadaan papa dan menjadi be- 
ban bagi orang lain.” 

Adapun sisa dari sepertiga harta meru- 
pakan hak ahli waris sehingga tasharruf mu- 
warrits (orang yang memberikan warisan) 
atas kelebihan tersebut tidaklah dilaksanakan 
melainkan bila ada kerelaan dan persetujuan 
ahli waris. 


41. ARTI WASIAT, LEGALITAS, RUKUN, TATA 


CARA TERBENTUK KOKOHNYA, SERTA 
PENGARUHNYA?” 


a. Arti Wasiat dan Dua Jenis Wasiat 

Wasiat adalah iishaa' (memberikan pesan, 
perintah: pengampuanj: perwalian), dan secara 
etimologi diartikan sebagai janji kepada orang 


Washiyyat fis Syariat al Islaamiyyah, Prof. Dr. Aisawi Ahmad Aisawi Alm., hlm. 9. 
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Hadits mutawatir diriwayatkan oleh dua belas sahabat, dan mursal dengan riwayat lima orang tabi'in. Di antara sahabat yang 
meriwayatkan adalah Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, al-Baihagi, dan Abd bin 
Humaid dalam Musnad-nya, dengan teks tersebut (Nashbur Raayah, vol. 4/403-405). Imam Syafi'i menetapkan dalam al-Umm, 
bahwa matan hadits ini mutawatir (Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 40). 

Diriwayatkan oleh jamaah (Imam Ahmad dan imam enam lainnya), diambil dari jalur Sa'ad bin Abi Waggash (Nashbur Raayah, 
vol. 4, hlm. 401: Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 38). 

Al-Badaa'i' vol. 7, hlm. 330-334, Takmilat Fathul Gadiir, vol. 8, hlm. 417-419, al-Gawaaniin al-Fighiyyah wa Raddul Muhtaar, vol. 
5, hlm. 457-465: al-Lubaab, vol. 4, him. 168: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 579-585, 601: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 405: 
Bidaayatul Mujtahid, vol. 2, hlm. 328 dan him. setelahnya: Mugnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 38-40, 52,73, al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 
449, 452: al-Mughnii, vol. 6, hlm. 51, 25: Kasysyaaful Ginaa', vol. 4, hlm. 371-375, Ghaayatul Muntahaa, vol. 2, hlm. 348, 351-352. 
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lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan 
tertentu semasa hidupnya atau setelah me- 
ninggalnya, aushaitu lahu au ilaih, aku mem- 
berikan pesan atau perintah untuknya, berarti 
aku menjadikannya sebagai washi (pelaksana) 
yang akan menguasai orang setelahnya (pihak 
penerima/mushaa 'alaih). Arti ini populer 
dengan istilah kata wishaayah. 

Wasiat juga bisa diartikan menjadikan 
harta untuk orang lain: washaitu bi kadzaa 
au aushaitu (aku menjadikan sesuatu itu un- 
tuknya). Washaya yang merupakan bentuk 
jamak dari kata washiyyah mencakup wasiat 
harta: sedang iishaa' wishaayah, dan washiy- 
yah dalam istilah ulama figih diartikan kepe- 
milikan yang disandarkan kepada keadaan 
atau masa setelah kematian seseorang dengan 
cara tabarru' atau hibah, baik sesuatu yang 
akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud 
atau hanya sebuah nilai guna barang. Dengan 
arti ini, istilah-istilah tersebut menjadi ber- 
beda dengan kepemilikan-kepemilikan benda 
munjazah (yang langsung bisa dilaksanakan), 
seperti penjualan dan hibah: juga kepemilikan 
nilai guna seperti sewa-menyewa, dan yang 
disandarkan kepada keadaan selain kematian 
seperti sewa-menyewa yang disandarkan ke- 
pada waktu mendatang, misalnya di awal 
bulan depan atau yang lainnya. Wasiat juga 
berbeda dengan hibah yang merupakan tabar- 
ru' atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, 
karena wasiat dilaksanakan setelah kematian, 
sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. De- 
finisi ini juga mencakup pembebasan utang, 
karena pembebasan utang adalah memberi- 
kan kepemilikan piutang (harta terutang) ke- 
pada orang yang berutang. 

Arti inilah yang saya kehendaki, yakni 
wasiat sebagai akad atau tasharruf atas harta 
benda. Sebagian ulama figih mengartikannya 
lebih luas dari ini, bahwa wasiat adalah perin- 
tah untuk melakukan tasharruf setelah kema- 
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tian, dan perintah untuk melakukan tabarru' 
atas harta benda setelah kematian. Maka, arti 
ini mencakup wasiat kepada seseorang untuk 
menikahkan anak perempuannya, meman- 
dikan, atau sebagai imam dalam menshalat- 
kannya. 

Dua jenis wasiat: Wasiat adalah sah, baik 
muthlagah (bebas) atau mugayyadah (terba- 
tas/bersyarat). Wasiat muthlagah adalah bila 
seseorang mengucapkan, “Aku berwasiat se- 
suatu ini untuk Fulan),” sedang wasiat mugay- 
yadah atau mu'allagah (bergantung), seperti, 
“Jika aku mati dari penyakit ini, atau di negara 
ini, atau dalam perjalananku ini maka sesuatu 
ini untuk Fulan.” Jika syarat yang disebutkan 
terjadi maka wasiat menjadi sah. Dan jika apa 
yang disyaratkannya tidak terjadi, misalnya 
dia sembuh dari sakitnya tadi atau tidak me- 
ninggal di negara atau dalam perjalanan terse- 
but, wasiat menjadi batal karena tidak wujud- 
nya syarat penggantungan yang telah disebut- 
kan sebelumnya. 

. Undang-Undang Perdata Syria dan Un- 
dang-Undang Wasiat Mesir mendefinisikan 
wasiat sebagai tasharruf atas harta pening- 
galan yang disandarkan kepada hal atau masa 
setelah kematian. 

Dalam memori penjelasan Perundangan 
Mesir disebutkan, kata tamliik (menjadikan 
sesuatu sebagai milik)' yang sudah biasa ber- 
laku dalam definisi golongan Hanafiyyah telah 
diganti dengan kata tasharruf (membelanja- 
kan, mengatur, mendayagunakan), agar bisa 
mencakup semua permasalah wasiat. 

Kata tersebut kemudian bisa mencakup: 
Mushaa bih berupa harta benda atau nilai gu- 
na barang: mushaa lah termasuk orang yang 
berkompeten untuk menjadi pemilik, seperti 
wasiat untuk orang yang dijelaskan (mu'ayyan) 
dengan menggunakan nama atau ciri, yakni 
orang-orang yang masih bisa dihitung, atau 
dijelaskan dengan menggunakan ciri namun 
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tidak terhitung, seperti wasiat untuk orang- 
orang fakirs mushaa lah yang berupa suatu 
lembaga atau kepentingan sosial (kebajikan), 
seperti tempat-tempat pengungsian, sekolah- 
sekolah, dan lain-lain. 

Juga mencakup: Jika mushaa bih adalah 
pengguguran yang di dalamnya terkandung 
arti pemberian kepemilikan, seperti wasiat 
pembebasan utang: jika mushaa bih adalah 
pengguguran murni dengan membebaskan 
seorang kafiil (penjamin) dari tanggungannya, 
mushaa bih berupa hak yang tidak berupa 
harta benda, nilai guna, atau pengguguran, 
namun ia bersifat materi karena berhubung- 
an dengan harta benda, seperti wasiat untuk 
menangguhkan utang yang sudah jatuh tem- 
ponya, dan wasiat untuk menjual harta tidak 
bergerak kepada Fulan misalnya. 

Yang dimaksud dengan tirkah adalah 
semua yang ditinggalkan muwarrits (orang 
yang mewariskan) untuk ahli warisnya, baik 
berupa harta benda, nilai guna barang, atau 
suatu hak dari hak-hak lainnya yang berhu- 
bungan dengan harta benda yang bisa ber- 
pindah tangan dari muwarrits kepada waarits 
(ahli waris) dengan sebab meninggalnya si 
muwarrits tersebut. 


b. Masyru'iyyah Wasiat 
Legalitas ini mencakup dalil-dalil, sebab, 
hukum, serta jenis hukum syar'inya. 
Dalil-dalil legalitasnya adalah Al-Our'an, 
As-Sunnah, Ijma, dan rasio. 


Dalil-Dalil Wasiat 
e Dalil dari Al-Gur'an 

Adapun dalil dari Al-Gur'an adalah firman 
Allah SWT yang artinya, 


“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hen- 
dak menjemput seseorang di antara kamu, jika 
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua 
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orang tua dan karib kerabat dengan cara yang 
baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang 
yang bertakwa.” (al-Bagarah: 180) 


Juga, firman Allah SWT yang artinya, 


“setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat- 
nya atau (dan setelah dibayar) utangnya....” 
(an-Nisaa': 11) 


Dan juga, firman-Nya yang artinya, 


“setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka 
buat atau (dan setelah dibayar) utangnya....” 
(an-Nisaa': 12) 


Ayat pertama menunjukkan disyariatkan- 
nya wasiat untuk para kerabat, dan dua ayat 
terakhir menjadikan warisan sebagai hak yang 
pelaksanaannya diakhirkan setelah pelaksa- 
naan wasiat dan pembayaran utang, namun 
pembayaran utang juga didahulukan sebelum 
pelaksanaan wasiat, sebagaimana ucapan sa- 
habat Ali r.a., 


Ton Bg 2 000 Leni en 3 
Ogan Roy Anh Ca UNI ola Ope SSI) 
Ba BD ih os 
xp yi 

“Sesungguhnya kalian membaca ayat ini, 
“.setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya 
atau (dan setelah dibayar) utangnya.... (an- 
Nisaa': 11), dan sesungguhnya Nabi memutus- 


kan bahwa (pembayaran) utang adalah sebe- 
lum (pelaksanaan) wasiat.” (HR at-Tirmidzi) 


e Dalil dari As-Sunnah 
Hadits riwayat Sa'ad bin Abi Wagash yang 
berbunyi, 


2. 3 


»0 adan 
FG 2 J9 Ea 
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“Sepertiga, dan sepertiga itu banyak.” 


Hadits yang berbunyi, 


saji ah :Sab, Iis 2Sae Gak A1 Sl 


Si Na 
sea : 


“Sesungguhnya Allah bersedekah atas ka- 
lian ketika kalian wafat, dengan menggunakan 
sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi 
amalan kalian.”? 


Dan juga hadits, 
NA otr 2 - SIA 
Ip SR Load Ta peka Sal ja 
. - - - 2. 


t “ 2 aa 04 0, 

Lama) as Ayi dim 99 VI AS Gen OI 

“Tiadalah hak seorang Muslim yang berma- 

lam selama dua malam, sedang dia memiliki 

sesuatu yang ingin diwasiatkannya, melainkan 
wasiatnya tertulis di sisi kepalanya.” 


Juga, khabar Ibnu Majah, “Mahruum ada- 
lah orang yang terhalang dari wasiat. Orang 
yang meninggal dengan meninggalkan wasiat, 
dia meninggal di atas jalan (yang benar) dan 
sunnah, dalam ketakwaan dan kesaksian, dia 
meninggal dalam keadaan diampuni." 


Dalil dari Ijma: Para ulama sepakat atas 
diperbolehkannya wasiat. 
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Dalil dari rasio: Kebutuhan manusia akan 
wasiat sebagai tambahan bentuk pendekatan 
diri dan kebaikan mereka, serta menindaklan- 
juti kegegabahan yang dilakukannya semasa 
hidup, yakni saat mengerjakan amalan baik. 


Sebab-Sebab atau Hikmah Wasiat 

Sebab wasiat sama dengan sebab semua 
tabarru', yaitu menghasilkan faedah kebaikan 
di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat. 
Karena itu, Allah mensyariatkannya sebagai 
penguat amal saleh, balasan bagi orang yang 
telah mempersembahkan kebaikan kepada 
orang lain, menyambung silaturahim dan pa- 
ra kerabat selain ahli waris, menutup keku- 
rangan orang-orang yang membutuhkan, me- 
ringankan beban orang-orang yang lemah, 
orang-orang yang dalam keadaan sempit, dan 
orang-orang miskin. Hal ini terealisasi apabila 
ada komitmen kebajikan dan keadilan di da- 
lamnya, serta menjauhi unsur merugikan atau 
membahayakan dalam wasiat, karena Allah 
SWT berfirman yang artinya, 


“setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat- 
nya atau (dan setelah dibayar) utangnya de- 
ngan tidak menyusahkan (kepada ahli waris) 
.. (an-Nisaa': 12) 


Juga, karena hadits Ibnu Abbas r.a., “Mem- 
buat/mendatangkan bahaya (kerugian) dalam 
wasiat termasuk dosa besar.” (HR ad-Da- 
ruguthni) 

Keadilan yang dikehendaki di sini adalah 
membatasi wasiat hanya dari sepertiga harta 


198 Hadits diriwayatkan oleh lima sahabat, yaitu Abu Hurairah, Abu Darda', Mu'adz, Abu Bakar ash-Shiddig, dan Khalid bin Ubaid. 
Hadits Abu Hurairah menggunakan riwayat atau teks tersebut yang kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar 


(Nashbur Raayah, vol. 4, hlm. 399-400). 
199 


Hadits ini diriwayatkan oleh banyak perawi, diambil dari riwayat Ibnu Umar, dan hadits ini digunakan sebagai hujjah orang yang 


mengerjakannya dengan tulisan, apabila memang tulisannya sudah dikenal (Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 33). Artinya, bukanlah 
suatu pendapat yang benar apabila seseorang melewatkan waktunya begitu saja, padahal dalam waktu tersebut dia memiliki 
harta yang akan diwasiatkannya, lalu dia tidak menuliskan wasiatnya. Dalam hadits ini terdapat dorongan dan motivasi untuk 


bersegera dalam menuliskan wasiat. 


200 


Unsur merugikan atau membahayakan dalam wasiat adalah apabila seseorang berwasiat lebih dari sepertiga harta. Sedang 


membahayakan dalam utang berarti menjual dengan harga di bawah harga standar, namun membeli di atas harga standar. 
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peninggalan, sebagaimana batasan yang telah 
ditetapkan syara'. Sedang tidak dilaksanakan- 
nya wasiat untuk ahli waris, melainkan apabila 
ada izin dari ahli waris lainnya adalah untuk 
mencegah terjadinya saling membenci, hasud, 
serta memutuskan tali silaturahmi. 


Jenis Hukum Wasiat secara Syar'i 

Hukumnya disunnahkan. Wasiat disunnah- 
kan meski dilakukan oleh orang yang sehat 
dan tidak dalam keadaan sakit, karena ke- 
matian datang tiba-tiba, maka mewasiatkan 
bagian tertentu harta milik tidaklah wajib me- 
lainkan bagi orang yang memiliki tanggungan 
utang, titipan, memiliki kewajiban atau tang- 
gungan lainnya yang wajib diwasiatkan. Se- 
sungguhnya Allah mewajibkan pelaksanaan 
amanat, dan jalannya adalah melalui wasiat. 

Dalil tidak diwajibkannya wasiat: menge- 
nai wasiat, tidak dinukilkan dari mayoritas sa- 
habat dan karena wasiat adalah tabarru' atau 
pemberian yang tidak wajib dilaksanakan 
semasa hidup, maka setelah mati pun tidak 
diwajibkan, seperti pemberian kepada fakir 
miskin yang tidak ada hubungan apa pun, baik 
karena keluarga atau kerabat. Sedang ayat 
yang artinya, 


“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hen- 
dak menjemput seseorang di antara kamu, jika 
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk ke- 
dua orang tua dan karib kerabat dengan cara 
yang baik...” (al-Bagarah: 180) 
di-nasakh dengan firman-Nya yang berbunyi, 


“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya 
... (an-Nisaa': 7), sebagaimana dikatakan 
oleh Ibnu Abbas. Ibnu Umar pun mengatakan, 
“Ayat mengenai wasiat di-nasakh dengan ayat 
tentang warisan.” 


Te 
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Setelah hukum wajib wasiat di-nasakh, ma- 
ka tetaplah hukum disunnahkan wasiat untuk 
diberikan kepada orang yang tidak memiliki 
hak waris, sebagaimana hadits tersebut di atas, 
yang di antaranya adalah, “Sesungguhnya Allah 
bersedekah atas kalian ketika kalian wafat, de- 
ngan menggunakan sepertiga harta kalian.” 

Sesuai dengan kesepakatan ahlul ilmi, 
yang lebih utama adalah membuat wasiat un- 
tuk para kerabat yang bukan ahli waris yang 
dalam keadaan fakir, karena Allah SWT ber- 
firman, 


“Dan berikanlah haknya kepada kerabat 
dekat...” (al-Israa': 26) 


dan juga ayat, “...dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabat...” (al-Bagarah: 
177): maka wasiat dimulai dengan memberi- 
kannya kepada golongan ini. 

Dan juga firman Allah SWT yang artinya, 


“.. Orang-orang yang mempunyai hubung- 
an darah satu sama lain lebih berhak (waris- 
mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang- 
orang Mukmin dan orang-orang muhajirin, ke- 
cuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada 
saudara-saudaramu (seagama)...” (al-Ahzaab: 
6): berbuat baik ditafsiri sebagai wasiat. 


Juga, karena sedekah untuk mereka se- 
masa hidup adalah lebih utama, maka demiki- 
an halnya setelah meninggal. Namun jika me- 
reka membuat wasiat untuk orang lain dengan 
membiarkan kerabat dalam keadaan tersebut, 
menurut pendapat mayoritas ulama, wasiat 
mereka tetap sah. 

Terkadang hukum wasiat bisa menjadi 
makruh atau haram. Maka, jelas bahwa wasiat 
ada empat macam bila dilihat dari sifat hukum 
syar'inya, yaitu sebagai berikut. 
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1) Wajib 

Contohnya seperti wasiat untuk mengem- 
balikan barang titipan dan utang yang tidak 
diketahui dan tanpa surat, atau wasiat akan 
kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung- 
an seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa, 
fidyah shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah 
disepakati. 

Golongan Syafi'iyyah mengatakan, adalah 
disunnahkan membuat wasiat untuk memba- 
yar hak-hak yang berupa utang, mengembali- 
kan barang titipan, pinjaman, dan sejenisnya, 
pelaksanaan wasiat-wasiat lain apabila ada, 
memerhatikan urusan anak-anak dan sejenis- 
nya seperti orang-orang gila dan orang yang 
baligh namun dalam keadaan idiot. Dan wasi- 
at yang berkenaan dengan hak Adami ada- 
lah wajib, seperti barang titipan dan barang 
yang di-ghashab jika orang tersebut tidak 
mengetahuinya. 


2) Mustahabah 

Contohnya seperti wasiat kepada para ke- 
rabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang 
ditujukan untuk pihak atau kepentingan ke- 
bajikan dan untuk orang-orang yang membu- 
tuhkan. Orang yang meninggalkan kebaikan 
(memiliki harta yang banyak: menurut adat) 
disunnahkan menjadikan seperlima hartanya 
untuk orang-orang fakir yang dekat, jika ti- 
dak ada, maka untuk orang-orang miskin dan 
orang-orang alim yang agamis. 


3) Mubah 

Contohnya seperti wasiat yang ditujukan 
untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain 
atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk me- 
reka ini boleh. 


4) Makruh Tahrim Menurut Hanafiyyah 
Contohnya seperti wasiat yang ditujukan 
untuk ahli fasik dan maksiat. Wasiat secara 
mufakat dimakruhkan bagi orang fakir yang 
memiliki ahli waris, kecuali bila ahli waris 





CI 
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dalam keadaan kaya, maka wasiat berhukum 
dimubahkan. 

Secara mufakat, terkadang wasiat berhu- 
kum haram dan tidak benar, seperti wasiat 
agar dilakukan sebuah maksiat, misalnya wa- 
siat membangun gereja atau merenovasinya, 
wasiat menuliskan serta membacakan Taurat 
dan Injil, wasiat menulis buku-buku sesat dan 
filsafat serta ilmu-limu lain yang diharamkan, 
juga wasiat dengan menggunakan khamar 
atau wasiat untuk membiayai proyek-proyek 
yang membahayakan moralitas umum. 

Wasiat juga haram apabila diberikan ke- 
pada orang asing (yang bukan keluarga atau 
kerabat) dan melebihi sepertiga harta, juga 
wasiat sesuatu untuk ahli waris secara mut- 
lak. Pendapat shahih golongan Hanafiyyah me- 
nyatakan bahwa wasiat lebih dari sepertiga 
harta makruh, sedang wasiat untuk ahli waris 
haram. 

Yang lebih utama adalah menyegerakan : 
wasiat yang ditujukan untuk pihak atau ke- 
pentingan kebajikan semasa hidup dan tidak 
memperlambatnya hingga wafat. Karena bisa 
saja jika seseorang berwasiat, akan ada ke- 
sembronoan dalam pelaksanaan setelah dia 
meninggal, juga karena hadits riwayat Abu 
Hurairah r.a., 


sg - 
Kana £ 
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“Rasulullah ditanya, 'Sedekah apakah 
yang paling utama?” Beliau menjawab, (Yaitu) 
kamu bersedekah, sedang kamu dalam keadaan 


sehat lagi bakhil, sedang kamu mengharapkan 
kaya dan takut kepada kefakiran. Janganlah 
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memperlambatnya hingga ruh sampai pada 
tenggorok, lalu kamu mengatakan, “Untuk si A 
sekian, untuk si B sekian” padahal hal tersebut 


— adalah milik si A dan si B.”91 


Dengan demikian, sedekah semasa hidup 
lebih utama daripada wasiat, karena orang 
yang bersedekah akan mendapati pahala amal 
di hadapannya, dan juga karena jelasnya hadits 
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas. 


c. Rukun-Rukun Wasiat 

Pengarang kitab ad-Durrul Mukhtaar dari 
golongan Hanafiyyah mengatakan, rukun wa- 
siat hanya ijab saja, yakni perkataan tentang 
wasiat yang keluar dari pihak mushii (orang 
yang berwasiat), misalnya, “Aku berwasiat 
untuk si A sekian,” atau kata-kata senada. Se- 
dang gabul dari pihak mushaa lah (orang yang 
menerima wasiat) hanya merupakan syarat, 
bukan rukun: artinya, gabul adalah syarat te- 
tapnya wasiat dan tetapnya kepemilikan atas 
mushaa bih (sesuatu yang diwasiatkan). 

Demikianlah pendapat Imam Zafar, pen- 
dapat unggul dalam golongan Hanafiyyah, ka- 
rena kepemilikan mushaa lah seperti kepemi- 
likan ahli waris: masing-masing kepemilikan 
akan berpindah dengan adanya kematian, dan 
kepemilikan ahli waris tidak membutuhkan 
gabul, maka kepemilikan mushaa lah pun di- 
analogikan kepada kepemilikan ahli waris. 
Pendapat ini dijadikan pegangan oleh Undang- 
Undang Perdata Syria (pasal 207) dan Undang- 
Undang Mesir pasal (1). Maka, wasiat adalah 
tasharruf yang dibuat cukup hanya dengan 
adanya keinginan saja. 

Dalam al-Badaa'i, al-Kasani mengatakan, 
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rukun wasiat menurut para imam golongan 
Hanafiyyah ada tiga, yaitu Ijab, gabul, sebagai- 
mana akad-akad lainnya seperti hibah dan 
jual beli, karena kepemilikan seseorang tidak- 
lah tetap dengan kehendaknya sendiri, tanpa 
ada gabul dan usaha, dan karena tetapnya ke- 
pemilikan tanpa ada gabul akan menimbulkan 
risiko atau bahaya untuk kepemilikan itu sen- 
diri, berbeda dengan waris-mewaris yang ke- 
pemilikannya tetap, sebagai hak paten dari 
Sang Pembuat Syariat, maka tidak disyaratkan 
adanya gabul. 

Yang dimaksud gabul adalah suatu ucap- 
an yang jelas/terang-terangan, seperti gabiltu 
(aku terima), atau secara isyarat/petunjuk, 
seperti meninggalnya mushaa lah setelah me- 
ninggalnya mushii tanpa ada penerimaan atau 
penolakan. Gabul dalam wasiat hanya sah bila 
dilakukan setelah meninggalnya mushii, jika 
mushaa lah menerima setelah mushii mening- 
gal, maka kepemilikan atas mushaa bih men- 
jadi tetap baginya, baik telah terjadi serah te- 
rima atau belum. Jika dia meninggal sesudah 
meninggalnya mushii, namun dia belum me- 
nerima atau menolak, maka mushaa bih ber- 
pindah menjadi milik ahli warisnya.” 

Undang-Undang Mesir pasal (20-24) me- 
netapkan berdasarkan hukum-hukum madz- 
hab Hanafiyyah dan madzhab lainnya, yang 
intinya adalah: Wasiat menjadi tetap dengan 
adanya gabul dari pihak mushaa lah setelah 
meninggalnya mushii: ini merupakan penda- 
pat golongan Hanafiyyah. Sedangkan peneri- 
maan janin, anak kecil, atau mahjuur 'alaih 
(orang yangtercegah untuk men-tasharruf-kan 
harta) dilakukan oleh orang yang memiliki hak 
wali atas mereka: ketetapan mengenai janin 
ini mengambil dari pendapat golongan Syafi'- 


HR Bukhari dan Muslim, juga pengarang kitab-kitab Sunan, kecuali at-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad- 


nya. Arti kata 'sehat lagi bakhil': bahwa ketika manusia dalam keadaan sehat dan kuat, pada umumnya mereka bakhil, karena 
mereka selalu mengharapkan kelanggengan hartanya dan takut kemiskinan. Maka, sedekah dalam keadaan seperti ini lebih besar 
pahalanya. Sedang arti 'sampai tenggorok' adalah: mendekati tenggorok. 
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iyyah, sedang mengenai mahjuur 'alaih meng- 
ambil dari pendapat golongan Malikiyyah. 

@abul dari wasiat untuk lembaga sosial 
seperti yayasan keilmuan dan keagamaan, ser- 
ta tempat pengungsian, rumah-rumah sakit, 
dan sejenisnya dilakukan oleh orang yang 
akan menjalankannya secara syara' dan per- 
undangan. Gabul dari mushaa lahum seperti 
para siswa madrasah, penghuni pengungsian 
atau rumah-rumah sakit tidaklah dianggap: 
ketetapan ini mengambil dari pendapat go- 
longan Syafi'iyyah dan Imamiyyah. 

Pasal (20) menetapkan: Jika lembaga so- 
sial tersebut tidak memiliki orang yang akan 
menjalankannya, seperti orang-orang fakir 
atau yang sejenis maka wasiat menjadi tetap 
tanpa adanya gabul. Tidak ada perselisihan 
antarmadzhab mengenai masalah ini. 

Dalam pasal (21): Ahli waris menempati 
posisi mushaa lah, jika mushaa lah meninggal 
sebelum menerima atau menolak wasiat, 
mengambil dari madzhab Syafi'iyyah. 

@abul sah dilakukan sebelum meninggal- 
nya mushii, dan sah dilakukan dengan jeda 
waktu (tidak secara langsung), melaksanakan 
madzhab Hanafiyyah. Penolakan mushaa lah 
atas sebagian atau seluruh wasiat yang dilaku- 
kannya sebelum meninggalnya mushii adalah 
batal. 

Pasal (23) menetapkan: Kesesuaian anta- 
ra gabul dengan ijab bukanlah syarat tetapnya 
wasiat. Wasiat menjadi berlaku untuk mushaa 
bih yang diterima, dan batal untuk mushaa bih 
yang ditolak oleh mushaa lah: mengambil dari 
madzhab Hanafiyyah. 

Jumhur ulama mengatakan, ada empat ru- 
kun wasiat, yaitu Mushii (pihak pembuat wa- 
siat), Mushaa lah (penerima wasiat), mushaa 
bih (sesuatu/barang yang diwasiatkan), dan 
shighat (ucapan serah terima). Shigat terjadi 
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dengan adanya ijab dari mushii, misalnya, “Aku 
berwasiat untuk Fulan akan sesuatu ini,” atau 
“Berikanlah kepadanya sesuatu ini sepening- 
galku” Sedang gabul berasal dari pihak mu- 
shaa lah yang sudah jelas/ditentukan. 
Menerima atau menolak wasiat tidaklah 
sah bila dilakukan sebelum mushii meninggal, 
dan gabul tidak disyaratkan harus dilakukan 
secara langsung setelah meninggalnya mushii. 
Jika wasiat diberikan kepada lembaga umum 
seperti masjid atau diberikan kepada mushaa 
lah yang tidak dijelaskan atau tidak tentu se- 
perti wasiat untuk orang-orang fakir, maka 
wasiat menjadi berlaku dengan meninggalnya 
mushii, dan dalam wasiat seperti ini gabul ti- 
daklah dibutuhkan. Undang-Undang Perdata 
Syria pasal (225) menetapkan: Wasiat kepada 
mushaa lah yang tidak tentu tidak membutuh- 
kan gabul, dan wasiat juga tidak bisa tertolak 
dengan penolakan salah satu mushaa lah. 


d. Tata Cara Wasiat atau Cara-Cara 
Pembuatannya, serta Pengaruh Akad 
Wasiat menjadi terbentuk secara syara' 

melalui salah satu dari tiga cara, yaitu dengan 

menggunakan pengungkapan, tulisan, atau 
isyarat yang memahamkan. Perundangan me- 
netapkan ketiga cara ini.2: 

Pengungkapan: para ulama figih tidak 
memperselisihkan terbentuknya wasiat dengan 
menggunakan kata-kata yang terang-terangan, 
seperti, “Aku berwasiat untuk Fulan sesuatu 
ini” dan juga kata-kata yang tidak terang:-te- 
rangan, namun memiliki indikasi yang mem- 
berikan pemahaman ke arah wasiat, seperti, 
“Aku menjadikan sesuatu ini untuk Fulan se- 
peninggalku nanti,” atau, “Persaksikanlah bah- 
wa aku berwasiat untuk Fulan sesuatu ini." 

Seperti yang kita ketahui menurut jum- 
hur ulama selain golongan Hanafiyyah, gabul 
dilakukan setelah meninggalnya mushii, maka 


Alinea pertama pasal kedua Undang-Undang Wasiat Mesir, dan pasal 207 Undang-Undang Perdata Syria. 
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gabul yang dilakukan semasa. mushii masih 
hidup tidaklah dianggap. Dan hal ini sah-sah 
saja menurut golongan Hanafiyyah. 

Gabul dilakukan oleh mushaa lah yang su- 
dah baligh dan sudah pintar mengurus harta. 
Jadi, jika mushaa lah belum baligh dan belum 
bisa mengurus harta benda, maka yang me- 
lakukan gabul adalah wali mereka. Apabila 
mushaa lah adalah tidak tentu, seperti wasiat 
untuk masjid, orang-orang fakir, atau orang- 
orang miskin, maka wasiat sudah menjadi te- 
tap hanya dengan meninggalnya mushii, tanpa 
gabul, karena dalam kasus seperti ini, gabul 
sulit dilakukan. Orang yang kompetensinya 
untuk menerima wasiat masih kurang atau 
belum sempurna, seperti anak yang baru tam- 
yiz dan mahjuur 'alaih disebabkan idiot atau 
pelupa: mereka ini menurut golongan Hana- 
fiyyah bisa melakukan gabul. 

Tulisan: Tidak diperselisihkan juga, bah- 
wa wasiat terbentuk dengan menggunakan tu- 
lisan, yakni jika dibuat oleh orang yang tidak 
bisa berbicara, misalnya orang bisu—golong- 
an Hanafiyyah dan Hanabilah menyamakan 
orang yang tertahan lisannya dengan orang 
yang bisu, apabila berkepanjangan atau dia 
menjadi orang yang sudah tidak bisa berha- 
rap lagi akan mampu berbicara. 

Menurut golongan Syafi'iyyah, wasiat 
orang yang tertahan lisannya secara mutlak 
dengan menggunakan tulisan sah seperti hal- 
nya orang yang bisu, atau dengan mengguna- 
kan isyarat seperti jual beli. Pendapat ini di- 
gunakan dalam perundangan. 

Wasiat dengan menggunakan tulisan juga 
bisa dilakukan oleh orang yang bisa berbicara, 
dengan syarat ada pengakuan dari ahli waris 
atau saksi yang memberikan kesaksian bah- 
wa tulisan tersebut memang tulisan mushii, 
meski masanya sudah lama. 

Demikianlah pendapat rajih menurut go- 
longan Hanabilah, sedang golongan Hanafiy- 
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yah dan Malikiyyah mengatakan, jika sese- 
orang menulis wasiat dengan tangannya, lalu 
dia mengangkat saksi dan berkata, “Persaksi- 
kanlah apa yang ada dalam tulisan ini,” hal ini 
boleh. 

Golongan Syafi'iyyah mengatakan, “Tulis- 
an adalah kinayah (sindiran), maka wasiat bi- 
sa terbentuk melalui tulisan apabila disertai 
dengan niat, seperti halnya jual beli.” Golong- 
an ini memberikan syarat berlakunya wasiat 
apabila ada kesaksian, yakni si mushii mem- 
perlihatkan apa yang terkandung dalam tu- 
lisan kepada para saksi. Maka jika mereka ti- 
dak melihatnya, wasiat tidaklah berlaku. 

Dalil diperbolehkannya mencukupkan 
wasiat dengan tulisan: tulisan tidak lebih 
minim dalam memberikan penjelasan akan 
sesuatu yang dikehendaki daripada pengung- 
kapan. Bahkan, tulisan bisa lebih kuat kala 
dibutuhkan penetapan atau penguatan. 

Isyarat yang memahamkan: wasiat yang 
dilakukan oleh orang bisu atau orang yang 
tertahan lisannya bisa melalui isyarat yang 
memahamkan, dengan syarat orang yang ter- 
tahan lisannya tersebut—menurut golongan 
Hanafiyyah dan Hanabilah—sudah putus asa 
dan tidak bisa berharap lagi akan mampu 
berbicara, misalnya orang tersebut akan mati 
bila berbicara. Jika orang yang tidak bisa ber- 
bicara ini tahu tentang baca tulis, wasiatnya 
tidak berlaku kecuali dengan menggunakan 
tulisan. Karena, tulisan lebih bisa menunjuk- 
kan maksud dan hukum yang terkandung di 
dalamnya secara lebih teliti atau detail, pen- 
dapat ini diambil sebagai pegangan secara 
perundangan. 

Menurut golongan Malikiyyah, wasiat ju- 
ga berlaku dengan menggunakan isyarat yang 
memahamkan, meski dilakukan oleh orang 
yang bisa berbicara. 

Kesimpulan: Wasiat orang yang bisa ber- 
bicara sah dengan menggunakan pengungkap- 
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an (kata-kata) dan tulisan, juga dengan meng- 
gunakan isyarat yang memahamkan (menurut 
golongan Malikiyyah). Sedang bagi orang bisu 
dan sejenisnya, adalah dengan menggunakan 
pengungkapan atau tulisan, atau dengan meng- 
gunakan isyarat apabila dia tidak bisa menulis. 
Jika dia tahu ilmu tulis-menulis, wasiatnya ha- 
nya boleh dengan menggunakan tulisan (menu- 
rut pendapat mayoritas ulama figih). 
Sedangkan, 
bahwa wasiat orang yang bisa bicara tidaklah 


perundangan menetapkan 


sah melainkan dengan menggunakan pengung- 
kapan kata-kata atau tulisan, dan wasiat tidak 
sah apabila dengan menggunakan isyarat, de- 
mikian ini adalah pendapat madzhab Hana- 
fiyyah. Adapun untuk orang bisu, orang yang 
tertahan lisannya, dan orang sakit yang tidak 
mampu berbicara, jika mereka mengetahui 
ilmu baca tulis maka wasiat mereka harus 
dengan menggunakan tulisan. Namun jika 
mereka tidak mengetahui ilmu baca tulis, wa- 
siat mereka bisa sah dengan menggunakan 
isyarat. 

@abul yang dimaksud, ada dua pendapat 
ulama mengenai hal ini. 

Pertama: Menurut golongan Hanafiyyah, 
gabul yang dimaksudkan adalah tidak adanya 
penolakan. Maka, cukuplah gabul shariih (pe- 
nerimaan dengan menggunakan kata-kata 
yang jelas), misalnya, “Aku menerima wasiat 
ini” atau, “Aku rela akan wasiat ini,” atau ga- 
bul dengan menggunakan isyarat, misalnya 
mushaa lah men-tasharruf-kan mushaa bih 
layaknya seorang pemilik seperti menjual, 
menghibahkan, atau menyewakannya. 

Mushaa lah menjadi pemilik mushaa bih 
dengan adanya gabul, kecuali dalam satu ka- 
sus. Yaitu apabila mushii meninggal, lalu dia 
sendiri meninggal sebelum melakukan gabul, 
mushaa bih masuk dalam kepemilikan ahli 
warisnya. Karena, wasiat benar-benar sudah 
sempurna dari pihak mushii, yakni dengan 
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meninggalnya mushii, dan tidak terjadi fasakh 
(perusakan akad) dari pihak mushii. Namun, 
wasiat menjadi tertangguhkan karena hak 
mushaa lah. Maka jika dia meninggal, mushaa 
bih langsung menjadi miliknya, seperti halnya 
bila seorang pembeli meninggal di tengah- 
tengah khiyaar yang diberikan kepadanya, se- 
belum terjadi ijaaratul bai. Undang-Undang 
Syria pasal (226) menggunakan pendapat go- 
longan Hanafiyyah, yakni dalam hal mencukup- 
kan gabul dengan tidak adanya penolakan dari 
pihak mushaa lah. 

Kedua: Pendapat Jumhur Ulama, gabul ha- 
rus dengan menggunakan kata-kata, ucapan, 
atau hal yang menggantikannya. Misalnya 
dengan tasharruf-tasharruf yang menunjuk 
kepada kerelaan menerima wasiat, dan tidak 
cukup hanya dengan tidak adanya penolakan 
dari pihak mushaa lah. Karena, yang seperti ini 
bukanlah gabul yang dimaksud. Undang-Un- 
dang Wasiat Mesir pasal (20) menggunakan 
pendapat ini. 


e Apakah Gabul Disyaratkan Harus 

Dilakukan secara Langsung? 

Para ulama figih sepakat bahwa gabul ti- 
dak disyaratkan harus dilakukan pada masa 
tertentu, dan gabul atau penolakan pun juga 
tidak disyaratkan untuk dilakukan secara 
langsung, namun hal ini bisa dilakukan dengan 
jeda waktu. Jadi, gabul bisa dilakukan setelah 
wafatnya mushii meskipun berselang waktu 
yang lama, karena 'gabul secara langsung' ha- 
nya berlaku untuk akad-akad yang langsung 
terlaksana yang gabul-nya berhubungan de- 
ngan ijab, seperti akad jual beli, sedang wasiat 
tidak termasuk dalam akad semacam ini. Na- 
mun, golongan Syafi'iyyah berpendapat bahwa 
ahli waris memiliki hak untuk meminta mush- 
aa lah agar menerima atau menolak wasiat 
yang diberikan kepadanya. Jika mushaa lah 
tidak menghiraukannya setelah permintaan 
tersebut. Maka apa yang dilakukannya meru- 
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pakan penolakan atas wasiat tadi, dan hal ini 
masuk akal: karena tindakan seperti ini bisa 
menolak bahaya bagi ahli waris. Golongan 
Hanabilah mengatakan, jika mushaa lah tidak 
mau menerima dan tidak pula menolak, maka 
ditetapkan bahwa dia menolak, dan haknya 
atas mushaa bih menjadi gugur. 

Untuk menjaga adanya bahaya ini, Un- 
dang-Undang Syria pasal (227) ayat (1) men- 
syaratkan bahwa penolakan wasiat harus di- 
lakukan dalam selang waktu tiga puluh hari 
semenjak wafatnya mushii, atau dari sejak 
mushaa lah mengetahui adanya wasiat, jika 
dia memang tidak mengetahuinya ketika wa- 
fatnya mushii. Ketetapan ini diambil dari sisi 
siasat syar'iyyah, untuk mencegah terjadinya 
hal yang membahayakan ahli waris atau harta 
peninggalan mayit. 

Perundangan Mesir pasal (22) memberi- 
kan hak bagi para pelaksana wasiat untuk me- 
minta penerimaan atau penolakan dari mushaa 
lah dengan menggunakan pengumuman resmi 
dan membatasi masa pemenuhan permintaan 
tersebut selama tiga puluh hari. Jika mushaa 
lah tidak memenuhi pengumuman atau per- 
mintaan tersebut, hal ini terhitung sebagai 
penolakannya, dan wasiat pun menjadi batal, 
selama mushaa lah memang tidak memiliki 
udzur yang bisa diterima. Ketetapan ini di- 
ambil dari pendapat golongan Syafi'iyyah dan 
Hanabilah. 


e Terbagi-Baginya Penolakan: Sebagian 
Ditolak dan Sebagian Diterima 
Terkadang penolakan menjadi terbagi- 

bagi: Mushaa lah menerima sebagian mushaa 

bih dan menolak sebagian yang lain, misalnya 
mushii memberikan wasiat kepadanya berupa 
rumah dan lahan pertanian, lalu dia hanya 
mau menerima rumahnya saja, dan menolak 
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lahan pertanian tersebut, atau sebaliknya. 
Dalam kasus seperti ini, wasiat dilaksanakan 
untuk bagian yang diterima saja, sedangkan 
bagian yang ditolak tidak dilaksanakan. Kare- 
na, mushaa lah mengetahui maslahatnya, dan 
apa yang dilakukannya ini tidak membawa 
atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. 
Maka, apa yang baik baginya diterimanya, dan 
apa yang tidak disukainya ditolaknya. Arti- 
nya, antara ijab dan gabul tidak harus ada ke- 
sesuaian. 

Jika wasiat diberikan kepada jamaah, lalu 
sebagiannya menerima dan sebagian yang lain 
menolak: wasiat tetap dilaksanakan untuk 
mereka yang menerima, dan menjadi batal 
bagi mereka yang menolak. Karena, batalnya 
wasiat untuk bagian orang yang menolak sama 
sekali tidak berpengaruh atas keabsahan ba- 
gian orang yang menerima. Namun apabila 
mushii mensyaratkan agar tidak 'terbagi-bagi, 
syarat ini harus dilaksanakan, karena syarat 
dari mushii harus dihormati selama tidak 
bertentangan dengan syariat. 

Perundang-undangan memutuskan ber- 
dasarkan hukum-hukum ini.24 


e Mencabut Penolakan atau Penerimaan 
Jika penolakan atau penerimaan sudah 
terjadi, maka pencabutan tidak diperbolehkan, 
baik dari menolak berubah menjadi mene- 
rima, atau dari menerima menjadi menolak, 
kecuali para ahli waris memperbolehkannya. 
Jika semua atau salah satu ahli waris meneri- 
ma penolakan maka wasiat menjadi rusak, 
dan mushaa bih kembali menjadi harta pening- 
galan mayit. Namun jika ahli waris tidak mene- 
rima penolakan tersebut, penolakan tidak ber- 
arti,danwasiattetap dilaksanakan atas mushaa 
lah. Demikianlah ketetapan Perundangan, 
sebagai realisasi dari madzhab Hanafi yang 


Ayat 23 Undang-Undang Wasiat Mesir tahun 1946, dua alinea dari ayat 228 Undang-Undang Suria. 
Ayat 24 Undang-Undang Wasiat Mesir, ayat 229 Undang-Undang Syria. 
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memperbolehkan penolakan setelah sebelum- 
nya menerima dan wasiat menjadi rusak atau 
batal dengan syarat para ahli waris menerima 
pencabutan tersebut, baik seluruh atau salah 
satu dari mereka saja. 

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah ber- 
pendapat,?”5 penolakan yang dilakukan sete- 
lah adanya penerimaaan dan serah terima ti- 
daklah sah: karena kepemilikan sudah tetap 
dengan adanya gabul, dan menjadi kuat de- 
ngan adanya serah terima. Penolakan tidaklah 
sah: karena kepemilikan sudah benar-benar 
ada pada dirinya. Maka, mengembalikannya 
berarti seperti mengembalikan benda milik 
sendiri, kecuali jika para ahli waris setuju dan 
rela dengan penolakan tersebut. Mushaa bih 
akan menjadi milik ahli waris sebagai hibah 
baru untuk mereka, yang juga berarti mem- 
butuhkan syarat-syarat hibah. 

Jika penolakan terjadi setelah adanya ga- 
bul, namun belum ada serah terima. Maka 
menurut golongan Syafi'iyyah ada dua pen- 
dapat: yang telah di-nash menetapkan bahwa 
penolakan sah karena wasiat adalah kepemi- 
likan yang datang dari anak Adam tanpa ada 
ganti. Sah mengembalikannya sebelum terjadi 
serah terima, seperti halnya yang terjadi da- 
lam wakaf. 

Penolakan juga sah menurut golongan 
Hanafiyyah jika mushaa bih adalah benda 
yang bisa ditimbang atau ditakar. Karena, 
kepemilikan atas benda semacam ini tidak 
sah dan tidak tetap sebelum terjadi serah 
terima. Jika benda mushaa bih tidak berupa 
benda seperti ini, maka penolakan tidaklah 
sah. Karena kepemilikannya sudah tetap bagi 
mushaa lah, maka benda ini seakan telah 
diserahterimakan. 

Dalam semua kondisi penolakan adalah 
sah, maka wasiat menjadi batal dan benda 
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yang diwasiatkan kembali menjadi harta pe- 
ninggalan mayit dan menjadi milik seluruh 
ahli waris. Karena, kaidah asal menyatakan 
bahwa hukum benda-benda tersebut adalah 
benar-benar milik mereka. 

Pendapat rajih adalah pendapat ulama 
Syafi'iyyah dan Hanabilah yang menyatakan ti- 
dak sahnya penolakan yang dilakukan setelah 
terjadi penerimaan, meski serah terima belum 
terjadi. Kecuali benda wasiat dikembalikan 
sebagai akad tabarru' yang baru, karena kepe- 
milikan mushaa lah diperoleh dari mushii, bu- 
kan dari ahli waris, meskipun perundangan 
menjadikan pendapat golongan Hanafiyyah 
sebagai sandaran. 

Penolakan terjadi dengan ucapan mushaa 
lah, “Aku menolak atau mengembalikan wa- 
siat ini,” atau, “Aku tidak menerima wasiat ini,” 
atau dengan kata-kata senada. 


e Orang yang Bisa Melakukan 
Penerimaan dan Penolakan atas Wasiat 


1. Para ulama figih sepakat bahwa mushaa 
lah yang sudah ditentukan atau dijelaskan 
bisa melakukan gabul sendiri, apabila me- 
reka adalah orang yang kompetensinya 
sudah sempurna dan bisa mengatur har- 
ta. Karena, mereka sudah memiliki hak 
perwalian atas diri mereka sendiri. 

2. Para ulama figih juga sepakat bahwa ji- 
ka mushaa lah adalah orang yang tidak 
memiliki kompetensi tersebut, yakni me- 
reka yang gila, idiot, anak kecil yang be- 
lum tamyiz: maka mereka tidak bisa me- 
lakukan penerimaan atau penolakan atas 
wasiat. Karena, ungkapan mereka tidaklah 
dianggap/sia-sia, maka yang melakukan 
gabul atau penolakan adalah wali mereka. 

3. Para ulama figih juga sepakat bahwa 
wasiat yang diberikan kepada mushaa lah 


206 AI-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 452 dan hlm. setelahnya: Kasysyaaful Ginaa' vol. 4, hlm. 381 dan hlm. setelahnya: al-Mughnii, vol. 6, 
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yang tidak dijelaskan/tidak tentu tidak 
membutuhkan gabul atau penolakan, ka- 
rena wasiat sudah kuat dengan adanya 
ijab dari mushii saja. Pendapat ini diguna- 
kan oleh Undang-Undang Syria pasal 
(225), sedangkan Undang-Undang Mesir 
memberikan hak menerima atau meno- 
lak untuk yayasan-yayasan dan lembaga 
sosial, dengan menyerahkannya kepada 
orang yang akan mengerjakan, yakni se- 
bagai pengganti secara perundangan. Jika 
orang-orang ini tidak ada, maka wasiat 
sudah berlaku tanpa ada gabul. 

4. Para ulama figih berbeda pendapat me- 
ngenai kasus orang yang kompetensinya 
menerima wasiat masih kurang, yakni 
bagi anak kecil yang belum tamyiz dan 
mahjuur 'alaih yang disebabkan idiot 
atau pelupa. Golongan Hanafiyyah ber- 
pendapat, mereka berhak melakukan ga- 
bul: karena wasiat adalah murni manfaat 
untuk mereka, seperti halnya hibah dan 
keberhakan atas wakaf. Maka, mereka 
atau walinya tidak berhak untuk menolak, 
karena penolakan berarti murni risiko 
atau bahaya. Sedangkan Jumhur ulama 
berpendapat, urusan menerima atau me- 
nolaknya mereka diserahkan kepada wali 
mereka, agar wali ini melaksanakan apa 
yang bermanfaat dan bermaslahat untuk 
mereka. 


e Meninggalnya Mushaa Lah tanpa Gabul 
dan tanpa Penolakan 


Apabila mushaa lah meninggal setelah 
mushii, dalam keadaan tidak menerima atau 
menolak wasiat, maka wasiat sah menurut 
golongan Hanafiyyah?”—sebagai istihsaan—, 
karena meninggalnya dianggap sebagai gabul 
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secara isyarat. Dan karena syarat gabul adalah 
tidak adanya penolakan, sempurnalah wasiat 
yang ada, dan mushaa bih menjadi milik ahli 
waris mushaa lah. 

Menurut Jumhur ulama,? hak menerima 
atau menolak berpindah kepada ahli waris 
mushaa lah, setelah meninggalnya mushii. Ma- 
ka hukum bergantung kepada mereka, apakah 
mereka menerima atau menolak: karena hal 
tersebut sudah menjadi hak muwarrits me- 
reka (mushaa lah yang telah meninggal terse- 
but). Maka, hak ini pun menjadi hak mereka 
(para ahli warits) setelah dia (muwarrist atau 
mushaa lah) meninggal, karena Rasulullah 
saw. bersabda, 


€ ti: 0 57 g - Ta o- 
a53) ala YU Gl tt SG ja 
“Barangsiapa meninggalkan sebuah hak 


atau harta benda, maka ia menjadi milik ahli 
warisnya.” 


e Waktu Kuatnya Kepemilikan atas 
Mushaa Bih bagi Mushaa Lah 


Hukum wasiat dalam arti pengaruh yang 
akan ditimbulkan sesuatu adalah berpindah- 
nya kepemilikan mushaa bih kepada mushaa 
lah, sebagai pemilik baru, melalui gabul yang 
dilakukannya sepeninggal mushii. Sehingga 
dengan demikian, secara mufakat wasiat men- 
jadi kuat baginya. 

Para ulama figih sepakat, apabila mushii 
membatasi waktu kepemilikan, misalnya di 
awal bulan sekian, wasiat dimulai pada waktu 
yang ditentukan tersebut. Karena, syarat dari 
mushii harus dijaga selama tidak bertentangan 
dengan magaashid syarii'ah. Jika mushii tidak 
menjelaskan waktu permulaan wasiat, mushaa 
lah bisa menerimanya sepeninggal mushii, 
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dan secara langsung kepemilikan menjadi 
haknya setelah mushii meninggal. 

Apabila pelaksanaan gabul dijeda dari 
wafatnya mushii maka para ulama berselisih 
menjadi dua pendapat mengenai waktu kuat- 
nya kepemilikan, yaitu: 1) Pendapat golongan 
Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, serta pendapat 
masyhur dari madzhab Malikiyyah mengata- 
kan bahwa kepemilikan menjadi kuat dengan 
adanya gabul yang disandarkan kepada wa- 
fatnya mushii: 2) Golongan Malikiyyah dan 
Hanabilah mengatakan cukup dengan gabul 
saja. 

Golongan Hanafiyyyah?” mengatakan ga- 
bul bukan syarat sahnya wasiat. Ia hanya me- 
rupakan syarat tetapnya kepemilikan mushaa 
lah, maka gabul dari mushaa lah merupakan 
syarat untuk faedah kepemilikan. Sehingga, 
dia tidak akan berhak atas kepemilikan ter- 
sebut sebelum dia melakukan gabul, kecuali 
dalam satu masalah yang sudah kita ketahui 
bersama. Yaitu apabila mushii meninggal, lalu 
mushaa lah meninggal sebelum melakukan 
gabul. 

Ketika mushaa lah sudah menerima, kepe- 
milikannya menjadi kuat sejak hari mening- 
galnya mushii, jika memang wasiat masih da- 
lam kadar sepertiga harta peninggalan. Jika 
dia belum melakukan gabul setelah mening- 
galnya mushii, wasiat ditangguhkan dan ber- 
gantung kepada gabul-nya. Jadi, wasiat tidak 
menjadi milik ahli waris, juga tidak menjadi 
milik mushaa lah hingga dia benar-benar me- 
nerima, atau meninggal dalam keadaan belum 
menerima atau menolak wasiat tersebut. 

Golongan Syafi'iyyah2” juga berpendapat 
demikian: Pendapat yang azhhar, bahwa kepe- 
milikan mushaa lah tertangguhkan, jika dia 
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menerima, maka mushaa bih menjadi miliknya 
dengan meninggalnya mushii. Dan jika dia ti- 
dak menerimanya, maka mushaa bih menjadi 
milik ahli waris. Golongan ini berpendapat sa- 
ma dengan golongan Hanafiyyah: Kepemilikan 
dimulai sejak meninggalnya mushii, namun 
tidak bisa kuat melainkan dengan adanya ga- 
bul. Pendapat masyhur menurut golongan Ma- 
likiyyah menjaga dua hal, yaitu kepemilikan 
menjadi kuat sejak waktu gabul dan waktu me- 
ninggalnya mushii secara bersamaan. Dengan 
gabul yang dilakukan sejak meninggalnya 
mushii, jelaslah kepemilikan mushaa lah atas 
mushaa bih. 

Berdasarkan pendapat shahih, sebagian 
golongan Malikiyyah dan Hanabilah berpen- 
dapat: Mushaa lah tidak bisa memiliki mushaa 
bih kecuali dengan adanya gabul, jika memang 
wasiat diberikan kepada pihak yang jelas atau 
tertentu, sebagaimana seseorang bisa memi- 
liki sesuatu yang di transaksikan dalam akad- 
akad lainnya. Dan juga, karena gabul merupa- 
kan kesempurnaan sebab, sedang hukum tidak 
akan mendahului sebab. Maka, kepemilikan 
menjadi kuat dengan adanya gabul, dan wujud 
kepemilikan ini tidak disandarkan kepada hal- 
hal sebelumnya. 

Pendapat yang unggul menurut saya ada- 
lah pendapat pertama: kepemilikan menjadi 
tetap dengan bersandar kepada waktu wafat- 
nya mushii: karena hal inilah yang dimaksud- 
kan oleh mushii melalui wasiatnya. Pendapat 
ini digunakan oleh Undang-Undang Syria.” 

Perbedaan pendapat jelas sekali dalam 
masalah kepemilikan tambahan-tambahan 
mushaa bih dan keuntungan baru yang dihasil- 
kan dalam rentang masa antara meninggal- 
nya mushii sampai gabul keluar dari mushaa 


209 Al-Badaa'i' vol. 7, hlm. 332, 385: Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, vol. 5, hlm. 460, 465: Takmilat Fathul Gadiir ma'a 
Haasyiyah al-Inaayah, vol. 8, hlm. 430: Haasyiyah asy-Syibli Ali az-Zaila', vol. 6, hlm. 184: Al-Kitaab ma'al Lubaab, vol. 3, him. 54. 
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bih, seperti peranakan binatang, buah-buahan 
perkebunan, uang sewa rumah, bulu wol dom- 
ba, dan tambahan-tambahan terpisah lainnya. 
Sedang tambahan yang melekat dengan mu- 
shaa bih seperti lemak binatang, maka secara 
mufakat tambahan tersebut menjadi milik 
mushaa lah jika masih dalam kadar sepertiga 
harta. 

Berdasarkan pendapat pertama: Tambah- 
an yang ada setelah meninggalnya mushii 
dan sebelum terjadinya gabul menjadi milik 
ahi waris mushii, dan mereka berkewajiban 
untuk membiayai pemeliharaan mushaa bih 
tersebut. Namun, golongan Hanafiyyah ber- 
beda pendapat dengan golongan Syafi'iyyah 
sebagai pemilik pendapat pertama dalam 
masalah penghitungan tambahan dari seper- 
tiga harta. Golongan Hanafiyyah berpendapat, 
tambahan dihitung dari asal atau pokok mu- 
shaa bih, maka disyaratkan bahwa tambahan 
beserta barang pokok tidak melebihi sepertiga 
harta peninggalan mayit. 

Golongan Syafi'iyyah mengatakan, tambah- 
an dihitung sebagai perkembangan tambahan 
dari pokok mushaa bih. Maka, tambahan ini 
tidak masuk dalam penghitungan sepertiga 
harta peninggalan mayit, sehingga tambahan 
ini menjadi milik mushaa lah. Pendapat inilah 
yang lebih rajih: karena tambahan ini terjadi 
pada harta milik mushaa lah. Maka, ia harus 
diserahkan kepadanya, dan pendapat inilah 
yang digunakan perundangan. 


e Menggantungkan Wasiat pada Syarat 
Wasiat tidak dilaksanakan saat hidupnya 
mushii: karena sudah menjadi karakternya, 
bahwa wasiat adalah sebuah kepemilikan 
yang disandarkan kepada masa atau keadaan 
setelah meninggalnya mushii. Semua akad 
bisa dilaksanakan secara langsung kecuali 
washiyyat dan iishaa', karena pengertian ke- 
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duanya adalah menyandarkan sesuatu kepada 
masa mendatang. 

Undang-Undang Mesir dan Syria menetap- 
kan berdasarkan sahnya menyandarkan wasi- 
at kepada waktu di masa mendatang danmeng- 
gantungkannya kepada syarat, serta mem- 
batasinya dengan syarat apabila syarat terse- 
but benar. 

Menyandarkan wasiat kepada waktu di 
masa mendatang, hal ini shahih, misalnya se- 
seorang mewasiatkan agar Fulan menempati 
rumahnya, terhitung dari tahun kedua dia me- 
ninggal atau mulai awal bulan A setelah dia 
meninggal. Washiyyat dan iishaa' disandarkan 
kepada waktu di masa mendatang. 

Membatasi wasiat dengan syarat yang 
shahih: hal ini juga boleh, dengan catatan bah- 
wa pelaksanaan wasiat dibatasi dengan syarat 
yang membarenginya ini. Syarat yang shahih 
menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnul 
Oayyim, yang digunakan oleh Perundangan 
adalah: segala sesuatu yang mengandung mas- 
lahat yang disyariatkan bagi mushii, mushaa 
lah, atau selain keduanya, dan syarat tersebut 
tidak dilarang, serta tidak menyalahi atau ber- 
tentangan dengan magaashid syarii'ah.?” 

Pendapat ini sama dengan pendapat go- 
longan Hanafiyyah, dengan dua batasan me- 
ngenai syarat yang shahih, yaitu a. Syarat ha- 
rus mengandung maslahat, b. Syarat tidak 
dilarang dan tidak menafikan magaashid sya- 
rii'ah. Perundangan seakan menjadikan kum- 
pulan pendapat golongan Hanafiyyah dan dua 
imam ini sebagai pendapat ketiga yang bisa 
diterima secara objektif. 

Contoh maslahat untuk mushii: seseorang 
mewasiatkan sesuatu untuk Fulan dengan sya- 
rat agar Fulan membayar pajak pemerintah 
atau dengan syarat agar Fulan membimbing 
anak-anaknya yang masih kecil, atau dengan 
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syarat agar Fulan memulai pelaksanaan wa- 
siat dengan mendahulukan hak-hak Allah yang 
berupa fidyah puasa, shalat, atau sejenisnya. 

Contoh maslahat untuk mushaa lah: sese- 
orang mewasiatkan tanah atau rumahnya 
kepada Fulan, dengan syarat agar biaya per- 
baikan atau renovasinya ditanggung dengan 
menggunakan harta peninggalan mushii, atau 
agar pajak pendaftaran dalam sertifikat tanah 
berasal dari harta peninggalan mushii. 

Contoh maslahat untuk orang lain selain 
mushii dan mushaa lah: Seseorang mewasiat- 
kan rumah untuk Fulan dengan syarat Fulan 
harus menyirami taman tetangganya dengan 
menggunakan air dari rumah tersebut atau 
seseorang mewasiatkan nilai guna rumahnya 
untuk lembaga sosial dengan syarat agar hak 
penghunian diberikan kepada anak cucunya 
yang tidak mendapatkan tempat tinggal. 

Jika syarat tidak shahih secara syara', ma- 
ka syarat tersebut tidak dianggap, dan wasiat 
tetap sah. Misalnya, seseorang mewasiatkan 
sejumlah hartanya untuk Fulan dengan syarat 
Fulan tidak menikah: maka wasiat tetap sah 
dan Fulan masih tetap bisa menikah. Karena, 
syarat ini bertabrakan dengan magaashid 
syari'ah. Terlebih jika syarat tersebut dilarang 
secara syara, misalnya seseorang mewasiat- 
kan sejumlah hartanya kepada Fulan agar se- 
bagian jumlah tersebut digunakan untuk biaya 
pesta minuman keras atau kesenangan yang 
diharamkan. 

Menggantungkan wasiat kepada syarat, 
menggantungkan wasiat kepada syarat sema- 
sa hidupnya mushii boleh, sebagaimana hal- 
nya dengan talak dan yang sejenisnya, juga 
dengan syarat sepeninggal mushii. Karena, 
syarat setelah meninggalnya mushii dalam wa- 
siat sama keadaannya dengan syarat semasa 
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hidupnya. Maka, jika menggantungkannya de- 
ngan syarat semasa hidupnya saja boleh, maka 
menggantungkannya sepeninggal mushii juga 
boleh.4# Dengan demikian, secara mufakat 
bisa diketahui bahwa wasiat termasuk akad 
yang bisa digantungkan kepada syarat. 


2. SYARAT-SYARAT WASIAT 

Dalam wasiat terdapat syarat-syarat sah 
di mana keabsahan wasiat bergantung kepada 
syarat tersebut. Selain itu, juga terdapat sya- 
rat pelaksanaan di mana pelaksanaan dan pe- 
ngaruh hasil wasiat bergantung kepada syarat 
ini. Syarat-syarat tersebut terkadang ada pada 
diri mushii, mushaa lah, atau pada mushaa bih, 
dan saya akan membahasnya dalam tiga topik. 


a. Syarat-Syarat Mushii 
Dalam diri mushii terdapat syarat sah dan 
syarat pelaksanaan berikut ini. 


e Syarat-Syarat Sah Mushii 
Adapun syarat-syarat sah mushii adalah 

sebagai berikut. 

1) Berkompeten Melakukan Tabarru': 
yaitu mukallaf (baligh dan berakal 
sehat), merdeka, baik lakHaki maupun 
perempuan, Muslim maupun kafir. 


Berakal adalah syarat yang sudah disepa- 
kati dalam hal wasiat. Karena itu, wasiat yang 
keluar dari orang gila, orang idiot, dan orang 
yang epilepsi tidaklah sah. Karena, ungkapan 
(ucapan) mereka tidaklah dianggap dan hu- 
kum tidak berhubungan dengan ungkapan 
tersebut. Para ulama figih sepakat mensyarat- 
kan mushii harus orang merdeka. Maka, wasiat 
yang keluar dari seorang budak tidaklah sah, 
karena wasiat adalah tabarru'. Sedangkan, bu- 
dak bukan orang yang berkompeten dalam hal 
tabarru, dan juga karena dia tidak memiliki 


Pasal (4) Undang-Undang Mesir, Alinea kedua pasal (210) Undang-Undang Perdata Syria. 
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apa pun hingga dia bisa memberikan kepemili- 
kannya kepada orang lain. 

Golongan Hanafiyyah sepakat, dan golong- 
an Syafi'iyyah dalam satu pendapat yang lebih 
unggul dari dua pendapat yang ada mensya- 
ratkan mushii haruslah orang yang sudah ba- 
ligh. Artinya, tidaklah sah wasiat yang keluar 
dari anak kecil yang sudah atau belum tamyiz, 
meskipun si tamyiz sudah diizinkan untuk 
menjalankan perdagangan. Karena, wasiat ter- 
masuk tasharruf yang mengandung bahaya 
murni, karena ia adalah sebuah tabarru, dan 
wasiat juga tidak termasuk pekerjaan perda- 
gangan. 

Golongan Malikiyyah dan Hanabilah mem- 
perbolehkan wasiat yang dilakukan anak yang 
sudah tamyiz, yang sudah berusia sepuluh 
tahun atau kurang sedikit, jika si tamyiz ini 
memikirkan gurbah (mendekatkan diri ke- 
pada Allah). Karena wasiat merupakan tashar- 
ruf yang murni manfaat, maka sah dilakukan 
oleh anak yang sudah tamyiz seperti halnya 
Islam dan shalat yang dilakukannya. 

Golongan Hanafiyyah juga memperboleh- 
kan wasiat anak yang sudah tamyiz (sudah 
berusia sempurna tujuh tahun), jika wasiatnya 
berisi tentang pengurusan, pengafanan, dan 
penguburannya, karena Umar r.a. memperbo- 
lehkan wasiat anak kecil dari suku Ghassan 
yang berusia sepuluh tahun kepada paman- 
paman dari jalur ibu, dan diperbolehkannya 
wasiat anak kecil karena dalam wasiat tidak 
ada unsur bahaya. Sebab, harta akan tetap 
menjadi miliknya selama dia masih hidup. Dia 
boleh saja mencabut wasiatnya, sebagaimana 
penjelasan yang akan saya kemukakan. 

Ulama sepakat bahwa wasiat orang yang 
mahjuur 'alaih karena bodoh dianggap sah. 
Ulama Hanafiyyah mengatakan, wasiat yang 
keluar dari mahjuur 'alaih?!5 sah, jika memang 
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wasiat itu berupa pendekatan diri kepada Allah 
atau pintu-pintu kebajikan, dan diambilkan 
dari sepertiga hartanya. Sebab, dalam wasiat 
ini tidak ada bahaya baginya, bahkan malah 
bermanfaat baginya karena mendapatkan pa- 
hala. Akan tetapi, jika wasiat itu tidak berupa 
pendekatan diri kepada Allah, seperti wasiat 
kepada orang kaya yang tidak fasik, wasiat ini 
tidak diperbolehkan. 

Ulama Malikiyyah juga berpendapat de- 
mikian: wasiat yang dilakukan oleh mahjuur 
alaih yang disebabkan karena bodoh atau ma- 
sih kecil adalah sah. Karena, pencegahan un- 
tuk mereka berdua adalah demi hak mereka. 
Maka andai mereka dicegah untuk melakukan 
wasiat, berarti pencegahan terhadap mereka 
berdua berimbas kepada hak orang lain. 

Pendapat yang mu'tamad menurut go- 
longan Syafi'iyyah menyatakan diperbolehkan- 
nya wasiat harta yang dilakukan oleh mahjuur 
'alaih yang disebabkan karena bodoh karena 
ungkapan (kata-kata)nya sah. Sedangkan wa- 
siat mahjuur 'alaih yang disebabkan karena 
pailit, masih bergantung kepada izin para kre- 
ditor (pemberi pinjaman). Jika mereka meng- 
izinkan maka wasiatnya boleh. Dan jika me- 
reka menolaknya, maka wasiat batal. 

Golongan Hanabilah berpendapat, wasiat 
harta benda yang dilakukan mahjuur 'alaih 
yang disebabkan karena bodoh adalah sah. 
Karena, wasiat adalah murni manfaat tanpa ri- 
siko atau bahaya. Maka, wasiat yang dibuatnya 
sah seperti halnya ibadah yang dikerjakannya, 
dan karena dia—sebagaimana dikatakan oleh 
golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah—dicegah 
men-tasharruf-kan hartanya demi untuk men- 


jaga hartanya. Dalam wasiat tidak ada unsur . 


menyia-nyiakan harta: karena andai dia hidup, 
hartanya tetap menjadi miliknya. Dan jika dia 
meninggal maka pahala untuknya, sedang dia 
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lebih membutuhkan pahala itu daripada hal 
lainnya. Wasiat mahjuur 'alaih yang disebabkan 
karena bodoh kepada anak-anaknya tidaklah 
sah, karena dia tidak bisa melakukan tasharruf 
atas mereka dengan perantara dirinya sendiri, 
maka terlebih lagi untuk wasiatnya. 

Wasiat yang keluar dari mahjuur “alaih 
karena pailit adalah sah: karena pencegahan 
tasharruf atasnya adalah demi para kreditor, 
sedang dengan wasiat tersebut tidak ada ba- 
haya bagi mereka. Karena, wasiatnya akan di- 
laksanakan dengan menggunakan sepertiga 
hartanya, dan tentunya setelah utang-utang- 
nya terlunasi. 

Orang yang mabuk: menurut Jumhur 
Ulama, wasiat mereka tidaklah sah, karena 
tidak ada akal sehat dalam diri mereka, me- 
reka seperti orang gila. Golongan Syafi'iyyah 
memperbolehkan wasiat orang mabuk yang 
mabuknya disengaja (melampaui batas), se- 
dang wasiat orang mabuk yang mabuknya ti- 
dak disengaja tidaklah sah. 

Secara mufakat, wasiat orang kafir—mes- 
kipun kafir harbi—adalah sah. Islam bukan- 
lah syarat sah wasiat, kecuali jika mereka me- 
wasiatkan khamar atau babi kepada orang 
Islam. | 

Tidak perlu dijelaskan bahwa mushii ha- 
ruslah pemilik barang yang diwasiatkan, ka- 
rena syarat ini masuk dalam syarat kompetensi 
tabarru' Setiap orang yang bisa men-tasharruf- 
kan hartanya melalui hibah atau jual beli, dia 
bisa melakukan wasiat atas sepertiga hartanya 
untuk lembaga-lembaga sosial, sebagaimana 
hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi 
Wagash yang telah disebut di muka.4$ 


2) Dalam Keadaan Rela dan dengan 


Kehendak Sendiri 
Karena wasiat adalah ijaab kepemilikan, 


216 Al-Muhadzdzah, vol. 1, hlm. 449. 
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maka harus ada kerelaan seperti halnya yang 
terjadi pada ijaab kepemilikan barang-barang 
dan tasharruf lainnya, baik jual beli, hibah, atau 
yang sejenisnya. Maka, tidaklah sah wasiat 
yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang 
yang dipaksa, dan orang yang melakukan ke- 
salahan dengan wasiat tersebut. Karena, hal- 
hal ini menghilangkan unsur “kerelaan, se- 
dang unsur "kerelaan merupakan unsur wajib 
dalam segala macam akad kepemilikan. 


» Syarat Dilaksanakannya Wasiat bagi 

Mushii 

Agar wasiat bisa dilaksanakan, maka mu- 
Shii haruslah orang yang tidak memiliki utang 
yang menghabiskan seluruh harta peninggal- 
annya. Karena, pelunasan utang harus didahu- 
lukan daripada pelaksanaan wasiat, menurut 
ijma sebagaimana telah dijelaskan sebelum- 
nya. Dalam harta benda tersebut terdapat hak 
milik orang lain, yaitu kreditur (pihak berpi- 
utang/pemberi pinjaman), maka wasiat dalam 
kondisi ini bergantung kepada izin pemilik 
hak: jika mereka memberikan izin maka wa- 
siat dilaksanakan, dan jika tidak ada izin maka 
wasiat menjadi batal. 

Undang-Undang?” sepakat dengan figih 
mengenai syarat dilaksanakannya wasiat, dan 
syarat keharusan mushii adalah orang yang 
berkompeten melakukan tabarru' secara per- 
undangan. Maka, wasiat tidak sah bila dibuat 
oleh orang gila, orang idiot, atau anak kecil 
yang belum tamyiz, sesuai dengan pendapat 
golongan Hanafiyyah, dan pendapat arjah 
golongan Syafi'iyyah. 

Sedangkan wasiat yang dibuat oleh mah- 
juur 'alaih karena bodoh atau karena terlalu 
pelupa bisa dilaksanakan apabila ada izin 
dari hakim. Jika si hakim mengizinkan maka 
wasiat dilaksanakan: dan jika si hakim tidak 
mengizinkan maka wasiat menjadi batal, baik 


217 Pasal (38) Undang-Undang Wasiat Mesir, Pasal (211) Undang-Undang Perdata Syria. 
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wasiat berisi tentang lembaga-lembaga sosial 
atau tidak. 


b. Syarat-Syarat Mushaa Lah 

Ada syarat-syarat sah dan syarat dilaksa- 
nakannya wasiat yang harus dipenuhi oleh 
mushaa lah.8 

Syarat sahnya: Syarat lembaga umum atau 
personal secara maknawi, maka mereka ini 
bukan merupakan lembaga maksiat. Sedang 
syarat bagi personal yang sewajarnya atau 
manusia adalah: 1. Harus wujud, 2. Harus di- 
ketahui/ma'lum, 3. Harus berkompeten me- 
nerima hak milik dan keberhakan, 4. Tidak 
kafir harbi menurut golongan Malikiyyah, 
dan bukan kafir harbi di daerah peperangan 
menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak 
mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli 
perang menurut golongan Syafi'iyyah, Jadi, 
syarat-syarat sah bagi mushaa lah ada enam. 


e Wasiat untuk Kepentingan Maksiat 
Mushaa lah bukan merupakan pihak atau 
lembaga maksiat, jika mushii adalah Muslim. 
Jika mushaa lah berupa kepentingan maksiat, 
maka menurut kesepakatan ulama figih, wa- 
siat menjadi batal, misalnya wasiat untuk 
arena perjudian dan tarian, wasiat pendirian 
kubah di atas pemakaman, ratapan atas orang- 
orang mati, pembangunan atau renovasi ge- 
reja, penulisan Taurat dan Injil serta pem- 
bacaannya, penulisan buku-buku sihir, buku 
sesat, dan buku falsafah yang dilarang, juga 
penulisan buku-buku keilmuan yang diharam- 
kan, wasiat senjata untuk ahli perang, wasiat 
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alat-alat bermain dan alat musik. Karena, wa- 
siat disyariatkan sebagai penyambung tali per- 
saudaraan atau kekerabatan, maka tidaklah 
sah mewasiatkan kemaksiatan. Jika terjadi 
demikian maka wasiat secara mufakat adalah 
batal, karena hal tersebut berarti wasiat untuk 
sesuatu yang diharamkan secara syara". 

Jika wasiat itu sendiri berhukum mubah 
secara syara, namun faktornya diharamkan, 
seperti wasiat kepada ahli fasik agar mereka 
memperbantukan wasiat tersebut untuk kefa- 
sikan mereka. Ada dua pendapat menganggapi 
kasus ini, berdasarkan kaidah atau asas sad- 
dudz-dzaraa'i' (menutup media/perantara). 

Golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah ber- 
pendapat. wasiatnya sah, sesuai dengan zahir 
akad: lafaz wasiat tidak mengandung hal yang 
diharamkan, dan urusan niat serta tujuan di- 
serahkan kepada Allah SWT. 

Golongan Malikiyyah, Hanabilah, dan di 
antaranya adalah Ibnu Taimiyyah dan Ibnul 
Oayyim berpendapat, wasiat semacam ini ba- 
tal, karena yang dianggap dalam sebuah akad 
adalah maksud dan niat, sedangkan motif da- 
lam kasus ini bertentangan dengan syariat, 
jadi wasiat pun batal. Pendapat inilah yang 
digunakan oleh Perundangan.?” 


6» Wasiat untuk Ma'duum”' 

Mushaa lah haruslah ada ketika wasiat 
dibuat, baik secara riil maupun secara perki- 
raan. Jika dia tidak ada, maka wasiat tidaklah 
sah: karena wasiat untuk ma'duum tidak- 
lah sah: karena wasiat adalah pemberian ke- 
pemilikan, dan hal ini tidak diperbolehkan 


218 Al-Badaa'i' vol. 7, him. 335: ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 459, 462, 469, 470: Tabyiinul Hagaa'ig, vol. 6/182-186: asy-Syarhush 
Shaghiir ma'a Haasyiyah ash-Shaawi, vol. 4, hlm. 571 dan setelahnya: asy-Syarhul Kabiir, vol. 4, hlm. 423-426, al-Gawaaniin al- 
Fighiyyah, hlm. 405: Bidaayatul Mujtahid, vol. 2, hlm. 328 dan setelahnya: Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 390-407: al-Mughnii, vol. 
6, hlm. 5, 21, 52, 60, 104: Takmiilaat Fathul Gadiir, vol. 8, hlm. 434: Syarhur Risaalah, vol. 2, hlm. 170. 
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Alinea pertama pasal (3) Undang-Undang Mesir menuliskan: untuk sahnya wasiat disyaratkan agar wasiat tidak untuk maksiat, 


dan faktornya tidak menafikan maksud syariat. Sedangkan Undang-Undang Syria, pasal (209) menuliskan: untuk sahnya wasiat 
disyaratkan bahwa wasiat tidak menggunakan sesuatu yang secara syara' dilarang. 
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Yang dimaksud dengan ma'dim adalah orang yang belum ada, bukan orang yang sudah ada lalu menghilang atau menjadi tidak 


ada. Sedang yang dimaksud dengan maujud mencakup semua yang wujud baik secara nyata atau dengan sifat atau cirinya saja. 
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untuk ma'duum. Maka menurut jumhur ulama, 
wasiat yang diberikan kepada mayit tidaklah 
diperbolehkan. Imam Malik mengatakan, jika 
mushii mengetahui bahwa mushaa lah telah 
meninggal maka wasiatnya adalah boleh dan 
wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris 
mushaa lah setelah utangnya (mushaa lah) 
terlunasi dan wasiatnya terlaksanakan. Wujud 
mushaa lah bisa saja nyata, seperti manusia 
yang ada dan hidup, atau perkiraan seperti 
janin. Keberadaan janin bisa diketahui jika 
ia terlahir dari rahim ibunya dalam keadaan 
hidup minimal enam bulan (masa minimal 
kandungan) sejak dibuatnya wasiat. 


s Wasiat untuk Janin dan Wasiat yang 
Berupa Janin 


Wasiat ini sah apabila sang ibu atau induk 
melahirkannya dalam masa kurang dari enam 
bulan sejak perbincangan mengenai wasiat. 

Sedangkan wasiat yang berupa janin: wa- 
siat ini sah apabila janin bisa dimiliki, misal- 
nya janin binatang ternak yang dimiliki mu- 
Shii: karena unsur penipuan atau risiko tidak 
mencegah keabsahan wasiat. Jadi, jika janin 
ini terlahir dalam keadaan mati maka wasiat 
menjadi batal. Dan jika janin terlahir dalam 
keadaan hidup dan kita mengetahui keberada- 
an atau hukum keberadaannya ketika wasiat 
dibuat maka wasiat sah. Jika tidak demikian 
maka wasiat tidak sah. 

Wasiat untuk janin sah tanpa ada perbe- 
daan pendapat, seperti halnya waris-mewaris. 
Janin bisa mewaris, maka wasiat pun sah untuk 
janin. Jika ia saja bisa mewaris maka terlebih 
lagi wasiat. Jika janin terlahir dalam keadaan 
meninggal maka wasiat menjadi batal, karena 
ia tidak lagi bisa mewaris. Jika sang ibu mela- 
hirkannya dalam keadaan hidup maka wasiat 
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pun sah untuknya. Alangkah baik menuturkan 
ungkapan para ulama figih berkenaan dengan 
urusan wasiat untuk janin dan wasiat yang 
berupajanin. 

Imam az-Zaila'i, asy-Syibli, serta penga- 
rang kitab ad-Durr dan al-Hidaayah yang ter- 
masuk ulama Hanafiyyah mengatakan, wasiat 
untuk janin dan wasiat yang berupa janin hu- 
kumnya sah apabila sang ibu atau sang induk 
yang melahirkannya dalam keadaan hidup 
dalam masa kurang dari masa kandungan, yai- 
tu enam bulan sejak dibuatnya wasiat.2! 

Apabila suami wanita yang sedang hamil 
masih hidup saat wasiat untuk si janin dibuat 
lalu sang suami meninggal, maka disyaratkan 
agar si ibu melahirkannya dalam keadaan 
hidup, dalam jangka waktu kurang dari dua 
tahun semenjak meninggalnya sang suami. 
Namun jika si ibu melahirkannya dalam ke- 
adaan mati maka wasiat tidaklah boleh. 

Jika si ibu janin adalah wanita yang dalam 
masa iddah karena talak ba'in maka syarat- 
nya juga sama, si ibu harus melahirkan sang 
bayi dalam masa kurang dari dua tahun sejak 
tanggal talak. Misalnya, apabila seorang mu- 
shii mengakui bahwa si wanita dalam keada- 
an hamil maka wasiat berlaku untuk janin 
tersebut, dengan syarat si ibu melahirkannya 
di antara masa dua tahun sejak hari dibuat- 
nya wasiat, karena tetapnya keberadaan janin 
dengan pengakuan mushii. 

Ulama Syafi'iyyah berpendapat, wasiat un- 
tuk janin sah dan dilaksanakan dengan syarat 
janin tersebut terlahir dalam keadaan hidup, 
dan wujudnya pun diketahui ketika wasiat 
dibuat, misalnya dengan kelahirannya dalam 
masa yang kurang dari enam bulan. Yakni jika 
si ibu adalah wanita yang masih bersuami, 
karena realita menyatakan bahwa janin sudah 


Pengarang al-Bad@'i' mengatakan, dalam zahir riwayat, waktunya terhitung dari sejak meninggalnya mishi. Sedang menurut ath- 


Thahawi, waktunya terhitung mulai wujudnya wasiat. Pengarang an-Nihdyah mengatakan, wasiat untuk janin dan wasiat berupa 
janin sah apabila terlahir kurang dari masa enam bulan sejak meninggalnya mishf, bukan dari tanggal pembuatan wasiat. 
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ada ketika wasiat itu dibuat. Adalah sah, wa- 
siat dengan menggunakan janin atau buah 
yang sedang dikandung binatang ternak atau 
pepohonan, atau dengan menggunakan sesua- 
tu yang tidak bisa diserahterimakan seperti 
burung yang sedang terbang, susu yang ma- 
sih dalam ambing, dan bulu wol yang masih 
di punggung ternak. Karena, sesuatu yang 
ma'dum bisa dimiliki dengan cara salam dan 
musaagaat, maka ia juga bisa dimiliki melalui 
wasiat dan juga karena mushaa lah seperti 


ahli waris, dan ahli waris bisa menggantikan 


posisi mayit untuk benda-benda tersebut. 

Ulama Hanabilah mengatakan, wasiat de- 
ngan menggunakan janin hukumnya sah jika 
janin tersebut bisa dimiliki. Dan wasiat untuk 
janin juga sah apabila si ibu melahirkannya da- 
lam keadaan hidup, kurang dari enam bulan 
sejak dibuatnya wasiat, seperti pendapat yang 
diungkapkan Ulama Syafi'iyyah. 

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah juga se- 
pakat bahwa wanita yang berada dalam masa 
iddah talak ba'in dan tidak dalam status ber- 
suami (tidak masih menjadi istri suami baru- 
nya), lalu melahirkan janin tersebut dalam 
masa lebih dari empat tahun semenjak per- 
ceraian, atau lebih dari masa enam bulan sejak 
dibuatnya wasiat, maka wasiat untuk janin ini 
tidaklah sah. Namun bila dia melahirkannya 
dalam masa kurang dari itu maka wasiat bagi 
janin adalah sah. Karena, sang anak diketahui 
wujudnya bila lahir dalam masa enam bulan, 
dan dihukumi wujudnya jika lahir kurang 
dari masa empat tahun sejak terjadinya per- 
ceraian. 

Ulama Malikiyyah mengatakan, wasiat un- 
tuk mushaa lah adalah sah, baik dia ada saat 
dibuatnya wasiat, atau ditunggu keberadaan- 
nya seperti janin. Wasiat juga sah diberikan 
kepada orang yang baru akan ada, baik berupa 
janin yang sudah ada atau bakal ada, lalu la- 
hir dalam keadaan menjerit dan sejenisnya. 


Ca 
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Sehingga, diketahui bahwa janin benar-benar 
terlahir sebagai bayi yang hidup. Namun, da- 
lam suatu pendapat dikatakan bahwa si janin 
ini tidak berhak mendapatkan hasil atau keun- 
tungan yang didapat dari mushaa bih. Karena 
dia tidak punya kemampuan memiliki sesuatu 
melainkan setelah dia terlahir dalam keadaan 
hidup, maka hasil atau keuntungan ini menjadi 
milik ahli waris mushii. Dalam pendapat lain 
dikatakan, wasiat ditanggguhkan dan diberi- 
kan kepada mushaa lah jika dia sudah terlahir. 

Sesuatu yang menjadi mushaa bih dibagi- 
kan kepada orang yang bakal ada, dan jika 
mereka terlahir lebih dari satu bayi, maka 
ia dibagi sesuai dengan jumlah. Bagian bayi 
laki-laki sama dengan bagian bayi perempuan 
apabila wasiat dimutlakkan. Jika mushii mene- 
tapkan perincian untuk masing-masing, maka 
perincian tersebut dilaksanakan. Contoh wa- 
siat untuk orang yang bakal ada, “Aku berwa- 
siat untuk anak Fulan yang bakal ada,” maka 
wasiat ini diberikan kepada anak Fulan yang 
akan dilahirkan kelak, baik sudah ada. Misal- 
nya sudah menjadi janin ketika wasiat dibuat, 
atau belum ada sama sekali. Mushaa bih ha- 
rus diakhirkan untuk anak yang akan terlahir, 
dalam keadaan apa pun. 

Menurut golongan ini, wasiat yang diberi- 
kan kepada mayit juga sah, dan sesuatu yang 
diwasiatkan (muhsaa bih) akan digunakan 
untuk membayar utang mayit (jika ada). Jika 
mayit tidak mempunyai utang maka diberikan 
kepada ahli warisnya. Dan bila tidak ada ahli 
waris maka wasiat menjadi batal, dan sesuatu 
yang diwasiatkan (muhsaa bih) ini tidak bisa 
diambil oleh Baitul Mal. Jika seseorang ber- 
wasiat untuk seseorang (mayit) yang dikira- 
nya masih hidup maka secara mufakat wasiat 
juga batal. 

Kesimpulan: jumhur ulama mensyarat- 
kan adanya mushaa lah ketika wasiat dibuat, 
dan wasiat untuk janin sah jika janin terlahir 
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dalam keadaan hidup, dan lahir dalam masa 
kurang dari enam bulan sejak tanggal pem- 
buatan wasiat. 

Sedangkan Ulama Malikiyyah tidak mem- 
berikan syarat ini. Mereka juga memperboleh- 
kan wasiat untuk janin yang bakal ada, meski- 
pun janin tersebut belum ada saat wasiat 
dibuat. Mereka tidak mensyaratkan adanya 
mushaa lah ketika wasiat dibuat, juga ketika 
meninggalnya mushii. Saya mengunggulkan 
pendapat jumhur ulama, karena kepemilikan 
sesuatu yang tidak wujud tidaklah bermak- 
na, juga karena akibat yang ditimbulkan dari 
wasiat semacam ini, yaitu tertahannya harta 
dalam masa yang panjang selama menanti ke- 
hadiran orang yang bakal ada tersebut di masa 
mendatang. 

Perundang-undangan: Undang-Undang Me- 
sir pasal (6) mensyaratkan agar mushaa lah 
ada, jika memang dia mu'ayyan (sudah diten- 
tukan/jelas). Ketetapan ini sama dengan pen- 
dapat jumhur ulama. Jika mushaa lah tidak 
ditentukan, seperti para pencari ilmu maka 
mereka tidak disyaratkan 'ada' ketika wasiat 
dibuat, juga saat mushii meninggal. Ketetapan 
ini diambil dari madzhab Imam Malik, seperti 
dikatakan dalam memori penjelasan. Dalam 
alinea pertama pasal (26), Undang-Undang ini 
juga mengadopsi madzhab Imam Malik, yaitu 
diperbolehkannya wasiat dengan mengguna- 
kan barang untuk diberikan kepada ma'dum, 
karena maujud dan ma'dum mencakup orang 
yang bisa dihitung. Wasiat menjadi batal apa- 
bila wujudnya mushaa lah pada masa men- 
datang adalah sulit. Undang-Undang pasal (8) 
menetapkan diperbolehkannya wasiat untuk 
kepentingan atau pihak kebajikan tertentu 
yang bakal ada pada masa mendatang, seperti 
wasiat untuk para pengungsi yang akan mem- 
bangun di daerah A. 


Undang-Undang Syria pasal (212) ayat 
(b) mensyaratkan agar mushaa lah ada ketika 
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wasiat dibuat dan ketika mushii meninggal. 

Dalam pasal (236) yang sejalan dengan pasal 

(35) Undang-Undang Mesir menetapkan beri- 

kut ini. 

1. Wasiat untuk janin yang sudah ditentu- 
kan/jelas adalah sah, sesuai dengan hal- 
hal berikut: 

a. Jika mushii mengakui keberadaan 
kandungan ketika dibuatnya wasiat, 
maka disyaratkan anak terlahir dalam 
keadaan hidup dalam masa satu tahun 
masehi atau kurang. 

b. Jika si ibu adalah wanita yang dalam 
masa iddah ditinggal wafat suami 
atau karena perceraian ba'in maka di- 
syaratkan anak terlahir dalam keada- 
an hidup satu tahun juga dari masa 
wajibnya iddah. 

c. Jika mushii tidak mengakui dan si 
ibu juga bukan wanita yang dalam 
masa iddah, disyaratkan anak terlahir 
dalam keadaan hidup dalam masa 
sembilan bulan atau kurang sejak 
masa dibuatnya wasiat. 

d. Jika wasiat untuk janin dari benih se- 
seorang yang sudah jelas maka selain 
syarat di atas, juga disayaratkan na- 
sab si anak yang terlahir tetap berasal 
dari orang tersebut. 


2. Hasil atau keuntungan yang didapatkan 
dari mushaa bih ditangguhkan semenjak 
wafatnya mushii hingga janin lahir, lalu 
hasil tersebut diberikan kepadanya (se- 
telah kelahirannya). Pasal (214) menye- 
butkan: wasiat untuk kepentingan atau 
lembaga sosial tertentu yang bakal ada di 
masa mendatang adalah sah. Dan apabila 
ternyata keberadaannya susah terealisa- 
si, wasiat dipalingkan kepada jenis sosial 
yang mendekati jenis sosial sebelumnya. 
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e Wasiat untuk Sesuatu yang Majhul 
(tidak Diketahui) 


Mushaa lah haruslah pihak yang diketa- 
hui dan tidak majhul (tidak diketahui benar- 
benar, sehingga tidak mungkin diangkat atau 
dihilangkan status ketidaktahuan tersebut). 
Karena, ketidaktahuan seperti ini mencegah 
penyerahan mushaa bih kepada mushaa lah, 
maka wasiat tidaklah berfaedah. Dan juga, ka- 
rena wasiat adalah pemberian kepemilikan se- 
telah meninggalnya mushii—dalam pandang- 
an jumhur ulama selain Ulama Hanabilah, 
maka mushaa lah haruslah pihak yang bisa 
diketahui (ma'lum) pada saat itu, hingga kepe- 
milikan jatuh kepadanya, dan mushaa bih juga 
bisa diserahkan kepadanya. 

Apabila seseorang mewasiatkan sepertiga 
hartanya untuk Muhammad atau Khalid, atau 
kumpulan Muslimin?? yang tidak terbatas 
jumlahnya serta tidak dibatasi dengan ciri 
yang mengarah kepada kebutuhan tertentu, 
misalnya kepada orang-orang fakir dari kelom- 
pok Muslimin: maka wasiat menurut Ulama 
Hanafiyyah adalah batal. Karena, mushaa lah 
benar-benar tidak diketahui, sehingga mence- 
gah diserahkannya mushaa bih kepada mereka. 
Demikian juga jika seseorang berwasiat un- 
tuk salah satu dari dua orang laki-laki, maka 
menurut Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, 
juga madzhab-madzhab lainnya, wasiat ini 
batal, karena mushaa lah tidak dijelaskan.?? 

Namun jika seseorang berwasiat un- 
tuk jamaah dengan menggunakan kata yang 
mengarah kepada kebutuhan, maka menurut 
Ulama Hanafiyyah wasiat ini sah. Karena, ia 
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berisi wasiat bersedekah, yaitu mengeluarkan 

atau menginfakkan harta untuk Allah Ta'ala 

Yang Maha Esa lagi diketahui, maka mushaa 

bih seakan diberikan kepada Allah. Lalu orang- 

orang yang membutuhkan mendapatkan 
kepemilikan melalui anugerah kepemilikan 

Allah kepada mereka. Dalam Raddul Mukhtaar 

disebutkan bahwa arti ma'lum untuk mushaa 

lah adalah bahwa pihak tersebut sudah diten- 
tukan atau dijelaskan, baik berupa personal 
seperti Zaid, atau jenis seperti orang-orang 
miskin dan orang-orang fakir. 
Undang-Undang Mesir dan Syria? meng- 
gunakan syarat ini, yakni bahwa mushaa lah 
harus ma'lum, hanya saja perundangan ini 
memperbolehkan wasiat kepada pihak yang 
tidak bisa dihitung, seperti kepada penduduk 

Damaskus atau Kairo, berbeda dengan 

madzhab Hanafiyyah: serta mengambil dari 

madzhab Malikiyyah dan Hanabilah, baik wa- 
siat tersebut mengandung kata-kata yang 
mengarah kepada kebutuhan atau tidak. Se- 
dangkan Ulama Syafi'iyyah berpendapat sama 
dengan Ulama Hanafiyyah: jika mushaa lah ti- 
dak berupa sebuah lembaga maka ia haruslah 
ma'lum. 

Pasal (213) Undang-Undang Syria mene- 
tapkan hal-hal berikut. 

1. Wasiat untuk Allah SWT dan untuk amal- 
an kebajikan tanpa menjelaskan lembaga, 
instansi atau kepentingannya, akan di- 
tasharruf-kan untuk kepentingan-kepen- 
tingan sosial. 

2. Wasiat untuk tempat-tempat ibadah, ya- 
yasan sosial dan keilmuan, serta masla- 


Para ulama figih berselisih pendapat mengenai batasan yang memisahkan antara orang masih yang bisa dihitung dengan yang 


sudah tidak bisa dihitung. Imam Muhammad mengatakan, jika mereka lebih dari seratus orang maka mereka termasuk tidak 
bisa dihitung. Dengan pendapat inilah beliau mengeluarkan fatwanya, dan Peradilan Agama Mesir juga menggunakan fatwa ini. 
Golongan Syafi'iyyah mengatakan, mereka adalah orang yang tidak mungkin dihitung melainkan dengan kepayahan. 


Wasiat ini menurut ash-Shahibani sah. Dan menurut Abu Yusuf, wasiat menjadi milik mereka berdua. Sedang menurut Muham- 


mad, wasiat menjadi milik salah satu dari keduanya, sedang pilihan untuk menentukan siapa di antara keduanya yang akan ber- 
hak mendapat wasiat diserahkan kepada ahli waris mayit, lalu mereka akan memberikan wasiat tersebut kepada siapa yang 


mereka kehendaki (al-Badaa'i, vol. 7, hlm. 236). 
224 


Lihat alinea pertama pasal (6) Undang-Undang Mesir, dan alinea pertama pasal (212) Undang-Undang Syria. 








Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


hat-maslahat umum lainnya, akan di-ta- 
sharruf-kan untuk pembangunan, kemas- 
lahatan, dan orang-orang fakirnya, serta 
urusan-urusannya yang lain, selama biaya 
tidak ditentukan oleh kebiasaan atau sua- 
tu indikasi tertentu. Ketetapan ini mirip 
dengan ketetapan pasal (7) Undang-Un- 
dang Mesir. 


Pendapat rajih menurut saya adalah pen- 
dapat yang diambil oleh Undang-Undang: ka- 
rena bagaimana pun arti mendekatkan diri 
ada dalam wasiat semacam ini, baik mushii 
menjelaskan maksudnya atau diam saja. 


6» Wasiat untuk Binatang Ternak 

Mushaa lah disyaratkan harus berkompe- 
ten untuk menerima kepemilikan, syarat ini 
merupakan syarat yang telah disepakati. Maka, 
wasiat yang diberikan kepada pihak yang tidak 
berkompeten menerima kepemilikan tidak- 
lah sah. Misalnya seseorang berwasiat untuk 
binatang ternak, kuda, atau yang lainnya, dan 
dia menyebutkan maksud pemberian kepemi- 
likan tersebut atau tidak menyebutkan sama 
sekali: maka wasiat seperti ini batal menurut 
Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Malikiy- 
yah. Karena, mutlaknya lafazh untuk mem- 
berikan kepemilikan, dan binatang ternak 
tidaklah bisa menerima kepemilikan. Namun 
jika seseorang berkata, “Untuk pakan bina- 
tang ternak,” maka wasiat seperti ini sah, demi 
menjaga zahir lafazh yang diucapkan mushii, 
tanpa menjaga maksudnya. Dalam kondisi se- 
perti ini, menurut Ulama Hanafiyyah tidaklah 
disyaratkan adanya gabul, disamakan dengan 
waris-mewaris. Maka, di dalamnya tidak di- 
syaratkan adanya gabul, karena sukar dilak- 
sanakan seperti halnya wakaf untuk para fakir 
miskin. Ulama Syafi'iyyah mengatakan, disya- 
ratkan adanya gabul dari pemilik binatang ter- 
nak tersebut. 
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Sedangkan Ulama Hanabilah berpendapat, 
jika mushi menujukkan wasiatnya untuk naf- 
kah kuda atau binatang ternak Zaid, dan andai 
mushaa lah tidak memberikan gabul maka wa- 
siatnya sah. Karena, hal utama dalam semua 
akad adalah arti dan tujuan akad itu sendiri. 
Mushaa bih di-tasharruf-kan untuk keperluan 
pakan binatang ternak. Jika kuda atau bina- 
tang ternak tersebut mati sebelum diberikan 
nafkahnya, maka sisanya menjadi milik ahli 
waris mushii, dan pengurusannya diserahkan 
kepada washi atau hakim—menurut Ulama 
Hanabilah, bukan kepada pemilik kuda yang 
telah mendapatkan nafkah tersebut. 

Berdasarkan pada syarat ini, Abu Hani- 
fah mengatakan, Andai mushii berkata, “Aku 
mewasiatkan sepertiga hartaku untuk Allah 
SWT” maka wasiat batal. Sedang Imam Mu- 
hammad mengatakan, wasiatnya boleh— 
dan pendapat inilah yang dijadikan sebagai 
fatwanya, lalu mushaa bih di-tasharruf-kan un- 
tuk kepentingan kebajikan atau kepentingan 
sosial. 

Jika seseorang berwasiat untuk masjid, 
untuk Masjidil Haram, untuk madrasah, ke- 
pentingan atau pihak wakaf dan sejenisnya, 
maka menurut Ulama Hanafiyyah wasiat ini 
tidak diperbolehkan, kecuali bila mushii ter- 
sebut berkata, “Dibelanjakan untuk pemba- 
ngunan dan renovasi masjid,” karena kata 
seperti ini menunjukkan bentuk pendekatan 
diri kepada Allah. Sedangkan menurut Imam 
Muhammad dan Ulama Syafi'iyyah, wasiat sah 
secara mutlak, baik mushii mengatakan ten- 
tang pembelanjaannya atau tidak, kemudian 
mushaa bih ini bisa dibelanjakan untuk ke- 
maslahatan-kemaslahatannya seperti contoh 
di atas, sebagai pembenaran atas ucapannya. 

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengata- 
kan, wasiat untuk masjid dan semacamnya se- 
perti pesantren, benteng, dan tembok negara, 
adalah sah dan mushaa bih dibelanjakan untuk 
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kemaslahatan dan biaya yang dibutuhkannya, 
misalnya untuk penerangan, pemagaran, alas/ 
sajadah, dan yang lebih dari itu, juga dibelan- 
jakan untuk para khadim masjid baik imam, 
mu'adzin, atau yang lainnya. 


e Wasiat untuk Pembunuh 

Mushaa lah harus bukan pembunuh mu- 
shii dalam pandangan Ulama Hanafiyyah dan 
Hanabilah. Jika dia melukai mushii, kemudian 
mushii berwasiat untuknya, lantas meninggal 
maka wasiat tersebut batal. Jika mushii ber- 
wasiat terlebih dahulu, kemudian terjadi pem- 
bunuhan maka hal ini menjadi penghalang 
keberhakan wasiat bagi mushaa lah (si pem- 
bunuh). Pembunuhan menghalangi sahnya 
wasiat dari awal dan terus berkelanjutan, ka- 
rena pembunuhan menghalangi hak waris. 
Maka, ia juga menghalangi wasiat, sebagaigan- 
jaran baginya dengan merusak tujuannya, juga 
karena hadits, “Seorang pembunuh tidak me- 
miliki hak atas wasiat. 

Pembunuhan menghalangi sahnya wasiat 
karena hak syara, baik para ahli waris meng- 
izinkannya atau tidak: demikianlah pendapat 
Abu Yusuf yang juga digunakan oleh Undang- 
Undang. Abu Hanifah dan Imam Muhammad 
mengatakan, jika para ahli waris meluluskan 
wasiat atau mushii tidak memiliki ahli waris 
maka wasiat boleh dan dilaksanakan, karena 
menghalangi adalah hak para ahli waris. Pen- 
dapat pertama lebih rajih. 

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berbeda 
pendapat mengenai jenis pembunuhan yang 
menghalangi warisan dan wasiat. Ulama Ha- 
nabilah dalam pendapat yang lebih shahih 
mengatakan, membunuh tanpa hag, baik di- 
lakukan dengan sengaja atau khilaf, secara 
langsung atau dengan perantara, adalah meng- 
halangi hak waris dan membatalkan wasiat. 
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Karena hak waris lebih kuat daripada wasiat, 
maka wasiat lebih utama terhalang karena 
pembunuhan. 

Sedang Ulama Hanafiyyah berpendapat: 
Pembunuhan yang menghalangi hak waris me- 
waris dan wasiat adalah pembunuhan yang 
dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan 
berakal sehat, karena ada unsur permusuhan, 
dilakukan tanpa hag atau alasan secara syara, 
dilakukan secara langsung bukan dengan per- 
antara, baik secara sengaja atau khilaf. Maka, 
pembunuhan yang dilakukan oleh orang gila 
dan anak kecil, dan pembunuh dengan hag se- 
bagai gishash, hadd karena melakukan makar, 
atau karena suatu alasan seperti memperta- 
hankan jiwa dan kehormatan, juga pembunuh- 
an melalaui perantara (misalnya mushaa lah 
menunjukkan tempat mushii kepada si pem- 
bunuh, sedang dia sendiri tidak ikut membu- 
nuh bersama si pembunuh tersebut), semua 
jenis pembunuhan ini tidak menghalangi hak 
waris-mewaris dan wasiat. Jadi, pembunuhan 
melalui perantara menurut ulama ini tidaklah 
menghalangi hak waris mewaris dan wasiat. 

Sedangkan ulama Syafi'iyyah berpenda- 
pat, pendapat azhhar menyatakan bahwa wa- 
siat untuk seorang pembunuh sah, meskipun 
dilakukan secara sengaja. Jadi, andai mushaa 
lah membunuh mushii dengan sengaja, dia te- 
tap berhak mendapatkan mushaa bih. Karena 
wasiat adalah pemberian pemilikan melalui 
sebuah akad, ia pun menyerupai hibah, dan ia 
berbeda dengan waris-mewaris. 

Ulama Malikiyyah memiliki perincian: wa- 
siat untuk pembunuh sah, baik pembunuhan 
dilakukan secara sengaja atau khilaf. Jika mu- 
shii mengetahui orang yang membunuhnya, 
sedang dia tidak mengubah wasiatnya atau 
dia membuat wasiat setelah dilakukan pemu- 
kulan terhadapnya, padahal dia pun menge- 


HR ad-Daruguthni dan al-Baihagi diambil dari jalur Ali r.a., namun di dalamnya terdapat seorang perawi yang ditinggalkan karena 
membuat hadits maudhu' (Nashbur Raayah, vol. 4, hlm. 402). 
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tahui bahwa mushaa lah adalah orang yang 
memukulnya: karena penghalang sahnya wa- 
siat adalah keterburu-buruan yang dilakukan 
mushaa lah untuk mendapatkan sesuatu se- 
belum masanya. Maka, dia pun dikenai sanksi 
yang berupa 'terhalang dari wasiat, dan hal ini 
tidak akan terjadi kecuali jika pembunuhan 
dilakukan menyusul setelah wasiat dibuat. 
Jika mushii mengetahui pemukulan yang di- 
lakukan mushaa lah, dan dia tetap membuat 
wasiat untuknya, ini berarti dia telah memaaf- 
kan mushaa lah dan bermaksud untuk berbuat 
baik kepadanya. 

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa 
mushaa lah menurut ulama Malikiyyah tidak 
disyaratkan harus bukan pembunuh, dengan 
catatan bahwa wasiat dibuat setelah pemu- 
kulan dan si terbunuh (mushii) mengetahui 
siapa pembunuhnya. Jika seseorang memukul 
orang lain dengan pukulan mematikan dengan 
sengaja atau karena khilaf, setelah itu korban 
membuat wasiat untuk pelaku maka wasiat- 
nya adalah sah. Namun jika dia membuat 
wasiat sebelum pemukulan, lalu pemukulan 
terjadi sampai membuat korban meninggal, 
maka—menurut pendapat yang rajih—wasiat- 
nya batal, baik si pembunuh sudah diketahui 
dan wasiat tidak diubah atau tidak diketahui 
sama sekali. Karena, dalam kasus seperti ini 
ada keserupaan keterburuan wasiat seperti 
warisan. 

Dalam kasus terakhir, ulama Malikiyyah 
sepakat dengan ulama Hanafiyyah dan Hana- 
bilah. Sedang dalam kasus pertama, yaitu 
terjadinya wasiat setelah peristiwa pemukul- 
an, ulama Malikiyyah sepakat dengan ulama 
Syafi'iyyah, sehingga kita memiliki dua pen- 
dapat: pendapat ulama Hanafiyyah dan Ha- 
nabilah (bahwa pembunuhan membatalkan 
wasiat) dan pendapat ulama Syafi'iyyah dan 
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Malikiyyah (bahwa pembunuhan tidak mem- 
batalkan wasiat). 

Sedangkan Undang-Undang Mesir pasal 
(17) dan Undang-Undang Syria pasal (223) 
mengambil pendapat ulama Hanafiyyah dan 
Hanabilah yang menyatakan bahwa pembu- 
nuhan menghalangi keberhakan atas wasiat, 
dan mengambil pendapat Malikiyyah dalam 
membatasi jenis pembunuhan yang tergolong 
menghalangi hak waris-mewaris dan wasiat, 
yakni pembunuhan yang dilakukan dengan 
sengaja,?6 baik si pembunuh memang pelaku 
sesungguhnya atau hanya sebagai rekan mem- 
bunuh: atau sebagai saksi palsu yang kesak- 
siannya menyebabkan hukum bunuh bagi 
mushii, dan hukum bunuh telah dilaksanakan, 
yakni jika pembunuhan ini dilakukan tanpa 
hag serta tanpa alasan: dan si pembunuh 
adalah orang yang berakal sehat serta sudah 
mencapai usia baligh (umur lima belas tahun, 
menurut jumhur ulama—dan berumur dua 
belas tahun: menurut ulama Hanafiyyah). 

Kategori ini mencakup pembunuhan yang 
dilakukan secara langsung dan pembunuhan 
melalui perantara—menjalankan pendapat 
ulama Syafi'iyyah, dan si pembunuh tetap ber- 
hak mendapatkan wasiat apabila saat mem- 
bunuh dia adalah orang gila, idiot atau seje- 
nisnya, atau anak di bawah umur lima belas 
tahun: atau dia membunuh dengan hag atau 
dengan alasan seperti untuk mempertahankan 
diri (jiwa) dan kehormatan, atau dia memang 
berstatus sebagai hakim yang mengeluarkan 
hukum i'daam (hukuman mati), atau sebagai 
algojo pelaksana hukuman mati tersebut. 


e Wasiat untuk Ahli Perang 

Mushaa lah dalam pendapat yang mu" 
tamad dari ulama Malikiyyah disyaratkan bu- 
kan orang kafir harbi: sedang dalam pendapat 


Secara perundangan, adalah sah wasiat yang ditujukan untuk seorang pembunuh. Hal ini berdasarkan kepada madzhab Imam 
Malik. 
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ulama Hanafiyyah dia bukan orang kafir harbi 
di daerah perang?”, baik wasiat datang dari 
orang Islam atau kafir dzimmi, dan para ahli 
waris meluluskan wasiat tersebut. Karena, 
wasiat kepada mereka berarti menguatkan 
dan memuliakan mereka, serta membantu 
mereka memerangi kaum Muslimin, lalu pada 
akhirnya akan menjadi warisan, bukan sede- 
kah, dan di dalamnya juga terdapat bahaya 
umum bagi kaum Muslimin. 

Ulama Hanafiyyah—sebagai implikasi ki- 
tabal-Ashl karangan Muhammad —memperbo- 
lehkan wasiat kepada kafir harbi yang mus- 
ta'man (mendapat jaminan keamanan) di dae- 
rah Islam, karena dia berada dalam perjanji- 
an keamanan dengan kita, maka dia serupa 
dengan kafir dzimmi yang ada dalam perjan- 
jian keamanan kita. 

Allah SWT berfirman yang artinya, 


“Allah tidak melarang kamu berbuat baik 
dan berlaku adil terhadap orang-orang yang 
tidak memerangimu dalam urusan agama 
dan tidak mengusir kamu dari kampung hala- 
manmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang- 
orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah 
hanya melarang kamu menjadikan mereka se- 
bagai kawanmu orang-orang yang memerangi 
kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu 
dari kampung halamanmu dan membantu 
(orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa 
menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itu- 
lah orang yang zalim.” (al-Mumtahanah: 8-9) 


Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa 
wasiat kepada kafir harbi yang berada dalam 
jaminan keamanan tidaklah diperbolehkan, 
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sebagaimana halnya tidak diperbolehkannya 
memberikan kafarat, nadzar, zakat fitrah, dan 
daging kurban kepada kafir harbi yang men- 
dapat jaminan keamanan. Karena, di dalam 
hal-hal seperti ini terdapat unsur bantuan un- 
tuk perang. Dan menurut ulama Hanafiyyah, 
juga tidak diperbolehkan wasiat seorang Mus- 
lim untuk orang yang murtad. 

Ulama Syafi'iyyah dalam pendapat yang 
lebih Shahih dan ulama Hanabilah memperbo- 
lehkan wasiat untuk orang yang murtad, dan 
kafir harbi tertentu—bukan kafir harbi secara 
umum—baik berada di negara kita atau tidak, 
yakni wasiat yang berupa harta benda, bukan 
wasiat yang berupa pedang, tombak, atau sen- 
jata perang secara mutlak, dengan dianalogi- 
kan kepada diperbolehkannya hibah dan se- 
dekah untuk mereka. 

Imam al-Haritsi dari ulama Hanabilah 
mengatakan, pendapat yang shahih menyata- 
kan bahwa jika orang kafir yang murtad atau 
harbi tidak memiliki ciri memerangi atau me- 
nguasai kita, maka sah berwasiat untuk me- 
reka. Jika syarat ini tidak ada maka wasiat un- 
tuk mereka tidaklah sah. Pendapat ini dikuat- 
kan bahwa Asma binti Abu Bakar? diizinkan 
Nabi saw. untuk menyambung tali silaturahim 
dengan ibunya, dan Nabi juga mengizinkan 
Umar memberikan pakaian kepada saudara 
musyriknya yang menetap di Mekah.?? 


e Seagama 

Satu agama antara mushii dengan mushaa 
lah tidak menjadi syarat sahnya wasiat. Wasiat 
seorang Muslim bisa diberikan kepada non- 
Muslim, dan wasiat non-Muslim bisa diberikan 


Daerah perang adalah daerah yang kaum Muslimin tidak memiliki kekuasaan atasnya, dan di dalamnya juga tidak diterap- 


kan kebanyakan syiar-syiar Islam. Sedang kafir harbi, adalah orang yang ada di antara kita dan negaranya sebagai musuh dan 
memerangi. Sedang kafir musta'man, adalah orang yang masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan berjangka untuk masa 
yang diketahui. Kafir dzimmi adalah orang kafir yang menetap di daerah Islam secara permanen. 


228 HR Bukhari dan Muslim (Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 3). 
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HR Bukhari dan lainnya, diambil dari jalur Ibnu Umar (Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 4). 
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kepada pemeluk alirannya dan kepada selain 
pemeluk alirannya, seperti orang Yahudi ber- 
wasiat untuk orang Nasrani atau sebaliknya, 
Muslim berwasiat untuk orang Yahudi atau 
Nasrani, atau sebaliknya. Karena, orang-orang 
non-Muslim yang berada di negara Islam ber- 
hak mendapatkan apa yang didapatkan orang- 
orang Muslim, dan mereka juga memiliki ke- 
wajiban yang sama seperti kaum Muslimin 
lainnya. 

Undang-Undang Mesir pasal (9) dan Un- 
dang-Undang Syria pasal (215) menetapkan. 
1. Wasiat sah meskipun diberikan kepada 

orang-orang yang berbeda agama dan ke- 

percayaan dengan pihak mushii. 

2. Jika mushaa lah adalah orang asing (man- 
ca) maka disyaratkan ada sistem pertu- 
karan satu sama lain. 


Artinya, perbedaan agama tidaklah men- 
cegah sahnya wasiat, demikian juga perbeda- 
an negara. Jika negara mushaa lah tidak meng- 
halangi wasiat kepada orang seperti mushii, 
sebagai aplikasi asas persamaan dan sistem 
pertukaran satu sama lain, maka wasiat diper- 
bolehkan apabila negara mushii memperbo- 
lehkan akad semacam wasiat. Wasiat dicegah 
apabila negara tersebut tidak memperboleh- 
kannya. 


e Wasiat-Wasiat Non-Muslim— Ahludz 
Dzimmah 


Kita tahu bahwa wasiat seorang kafir 
dzimmi yang diberikan kepada seorang Mus- 
lim adalah sah, demikian pula sebaliknya. Ka- 
rena dengan adanya akad dzimmah (jaminan), 
orang-orang non-Mmuslim ini sama dan se- 
tara dengan kaum Muslimin dalam muamalah, 
semasa hidup dan setelah mati. Jika seorang 
kafir dzimmi membuat wasiat maka ada tiga 


230 AJ-Badag'i! Vol.7, hlm. 341. 
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kondisi yang dituturkan oleh ulama Hanafiy- 

yah,20 yaitu sebagai berikut. 

1. Jika mushaa bih adalah sebuah perintah 
mendekatkan diri kepada Tuhan yang 
ada dalam syariat kita dan syariatnya, se- 
perti sedekah untuk orang-orang fakir 
kaum Muslimin atau kaum dzimmi, untuk 
membangun Masjidil Agsha, membangun 
madrasah, rumah sakit, atau yang sejenis 
ini, maka secara mufakat wasiat adalah 
sah. Karena, isi wasiat ini termasuk ben- 
tuk mendekatkan diri orang-orang Mus- 
lim dan ahludz dzimmah. 

2. Jika mushaa bih adalah sesuatu yang ter- 
masuk bentuk pendekatan diri dalam 
ajaran kita, namun bukan bentuk pende- 
katan diri dalam ajarannya, misalnya dia 
berwasiat agar dibangun masjid bagi 
kaum Muslimin atau agar dia dihajikan, 
maka wasiat ini secara mufakat ulama 
Hanafiyyah adalah batal. Karena, benar- 
benar tidak bisa diyakini bahwa mushaa 
bih dalam kasus ini berupa bentuk pen- 
dekatan diri kepada Allah. 

3. Jika mushaa bih adalah bentuk pendekat- 
an diri dalam ajarannya dan bukan dalam 
ajaran kita, seperti wasiat agar dibangun 
gereja atau tempat peribadatan, atau pe- 
nyembelihan binatang untuk hari raya aga- 
manya, maka wasiat ini sah menurut Abu 
Hanifah. Karena, yang terpenting dalam 
wasiatnya adalah bentuk pendekatan diri 
dalam ajaran dan agidahnya. Karena itu 
pula, wasiatnya untuk membangun masjid 
bagi kaum Muslimin batal (karena hal 
ini bukan bentuk pendekatan diri dalam 
ajarannya). Pendapat inilah yang rajih. 


Ash-Shahiban berpendapat, wasiatnya ba- 
tal, karena ia merupakan wasiat yang isinya 
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dalam syariat kita termasuk maksiat (mem- 
bangun gereja), padahal wasiat yang berisi 
maksiat tidaklah sah. 

Para imam lainnya?! berpendapat sama 
dengan pendapat ash-Shahiban: wasiat yang 
berisi maksiat (sesuatu yang bukan bentuk 
pendekatan diri) batal meskipun dilakukan 
oleh orang kafir dzimmi, karena hal itu berarti 
membantu mereka melakukan maksiat. 


e Syarat Dilaksanakannya Wasiat yang 
Ada pada Mushaa Lah 


Wasiat untuk ahli waris: syarat dilaksa- 
nakannya wasiat adalah musha lah bukan ahli 
waris mushii ketika mushii wafat. Jika masih 
ada ahli waris lainnya maka wasiat tidak di- 
perbolehkan. Jika ahli waris lainnya mengizin- 
kan maka wasiat bisa dilaksanakan. Jadi, wa- 
siat yang diberikan untuk ahli waris ditangguh- 
kan hingga ada izin dari ahli waris-ahli waris 
lainnya, karena Rasulullah saw. bersabda, 


an re Ka aa Eh en an Utan 
Ay WAS BIS elo) 
- z - - 
SI 


z - 


“Sesungguhnya Allah telah memberikan se- 
tiap pemilik hak akan haknya, maka tidak ada 
wasiat bagi ahli waris.8?” 


Juga sabda beliau, 


aa er PR 2 aa Atu 
25 gl su ol Yi SJ knp 9 Jami Y 
“Tidaklah diperbolehkan wasiat untuk ahli 
waris, kecuali jika ahli waris-ahli waris lainnya 
menghendaki.” 


Ce 
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Hb can IA eta. Ta 
Op ja OI SJ Kay YAN 
“Tidak ada wasiat untuk ahli waris kecua- 


li ahli waris-ahli waris (lainnya) meluluskan- 
nya.”?33 


Juga, karena dengan mengutamakan sa- 
lah satu ahli waris tanpa kerelaan dari ahli 
waris lainnya adalah sesuatu yang bisa menye- 
babkan perpecahan dan pertikaian, terputus- 
nya hubungan rahim atau antarsaudara, serta 
bisa mengobarkan rasa benci dan hasud antar 
sesama ahli waris. 

Arti hadits-hadits di atas adalah bahwa 
wasiat untuk ahli waris tidak bisa dilaksana- 
kan secara mutlak, berapa pun ukuran mushaa 
bih-nya kecuali dengan seizin ahli waris-ahli 
waris lainnya. Jika mereka meluluskannya ma- 
ka wasiat dilaksanakan: dan jika tidak maka 
wasiat menjadi batal. Jika sebagian mereka 
meluluskan sedang sebagian yang lain tidak 
meluluskan maka wasiat dilaksanakan untuk 
bagian yang diluluskan, dan batal untuk hak 
orang yang tidak meluluskannya, karena ke- 
kuasaan orang-orang yang meluluskan atas 
dirinya, bukan orang lain. 

Demikianlah syarat dilaksanakannya wa- 
siat menurut jumhur ulama. Mereka ini mene- 
tapkan bahwa wasiat sah, namun tidak boleh 
diberikan kepada ahli waris. Wasiat tersebut 
tidak dilaksanakan melainkan jika ahli waris 
yang lain mengizinkan. Ulama Malikiyyah me- 
ngatakan, wasiat tersebut batal karena hadits, 
“Tidak ada wasiat bagi ahli waris,” maka jika 
ahli waris yang lain mengizinkan atau me- 
luluskan apa yang diwasiatkan untuk si ahli 


231  Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 40: asy-Syarhul Kabiir, vol. 4, him. 427, Kasysyaaful Ginaaj vol. 4, hlm. 404. 
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HR Ahmad dan pengarang-pengarang as-Sunan kecuali Abu Dawud yang meriwayatkan dari Amr bin Kharijah dan dianggap 


shahih oleh at-Tirmidzi: juga diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali an-Nasz'i, juga dari Abu Umamah (Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 


39-40). 
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HR ad-Daruguthni, hadits pertama diambil dari riwayat Ibnu Abbas, sedang hadits kedua dari Amr bin Syuaib yang meriwayatkan 
dari ayahnya dari kakeknya (Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 40). 
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waris tersebut atau meluluskan kelebihan dari 
sepertiga, pemberian ini merupakan pembe- 
rian baru dari para ahli waris lain, bukan se- 
bagai pelaksanaan wasiat mushii. 


e Syarat Sah dalam Mengizinkan Wasiat- 
Waslat 


Ada dua syarat sah dalam mengizinkan 
wasiat-wasiat di atas. 

1. Mujiiz (orang yang mengizinkan/melu- 
luskan) termasuk orang yang berkompe- 
ten melakukan tabarru'—yakni baligh dan 
berakal sehat, serta tidak mahjur 'alaih ka- 
rena bodoh, idiot, atau menderita penyakit 
kematian—dan mengetahui mushaa bih, 
maka izin yang diberikan anak kecil, orang 
gila, dan pasien yang menderita penyakit 
berujung kematian tidaklah diperboleh- 
kan. Demikian juga tidak sah, izin yang di- 
berikan ahli waris yang tidak mengetahui 
mushaa bih yang diberikan mushii. Ulama 
Hanabilah mengatakan, andai orang yang 
sakit memberikan izin, maka diambilkan 
dari sepertiga harta mayit.?4 

2. Izin diberikan setelah meninggalnya mu- 
Shii: maka tidaklah dianggap apabila izin 
tersebut diberikan sebelum mushii me- 
ninggal. Andai mereka meluluskannya 
ketika mushii masih hidup, lalu mereka 
mencabutnya setelah mushii meninggal 
maka pencabytan tersebut sah. Wasiat 
pun menjadi batal, baik wasiat tersebut 
diberikan kepada ahli waris atau kepada 
orang lain namun melebihi sepertiga harta 
peninggalan mayit. 


Demikianlah pendapat ulama Hanafiyyah, 
Syafi'iyyah, dan Hanabilah, serta ulama Ma- 
likiyyah. 
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Secara umum, sebagaimana dituturkan 
oleh Ibnu Jazzi, apabila setelah meninggalnya 
mushii, ahli waris-ahli waris lain mengizinkan 
wasiat sepertiga harta yang diberikan kepada 
seorang ahli waris di antara mereka atau 
mengizinkan wasiat melebihi sepertiga harta 
kepada orang asing, maka izin tersebut men- 
jadi konsekuensi yang wajib dilaksanakan. 
Apabila mereka mengizinkanya ketika mushi 
dalam keadaan sehat, izin tersebut tidak men- 
jadi konsekuensi yang wajib dilaksanakan. 
Apabila mereka mengizinkannya ketika mushii 
dalam keadaan sakit, wasiat menjadi wajib di- 
laksanakan bagi orang yang bukan keluarga- 
nya. Yakni, bukan orang yang nafkahnya men- 
jadi tanggungannya (mayit). Ada satu penda- 
pat lain yang dianggap rajih oleh al-Haththab, 
bahwa izin menjadi wajib (dilaksanakan). 


e Siapakah Ahli Waris yang Meluluskan 
atau Memberi Izin Itu? 


Sesuai kesepakatan banyak madzhab, 
penghitungan batasan seseorang sebagai ahli 
waris adalah waktu meninggalnya mushii, 
bukan waktu dibuatnya wasiat. Apabila ada 
seseorang bukan merupakan ahli waris ketika 
dibuatnya wasiat, lalu oleh suatu sebab baru 
dia menjadi ahli waris saat mushii meninggal 
maka wasiat ditangguhkan. Dan sebaliknya, 
apabila seseorang adalah ahli waris ketika 
wasiat dibuat, lalu ketika mushii meninggal 
dia berubah status menjadi non ahli waris (mi- 
salnya karena dia terhalang dari waris terse- 
but), maka wasiat tetap dilaksanakan, karena 
yang utama dalam masalah mewaris atau 
tidaknya seseorang adalah ketika mushii me- 
ninggal. Sebab, waktu inilah yang merupakan 
waktu tetapnya hukum wasiat, yang juga ber- 
arti tetapnya kepemilikan atas mushaa bih. 


234 Al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 406, Fathul Ali al-Maalik, vol. 1, hlm. 322 dan setelahnya. 
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6 Orang Orang yang Berpendapat Mengenai 
Legalitas Wasiat untuk Ahli Waris 
Ulama Syiah Zaidiyyah, Syiah Imamiyyah, 
dan Syiah Ismailiyyah berpendapat, wasiat un- 
tuk ahli waris dibolehkan tanpa bergantung 
kepada izin dari ahli waris-ahli waris lainnya, 
karena zahir firman Allah SWT, 


“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hen- 
dak menjemput seseorang di antara kamu, jika 
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk ke- 
dua orang tua dan karib kerabat dengan cara 
yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang- 
orang yang bertakwa.” (al-Bagarah: 180) 


Nasakh hukum wajib tidak berarti nasakh 
atas hukum boleh. Namun, pendapat mereka 
itu dibantah oleh hadits riwayat Ibnu Abbas 
yang menjelaskan tidak adanya hukum jawaaz 
(diperbolehkan) kecuali bila ahli waris-ahli 
waris lainnya meluluskannya, dan bahwa ayat 
yang mereka tuturkan telah di-nasakh dengan 
hadits atau dengan ayat yang menjelaskan ten- 
tang bab waris. 

Undang-Undang Wasiat Mesir tahun 1945 
pasal (37) menggunakan pendapat ini, mem- 
bedai pendapat jumhur ulama. Mereka mem- 
perbolehkan wasiat untuk ahli waris selama 
ada dalam batas sepertiga harta peninggalan 
mayit, tanpa harus ada izin dari ahli waris 
lainnya. Sedang Undang-Undang Syria pasal 
(238/2) tetap konsisten dengan pendapat 
jumhur ulama, bahwa wasiat untuk ahli waris 
tidak bisa dilaksanakan melainkan bila ahli 
waris lainnya meluluskan wasiat tersebut. 

Orang-orang yang mencegah wasiat 
untuk ahli waris secara mutlak: Imam al- 
Muzani dan golongan Zhahiriyyah?$ menga- 
takan, wasiat untuk ahli waris tidaklah sah 
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meskipun ahli waris lain mengizinkannya, 
karena Allah SWT mencegah hal tersebut. 
Maka, bagi ahli waris lainnya tidak dibolehkan 
meluluskan apa yang telah dibatalkan oleh 
Allah melalui lisan Rasul-Nya. Jika mereka 
meluluskannya, maka hal itu menjadi hibah 
baru dari mereka, bukan wasiat dari mushii. 
Karena pada waktu tersebut harta menjadi 
milik para ahli waris, maka hukum mushii 
atas barang yang telah menjadi hak ahli waris. 
Sebab, hukum waris tersebut batil, karena 
Rasulullah saw. bersabda, 


ana La ee na aan Sa # 
NA SS SA Upah Sela ol 
“Sesungguhnya darah kalian, harta kali- 


an, dan kehormatan kalian adalah haram atas 
kalian.”?36 


Maka, mereka tidak boleh meluluskan 
hal batil. Namun jika mereka menginginkan, 
mereka bisa melaksanakan wasiat dengan 
menggunakan harta mereka sendiri serta de- 
ngan kehendak sendiri pula. Saat itu mereka 
bisa menjadikan pahalanya untuk siapa saja 
yang mereka kehendaki. 


c. Syarat Mushaa Bih 
Dalam mushaa bih terdapat syarat sah 

dan syarat pelaksanaan. Syarat-syarat sahnya 

adalah berikut ini. 

1. Hendaknya berupa harta benda. 

2. Memiliki nilai. 

3. Bisa diberikan kepemilikannya. 

4. Merupakan milik mushii, jika barang ter- 
sebut berujud/sudah jelas (mu'ayyan). 

5. Tidak dengan menggunakan suatu mak- 
siat. 


235  Bidaayatul Mujtahid, vol. 2, hlm. 329: al Mahalli, vol. 9, hlm. 387, p. 1753. 
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Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


Sedang perinciannya adalah berikut ini. 
1. Mushaa bih merupaka harta benda 

yang bisa diwaris, karena wasiat adalah 

pemberian kepemilikan, dan selain 
harta benda tidaklah bisa dimiliki 

Harta benda yang menjadi mushaa bih bisa 
saja berupa mata uang seperti dirham dan di- 
nar, bisa berupa benda berwujud seperti real 
estate (benda tidak bergerak), rumah, pepo- 
honan, harta dagangan, binatang, pakaian, 
perabot, dan sejenisnya: bisa berupa piutang 
yang masih ada dalam tanggungan orang lain 
serta hak-hak yang patut dalam harta gha- 
nimah (harta rampasan perang): serta bisa 
berupa hak yang ditaksir dengan harta seperti 
hak pemanfaatan atau hak umum seperti hak 
lewat, air minum, dan tempat mengalirnya 
air, juga bisa berupa nilai guna seperti hunian 
rumah, tanah ladang, hasil dari perkebunan 
yang akan ada di masa mendatang, menaiki 
binatang kendaraan atau mobil, dan hal- 
hal lain yang sejenis ini, yang bisa dijual dan 
dihibahkan. 

Nilai guna—hingga menurut ulama Ha- 
nafiyyah—meskipun tidak bisa diwaris, na- 
mun ia tetap sah untuk menjadi objek trans- 
aksi atau akad semasa seseorang masih hidup, 
maka sah pula bila ia dijadikan sebagai mush- 
aa bihs karena tujuannya adalah memberikan 
kepemilikan setelah meninggalnya mushii. 

Sedang selain ulama Hanafiyyah menga- 
takan, wasiat yang berupa nilai guna sah, kare- 
na ia seperti barang berwujud/jelas dalam hal 
kepemilikan yang didapat melalui akad dan 
warisan, maka ia pun seperti barang berujud 
dalam wasiat. 

Jika mushaa bih tidak berupa harta seperti 
darah, bangkai, dan kulitnya sebelum dilaku- 
kan penyamakan, maka wasiat menjadi batal, 
karena semua benda ini bukan objek yang bisa 
menjadi milik. 

Ulama Syafi'iyyah memperbolehkan wa- 
siat yang berupa kulit bangkai yang bisa di- 
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samak dan bangkai yang layak atau bisa men- 
jadi makanan binatang buas yang digunakan 
berburu. 

Harta yang menjadi mushaa bih memiliki 
nilai dalam pandangan syara, artinya ia boleh 
dimanfaatkan secara syara' Maka, wasiat yang 
dibuat oleh seorang Muslim atau wasiat yang 
diberikan kepada seorang Muslim tidak sah 
apabila harta yang diwasiatkan tidak memiliki 
harga atau nilai. Artinya, secara syara' ia tidak 
bisa dimanfaatkan seperti khamar, babi, an- 
jing, dan binatang buas yang tidak layak untuk 
berburu, karena ia tidak memiliki manfaat dan 
nilai dalam pandangan Islam. Namun, ia sah 
apabila menjadi barang wasiat yang dilakukan 
oleh seorang Nasrani dan diberikan kepada 
sesama Nasrani pula, karena ia memiliki nilai 
dalam keyakinan atau agidah mereka. Wasiat 
juga tidak boleh dengan menggunakan barang 
yang tidak bisa dilimpahkan seperti gishash, 
hadd gadzaf, dan hak syuf'ah. 

Tidaklah sah wasiat untuk wanita yang 
akan meratapi dan menangisi mayit, juga 
wasiat hiburan, atau memberikan harta un- 
tuk digunakan sesuatu yang tidak halal seperti 
untuk membunuh. Tidak sah pula wasiat untuk 
orang yang akan menggantikannya berpuasa 
atau shalat. Namun, wasiat sah—dengan be- 
berapa perbedaan pendapat—untuk memba- 
cakan Al-Our'an untuk mayit. 

Menurut ulama Hanafiyyah, mewasiatkan 
anjing terlatih dan binatang buas yang layak 
untuk berburu dibolehkan. Karena menurut 
ulama ini, benda-benda ini memiliki nilai dan 
orang yang merusak atau mematikannya ha- 
rus menanggungnya. Selain itu, benda-benda 
ini bisa dijual atau dihibahkan. 

Menurut ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, 
sah juga wasiat dengan menggunakan sesuatu 
yang mengandung manfaat yang mubah yang 
bukan berupa harta benda, seperti anjing bu- 
ruan, anjing ternak, anjing sawah, anjing la- 
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dang, dan binatang buas sejenisnya yang layak 
untuk berburu. Karena, binatang-binatang ini 
mengandung manfaat mubah, bisa dimiliki, 
dan wasiat adalah tabarru, maka ia sah dengan 
menggunakan non harta benda yang bisa ber- 
status seperti harta benda. 

Adalah sah wasiat minyak mengandung 
najis untuk diberikan kepada selain masjid. 
Karena, dalam minyak seperti ini masih ter- 
kandung manfaat untuk penerangan. Namun, 
tidak sah bila diberikan untuk masjid: karena 
penerangan masjid tidak boleh menggunakan 
sesuatu yang najis. 

Menurut ulama Syafi'iyyah, adalah sah 
mewasiatkan sejenis kotoran binatang yang 
bisa dimanfaatkan seperti pupuk, juga me- 
wasiatkan khamar yang dimuliakan, seperti 
sesuatu yang menjadi jus dengan tujuan untuk 
dijadikan cuka, tidak untuk tujuan dijadikan 
khamr. Sah juga mewasiatkan gendang yang 
bisa dimanfaatkan, seperti gendang perang 
yang dipukul untuk menakut-nakuti musuh, 
dan genderang orang-orang yang naik haji, 
yang dipukul untuk pemberitahuan berhenti 
atau berangkatnya jamaah. 

Adalah sah mewasiatkan wadah yang ter- 
buat dari emas atau perak: karena ia adalah 
harta benda yang boleh diambil manfaatnya— 
tidak untuk digunakan/dipakai sebagai wadah 
—dengan menjadikannya sebagai perhiasan 
wanita, menjual, atau yang sejenisnya. 


2. Mushaa bih bisa dipindahkan 
kepemilikannya meskipun saat wasiat 
masih belum berwujud. Mushaa bih 
adalah sesuatu yang bisa dipindahkan 
kepemilikannya melalui satu akad 
secara syara' atau melalui warisan: 
karena wasiat adalah memberikan 
kepemilikan, maka sesuatu yang tidak 
bisa diberikan kepemilikannya tidak sah 
diwasiatkan. 

Wasiat sah dengan menggunakan zat harta 
itu sendiri, seperti uang atau barang. Karena, 
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barang ini bisa dimiliki melalui hibah atau jual 
beli. Sah juga dengan menggunakan nilai guna 
harta seperti hunian rumah dan tumpangan 
kendaraan, karena nilai guna ini bisa dimiliki 
melalui akad sewa-menyewa. Juga, dengan 
menggunakan utangnya yang masih ada da- 
lam tanggungan Fulan misalnya, karena utang 
ini pada hakikatnya adalah wasiat dengan 
menggunakan harta atau barang berwujud, 
yakni dirham yang masih ada di tangan atau 
tanggungan orang lain. 

Wasiat juga sah dengan menggunakan 
buah yang akan dihasilkan oleh pohon kurma- 
nya untuk selamanya. Karena, membeli hasil 
pertanian sebelum berwujud adalah diper- 
bolehkan secara syara' melalui akad salaam. 

Wasiat juga boleh dilakukan dengan 
menggunakan janin yang ada di perut lembu 
atau kambing, karena janin ini termasuk se- 
suatu yang bisa dimiliki melalui warisan. 

Namun apabila seseorang mewasiatkan 
janin yang bakal dikandung oleh lembu-lem- 
bunya, menurut ulama Hanafiyyah wasiat ini 
tidak diperbolehkan, karena ia tidak bisa di- 
berikan kepemilikannya melalui suatu akad 
secara syariah. Hal yang diperbolehkan me- 
nurut ulama Hanafiyyah adalah sesuatu yang 
belum ada, akan tetapi mungkin wujudnya, 
dan tidak disyaratkan wujud ketika itu juga. 

Jumhur ulama mengatakan, wasiat dengan 
menggunakan sesuatu yang belum ada adalah 
sah secara mutlak, karena sesuatu ini bisa di- 
berikan kepemilikannya semasa mushii masih 
hidup melalui akad musaagaat, maka ia pun 
sah diwasiatkan. 

Wasiat dengan menggunakan sesuatu 
yang bisa diberikan kepemilikannya, yang di- 
perbolehkan menurut ulama Hanafiyyah ada- 
lah disyaratkan harus wujud pada masa men- 
datang. Namun, mereka memperselisihkan 
mengenai waktu wujudnya sesuai dengan je- 
nis harta. 
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Jika harta berupa barang berwujud seper- 
ti rumah atau lahan pertanian tertentu, maka 
wujudnya disyaratkan ketika wasiat dibuat. 

Jika berupa sesuatu yang umum dalam 
semua harta, misalnya wasiat sepertiga atau 
seperempat hartanya, maka disyaratkan wu- 
judnya ketika mushii meninggal, karena saat 
inilah waktu pelaksanaan wasiat. 

Jika berupa sesuatu yang umum dalam 
beberapa macam harta saja, seperti wasiat 
sepertiga lembunya, jika mushii mempunyai 
lembu saat membuat wasiat, maka disyarat- 
kan wujudnya saat wasiat dibuat. Dan jika 
dia tidak mempunyai lembu sama sekali saat 
membuat wasiat, maka ia berlaku seperti se- 
suatu yang umum dalam semua harta benda, 
artinya ia disyaratkan wujudnya ketika dia 
meninggal, karena ia bukan barang berwujud 
yang menyebabkan wasiatnya harus meme- 
nuhi syarat tertentu. 

Secara umum, menurut jumhur, ulama 
selain ulama Hanafiyyah, syarat tersebut ada- 
lah wujudnya mushaa bih saat meninggalnya 
mushii. Adapun dalil jumhur ulama yang ber- 
pendapat bahwasanya wasiat dengan meng- 
gunakan sesuatu yang belum ada (ma'dum) 
sah secara mutlak, seperti hasil buah perke- 
bunan untuk jangka waktu tertentu atau se- 
lamanya, atau janin yang dikandung binatang 
ternak atau lembu-lembu mushii: adalah bah- 
wa sesuatu yang ma'dum boleh dimiliki me- 
lalui akad salam atau musaagaat. Maka, ia pun 
bisa dimiliki melalui wasiat. Sedangkan, ulama 
Hanafiyyah yang tidak memperbolehkan wa- 
siat janin yang akan dilahirkan oleh lembu- 
lembunya—sebagai istihsan—adalah karena 
ia tidak bisa diberikan kepemilikannya saat 
mushii masih hidup melalui akad apa pun. 

Semuanya sepakat bahwa wasiat dengan 
menggunakan sesuatu yang tidak diketahui 
(majhul) dan tidak bisa diserahterimakan se- 


perti wasiat burung yang masih terbang, ada- 
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lah sah. Karena, mushaa lah bisa menjadi peng- 
ganti mushii dalam sepertiga hartanya, seperti 
halnya ahli waris yang menjadi pengganti se- 
pertiga hartanya. Ketika ahli waris bisa meng- 
gantikan mayit untuk hal-hal tersebut, maka 
mushaa lah juga boleh menggantikannya. 

Mereka sepakat bahwa wasiat dengan 
menggunakan sesuatu yang merupakan mi- 
lik bersama (musyaa') dan sesuatu yang bisa 
dibagi (magsum) adalah boleh. Karena wa- 
siat adalah memberikan kepemilikan satu ba- 
gian harta mushii, maka ia bisa berlaku atas 
musyaa' dan magsum seperti halnya jual beli. 

Semua penjelasan ini menunjukkan bah- 
wa wasiat adalah akad paling luas sebagaima- 
na dikatakan oleh para ulama figih. 


c. Mushaa bih merupakan milik mushii 
ketika wasiat dibuat, yakni jika 
memang mushaa bih berupa sesuatu 
yang sudah ada wujudnya secara 
dzat: karena wasiat Ini merupakan 
ijab kepemilikan atas harta berwujud, 
maka ia harus merupakan milik mushii 
saat wasiat dibuat. Jadi, mewasiatkan 
sesuatu yang merupakan milik orang 
lain tidaklah sah. 

Jadi, orang yang berkata, “Aku mewasiat- 
kan harta Zaid,” menurut jumhur ulama wasiat 
ini tidak sah, meskipun pada akhirnya mushii 
menjadi pemilik harta Zaid tersebut setelah 
dia berwasiat, karena rusaknya shigat dengan 
menyandarkan kata harta kepada orang lain. 

Adapun Undang-Undang—berdasarkan ke- 
pada syarat-syarat mushaa bih di atas—pasal 
(10) Undang-Undang Wasiat Mesir menetap- 
kan hal-hal berikut. 

-  Mushaa bih termasuk barang yang hukum 
waris bisa masuk ke dalamnya, atau sah 
menjadi objek transaksi atau akad semasa 
mushii masih hidup. 

- Bila berupa harta benda, maka ia harus 
memiliki nilai. 
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- Ia harus ada ketika wasiat dibuat dan 
merupakan milik mushii, yakni jika ia be- 
rupa barang yang dzatnya sudah jelas 
(mu'ayyan). 


Sedangkan, Undang-Undang Syria pasal 
(216) menetapkan bahwa mushaa bih harus 
memenuhi syarat-syarat berikut. 

- Ia bisa diberikan kepemilikannya sepe- 
ninggal mushii, serta memiliki nilai dalam 
syariatnya. 

- Ia harus ada ketika wasiat dibuat, serta 
merupakan milik mushii apabila berupa 
barang mu'ayyan. 


Pasal (217) menetapkan, adalah berhu- 
kum sah, wasiat dengan menggunakan hak- 
hak yang bisa berpindah kepemilikan melalui 
warisan, di antaranya adalah hak nilai guna 
suatu barang yang bisa disewakan setelah 
meninggalnya orang yang menyewakan. 

Pasal (218) menetapkan, adalah sah, wa- 
siat dengan meminjamkan satu jumlah ter- 
tentu harta benda kepada mushaa lah. Namun, 
wasiat ini tidak dilaksanakan apabila ukuran 
atau jumlahnya lebih besar dari sepertiga 
harta peninggalan mayit, kecuali dengan ada- 
nya izin dari ahli waris. 

d. Mushaa bih bukan merupakan maksiat 
atau barang yang diharamkan secara 
syara". Karena, tujuan wasiat adalah 
menindaklanjuti suatu kebaikan yang 
terlewatkan semasa hidup, maka ia 
tidak boleh berupa maksiat. 
Contoh-contoh maksiat menurut masing- 

masing madzhab: 

Di antara contoh dari ulama Hanafiy- 
yah: mewasiatkan makanan yang karenanya 
para wanita yang meratap setelah meninggal- 
nya mushii berkumpul: pemlesteran kuburan 
dengan tanah/lumpur, membangun kubah 
atau memperkokoh bangunan di atasnya, me- 


nguburnya di dalam rumahnya, berlebihan da-: 


lam mengafaninya: atau mengupah pembaca- 
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an Al-Our'an di atas kuburan atau di rumah- 
nya. Hukum yang difatwakan para ulama masa 
kini bukanlah memperbolehkan pengupahan 
membaca Al-0ur'an, melainkan memperbo- 
lehkannya demi tuntutan keadaan darurat dan 
kekhawatiran adanya ketersia-siaan, misalnya 
mengupah pengajaran Al-Our'an, figih, adzan, 
atau menjadi imam karena kekhawatiran di- 
abaikannya hal-hal tersebut disebabkan ber- 
tambah sedikitnya orang yang menyukai ke- 
bajikan. Sedangkan, mengupah seseorang un- 
tuk membaca Al-Our'an di atas kuburan atau 
di tempat lainnya tidaklah ada unsur darurat 
di dalamnya. Andai setiap ibadah atau bentuk 
ketaatan bisa diupahkan, tentulah akan men- 
jadi boleh mengupah orang untuk melakukan 
puasa, shalat, haji, atau yang lainnya. Padahal, 
semua itu batil menurut ijma, sebagaimana 
dikatakan oleh Ibnu Abidin. 

Semua yang dituturkan di atas tidak meng- 
halangi kesunnahan membaca Al-9ur'an di 
atas kuburan. Andai seseorang menziarahi 
kuburan teman atau kerabatnya, lalu dia mem- 
bacakan ayat-ayat Al-Our'an maka yang de- 
mikian ini adalah baik. Namun, mewasiatkan 
untuk membaca Al-Our'an tidaklah berarti 
sama sekali. 

Akan tetapi, mengenai batalnya wasiat 
untuk pemlesteran kuburan dengan tanah/ 
lumpur dan pengupahan membaca Al-9ur'an 
didasarkan kepada pendapat yang memak- 
ruhkannya. Pendapat yang dipilih menurut 
mereka adalah tidak makruh. 

Demikianlah hukum wasiat yang berupa 
maksiat, yaitu batal. Karena, setiap maksiat 
tidak mampu menyambung sanak atau keke- 
rabatan. Sedangkan, wasiat untuk ahli fasik 
dan ahli maksiat dimakruhkan, karena masih 
adanya unsur menyambung sanak dan kekera- 
batan di dalamnya. 

Wasiat seorang Muslim untuk gereja Nas- 
rani atau gereja apa saja batal, karena hal ini 
termasuk maksiat. Andai seorang kafir dzimmi 
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berwasiat untuk gereja, yaitu agar dibiayai 
perbaikannya, atau berwasiat agar disembelih- 
kan kurban untuk hari raya mereka, wasiat 
ini boleh menurut Abu Hanifah. Karena, yang 
terpenting dalam wasiat mereka adalah ada- 
nya pendekatan diri menurut keyakinan atau 
ajaran mereka, bukan pendekatan diri secara 
hakikat, karena mereka bukanlah ahlul gurbah 
(ahli mendekatkan diri) yang hakiki. 

Ash-Shahiban mengungkapkan, wasiatnya 
batal, karena wasiat dengan menggunakan 
hal-hal tersebut termasuk maksiat, dan wasi- 
at dengan menggunakan maksiat tidaklah sah. 
Wasiat menggunakan Mushaf Al-Our'an agar 
diwakafkan di masjid batal menurut Abu Ha- 
nifah, dan sah menurut Imam Muhammad. 
Apabila ada seseorang mewasiatkan agar 
membentangkan karpet atau alas di bawah 
kuburannya, maka dikatakan: ia sah sebagai 
tambahan kafan. Dikatakan pula bahwa hal itu 
tidaklah sah, karena itu berarti menyia-nyia- 
kan harta tanpa guna. 

Jika seseorang berwasiat agar melapisi 
atau menutup kuburannya dengan pengurung- 
an dan semacamnya, maka ada pendapat yang 
mengatakan jika hal tersebut bertujuan untuk 
menguatkan kuburan dan menyamarkan be- 
bauan, hukumnya boleh, dan jika tidak dengan 
tujuan tersebut maka hukumnya tidak boleh. 
Jika seseorang berwasiat untuk membuat ma- 
kanan dalam upacara-upacara pemakaman, 
hal ini sah, dengan syarat makanan tersebut 
dimakan oleh para musafir dan orang-orang 
yang jauh dari orang yang meninggal. 

Di antara contoh maksiat menurut ula- 
ma Malikiyyah:?”' mewasiatkan harta benda 
untuk digunakan membeli khamar bagi para 
peminumnya, mewasiatkan agar harta diberi- 
kan kepada orang yang akan membunuh tanpa 
hag: mewasiatkan pembangunan masjid atau 


237 
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madrasah di tanah wakaf atau di pekuburan, 
mewasiatkan kepada orang yang akan melak- 
sanakan puasa dan shalat untuknya: mewasi- 
atkan untuk membuat lentera dari emas atau 
perak agar digantungkan di makam Nabi, wali, 
dan semacamnya, maka hal ini termasuk me- 
nyia-nyiakan harta bukan untuk perintah 
Allah, dan bagi ahli waris untuk melakukan 
apa yang mereka inginkan dengan harta 
tersebut. 

Wasiat agar ada ratapan tangis setelah ke- 
matiannya, wasiat kesenangan yang diharam- 
kan dalam pesta perkawinan, memberikan 
harta untuk digunakan sesuatu yang tidak 
halal seperti membunuh orang, atau wasiat 
untuk membangun kubah di atas kuburan, se- 
bagai kesombongan atau kebanggaan, semua 
wasiat untuk hal-hal ini batal dan tidak boleh 
diluluskan atau dilaksanakan, dan harta kem- 
bali kepada ahli warisnya. 

Wasiat untuk membangun kubah di atas 
kuburan, dan ini adalah hal yang tidak semes- 
tinya, atau wasiat agar diadakan acara atau 
pesta ulang tahun yang pada masa sekarang 
ini, pastilah akan menyebabkan bercampur- 
nya kaum laki-laki dengan kaum perempuan, 
juga terjadinya pandangan yang diharamkan 
dan kemungkaran sejenisnya. Juga, seperti wa- 
siat agar dituliskan jawaban pertanyaan kubur 
dan diletakkan dalam kafannya atau dikubur 
bersama dirinya. 

Namun, ulama Malikiyyah memperboleh- 
kan wasiat untuk orang yang akan membaca- 
kan Al-Our'an di kuburannya, wasiat ini bisa 
dilaksanakan seperti halnya wasiat agar diri- 
nya dihajikan. Sah juga wasiat untuk dikafani, 
dibawa, dikuburkan, dimandikan, dan sejenis- 
nya yang bisa dilaksanakan. Wasiat untuk 
masjid dibolehkan dan dipergunakan untuk 
kemaslahatan masjid tersebut. 


Asy-Syarhul Kabiir ma'a Haasyiyyah ad-Dasuugi, vol. 4, hlm. 427, Syarhur Rashaa' at Tuunisi 'alaa Huduud Ibn Arfah, hlm. 531. 
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Contoh maksiat atau hal yang tidak 
berbau mendekatkan diri menurut ulama 
Syafi'iyyah?38 

Wasiat untuk gereja, wasiat senjata untuk 
tentara atau ahli perang dan sejenisnya, wasiat 
seruling, drum, kayu untuk bermain, dan se- 
mua alat musik lainnya, meski tidak ada gitar 
di dalamnya, karena semua alat musik ini di- 
buat dan dipersiapkan untuk berbuat maksiat. 
Demikian juga wasiat buku sihir, buku perbin- 
tangan, dan buku-buku bid'ah yang menyesat- 
kan: karena wasiat ini membantu terwujud- 
nya maksiat. 

Adalah sah wasiat yang berisi pemba- 
ngunan masjid dan kemaslahatannya, dengan 
syarat si pengelola menerimanya. Wasiat mem- 
baca Al-Our'an di atas kuburan sah, karena 
pahala bacaan akan sampai kepada mayit jika 
ada salah satu dari tiga unsur berikut di da- 
lamnya, yaitu bacaan dilakukan di kuburan- 
nya, ada doa untuknya yang mengiringi baca- 
an Al-Our'an, atau ada niat agar pahala sampai 
kepada mayit. 

Di antara contoh maksiat atau pekerja- 
an yang diharamkan, baik mushii seorang 
Muslim atau kafir dzimmi menurut ulama 
Hanabilah 

Mewasiatkan sesuatu yang dilarang yang 
berupa hal-hal yang dikerjakan di atas kubur- 
an, baik pembangunan yang tidak diizinkan 
atau yang lainnya adalah pembangunan yang 
melebihi satu jengkal tanah. Wasiat pemba- 
ngunan gereja atau rumah api untuk orang- 
orang majusi (penyembah api) atau pembia- 
yaannya, wasiat-wasiat ini batal. Namun, wa- 
siat untuk masjid sah digunakan untuk kemas- 
lahatannya. Mewasiatkan penulisan ilmu dan 
Al-0ur'an juga tergolong sah, karena hal ini 
merupakan bentuk pendekatan diri yang ber- 
manfaat. 


Ca 
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e Dua Hal yang Disyaratkan untuk 
Mushaa Bih Demi Terlaksananya 
Wasiat 


1. Pencegahan Disebabkan Utang yang 

Menghabiskan Harta Benda 

Harta tidak habis karena utang, karena 
utang—sebagaimana keterangan sebelumnya 
— harus didahulukan dalam masalah kewajib- 
an pembayarannya, dengan mengakhirkan wa- 
siat, dan tentunya setelah digunakan untuk pe- 
ngurusan dan pengafanan mayit. 

Mendahulukan wasiat yang disebutkan 
dalam suatu ayat Al-Our'an, 


“.setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat- 
nya atau (dan setelah dibayar) utangnya....” 
(an-Nisaa': 12) 


Ayat ini tidak menunjukkan bahwa ting- 
katan wasiat adalah lebih awal, namun dida- 
hulukannya kata ini adalah untuk mengingat- 
kan betapa pentingnya wasiat dan wajibnya 
ahli waris untuk melaksanakannya. Jika para 
kreditur (orang yang memberi pinjaman/ 
utang) meluluskan wasiat debitur, maka wa- 
siat dilaksanakan. Dan jika mereka tidak me- 
luluskannya, wasiat menjadi batal. 


2. Wasiat yang Melebihi Sepertiga Harta 

Mushaa bih tidak melebihi sepertiga har- 
ta peninggalan mayit, yakni apabila mushii 
mempunyai ahli waris, karena ijma ulama 
menyatakan wajibnya membatasi wasiat atas 
sepertiga harta, sesuai dengan tuntutan yang 
ada dalam hadits riwayat Sa'ad bin Abi Wag- 
gash dan hadits lainnya, “Sepertiga, dan se- 
pertiga itu banyak: 

Jumlah kelebihan dari sepertiga ditang- 
guhkan dan bergantung kepada izin dari ahli 
waris. Jika mereka meluluskan kelebihan ter- 
sebut maka wasiat dilaksanakan: dan jika 


238 Al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 451: Mughnil Muhtaaj, vol. 3, him. 40: Haasyiyyah al-Baajuuri, vol. 2, hlm. 90. 
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mereka menolak kelebihan yang ada maka 
batallah jumlah kelebihan dari sepertiga ter- 
sebut. 

Izin tidak dianggap kecuali telah meme- 
nuhi dua syarat dalam wasiat untuk ahli waris, 
yaitu dilakukan setelah meninggalnya mushii, 
dan orang yang meluluskan adalah orang 
yang berkompeten melakukan tabarru! serta 
mengetahui mushaa bih. 

Jika sebagian ahli waris meluluskan, se- 
dang sebagian yang lain tidak meluluskannya 
maka wasiat dilaksanakan sesuai bagian orang 
yang meluluskan, dan batal untuk bagian orang 
yang tidak meluluskannya. 

Jika mushii tidak mempunyai ahli waris 
maka wasiat yang melebihi sepertiga harta 
menurut ulama Hanafiyyah sah dilaksanakan, 
meskipun mushaa bih adalah seluruh harta 
mayit. Karena, hal yang menghalangi dilaksa- 
nakannya wasiat yang melebihi sepertiga 
adalah kaitan hak ahli waris dengan kelebihan 
tersebut, maka wasiat dilaksanakan apabila 
ada izin dari mereka. Jadi, jika tidak ada ahli 
waris maka tidak ada hak untuk orang lain se- 
lain mushaa lah. 

Ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah menga- 
takan, jika seseorang berwasiat lebih dari se- 
pertiga hartanya, sedang dia tidak memiliki 
ahli waris maka wasiat batal untuk bagian 
kelebihan dari sepertiga. Karena harta mayit 
menjadi warisan bagi kaum Muslimim, maka 
wasiat pun batal (untuk bagian kelebihan ter- 
sebut). Jika mushii mempunyai ahli waris ma- 
ka wasiat—menurut golongan Syafi'iyyah dan 
Hanabilah,2? juga golongan Hanafiyyah—ber- 
gantung kepada izin atau penolakan dari ahli 
waris tersebut. Jika mereka menolaknya, maka 
wasiat kembali dalam jumlah sepertiga harta. 


Cai 
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Dan jika meluluskan, maka wasiat dilaksana- 
kan seluruhnya. Sedang menurut golongan 
Malikiyyah, wasiat yang melebihi sepertiga 
harta adalah batal. 


e Disunnahkannya Wasiat dengan 
Menggunakan Harta Kurang dari 
Sepertiga 
Lebih utama apabila seseorang berke- 

simpulan bahwa sepertiga merupakan jumlah 
untuk wasiat, dan seseorang disunnahkan 
untuk berwasiat kurang dari sepertiga harta, 
baik ahli warisnya kaya atau miskin,49 karena 
Nabi saw. bersabda, “Sepertiga, dan sepertiga 
itu banyak,” dan juga karena dengan melaku- 
kan pengurangan berarti menyambung keke- 
rabatan. Yakni, dengan meninggalkan harta 
untuk mereka, berbeda dengan apabila dia 
menyempurnakan wasiat dengan jumlah se- 
pertiga hartanya. Karena hal tersebut berarti 
pemenuhan kesempurnaan hak, maka tidak 
boleh ada pengungkit-ungkitan. Dan tidak 
membuat wasiat kala ahli waris dalam ke- 
adaan fakir dan sangat membutuhkan bagian 
mereka lebih disukai, sebagaimana sudah jelas 
dalam hukum wasiat secara syara' 


3. HUKUM-HUKUM WASIAT 
Ada tiga pengucapan hukum. Hukum di- 

ucapkan dan yang dimaksudkan bisa saja: 

- Hukum takliifi (pembebanan) yang ber- 
hubungan dengan pekerjaan, baik berupa 
hukum wajib, mubah, atau yang lainnya. 

- Hukum syara' atas sesuatu, setelah sesua- 
tu itu wujud, yakni sifat secara syara' 
bagi sesuatu tersebut, apakah sah atau 
batal: dilaksanakan, keharusan (kebutuh- 
an), dan lainnya. 


239 AI-Muhadzdzah, vol. 1, hlm. 450: Takmilat al-Majmuu: vol. 15, hlm. 46 dan setelahnya: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 586: al- 


Mughnii, vol. 6, hlm. 4-7, 12-15. 


240 AI-Mughnii, vol. 6, hlm. 4: al-Kitaab ma'al Lubaab, vol. 4, hlm. 169. 
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- Pengaruh secara syara' yang diakibatkan 
oleh sesuatu, baik berupa pemindahan 
kepemilikan atau yang lainnya. 


Saya telah membahas hukum wasiat de- 
ngan arti pertama, dan sekarang saya akan 
membahas dua hukum dalam dua arti ter- 
akhir. 

a. Sifat Wasiat secara Syara' dan 

Pencabutan Wasiat 

Wasiat sah apabila syarat sahnya ter- 
penuhi, dan batal apabila salah satu syarat 
tertinggal atau tidak terpenuhi. Misalnya wa- 
siat yang dilakukan oleh orang yang tidak 
memiliki kompeten tabarru', seperti wasiat 
orang gila dan orang idiot, juga wasiat untuk 
kepentingan maksiat, misalnya wasiat khamar 
atau babi yang diberikan kepada orang Islam. 
Dan wasiat dilaksanakan apabila syarat pe- 
laksanaan sudah terpenuhi seluruhnya, dan ia 
akan ditangguhkan atau bergantung kepada 
izin pemilik hak apabila salah satu syarat tidak 
terpenuhi, misalnya wasiat kepada ahli waris 
atau wasiat kepada orang asing yang melebihi 
sepertiga harta. 

Para ulama sepakat?! bahwa wasiat ada- 
lah akad yang tidak laazim (wajib), dan se- 
orang mushii boleh mencabut kembali wasiat- 
nya ketika dia masih hidup, baik sebagian atau 
seluruh wasiat. Wasiat terjadi dalam keadaan 
dia masih sehat atau sedang sakit, karena 
Umar berkata, “Seorang laki-laki mengubah 
apa yang dikehendakinya dalam wasiat,”? dan 
karena wasiat adalah pemberian atau tabarru' 
yang tidak sempurna, yang akan dilaksanakan 
setelah meninggalnya mushii. Maka, mencabut- 
nya dibolehkan selama belum dilaksanakan, 
dan juga karena gabul bergantung kepada me- 
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ninggalnya mushii, sedang ijab bisa atau sah 
dibatalkan sebelum ada gabul, sebagaimana 
yang terjadi dalam jual beli. 

Para ulama juga sepakat bahwa pencabut- 
an wasiat bisa dengan menggunakan ucap- 
an terang-terangan/jelas, bisa juga dengan 
menggunakan isyarat/petunjuk, ucapan atau 
tindakan yang berlaku seperti ucapan terang- 
terangan. 

Di antara contoh pencabutan secara te- 
rang-terangan adalah bila mushii berkata, “Aku 
rusak wasiatku, aku batalkan wasiatku, aku 
cabut wasiatku, aku hilangkan/angkat wasiat- 
ku,” dan kata-kata terang-terangan lain yang 
sejenis. 

Di antara contoh ucapan atau tindakan 
yang dianggap seperti ucapan terang-terangan 
adalah bila mushii berkata, “Ia (sesuatu yang 
telah diwasiatkan) adalah haram bagi mush- 
aa lah, ia adalah untuk ahli warisku.” Atau 
dengan melakukan tasarruf atas mushaa bih 
yang menunjukkan pencabutam seperti men- 
jual, menyedekahkan: menghibahkan, mengga- 
daikan baik dengan menyerahkan barang atau 
tidak, dan memusnahkan/menghabiskan se- 
suatu, misalnya dengan menyembelih kambing 
yang dijadikannya sebagai mushaa bih, me- 
nenun pintalan, memotong pakaian menjadi 
kemeja: menyepuh barang tambang dari emas 
atau perak: membangun dan menanam di 
halaman, dan lain-lain. 

Namun, ulama Malikiyyah tidak mengang- 
gap tindakan atau tasharruf sebagai pencabut- 
an kecuali jika inti dan hakikat mushaa bih 
hilang atau telah habis/hancur/rusak, atau 
ada bukti yang menunjukkan bahwa mushii 
melakukannya dengan tujuan untuk mencabut 
wasiatnya. Para ulama ini sepakat dengan 


241 Al-Lubaah, vol. 4,him. 178 dan setelahnya: Takmilat Fathul Gadiir, vol. 8, hlm. 438-441: ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 465 dan 
setelahnya: al-Yawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 406: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 587: Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 71-72: al- 
Mughnii, vol. 6, hlm. 67-68, al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 461 dan setelahnya: Kasysyaaful Ginaa', vol. 4, hlm. 386-389: Tabyiinul 
Hagaa'ig ma'a Haasyiyah asy-Syibli Ali az-Zaila'i, vol. 6, hlm. 186 dan setelahnya. 


242 HR al-Baihagi. 
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jumhur mengenai masalah pencabutan yang 
menggunakan ucapan terang-terangan atau 
dengan tindakan menghancurkan/menghabis- 
kan/memusnahkan, baik dengan menyembe- 
lih, memakan, atau membakar mushaa bih. 
Namun, mereka tidak menganggap sebagai 
pencabutan: tindakan mencampurkan sesuatu 
dengan sesuatu lainnya yang sulit dilakukan 
pembedaan/pemisahannya, menambah mush- 
aa bih dengan penambahan yang menyatu, 
memanen biji yang menjadi mushaa bih dan 
menebahnya tanpa penampian biji—menurut 
pendapat yang mu'tamad, karena masih ada 
nama menanam di dalamnya. Pencampuran 
dan penambahan mushaa bih ini tidak terbi- 
lang sebagai pencabutan wasiat menurut 
ulama Malikiyyah, berbeda dengan pendapat 
ulama lainnya. 

Menurut ulama Hanafiyyah dalam pen- 
dapat yang lebih shahih dan difatwakan, 
pencampuran seperti di atas dianggap seba- 
gai pencabutan, sebagaimana disebutkan da- 
lam adz-Dzakhirah dan al-Mabsuuth, yaitu 
pendapat Abu Yusuf: pengingkaran wasiat ada- 
lah apabila mushii—misalnya—mengatakan, 
“Aku tidak berwasiat,” karena pengingkaran- 
nya terhadap wasiat merupakan bukti ketidak- 
relaannya akan wasiat tersebut. Hal ini me- 
nunjukkan maksud dirinya untuk mencabut 
wasiat. Menurut Imam Muhammad,?? golong- 
an Syafi'iyyah dan Hanabilah, pengingkaran 
tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat, 
karena wasiat merupakan akad. Maka, ia tidak 
menjadi batal dengan adanya pengingkaran 
seperti halnya dalam akad-akad lain. 

Akad mewakilkan dalam jual beli dan 
menawarkan penjualan, gadai, atau hibah, 
membangun dan menanami tanah yang di- 
jadikan mushaa bih, merubuhkan rumah se- 
luruh atau sebagiannya. Menurut golongan 
Syafi'iyyah dan Hanabilah, hal-hal seperti ini 
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terbilang sebagai pencabutan wasiat. Namun 
menurut mereka, hal seperti ini tidak diang- 
gap sebagai pencabutan apabila mushii me- 
nanami tanah dengan sesuatu yang akarnya 
tidak tetap—seperti halnya melepas baju— 
sebagaimana halnya tidak dianggap sebagai 
pencabutan—secara mufakat—apabila mushii 
mencampurkan mushaa bih dengan sesuatu 
yang tidak akan sulit untuk membedakannya, 
seperti mencampurkan gandum dengan 
kacang, memakai baju yang menjadi mus- 
haa bih dan mencucinya, menghuni tempat 
yang menjadi mushaa bih, menyewakan atau 
meminjamkannya, juga memperindah dan 
mengecatnya, serta mengulang pembangunan 
atapnya. 


Pencabutan wasiat dalam perundangan 

Undang-Undang membedakan antara wa- 
siat ikhtiyaariyyah (kehendak sendiri/sewa- 
jarnya) dengan wasiat wajib. Wasiat wajib 
tergolong sebagai wasiat lazim (menjadi keha- 
rusan yang tidak bisa diganggu gugat) hanya 
dengan pembuatannya saja, bahkan andai ti- 
dak dibuat sekalipun. Sedangkan, wasiat ikh- 
tiyaariyyah tidaklah lazim kecuali dengan me- 
ninggalnya mushii. 

Undang-Undang Wasiat Mesir pasal (18, 
19) dan Undang-Undang Perdata Syria pasal 
(220 poin d: pasal 221, 222) menetapkan da- 
sar pencabutan wasiat dan keadaan-keada- 
annya. 

Undang-Undang ini sejalan dengan kese- 
pakatan para ulama figih mengenai diperbo- 
lehkannya mencabut wasiat secara terang- 
terangan atau isyarat, sebagaimana sepakat- 
nya mereka mengenai keadaan-keadaan pen- 
cabutan secara terang-terangan, juga menge- 
nai hal-hal yang dianggap sebagai pencabutan 
wasiat, baik tindakan atau tasharruf dengan 
indikasi atau kebiasaan yang menunjukkan 


243 Pilihan pengarang kitab al-Hiddyah, dan digunakan oleh perundangan. 
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pencabutan, selama tidak dijelaskan bahwa 
hal tersebut dilakukan tidak untuk tujuan 
mencabut wasiat. 

“Hal-hal yang dianggap sebagai pencabut- 
'an dengan menggunakan isyarat adalah setiap 
usaha tasharruf yang menghilangkan kepemi- 
likan mushii atas mushaa bih, juga musnahnya 
mushaa bih, misalnya karena dimakan atau di- 
sembelih. 

Perundangan menggunakan madzhab Ma- 
liki untuk masalah yang berkaitan dengan ti- 
dak dianggapnya (tidak adanya hukum atas) 
pencampuran sesuatu dengan sesuatu yang 
lain sehingga sulit dibedakan, serta tambahan 
pada mushaa bih yang tidak dimungkinkan pe- 
nyerahannya melainkan bersamaan dengan 
tambahan tersebut. Misalnya penambahan 
ruangan, kamar mandi, atau dapur, semua ini 
tidak terhitung sebagai pencabutan wasiat, 
kecuali bila ada indikasi atau adat/kebiasaan 
yang menunjuk kepada pencabutan. Sedang 
untuk masalah 'tidak menganggap penging- 
karan atas wasiat sebagai pencabutan, per- 
undangan menggunakan pendapat jumhur 
ulama selain golongan Hanafiyyah. Juga, tidak 
termasuk sebagai pencabutan secara undang- 
undang: suatu pekerjaan atau tindakan yang 
menghilangkan nama mushaa bih atau meng- 
Ubah sebagian besar sifatnya, kecuali ada in- 
dikasi atau adat yang menunjukkan bahwa 
mushii memiliki tujuan untuk mencabut wa- 
siat dengan melakukan tindakan tersebut. 


b. Pengaruh yang Diakibatkan Wasiat 
Dalam pembahasan mengenai  shighat 
wasiat kita telah mengetahui bahwa wasiat 
berakibat pada kepemilikan mushaa lah atas 
mushaa bih, dari waktu yang ditentukan mu- 
shii untuk memulai kepemilikan (jika memang 
mushii menentukan waktunya). Namun jika dia 
tidak menentukan waktunya, maka: jika wasiat 


pat Al-Washiyyat, Prof. Dr. Aisawi, hlm. 63, cet. pertama. 
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diberikan kepada pihak atau lembaga umum, 
pengaruh secara langsung akan berlaku se- 
menjak meninggalnya mushii. Dan jika wasiat 
diberikan untuk personal tertentu—menurut 
jumhur ulama selain golongan Hanabilah— 
pengaruh secara langsung berlaku semenjak 
gabul, setelah meninggalnya mushii, berdasar- 
kan kepada tanggal wafat, dan setelah waktu 
gabul (menurut golongan Hanabilah seperti 
penjelasan yang sudah ada). Jika mushaa lah 
tidak menerima maka dia tidak bisa memiliki 
mushaa bih, dan mushaa bih ini akan kembali 
kepada ahli waris mayit. 

Undang-Undang Syria pasal (230) dan 
Undang-Undang Mesir pasal (25) menetapkan 
jatuh tempo mushaa bih adalah semenjak me- 


' ninggalnya mushii, selama teks wasiat tidak 


membatasi tetapnya jatuh tempo dalam waktu 
tertentu. Tambahan pada mushaa bih ketika 
mushii meninggal menjadi milik mushaa lah, 
dan mushaa lah ini berkewajiban mengeluar- 
kan nafkah atau biayanya semenjak dia berhak 
atas mushaa bih tersebut. 


C. Hukum-Hukum Mushii 

Berdasarkan keterangan yang telah ditu- 
turkan mengenai syarat-syarat wasiat, pembi- 
caraan paling utama adalah mengenai hukum 
wasiat debitur (orang yang memiliki utang) 
dan wasiat non-Muslim. 


.@ Wasiat Debitur 


Wasiat seorang debitur hukumnya sah, 
meskipun utang yang ada sampai menghabis- 
kan semua hartanya. Karena, hubungan utang 
dengan harta peninggalan mayit ada ketika 
mushii meninggal, dan pada saat wafatnya 
mushii inilah pengaruh utang dalam wasiat 
tampak.44 
1. Apabila harta peninggalan merupakan 

utang belum terbayar yang menghabiskan 
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seluruh harta: pelaksanaan wasiat ber- 
gantung kepada bebasnya tanggungan mu- 
Shii dari seluruh utang atau sebagiannya, 
baik karena digugurkannya utang tersebut 
oleh para krediturnya atau izin dari me- 
reka, atau karena adanya tabarru' yang di- 
lakukan oleh orang lain dengan membayar 
seluruh utang debitur (mayit/mushii). 

Apabila debitur sudah terbebas dari 
tanggungan utangnya maka wasiat dilak- 
sanakan sebatas sepertiga harta pening- 
galan. Dan jika tanggungan utang baru se- 
bagiannya terbebas maka wasiat dilaksa- 
nakan hanya dalam batas sepertiga harta 
yang dalam status sudah terbebas dari 
utang, dan tidak bisa dilaksanakan untuk 
harta yang masih terhitung sebagai utang 
belum terbayar. 

2. Apabila harta peninggalan masih terhitung 
sebagai utang belum terbayar yang tidak 
menghabiskan seluruh harta, wasiat dilak- 
sanakan tanpa bergantung kepada izin sia- 
pa pun dalam batas sepertiga harta yang 
tidak terhitung utang. Karena, harta ini 
tidak berhubungan dengan hak siapa pun. 


Undang-Undang Mesir pasal (38, 39) 
dan Undang-Undang Syria pasal (238/ 3, 4) 
sepakat kepada hukum-hukum yang diambil 
dari figih Hanafi dan lainnya ini. Jadi, wasiat 
debitur yang menghabiskan seluruh harta ti- 
daklah dilaksanakan kecuali bila ada izin kre- 
ditur yang kompeten tabarru'-nya sempurna, 
atau dengan adanya pengguguran terhadap 
utang tersebut. Wasiat orang yang tidak me- 
miliki utang dan tidak mempunyai ahli waris, 
dengan seluruh hartanya tidaklah bergantung 
kepada izin dari siapa pun. 
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e Wasiat Non-Muslim: Kafir Dzimmi, Kafir 

Harbi, dan Orang Murtad 

Wasiat non-Muslim dan yang lainnya sah, 
karena wasiat adalah jenis kebajikan dan di- 
sukai setiap agama. Sebagaimana penjelasan 
sebelumnya, wasiat seorang Muslim kepada 
orang kafir adalah boleh, demikian juga wasiat 
orang kafir kepada orang Islam, karena Islam 
bukanlah syarat sah wasiat. Maka, sah wasiat 
seorang kafir dzimmi untuk seorang Muslim 
atau sesama kafir dzimmi lainnya, demikian 
sebaliknya,?5 karena dasar syar'i yang sudah 
sering kita dengar, “Jika mereka menerima 
akad dzimmah maka beri tahukanlah kepada 
mereka, bahwa mereka mempunyai hak seperti 
yang dimiliki kaum Muslimin, dan mereka juga 
memiliki kewajiban seperti kewajiban kaum 
Muslimin.” 

Undang-Undang Syria pasal (215/1) dan 
Undang-Undang Mesir pasal (3/2) menetap- 
kan bahwasanya wasiat sah diberikan kepada 
orang-orang yang berbeda agama atau ber- 
beda aliran kepercayaan dengan mushii. | 

Orang-orang non-Muslim mencakup me- 
reka yang dzimmi, harbi, dan orang murtad. 


1. Wasiat kafir dzimmi?' 

Para ulama figih sepakat atas bolehnya 
wasiat yang dilakukan kafir dzimmi karena ia 
termasuk orang yang berkompeten memberi- 
kan kepemilikan dan bisa melakukan tashar- 
ruf atas hartanya sesuai dengan apa yang di- 
inginkannya baik itu menjual, menghibahkan, 
wasiat, atau yang lainnya. 

Wasiatnya seperti wasiat seorang Mus- 
lim, yakni boleh dan bisa dilaksanakan apabila 
dalam batasan sepertiga harta, dan tidak bisa 
dilaksanakan atas kelebihan dari sepertiga 
harta, demi menjaga hak ahli waris. 


245 Ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 463, 492: al-Kitaab ma'al Lubaab, vol. 4, hlm. 151, 169: al-Badaa'i, vol. 7, hlm. 136, 335, 341: 
asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 581 dan setelahnya, Tabyiinul Hagaa'ig, vol. 6, hlm. 184: Takmiilat al-Fath, vol. 8, hlm. 430: al- 
Mughnii, vol. 6, hlm. 104, Mugnil Muhtaaj, vol 3, hlm. 43: Kasysyaaful Ginaas vol. 4, hlm. 390. 

246 HR Muslim dan lainnya, diambil dari Buraidah, dengan status shahih. 

Ialah non-Muslim yang bertempat tinggal permanen di daerah atau negara Islam. 
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Dia boleh berwasiat untuk sesama dzim- 
mi, kepada kafir musta'man, atau kepada Mus- 
lim: dan menurut golongan Hanafiyyah, dia ti- 
dak boleh memberikannya kepada kafir harbi 
yang ada di daerah atau negara perang karena 
dengan wasiat kepada mereka berarti mem- 
bantu dan memperkuat musuh Islam. 

Menurut golongan Hanafiyyah, wasiatnya 
sah diberikan untuk semua hal yang berbau 
pendekatan diri dalam keyakinannya, kecuali 
hal tersebut diharamkan dalam syariatnya dan 
dalam syariat Islam, atau merupakan pende- 
katan diri dalam syariat Islam, namun bukan 
pendekatan diri dalam syariahnya. 

Di antara hal yang merupakan pendekatan 
diri dalam dua syariat, misalnya wasiat untuk 
orang-orang fakir, untuk membangun Baitul 
Mugaddas, dan membangun masjid untuk 
kaum Muslimin tertentu. 

Sedang sesuatu yang merupakan pende- 
katan diri dalam syariatnya, tidak dalam sya- 
riat Islam, mislanya wasiat untuk membangun 
gereja, atau untuk memberikan babi sebagai 
makanan orang-orang fakir yang sealiran de- 
ngannya. 

Adapun pendekatan diri yang merupa- 
kan pendekatan diri dalam syariat Islam, ti- 
dak dalam syariatnya, misalnya wasiat untuk 
membangun masjid untuk kaum Muslimin 
yang tidak ditentukan/umum. 

Menurut Abu Hanifah, wasiat dalam dua 
bentuk pertama di atas sah, karena yang ter- 
penting adalah pendekatan diri menurutnya, 
bukan pendekatan diri secara hakiki. Karena, 
mereka bukanlah ahlul gurbah secara hakiki: 
sedang wasiat untuk dua kondisi terakhir ti- 
daklah sah. 

Undang-Undang Mesir dan Syria meng- 
gunakan hukum-hukum ini, selain wasiat yang 
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merupakan bentuk pendekatan diri dalam 
syariat kaum Muslimin, seperti wasiat mem- 
bangun masjid untuk kaum Muslimin secara 
umum. Namun, Undang-Undang memperbo- 
lehkannya dengan bersandar kepada penda- 
pat golongan Syafi'iyyah. 


2. Wasiat kafir harb?' 

Wasiat yang dibuat dan diberikan untuk 
kafir harbi hukumnya sah, baik musta'man 
maupun yang ada di negara perang menurut 
golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah. Sedang 
menurut golongan Hanafiyyah, wasiat tidak 
sah bagi harbi yang berada di daerah atau ne- 
gara perang, kecuali dia berstatus musta'man. 
Dan menurut golongan Malikiyyah, wasiat 
yang diberikan untuk mereka tidaklah sah 
secara mutlak. 

Undang-Undang menggunakan pendapat 
golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah, yakni 
memperbolehkan wasiat untuk diberikan ke- 
pada kafir harbi, dengan syarat apabila nega- 
ranya memperbolehkan wasiat untuk mushii, 
mengamalkan dasar atau sistem pertukaran 
satu sama lain. Wasiat-wasiatnya yang diper- 
bolehkan oleh perundangan negaranya adalah 
sah dan batal untuk yang tidak diperbolehkan. 

Musta'man: menurut golongan Hanafiy- 
yah, mereka dihukumi seperti kafir dzimmi, 
maka wasiat yang diberikan untuk mereka 
adalah sah. Demikian halnya dengan wasiat 
yang mereka buat untuk orang Islam atau ka- 
fir dzimmi. Jika ahli warisnya bersama dirinya 
di negara Islam maka wasiatnya yang mele- 
bihi sepertiga harta tidak boleh dilaksanakan 
melainkan jika ada izin untuk kelebihan dari 
sepertiga tersebut dari ahli warisnya. Namun 
jika ahli warisnya berada di negara perang, 
wasiatnya dilaksanakan meski itu seluruh har- 
tanya. Karena, tidak ada hak bagi ahli waris 


Harbi ialah non-Muslim yang mengikut pemerintah non-Islam. Musta'man adalah non-Muslim yang masuk daerah atau negeri 


Islam dengan jaminan keamanan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan Muslim, baik berada di negara Islam atau yang lainnya, 
mereka tidak termasuk harbi atau musta'man, karena negara Islam seluruhnya satu. 
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atas hartanya disebabkan perbedaan negara 
tempat tinggal, dan perbedaan seperti ini juga 
menghalagi waris-mewaris. 

Namun, Perundangan memperbolehkan 
waris-mewaris meski berbeda negara tempat 
tinggal, dengan catatan ada sistem pertukaran 
satu sama lain. Maka, waris-mewaris diperbo- 
lehkan apabila pemerintahnya memperboleh- 
kan, dan tidak diperbolehkan jika memang 
pemerintahnya tidak memperbolehkan. Ber- 
dasarkan hal ini, maka wasiatnya yang me- 
lebihi sepertiga harta tidak bisa dilaksanakan 
sepenuhnya melainkan bila ada izin dari ahli 
warisnya. 


3. Wasiat orang murtad?” 

Menurut golongan Malikiyyah, Syafi'iyyah, 
dan Hanabilah, wasiat orang murtad untuk 
sesuatu yang tidak diharamkan secara syara' 
adalah sah. Karena, wasiat seorang kafir ke- 
pada Muslim adalah sah dan orang murtad 
adalah orang kafir. Sesuatu yang diharamkan 
secara syara' misalnya mewasiatkan kepada 
orang Islam dengan menggunakan khamar 
atau babi. Namun, golongan ini mengatakan, 
wasiat orang murtad ditangguhkan, seperti 
tasharruf-tasharruf-nya yang lain. Karena, hal 
ini adalah harta yang berhubungan dengan 
hak orang lain. Jika dia kembali masuk Islam, 
maka wasiatnya dilaksanakan. Dan jika mati 
atau dibunuh karena kemurtadannya maka 
wasiatnya batal, sebagai pemberatan bagi- 
nya dengan terputusnya pahalanya, berbeda 
dengan wasiat orang yang sakit. 

Golongan Hanafiyyah membedakan wasiat 
yang dibuat orang murtad perempuan dengan 
orang murtad laki-laki. Mereka mengatakan, 
wasiat orang murtad perempuan sah dan di- 
laksanakan, sebagaimana sahnya semua ta- 
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Sharruf yang dilakukannya: karena dia tidak 
dibunuh—menurut golongan ini—karena ke- 
murtadannya. 

Sedang wasiat laki-laki murtad ditangguh- 
kan. Jika dia kembali masuk Islam dan mati 
dalam keadaan Islam, wasiatnya dilaksanakan 
seperti juga semua tasharruf-nya. Dan jika 
dia mati dalam keadaan murtad maka wasiat- 
nya batal, juga semua tasharruf yang dilaku- 
kannya. 

Perundangan menggunakan pendapat 
jumhur ulama. 


d. Hukum Mushaa Lah 

Pihak mushaa lah bisa saja mereka yang 
keberadaannya sudah nyata ketika wasiat di- 
buat, atau mereka yang keberadaannya diung- 
gulkan (akan wujud) kala wasiat dilakukan, 
seperti kandungan (janin): atau mereka yang 
belum ada sama sekali (ma'duum). 

Mushaa lah yang wujud bisa berupa orang 
perorang, suatu pihak, atau lembaga umum. 

Di sini saya akan membahas hukum wa- 
siat yang diberikan kepada lembaga umum, 
kepada kandungan, kepada ma'dum, dan ke- 
pada kelompok dengan hitungan terbatas atau 
tidak terbatas. 


1) Hukum Wasiat untuk Lembaga-Lembaga 

Umum 

Ulama figih sepakat bahwa wasiat yang 
diberikan untuk kepentingan atau lembaga 
umum seperti wasiat untuk masjid, madrasah- 
madrasah, tempat pengobatan, perpustakaan, 
tempat pengungsian, dan sejenisnya, adalah 
berhukum sah, baik mushaa bih berupa suatu 
barang berwujud seperti perpustakaan, atau 
berupa nilai guna barang seperti uang sewa 


lalah orang yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam menuju agama lain atau sama sekali tidak beragama. Hukumnya: dia 
diperintah untuk bertobat, jika dia mau bertobat maka dia tidak boleh dibunuh. Sebaliknya, bila dia tidak mau bertobat setelah 
adanya perintah tobat maka dia harus dibunuh. Adapun jika yang murtad adalah perempuan, menurut golongan Hanafiyyah 
mereka tidak dibunuh. 
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rumah atau pertokoan, untuk selamanya atau 
untuk jangka waktu yang ditentukan. 

Mushaa bih digunakan sesuai dengan sya- 
rat yang diminta pihak mushii, selama syarat 
tersebut tidak berbenturan dengan tujuan 
syariat Islam. Bila tidak ada syarat sama sekali 
maka mushaa bih ini diberdayakan untuk per- 
baikan dan pembangunan kepentingan pihak 
mushaa lah, yaitu untuk pembangunan, per- 
baikan, atau khidmat imam dan tukang adzan 
di masjid, serta untuk urusan pelajar atau 
pencari ilmu: karena adat mengharuskannya 
seperti itu. Sebab, tujuan seorang Muslim de- 
ngan wasiat adalah untuk mendekatkan diri 
kepada Allah SWT, dengan cara mengeluarkan 
hartanya untuk Allah, bukan untuk memberi- 
kan kepemilikan kepada seseorang. Menurut 
pendapat yang paling shahih, mushaa bih tidak 
boleh di-tasharruf-kan untuk orang-orang fa- 
kir sekitar masjid. 

Wasiat juga sah bila diberikan untuk 
amalan kebajikan /sosial?” secara mutlak, tan- 
pa batasan lembaga atau kepentingan terten- 
tu, dan wasiat ini diberdayagunakan untuk 
segala jenis kepentingan bernafaskan keba- 
jikan, seperti pembangungan wakaf dan pe- 
nerangan masjid yang tidak bertujuan untuk 
hiasan, karena hal seperti ini berarti pembo- 
rosan. 

Wasiat juga sah ditujukan untuk kepen- 
tingan sabililldh, dan wasiat seperti ini di-ta- 
Sharruf-kan untuk jihad berikut keperluan- 
keperluannya. Wasiat boleh di-tasharruf-kan 
untuk orang haji yang kehabisan biaya/bekal 
biaya. 

Jika seseorang berkata, “Aku mewasiatkan 
sepertiga hartaku untuk Allah SWT,” menurut 
Imam Ahmad dari golongan Hanafiyyah— 
pemberi fatwa ini, ucapan seperti ini sah, dan 
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wasiat digunakan untuk kepentingan-kepen- 
tingan bernapaskan kebajikan. Karena, meski 
segala sesuatu itu ditujukan untuk Allah, na- 
mun yang dimaksudkan adalah sedekah se- 
mata-mata untuk Allah. Demikian ini merupa- 
kan pembenaran bagi ucapan orang tersebut 
dengan melihat kepada indikasi kondisi yang 
ada. 

Undang-Undang Mesir pasal (7: 8) dan 
Undang-Undang Syria pasal (213: 214) yang 
sesuai dengan ketetapan para ulama figih, 
memutuskan hukum-hukum di atas: 

Pasal (213) ayat (1): Wasiat yang dituju- 
kan untuk Allah dan untuk amalan kebajikan 
tanpa batasan kepentingan atau lembaga di- 
dayagunakan untuk segala jenis kepentingan 
bernafas kebajikan. (2) Wasiat yang ditujukan 
untuk tempat-tempat ibadah, yayasan sosial 
dan yayasan keilmuan, juga kemaslahatan 
umum lainnya, diberdayagunakan untuk pem- 
bangunan, perbaikan, orang-orang fakir seki- 
tarnya, dan urusan-urusan lainnya, selama 
adat atau indikasi tertentu mengarah atau 
memberikan batasan pendayagunaannya. 

Pasal (214): Wasiat yang diberikan untuk 
pihak atau lembaga sosial tertentu yang bakal 
ada pada masa mendatang adalah sah. Dan 
apabila ternyata pihak ini tidak terealisasi 
maka wasiat diberdayagunakan untuk jenis 
kebajikan yang paling mirip atau mendekati 
kepentingan atau lembaga tadi. 

Wasiat untuk melaksanakan ibadah haji: 
secara mufakat, wasiat seperti ini sah, karena 
haji termasuk amalan kebajikan. 

Golongan Hanafiyyah berpendapat, apa- 
bila seseorang berwasiat agar dilaksanakan 
haji wajib (yang menjadi rukun Islam atau 
haji nadzar), maka haji tersebut harus ditu- 
naikan untuknya dengan berjalan kaki atau 


Dalam al-Fataawa azh-Zhahiriyyah dikatakan bahwa segala sesuatu yang di dalamnya tidak terdapat hak kepemilikan adalah 
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berkendaraan, dan haji ini dilaksanakan dari 
negaranya, dengan catatan biaya yang ada cu- 
kup. Dan bila ternyata biaya tidak mencukupi, 
maka haji dilaksanakan dari mana pun sekira 
biaya mampu mencukupinya. Karena, orang 
yang telah dianggap mampu berhaji tidak ha- 
rus melaksanakan hajinya dengan berjalan 
kaki. Namun, dia harus melaksanakannya se- 
suai dengan kelazimannya ketika dia berada di 
negaranya. 

Oleh karena itu, harta yang dikeluarkan 
dihitung sesuai dengan biaya yang mencukupi 
hajinya. Bila ada seseorang berkata, “Aku akan 
menunaikan haji untuknya (mushii) dengan 
berjalan kaki,” maka haji yang dilaksanakan- 
nya tidaklah sah. Dan apabila harta yang di- 
berikan cukup untuk biaya haji dengan ber- 
kendaraan, lalu pelaksana pengganti (n@'ib) 
melaksanakannya dengan berjalan kaki, dan 
mengantongi ongkos yang diberikan untuk di- 
rinya sendiri, maka dia termasuk orang yang 
menyalahi dan dia pun harus menanggung 
(untuk mengembalikan) ongkos tersebut, ka- 
rena pahala wasiat ini tidaklah untuk dirinya. 

Jika orang yang sedang melaksanakan 
ibadah haji meninggal di tengah perjalanan, 
dan dia berwasiat untuk dihajikan, maka me- 
nurut pendapat yang mu'tamad, wasiat haji 
ini dilaksanakan dari negaranya dengan ber- 
kendaraan, dan dilaksanakan dari tempat me- 
ninggalnya, bila biaya mencukupi. Jika biaya 
tidak mencukupi, maka haji dilaksanakan dari 
mana pun sekira biaya bisa mencukupinya. 

Secara mufakat, pelaksanaan haji untuk 
orang yang tidak memiliki status tempat ting- 
gal dilakukan dari tempat orang tersebut me- 
ninggal. 

Wasiat haji sunnah berhukum sah. Dan 
orang yang mengatakan, “Hajikanlah aku de- 
ngan menggunakan sepertiga hartaku atau 
dengan uang seribu,” —sedang uang sejumlah 
ini cukup digunakan untuk biaya haji berulang- 
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ulang, maka, jika mushii menjelaskan dengan 
kata 'sekali haji), maka penjelasannya ini di- 
ikuti, dan uang sisa dikembalikan kepada ahli 
warisnya. Dan bila dia tidak memberikan pen- 
jelasan apa pun, maka—yang lebih utama— 
dia dihajikan dengan beberapa kali haji oleh 
beberapa orang dalam satu tahun, atau sekali 
haji untuk setiap tahun haji secara berulang. 
Pendapat terakhir dari dua pendapat Abu Ha- 
nifah mengatakan bahwa haji sunnah adalah 
lebih utama daripada sedekah. 

Golongan Syafi'iyyah berpendapat, haji 
wajib (yang menjadi rukun Islam atau haji na- 
dzar)—meski tidak diwasiatkan untuk dilak- 
sanakan, menurut pendapat yang masyhur 
harus dihitung dari harta pusaka (harta pokok 
mayit), seperti utang lainnya, bahkan lebih 
utama untuk ditunaikan pelaksanaannya. 
Bila mushii berwasiat untuk dihajikan dengan 
menggunakan harta pusakanya atau dengan 
sepertiga hartanya, maka wasiat ini dilaksa- 
nakan dengan menggunakan harta tersebut, 
dan wasiat haji wajib harus disempurnakan 
dengan menggunakan harta pusaka apabila 
harta yang dijelaskannya tidak mencukupi. 
Bila dia berwasiat tanpa menjelaskan harta 
yang akan digunakannya, maka biaya diambil- 
kan dari harta pusaka. Haji ini dilaksanakan 
dari migit yang telah ditentukan untuk nega- 
ranya. Karena andai dia masih hidup, haji ini 
harus ditunaikannya dari migdt tersebut, tidak 
dari tempat lainnya. 

Harta orang yang berwasiat haji ini hanya 
dikeluarkan untuk biaya yang seharusnya saja. 
Bila seseorang berwasiat agar dia dihajikan 
dengan menggunakan rumah-rumah keluarga 
(istri)nya, maka wasiat ini pun harus dilaksa- 
nakan. Dan apabila dia berwasiat untuk dihaji- 
kan dengan menggunakan sepertiga hartanya, 
dan ternyata sepertiga ini tidak mencukupi, 
maka haji dilaksanakan semampunya. 
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Berdasarkan pendapat yang lebih shahih, 
orang asing (yang tidak memiliki pertalian 
atau hubungan apa pun) boleh saja mengha- 
jikan mayit tanpa izin, baik itu haji atau um- 
rah wajib, atau haji dan umrah nadzar, dengan 
menggunakan harta sendiri, meski si mayit 
tidak berkewajiban haji dan umrah wajib se- 
masa hidupnya dikarenakan ketidakmampu- 
annya. 

Menurut pendapat yang azhhar, adalah 
sah berwasiat haji atau umrah sunnah, karena 
pelaksanaan ibadah ini boleh digantikan oleh 
orang lain. Haji dan umrah wajib merupakan 
ibadah yang pelaksanaannya boleh digantikan 
oleh orang lain, maka demikian halnya dengan 
haji dan umrah sunnah, seperti pelaksanaan 
zakat. Haji untuk si mayit ini dilaksanakan dari 
negara atau migit, apabila sepertiga harta bisa 
mencukupi biaya yang diperlukan, dan bila 
tidak mencukupi, maka haji dilaksanakan se- 
mampunya. Apabila mushii tidak menuturkan 
syarat apa pun dalam wasiat hajinya, maka 
berdasarkan pendapat yang lebih shahih, haji 
untuknya dilaksanakan dari migat. 

Golongan Hambali berpendapat, biaya 
wasiat haji fardhu diambilkan dari harta 
pusaka, meski mushii tidak berwasiat seperti 
itu, sebagaimana pendapat yang diutarakan 
golongan Syafi'iyyah. Jika seseorang yang ti- 
— dak memiliki utang haji wajib berwasiat un- 
tuk dihajikan sunnah dengan menggunakan 
uang seribu, maka diambilkan dari sepertiga 
hartanya sebagai biaya tiap ibadah haji secara 
berulang dan diberikan kepada pelaksananya, 
baik dengan berkendaraan atau berjalan kaki. 

Washi memberikan sekadar biaya haji 
hingga uang seribu tersebut habis kepada ma- 
sing-masing pelaksana, karena si mayit me- 
wasiatkan seluruh uang tersebut untuk tujuan 
mendekatkan diri kepada Allah. Maka, uang ini 
pun harus digunakan untuk hal tersebut, se- 
perti halnya kalau dia mewasiatkannya untuk 
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kepentingan sabilillah. Dia tidak diperkenan- 
kan memberikan biaya melebihi biaya wajar 
kepada masing-masing pelaksana, karena dia 
memutlakkan pendayagunaan uang untuk 
mu'Gwadhah (akad tukar-menukar dengan 
ganti rugi), maka transaksi ini pun menuntut 
adanya ganti sewajarnya, seperti ganti dalam 
transaksi jual beli. 

Apabila jumlah seribu ini tidak mencu- 
kupi untuk biaya haji maka haji dilaksanakan 
semampunya. Karena mushii telah menjelas- 
kan pendayagunaannya untuk kepentingan 
haji, maka haji pun dilaksanakan sesuai ke- 
mampuan. 

Washi tidak diperbolehkan melaksana- 
kan haji dengan menggunakan uang seribu 
tersebut, karena dia adalah pelaksana, seperti 
akad wakil dalam sedekah, di mana orang yang 
diperintahkan tidak diperbolehkan mengam- 
bil apa pun dari harta sedekahan tersebut. 

Demikian halnya dengan ahli waris, tidak- 
lah sah apabila mereka melaksanakan haji 
dengan menggunakan uang tersebut, karena 
zhahir ucapan mushii menjadikan uang terse- 
but untuk di-tasharruf-kan orang lain. Namun, 
apabila mushii menjelaskan agar haji dilak- 
sanakan oleh ahli waris dengan biaya, maka 
hal ini diperbolehkan. 

Jika seseorang berkata, “Hajikanlah aku 
dengan menggunakan uang seribu,” dan dia 
tidak mengatakan, “Satu kali,” maka dia hanya 
dihajikan satu kali, dan harta selebihnya di- 
berikan kepada ahli waris. 

Jika seseorang berkata, “Hajikanlah aku 
dengan menggunakan uang seribu,” maka 
uang ini diberikan kepada orang yang akan 
melaksanakan haji untuknya, sekali haji, demi 
melaksanakan tuntutan wasiatnya. Jika mushii 
menunjuk orang tertentu sebagai pelaksana, 
dengan ucapannya, “Fulan akan melaksana- 
kan haji untukku dengan menggunakan uang 
seribu,” maka ucapan ini menjadi wasiat bagi 
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Fulan. Dan jika Fulan bersedia melaksanakan, 
maka uang itu diberikan kepadanya sebelum 
memulai haji. Namun bila dia menolaknya, 
maka wasiat itu menjadi batal untuknya. 

Pelaksanaan haji dilaksanakan dengan 
menggunakan biaya seminimal mungkin, dan 
harta sisa diberikan kepada ahli waris. Harta 
yang diwasiatkan tersebut hanya diberikan 
pada hari-hari haji, sebagai tindakan berhati- 
hati atas harta, dan hal ini juga lebih memban- 
tu pelaksanaan haji. Maka, tidak diizinkan bila 
harta tersebut diberikan sebelum hari-hari 
haji. 

Pengganti (pelaksana wasiat) boleh meng- 
akhirkan pelaksanaan haji apabila terdapat 
udzur, seperti sakit atau sejenisnya. 

Apabila seseorang berkata, “Hajikanlah 
aku sekali,” sedang dia tidak menyebutkan 
ukuran harta, maka pelaksana haji diberi uang 
sekadar biaya sewajarnya saja, karena pemut- 
lakan tidak menuntut adanya tambahan. 

Apabila ada seseorang berwasiat kepada 
tiga orang agar melaksanakan haji tiga kali 
untuknya, maka wasiatnya ini sah dilaksana- 
kan dalam satu tahun secara bersamaan. 

Apabila harta mengalami kerusakan keti- 
ka berada di tangan nd'ib saat dalam perjalan- 
an, maka harta ini adalah tetap milik mushii 
dan nd'ib tidak berkewajiban menanggung 
kerusakan tersebut, karena harta ini berstatus 
dipercayakan seperti halnya barang titipan. 
Dan ketika harta ini rusak, maka nd'ib tidak 
berkewajiban menyempurnakan haji tersebut. 

Mewasiatkan harta adalah lebih utama 
daripada mewasiatkan haji sunnah, berbalik 
dengan pendapat golongan Hanafiyyah, kare- 
na sedekah sunnah lebih utama daripada haji. 


2) Wasiat yang Diberikan untuk Janin 
(Kandungan) 

Dalam pembahasan mengenai syarat, 
saya telah menjelaskan bahwa mewasiatkan 
janin adalah sah, demikian juga wasiat yang 
diberikan kepada janin, dengan catatan bahwa 
janin ini sudah benar-benar ada saat wasiat 
dibuat?1, Mewasiatkan janin, seperti ucapan 
seseorang pada zaman dahulu, “Aku mewa- 
siatkan apa yang ada dalam kandungan budak 
perempuanku,” maka ucapan ini sah apabila 
mushii mengetahui bahwa janin itu benar-be- 
nar sudah ada dalam kandungan saat wasiat 
dilakukan, dengan bukti si budak melahirkan 
bayinya dalam waktu kurang dari enam bulan 
semenjak wasiat dibuat. Contoh sekarang ini: 
mewasiatkan janin yang ada dalam kandungan 
kuda, kambing, atau unta. 

Sedang wasiat yang diberikan kepadajanin, 
seperti ucapan seseorang, “Aku mewasiatkan 
sepertiga hartaku untuk janin yang ada dalam 
kandungan Fulanah,” dengan syarat mushii ini 
mengetahui keberadaan janin ketika dia mem- 
buat wasiat, seperti keterangan di atas. 

Para ulama figih menyepakati sahnya me- 
wasiatkan suatu benda atau sebuah nilai guna 
kepada janin, karena wasiat seperti warisan 
yang bisa berpindah status kepemilikan me- 
lalui khalfiyyah (pindah tangan), dan janin juga 
memiliki hak waris, maka dia pun sah untuk 
menjadi pihak penerima wasiat. 

Menurut jumhur ulama selain golongan 
Malikiyyah, beberapa hal berikut merupakan 
syarat sah wasiat untuk janin. 

a. Ketika wasiat dibuat, ia sudah benar- 
benar ada di kandungan sang ibu, Bila 
keberadaanya belum jelas, maka wasiat 
menjadi batal. Golongan Malikiyyah tidak 
memberikan syarat ini, karena menurut 
mereka, sah-sah saja wasiat diberikan ke- 


251  Ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, him. 462: Takmiilah Fathul Gadiir, vol. 8, him. 434: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 581, Mugnil 
Muhtaaj, vol. 3, hlm. 40, dan halaman setelahnya, al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 451 dan setelahnya: al-Mughnii, vol. 6, hlm. 56 dan 
setelahnya: al-Kitaab ma'al Lubaab, vol. 4, hlm. 182: al-Washiyyah, Almarhum Prof. Dr. Aisawi, hlm. 77. 
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pada makhluk yang bakal ada, baik itu be- 

rupa janin yang sudah ada atau belum ada 

dalam kandungan sama sekali. 

Menurut golongan Hanafiyyah, cara 
membuktikan keberadaanjanin saat wasiat 
dibuatnya wasiat adalah sebagai berikut. 

1. Mushii mengakui wujudnya janin saat 
wasiat dibuat, dan sang ibu melahir- 
kan bayi tersebut kurang dari dua ta- 
hun semenjak dibuatnya wasiat, baik 
sang ibu adalah seorang istri atau wa- 
nita dalam masa iddah karena dicerai 
atau ditinggal mati suami. 

2. Bila tidak ada pengakuan mengenai 
wujudnya janin maka disyaratkan 
si janin lahir dalam keadaan hidup, 
lahir kurang dari enam bulan sejak 
tanggal dibuatnya wasiat, dan sang 
ibu masih berstatus istri atau wanita 
dalam masa iddah karena talak raj'i 
(cerai yang masih memungkinkan 
adanya rujuk, yakni sang suami masih 
hidup). Karena, masa ini merupakan 
masa minimal hamil secara syara. 
Jadi, apabila sang ibu melahirkan si 
bayi setelah lebih dari enam bulan, 
maka wasiatnya tidak sah. Dan bila 
sang suami sudah meninggal, atau 
apabila sang ibu adalah wanita dalam 
masa iddah karena ditinggal mati atau 
karena talak b@'in (cerai yang tidak 
dimungkinkan adanya rujuk), maka si 
bayi disyaratkan lahir dalam keadaan 
hidup kurang dari dua tahun semenjak 
hari wafat sang ayah atau semenjak 
terjadinya perceraian, dengan bukti 
nasabnya yang tetap disambungkan 
kepada sang ayah, yakni apabila sang 
ibu melahirkannya pada masa-masa 
tersebut. 


Golongan Syafi'iyyah dan Hambali se- 
pakat dengan golongan Hanafiyyah dalam 
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satu hal, karena mereka sama-sama meng- 
hukumi sah sebuah wasiat yang diberikan 
kepada janin atau mewasiatkan janin, de- 
ngan syarat apabila ia lahir kurang dari 
enam bulan sejak terjadinya perbincangan 
wasiat, dan sang ibu adalah wanita ber- 
suami. 

Namun, kedua golongan ini berbeda 
pendapat dengan golongan Hanafiyyah da- 
lam hal lain, yakni apabila sang ibu bukan 
wanita yang masih bersuami maka mere- 
ka menghukumi sah sebuah wasiat kepada 
janin dengan syarat ia lahir dalam keada- 
an hidup dalam waktu empat tahun sejak 
tanggal dibuatnya wasiat. Jadi, menurut 
mereka, bila bayi ini lahir lebih dari masa 
empat tahun sejak terjadinya perceraian, 
atau lebih dari enam bulan sejak tanggal 
dibuatnya wasiat, maka wasiat untuk ja- 
nin ini tidaklah sah, karena dimungkinkan 
bahwa janin baru ada setelah dibuatnya 
wasiat. 

Kesimpulan: sesuai dengan kesepakat- 
an tiga golongan madzhab, wujud janin 
dihukumi sudah ada jika ia dilahirkan 
dalam masa enam bulan semenjak tanggal 
pembuatan wasiat. Sedang menurut go- 
longan Hanafiyyah, wujudnya sudah ada 
apabila ia dilahirkan dalam masa dua ta- 
hun semenjak terjadinya perceraian, dan 
menurut dua golongan madzhab terakhir 
(Hambali dan Syafi'iyyah), si bayi harus 
lahir dalam masa empat tahun sejak tang- 
gal terjadinya perceraian. 

Berdasarkan kesepakatan golongan Ma- 
likiyyah, Syafi'iyyah, dan Hambali, janin 
dilahirkan dalam keadaan benar-benar 
hidup dengan adanya tanda-tanda kehi- 
dupan, baik berupa tangisan, jeritan, atau 
sejenisnya sesuai dengan ilmu pengeta- 
huan kedokteran. Syarat inilah yang di- 
pakai oleh Undang-Undang Mesir pasal 
(35)danUndang-UndangSyriapasal (236). 
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Sedangkan menurut golongan Hanafiyyah 
disyaratkan bahwa kemungkinan besar si 
bayi lahir dalam keadaan hidup. Hasil mu- 
shaa bih dihentikan semenjak wafatnya 
mushii hingga janin lahir dalam keadaan 
hidup, lalu hasil ini menjadi miliknya.2? 

c. Janin ada, sesuai dengan ciri yang dijelas- 
kan oleh mushii: bila wasiat ditujukan un- 
tuk janin dari orang tertentu, maka untuk 
keabsahan wasiat disyaratkan nasab si 
bayi ini secara syara' adalah benar-benar 
berasal dari orang tersebut. Demikian 
ini adalah madzhab golongan Syafi'iyyah 
yang dipakai oleh perundangan. 


Berbilangnya Janin 

Jika sang ibu melahirkan lebih dari satu 
bayi dalam satu waktu, atau dalam dua waktu 
dengan jarak kurang dari enam bulan, maka 
wasiat menjadi bagian mereka semua, dengan 
syarat kesemuanya lahir dalam keadaan hi- 
dup, dan mushaa bih juga dibagi rata untuk 
mereka semua. Bila salah satunya lahir dalam 
keadaan selamat, sedang yang lain lahir dalam 
keadaan sudah meninggal, maka wasiat men- 
jadi hak yang hidup saja, tidak untuk yang 
meninggal. Dan bila salah satunya meninggal 
setelah lahir dalam keadaan hidup, maka hak- 
nya menjadi bagian bagi ahli warisnya, dengan 
catatan apabila mushaa bih berupa barang 
seperti rumah, karena status kepemilikan ba- 
rang (rumah) bisa dimiliki secara sempurna. 
Namun, apabila mushaa bih berupa nilai guna 
barang maka bagian wasiat bayi yang mening- 
gal akan kembali kepada mushii. Karena, me- 
wasiatkan nilai guna barang akan berhenti 
dengan kematian pihak penerima wasiat, dan 
selama tidak ada syarat lain, maka ketetapan 
ini dilaksanakan.2? 


Undang-Undang Mesir pasal (35) dan Un- 
dang-Undang Syria pasal (236) dalam masalah 
tata cara membuktikan kehamilan (janin) telah 
beralih dari ketetapan secara figih berikut ini. 

Apabila mushii mengakui adanya janin, 
maka janin ini harus dilahirkan dalam masa 
satu tahun syamsiyyah (365 hari) atau kurang, 
terhitung sejak tanggal pembuatan wasiat, 
mengamalkan pendapat Muhammad bin Ab- 
dul Hakam al-Maliki yang menjadikan batas 
maksimal kandungan satu tahun gamariyyah, 
dan sesuai dengan keputusan para dokter, bah- 
wa kandungan tidak akan berumur lebih dari 
satu tahun syamsiyyah. 

Jika tidak ada pengakuan mengenai ada- 
nya janin, maka dalam perundangan Mesir, 
janin ini disyaratkan lahir dalam masa 270 
hari dalam keadaan hidup, dan dalam perun- 
dangan Syria, ia disyaratkan lahir dalam masa 
sembilan bulan atau kurang, terhitung semen- 
jak tanggal pembuatan wasiat, jika memang 
sang ibu adalah wanita berstatus istri atau 
dalam masa iddah karena talak raj'i. Hal ini 
pada umumnya diambil dari masa kandungan 
secara syara" 

Janin disyaratkan lahir dalam masa 365 
hari atau kurang dalam keadaan hidup, ter- 
hitung semenjak mulainya masa iddah, jika 
memang sang ibu adalah wanita dalam masa 
iddah karena ditinggal mati suami atau karena 
talak ba'in. 


3) Wasiat untuk Ma'duum (makhluk yang 
belum ada ketika wasiat dibuat, dan 
baru akan ada setelah meninggalnya 
mushil) 

Jumhur ulama?! selain golongan Malikiy- 
yah berpendapat bahwa wasiat yang diberikan 
untuk ma'duum tidak sah, karena di antara 


252 Undang-Undang Syria Pasal (236/2): Undang-Undang Mesir pasal (35/2). 
253 Undang-Undang Syria Pasal (237): Undang-Undang Mesir Pasal (36). 
254  Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 5, hlm. 459, 462: Mugnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 40, al-Mughnii, Vol. 6, hlm. 58. 
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syarat mushaa lah, bahwa ia harus sudah ada 
ketika wasiat dibuat, jika memang ia sudah 
dijelaskan atau ditentukan dengan menggu- 
nakan nama atau penunjukan, seperti ucapan, 
“Aku mewasiatkan untuk Khalid,” atau “Aku 
mewasiatkan untuk orang ini.” Maka, tidaklah 
sah apabila wasiat diberikan untuk orang yang 
baru akan (bakal) ada atau untuk mayit, ka- 
rena wasiat adalah pemberian hak milik, maka 
hal ini tidak sah diberikan kepada ma'duum. 
Berbeda halnya dengan mushaa bih, ia adalah 
sesuatu yang akan dimiliki, maka keberadaan- 
nya tidaklah dianggap. Dan karena wasiat se- 
perti warisan, di mana orang yang meninggal 
tidak akan mewariskan melainkan kepada 
orang yang ada, maka demikian halnya dengan 
wasiat. 

Apabila mushaa lah dijelaskan dengan ciri 
tertentu, seperti untuk para pelajar (pencari 
ilmu), maka keberadaan mereka menjadi sya- 
rat sah wasiat ketika mushii meninggal. 

Sedangkan, golongan Malikiyyah? mem- 
perbolehkan wasiat yang ditujukan untuk ma'"- 
duum, yaitu apabila mushii mewasiatkan untuk 
mayit, dan dia pun mengetahui kematiannya 
saat membuat wasiat. Maka, wasiat seperti 
ini digunakan untuk membayar utang-utang 
mayit beserta wasiatnya, dan dibagikan ke- 
pada ahli warisnya, jika si mayit tidak memiliki 
utang. Bila si mayit tidak memiliki ahli waris 
maka wasiat menjadi batal, dan wasiat tidak 
bisa diberikan kepada Baitul Mal. Undang- 
Undang Mesir dan Undang-Undang Syria?8 
memakai pendapat ini, sebagai generalisasi 
pemanfaatan wasiat dan merealisasikan ke- 
inginan mushii agar kebaikan dan kebajikan 
ini sampai kepada manusia. 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


e Hukum wasiat kepada ma'duum dalam 
perundangan 

Menurut perundangan, wasiat sah diberi- 
kan kepada ma'duum, seperti ucapan mushii, 
“Aku berwasiat untuk anak Khalid yang akan 
dilahirkan kelak, dan ucapan sejenis ini juga 
mungkin mencakup orang yang ada (wujud) 
dan ma'duum, seperti bentuk ucapan, “Aku 
berwasiat untuk anak-anak Khalid,” yakni anak- 
anak Khalid yang sudah ada atau yang akan 
ada. 

Wasiat kepada ma'duum bisa berupa ba- 
rang, bisa pula berupa sebuah nilai guna, yang 
masing-masing pelaksanaannya memiliki hu- 
kum. 


a. Mewasiatkan barang kepada ma'duum 
dalam hitungan terbatas. 

Apabila wasiat berupa barang, seperti 
rumah atau tanah yang diberikan kepada se- 
golongan orang dalam hitungan terbatas (se- 
ratus orang atau kurang), maka hasil mushaa 
bih menjadi milik mushaa lahum yang ada 
ketika wafatnya mushii, hingga ada mushaa 
lahum yang lain. Bila ada mushaa lahum yang 
baru, maka mereka bergabung dengan mushaa 
lahum pertama, termasuk untuk hasil dari mu- 
shaa bih tersebut. 

Ketika barang beserta hasilnya menjadi 
milik mushaa lahum, kesemuanya dibagi untuk 
yang masih hidup maupun yang sudah me- 
ninggal. Dan bagian orang yang sudah mening- 
gal akan menjadi milik ahli waris setelahnya, 
dengan cara dibagi sesuai dengan hukum 
waris.7 

Apabila satu pun dari mushaa lah yang 
berhak atas wasiat tidak ada hingga wafatnya 
mushii, hasil mushaa bih menjadi milik ahli 
waris mushii. Dan dalam keadaan putus asa 


255  Asy-Syarhul Kabiir, Vol. 4, hlm. 426: al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 405: al-Muhadzdzab, Vol. 1, hlm. 451. 
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karena tidak hadirnya mushaa lah—misalnya 
karena Khalid yang bakal anak-anaknya akan 
menjadi mushaa lahum meninggal tanpa me- 
ninggalkan satu anak pun—maka barang yang 
menjadi mushaa bih menjaui milik ahli waris 
mushii.58 


b. Wasiat yang berupa nilai guna barang 
untuk ma'duum dalam hitungan 
terbatas. 

Jika wasiat untuk mereka berupa nilai 
guna barang, maka bagaimanapun status kepe- 
milikan barang yang sah merupakan hak ahli 
waris mushii, dan mushaa lahum hanya boleh 
memakai nilai gunanya saja. 

Jika satu orang mushaa lahum yang berhak 
mendapat warisan itu terlahir/ada saat mushii 
meninggal atau sesudahnya, maka dia berhak 
untuk mendapatkan semua hasil. Dan apabila 
mushaa lahum yang lain lahir/hadir lagi, maka 
dia akan bergabung dengan mushaa lahum 
pertama untuk menikmati hasil. Demikianlah 
hukum orang yang bakal lahir. 

Apabila tidak ada satu pun mushaa lahum 
yang terlahir maka semua hasil menjadi milik 
ahli waris mushii.” 

Apabila sebagian mushaa lahum mening- 
gal, dan sebagian lagi masih hidup, maka ha- 
sil menjadi milik mereka yang masih hidup, 
selama dalam wasiat tidak ada persyaratan 
lain. Misalnya, mushii menjelaskan agar bagian 
yang sudah meninggal harus dikembalikan ke- 
pada ahli warisnya.?8 


c. ' Mewasiatkan nilai guna barang untuk 
beberapa generasi: 

Undang-Undang Mesir pasal (29) mem- 
perbolehkan wasiat yang berupa nilai guna 
barang untuk dua generasi pertama dari anak 
cucu mushaa lah, dan wasiat menjadi batal 


258 
259 
260 


Undang-Undang Syria Alinea 1, pasal 231. 
Undang-Undang Syria Alinea 3, pasal 231. 
Undang-Undang Mesir pasal (38). 


FIOIH ISLAM JILID 10 


setelah habisnya generasi kedua. Perundang- 
an menyandarkan hukum diperbolehkannya 
jenis wasiat ini kepada madzhab golongan Ma- 
likiyyah, sedang hukum batalnya disandarkan 
kepada pendapat Ibnu Abu Laila yang secara 
mutlak melarang wasiat yang berupa nilai gu- 
na barang. 

Sedang Undang-Undang Syria pasal (232/ 
1) membatasi wasiat yang diberikan kepada 
anak cucu mushaa lah untuk satu generasi 
saja, agar wasiat tidak berubah menjadi ba- 
rang yang seperti wakaf anak turun (keluarga), 
karena hal seperti ini secara undang-undang 
sama sekali tidak berlaku. Apabila generasi 
pertama yang merupakan anak-anak Fulan 
yang keturunannya menjadi mushaa lah ini 
habis/meninggal, maka barang yang menjadi 
mushaa bih menjadi milik ahli waris mushii 
kembali, kecuali bila dia mewasiatkan sebagi- 
annya untuk orang lain lagi.?! 

Perundangan tidak menghendaki dite- 
ruskannya wasiat untuk beberapa generasi, 
karena manakala anak cucu/keturunan yang 
akan menerima wasiat ini banyak, maka secara 
otomatis bagian yang akan dihasilkan masing- 
masing pun menjadi sangat minim. Hal seperti 
ini bisa menyebabkan wasiat terbengkalai dan 
sekaligus terjadi perpecahan di antara mere- 
ka, serta barang yang nilai gunanya menjadi 
mushaa bih pun bisa menjadi rusak. 

Dalam pasal yang sama, Undang-Undang 
Mesir menetapkan bahwa apabila wasiat di- 
peruntukkan bagi beberapa generasi, seperti 
wasiat untuk anak-anak Amir, dilanjutkan de- 
ngan keturunan setelah mereka, maka hasil 
yang ada dibagikan kepada orang-orang yang 
merupakan generasi pertama, sesuai dengan 
ketentuan mushii. Atau jika tidak demikian, 


21 Al-Washiyyah, Prof. Dr. Aisawi hlm. 74-76: al Washiyyah, Dr. Mustafa as-Siba'i, hlm. 117. 
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maka hasil diberikan kepada jumlah jiwa yang 
ada. Dan setelah generasi pertama sudah tidak 
ada lagi (meninggal), maka mushaa bih diberi- 
kan kepada generasi kedua. 

Apabila wasiat tidak ditujukan untuk be- 
berapa tingkatan generasi, maka hasil yang 
ada dibagikan kepada dua generasi yang ada, 
sesuai ketentuan yang diberikan Mushii. Bila 
tidak ada ketentuan sama sekali, maka hasil 
diberikan kepada jumlah jiwa yang ada. Dan 
apabila semua yang berhak mendapat mushaa 
bih meninggal, maka nilai guna barang dikem- 
balikan kepada ahli waris Mushii. 


4) Wasiat yang Ditujukan untuk Suatu 
. Golongan dengan Hitungan Terbatas 

Para ulama figih sepakat atas sahnya wa- 
siat untuk kaum atau golongan dalam hitungan 
terbatas, baik itu dengan menyebutkan nama 
seperti Ahmad, Khalid, atau Ali, atau dengan 
isyarat, seperti wasiat untuk mereka itu, atau 
dengan menggunakan sifat (ciri), seperti wa- 
siat untuk para pencari ilmu yang merupakan 
keturunan Fulan, atau untuk keluarganya yang 
sakit: atau dengan menyebutkan jenis, seperti 
wasiat untuk Bani Fulan, dengan syarat jum- 
lah mereka terbatas. 

Pertama: Bila wasiat untuk orang-orang 
tertentu yang dijelaskan dengan mengguna- 
kan nama mereka, wasiat dibagi untuk mere- 
ka sesuai dengan ketentuan mushii, dan jika 
mereka tidak ada, maka wasiat dibagikan se- 
cara rata untuk jumlah jiwa yang ada.?8? Ba- 
gian salah satu mushaa lahum yang meninggal 
setelah menjadi pemilik hak wasiat dibagikan 
untuk ahli warisnya, yakni apabila mushaa bih 
berupa barang: dan dibagikan untuk mushaa 
lahum yang lain, jika mushaa bih berupa nilai 
guna barang. Karena menurut golongan Ha- 
nafiyyah, nilai guna barang tidak bisa diwaris. 


262  Al-Washiyyah, Prof. Dr. Aisawi, hlm. 83. 
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Jika semisal sebagian nama yang telah 
ditentukan itu meninggal dan wasiat menjadi 
batal, keputusan yang diambil golongan Hana- 
fiyyah adalah: orang yang sudah masuk dalam 
wasiat, lalu keluar disebabkan tidak ada atau 
hilangnya syarat keberhakan mendapat wa- 
siat, maka bagiannya akan kembali menjadi 
milik ahli waris mushii. 

Jika sejak awal mereka memang tidak ber- 
hak mendapat wasiat tersebut maka bagian 
mereka akan menjadi hak mushaa lahum yang 
lain. 

Waktu masuk sebagai orang yang berhak 
atas wasiat dibatasi, yakni saat dibuatnya wa- 
siat (jika mushaa lahum adalah orang-orang 
yang namanya sudah ditentukan atau disebut- 
kan dengan isyarat), dan saat mushii mening- 
gal (apabila mushaa lahum adalah orang-orang 
yang dijelaskan dengan menyebutkan ciri atau 
jenis/ras mereka). 

Akan tetapi, dalam hal batalnya wasiat, 
Undang-Undang Mesir pasal (33) memakai 
madzhab Syafi'iyyah. Untuk masalah wasiat 
yang diberikan kepada orang-orang yang di- 
tentukan, perundangan ini menetapkan: mu- 
shaa bih—yang jatuh ke tangan orang yang 
tidak berhak mendapatkan wasiat saat mushii 
meninggal—akan kembali menjadi harta pe- 
ninggalan (tirkah) mushii, baik ijab-nya sudah 
sah, lalu dia (mushaa lah) meninggal sebelum 
mushii, atau ijab memang sudah tidak sah se- 
jak awal wasiat. 

Kedua: Apabila wasiat diberikan kepada 
orang-orang yang ditentukan dengan menye- 
butkan ciri atau ras mereka, maka mushaa 
bih akan menjadi hak mereka sesuai dengan 
ketentuan mushii. Dan bila mereka tidak ada, 
mushaa bih ini dibagikan kepada jumlah jiwa 
yang ada, seperti ketetapan pertama. 

Apabila salah satu dari mereka mati se- 
telah menjadi orang yang berhak atas wasiat, 
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maka jika mushaa bih berupa barang, ia men- 
jadi harta peninggalan bagi ahli warisnya. Dan 
bila ia berupa nilai guna barang, maka—me- 
nurut golongan Hanafiyyah—ia menjadi bagi- 
an mushaa lahum yang lain: karena—menurut 
mereka—nilai guna barang tidaklah bisa di- 
waris, sebagaimana keterangan sebelumnya. 

Apabila wasiat sebagian mushaa lahum 
batal karena meninggal sebelum mushii, atau 
wasiat dikembalikan sepeninggalnya, maka 
mushaa bih menjadi milik mushaa lahum yang 
lain. Demikian ini adalah ketetapan dalam Un- 
dang-Undang Mesir pasal (31) dan Undang- 
Undang Syria pasal (234). 

» Tata Cara Pembagian Wasiat 

Musytarakah (Bersama) 

Wasiat musytarakah: apabila mushaa lah 
adalah satu kumpulan yang memiliki kesama- 
an aturan, yaitu orang tertentu, kelompok 
dengan hitungan terbatas, kelompok dengan 
hitungan tidak terbatas, dan lembaga sosial, 
seperti wasiat sepertiga harta untuk Khalid, 
untuk keempat anaknya, untuk orang-orang 
fakir, atau untuk rumah sakit. 

Undang-Undang Mesir pasal (32) dan 
Undang-Undang Syria pasal (235) menentu- 
kan tata cara pembagian sepertiga harta yang 
menjadi mushaa bih, wasiat seperti ini dibagi 
menjadi tujuh bagian. Orang tertentu (Kha- 
lid), anggota kelompok dengan hitungan ter- 
batas (keempat anaknya), semua kelompok 
dengan hitungan tidak terbatas (orang-orang 
fakir), dan untuk lembaga sosial (rumah sa- 
kit), masing-masing mendapatkan satu bagian. 
Dengan ketentuan ini, maka orang-orang fakir 
dianggap satu orang, sesuai dengan pendapat 
dua Imam (Abu Hanifah dan Abu Yusuf).?88 
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Demikian apabila anak-anak Khalid ber- 
jumlah empat orang saat mishi wafat. Maka 
apabila setelah itu Khalid memiliki anak lagi 
(anak kelima), secara perundangan, dipakailah 
dasar wasiat, karena wasiat yang ada bisa 
mencakup anak-anak Khalid yang sudah ada 
dan yang belum ada pasal (231 Syria), sesuai 
dengan pendapat yang digunakan golongan 
madzhab Maliki, mushaa bih dibagi menjadi 
delapan. 

Demikian seterusnya apabila mushaa lah 
bertambah, akan bertambah pula jumlah po- 
kok yang akan dibagi, hingga sudah tidak bisa 
diharapkan lagi lahirnya anak Khalid yang 
lain. Maka, Khalid mendapat satu bagian, ma- 
sing-masing anaknya (lima anak) mendapat 
satu bagian, orang-orang fakir mendapat satu 
bagian, dan rumah sakit juga mendapat satu 
bagian. 

Golongan Syafi'iyyah berpendapat,?" apa- 
bila seseorang berwasiat untuk Zaid dan un: 
tuk orang-orang fakir, maka madzhab ini me- 
netapkan bahwa Zaid sama seperti salah satu 
dari orang-orang fakir tersebut, juga dalam hal 
diperbolehkannya si Mushii memberikan se- 
suatu paling minim yang bernilai kepadanya. 

Sedangkan golongan Hambali berpenda- 
pat,?65 apabila seseorang berwasiat untuk Zaid 
dan orang-orang fakir, maka mushaa bih dibagi 
menjadi dua bagian, satu bagian untuk Zaid, 
dan satu bagian lagi untuk orang-orang fakir. 


5) Wasiat yang Ditujukan untuk Kelompok 
dengan Bilangan tidak Terbatas 
Di sini saya akan menyebutkan beberapa 
madzhab dengan keterangan rinci untuk se- 
tiap madzhabnya. 


Imam Muhammad berpendapat: mereka berhak mendapat dua bagian (ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 477, al-Badaa'i, vol. 7, 


hlm. 343). Sumber perbedaan pendapat: apakah lafazh yang ada dibenarkan untuk satu orang, atau hanya dibenarkan untuk dua 


orang. 
264  Mughnil Muhtaaj, vol. 3, him. 62. 
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Pendapat madzhab Hanafi:?8 Mushaa lah 
disyaratkan harus orang/sesuatu yang diketa- 
hui, maka wasiat untuk orang/sesuatu yang 
tidak diketahui adalah batal. Karena wasiat 
adalah pemberian hak milik ketika mening- 
galnya pihak yang mengeluarkan wasiat, maka 
mushaa lah haruslah orang/sesuatu yang di- 
ketahui pada waktu tersebut, sehingga kepe- 
milikan jatuh ke tangannya, dan penyerahteri- 
maaan mushaa bih bisa dilakukan. 

Berdasarkan hal tersebut, wasiat tidak sah 
diberikan kepada kaum Muslimin—misalnya-, 
karena kaum Muslimin tidak terbatas jum- 
lahnya. Kecuali jika ada kata-kata dalam wa- 
siat yang menunjukkan kebutuhan mushaa la- 
hum, misalnya wasiat untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang- 
orang yang berperang. Karena wasiat dengan 
penjelasan seperti ini menjadi sedekah dan 
menjadi suatu pendekatan diri kepada Allah 
Yang Maha Esa, maka harta yang diwasiatkan 
adalah untuk Allah. Kemudian orang-orang fa- 
kir itu mendapat hak milik dengan pemberian 
milik oleh Allah kepada mereka, meskipun me- 
reka dalam jumlah yang tidak terbatas. 

Orang-orang atau kelompok dengan bi- 
langan tidak terbatas—dalam pendapat Imam 
Muhammad, mufti dan orang yang melaksana- 
kan pendapat ini, seorang Imam dari golongan 
Hanafiyyah dalam peradilan syar'iyyah—ada- 
lah mereka yang berjumlah di atas seratus. 
Maka jika mereka kurang dari seratus, mereka 
termasuk dalam hitungan terbatas. 

Sasaran wasiat untuk kelompok dalam 
hitungan tidak terbatas adalah mereka yang 
benar-benar membutuhkannya, dan mushaa 
bih tidak harus dibagikan kepada semuanya, 
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tidak pula diharuskan mencakup semua orang 
yang membutuhkan, serta tidak diharuskan 
menyamaratakan bagian untuk mereka. Na- 
mun, mushaa bih dibagi sesuai dengan ijtihad 
pihak pelaksana wasiat. 

Jika wasiat yang diberikan kepada mere- 
ka berupa harta benda, maka ia dibagi untuk 
mereka yang membutuhkan, dan kepemilikan 
menjadi sah dengan adanya serah terima. 

Jika wasiat berupa nilai guna barang, maka 
wasiat ini berubah status menjadi wakaf, dan 
hasilnya dibagi untuk orang-orang yang me- 
miliki ciri yang tercantum dalam wasiat. 

Pendapat golongan Malikiyyah:?” adalah 
berhukum sah, wasiat yang diberikan kepada 
orang-orang yang tidak dijelaskan, seperti 
orang-orang fakir—dan orang-orang miskin 
masuk dalam penyebutan orang fakir,? demi- 
kian sebaliknya, sesuai dengan adat. Artinya, 
jika kata fakir dan miskin berpisah, mereka 
akan berkumpul dalam satu hukum. Dan apa- 
bila keduanya berkumpul, maka keduanya ber- 
pisah, karena keduanya bukan sinonim kata. 
Demikian ini juga pendapat para imam lainnya. 

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah ber- 
pendapat,?8? adalah sah wasiat yang ditujukan 
untuk orang/sesuatu yang tidak dijelaskan. Mi- 
salnya seseorang berwasiat untuk pihak umum, 
seperti orang-orang fakir, atau untuk orang/ 
sesuatu yang dijelaskan namun dalam hitung- 
an tidak terbatas, seperti golongan Hasyimiy- 
yah atau Muththalibiyyah. Menurut golongan 
Syafi'iyyah, diperbolehkan untuk mencukupkan 
pembagiannya kepada tiga orang dari mereka 
dan tidak diharuskan menyamaratakan bagian. 
Sedang menurut golongan Hanabilah, boleh 
mencukupkan satu orang saja dari mereka. 


267  Asy-Syarhul Kabiir, vol. 4, hlm. 432: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 591. 
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Orang miskin—dalam pendapat mereka—adalah: orang yang tidak memiliki apa pun, sedang fakir adalah orang yang memiliki 


sesuatu, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan pangan mereka tahun itu. 
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Semua madzhab sepakat bahwa wasiat 
yang ditujukan untuk orang yang tidak dije- 
laskan wajib dilaksanakan tanpa membutuh- 
kan gabul sama sekali. 

Ringkasan: Golongan Hanafiyyah mem- 
perbolehkan wasiat yang ditujukan untuk 
kelompok atau kaum dengan hitungan tidak 
terbatas, dengan syarat ada kata-kata dalam 
wasiat yang mengarah kepada kebutuhan mu- 
shaa lah. Jumhur ulama memperbolehkannya 
secara mutlak. 

Mengenai wasiat untuk orang/pihak yang 
tidak terbatas, Undang-Undang Mesir pasal 
(30) dan Undang-Undang Syria pasal (233/1) 
beralih dari madzhab Hanafiyyah, mereka 
memperbolehkannya, meski dalam wasiat ti- 
dak disebutkan kata yang menunjuk kepada 
kebutuhan, karena bagaimanapun arti men- 
dekatkan diri ada dalam kata wasiat, baik sang 
mushii menjelaskan atau tidak. Kesepakatan 
golongan Hanafiyyah ini dipakai dalam pasal 
terakhir, karena di dalamnya disebutkan: ma- 
salah pembagiannya diserahkan kepada ijti- 
had pihak pelaksana wasiat, tanpa membatasi 
harus menyeluruh atau menyamaratakan. 

e Maksud Istilah Wasiat yang Terdapat 
dalam Mushaa Lahum untuk Kelompok 
Terbatas 
Para ulama figih menggunakan beberapa 

ungkapan yang berlaku dalam wasiat dan ung- 

kapan ini berkaitan dengan mushaa lahum, 
maka apakah yang dimaksud dengan ungkap- 
an itu menurut mereka?2 

Al-Jiraan: orang yang berwasiat untuk 
tetangga-tetangganya. Mereka ini menurut go- 
longan Hanafiyyah adalah orang-orang yang 
rumahnya menempel (berdampingan) dengan 
rumahnya. Karena, jiwaar adalah ungkapan 
yang menunjukkah arti dekat, dan hakikatnya 
adalah untuk sesuatu yang menempel, dan ru- 
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mah setelahnya tergolongjauh bila dinisbatkan 
dengan yang rumahnya menempel. Ash-Sha- 
hiban—sebagai istihsaan—mengatakan bahwa 
mereka adalah orang-orang yang rumahnya 
menempel, berikut orang lainnya yang tinggal 
di daerah mushii dan mereka dikumpulkan 
oleh satu masjid daerah. Pendapat Abu Hanifah 
adalah pendapat shahih menurut golongan 
Hanafiyyah. 

Madzhab Malikiyyah mengatakan, wasiat 
mencakup tetangga-tetangganya yang ber- 
dampingan dengannya dari enam arah (empat 
arah dan atas serta bawah): dan yang disebut 
jiraan adalah orang-orang yang rumahnya ber- 
hadapan dengan rumahnya, jika memang di 
antara keduanya terdapat jalan kecil. 

Madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah ber- 
pendapat, mereka adalah empat puluh rumah 
dari setiap sisi rumahnya, karena Rasulullah 
saw. bersabda, 


AS NASA NASA 1S Ojagt IL 
“Empat puluh rumah, demikian, demikian, 
dan demikian.” (HR Ahmad) 


Wasiat dibagi sesuai dengan jumlah rumah, 
bukan jumlah penghuni. Menurut madzhab Ha- 
nabilah, wasiat hanya masuk untuk orang-orang 
(rumah) yang ada di sampingnya. Maka, tetang- 
ga yang baru ada antara waktu wasiat dan me- 
ninggalnya mushii tidaklah terhitung atau tidak 
masuk dalam wasiat. Demikian juga orang yang 
memperbaharui pelaksanaan wasiat. 

— Menurut golongan Hambali dan salah satu 
pendapat golongan Syafi'iyyah, tetangga-te- 
tangga masjid adalah orang yang mendengar 
adzan dari masjid tersebut, karena hadits Nabi 
menyebutkan, 


270 AI-Kitaab ma'al Lubaah, vol. 4, hlm. 179-180: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 591-592, Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 58-64: 
Kasysyaaful Oinaa' vol. 4, hlm. 398-404: al-Muhadzdzah, vol. 1, hlm. 455 dan halaman setelahnya. 
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Jom AYI dmn JI DLS Y 

“Tidaklah shalat (jamaah) hukumnya wajib 
bagi tetangga masjid melainkan orang yang 
ada di dalamnya.” 


Juga, sabda beliau kepada seseorang yang 
buta yang meminta keringanan agar bisa me- 
nunaikan shalat di rumahnya, “Apakah kamu 
mendengar adzan?” Lantas orang tersebut 
menjawab, “Ya.” Nabi pun menimpali, “Maka 
penuhilah (panggilan shalat itu)!” 

Pendapat rajih menurut golongan Syafi'iy- 
yah mengatakan bahwa menyangkut wasiat 
seseorang untuk tetangganya, maka tetangga- 
tetangga masjid adalah sama seperti tetangga- 
tetangga rumah. 

Ashhaar (hubungan kekerabatan kare- 
na perkawinan) dan ukhtaan, orang yang 
berwasiat untuk para mertuanya. Wasiat ini 
dalam adat orang-orang terdahulu ditujukan 
untuk dzawil arham yang merupakan mah- 
ram istri, seperti bapak-bapak (orang tua), pa- 
man-paman (dari pihak ayah), paman-paman 
(dari pihak ibu), serta saudara perempuan is- 
tri. Adapun dalam adat kita, wasiat ini khusus 
untuk kedua orang tua istri. Sebagian ulama 
menguatkan pendapat pertama, sedang penda- 
pat yang bisa dijadikan pegangan dalam per- 
kiraan saya adalah adat. 

Orang yang berwasiat untuk ukhtaan-nya, 
khatn adalah suami dari wanita yang memiliki 
dzawilarham yang merupakan mahram mushii, 
seperti suami anak-anak perempuan (menantu 
dari anak perempuan), suami saudara perem- 
puan, suami bibi (dari jalur ayah), dan suami 
bibi dari jalur ibu pemberi wasiat. 

Hal masyhur di negara kita, Syam, kata 
Shahr adalah khusus menunjuk ayah istri (mer- 
tua), sedang kata khatn berarti suami anak 


271 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


perempuan (menantu). Namun sekarang ini, 
kata shahr diucapkan untuk arti menantu 
(suami anak perempuan), yang berarti sino- 
nim dari kata khatn. 

Agaarib dan arhaam (kerabat dari pihak 
ibu): orang yang berwasiat untuk kerabat 
atau sanak dari pihak ibu, wasiat—menurut 
golongan Hanafiyyah—ditujukan untuk kera- 
bat yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat lagi 
yang merupakan sanak dari ibu dan masih 
mahram, baik itu kafir atau Muslim, juga anak 
kecil atau orang dewasa. Kedua orang tua dan 
anak tidaklah termasuk dalam kategori ini, 
karena mereka tidak bisa dinamakan kerabat. 
Dan orang yang menyebut orang tuanya se- 
bagai kerabat, maka hal seperti ini termasuk 
tindak durhaka. Sebab, kerabat adalah orang 
yang dekat karena lantaran orang lain, sedang 
kedekatan orang tua dan anak tanpa lantaran 
orang lain. Wasiat ditujukan untuk dua orang 
atau lebih, karena wasiat dengan kata agaarib 
dan arhaam ini menggunakan kata bentuk ja- 
mak, dan dalam wasiat, jumlah dari bentuk ini 
minimal adalah dua orang, sebagaimana dalam 
hukum warisan. 


Kesimpulan 

Yang dimaksud dengan kata agrab adalah 
orang-orang yang memenuhi empat syarat: 
mustahig (pihak yang berhak menerima wa- 
siat) dua orang atau lebih: mustahig adalah 
orang yang lebih dekat dengan mushii tanpa 
ada orang yang menghalang-halanginya: mus- 
tahig adalah dzawil arham dan masih mahram 
dengan mushii, dan mustahig bukan ahli waris 
mushii. 

Golongan Malikiyyah berpendapat, wasiat 
yang ditujukan untuk ahl (keluarga) dan ar- 
ham berarti khusus untuk kerabat ayah mushii 
yang bukan ahli waris—jika memang dia me- 


Hadits dhaif diriwayatkan ad-Daruguthni dari jalur Jabir dan Abu Hurairah r.a.. 
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milikinya. Karena wasiat mirip dengan waris- 
an, yakni bila ditinjau dari pembagiannya yang 
mendahulukan pihak ashabah daripada dza- 
wil arhdm. Jika mushii tidak memiliki kerabat 
dari pihak ayah yang bukan ahli waris, maka 
masuklah kerabat dari pihak ibunya, seperti 
ayah dari ibu, paman satu bapak atau satu 
ibu (bukan paman kandung) dari ibu, saudara 
perempuan ibu, dan sepupu laki-laki ibu yang 
merupakan putra bibi dari jalur ayah. Kerabat 
yang lebih membutuhkan harus didahulukan, 
disusul dengan yang lebih membutuhkan lagi. 
Dan jika tingkat kebutuhan mereka sama, 
wasiat ini bisa dibagi rata di antara mereka. 

Jika seseorang berkata, “Aku berwasiat 
untuk kerabat-kerabat Fulan,” maka ucapan 
ini mencakup ahli waris dan non ahli waris 
Fulan. 

Golongan Syafi'iyyah berpendapat, jika 
seseorang berwasiat untuk kerabat Zaid, maka 
masuklah semua kerabatnya, meski itu jauh, 
karena mengamalkan lafaznya yang umum, 
baik kafir atau Muslim, kaya atau miskin. Ke- 
cuali jalur orang tua (ayah dan ibu saja) dan 
jalur anak (anak kandung saja), maka dalam 
pendapat yang shahih, dua jalur ini tidak ma- 
suk dalam wasiat tersebut—sebagaimana pen- 
dapat yang dikatakan oleh golongan Hanafiy- 
yah. Karena secara adat, mereka tidak bisa 
disebut sebagai kerabat. Adapun kakek (ke 
atas) dan anak cucu (ke bawah) masuk dalam 
wasiat bentuk ini, karena mereka tercakup 
dalam istilah kerabat. 

Menurut pendapat yang lebih shahih dan 
berlaku dalam wasiat orang Arab, kerabat 
dari jalur ibu tidaklah masuk dalam wasiat 
yang ditujukan atas nama “kerabat. Karena 
jika mushii adalah orang Arab, mereka tidak 
membanggakan jalur kerabat dari ibu, dan 
mereka juga tidak menganggapnya sebagai 
kerabat. Pendapat yang dijadikan pegangan 
mengatakan bahwa kerabat dari jalur ibu ma- 
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suk dalam wasiat bentuk ini, sebagaimana 
pendapat yang diutarakan oleh golongan Ha- 
nafiyyah. 

Pendapat yang lebih shahih mengung- 
kapkan, anak laki-laki lebih didahulukan dari- 
pada ayah, dan saudara laki-laki lebih didahu- 
lukan daripada kakek, karena mereka berdua 
ini lebih kuat, baik statusnya dalam masalah 
ahli waris maupun ashabah. Untuk perbedaan 
jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempu- 
an, masing-masing tidak ada yang lebih di- 
unggulkan. Oleh karena itu, adalah sama an- 
tara bapak, ibu, anak laki-laki, maupun anak 
perempuan. Cucu laki-laki dari anak perem- 
puan lebih didahulukan daripada cicit laki-laki 
dari cucu laki-laki. 

Apabila seseorang berwasiat untuk kera- 
batnya sendiri, maka dalam pendapat yang 
lebih shahih, ahli warisnya tidak masuk dalam 
wasiat tersebut, sebagaimana pendapat yang 
disebutkan oleh golongan Malikiyyah. Karena, 
pada umumnya ahli waris tidak bisa menjadi 
pihak mushaa lah, sesuai dengan adat syara" 
Maka, wasiat diberikan kepada yang lainnya. 

Madzhab Hambali sejalan dengan madz- 
hab Syafi'i, hanya mereka menambahkan: da- 
lam wasiat yang ditujukan untuk kerabat atau 
keluarga kerabat, mereka yang kafir tidaklah 
masuk dalam wasiat ini. Karena, wasiat hanya 
khusus untuk orang-orang Islam, tidak ada 
satu wasiat pun untuk orang-orang kafir, se- 
bagaimana firman Allah SWT yang artinya, 


“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepa- 
damu tentang (pembagian warisan untuk) 
anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak la- 
ki-laki sama dengan bagian dua orang anak pe- 
rempuan....” (an-Nisaa': 11) 


Jadi, jika mayit adalah Muslim, maka 
orang-orang kafir tidaklah masuk dalam pem- 
bagian pusaka. Dan jika secara umumnya la- : 
fazh mereka tidak masuk dalam wasiat Allah, 
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demikian pula dalam masalah wasiat Muslim. 
Dan karena zahir keadaan tidak menghenda- 
ki orang-orang kafir, sebab ada unsur permu- 
suhan agama di dalamnya. 

Al-ahl (keluarga), jika seseorang berwa- 
siat untuk ahl-nya, maka Abu Hanifah meng- 
khususkan kata ini untuk arti istri. Karena, ahl 
merupakan arti hakikat untuk kata istri. Allah 
SWT berfirman yang artinya, “Dan berangkat 
dengan keluarganya" (al-0ashash: 29) Juga 
ayat yang artinya, “Lalu berkatalah ia kepada 
keluarganya, Tinggallah kamu (di sini)” (Thaa- 
haa: 10), dan arti ini didukung oleh urf (adat). 

Ash-Shahiban mengungkapkan, kata al-ahl 
mencakup semua orang yang nafkahnya be- 
rada dalam tanggungannya, kecuali pembantu: 
karena bahasa menggunakan kata ini untuk 
menunjukkan arti kerabat dan keluarga laki- 
laki. Allah SWT berfirman yang artinya, “Maka 
kami selamatkan dia berserta keluarganya, ke- 
cuali istrinya” (an-Naml: 57) dan yang lebih 
utama adalah berpegang kepada 'urf. 

Aali Baitih: apabila seseorang mewasiat- 
kan sesuatu untuk aali baitih maka wasiat ini 
mencakup kabilah. Karena, aal berarti kabi- 
lah (suku) yang menjadi jalur nasab dirinya, 
termasuk di dalamnya adalah semua bapak 
Galur bapak ke atas, kakek dan seterusnya) 
yang tidak bisa menjadi ahli warisnya, hingga 
jalur bapaknya yang paling jauh secara Islam, 
kecuali bapak pertama (ayah) yang tidak ma- 
suk dalam kategori ini. Tidak masuk dalam 
kategori ini juga adalah anak-anak (keturunan) 
putri perempuan, anak-anak saudara perem- 
puan, dan kerabat ibu: karena anak dinasab- 
kan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. 

Ahlu jinsih (keluarga jenis/nasab): jika 
seseorang berwasiat untuk ahlu jinsih, maka 
yang dimaksud dengan kata ini adalah nasab, 
dan nasab disandarkan kepada jalur bapak ke 
atas. 

Al-Alawiyyuun: jika seseorang berwasiat 


untuk alawiyyin, yakni anak/keturunan Ali. 
Maka menurut golongan Hanafiyyah, wasiat 
ini tidaklah sah: karena alawiyyin tidak mung- 
kin dibatasi, dan di dalam kata ini tidak ada 
unsur kata yang mengarah kepada kebutuhan. 

Golongan Syafi'iyyah mengatakan, wasiat 
ini sah, dan mushaa bih dibagi untuk tiga orang 
atau lebih dari kelompok ini, seperti wasiat 
yang diberikan kepada orang-orang fakir dan 
orang-orang miskin. Demikianlah pelaksanaan 
wasiat yang diberikan kepada setiap golongan 
yang telah ditentukan namun tidak memiliki 
batasan jumlah. Wasiat seperti ini dibagikan 
untuk tiga orang dari golongan yang disebut- 
kan tadi. 

Golongan Hambali mengungkapkan, di- 
sunnahkan meratakan bagian untuk orang- 
orang yang termasuk golongan yang disebut- 
kan. 

Fii Sabiilillah: pendapat yang masyhur 
mengenai sabilillah berkaitan dengan wasiat 
berarti khusus untuk perang, para pejuang 
(mujahid), dan para jamaah haji Baitullah al- 
Haram. 

Al-Ulama, golongan Syafi'iyyah berpen- 
dapat bahwa wasiat yang ditujukan untuk 
ulama berarti orang-orang yang alim dalam 
bidang ilmu syara' seperti tafsir, hadits, figih, 
ushul figih, dan sejenisnya. Tidak termasuk 
ulama dalam bidang ilmu syara, mereka yang 
ahli sastra, mugri' (pembaca kitab), penafsir 
mimpi, dokter, insinyur, ahli hitung (mate- 
matika), dan sejenis mereka. Demikian juga 
ulama ilmu kalam—menurut mayoritas ula- 
ma, karena adat tidak menghitung mereka 
sebagai ulama ilmu syara. Menurut golongan 
Syafi'iyyah, pelaksanaan wasiat ini cukup di- 
bagikan untuk tiga orang dari setiap jenis ilmu 
syara' tersebut. 

Golongan Hambali mengungkapkan, apa- 
bila seseorang berwasiat untuk ahlul 'ilm, ma- 
ka wasiat ini mencakup orang yang dijelas- 
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kan cirinya dalam wasiat tersebut. Dan yang 
dimaksud dengan ahlul Gur'an adalah para 
penghafalnya. 

Maraahig insaanj yang dimaksud adalah 
muraahig, yakni anak-anak yang mendekati 
usia baligh. Dalam kamus disebutkan, rahaga 
al-ghulaam, mereka yang mendekati mimpi 
basah. Sedang yang dimaksud dengan anak- 
anak adalah mereka yang belum tamyiz. 

Ash-shabi, al-ghulaam, dan al yaafii', me- 
reka yang belum baligh. Demikian juga anak 
yatim, jika seseorang berwasiat untuk anak ya- 
tim Bani Fulan dengan harta sekian, maka yang 
bisa masuk dalam wasiat ini adalah anak yatim 
yang bapaknya sudah meninggal sebelum me- 
reka mencapai mimpi basah (usia baligh), baik 
mereka yang kaya atau miskin, laki-laki atau 
perempuan, dengan syarat—menurut golong- 
an Hanafiyyah—jumlah mereka terhitung. 

Syaabb dan fataa: dari usia baligh-usia 
tiga puluh tahun. 

Kuhl: dari usia tiga puluh-lima puluh ta- 


— hun. 


Syaikh: dari usia lima puluh-tujuh puluh 
tahun. 

Haram: dari tujuh puluh tahun hingga tu- 
tup usia. 


e. Hukum Mushaa Bih 

Dalam persyaratan mushaa bih kita telah 
mengetahui bahwa ia harus berupa harta atau 
yang berhubungan dengan harta, karena wa- 
siat adalah ijab kepemilikan atau ijab yang 
berhubungan dengan kepemilikan dari adanya 
akad jual beli, hibah, dan sedekah. 

Pembahasan di sini dikhususkan untuk 
menjelaskan hukum mewasiatkan barang ter- 
tentu atau bagian yang sudah maklum, mewa- 
siatkan sesuatu yang tidak ada (ma'duum) 
atau susah diserahterimakan, mewasiatkan 


2792 Al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 452. 
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sesuatu yang tidak diketahui (majhuul), me- 
wasiatkan nilai guna barang, mewasiatkan 
penggunaan suatu barang, mewasiatkan hak, 
mewasiatkan pembagian harta peninggalan 
mayit, mewasiatkan kedudukan, tambahan 
mushaa bih, dan lain-lain. 


1) Mewasiatkan Suatu Barang yang Sudah 
Jelas (Mu'ayyan) atau Bagian yang 
Sudah Maklum, Serta Hukum Rusaknya 
Mushaa Bih 


Mewasiatkan hal seperti ini boleh, karena 
wasiat adalah memberikan hak milik bagian 
harta seseorang. Maka, ia boleh berupa benda 
atau barang yang sudah diketahui dan bisa 
dibagi, seperti jual beli.”2 Dan yang disebut 
dengan sesuatu yang sudah jelas (mu'ayyan) 
ini bisa saja berupa barang itu sendiri, atau 
satu jenis hartanya. 

Dalam Undang-Undang Mesir pasal (47- 
49) dan Undang-Undang Syria pasal (243-245) 
dijelaskan hukum-hukum mewasiatkan benda 
yang sudah jelas atau sudah diketahui, serta 
apa akibatnya bila mushaa bih rusak, yang pa- 
da umumnya memakai madzhab Hanafiyyah. 
a. Apabila wasiat berupa benda itu sendiri, 

misal: Seseorang mewasiatkan rumahnya 

yang ada di negara A, maka wasiat ini 
berhubungan dengan benda ini (rumah). 

Jadi, jika rumah ini rusak atau keluar dari 

kepemilikan Mushii semasa hidupnya, ma- 

ka wasiat menjadi batal, karena tempat- 
nya sudah hilang. 

Apabila mushii meninggal, sedang sta- 
tus barang yang diwasiatkan masih ber- 
ada dalam kepemilikannya maka seluruh 
barang ini menjadi milik mushaa lah, jika 
memang masih terhitung dalam sepertiga 
harta Mushii. Dan jika sudah di luar batas 
sepertiga, mushaa lah hanya berhak men- 
dapatkan sekadar sepertiga saja. 
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Apabila ada hak khusus yang berhu- 
bungan dengan wasiat, seperti hak orang 
yang menerima gadai (murtahin), yang 
menagih utang dari harta wasiat, mushaa 
lah bisa mengambil haknya yang senilai 
dengan tagihan murtahin tersebut dari 
harta peninggalan mayit (mushii). 

Jika wasiat berupa satu jenis hartanya 
seperti sapi, kuda, atau rumahnya, lalu 
harta ini rusak atau hilang kepemilikannya 
maka wasiat juga batal. Karena, wasiatnya 
berhubungan dengan satu jenis hartanya 
saat dia membuat wasiat tersebut, dan 
barang yang ada kini telah hilang. Maka, 
wasiat menjadi batal karena hilangnya 
sasaran yang diwasiatkan. 

Jika wasiat berupa bagian tertentu dari 
sebuah benda yang sudah jelas, seperti 
mewasiatkan rumah tertentu maka wasiat 
ini berhubungan dengan bagian yang di- 
jelaskan. Jika seluruh benda hancur/rusak 
atau hilang kepemilikannya, maka wasiat 
menjadi batal, karena hilangnya objek atau 
sasaran wasiat. Jika yang rusak atau hilang 
status kepemilikannya hanya sebagian da- 
ri benda tersebut, mushaa lah bisa meng- 
ambil bagiannya dari sisa benda, dengan 
catatan tidak lebih dari sepertiga harta. 
Dan jika melebihi sepertiga maka dia ha- 
nya boleh mengambil sekadar sepertiga 
saja. 

Jika wasiat berupa bagian masyhur dari 
satu benda tertentu dari sekian banyak 
hartanya, seperti mewasiatkan seperem- 
pat ternaknya, atau setengah rumahnya, 
maka wasiat berhubungan dengan benda 
yang ada saat dibuatnya wasiat. Jika se- 
luruhnya rusak atau hilang kepemilikan- 
nya maka mushaa lah bisa mengambil si- 
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sa yang ada ketika wasiat, dengan syarat 
tidak melebihi sepertiga harta. Dan jika 
melebihi sepertiga maka wasiat hanya di- 
luluskan sekadar sepertiga saja. 


Secara undang-undang, wasiat yang be- 
rupa sejumlah benda yang sudah masyhur— 
seperti wasiat seperlima jumlah kuda—sama 
seperti wasiat yang berupa bagian tertentu 
benda tersebut. Jika sebagiannya rusak/mati, 
maka mushaa lah berhak mendapatkan seper- 
lima jumlah kuda yang tersisa. Demikian ini 
berdasarkan pendapat Ibnu al-Majisyun dari 
golongan Malikiyyah. Sedang golongan Hana- 
fiyyah berpendapat: jika yang tersisa hanya 
seperlima atau ukuran yang disebutkan dalam 
wasiat, maka mushaa lah berhak mengambil 
seluruhnya, dengan syarat bagian tersebut ti- 
dak melebihi sepertiga harta Mushii. 


2) Wasiat yang Berupa Sesuatu yang 
tidak Ada (Ma'duum) dan Sukar 
Diserahterimakar'” 


Menurut jumhur ulama selain golongan 
Hanafiyyah, wasiat berupa sesuatu yang ti- 
dak ada (ma'duum) sah, seperti mewasiatkan 
sesuatu yang masih berada dalam kandungan 
budak perempuan atau apa yang ada di pepo- 
honan. Karena ma'duum boleh dimiliki mela- 
lui akad salam atau musigit, maka ia pun bisa 
dimiliki dengan cara wasiat. Dan karena di 
dalam wasiat terdapat kemungkinan adanya 
sisi risiko, sebagai belas kasih dan toleransi 
untuk manusia, maka wasiat pun sah dengan 
menggunakan sesuatu yang ma'duum, seperti 
sahnya wasiat dengan menggunakan sesuatu 
yang belum diketahui (rmajhuul). Wasiat juga 
sah bila berupa sesuatu yang sulit diserahteri- 
makan, seperti wasiat yang berupa budak yang 


Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 5, hlm. 459, 462, 491: al-Badaa'i, Vol. 7, him. 354: asy-Syarhush Shaghiir, 4/581: al- 
Muhadzdzab, Vol. 1,hlm. 452, al-Mughnii, vol. 6, hlm. 59: Kasysyaaful Ginaa, Vol. 4, hlm. 407 dan halaman setelahnya: Ghaayatul 


Muntahaa, Vol. 2, hlm. 363. 
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melarikan diri, burung yang terbang di udara, 
atau susu yang masih dalam ambingnya. 


Golongan Hanafiyyah mengatakan, bila . 


mushaa bih berupa sesuatu yang ma'duum, ia 
harus bisa dikuasai kepemilikannya dengan 
salah satu akad. Maka, wasiat yang berupa ca- 
lon anak ternak tidak boleh: karena ia tidak 
bisa dikuasai kepemilikannya saat mushii ma- 
sih hidup dengan akad musdgit. Namun, wa- 
siat yang berupa bakal buah kurma yang akan 
ada pada tahun ini atau untuk selamanya ada- 
lah sah, meskipun mushaa bih berupa sesuatu 
yang tidak ada, karena kepemilikannya bisa 
dikuasai melalui akad musdgit (mu'dmalah). 
Jadi, wasiat yang berupa benda ma'dum sah se- 
cara mufakat, meskipun para golongan madz- 
hab menyuguhkan contoh yang berbeda-beda. 

Secara mufakat, wasiat yang berupa ben- 
da yang sukar diserahterimakan dibolehkan, 
seperti mewasiatkan burung yang terbang dan 
budak yang melarikan diri. Karena, mushaa 
lah menjadi pengganti mayit (untuk memiliki) 
sepertiga hartanya, seperti ahli waris yang 
menggantikan kepemilikan sepertiga harta- 
nya. Jadi, ketika ahli waris boleh menggantikan 
mayit (memiliki) benda-benda tersebut, maka 
demikian halnya dengan mushaa lah. 

Akan tetapi, golongan Hanafiyyah berpen- 
dapat tidaklah sah, wasiat yang berupa sesua- 
tu yang ada dalam kandungan dan ambing, bu- 
lu wol yang masih melekat di punggung bina- 
tang, serta anak dan susu yang bakal ada. Ka- 
rena, wujud mushaa bih saat mushii meninggal 
merupakan syarat dalam wasiat. Karenanya, 
apabila mushii meninggal dan mushaa bih be- 
lum ada, wasiat menjadi batal. Sebagai istih- 
sin, dalam masalah wasiat, wujudnya buah 
ketika mushii meninggal bukan menjadi sya- 
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rat. Karena, sebutan buah menunjuk kepada 
buah yang sudah ada dan yang akan ada, dan 
buah yang akan ada bisa masuk di bawah akad 
mu Gmalah dan wagaf. 

Adapun anak dan bulu wol, atau yang se- 
jenisnya tidak bisa masuk dalam akad apa pun, 
dan hukum waris pun tidak bisa berlaku di da- 
lamnya. Karena, wasiat hanya boleh dilaksana- 
kan pada benda yang bisa masuk dalam akad 
atau berlaku hukum waris di dalamnya saat 
mushii hidup, sedang bakal anak atau yang se- 
jenisnya tidak bisa berlaku hukum waris di da- 
lamnya, juga tidak bisa berlaku dalam sebuah 
akad. Maka, ia pun tidak bisa masuk di bawah 
wasiat. . 

Kesimpulannya, golongan Hanafiyyah ti- 
dak membolehkan wasiat yang berupa benda 
yang baru akan ada, sedang jumhur ulama 
memperbolehkannya. 


3) Wasiat yang Berupa Sesuatu yang tidak 
Diketahui (Majhuul) 


Ulama figih mensyaratkan bahwa mushaa 
lah harus diketahui (ma'im), yakni dijelaskan 
(mu'ayyan), baik dengan menggunakan nama 
orang seperti Zaid, atau jenis seperti orang- 
orang miskin. Apabila seseorang mengatakan, 
“Aku mewasiatkan sepertiga hartaku untuk A 
atau untuk B,” wasiat seperti ini batal, karena 
tidak diketahui secara jelas siapa yang diberi 
wasiat tersebut. 

Ulama figih juga sepakat tidak mensyarat- 
kan bahwa mushaa bih harus ma'lim, maka 
wasiat bisa berupa benda yang majhuul.' 
Seperti wasiat yang berupa satu bagian atau 
satu saham harta, karena wasiat adalah tabar- 
ru' yang murni, maka bukan masalah apabila 
sesuatu yang di-tabarru'-kan tidak diketahui. 


274  Al-Kitaab ma'al Lubaab, Vol. 4, hlm. 176-177, Takmiilah al-Fath Vol.8, hlm. 443-446: ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 5, hlm.474, al- 


Vol. 4, hlm. 599. 
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Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah memberi- 
kan contoh wasiat ini dengan janin yang ma- 
sih dalam kandungan sang ibu, air susu yang 
masih dalam ambing, dan pelayan atau budak 
yang melarikan diri. Kita tahu bahwa golong- 
an Hanafiyyah tidak memperbolehkan wasiat 
dengan menggunakan janin yang ada dalam 
kandungan atau air susu yang masih dalam 
ambingnya. 

Apabila mushii menjelaskan apa yang di- 
maksudkan dengan wasiatnya saat dia masih 
hidup, maka kata-katanya dilaksanakan. 

Apabila dia meninggal sebelum menjelas- 
kannya, menurut Abu Hanifah, golongan Sya- 
fi'iyyah, dan golongan Hambali, ahli warislah 
yang akan menjelaskan dan memberikan apa 
yang mereka kehendaki kepada pihak mushaa 
lah, yakni dalam masalah wasiat yang berupa 
satu bagian tertentu harta, karena ahli waris 
menempati posisi mushii. 

Apabila mushaa bih berupa satu bagian 
saham harta, mushaa lah diberi saham terke- 
cil ahli waris, lebih dari bagian pasti (furudh), 
sekira tidak melebihi seperenam: mushaa lah 
minimal berhak mendapatkan seperenam. 

Golongan Malikiyyah mengatakan: mushaa 
lah yang tidak diketahui (majhuul) diberi satu 
bagian saham dari saham harta peninggalan 
mayit, lalu sisanya dibagikan kepada ahli wa- 
ris, sehingga risiko yang ada ditanggung ber- 
sama. 


4) Wasiat yang Berupa Nilai Guna Barang 
Pembahasan ini menggugah keingintahu- 
an mengenai beberapa hal, yaitu apakah yang 
dimaksud dengan nilai guna? Apakah nilai 
guna terhitung sebagai harta? Bagaimanakah 
hukum wasiat yang berupa nilai guna barang? 
Berapa ukuran nilai guna tersebut? Bagaimana 
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cara memanfaatkannya? Bagaimana tata cara 
membagikan nilai guna milik bersama? Bagai- 
mana menguasai kepemilikan benda yang ni- 
lai gunanya menjadi bahan wasiat tersebut? 
Bagaimana mendayagunakannya, dan dari ma- 
nakah biaya pengurusan benda yang nilai gu- 
nanya menjadi benda wasiat tersebut??”5 


a. Sesuatu yang dimaksud dengan nilai 
guna (manfaat) 

Dalam pandangan golongan Hanafiyyah, 
yang dimaksud nilai guna adalah servis (pela- 
yanan), nilai guna rumah sebagai tempat ting- 
gal dan income yang bisa dihasilkan dari rumah 
tersebut, hasil pendapatan tanah, juga kebun 
beserta buahnya. Pendapatan di sini adalah 
segala seuatu yang diperoleh dari hasil dan pe- 
nyewaan tanah, upah pelayan, dan sejenisnya. 

Golongan ini membedakan antara wasiat 
yang berupa pendapatan dan wasiat yang be- 
rupa buah. Mereka berpendapat bahwa sesua- 
tu yang ada ketika mushii meninggal dan 'bakal 
ada' selama masa hidup mushaa lah terhitung 
sebagai pendapatan. 

Sedang wasiat yang berupa buah hanya 
mencakup buah yang ada ketika mushii me- 
ninggal. Jelas sekali bahwa sebab pembedaan 
adalah 'urf. 

Selain golongan Hanafiyyah tidak mem- 
bedakan keduanya, dan keduanya mencakup 
segala sesuatu yang ada ketika si mushii wafat, 
juga apa yang 'bakal ada' setelahnya. 

Undang-Undang Mesir pasal (55) dan 
Undang-Undang Syria pasal (249) memilih 
madzhab jumhur ulama: mereka menjadikan 
wasiat yang berupa buah sama seperti wasiat 
yang berupa pendapatan, mencakup apa yang 
ada saat mushii meninggal dan apa yang “bakal 
ada, selama indikasi tidak menunjukkan hal 
selain itu. 


275 Al-Badaa'i:7 /352, halaman setelahnya, dan 386: ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 5, hlm. 489/491: Takmiilah al-Fath, 
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Perundangan ini memperluas—sebagai- 
mana keterangan yang ada dalam memori 
penjelasannya—makna nilai guna, sesuai de- 
ngan penuturan golongan Hanafiyyah, bahwa 
nilai guna ini mencakup nilai guna murni ben- 
da, seperti nilai guna rumah sebagai tempat 
tinggal dan tanah sebagai lahan penanaman, 
gantinya—seperti sewa rumah dan tanah— 
juga hasil yang keluar dari tanah, seperti buah 
dari kebun dan pepohonannya. 

Wasiat yang berupa nilai guna mencakup 
hal-hal di atas, dan secara perundangan juga 
mencakup wasiat yang berupa pendayaguna- 
an benda, utang piutang, hak-hak, pembagian 
harta peninggalan mayit, dan wasiat yang 
berupa kedudukan. 


b. Apakah nilai guna barang termasuk 

harta yang memiliki harga? 

Ada dua pendapat ulama figih tentang 
hukum atau ketetapan menyangkut hal ini. 

Madzhab Hanafiyyah: nilai guna barang 
bukanlah harta yang bisa dinilai/dihargakan 
dengan sendirinya, namun—secara istihsan— 
ia menjadi harta yang bisa dihargakan dengan 
adanya akad, seperti sewa dan wasiat. Karena 
menurut mereka, harta yang memiliki nilai 
atau harga adalah harta yang bisa disimpan 
untuk waktu dibutuhkan, dan nilai guna adalah 
sesuatu yang terus-menerus baru, digunakan 
waktu demi waktu, dan ia tidak akan berwu- 
jud setelah digunakan, ia pun tidak mungkin 
bisa disimpan. Nilai guna bisa dihargakan me- 
lalui akad, karena nash telah menjelaskan dan 
urf pun sudah memberlakukan. Apabila nilai 
guna barang tidak terhitung sebagai harta, 
ja terhitung sebagai suatu hak milik. Karena, 
hak milik adalah sesuatu yang bisa digunakan 
dengan cara tertentu. 

Madzhab jumhur ulama mengatakan, nilai 
guna adalah harta yang bisa dihargakan dan 
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bisa dijamin seperti benda, karena tujuan yang 
paling jelas dari segala macam harta adalah 
nilai gunanya. 

Perundangan memakai pendapat jumhur 
ulama. Dan ulama masa kini golongan Hana- 
fiyyah mengeluarkan fatwa, bahwa nilai guna 
dianggap sebagai harta yang bisa dihargakan, 
meski tidak terjadi akad, yakni dalam tiga nilai 
guna: Harta yang dipersiapkan untuk investa- 
si,”8 wakaf, dan harta anak yatim, saya telah 
membahas tema ini dalam bab ijaarah, gha- 
shab, dan dhamaan. 


Cc. Hukum wasiat yang berupa nilai guna 
ditinjau dari segi boleh atau tidaknya 
Para imam madzhab sepakat memperbo- 

lehkan wasiat yang berupa nilai guna barang, 
karena ia seperti benda dari segi penguasaan 
kepemilikannya yang menggunakan akad dan 
warisan. Maka mewasiatkannya adalah sah, 
seperti mewasiatkan benda, hingga golong- 
an Hanafiyyah yang tidak menganggapnya 
sebagai harta pun membolehkannya sebagai 
mushaa bih dalam wasiat. Karena, penguasaan 
kepemilikannya semasa hidup sah dengan 
menggunakan ganti rugi—dan akad bisa beru- 
pa sewa-menyewa—atau tanpa menggunakan 
ganti rugi seperti akad peminjaman. 

Wasiat yang berupa nilai guna barang ini 
dilaksanakan selama tidak melebihi sepertiga 
harta mushii, dan bila ternyata melebihi se- 
pertiga, maka mushaa lah hanya berhak men- 
dapat sekadar sepertiga saja. 


d. Ukuran nilai guna 

Kita tahu bahwa wasiat akan dilaksanakan 
apabila tidak melebihi sepertiga harta pening- 
galan mayit. Apabila wasiat berupa barang, 
maka barang ini diperkirakan sendiri dan 
tidak melebihi sepertiga harta peninggalan 
mayit. Dan apabila wasiat berupa nilai guna, 


276 Jalah sesuatu yang dibeli atau dibangun untuk dijadikan investasi, atau penyewaannya berturut-turut selama tiga tahun lebih. 
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maka bagaimanakah cara memperkirakannya? 
Ulama figih memiliki dua pendapat mengenai 
hal ini. 

Pertama: pendapat golongan Hanafiyyah 
dan Malikiyyah. Dengan memerhatikan benda 
yang diwasiatkan nilai gunanya, seberapa la- 
ma masa pemanfaatan nilai guna tersebut. 
Jika wujud benda tersebut masih dalam batas 
sepertiga harta maka wasiat diluluskan dan 
dilaksanakan. Namun jika lebih dari batas se- 
pertiga, wasiat yang diluluskan hanya sekadar 
sepertiga harta saja, selebihnya dipertimbang- 
kan atau ditangguhkan sesuai dengan izin dari 
ahli waris. Pendapat yang mu'tabar menurut 
mereka adalah harga benda yang diwasiatkan 
nilai gunanya tersebut, bukan harga dari man- 
faat (nilai guna) itu sendiri. Apabila ada sese- 
orang mewasiatkan nilai guna rumahnya dan 
ternyata hanya setengah rumah ini saja yang 
masih dalam batas sepertiga hartanya, mushaa 
lah hanya mendapatkan nilai guna setengah 
rumah itu saja. 

Dalil pendapat mereka: mewasiatkan ni- 
lai guna sebuah benda berakibat tercegahnya 
benda tersebut untuk bisa dipergunakan oleh 
ahli waris, dan hilanglah tujuan atau fungsi 
benda tersebut, yakni manfaat atau nilai gu- 
nanya, sedangkan maksud dari segala macam 
benda adalah nilai guna itu sendiri. Meskipun 
benda tersebut masih menjadi milik ahli waris, 
namun benda tersebut menjadi sesuatu yang 
tidak memiliki nilai guna, maka benda yang 
nilai gunanya tercegah (untuk digunakan) ini 
harus dalam batas sepertiga harta peninggal- 
an mushii. 

Kedua: pendapat Syafi'iyyah dan Hanabi- 
lah:?7 wasiat nilai guna diperkirakan sesuai 
dengan nilai atau harga dari manfaat yang 
menjadi mushaa bih pada masa wasiat. 
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Namun, golongan Hanabilah menambah- 
kan, jika wasiat dibatasi dengan waktu terten- 
tu maka nilai manfaat (nilai guna) diperkira- 
kan sendiri pada masa itu. Dan jika wasiat- 
nya mutlak (tanpa batas waktu) maka dalam 
menanggapi masalah ini ada dua pendapat. 

- Sebagaimana pendapat Hanafiyyah dan 
Malikiyyah, wujud/zat benda dihargakan 
sesuai dengan nilai gunanya, lalu wasiat 
diambilkan dalam batas sepertiganya. 

- Wujud benda dihargakan dan menjadi 
milik ahli waris, sedang nilai guna menjadi 
milik mushaa lah. Jika harga seluruh ben- 
da adalah seratus, sedang wujud benda- 
nya saja bernilai sepuluh, maka kita tahu 
bahwa harga dari nilai guna adalah sem- 
bilan puluh. 


Undang-Undang Mesir pasal 962 dan Un- 
dang-Undang Syria pasal 253 memakai pen- 
dapat rinci dari kumpulan dua pendapat yang 
lebih mirip dengan pendapat madzhab Hanabi- 
lah. Perundangan memutuskan, jika nilai guna 
adalah untuk selamanya atau mutlak (tanpa ba- 
tasan waktu), untuk selama masa hidup mushaa 
lah, atau untuk jangka waktu lebih dari sepuluh 
tahun, harga benda yang seluruh atau sebagian 
nilai gunanya diwasiatkan itu harus diperki- 
rakan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat 
pertama, dan pendapat pertama menurut go- 
longan Hanabilah ini berlaku untuk kasus wa- 
siat secara mutlak. Karena, harapan ahli waris 
untuk bisa mengambil atau memakai nilai guna 
benda tersebut tidak ada lagi atau sangat jauh 
(sulit) untuk direalisasikan. 

Apabila wasiat yang berupa nilai guna ini 
tidak lebih dari sepuluh tahun, maka harga ni- 
lai guna yang menjadi mushaa bih diperkira- 
kan untuk masa tersebut. Demikian ini sesuai 


Lihat memori rincian, Undang-Undang Mesir dalam penjelasan pasal 62 dan 63. Disebutkan bahwa alinea pertama pasal (62) 
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dengan pendapat golongan Syafi'iyyah, juga 
pendapat golongan Hanabilah untuk kasus 
wasiat mugayyadah (dibatasi jangka waktu- 
nya). Karena, harapan kembalinya benda wa- 
siat kepada ahli waris lebih mudah untuk di- 
realisasikan. 

Jika wasiat berupa suatu hak, seperti hak 
air minum dan hak lewat, maka nilai guna itu 
dikira-kirakan (Undang-Undang Mesir pasal 
63), dengan membedakan selisih antara harga 
benda berikut hak yang menjadi mushaa bih 
dengan harga benda tanpa harga hak tersebut. 
Selisih antara dua harga tersebutlah yang men- 
jadi wasiat. Demikian ini (pendapat golongan 
Syafi'iyyah) sesuai dengan pendapat kedua 
dalam kasus wasiat mutlak menurut golongan 
Hanabilah. 


e. Cara memakai nilai guna 
Ada dua cara pemakaian. 

- Pengambilan keuntungan yang diproyek- 
kan, pemilik nilai guna barang yang ber- 
status sebagai mushaa lah menyewakan 
nilai guna tersebut kepada orang lain de- 
ngan mendapatkan imbalan (ganti) yang 
kemudian diambil untuk dirinya. 

- Pengambilan keuntungan yang bersifat 
pribadi, si pemilik memakai sendiri nilai 
guna tersebut. Dan cara pemakaiannya 
berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan 
wasiat. 


Jika wasiat tidak dibatasi dengan cara pe- 
makaian khusus, menurut kesepakatan ulama 
figih, mushaa lah berhak memakainya sesuai 
dengan cara yang diinginkan dan dipilihnya, 
baik dengan cara mengambil keuntungan yang 
bersifat pribadi, yaitu dengan menempati ru- 
mah atau menanami tanah untuk kepentingan 
dirinya sendiri atau dengan mengambil ke- 
untungan yang diproyekkan. Yakni, dengan me- 
nyewakan rumah atau tanah kepada orang lain, 
dan dia bisa mengambil uang sewa darinya. 
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Jika mushii memberikan batasan jenis pe- 
makaian kepada mushaa lah, ada dua pendapat 
mengenai hal ini. 

Pendapat Hanafiyyah: mushaa lah terikat 
dengan batasan yang ditentukan ketika nilai 
guna digunakan untuk pribadi. Jika seseorang 
mewasiatkan rumah sebagai tempat tinggal 
saja misalnya, maka tanpa ada perselisihan 
pendapat, mushaa lah hanya boleh menempa- 
tinya. Karena, dia menjadi pemilik nilai guna 
tanpa imbalan (ganti rugi). Maka, dia pun ti- 
dak diperbolehkan memberikan kepemilikan 
nilai guna tersebut kepada orang lain dengan 
meminta imbalan (uang sewa). 

Jika sebaliknya, yakni apabila seseorang 
yang berwasiat mensyaratkan untuk mengam- 
bil keuntungan, maka pendapat rajih menga- 
takan bahwa dia boleh menempati rumah 
tersebut (karena orang yang bisa memberi- 
kan kepemilikan nilai huni (tempat tinggal) 
kepada orang lain, maka terlebih untuk diri- 
nya sendiri). Dalam pendapat lain dikatakan: 
dia tidak berhak untuk menempatinya, karena 
terkadang apabila nilai guna tersebut dipakai- 
nya sendiri, hal itu akan membahayakan mayit. 
Namun, yang benar adalah pendapat pertama, 
karena alasan di atas memberatkan dan meng- 
andung kemungkinan yang jauh. 

Pendapat golongan Syafi'iyyah dan Hana- 
bilah: mushaa lah bisa memakainya dengan 
cara apa pun yang diinginkannya, baik dengan 
penggunaan untuk pribadi atau untuk investa- 
si, meskipun ditentukan sebaliknya. Karena, 
mushaa lah menjadi pemilik nilai guna dengan 
akad wasiat. Orang yang menjadi pemilik ni- 
lai guna diperbolehkan untuk memakainya 
dengan cara apa pun yang dikehendakinya, 
sama seperti andai dia menjadi pemilik nilai 
guna melalui akad sewa-menyewa. Pendapat 
ini merupakan pendapat rajih yang dipakai 
oleh Undang-Undang Mesir pasal 54 dan Un- 
dang-Undang Syria pasal 248. Karena, tujuan 
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mushii adalah memberikan manfaat kepada 
mushaa lah serta mencukupi kebutuhannya. 
Cara ini sesuai dengan kemaslahatannya. 


f. Tata cara pembagian nilai guna 
bersama 

Jika nilai guna menjadi milik bersama 
antara mushaa lah dengan ahli waris mushii, 
seperti wasiat setengah nilai guna rumah, 
atau menjadi milik bersama antara beberapa 
mushaa lah, seperti wasiat nilai guna rumah 
untuk tiga orang, maka nilai guna ini dibagi 
dengan menggunakan salah satu dari tiga cara 
berikut. 

Pertama: Hasil (pendapatan) nilai guna 
dibagi antara dua sekutu: misalnya, rumah di- 
sewakan atau tanah ditanami, lalu pendapatan 
yang dihasilkan dibagi sesuai bagian masing- 
masing. 

Kedua: Barang langsung dibagi di antara 
mereka, lalu masing-masing mengambil bagi- 
annya dari nilai guna tersebut—dengan catat- 
an, barang tersebut bisa dibagi, dan pembagi- 
annya tidak menyebabkan bahaya atau risiko 
untuk ahli waris mushii, meski nilai guna asli- 
nya masih tetap. 

Ketiga: Barang yang menjadi mushaa bih 
dibagi dengan pembagian yang disesuaikan 
secara waktu (zamaniyyah) atau tempat (ma- 
kaniyyah). 

Zamaniyyah: barang wasiat (seluruh nilai 
guna yang diwasiatkan) diberikan kepada ma- 
sing-masing sekutu untuk jangka waktu ter- 
tentu, lalu dia (misal si A) akan memakai nilai 
gunanya. Setelah itu, sekutu yang lain (si B) 
mengambil barang tersebut dan memakai ni- 
lai gunanya untuk waktu yang sama dengan 
sekutu yang sebelumnya (Ssi A). 

Makaniyyah: masing-masing sekutu meng- 
ambil bagian barang dalam satu waktu (misal: 
si A mengambil nilai guna bagian depan ru- 
mah: sedang si B mengambil nilai guna bagian 
belakang rumah), lalu memakainya. Setelah 
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itu, mereka saling menukarkan bagiannya ke- 
pada sekutunya, sehingga masing-masing bisa 
menempati tempat sekutunya dari nilai guna 
yang diwasiatkan. 

Jika wasiat berupa suatu hak yang tidak 
mungkin dibagi atau disesuaikan pembagian 
waktu atau tempatnya, atau akan terjadi per- 
bedaan (perubahan) apabila dibagi, maka ha- 
kim harus berijtihad memutuskan tata cara 
pembagian nilai guna sesuai dengan kaidah 
syariat yang umum. 

Undang-Undang Mesir pasal (57) dan Un- 
dang-Undang Syria pasal (250) menetapkan 
tiga cara di atas. 


g. Berakhirnya wasiat nilai guna 
Undang-Undang Syria pasal 252 menetap- 

kan bahwa wasiat nilai guna akan menjadi batal 

atau gugur dalam beberapa keadaan berikut. 

-  Mushaa lah meninggal sebelum penyerah- 
an seluruh atau sebagian nilai guna yang 
diwasiatkan, karena nilai guna dalam wa- 
siat tidaklah diwariskan. 

-  Mushaa lah menguasai kepemilikan benda 

yang nilai gunanya diwasiatkan. 
Mushaa lah menyerahkan haknya dalam 
wasiat tersebut kepada ahli waris mushii, 
baik dengan ganti atau tidak. Penyerahan 
dengan menggunakan ganti rugi dilakukan 
demi perdamaian, karena mushaa lah telah 
meninggalkan harta dengan nilai yang sa- 
ma (dengan ganti rugi yang diberikan ahli 
waris mushii kepada mushaa lah). Sedang 
penyerahan tanpa ganti rugi dilakukan, ka- 
rena memang untuk membebaskan ahli 
waris dari wasiat. 

-  Habisnya masa benda milik mushii, kare- 
na jelas bahwa benda yang nilai gunanya 
diwasiatkan ini tidak lagi menjadi milik 
mushii. 

Undang-Undang Mesir pasal 59 menetap- 
kan batalnya wasiat nilai guna sebelum sem- 
purnanya wasiat dengan sebab berikut. 
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a. Masa yang ditentukan untuk pemakaian 
nilai guna telah habis sebelum mushii 
meninggal, atau mushaa lah yang ditentu- 
kan meninggal sebelum mulainya masa 
tersebut. 

b. Mushaa lah menggugurkan haknya yang 
berupa nilai guna kepada mushii dengan 
menggunakan ganti rugi atau tanpa ganti 
rugi. 

Cc.  Habisnya masa benda yang nilai gunanya 
diwasiatkan atau ia telah dibeli mushaa 
lah. 


e Kapankah mushaa lahu berhak 
mendapatkan nilai guna yang 
diwasiatkan??? 


Undang-Undang Mesir pasal (50) dan Un- 
dang-Undang Syria pasal (246) menetapkan 
beberapa hal mengenai masa habisnya nilai 
guna bagi mushaa lah, sesuai dengan masa 
yang ditentukan. 

Apabila wasiat nilai guna itu dibatasi de- 
ngan waktu mulai dan waktu berakhirnya, se- 
perti dua tahun sejak awal tahun X hingga ta- 
hun Y misalnya, mushaa lah berhak atas nilai 
guna tersebut pada masa itu saja. Jika waktu 
yang disebutkan telah habis sebelum mushii 
meninggal, maka wasiat menjadi batal. Jika se- 
tengah waktu telah berlalu, dan setengahnya 
belum, mushaa lah berhak atas nilai guna ter- 
sebut dalam sisa waktu yang ada. Demikian ini 
sesuai dengan pendapat madzhab Hanafiyyah. 

Apabila wasiat nilai guna diperkirakan 
untuk masa tertentu, seperti untuk masa satu 
tahun tanpa batasan kapan dimulainya peng- 
gunaan, mushaa lah berhak atas nilai guna 
tersebutsemenjak meninggalnya mushii. Demi- 
kian ini sesuai dengan madzhab Syafi'iyyah. 
Adapun madzhab Hanafiyyah mengatakan, 
masa pemakaian dimulai sejak waktu wasiat, 
karena ia merupakan waktu pelaksanaan wa- 
siat dan tetapnya status kepemilikan. 
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e Tercegahnya mushaa lah dari 
pemakaian nilai guna yang diwasiatkan 


Undang-Undang Mesir pasal (51) dan Un- 
dang-Undang Syria pasal (247) menetapkan 
tiga keadaan yang terkadang menyebabkan 
tercegahnya mushaa lah untuk bisa memakai 
benda yang nilai gunanya menjadi mushaa bih. 
Hal ini terkadang terjadi karena sebab yang 
datang dari salah satu ahli waris, dari seluruh 
ahli waris, dari mushii sendiri, atau karena 
alasan yang memaksa mushaa lah. 

Bentuk pertama: Jika tercegah karena sa- 
lah satu ahli waris: ahli waris ini harus me- 
nanggung ganti nilai guna untuk masa yang 
disebutkan kepada mushaa lah. 

Bentuk kedua: Jika tercegah karena -selu- 
ruh ahli waris: mushaa lah boleh memilih an- 
tara memakai nilai guna pada waktu lain atau 
mendapat ganti nilai guna yang ditanggung 
oleh seluruh ahli waris untuk masa waktu 
tersebut. 

Bentuk ketiga: Jika tercegah karena pihak 
mushii: misalnya karena mushii telah menye- 
wakan rumah yang nilai gunanya menjadi 
wasiat untuk masa tertentu, lalu dia mening- 
gal sebelum masa penyewaan berakhir. Atau 
tercegah karena alasan memaksa yang meng- 
halangi antara mushaa lah dengan pemakaian 
nilai guna, misalnya karena dia dipenjara atau 
hilang, atau karena rumah di-ghashab: maka 
mushaa lah berhak akan nilai guna tersebut 
untuk masa waktu yang lain. 

Hukum-hukum ini bersandar kepada 
madzhab Syafi'iyyah. 

Sedang golongan Hanafiyyah berpenda- 
pat: 

- Jika terhalang karena salah satu ahli waris 
maka dia harus menanggung ganti nilai 
guna kepada mushaa lah, karena dalam 
kondisi ini, dia telah berlaku melampaui 
batas. Dia pun harus menanggung nilai 
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guna tersebut sebagai hasil dari tindakan 

melampaui batasnya. 

- Jika terhalang karena seluruh ahli waris, 
mereka juga harus menanggung ganti ni- 
lai guna kepada mushaa lah. Dalam dua 
kondisi ini, mushaa lah tidak bisa menun- 
tut untuk bisa memakai nilai guna itu pa- 
da waktu lain, karena waktu yang ditentu- 
kan telah berlalu/hilang. 

- Jika terhalang karena sebab lain yang 
tidak berasal dari ahli waris, dan masa 
yang ditentukan telah habis, mereka tidak 
berkewajiban menanggung apa pun, kare- 
na tidak adanya tindakan melampaui ba- 
tas yang mereka lakukan. Karena, mushaa 
bih adalah amanat di tangan mereka, dan 
amanat tidak ditanggung kerugian atau 
kerusakannya kecuali bila terjadi karena 
tindakan ceroboh atau melampaui batas 
atasnya. 

h. Kepemilikan benda yang nilai 
gunanya menjadi wasiat, serta 
pendayagunaannya 
Kepemilikan nilai guna benda yang men- 

jadi wasiat sesuai dengan masa wasiat. Bila 
wasiat berlaku abadi atau mutlak tanpa me- 
nyebutkan masa, dan wasiat ini diberikan 
kepada kepentingan atau pihak yang dalam 
persangkaan tidak akan habis/terputus, maka 
wujud benda menjadi barang wagaf. Sedang- 
kan, pendapatan yang dihasilkan dari benda 
tersebut menjadi milik mushaa lahu untuk se- 
lamanya. 

Jika wasiat nilai guna dibatasi untuk masa 
waktu tertentu, atau diberikan kepada orang 
tertentu, golongan dengan hitungan terbatas, 
atau kepada pihak yang dalam persangkaan 
bisa habis/terputus: maka benda tetap men- 
jadi milik ahli waris, sedang pendapatan yang 
dihasilkan menjadi hak mushaa lahum hingga 
mereka habis (meninggal), atau hingga ber- 
akhirnya masa yang ditentukan dalam wasiat. 


Kemudian nilai guna itu juga kembali men- 
jadi milik ahli waris, mengikut kepada benda 
tersebut. 

Ada dua pendapat mengenai hak men- 
dayagunakan nilai guna yang menjadi mush- 
aabih. 

Pendapat golongan Hanafiyyah: pemilik 
benda tidak memiliki hak mendayagunakan- 
nya, baik dengan menjual atau yang lainnya. 
Pendayagunaan bergantung kepada izin mu- 
shaa lah, karena haknya berhubungan dengan 
benda tersebut. Bila dia memberi izin, berarti 
dia menggugurkan haknya. 

Pendapat jumhur ulama: pemilik wujud 
benda boleh mendayagunakannya dengan 
menjual atau yang lainnya, namun hak pe- 
makaian nilai guna benda tetap dalam kekua- 
saan mushaa lah. Haknya tetap bisa dipenuhi 
meski dengan hak milik yang dikuasai sang 
pembeli, dengan bukti bahwa benda bisa di- 
wariskan dari pemiliknya dengan status wa- 
siat yang masih tetap, dan mushaa lah juga 
tidak menanggung risiko apa pun dengan ber- 
pindahnya kepemilikan benda—karena hak- 
nya akan nilai guna tersebut tidak berubah 
dengan perbedaan atau berubahnya pemilik 
benda—dan dengan diperbolehkannya sang 
pemilik untuk mendayagunakan bendanya 
berarti menjaga hak miliknya. 

Undang-Undang Mesir pasal (60) dan Un- 
dang-Undang Syria pasal (251/ 2) mengguna- 
kan pendapat jumhur ulama 
i. Biaya perawatan benda yang nilai 

gunanya menjadi mushaa bih 

Mengenai biaya ini, ada dua pendapat para 
ulama. 

Pendapat Hanafiyyah dan pendapat yang 
lebih shahih dari golongan Hanabilah menga- 
takan, biaya yang dibutuhkan oleh benda yang 
nilai gunanya menjadi mushaa bih beserta 
beban pajak menjadi tanggungan yang harus 
dibayar oleh pemilik nilai guna, meskipun ben- 
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da tidak menghasilkan pendapatan apa pun 
dalam tahun yang tersebut. Karena, pemilik 
nilai guna ini sama seperti suami, nilai guna 
menjadi miliknya. Maka risiko, beban, atau 
tanggungan apa pun menjadi kewajibannya. 

Apabila pemilik nilai guna mengabaikan 
pelaksanaan kewajiban yang harus dibayar- 
kannya demi keutuhan benda agar tetap layak 
digunakan, atau dia tidak mau membayarkan 
beban pajaknya, lalu pemilik benda memba- 
yarkan semuanya, maka apa yang dibayarkan- 
nya menjadi hak baginya. Yakni, hak atas hasil 
atau pendapatan yang ada dalam benda ter- 
sebut, dan dia pun bisa mengambil hak terse- 
but sebelum mushaa lah. 

Jika benda tidak layak digunakan, seperti 
tanah yang gersang maka biaya perbaikan dan 
pajaknya menjadi tanggungan pemilik wujud 
benda. 

Pendapat yang lebih shahih dari golongan 
Syafi'iyyah mengatakan, biaya dan pajak men- 
jadi kewajiban pemilik wujud benda, seperti 
halnya benda yang disewakan, yang biaya dan 
pajaknya tetap menjadi beban yang harus di- 
bayar oleh si pemilik. 

Undang-Undang Mesir pasal (58) dan Un- 
dang-Undang Syria pasal (250/ 1) mengguna- 
kan pendapat pertama. 


5) Wasiat Pendayagunaan Benda ?: 
Terkadang seseorang mewasiatkan seba- 
gian harta peninggalannya untuk dijual, atau 
menyewakan sebagian lahannya. Jika harga 
yang ditentukan atau imbalan penyewaan se- 
ukuran harga wajar atau uang sewa sewajar- 
nya atau lebih kecil, dengan ukuran tidak me- 
lebihi sepertiga harta, atau lebih sedikit dari 
sepertiga harta peninggalan, sekira orang ti- 
dak akan merasa rugi karenanya, maka wasiat 
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dilaksanakan tanpa harus bergantung kepada 
izin ahli waris. Karena, tidak ada bahaya bagi 
mereka dalam wasiattersebut, dan kekurangan 
ini dianggap sebagai wasiat yang masih dalam 
batas sepertiga harta. Oleh karena itu, tidak 
diperlukan adanya izin dari ahli waris. 

Jika kekurangan melebihi sepertiga harta 
peninggalan—dengan ukuran kelebihan yang 
besar, sekira menyebabkan kerugian yang be- 
sar pula—maka pelaksanaan wasiat bergan- 
tung kepada izin yang diberikan ahli waris, se- 
lama mushaa lah tidak menerima untuk mem- 
bayar kelebihan ukuran sepertiga tersebut. 
Apabila ahli waris mengizinkan atau mushaa 
lah membayar ukuran kelebihan dari sepertiga 
tadi kepada ahli waris, wasiat bisa dilaksana- 
kan. Jika tidak demikian, wasiat menjadi batal. 

Undang-Undang pasal (56) dan Undang- 
Undang Syria pasal (240) menggunakan hu- 
kum-hukum yang telah disepakati oleh para 
ulama figih ini. 


6) Wasiat yang Berupa Peminjaman 

Terkadang seseorang berwasiat untuk me- 
minjami ukuran tertentu hartanya dalam jang- 
ka waktu yang ditentukan pula kepada orang 
lain, tanpa ada unsur riba. Maka dasar pelak- 
sanaan sepertiga harta, yaitu dasar dari pasal 
12 Undang-Undang Mesir tentang wasiat, juga 
pasal 218 Undang-Undang Syria. 

Jika harta yang diwasiatkan untuk dipin- 
jamkan berasal dari sepertiga harta, wasiat ini 
dilaksanakan tanpa bergantung kepada izin 
ahli waris. Namun jika lebih dari sepertiga, 
wasiat dilaksanakan dalam batas sepertiga sa- 
ja, dan kelebihan dari sepertiga itu bergantung 
kepada izin ahli waris. 

Ahli waris tidak boleh menagih utang ke- 
pada orang yang meminjam sebelum waktu 


Secara undang-undang, jenis ini beserta jenis-jenis lainnya termasuk wasiat nilai guna, seperti yang telah disebutkan dalam 


pembahasan sebelumnya (al-Figh al-Mugaarin, Prof. Hasan al-Khathib, hlm. 253 dan setelahnya). 
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jatuh tempo yang dijelaskan oleh mushii, ka- 
rena waktu jatuh tempo ada dalam akad pin- 
jaman, meskipun—menurut golongan Hana- 
fiyyah—mugridh (orang yang meminjami/mu- 
shif) tidak melazimkannya.”? Dia boleh saja 
menagih mugtaridh (peminjam) kapan saja 
dia inginkan. Namun, mereka menekankan 
wajibnya waktu jatuh tempo pinjaman dalam 
empat kondisi, yaitu: 

Pertama: Apabila seseorang berwasiat 
untuk meminjamkan sejumlah hartanya kepa- 
da orang lain hingga tahun tertentu, waktu 
jatuh tempo menjadi lazim ditaati. 

Kedua: Apabila pinjaman diingkari, lalu 
pemilik memberikan waktu jatuh tempo, wak- 
tu jatuh tempo juga menjadi lazim. 

Ketiga: Apabila hakim memutuskan kela- 
zimannya dengan bersandar kepada madzhab 
Malik dan Ibnu Abi Laila, waktu jatuh tempo 
juga menjadi lazim. 

Keempat: Dalam akad hiwaalah (pengalih- 
an utang piutang): apabila madiin (orang yang 
berutang/debitur, A) mengalihkan utangnya 
dari daa'in (orang yang berpiutang/kreditur, 
B) kepada oranglain (C): maka mugridh (orang 
yang meminjamkan, B) memberikan waktu 
jatuh tempo, atau dia mengalihkannya men- 
jadi utang dengan waktu jatuh tempo. Karena, 
hiwaaah adalah membebaskan, yakni membe- 
baskan beban yang ditanggung muhiil (orang 
yang memindahkan utang, A). Dengan akad 
ini, harta yang diutangkan (yang merupakan 
milik) muhaal (orang yang haknya dipindah- 
kan atau mugridh/orang yang meminjami: B) 
menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh 
muhaal 'alaih (orang yang menerima pemin- 
dahan utang, C). Maka, pada hakikatnya hal ini 
adalah pengaturan jatuh tempo utang, bukan 
akad pinjam-meminjam. 
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7) Wasiat yang Berupa Hak 

Adalah sah wasiat yang berupa hak umum 
(bersama) yang bisa berpindah dengan waris- 
an, seperti hak air minum, hak tempat meng- 
alirkan air, hak membuat bangunan di atas 
bangunan milik orang lain, atau yang sejenis- 
nya. Hanya, hak air minum dan hak tempat 
mengalirkan air tidak diperbolehkan secara 
undang-undang, kecuali bersifat mengikut ke- 
pada tanah yang menjadi mushaa bih atau pe- 
milik tanah yang diambil manfaatnya. 

Undang-Undang Mesir pasal (11) mem- 
perbolehkan wasiat yang berupa haknilai guna 
yang dimiliki oleh penyewa, sesuai dengan 
madzhab Syafi'iyyah dan jumhur ulama selain 
golongan Hanafiyyah. Misalnya, seseorang me- 
nyewa tanah untuk masa sepuluh tahun, lalu 
dia mewasiatkan tanah tersebut untuk masa 
sisa penyewaan. Karena, akad sewa-menyewa 
menurut jumhur ulama tidak menjadi rusak 
dengan meninggalnya salah satu pihak yang 
bertransaksi. Sedangkan, golongan Hanafiyyah 
tidak memperbolekan bentuk wasiat seperti 
ini. Karena menurut mereka, akad sewa-me- 
nyewa menjadi batal dengan meninggalnya 
salah satu pihak yang bertransaksi. 

Perundangan ini juga memperbolehkan 
wasiat yang berupa hak khalwu dengan meng- 
ambil pendapat madzhab Malikiyyah, yaitu 
hak pengutamaan dalam mendapatkan penye- 
waan pekarangan yang menjadi benda wagaf. 
Misalnya sebuah wagaf membutuhkan pem- 
bangunan, namun tidak ada dana untuk itu. 
Lalu seseorang mendaftarkan diri agar bisa 
mendapat pengutamaan dalam penyewaan 
benda wagaf tersebut kepada orang yang akan 
melaksanakan pembangunan. Maka andai 
orang ini mewasiatkan hak yang menjadi mi- 
liknya, wasiat yang ada berhukum sah. 
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8) Wasiat yang Berupa Pembagian Harta 

Peninggalan Mayit 

Terkadang seseorang membuat wasiat 
yang berisi tentang pembagian harta pening- 
galan di antara ahli waris, dengan mengira- 
ngirakan bagian masing-masing dalam harta 
tersebut, agar dengan pembagian ini tidak 
akan terjadi perselisihan atau pertengkaran di 
antara mereka, dan agar masing-masing bisa 
mendapatkan bagiannya tanpa eksploitasi atau 
nepotisme/sistem keluarga. Maka, apakah wa- 
siat jenis ini terhitung harus dilaksanakan? 

Jumhur ulama figih berpendapat, pem- 
bagian ini tidak harus dilaksanakan atas ahli 
waris, apakah mereka bisa menerima atau 
menolaknya. Karena, harga secara materi ben- 
da-benda peninggalan mayit terkadang sama, 
namun dengan mashlahah yang berbeda dan 
berubah-ubah. Maka sebagaimana tidak diper- 
bolehkan membatalkan ukuran hak ahli waris, 
tidak diperbolehkan pula membatalkan wujud 
benda dari hak ini. 

Sebagian ulama figih golongan Syafi'iyyah 
dan Hanabilah?2” berpendapat—meskipun 
madzhab yang lebih shahih adalah pendapat 
sebelumnya: Pembagian yang datang dari mu- 
warrits (orang yang mewariskan, mayit) ini 
adalah boleh, dan harus dilaksanakan atas 
ahli waris selama bagian yang dihasilkan adil. 
Maka, untuk setiap ahli waris ditentukan pem- 
bagian yang sama dengan nilai bagiannya, se- 
suai dengan ukurannya. Dan pembagian ini 
tidak memerlukan izin dari para ahli waris. 
Karena, hak setiap ahli waris ada dalam nilai, 
bukan pada wujud benda tertentu yang meru- 
pakan harta peninggalan mayit. Buktinya, an- 
dai muwarrits—ketika dalam keadaan sakit 
yang menyebabkan kematiannya—menjual 
seluruh harta peninggalannya dengan harga 
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sewajarnya, maka akad jual belinya sah dan 
lulus. 

Undang-Undang Mesir pasal 13 dan Un- 
dang-Undang Syria pasal 219 menggunakan 
pendapat kedua. Mereka memperbolehkan 
pembagian harta peninggalan mayit yangharus 
diberlakukan atas ahli waris dengan mening- 
galnya mushii. Namun, Undang-Undang Mesir 
berbeda pendapat dengan jumhur ulama figih, 
dengan memperbolehkan sistem mufaadha- 
lah (sistem komparasi perbandingan) antara 
para ahli waris. Dengan catatan, apabila tam- 
bahan yang. ada berasal dari sepertiga harta 
peninggalan, berdasarkan kepada hukum yang 
digunakannya, yaitu diperbolehkannya wasiat 
untuk ahli waris selama masih dalam batasan 
sepertiga, tanpa membutuhkan izin dari ahli 
waris-ahli waris lainnya. 

Kedua perundangan menetapkan dalam 
pasal yang sama di atas. Jika bagian beberapa 
ahli waris lebih dari hak sepatutnya dalam 
harta peninggalan maka kelebihan yang ada 
menjadi wasiat. Sehingga, berlakulah hukum 
wasiat untuk ahli waris atas kelebihan bagian 
tersebut. 


9) Wasiat yang Berupa Honorarium 

Para ulama figih golongan Malikiyyah, 
Hanafiyyah, dan Syafi'iyyah memperbolehkan 
wasiat yang berupa honorarium yang berasal 
dari pokok harta peninggalan mayit, dan jenis 
ini masuk dalam wasiat yang berupa benda. 
Karena, ia merupakan wasiat akan ukuran 
tertentu dari harta peninggalan dengan cara 
angsuran tahunan, bulanan, atau harian. Ka- 
renanya, ia tidak berbeda dengan wasiat yang 
berupa harta dengan ukuran tertentu. Hanya, 
dengan menggunakan sistem angsuran. 

Adalah juga berhukum boleh, wasiat yang 
berupa honorarium yang berasal dari penda- 


Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 44, al-Mughnii, Vol. 6, hlm. 7, pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat para guru 


besar golongan Hanafiyyah yang telah mereka fatwakan (ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 5, hlm. 464). 
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patan yang dihasilkan harta peninggalan ma- 

yit, yang berarti dilihat dari segi wasiat nilai 

guna, karena ia merupakan wasiat satu bagian 
dari hasil pendapatan beberapa benda. 

Langkah pertama adalah mengira-ngira- 
kan ukuran wasiat agar bisa diketahui perban- 
dingannya dari harta peninggalan mayit. Jika 
masih dalam kadar sepertiga harta maka wa- 
siat diluluskan. Dan jika lebih dari sepertiga 
maka wasiat masih bergantung kepada izin 
dari para ahli waris. 

Pelaksanaan wasiat ini berbeda-beda, se- 
suai dengan waktunya, apakah wasiat diberi- 
kan untuk jangka waktu tertentu, ataukah 
untuk seumur hidup? 

a. Jika wasiat honorarium adalah untuk 
jangka waktu tertentu, baik berasal dari 
pokok harta peninggalan atau dari penda- 
patan yang dihasilkannya, menurut jum- 
hur ulama golongan Hanafiyyah dan Mali- 
kiyyah, sepertiga harta peninggalan harus 
ditahan (dibekukan). Kemudian dari harta 
peninggalan beserta hasilnya ini, setiap 
bulannya akan diambil ukuran yang dije- 
laskan oleh mushii, meski sepertiga ini 
melebihi batas wasiat mushii. 

Abu Yusuf mengatakan, dari sepertiga 
harta itu, yang dibekukan hanya ukuran 
yang bisa memenuhi honorarium dalam 
masa waktu tertentu. Adapun selebihnya 
tidak dibekukan, karena yang diinginkan 
adalah jaminan terlaksananya wasiat. 

Undang-Undang Mesir pasal (64) 
menggunakan pendapat yang mirip de- 
ngan pendapat Abu Yusuf. Mereka mene- 
tapkan bahwa harta mushii yang dibeku- 
kan hanyalah ukuran yang bisa menjamin 
terlaksananya wasiat, melalui cara yang 
tidak membahayakan para ahli waris. 

b. Jika wasiat honorarium untuk masa wak- 
tu seumur hidup: dilihat dari segi ukuran 
dan pelaksanaannya, jenis ini juga sama 
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seperti wasiat honorarium untuk jangka 
waktu tertentu. 

Menurut Imam Malik dan Abu Yusuf, 
masa seumur hidup mushaa lah ini dikira- 
kirakan dengan usia pada umumnya orang- 
orang yang sekurun dengannya, lalu dari 
sepertiga harta, yang dibekukan hanya 
bagian secukupnya untuk biaya masa ter- 
sebut. 

Undang-Undang Mesir pasal (66) me- 
nyerahkan urusan perkiraan masa seumur 
hidup kepada para dokter ahli yang ber- 
pengalaman. 

Apabila mushaa lah meninggal sebelum 
berakhirnya masa yang diperkirakan oleh 
para dokter tersebut, wasiat sudah ber- 
akhir. Dan apabila dia masih hidup hingga 
selesai masa yang ditentukan, menurut 
mayoritas ulama figih, dia bisa meminta 
kembali honorarium kepada ahli waris. 

Ibnul Gasim al-Maliki mengatakan, dia 
tidak berhak meminta kembali honorari- 
um apa pun kepada ahli waris untuk masa 
waktu selebihnya tersebut. Perundangan 
memakai pendapat ini. 

Wasiat honorarium untuk pihak atau lem- 
baga sosial yang bersifat langgeng. Jika 
wasiat yang diberikan kepada mereka ini 
untuk jangka waktu tertentu, maka per- 
kiraan wasiat beserta pelaksanaannya sa- 
ma seperti wasiat yang diberikan kepada 
orang tertentu untuk jangka yang jelas. 

— Jika wasiat berlaku mutlak atau sela- 
manya, benda-benda yang merupakan 
harta peninggalan mayit yang bisa mencu- 


— kupi honorarium harus dibekukan dalam 


batasan sepertiga harta. Dan apabila lebih 
dari sepertiga, wasiat bergantung kepada 
izin ahli waris. Apabila pendapatan yang 
dihasilkan dari benda yang ada lebih da- 
ri hanorium yang ditentukan, maka ke- 
lebihan diberikan kepada pihak mushaa 
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lah. Dan apabila kurang dari honorarium 
yang ditentukan, mushaa lah tidak berhak 
menuntut kepada ahli waris mushii. 

Semua ini merupakan penjelasan yang 
ada dalam pasal (68) Undang-Undang 
Mesir. 

d. Wasiat honorarium untuk beberapa ge- 
nerasi: jika wasiat honorarium diberikan 
kepada Fulan, diteruskan kepada genera- 
si sesudahnya (anak-anaknya/keturunan- 
nya), wasiat ini sah dengan dua syarat da- 
lam Undang-Undang Mesir pasal 60: 


Pertama: Wasiat tidak melebihi dua gene- 
rasi. Jika lebih maka wasiat untuk generasi se- 
lebihnya batal. 

Kedua: Wujudnya semua anggota mushaa 
lahum ketika mushii meninggal. Apabila sese- 
orang berwasiat untuk Fulan dan dilanjutkan 
untuk keturunannya, sedang saat mushii me- 
ninggal Fulan tidak memiliki anak, dan se- 
telah itu dia baru memiliki anak. Maka, anak- 
anaknya yang baru ada itu tidak berhak men- 
dapat apa pun. 

Apabila wasiat honorarium ini diberikan 
kepada beberapa generasi sepanjang hayat, 
masa hidup generasi yang ada diperkirakan se- 
suai dengan pengetahuan para dokter ahli. Dan 
apabila di antara generasi tersebut terdapat ja- 
nin yang masih berada dalam kandungan maka 
usianya diperkirakan enam puluh tahun. 

Masa wasiat diperkirakan dengan ukuran 
umur paling panjang. Apabila masa hidup 
salah satu anak Fulan saat mushii meninggal 
diperkirakan bertahan dua puluh tahun, se- 
dang anak yang lain lima puluh tahun, maka 
yang diambil sebagai standar adalah lima 
puluh tahun. Apabila sang ayah meninggal 
setelah melewati batas usia 63 tahun Masehi 
semenjak meninggalnya mushii, maka anak- 
anaknya tidak berhak mendapatkan apa pun 
dalam wasiat. 
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10) Hukum Tambahan Mushaa Bih 

Apabila setelah pembuatan wasiat ada 
tambahan mushaa bih yang datang dari pihak 
mushii, dalam madzhab Maliki, hal tersebut 
tidak dianggap sebagai pencabutan wasiat. Un- 
dang-Undang Mesir menggunakan hukum ini 
dan menetapkan beberapa kondisi 'tambahan' 
dalam pasal (71-72), beserta hukum-hukum- 
nya. Hal ini diikuti Undang-Undang Syria dalam 
pasal (254-256). Di sini saya akan menjelaskan 
empat kondisi beserta hukumnya. 


Kondisi pertama: Tambahan tidak berdiri 
sendiri. 

Apabila mushii menambahkan sesuatu 
yang tidak berdiri sendiri pada mushaa bih, 
seperti perbaikan rumah ditambah dengan 
pengecatannya maka sesuatu ini ditambahkan 
kepada mushaa bih. Seluruh benda menjadi 
wasiat, ahli waris pun tidak mendapatkan hak 
apa pun. Karena, tambahan ini tidak memili- 
ki nilai materi yang terpisah dari benda ter- 
sebut. 

Kasus lain yang bisa dianalogikan dengan 
kasus di atas adalah apabila tambahan adalah 
sederhana (sedang) dan bisa ditolerir oleh 
adat, seperti tambahan kamar mandi atau ru- 
angan kecil dalam bangunan. Maka, benda be- 
serta tambahannya menjadi wasiat. Demikian 
juga tambahan yang berdiri sendiri, jika mushii 
sengaja menambahkannya dengan wasiat ka- 
rena adanya satu dari beberapa indikasi. 


Kondisi kedua: Tambahan yang berdiri 
sendiri. 

Jika mushii menambahkan sesuatu yang 
berdiri sendiri pada sesuatu yang menjadi 
mushaa bih, seperti menanami tanah ditam- 
bah dengan pembangunan di atasnya, atau 
tambahan tidak berdiri sendiri, namun adat 
tidak menoleransinya, maka ahli waris men- 
jadi sekutu mushaa lah dalam kepemilikan se- 
luruh benda beserta tambahannya. Bagian ahli 
waris sesuai dengan ukuran nilai tambahan 
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yang sudah ada, yakni nilai penanaman dan 
bangunan yang ada tanpa nilai tanah. 


Kondisi ketiga: Tambahan dengan 
merubuhkan bangunan yang sudah ada 
dan membuat bangunan baru. 

Jika mushii merubuhkan harta tidak ber- 
gerak (konstruksi) yang menjadi mushaa bih, 
lalu dia mengulangi bangunannya dengan per- 
ubahan ciri, misalnya mushaa bih berupa se- 
buah rumah, lalu dia mengulang pembangun- 
annya dengan model atau materi lain, maka 
rumah dengan keadaan barunya menjadi wa- 
siat, sebagai ganti dari rumah pertama dan ahli 
waris tidak memiliki hak apa pun atasnya. 

Jika dia mengulangi pembangunan rumah 
dalam bentuk lain yang tidak dianggap adat 
sebagai pembaharuan dari rumah pertama, 
misalnya rumah pertama terdiri atas satu 
tingkat, lalu mushii menjadikannya bangunan 
bertingkat, maka seluruh bangunan menjadi 
milik bersama antara mushaa lah dengan ahli 
waris. Bagian mushaa lah sesuai nilai tanah, 
sedangkan bagian ahli waris adalah nilai ba- 
ngunan yang ada/yang telah berdiri. 

Demikian juga jika mushii menggabung- 
kan tanah lama dengan tanah baru, maka ba- 
ngunan baru menjadi milik bersama. Bagian 
wasiat adalah nilai tanah yang menjadi mus- 
haa bih—karena apabila bangunan di atasnya 
dihilangkan, wasiat hanya terbatas pada tanah 
saja—sedang bagian ahli waris adalah nilai 
bangunan yang sudah berdiri beserta nilai 
tanah yang tidak menjadi mushaa bih. 


Kondisi keempat: Penggabungan dua 
bangunan. 

Jika mushii menggabungkan bangunan 
yang sudah menjadi mushaa bih dengan ba- 
ngunan lain sebagai satu kesatuan tempat 
tinggal, sekira tidak dimungkinkan adanya pe- 
nyerahan benda yang menjadi mushaa bih se- 
cara terpisah, misalnya dua rumah yang salah 
satunya sudah menjadi mushaa bih, kemudian 
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dua rumah ini dijadikan satu: maka mushaa 
lah akan bersekutu kepemilikan dengan ahli 
waris sesuai dengan ukuran nilai rumah yang 
menjadi mushaa bih sebelum terjadi perubah- 
an dan penggabungan. 


f. Ukuran Banyaknya Wasiat 
Dalam pembahasan mengenai syarat-sya- 
rat wasiat, kita telah mengetahui bahwa hak 
manusia dalam wasiat dibatasi, yakni seper- 
tiga harta peninggalan mayit, dengan nash ha- 
dits Nabi saw., “Sepertiga, dan sepertiga itu ba- 
nyak.” Maka, ukuran wasiat adalah sepertiga. 
1. Jika mushii memiliki ahli waris: jumhur 
ulama figih selain golongan Zhahiriyyah 
dan Malikiyyah berpendapat: wasiat yang 
melebihi sepertiga harta peninggalan 
mayit tidaklah diluluskan dan tidak dilak- 
sanakan, kecuali dengan adanya izin da- 
ri ahli waris. Bila mereka memberikan 
izin maka wasiat dilaksanakan. Dan jika 
mereka tidak mengizinkan maka wasiat 
pun menjadi batal, karena Allah telah 
memberikan mushii hak untuk mengeluar- 
kan sepertiga saja, demi menjaga hak 
ahli waris. Jika mereka menggugurkan 
hak mereka, hilanglah penghalang yang 
mencegah terlaksananya wasiat. Dengan 
bukti, “Sesungguhnya, hendaklah kalian 
meninggalkan ahli waris kalian dalam 
keadaan kaya.” 

Jika sebagian ahli waris mengizinkan 
dan sebagiannya lagi tidak, wasiat yang 
terlaksana adalah yang ada dalam batas 
yang diizinkan, dan batal dalam batas 
yang tidak diizinkan. Dalam kasus seperti 
ini, pembagian harta peninggalan mayit 
dilaksanakan dua kalis bagian dengan 
izin dan bagian tanpa izin. Orang yang 
memberikan izin akan mengambil bagi- 
an berdasarkan pembagian pertama, se- 
dang orang yang tidak memberikan izin 
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akan mengambil bagian berdasarkan 
pembagian kedua. 

Golongan Malikiyyah dan Zhahiriyyah 
berpendapat: wasiat yang melebihi se- 
pertiga harta peninggalan tidaklah dilulus- 
kan (dilaksanakan), meskipun ahli waris 
mengizinkan, demi melaksanakan zahir 
hadits riwayat Sa'ad, “Sepertiga, dan se- 
pertiga itu banyak.” 

2. Jika mushii tidak memiliki ahli waris. 
Menurut golongan Hanafiyyah, wasiat 
yang melebihi sepertiga harta diluluskan, 
meskipun mushaa bih berupa seluruh har- 
ta: karena pencegahan itu merupakan hak 
ahli waris. Jadi, jika tidak ada ahli waris, 
kelebihan sepertiga itu tidak berhubungan 
dengan hak siapa pun, maka wasiat pun 
dilaksanakan. 


— Jumhur ulama—seperti yang sudah jelas 
sebelumnya—mengatakan: wasiat tidak boleh 
lebih dari sepertiga harta peninggalan mayit 
secara mutlak: karena kelebihan itu menjadi 
hak kaum Muslimin, dan tidak ada pemberi 
izin dari mereka. Maka, wasiat pun tidak bisa 
diluluskan. 

Undang-Undang Mesir pasal (37/2) dan 
Undang-Undang Syria pasal (238/4) memakai 
pendapat pertama. Maka, wasiat seluruh harta 
dari orang yang tidak memiliki tanggungan 
utang dan tidak memiliki ahli waris diluluskan, 
tanpa bergantung kepada izin siapa pun. 


6 Izin Ahli Waris untuk Wasiat yang 
Melebihi Sepertiga Harta 
Wasiat yang melebihi sepertiga harta ti- 
dak dilaksanakan melainkan setelah adanya 
izin dari ahli waris. Di sini saya akan menjelas- 
kan beberapa hal mengenai izin." 


Pertama: waktu pemberian izin. 

Imam madzhab empat berpendapat bah- 
wa pemberian izin tidaklah diterima atau di- 
haruskan untuk dilakukan melainkan setelah 
meninggalnya mushii. Apabila pemberian izin 
atau penolakan terjadi semasa hidup mushii, 
hal tersebut tidak dianggap/tidak sah. Karena, 
status kepemilikan harta peninggalan hanya 
akan sah menjadi milik ahli waris ketika mushii 
sudah meninggal. Maka, pemberian izin atau 
penolakan mereka baru menjadi sah setelah 
status kepemilikan benar-benar ada di tangan 
mereka. 

Namun, golongan Malikiyyah mengatakan 
apabila ahli waris memberikan izin saat mushii 
sakit yang mengkhawatirkan dan dilakukan di 
hadapan mushii, dan setelah itu mushii tidak 
lagi sehat, maka pemberian izin itu menjadi 
wajib dilaksanakan. Kecuali, karena ada uzur 
yang berupa ketidaktahuan. Artinya, ahli wa- 
ris tersebut tidak mengetahui akan komitmen 
dari pemberian izin saat sakit tersebut. 


Kedua: Orang yang memiliki hak 
memberikan izin dan menolak. 


Orang yang akan memberikan izin atau 
menolaknya harus memenuhi dua syarat yang 
sudah dituturkan sebelumnya, yaitu: 

1. Orang yang memberikan izin adalah ahli 
tabarru', yakni orang yang berakal sehat, 
baligh, dan pintar mengatur harta. Maka, 
tidaklah sah izin yang diberikan anak ke- 
cil, orang gila, orang idiot, dan orang yang 
dicegah untuk men-tasharruf-kan harta- 
nya karena jatuh pailit karena terlalu bo- 
doh, atau pelupa. Karena memberikan 
izin berarti menggugurkan hak, maka hal 
ini hanya bisa dimiliki orang yang ahli 
tabarru: 


281 Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 5, him. 464: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 4, hlm. 586: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 43- 
47: al-Mughnii, Vol. 6, hlm. 5 dan setelahnya, al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 406-408: Kasysyaaful Ginaa, Vol. 4, hlm. 378. 
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Seorang wali juga tidak bisa membe- 
rikan izin wasiat, karena apa yang dilaku- 
kannya harus bergantung kepada masla- 
hat, sedang tabarru' harta bukanlah mas- 
lahat. 

2. Orang yang memberikan izin harus me- 
ngetahui objek yang akan diluluskannya. 
Seorang ahli waris tidak harus memberi- 
kan izin tersebut apabila dia tidak menge- 
tahui apa yang diwasiatkan mushii. Jika dia 
mengetahui lalu memberikan izin, maka 
wasiat dilaksanakan. 


Ketiga: Pihak yang akan menerima 
kepemilikan setelah izin diberikan. 

Para ulama figih memiliki dua pendapat 
mengenai penjelasan pihak yang menjadi mu- 
shaa lah, yang akan menerima kepemilikan 
setelah ahli waris memberikan izinnya. 

Jumhur ulama melihat pendapat rajih me- 
nurut golongan Syafi'iyyah: bahwa mushaa lah 
bisa memiliki wasiat yang melebihi sepertiga 
harta dari mushii, bukan dari orang yang mem- 
berikan izin. Dan izin yang diberikan ahli waris 
ini menjadi pelaksanaan tasharruf yang dilaku- 
kan mushii dengan sepertiga hartanya, bukan 
sebagai pemberian awal/baru (mubtadi'ah). 
Karena, wasiat merupakan tasharruf yang di- 
lakukan mushii akan sesuatu yang merupakan 
miliknya. Namun, pelaksanaannya berhubung- 
an dengan hak ahli waris dengan adanya kele- 
bihan dari sepertiga harta tersebut. 

Golongan Malikiyyah, dan dalam pendapat 
golongan Syafi'iyyah dikatakan: mushaa lah bi- 
sa mendapatkan kepemilikan bagian yang lebih 
dari sepertiga dari pihak yang memberikan 
izin melalui hibah awal, karena haknya berhu- 
bungan dengan tambahan atau kelebihan ter- 
sebut. Maka, izin itu merupakan pemberian 
awal, dan penguasaan kepemilikan berasal 
dari pihak pemberi izin. Demikian juga wasiat 
yang diberikan kepada ahli waris, ia merupa- 
kan pemberian awal. 
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Hasil dari perselisihan ini jelas, yakni wa- 
jibnya menyerahkan mushaa bih. Maka berda- 
sarkan pendapat pertama, ahli waris boleh 
dipaksa untuk menyerahkan benda yang men- 
jadi mushaa bih. Namun berdasarkan penda- 
pat kedua, ahli waris tidak boleh dipaksa me- 
nyerahkan mushaa bih, karena pemberian izin 
merupakan hibah, dan sesuatu yang dihibah- 
kan tidak bisa dimiliki melainkan setelah di- 
serahterimakan, dan sebelumnya sesuatu ini 
menjadi milik waahib (orang yang menghi- 
bahkan). Seseorang tidak boleh dipaksa me- 
nyerahkan harta yang menjadi miliknya ke- 
pada orang lain. 


e Waktu memperkirakan sepertiga harta 
peninggalan 
Mengenai waktu memperkirakan sepertiga 
harta peninggalan, ulama figih memperselisih- 
kan dua pendapat, apakah dilakukan ketika 
mushii meninggal ataukah ketika pembagian? 
Madzhab jumhur ulama (Hanafiyyah, Ma- 
likiyyah, dan Hanabilah) mengatakan, seper- 
tiga harta itu diperkirakan pada hari pemba- 
gian harta peninggalan dan pemisahan bagian, 
karena hari itu merupakan waktu tetapnya 
kepemilikan, waktu pelaksanaan wasiat, dan 
pemberian hak kepada yang berhak. Dengan 
demikian, kekurangan nilai harta peninggalan 
atau rusaknya barang-barang yang bisa saja 
terjadi sebelum pembagian harta akan men- 
jadi bagian (tanggungan) semua orang. 
Madzhab Syafi'iyyah mengatakan, seperti- 
ga harta ini diperkirakan saat mushii mening- 
gal: karena saat tersebut merupakan waktu 
kepemilikan mushaa lah menjadi kuat. Maka, 
semua tambahan yang ada dalam mushaa bih 
yang wujud setelah meninggalnya mushii men- 
jadi milik murni mushaa lah—baik itu berupa 
anak, buah, maupun sewa—dan tidak terhi- 
tung dalam sepertiga harta. Karena, semua itu 
merupakan pertambahan harta miliknya. 
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Yang dipahami dari Undang-Undang Me- 
sir pasal 25 adalah mengambil dari pendapat 
kedua. Karena, pasal ini menetapkan dengan 
jelas arti dan maksud madzhab Syafi'iyyah, 
bahwa kepemilikan mushaa lah menjadi kuat 
dengan penerimaan harta semenjak mening- 
galnya mushii, dan tambahan mushaa bih 
menjadi miliknya, tidak masuk dalam ukuran 
sepertiga, karena ia merupakan pertambahan 
harta miliknya. 


g. Wasiat untuk Ahli Waris 

Undang-Undang Mesir dalam pasal (37) 
mengenai wasiat memperbolehkan wasiat un- 
tuk ahli waris, tanpa bergantung kepada izin 
dari ahli waris lainnya, sesuai dengan pen- 
dapat Syi'ah Imamiyyah. Pasal tersebut mene- 
tapkan: 

(Wasiat berupa sepertiga harta boleh di- 
tujukan untuk ahli waris dan orang lain, dan 
wasiat ini dilaksanakan tanpa bergantung ke- 
pada izin ahli waris lainnya. Wasiat lebih dari 
sepertiga harta juga sah, dan yang lebih dari 
sepertiga itu hanya bisa dilaksanakan setelah 
ada izin dari ahli waris, setelah meninggalnya 
mushii, dengan syarat mereka adalah orang- 
orang yang berstatus ahli tabarru' dan menge- 
tahui objek yang mereka izinkan). 

Wasiat seluruh harta atau sebagiannya 
yang dibuat orang yang tidak memiliki utang 
dan tidak mempunyai ahli waris dilaksanakan 
tanpa bergantung kepada izin perbendahara- 
an umum. 

Dalam memori rincian disebutkan: sah- 
nya wasiat yang melebihi sepertiga harta 
yang ditujukan kepada ahli waris merupakan 
madzhab jumhur ulama figih,?? dan pelaksa- 
naannya berdasarkan kepada ayat, 
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“Diwajibkan atas kamu, apabila maut hen- 
dak menjemput seseorang di antara kamu, jika 
dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua 
orang tua dan karib kerabat...” (al-Bagarah: 
180) 


Pendapat di atas juga merupakan penda- 
pat beberapa ulama tafsir, di antaranya Abu 
Muslim al-Ashfahani. 


h. Wasiat yang Berupa Sesuatu yang 
Ukurannya Sama Seperti Bagian Ahli 
Waris 

Kasus seperti ini masuk dalam jenis wa- 
siat yang berupa sesuatu yang tidak diketa- 
hui (majhuul), dan ulama figih sepakat bahwa 
wasiat yang berupa sesuatu yang ukurannya 
sama seperti bagian ahli waris sah, tanpa 
penjelasan lain. Atau, berupa sesuatu yang 
ukurannya sama seperti bagian ahli waris 
tertentu, seperti wasiat yang berupa sesuatu 
yang ukurannya sama seperti bagian anak 
laki-lakinya, anak perempuannya, atau sauda- 
ra perempuannya, atau berupa 'sesuatu yang 
seukuran dengan bagian ahli waris yang tidak 
ada (ma'duum), seperti wasiat untuk Fulan 
yang berupa sesuatu yang seukuran dengan 
bagian anak laki-laki andai nanti ada (menjadi 
janin). Karena, semua contoh ini merupakan 
wasiat yang berupa 'sesuatu yang ukurannya 
seperti bagian yang disebutkan. Dan padanan 
sesuatu berarti sesuatu yang berbeda dengan 
yang dipadankan.?? 

Jika bagian ahli waris adalah sama, mi- 
salnya jika ahli warisnya adalah anak laki-laki 
semua, mushaa lah mendapat bagian yang 
ukurannya seperti bagian salah satu dari anak 
laki-laki tersebut. Dia pun dijadikan berstatus 


282 Sebenarnya, pendapat ini merupakan pendapat beberapa ulama, bukan pendapat jumhur ulama. 
283 AJ.Kitaab ma'al Lubaab, Vol. 4, hlm. 175: Takmiilah al-Fath , Vol. 8, hlm. 443: asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 4, hlm. 597-599: al- 
Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 406: al-Muhadzdzab, Vol. 1, hlm. 457: al-Mughnii, vol. 6, hlm. 32-36: Ghaayatul Muntahaa, Vol. 2, hlm. 
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seperti salah satu anak, sehingga seakan anak 
bertambah satu. 

Jika bagian ahli waris tidak sama maka 
menurut jumhur ulama selain golongan Mali- 
kiyyah, mushaa lah mendapat bagian seperti 
bagian terkecil waris dari sekian ahli waris 
yang ada. Karena, bagian tersebut merupakan 
bagian salah satu ahli waris, dan bagian inilah 
yang meyakinkan, sedang bagian yang lebih 
dari ini adalah masih diragukan. 

Golongan Malikiyyah, Ibnu Abu Laila, Zafar, 
dan Dawud azh-Zhahiri mengatakan: mushaa 
lah diberi bagian seperti bagian salah satu ahli 
waris—jika bagian mereka semua sama—dan 
bagian ini diambilkan dari harta pokok, sedang 
sisanya dibagikan kepada ahli waris. Karena, 
bagian ahli waris sebelum adanya wasiat ber- 
asal dari harta pokok. Apabila seseorang me- 
wasiatkan bagian seperti bagian anak laki- 
lakinya, sedang dia hanya mempunyai satu 
anak laki-laki, ini berarti wasiat seluruh harta 
jika sang anak laki-laki tersebut mengizinkan- 
nya. Jika tidak maka mushaa lah hanya berhak 
mendapat sepertiga harta peninggalan saja. 
Jika orang tersebut mempunyai dua anak laki- 
laki, berarti wasiatnya adalah setengah harta. 
Dan jika anaknya tiga orang maka wasiatnya 
berupa sepertiga harta, begitu seterusnya. 

Ulama figih berselisih pendapat menge- 
nai wasiat yang berupa 'bagian satu ahli waris 
tertentu' ketika mushii meninggal, misalnya 
seseorang mewasiatkan bagian anak laki-laki 
atau anak perempuannya. 

Pendapat yang dikemukakan tiga imam 
dari golongan Hanafiyyah dan pendapat rajih 
golongan Syafi'iyyah: wasiat seperti itu batal, 
karena hal ini berarti wasiat dengan menggu- 
nakan harta milik orang lain, karena “bagian 
anak laki-laki” adalah bagian yang akan di- 
dapatkannya setelah muwarrits (dalam hal ini 
ayah) meninggal. Berbeda dengan wasiat yang 
berupa bagian yang sama 'seperti' bagian anak 
laki-lakinya. 


CE 
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Imam Zafar, golongan Malikiyyah dan go- 





longan Hanabilah berpendapat: wasiat seper- 
ti itu sah dan menempati posisi wasiat yang 
menggunakan kata 'seperti bagian anak laki- 
lakinya', karena tujuan menyebutkan 'bagian 
anak laki-laki” adalah menyamakan ukuran 
saja, bukan wasiat yang menggunakan harta 
atau bagian yang akan menjadi milik anak laki- 
lakinya setelah dia meninggal. Sehingga, dia 
melakukan wasiat dengan menggunakan har- 
ta milik orang lain. Pengucapan kata seperti 
dalam kasus ini secara bahasa maupun secara 
adat adalah diperbolehkan. Undang-Undang 
Mesir pasal (40) menggunakan pendapat ini. 


e Ukuran yang Berhak Didapatkan Musha 
Lah dalam Wasiat Semacam Ini 


Cara yang bisa mengantarkan kepada pe- 
ngetahuan mengenai ukuran mushaa bih ber- 
beda-beda, sesuai dengan masing-masing kon- 
disi. 

Kondisi pertama, wasiat berupa bagian 
dengan ukuran seperti bagian ahli waris ter- 
tentu yang ada ketika mushii meninggal, har- 
ta peninggalan dibagikan kepada semua ahli 
waris, lalu ditambah satu asal masalah yang 
akan menjadi bagian mushaa lah. 

Apabila seseorang membuat wasiat yang 
berupa bagian yang ukurannya 'seperti' bagian 
anak laki-lakinya. Lalu dia meninggal dengan 
meninggalkan tiga anak laki-laki, maka asal 
masalah bagian pastinya adalah tiga bagian, 
setiap anak laki-laki mendapatkan satu bagian. 
Lalu, asal masalah bagian pasti ini ditambah 
satu untuk mushaa lah, sehingga menjadi em- 
pat bagian. Dalam kasus ini tidak diperlukan 
adanya izin dari semua ahli waris, karena ba- 
gian mushaa lah kurang dari sepertiga harta. 

Apabila seseorang membuat wasiat yang 
berupa bagian yang kadarnya 'seperti' bagi- 
an anak laki-lakinya, sedang dia meninggal 
dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan 
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satu anak perempuan. Maka, asal masalah ba- 
gian pastinya adalah tiga bagian, dua bagian 
untuk anak laki-laki, dan satu bagian untuk 
anak perempuan. Lalu, asal masalah ini di- 
tambah dua bagian untuk mushaa lah yang 
mendapat bagian seperti bagian anak laki-laki, 
sehingga asal masalah ini menjadi lima bagian. 
Dan karena bagian mushaa lah melebihi se- 
pertiga harta mayit, pelaksanaan wasiat untuk 
kelebihan dari bagian sepertiga bergantung 
kepada izin semua ahli waris. 

Kondisi kedua, wasiat yang berupa bagian 
yang kadarnya “seperti bagian ahli waris yang 
tidak dijelaskan. 

Wasiat ini bisa berupa kasus yang ahli wa- 
risnya memiliki bagian yang sama atau berbe- 
da. Apabila bagian mereka sama, maka kadar 
yang seperti bagian salah satu ahli waris di- 
tambahkan kepada asal masalah bagian pasti. 
Sedang apabila bagian mereka berbeda-beda, 
maka menurut jumhur ulama selain golongan 
Malikiyyah sama seperti keterangan sebelum- 
nya, yakni dengan menambahkan bagian ter- 
kecil ahli waris kepada asal masalah. 

Contoh kasus pertama: seorang mushii 
meninggalkan dua anak perempuan dan satu 
saudara perempuan kandung. Maka, asal ma- 
salah adalah tiga: saudara perempuan men- 
dapat satu bagian, dan masing-masing anak 
perempuan mendapatkan satu bagian juga. 
Lalu, asal masalah ditambahkan satu bagian 
untuk mushaa lah, sehingga jumlahnya men- 
jadi empat bagian. 

Contoh kasus kedua: seorang mushii me- 
ninggalkan dua anak perempuan, satu saudara 
perempuan kandung, dan satu istri. Maka asal 
masalahnya adalah 24, dua anak perempuan 
mendapat dua pertiga (16 bagian), satu istri 
mendapat seperdelapan (3 bagian), dan untuk 


saudara perempuan kandung mendapat sisa 
(5 bagian). Setelah itu ditambahkan seukuran 
bagian terkecil ahli waris untuk mushaa lah, 


Ca 
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yaitu tiga, kadar yang sama dengan bagian is- 
tri, sehingga asal masalah pun berubah men- 
jadi 27. 

Kondisi ketiga, wasiat berupa bagian yang 
kadarnya seperti bagian ahli waris "yang tidak 
ada (ma'duum): 

Misalnya, aku berwasiat untuk Fulan se- 
jumlah bagian anak laki-lakiku andai nanti 
ada. Karena menurut jumhur selain golongan 
Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, tidak ada perbe- 
daan antara 'sejumlah bagian anak laki-laki' 
dengan 'bagian yang kadarnya seperti bagian 
anak laki-laki” seperti penjelasan di muka. 
Maka, harta peninggalan langsung dibagikan 
kepada semua ahli waris yang ada. Lalu asal 
masalah ditambah bagian yang kadarnya se- 
perti bagian anak laki-laki yang ma'duum 
tersebut untuk mushaa lah, dengan syarat ti- 
dak melebihi batas sepertiga harta, atau lebih 
dari sepertiga dengan izin dari semua ahli wa- 
ris, seperti penjelasan dalam kondisi pertama. 

Kondisi keempat, wasiat berupa bagian 
yang kadarnya seperti bagian salah satu ahli 
waris untuk si A, dan satu bagian yang maklum 
dan masyhur untuk si B. 

Misalnya, wasiat yang berupa bagian yang 
kadarnya seperti bagian anak laki-laki mushii 
untuk si A, dan seperempat harta peninggalan 
untuk si B. 

Cara menyelesaikan dua wasiat ini menu- 
rut pendapat shahih golongan Hanafiyyah dan 
Hanabilah: wasiat pertama dikira-kirakan se- 
suai dengan bagian harta peninggalan yang 
seukuran dengan bagian tersebut, seakan-akan 
tidak ada wasiat lain selain wasiat pertama ini. 
Atau, sepertiga harta peninggalan dibagi untuk 
dua orang dalam dua wasiat dengan cara ber- 
partner, yakni apabila bagian yang ada tidak 
cukup untuk keduanya, dan para ahli waris 
juga tidak memberikan izin. 

Apabila seseorang membuat wasiat beru- 
pa bagian yang kadarnya sama seperti bagian 
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anak laki-lakinya untuk si A, dan wasiat berupa 
seperempat harta peninggalannya untuk si B. 
Lalu dia meninggal dengan meninggalkan dua 
anak laki-laki, maka asal masalahnya adalah 
2, kemudian ditambah satu bagian untuk mu- 
shaa lah (si A) dengan kadar sama seperti ka- 
dar satu anak laki-laki. Sehingga, asal masalah 
berubah menjadi 3, dan si A mendapat bagian 
sepertiga harta. Namun, di sini terdapat dua 
wasiat (untuk si A berupa sepertiga harta, dan 
untuk si B berupa seperempat harta), maka 
kita membutuhkan penjumlahan asal masalah 
dari sepertiga dan seperempat, dan minimal 
asal masalahnya adalah 12: sepertiga untuk si 
A (empat bagian), dan seperempat untuk si B 
(tiga bagian), sedang sisanya dibagi sama rata 
untuk dua anak laki-laki. 

Karena jumlah kedua wasiat lebih besar 
dari sepertiga harta peninggalan mayit, maka 
pelaksanaannya bergantung kepada izin dari 
ahli waris. Jika mereka tidak memberikan izin, 
maka sepertiga harta dibagi menjadi 7 bagian 
dan diberikan kepada kedua mushaa lahuma 
(si A mendapat 4 bagian dari sepertiga harta, 
dan si B mendapat 3 bagian). 


I. Wasiat yang Berupa Bagian-Bagian 

Saya telah menjelaskan wasiat jenis ini 
dalam kasus wasiat yang berupa bagian maj- 
huul: apabila seseorang membuat wasiat un- 
tuk orang lain yang berupa satu bagian, satu 
angsuran, atau sesuatu yang tidak dijelaskan 
kadarnya (majhuul), maka menurut jumhur 
ulama, ahli waris mushii harus memberikan 
harta yang memiliki nilai kepada mushaa lah 
sesuai dengan keinginan mereka. 

Menurut golongan Hanafiyyah, mushaa lah 
diberi satu bagian dari harta peninggalan, lalu 
sisa harta yang ada dibagikan kepada semua 
ahli waris. 


j. Pelaksanaan Wasiat 


Apabila seluruh harta peninggalan berupa 
harta yang hadir, tidak ada harta yang tidak 
ada di tempat dan tidak pula berupa harta 
yang diutangkan kepada seseorang, maka wa- 
siat diambilkan dari seluruh harta tersebut, 
baik mushaa bih berupa mata uang bebas (mur- 
salah), yakni jumlah yang tidak tentu, seperti 
1000 dinar misalnya, atau barang tertentu 
seperti rumah, atau bagian yang sudah masy- 
hur seperti seperempat atau sepertiga harta 
peninggalan. Maka, seluruh harta peninggal- 
an dikira-kirakan (dihitung) dan mushaa lah 
bisa mengambil seluruh bagiannya dari harta 
tersebut. 

Namun apabila sebagian harta peninggal- 
an hadir, sedang sebagian yang lain berupa 
harta yang diutangkan atau harta yang tidak 
ada di tempat, maka pelaksanaan wasiat ber- 
beda-beda, sesuai dengan keadaan. Karena, 
terkadang di dalam harta tersebut terdapat 
harta yang diutangkan kepada orang lain atau 
kepada ahli waris.4 

Pertama: di dalam harta peninggalan ter- 
dapat harta yang diutangkan kepada orang 
asing (bukan ahli waris) atau harta yang tidak 
ada di tempat. Ada empat kasus dalam masa- 
lah ini. 

1. Mushaa bih berupa harta mursal, misal- 
nya uang seribu dinar. Apabila mushaa bih 
masih dalam batas sepertiga harta yang 
hadir, maka mushaa lah bisa mengambil 
bagiannya dari harta hadir tersebut. Ka- 
rena, hal ini tidak akan membahayakan 
ahli waris, sebab masih ada dua pertiga 
harta hadir untuk ahli waris. 

Jika wasiat melebihi sepertiga harta, 
mushaa lah hanya bisa mengambil bagian- 
nya sekadar sepertiga harta yang ada, lalu 
sisa harta dibagikan kepada ahli waris. 


284 Al-Washiyyah, Prof. Dr. Aisawi hlm. 109-116: al-Washiyyah li as Sibaa'i, hlm. 120-122. 
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Namun ketika harta yang tadinya tidak 
ada di tempat kembali, dia bisa mengambil 
sisa kekurangan bagiannya hingga semua 
haknya terpenuhi. Demikian ini adalah 
pendapat golongan Hanafiyyah. 

Mushaa bih berupa barang tertentu, misal- 
nya rumah atau mata uang tertentu de- 
ngan ciri seperti ini atau mata uang yang 
masih dititipkan pada si Fulan misalnya. 

Hukum dalam kasus ini seperti hukum 
dalam kasus sebelumnya, dan inilah pen- 
dapat golongan Malikiyyah. Karenaapabila 
barang/benda dalam keadaan dibekukan 
atau ditangguhkan, hal itu bisa berakibat 
memperlambat pembagian harta. Terka- 
dang diperlambatnya pembagian akan me- 
nyebabkan risiko tertentu bagi ahli waris. 
Sedang apabila benda yang tersisa mere- 
ka kuasai kepemilikannya, maka risiko 
tersebut tidak akan ada. Hal ini pun tidak 
membahayakan mushaa lah, karena dia 
bisa meminta ganti sisa bagiannya dengan 
nilai sisa tersebut. 

Apabila rumah yang disebutkan sehar- 
ga 1000 dinar, harta peninggalan yang 
hadir berjumlah 1500 dinar, dan harta 
yang tidak ada di tempat berjumlah 1500, 
mushaa lah berhak mendapatkan setengah 
rumah yang berarti senilai sepertiga harta 
hadir, dan setengah sisanya menjadi hak 
ahli waris. Ketika harta yang tidak ada 
di tempat itu kembali, maka mushaa lah 
mengambil sepertiganya, sehingga dia bi- 
sa meminta setengah sisarumah yang tadi- 
nya dikuasai oleh ahli waris. 

Mengenai keputusan dua kondisi ini, 
Undang-Undang Mesir pasal (43) dan 
Undang-Undang Syria pasal (241) meng- 
gunakan madzhab Hanafiyyah untuk ka- 
sus pertama, dan madzhab Malikiyyah 
untuk kasus kedua, karena ia lebih mudah 
dan lebih ringan. 
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Mengenai kasus kedua, golongan Ha- 
nafiyyah berpendapat: mushaa lah bisa 
mengambil barang yang ditentukan de- 
ngan ukuran sepertiga harta hadir dan sisa 
dari barang tersebut dibekukan. Apabila 
harta yang tidak ada di tempat kembali, 
mushaa lah bisa mengambil sisa barang 
senilai sepertiga harta hadir, hingga dia 
mendapatkan seluruh barang tersebut. 

Apabila harta yang tidak ada di tem- 
pat rusak, sisa barang yang dibekukan 
menjadi milik ahli waris. Karena wasiat 
berhubungan dengan barang ini, maka 
wasiat atas barang tersebut dilaksanakan 
selama pelaksanaan memang dimungkin- 
kan, demi menunaikan keinginan mushii, 
dan sisa barang akan tetap dibekukan 
hingga ada kejelasan mengenai harta 
yang tidak ada di tempat. Apabila harta 
yang tidak ada di tempat kembali, wasiat 
dilaksanakan. Dan apabila tidak kembali, 
sisa barang menjadi milik ahli waris. 

Dengan demikian, setengah sisa barang 
dalam kasus di atas akan dibekukan. Jika 
harta yang tidak ada di tempat kembali, 
mushaa lah akan mengambil sisa barang 
yang senilai dengan sepertiga harta hadir. 
“Wasiat berupa satu bagian masyhur har- 
ta peninggalan, seperti sepertiga atau se- 
perempat: dalam kondisi ini, mushaa lah 
akan bersekutu dengan ahli waris atas 
semua harta, baik yang hadir, yang tidak 
ada di tempat, dan yang masih diutangkan 
atau sudah berupa barang tertentu. Mu- 
shaa lah akan mengambil bagiannya dari 
harta hadir, seperempatnya misalnya. Dan 
ketika harta yang tidak ada di tempat kem- 
bali, dia akan mengambil bagiannya dalam 
harta tersebut, yakni seperempat. 

Pendapat ini sudah disepakati secara 
figih, dan Undang-Undang Mesir pasal 
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(44) dan Undang-Undang Syria pasal 
(242) menggunakannya. 
Wasiat berupa satu bagian masyhur yang 
ada dalam satu jenis harta, seperti seper- 
empat rumah yang ada di kawasan A, atau 
seperempat harta dagangan atau harta 
yang masih diutangkan kepada para pe- 
dagang. 

a. Jika jenis bagian barang yang menjadi 
mushaa bih adalah harta hadir: apa- 
bila mushaa bih masih dalam batas 
sepertiga harta, maka mushaa lahu 
mengambil bagiannya dari harta ter- 
sebut. Jika melebihi sepertiga, maka 
dia hanya boleh mengambil sekadar 
sepertiga harta, dan sisanya menjadi 
milik ahli waris. Dan jika utang ter- 
lunasi atau harta yang tidak ada di 
tempat itu kembali, maka dia berhak 
mengambil jenis harta tersebut de- 
ngan ukuran yang senilai dengan se- 
pertiga harta hadir hingga seluruh 
harta wasiat yang menjadi haknya ter- 
tunaikan. 

Apabila ahli waris membelanjakan 
bagian sisa dari jenis mushaa bih ter- 
sebut atau mereka memperbagusnya, 
dan apabila bagian tersebut dikemba- 
likan kepada mushaa lah akan mem- 
bahayakan diri mereka, mereka ber- 
hak untuk memberikan harga nilai 
sisa wasiat tersebut kepada mushaa 
lah. 

b. Jika jenis bagian barang yang menjadi 
mushaa bih berupa harta yang tidak 
ada di tempat, atau sebagiannya hadir 
dan sebagian yang lain tidak ada di 
tempat, golongan Hanabilah dan Za- 
far mengatakan: mushaa lah berhak 
mengambil perbandingan bagiannya 
pada harta hadir dari jenis ini saja. 
Dan ketika harta yang tidak ada di 
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tempat kembali, dia bisa mengambil 
bagiannya dari harta tersebut, lalu 
sisanya menjadi hak ahli waris. Se- 
dangkan, golongan Hanafiyyah selain 
Zafar berpendapat, dia berhak meng- 
ambil apa yang ada—baik harta yang 
tidak ada di tempat atau yang masih 
diutangkan—hingga semua haknya 
terpenuhi. Tidak ada satu ahli waris 
pun yang bisa menyekutui haknya 
selama bagian wasiatnya tidak mele- 
bihi sepertiga harta peninggalan yang 
hadir. 


Undang-Undang Mesir pasal 45 meng- 
gunakan pendapat pertama. 
Kedua: Dalam harta peninggalan terdapat 


harta yang diutang salah satu ahli waris. Ada 
tiga kasus dalam kondisi ini. 


L, 


Utang ditempokan: hukum kasus ini sama 
seperti hukum kasus harta yang diutang 
orang asing (non ahli waris mayit) dalam 
semua kondisi di atas. Mushaa lah hanya 
boleh mengambil bagiannya dari harta 
hadir dan dalam batasan sepertiga. Jika 
masa pembayaran telah jatuh tempo, dia 
bisa menyempurnakan ukuran wasiat 
yang menjadi haknya. 

Pembayaran utang telah jatuh temponya 
saat mushii wafat atau saat pembagian 
harta peninggalan, dan harta yang diutang 
lebih sedikit atau seukuran dengan bagian 
warisnya. Maka, harus dilakukan kliring 
antara .harta yang diutang dengan bagian 
ahli waris yang berutang, yakni apabila 
harta piutang termasuk jenis harta hadir 
dari harta peninggalan mayit. Dan dengan 
kliring ini harta piutang berstatus sebagai 
harta hadir. 

Apabila seseorang mewasiatkan uang 
1000 dinar untuk seseorang, sedang dia 
meninggalkan dua anak laki-laki yang sa- 
lah satunya berutang 1000 dinar, dan se- 
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cara keseluruhan dia meninggalkan uang 
3000 dinar, maka harta peninggalan dibagi 
menjadi tiga. Masing-masing anak laki-laki 
mendapatsatu bagian, dan mushaa lah juga 
mendapat satu bagian. Piutang yang ada 
dianggap harta hadir. Maka, mushaa lah 
bisa mengambil haknya sebanyak seribu 
dinar, anak laki-laki yang tidak berutang 
mengambil seribu dinar. Sedangkan, anak 
laki-laki yang berutang tidak mengambil 
bagian apa pun, karena terjadi kliring an- 
tara bagian warisannya dengan utang yang 
menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, 
bagiannya dari harta peninggalan mayit 
menjadi gugur. 

Apabila piutang tidak termasuk jenis 
harta hadir, maka kliring tidak bisa di- 
lakukan. Bagian ahli waris yang berutang 
dihitung sebagai harta yang dibekukan— 
seperti gadai—untuk membayar utang. 
Jika dia bisa membayar utangnya, maka 
bagiannya yang dibekukan tadi diserah- 
kan kepadanya. Namun jika dia tidak bisa 
membayarnya, hakim berhak menjual ba- 
gian warisnya, lalu membayarkan utang- 
nya yang berhak menjadi harta pening- 
galan mayit dengan harga bagian yang 
dibekukan tersebut. 

3. Piutang sudah dibayarkan atau telah jatuh 
tempo saat pembagian harta peninggalan 
mayit. Akan tetapi, bagian ahli waris yang 
berutang tersebut tidak mencukupi untuk 
membayar utangnya. 


Dalam kasus seperti ini, kelebihan utang 
yang belum terbayar berhukum seperti piu- 
tang untuk orang luar, artinya ia terhitung se- 
bagai harta yang tidak ada di tempat. Sedang- 
kan, bagian yang sebanding dengan utang ahli 





Ca 
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waris tersebut terhitung sebagai harta hadir. 
Mushaa lah hanya boleh mengambil sekadar 
sepertiga dari semua harta hadir. Lalu dia 
akan mengambil sepertiga kekurangannya 
dari piutang, hingga seluruh hak warisnya ter- 
penuhi. 

Hukum-hukum ini diambil dari madzhab 
Hanafiyyah, yang kemudian digunakan oleh 
Undang-Undang Mesir pasal (46) dan Undang- 
Undang Syria pasal (242/ 2-3). Masing-masing 
perundangan ini menambahkan bahwa semua 
jenis mata uang dan kertas-kertas berharga 
terhitung sebagai harta satu jenis dalam sis- 
tem kliring. 


4. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WASIAT 

Wasiat menjadi batal karena beberapa 
sebab, di antaranya sebab yang datang dari 
pihak mushii, misalnya karena dia mencabut 
wasiatnya, karena kompetennya (ahliyyah) 
hilang, atau karena dia murtad. Sebab yang 
datang dari pihak mushaa lah, misalnya kare- 
na dia menolak wasiat, karena mati, atau ka- 
rena membunuh mushii. Sebab yang datang 
dari mushaa bih, misalnya karena ia rusak atau 
habis masa. Sebab-sebab ini adalah sebagai 
berikut.285 


a. Hilangnya kewenangan mushii 
disebabkan gila permanen dan 
sejenisnya. 

Menurut golongan Hanafiyyah, wasiat 
menjadi batal karena mushii gila permanen 
dan sejenisnya seperti idiot, baik berlanjut 
hingga meninggal atau tidak (dia sembuh sebe- 
lum meninggal), karena wasiat adalah akad 
tidak lazim seperti wakaalah. Maka demi ke- 
langgengannya, harus ada hukum di permula- 
annya (karena di permulaan akad, orang gila 


285 Al-Badaa'i' Vol. 7, hlm. 394: ad-Durrul Mukhtaar, Vol. 5, hlm. 469-471, asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 4, hlm. 584-587, asy-Syarhul 
Kabiir, Vol. 4, hlm. 426-428: Mughnil Muhtaaj, Vol. 3, hlm. 39, 71 dan setelahnya: al-Muhadzdzab, Vol. 1, hlm. 461 dan setelahnya, 
Ghaayatul Muntahaa, Vol. 2, hlm. 353 dan setelahnya, Kasysyaaful Ginaa, Vol. 4, hlm. 418. f 
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tidak berwenang membuat wasiat). Karena 
ucapannya yang tidak mempunyai kekuatan 
untuk mengharuskan dilakukannya sesuatu, 
maka datangnya penyakit gila permanen ini 
membatalkan akad. 

Menurut pendapat Abu Yusuf yang diguna- 
kan perundangan, gila permanen adalah gila 
yang berlangsung selama satu bulan lebih. 
Sedang menurut Imam Muhammad, gila per- 
manen adalah gila yang berlangsung hingga 
satu tahun. Idiot sama seperti gila. Jika penya- 
kit gila ini tidak permanen maka tidak mem- 
batalkan wasiat, karena kondisi ini menyeru- 
pai pingsan dan tidak membatalkan akad. Ping- 
san tidak sampai menghilangkan akal, seperti 
tidak batalnya wasiat yang disebabkan oleh 
dihalanginya mushii karena bodoh atau lupa. 

Undang-Undang Mesir pasal 14, 16 dan 
Undang-Undang Syria pasal (A/ 220) meng- 
gunakan hukum-hukum tersebut. Namun, me- 
reka menganggap penyakit gila sebagai sebab 
batalnya wasiat apabila penyakit ini berlanjut 
hingga mushii meninggal. 

Sedangkan jumhur ulama selain golongan 
Hanafiyyah tidak menganggap wasiat menjadi 
batal karena mushii gila—baik permanen atau 
tidak, dan berlanjut hingga meninggal atau 
tidak—selama mushii memiliki kewenangan 
yang sempurna (baligh dan berakal) saat mem- 
buat wasiat. Karena, sahnya transaksi dan ta- 
sharruf bergantung kepada riilnya kompetensi 
yang dimiliki mushii ketika membuat wasiat 
saja. Dan apabila setelah itu dia mengalami hi- 
lang akal, hal ini tidak berpengaruh terhadap 
hukum sah transaksi atau tasharruf yang su- 
dah dilakukannya. Buktinya, akad jual beli, se- 
wa-menyewa, wakaf, dan yang lainnya tidak 
batal karena gila yang baru datang. Demikian- 
lah pendapat yang rajih menurut saya, kare- 
na kesempurnaan kewenangan/kompetenlah 
(ahliyyah) yang dituntut dalam sebuah akad. 
Sedangkan, kemungkinan pencabutan yang 
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dilakukan mushii andai dia tidak mengalami 
penyakit gila adalah lemah/kecil. 


b. Murtadnya mushit, menurut golongan 

Hanafiyyah dan Syafi'iyyah 

hal ini membatalkan wasiat. Demikian 
halnya dengan murtadnya mushaa lah menu- 
rut golongan Malikiyyah, yakni jika dia mati 
dalam keadaan murtad dan belum kembali 
masuk Islam: karena status kepemilikannya 
menjadi bergantung—menurut pendapat yang 
lebih shahih. Perundangan tidak menjelaskan 
masalah ini karena jarang terjadi dan karena 
mengamalkan madzhab Hanabilah yang ber- 
pendapat bahwa wasiat orang yang murtad 
tetaplah sah. 


c. Menggantungkan wasiat dengan syarat 

yang tidak terjadi 

Misalnya seseorang berkata, “Jika aku ma- 
ti karena sakitku ini, atau dalam perjalanan- 
ku ini, aku berwasiat sekian harta untuk si 
A” Namun setelah itu dia tidak mati, wasiat 
menjadi batal. Sebab, dia menggantungkan- 
nya dengan kematian dirinya karena sakit 
atau ketika dalam perjalanan, sedang hal-hal 
tersebut tidak terjadi. Golongan Malikiyyah, 
Hanafiyyah, dan Hanabilah telah menjelaskan 
masalah ini. 


d. Pencabutan wasiat secara mufakat 

membatalkan wasiat 

Karena wasiat merupakan akad tidak 
lazim, maka mushii boleh mencabutnya kapan 
saja dia menghendaki. Karena dalam akad ini 
hanya terdapat ijab, dan karena wasiat adalah 
akad yang hukumnya baru akan menjadi kuat 
(tetap) setelah mushii meninggal. Maka, ijab ini 
tidak bisa menyebabkan munculnya hak bagi 
mushaa lah sebelum mushii meninggal. Maka, 
mushii pun berhak memilih antara mencabut 
atau meneruskan wasiatnya. | 





Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


Pencabutan ini bisa dilakukan secara te- 
rang-terangan, dan juga bisa secara isyarat. 

Pencabutan secara terang-terangan: 
Pencabutan dengan menggunakan kata-kata 
yang ditetapkan untuk menunjukkan 'penca- 
butan: Misalnya, ucapan mushii, “Aku menca- 
but kembali wasiatku untuk si A,” atau, “Aku 
meninggalkan wasiatku,” atau, “Aku memba- 
talkannya,” atau, “Aku merusaknya," atau, “Aku 
tidak mewasiatkannya untuk si A, tapi untuk 
ahli warisku,” dan ucapan sejenis ini. Penger- 
tian ini disepakati secara figih dan secara un- 
dang-undang: karena semua ucapan seperti 
ini jelas-jelas menunjukkan keberpalingan 
mushii dari wasiatnya, dan si mushii memang 
memiliki hak untuk itu. 

Tidak terhitung pencabutan, ucapan “Aku 
menyesal atas wasiat yang aku buat untuk si 
A" atau “Aku sudah tergesa-gesa,” atau, "Aku 
memperlambat wasiatku,” karena memper- 
lambat tidak berarti menggugurkan, hal ini 
seperti mengulur pembayaran utang yang di- 
lakukan oleh pihak berutang/debitur. Demi- 
kian juga, kalimat “Semua wasiat yang telah 
aku buat untuk si A adalah haram,” kalimat 
ini tidak menunjukkan pencabutan wasiat. 
Sama halnya dengan perubahan mushaa lah, 
misalnya dari wasiat untuk Zaid menjadi wa- 
siat untuk Khalid, namun dalam kasus seperti 
ini, mereka berdua akan menjadi sekutu atas 
mushaa bih. 

Menurut pendapat Imam Muhammad, 
pengingkaran wasiat tidaklah dianggap seba- 
gai pencabutan, dan pendapat ini digunakan 
oleh perundangan. Namun, menurut Abu 
Yusuf dan golongan Malikiyyah, hal semacam 


ini dianggap sebagai bentuk pencabutan ter-. 


hadap wasiat, seperti keterangan yang sudah 
saya jelaskan dalam pembahasan mengenai 
sifat atau ciri wasiat. 

Pencabutan secara isyarat adalah: Se- 
tiap pendayagunaan (tasharruf) dan tindakan 
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atas mushaa bih yang menunjuk atau meng- 

isyaratkan pencabutan wasiat oleh mushii. 

Pencabutan jenis ini mencakup. 

a. Setiap pendayagunaan dengan mengguna- 
kan ucapan yang menyebabkan keluarnya 
barang dari kepemilikan mushii, misalnya 
mushii menjual barang yang menjadi mu- 
shaa bih, menghibahkan, menyedekahkan, 
menjadikannya sebagai mahar, atau me- 
wakafkannya. Pendayagunaan semacam 
ini secara hukum figih maupun undang- 
undang telah disepakati sebagai penca- 
butan wasiat, Namun, apakah wasiat akan 
kembali berlaku dengan kembalinya kepe- 
milikan ke tangan mushii? Ada dua pen- 
dapat menanggapi hal ini. 

-  Madzhab jumhur ulama mengatakan, 
ketika wasiat menjadi batal karena 
hilangnya kepemilikan dari tangan 
mushii, maka ia tidak akan bisa kem- 
bali lagi meski kepemilikan itu sudah 
kembali ke tangan mushii. Karena ke- 
tika dia melakukan pendayagunaan 
terhadap barang tersebut, hal ini me- 
rupakan indikasi pasti bahwa dia te- 
lah mencabut wasiatnya. 

-  Madzhab Malikiyyah mengatakan, jika 
kepemilikan telah kembali ke tangan 
mushii, wasiat pun kembali tanpa ha- 
rus memperbaharui akad. 


Yang jelas, pendapat awal lebih unggul, 
dan pendapat ini pula yang digunakan 
oleh perundangan. Karena, objek transak- 
si tidak ada lagi dengan hilangnya kepe- 
milikan. 

b. Setiap tindakan atas barang yang men- 
jadi mushaa bih, yang menunjukkan pen- 
cabutan wasiat. Tindakan ini ada tiga 
macam: 

- Jenis tindakan yang secara mufakat 
menunjukkan pencabutanwasiat, Tin- 
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dakan merusak atau menghancurkan 
barang yang menjadi mushaa bih se- 
cara implisit, seperti menyembelih 
kambing yang menjadi mushaa bih, 
memintal kapas/katun yang menjadi 
mushaa bih, menenun pintalan yang 
menjadi mushaa bih, dan tindakan 
sejenisnya yang mengubah hakikat 
sesuatu menjadi sesuatu lain yang 
bukan mushaa bih. 

Hal lain yang dianalogikan dengan 
tindakan semacam ini adalah apabi- 
la sesuatu itu berubah dengan sendi- 
rinya dan perubahan tersebut meng- 
. hilangkan nama semulanya, seperti 
berubahnya anggur menjadi kismis, 
telur menjadi anak ayam, dll.. Demiki- 
an juga apabila sesuatu itu berubah 
karena tindakan mushii sehingga nama- 
nya berubah, seperti menenun pintal- 
an, mencetak barang tambang, meng- 
giling gandum, menanam biji. Semua 
tindakan ini dianggap sebagai penca- 
butan wasiat, hingga golongan Mali- 
kiyyah pun sependapat dengan hal ini. 
Jenis tindakan yang secara mufakat 
tidak dianggap sebagai pencabutan 
wasiat, setiap tindakan yang meng- 
ikut barang atau salah satu sifat/ciri- 
nya, sekiranya tidak menyebabkan 
perubahan dalam hakikat benda dan 
tidak menghilangkan nama semula- 
nya, seperti memangkas bulu wol 
hewan, memerah air susu, mengairi 
tanaman atau pepohonan, menebang 
pepohonan, melepa, mengecat, meng- 
hias, atau memperbaiki rumah. Ka- 
rena, semua tindakan sejenis ini ber- 
hubungan dengan hal di luar benda 
yang menjadi mushaa bih. Maka, tin- 
dakan seperti ini pun tidak dianggap 
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sebagai pencabutan wasiat. Tindakan 
atau pendayagunaan atas mushaa bih 
tidak dianggap sebagai pencabutan 
wasiat dengan syarat kepemilikan atas 
benda tidak keluar dari tangan mushii, 
misalnya karena disewakan atau di- 
pinjamkan (akad-akad ini tidak diang- 
gap sebagai pencabutan wasiat). 

- Jenis tindakan yang diperselisihkan, 
apakah termasuk tindakan mencabut 
wasiat atau tidak: membuat adanya 
tambahan dalam mushaa bih yang me- 
nyebabkannya tidak bisa diserahteri- 
makan tanpa penambahan tersebut, 
misalnya mewarnai pakaian, memba- 
ngun tanah dan menanaminya dengan 
pepohonan, mencampur tepung de- 
ngan samin, dll.. Bercampurnya mu- 
shaa bih dengan sesuatu lain yang ti- 
dak mungkin bisa dibedakan kecuali 
dengan usaha keras, seperti mencam- 
pur tepung dengan gula, mencampur 
biji gandum jenis A dengan biji gan- 
dum jenis B, dsb.. 


Menurut jumhur ulama, tindakan ter- 
sebut di atas dianggap sebagai pencabut- 
an wasiat. Sedangkan menurut golongan 
Malikiyyah, tindakan semacam itu tidak 
dianggap mencabut wasiat, kecuali bila 
ada indikasi yang menunjuk pada keingin- 
an musShii untuk mencabut wasiatnya. 

Perundangan menggunakan madzhab 
Malikiyyah mengenai tindakan-tindakan 
yang dianggap atau tidak dianggap seba- 
gai pencabutan wasiat, seperti keterang- 
an yang telah saya paparkan dalam penje- 
lasan mengenai 'sifat wasiat. Saya telah 
mendalami madzhab Malikiyyah menge- 
nai perubahan nama sesuatu, seperti pe- 
naburan/penanaman bebijian, penenun- 
an pintalan, pencetakan barang tambang, 
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286 


pembuatan style baju,?8 penambahan ka- 
tun yang menjadi mushaa bih, dianggap 
sebagai pencabutan wasiat. Namun, perun- 
dangan tidak menganggap tindakan yang 
menghilangkan nama semula mushaa bih 
atau menghilangkan sebagian besar ciri- 
nya sebagai pencabutan wasiat, kecuali 
ada indikasi atau adat/kebiasaan yang 
menunjukkan bahwa dengan tindakan 
tersebut mushii bermaksud mencabut wa- 
siatnya. 

Penolakan wasiat, wasiat menjadi batal 
apabila pihak yang ditunjuk sebagai mu- 
shaa lah menolaknya setelah meninggal- 
nya mushii, seperti penjelasan yang telah 
saya paparkan dalam pembahasan me- 
ngenai shighat akad. 

Mushaa lah yang ditunjuk meninggal se- 
belum meninggalnya mushii. Secara mufa- 
kat empat madzhab, hal ini menyebabkan 
batalnya wasiat, karena wasiat adalah 
pemberian. Dan jika orang yang diberi me- 
ninggal, pemberian ini tidak sah, seperti 
halnya hibah yang diberikan kepada orang 
yang sudah mati. Selain itu, wasiat tidak 
menjadi lazim melainkan dengan mening- 
galnya mushii dan penerimaan oleh pihak 
mushaa lah. 

Menurut jumhur ulama selain golong- 
an Hanafiyyah, wasiat juga menjadi batal 
apabila mushaa lah meninggal setelah 
meninggalnya mushii, namun dia belum 
sempat menerima mushaa bih. Sedangkan 
menurut golongan Hanafiyyah, wasiat 
tidak menjadi batal, karena kata 'mene- 
rima' berarti tidak menolak. Menurut 
jumhur ulama, wasiat menjadi batal de- 
ngan meninggalnya mushaa lah, baik mu- 
Shii mengetahuinya atau tidak. Sedang- 
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kan, golongan Malikiyyah memiliki rinci- 
an mengenai masalah ini sebagaimana 
pembahasan di muka. 

Mushaa lah membunuh mushii. Menurut 
golongan Hanafiyyah dan Hanabilah, wa- 
siat bagi pembunuh menjadi batal, baik 
pembunuhan dilakukan sebelum atau se- 
sudah wasiat dibuat, hingga andai ahli 
waris mushii tetap meluluskannya dan 
mushii pun meluluskan setelah dia dibu- 
nuh namun belum meninggal saat mem- 
buat wasiat (maka wasiat tetap batal). 
Saya telah menjelaskan secara rinci pem- 
bicaraan mengenai masalah ini beserta 
pendapat para ulama figih yang lain da- 
lam pembahasan tentang syarat-syarat 
mushaa lah. 

Rusak atau habisnya masa mushaa bih 
yang ditunjuk. Wasiat menjadi batal apa- 
bila mushaa bih yang sudah dijelaskan 
bentuk dan jenis bendanya rusak sebelum 
mushaa lah menerimanya, karena objek 
hukum wasiat hilang/tidak ada. Adalah 
mustahil menetapkan hukum tasharruf 
atau pembelanjaan atas suatu benda tan- 
pa adanya wujud objek tersebut. Misalnya, 
seseorang mewasiatkan kambing milik- 
nya, lalu kambing tersebut mati maka 
wasiat mejadi batal: karena wasiat berhu- 
bungan dengan benda yang wujud saat 
wasiat dibuat. Dan ketika benda hilang, 
hilang pula objek wasiat. 

Wasiat juga menjadi batal, meskipun 
yang diwasiatkan adalah bagian masyhur 
yang ada dalam sesuatu atau benda ter- 
tentu. Misalnya, seseorang mewasiatkan 
setengah rumah ini, atau mewasiatkan 
satu dari sepuluh kuda yang dimilikinya, 
lalu apa yang diwasiatkan mati, rusak, 


Sedang apabila seseorang mengatakan, “Aku mewasiatkan pakaian,” kemudian orang tersebut membuat style-nya, wasiat tidak 
menjadi batal, karena nama pakaian tidak menjadi hilang dengan adanya style. Yang terpenting menurut golongan Malikiyyah 
adalah hilang atau tidaknya nama semula mushaa bih (Haasyiyah ad-Dasuugi, Vol. 4, hlm. 428). 
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atau rubuh: maka mushaa lah tidak berhak 
mendapat apa pun, karena objek wasiat 
tidak ada. 

Wasiat juga menjadi batal dengan ber- 
akhirnya masa benda yang menjadi mu- 
shaa bih, baik sebelum atau sesudah mu- 
shii meninggal. Karena dengan berakhir- 
nya masa benda, berarti jelaslah bahwa 
benda wasiat tidak dalam kepemilikan mu- 
Shii, sehingga wasiat pun menjadi batal. 

Undang-Undang Mesir pasal (15) dan 

“Undang-Undang Syria pasal (244, 245) 
menggunakan hukum-hukum ini. Kedua- 
nya menetapkan batalnya wasiat karena 
mati, rusak, atau terjadinya habis masa 
pada mushaa bih yang ditunjuk. 

g. Wasiat yang ditujukan kepada ahli waris 
batal menurut golongan Malikiyyah, mes- 
kipun ahli waris yang lain mengizinkan- 
nya, karena hadits, “Tidak sah wasiat un- 
tuk ahli waris.” 


5. TAZAAHUM WASIAT 
Tazaahum wasiat berarti banyaknya wa- 

siat, sepertiga harta menjadi sangat susah/ 

sempit dan ahli waris tidak mengizinkannya, 
atau mereka memberikan izin, namun harta 
peninggalan tidak cukup untuk melaksanakan 
seluruh wasiat. 

Masalah ini bisa berbentuk salah satu 
dari kasus berikut. 

1. Semua wasiat diperuntukkan bagi hamba 
Allah seperti Khalid, Umar, Bakr, dan lain- 
lain. 

2. Wasiat seluruhnya untuk Allah, seperti 
wasiat untuk membayar fidyah puasa, se- 
dekah sunnah, membangun masjid, dan 
sejenisnya. 
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3. Wasiat menjadi milik bersama antara dua 
kasus di atas: sebagian diperuntukkan ba- 
gi Allah, dan sebagian lagi untuk hamba- 
hamba Allah. Maka, bagaimanakah tata 
cara menyelesaikan wasiat seperti ini? 


Ada dua pendapat dari ulama figih me- 
ngenai hal ini.27 

Golongan Hanafiyyah merinci tema ini 
dengan menjelaskan kaidah-kaidah tazaahum 
antara beberapa wasiat. 


a. Kaidah Tazaahum dalam Wasiat antara 

Sesama Hamba (Manusia) 

Jika seseorang membuat beberapa wasi- 
at untuk beberapa orang tertentu dan jumlah 
seluruh wasiat ini melebihi sepertiga harta, 
sedang ahli waris tidak meluluskannya, atau 
mereka meluluskan namun harta peninggalan 
tidak mencukupi maka ada dua kondisi. 

Pertama, masing-masing wasiat tidak 
melebihi sepertiga harta, seperti seperenam 
harta untuk si A, seperempat untuk si B, dan 
sepertiga untuk si C. Bagian tiap penerima 
wasiat dikalikan sepertiga, artinya masing- 
masing mengambil sesuai dengan perban- 
dingan wasiatnya dari sepertiga harta pening- 
galan mayit. Sehingga, sepertiga harta pening- 
galan dibagi menjadi 9 bagian: si A mendapat 
2 bagian, si B mendapat 3 bagian, dan si C 
mendapat 4 bagian. Pendapat ini disepakati 
antara Abu Hanifah dan ash-Shahiban, dan 
pendapat ini pulalah yang digunakan perun- 
dangan. 

Kedua, salah satu wasiat melebihi seper- 
tiga, seperti seperenam untuk si A, dan se- 
tengah untuk si B. 

Abu Hanifah mengatakan, sepertiga harta 
peninggalan dibagi menjadi dua dengan sistem 
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paruh. Karena jika wasiat melebihi sepertiga, 
dan ahli waris tidak meluluskannya, wasiat 
padakelebihansepertiga menjadi batal. Karena 
itu, dalam kasus ini terdapat dua wasiat yang 
mengalami tazaahum dalam sepertiga harta. 
Maka, sepertiga harta ini dibagi dua (masing- 
masing mendapat setengah). Demikian fatwa 
yang dikeluarkan golongan Hanafiyyah. 

Ash-Shahiban dan imam-imam lainnya 
berpendapat—yang kemudian dipakai oleh 
Undang-Undang Mesir pasal 80 dan Undang- 
Undang Syria pasal 258: sepertiga harta di- 
bagi untuk keduanya dengan ukuran bagian 
sesuai dengan isi wasiat (seperti dalam solusi 
kasus pertama), dan kelebihan sepertiga harta 
tidak diabaikan—sebagaimana dikatakan oleh 
Abu Hanifah, karena keinginan mushii yang 
mengutamakan sebagian mushaa lah atas se- 
bagian mushaa lah yang lain harus dijaga se- 
maksimal mungkin. 

Abu Hanifah mengecualikan tiga kasus, 
yaitu muhaabbaah (sistem keluarga: nepotis- 
me), dirham mursal (bebas), dan si'aayah 
(pengadudombaan, fitnah). Ash-Shahiban se- 
pendapat dalam kasus-kasus ini, yakni pem- 
bagian sesuai dengan bagian, bukan sistem 
paruh (setengah-setengah)?88 Di sini saya 
akan menjelaskan dua kasus pertama, sedang 
untuk kasus ketiga tidak membutuhkan pen- 
jelasan karena berkaitan dengan budak. Dan 
untuk masa sekarang, hal tersebut sudah tidak 
terjadi. 

Muhaabaah: melakukan nepotisme ke- 
pada sebagian orang mengenai harga jual. 
Misalnya seseorang berwasiat agar mobilnya 
yang seharga 3.000 dijual kepada si A dengan 
pengurangan harga 1.000, sedang mobil lain- 
nya yang seharga 6.000 dijual kepada si B 
dengan pengurangan harga 2.000, karena 
dia tahu bahwa si A dan si B hanya memiliki 
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uang sejumlah itu, maka dia menginginkan 
wasiat dengan membedakan kedua harga jual. 
Dengan demikian, sepertiga harta (sepertiga 
dari 9.000-3.000) dibagi menjadi tiga, seper- 
tiga untuk si A (1.000), dan dua pertiga untuk 
si B (2.000). 

Dirham Mursa????: apabila seseorang me- 
wasiatkan uang 400 dinar kepada si A, dan 
800 dinar kepada si B, sedang seluruh harta 
peninggalannya berjumlah 1.200 dinar, dan 
ahli waris tidak meluluskan wasiat. Karena, 
hal ini berarti seakan mushii telah mewasiat- 
kan sepertiga harta untuk si A, dan dua per- 
tiga untuk si B. Oleh karena itu, sepertiga harta 
peninggalan (batas yang diperbolehkan un- 
tuk wasiat) dibagi menjadi tiga, untuk si A se- 
pertiga, dan untuk si B duapertiga. 

Sebab pengecualian dalam pandangan 
Abu Hanifah adalah, bahwa dalam wasiatnya, 
mushii tidak menjelaskan sesuatu yang bisa 
membatalkan wasiatnya, yaitu wasiat yang 
melebihi sepertiga. Namun, batalnya wasiat 
disebabkan realita yang berupa tazaahum, 
sempitnya harta peninggalan, dan sepertiga 
harta yang tidak bisa mencukupi wasiat yang 
ada. Hal tersebut akan menjadi mungkin apa- 
bila dia (mushi') memiliki harta lebih dari 
ukuran tersebut sehingga wasiat tidak akan 
menjadi batal. 


b. Kaidah Tazaahum antara Beberapa 
Wasiat untuk Hak-Hak Allah SWT 
Apabila seseorang membuat beberapa 

wasiat yang melebihi sepertiga harta dan 

semuanya diperuntukkan bagi hak-hak Allah, 
maka hak-hak ini bisa berupa satu tingkatan, 
berbeda tingkatan, dan bisa bercampur antara 
keduanya. 

Jika wasiat adalah satu tingkatan, misalnya 
semuanya berupa ibadah berhukum fardhu, 
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seperti haji dan zakat, atau semuanya berupa 
ibadah berhukum wajib atau sunnah, menu- 
rut pendapat Abu Hanifah dan ash-Shahiban, 
wasiat yang didahulukan pelaksanaannya ada- 
lah yang pertama disebutkan mushii. Misalnya 


dia mewasiatkan haji dan zakat, maka pelak- 


sanaan wasiat haji lebih didahulukan. Jika 
dia berwasiat kaffaarat yamiin dan kaffaarat 
zhihaar, yang didahulukan adalah wasiat per- 
tama. Jika ada kelebihan dari jumlah sepertiga 
harta maka kelebihan ini digunakan untuk 
wasiat kedua. 

Jika wasiat berbeda tingkatan, misalnya 
sebagian wasiat berhukum fardhu, sebagian 
yang lain berhukum wajib seperti sedekah 
fitrah (menurut golongan Hanafiyyah), dan 
sebagiannya lagi berhukum sunnah seperti 
haji sunnah. Maka yang berhukum fardhu di- 
dahulukan, disusul dengan yang berhukum 
wajib, kemudian yang berhukum sunnah. 


Cc. Kaidah Tazaahum antara Hak Allah dan 

Hak Manusia 

Hal ini terjadi misalnya apabila seseorang 
berwasiat untuk haji, zakat, kafarat, dan untuk 
manusia maka sepertiga harta dibagi menjadi 
empat, masing-masing pihak diberi seperem- 
pat (seperempat untuk haji, seperempat un- 
tuk zakat, seperempat untuk kafarat, dan se- 
perempat untuk Khalid misalnya). 

Ketika bentuk pendekatan diri (ibadah) 
yang ada memiliki tingkat kekuatan yang sama, 
wasiat yang pertama disebutkan oleh mushii- 
lah yang harus didahulukan pelaksanaannya, 
atau dengan mendahulukan yang lebih kuat, 
atau sepertiga dibagi rata sesuai dengan pen- 
dapat-pendapat yang telah saya sebutkan. 

Undang-Undang Mesir pasal (80) dan Un- 
dang-Undang Syria pasal (258, 259) menetap- 
kan hukum-hukum di atas dalam masalah 
tazaahum wasiat, dengan berpindah dari pen- 
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dapat Abu Hanifah kepada pendapat ash-Sha- 
hiban. 

Sedangkan, madzhab-madzhab lain sepa- 
kat dengan pendapat ash-Shahiban, jika wa- 
siat yang menyebabkan tazaahum memiliki 
tingkatan yang sama maka digunakan sistem 
partner. Artinya, sepertiga harta dibagi untuk 
semuanya sesuai dengan ukuran bagian ma- 
sing-masing. Apabila seseorang berwasiat se- 
tengah untuk si A, dan sepertiga untuk si B, 
sedang ahli waris tidak meluluskan kelebihan 
dari sepertiga maka sepertiga harta dibagi 
menjadi lima untuk kedua orang yang men- 
dapat wasiat tersebut. 

Apabila ahli waris meluluskan kelebihan 
sepertiga, misalnya mushii mewasiatkan se- 
tengah hartanya untuk si A, dan seluruh har- 
tanya untuk si B maka harta dibagi menjadi 
tiga, si A mendapat sepertiga harta, dan sisa- 
nya untuk si B. 

Jika sebagian wasiat lebih penting dari 
sebagiannya yang lain maka wasiat yang lebih 
penting didahulukan daripada yang lemah. 

Kita tahu, bahwa wasiat yang melebihi 
sepertiga harta akan menjadi batal menurut 
pendapat masyhur golongan Malikiyyah, mes- 
kipun ahli waris mengizinkannya. Dan apabila 
izin ini diberikan, kelebihan dari sepertiga itu 
tidak berstatus sebagai wasiat melainkan se- 
bagai pemberian baru dari ahli waris. Maka 
dalam kasus ini, ahli waris haruslah orang 
yang ahli tabarru' dan harus ada penerimaan 
serta penguasaan mushaa lah, sebelum terjadi 
sesuatu yang bisa menghalangi ahli waris yang 
memberikan izinnya tersebut. 


6. WASIAT WAJIB SECARA UNDANG- 
UNDANG 
Sandaran secara figih dan alasan yang 
memperbolehkan, untuk diberikan kepada sia- 
pa wasiat tersebut diwajibkan: syarat wajib- 





Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


nya, ukuran wasiat: dan cara menyelesaikan- 
nya dari harta peninggalan mayit.? 


s» Sandaran secara figih dan alasan yang 
memperbolehkan wasiat wajib 

Saya telah menjelaskan bahwa wasiat un- 
tuk para kerabat disunnahkan menurut jum- 
hur ulama, di antaranya adalah imam madz- 
hab empat. Wasiat tidak menjadi wajib bagi 
seseorang melainkan karena hag, baik itu di- 
tujukan untuk Allah maupun untuk sesama 
hamba (manusia). 

Sebagian ulama figih seperti Ibnu Hazim 
azh-Zhahiri, ath-Thabari, dan Abu Bakr bin 
Abdul Aziz dari golongan Hambali berpenda- 
pat, wasiat adalah kewajiban yang bersifat 
utang dan pemenuhan untuk kedua orang tua 
serta kerabat yang tidak bisa mewaris. Karena, 
mereka terhalang untuk bisa mewaris atau 
karena ada sesuatu yang menghalangi mere- 
ka—seperti perbedaan agama. Jadi, jika mayit 
tidak mewasiatkan sesuatu untuk para kera- 
bat maka ahli waris atau washi harus menge- 
luarkan sesuatu dengan ukuran yang tidak 
dibatasi, yang diambilkan dari harta pening- 
galan mayit, lalu memberikannya kepada ke- 
dua orang tua yang bukan ahli waris tersebut. 

Undang-Undang Mesir pasal (76-79) dan 
Undang-Undang Syria pasal (257) mengguna- 
kan pendapat kedua. Perundangan ini mewa- 
jibkan wasiat yang diberikan untuk orang-orang 
yang terhalang dari mewaris, yaitu para cucu 
yang ditinggal mati ayah ketika kakek atau 
nenek mereka masih hidup, atau ayah mereka 
meninggal bersama kakek nenek mereka, meski 
hanya secara hukum, seperti orang-orang yang 
meninggal karena tenggelam dan orang-orang 
yang meninggal karena kebakaran. 

Dalam sistem waris islami, mereka (para 
cucu) ini tidak berhak mendapatkan warisan 
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apa pun dari kakek atau nenek mereka, karena 
paman atau bibi dari jalur ayah mereka masih 
hidup. Namun, terkadang mereka ini dalam 
keadaan fakir dan sangat membutuhkan, se- 
dang paman dan bibi mereka dari jalur ayah 
dalam keadaan kaya dan berlimpah. 

Maka, perundangan membuat sistem wa- 
siat wajib untuk menyelesaikan problematika 
ini, sejalan dengan jiwa dan semangat syiar 
islami dalam membagikan kekayaan dengan 
berdasarkan kepada asas keadilan, karena, 
“Apakah dosa anak yang ditinggal mati (yang 
terhalang dari waris), sehingga mereka terha- 
lang untuk bisa mendapatkan bagian ayahnya 
yang meninggal lebih dahulu, yakni mening- 
gal sebelum kakeknya, sedangkan ayahnya 
telah memberikan bagian dan andil tertentu 
dalam membangun kekayaan kakeknya? Anak 
ini kehilangan ayah sekaligus dalam keadaan 
sangat membutuhkan (uluran tangan). 

Karena para cucu yang telah ditinggal mati 
ayah mereka ini tidak merupakan ahli waris, 
maka seorang penguasa (pemerintah) harus 
membelokkan ciri 'non waris' atas diri mere- 
ka demi kemaslahatan, dan karena mereka 
(para cucu) ini merupakan orang yang lebih 
berhak atas harta kakek mereka. 

Andai kakek atau nenek tidak mewasiat- 
kan sesuatu untuk para cucu tersebut senilai 
bagian ayah mereka, maka mereka berhak men- 
dapatkan wasiat yang berupa sesuatu yang 
senilai bagian ayah mereka dengan ijab Allah, 
dengan syarat bagian tersebut tidak lebih dari 
sepertiga, karena firman Allah SWT yang arti- 
nya, “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di 
antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, 
Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwa- 
siat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya se- 
cara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang- 
orang yang bertakwa.” (al-Bagarah: 180) 
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Karena dalam wasiat ini tidak terpenuhi 
syarat-syarat wasiat biasa (ikhtiyariyyah), 
yakni tidak adanya ijab dari pihak Mushii 
dan gabul dari pihak mushaa lah, maka ia mi- 
rip dengan warisan, sehingga dipakailah jalan 
atau tatacara warisan, cucu laki-laki berhak 
mendapat bagian dua kali lipat dari bagian 
cucu perempuan, dan ashal (cucu yang sudah 
berstatus sebagai bapak) bisa menghalangi fu- 
rd' (anak atau cucu terus ke bawah), dan setiap 
fura' hanya berhak atas bagian ashalnya saja. 


Untuk siapakah wasiat ini diwajibkan? 

Perundangan Mesir mewajibkan wasiat 
ini untuk diberikan kepada keturunan anak 
laki-laki (meski terus ke bawah), dan kepada 
satu generasi pertama saja dari keturunan 
anak perempuan. 

Perundangan juga mewajibkannya untuk 
diberikan kepada furu' (anak-anak/keturun- 
an) orang yang meninggal bersama ayah dan 
ibunya dalam satu peristiwa, dan tidak dike- 
tahui siapa yang lebih dahulu meninggal, 
misalnya orang-orang yang meninggal karena 
tenggelam atau karena kebakaran dan sejenis- 
nya, karena orang yang tidak diketahui waktu 
meninggalnya tidak akan bisa saling mewaris 
satu dengan lainnya secara figih. Maka dalam 
masalah di atas, anak tidak bisa mewaris dari 
orang tuanya, dan orangtua tidak bisa mewaris 
dari anaknya, sehingga wajiblah wasiat untuk 
diberikan kepada cucu-cucu anak tersebut. 

Sebagaimana wasiat ini wajib diberikan 
kepada cucu-cucu yang ibu atau ayahnya me- 
ninggal secara hakikat, wasiat seperti ini juga 
wajib diberikan kepada orang yang ayah atau 
ibunya dihukumi telah meninggal, misalnya 
karena hilang selama empat tahun atau lebih 
dalam suatu peristiwa yang dipersangkakan 
menyebabkan kematian, seperti perang dsb.. 

Sedangkan perundangan Syria membatasi 
wasiat jenis ini hanya untuk keturunan (baik 
laki-laki atau perempuan) anak laki-laki, bu- 
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kan keturunan anak perempuan, karena me- 
reka dalam keadaan ini tidaklah terhalang 
untuk mendapatkan warisan, karena adanya 
paman atau bibi dari jalur ibu mereka, namun 
status mereka adalah sebagai dzawil arham 
yang bisa mewaris—dalam pendapat golong- 
an Hanafiyyah- apabila dzawil furudh (orang 
yang mendapat bagian pasti dalam warisan) 
dan 'ashabah (orang yang mendapat bagian 
sisa dalam warisan) tidak ada. 

Yang lebih utama adalah menggunakan 
pendapat yang diambil oleh Undang-Undang 
Mesir, sebagai bentuk menyamakan antara dua 
kelompok (keturunan dari anak laki-laki dan 
keturunan dari anak perempuan) dari satu je- 
nis, baik untuk satu generasi atau lebih. 

Syarat wajib wasiat ini: Undang-Undang 
Mesir dan Undang-Undang Syria memberikan 
dua syarat wasiat jenis ini, yaitu: 

1. Keturunan si anak (yang sudah meninggal 
terlebih dahulu, baik laki-laki atau perem- 
puan) bukanlah ahli waris dari orang yang 
meninggal (yang menjadi muwarrits). Jika 
mereka bisa mewaris darinya meski ha- 
nya sedikit, maka mereka tidak berhak 
atas wasiat ini. 

2. Orang yang meninggal (muwarrits) tidak 
sudah memberikan mereka bagian yang 
senilai dengan wasiat wajib tanpa ganti 
rugi dengan cara hibah atau wasiat biasa. 
Jika dia telah memberi mereka bagian 
tersebut, maka wasiat ini tidak menjadi 
haknya. Jika dia memberikan mereka ba- 
gian yang lebih kecil, maka mereka ber- 
hak mendapat bagian yang bisa menyem- 
purnakan ukuran wasiat wajib. Dan jika 
dia hanya memberikan bagian kepada 
beberapa dari mereka, maka orang yang 
tidak mendapatkan bagian berhak men- 
dapat wasiat wajib sesuai dengan per- 
kiraan bagiannya. 
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e Ukuran Wasiat Wajib 

Dalam Undang-Undang Mesir, anak cucu 
(keturunan) berhak mendapat bagian bapak 
mereka, apabila orang tua si bapak meninggal, 
dengan catatan bagian tersebut tidak mele- 
bihi sepertiga. Jika melebihi sepertiga harta 
maka yang selebihnya bergantung pada izin 
ahli waris. Demikianlah ukuran Wasiat Wajib 
dalam perundangan. Adapun, para ulama figih 
yang berpendapat akan wajibnya wasiat untuk 
kedua orang tua dan para kerabat tidak mem- 
batasi ukuran wasiat ini. 

Berdasarkan batasan yang ditentukan 
perundangan, apabila seseorang mati dengan 
meninggalkan satu anak laki-laki dan dua anak 
perempuan, serta keturunan (anak-anak) put- 
ra laki-laki yang sudah meninggal ketika ba- 
paknya masih hidup: anak cucu ini menda- 
patkan apa yang berhak didapatkan ayah me- 
reka andai masih dalam keadaan hidup. Dalam 
kasus ini, jumlahnya adalah sepertiga harta 
peninggalan mayit. Sedang dalam Undang- 
Undang Syria, mereka berhak mendapatkan 
bagian dari apa (bagian) yang diwariskan oleh 
ayah mereka. 

Apabila seseorang mati dengan mening- 
galkan satu anak laki-laki, satu anak perem- 
puan, dan anak-anak (keturunan) dari anak pe- 
rempuan yang sudah meninggal ketika ayah- 
nya masih hidup, keturunan ini—menurut Un- 
dang-Undang Mesir, bukan Syria—akan meng- 
ambil bagian ibu mereka, dan dalam kasus ini 
adalah seperempat harta peninggalan mayit. 

Jika seseorang mati dengan meninggalkan 
satu anak laki-laki, satu anak perempuan, dan 
keturunan anak laki-laki yang sudah mening- 
gal saat ayahnya masih hidup, bagian anak 
laki-laki yang sudah meninggal ini adalah dua 
perlima harta peninggalan, yang berarti lebih 
dari sepertiga harta peninggalan mayit. Maka, 
keturunannya hanya berhak mendapat seper- 
tiga saja dari harta peninggalan si mayit. 
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Mendahulukan Wasiat Wajib: Perun- 
dangan menetapkan bahwa wasiat wajib ha- 
rus didahulukan daripada wasiat ikhtiydriy- 
yah (bukan wasiat wajib) lainnya, apabila pe- 
laksanaan hanya berasal dari sepertiga harta. 
Wasiat ikhtiydriyyah adalah wasiat yang dibuat 
oleh mushii dengan kehendak sendiri sebelum 
dia meninggal, meski itu berupa wasiat (iba- 
dah) wajib yang bersifat utang, seperti wasiat 
untuk membayar fidyah puasa dan shalat. 
Wasiat wajib lebih kuat daripada wasiat ikhti- 
yariyyah, karena dalam wasiat wajib terdapat 
sesuatu yang dibutuhkan manusia. 

Apabila sepertiga harta bisa mencukupi 
semua wasiat—baik wajib maupun ikhtiyari- 
yyah—maka semuanya dilaksanakan. Dan jika 
tidak mencukupi maka wasiat wajib harus di- 
laksanakan terlebih dahulu, disusul dengan 
pelaksanaan wasiat-wasiat lainnya sesuai de- 
ngan hukum tazaahum wasiat. 


e Perbedaan antara perundangan Mesir 
dengan perundangan Syria mengenai 
ukuran wasiat wajib 

Pasal 257 poin (a) Undang-Undang Per- 
data Syria menetapkan hal-hal berikut ini. 

a. Wasiat wajib untuk keturunan (anak 
cucu) sesuai dengan ukuran bagian warisan 
ayah dari kakek mereka, dengan cara mem- 
perkirakan bahwa sang ayah meninggal setelah 
sang kakek, dan dengan syarat bagian waris ini 
tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan 
mayit (kakek). 


Teks ini sudah sangat jelas, bahwa bagian 
anak cucu adalah bagian yang diambil ayah 
mereka—yang sudah meninggal—andai sang 
ayah ini masih dalam keadaan hidup. Sedang- 
kan teks dari pasal 76 Undang-Undang Wasiat 
Mesir yang merupakan dasar pengambilan hu- 
kum pasal 257 Undang-Undang Perdata Syria 
menuntut untuk memberikan bagian sem- 
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purna sang ayah yang telah meninggal tadi 
kepada anak cucunya, diambil dari sepertiga 
harta peninggalan mayit, dengan mendahulu- 
kan hak wasiat wajib daripada wasiat-wasiat 
ikhtiyariyyah lainnya. Jadi, bukan bagian yang 
diambilnya dari bagian sang ayah. 

Perbedaan ini menjadi jelas dengan meng- 
gunakan dua contoh kasus berikut. 


Penyelesaian pertama sesuai dengan cara 
Undang-Undang Syria 





Bisa diperhatikan bahwa bagian yang di- 
dapatkan cucu adalah 1632, lebih kecil dari 
sepertiga harta peninggalan mayit, karena 
anak-anak perempuan mendapat bagian 2/3 
dari bagian bapaknya: sedang asal masalah 
pokoknya adalah 6912, diperbesar menjadi 
enam kali lipat. 


Penyelesaian kedua sesuai dengan cara 
Undang-Undang Mesir 





Bisa diperhatikan bahwa dalam penyele- 
saian ini, tiga orang cucu perempuan dari 
anak-anak laki-laki tidak mendapat bagian 
sempurna bapak mereka, karena bagiannya 
ini melebihi sepertiga harta peniggalan mayit. 
Mereka hanya mendapatkan sepertiga harta, 
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yaitu 384 dari yang sebenarnya 1152, diambil 
dari jumlah keseluruhan masalah 6912. Ko- 
reksi ini lebih mudah bila dibandingkan de- 
ngan cara yang digunakan Undang-Undang 
Syria. Namun, konsisten teks Undang-Undang 
Syria-lah yang harus dikerjakan—dalam pe- 
nyelesaian pertama. Sedang sesuai tata cara 
Undang-Undang Mesir, cucu-cucu itu menda- 
patkan bagian bapak dalam batas sepertiga 
harta peninggalan, bukan bagian waris dari 
bapak mereka. Sepertiga atau bagian penuh 
bapak yang kurang dari sepertiga harta ini 
kemudian dibagikan kepada anak-anaknya 
(dalam kasus ini sudah berstatus sebagai cu- 
cu), dan bagian laki-laki adalah dua kali lipat 
bagian perempuan. 


e Cara mengeluarkan wasiat wajib 
Perundangan tidak menetapkan cara me- 

ngeluarkan wasiat wajib, namun menjelaskan 

pentingnya menjaga hal-hal berikut. 

1. Ukuran yang dikeluarkan tidak melebihi 
sepertiga harta peninggalan mayit. 

2. Ukuran wasiat wajib ini sesuai ukuran 
bagian ayah yang meninggal pada masa 
kakek masih hidup. 

3. Pelaksanaan adalah dengan menganggap 
bahwa harta yang keluar adalah wasiat, 
bukan warisan, maka diambilkan dari se- 
luruh harta peninggalan mayit, tidak dari 
sepertiga harta saja. 


Cara: Ayah yang meninggal pada masa ka- 
kek masih hidup diperkirakan dalam keadaan 
hidup, lalu mengambil bagiannya dari harta 
peninggalan, dengan syarat tidak melebihi se- 
pertiga harta, kemudian bagiannya dibagikan 
kepada anak cucu/keturunannya. Setelah itu, 
sisa harta peninggalan mayit dibagikan kepa- 
da ahli waris lainnya, tanpa memerhatikan 
kembali bagian anak yang sudah meninggal 
yang diperkirakan masih hidup tadi. 
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Contoh: seseorang mati dengan mening- 
galkan tiga anak laki-laki, satu cucu perem- 
puan dari anak laki-laki yang sudah meninggal 
terlebih dahulu, ibu, dan ayah. Pertama, anak 
laki-laki yang sudah meninggal dianggap ma- 
sih hidup, maka ayah mendapat bagian seper- 
enam, dan masing-masing anak laki-laki (yang 
berjumlah 341- 4 anak) mendapat bagian se- 
perenam. Kemudian bagian anak laki-laki yang 
sudah meninggal diambilkan dari seluruh har- 
ta peninggalan sesungguhnya, yang kemudian 
diberikan kepada anak perempuannya (dalam 
kasus ini berstatus sebagai cucu perempuan) 
sebagai wasiat wajib. Setelah itu, sisa harta 
peninggalan dibagikan kepada ahli waris lain- 
nya yang masih ada secara langsung sesuai 
dengan kewajiban syara. Maka, ayah menda- 
pat seperenam sisa, ibu seperenam sisa, dan 
sisanya dibagikan kepada tiga anak laki-laki 
yang masih hidup. 


7. PENGUATAN WASIAT 

Secara mufakat disunnahkan menuliskan 
wasiat, serta memulainya dengan basmalah 
dan pujian kepada Allah dengan hamdalah 
dan semacamnya, juga shalawat kepada Nabi 
Muhammad saw, lalu mengikrarkan dua sya- 
hadat, baik dengan tulisan maupun ucapan 
setelah basmalah, hamdalah, dan shalawat, 
kemudian mempersaksikan wasiat demi ke- 
absahan dan kelestarian pelaksanaannya. 

Pada pembahasan pertama saya telah 
menjelaskan bahwa wasiat bisa dibuat dengan 
menggunakan ungkapan dan tulisan, juga de- 
ngan menggunakan isyarat yang bisa dipaha- 
mi (menurut golongan Malikiyyah). Undang- 
Undang Mesir pasal (2/a) dan Undang-Undang 
Syria pasal 208 menetapkan cara-cara pem- 
buatan wasiat. Perundangan ini menuturkan 
bahwa wasiat bisa dibuat dengan ungkapan 


Te 
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atau tulisan bagi orang yang mampu melaku- 


“kan dengan salah satu dari kedua cara ini. 


Apabila tidak mampu maka bisa dengan meng- 
gunakan isyarat yang bisa dipahami yang me- 
nunjukkan kepada hal tersebut (wasiat). 

Perundangan mengambil pendapat dari 
golongan Syafi'iyyah, perundangan ini menya- 
makan keadaan tidak mampu menulis atau ti- 
dak mampu mengungkapkan dengan keadaan 
orang yang benar-benar tidak mampu seperti 
karena bisu, dan tidak mampu yang disebab- 
kan hal baru seperti sakit. Isyarat dianggap se- 
bagai hujjah karena sangat dibutuhkan untuk 
menguatkan hak-hak manusia (para hamba). 

Wasiat menjadi kuat dengan cara penguat- 
an secara syara, seperti dengan kesaksian atau 
tulisan. Tulisan: menurut golongan Hanafiy- 
yah adalah mu'tabarah?! apabila terdapat 
penjelasan dan tertulis (mustabiinah marsuu- 
mah)—yakni tertulis dalam baris-baris di 
atas kertas atau semacamnya, serta dimulai 
dengan mencatumkan alamat yang dituju, 
dan di awal tulisan ditulis: Dari Fulan A untuk 
Fulan B. Jika tidak terdapat penjelasan, seperti 
tulisan di udara atau penomoran di atas air, 
yang seperti ini tidaklah dianggap sah. Jika ter- 
dapat penjelasan namun tidak tertulis dalam 
bentuk baris di atas kertas, seperti tulisan di 
tembok atau di dedaunan pohon, yang seperti 
ini adalah kinayah yang mengharuskan adanya 
niat. Namun menurut golongan ini, tulisan saja 
tidak bisa menguatkan sesuatu kecuali untuk 
beberapa masalah, yaitu tulisan atau surat 
Ahlul Harb (ahli perang) yang berisi perminta- 
an keamanan kepada pemimpin, daftar atau 
buku calo, changer, dan penjual. 

Kesaksian atas tulisan wasiat: Menurut 
golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, kesaksi- 
an dilakukan setelah dibacakan kepada para 
saksi, lalu mereka mendengarkan isi wasiat 


291 Takmilat al-Fath wal Inaayah, vol. 8, hlm. 511 dan setelahnya: al-Fataawaa al Hindiyyah, vol. 2, hlm. 347: Raddul Muhtaar, vol. 3, 
hlm. 443. : 
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dari mulut mushii, atau wasiat dibacakan ke- 
pada mushii, kemudian dia mengakuinya. Ka- 
rena menurut kesepakatan ulama, ketetapan 
hukum tidak boleh hanya dengan melihatnya 
si saksi akan tulisan wasiat saja. Namun, wasiat 
bisa berlaku—menurut golongan Syafi'iyyah— 
dengan tulisan (yang dimaksudkan untuk wa- 
siat), lalu niat dijelaskan dengan ucapan atau 
pengakuan ahli waris setelah meninggalnya 
mushii. Jadi, wasiat tidaklah kuat apabila hanya 
dengan menggunakan tulisan saja—menurut 
golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, karena 
dimungkinkan adanya unsur penipuan dan 
keserupaan tulisan. 

Madzhab Malikiyyah:?? wasiat menjadi 
tetap (kuat) apabila dengan menggunakan tu- 
lisan mushii yang disertai kesaksian, meskipun 
tidak dibacakan kepada para saksi, juga tidak 
dibuka sama sekali. Wasiat bisa dilaksanakan 
apabila mushii mempersaksikan dengan ucap- 
annya kepada para saksi, “Saksikanlah apa 
yang ada dalam tulisan ini,” lalu tidak ada 
penghapusan tulisan, maka wasiat seperti ini 
menjadi kuat, meski tulisan tetap berada di 
tangan mushii dan tidak dikeluarkannya hing- 
ga dia meninggal. 

Jika hakim mengeluarkan keputusan bah- 
wa isi yang ada dalam kertas merupakan tu- 
lisan mushii, atau dia telah membacakannya 
di depan para saksi, namun mushii tidak mem- 
persaksikannya dalam dua bentuk di atas, yak- 
ni dengan mengucapkan, “Jadilah saksi atas 
wasiatku ini,” atau “Laksanakanlah wasiatku 
ini” maka wasiat tidak bisa dilaksanakan se- 
peninggalnya, karena dimungkinkan bahwa 
dirinya telah mencabut kembali wasiatnya. 
Apabila mushii mengatakan, “Jadilah saksi,” 
atau “Laksanakanlah,” maka wasiat harus di- 
laksanakan. 

Madzhab Hanabilah dalam pendapatnya 


292  Asy-Syahush Shaghiir, vol. 4, hlm. 601. 
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yang lebih rajih??8 mengatakan: orang yang me- 
nulis wasiat, tapi dia tidak mempersaksikan- 
nya, wasiat tetap dianggap (sah) selama tidak 
diketahui adanya pencabutan atas wasiat ter- 
sebut. Wasiat menjadi tetap (berlaku), dan apa 
yang tertera di dalamnya bisa diterima. Yakni, 
dengan menggunakan tulisan mushii, dengan 
adanya pengakuan dari ahli warisnya, atau 
dengan adanya bukti atau saksi yang menge- 
tahui tulisan mushii, dan mushii sendiri adalah 
orang yang tulisannya sudah masyhur. Kare- 
na, Rasulullah saw. bersabda, “Tiadalah hak 
seorang Muslim (yang memiliki sesuatu) yang 
menginap selama dua malam, melainkan wa- 
siatnya telah tertulis di sisinya." 

Rasulullah tidak menyebutkan hal yang 


lebih dari tulisan, sehingga menunjukkan un- 


tuk mencukupkan dengan tulisan saja. Dan 
karena Rasulullah menulis surat kepada para 
pegawai/komandan, juga yang lainnya, dan 
dengan surat atau tulisan itu beliau mengha- 
ruskan dikerjakannya apa yang tertulis di da- 
lamnya. Demikian juga yang dilakukan oleh pa- 
ra Khulafaur Rasyidin sepeninggal beliau, dan 
tulisan juga menunjuk kepada sesuatu yang di- 
maksudkan, tulisan adalah seperti lafaz. 

Jika seseorang menulis wasiatnya, lalu dia 
berkata, “Persaksikanlah aku atas apa yang 
ada dalam kertas ini,” atau berkata, “Ini adalah 
wasiatku, maka jadilah saksi atas diriku akan 
wasiat ini,” wasiat seperti ini belum menjadi 
kuat sampai para saksi mendengar apa yang 
tertera di dalamnya dari mushii sendiri, atau 
tulisan 'itu dibacakan kepadanya, lalu dia 
mengakui apa yang ada di dalamnya. Hal ini 
sesuai dengan pendapat golongan Hanafiyyah 
dan Syafi'iyyah. 

Kesimpulan: Menurut Jumhur Ulama, 
kuatnya wasiat mengharuskan adanya para 
saksi yang mendengar sendiri isi wasiat, atau 


298  Al-Mughnii, vol. 6, hlm. 69 dan setelahnya: Kasysyaaful Ginaa' vol. 4, him. 373: Ghaayatul Muntahaa, vol. 2, hlm. 348. 
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wasiat dibacakan di hadapan mushii, lalu dia 
mengakui apa yang ada di dalamnya. Menurut 
golongan Malikiyyah, cukuplah dipersaksikan 
saja, meski tidak dibacakan di depan para 
saksi dan tulisan wasiat tersebut tidak dibuka 
sama sekali. 

Menurut golongan Hanabilah, wasiat men- 
jadi kuat dengan tulisan saja, dengan catatan 
bahwa mushii adalah orang yang tulisannya 
sudah masyhur dan dikenal. Perundangan 
mengambil hukum berdasarkan pendapat ini. 

Undang-Undang Mesir pasal (2/2) ber- 
beda dengan pendapat ulama dalam mende- 
ngarkan (menganggap sah) suatu klaim: wa- 
siat dengan menggunakan kesaksian yang su- 
dah ditetapkan menurut pendapat para ulama 
tidaklah dianggap, yakni ketika terjadi peng- 
ingkaran pengakuan wasiat atau pencabutan 
secara lisan/ucapan sepeninggal mushii. Na- 
mun, pengakuan ini bisa dianggap (sah) dan 
didengar apabila wasiat adalah sudah kuat de- 
ngan adanya kertas resmi atau kertas yang su- 
dah dikenal, dan seluruh wasiat ditulis dengan 
menggunakan tulisan mushii, juga disertai pa- 
raf atau tanda tangan yang membenarkannya. 
Demikian ini adalah kehati-hatian perundang- 
an, karena memerhatikan zaman yang sudah 
rusak serta tidak adanya kepercayaan atas 
kebanyakan persaksian, disebabkan sudah ba- 
nyak menyebarnya kesaksian palsu. 

Dalam catatan penjelasan disebutkan: 
hukum di sini diambil! dari apa yang ditutur- 
kan oleh Ali bin Abdussalam at-Tasuli al-Ma- 
liki, bahwa adanya penyaksian merupakan sya- 
rat sah akad-akad tabarru: Di antara kaidah 
syar'iyyah menyatakan, penguasa berhak me- 
merintahkan sesuatu yang mubah karena dia 
melihat adanya maslahat umum di dalamnya. 
Maka ketika dia memerintahkan hal tersebut, 
dia wajib ditaati. Dalam beberapa pendapat 
ulama dikatakan, perintahnya mengakibatkan 
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atau memunculkan hukum syar'i. Maka, akad 
wasiat—yang termasuk akad tabarru'—boleh 
dengan menggunakan penyaksian secara ter- 
tulis dan boleh juga dengan menggunakan 
penyaksian secara lisan. Jika sang penguasa 
berpendapat agar digunakan penyaksian se- 
cara tulis sesuai dengan cara yang sudah jelas 
dalam pasal perundangan, semua orang harus 
melaksanakannya. 


B. HUKUM TABARRU' YANG DILAKUKAN 
PESAKITAN MENJELANG KEMATIAN 
Apakah tabarru' yang dilakukan seorang 

yang sakit menjelang kematian dianggap ma- 

suk dalam hukum wasiat? 

Penyakit yang membawa kepada kemati- 
an, menurut pendapat golongan Syafi'iyyah 
dan Hanabilah,? penyakit ini adalah jenis pe- 
nyakit yang memenuhi dua syarat berikut. 

Pertama, penyakit tersebut diakhiri de- 
ngan kematian. Apabila dia sehat dari sakit 
saat dia melakukan tabarru, setelah itu dia 
mati, pemberiannya dihukumi sebagai pembe- 
rian orang sehat, karena penyakitnya bukan- 
lah penyakit yang berakhir atau menyebabkan 
kematiannya. 

Kedua, penyakit tersebut mengkhawatir- 
kan, yakni penyakit yang membuat penderita- 
nya menetap di tempat tidur. Penyakit lepra, 
pes/wabah, lumpuh separuh atau seluruh tu- 
buh dan tidak berlangsung lama, demam ber- 
kala, yaitu sehari atau dua hari, diare satu atau 
dua hari. Semua orang yang menderita penya- 
kit seperti ini dihukumi sebagai orang yang 
sehat, karena biasanya penyakit-penyakit ini 
tidak mengkhawatirkan. 

Saya telah menjelaskan syarat-syarat pe- 
nyakit kematian dalam pembahasan teori-teori 
fighiyyah dalam madzhab-madzhab yang lain. 
Jelas sekali bahwa golongan Hanafiyyah mem- 
batasi masa penyakit kematian dengan ukuran 


294 Al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 453: al-Mughnii, vol. 6, hlm. 84 dan him. setelahnya. 
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satu tahun apabila penyakit tidak bertambah 

parah. Jika penyakit bertambah parah maka 

dianggap sebagai penyakit kematian meski- 
pun berlangsung selama bertahun-tahun. 

Tabarru' pesakit yang menderita pe- 
nyakit kematian: bisa berupa tabarru' yang 
dilaksanakan, bisa pula disandarkan kepada 
masa atau keadaan setelah kematian.?” 

1. Tabarru' yang dilaksanakan seperti mu- 
haabaat,?” hibah yang diterimakan, sede- 
kah, memerdekakan budak, membebas- 
kan utang, dan pengampunan atas kri- 
minal yang mengharuskan dibayarkannya 
sejumlah harta. Hukumnya: para ulama 
tidak memperselisihkan bahwa jika ta- 
barru' ini dilakukan orang yang tidak di- 
cegah untuk mendayagunakan hartanya 
dan dilakukan saat sehat, maka tabarru' 
ini diambilkan dari harta pokok. Jika di- 
lakukan saat menderita penyakit yang 
mengkhawatirkan dan bersambung kepa- 
da kematian maka menurut jumhur ula- 
ma, tabarru' diambilkan dari sepertiga 
harta, karena hadits yang telah disebut- 
kan, “Sesungguhnya Allah bersedekah atas 
kalian dengan sepertiga harta kalian keti- 
ka kalian wafat, sebagai tambahan bagi 
amalan kalian,” dan karena zahir keadaan 
menunjuk kepada kematian. Maka, pem- 
beriannya dalam keadaan tersebut—ber- 
kaitan dengan hak ahli warisnya—seperti 
wasiat, ia tidak boleh lebih dari sepertiga. 
Dalam pendapat golongan Zhahiriyyah 
dikatakan bahwa tabarru' yang berupa 
hibah yang telah diterimakan diambilkan 
dari harta pokok. 
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2. Tabarru' atau pemberian yang disandar- 
kan kepada keadaan setelah kematian, 
secara mufakat memiliki status hukum 
seperti wasiat yang pelaksanaannya harus 
dalam batas sepertiga atau bergantung 
dengan izin dari ahli waris jika melebihi 
sepertiga, seperti yang telah diriwayatkan 
Imam Ahmad dari Abu Zaid al-Anshari, 
“Bahwa seseorang memerdekakan enam 
budak saat dia meninggal, sedang dia tidak 
memiliki harta lainnya. Maka, Rasulullah 
mengundi di antara mereka (para budak 
itu). Lalu Rasulullah menetapkan dua 
budak tersebut merdeka, dan tetap men- 
jadikan empat orang lainnya sebagai 
budak.”? | 


Undang-Undang Sipil Mesir pasal 916 dan 
Undang-Undang Syria pasal 877 menjadikan 
tabarru' munjazah (yang bisa langsung dilak- 
sanakan) yang dilakukan penderita penyakit 
kematian dalam hukum wasiat, karena jelas- 
nya tujuan tabarru' dari sebuah wasiat. Juga, 
karena adanya bukti dan indikasi dari keadaan 
yang menunjuk kepada hal tersebut. Demikian 
ini cukup untuk menjadikan tasharruf secara 
perundangan sebagai sesuatu yang disandar- 
kan kepada keadaan setelah meninggal, kemu- 
dian berlaku hukum-hukum wasiat atasnya. 


C. AL-WISHAAYAH (PERWALIAN, 
PENGAMPUAN: PERINTAH/PESAN) 


1. JENIS-JENIS WISHAAYAH ? 


Secara keseluruhan, ada tiga jenis wishaa- 
yah, yaitu wishaayah dari seorang khalifah, 


295  Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, vol. 5, hlm. 467, 469, 481: al-Badaa'i! vol. 8, hlm. 370: asy-Syarhul Kabiir, vol. 4, hlm. 444: 
Bidaayatul Mujtahid, vol. 2, hlm. 322: al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 453: al-Mughnii, vol. 6, hlm. 71-95. 
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Muhaabaat yang berkaitan dengan masalah penyakit adalah apabila seseorang melakukan akad tukar-menukar dengan hartanya, 


dan dia menolerir sebagian ganti ruginya kepada orang yang membayar ganti tersebut. 
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wishaayah dari seorang hakim, dan wishaayah 
mukhtaarah (yang dipilih). 

Wishaayah khalifah adalah orang yang di- 
beri mandat perwalian oleh seorang khalifah 
dengan menggunakan baiat, jika memang dia 
layak untuk menduduki kekhilafahan. Secara 
syara, mengangkat khalifah dibolehkan. Pe- 
ngarang al-Muhadzdzab mengatakan,?”orang 
yang menduduki kekhilafahan atas suatu umat 
diperbolehkan untuk memberikan wishaayah 
kepada orang yang layak untuk itu, karena Abu 
Bakar memberikan perwalian kepada Umar, 
dan Umar memberikan perwalian kepada ahli 
syuuraa, dan para sahabat pun rela akan hal 
tersebut. 

Dari sini bisa dipahami, bahwa harus ada 
baiat kepada washi dari umat bersangkutan. 

Wishaayah hakim adalah orang yang di- 
tunjuk hakim untuk menangani masalah-ma- 
salah gishshar materi. 

Sedang wishaayah mukhtaarah adalah, 
orang yang dipilih seseorang semasa hidupnya, 
sebelum dia meninggal untuk memerhatikan 
pengaturan urusan materi orang yang tidak 
mampu menanganinya. Bisa kita perhatikan 
bahwa menerima wishaayah untuk tujuan 
memperkuatnya adalah bentuk mendekatkan 
diri, karena dengan demikian orang akan sa- 
ling menolong dalam kebaikan dan takwa, ka- 
rena Allah SWT berfirman, 


& Fa Pd 2 - 
2 MAT. an BAGAN ARA 
“. Mereka menanyakan kepadamu (Mu- 
hammad) tentang anak-anak yatim. Katakan- 
lah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah 
baik!” (al-Bagarah: 220) 
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Golongan Hanafiyyah dan Hanabilah 
mengatakan, tidak melakukan hal tersebut 
adalah lebih utama, karena ada sesuatu yang 
membahayakan di dalamnya. 

Di sini akan diperbincangkan hukum-hu- 
kum al-washyu al-mukhtaar beserta syarat- 
syaratnya yang bersinggungan dengan urusan 
orang-orang yang tidak mampu menangani 
sendiri urusannya, dan washi adalah orang 
yang diperintahkan untuk men-tasharruf-kan- 
nya sepeninggal orang yang memilihnya tsb.. 
Dalam buku-buku figih, pada umumnya yang 
dimaksud adalah mushaa ilaih, dan saya telah 
membahas hukum-hukum terpentingnya da- 
lam pembahasan mengenai hijr. 


2. RUKUN-RUKUN WISHAAYAH 

Sesuai dengan ungkapan atau istilah yang 
dipakai oleh selain golongan Hanafiyyah, ada 
empat rukun wishaayah, yaitu mushii (orang 
yang mewasiatkan/ atau memberikan hak 
pengampuan atau perwalian), washi (pelaksa- 
na), mushaa fiih (orang yang menerima wishaa- 
yah), dan shiighat (ijab dan gabul). Saya akan 
menuturkannya secara runtut rukun-rukun- 
nya berikut ini.” 


a. Mushii 

Secara sepakat, wishaayah akan dilaksana- 
kan apabila datang dari orang yang merdeka, 
mukallaf (baligh dan berakal sehat), dan atas 
kehendak sendiri. Menurut golongan Syafi- 
'iyyah, sah-sah saja wasiat yang datang dari 
orang yang mabuk. Mushii juga disyaratkan 
harus orang yang rasyiid (pintar mengatur 
harta, bijaksana: berakal: dewasa). Maka, se- 
orang ayah yang dicegah untuk mendayaguna- 
kan hartanya tidak memiliki hak wishaayah 


300 Ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 493-513: asy-Sayarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 604-612: asy-Syarhul Kabiir, vol. 4, hlm. 452 dan 
hlm. setelahnya: Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 74-78: al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 463-464, Kasysyaaful Ginaa, vol. 4, hlm. 436-445, 
Ghaayatul Muntahaa, vol. 2, hlm. 378 dan hlm. setelahnya, al-Hidaayah ma'a Takmiilat Fathul Gadiir, vol. 8, hlm.490-503. 
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atas anaknya yang masih kecil atau bodoh. 
Menurut golongan Malikiyyah dan Hanabilah, 
sah wasiat yang datang dari anak yang sudah 
tamyiz. 

Berkaitan dengan urusan anak-anak, go- 
longan Syafi'iyyah menetapkan syarat lain 
bagi mushii, yaitu dia adalah orang yang me- 
miliki hak wali atas anak-anak tersebut dalam 
pandangan syara, yaitu ayah, kakek dan sete- 
rusnya. Jadi, wishaayah atas mereka tidak sah 
apabila datang dari saudara laki-laki, paman, 
washi, dan gayyim, demikian juga dari ibu— 
menurut madzhab. Berdasarkan pendapat 
yang shahih, seorang ayah tidak boleh memi- 
lih washi untuk anak-anak atau semacamnya, 
sementara masih ada kakek, dilihat dari sisi 
hak kewalian yang dimiliki kakek. Karena hak 
kewaliannya sudah tetap secara syara, maka 
ayah tidak boleh memindahkan perwalian da- 
ri kakek, seperti perwalian pernikahan. 

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah me- 
ngatakan, washi tidak boleh melimpahkan wi- 
shaayah kepada orang lain kecuali dia telah 
mendapatkan izin. Maka jika dia telah diizin- 
kan, menurut pendapat yang azhhar golongan 
Syafi'iyyah, dia boleh melakukan pengalihan. 

Golongan Malikiyyah memperbolehkan 
seorang ibu untuk melakukan wishaayah atas 
anak-anaknya dengan beberapa syarat: harta 
berjumlah kecil seperti enam puluh dinar, harta 
bisa diwaris, yakni harta merupakan miliknya 
lalu dia meninggal: mushaa “alaih tidak memi- 
liki wali, baik itu ayah, washi ayah, atau washi 
hakim. Jadi, apabila harta berjumlah besar, se- 
orang ibu tidak boleh melakukan atau menen- 
tukan wishaayah. Dan jika harta adalah milik 
sang anak dari lain ibu, seperti dari ayahnya 
atau dari hibah, ibu juga tidak boleh melakukan 
wishaayah, namun urusan dilaporkan kepada 
hakim. Dan jika sang anak memiliki wali lain, 
baik itu ayah atau washi, ibu juga tidak boleh 
melakukan wishaayah atas anak-anaknya. 
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b. Washi 

Washi harus orang mukallaf (baligh dan 
berakal sehat), merdeka, adil meski secara za- 
hir saja, memiliki pengetahuan dan pengalam- 
an mengenai urusan pendayagunaan harta 
yang menjadi mushaa bih (yakni kecerdasan 
atau kepintaran mengenai harta), amanah, 
dan Islam. 

Maka, tidaklah sah memberikan wishaa- 
yah kepada anak kecil atau kepada orang gila, 
karena mereka ini ada dalam perwalian orang 
lain. Secara otomatis mereka tidak bisa men- 
jadi wali urusan orang lain. 

Wishaayah juga tidak sah diberikan kepa- 
da budak meski dengan seizin sang majikan— 
menurut golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah. 
Karena seorang budak tidak diperbolehkan 
men-tasharruf-kan harta ayahnya, maka ba- 
gaimana dia bisa menjadi washi orang lain? 
Golongan Malikiyyah dan Hanabilah memper- 
bolehkan apabila wishaayah diberikan kepada 
budak dengan seizin sang majikan, karena dia 
berkompeten untuk menjaga harta, sebagai- 
mana sabda Nabi saw., “Seorang khadim (pe- 
layan) (bertanggung jawab) menjaga harta 
sang majikan. Maka, dia akan dimintai pertang- 
gungjawaban mengenainya.” 

Wishaayah juga tidak boleh diberikan ke- 
pada orang fasik atau orang yang berkhianat, 
karena wishaayah adalah sebuah perwalian, 
penguasaan, dan kepercayaan. Jika washi ada- 
lah orang yang adil, lalu karena suatu hal dia 
menjadi fasik maka dia harus dipecat. Dan jika 
dia tetap saja melakukan tasharruf atas harta 
tersebut, tasharruf'-nya ditolak (tidak sah). 

Wishaayah juga tidak boleh diberikan ke- 
pada orang yang tidak pintar mengatur harta 
dan tidak bisa memberikan pengarahan kepa- 
da tasharruf yang baik atas mushaa bih, karena 
dia idiot, sakit, pikun, atau lupa: karena tidak 
ada maslahat memberikan kekuasaan atau 
perwalian kepada orang-orang seperti ini. 
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Wishaayah juga tidak boleh diberikan ke- 
pada orang yang tidak bisa dipercaya. Apa- 
bila terbukti sifat khianatnya, dia harus dipe- 
cat dari wishaayah tersebut. Wishaayah juga 
tidak boleh diberikan seorang Muslim kepada 
orang kafir, karena orang kafir tidak memiliki 
kekuasaan atas Muslim. Juga, karena orang 
kafir adalah orang yang tertuduh. Allah SWT 
berfirman, 


# ia Le AL MAL TG “ah a79 

Ia PN EL AN Jatuh... 
“. Allah tidak akan memberi jalan kepada 
orang kafir untuk mengalahkan orang-orang 


beriman.” (an-Nisaa': 141) 





Dan juga, ayat lain yang artinya, 


“Wahai orang-orang yang beriman! Ja- 
nganlah kamu menjadikan teman orang-orang 
yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai 
teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak 
henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka 
mengharapkan kehancuranmu....” (Ali “Imran: 
118) 


Akan tetapi, wishaayah boleh diberikan 
oleh kafir dzimmi kepada sesama kafir dzimmi 
juga, atau kepada Muslim, untuk sesuatu yang 
berhubungan dengan anak-anak orang-orang 
kafir, dengan syarat kafir dzimmi tersebut adil 
menurut (dalam) agamanya, sebagaimana di- 
perbolehkannya kafir dzimmi menjadi wali ba- 
gi anak-anak tersebut. Demikian juga dengan 
syarat Muslim, dia harus orang yang adil. 

Apabila orang adil tersebut lemah atau 
tidak mampu, orang yang kuat dan tepercaya 
akan digabungkan dengannya. 

Untuk keabsahan wishaayah, golongan 
Hanabilah tidak mensyaratkan bahwa washi 
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harus mampu mengerjakan. Maka, wishaayah 
sah diberikan kepada orang yang lemah. 

Golongan Hanafiyyah memperbolehkan 
pengampuan yang diberikan kepada orang 
yang masih dalam penantian, orang yang di- 
nantikan kompetensinya untuk dijadikan wa- 
shi, misalnya setelah dia mencapai usia baligh, 
atau setelah dia datang dari suatu perjalanan, 
dan sejenisnya, seperti sembuh dari gila, hi- 
langnya sifat fasik, sifat idiot, dan Islam. 

Dalam masalah ini tidak disyaratkan la- 
ki-laki dan harus bisa melihat. Maka, sah saja 
apabila washi adalah seorang wanita karena 
dia termasuk berkompeten untuk menjadi 
saksi. Dan juga, karena Sayyidina Umar r.a. 
memberikan wishaayah kepada putrinya yang 
bernama Hafshah r.a.?'! Dan juga, ibu dari 
anak-anak lebih utama daripada wanita-wa- 
nita lainnya. Yakni manakala semua syarat 
di atas sudah terpenuhi, karena seorang ibu 
berlimpah kasih sayang. Washi juga boleh saja 
orang yang buta, karena dia juga berkompeten 
menjadi saksi. Maka, boleh saja memberikan 
wishaayah kepadanya layaknya kepada orang 
yang bisa melihat. Dan juga, karena dia juga 
mampu mewakilkan kepada orang lain untuk 
sesuatu yang tidak bisa langsung dikerjakan- 
nya sendiri. 

Berbilangnya wishaayah: Berbilangnya 
wishaayah diperbolehkan. Maka, seseorang 
bisa saja berpesan untuk dua orang dengan 
menggunakan satu lafaz, misalnya, "Aku men- 
jadikan kalian berdua sebagai washi,” atau de- 
ngan menggunakan dua lafazh dalam satu atau 
dua waktu, sebagaimana diriwayatkan bahwa 
Fatimah binti Rasulullah menjadikan pertim- 
bangan wakafnya kepada Ali. Lalu jika terjadi 
sesuatu atas diri Ali, Ali mengangkatnya kepada 
kedua putra Fatimah. Kedua putranya ini akan 
mendampinginya dalam masalah tersebut. 
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Salah satu dari keduanya tidak boleh me- 
misahkan diri dalam mengerjakan wishaayah, 
baik penentuan yang ada dengan mengguna- 
kan satu akad atau dua akad—dalam pan- 
dangan golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah 
—202 kecuali apabila ada penjelasan dari mu- 
shii mengenai diperbolehkannya memisahkan 
diri, dan kecuali—menurut golongan Hanafiy- 
yah —jika salah satu dari keduanya memper- 
bolehkan mitranya untuk mengerjakan sen- 
diri. Keduanya harus bekerja sama dalam 
melakukan segala pekerjaan yang ada. Maka, 
salah satunya tidak boleh sendirian saja dalam 
menjual, membeli, menikahkan, atau hal lain- 
nya melainkan dengan menggunakan taukiil 
(akad perwakilan). 

Jika salah satunya meninggal atau berse- 
lisih pendapat dengan mitranya dalam suatu 
urusan, seperti jual beli atau pernikahan, se- 
orang hakim harus memerhatikan—menurut 
golongan Malikiyyah—keputusan yang meng- 
andung kemaslahatan: baik dengan berdiri 
sendirinya washi yang masih hidup dalam me- 
laksanakan wishaayah, atau dia harus meng- 
angkat orang lain untuk bergabung menemani 
washi yang masih hidup atau menolak pe- 
kerjaan salah satu dari keduanya saat terjadi 
perbedaan atau dengan meluluskannya. Salah 
satu dari kedua washi tidak diperbolehkan 
memberikan wishaayah kepada orang lain, 
selama dia sendiri masih hidup tanpa seizin 
mitranya. Maka jika temannya mengizinkan, 
dia boleh saja memberikannya kepada orang 
lain. Salah satu dari keduanya juga tidak di- 
perbolehkan membagi harta yang diampukan 
kepada keduanya. 

Golongan Hanafiyyah mengatakan, apa- 
bila mushii melakukan wishaayah dalam ke- 
adaan meninggal, gila, atau dalam keadaan 
yang mengharuskan pemecatan atas washi 


Ce 
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dan menggantikannya dengan orang lain atau 
kepada orang yang masih hidup dari kedua 
washi yang telah ditunjuk, wishaayah ini harus 
dilaksanakan. Dan jika dia tidak melakukan- 
nya maka hakim akan menggabungkan orang 
lain dengan salah satu washi yang masih ada 
tersebut. 

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah juga 
berpendapat demikian: salah satu dari dua wa- 
shi tidak boleh sendirian saja dalam menger- 
jakan pengampuan, kecuali dengan adanya 
penjelasan dari mushii untuk mengerjakannya 
sendiri. Karena, mushii tidaklah rela kecuali 
bila wishaayah dikerjakan keduanya, dan me- 
misahkan diri dalam mengerjakannya berarti 
menentang mushii. Jika mushii memperboleh- 
kannya maka washi boleh mengerjakannya 
sendirian saja. Karena, memang mushii telah 
mengizinkannya. Apabila salah satunya lemah, 
fasik, atau meninggal saat mushii sudah meng- 
izinkan dan dia rela apabila pengampunan 
dikerjakan sendirian/secara terpisah antara- 
kedua washi, yang lainnya boleh mengerjakan 
atau men-tasharruf-kan wishaayah sendiri. Sa- 
lah satu dari keduanya tidak boleh ditempat- 
kan pada posisi yang lainnya, karena mushii 
hanya rela dengan pandangan salah satu dari 
kedua washi tersebut. 

Adapun apabila saat pemberian wishaa- 
yah, salah satu dari keduanya lemah maka 
orang yangakan membantunya akan digabung- 
kan bersamanya. Dan jika salah satunya fasik 
atau mati, hakim harus menunjuk orang yang 
akan menempati posisi kosong tersebut, ka- 
rena mushii tidak rela/puas hanya dengan 
pandangan dari salah satu dari kedua washi, 
dan hakim tidak boleh menyerahkan seluruh 
tasharruf kepada orang kedua. Karena, mushii 
tidaklah puas apabila wishaayah dilakukan 
hanya berdasarkan ijtihad salah satu dari 
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washi. Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah da- 
lam kasus ini sama dengan golongan Hanafi- 
yyah. 

Demikian ini adalah berkaitan dengan ka- 
sus wishaayah yang tidak ditentukan. Adapun 
untuk kasus pengembalian yang telah menjadi 
hak, seperti barang-barang yang di-ghashab, 
barang titipan, barang yang diwasiatkan, pelu- 
nasan utang yang jenisnya ada dalam tirkah, 
maka salah satu dari washi boleh independen 
mengerjakannya. 

Golongan Hanafiyyah mengecualikan se- 
puluh kasus karena darurat dari dasar batal- 
nya independensi salah satu washi, yaitu pem- 
belian kafan untuk mushii: penyiapannya, dan 
perdebatan mengenai hak-haknya—karena 
mereka berdua biasanya tidak akan bersepa- 
kat, dan bila bersepakat pun, biasanya hanya 
salah satu dari mereka yang akan berbicara-, 
pembelian kebutuhan anak kecil yang harus 
segera dilakukan, seperti makanan dan pakai- 
an—karena dengan memperlambatnya bisa 
menimbulkan bahaya bagi si anak, menerima 
hibah untuk si kecil—karena dengan memper- 
lambatnya dikhawatirkan hibah akan hilang, 
memerdekakan budak tertentu /sudah ditentu- 
kan, karena pelaksanaannya tidak membutuh- 
kan pendapat apa pun, berbeda dengan me- 
merdekakan budak yang tidak ditentukan 
yang masih membutuhkan pendapat, mengem- 
balikan barang titipan dan melaksanakan wa- 
siat yang sudah jelas/ditentukan, karena ke- 
dua hal ini tidak membutuhkan musyawarah 
lagis menjual barang yang dikhawatirkan akan 
rusak serta mengumpulkan harta-harta yang 
hilang. 

Sebagian golongan Hanafiyyah menam- 
bahkan tujuh kasus lainnya, yaitu: mengemba- 
likan barang yang di-ghashab: pembelian yang 
rusak/tidak sah: pembagian barang takaran 


atau timbangan dengan sekutu mushii, mena- 
gih utang, melunasi utang dengan jenis hak- 
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nya: menjaga harta anak yatim—karena se- 
tiap orang yang bertanggungjawab harus men- 
jaganya, mengembalikan harga benda yang 
dijual mushii. 

Golongan Hanafiyyah dan Syafi'iyyah se- 
pakat bahwa apabila kedua washi berselisih 
pendapat mengenai penjagaan harta maka 
harta dibagi dua jika memang harta tersebut 
bisa dibagi. Dan jika tidak bisa dibagi, kedua- 
nya harus melakukan kesepekatan untuk wak- 
tu tertentu atau menitipkannya kepada orang 
lain. Karena, keduanya memiliki hak untuk 
menitipkan harta tersebut. 

Golongan Hanabilah mengatakan, harta 
tidak boleh dibagi di antara keduanya, karena 
keduanya adalah sekutu dalam penjagaan 
yang tidak terpisahkan dari persekutuan da- 
lam membelanjakan atau men-tasharruf-kan 
harta yang ada. Maka, harta dijadikan di satu 
tempat yang berada dalam kekuasaan kedua- 
nya. Dan jika sulit dilakukan, keduanya harus 
mengakhiri dan menyerahkannya kepada ha- 
kim yang dipercaya. 


c. Mushaa Fiih 

Wishaayah tidaklah sah melainkan dalam 
masalah men-tasharruf-kan sesuatu yang su- 
dah maklum yang bisa dikerjakan oleh mushii 
sendiri, agar washi mengetahui apa yang di- 
perintahkan kepadanya dan dia pun bisa men- 
jaga serta men-tasharruf-kannya. Dan karena 
wishaayah seperti perwakilan (wakaalah), 
washi pun melakukan tasharruf harta dengan 
adanya izin. Maka, ia tidak bisa dilaksanakan 
melainkan untuk barang yang sudah maklum 
yang dimiliki atau bisa dilakukan oleh mushii 
sendiri, seperti wishaayah untuk melunasi 
utang, membagi wasiat, dan memerhatikan 
urusan orang yang tidak pintar dalam meng- 
atur harta, seperti anak kecil, orang gila, dan 
orang idiot: mengembalikan barang titipan ke- 
pada pemiliknya: mengambil kembali barang 
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titipan yang menjadi miliknya: mengemba- 
likan barang yang di-ghashab, wishaayah se- 
orang imam akan kekhalifahan, pelaksanaan 
hadd gadzaf—menurut pendapat golongan 
Hanabilah dan Syafi'iyyah??, kesemuanya ini 
dipenuhi oleh washi sendiri untuk mushii, ti- 
dak dilimpahkan kepada mushaa ilaih. 

Menurut golongan Hanabilah, sah melaku- 
kan wishaayah untuk menikahkan anak pe- 
rempuan yang masih kecil dan masih di bawah 
umur sembilan tahun, dan washi yang ditun- 
juk sang ayah boleh memaksanya—jika ke- 
adaannya masih perawan, atau sudah janda 
namun masih berusia di bawah sembilan ta- 
hun—seperti layaknya sang ayah, karena dia 
(washi) adalah pengganti ayah yang juga se- 
perti wakilnya. 

Menurut golongan Syafi'iyyah, tidaklah 
sah melakukan wishaayah untuk menikahkan 
anak kecil laki-laki atau perempuan, semen- 
tara masih ada sang kakek. Karena, anak ke- 
cil baik laki-laki maupun perempuan hanya 
boleh dinikahkan oleh ayah atau kakeknya, 
karena hadits Nabi saw. mengatakan, “Sulthan 
(pemimpin) adalah wali bagi orang yang ti- 
dak memiliki wali.” Akan tetapi, jika anak 
laki-laki tersebut sudah mencapai usia baligh, 
dan tugas washi masih berlanjut karena anak 
masih idiot maka izin washi untuk pernikahan 
anak tersebut dianggap/didengarkan. 

Apabila wishaayah berhubungan dengan 
penjagaan dan sejenisnya, perintah ini harus 
dilaksanakan. Dan jika perintahnya mutlak 
untuk semua urusan anak-anak serta tidak 
disebutkan jenis tasharruf-nya, washi berhak 
melakukan tasharruf atas harta dan menjaga- 
nya, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. 
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d. Shiighat 

Secara mufakat, wishaayah bisa menjadi 
kokoh dengan adanya ijab dan gabul, misal- 
nya dengan perkataan mushii, “Aku memerin- 
tahkan pengampuan kepadamu,” atau “Aku 
menyerahkan urusan ini kepadamu," atau se- 
jenisnya seperti, “Aku menempatkanmu dalam 
posisiku untuk urusan anak-anakku sepening- 
galku,” atau “Aku menjadikanmu washi.” Cu- 
kuplah isyarat atau tulisan dari orang yang 
bisu dan golongan Syafi'iyyah juga menyama- 
kan orang yang tertahan/kelu lisannya dengan 
orang yang bisu, misalnya dengan isyarat ke- 
pala atau dengan ucapan singkat, “Ya,” setelah 
dibacakan tulisan wishaayah atau pesan peng- 
ampuan tersebut, karena dia adalah orang 
yang tidak mampu berbicara seperti halnya 
orang yang bisu. 

Dalam perintah pengampuan disyaratkan 
adanya 'gabul', karena ia adalah akad tasharruf. 
Maka, ia menyerupai wakaalah (perwakilan). 
Dan menurut pendapat yang lebih shahih 
dari golongan Syafi'iyyah,?5 gabul dilakukan 
mengiringi ijab. Pendapat ini sesuai dengan 
pendapat madzhab Hanafiyyah. 

Golongan Hanafiyyah menyebutkan," 
jika washi menolak wishaayah dengan sepe- 
ngetahuan mushii, maka penolakan ini sah. 
Dan jika mushii tidak mengetahuinya maka pe- 
nolakan tidaklah sah, agar mushii tidak men- 
jadi orang yang tertipu karena washi. Apabila 
mushaailaih diam, lalu mushii meninggal, washi 
berhak menerima atau menolak wishaayah, 
karena di sini tidak ada unsur penipuan. Apa- 
bila mushaa ilaih diam, lalu menolak setelah 
mushii meninggal, lalu dia menerimanya maka 
wishaayah sah. Kecuali, jika hakim memutus- 


303 Kasysyaaful Ginaa! vol. 4, hlm. 441: Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 75-77. 
304 HR Ahmad, at.Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari jalur Aisyah (Nailul Authaar, vol. 6, hlm. 118). 


305  Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 77. 
306 Ad Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 495. 
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kan untuk menolak washi maka penerimaan 
washi tidaklah sah. Akad wishaayah untuk 
membeli sesuatu harus diambilkan dari harta 
peninggalan, meskipun seseorang tidak me- 
ngetahui bahwa dirinya berstatus sebagai wa- 
shi, karena pengetahuan washi akan adanya 
wishaayah tidaklah menjadi syarat keabsahan 
tasharruf yang dilakukannya. 

Menurut golongan Hanafiyyah dan Ha- 
nabilah, gabul yang dilakukan washi akan wi- 
shaayah yang diberikan kepadanya saat mushii 
masih hidup sah, karena ia adalah izin dalam 
melakukan tasharruf. Maka, sah menerimanya 
setelah terjadinya akad, seperti halnya wa- 
kaalah. Berbeda dengan wasiat harta benda, 
ia memberikan hak milik untuk satu waktu 
tertentu. Maka, tidak sah menerimanya sebe- 
lum terjadinya akad (sebelum meninggalnya 
mushii). Gabul juga sah dilakukan setelah me- 
ninggalnya mushii, karena wishaayah tetaplah 
jenis wasiat. Maka, sah menerimanya setelah 
meninggalnya mushii, seperti halnya wasiat 
akan harta benda. Dan ketika seseorang me- 
nerima, seketika itu juga dia berstatus seba- 
gai washi. Secara mufakat, mengerjakan atau 
melakukan sebuah tasharruf bisa mengganti- 
kan posisi lafazh gabul, seperti halnya dalam 
wakaalah, dan gabul tidak disyaratkan berupa 
lafazh. 

Menurut pendapat yang lebih shahih dari 
golongan Syafi'iyyah, menerima atau meno- 
laknya washi saat mushii masih hidup tidak 
sah. Karena, waktu tasharruf belumlah masuk, 
seperti wasiat akan harta benda. Maka jika se- 
seorang menerimanya saat mushii masih hidup, 
lalu menolak atau mengembalikannya setelah 
mushii meninggal, akad menjadi hilang/batal. 


307 Mughnil Muhtaaj, vol. 3, hlm. 77. 
3086 HR Bukhari. 


309  Ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 500-503, 512-513. 
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Namun jika dia menolak atau mengembalikan 
semasa mushii masih hidup, lalu menerima 
kembali sepeninggal mushii, akad sah. 

Dalam wishaayah, boleh saja membatasi 
waktu atau menggantungkan akad.” Contoh 
kasus pertama: Aku berpesan pengampuan 
kepadamu untuk masa satu tahun, atau sam- 
pai balighnya anakku, atau sampai datangnya 
Zaid. Contoh kasus kedua: Jika aku mati, aku 
berpesan pengampuan kepadamu. Karena wi- 
shaayah mengandung hal-hal yang tidak dike- 
tahui dan hal-hal yang membahayakan, maka 
demikian juga dengan pembatasan waktu dan 
penggantungan, dan juga karena wishaayah 
seperti sebuah perintah, Nabi saw. benar-be- 


—nar telah memerintahkan Zaid bin Haritsah 


untuk menjadi pemimpin pasukan dalam Pe- 
rang Mu'tah. Nabi saw. berkata, YJika terjadi 
sesuatu atas Zaid maka dilanjutkan oleh Ja'far. 
Dan bila terjadi sesuatu atas diri Ja'far maka 
dilanjutkan oleh Abdullah bin Rawwahah.” 


3. HUKUM-HUKUM TASHARRUF YANG 
DILAKUKAN SEORANG WASHI 


a. Jual Beli 

Golongan Hanafiyyah mengatakan,” jual 
beli yang dilakukan washi dengan orang lain/ 
pihak luar dengan proses yang di dalamnya 
biasanya orang akan mengalami penipuan/ 
kerugian kecil adalah sah. Karena, dia tidak 
bisa menghindarkan diri dari hal tersebut— 
tidak dengan proses yang biasanya orang 
mengalami kerugian besar di dalamnya,"" 
karena kekuasaannya dibatasi oleh maslahat. 
Maka, washi tidak boleh menjual barang atau 
harta anak yatim dengan kerugian yang sangat, 
dan sah saja baginya menjual dengan kerugian 
yang kecil. 


Pendapat yang shahih mengenai penafsiran al-ghubn al-faahisy menurut golongan Hanafiyyah adalah, ia merupakan sesuatu yang 


tidak masuk di bawah penilaian benda-benda yang bisa dihargakan. 
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Jika washi menjual atau membeli harta 
anak yatim untuk dirinya sendiri: jika dia di- 
angkat hakim, dia sama sekali tidak boleh 
melakukannya, karena dia adalah wakil dari 
— hakim tersebut. Jika dia adalah washi yang di- 
pilih oleh ayah, menurut golongan Hanafiyyah 
dia boleh melakukan jual beli dengan syarat 
ada manfaat nyata yang dihasilkan untuk si 
kecil: seukuran setengah, baik bertambah atau 
berkurangnya. Namun menurut ash-Shahiban, 
hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. 

Demikian itu adalah peraturan untuk 
harta bergerak/harta yang bisa dipindahkan. 
Washi atas orang dewasa yang sedang tidak 
di tempat (mushaa 'alaih) boleh melakukan 
penjualan harta bergerak, dan dia secara mut- 
lak boleh menjual harta tidak bergerak untuk 
melunasi utang atau karena khawatir akan 
rusaknya harta tidak bergerak tersebut. 

Jika mushaa 'alaih dewasa ini ada di tem- 
pat, pada dasarnya washi tidak boleh melaku- 
kan tasharruf atas harta peninggalan mayit, 
kecuali jika mayit mempunyai utang atau 
membuat suatu wasiat tertentu, sedang ahli 
warisnya belum membayar utangnya atau 
melaksanakan wasiatnya dari harta mereka, 
washi bisa menjual harta peninggalan seluruh- 
nya apabila jumlah utang tersebut mencapai 
jumlah harta, atau menjual seukuran utang jika 
memang jumlahnya masih di bawah seluruh 
harta peninggalan. 

Namun menurut Abu Hanifah, dia boleh 
menjual lebih dari ukuran atau jumlah utang, 
berbeda dengan ash-Shahiban, dan dari pen- 
dapat ash-Shahiban inilah Abu Hanifah menge- 
luarkan fatwa. Sedangkan wasiat, ia dilaksa- 
nakan dalam batasan sepertiga harta pening- 
galan, andai washi menjual sesuatu dari harta 
peninggalan untuk melaksanakan wasiat, ma- 
ka—menurut mufakat golongan Hanafiyyah— 
hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan 
ukuran wasiat. 


Ta 
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Washi boleh menjual harta tidak bergerak 
milik mushaa 'alaih yang masih kecil kepada 
orang lain—tidak dijual untuk dirinya sendiri, 
dengan nilai/harga berlipat (untuk nafkah si 





kecil: membayar utang mayit, untuk melaksa- 
nakan wasiat mursalah yang tidak mungkin 
terlaksana kecuali dari harta si kecil, karena 
hasil yang ada tidak bisa lebih besar dari biaya 
perawatan, karena khawatir rusak, khawatir 
berkurang, atau karena ia berada di tangan 
orang yang berkehendak menguasainya, mi- 
salnya dia akan mengambil atau direbut dari 
tangan washi sedang washi sendiri tidak me- 
miliki bukti dan khawatir harta si kecil ini 
akan direbut setelah itu dengan kekuatan yang 
mereka miliki): washi boleh menjual harta 
tidak bergerak tersebut, meski si kecil yang 
yatim ini tidak membutuhkan uang hasil pen- 
jualannya. 

Demikian ini apabila washi tidak berasal 
dari ibu, saudara laki-laki, atau kerabat lainnya 
selain bapak, kakek, dan hakim. Apabila yang 
ditunjuk berasal dari ibu atau saudara laki- 
laki, mereka tidak boleh menjual harta tidak 
bergerak secara mutlak, dan mereka juga tidak 
boleh melakukan pembelian kecuali makanan 
dan pakaian. 

Sedang seorang bapak yang terpuji me- 
nurut orang banyak atau yang tidak diketahui 
memiliki cacat, menurut pendapat yang lebih 
Shahih, dia boleh menjual harta tidak bergerak 
milik anaknya yang masih kecil tanpa alasan- 
alasan yang memperbolehkan seperti yang 
telah dituturkan di atas, karena adanya belas 
kasihnya yang sempurna kepada sang anak. 

Bapak atau kakek yang pendapatnya ti- 
dak rusak boleh menjual harta si kecil kepada 
orang lain dengan harga semestinya. Jika me- 
reka adalah orang yang pendapatnya rusak, 
mereka tidak boleh menjual harta tidak ber- 
gerak si kecil: dan si kecil boleh merusak akad 
penjualan tersebut setelah dia berusia baligh, 
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kecuali jika mereka menjualnya dengan harga 
berlipat. Mereka juga—dalam riwayat yang di- 
ambil sebagai fatwa—tidak boleh melakukan 
penjualan atas harta tidak bergerak kecuali 
dengan harga berlipat. | 

Seorang bapak atau kakek boleh menjual 
harta salah satu dari kedua anaknya kepada 
anaknya yang lain. Namun, hal seperti ini tidak 
boleh dilakukan oleh seorang washi. 

Washi tidak boleh memperdagangkan har- 
ta anak yatim untuk kepentingan dirinya. Jika 
dia tetap melakukannya, dia harus menyede- 
kahkan keuntungannya—menurut pendapat 
Abu Hanifah dan Muhammad. Dia boleh mem- 
perdagangkan harta anak yatim untuk kepen- 
tingan anak yatim itu sendiri, dan dia tidak 
boleh dipaksa untuk mengembangkan harta si 
yatim. 

Jumhur ulama selain Hanafiyyah mem- 
perbolehkan seorang washi melakukan tashar- 
ruf atas harta anak kecil sesuai dengan masla- 
hat atau kebutuhan anak tersebut. 

Sedang mengenai mushaa 'alaih yang su- 
dah dewasa, golongan Malikiyyah berpenda- 
pat,?!! saat mushaa 'alaih ini berada di tempat, 
washi seorang mayit tidak boleh menjual harta 
peninggalan atau apa pun untuk membayar 
utang atau melaksanakan wasiat, kecuali bila 
mushaa 'alaih dewasa ini ada di tempat.” 
Karena, washi tidak memiliki hak melakukan 
tasharruf terhadap harta orang yang sudah de- 
wasa /baligh. 

Jika mushaa 'alaih tidak berada di tem- 
pat atau tidak mau menjual hartanya, seorang 
hakim akan mempertimbangkan urusan pen- 
jualan tersebut. Dia bisa saja memerintahkan 
washi untuk melakukan penjualan, atau bisa 
saja memerintahkan orang lain bersama washi 
untuk menjualnya saat mushaa 'alaih tidak ber- 
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ada di tempat tersebut, atau membagi sesuatu 
yang bisa dibagi. Apabila urusan ini tidak di- 
laporkan kepada hakim, dan washi melaku- 
kan penjualan, penjualannya ditolak apabila 
barang yang dijual memang masih ada. Namun 
jika barang yang dijual tersebut sudah tidak 
ada, seperti telah dihibahkan oleh si pembeli 
atau sudah diwarnai—apabila berupa pakai- 
an, atau telah dipintal—apabila berupa tenun- 
an, atau sudah dimakan—apabila berupa ma- 
kanan-: dan penjualan yang dilakukannya su- 
dah benar, yang lebih baik adalah meluluskan 
penjualan tersebut. 

Ketika dalam perjalanan, apabila mushaa 
'alaih meninggal, washi boleh menjual harta 
bendanya, karena ia berat dibawa. 

Golongan Hanabilah berpendapat," jika 
kebutuhan sangat mendesak untuk menjual 
sebagian harta tidak bergerak (real estate)— 
demi kebutuhan mushaa 'alaih yang masih 
anak-anak, sedang dengan menjual sebagian- 
nya terdapat risiko, misalnya harga akan ber- 
kurang bagi anak-anak tersebut, washi boleh 
menjual harta tidak bergerak seluruhnya yang 
merupakan milik anak-anak tersebut, juga mi- 
lik mereka yang sudah dewasa—jika mereka 
menolak untuk menjualnya atau mereka tidak 
ada di tempat. Karena, washi menduduki po- 
sisi bapak, sedang bapak memiliki hak untuk 
menjual seluruhnya. Maka, washi pun boleh 
menjual seluruhnya. Dan juga karena washi 
berhak menjual sebagiannya, maka dia pun 
berhak untuk menjual seluruhnya, sebagai- 
mana apabila seluruh mushaa 'alaih adalah 
anak-anak kecil. Atau utang telah menghabis- 
kan seluruhnya: dan juga karena utang ber- 
hubungan dengan setiap bagian harta pening- 
galan mayit. 


311 Asy-Syarhul Kabiir, vol. 4, hlm. 453: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 607. 


312 Yang dimaksud dengan kata dewasa adalah baligh. 


313  Kasysyaaful Oinaas vol. 4, hlm. 444: Ghaayatul Muntahaa, vol. 2, hlm. 381. 
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b. Mewakilkan (Taukill) dan Memberikan 

Wishaayah kepada Orang Lain 

Golongan Hanafiyyah dan Malikiyyah?" 
memperbolehkan seorang washi untuk mem- 
berikan wishaayah. Maka, perintah ini—baik 
untuk men-tasharruf-kan harta washi pertama 
atau harta mushii dari washi pertama—berarti 
akad wishaayah untuk dua harta peninggalan. 

Golongan Syafi'iyyah dan Hanabilah tidak 
memperbolehkan?!! seorang washi memberi- 
kan wishaayah kepada orang lain kecuali de- 
ngan seizin mushii. Karena washi melakukan 
tasharruf melalui sebuah izin, dia pun tidak 
bisa melakukan perintah pengampuan seperti 
halnya seorang wakil. 

Masih menurut dua golongan terakhir ini, 
seorang washi tidak boleh mewakilkan kepada 
orang lain, kecuali untuk urusan yang menurut 
adat/kebiasaan tidak mungkin dijalankannya 
sendiri, sebagaimana halnya dengan seorang 
wakil. Misalnya karena wishaayah-nya banyak 
hal dan berbilang, sehingga washi membutuh- 
kan orang yang harus membantu menjalankan- 
nya, atau karena pekerjaan yang ada berat dan 
sulit, sehingga orang seperti dirinya tidak akan 
mampu melaksanakannya, dan dia pun mem- 
butuhkan orang yang kuat yang akan melak- 
sanakannya, atau karena pekerjaan yang ada 
membutuhkan kemahiran tersendiri, seperti 
ilmu tentang rancang bangun dan sejenisnya 
maka dia boleh mewakilkannya kepada orang 
lain untuk menjalankan pekerjaan tersebut.” 


c. Mudhaarabah dengan menggunakan 
harta mushaa “alai, membayar utang, 
membelanjakan (menafkahkan) dengan 
cara yang baik: khitan, mengeluarkan 
zakat fitrah, jaminan pinjaman, dll.. 


Golongan Malikiyyah berpendapat,?” wa- 
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shi boleh memberikan harta mushaa 'alaih 
kepada orang lain untuk dijalankan sebagai 
pinjaman atau mudhaarabah dengan perjan- 
jian akan mendapat satu bagian tertentu dari 
keuntungan yang dihasilkan, atau ibdha', yaitu 
memberikan uang kepada seseorang yang ke- 
mudian akan digunakannya untuk membeli- 
kan barang dagangan, seperti barang-barang 
dari negara penghasilnya tanpa pengambilan 
keuntungan, karena hal ini bisa saja mem- 
berikan manfaat untuk si kecil. Washi boleh 
saja tidak memberikannya, karena dia tidak 
wajib mengembangkan harta anak yatim, se- 
bagaimana dijelaskan oleh golongan Hanafiy- 
yah dalam masalah memperdagangkan harta 
si yatim. 

Washi juga boleh melunasi utang yang 
menjadi tanggungan mushaa 'alaih, bahkan hal 
ini wajib dilakukannya. 

Washi boleh memperlambat utang jika su- 
dah jatuh temponya, apabila ada kemaslahatan 
dengan memperlambat pembayarannya. 

Washi boleh mengeluarkan nafkah untuk 
si kecil yang ada dalam wishaayah-nya dengan 
cara yang baik, sesuai dengan keadaan si ke- 
cil dan juga hartanya, apakah sedikit atau ba- 
nyak. Dia juga boleh mengeluarkan nafkah un- 
tuk biaya khitan dan pernikahan/resepsinya. 
Washi juga boleh memberikan nafkah mushaa 
'alaih apabila jumlahnya sedikit, sehingga ti- 
dak dikhawatirkan rusak atau habisnya nafkah 
tersebut, misalnya untuk masa satu minggu 
atau satu bulan. Namun jika dia mengkhawa- 
tirkan habisnya nafkah tersebut bila diberikan 
untuk jangka waktu tersebut, dia harus mem- 
berikannya per hari. 

Demikian ini adalah pendapat yang sudah 
disepakati. Golongan Hanafiyyah menambah- 


314 Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, vol. 5, hlm. 499: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 611. 
Sia Kasysyaaful Ginaa' vol. 4, hlm. 440: al-Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 464, Ghaayatul Muntahaa, vol. 2, hlm. 379. 
316 Al-Muhadzdzab, vol.1, hlm. 464: Takmiilatul Majmuu' vol. 15, hlm. 152. 


317  Asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 609-610. 
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kan, washi boleh mengambil nafkah dari si 
yatim untuk keperluan belajar Al-Our'an dan 
adab, jika memang dia berkompeten untuk itu. 
Jika dia bukan orang yang berkompeten un- 
tuk hal ini maka dia hanya boleh mengambil 
nafkah seukuran pembelajaran bacaan wajib 
dalam shalat. 

Washi juga boleh mengeluarkan zakat 
fitrah untuk si yatim beserta orang-orang 
yang nafkahnya menjadi tanggungan si yatim, 
misalnya untuk ibunya yang fakir. Washi juga 
boleh mengeluarkan zakat si yatim yang be- 
rupa hasil ladang/sawah, binatang ternak, 
uang, atau harta dagangan. 

Golongan Hanafiyyah berpendapat,?'? wa- 
shi dan orang yang sejajar dengannya, yakni 
bapak tidak berhak meminjamkan harta si 
yatim. Jika dia meminjamkannya maka dia ha- 
rus menanggungnya, dan seorang hakim ber- 
hak untuk melakukan hal ini. Apabila washi 
mengambil harta si yatim sebagai pinjaman 
untuk dirinya sendiri, hal ini tidaklah diperbo- 
lehkan dan pinjaman tersebut menjadi utang 
atasnya. 


d. Pembagian yang Dilakukan Washi 
Menggantikan Mushaa Lah 
GolonganHanafiyyahberpendapat,”” pem- 

bagian yang dilakukan washi—dengan status- 

nya sebagai pengganti dari para ahli waris de- 
wasa yang tidak ada di tempat atau ahli waris 
yang masih kecil—bersama pihak mushaa lah 
untuk sepertiga harta dinilai sah, dan para 
ahli waris tidak diperbolehkan meminta kem- 
bali kepada mushaa lah apabila bagian mereka 
hilang bersama si washi. Karena, pembagian 
yang dilakukan washi pada saat tersebut sah. 
Sedangkan, pembagian yang dilakukan 
washi menggantikan mushaa lah—yang tidak 


318  Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, vol. 5, hlm. 503. 
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ada di tempat atau berada di tempat namun 
tanpa izin—bersama ahli waris—meskipun 
mereka adalah anak-anak kecil—tidak sah. Ma- 
ka, pihak mushaa lah bisa meminta kembali 
sepertiga harta sisa, jika bagiannya hilang. 
Karena, dia adalah sekutu washi, dan seorang 
washi tidak berkewajiban menjadi penjamin, 
sebab dia adalah orang yang dipercaya. 
Pembagian yang dilakukan seorang hakim 
sah, demikian juga apabila dia mengambil ba- 
gian mushaa lah yang sedang tidak berada di 
tempat. Hal ini berlaku untuk harta yang bisa 
ditakar dan ditimbang, karena pembagian 
untuk barang-barang seperti ini berarti pemi- 
sahan atau pemilahan saja. Sedangkan, pem- 


| bagian untuk selain dua barang ini tidaklah 


diperbolehkan, karena ia merupakan sistem 
tukar-menukar seperti akad penjualan. Dan 
menjual harta milik orang lain tidaklah diper- 
bolehkan, maka demikian halnya hukum pem- 
bagian ini. 

Seorangayah—bukan kakek—boleh mem- 
bagi harta milik bersama antara dirinya dengan 
si kecil (anaknya), berbeda dengan washi.. 

Golongan Malikiyyah berpendapat”? se- 
perti golongan Hanafiyyah: seorang washi ti- 
dak boleh melakukan pembagian atas para 
ahli waris yang tidak ada di tempat tanpa ada 
seorang hakim. Jika dia melakukan pembagian 
tanpa hakim, pembagian yang dilakukannya 
rusak (tidak sah), dan para pembeli harta pe- 
ninggalan atau sebagiannya yang dijual oleh 
washi tanpa kehadiran ahli waris dewasa atau 
wakilnya, tanpa melaporkan hal ini kepada ha- 
kim, dan para pembeli pun tersebut mengeta- 
huinya maka hukum mereka seperti hukum 
para peng-ghashab yang tidak memiliki ke- 
untungan atau hasil apa pun, dan mereka pun 
harus menanggung apa-apa yang rusak (ba- 


319  Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, vol. 5, hlm. 499 dan 512. 
320 Asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 607: asy-Sayrhul Kabiir, vol. 4, hlm. 453. 
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rang yang mereka beli) meski itu disebabkan 
karena bencana alam. 

Sedangkan golongan Hanabilah mengata- 
kan, pembagian yang dilakukan seorang wa- 
shi—sebagai pengganti para ahli waris—ber- 
sama mushaa lah adalah lestari (dilaksana- 
kan), karena dia adalah pengganti para ahli 
waris. Maka, pekerjaannya adalah pekerjaan 
mereka. Sedangkan, pembagian yang dilaku- 
kannya bersama para ahli waris—dengan me- 
namakan diri sebagai pengganti mushaa lah— 
tidaklah lestari (tidak bisa dilaksanakan), ka- 
rena dia bukan penggantinya. Maka, tasharruf 
yang dilakukannya adalah sebagai tasharruf 
non-inti. 


e. Pengakuan yang dikeluarkan washi akan 
utang yang menjadi kewajiban mayit: 
apakah washi lebih lebih utama untuk 
mendapatkan hak perwalian daripada 
kakek? 

Golongan Hanafiyyah mengatakan,?? se- 
orang washi tidak diperbolehkan mengeluar- 
kan pengakuan akan utang yang menjadi kewa- 
 jiban yang harus dibayarkan mayit, tidak pula 
pengakuan bahwa sesuatu dari bagian harta 
peninggalan mayit adalah milik si Fulan. Kare- 
na, hal ini berarti pengakuan yang merugikan 
orang lain, kecuali jika pengakuan datang dari 
ahli waris, maka hal tersebut sah-sah saja. 

Apabila washi mengeluarkan pengakuan 
akan suatu benda milik orang lain, setelah itu 
dia mengklaimnya sebagai milik si kecil, peng- 
akuannya tidaklah didengarkan (diterima). 

Washi ayah—menurut golongan Hanafiy- 
yah—lebih utama dan lebih berhak atas har- 
ta si kecil daripada kakeknya. Jika ayah tidak 
memiliki washi, kakek menempati urutan se- 
lanjutnya. Tertib urutan hak perwalian atas 
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harta si kecil adalah sebagai berikut: Ayah D 
washi ayah D washi yang ditunjuk washi per- 
tama ayah meski jauh. Apabila ayah mening- 
gal tanpa menunjuk seorang washi, perwalian 
jatuh kepada ayah dari ayah (kakek) D washi 
yang ditunjuk kakek D washi yang ditunjuk 
washi pertama kakek D hakim dan perang- 
katnya. Penjelasan mengenai tertib para wali 
menurut selain golongan Hanafiyyah sudah di- 
jelaskan sebelumnya. 


f. Memberikan Harta kepada Mahjuur 
(Orang yang Tercegah Melakukan 
Tasharruf): Memberikan Bimbingan 
kepadanya 
Golongan Hanafiyyah mengatakan,?2 apa- 

bila washi memberikan harta kepada si yatim 
sebelum terlihat jelas kemampuannya meng- 
atur harta, meski telah mencapai usia baligh 
dan bisa memahami, lalu harta tersebut hilang, 
menurut ash-Shahiban, washi harus menang- 
gungnya. Karena, dia telah memberikan harta 
kepada orangyangtidak tepat untuk diberi. Ke- 
mampuan mengatur harta bisa dilihat dengan 
cara mendatangkan saksi atau bukti. Apabila 
si yatim sudah bisa mengatur harta sebelum 
mencapai usia baligh, lalu washi memberikan 
hartanya, dia tidak menanggung apa pun jika 
terjadi sesuatu. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa washi 
tidak berkewajiban menanggung apa pun apa- 
bila dia memberikan harta tersebut setelah si 
yatim berusia dua puluh lima tahun. Karena, 
pada saat tersebut dia memiliki kekuasaan un- 
tuk menyerahkan harta. 

Golongan Malikiyyah juga berpendapat'4 
seperti ash-Shahiban: ucapan washi bahwa dia 
telah memberikan harta kepada mahjuur se- 
telah mencapai usia rusyd (mampu mengatur 
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harta) tidaklah diterima, melainkan apabila 


ada saksi atau bukti, meskipun rentang wak- 


tunya setelah usia rusyd tersebut lama. Allah 
SWT berfirman, 


SPA Ns 566. 





“.Kemudian, apabila kamu enjerankah 
harta itu kepada mereka, maka hendaklah 
kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah 
sebagai pengawas.” (an-Nisaa': 6) 


Golongan Hanafiyyah berpendapat, pada 
dasarnya, segala sesuatu telah dikuasakan ke- 
pada washi, maka mengenai hal ini pun dia 
harus dibenarkan. Ucapan washi perihal yang 
didakwakannya, yakni mengenai nafkah yang 
dikeluarkannya tanpa ada bukti tersebut ada- 
lah diterima, kecuali dalam beberapa persoal- 
an, dan yang terpenting adalah berikut ini. 

Jika dia (washi) mendakwakan telah mem- 
bayar utang yang ditinggalkan mayit dengan 
menggunakan harta si mayit setelah dia men- 
jual harta peninggalan, namun sebelum me- 
nyerahterimakan uang hasil penjualan terse- 
but: atau waktu si yatim masih kecil, dia me- 
rusakkan barang orang lain, kemudian washi 
membayarkan jaminan atau tanggungannya, 
atau washi mengizinkan si yatim memperda- 
gangkan hartanya, kemudian si yatim dililit 
utang, lalu washi membayarkan utang terse- 
but: atau washi mendakwakan bahwa dia te- 
lah membayarkan pajak bumi si yatim, dan 
waktu dakwaannya bersamaan dengan hari 
yang masih diperselisihkan yang tidak sesuai 
dengan waktu bertani: atau dia mendakwakan 
telah mengeluarkan nafkah kepada mahram 
si yatim yang telah meninggal: atau dia telah 
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mengeluarkan nafkah untuk si yatim yang ada 


dalam tanggungannya, atau nafkah tersebut 


diambilkan dari harta pribadinya saat harta 
si yatim tidak ada di tempat, lalu dia meminta 
kembali harta pribadinya tersebut, atau dia 
telah menikahkan si yatim dengan seorang 
wanita dan memberikan mahar dengan meng- 
gunakan hartanya (washi), dan sekarang wani- 
ta tersebut meninggal, sedang si yatim tidak 
mengakui adanya pernikahan tersebut. 

Apabila si yatim mengakui adanya perni- 
kahan tersebut, washi boleh meminta kembali 
maharnya, baik si wanita masih hidup atau su- 
dah meninggal: washi memperdagangkan har- 
ta si yatim dan berhasil mendapatkan keun- 
tungan, kemudian dia mendakwakan bahwa 
dia melakukan mudhaarabah. 

Dalam kondisi atau kasus di atas, ucapan 
yang bisa diterima adalah ucapan si yatim, dan 
washi harus menanggung semuanya, kecuali 
dia mendatangkan bukti dengan menghadir- 
kan saksi. 

Golongan Hanabilah?? berpendapat, ucap- 
an washi tidaklah diterima kecuali dengan 
mendatangkan saksi atau bukti sebagai orang 
yang mendakwakan utang, kecuali dalam ke- 
adaan darurat, seperti nafkah yang dikeluar- 
kan untuk persiapan dan pengafanan mayit 
dalam perjalanan. 


g. Kesaksian Para Washi 

Abu Hanifah??8 mengatakan, kesaksian 
dua orang washi bagi ahli waris yang masih 
kecil batal untuk semua jenis harta (mutlak), 
dan batal bagi ahli waris dewasa untuk jenis 
harta yang berasal dari mayit. Sedangkan, ke- 
saksian mereka berdua bagi ahli waris dewasa 
untuk selain harta yang berasal dari mayit sah. 
Karena, kekuasaan mereka berdua sudah tidak 
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berhubungan dengan harta tersebut. Maka, ti- 
dak ada prasangka negatif yang timbul, karena 
mayit telah menempatkan washi pada posisi- 
nya untuk urusan harta peninggalannya, tidak 
untuk urusan lainnya. 

Batalnya kesaksian bagi ahli waris yang 
masih kecil adalah karena washi memiliki ke- 
kuasaan untuk men-tasharruf-kan harta si 
kecil. Maka, kesaksian dua washi merupakan 
penjelas kekuasaan tasharruf tersebut untuk 
diri mereka atas objek yang mereka persaksi- 
kan. Sedangkan, batalnya kesaksian bagi ahli 
waris dewasa adalah karena washi memiliki 
kekuasaan untuk menjaga dan menjual harta 
bergerak milik ahli waris tersebut ketika dia 
tidak berada di tempat. Maka, prasangka ne- 
gatif pun terbukti apabila dia berlaku men- 
jadi saksi. Demikianlah pendapat yang unggul 
menurut golongan Hanafiyyah. 

Ash-Shahiban mengungkapkan, jika dua 
orang washi menjadi saksi bagi ahli waris de- 
wasa, kesaksiannya diperbolehkan dari dua 
sisi, baik harta itu berasal dari mayit atau 
bukan. Karena, keduanya tidak memiliki ke- 
kuasaan tasharruf atas harta peninggalan. Jika 
memang ahli warisnya adalah orang-orang 
dewasa, kesaksian pun jauh dari adanya pra- 
sangka negatif. 


h. Washi Meminta (Mencabut) Kembali 

Harta Anak Yatim 

Golongan Hanafiyyah mengatakan,” se- 
orang washi bisa meminta kembali harta si ke- 
cil. Jika harta peninggalan terjual dan uang ha- 
sil penjualan habis, dia berhak atas harta yang 
telah dijual. Kemudian si kecil bisa menuntut 
kembali bagiannya kepada para ahli waris lain- 
nya, karena pembagian yang telah dilakukan 
adalah rusak (batal/tidak sah) dengan terjadi- 


327  Ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 500 


328  Ad-Durrul Mukhtaar, vol. 5, hlm. 500, 508: asy-Syarhush Shaghiir, vol. 4, hlm. 611: al Muhadzdzab, vol. 1, hlm. 464, Mughnil Muhtaaj, 


vol. 3, hlm. 78 


Ta 


Bagian 8: Ahwaal Syakhshiyyah 


nya sesuatu atas harta peninggalan tersebut 
(penjualan). 


i. Menyelesaikan Perselisihan antara 
Washi dengan Mushaa 'alaih 
Menurut pendapat jumhur ulama,?? washi 

adalah orang yang terpercaya. Maka, dia tidak 

berkewajiban untuk menanggung apa pun atas 
kerusakan yang terjadi pada harta mushaa 

'alaih, dan ucapannya dengan sumpah diteri- 

ma (dibenarkan), yakni apabila si kecil telah 

baligh dan dia berselisih pendapat dengan wa- 
shi mengenai nafkah atau ukurannya. 
Berdasarkan pendapat di atas, golongan 

Syafi'iyyah berpendapat, apabila seorang washi 

mengatakan, “Aku telah mengeluarkan nafkah 

untukmu,” sedang si kecil yang telah dewasa 
tersebut menjawab, “Kau tidak mengeluarkan 
nafkah apa pun untukku,” maka ucapan yang 
dibenarkan adalah ucapan washi. Karena, dia 
adalah orang yang terpercaya, sedang sulit ba- 
ginya untuk menghadirkan saksi atas nafkah 
tersebut. 

Jika mereka berdua berselisih mengenai 
ukuran nafkah, misalnya washi mengatakan, 

“Aku telah menafkahimu sebanyak seratus 

dinar setiap tahun,” lalu si kecil menjawab, 

“Tidak, kau hanya menafkahiku lima puluh di- 

nar setiap tahun,” jika dakwaan nafkah yang 

dilontarkan washi masih dalam batas "nafkah 
dengan cara yang baik, ucapan yang dibenar- 
kan adalah ucapan washi. Karena, dia adalah 
orang yang terpercaya. Dan jika dakwaan naf- 
kah lebih besar dari itu, dia harus menanggung 
kelebihan tersebut, karena dia telah berlaku 
sembrono dengan kelebihan tersebut. 

Apabila mereka berdua berselisih menge- 
nai waktu, misalnya washi mengatakan, “Aku 
telah menafkahimu selama sepuluh tahun," 
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sedang si kecil menjawab, “Tidak, hanya lima 
tahun,” ada dua pendapat. Mayoritas golongan 
Syafi'iyyah mengatakan, ucapan yang dibenar- 
kan adalah ucapan si kecil, karena yang di- 
perselisihkan adalah waktu dan kaidah me- 
ngatakan bahwa yang asal (sesungguhnya) 
adalah tidak adanya waktu tersebut, Sedang 
Imam al-Usthukhri mengatakan, ucapan yang 
didengarkan adalah ucapan washi, seperti 
dalam penyelesaian perselisihan mengenai 
ukuran nafkah. 

Apabila mereka berselisih mengenai pe- 
nyerahan harta kepada si anak setelah men- 
capai usia baligh dan dia bisa mengatur har- 
tanya, menurut pendapat yang shahih, si anak 
dibenarkan dengan sumpahnya, karena maf- 
hum ayat mengatakan, 


“.maka hendaklah kamu adakan saksi- 
saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.” 
(an-Nisaa': 6) 


j. Menggaji dan Memanfaatkan Washi 

dengan Menggunakan Harta Mushaa “alaih 

Ulama Hanafiyyah berpendapat,” sebe- 
narnya, tidak ada upah atau gaji untuk washi 
yang telah ditunjuk orang yang sudah me- 
ninggal. Namun untuk lebih baik, washi makan 
dengan menggunakan harta si yatim, apabila 
dia membutuhkan untuk alasan yang akan 
dibahas berikut. Jika dia menolak menjalan- 
kan wasiat kecuali kalau ada upah, dia tidak 
boleh dipaksa untuk mengerjakannya. Karena, 
wasiat merupakan amal tabarru, dan tidak ada 
paksaan bagi orang yang melakukan tabarru. 
Jika hakim berpendapat untuk memberinya 
gaji sewajarnya, tidak ada halangan baginya 
untuk mengambil gaji tersebut. 

Washi juga boleh makan dengan meng- 
gunakan harta si yatim, juga memanfaatkan 


kendaraannya sesuai dengan kebutuhan. Ka- 
rena, Allah SWT berfirman yang artinya, 


“.dan barangsiapa miskin, maka boleh- 
lah dia makan harta itu menurut cara yang 
patut...” (an-Nisaa': 6) 


Sedangkan washi yang ditunjuk oleh ha- 
kim: apabila pengangkatannya dengan meng- 
gunakan upah sewajarnya, hal ini dibolehkan. 

Golongan Hanabilah mengatakan,” boleh 
saja mushii atau hakim memberikan gaji ke- 
pada washi, sebagai upah yang maklum, se- 
perti akad wakaalah. 


k. Memecat Washi 

Para ulama figih sepakat bahwa seorang 
washi bisa dipecat karena alasan-alasan 
berikut. 

Pertama, karena kehendak mushii, washi, 
atau hakim. Seorang mushii boleh memecat 
washi kapan saja dia menghendaki. Washi juga 
boleh memecat/mengundurkan dirinya sen- 
diri saat mushii masih hidup dan setelah dia 
meninggal, seperti halnya wakaalah. Karena, 
akad wasiat tidaklah lazim/wajib. Seorang wa- 
shi dipecat karena pemecatan yang dilakukan 
oleh mushii, meski berita pemecatan terse- 
but tidak sampai kepadanya, berbeda dengan 
wakil menurut Abu Hanifah. 

Washi juga dipecat karena pemecatan 
yang dilakukan oleh seorang hakim, meski itu 
dilakukan secara sewenang-wenang. Namun, 
dalam hal ini si hakim berdosa. Diperboleh- 
kannya washi mengundurkan diri adalah de- 
ngan syarat apabila wasiat yang ada tidaklah 
ditentukan, dan dalam persangkaan kuatnya 
tidak akan terjadi kehancuran/kerusakan atau 
habisnya harta apabila dia menyerahkan pe- 
rintah pengampuan tersebut kepada orang 
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yang zalim, baik itu kepada hakim atau orang 
lain. Jika syarat ini tidak terpenuhi, dia tidak 
boleh mengundurkan diri. 


Kedua, karena benar-benar tidak mampu 
atau karena khianat. Kalau hakim melihat jelas 
bahwa washi tidak mampu, dia harus meng- 
gantikannya dengan orang lain. Washi wajib 
dipecat apabila memiliki sifat khianat. 

Ketiga, karena meninggal, gila, atau fasik. 
Karena, tasharruf mustahil dilakukan apabila 
orangnya meninggal, dan bila tasharruf diker- 
jakan oleh orang fasik atau orang gila, tidak 
ada kemaslahatan di dalamnya. 

Keempat, karena berakhirnya masa perin- 
tah pengampuan atau habisnya pekerjaan. 
Orang yang mendapat perintah pengampuan 
untuk suatu hal tertentu, dia tidak menjadi 
washi untuk hal lainnya. Wishaayah berakhir 
dengan habisnya pekerjaan tersebut dan juga 
karena habisnya masa yang telah ditetapkan. 
Karena washi melakukan tasharruf dengan 
izin mushii, tasharruf-nya juga bergantung atau 
sesuai dengan izin tersebut. 


I. Pembiayaan Karena Darurat 
Golongan Hanabilah mengatakan,?! jika 
seseorang meninggal tanpa washi, dan tidak 
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ada hakim di negara tempat dia meninggal, 


atau dia meninggal di padang pasir atau seje- 
nisnya, seperti pulau tanpa penghuni, Muslim 
yang ada boleh menguasai harta peninggalan 
dan mengurus perlengkapan penyiapan si ma- 
yit, serta mengerjakan hal yang lebih masla- 
hat untuk harta peninggalan tersebut, apakah 
dengan menjual, menjaga, atau membawanya 
kepada ahli warisnya. Adalah sangat penting 
menjaga harta orang Islam. Si mayit dikafani 
dengan menggunakan harta peninggalannya 
jika dia memilikinya. Dan jika dia tidak memi- 
liki harta peninggalan, dia diurus dan dikafani 
dengan harta peninggalan seadanya yang dia 
miliki, atau menjadi beban bagi orang yang 
berkewajiban mengafaninya jika dia sama se- 
kali tidak meninggalkan apa-apa, karena hal 
tersebut wajib dilaksanakan orang tersebut. 
Demikian ini jika dia punya niat untuk 
meminta kembali atau meminta izin kepada 
hakim untuk pengurusan jenazahnya. Jika dia 
memiliki niat untuk sekedar tabarru, dia tidak 
boleh meminta kembali biaya pengurusan jena- 
zah tersebut, sebagaimana dia tidak bisa me- 
minta atau menuntut kembali apabila dia me- 
mang tidak memiliki niat untuk tabarru' dan 
tidak memiliki niat untuk meminta kembali. 
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BAB KELIMA 
. WAKAF 


A. PENGERTIAN WAKAF, LEGALITAS, 

KARAKTERISTIK, DAN RUKUNNYA 
1. PENGERTIAN WAKAF 

Lafal wagf (pencegahan), tahbis (pena- 
hanan), tasbil (pendermaan untuk fi sabilillah) 
mempunyai pengertian yang sama. Wakaf me- 
nurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, 
membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikata- 
kan “wagaftu kadzaa," dan artinya adalah “aku 
menahannya. 

Kalimat augaftuhu?? (aku mewakafkan) 
hanya diucapkan dalam bahasa Arab dialek 
Tamimi. Redaksi seperti ini jelek, dan diguna- 
kan oleh orang-orang awam saja. 

Kebalikan wagafa adalah ahbasa. Lafal ah- 
basa lebih banyak digunakan daripada habasa. 
Yang pertama (ahbasa) adalah bahasa fasih 
(fusha) sementara yang kedua (habasa) jelek. 
Termasuk penggunaan pecahan kata waga- 
fa adalah al-maugif yakni tempat menahan 
orang-orang untuk perhitungan (amal). Peng- 
gunaan kata wagaf kemudian populer untuk 
makna isim maf'ul yakni barang yang diwa- 
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Dengan bentuk augafa bukan wagafa. 
Ahbaas bentuk plural dari habs, waziirul ahbaas artinya menteri wakaf, sebagaimana waziirul augaaf yang digunakan di negara- 
negara lain. 
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Namun, pendapat paling shahih yang difatwakan dalam madzhab Hanafiyyah adalah pendapat dua murid Imam Abu Hanifah, 
sebagaimana akan dijelaskan. 
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kafkan. Wagaf diungkapkan juga dengan kata 


.al-habsu. Di Maroko orang-orang mengatakan 


waziir al-ahbaas. 

Wakaf menurut syara' ada tiga pengertian 
sebagaimana tersebut dalam madzhab-madz- 
hab figih. 


a. Pengertian Pertama: Abu Hanifah? 

Ia (wakaf) adalah menahan harta dari oto- 
ritas kepemilikan orang yang mewakafkan, 
dan menyedekahkan kemanfaatan barang wa- 
kaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasar- 
kan pengertian tersebut, wakaf tidak mem- 
berikan konsekuensi hilangnya barang yang 
diwakafkan dari kepemilikan orang yang me- 
wakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) bo- 
leh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga 
menjualnya. Sebab, pendapat yang paling sha- 
hih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf 
hukumnya ja'iz (boleh), bukan lazim (wajib, 
mengandung hukum yang mengikat). Wakaf 
hanya mempunyai hukum lazim karena salah 
satu dari tiga perkara: 
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1. Jika yang memutuskan adalah hakim al- 
Muwalla (hakim yang diberi wewenang 
untuk menangani urusan umat), bukan 
hakim al-Muhakkam (hakim penengah 
persengketaan). Ilustrasinya, orang yang 
mewakafkan harta bersengketa dengan 
pengawas wakaf. Persengketaan ini terjadi 
karena orang yang mewakafkan ingin 
mencabut wakaf dengan alasan wakaf 
tidak bersifat lazim, kemudian hakim al- 
Muwalla memutuskan kelaziman wakaf 
tersebut, maka hukum wakaf tersebut 
menjadi lazim. Hukumnya seperti ini ka- 
rena ini adalah masalah ijtihadi (berda- 
sarkan pertimbangan hakim, tidak ada 
nash yang tegas dari Al-Our'an dan sun- 
nah), sementara hukum, keputusan hakim 
bisa menyelesaikan, menghilangkan per- 
selisihan. 

2. Atau jika orang yang mewakafkan me- 
ngaitkan wakaf tersebut dengan kemati- 
annya. Misalnya dia mengatakan, “Jika 
saya mati maka saya akan mewakafkan 
rumah saya—misalnya—untuk ini,” wakaf 
dalam kasus ini seperti wasiat sepertiga 
harta yang harus dilaksanakan setelah ma- 
ti, bukan sebelumnya. 

3. Jika orang yang mewakafkan menjadikan 
barang tersebut wakaf untuk masjid, me- 
misahkannya dari kepemilikan (properti) 
nya, mengizinkan untuk dijadikan shalat 
di dalamnya. Jika ada seseorang yang telah 
salat di dalamnya, kepemilikan barang 
tersebut menjadi hilang dari pemiliknya 
(orang yang mewakafkan) menurut Abu 
Hanifah. 


Pemisahan dari kepemilikannya di sini 
disyaratkan adalah karena orang tersebut 
hanya bisa ikhlas, memurnikan niat kepada 
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Allah dengan cara ini. Sedangkan syarat shalat 
di dalamnya adalah karena menurut Abu Ha- 
nifah dan Muhammad, lepasnya kepemilikan 
(termasuk pewakafan) harus dengan penye- 
rahan. Penyerahan sesuatu adalah bergantung 
macam barang tersebut. Dalam kasus wakaf 
masjid adalah dengan shalat di dalamnya. 

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya 
(wakaf tidak mempunyai hukum mengikat- 
penj) pada dua dalil: 

1. Sabda Nabi Muhammad saw,, 


Al BS KY 
“Tidak boleh ada penghalangan atas 


ketentuan-ketentuan Allah?3 (bagian-bagi- 
an warisan yang ditentuakan Allah). 


Kalau sekiranya wakaf adalah menge- 
luarkan harta yang diwakafkan dari kepe- 
milikan orangyangmewakafkan, iniadalah 
penghalangan ketentuan-ketentuan Allah. 
Sebab, ia menghalangi ahli waris untuk 
mendapatkan bagian mereka yang telah 
ditentukan. 

Namun, meskipun hadits ini dhaif, ia 
tidak menunjuk pada apa yang dimaksud- 
kan Imam Abu Hanifah. Sebab, yang di- 
maksud oleh hadits tersebut adalah meng- 
anggap batal (tidak benar) tradisi jahili- 
yah, karena membatasi pewarisan hanya 
pada ahli waris laki-laki yang dewasa bu- 
kan ahli waris perempuan dan anak-anak 
kecil. 

2. Hadits yang diriwayatkan dari al-Gadhi 
Syuraih, dia berkata, 


. 2 
- ” - BA, ne 
SAI aan BE Aan slr 


HR ad-Daruguthni dari Ibnu Abbas. Dalam sanad hadits ini ada Ibnu Luhai'ah dan saudaranya Isa. Keduanya dhaif. 
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“Nabi Muhammad saw. datang untuk 
menjual barang wakaf.” 


Jika Rasulullah melakukan hal itu, kita ti- 
dak boleh membuat-buat wakaf dalam bentuk 
lain. Sebab, wakaf adalah penahanan barang 
dan ini tidak disyariatkan. 

Namun, keterangan ini juga tidak me- 
nunjukkan apa yang dikehendaki Imam Abu 
Hanifah. Sebab, wakaf (penahanan) yang di- 
larang adalah penahanan harta untuk berhala 
dan arca. Rasulullah menjual, menghukumi 
wakaf tersebut batal adalah untuk menghi- 
langkan paganisme. Sedangkan, wakaf adalah 
sistem Islam murni. Imam asy-Syafi'i berkata, 
“Sejauh yang aku tahu, orang-orang jahiliyah 
tidak mempraktikkan wakaf. Hanya umat Is- 
lam saja yang mempraktikkan wakaf.” 


b. Pengertian Kedua: Mayoritas Ulama 

Mereka adalah dua murid Abu Hanifah— 
pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalang- 
an madzhab Hanafiyyah, madzhab Syafi'i, dan 
madzhab Hanbali menurut pendapat yang pa- 
ling shahih.” 

Wakaf adalah menahan harta yang bisa 
dimanfaatkan sementara barang tersebut ma- 
sih utuh, dengan menghentikan sama sekali 
pengawasan terhadap barang tersebut dari 
orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk 
pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau 
pengelolaan revenue (penghasilan) barang ter- 
sebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan 
demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas da- 
sar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan 
orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan 
dengan dihukumi menjadi milik Allah,” orang 
yang mewakafkan terhalang untuk mengelola- 
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nya, penghasilan dari barang tersebut harus 
disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakaf- 
an tersebut. 

Mereka mendasarkan pendapat mereka 
pada dua dalil (argumentasi) : 
1. Hadits Ibnu Umar. 


JBS Ts Gol Sp oil Ole asu 
20” T ht 
au | 


3 £ - ag 
CA Saba ON LA tail pn 


- 28 Lc, BE - 0g L 2 
dna Lal Km KL U 


- 


Pida 
Pena en UR URNI SAT yu Tang AAU 
Yg FE 3 Uas La Jaran lg 
2. AA eni an MABA Aan 
SA Sg NA Ge PNY AI 
ARYA lg Sia SET 
3 £ . 3 : 22 - - 
.0y0. “0 £. .$ Ly 0 at 
Dark ke ISL ol Yg op Is 
Pa SET TUM 2x 
dyasa Hay 
Diriwayatkan bahwa Umar mendapat- 
kan tanah di Khaibar kemudian dia berta- 
nya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan 
tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama 
sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa 
yang engkau perintahkan kepadaku?” Ra- 
sulullah saw. bersabda, Yika kau ingin, kau 
bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan 
menyedekahkan hasil dari tanah itu.” Maka, 
Umar menyedekahkan penghasilan dari ta- 


nah tersebut—dengan syarat ia tidak di- 
jual, tidak dihibahkan, tidak pula diwaris- 


337  Referensi-referensi Madzhab Hanafi yang tersebut di atas, Mughnil Muhtaaj: 11/376, Kasysyaaful Ginaa' : IV/267, Ghaayatul 
Muntahaa: I1/299. 
Yang dimaksud adalah harta tersebut tidak lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, tidak pula berpindah menjadi milik orang 
lain. Ia dihukumi menjadi milik Allah semata. Inilah yang dimaksud dalam teks di atas. Sebab, kalau maksudnya tidak demikian 
maka semua adalah milik Allah. 
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kan. Sedekah itu diberikan kepada orang- 
orang fakir, sanak kerabat, budak belian, 
tamu, dan musafir. Orang yang mengawasi 
tanah tersebut tidak apa-apa makan dari 
hasil tanah itu dengan pertimbangan yang 
bijak, memberi makan dari hasil itu kepa- 
da orang lain, tanpa menyimpannya.” 


Ibnu Hajar dalam Fathul Baarii me- 
ngomentari, “Hadits Umar ini adalah da- 
sar legalitas wakaf.” 

Hal ini menunjukkan larangan penge- 
lolaan barang yang diwakafkan, sebab ka- 
ta menahan (dalam hadits di atas) artinya 
adalah menghalangi, yakni penghalangan 
harta untuk menjadi milik orang yang 
mewakafkan, juga penghalangan untuk 
menjadi obyek pengelolaan kepemilikan. 
Namun, perlu dicatat di sini bahwa hadits 
tersebut tidak menunjukkan lepasnya ba- 
rang yang diwakafkan dari kepemilikan 
orang yang mewakafkan. 

2. Apa yang dilakukan umat Islam semenjak 
awal Islam sampai sekarang menunjuk- 
kan bahwa pewakafan harta adalah untuk 
tujuan kebaikan dan penghalangan untuk 
mengelolanya, baik terhadap orang yang 
mewakafkan atau lainnya. 


c. Pengertian Ketiga: Madzhab Maliki 

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan 
hasil dari harta yang dia miliki—meskipun 
kepemilikan itu dengan cara menyewa—atau 
menjadikan penghasilan dari harta tersebut, 
misalnya dirham, kepada orang yang berhak 
dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk 
suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang 
yang mewakafkan. 

Artinya, si pemilik harta menahan harta- 


339 HR Jama'ah (Nailul Authaar: V1/20). 
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nya itu dari semua bentuk pengelolaan kepe- 
milikan,”? menyedekahkan hasil dari harta 
tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara 
harta tersebut masih utuh menjadi milik orang 
mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wa- 
kaf di sini tidak disyaratkan untuk selamanya. 
Contoh mewakafkan barang yang dimiliki 
dengan cara menyewa adalah seseorang me- 
nyewa sebuah rumah yang dimiliki orang lain 
atau sebidang tanah untuk satu tempo ter- 
tentu, kemudian dia mewakafkan hasil dari 
penyewaan itu kepada pihak lain yang berhak 
pada masa itu juga. Dengan demikian, yang di- 
maksud dengan yang dimiliki bisa berarti ke- 
pemilikan barang atau kepemilikan hasil dari 
barang. 

Wakaf menurut Malikiyyah tidak memu- 
tus (menghilangkan) hak kepemilikan barang 
yang diwakafkan, namun hanya memutus hak 
pengelolaannya. Mereka menjadikan dalil akan 
tetapnya kepemilikan terhadap harta yang di- 
wakafkan pada hadits Umar di atas, di mana 
Rasulullah saw. bersabda kepadanya, “Jika kau 
ingin, kau bisa menahan tanah itu dan menye- 
dekahkan hasilnya,” Dalam hadits ini ada indi- 
kasi bersedekah dengan hasil tanah tersebut. 
Sementara, kepemilikan barang yang diwakaf- 
kan tetap ada dalam tanggung jawab orang 
yang mewakafkan dan larangan segala bentuk 
pengelolaan kepemilikan barang tersebut ke- 
pada orang lain, dengan dalil pemahaman 
Umar terhadap sabda Nabi, “Dengan syarat 
tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak 
pula diwariskan.” 

Ini mirip dengan kepemilikan mahjur 
'alaih (orang yang dilarang mengelola harta 
miliknya) karena orang itu bodoh. Kepemili- 
kannya terhadap barangnya tetap, namun dia 
dihalangi untuk menjual dan menghibahkan- 


Pengelolaan kepemilikan artinya pengelolaan orang yang memiliki suatu barang. Jadi, meskipun barang tersebut adalah miliknya, 


setelah diwakafkan, dia tidak bisa mengelolanya sebagaimana dia memiliki barang tersebut. 





Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


nya. Dalil dari pendapat Malikiyyah ini lebih 
detail, namun definisi kedua lebih populer di 
masyarakat. 

Para ulama sepakat bahwa wakaf untuk 
masjid termasuk pembahasan al-Isgaath 
(pengguguran hak) dan seperti pemerdekaan 
budak. Masjid-masjid bukan milik siapa pun, 
masjid adalah milik Allah. | 


2. LEGALITAS WAKAF, HIKMAH, ATAU 
SEBABNYA 
Wakaf menurut mayoritas ulama—selain 
Hanafiyyah—adalah sunnah yang dianjurkan. 
Ini termasuk sedekah yang disunnahkan, se- 
bagaimana firman Allah SWT, 


gia, “ ZA 

“Kamu tidak akan Nana kebajikan, 
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta 
yang kamu cintai..." (Ali Imraan : 92) 





Begitu juga firman-Nya, 


ta 
#3 

N 
CX 


KENA SA EN GA DANG 





“Wahai orang-orang yang beriman! Infak- 
kanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik- 
baik dan sebagian dari apa yang Kami keluar- 
kan dari bumi untukmu...” (al-Bagarah: 267) 


Ayat tersebut secara umum memberi pe- 
ngertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf 
adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tuju- 
an kebaikan. Juga, karena sabda Nabi Muham- 
mad saw. dalam hadits Umar di atas, 
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“Jika kamu ingin, kamu bisa menahan ta- 
nah itu, dan bersedekah dengan hasilnya.” 


Juga, sabda Nabi Muhammad saw,, 


Len 30 


: Sh ae v Ie Ia a31 oa SL sj 
na Me 


daa Je 


“Jika anak Adam meninggal, amalnya akan 
terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, 
ilmu yang dimanfaatkan setelah dia mening- 
gal, atau anak saleh yang mendoakan baik ke- 
padanya.” 


Anak yang saleh adalah orang yang me- 
laksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba. 

Sebagian besar ulama salaf dan ulama- 
ulama sesudah mereka berpendapat tentang 
keabsahan wakaf. Wakaf Umar seratus bagian 
dari peperangan Khaibar adalah wakaf per- 
tama dalam Islam menurut pendapat yang 
masyhur. Jabir berkata, 


- 
.- 08 0 


aa BEAN J2 AKA IIS Ga 
3) 
“Tidak seorang pun dari sahabat rasul 


yang mempunyai sedikit harta kecuali diwa- 
kafkan.” 


Wakaf termasuk karakteristik Islam. 
Imam an-Nawawi berkata, “Wakaf termasuk 
hal yang khusus dilakukan oleh umat Islam.” 
Imam asy-Syafi'i berkata, “Orang-orang jahili- 
yah sebagaimana yang saya ketahui tidak me- 
wakafkan rumah atau tanah.” 
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Perlu dicatat bahwa sedikit sekali hukum 
wakaf yang muncul secara pasti dalam hadits. 
Sebagian besar hukumnya muncul secara pasti 
dengan ijithad para fugaha dengan mendasar- 
kan pada istihsan, istishlah, dan “urf. 


e Hikmah Wakaf atau Sebabnya 

Di dunia, wakaf untuk berbuat baik ke- 
pada orang-orang terkasih. Di akhirat untuk 
mendapatkan pahala dengan niat dari orang 
yang melakukan. 

Kalangan Hanafiyyah mengatakan wa- 
kaf mubah dengan dalil ia sah dilakukan oleh 
orang kafir. Kadang-kadang wakaf menjadi wa- 
jib karena nadzar. Oleh karena itu, harta yang 
diwakafkan atau harga (hasil) dari harta wakaf 
tersebut harus disedekahkan. 

Kalau seseorang berwakaf kepada orang 


yang tidak boleh mendapatkan zakat seperti 


al-ushul (ayah, kakek, dan seterusnya) dan al- 
furu' (anak, cucu, dan seterusnya), hukumnya 
boleh. Artinya, menurut hukum syara' wakaf 
itu sah karena muncul dari pemiliknya dan di- 
berikan secara proposional. Namun, nadzar ti- 
dak bisa gugur dengan wakaf. Sebab, sedekah 
wajib harus ikhlas karena Allah. Memberikan 
sedekah kepada orang yang kesaksiannya ti- 
dak diperbolehkan bisa bermanfaat bagi orang 
tersebut, meskipun tidak ikhlas karena Allah. 
Sebagaimana orang yang memberikan harta 
kepada orang tersebut untuk tujuan kafarat 
atau zakat, maka apa yang diberikan itu men- 
jadi sedekah sedang tanggungan kafarat atau 
zakat masih tetap. 


3. SIFAT WAKAF 
Wakaf menurut Abu Hanifah boleh, tidak 
mempunyai konsekuensi yang pasti, dan boleh 


342  Ad-Dur al-Mukhtaar wa raddul Muhtaar : Ill / 392, 399-401 
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dicabut kembali. Wakaf adalah sedekah yang 
bukan merupakan keharusan, kecuali dalam 
hal-hal yang dikecualikan di atas. Wakaf ada 
dalam posisi i'arah (pinjam-meminjam) yang 
bukan suatu keharusan. Pemiliknya berhak 
mencabut kembalii kapan saja, transaksi ter- 
sebut akan menjadi batal (gugur) ketika dia 
mati, barang tersebut bisa diwariskan, sebagai- 
mana yang ditetapkan dalam hukum i'arah.?4 

Wakaf menurut Muhammad ibnul Hasan, 
kalangan Syafi'iyyah, dan Hanabilah,? jika 
sudah sah hukumnya maka ia mempunyai 
konsekuensi mengikat, tidak bisa dibatalkan 
karena pencabutan atau lainnya. Pengelolaan 
orang yang mewakafkan menjadi terputus. Dia 
tidak bisa mencabut kembali dan kepemilik- 
annya terhadap harta yang diwakafkan men- 
jadi hilang. Hal ini karena hadits Umar di atas, 


PE aga EN) Ul EL Ss 

| 8 NA aa 

LP Ng AYI 

“Jika kamu menginginkan, kamu bisa me- 

nahan (mewakafkan) tanah itu dan bersedekah 

dengan hasilnya. Ia tidak bisa dijual, tidak bisa 
dihibahkan atau diwariskan.” 


Wakaf ada dalam posisi hibah dan sede- 
kah. Agar bisa mempunyai pengaruh secara 
syar'i, wakaf harus diserahkan sepenuhnya 
kepada pihak yang diberi wakaf, sebagaimana 
sedekah-sedekah yang lain. Menurut Muham- 
mad, wakaf barang umum yang bisa dibagi hu- 
kumnya tidak boleh. 

Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf ada- 
lah menggugurkan kepemilikan, seperti talak, 
memerdekakan budak. Keduanya adalah peng- 


345 Fathul Oadiir: V/45: al-Muhadzdzab: 1/442: Kasysyaaful Ginaa'" IV/278: Ghaayatul Muntahaa: 11/325. 





Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


guguran kepemilikan (penguasaan) terhadap 
istri dan budak. Ini terjadi hanya dengan me- 
lafalkan, tidak disyaratkan di dalamnya tasliim 
(serah terima). Mewakafkan barang umum 
yang bisa dibagi, sementara barang itu tidak 
dipisah-pisah (antara kepemilikan seorang 
dengan orang lain) hukumnya sah. Ini adalah 
yang difatwakan di kalangan Hanafiyyah. Se- 
bab, fatwa ini adalah yang paling teliti dan pa- 
ling mudah. 

Wakaf menurut kalangan Malikiyyah?$ 
jika hukumnya sah maka mempunyai konse- 
kuensi hukum. Wakaf tidak bergantung pada 
keputusan hakim, bahkan meskipun barang- 
nya tidak di tangan atau orang yang mewakaf- 
kan mengatakan, “Aku mempunyai hak khiyar” 
(pilihan untuk melanjutkan wakaf atau mem- 
batalkannya, penj.). 

Jika orang yang mewakafkan ingin menca- 
but kembali, hal ini tidak diperbolehkan. Jika 
barangnya tidak di tangan, orang tersebut di- 
paksa untuk mengeluarkannya darinya untuk 
diberikan kepada pihak yang diwakafi. Ketika 
orang itu masih hidup, status wakaf seperti 
pinjam-meminjam yang mengikat (harus dilak- 
sanakan). Setelah wafat, wakaf seperti wasiat 
akan kemanfaatan suatu barang. 

Oleh karena itu, ketika orang yang mewa- 
kafkan masih sehat, dia tidak boleh mencabut 
kembali wakaf tersebut sebelum terjadi se- 
suatu yang menghalangi. Dia dipaksa untuk 
menyerahkan barang wakaf. Kecuali jika dia 
mensyaratkan pencabutan kembali, dia ber- 
hak melakukannya. Adapun orang yang wakaf 
dalam keadaan sakit, dia berhak mencabut 
kembali, sebab hal itu seperti wasiat. 


346. Asy-Syarhul Kabir: IV/75: asy-Syarhush Shaghiir: IV/107. 
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4. RUKUN WAKAF 

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa 
rukun wakaf adalah shighat (ucapan, pernya- 
taan tegas). Shighat adalah lafazh-lafazh yang 
menunjukkan makna wakaf seperti, “Tanahku 
ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang 
miskin” dan lafazh-lafazh sejenis seperti ba- 
rang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan 
kebaikan, kebajikan, atau diwakafkan (saja). 
Hal ini sesuai dengan ucapan Abu Yusuf dan 
dijadikan fatwa untuk masalah 'urf. Wakaf 
kadang bisa terjadi secara pasti, seperti sese- 
orang mewasiatkan hasil dari rumah untuk 
orang-orang miskin selama-lamanya, atau un- 
tuk si fulan kemudian untuk orang-orang mis- 
kin selama-lamanya. Maka, rumah tersebut 
pasti menjadi wakaf. Sebab, ucapan tersebut 
mirip dengan ucapan, “Jika aku meninggal, aku 
wakafkan rumahku untuk ini...” 

Rukun wakaf menurut mereka adalah 
pernyataan yang muncul dari orang yang me- 
wakafkan yang menunjukkan terbentuknya 
wakaf. Definisi ini mendasarkan bahwa mak- 
na rukun adalah bagian sesuatu yang mana 
sesuatu itu tidak bisa terwujud kecuali dengan 
bagian itu. Berdasarkan hal ini, maka wakaf 
seperti wasiat dalam hal pengelolaan, di mana 
hak pengelolaan itu terjadi karena adanya 
satu kehendak (keinginan). Yaitu, keinginan 
orang yang wakaf saja dan yang diungkapkan 
dengan pernyataan tegas (ijab) oleh orang 
yang wakaf. 

Mayoritas ulama?” mengatakan bahwa 
wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang me- 
wakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang 
diberi wakaf, dan shighat. Hal ini dengan per- 


347. Raddul Mukhtaar: 111/395: al-Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 369 dan seterusnya, asy-Syarhush Shaghiir: IV/101 dan seterusnya, 
Mughnil Muhtaaj: 11/376, 383: Ghaayatul Muntahaa: 11/299, al-Mughnii: V/547: Kasysyaaaful Ginaa'" IN/279, al-Furuug:11/111. 
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timbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang 
suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali 
dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian 
dari perkara itu atau tidak. 

Adapun gabul (shighat menerima) dari 
pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun 
wakaf menurut kalangan Hanafiyyah, sebagai- 
mana yang difatwakan. Juga, menurut kalang- 
an Hanabilah sebagaimana yang dituturkan 
oleh al-Gadhi Abu Ya'la. Shighat gabul juga bu- 
kan merupakan syarat keabsahan wakaf atau 
syarat memilikinya, baik pihak yang menda- 
patkan wakaf itu tertentu (diketahui identi- 
tasnya) atau tidak. Kalau sekiranya pihak yang 
mendapatkan wakaf diam, dia tetap menda- 
patkan hasil dari wakaf. 

Oleh karena itu, sesuatu menjadi wakaf 
hanya dengan ucapan. Sebab, wakaf adalah 
penghilangan kepemilikan yang menyebab- 
kan terhalangnya jual beli, hibah, dan wari- 
san terhadap suatu barang. Maka, wakaf tidak 
memerlukan shighat gabul, seperti memerde- 
kakan budak. Namun jika pihak yang menda- 
patkan wakaf orang tertentu seperti wakaf 
kepada Khalid atau Muhammad, dan wakaf itu 
ditolak, orang yang ditunjuk atas wakaf itu ti- 
dak berhak sedikit pun terhadap hasil dari wa- 
kaf. Namun, akan berpindah kepada orang se- 
telahnya yang ditentukan oleh orang yang me- 
wakafkan kalau itu ada. Jika tidak ada, barang 
wakaf dikembalikan kepada orang yang wakaf, 
atau kepada para ahli warisnya, jika mereka 
ada. Kalau tidak ada maka diberikan kepada 
kas negara. Hanya saja, wakaf tidak menjadi 
batal karena ditolak. 

Penolakan, penerimaan, atau tidak adanya 
penolakan, penerimaan keduanya adalah sa- 
ma saja, sebagaimana memerdekakan budak. 
Sebab rukun wakaf, yaitu pernyataan dari 
orang yang mewakafkan sudah terwujud. UU 
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Mesir (M 9), nomor 48 tahun 1946 mengam- 
bil pendapat ini, di mana ia tidak menjadikan 
Shighah gabul sebagai syarat kepemilikan wa- 
kaf. Pasal 17 menjelaskan berakhirnya wakaf, 
namun kalangan Hanafiyyah mengatakan ka- 
lau ada orang yang mewakafkan suatu barang 
atau hak untuk seseorang kemudian untuk 
orang-orang fakir, disyaratkan orang tersebut 
menerimanya. Jika dia menerimanya, hasil dari 
wakaf tersebut menjadi haknya. Kalau dia me- 
nolak, hasilnya untuk orang-orang fakir. Orang 
yang telah menerimanya tidak bisa menolak 
lagi, orang yang mula-mula menolaknya tidak 
bisa menerimanya lagi. 

Shighah gabul menurut kalangan Malikiy- 
yah, Syafi'iyyah, dan sebagian Hanabilah ter- 
masuk rukun, jika wakaf itu untuk orang ter- 
tentu dan dia mempunyai hak, kepatutan un- 
tuk menerima. Kalau tidak maka disyaratkan 
walinya yang menerima, sebagaimana hibah 
dan wasiat. 

Pasal kesembilan di atas mensyaratkan 
adanya penerimaan dari representator hu- 
kum, jika wakaf tersebut diberikan kepada 
pihak yang memiliki orang yang menjadi re- 
presentasinya secara hukum seperti al-Azhar 
atau perguruan tinggi. Ini termasuk saddudz 
dzaraa'i' untuk mengantisipasi intervensi pi- 
hak-pihak yang melaksanakan urusan-urusan 
wakaf pihak tersebut, atau upaya menguasai- 
nya untuk tujuan-tujuan tertentu dengan mak- 
sud bertindak tanpa aturan atau perusakan 
(korupsi). Jika orang yang merepresentasikan 
pihak tersebut tidak menerima maka kepe- 
milikan berpindah kepada orang setelahnya 
kalau ada. Kalau tidak ada sama sekali, barang 
yang diwakafkan dianggap sebagai wakaf yang 
telah selesai (habis masa berlakunya) seba- 
gaimana dijelaskan dalam pasal 17. 
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B. MACAM-MACAM DAN BARANG WAKAF 


Wakaf, dilihat dari sisi pihak pertama— 
yang mendapatkan wakaf terbagi menjadi 
dua, lembaga amal, dan keluarga atau ketu- 
runan. 

Wakaf lembaga amal adalah seseorang 
pertama-tama mewakafkan kepada lembaga- 
lembaga amal meskipun untuk jangka terten- 
tu. Setelah itu, diwakafkan kepada orang ter- 
tentu atau beberapa orang tertentu, seperti se- 
seorang mewakafkan tanahnya untuk rumah 
sakit atau sekolah. Setelah itu, untuk dirinya 
sendiri atau anak-anaknya. 

Wakaf untuk keluarga atau keturunan 
adalah seseorang mula-mula mewakafkan 
untuk orang yang mewakafkan (diri sendiri), 
orang tertentu atau beberapa orang tertentu, 
meskipun pada akhirnya dia menjadikannya 
untuk lembaga amal. Seperti seseorang me- 
wakafkan untuk diri sendiri, anak-anaknya 
kemudian setelah mereka wakaf diberikan 
kepada lembaga amal. 

UU Mesir (180) tahun 1952, UU Syria ta- 
hun 1949 menjelaskan ketidakberlakuan wa- 
kaf keluarga atau pembatalannya, demi meng- 
akhiri masalah-masalah wakaf jenis ini yang 
rumit. Sedangkan, wakaf kepada lembaga amal 
hukumnya boleh. 

Adapun, objek wakaf adalah harta yang 
berwujud, bisa dinilai harganya?” seperti pe- 
karangan, tanah, rumah sesuai ijma ulama, 
atau barang yang bisa dipindah seperti buku, 
pakaian, hewan, senjata sebagaimana sabda 
Nabi Muhammad saw,., 
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AI Jaa dkea 

“Adapun Khalid, sungguh kalian menzali- 

minya. Sesungguhnya dia telah mewakafkan 

baju-baju perangnya, menyiapkannya untuk fi 
sabilillah.?5 


Umat Islam sepakat mengenai kebolehan 
wakaf tikar dan lampu-lampu di masjid, tanpa 
ada yang menolak pendapat tersebut. 

Wakaf kalung yang dipakai atau dipin- 
jamkan hukumnya sah, sebab juga bisa diman- 
faatkan selamanya. Oleh karena itu, kalung bo- 
leh diwakafkan sebagaimana pekarangan, ka- 
rena hadits yang diriwayatkan oleh Al-Khallal 
dengan sanadnya dari Nafi'. Dia berkata, 
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“Hafsah membeli kalung seharga dua pu- 
luh ribu, kemudian dia mewakafkannya untuk 
keluarga al-Khattab. Maka, dia tidak menge- 
luarkan zakatnya.” 


Mengenai wakaf barang yang bisa dipin- 
dah, Hanafiyyah mensyaratkan hendaknya ba- 
rang tersebut mengikut pada pekarangan atau 
secara 'urf biasa dilakukan, seperti wakaf ki- 
tab dan perangkat jenazah. 

Wakaf barang umum seperti pekarangan 
atau barang yang bisa dipindah dibolehkan. 
Sebab, Umar mewakafkan seratus bagiannya 
dari Perang Khaibar dalam bentuk masih 
umum?! (masih bercampur dengan kepemi- 
likan orang lain). 


349 Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: 111/393: asy-Syarhush Shaghiir: IV/101 dan seterusnya: al-Muhadzdzab: 1/440: Mughnil 
Muhtaaj: 11/3775: al-Mughnii: V/583-585: Takmilah (suplemen) al-Majmuu' XIV/577. 
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351 


HR asy-Syafi'i. 





FIOIH ISLAM JILID 10 


Kalangan Hanabilah juga lainnya telah 
membuat batasan terhadap hal-hal yang boleh 
diwakafkan dan yang tidak boleh diwakafkan. 
Mereka mengatakan, yang boleh diwakafkan 
adalah yang boleh dijual, boleh dimanfaatkan, 
sementara barangnya masih utuh, dan ia ada- 
lah asal (barang pokok, sumber) yang tetap 
ada secara terus-menerus seperti pekarangan, 
hewan, peralatan perang, perabotan, dan se- 
bagainya. 

Barang-barang yang tidak bisa diman- 
faatkan kecuali dengan menghabiskannya se- 
perti dinar, dirham (berbentuk uang) bukan 
perhiasan, makanan, minuman, lilin, dan se- 
jenisnya, tidak boleh diwakafkan menurut 
pendapat sekelompok ulama figih. Sebab, 
wakaf adalah penahanan barang asal dan me- 
nyedekahkan buahnya fi sabilillah (di jalan 


Allah). Barang yang tidak bisa dimanfaatkan 


kecuali dengan menghabiskannya tidak sah 
untuk diwakafkan, sebab tidak bisa dimanfaat- 
kan secara terus-menerus. Hanya saja, ulama 
Hanafiyyah mutagaddimin memperbolehkan 
wakaf dinar dan dirham, barang yang bisa dita- 
kar dan barang yang bisa ditimbang. Namun, 
pendapat yang zahir sekarang ini mengatakan 
wakaf barang tersebut hukumnya tidak boleh, 
karena tidak adanya transaksi dengan barang- 
barang tersebut di masyarakat, sebagaimana 
akan dijelaskan. 

Tidak sah juga mewakafkan isi perut 
(anak hewan yang masih dalam perut), sebab 
wakaf adalah kepemilikan yang bisa diber- 
langsungkan. Oleh karena itu, wakaf isi perut 
saja tidak sah, sebagaimana jual beli. 

Ibnu Juzzi al-Maliki mengatakan pena- 
hanan (wakaf) pekarangan seperti tanah, ru- 
mah, kedai, kebun, masjid, sumur, jembatan, 
pekuburan, jalan, dan sebagainya, hukumnya 
boleh. Wakaf makanan tidak boleh, sebab pe- 


852 Pekarangan: tanah, baik didirikan bangunan atau tidak. 
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manfaatannya adalah dengan mengonsumsi- 
nya. Hanya saja, Imam Malik menegaskan— 
juga diikuti oleh Syekh Khalil tentang kebo- 
lehan mewakafkan makanan dan uang. Inilah 
pendapat madzhab. Penggantian makanan ter- 
sebut (kalau sudah habis dikonsumsi) ada da- 
lam status tetapnya barang tersebut. 


PENJELASAN PENDAPAT FIGIH DALAM 
BEBERAPA MACAM HARTA YANG 
DIWAKAFKAN 

1. WAKAF PEKARANGAN 

Dibolehkan mewakafkan pekarangan?” 
seperti tanah, tempat tinggal, kedai, kebun, 
dan sebagainya dengan kesepakatan ulama. 
Sebab, sekelompok sahabat mewakafkannya, 
sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai 
wakaf Umar akan tanahnya di Khaibar, juga ka- 
rena pekarangan ada terus-menerus. Hanya, 
Hanafiyyah menjelaskan bahwasanya demi ke- 
absahan, wakaf tidak disyaratkan menentukan 
pekarangan sebab syarat sudah dimaklumi. 
Atau jika rumah itu sudah terkenal, sah diwa- 
kafkan sebagaimana pendapat Ibnul Hammam 
dalam al-Fath, meskipun tidak ditentukan ka- 
rena popularitasnya sudah cukup daripada 
menentukannya. 

Ulama Hanafiyyah kontemporer—dalam 
bentuk pengecualian terhadap pendapat me- 
reka yakni tentang tidak adanya nilai, harga 
manfaat barang secara hukum—mengeluar- 
kan fatwa mengenai keharusan menanggung 
wakaf pekarangan, manfaat wakaf yang di- 
ghashab atau ketika rusak. Seperti jika ada 
seseorang yang tinggal di tempat yang dijadi- 
kan wakaf tanpa izin atau pengawas wakaf 
menempatkan seseorang tanpa upah, orang 
yang tinggal atau pengawas harus membayar 
upah rata-rata, meskipun barang wakaf itu 
tidak disiapkan untuk dieksploitasi (dikelola 
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untuk mendapatkan hasil). Hal ini demi me- 
lindungi harta wakaf, sebagaimana halnya me- 
reka mengeluarkan fatwa tentang keharusan 
menanggung harta anak yatim dan harta yang 
dipersiapkan untuk dieksploitasi, juga semua 
hal yang lebih bermanfaat untuk harta wakaf 
yakni dalam masalah-masalah yang diperseli- 
sihkan ulama. 


2. WAKAF BARANG YANG BISA DIPINDAH 

Mayoritas ulama?5? selain Hanafiyyah ber- 
sepakat tentang kebolehan wakaf barang yang 
bisa dipindah secara mutlak, seperti alat-alat 
masjid. Contohnya lampu dan tikar, macam- 
macam senjata, pakaian, perabotan baik ba- 
rang yang diwakafkan itu mandiri, disebut 
oleh nash, atau diberlakukan dalam tradisi, 
atau mengikuti yang lain seperti pekarangan. 
Sebab, mayoritas ulama itu tidak mensyarat- 
kan tempo selama-lamanya demi keabsahan 
wakaf. Oleh karena itu, wakaf sah, baik untuk 
tempo selamanya atau sementara, untuk lem- 
baga amal atau keluarga. 

UU Mesir (M) mengambil pendapat ini. Ia 
membolehkan wakaf pekarangan dan barang 
yang bisa dipindah. 

Kalangan Hanafiyyah tidak membolehkan 
wakaf barang yang bisa dipindah. Menurut 
mereka, termasuk barang yang bisa dipindah 
adalah bangunan, tanaman, kecuali jika 
mengikuti pekarangan, atau tersebut dalam 
nash seperti senjata dan kuda, atau berlaku 
dalam tradisi, seperti wakaf kitab, mushaf, 
kapak, beliung, periuk, perangkat jenazah 
dan pakaian-pakaian jenazah, dinar, dirham, 
barang yang bisa ditakar, barang yang bisa 
ditimbang, perahu dengan barang dagangan. 
Barang-barang tersebut boleh diwakafkan ka- 
rena masyarakat telah mempraktikkannya. 


358. Jpid.. 
354 Raddul Muhtaar: 111/410. 
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Praktik masyarakat—praktik yang banyak di- 
lakukan—bisa meninggalkan giyas, karena ha- 
dits Ibnu Mas'ud, 
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“Apa yang dilihat orang-orang Muslim baik, 
maka itu menurut Allah adalah baik." 


Sebab apa yang tetap karena 'urf hukum- 
nya sama dengan yang tetap karena nash. Alas- 
an seperti ini karena sebagaimana diketahui 
bahwa wakaf bangunan telah dikenal oleh 
masyarakat, berbeda dengan barang-barang 
yang tidak dijadikan transaksi seperti pakaian 
dan barang. Ini adalah pendapat Muhammad 
yang dijadikan fatwa. Barang yang bisa ditakar, 
barang yang bisa ditimbang bisa dijual kemu- 
dian harganya bisa dibayarkan dalam bentuk 
mudharabah atau mubadha'ah, sebagaimana 
yang dilakukan dalam wakaf uang. Keuntung- 
an yang ada bisa disedekahkan untuk wakaf. 

Namun, Ibnu Abdin mengatakan?"' bahwa 
mewakafkan dirham sudah dikenal di negara- 
negara Romawi, bukan di negara kita. Wakaf 
kapak dan beliung dikenal pada zaman da- 
hulu dan tidak kita dengar pada zaman kita. 
Pendapat yang zahir adalah bahwa sekarang 
tidak sah, meskipun kita menemukan sedikit 
fenomena yang tidak cukup dijadikan per- 
timbangan, karena pertimbangan adanya tran- 
saksi adalah yang paling banyak digunakan. 

Alasan ketidakbolehan wakaf barang yang 
bisa dipindah—menurut mereka—yaitu bah- 
wa termasuk syarat wakaf adalah bisa diguna- 
kan untuk selamanya. Sementara, barang yang 
bisa dipindah tidak bisa digunakan untuk se- 
lamanya. 
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3. WAKAF BARANG UMUM 

Menurut mayoritas ulama selain Malikiy- 
yah, bahwa wakaf barang yang tidak mungkin 
dibagi hukumnya boleh dan populer terjadi, 
seperti saham mobil. Sebab, wakaf adalah se- 
perti hibah. Hibah barang umum yang tidak 
bisa dibagi hukumnya boleh. 

Kalangan Malikiyyah tidak membolehkan 
wakaf saham yang sifatnya umum yang tidak 
bisa dibagi. Sebab, menurut mereka wakaf 
harus bisa dimiliki supaya wakaf bisa sah. Ini 
adalah salah satu dua pendapat yang diung- 
gulkan dalam madzhab ini. 

Adapun barang umum yang bisa dibagi, 
dalam hal ini Abu Yusuf berpendapat—dan 
pendapatnya ini dijadikan fatwa—bahwa wa- 
kaf tersebut hukumnya boleh, sebab pemba- 
gian (barang bisa dibagi, penj.) termasuk pe- 
nerimaan (bisa diterima) yang sempurna. 
Penerimaan menurutnya bukanlah termasuk 
syarat kesempurnaan wakaf, namun hanya 
pelengkap saja. Hal ini sesuai dengan penda- 
pat Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. 

Muhammad berpendapat—sebagian be- 
sar syekh, ulama Malikiyyah mengambil pen- 
dapat Muhammad ini—bahwasanya wakaf 
barang yang umum hukumnya tidak boleh. 
Sebab, penerimaan menurutnya adalah syarat 
kesempurnaan wakaf, juga sesuatu yang men- 
jadikan wakaf sempurna. Penerimaan tidak 
sah (tidak bisa terjadi) pada barang-barang 
umum. 

Al-Gadhi Abu Ashim mengatakan bahwa 
pendapat Abu Yusuf dari segi makna lebih 
kuat. Hanya, pendapat Muhammad lebih sesuai 
dengan riwayat-riwayat. Karena banyak faktor 
yang menshahihkan dari kedua belah pihak, 
sementara pendapat Abu Yusuf mengandung 
semangat pada orang-orang untuk wakaf yang 
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notabene perbuatan kebaikan, maka ulama 
madzhab belakangan menerapkannya. Hanya, 
hakim madzhab Hanafi dan orang yang taklid 
boleh memilih untuk menghukumi keabsah- 
an wakaf barang yang umum atau ketidakab- 
sahannya (batal). 

Jika pendapat yang paling banyak ada- 
lah mengunggulkan pendapat Muhammad— 
dengan pendapat mana pun dia memutuskan 
hukumnya adalah sah dan bisa dilangsungkan 
—hakim madzhab Hanafi, juga hakim yang 
lain tidak boleh memutuskan yang berbeda 
dengan keputusan itu, sebagaimana dijelaskan 
oleh lebih dari seorang ulama. 

Ibnu Nujaim dalam al-Bahrur Raa'ig me- 
ngatakan bahwa wakaf barang umum sah apa- 
bila hakim menghukumi keabsahannya. Sebab, 
hal itu adalah keputusan dalam masalah ijti- 
had.255 Ini adalah pendapat yang dijadikan 
pegangan yang diberlakukan oleh pengarang 
kitab ad-Durrul Mukhtaar. Ini sejalan dengan 
ucapannya, “Wakaf tidak bisa terjadi sampai 
barang yang diwakafkan ada di tangan.” Sebab, 
serah terima segala sesuatu adalah dengan 
semua hal yang sesuai dengannya. 

Wakaf masjid adalah dengan memisahkan 
statusnya dari kepemilikan orang yang wakaf. 
Sementara, untuk selain masjid adalah dengan 
menunjuk orang yang bertanggung jawab dan 
menyerahkan barang yang diwakafkan kepa- 
danya, dan sampai orang yang mewakafkan 
memisahkan kepemilikannya dari barang ter- 
sebut. Oleh karena itu, tidak boleh mewakaf- 
kan barang umum yang bisa dibagi, berbeda 
dengan Abu Yusuf. 

Adapun selain Hanafiyyah?8 seperti Mali- 
kiyyah, mereka berkata bahwa wakaf barang 
milik bersama yang bisa dibagi sah, sedang 
barang yang tidak bisa dibagi tidak sah diwa- 
kafkan. 


355. Fathul Gadiir: V/45: al-Lubaab: 11/181: ad-Durrul Mukhtaar wa Radul Muhtaar: 111/399, 409. 
356. Asy-Syarhul Kabiir: IV/76: al-Muhadzdzab: 1/441: al-Mughnii: V/586: Mughnil Muhtaaj: 11/377: Ghaayatul Muntahaa: 11/300. 
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Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah menga- 
takan bahwa wakaf barang umum sah meski- 
pun tidak bisa dibagi. Orang yang mewakafkan 
harus dipaksa jika sekutunya menghendaki 
pembagian. Orang yang wakaf bisa dipaksa un- 
tuk menjualnya jika sekutunya menghendaki 
untuk menjualnya. Harga penjualan dijadikan 
semisal dengan wakaf. Dengan dalil bahwa 
Umar mewakafkan seratus bagian miliknya 
dari Perang Khaibar, dengan izin Rasulullah. Ini 
adalah sifat dari barang umum, sebab maksud- 
nya adalah menahan barang asal, mengguna- 
kan hasil dari tanah itu untuk fi sabilillah. Ba- 
rang umum seperti barang yang dibagi. 

Sedangkan undang-undang pada pasal 8 
mengambil pendapat pertama, dan menyebut- 
kan bahwasanya tidak boleh mewakafkan sa- 
ham umum, seperti pekarangan yang tidak 
bisa dibagi, kecuali juga sisanya sudah diwa- 
kafkan sedang pihak yang mendapatkan wa- 
kaf adalah sama, atau saham-saham itu khu- 
sus untuk hasil dari barang-barang yang diwa- 
kafkan. 


4. WAKAF HAK MILIK BERSAMA 

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah? me- 
ngatakan bahwa mewakafkan rumah bagian 
atas, bukan yang bawah adalah boleh. Begitu 
juga yang bawah bukan yang atas. Sebab, ke- 
duanya adalah barang yang bisa diwakafkan. 
Maka, boleh mewakafkan salah satunya, bu- 
kan yang lain. Juga, karena menjual bagian atas 
atau bawah hukumnya sah. Sebab, itu adalah 
perbuatan yang bisa menghilangkan kepemi- 
likan yang diberikan kepada orang yang bisa 
mempunyai hak tetap dan pengelolaan. Maka, 
hukumnya boleh sebagaimana jual beli. 

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa 
mewakafkan hak-hak yang bisa diuangkan, 


357  Al-Muhadzdzab: 1/441, al-Mughnii: V/553. 
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seperti hak tinggal di atas, dan hak-hak kepe- 
milikan bersama yang lain adalah tidak sah. 
Sebab, hak bagi mereka bukanlah termasuk 
harta. 


5. WAKAF IOTHA'AT 

Igtha'at adalah tanah milik negara, yang 
diberikan kepada sebagian penduduk untuk 
bisa digunakan. Mereka membayar pajak yang 
ditentukan, sementara kepemilikan tetap pada 
negara. 

Jika orang yang mendapatkan tanah ter- 
sebut mewakafkannya, wakaf itu tidak sah, se- 
bab dia bukan pemiliknya. Demikian juga para 
penguasa, pemimpin, tidak boleh mewakaf- 
kan sedikit pun dari tanah negara ini kecuali 
jika tanah itu tak bertuan atau dimiliki oleh 
penguasa, kemudian diberikan kepada sese- 
orang. Orang—secara individual—yang mem- 
buka tanah tak bertuan boleh mewakafkannya. 
Sebab, dia memilikinya dengan cara membuka 
tanah tersebut, dan mewakafkan apa yang di- 
milikinya.?58 

Al-Hashfaki dalam ad-Durrul Mukhtaar 
mengatakan bahwa kebanyakan harta wakaf 
para pangeran di Mesir adalah tanah negara 
yang mereka buat seperti dibeli dari perwa- 
kilan Baitul Mal. 

Kalau sultan mewakafkan harta dari Baitul 
Mal untuk kemaslahatan umum, hukumnya 
boleh dan mendapatkan pahala. 

Sultan bisa mengizinkan wakaf suatu ta- 
nah dari tanah negara yang ditaklukkan, yang 
belum dibagi kepada para pejuang, untuk mas- 


jid. Sebab kalau sudah dibagi, pada hakikatnya 


menjadi milik mereka. Karena, harta rampas- 
an perang menjadi milik pejuang hasil penak- 
lukan atau pembagian. Oleh karena itu, perin- 
tah sultan dalam hal ini boleh. Sedangkan, 
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tanah-tanah yang ditaklukkan karena akad per- 
damaian, perintah sultan untuk mewakafkan- 
nya tidak bisa dilangsungkan. Karena, harta itu 
masih menjadi milik pemiliknya yang asli.” 
Demikian juga, kalangan Syafi'iyyah?” 
mengatakan kalau penguasa mewakafkan se- 
bagian dari tanah Baitul Mal, hukumnya sah. 


6. WAKAF TANAH-TANAH AL-HAUZ 

Tanah al-Hauz adalah tanah yang dimiliki 
sebagian orang, namun mereka tidak mampu 
mengeksploitasinya. Kemudian pemerintah 
menangani untuk mengeksploitasinya dan 
membayar pajaknya. Wakaf tanah al-Hauz 
tidak sah karena bukan milik pemerintah. Na- 
mun, masih tetap menjadi milik pemiliknya. 


7. WAKAF IRSHAD 

Irshad adalah seorang penguasa mewa- 
kafkan tanah milik negara untuk kemaslahat- 
an umum, seperti sekolah atau rumah sakit. 
Sebagaimana diketahui, bahwa hal ini hukum- 
nya boleh sebagai konsekuensi kekuasaan 
umum yang dimiliki penguasa. Namun seja- 
tinya, tindakan ini dinamakan irshad (peng- 
awasan) bukan wakaf sebenarnya. 


8. WAKAF BARANG GADAIAN 

Kalangan Hanafiyyah?! mengatakan bah- 
wa orang yang menggadaikan boleh mewa- 
kafkan barang yang digadaikan, sebab dia me- 
milikinya. Namun, hak orang yang menggadai 
masih terkait dengan barang yang digadai. 
Jika utangnya sudah terpenuhi, barang yang 
digadaikan menjadi bebas dan bersih dari 
keterkaitan dengan hak orang yang mengga- 


359. Jhid.. 
360  Mughnil Muhtaaj: 11/377. 
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dai. Kalau tidak, orang yang menggadai bisa 
menuntut untuk membatalkan wakaf atau 
menjual barang yang digadaikan. Berdasarkan 
hal ini, hakim bisa memaksa orang yang meng- 
gadaikan untuk membayar tanggungannya jika 
dia mampu. Adapun jika dia kesulitan, wakaf 
menjadi batal dan dia harus menjual barang 
yang digadaikan sesuai dengan utangnya. De- 
mikian juga jika dia meninggal. Jika dia mem- 
punyai uang untuk melunasi utangnya, barang 
itu menjadi barang wakaf. Jika tidak, barang 
itu dijual dan wakaf menjadi batal. 

Mayoritas ulama selain Hanafiyyah?? 
mengatakan bahwa wakaf barang gadaian ti- 
dak sah. 


9. WAKAF BARANG SEWAAN 

Kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah'8 
mengatakan bahwa orang yang menyewa ti- 
dak bisa mewakafkan hasil dari barang yang di- 
sewa. Sebab, menurut mereka wakaf disyarat- 
kan untuk selamanya. Akad sewa-menyewa 
tidak untuk selamanya. Kalangan Syafi'iyyah?8t 
juga mengatakan bahwa orang yang memiliki 
hak manfaat suatu barang—selain budak—se- 
perti orang yang menyewa, orang yang diberi 
wasiat mendapatkan hasil barang, wakaf me- 
reka tidak sah. Namun jika orang yang me- 
nyewa mewakafkan bangunan atau tanaman 
yang ada di tanah yang dia sewa, pendapat 
yang paling shahih adalah boleh. Adalah cukup 
keberlangsungan wakaf terjadi sampai pemilik 
tanah melepasnya setelah masa tempo sewa- 
menyewa selesai. Orang yang meminjam dan 
orang yang diberi wasiat hasil barang menurut 
hukum adalah sama sebagaimana orang yang 


361. Ad-Durrul Mukhtaar wa Radul Muhtaar, op.cit., hlm. 432 dan setelahnya. 


362 Kasysyaaful Oinaa': IV/271: asy-Syarhul Kabiir: IV/77. 


363. Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: 111/400, 437 dan seterusnya, Kasysyaaful Ginaa' IV/371. 
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menyewakan. Menurut mereka, orang yang 
menyewakan boleh mewakafkan tanah yang 
disewakan. 

Kalangan Malikiyyah?8! mengatakan bah- 
wa orang yang menyewa berhak mewakafkan 
hasil dari sewaan dalam tempo penyewaan 
yang ditentukan. Sebab menurut mereka, ke- 
abadian wakaf tidak disyaratkan. Wakaf sah 
untuk tempo tertentu. Orang yang menyewa- 
kan tidak boleh mewakafkan barang yang di- 
sewakan. 

Kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah mem- 
bolehkan orang yang menyewakan mewakaf'- 
kan barang yang disewakan. Sebab, itu adalah 
wakaf barang yang dia miliki, orang yang me- 
nyewa masih mempunyai hak untuk meman- 
faatkan barang yang disewa sampai akhir masa 
penyewaan, atau meminta keikhlasan orang 
yang menyewa untuk memfasakh (memba- 
talkan) akad sewa-menyewa sebelum selesai 
masanya. 

Kesimpulannya, menurut mayoritas ula- 
ma orang yang menyewakan boleh mewakaf'- 
kan barang yang disewakan. Sedangkan, menu- 
rut Malikiyyah tidak sah. Sebaliknya, menurut 
Malikiyyah orang yang menyewa boleh me- 
wakafkan hasil dari barang yang disewa, se- 
dang menurut mayoritas ulama tidak sah. 


C. KONSEKUENSI WAKAF DAN KAPAN 
KEPEMILIKAN ORANG YANG 
BERWAKAF MENJADI HILANG 


Konsekuensi wakaf artinya akibat yang 
terjadi karena adanya wakaf dari orang yang 
mewakafkan. Akibat yang terjadi ini berbeda 
sesuai dengan perbedaan pendapat-pendapat 
madzhab figih. 

Menurut kalangan Hanafiyyah, bahwa aki- 
bat dari wakaf adalah sedekah akan hasil ba- 
rang yang diwakafkan yang tidak mempunyai 


365. Asy-Syarhush Shaghiir: IV/98: asy-Syarhul Kabiir: IV/77. 
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hukum mengikat. Barang yang diwakafkan te- 
tap menjadi milik orang yang mewakafkan. Dia 
boleh menggunakannya bagaimanapun juga. 
Jika dia telah menggunakannya, dia dianggap 
mencabut wakaf tersebut. Jika orang yang wa- 
kaf meninggal, wakaf tersebut diwarisi oleh 
ahli warisnya. Dia boleh mencabut wakafnya 
kapan saja, sebagaimana dia boleh mengubah 
penggunaannya dan syarat-syaratnya menurut 
kehendaknya. Setelah menjelaskan penda- 
pat-pendapat madzhab figih mengenai konse- 
kuensi wakaf, saya akan mengkhususkan pem- 
bahasan mengenai pencabutan wakaf masjid 
dan lainnya berdasarkan pendapat ini. 

Menurut dua murid Abu Hanifah—penda- 
pat keduanya ini dijadikan fatwa—jika wakaf 
sah maka barang yang diwakafkan sudah ke- 
luar dari kepemilikan orang yang mewakafkan, 
menjadi tertahan, dan dihukumi milik Allah. 
Wakaf tidak masuk dalam kepemilikan orang 
yang mendapatkan wakaf, dengan dalil ber- 
pindahnya barang tersebut dari orang yang 
mendapatkan wakaf karena syarat orang yang 
mewakafkan (pemilik pertama), sebagaimana 
kepemilikan yang lain. 

Jika wakaf sah maka tidak boleh dijual, 
tidak boleh dijadikan milik orang lain, tidak 
boleh dibagi-bagi. Kecuali jika wakaf tersebut 
adalah milik umum, berdasarkan pendapat 
Abu Yusuf yang membolehkannya, sekutunya 
boleh meminta untuk melakukan pembagian. 
Maka, pembagian menjadi sah. Sebab, pem- 
bagian adalah pembedaan dan pemisahan. 

Dalam wakaf, biasa digunakan pemisah- 
an, yakni untuk selain barang yang ditakar, di- 
timbang yang biasanya dimaknai barter, demi 
melihat dan mengingat kemaslahatan wakaf. 
Yang dijadikan fatwa—yakni pendapat dua 
murid Imam Abu Hanifah ini adalah—keboleh- 
an membagi barang milik umum jika pemba- 
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gian itu antara orang yang mewakafkan, dan 
sekutunya—pemilik barang itu juga—atau pe- 
wakaf yang lain atau pengawasnya, jika pihak 
yang mendapatkan wakaf oleh keduanya ber- 
beda. 

Kalangan Malikiyyah berpendapat bahwa 
barang yang diwakafkan menjadi milik orang 
yang wakaf. Namun, kemanfaatannya menjadi 
milik yang tetap bagi pihak yang mendapatkan 
wakaf. Mereka dengan demikian seperti Abu 
Hanifah dan sesuai sabda Nabi Muhammad 
saw., 


Sai Ja JS aa 
“Tahanlah barang asalnya dan sedekahkan 
buahnya (hasilnya) di jalan Allah.” 


Pendapat yang paling zahir dalam madz- 
hab Syafi'iyyah adalah bahwa kepemilikan 
barang yang diwakafkan berpindah kepada 
Allah, artinya sudah terlepas dari kepemilikan 
manusia, bukan milik orang yang mewakafkan 
atau orang yang diberi wakaf, sedang hasil 
dari barang wakaf menjadi milik pihak yang 
mendaptkan wakaf. Dia bisa menggunakannya 
sendiri juga bersama orang lain dengan cara 
meminjamkan atau menyewakan. Dia juga 
berhak memiliki hasil penyewaan, hasil dari 
barang wakaf itu seperti buah, bulu, dan susu. 
Demikian juga anak dari binatang yang di- 
wakafkan menurut pendapat yang paling sha- 
hih. Dengan demikian, pendapat mereka se- 
perti pendapat dua murid Imam Abu Hanifah. 

Kalangan Hanabilah dalam pendapat yang 
shahih dalam madzhab ini mengatakan jika 
wakaf hukumnya sah, kepemilikan orang yang 
wakaf menjadi hilang. Karena, wakaf adalah 
sebab yang bisa menghilangkan pengelolaan 
pada benda dan keuntungan darinya. Maka, 
wakaf bisa menghilangkan kepemilikan seba- 
gaimana pemerdekaan budak. Adapun hadits 


Ca 
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ANN Je 5 Isi £ “Tahanlah barang asal- 
nya dan sedekahkan buahnya (hasilnya) di ja- 
lan Allah,” yang dimaksudkan adalah bahwa 
barang wakaf tertahan tidak bisa dijual, di- 
hibahkan, atau diwariskan. 

Menurut mereka, kepemilikan dalam wa- 
kaf berpindah menjadi milik Allah, jika wakaf 
itu berupa masjid dan semacamnya seperti 
sekolah, tempat penampungan para pedzikir, 
jembatan, orang-orang fakir, pejuang, dan se- 
bagainya. Kepemilikan barang yang diwakaf- 
kan beralih kepada pihak yang mendapatkan 
wakaf, jika pihak itu adalah manusia tertentu 
seperti Zaid, Amr, atau sekelompok orang yang 
terbatas seperti anak-anak si pewakaf atau 
anak-anak Zaid. Sebab, wakaf adalah penyebab 
yang bisa menghilangkan pengelolaan barang 
yang dimiliki. Maka, kepemilikannya beralih 
ke pihak yang diberikan sebagaimana hibah. 


KAPAN KEPEMILIKAN WAKAF MENJADI 

HILANG? 

Kepemilikan terhadap barang wakaf— 
menurut pendapat Abu Hanifah—menjadi 
hilang dari pemiliknya karena salah satu dari 
empat sebab: 

1. Dengan dipisahkannya masjid dari kepe- 
milikannya. 

2. Keputusan hakim, sebab masalah ini ada- 
lah masalah ijtihad. Artinya, dalam ma- 
salah ini diperbolehkan ijtihad dan ter- 
jadi perbedaan antara imam madzhab. 
Maka, keputusan hakim di sini bisa me- 
nyelesaikan perselisihan. 

3. Dengan matinya orang yang wakaf jika 
dia menggantungkan wakafnya dengan 
kematiannya. Seperti “Jika aku mati, aku 
wakafkan rumahku ini untuk ini,” penda- 
pat yang shahih itu seperti wasiat yang 
maksimal sepertiga hartanya harus diberi- 
kan setelah dia mati, bukan sebelumnya. 
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4. Dengan ucapan pewakaf, “Aku wakafkan 
tanahku ini selama aku hidup. Setelah 
aku mati, maka untuk selamanya.” Hal ini 
boleh menurut imam-imam tiga dalam 
madzhab Hanafiyyah. Namun menurut 
Imam Hanafi, selama orang itu masih hi- 
dup, hal itu adalah nadzar menyedekahkan 
hasil barang, dan ini harus dilaksanakan. 
Dia juga bisa mencabut. Jika dia tidak 
mencabut sampai mati, wakaf harus di- 
laksanakan dari sepertiga hartanya. 


Dalam dua sebab pertama, kepemilikan 
orang tersebut menjadi hilang dan wakaf ha- 
rus dilakukan selama orang yang wakaf hidup 
tanpa bergantung dengan kematiannya. Ke- 
berlangsungannya adalah sekarang sebagai- 
mana dengan matinya orang itu. 

Adapun dalam dua sebab terakhir maka 
kepemilikan menjadi hilang dan wakaf ber- 
langsung dengan matinya orang yang wakaf. 
Namun ketika dia masih hidup, orang yang 
wakaf boleh mencabut wakaf baik dia dalam 
keadaan kaya atau miskin dengan keputusan 
hakim atau lainnya. 

Berdasarkan pendapat tentang keberlang- 
sungan wakaf, dan berdasarkan pendapat 
Muhammad, wakaf tidak terjadi kecuali ba- 
rang wakaf sudah diterima dan dipisahkan. 
Sebab, wakaf seperti sedekah. Dan juga kare- 
na penyerahan segala sesuatu adalah dengan 
cara yang sesuai, maka wakaf masjid adalah 
dengan pemisahan. Selain masjid adalah de- 
ngan menunjuk pengawas (penanggung ja- 
wab), dengan menyerahkan barang itu kepa- 
danya. Wakaf barang milik umum yang bisa 


366 AI-Yawaaniin al-Fighiyyah, hlm. 370. 
367. 'Mughnil Muhtaaj: 11/383, 385. 

Akad dalam istilah para fugaha kadang-kadang diucapkan untuk maksud sikap konsisten yang muncul dari hukum syara, baik 
keluar dari satu pihak seperti nadzar dan sumpah atau keluar dari dua pihak, seperti jual beli dan ijarah (sewa-menyewa). Hal ini 
sebagaimana diucapkan untuk perpaduan ijab dan gabul, atau perkataan salah seorang dari dua pihak yang berakad. 
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dibagi tidak dibolehkan menurut Muhammad, 
sedang menurut Abu Yusuf dibolehkan seba- 
gaimana sudah dijelaskan. Sebab, penyerahan 
menurutnya bukanlah syarat. Karena, wakaf 
baginya seperti pemerdekaan budak. 

Demikeabsahan wakaf, Malikiyyah? men- 
syaratkan penerimaan (barang tersebut dise- 
rahterimakan) sebagaimana hibah. Jika orang 
yang wakaf meninggal atau sakit keras atau 
bangkrut sebelum barang itu diserahterima- 
kan, wakaf menjadi batal. 

Kalangan Syafi'iyyah?” mengatakan bahwa 
wakaf adalah suatu akad?88 yang menyebabkan 
berpindahnya kepemilikan pada saat itu juga, 
sebagaimana diketahui bahwa wakaf kepada 
orang tertentu menurut mereka disyaratkan 
gabul (pernyataan penerimaan) yang disam- 
bung dengan ijab (pernyataan penyerahan), 
jika dia termasuk orang yang bisa menerima. 
Jika tidak, walinya (orang yang bertanggung ja- 
wab terhadapnya seperti ayah untuk anaknya 
yang masih kecil) yang menerima, seperti hi- 
bah dan wasiat. Adapun wakaf untuk pihak 
yang sifatnya umum seperti orang-orang fa- 
kir, masjid atau sejenisnya, tidak disyaratkan 
gabul secara tegas karena ada kesulitan. 

Sebagaimana Syafi'iyyah, kalangan Hana- 
bilah?8? berpendapat bahwa kepemilikan ter- 
hadap barang menjadi hilang dan wakaf ter- 
jadi hanya dengan diucapkan. Sebab, wakaf 
terjadi dengan cara itu, karena naMits Umar 
diatas Lg ESA Ci Sana Sab SI “Jika 
kau mau, kautahan tanah itu dan kau sede- 
kahkan hasilnya. 

Hal itu karena wakaf adalah sedekah yang 
menyebabkan terhalangnya jual beli, hibah, 
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pewarisan (terhadap barang itu). Maka, wakaf 
terjadi hanya dengan pengucapan, sebagaima- 
na memerdekakan budak. 

Menurut pendapat Hanabilah, pembagian 
barang wakaf dari barang lainnya sah, dengan 
menganggap bahwa pembagian adalah pemi- 
sahan yang benar sebagaimana rincian berikut 
ini. Pembagian boleh jika tidak ada penolakan. 
Demikian juga jika ada penolakan dari orang 
yang memiliki wakaf. Sebab, penolakan adalah 
pembelian sesuatu selain wakaf. Adapun jika 
penolakan dari pihak bukan pemilik wakaf, 
tidak boleh sebab itu adalah pembelian seba- 
gian wakaf sedang penjualannya tidak boleh. 

Perincian di atas adalah jika barang milik 
umum tersebut wakaf kepada dua pihak, ke- 
mudian pemiliknya ingin membaginya. Maka, 
hal ini tidak boleh jika ada penolakan dalam 
bentuk apa pun. 

Ketika pembagian dalam wakaf boleh 
dan salah seorang dari kedua sekutu itu atau 
pengawas wakaf menuntut pembagian, yang 
lain dipaksa untuk menerima pembagian. Se- 
bab, setiap pembagian yang boleh terjadi tan- 
pa adanya penolakan atau risiko hukumnya 
wajib. 


SIKAP UNDANG-UNDANG MENGENAI 
PENCABUTAN WAKAF MASJID DAN 
LAINNYA!” 

Mengenai pencabutan wakaf masjid, UU 
Mesir nomor 48 tahun 1946 (M 11) telah me- 
nyatakan bahwasanya tidak boleh mencabut 
atau mengubah wakaf masjid. Tidak pula pi- 
hak yang diberi wakaf sebelum masjid. 

Yang dimaksud dengan pihak yang diberi 
wakaf sebelum masjid, adalah pihak yang di- 
beri wakaf untuk kali pertama, bukan di akhir 
kalinya. Ilustrasinya mula-mula orang mewa- 
kafkan kepada pihak tertentu, setelah itu me- 
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wakafkan untuk masjid. Hal ini sesuai dengan 
UU nomor 78 tahun 1947. 

Undang-undang mengambil hukum keti- 
dakbolehan mencabut apa yang sudah disepa- 
kati para fugaha. Bahkan, Abu Hanifah sendiri 
menyetujui pendapat dua muridnya yang me- 
ngatakan bahwa tidak boleh mencabut wakaf 
masjid. Perbuatan orang yang mewakafkan 
dianggap sebagai keharusan. Orang yang me- 
wakafkan, ahli warisnya tidak boleh mencabut 
atau mengubah wakaf tersebut. Sebab, wakaf 
masjid ketika sudah terjadi akan menjadi mi- 
lik Allah. Semua masjid adalah milik Allah. 
Keikhlasan wakaf tersebut untuk Allah meng- 
haruskan ketidakbolehan mencabut wakaf 
tersebut. 

Adapun mencabut wakaf selain masjid, 
undang-undang mengambil madzhab Abu Ha- 
nifah terkait dengan keadaan orang yang me- 
wakafkan ketika masih hidup dan mengambil 
madzhab dua orang murid Abu Hanifah juga 
para imam yang lain ketika orang yang wakaf 
sudah meninggal. 

Mengenai orang yang wakaf dalam ke- 
adaan masih hidup, pasal 11 undang-un- 
dang Mesir menegaskan bahwasanya dia bisa 
mencabut semua atau sebagian wakafnya, 
sebagaimana dia boleh mengubah pengelola- 
an-pengelolaan wakaf tersebut dan syarat- 
syaratnya. Meskipun dia mengharamkan diri- 
nya untuk melakukan perubahan-perubahan. 
Artinya, perubahan itu hanya dilaksanakan da- 
lam batas-batas undang-undang ini. Ini semua 
menunjukkan kebolehan mencabut dan meng- 
ubah wakaf. Pendapat ini hanya dikatakan oleh 
Abu Hanifah. 

Adapun setelah orang yang wakaf wafat, 
tidak ditegaskan oleh undang-undang. Apa 
yang tidak disebut dengan tegas maka yang 
diamalkan adalah pendapat yang unggul dari 
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madzhab Abu Hanifah. Sedang pendapat yang 
unggul adalah pendapat madzhab dua murid 
Abu Hanifah, yakni wakaf adalah sedekah yang 
mempunyai konsekuensi mengikat tidak bisa 
dicabut. 

Adapun tentang mencabut wakaf sebelum 
diberlakukannya undang-undang ini, pasal 11 
menegaskan bahwasanya tidak boleh men- 
cabut atau mengubah wakaf yang dilakukan 
sebelum diberlakukannya undang-undang ini. 
Undang-undang juga menjadikan kepemilikan 
wakaf pada orang lain, jika dia telah meng- 
haramkan dirinya dan keturunannya akan ke- 
pemilikan ini, juga mengharamkan sepuluh 
syarat untuk dirinya, atau terbukti bahwa 
kepemilkan ini adalah dengan kompensasi ma- 
teriil atau tanggungan hak-hak yang permanen 
dari si pewakaf. 

Dalam kondisi si pewakaf mengharamkan 
dirinya dan keturunannya akan kepemilikan 
barang wakaf tersebut, maka perbuatan si 
pewakaf dianggap sebagai indikasi yang kuat 
bahwa dia melakukan hal ini sepadan dengan 
halangan untuk mencabut kembali wakaf ter- 
sebut. Pada saat itu, tidak diperlukan peng- 
ujian dan pembuktian. 

Dalam kondisi kepemilikan terjadi dengan 
adanya kompensasi materiil, seperti orang yang 
mempunyai utang mewakafkan pada orang 
yang punya piutang dan anak-anaknya dan si 
pewakaf mengharamkan dirinya dan anak- 
anaknya terhadap wakaf tersebut, maka wakaf 
terjadi dalam posisi sebagai kompensasi. 

Dalam kondisi kepemilikan terjadi kare- 
na jaminan hak-hak yang permanen pada 
si pewakaf, seperti seseorang menjual peka- 
rangan kepada kerabatnya secara simbolis, 
kemudian si kerabat itu mewakafkan peka- 
rangan itu pada kerabat (pihak pertama) yang 
menjualnya itu. Ini semua mengakibatkan bah- 
wa pencabutan akan memberikan mudharat 
kepada orang-orang dan menghilangkan hak- 
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hak pemiliknya. Pembuktian itu semua adalah 
dengan semua dalil undang-undang, di antara- 
nya indikasi-indikasi. 


ASY-SYURUUTH AL-'ASYRAH (SEPULUH 
SYARAT) 

Pasal 12 UU Mesir tentang wakaf nomor 
48 tahun 1946 membolehkan si pewakaf me- 
nentukan sepuluh syarat untuk dirinya dalam 
pewakafan, juga boleh mensyaratkan peng- 
ulangan sepuluh syarat tersebut. Undang-un- 
dang juga menganggapnya sah. Bunyi undang- 
undang itu adalah: 

“Si pewakaf boleh mensyaratkan untuk 
dirinya bukan untuk orang lain sepuluh syarat 
atau syarat-syarat lain yang dia inginkan juga 
mengulangnya, di mana syarat-syarat tersebut 
tidak bisa dilaksanakan kecuali dalam batas- 
batas undang-undang ini. Adapun pensyaratan 
si pewakaf akan sepuluh syarat kepada orang 
lain, adalah syarat yang tidak sah, sesuai 
dengan pasal undang-undang ini.” 

Istilah sepuluh syarat adalah pengguna- 
an baru untuk suatu makna. Istilah itu tidak 
ada dalam ucapan para fugaha, namun untuk 
makna ini sudah digunakan sejak lama dalam 
kitab-kitab para pewakaf juga dalam fatwa- 
fatwa beberapa ulama belakangan dan dalam 
bahasa pengadilan-pengadilan. Sehingga, pe- 
ngertiannya menjadi terbatas dan dibatasi 
yang akhirnya menjadi sebuah istilah. 

Sepuluh syarat (istilah) tersebut adalah 
Ithaa' (pemberian), Hirmaan (penghalangan), 
Idkhaal (pemasukan), Ikhraaj (pengeluaran), 
Ziyadah (penambahan), Nugahan (pengurang- 
an), Taghyir (perubahan), Ibdal (penggantian), 
Istibdal (permintaan ganti), Badal (ganti) atau 
Tabadul (saling ganti) atau Tabdil (menggan- 
tikan). 

I'tha' artinya memasukkan siapa pun yang 
dikehendaki dalam wakaf sebagai penerima 
istimewa (pengecualian). Pemasukan peneri- 
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ma ini mengakibatkan terhalangnya penerima 
asli untuk mendapatkan hasil dari wakaf atau 
sebagian dari wakaf itu dalam rentang wak- 
tu di mana orang yang dimasukkan itu men- 
dapatkan hak wakaf. 

Idkhal (pemasukan) artinya memasukkan 
orang yang tidak menjadi pihak menerima 
wakaf, dan menjadikannya termasuk peneri- 
ma wakaf supaya pada saat dimasukkan atau 
setelah itu dia mempunyai hak mendapatkan 
hasil wakaf. Syarat ini kadang-kadang dengan 
menyertakan penerima istimewa, kadang-ka- 
dang tidak. | 

Ikhraj (pengeluaran) adalah menjadikan 
pihak yang menerima wakaf bukan penerima 
wakaf untuk selamanya atau waktu tertentu. 
Setelah itu (waktu tertentu tersebut) dia ter- 
masuk penerima wakaf. Pengertian istilah ini 
berbeda dengan hirman (penghalangan men- 
dapatkan hak). Kedua istilah itu kadang-ka- 
dang bisa bertemu. Pengeluaran untuk selama- 
nya adalah hirman. Hirman untuk selamanya 
adalah pengeluaran. 

Ziyadah (penambahan) adalah melebih- 
kan sesuatu kepada sebagian penerima wa- 
kaf pada saat pembagian hasil wakaf. Atau, 
menjadikan bagiannya lebih dari bagian yang 
lain untuk selamanya. 

Nugshan (pengurangan) adalah memberi 
kepada sebagian penerima wakaf sesuatu 
yang lebih kecil daripada yang diberikan ke- 
pada pihak lain pada saat pembagian. Tidak 
ada bagian-bagian tertentu atau pengurangan 
apa yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Taghyir (perubahan). Syarat ini lebih 
umum daripada syarat-syarat sebelumnya dan 
mencakup semuanya. Penyebutan syarat ini se- 
telah syarat-syarat sebelumnya adalah dalam 
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posisi resume setelah perincian. Kalau saja 
yang disebut hanya syarat ini, orang yang me- 
nentukan syarat memilki semua syarat-syarat 
enam yang disebutkan di atas. Jika taghyir 
(perubahan) disinonimkan dengan penggan- 
tian, ulama belakangan menganggapnya se- 
bagai penguat makna. Kecuali jika memung- 
kinkan dipalingkan ke makna lain yang tidak 
disebut seperti permintaan ganti, yang mak- 
nanya kembali pada makna perubahan. Pem- 
berian makna baru pada suatu istilah adalah 
lebih baik daripada penegasan makna lama. 

Istibdal (permintaan ganti). Para ulama 
figih menggunakan kata istibdal, sementara 
yang dikehendaki adalah menjual barang wa- 
kaf baik pekarangan atau barang bergerak de- 
ngan uang, atau membeli barang dengan uang 
untuk kemudian diwakafkan sebagai ganti . 
barang yang dijual atau barter barang wakaf 
dengan barang yang lain. Namun, muncul tra- 
disi lain dari para penulis sejak masa lalu yang 
menggunakan istibdal untuk arti pembelian 
barang dengan uang untuk kemudian diwakaf- 
kan, ibdal untuk arti menjual barang wakaf 
dengan uang, tabadul atau badal untuk arti 
barter. 


D. SYARAT-SYARAT WAKAF 


Untuk keabsahan wakaf, diperlukan sya- 
rat-syarat untuk pewakaf, barang yang diwa- 
kafkan, pihak yang mendapatkan wakaf, dan 
shighat wakaf. 


1. SYARAT-SYARAT PEWAKAF 

Demi keabsahan wakaf dan keberlang- 
sungannya. disyaratkan hal-hal sebagai be- 
rikut.! 


371. Al-Badaa'i- V1 / 219: ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: 111/394 dan seterusnya, 434, al-Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 369, 
Mughil Muhtaaj: 11/376 dan seterusnya, Kasysyaaful Ginaa' IV/279, asy-Syarhul Kabiir: IV/77, 88: asy-Syarhush Shaghiir: IV/101, 


118: Ghaayatul Muntahaa: 11/300 dan seterusnya. 
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Syarat itu adalah kapasitas untuk berse- 
dekah sebagaimana sedekah-sedekah yang 
lain, seperti hibah, sedekah, dan lain-lain. Se- 
bab, wakaf adalah sedekah. Syarat ini bisa di- 
jabarkan ke dalam empat syarat, yaitu: 

a. Hendaklah pewakaf adalah orang yang 
merdeka (bukan budak) dan pemilik ba- 
rang wakaf tersebut. Oleh karena itu, 
wakaf budak tidak sah, sebab dia tidak 
mempunyai kepemilikan. Juga, tidak sah 
wakaf harta orang lain. Tidak sah juga 
wakaf orang yang meng-ghashab terha- 
dap barang yang di-ghashab. Sebab, pewa- 
kaf harus memiliki barang yang diwakaf- 
kan pada saat mewakafkan dengan kepe- 
milikan yang pasti. Wakaf juga tidak sah 
karena penyebab yang fasid, seperti orang 
yang membeli secara fasid dan barang 
yang dihibahkan dengan cara fasid, se- 
telah barang itu diterima (kemudian di- 
wakafkan). Ini menurut pendapat Hana- 
fiyyah. 

Di samping itu, hendaklah si pewakaf 
tidak terhalang untuk mengelola harta. 
Wakaf barang yang berstatus dimiliki 
secara pribadi atau syuf'ah (dimiliki ber- 
sama) batal meskipun dijadikan masjid. 
Demikian juga wakaf orang sakit yang 
utangnya meliputi semua hartanya, wakaf 
orang yang terhalang untuk mengelola 
harta karena bodoh atau utang. Kalau si 
pemilik membolehkan wakaf orang yang 
kurang cakap, hukumnya boleh. 

b. Hendaklah si pewakaf orang yang berakal. 
Oleh karena itu, wakaf orang gila tidak 
sah, sebab dia tidak mempunyai akal. 


Demikian juga wakaf orang yang idiot 
disebabkan akalnya kurang, atau wakaf 
orang yang terganggu akalnya karena 
sakit atau sudah lanjut usia. Sebab, dia 
bukan orang yang sehat akalnya. Juga, 
karena semua pengelolaan harta meng- 
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haruskan terpenuhinya akal dan tamyiz 
(kemampuan membedakan yang baik dan 
yang buruk). 

Hendaklah si pewakaf orang yang baligh. 
Oleh karena itu, wakaf anak kecil tidak sah, 
baik dia sudah tamyiz atau belum. Karena, 
baligh adalah indikasi kesempurnaan akal 
dan pentingnya sedekah. 

Baligh sebagaimana telah didefinisi- 
kan dalam pembahasan nazhariyyat fi- 
ghiyyah kadang muncul karena tanda-tan- 
da alami seperti mimpi, kebiasaan bulan- 
an (menstruasi). Kadang karena sudah 
sampai usia lima belas menurut pendapat 
mayoritas ulama, atau tujuh belas menu- 
rut pendapat Abu Hanifah. 

Demi keabsahan sedekah, undang- 

undang mensyaratkan usia dewasa yaitu 
21 tahun dalam undang-undang Mesir 
atau delapan belas tahun dalam undang- 
undang Syria. 
Hendaklah si pewakaf orang yang dewa- 
sa, bukan orang yang terhalang karena 
pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya, 
sebagaimana pengelolaan-pengelolaan har- 
ta yang lain. Maka, wakaf tidak sah dari 
orang yang pandir, pailit, atau lalai menu- 
rut mayoritas ulama. Kalangan Hanafiyyah 
mengatakan bahwa tidak berguna wakaf 
orang yang utang lagi pandir kecuali di- 
perbolehkan oleh orang yang mengutangi. 
Oleh karena itu, ketiadaan halangan ada- 
lah syarat diberlangsungkannya wakaf, 
bukan syarat sahnya wakaf. 


Pendapat Hanafiyyah mengenai wakaf orang 
yang berutang 


Kalangan Hanafiyyah merinci wakaf orang 


yang berutang sebagaimana berikut. 


Jika utangnya tidak menghabiskan semua 
hartanya, dan dia mewakafkan kelebihan 
dari pembayaran utangnya, wakafnya sah 
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karena tidak ada benturan dengan hak 
orang-orang yang mengutangi. 
b. Jika utang itu menghabiskan uangnya, 
' keberlangsungan wakaf bergantung izin 
orang-orang yang mengutangi, baik orang 
yang berutang itu termasuk kategori 
orang yang terlarang mengelola harta atau 
tidak. Baik dalam keadaan sakit keras atau 
dalam keadaan sehat. Pendapat ini—pada 
kasus terakhir (baik sakit atau tidak)— 
sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyyah 
belakangan demi menjaga kepentingan 
orang-orang yang berutang. Jika mereka 
mengizinkan, wakaf bisa dilangsungkan. 
Jika tidak, wakaf menjadi batal. Namun, 
pemberian izin dalam kondisi sakit keras 
tidak terjadi kecuali setelah orang itu me- 
ninggal. Sebab, tidak diketahui itu sakit 
keras yang menyebabkan mati kecuali 
setelah mati. Hal ini sesuai dengan yang 
disebutkan undang-undang sipil Mesir 
(M 238/2), UU Sipil Syria (M 239/2) bah- 
wasanya pengelolaan orang yang ber- 
utang jika berupa sedekah tidak bisa di- 
langsungkan mengingat hak orang yang 
berpiutang. 


Wakaf Orang yang Sakit Keras (Sakit yang 
Menyebabkan Mati) 

Dalam pembahasan tentang al-hajr (pena- 
hanan pengelolaan harta) terhadap orang sa- 
kit, jelas sudah bahwa semua pendapat madz- 
hab sepakat melarang pengelolaan orang sakit 
dalam bersedekah yang lebih dari sepertiga 
harta peninggalannya demi menjaga hak ahli 
waris, ketika dia tidak mempunyai utang. 
Oleh karena itu, amal-amalnya baik berupa 
wakaf, sedekah, tabarru', hibah, wasiat yang 
lebih dari sepertiga hartanya, tidak sah, demi 
menjaga hak ahli warisnya dalam peninggalan 
orang mati. Adapun tabarru' sepertiga atau 
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kurang, hukumnya boleh. Demikian juga wakaf 
demi menjaga kemaslahatan orang yang sakit 
keras untuk merealisasi pahala dan ganjaran 
dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh 
Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi 
Waggash, dia berkata, 


04. 


ah 5 1 Hp “Ue & Ju 5 


Dg Ba BA 


- 
e.- 


SAS SV Je BU SI 
Hp int Si Sg 
De AAA Sa ae Ea 


Sai Sang 


“Rasulullah saw. menengokku pada tahun 
Haji Wada' karena aku sedang sakit keras. 
Kemudian aku bertanya, Aku tengah sakit ke- 
ras sementara aku mempunyai harta dan yang 
akan mewarisi hanya seorang anak perem- 
puanku. Apakah aku akan bersedekah dengan 
dua pertiga hartaku?' Rasulullah menjawab, 
Jangan' Aku bertanya, 'Separuhnya?' Rasu- 
lullah menjawab, Jangan, kemudian Nabi ber- 
sabda, Sepertiga, dan sepertiga besar (atau 
Nabi bersabda) banyak. Sesungguhnya jika kau 
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan 
kaya, cidalah lebih baik daripada meninggalkan 
mereka menjadi beban orang-orang.” 


Detail pendapat para fugaha mengenai 
tema ini akan dijelaskan kemudian. 

Wakaf orang murtad: Kalangan Hana- 
fiyyah?”? berkata, ada dua keadaan. 


372. Raddul Muhtaar Syarh ad-Durrul Mukhtaar: 111/394 dan seterusnya, 434. 
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Pertama, kalau orang yang murtad me- 
wakafkan dalam kondisi dia murtad maka wa- 
kafnya tertahan—menurut Imam Abu Hanifah. 
Jika dia kembali masuk Islam, wakafnya sah. 
Jika tidak, yaitu dia meninggal atau dibunuh 
dalam keadaan murtad atau divonis tinggal di 
Darul Harb (negeri musuh Islam), wakafnya 
menjadi batal. 

Kedua, kalau dia mewakafkan kemudian 
murtad —mohon perlindungan kepada Allah— 
maka wakaf itu batal, bahkan meskipun dia 
kembali masuk Islam selama dia tidak mem- 
perbarui wakafnya setelah kembali Islam. Se- 
bab, amalnya menjadi hilang karena murtad 
itu. Dengan perincian ini, bisa dipahami per- 
kataan mereka bahwa wakaf-wakaf seseorang 
batal karena murtad. 

Menurut mereka, wakaf perempuan yang 
murtad hukumnya sah, sebab dia tidak di- 
bunuh. Kecuali wakaf untuk haji atau umrah 
dan sebagainya maka tidak boleh. 


Wakaf Orang Kafir 

Kalangan Syafi'iyyah membolehkan wakaf 
orang kafir meskipun untuk masjid dan sede- 
kah-sedekahnya mendapatkan pahala di du- 
nia. Namun, dia tidak mendapatkan bagian pa- 
hala di akhirat. Hal ini karena hadits yang diri- 
wayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik, 
dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, 
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3733  Mughnil Muhtaaj: 11/376. 
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“Sesungguhnya Allah tidak menzalimi 
orang Mukmin. Di dunia dia diberi kebaikan 
dan dibalas dengan kebaikan pula di akhirat. 
Sedangkan orang kafir, mereka diberi rezeki 
karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di 
dunia. Sampai ketika di akhirat, tidak ada ke- 
baikan yang dibalaskan untuknya.” 


Wakaf orang yang terpaksa. Kalangan Sya- 
fi'i, Maliki, dan Hambali mensyaratkan orang 
yang wakaf hendaklah dia bebas. Oleh karena 


itu, wakaf orang yang terpaksa tidak sah, se- 


bab ucapan-ucapannya tidak sah. 

Wakaf orang buta. Wakaf tidak disyarat- 
kan melihat. Oleh karena itu, wakaf orang buta 
hukumnya sah, karena ucapannya sah juga. 

Wakaf barang yang tidak dilihat. Barang 
yang diwakafkan tidak disyaratkan diketahui 
oleh orang yang wakaf. Oleh karena itu, wakaf 
barang yang tidak dilihat hukumnya sah, seba- 
gaimana diterangkan oleh kalangan Syafi'i.” 


Syarat Orang yang Wakaf adalah Seperti 
Nash Syari' (Pembuat Hukum Islam) 

Para fugaha menyepakati ungkapan ini. 
Yakni, syarat orang yang wakaf adalah seper- 
ti nash syari. Mereka berbeda pendapat me- 
ngenai pengertian dan maksudnya. 

Kalangan Hanafiyyah”' mengatakan, per- 
kataan ulama syarat orang yang wakaf adalah 
seperti nash syari”? adalah dalam pengertian, 
petunjuk makna dan keharusan mengamal- 
kannya. Kadang-kadang perkataan itu dimak- 


374. Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: 111/426, 434, 456 dan seterusnya, 47. 


Hanafiyyah dalam al-Fataawaa al-Khairiyyah menyatakan bahwa yang dianggap dalam syarat-syarat adalah yang terjadi, bukan 


yang tertulis dalam catatan wakaf. Kalau bukti diwujudkan terhadap apa yang tidak ada dalam tulisan wakaf, hal itu diamalkan 
tanpa ragu-ragu. Sebab, tulisan hanya tulisan (goresan) dan tidak dianggap, karena keluar dari hujjah-hujjah syara. 
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sudkan (berlaku) juga dalam mafhum (konse- 
kuensi makna). Artinya, mafhum dari syarat 
orang yang wakaf tidak dianggap sebagaimana 
dalam nash-nash syari' Hal ini sesuai dengan 
keputusan mereka bahwa mafhum mukhala- 
fah yang disebut dengan dalil al-khitab tidak 
dianggap dalam nash-nash. Hal ini mencakup 
lima macam: mafhum sifat, syarat, ghayah 
(akhir), 'adad (jumlah), lagab yakni benda 
mati seperti pakaian dan sebagainya. 

Yang dimaksud dengan ketiadaan anggap- 
an terhadap mafhum mukhalafah dalam nash- 
nash adalah, seperti ucapan, “Berilah lelaki 
yang alim, berilah Zaid jika dia memintamu, 
berilah dia sampai dia ridha, berilah dia se- 
puluh atau berilah dia pakaian.” Hal ini tidak 
menunjukkan ketiadaan hukum pada apa 
yang bertentangan dengan yang terucap. Arti- 
nya, tidaklah dilarang memberi kepada orang 
yang bodoh. Tetapi, pengertian tersebut (se- 
perti memberi kepada orang bodoh) adalah 
maskut 'anhu (sesuatu yang tidak diucapkan, 
sehingga tidak mempunyai hukum), dan tetap 
dalam asal ketiadaan, sampai ada dalil yang 
menunjukkan perintah untuk memberinya 
atau melarangnya. Demikan halnya dengan 
mafhum-mafhum yang lain. 

Namun dalam riwayat-riwayat kitab, maf- 
hum bisa dianggap dan diungkapkan oleh me- 
reka, “Mafhum penyusunan kitab adalah hujjah 
(argumentasi). Sebab, para fugaha mengarti- 
kan penyebutan hukum dalam manthug (yang 
tersurat) maksudnya biasanya penegasian maf- 
hum. Seperti ucapan mereka, “Shalat Jumat 
wajib atas setiap laki-laki yang merdeka, ba- 
ligh, berakal, dan bermukim di suatu tempat.” 
Mereka memaksudkan adanya sifat-sifat ini 
berarti menegasikan kewajiban atas antonim 
dari sifat-sifat tersebut. Ulama figih dengan ini 
mengambil dalil ketidakwajiban wanita, bu- 
dak, anak kecil, dan sebagainya untuk shalat 
Jumat. 


Ca 
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Menurut pendapat para ulama ushul ka- 
langan madzhab Hanafiyyah yang asli, “Dalam 
masalah wakaf, mafhum tidak dianggap." Arti- 
nya, syarat orang yang wakaf tidak menunjuk- 
kan penegasian antonimnya. Namun, ulama 
belakangan dari madzhab Hanafiyyah menga- 
takan mafhum dianggap untuk selain nash- 
nash syar'i, sesuai dengan yang dianggap pada 
adat dan tradisi mereka. Oleh karena itu, maf'- 
hum wajib dianggap dalam ucapan orang yang 
wakaf, sebab dia berbicara sesuai dengan tra- 
disinya. 

Berdasarkan hal itu, sebagaimana mafhum 
tashnif adalah hujjah (argumentasi), maka maf'- 
hum dianggap juga dalam tradisi masyarakat, 
transaksi dan hal-hal yang merupakan olah ra- 
sional manusia (bukan syar'i). Ungkapan yang 
tepat adalah bahwa ucapan orang yang wakaf, 
orang yang wasiat, orang yang bersumpah, 
orang yang bernadzar, dan semua orang yang 
transaksi dikembalikan kepada adat kebia- 
saannya dalam percakapan, dan bahasa yang 
dijadikan perbincangan baik sesuai dengan 
bahasa Arab dan bahasa syara' atau tidak. 

Kesimpulan : menurut ulama ushul di ka- 
langan Hanafiyyah, mafhum dalam wakaf tidak 
dianggap. Namun menurut pendapat ulama 
belakangan, ucapan orang yang wakaf dikem- 
balikan kepada tradisi zamannya. Kalau dia 
mengatakan, “Aku wakafkan untuk anak-anak- 
ku yang laki-laki.” Maka sesuai dengan makna 
manthug (tersurat), makna tersebut kembali 
kepada anak laki-laki. Sedangkan, perempuan 
tidak diberi hak wakaf karena tidak ada dalil 
yang menunjukkan pemberian kepada mereka. 
Kecuali, jika dalam ucapan orang yang wakaf 
itu ada dalil yang menunjukkan mereka diberi. 
Oleh karena itu, sejak awal sudah pasti dibe- 
rikan, bukan karena konsekuensi dari makna 
antonim. Dengan demikian, pendapat ulama 
belakangan mengatakan bahwa mafhum untuk 
selain nash-nash syar'i, yang termasuk kesepa- 
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katan manusia, adat kebiasaan, transaksi, dan 
hal-hal rasional adalah dianggap. 

Kalangan Hanafiyyah menyebutkan kon- 
sekuensi dari kaidah ini. Yaitu, bahwa semua 
yang bertentangan dengan syarat orang yang 
wakaf maka bertentangan dengan nash. 
Menghukumi hal yang bertentangan dengan 
syarat orang yang wakaf adalah menghukumi 
tanpa dalil, baik ucapan orang yang wakaf itu 
setingkat nash atau zhahir.”8 Sebab, ucapan 
orang yang wakaf harus diikuti. Sesuai dengan 
ucapan para ulama, syarat orang yang wakaf 
seperti nash syar'i. 

Syarat orang yang wakaf dalam hal me- 
nyewakan barang wakaf juga diperhatikan 
oleh syara" Jika orang yang wakaf mensyarat- 
kan agar barang yang diwakafkan tidak dise- 
wakan lebih dari setahun, orang-orang juga 
tidak ingin menyewanya, sementara penyewa- 
an untuk tempo lebih dari setahun lebih ber- 
manfaat bagi orang-orang fakir. Maka penang- 
gung jawab, pengawas, tidak boleh menyewa- 
kannya lebih dari setahun. Masalah ini harus 
dimajukan kepada hakim, sampai dia menye- 
wakannya. Sebab, dia mempunyai wewenang 
pengawasan terhadap orang-orang fakir, orang 
yang tidak ada di tempat dan orang yang mati. 
Dengan demikian, jika orang yang wakaf ti- 
dak mensyaratkan satu tempo tertentu atau 
menyerahkan pendapat sesuai dengan yang di- 
pandang baik dan bermanfaat oleh pengawas 
untuk orang-orang fakir, si pengawas itu ber- 
hak melakukannya tanpa izin dari hakim. 

Jika orang yang wakaf mensyaratkan men- 
jual barang yang diwakafkan, menggunakan 
hasil penjualan itu untuk kebutuhannya, atau 
mengeluarkan statusnya dari wakaf menjadi 
yang lain, atau dia mensyaratkan untuk meng- 
hibahkan wakaf itu dan menyedekahkan ha- 


Cai 
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silnya atau menghibahkan kepada siapa pun 
yang dia inginkan, atau menggadaikannya ka- 
pan saja dia mau dan mengeluarkannya dari 
status wakaf, wakaf itu menjadi batal. 

Adapun jika orang yang wakaf mensyarat- 
kan suatu syarat yang fasid, wakaf tetap sah 
namun syarat itu menjadi batal. Syarat yang 
fasid adalah yang menafikan akad wakaf atau 
menurut syara' tidak boleh, atau tidak ada fae- 
dahnya. Seperti syarat mencabut wakaf mas- 
jid kapan saja dia menginginkan, atau wakaf 
kepada para pelaku kerusakan dan wakaf itu 
dimaksudkan untuk tujuan-tujuan kerusakan, 
atau mensyaratkan pemberian hasil wakaf 
kepada orang yang membaca Al-9ur'an di ku- 
burannya, rumahnya atau di masjid tertentu 
sebagai pengganti bacaannya. Juga, seperti 
pensyaratan orang yang wakaf akan pengelo- 
laan hasil wakaf untuk keturunannya dalam 
hal nafkah, pakaian, atau pembuatan roti dan 
diberikan kepada para penuntut ilmu. 


Tujuh Permasalahan di mana Syarat Orang 
yang Wakaf Boleh tidak Dipenuhi 

Kalangan Hanafiyyah menyebutkan tujuh 
masalah di mana syarat orang yang wakaf bo- 
leh tidak dipenuhi, tujuh masalah itu adalah 
sebagai berikut. 

Pertama, jika orang yang wakaf mensya- 
ratkan tidak boleh mengganti barang wakaf 
dengan barang lain. 

Kedua, jika orang yang wakaf mensyarat- 
kan agar hakim tidak memecat pengawas wa- 
kaf. Dengan demikian, hakim boleh memecat 
pengawas yang tidak cakap. 

Ketiga, orang yang wakaf mensyaratkan 
agar barang wakafnya tidak disewakan lebih 
dari setahun, sementara orang-orang tidak 
ingin menyewa hanya satu tahun. Atau, un- 


376 Nash adalah ucapan yang hanya mempunyai satu pengertian. Zhahir adalah ucapan yang mempunyai dua kemungkinan arti, na- 
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tuk penyewaan lebih dari setahun bermanfaat 
untuk orang-orang fakir. Dengan demikian, ha- 
kim boleh melakukan hal yang berbeda dengan 
syarat orang wakaf, tapi bukan pengawas. 

Keempat, jika orang yang wakaf mensya- 
ratkan agar dibacakan Al-Our'an di kuburan- 
nya. Maka, penentuan orang yang membaca 
batal menurut orang yang mengatakan ke- 
makruhan membaca Al-Our'an di kuburan. 
Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang 
berbeda dengan pendapat tersebut. 

Kelima, orang yang wakaf mensyaratkan 
menyedekahkan sisa hasil wakaf untuk orang- 
orang yang meminta-minta di sebuah masjid. 
Maka, penanggung jawab wakaf tersebut bo- 
leh menyedekahkannya kepada setiap orang 
peminta-minta di masjid lain, atau orang yang 
tidak meminta-minta. 

Keenam, jika orang yang wakaf mensya- 
ratkan agar orang-orang yang berhak menda- 
patkan wakaf mendapatkan roti dan daging 
tertentu setiap hari, pengawas wakaf itu boleh 
menyerahkan dalam bentuk uang. Pendapat 
yang unggul menunjukkan bahwa orang-orang 
yang berhak mendapatkan wakaf itu bisa me- 
milih mana yang sesuai dengan mereka. 

Ketujuh, hakim boleh menambahi gaji 
imam masjid jika gaji sebelumnya tidak men- 
cukupi, sementara imam tersebut adalah orang 
yang alim dan bertakwa. 

Malikiyyah?”” mengatakan, ikutilah syarat 
orang yang wakaf—artinya wajib mengikuti 
—jika syarat tersebut boleh menurut syara' 
meskipun terpaksa, dan tidak dilarang. Jika da- 
lam syara' hukumnya tidak boleh, tidak boleh 
diikuti. Jika orang yang wakaf mensyaratkan 
pengkhususan hasil wakaf kepada salah satu 
madzhab empat, mengajarkan ajaran-ajaran 
di sekolahnya, mengkhususkan seorang imam 
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tertentu di masjidnya atau menentukan se- 
orang pengawas wakaf, syarat itu harus diikuti 
sebab hukumnya boleh. 

Demikian juga, Syafi'iyyah?”8 memutuskan, 
“Ikutilah syarat orang yang wakaf sebagaima- 
na syarat-syarat lain yang mengandung ke- 
maslahatan.” Kalau orang yang wakaf mewa- 
kafkan barangnya dengan syarat barang ter- 
sebut tidak disewakan sama sekali atau tidak 
disewakan lebih dari setahun, wakaf tersebut 
hukumnya sah kecuali dalam keadaan darurat. 
Seperti orang yang wakaf mensyaratkan agar 
rumah tidak disewakan lebih dari setahun, ke- 
mudian rumah itu roboh, sementara tidak ada 
pihak yang membangun kecuali dengan syarat 
menyewakan dua tahun, penyewaan rumah 
tersebut selama dua tahun boleh dalam akad 
baru, meskipun orang yang wakaf mensyarat- 
kan tidak boleh membuat akad baru. Sebab, 
larangan pembuatan syarat baru dalam kasus 
ini bisa menyebabkan wakaf tidak berguna 
dan ini bertentangan dengan kemaslahatan 
wakaf. 

Jika orang yang mewakafkan masjid men- 
syaratkan pengkhususan penggunaannya un- 
tuk kelompok Syafi'iyyah, wakaf tersebut men- 
jadi terkhususkan, sebagaimana madrasah, 
tempat penampungan. Jika orang yang wakaf 
mensyaratkan pengkhususan penggunaan ke- 
duanya untuk suatu kelompok maka menjadi 
terkhususkan untuk mereka. Demikan juga jika 
orang yang wakaf mengkhususkan kuburan 
untuk sekelompok orang maka menjadi ter- 
khususkan untuk mereka. Ini menurut mayo- 
ritas Syafi'iyyah. 

Pengelolaan hasil wakaf sesuai dengan 
syarat orang yang wakaf seperti prioritas, pe- 
nyamarataan, melebihkan bagian, mendahulu- 
kan, mengumpulkan dan mengurutkan, me- 


377 . Asy-Syarhush Shaghiir: IV/119, al-Yawaaniinul Fighiyyah: hlm. 371. 


378. Mughnil Muhtaaj: 11/385: al-Muhadzdzab: 1/443. 





Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


masukkan siapa pun dengan kriteria, menge- 
luarkan siapa pun dengan kriteria. Sebab, para 
sahabat mewakafkan sembari menulis syarat- 
syarat mereka. Umar ibnul Khaththab menulis 
syarat sedekah untuk peminta-minta, orang 
yang tidak mampu, tamu, kerabat, musafir, 
orang yang berperang di jalan Allah. Ali bin 
Abi Thalib menulis syarat dalam sedekahnya, 
“Demi ridha Allah agar Dia memasukkan aku 
ke dalam surga dan memalingkan neraka dari- 
ku, memalingkanku dari neraka, agar sedekah 
ini diberikan kepada musafir, saudara, kerabat 
jauh dan dekat, tidak boleh dijual, tidak boleh 
diwariskan.” Fatimah putri Rasulullah saw. 
mensyaratkan agar sedekahnya untuk istri- 
istri Rasulullah, orang-orang fakir dari Bani 
Hasyim dan Bani Muththalib. 

Kalangan Hanabilah”? juga menuturkan 
bahwasanya harus merujuk pada syarat orang 
yang wakaf, meskipun syarat adalah hal yang 
mubah, bukan makruh. Syarat dilakukan da- 
lam hal ketidakbolehan menyewakan wakaf 
dan dalam ketentuan masa berlakunya. Jika 
orang yang wakaf mensyaratkan untuk tidak 
menyewakan barang wakaf tersebut lebih 
dari setahun maka tidak boleh lebih dari se- 
tahun. Namun jika dalam keadaan terpaksa, 
penyewaan bisa diperpanjang, sebagaimana 
pendapat Syafi'iyyah. 

Persyaratan orang yang wakaf juga diru- 
juk dalam hal pembagian hasil barang wakaf 
untuk pihak yang mendapatkan wakaf. Arti- 
nya, dalam hal penentuan kepemilikan hak. 
Misalnya, perempuan harus mendapatkan sa- 
tu bagian sementara laki-laki mendapatkan dua 
bagian atau sebaliknya. 

Syarat orang yang wakaf juga dirujuk da- 
lam hal mendahulukan, mengakhirkan, me- 
ngumpulkan, mengurutkan, menyamaratakan, 
melebihkan, seperti perkataan orang yang wa- 
kaf, “Aku mewakafkan ini kepada Zaid, Amr, 
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dan Bakar” Mula-mula diberikan kepada Zaid 
atau diberikan kepadanya belakangan. Atau, 
dia mewakafkan pada anak-anaknya dan cucu- 
cucunya sembari menjadikan kepemilikan itu 
dalam status yang sama, atau dia mewakaf- 
kan kepada anak-anak mereka itu kemudian 
cucu-cucu mereka, sembari menjadikan kepe- 
milikan secara berurutan, atau menyamarata- 
kan antara orang-orang yang berhak. Seperti 
ucapan orang yang wakaf, “Anak laki-laki dan 
perempuan sama dalam bagian wakaf” atau 
melebihkan satu dari lainnya, seperti ucapan 
orang yang wakaf, “Anak laki-laki mendapat- 
kan dua bagian perempuan.” 

Jika tidak diketahui syarat orang yang wa- 


.kaf maka dilakukan bentuk pengelolaan beru- 


pa pendahuluan orang yang bisa dipercaya. 
Ini jika memungkinkan. Jika tidak mungkin 
sementara wakafnya untuk pembangunan dan 
perbaikan maka dikelola sesuai kebutuhan. 
Jika wakafnya untuk sekelompok orang, syarat 
wakaf diperlakukan sesuai dengan adat yang 
berlaku. Artinya yang terus berlangsung jika 
bisa. Setelah itu, diberlakukan sesuai dengan 
kebiasaan yang pasti yakni mengenai ukuran- 
ukuran pengelolaan. Sebab biasanya, terjadi- 
nya syarat sesuai dengan kebiasaan. Jika tidak 
ada kebiasaan maka diberikan kepada pene- 
rima wakaf dengan cara penyamarataan. 

Jika orang yang wakaf mensyaratkan pe- 
ngeluaran siapa pun dari penerima wakaf yang 
dia kehendaki karena kriteria tertentu seperti 
kriteria kaya, fasik, atau memasukkan siapa 
pun termasuk penerima wakaf dengan kriteria 
tertentu seperti kefakiran atau kesalehan atau 
dua-duanya dalam hal mengeluarkan atau me- 
masukkan penerima wakaf, inilah yang dila- 
kukan. Seakan-akan dia menjadikan hak me- 
nerima wakaf bergantung dengan kriteria. 

Tidak ada perbedaan di kalangan ulama 
dalam hal jika orang yang wakaf mensyaratkan 


379  Kasysyaaful Ginaa' IV/286-290: Ghaayatul Muntahaa: 11/308-310: al-Mughnii: V/552. 
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untuk menjual barang yang diwakafkan kapan 
saja dia mau, menghibahkannya, atau menca- 
butnya, bahwasanya syarat tersebut tidak sah, 
demikian juga wakafnya tidak sah. Sebab, ini 
bertentangan dengan maksud wakaf. 

Jika orang yang wakaf mensyaratkan un- 
tuk mengeluarkan siapa pun yang dia kehen- 
daki dari penerima wakaf dan memasukkan 
siapa pun yang dia kehendaki dari pihak yang 
tidak menerima wakaf, wakaf itu tidak sah. 
Sebab, itu adalah syarat yang bertentangan 
dengan maksud wakaf sehingga membuatnya 
fasid. Hal ini sebagaimana jika dia mensyarat- 
kan agar pihak penerima wakaf tidak meman- 
faatkan barang wakaf. 

Jika orang yang wakaf mengkhususkan su- 
atu kuburan, penampuangan, madrasah, atau 
imam, khotbahnya hanya untuk penduduk dae- 
rah tertentu atau madzhab tertentu seperti 
kalangan Hanbali atau kabilah tertentu maka 
wakaf tersebut menjadi tertentu, sebagaima- 
na pendapat Syafi'iyyah demi melaksanakan 
syarat. Kecuali, jika wakaf itu jatuh pada ahli 
bid'ah atau barang wakaf tidak bisa diman- 


faatkan atau pelaku kebaikan tidak mempu- 


nyai hak memperoleh wakaf. 

Adapun wakaf para pangeran dan sultan 
maka syarat mereka tidak diikuti, kecuali jika 
di dalamnya ada maslahat untuk orang-orang 
miskin seperti guru ini, murid ini. 

Kesimpulan: ulama berbagai madzhab 
sepakat akan kewajiban mengamalkan syarat 
orang yang wakaf sebagaimana nash syari". 
Sebagian ulama figih mengatakan bahwa 
nash-nash orang yang wakaf seperti nash- 
nash syari. Artinya dalam hal pengertian dan 
petunjuk makna, bukan dalam keharusan 
mengamalkan. Hal ini bertentangan dengan 


380 
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prinsip yang ditetapkan bahwa orang yang wa- 
kaf, orang yang berwasiat, orang yang bersum- 
pah, orang yang nadzar, dan semua orang yang 
melakukan transaksi, ucapan mereka dikem- 
balikan kepada kebiasaan. 


2. SYARAT-SYARAT BARANG YANG 

DIWAKAFKAN 

Para fugaha menyepakati bahwa barang 
yang diwakafkan disyaratkan berupa harta 
yang bisa diperkirakan nilainya, diketahui, 
dan dimiliki oleh orang yang wakaf secara 
sempurna. Artinya, tidak ada unsur khiyar' 
di dalamnya. 

Sebaiknya menjelaskan syarat-syarat ba- 
rang wakaf menurut masing-masing madz- 
hab, sebab syarat-syarat itu bermacam-ma- 
cam. 

Kalangan Hanafiyyah?'! mengatakan bah- 
wa barang wakaf disyaratkan empat hal, yakni: 
a. Hendaklah barang yang diwakafkan beru- 

pa harta yang bisa diukur nilainya dan be- 

rupa pekarangan. Oleh karena itu, wakaf 
barang yang tidak berupa harta seperti 
nilai-nilai (harga) saja tanpa bendanya ti- 
dak sah. Demikian juga hak-hak yang bisa 
diuangkan seperti hak-hak bersama.?? 

Sebab, hak menurut mereka bukanlah 

harta. 

Demikian juga tidak sah mewakafkan 
apa yang menurut Syara' bukanlah harta 
yang bisa diuangkan seperti minuman 
keras, buku-buku sesat dan atheisme. Se- 
bab, hal itu tidak boleh dimanfaatkan. De- 
ngan demikian, maksud wakaf tidak bisa 
terealisasi. Yakni, pemanfaatan pihak yang 
menerima wakaf dan pahala orang yang 
wakaf. 


- Khiyar: hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dengan demikian, kepemilikan terhadap suatu barang 


381.. Al-Badaa'i: VI/220: ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: 111/393, 395. 
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Hak-hak yang dimiliki orang karena tinggal bersama orang lain, seperti hak tinggal di atas. 
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Wakaf barang yang bergerak juga tidak 
sah, jika itu memang dimaksudkan sejak 
awal. Sebab, keabadian adalah syarat bo- 
lehnya wakaf. Wakaf barang bergerak ti- 
dak bisa untuk selamanya, karena ia meri- 
dekati kepunahan. Namun, wakaf barang 
itu boleh jika mengikuti yang lain, seperti 
wakaf hak-hak bersama. Misalnya minum, 
perairan, dan jalan yang mengikuti tanah. 
Wakaf barang yang berlangsung dalam 
adat boleh, berdasarkan istihsan seperti 
wakaf kitab, peralatan jenazah, wakaf alat 
penguap untuk memanaskan air, wakaf 
kapak pada masa lalu untuk menggali 
kuburan. Karena, orang-orang umum me- 
lakukannya. Apa yang dilihat oleh orang- 
orang Muslim sebagai kebaikan, menurut 
Allah juga baik. 

Menurut Abu Hanifah, wakaf kuda 
dan senjata perang fi sabilillah tidak bo- 
leh. Sebab, ia adalah barang bergerak 
dan juga tidak berlaku dalam adat kebia- 
saan. Menurut dua murid Abu Hanifah, 
hukumnya boleh. Menurut keduanya, bo- 
leh menjual barang yang sudah lapuk atau 
dalam kondisi tidak bisa dimanfaatkan. 
Caranya, barang itu dijual dan harganya 
dikembalikan dengan yang semisal de- 
ngannya, karena hadits di atas, 


ISA Jt 

“Adapun Khalid, dia telah mewakafkan 

senjata dan kuda untuk perang fi sabi- 
lillah. 


b. Hendaklah barang yang diwakafkan itu 
diketahui. Adakalanya dengan menentu- 
kan ukurannya, seperti wakaf seribu me- 
ter persegi tanah atau menentukan per- 
sentase dari suatu barang tertentu, seperti 
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setengah tanah di suatu daerah. Oleh ka- 
rena itu, wakaf barang yang tidak diketa- 
hui hukumnya tidak sah, sebab ketidak- 
tahuan menyebabkan perselisihan. 
Menurut mereka, tidak disyaratkan me- 
nentukan pekarangan. Menurut undang- 
undang Mesir disyaratkan menjelaskan ba- 
tas-batas tanah, panjang, dan luasnya. 

Cc. Hendaklah barang yang diwakafkan ada- 
lah milik penuh orang yang wakaf ketika 
dia mewakafkan. Artinya, tidak ada khiyar 
di dalamnya. Sebab, wakaf adalah peng- 
guguran kepemilikan. Oleh karena itu, 
barang yang diwakafkan harus dimiliki. 
Orang yang membeli sesuatu dengan 
transaksi jual beli yang mana orang yang 
menjual mempunyai hak khiyar tiga hari, 
kemudian dia mewakafkan pada masa khi- 
yar, wakaf itu tidak sah. Sebab, itu adalah 
wakaf barang yang tidak dimiliki secara 
utuh, karena jual beli ini belum pasti. 

d. Hendaklah barang yang diwakafkan sudah 
dibagi, bukan milik umum. Ini jika barang 
itu bisa dibagi. Sebab, penyerahan barang 
yang diwakafkan adalah syarat bolehnya 
wakaf menurut Muhammad. Kepemilikan 
umum menghalangi penerimaan dan pe- 
nyerahan. 


Abu Yusuf, kalangan Syafi'i, dan Hambali 
tidak mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu, me- 
reka membolehkan wakaf barang milik umum. 
Sebab, penyerahan sama sekali bukan meru- 
pakan syarat, dengan dalil Umar mewakafkan 
seratus bagiannya dari hasil Perang Khaibar. 

Adapun undang-undang Mesir nomor 48 
tahun 1946, mengambil pendapat Abu Yusuf 
dalam hal kebolehan wakaf barang milik 
umum yang bisa dibagi, untuk pihak amal, se- 
perti rumah sakit atau madrasah. Sebab, kalau 
terjadi persengketaan maka bisa diputuskan 
dengan membagi atau memisahkannya dari 
kepemilikan barang lain. 
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Undang-undang ini mengambil pendapat 
Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya dalam 
hal ketidakabsahan wakaf saham umum, un- 
tuk kemudian dijadikan masjid atau kuburan, 
kecuali setelah dipisah kepemilikannya. Se- 
bab, statusnya yang masih umum menghalangi 
keikhlasannya hanya untuk Allah, dan bisa 
menjadikan barang itu objek perubahan cara 
pemanfaatannya sehingga bisa berubah men- 
jadi toko atau tanah pertanian dan sejenisnya. 
Hal ini secara syara' adalah perkara yang tidak 
disukai. 

Undang-undang ini juga mengambil pen- 
dapat Malikiyyah?? pada pasal 8 dalam hal 
ketidakbolehan wakaf saham umum yang 
tidak bisa dibagi. Sebab keumuman barang 
wakaf yang ada dalam status barang lain bisa 
menghalangi eksploitasi hasilnya. Kadang-ka- 
dang juga menjadi objek persengketaan. Na- 
mun demikian, undang-undang mengecuali- 
kan tiga keadaan di mana di dalamnya wakaf 
saham umum yang tidak bisa dibagi diperbo- 
lehkan. Tiga hal itu adalah: 

Pertama, hendaklah sisa saham umum itu 
diwakafkan sedang saham lainnya juga dibe- 
rikan kepada satu pihak penerima wakaf. 

Kedua, hendaklah saham umum itu ada- 
lah bagian dari barang yang dikhususkan un- 
tuk kemanfaatan barang lain yang diwakafkan 
seperti traktor yang diwakafkan untuk tanah- 
tanah wakaf. 

Ketiga, hendaklah saham itu merupakan 
saham di perusahan moneter, dengan syarat 
cara-cara eksploitasi harta perusahaan itu 
adalah boleh menurut syara' baik usaha pro- 
duksi, pertanian, atau perdagangan. Jika haram 
menurut syara' seperti praktik-praktik riba, 
wakaf saham-saham tersebut tidak sah.? 


383.. Asy-Syarhush Shaghiir: IV/107, 109, 116. 
384. Al-Isawi, al-Wagfu, hlm. 31. 
385.. Asy-Syarhul Kabiir: IV/77. 
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Kalangan Malikiyyah?8 mensyaratkan me- 
ngenai barang yang diwakafkan hendaklah 
dimiliki dengan status kepemilikan yang tidak 
terkait dengan hak pihak lain, bisa dipisahkan 
status kepemilikannya—apabila tidak bisa di- 
bagi. Barang yang dimilki mencakup barang 
itu sendiri atau manfaatnya, sebagaimana juga 
mencakup hewan. Oleh karena itu, hewan sah 
untuk diwakafkan kepada pihak yang ber- 
hak mendapatkan wakaf untuk dipergunakan 
dengan bentuk pelayanan, menaikinya, atau 
mengangkut barang di atasnya. Ini juga men- 
cakup makanan, dinar, dan dirham. Pengem- 
balian pengganti suatu barang adalah dalam 
status barang itu masih ada. Namun, ulama 
madzhab berpendapat tentang kebolehan wa- 
kaf makanan dan uang sebagaimana telah di- 
jelaskan. 

Dengan demikian, tidak sah wakaf barang 
gadaian dan barang yang disewakan ketika 
dalam status bergantung dengan hak orang 
lain terhadap barang tersebut. Artinya, orang 
yang mewakafkan ingin mewakafkan barang 
tersebut mulai sekarang, sementara statusnya 
sedang digadaikan atau disewakan. Sebab, pe- 
wakafannya akan membatalkan hak barang 
yang digadaikan. Adapun jika orang yang wa- 
kaf bermaksud mewakafkannya setelah sele- 
sai transaksi penggadaian dan penyewaan, 
wakaf tersebut sah. Sebab, menurut Malikiy- 
yah dalam wakaf tidak disyaratkan langsung 
dilaksanakan. | 

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah?s 
mensyaratkan agar barang yang diwakafkan 
berupa benda tertentu (diketahui), bukan ben- 
da yang masih dalam tanggungan, dimiliki de- 
ngan status kepemilikan yang memungkinkan 
perpindahan status tersebut dengan transaksi 


386. Mughnil Muhtaaj: 11/3775 al-Mughnii: V/583-587: Kasysyaaful Ginaa'" IV/269, 272: Ghaayatul Muntahaa: 11/300. 
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jual beli dan sebagainya, juga mungkin untuk 
dimanfaatkan menurut adat kebiasaan seper- 
ti sewa-menyewa meskipun berupa saham 
umum. Juga, barang itu bisa terus dimanfaat- 
kan dengan kemanfaatan yang mubah dan me- 
mang dimaksudkan untuk itu. 

Dengan demikian, tidak sah wakaf man- 
faat barang tanpa bendanya, seperti manfaat 
dari barang yang disewakan atau manfaat 
barang yang diwasiatkan atau wakaf yang 
masih dalam tanggungan. Contohnya seperti 
ucapan, “Aku wakafkan rumah atau pakaian 
dalam tanggungan: Juga, tidak boleh wakaf 
salah satu rumahnya, tidak pula barang yang 
tidak dimiliki. Kecuali jika pemimpin mewa- 
kafkan sebagian dari tanah Baitul Mal, hal ini 
sah. Tidak pula barang yang tidak bisa dipin- 
dah atau dijual seperti ummu walad (ibu dari 
anak, sementara si ibu itu berstatus budak) 
dan kandungan. Dengan demikian, tidak bisa 
diwakafkan secara terpisah meskipun pemer- 
dekaannya sah. Wakaf orang yang merdeka 
akan dirinya tidak sah, sebab dirinya tidak di- 
miliki. 

Tidak sah wakaf barang yang tidak ada 
faedah dan manfaatnya seperti wakaf anjing, 
babi, binatang buas, burung buas yang tidak 
pantas untuk digunakan berburu. Yang di- 
maksud dengan manfaat adalah susu, buah, 
dan sejenisnya. Namun dikecualikan—sebagai- 
mana disebutkan oleh Syafi'iyyah, wakaf pe- 
jantan untuk perkawinan. Ini hukumnya boleh 
namun tidak boleh disewakan. 

Tidak sah mewakafkan barang yang tidak 
selalu bisa dimanfaatkan seperti makanan, 
minuman (dalam bentuk minuman, bukan air 
secara umum), lilin, parfum, sebab manfaat 
dari makanan adalah dalam pengonsumsian- 
nya. Lilin habis dengan menggunakannya. Ia 
seperti makanan dan minuman. Parfum dan 
bau-bauan juga sejenisnya habis dalam waktu 
sebentar. Oleh karena itu, mirip dengan maka- 
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nan. Tidak sah juga wakaf barang yang hukum 
pemanfaatannya tidak mubah seperti wakaf 
alat-alat musik. Sebab, manfaat yang ada hu- 
kumnya tidak boleh. Tidak juga wakaf dirham 
dan dinar untuk perhiasan. Ini tidak sah me- 
nurut pendapat yang paling benar. Sebab, itu 
adalah pemanfaatan yang tidak dimaksudkan 
dalam wakaf. Adapun air, sah diwakafkan. Sah 
juga wakaf minyak untuk masjid untuk tuju- 
an penerangan, sebab penerangan masjid di- 
sunnahkan. 

Terpenuhinya manfaat barang wakaf ada- 
kalanya dengan diperolehnya manfaat itu, se- 
perti penghunian rumah, menaiki hewan tung- 
gangan, dan menanam tanah. Atau, dengan di- 
perolehnya barang seperti buah-buahan dari 
pohon, bulu, susu, dan telur dari hewan. 

Barang wakaf boleh berupa pekarangan 
seperti tanah, pepohonan, atau barang berge- 
rak seperti hewan. Contohnya wakaf kuda un- 
tuk para pejuang. Juga, perabotan contohnya 
tikar di masjid dan sebagainya. Juga, senjata 
contohnya pedang, tombak, atau busur panah 
untuk para pejuang. Juga, mushaf dan buku- 
buku ilmu pengetahuan dan sebagainya. 

Adapun wakaf pekarangan adalah karena 
hadits Umar di atas mengenai wakaf seratus 
bagian dari tanah Khaibar. Adapun hewan 
karena hadits Abu Hurairah dengan status 
marfu' (sanad hadits sampai kepada Rasu- 
lullah saw.). 


Bo 0 AN 2 KAP 9 - 
lag Lilanh dl Jas GP ea 
Bra .. : . Soe Ia deg a: 
Ca dil aa Sang 2979 damai ob 
“Barangsiapa mewakafkan kuda untuk ber- 
juang fi sabilillah karena iman dan ikhlas ma- 
ka kenyangnya, kotorannya, kencingnya adalah 
kebaikan-kebaikan dalam timbangan amal 
orang itu.” 
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Adapun perabotan dan senjata adalah 
karena sabda Rasulullah saw., 


AN Ia dki abal ea MS UI 

“Adapun Khalid, dia telah mewakafkan ba- 
ju perangnya dan menjadikannya ibadah di ja- 
lan Allah.” 


Apa yang tidak disebutkan maka digiyas- 
kan dengan yang disebutkan. Sebab, di dalam- 
nya ada kemanfaatan yang boleh dan memang 
dimaksudkan. Oleh karena itu, mewakafkan- 
nya hukumnya boleh seperti wakaf senjata. 

Saya telah menjelaskan dalam pembahas- 
an barang wakaf bahwasanya menurut Syafi'- 
iyyah dan Hanabilah, wakaf barang umum 
secara mutlak sah. Sedangkan, menurut Mali- 
kiyyah adalah yang bisa dibagi, karena hadits 
Umar bahwasanya dia mewakafkan seratus 
bagiannya dari Perang Khaibar. Oleh karena 
itu, kalau dia mewakafkannya untuk masjid, 
otomatis akan positif berstatus masjid ketika 
dia mengucapkan wakaf. Dengan demikian, 
orang yang junub, mabuk, dan orang yang 
membawa najis berlebih terhalang di masjid. 
Untuk wakaf umum berupa masjid maka ha- 
rus dibagi sebagai jalan untuk memanfaatkan 
barang wakaf. 

Wakaf perhiasan untuk dipakai dan dise- 
wa hukumnya sah. Karena, hadits Nafi' di atas 
mengenai wakaf Hafsah akan kalung untuk 
istri-istri keluarga al-Khaththab. 

Wakaf rumah dan sebagainya sah meski- 
pun tidak disebutkan batasan-batasannya jika 
rumah itu sudah diketahui oleh orang yang 
berwakaf. 

Menurut pendapat yang paling benar di 
kalangan Syafi'iyyah, bahwa wakaf anjing yang 
diajari berburu atau bisa diajari hukumnya 
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tidak sah sebab tidak dimiliki. Menurut ka- 


langan Hanabilah, wakaf binatang buas dan 
burung-burung mencakar yang bisa untuk ber- 
buru hukumnya sah, sebab bisa dimanfaatkan 
dalam keadaan darurat. 


3. SYARAT-SYARAT PIHAK YANG 

MENERIMA WAKAF 

Pihak yang menerima wakaf adakalanya 
tertentu adakalanya tidak. Penerima wakaf 
tertentu adakalanya satu, dua, atau kelompok. 
Penerima wakaf yang tidak tertentu atau pi- 
hak (bukan perorangan) seperti orang-orang 
fakir, ulama, gurra' (para pembaca Al-Our'an), 
para pejuang, masjid, Ka'bah, penampungan, 
madrasah, lorong, dan pengafanan mayit. 


Syarat-Syarat Wakaf pada Orang Tertentu 
Para ulama sepakat bahwa wakaf kepada 
orang tertentu disyaratkan yang bersangkut- 
an mempunyai kapasitas kepemilikan barang. 
Para fugaha berbeda pendapat mengenai wa- 
kaf kepada orang yang tidak ada, tidak dike- 
tahui tempatnya dan untuk diri sendiri. 
Kalangan Hanafiyyah?” berpendapat bah- 
wasanya tidak sah wakaf kepada orang yang 
tidak diketahui atau tidak ada, baik Muslim 
atau kafir dzimmi atau majusi menurut penda- 
pat yang shahih. Sebab, majusi termasuk ahli 
dzimmah. Tidak sah wakaf orang Muslim atau 
kafir dzimmi untuk gereja atau kafir harbi. 
Adapun ketidakabsahan wakaf orang Muslim 
untuk gereja adalah karena wakaf di sini ti- 
dak ada unsur ibadah. Adapun mengenai ka- 
fir dzimmi, wakaf kepadanya tidak dianggap 
ibadah adalah karena baik menurut kita mau- 
pun menurutnya tidak dianggap ibadah. Ada- 
pun kafir harbi karena kita dilarang berbuat 
baik kepada mereka. Wakaf kepada diri sen- 
diri (diri orang yang mewakafkan), atau per- 
syaratan bahwa penguasaan wakaf menjadi 


387. Ad-Durrul Mukhtaar wa Radul Muhtaar: 111/395, 421, 423 dan seterusnya: Fathul Gadiir: V/56: al-Lubaab: 11/185. 
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tanggung jawabnya, sebagaimana pendapat 
yang difatwakan—yakni pendapat Abu Yusuf 
dan imam-imam kalangan Hanafiyyah—hu- 
kumnya sah. 

Kalangan Malikiyyah??8 berpendapat bah- 
wasanya wakaf sah untuk orang yang mempu- 
nyai kapasitas kepemilikan baik dia ada atau 
akan ada seperti janin yang akan lahir. Baik 
tampak berupa ibadah seperti wakaf pada 
orang fakir atau tidak tampak sebagai ibadah, 
sebagaimana jika orang yang mendapatkan 
wakaf adalah orang kaya. Atau, wakaf itu da- 
ri orang Muslim untuk orang kafir dzimmi 
meskipun bukan kafir kitabi. Wakaf tidak sah 
untuk kafir harbi atau untuk binatang. 

Berdasarkan hal itu, wakaf menurut Ma- 
likiyyah sah untuk orang yang ada, tidak ada, 
tidak diketahui, orang Muslim, orang kafir 
dzimmi, orang dekat, orang jauh. Hanya, wa- 
kaf untuk orang yang akan lahir tidak berlaku 
hanya dengan adanya akad. Namun, keber- 
langsungan wakaf itu ditahan, penghasilan- 
nya juga ditahan sampai orang itu ada (ter- 
lahir), kemudian wakaf itu diberikan, selama 
tidak ada penghalang perwujudannya seperti 
kematian dan keputusasaan akan kewujudan- 
nya. Maka, hasil wakaf itu kembali kepada pe- 
milik barang wakaf atau ahli warisnya jika pe- 
miliknya mati. Berdasarkan hal ini, orang yang 
wakaf boleh menjual barang wakaf sebelum 
kelahiran orang yang mendapatkan wakaf. 

Wakaf untuk orang yang wakaf itu sendiri 
hukumnya batal, meskipun bersama dengan 
orang lain yang bukan ahli waris. Misalnya, 
“Aku mewakafkannya untuk diriku sendiri 
bersama-sama dengan si fulan.” Ini membatal- 
kan pengkhususan terhadap dirinya juga peng- 
khususan terhadap rekanannya. Kecuali, jika 
rekanannya itu telah memilikinya sebelum 
ada penghalang. Jika pewakaf mewakafkan 
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untuk dirinya sendiri kemudian untuk anak- 
anaknya dan seterusnya, hal itu akan menjadi 
wakaf setelah dia mati, juga untuk penerima 
seterusnya jika mereka telah mendapatkannya 
sebelum adanya penghalang. Kalau tidak maka 
batal. Artinya, wakaf untuk diri sendiri batal. 

Adapun untuk selain orang yang wakaf, 
hukumnya sah, baik barang wakaf itu perta- 
ma-tama untuk diri sendiri atau belakangan 
atau di tengah-tengah seperti, “Aku wakafkan 
untuk diriku sendiri, kemudian keturunanku,” 
atau, “Aku wakafkan untuk Zaid kemudian un- 
tuk diriku” Atau, “Aku wakafkan untuk Zaid, 
kemudian untuk diriku, kemudian untuk 
Umar” Ini jika dia mewakafkan dalam keada- 
an sehat. Jika dia mewakafkan dalam keadaan 
sakit, sah untuk sepertiga hartanya. 

Kalangan Syafi'i? menjelaskan bahwasa- 
nya wakaf untuk orang tertentu disyaratkan 
orang itu mungkin untuk memiliki barang 
wakaf ketika diwakafkan kepadanya. Yakni, 
dia benar-benar ada. Dengan demikian, wakaf 
tidak sah untuk orang yang tidak ada, yaitu 
janin. Karena, kepemilikannya pada saat itu 
tidak sah baik janin itu sengaja disebut dalam 
wakaf atau mengikuti (penerima wakaf lain). 
Dengan demikian, kalau dia mempunyai anak 
juga janin pada saat wakaf, maka janin itu ti- 
dak masuk. , 

Wakaf tidak sah untuk anak pewakaf se- 
mentara dia tidak mempunyai anak, tidak pula 
untuk anak-anaknya yang fakir sementara me- 
reka tidak ada yang fakir. Wakaf untuk orang 
yang tidak diketahui tidak sah, sebagaimana 
wakaf untuk lelaki yang tidak diketahui, atau 
untuk orang yang dipilih oleh si fulan. Sebab, 
wakaf adalah kepemilikan yang langsung ter- 
jadi. Oleh karena itu, wakaf tidak sah untuk 
orang yang tidak diketahui sebagaimana jual 
beli dan hibah. 


388., Asy-Syarhush Shaghiir: IV/102 dan seterusnya, 116, asy-Syarhul Kabiir: IV/77-80, al-Gawaaniinul Fighiyyah: hlm. 380. 
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Wakaf untuk budak saja tidak sah, sebab 
dia bukanlah orang yang mempunyai kapasi- 
tas kepemilikan. Namun jika dia memutlakkan 
wakaf itu untuk budak, wakaf itu menjadi 
untuk tuannya, sebagaimana dalam hibah dan 
wasiat. Kalau orang yang wakaf memutlakkan 
wakafnya untuk binatang atau dia menambahi 
untuk binatang dan makanannya, wakaf ter- 
sebut menjadi tidak berguna. Sebab, binatang 
tidak mempunyai kapasitas kepemilikan sama 
sekali. Sebagaimana hibah tidak sah untuk bi- 
natang, begitu juga wasiat. 

Wakaf untuk diri sendiri, orang murtad, 
atau orang kafir harbi tidak sah menurut pen- 
dapat yang paling shahih, karena orang tidak 
akan bisa mengalihkan kepemilikannya pada 
benda.untuk dirinya sendiri. Sebab, kepemi- 
likan sudah terjadi untuknya. Menjadikan hal 
yang sudah jadi adalah mustahil. Juga, karena 
orang murtad dan kafir harbi menjadi objek 
pembunuhan sehingga kepemilikannya tidak 
lestari. Wakaf adalah sedekah jariyah. Seba- 
gaimana barang yang tidak lestari tidak bisa 
diwakafkan, wakaf juga tidak bisa diberikan 
kepada orang yang tidak langgeng keberada- 
annya karena kekufurannya. Wakaf sama se- 
kali tidak sah untuk orang kafir harbi dan 
orang-orang murtad, sebab mereka adalah pi- 
hak maksiat, sebagaimana akan saya jelaskan. 
Orang yang wakaf boleh mensyaratkan agar 
pengawasan ada pada dirinya, sebagaimana 
akan dijelaskan. 

Wakaf orang Muslim atau kafir dzimmi 
untuk kafir dzimmi tertentu sah, sebagaimana 
sedekah sunnah. Wakaf tersebut boleh dan ini 
dalam posisi ibadah. Namun, demi keabsahan 


“wakaf disyaratkan agar tidak menunjukkan 


maksud maksiat. Dengan demikian, kalau dia 
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yang meminta keamanan dari pemerintahan Islam. 
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mengatakan aku mewakafkan untuk pelayan 
gereja maka tidak sah, sebagaimana jika dia 
mewakafkan untuk benteng gereja. Hendaklah 
wakaf itu berupa barang yang mungkin untuk 
dimiliki. Oleh karena itu, wakaf mushaf dan 
kitab-kitab ilmu syara' menjadi terlarang. Se- 
kelompok orang tertentu dari ahli dzimmah 
seperti satu orang. 

Kafir mu'ahad dan musta'min?” dalam 
berbagai alasan seperti kafir dzimmi jika me- 
reka tinggal di negeri kita. Jika mereka kembali 
ke Darul Harb, wakaf diberikan kepada orang 
sesudah mereka. Sebagaimana hasil wakaf di- 
berikan kepada orang selain kafir dzimmi yang 
nota bene mendapatkan wakaf, jika dia ada di 
Darul Harb. 

Pendapat madzhab Hanabilah?! secara 
umum seperti Syafi'iyyah. Yakni, disyaratkan 
agar orang mewakafkan barangnya kepada 
orang yang memiliki kepemilikan yang tetap 
dan hendaklah orang yang menerima wakaf 
itu diketahui dan ada. Oleh karena itu, wakaf 
pada orang yang tidak mempunyai hak memi- 
liki seperti budak secara mutlak, orang mati, 
kandungan dalam perut, malaikat, jin, setan, 
tidak sah. Sebab, mereka tidak mempunyai hak 
memiliki. Budak murni tidak memiliki kepe- 
milikan yang pasti. Budak mukatab, meskipun 
memiliki namun kepemilikannya lemah, tidak 
tetap. Kandungan tidak sah kepemilikannya, 
selain karena warisan dan wasiat. Namun, wa- 
kaf untuk kandungan sah karena mengikuti 
yang lain. Misalnya, “Aku wakafkan untuk anak- 
anakku atau anak-anak si fulan,” sementara di 
antara mereka ada anak dalam kandungan. 
Dengan demikian, anak dalam kandungan itu 
tercakup oleh wakaf. 

Wakaf untuk orang murtad dan kafir har- 
bi tidak sah. Sebab, harta-harta mereka pada 


» Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang terikat dengan negara Islam melalui perjanjian (“ahd). Kafir musta'min adalah orang kafir 
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dasarnya mubah, boleh diambil dari mereka 
dengan paksaan atau penaklukan. Oleh karena 
itu, harta yang baru bagi mereka lebih semes- 
tinya untuk diambil. Sementara, wakaf tidak 
boleh diambil, sebab ia adalah pewakafan (pe- 
nahanan) barang pokok (as!). 

Wakaf untuk yang tidak diketahui tidak 
sah seperti seseorang, sebuah masjid, dan se- 
bagainya. Tidak pula untuk salah seorang dari 
dua orang, salah satu dari dua masjid disebab- 
kan ketidakjelasannya. 

Wakaf untuk orang yang memang tidak 
ada tidak sah, seperti aku wakafkan untuk 
anak yang akan lahir dariku, untuk si fulan, 
anak yang akan muncul dariku atau untuk si 
fulan. Sebab, memberikan kepemilikan kepa- 
da yang tidak ada tidak sah. Wakaf untuk yang 
tidak ada sah karena mengikuti yang lain, se- 
perti aku wakafkan untuk anak-anakku dan 
anakku yang akan lahir, untuk anak-anak Zaid 
dan anak-anaknya yang akan lahir, atau untuk 
anak-anakku kemudian anak-anak mereka un- 
tuk selamanya. Pendapat ini berbeda dengan 
Syafi'iyyah. 

Wakaf untuk hewan tidak sah, sebab he- 
wan tidak mempunyai kapasitas kepemilikan. 

Wakaf untuk kafir dzimmi atau ahli dzim- 
mah sah. Sebab, mereka mempunyai kepemi- 
likan yang dihormati. Boleh bersedekah ke- 
pada mereka. Dengan demikian, wakaf kepada 
mereka boleh sebagaimana kepada orang- 
orang Muslim. Dalil kebolehan wakaf orang 
Muslim untuk kafir dzimmi adalah hadits yang 
diriwayatkan bahwasanya Shafi'yyah binti 
Hayy, istri Rasulullah saw., mewakafkan untuk 
saudara laki-lakinya yang Yahudi. Juga, karena 
alasan bahwa orang yang boleh diberi wakaf 
oleh kafir dzimmi, boleh pula diwakafi oleh 
orang Muslim sebagaimana orang Muslim. Ka- 
lau dia mewakafkan untuk orang yang singgah 
di gereja atau kuil mereka, baik orang-orang 
yang sedang lewat atau melintas, sah juga. Se- 
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bab, wakaf adalah untuk mereka bukan untuk 

tempat. 

Wakaf untuk diri sendiri batal. Sebab, 
orang yang mewakafkan sesuatu dengan be- 
nar maka semua kemanfaatannya untuk pihak 
yang diberi wakaf. Kepemilikan orang yang 
wakaf, kepemilikan terhadap manfaat dari 
barang tersebut menjadi hilang. Oleh karena 
itu, orang yang wakaf tidak boleh mengambil 
manfaat sedikit pun dari barang yang diwa- 
kafkan. Sebab, wakaf adalah pemberian kepe- 
milikan. Adakalanya barang atau manfaat dari 
barang. Kedua-duanya tidak sah di sini. Sebab, 
tidak boleh seseorang memberikan kepemi- 
likan kepada dirinya dari dirinya, seperti dia 
menjual hartanya dari dirinya sendiri. Dengan 
demikian, jika dia melakukan wakaf untuk di- 
rinya kemudian untuk anaknya, wakaf otoma- 
tis berpindah untuk orang setelahnya. Namun, 
jika dia mewakafkan untuk orang lain seperti 
manusia atau masjid, dia boleh mengambil 
manfaat dari barang yang diwakafkan dalam 
keadaan-keadaan sebagai berikut. 

1. Dia mewakafkan sesuatu untuk orang- 
orang Muslim. Maka, dia masuk di dalam- 
nya, atau dia mewakafkan masjid. Maka, 
dia bisa shalat di dalamnya. Dia mewakaf- 
kan kuburan maka dia bisa dikubur di 
dalamnya. Dia mewakafkan sumur untuk 
orang-orang Muslim maka dia bisa meng- 
ambil air darinya. Dia mewakafkan per- 
airan atau sesuatu yang mencakup semua 
orang Muslim maka dia termasuk salah 
seorang dari mereka. Masalah ini tidak 
ada perbedaan pendapat di dalamnya. 
Diriwayatkan dari Usman bahwasanya 
dia mewakafkan sumur raumah. Timba 
Usman dalam sumur itu (hak mengambil 
air dari sumur itu, penj.) seperti timba 
milik Muslim lainnya. 

2. Orang yang wakaf mensyaratkan dalam 
wakaf itu agar wakaf itu sebagian dinaf- 
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kahkan untuk dirinya. Karena, hadits yang 
diriwayatkan Ahmad dari Hijr al-Madri 
bahwasanya mengenai sedekah Rasu- 
lullah saw., keluarganya boleh memakan- 
nya dengan baik dan tidak mungkar. Juga, 
karena Umar ketika wakaf mengatakan, 


£ 


Ke It gp et, 
ane WAS rah 


Bea 

“Tidak apa-apa orang yang menguasai 
wakaf itu, untuk makan darinya atau mem- 
beri makan pada temannya tanpa men- 
jadikannya harta simpanan.” 


Sementara, wakaf itu tetap ada di ta- 
ngannya sampai dia mati. Juga, karena 
jika orang yang wakaf melakukan wakaf 
secara umum, seperti masjid, perairan, 
penampungan, kuburan, dia boleh meng- 
ambil manfaat darinya. Demikian halnya 
dalam kasus ini. 

Tidak ada perbedaan antara dia men- 
syaratkan dirinya bisa mengambil manfaat 
selama dia hidup atau waktu tertentu. 
Demikian halnya, baik pemanfaatan itu 
adalah seukur yang dimakan atau dia 
memutlakkan. Sesungguhnya Umar tidak 
menentukan apa yang dimakan oleh pe- 
nguasa (penanggungjawab) wakaf itu atau 
seberapa dia memberikan makan, kecuali 
hanya dengan ucapan Umar, “Dengan 
baik... 

Imam Malik, Syafi'i, dan Muhammad 
ibnul Hasan tidak membolehkan orang 
yang wakaf mengambil manfaat barang 
wakafnya. Sebab, wakaf adalah penghi- 
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langan kepemilikan. Oleh karena itu, tidak 
boleh pensyaratan pengambilan manfaat 
untuk dirinya, sebagaimana jual beli dan 
hibah. Demikian juga, kalau dia memer- 
dekakan budak dengan syarat budak itu 
melayaninya. Sebab, apa yang dinafkahkan 
untuk dirinya tidak diketahui. Dengan 
demikian, tidak sah pensyaratannya, se- 
bagaimana kalau dia menjual sesuatu 
sembari mensyaratkan untuk mengambil 
manfaat dari barang itu. 

3. Orang yang wakaf mensyaratkan agar 
keluarganya boleh makan barang wakaf 
itu. Dengan demikian, wakaf dan syarat 
sah. Sebab, Nabi Muhammad saw. men- 
syaratkan hal itu dalam sedekahnya. 


Jika orang yang wakaf mensyaratkan agar 
penguasa (pengelola) wakaf boleh makan dari 
barang wakaf atau memberi makan kepada 
temannya, hukumnya boleh. Sebab, Umar 
mensyaratkan hal itu dalam sedekahnya yang 
mana dia meminta nasihat kepada Rasulullah 
tentang hal itu. 

Oleh karena itu, jika orang yang wakaf 
mengelolanya, dia boleh makan darinya dan 
memberi makan kepada temannya. Sebab, 
Umar mengelola sedekah. 

Jika salah seorang dari keluarganya me- 
ngelolanya, dia mempunyai hak untuk itu. 
Sebab, Hafsah bin Umar menguasai sedekah 
Umar setelah Umar meninggal. Kemudian se- 
telah Hafsah meninggal Abdullah bin Umar 
menguasainya. 


Syarat-Syarat Pihak yang Mendapatkan 
Wakaf 


Pihak penerima wakaf yang tidak tertentu 
disyaratkan hal-hal sebagaimana berikut.?” 


Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar:111/391, 394 dan seterusnya, 411: asy-Syarhul Kabiir: IV/77 dan seterusnya: asy-Syarhush 
Shaghiir: IV/102 dan seterusnya, 116: Mughnil Muhtaaj: 11/380 dan seterusnya, al-Muhadzdzab: 1/441, Kan Oinaa" IV/272 


dan seterusnya: al-Mughnii: V/587 dan seterusnya. 
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Syarat pertama, hendaklah orang tersebut 
diketahui, dan dia orang baik, berbakti yang 
melakukan pengelolaan wakaf hanya karena 
ibadah kepada Allah. Hal ini disepakati untuk 
orang Muslim saja. Artinya, pihak penerima 
wakaf memang objek ibadah. Pihak tersebut 
secara hukum memiliki barang wakaf. 

Bakti adalah sebutan untuk kebaikan. 
Asalnya adalah ketaatan kepada Allah. Yang 
dimaksudkan adalah disyaratkannya makna 
ibadah dalam pengelolaan oleh pihak yang 
menerima wakaf. Sebab, wakaf adalah ibadah 
dan sedekah. Oleh karena itu, keberadaan iba- 
dah harus ada demi adanya wakaf. Inilah yang 
dimaksudkan dalam wakaf seperti wakaf ke- 
pada orang-orang fakir, ulama, kerabat, atau 
selain manusia seperti masjid, madrasah, ru- 
mah sakit dan penampungan, haji, jihad, penu- 
lisan buku-buku figih dan Al-Our'an, perairan, 
jembatan, perbaikan jalan. 

Kalangan Hanafiyyah menyebutkan bah- 
wasanya mewakafkan pakaian untuk orang- 
orang fakir sah. Pakaian itu diberikan kepada 
mereka pada musim dingin, kemudian mereka 
mengembalikannya setelah musim dingin ber- 
lalu. Wakaf mushaf untuk penghuni masjid un- 
tuk dibaca hukumnya boleh, jika mereka bisa 
dihitung. Di sini sama antara orang-orang kaya 
dan orang-orang fakir. Jika pewakaf mewa- 
kafkan untuk masjid, hukumnya boleh. Di sini 
tidak perlu terbatas. Dan boleh dipindah dari 
masjid ke masjid yang lain, sebagaimana bo- 
leh memindah kitab-kitab wakaf dari tempat 
kitab tersebut untuk dimanfaatkan. Wakaf un- 
tuk para penuntut ilmu hukumnya sah. Sebab, 
biasanya mereka fakir. Menurut Hanafiyyah, 
wakaf kepada orang-orang kaya saja tidak sah, 
sebab ini bukan ibadah. 


Wakaf untuk Orang-Orang Kaya 
Wakaf untuk pihak yang tidak kelihatan 
unsur ibadah di dalamnya seperti orang- 


Cah 
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orang kaya, ahli dzimmah, orang-orang fasik, 
menurut pendapat yang paling shahih di ka- 
langan Syafi'i adalah sah. Mengingat, bahwa 
wakaf adalah memberikan kepemilikan. Wa- 
kaf semuanya adalah ibadah. Wakaf untuk ahli 
dzimmah disepakati sah. Sebab, sedekah boleh 
untuk orang-orang kaya. Batas fakir dan kaya 
adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam 
zakat. Orang yang sah mendapatkan zakat 
karena kefakirannya sah juga mendapatkan 
wakaf karena kefakirannya. Kalau tidak maka 
tidak. Orang kaya adalah orang yang terhalang 
mendapatkan zakat. Adakalanya karena kepe- 
milikannya, kekuatannya, pekerjaannya atau 
kemampuannya memberi nafkah yang lain. 

Wakaf untuk orang-orang kaya menurut 
Malikiyyah hukumnya sah, sebagaimana dise- 
butkan oleh Syafi'iyyah. 

Menurut Hanabilah, wakaf untuk sesuatu 
yang mubah seperti mengajarkan syair mubah 
hukumnya tidak sah. Demikian juga wakaf un- 
tuk sesuatu yang makruh seperti pengajaran 
mantig, sebab tidak ada unsur ibadah. Juga, 
untuk orang-orang kaya, sebagaimana akan 
diterangkan. 

Wakaf orang Muslim kepada pihak pelaku 
maksiat disepakati tidak sah, seperti klub-klub 
judi, hiburan, organisasi atheisme dan kese- 
satan. Sebab, hal-hal itu menurut Islam bukan- 
lah ibadah. Dalam kitab-kitab madzhab ada 
contoh-contoh maksiat. 

Menurut Hanafiyyah, wakaf orang Muslim 
untuk kuil atau gereja hukumnya tidak sah. 
Sebab, pada dasarnya bukan ibadah. 

Menurut madzhab Malikiyyah wakaf un- 
tuk gereja, mengelola hasil wakaf untuk kha- 
mar dan candu atau senjata untuk peperangan 
yang tidak diperbolehkan, tidak sah. Wakaf 
untuk para perokok batal, meskipun mereka 
mengatakan boleh merokok. 

Wakaf orang Muslim atau kafir dzimmi 
untuk gereja, peribadatan api, kuil, kelenteng, 
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menurut Hanabilah tidak sah. Demikian juga 
untuk kemanfaatan tempat-tempat ibadah ter- 
sebut seperti lampu, tikar, bahan bakar, dan para 
penjaganya. Sebab—sebagaimana disebutkan 
Syafi'iyyah—itu adalah bantuan kepada maksi- 
at. Penguasa mempunyai hak untuk menguasai 
semua wakaf yang diwakafkan untuk tujuan-tu- 
juan ini, kemudian menjadikannya untuk iba- 
dah-ibadah. Hal ini jika ahli waris orang yang 
mewakafkan tidak diketahui. Kalau diketahui, 
para pewaris boleh mengambilnya. Wakaf un- 
tuk orang-orang yang singgah di gereja-gereja, 
kelenteng, dan sebagainya, untuk orang-orang 
yang melewatinya dari kalangan orang-orang 
ahli dzimmah saja hukumnya sah. 

Menurut mereka—sebagaimana diucapkan 
oleh Syafi'iyyah—wakaf untuk penulisan Tau- 
rat dan Injil tidak sah, meskipun wakaf itu dari 
kafir dzimmi. Karena, telah terjadi pertukaran 
dan distorsi dalam Taurat dan Injil. Ada hadits 
diriwayatkan dari jalan lebih dari satu, 


in ben G 28 Sf 


aya 0 - R9 2 9. 

OI CO Esa la 

“Bahwasanya Nabi Muhammad saw. murka 

ketika melihat Umar membawa lembaran yang 
di dalamnya ada tulisan Taurat.” 


Demikian halnya dengan kitab-kitab bid'ah. 

Wakaf tirai, meskipun bukan dari sutra, 
untuk selain Ka'bah tidak sah, sebagaimana 
wakaf tirai untuk pekuburan, sebab itu bukan- 
lah ibadah. 

Dalam semua pembahasan di atas, wasiat 
seperti wakaf. Dengan demikian, wasiat sah 
dalam masalah-masalah di mana wakaf sah. 


393.. HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. 


Ca 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


Menurut ulama, wakaf untuk kelompok 
orang kaya, pembegal, orang-orang fasik, dan 
para penyanyi tidak sah. Demikian juga untuk 
penerangan kuburan, pembakaran dupa, orang 
yang tinggal di dalamnya, melayani kuburan 
itu, atau mengunjunginya dengan bentuk kun- 
jungan musafir. Sebab, semua yang tersebut 
bukanlah merupakan kebaikan. 

Wakaf juga tidak sah untuk pembangunan 
masjid di atas kubur, juga wakaf rumah yang di 
dalamnya ada kuburan yang dibangun masjid, 
karena ucapan Ibnu Abbas, 


Gas kah AA BEAN Is 3 


SA bah Aga 

“Rasulullah melaknat perempuan-perem- 

puan yang menziarahi kubur, orang-orang 

yang menjadikan masjid dan penerangan di 
atas kubur.” 


Wakaf untuk penghiasan masjid dan pe- 
mugaran kuburan tidak sah. Sebab, itu adalah 
penyia-nyiaan harta, menghabiskannya untuk 
hal yang tidak bermanfaat. 


Wakaf Non-Muslim 

Para fugaha menyepakati kebatalan wakaf 
non-Muslim untuk tujuan maksiat yang bukan 
merupakan ibadah dalam agamanya maupun 
dalam agama Islam, seperti tempat menari 
dan klub-klub judi. Mereka berbeda pendapat 
dalam hal pendapat mengenai agama: 

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa 
wakaf kafir dzimmi disyaratkan agar pihak 
yang mendapatkan wakaf adalah ibadah me- 
nurut kita dan mereka. Artinya, dalam pan- 
dangan Islam juga dalam keyakinan orang yang 


394... Raddul Muhtaar: 111/394: asy-Syarhul Kabiir dan Haasyiyah ad-Dasuugi: IV/78: asy-Syarhush Shaghiir: IV/118: Mughnil Muhtaaj: 
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wakaf juga, seperti wakaf untuk orang-orang 
fakir, atau masjid al-Guds. Sebab, itu adalah 
ibadah menurut pewakaf dan ibadah dalam 
pandangan Islam. Adapun wakaf non-Muslim 
untuk masjid tidak sah. Sebab, meskipun me- 
nurut pandangan Islam itu ibadah namun bu- 
kan ibadah menurut agidah orang yang wakaf. 
Demikian juga wakaf non-Muslim kafir 
dzimmi untuk gereja atau kelenteng juga ti- 
dak sah. Sebab, meskipun menurut keyakinan 
orang yang wakaf itu merupakan ibadah, na- 
mun menurut pandangan Islam tidak ibadah. 
Ibnu Rusyd dari kalangan madzhab Mali- 
kiyyah mengatakan, “Jika kafir dzimmi ber- 
wakaf untuk gereja dan jika wakaf itu untuk 
perbaikan gereja, untuk orang-orang yang 
terluka, atau orang-orang yang sakit di dalam 
gereja itu, wakaf tersebut sah dan bisa diamal- 
kan. Jika mereka memajukan kepada kami un- 
tuk menghukumi wakaf mereka, hakim akan 
menghukumi kasus mereka dengan hukum 
Islam, yakni keabsahan wakaf dan ketidakbo- 
lehan untuk dijual. Jika wakaf untuk orang- 
orang yang beribadah di gereja maka dihu- 
kumi batal. Dengan demikian, yang dijadikan 
pegangan adalah wakaf itu ibadah menurut 
keyakinan orang yang wakaf saja dalam kasus- 
kasus yang diperbolehkan. 
Pendapat yang tepercaya menurut ka- 
langan Malikiyyah adalah pendapat lain dari 
Ibnu Rusyd, yakni batalnya wakaf kafir dzim- 
mi untuk gereja secara mutlak, batalnya wakaf 
orang kafir untuk semacam masjid, penam- 
pungan, madrasah, yang merupakan ibadah 
dalam Islam. Dengan demikian, yang dijadi- 
kan pegangan adalah wakaf itu untuk tujuan 
kebaikan bagi kita dan mereka, sebagaimana 
ucapan Hanafiyyah. 
Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah me- 
ngatakan bahwa yang dijadikan pegangan 
adalah wakaf itu ibadah menurut Islam, baik 
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itu merupakan ibadah dalam keyakinan orang 
yang wakaf atau tidak. 

Dengan demikian, wakaf orang kafir un- 
tuk masjid sah, sebab itu adalah ibadah dalam 
pandangan Islam. Wakaf orang kafir untuk ge- 
reja, tempat ibadah majusi dan sebagainya ti- 
dak sah, sebab bukan ibadah menurut Islam. 

. Undang-undang Mesir mengambil madz- 
hab Hanafiyyah, juga ucapan sebagian kalang- 
an Malikiyyah. Undang-undang Mesir menya- 
takan bahwa wakaf non-Muslim sah, selama 
bukan untuk tujuan yang diharamkan dalam 
syariahnya juga dalam syariah islamiyyah. 

Syarat kedua, menurut Abu Hanifah dan 
Muhammad?” adalah hendaklah wakaf ter- 
akhir dijadikan untuk pihak yang tidak akan 
terputus selamanya. Jika tidak disebut pene- 
rima terakhir, wakaf tidak sah menurut Abu 
Hanifah dan Muhammad. Sebab, keberlakuan 
untuk selamanya adalah syarat kebolehan wa- 
kaf. Penyebutan pihak yang terputus, secara 
makna adalah pewakafan secara temporal. 
Oleh karena itu tidak boleh, juga pada saat itu 
menjadi wakaf untuk orang yang tidak dike- 
tahui maka tidak sah, sebagaimana jika orang 
yang wakaf mewakafkan untuk orang yang ti- 
dak diketahui pada permulaan wakaf. 

Abu Yusuf mengatakan ini bukan syarat. 
Ini sah, meskipun disebutkan pihak penerima 
yang terputus (tidak selamanya). Kemudian, 
setelah itu orang-orang fakir, meskipun dia 
tidak menyebutkan mereka. Sebab, syarat ini 
tidak ada dari sahabat. Juga, karena maksud 
orang yang wakaf hendaklah penerima wakaf 
terakhir orang-orang fakir, meskipun dia tidak 
menyebut mereka. Penyebutan syarat ini ada 
karena petunjuk makna dan makna yang ter- 
sirat. Hukum yang terbukti karena petunjuk 
makna adalah sama seperti hukum yang ter- 
bukti karena dalil nash (tertera dengan tegas 
dan jelas, penj.). 


395, Al-Badaa'i: VI/220: ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: 111/399-400: al-Kitaab ma'al Lubaab: 11/182. 
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Mayoritas ulama?” selain Hanafiyyah 
mengambil pendapat Abu Yusuf. Sedangkan 
Malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan wa- 
kaf untuk selamanya. Mereka mengatakan jika 
wakaf untuk selamanya terputus pada pihak 
tertentu, karena terputusnya pihak yang men- 
dapatkan wakaf. Maka, wakaf dikembalikan 
kepada orang-orang fakir dari ahli waris asha- 
bah orang yang wakaf dengan penyamaan laki- 
laki dan perempuan. Kalau orang yang wakaf 
dalam wakafnya mensyaratkan bahwa laki-laki 
mendapatkan dua bagian perempuan, anak 
laki-laki didahulukan kemudian anak laki-laki 
dari anak laki-laki, kemudian ayah, saudara 
laki-laki, anak saudara laki-laki, kakek, paman 
dari garis ayah, anak paman dari garis ayah. 
Jika mereka tidak ada, menurut pendapat yang 
masyhur wakaf untuk orang-orang fakir. 

Kalangan Syafi'iyyah mempunyai dua pen- 
dapat yang disahkan oleh pengarang kitab 
al-Muhadzdzab, bahwasanya jika seseorang 
mewakafkan secara mutlak, tidak menyebut 
jalurnya (pihak yang mendapatkan wakaf), 
hukumnya sah. Sebab, itu adalah penghilang- 
an kepemilikan untuk tujuan ibadah. Dengan 
demikian, secara mutlak ia sah seperti kur- 
ban. Pendapat yang paling benar menurut Sya- 
fi'iyyah adalah bahwasanya tidak sah wakaf 
tanpa penjelasan orang yang menerima, seba- 
gaimana akan dijelaskan dalam pembahasan 
syarat-syarat shighat. 

Namun jika orang yang wakaf menentu- 
kan pihak wakaf maka harus berupa jalur yang 
tidak terputus atau tidak habis , seperti orang- 
orang fakir, para pejuang, penuntut ilmu, dan 
sebagainya. 

Hanabilah mengatakan jika wakaf tidak 
diketahui habisnya, seperti wakaf untuk kaum 
yang bisa punah menurut adat, sementara 
orang itu tidak menjadikan penerima wakaf 
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terakhir orang-orang miskin, atau pihak yang 
tidak terputus maka wakaf itu sah. Sebab, itu 
pengelolaan harta yang diketahui penerima. 
Oleh karena itu, sah sebagaimana kalau dia 
menegaskan penerima wakaf yang terus ber- 
sambung. Di samping itu, jika pemutlakan 
dikenal dalam tradisi, pengertiannya akan di- 
kembalikan pada tradisi, seperti uang suatu 
negara dan tradisi penerima wakaf. 

Kalangan Syafi'iyyah dan Hanabilah ber- 
sepakat dengan pendapat Malikiyyah di atas 
bahwa barang yang diwakafkan ketika pihak 
yang mendapatkan wakaf habis maka dikem- 
balikan kepada orang-orang terdekat dari 
orang yang wakaf. Sebab, tujuan dari wakaf 
adalah pahala untuk selamanya. Oleh karena 
itu, apa yang telah disebutkan dikembalikan 
kepada syarat yang dibuat, dan apa yang tidak 
dituturkan dikembalikan kepada tujuan wakaf 
tersebut. Wakaf seakan-akan menjadi wakaf 
selamanya. Oleh karena itu, jika yang disebut- 
kan habis maka dikembalikan kepada kerabat 
orang yang wakaf. Sebab, mereka termasuk 
pihak yang paling besar pahalanya. 

Pendapat yang paling sah menurut Sya- 
fi'iyyah adalah bahwa pemberian wakaf itu 
secara wajib adalah khusus untuk orang-orang 
fakir dari dzawil arham pewakaf, bukan ahli 
warisnya. Oleh karena itu, anak laki-laki dari 
anak perempuan didahulukan daripada anak 
paman dari garis ayah. Dalilnya adalah sabda 
Nabi Muhammad saw,., 
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“Tidak ada sedekah sementara dzawil ar- 


ham membutuhkan.” 


Juga, hadits Salman dari Amir dari Nabi 
Muhammad saw,, 
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S3 Je Ga din Gala IE SAH 
ana TA Lot 


“Sedekah kepada orang Muslim hanya se- 
kadar sedekah. Sedekah kepada dzawil arham 
ada dua, sedekah itu sendiri dan silaturahmi.” 


Pendapat yang unggul menurut Hanabi- 
lah dan Syafi'iyyah dalam salah satu dari dua 
pendapat mereka adalah bahwa pada saat itu, 
pemberian wakaf tidak khusus untuk orang- 
orang fakir dari kerabat orang yang wakaf. 
Namun, orang fakir dan orang kaya bisa ber- 
sama-sama mendapatkan. Sebab, wakaf tidak 
khusus untuk orang-orang fakir. Orang kaya 
dan orang fakir dalam wakaf hukumnya sama. 

Jika orang yang wakaf tidak mempunyai 
kerabat atau mempunyai kerabat namun pu- 
nah, wakaf diberikan kepada orang-orang fa- 
kir dan orang miskin. Sebab, maksud wakaf 
adalah pahala yang terus-menerus untuk se- 
lamanya. 


4. LAFAZH-LAFAZH WAKAF DAN SYARAT- 

SYARAT SHIGHAT WAKAF 

Shighat wakaf. Wakaf bisa terjadi—seba- 
gaimana dalam pembahasan rukun-rukun wa- 
kaf—dengan pengucapan saja (dari orang yang 
wakaf) meskipun untuk orang tertentu—me- 
nurut Hanafiyyah dan Hanabilah—sebagaima- 
na jika itu untuk orang tidak tertentu menurut 
kesepakatan ulama, dengan ijab (pengucapan) 
dan gabul (penerimaan) menurut Malikiyyah 
dan Syafi'iyyah dan sebagian Hanabilah jika 
wakaf untuk orang tidak tertentu. 

Lafazh-lafazh wakaf yang khusus menu- 
rut Hanafiyyah?” adalah seperti, “Tanahku ini 
sedekah yang diwakafkan selamanya untuk 
orang-orang miskin, atau diwakafkan untuk 
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Allah, untuk tujuan kebaikan atau kebaktian.” 

Yang dijadikan sebagai fatwa, sesuai de- 
ngan adat kebiasaan, adalah pendapat yang 
diucapkan oleh Abu Yusuf mengenai cukup- 
nya lafazh wakaf tanpa penyebutan selamanya 
atau kata-kata yang menunjukkan hal itu se- 
perti sedekah, lafazh orang-orang miskin dan 
sejenisnya seperti masjid. Hal itu jika wakaf itu 
bukan wakaf untuk orang tertentu seperti Zaid 
atau anak-anak si fulan. Pada kasus itu, wakaf 
tidak sah menggunakan lafazh wakaf karena 
adanya pertentangan antara penentuan orang 
dengan keberlakuan selamanya. Oleh karena 
itu, dipisahkan antara lafazh wakaf dengan 
wakaf untuk Zaid, di mana yang pertama boleh 
bukan yang kedua. Sebab, yang pertama bia- 
sanya akan diberikan kepada orang-orang fa- 
kir. Oleh karena itu, jika disebutkan anak maka 
akan menjadi terbatas. Adat kebiasaan men- 
jadi tidak eksis. Hanya saja, penentuan masjid 
tidak mengganggu keabsahan wakaf. Sebab, 
wakaf masjid berlaku untuk selamanya. Ke- 
berlakuan selamanya dari segi makna adalah 
syarat sebagaimana kesepakatan Hanafiyyah 
menurut pendapat yang shahih. 


Terjadinya Wakaf secara Niscaya 

Wakaf kadang-kadang terjadi secara nis- 
caya sebagaimana telah diterangkan, seperti 
seseorang mewasiatkan hasil rumah ini untuk 
orang-orang miskin selamanya. Atau, untuk 
fulan, setelah itu untuk orang-orang miskin se- 
lamanya. Maka, rumah menjadi wakaf secara 
niscaya, seakan-akan orang itu mengatakan, 
“Jika aku mati maka aku wakafkan rumahku 
untuk ini...." 

Namun, jika wakaf digantungkan dengan 
kematian, seperti “Jika aku mati maka aku wa- 
kafkan rumahku ini untuk ini...” maka penda- 
pat yang shahih adalah ia seperti wasiat yang 
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mengharuskan penggunaan sepertiga harta si 
mayit dengan adanya kematian, bukan sebelum- 
nya. Bahkan, meskipun itu wakaf untuk ahli 
warisnya dan meskipun ahli waris yang men- 
dapatkan wakaf atau ahli waris lain menolak- 
nya. Namun jika mereka menolak, hasil dari 
sepertiga yang telah menjadi wakaf dibagi, 
sebagaimana dua pertiga yang lain, yakni sisa 
peninggalan mayit. Oleh karena itu, penggu- 
naan dua pertiga diberikan kepada ahli waris 
semuanya selama orang-orang yang menda- 
patkan wakaf masih hidup. Adapun jika telah 
mati maka hasil dari sepertiga—yang diwakaf- 
kan dibagikan kepada orang yang karenanya 
wakaf terjadi. Jika sebagian orang yang meneri- 
ma wakaf meninggal, bagiannya beralih kepada 
ahli waris orang yang wakaf, selama ada salah 
seorang dari penerima wakaf yang hidup. 

Jika orang yang wakaf mengatakan, “Aku 
wakafkan rumah selama aku hidup. Setelah 
aku meninggal maka untuk selamanya, hal ini 
boleh. Namun menurut Imam Abu Hanifah, se- 
lama dia masih hidup maka itu adalah nadzar 
bersedekah terhadap hasil barang tersebut 
dan dia harus memenuhi, dia juga boleh men- 
cabut. Kalau dia tidak mencabut sampai mati 
maka wakaf boleh yakni berupa sepertiga har- 
tanya. 

Jika wakaf diberi tempo sebulan atau se- 
tahun maka wakaf menjadi batal berdasarkan 
kesepakatan Hanafiyyah, karena tidak terpe- 
nuhinya syarat keberlakuan selamanya. Kalau 
pewakaf mewakafkan untuk seseorang (ter- 
tentu), setelah orang itu mati, wakaf kembali 
kepada ahli waris pewakaf. 

Pendapat madzhab Malikiyyah.” Wakaf 
terjadi adakalanya dengan lafazh yang jelas 
seperti, “Aku wakafkan (wagaftu), aku tahan 
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(habbastu), aku sedekahkan fi sabilillah (sab- 
baltu) atau dengan lafazh yang tidak jelas, se- 
perti “Aku sedekahkan, jika berkaitan dengan 
suatu gayyid (syarat, batasan), atau untuk pi- 
hak yang tidak terputus, atau untuk pihak yang 
tidak diketahui tapi terbatas.” Contoh yang 
berkaitan dengan gayyid yang menunjukkan 
maksud dari wakaf adalah, “Aku sedekahkan 
dengan syarat tidak dijual, tidak pula dihibah- 
kan.” Atau “Aku sedekahkan dengan syarat 
untuk si fulan dari kelompok ini kemudian ke- 
lompok lain, atau orang sesudah mereka atau 
keturunan mereka. Jika dia tidak mengaitkan 
dengan gayyid maka itu menjadi milik orang 
yang mendapatkan sedekah.” 

Contoh pihak yang tidak terputus adalah 
adakalanya tidak tertentu seperti aku sede- 
kahkan atau aku wakafkan untuk orang-orang 
fakir. Atau kepada pihak (bukan perseorangan) 
seperti sedekah untuk masjid. Contoh orang 
yang tidak diketahui dan terbatas adalah se- 
dekah untuk si fulan, orang sesudahnya, dan 
keturunannya. Sebab, kata orang sesudahnya 
dan lafaz yang semakna menunjukkan keber- 
lakuan selamanya. 

Kadang-kadang perbuatan cukup untuk 
menjadikan wakaf, seperti pemberian izin ke- 
pada orang-orang agar shalat di tempat yang 
dibangun masjid. 

Shighat bisa diganti dengan membiarkan 
barang wakaf kepada pihak yang mendapat- 
kan wakaf seperti orang menjadikan tanahnya 
masjid, madrasah, penampungan, sumur, atau 
perpustakaan, meskipun dia tidak me-lafazh- 
kan kata wakaf. Pembiaran dianggap sebagai 
penerimaan dari segi hukum. 

Madzhab Syafi'iyyah' mengatakan bahwa 
wakaf tidak sah kecuali dengan Jafazh. Wakaf 
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adakalanya dengan lafazh yang jelas seperti, 
“Aku wakafkan ini untuk ini, atau tanahku aku 
wakafkan untuk fulan, karena lafazh tersebut 
populer dari sisi bahasa maupun adat kebia- 
saan. Penggunaan kata tasbil (aku sedekahkan 
fi sabilillah), tahbis (aku tahan) keduanya juga 
merupakan lafazh yang jelas untuk wakaf, me- 
nurut pendapat yang shahih. Karena, kedua- 
nya berlaku dalam syara' dan populer dalam 
adat kebiasaan. Juga, tidak diriwayatkan dari 
sahabat adanya wakaf kecuali dengan kedua 
lafazh itu. 

Kalau orang mengatakan aku sedekahkan 
ini dengan bentuk sedekah yang diharam- 
kan,?! diwakafkan atau dengan syarat tidak 
dijual tidak pula dihibahkan, menurut penda- 
pat yang paling shahih dan tersebut dalam al- 
Umm, ini adalah lafazh yang jelas. Sebab, lafazh 
sedekah dengan batasan-batasan keterangan 
tidak mengandung pengertian lain kecuali wa- 
kaf. Namun, lafazh ini menjadi jelas dengan 
lafazh lain, sedang lafazh sebelumnya jelas ka- 
rena lafazh itu sendiri. 

Kalau dia hanya mengatakan, “Aku sede- 
kahkan” maka ini tidak jelas untuk wakaf dan 
wakaf tidak terjadi dengan lafazh itu. Meskipun 
dia meniatkannya, karena lafazh tersebut ber- 
laku untuk sedekah fardhu, sedekah sunnah, 
dan sedekah yang dijadikan wakaf. Namun, 
jika dia menambahkan untuk pihak umum 
seperti orang-orang fakir dan dia meniatkan 
wakaf maka wakaf terjadi, dan lafazh menjadi 
jelas. 

Adakalanya wakaf menggunakan lafazh 
yang tidak jelas seperti aku haramkan itu un- 
tuk orang-orang fakir atau aku jadikan ini se- 
lamanya untuk mereka. Maka, menurut penda- 
pat yang paling shahih itu adalah shighat 
kinayah (implisit). Sebab, keduanya tidak di- 
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gunakan secara mandiri, namun keduanya di- 
kuatkan dengan lafazh-lafazh sebelumnya. 
Menurut pendapat yang paling shahih 
bahwa ucapan, “Aku jadikan tanah ini masjid” 
maka tanah itu menjadi masjid, meskipun dia 
tidak mengatakan “untuk Allah.” Sebab, masjid 
tidak ada kecuali wakaf. Oleh karena itu, lafazh 
tersebut dan sejenisnya cukup untuk meng- 
ganti lafazh wakaf. Kalau seseorang memba- 
ngun masjid di tanah mati dan berniat men- 
jadikannya masjid maka akan menjadi masjid 
dan tidak memerlukan lafazh penjelas. Ini pe- 
ngecualian pensyaratan lafazh untuk wakaf. 
Kalangan Hanabilah#? berpendapat bah- 
wa wakaf adakalanya dengan lafazh jelas atau 
kinayah (implisit). Lafazh yang jelas seperti 
aku wakafkan (wagaftu), aku tahan (habbas- 
tu), aku sedekahkan fi sabilillah (sabbaltu). Sa- 
lah satu dari kata-kata itu sudah cukup, karena 
digunakan dalam syara' dan kebiasaan. Kata 
implisit seperti aku sedekahkan, aku haram- 
kan, aku jadikan selamanya. Sebab, itu adalah 
lafazh musytarak (satu kata bermakna lebih 
dari satu). Sedekah digunakan dalam zakat, 
sedekah sunnah. Pengharaman adalah lafazh 
jelas untuk kasus zhihar. Penggunaan selama- 
nya digunakan untuk semua yang dimaksud- 
kan untuk selamanya, baik wakaf atau lainnya. 
Wakaf tidak sah dengan kata implisit kecuali 
dengan salah satu dari empat hal, yaitu: 
1. Niat orang yang memiliki 
2. Lafazh implisit itu dikaitkan dengan salah 
satu lafazh yang lima, yaitu tiga lafazh yang 
jelas di atas (wagaftu, habbastu, sabbaltu), 
lafazh pengharaman, penggunaan untuk 
selamanya seperti aku sedekahkan ini de- 
ngan bentuk sedekah wakaf, ditahan, fi sa- 
bilillah, selamanya atau diharamkan. 
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3. Atau kata implisit diberi kriteria-kriteria 
wakaf, seperti aku sedekahkan dengan 
bentuk sedekah yang tidak boleh dijual, 
dihibahkan, atau tidak diwariskan. 

4. Atau orang itu mengaitkan kata implisit 
itu dengan hukum wakaf, seperti aku me- 
nyedekahkan tanahku ini untuk si fulan, 
sementara pengawasan adalah hakku 
selama aku hidup, atau pengawasan 
menjadi hak si fulan, kemudian orang 
setelah fulan. 


Wakaf juga sah dengan aksi yang menun- 
jukkan wakaf menurut tradisi. Contohnya 
seseorang menjadikan tanahnya pekuburan, 
dan dia memberi izin penguburan mayit di 
dalamnya secara umum. Atau, dia membangun 
bangunan berbentuk masjid dan memberikan 
izin pada orang-orang untuk shalat di dalam- 
nya secara umum. Sebab, izin yang khusus 
kadang-kadang terjadi pada barang yang ti- 
dak diwakafkan. Oleh karena itu, tidak mem- 
berikan petunjuk pewakafan. Atau, seseorang 
beradzan dan igamah di dalam bangunan 
berbentuk masjid. Sebab, adzan dan igamah 
di dalamnya adalah seperti izin umum untuk 
shalat di dalamnya. Kalau seseorang menjadi- 
kan rumahnya bagian bawah masjid sembari 
menggunakan bagian atas atau sebaliknya, 
meskipun dia tidak menyebutkan jalan kedua 
bagian dari bangunan tersebut maka wakaf 
sah. Kedua bagian dari bangunan itu diberi 
jalan sesuai dengan adat kebiasaan. 

Atau, seseorang membangun rumah untuk 
pemenuhan hajat orang banyak, artinya untuk 
buang air kecil, buang air besar, dan bersuci. 
Sembari dia membuka pintu rumah itu untuk 
jalan orang banyak. Atau, dia memenuhi gen- 
tong atau sejenisnya dengan air di jalan, mas- 
jid, dan sebagainya untuk menunjukkan bahwa 
itu diwakafkan. 
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Syarat-Syarat Shighat Wakaf 

Wakaf itu sendiri, atau shighat wakaf, 
menurut para fugaha disyaratkan hal-hal se- 
bagai berikut. 





1) Keberlakuan untuk Selamanya 

Oleh karena itu, wakaf tidak sah menurut 
mayoritas ulama selain Malikiyyah yang mana 
menunjukkan keberlakuan sementara, tempo 
tertentu. Sebab, wakaf adalah pengeluaran 
harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, 
tidak boleh untuk tempo tertentu. Ia harus 
mengandung makna penggunaan selamanya. 
Wakaf tidak disyaratkan pengucapan lafazh 
secara eksplisit, seperti wakaf kepada orang 
yang tidak akan punah sebelum hari Kiamat, 
seperti orang-orang fakir atau orang yang akan 
punah kemudian orang yang tidak akan pu- 
nah seperti Zaid kemudian orang-orang fakir. 

Jika shighat berkaitan dengan hal-hal yang 
menunjukkan kesementaraan wakaf, seperti 
“Aku wakafkan ini untuk ini selama setahun 
atau sebulan,” misalnya, wakaf ini batal karena 
shighat rusak. Sebab, yang dimaksudkan dari 
pensyariatan wakaf adalah sedekah selama- 
nya. Dan ini menghendaki agar kegiatan wakaf 
untuk selamanya. 

Berdasarkan hal itu, Hanafiyyah mensya- 
ratkan agar barang yang diwakafkan berupa 
pekarangan. Sebab, itulah yang bisa diman- 
faatkan untuk selamanya. Mereka tidak mem- 
bolehkan wakaf barang bergerak kecuali jika 
mengikuti pekarangan, tersebut dalam nash 
atau berlaku dalam adat kebiasaan tentang pe- 
wakafannya. Mereka mensyaratkan juga agar 
penerima wakaf terakhir adalah untuk pihak 
penerima kebaikan (fakir, miskin, fi sabilillah, 
dan sebagainya), supaya sedekah terus ber- 
langsung selamanya. 

Adapun mereka tidak 
mensyaratkan keberlakuan selamanya dalam 


Malikiyyah, 
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wakaf. Mereka membolehkan wakaf setahun 
atau lebih untuk waktu tertentu. Kemudian 
mencabut kepemilikan itu untuk dirinya 
sendiri (orang yang wakaf) atau orang lain, 
demi memperluas amal kebaikan pada orang 
banyak. 

Adapun undang-undang Mesir (M 5), no- 
mor 48 tahun 1946, menjadikan wakaf—dari 
sisi keberlakuannya untuk selamanya atau 
sementara—tiga macam: 

a. Wakaf tidak sah kecuali selamanya. Keber- 
lakuannya untuk sementara adalah batal. 
Ini adalah wakaf masjid dan wakaf untuk 
masjid. Pendapat ini adalah pendapat 
mayoritas ulama selain Malikiyyah. 

b. Wakaf yang boleh sementara dan selama- 
nya. Ini adalah wakaf untuk selain masjid 
seperti rumah sakit, tempat pengungsian, 
madrasah, orang-orang fakir, dan sebagai- 
nya. Ini diambil dari madzhab Malikiyyah 
untuk memperluas amal kebaikan untuk 
orang banyak. 

c. Wakaf yang hanya sementara, keberlaku- 
annya untuk selamanya adalah batal. Ini 
adalah wakaf keluarga. Jika mewakafkan 
untuk waktu bertahun-tahun maka harus 
tidak lebih dari enam puluh tahun da- 
ri wafatnya orang yang wakaf. Jika dia 
mewakafkan untuk beberapa lapis pene- 
rima wakaf, tidak boleh lebih dari dua 
lapis penerima wakaf setelah orang yang 
wakaf. Dasar keberlakuan sementara ter- 
sebut tidak ada selain maslahat. 


Wakaf keluarga ini kemudian dihapus di 
Syria tahun 1949, di Mesir tahun 1952 dengan 
undang-undang nomor 180. 


2) Langsung Dilaksanakan 
Artinya, wakaf itu dilaksanakan spontan 


tanpa dikaitkan dengan syarat dan tidak di- 
tambahi dengan syarat pelaksanaannya di 
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waktu yang akan datang. Sebab, wakaf adalah 
akad iltizam (komitmen) yang menghendaki 
perpindahan kepemilikan pada saat itu. Oleh 
karena itu, penggantungannya dengan syarat 
tidak sah, seperti jual beli dan hibah menurut 
pendapat mayoritas ulama selain Malikiyyah. 
Shighat yang bisa menjadikan wakaf ber- 
langsung adalah yang menunjukkan terjadinya 
wakaf dan memberikan konsekuensi seketika. 

Artinya, waktu kemunculan shighat tersebut. 
Shighat bergantung (mu'allag) adalah si- 

ghah yang tidak menunjukkan terjadinya wa- 

kaf semenjak terjadinya shighat tersebut. Tapi, 
hal itu menunjukkan bergantungnya peneri- 
maan wakaf dengan sesuatu yang terjadi pada 
masa akan datang, seperti jika Zaid datang 
maka aku wakafkan. Atau jika dia datang be- 
sok, awal bulan, atau jika aku berbicara dengan 
si fulan maka tanahku menjadi sedekah wakaf. 

Wakaf ini batal menurut mayoritas ulama se- 

lain Malikiyyah. Shighat-shighat ta'lig (peng- 

gantungan) ada tiga: 

a. Jika penggantungan itu untuk sesuatu 
yang berputar antara ada dan tiada, wakaf 
tidak sah. Seperti, “Jika anakku tiba dari 
bepergian maka aku wakafkan rumahku 
untuk ini,” sebab wakaf menghendaki pe- 
mindahan kepemilikan. Kepemilikan tidak 
menerima penggantungan sesuatu di ma- 
sa mendatang. Kalangan Syafi 'iyyah mem- 
berikan alasan perihal ketidakabsahan 
penggantungan wakaf dengan syarat di 
masa mendatang bahwa wakaf adalah 
akad iltizam (komitmen) yang menjadi ba- 
tal karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, 
penggantungan wakaf dengan syarat yang 
akan datang adalah tidak sah, seperti jual 
beli. 

b. Jika penggantungan itu terkait dengan 
kematian orang yang wakaf, maka wakaf 
sah berdasarkan kesepakatan ulama se- 
perti, “Aku wakafkan rumahku setelah 
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aku mati, untuk orang-orang fakir” Sebab, 
wakaf adalah sedekah sunnah yang disya- 
ratkan adanya kematian. Oleh karena itu, 
sah hukumnya. Seperti jika dia berkata, 
“Wakafkan rumahku ini setelah aku mati 
untuk ini...” sebab Umar berwasiat, da- 
lam wasiatnya, “Ini yang diwasiatkan oleh 
hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin. Jika 
terjadi sesuatu maka harta Umar yang ada 
di Madinah menjadi sedekah.” 

Wakaf yang digantung dengan kemati- 
an adalah mempunyai kepastian hukum 
semenjak ucapan orang yang wakaf, “Ini 
menjadi wakaf setelah kematianku.” Wa- 
kaf itu dilaksanakan tanpa izin ahli waris 
jika kurang dari sepertiga peninggalan 
orang yang wakaf. 

c. Jika penggantungan itu terkait dengan 
masalah yang ada sejak terjadinya wakaf, 
maka wakaf juga sah seperti, “Jika tanah 
ini milikku,” sementara tanah itu adalah 
miliknya waktu dia berbicara, maka ucap- 
an itu menunjukkan wakaf untuk tanah 
miliknya. Sebab, penggantungandisinisim- 
bolis (tidak nyata), sementara shighat di 
dalamnya pada hakikatnya berlangsung. 
Ini adalah penggantungan dengan satu 
keadaan yang terjadi pada saat itu, sehing- 
ga ketidakabsahan penggantungan itu ti- 
dak bertentangan dengan penggantungan 
akan kematian orang yang wakaf. Sebab, 
penggantungan dengan syarat yang eksis 
adalah keberlangsungan wakaf tersebut. 
Syafi'iyyah mengatakan bahwa pendapat 
yang benar adalah wakaf sah, dengan 
ucapan, “Aku menjadikannya masjid jika 
datang bulan Ramadhan.” 


Shighat yang ditambahkan pada waktu 
yang akan datang adalah yang menunjukkan 
terjadinya wakaf pada saat itu juga. Namun, 
hukumnya ditangguhkan untuk masa yang 
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akan datang, seperti, “Aku jadikan rumahku 
ini wakaf untuk ini pada awal tahun Hijriyah 
mendatang.” 

Hukum shighat seperti ini menurut Ha- 
nafiyyah diperinci sebagai berikut. 

Jika waktu akan datang yang ditambahkan 
untuk wakaf adalah setelah kematian orang 
yang wakaf, maka wakaf batal menurut Abu 
Hanifah. Pendapat yang shahih adalah bahwa 
itu wasiat yang harus dilaksanakan. Yakni, de- 
ngan mewakafkan sepertiga harta orang terse- 
but dengan kematiannya bukan sebelumnya. 

Jika masa akan datang itu bukan waktu 
dia meninggal, seperti awal tahun Hijriyah 
maka yang paling shahih dari dua riwayat 
menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf 
itu sah, sebagaimana sah juga sewa-menyewa 
yang ditambahkan untuk waktu mendatang. 
Wakaf mirip dengan sewa-menyewa karena 
sama-sama menjadikan kepemilikan manfaat 
barang. Oleh karena itu wakaf sah, kalau dia 
mengatakan, “Rumahku ini aku sedekahkan, 
besok aku wakafkan.” 

Kesimpulannya, bahwasanya menurut ma- 
yoritas ulama, penggantungan wakaf dengan 
suatu syarat pada saat orang yang wakaf ma- 
sih hidup tidak boleh seperti, “Jika awal bulan 
datang maka rumahku ini aku wakafkan.” 

Mengenai syarat ini, Malikiyyah mengata- 
kan bahwa wakaf tidak disyaratkan pelaksa- 
naan secara langsung. Oleh karena itu, wakaf 
boleh dengan penggantungan, seperti sese- 
orang mengatakan, “Barang itu akan menjadi 
wakaf untuk ini setelah sebulan atau setahun," 
atau dia mengatakan, “Jika aku memiliki rumah 
si fulan maka rumah itu menjadi wakaf.” 


3) Ilzam (Keharusan Melaksanakan) 
Menurut mayoritas ulama selain Malikiy- 
yah, penggantungan wakaf dengan syarat khi- 
yar (memilih untuk membatalkan atau tidak) 
atau khiyar syarat (pelaksanaan wakaf dengan 
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syarat) tidak sah, baik syarat itu diketahui 
atau tidak. Yaitu, dia mewakafkan sesuatu dan 
mensyaratkan bahwa dirinya atau orang lain 
boleh mencabutnya kapan saja dia mau, dan 
wakaf menjadi batal sebagaimana hibah dan 
memerdekakan budak. Namun, Hanafiyyah me- 
ngecualikan wakaf masjid. Kalau dia menjadi- 
kan masjid dengan syarat bebas membatal- 
kan atau tidak, maka wakaf boleh, sementara 
syaratnya batal. 


4) Wakaf tidak Boleh Dikaitkan dengan 
Syarat yang Batal 
Syarat menurut Hanafiyyah ada tiga. 

a. Syarat yang batal. Ini yang bertentangan 
dengan maksud wakaf, seperti seseorang 
mensyaratkan tetapnya barang yang diwa- 
kafkan sebagai miliknya. Hukumnya, wakaf 
menjadi batal karena bertentangan dengan 
hakikat wakaf. Demikian juga kalau dia 
mensyaratkan dirinya bisa mencabut wa- 
kaf kapan saja dia mau. Maka, wakaf men- 
jadi batal karena bertentangan dengan hu- 
kum wakaf, yaitu keharusan pelaksanaan 
wakaf tersebut. Kalau dia mensyaratkan 
menjual wakaf dan memberikan harga 
penjualan itu untuk kebutuhannya, wakaf 
batal. 

b. Syarat fasid (rusak), yaitu syarat yang 
merusak kemanfaatan barang yang diwa- 
kafkan, kemaslahatan pihak yang menda- 
patkan wakaf atau bertentangan dengan 
syara. Contoh pertama, seseorang men- 
syaratkan pemberian hasil wakaf kepada 
orang-orang yang mendapatkan hak. Ka- 
lau barang yang diwakafkan memerlukan 
pemugaran maka syarat itu rusak. Sebab, 
merusak kemanfaatan barang wakaf. Con- 
toh kedua, dia mensyaratkan agar peng- 
awas yang dari anak-anaknya tidak dipecat 
meskipun berkhianat, maka syarat ini ru- 
sak. Sebab, merusak kemaslahatan orang 
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yang mendapatkan wakaf. Contoh ketiga, 
dia mengkhususkan sebagian dari hasil 
wakaf untuk berbuat maksiat, maka syarat 
ini rusak sebab bertentangan dengan sya- 
riat. Hukumnya, wakaf tidak batal, sah na- 
mun syarat batal. 

c. Syarat yang benar. Yaitu, setiap syarat 
yang tidak bertentangan dengan maksud 
wakaf dan tidak merusak manfaatnya, ti- 
dak bertentangan dengan syara", seperti 
mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk 
membayar pajak-pajak yang menjadi ke- 
wajiban. Atau, mulai memugar barang wa- 
kaf sebelum diberikan kepada orang-orang 
yang berhak. Hukumnya, harus diikuti dan 
dilaksanakan. 


Adapun undang-undang Mesir (M6) no- 
mor 48 tahun 1946 menyatakan bahwa jika 
wakaf dikaitkan dengan syarat yang tidak 
benar maka wakaf sah, sedang syarat batal. 
Syarat yang tidak benar mencakup syarat ru- 
sak dan batal. Ini pendapat dua orang murid 
Imam Abu Hanifah mengenai syarat yang ru- 
sak, dan pendapat Abu Yusuf mengenai syarat 
batal. 

Malikiyyah mengatakan jika orang yang 
wakaf mensyaratkan pada orang yang ber- 
hak menerima wakaf agar memperbaiki atau 
membayar pajak yang tidak semestinya pada 
penguasa yang zalim, maka wakaf sah dan 
syarat diabaikan. Menurut pendapat yang pa- 
ling shahih, perbaikan dan pembayaran kerja 
pengelolaan barang wakaf hukumnya sah. De- 
mikian juga jika dia mensyaratkan tidak mulai 
memperbaiki barang wakaf atau tidak mulai 
pemberian nafkah yang dibutuhkan seperti 
nafkah hewan, maka wakaf sah, sedang syarat 
batal. Nafkah diberikan dari hasil wakaf. 

Madzhab Syafi'iyyah: Jika orang yang wa- 
kaf mensyaratkan menjual barang wakaf atau 
mensyaratkan untuk memasukkan siapa pun 
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yang dikehendaki dan mengeluarkan siapa pun 
yang dikehendaki maka wakaf batal menurut 
pendapat yang shahih seperti syarat khiyar di 
atas. 

Hanabilah sepakat dengan mereka dan 
mengatakan: jika orang yang wakaf mensya- 
ratkan dalam wakaf suatu syarat rusak seperti 
khiyar (memilih meneruskan atau membatal- 
kan) atau dengan syarat mengalihkan wakaf 
dari orang yang mendapatkan wakaf kepada 
orang lain. Yakni, dengan mengatakan, "Aku 
wakafkan rumahku ini untuk ini, dengan sya- 
rat aku mengalihkannya dari pihak tersebut 
atau dari status wakaf. Yakni, aku mencabut- 
nya kapan saja aku mau,” atau “...dia menge- 
luarkan siapa pun yang dia inginkan dari 
orang-orang yang mendapatkan wakaf, mema- 
sukkan siapa pun di luar mereka maka wakaf 
tidak sah. Demikian juga, jika dia mensyarat- 
kan untuk memberikan barang wakaf itu atau 
menjualnya kapan saja dia mau, atau kapan 
saja dia mau dia akan membatalkannya maka 
wakaf tidak sah. Sebab, itu syarat yang ber- 
tentangan dengan maksud wakaf. Kalau dia 
mensyaratkan menjual barang wakaf ketika 
barang itu roboh/rusak dan memberikan yang 
seharga atau mensyaratkan untuk orang yang 
menguasai wakaf itu setelahnya, hanya syarat 
yang rusak sedangkan wakaf sah dan syarat 
diabaikan, sebagaimana syarat-syarat yang 
rusak dalam pembahasan jual beli. 


5) Syarat Kelima Menurut Syafi'lyyah: 
Penjelasan Penerima Wakaf 


Kalau orang yang wakaf membatasi ucap- 
annya, “Aku wakafkan ini...” dan dia tidak 
menyebutkan penerimanya maka menurut 
pendapat yang paling benar adalah batal, se- 
bab tidak disebutkan penerimanya. Ini ber- 
beda dengan wasiat. Wasiat sah dan bisa di- 
berikan kepada orang-orang miskin. Sebab, 
wasiat biasanya untuk orang-orang miskin. 
Oleh karena itu, kemutlakannya dikembalikan 
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kepada makna itu. Berbeda dengan wakaf. Pe- 
ngarang al-Muhadzdzab membenarkan pen- 
dapat kedua, yakni keabsahan wakaf tanpa 
menyebutkan pihak penerima. Sebab, wakaf 
adalah penghilangan kepemilikan untuk tuju- 
an ibadah. Oleh karena itu, wakaf sah secara 
mutlak seperti kurban. 

Mayoritas ulama selain Syafi'iyyah tidak 
mensyaratkan penyebutan pihak yang mene- 
rima wakaf. Malikiyyah mengatakan dalam 
wakaf tidak disyaratkan penentuan yang me- 
nerima dalam hal penerimaan wakaf. Oleh 
karena itu, orang yang wakaf boleh menga- 
takan, “Aku wakafkan barang itu karena Allah, 
tanpa penentuan orang yang menerimanya.” 
Wakaf diberikan sesuai dengan yang paling bi- 
asa dilakukan. Kalau tidak maka diberikan ke- 
pada orang yang paling banyak dalam adat ke- 
biasaan mereka. Oleh karena itu, orang-orang 
fakir diberikan. Ini jika barang yang diwakaf- 
kan tidak tertentu untuk sekelompok tertentu. 
Jika ditentukan maka wakaf diberikan kepada 
mereka, seperti kitab-kitab ilmu pengetahuan. 


e Maksud Lafaz Wakaf yang 
Mengungkapkan Pihak yang 
Mendapatkan Wakaf 

Kadang-kadang dari orang yang wakaf 
muncul lafazh-lafazh seperti anak (walad), 
orang sesudahnya (al-agibu), keturunan (an- 
nasl), anak cucu (dzurriyah), kerabat, keluarga. 

Apa yang dimaksudkan dengan lafazh-lafazh 

itu dalam madzhab figih? 

1. Walad (anak). Jika orang yang wakaf me- 
ngatakan, “Aku wakafkan untuk anakku 
atau anak-anakku,” maka sesuai kesepa- 
katan ulama itu mencakup anak kandung 
baik laki-laki maupun perempuan. Ada- 
pun jika dia mengatakan, “Anakku dan 
anak dari anakku,” atau anak-anakku dan 
anak-anak dari anak-anakku, atau anak 
laki-lakiku dan anak laki-laki anak laki- 
lakiku maka mencakup anak laki-laki 
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dan perempuan. Pendapat yang unggul 
menurut Malikiyyah adalah itu tidak men- 
cakup anak-anak dari anak-anak kecuali 
yang laki-laki bukan perempuan. 
Hanabilah mengatakan jika orang 
yang wakaf mewakafkan untuk anak- 
anak dari seseorang atau anak-anak dari 
anak-anak seseorang maka laki-laki dan 
perempuan di sini sama. Sebab, wakaf 
itu menggabungkan mereka. Pemutlakan 
penggabungan menghendaki penyamaan. 
Yang disunnahkan adalah orang yang wa- 
kaf membagi barang wakaf untuk anak- 
anaknya sesuai dengan pembagian Allah 
akan warisan antara mereka, yakni laki- 
laki mendapatkan dua bagian perempu- 
an. Al-Gadhi Abu Ya'la mengatakan yang 
disunnahkan adalah penyamaan antara 
laki-laki dan perempuan, sebab maksud 
wakaf adalah ibadah untuk selamanya. 
Dan mereka sama dalam kekerabatan. Jika 
orang yang wakaf melebihkan sebagian 
atas sebagian yang lain maka itu sesuai 
dengan yang dikatakan. Wakaf dibagikan 
berurutan, artinya yang paling dekat ke- 
mudian yang dekat. 
Anak cucu (dzurriyah), keturunan (an- 
nasI) yang sesudahnya (al-agib). Kalau 
orang yang wakaf mengatakan anak cucu- 
ku, keturunanku, atau sesudahku maka 
ucapan ini—berdasarkan kesepakatanula- 
ma—mencakup anak-anak laki-laki bukan 
perempuan. Artinya, anak-anak dari anak 
perempuan. Kecuali dengan penjelasan 
atau tanda sebagaimana yang diucapkan 
oleh Hanabilah. 
Keluarga, jenis, ahli bait. Masuk di da- 
lamnya ashabah dari anak laki-laki dan 
perempuan, saudara laki-laki dan saudara 
perempuan, paman dan bibi garis ayah. 
Mengenai masuknya paman dan bibi da- 
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ri garis ibu, ulama berbeda pendapat. 
Hanafiyyah mengatakan, keluarga, jenis, 
dan ahli bait adalah semua orang yang se- 
nasab dengannya sampai yang paling ting- 
gi dalam Islam. Yaitu orang yang menemui 
masa Islam, baik dia Islam atau tidak. 

Hanafiyyah menyebutkan bahwa hal 

itu mencakup yang kaya dan yang fakir. 
Pendapat yang asli menurut Hanafiyyah 
adalah bahwa anak kecil dianggap kaya 
karena kekayaan kedua orang tua dan ke: 
dua kakeknya saja. Perempuan dianggap 
kaya karena kekayaan anak-anaknya dan 
suaminya saja. Namun, al-Khashshaf me- 
ngatakan yang benar menurutnya adalah 
memberi mereka meskipun nafkah mereka 
atas tanggungan orang lain. 
Kerabat. Ini lebih umum dari yang di 
atas. Kerabat mencakup semua mahram 
orang yang wakaf, baik laki-laki maupun 
perempuan, baik dia mahram maupun bu- 
kan menurut pendapat yang paling shahih 
di kalangan Malikiyyah. 

Hanafiyyah berpendapat bahwa kera- 
bat, rahim, dan nasab orang yang wakaf 
adalah semua nasabnya sampai yang pa- 
ling tinggi dalam Islam dari garis kedua 
orang tuanya, selain kedua orang tuanya 
dan anak kandungnya. Mereka tidak dina- 
makan kerabat, menurut kesepakatan 
pendapat. Demikian juga orang yang le- 
bih tinggi dari mereka atau nasabnya di 
bawah mereka, menurut Abu Hanifah dan 
Muhammad. Pemberian tidak terjadi un- 
tuk orang yang kurang dari dua, menurut 
Abu Hanifah. Sedang menurut dua orang 
murid Abu Hanifah, bisa satu saja. 

Perkataan Syafi'iyyah: jika orang yang 
wakaf mewakafkan kepada sekelompok 
orang yang paling dekat dengannya maka 
wakaf diberikan kepada tiga orang kera- 
bat yang paling dekat. 
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Jika orang yang wakaf membatasi 
dengan batasan orang-orang yang fakir 
dari mereka, maka menurut Hanafiyyah 
kefakiran dianggap pada waktu adanya 
hasil wakaf, yaitu hal yang membolehkan 
untuk mengambil zakat. Kalau pemberian 
hasil wakaf tertunda beberapa tahun ka- 
rena suatu alasan, kemudian orang yang 
kaya menjadi fakir, orang yang fakir men- 
jadi kaya, maka orang yang menjadi fakir 
waktu pembagian bersama-sama menda- 
patkan bagian itu dengan orang yang fa- 
kir waktu adanya hasil wakaf. Sebab, hu- 
bungan-hubungan itu hanya memiliki hak 
secara hakiki dengan penerimaan. Terja- 
dinya kekayaan dan kematian tidak mem- 
batalkan apa yang menjadi haknya. 

Jika orang yang wakaf mengatakan, 
“Wakaf untuk kerabat yang paling dekat,” 
maka yang dimaksudkan adalah orang 
yang paling dekat rahimnya, bukan karena 
warisan atau ashabah. 

Jika dia mengatakan kerabat-kerabat 
yang saleh maka orang saleh sebagaimana 
dikatakan oleh Ibnu Abdin adalah orang 
yang terjaga, bukan orang yang rusak ke- 
hormatannya, bukan orang yang peragu 
(tidak punya keimanan), lurus jalannya, 
bagus sisi-sisi hidupnya, mampu me- 
nyembunyikan lara, sedikit kejelekannya, 
tidak meracik anggur, tidak disesalkan 
orang-orang, tidak menuduh zina perem- 
puan-perempuan muhshan, tidak dikenal 
pembohong. Ini adalah kesalehan. Sema- 
cam dengan itu, orang yang menjaga diri, 
orang yang baik dan mempunyai keuta- 
maan. 

Jika dia mengatakan kerabat yang pa- 
ling membutuhkan, yang dimaksudkan 
adalah orang yang memiliki uang kurang 
dari seratus dirham. Jika dia mempunyai 
seratus dirham maka dibagi kepada me- 
reka dengan sama. 


CA 
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Tahapan manusia: Sebagaimana telah di- 

terangkan dalam pembahasan wasiat 

-  Thifl, ash-Shabi, ash-Shaghir (anak ke- 
cil), adalah manusia sebelum baligh. 
Jika dia telah baligh maka tidak men- 
dapatkan apa-apa. 

-  Asy-Syabb, al-Hadats: semenjak usia 
baligh sampai empat puluh tahun. Ji- 
ka telah berusia empat puluh tahun 
maka tidak mendapatkan apa-apa. 

—  Al-Kahl: sejakempat puluh tahun sam- 
pai enam puluh tahun. 

—-  Asy-Syaikh: di atas enam puluh tahun 
sampai akhir usia. 


Semua ini mencakup laki-laki dan pe- 

rempuan seperti armal (janda) yang men- 
cakup laki-laki dan perempuan. 
Sabilillah dan semacamnya. Hanabilah me- 
nuturkan bahwa jika seseorang wakaf fi 
sabilillah, Ibnu Sabil (musafir), orang yang 
berutang, mereka adalah orang-orang 
yang berhak mendapatkan bagian zakat. 
Sebab, ucapan manusia yang mutlak akan 
diartikan pada yang biasa dimaknai dalam 
syara' Sabilillah adalah perang, jihad fi 
sabilillah. 


Wakaf Selamanya dari Sisi Sambung dan 
Terputus 


Wakaf untuk selamanya jika di antara pi- 


hak yang mendapatkan wakaf tersebut ada 
yang terputus dalam salah satu lingkarannya 
atau lingkarannya sambung terbagi menjadi 
empat macam: 


1. 


Jika diketahui awalnya sedang akhirnya 
tidak terputus. Artinya, awal dan akhirnya 
sambung, seperti wakaf kepada orang- 
orang miskin atau satu kelompok yang 
menurut hukum adat tidak punah, maka 
berdasarkan kesepakatan ulama sah. 
Adapun jika awal dan akhirnya terputus 
seperti wakaf pada anak, padahal dia ti- 
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dak mempunyai anak maka wakaf batal. 
Sebab, anak yang belum terwujud tidak 
mempunyai kepemilikan. Oleh karena itu, 
wakaf sama sekali tidak berguna. 

2. Jika awalnya sambung sedang akhirnya 
tidak diketahui, seperti seseorang mewa- 
kafkan untuk satu kaum yang menurut 
hukum adat boleh punah sementara 
orang yang wakaf itu tidak menjadikan 
akhir wakaf untuk orang-orang miskin 
atau pihak yang tidak terputus, menurut 
mayoritas wakaf sah. Sebab, wakaf seperti 
itu menurut adat adalah penerimaan yang 
diketahui penerimanya. Ketika pihak yang 
mendapatkan wakaf habis maka kemba- 
li kepada kerabat-kerabat orang yang 
wakaf, sebagaimana telah dijelaskan. Se- 
bab, maksud dari wakaf adalah pahala. 
Oleh karena itu, pihak yang disebutkan 
dikembalikan kepada syarat penyebutan- 
nya. Sedang pihak yang tidak disebut- 
kan, dikembalikan pengertiannya pada 
maksud wakaf. Wakaf seakan-akan wakaf 
selamanya. 

Muhammad ibnul Hasan—pendapat- 
nya ini dijadikan fatwa di kalangan Hana- 
fiyyah—mengatakan bahwa wakaf terse- 
but tidak sah. Sebab,—sebagaimana kita 
ketahui—harus ada kejelasan adanya pi- 
hak penerima ibadah yang tidak terputus. 
Sebab, maksud wakaf adalah penggunaan 
selamanya. Oleh karena itu, jika terputus 
maka menjadi wakaf untuk pihak yang 
tidak diketahui. Dengan demikian tidak 
sah, sebagaimana kalau seseorang wakaf 
kepada pihak yang tidak diketahui pada 
awal wakaf. 

3. Jika wakaf itu terputus awalnya, sambung 
akhirnya, seperti seseorang wakaf kepada 
orang yang boleh diwakafkan, contohnya 
diri orang wakaf itu sendiri atau budak- 
nya, gereja atau orang yang tidak diketa- 
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hui, tidak tertentu, di sini ada dua penda- 
pat menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah. 
Satu pendapat mengatakan wakaf itu ba- 
tal, sebab pada awalnya batal. Satu pen- 
dapat lagi mengatakan sah. Jika ada yang 
mengatakan tidak sah maka pada saat 
itu juga pemberiannya dialihkan kepada 
orang yang boleh mendapatkan wakaf. 

4. Jika wakaf statusnya sah kedua sisinya— 
awal dan akhir—tengahnya terputus, se- 
perti seseorang wakaf untuk anaknya ke- 
mudian untuk orang yang tidak ditentukan 
kemudian untuk orang-orang miskin, di 
sini ada dua pendapat seperti kasus wa- 
kaf yang akhirnya terputus. Ada yang me- 
ngatakan—menurut Syafi'iyyah dan Ha- 
nabilah—itu sah, ada yang mengatakan 
itu batal. 


Jika kedua sisi terputus sedang yang te- 
ngah sah, seperti seseorang wakaf untuk diri 
sendiri kemudian untuk anak-anaknya kemu- 
dian untuk gereja, maka mengenai keabsahan 
wakaf ini ada dua pendapat, sedang penyalur- 
an wakaf itu seperti kepada penerima wakaf 
yang terputus. 


E. PEMBUKTIAN WAKAF MENURUT 
SYARA' DAN UNDANG-UNDANG 


Yang ditentukan menurut syara' adalah 
bahwa kesaksian merupakan salah satu jalan 
untuk pembuktian wakaf. Mengenai pengaku- 
an terjadinya wakaf disyaratkan adanya pen- 
jelasan mengenai wakaf tersebut meskipun 
sudah terjadi lama. Tentang pembuktian ada- 
nya wakaf kesaksian atas kesaksian bisa di- 
terima. Demikian juga, kesaksian perempuan 
bersama laki-laki, kesaksian dengan publikasi 
dan pengumuman. Seperti saksi mengatakan, 
“Aku menyaksikan dengan mendengarkan...," 
kesaksian dengan bentuk mendengarkan bisa 
diterima untuk menjelaskan pihak yang me- 
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nerima, seperti ucapan orang-orang untuk 
masjid ini, juga untuk menjelaskan pihak-pi- 
hak yang menerima wakaf. Menurut pendapat 
yang paling shahih, kesaksian tidak bisa dite- 
rima untuk pembuktian syarat-syarat wakaf. 
Adapun cek tulisan tidak bisa sebagai argu- 
mentasi, sebab satu tulisan mirip dengan tu- 
lisan yang lain. 

Pensyaratan penentuan pekarangan yang 
diwakafkan tidak diperlukan untuk keabsah- 
an wakaf. Sebab, kondisi syarat dalan hal ini 
sudah diketahui. Itu hanyalah syarat untuk di- 
terimanya kesaksian wakaf. 

Berdasarkan hal inilah, terwujud aktivi- 
tas pengadilan syar'i di Mesir dan Syria. Pasal 
pertama undang-undang wakaf Mesir nomor 
48 tahun 1952 menyatakan disyaratkannya 
kesaksian resmi dari orang yang wakaf, di 
depan salah satu pengadilan syar'i yang se- 
mua barang wakaf atau sebagian besar dari 
itu ada dalam wilayah pengadilan tersebut, 
demi menutup pintu pengakuan-pengakuan 
batal untuk pembuktian barang-barang wakaf 
dengan kesaksian-kesaksian palsu. Ini sesuai 
dengan hukum undang-undang yang mensya- 
ratkan pencatatan dalam akta tanah, untuk 
penggunaan yang ada atas pekarangan, bagai- 
manapun pekarangan itu, dan bagaimana pe- 
ngelolaan yang ada. 

Al-Khashshaf menyebutkan hukum wakaf 
ketika pembuktiannya terputus. Dia menga- 
takan bahwa wakaf yang telah lewat, semen- 
tara para saksi telah meninggal, maka catatan 
biaya wakaf yang ada dalam buku besar para 
hakim diberlakukan sebagai bentuk istihsan, 
jika pemilik barang wakaf itu bersengketa. Wa- 
kaf yang tidak terdapat surat dalam catatan 
para hakim, maka siapa pun yang bisa mem- 
buktikan haknya ketika terjadi persengketaan, 
akan diputuskan menjadi haknya. 


403. Raddul Muhtaar: I11/ 408, 441-444. 


Nan 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


F. HAL-HAL YANG MEMBATALKAN WAKAF 


Wakaf menjadi batal jika salah satu syarat 
dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi. 

Malikiyyah menyebutkan hal-hal yang 
membatalkan wakaf, yang paling penting ada- 
lah sebagaimana berikut.”4 

1. Terjadinya penghalang. Seperti jika orang 
yang wakaf meninggal, bangkrut, atau 
sakit yang berlanjut dengan kematian se- 
belum wakaf diterima, maka wakaf batal, 
dan kembali kepada ahli waris pada saat 
dia mati. Dan untuk orang yang berpi- 
utang terhadap orang yang bangkrut ini, 
jika dia membolehkan maka wakaf bisa 
berlangsung, jika tidak maka wakaf batal. 

2. Jika orang yang wakaf menempati rumah 
sebelum genap satu tahun setelah dile- 
paskan atau dia mengambil hasil bumi 
untuk dirinya, maka wakaf batal. 

3. Wakaf untuk maksiat, seperti gereja dan 
seperti penggunaan hasil barang wakaf 
untuk khamar, atau membeli senjata un- 
tuk peperangan haram, maka wakaf batal. 

4. Wakaf untuk kafir harbi batal, untuk ka- 
fir dzimmi sah. Ini adalah kesepakatan 
ulama. 

5. Wakaf untuk diri sendiri meskipun bersa- 
ma dengan orang lain, selain ahli waris, 
seperti aku wakafkan barang ini untuk 
diriku bersama-sama dengan si fulan, ini 
membatalkan apa yang dikhususkannya, 
demikian juga pengkhususan sekutunya 
(orang yang disebut bersamanya, penj.). 

6. Wakaf dengan syarat bahwa pengawasan 
ada di tangan orang yang wakaf. Ini batal, 
sebab di dalamnya ada unsur penahanan. 

7. Ketidaktahuan mana yang dahulu antara 
wakaf dan utang. Jika seseorang wakaf 
kepada orang yang membuatnya mahjur 


404. Al-9awaaniin al-Fighiyyah: hlm. 370 dan seterusnya, asy-Syarhush Shaghiir: IV/107-108, 116-117. 
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(terhalang mengelola harta karena bang- 
krut). 
orang yang membuatnya mahjur dan dia 
sudah memberikannya kepada orang itu, 
sementara orang yang wakaf mempunyai 
utang dan dia tidak tahu apakah utang itu 
sebelum atau sesudah wakaf, wakaf batal. 
Barang wakaf dijual untuk membayar 
utangnya demi mendahulukan kewajiban 
daripada sedekah sunnah, ketika tidak ta- 
hu mana yang dahulu sementara peneri- 
maan barang wakaf itu lemah. 

8. Tidak membebaskan (orang yang wakaf 
tidak membiarkan) orang-orang dengan 
pihak yang mendapatkan wakaf seperti 
masjid, penampungan, dan madrasah se- 
belum terjadinya penghalang, maka wakaf 
batal, dan menjadi warisan. 

9. Wakaf orang kafir untuk semacam masjid, 
penampungan, madrasah, dan sebagainya 
yang termasuk ibadah Islam. Ini juga pen- 
dapat Hanafiyyah. 


Adalah makruh tanzih (bukan tahrim)— 
menurut pendapat yang unggul—wakaf ke- 
pada anak laki-laki saja, tanpa perempuan. Se- 
bab, ini mirip dengan perbuatan orang-orang 
jahiliyah tentang penghalangan anak perem- 
puan untuk mendapatkan warisan ayah me- 
reka. Jika wakaf seperti itu terjadi maka tetap 
dilangsungkan dan tidak dibatalkan menurut 
pendapat yang paling shahih. Hibah seseorang 
kepada sebagian anaknya dengan semua har- 
tanya atau sebagian besar dari harta itu di- 
makruhkan sesuai dengan kesepakatan ulama. 
Demikian juga makruh memberikan semua 
hartanya untuk anak-anaknya, agar dibagi ra- 
ta antara mereka baik laki-laki maupun pe- 
rempuan. Jika dia membagi harta itu kepada 


111/412-417. 
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mereka sesuai dengan bagian warisan maka 
boleh. Wakaf sebaliknya yakni wakaf kepada 
anak-anak perempuan tanpa laki-laki sah, ber- 
dasarkan kesepakatan ulama. 


SIKAP UNDANG-UNDANG TENTANG 
BERAKHIRNYA WAKAF 

Undang-undang Mesir nomor 48 tahun 
1952 pada pasal 16-18 menyatakan, berakhir- 
nya wakaf dengan berakhirnya masa yang 
ditentukan, atau habisnya pihak yang menda- 
patkan wakaf. Demikian juga, setiap bagian 
akan habis dengan habisnya pemilik bagian 
itu sebelum berakhirnya masa yang ditentu- 
kan atau sebelum habisnya kelompok di mana 
wakaf berakhir dengan habisnya mereka. 
Ini selama kitab wakaf tidak menunjukkan 
kembalinya bagian ini kepada sisa dari pihak 
yang mendapatkan wakaf atau sebagian dari 
mereka. Wakaf pada kasus ini tidak berhenti 
kecuali dengan berakhirnya sisa ini atau ber- 
akhirnya masa. 

Wakaf berhenti juga karena roboh, hilang 
dengan keputusan pengadilan berdasarkan 
permintaan orang yang mempunyai hak. 

Wakaf yang sudah habis akan menjadi mi- 
lik orang yang wakaf jika dia masih hidup. Jika 
tidak maka milik orang yang berhak terhadap 
barang wakaf pada saat keputusan habisnya 
wakaf. 


G. BIAYA WAKAF 


Biaya wakaf adalah dari hasil wakaf sesuai 


dengan kesepakatan ulama, dengan beberapa . 


perbedaan mengenai syarat orang yang wakaf 
dan orang lainnya. 

Madzhab Hanafiyyah:#5 kewajiban biaya 
wakaf adalah mula-mula dari hasil wakaf, de- 
ngan membangunnya seukur dengan keadaan 


405.. Fathul Oadiir: V/53 dan seterusnya, al-Kitaab ma'al Lubaab: 11/84 dan seterusnya, ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: 
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wakaf agar tetap sesuai dengan sifat di mana 
karena itu ia diwakafkan. Jika barang wakaf 
itu roboh maka dibangun lagi sesuai dengan 
sifatnya baik orang yang wakaf mensyaratkan 
pembiayaan itu dari hasil wakaf atau tidak. 
Sebab, maksud dari orang yang wakaf adalah 
memberikan hasil wakaf untuk selamanya. 
Dan barang wakaf tidak akan lestari selama- 
nya kecuali dengan perbaikan. Oleh karena itu, 
syarat renovasi wakaf terealisasi berdasarkan 
kandungan makna dalil, dan juga karena hasil 
yang keluar dari tanah adalah dengan tang- 
gungan (ongkos). 

Jika dia mewakafkan rumah untuk tempat 
tinggal anaknya, perbaikan rumah itu men- 
jadi tanggung jawab orang yang bertempat 
tinggal yang diambil dari hartanya. Sebab, se- 
tiap kebutuhan ada biayanya. Jika orang yang 
bertempat tinggal enggan memperbaiki atau 
tidak mampu, karena dia fakir maka pengua- 
sa menyewakan rumah itu kepada siapa pun 
yang dikehendaki, kemudian memperbaiki 
rumah itu dengan upah sewa seperti orang 
yang wakaf memperbaikinya. Setelah diper- 
baiki, rumah dikembalikan lagi kepada orang 
yang mempunyai hak tinggal. Orang yang eng- 
gan memperbaiki tidak bisa dipaksa untuk 
memperbaikinya, sebab di dalamnya ada un- 
sur penghabisan hartanya. Penyewaan orang 
yang mempunyai hak tinggal tidak sah, yang 
berhak adalah orang yang bertanggung jawab 
atas rumah itu atau hakim. Orang yang mem- 
punyai hak mengambil manfaat hasil wakaf 
tidak berkewajiban memperbaikinya. Sebab, 
dia tidak mempunyai hak tinggal. Perbaikan 
rumah hanya kewajiban orang yang mempu- 
nyai hak tinggal. Kalau dia menempati maka 
dia tidak harus membayar upah, karena tidak 
ada gunanya. Kecuali jika dibutuhkan untuk 
perbaikan rumah tersebut. Oleh karena itu, 
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penanggung jawab rumah itu mengambilnya 
untuk memperbaikinya. 

Bangunan atau perkakas yakni peralatan 
seperti alat membajak tanah wakaf yang te- 
lah rusak, penguasa mengembalikannya un- 
tuk perbaikan wakaf jika wakaf itu memang 
membutuhkannya. Jika barang wakaf tidak me- 
merlukannya, penguasa menahannya sampai 
wakaf itu membutuhkan perbaikan kemudi- 
an dia memberikannya untuk perbaikan itu, 
sehingga tidak kesulitan memberikan pada 
waktu dibutuhkan. Jika kesulitan mengemba- 
likan barang wakaf, barang itu dijual dan har- 
ganya dialokasikan untuk perbaikan sebagai 
pengganti kepada pengelola barang yang akan 
diganti. 

Barang yang rusak demikian juga peng- 
gantinya tidak boleh dibagikan kepada orang- 
orang yang berhak mendapatkan wakaf, sebab 
itu adalah bagian dari barang wakaf. Mereka 
juga tidak mempunyai hak terhadap barang 
itu. Hak mereka hanyalah manfaat dari barang 
itu. Oleh karena itu, mereka tidak diberi ke- 
cuali hak mereka. 

Madzhab Malikiyyah“ sebagaimana Ha- 
nafiyyah mengatakan bahwa pengawas harus 
memperbaiki barang wakaf jika ada kerusak- 
an/gangguan pada hasil dari wakaf itu. Jika 
orang yang wakaf mensyaratkan sebaliknya, 
dalam hal perbaikan barang wakaf, syarat 
orang wakaf itu tidak diikuti. Sebab, ini akan 
menyebabkan kerusakan barang itu, wakaf ti- 
dak bisa eksis dan ini tidak boleh. 

Pengawas bisa menyewakan rumah hu- 
nian yang diwakafkan jika terjadi kerusakan 
dan orang yang menghuni di dalamnya dike- 
luarkan, jika dia tidak memperbaikinya sete- 
lah diminta untuk memperbaiki. Jika rumah 
itu sudah diperbaiki maka setelah habis masa 
penyewaan dikembalikan kepada orang yang 


406. Asy-Syarhush Shaghiir: IV/124 dan seterusnya, al-Yawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 372. 
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mendapatkan wakaf. Jika orang yang menda- 
patkan wakaf memperbaikinya maka dia tidak 
dikeluarkan dari rumah itu. 

Jika barang wakaf tidak mengandung ha- 
sil, barang wakaf itu dibiayai dari Baitul Mal. 
Jika tidak ada maka dibiarkan sampai rusak, 
orang yang wakaf tidak berkewajiban mem- 
biayai. 

Kuda-kuda dan binatang-binatang perang 
dibiayai dari Baitul Mal. Orang yang wakaf ju- 
ga tidak berkewajiban sedikit pun atas pem- 
biayaan kuda itu. Barang wakaf itu juga tidak 
disewakan untuk pembiayaannya dari hasil 
sewa itu. Jika tidak ada Baitul Mal atau tidak 
bisa dijangkau, maka hewan itu dijual dan di- 
gantikan dengan senjata atau sejenisnya yang 
tidak ada pembiayaannya. 

Madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah”” 
mengatakan bahwa biaya barang wakaf, pe- 
nyiapannya dan perbaikannya bergantung pa- 
da syarat orang yang wakaf, apakah dari har- 
tanya atau dari harta wakaf. Sebab, jika syarat 
orang yang wakaf diikuti untuk wakaf, syarat- 
nya juga diikuti dalam hal pembiayaannya. Jika 
tidak ada maka dari hasil barang wakaf atau 
manfaatnya seperti hasil pekarangan. Sebab, 
penjagaan terhadap barang wakaf (asli) tidak 
mungkin kecuali dengan pembiayaan dari ha- 
silnya. Oleh karena itu, pembiayaan termasuk 
keharusan. 

Jika manfaat-manfaat barang wakaf tidak 
jalan maka biaya, ongkos penyiapan bukan 
perbaikan—menurut Syafi'iyyah—adalah dari 
Baitul mal. Adapun menurut Hanabilah jika 
manfaat dari hewan tidak jalan, biayanya men- 
jadi kewajiban orang yang mendapatkan wakaf, 
sebab itu adalah miliknya. Kewajiban perbaik- 
an wakaf itu bisa jadi dari Baitul Mal, boleh juga 
dijual, sebagaimana akan saya jelaskan. 


Tentang zakat barang wakaf, Malikiyyah, 
Hanabilah, dan Syafi'iyyah mengatakan”? 
bahwa jika wakaf itu diberikan kepada kaum 
tertentu, kemudian sebagian dari mereka 
mendapatkan satu nishab (lima wasag) - 7,5 
kuintal) dari barang wakaf, yaitu dari buah- 
buahan pohon atau biji maka mereka wajib 
zakat. Sebab, mereka yang memiliki hasil ba- 
rang wakaf. Jika wakaf itu diberikan kepada 
orang-orang miskin maka tidak ada zakatnya. 

Imam Malik mewajibkan zakat atas orang 
yang wakaf jika wakafnya itu diberikan kepada 
penerima wakaf yang tidak tertentu, seperti 
orang-orang fakir, orang-orang miskin, jika wa- 
kaf itu mencapai lima wasag. Hal ini dengan 
dasar bahwa itu adalah milik orang yang wa- 
kaf. Oleh karena itu, dia menzakati miliknya 
itu. Adapun jika wakaf itu kepada orang-orang 


“tertentu, mereka wajib zakat dengan syarat 


bagian masing-masing mencapai lima wasag. 


H. MENGGANTI BARANG WAKAF DAN 
MENJUALNYA KETIKA RUSAK 


Wakaf dimaksudkan untuk pemanfaatan- 
nya selamanya, mendapatkan pahala dan gan- 
jaran dengan manfaat dari barang itu. Jika wa- 
kaf itu rusak maka bagaimana nasibnya? 

Para fugaha membolehkan mengganti 
barang wakaf, menjualnya karena darurat de- 
ngan syarat-syarat, batasan-batasan dan pe- 
rincian masing-masing: 

Hanafiyyah“? mengatakan untuk masjid, 
hanya dengan diucapkan sebagai wakaf—se- 
bagaimana yang difatwakan—sudah mempu- 
nyai sifat keabadian. Oleh karena itu, sifatnya 
sebagai masjid tidak akan terlepas meskipun 
sudah tidak dibutuhkan. Kalau saja masjid ru- 
sak dan tidak ada biaya untuk memperbaiki 


407... Al-Muhadzdzab: 1/445: Mughnil Muhtaaj: 11/395: al-Mughnii: V/590, Kasysyaaful Ginaa" IV /293. 
408.. Al-Mughnii: V/582: Takmiilah al-Majmuu" XIV/597, al-Furuug: 11/111 dan seterusnya. 
409.. Al-Mughnii: V/582: Takmiilah al-Majmuu' : XIV/597, al-Furuug: 11/111 dan seterusnya. 
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sementara orang-orang tidak membutuhkan- 
nya karena ingin membangun masjid yang lain 
maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ia 
tetap menjadi masjid untuk selamanya sampai 
hari Kiamat. Pendapat keduanya ini dijadikan 
fatwa. Oleh karena itu, tidak bisa kembali pada 
kepemilikan orang yang membangun dan ahli 
warisnya. Masjid itu tidak bisa dipindah, atau 
hartanya dipindah ke masjid lain, baik mereka 
shalat di dalamnya atau tidak. Tidak halal pula 
meletakkan batang pohon di dinding masjid 
meskipun dia membayar upah. 

Muhammad mengatakan jika wakaf rusak 
dan tidak ada hasil dari wakaf yang bisa di- 
gunakan memperbaikinya, barang itu kembali 
kepada orang yang membangun atau ahli wa- 
risnya. 

Perbedaan tersebut berlaku pula pada 
lantai masjid, tikar, dan lampu-lampunya jika 
sudah tidak dibutuhkan. Menurut Abu Yusuf 
dalam satu riwayat, barang-barang itu dipin- 
dahkan ke masjid lain. Menurut Muhammad 
dikembalikan kepada pemiliknya jika sudah 
keluar dari kemanfaatan yang dimaksudkan 
oleh orang yang wakaf secara umum. 

Berdasarkan perbedaan ini, penampung- 
an dan sumur jika tidak bisa dimanfaatkan lagi 
maka menurut Abu Yusuf dalam riwayat ke- 
dua darinya mengenai wakaf masjid, penam- 
pungan, sumur, dan telaga—diberikan kepada 
masjid yang paling dekat, penampungan atau 
telaga. Namun, pendapat yang dijadikan fatwa 
mengenai keabadian masjid adalah pendapat 
Syaikhain (Abu Yusuf dan Muhammad) seba- 
gaimana telah diterangkan. Yakni, tidak boleh 
memindahnya atau memindahkan harta mas- 
jid itu ke masjid lain. Jika masjid roboh maka 
— akan tetap menjadi masjid selamanya. 

Namun mengenai alat-alat masjid seperti 
lampu, tikar, dilihat perbedaan reruntuhan- 
nya. Fatwa hukum ini berdasarkan pendapat 
Muhammad, yaitu mengembalikannya kepada 


. orang yang wakaf atau kepada ahli warisnya. 
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Adapun reruntuhannya, difatwakan sebagai- 
mana pendapat Abu Yusuf dan Abu Hanifah 
bahwa masjid tidak kembali menjadi warisan, 
tidak boleh dipindah dan harta masjid tidak 
dipindah ke masjid lain. Artinya, reruntuhan 
itu menurut keduanya tidak kembali kepada 
orang yang wakaf atau ahli warisnya ketika 
mungkin dijual. 

Jika orang yang wakaf mewakafkan dua 
wakaf kepada masjid salah satunya untuk 
perbaikan dan yang lain untuk imam dan mua- 
dzinnya, penguasa—jika bagian untuk imam 
dan semacamnya sedikit—boleh memberikan 
sisa wakaf perbaikan kepada imam dan mu- 
adzin dengan mempertimbangkan pendapat 
orang saleh dari daerah itu, dengan syarat 
wakaf itu sama. Sebab, maksud wakaf adalah 
melestarikannya. Dengan pemindahan ini, ke- 
lestarian wakaf terjadi, sebab keduanya pada 
saat itu seperti satu barang. Dalam keadaan 
orang yang wakaf dan pihak yang mendapat- 
kan wakaf sama, maka boleh saling memin- 
dahkan. 

Jika salah satu dari dua hal itu (orang yang 
wakaf dan pihak yang mendapatkan wakaf) 
berbeda, yakni dua orang membangun dua 
masjid atau seorang membangun sebuah mas- 
jid dan sebuah madrasah dan dia mewakafkan 
keduanya, penguasa tidak bisa memindahkan 
penerima salah satunya kepada yang lain. 


PENJUALAN RERUNTUHAN MASJID DAN 
SEJENISNYA | 
Jika wakaf rusak, sementara tidak ada se- 
suatu yang digunakan untuk memperbaikinya, 
juga tidak mungkin disewakan atau diperbaiki, 
dan yang tersisa hanyalah reruntuhannya se- 
perti batu, bata, dan kayu maka sah untuk di- 
jual berdasarkan perintah penguasa, hasil pen- 
jualan dibelikan pengganti wakaf. Jika tidak 
mungkin dibeli maka dikembalikan kepada 
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ahli waris orang yang wakaf jika mereka ada. 
Jika tidak ada maka diberikan kepada orang- 
orang fakir. Penjualan adalah dengan izin ha- 
kim dan hasil penjualan diberikan kepada 
sebagian masjid berdasarkan pendapat Abu 
Yusuf dalam riwayat keduanya. Atau, dikem- 
balikan kepada ahli waris, orang-orang fakir, 
berdasarkan pendapat Muhammad. Ini adalah 
perpaduan yang bagus. Kesimpulannya, pen- 
dapat Abu Yusuf diamalkan jika memungkin- 
kan, jika tidak maka pendapat Muhammad. 

Kesimpulan: arah dari fatwa ulama-ulama 
Hanafiyyah adalah kebolehan penjualan re- 
runtuhan itu dan memberikan hasil penjual- 
annya untuk masjid lain atau penampungan 
lain. Sebab, tujuan dari orang wakaf adalah 
orang-orang bisa memanfaatkan barang wa- 
kaf dan supaya tidak diambil oleh orang-orang 
yang menang. 


BAGIAN DARI MASJID DIJADIKAN JALAN, 
DAN SEBALIKNYA 

Jika orang yang membangun—tanpa ada 
protes penduduk setempat—sebagian jalan 
untuk masjid karena masjid itu sempit dan ini 
tidak membahayakan orang-orang yang lewat, 
hukumnya boleh. Sebab, keduanya untuk umat 
Islam, demikian juga sebaliknya. Yaitu, men- 
jadikan bagian dari masjid untuk jalan, maka 
setiap orang boleh lewat di situ bahkan orang 
kafir, kecuali orang junub, orang haid, dan bi- 
natang. 

Pemimpin boleh menjadikan jalan untuk 
masjid bukan sebaliknya, karena shalat boleh 
di jalan sementara masjid tidak boleh dijadi- 
kan jalan. 


1. KONDISI-KONDISI PENGGANTIAN 
Penggantian menurut Hanafiyyah ada tiga 
macam. 
Pertama, orang yang wakaf mensyarat- 
kan untuk dirinya atau orang lain, atau dirinya 
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dan orang lain. Yakni, orang yang wakaf men- 
syaratkan dalam pewakafannya itu menggan- 
ti barang wakaf dengan tanah lain, atau dia 
mensyaratkan untuk menjualnya. Maka, peng- 
gantian itu boleh menurut pendapat yang sha- 
hih. Hasil penjualan dibelikan tanah lain jika 
dia menginginkan. Oleh karena itu, jika dia 
melakukan maka tanah kedua seperti tanah 
pertama dalam pensyaratannya. 

Kedua, orang yang wakaf tidak mensya- 
ratkannya. Yakni, dia mensyaratkan tidak ada 
penggantian atau dia diam. Namun, barang 
wakaf menjadi tidak bisa dimanfaatkan sama 
sekali, artinya tidak bisa didapatkan apa-apa 
dari barang wakaf itu, atau tidak terpenuhi 
pembiayaannya. Ini juga boleh menurut pen- 
dapat yang paling shahih, jika berdasarkan 
izin hakim. Pendapat hakim dalam hal ini ada- 
lah pertimbangan kemaslahatan di dalamnya. 

Ketiga, orang yang wakaf juga tidak men- 
syaratkannya. Namun, secara umum ada man- 
faat di dalamnya. Sementara, menggantinya 
adalah lebih baik dari segi hasil dan biaya. 
Menurut pendapat yang paling shahih dan 
terpilih tidak boleh diganti. 


2. SYARAT-SYARAT PENGGANTIAN 
Jika wakaf itu berupa pekarangan selain 

masjid, pendapat yang dipegang adalah ha- 

kim boleh menggantinya karena darurat tanpa 
melihat syarat orang yang wakaf. Penggantian 
ini dengan enam syarat: 

a. Barang yang diwakafkan tidak bisa diman- 
faatkan sama sekali. Artinya, menjadi ti- 
dak bermanfaat. 

b. Tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan 
untuk memperbaikinya. 

c. Penjualan itu tidak dengan penipuan yang 
keji. 

d. Hendaklah orang yang mengganti ada- 
lah hakim yang saleh. Yaitu, orang yang 
mempunyai ilmu dan amal, supaya peng- 
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gantian itu tidak menyebabkan batalnya 
wakaf-wakaf orang Muslim, sebagaimana 
yang biasa terjadi pada zaman akhir-akhir 
ini. 

e. Yang diganti adalah pekarangan bukan 
dirham dan dinar, supaya tidak dimakan 
oleh para pengawas. Sebab, sedikit sekali 
pengawas yang membelinya sebagai ganti. 
Sebagian ulama yang lain membolehkan 
penggantian dalam bentuk uang, selama 
yang mengganti adalah hakim saleh. 

f Hendaklah hakim tidak menjualnya kepa- 
da orang yang tidak diterima kesaksian- 
nya, tidak pula orang yang sedang mem- 
punyai utang, karena dikhawatirkan ada 
kecurigaan dan pilih kasih. 


Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi ma- 
ka penjualan wakaf menjadi batal bukan ru- 
sak. Jika penjualan penguasa sah, pewakafan 
barang yang dijual batal. Sementara, sisanya 
tetap seperti sedia kala. 

Ada empat masalah yang mana orang 
yang memperbaiki boleh mengganti tanahnya. 
Syarat itu adalah: 

Pertama, jika orang yang wakaf mensya- 
ratkannya. 

Kedua, jika barang wakaf di-ghashab dan 
dialiri air, sehingga menjadi laut. Dengan demi- 
kian, dia menanggung harganya, sementara pe- 
nanggung jawabnya membeli tanah pengganti. 

Ketiga, orang yang ghashab tidak meng- 
akui sementara dia tidak mempunyai bukti, 
dan dia ingin membayar harganya. Oleh karena 
itu, penanggung jawab wakaf itu boleh meng- 
ambilnya untuk dibelikan tanah pengganti. 

Keempat, jika ada orang yang ingin meng- 
ganti dengan barang yang lebih banyak hasil- 
nya dan lebih bagus tempatnya. Dengan demi- 
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kian, hal ini boleh berdasarkan pendapat Abu 
Yusuf dan ini dijadikan fatwa. 


3. MADZHAB MALIKIYYAH MENGENAI 

PENJUALAN BARANG WAKAF 

Malikiyyah menyebutkan"? bahwa wakaf di- 
lihat dari boleh tidaknya dijual ada tiga macam. 

Pertama, masjid. Masjid sama sekali tidak 
boleh dijual berdasarkan ijma ulama. 

Kedua, pekarangan. Pekarangan tidak bo- 
leh dijual meskipun rusak dan tidak boleh di- 
ganti dengan lainnya dari barang sejenis, seper- 
ti mengganti dengan sejenisnya yang tidak 
rusak. Reruntuhannya seperti batu dan kayu- 
kayu tidak boleh dijual, namun jika kesulitan 
mengembalikannya pada barang wakaf maka 
boleh dipindah ke tempat semacamnya. 

Penjualan pekarangan yang diwakafkan bo- 
leh dalam satu kasus. Yaitu, ia dibeli karena di- 
butuhkan untuk memperluas masjid atau jalan. 

Ketiga, barang dagangan dan hewan jika 
manfaatnya sudah hilang, seperti kuda sudah 
tua, pakaian sudah usang, di mana tidak bisa 
dimanfaatkan lagi, maka barang wakaf boleh 
dijual dan hasil penjualannya diberikan untuk 
barang yang sejenis. Jika hasil penjualan tidak 
cukup untuk membeli barang utuh (seperti 
barang wakaf), hasil penjualan itu digunakan 
untuk membeli satu bagian dari barang itu. Ba- 
rangsiapa mewakafkan binatang ternak untuk 
dimanfaatkan susu, bulu, wolnya maka anak- 
anak dari binatang itu seperti induk-induknya 
dalam wakaf. Kelebihan dari bobot anak-anak 
hewan yang jantan, anak-anak hewan betina 
yang sudah besar dijual dan diganti dengan 
betina kecil supaya kemanfaatannya utuh. 

Ini adalah ucapan Ibnul Oasim. Ibnul Ama- 
jisyun mengatakan sama sekali tidak boleh di- 
jual. 


410 Al-Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm 371: asy-Syarhush Shaghiir: IV/99, 101, 125-127: asy-Syarhul Kabiir: IV/90 dan seterusnya: al- 
Fawaakih ad-Dawaani 'alaa Risaalah Ibn Abi Zaid al-Gairawaani: hlm. 40. 
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Khilw (Sendiri). Berdasarkan apa yang di- 
tetapkan oleh Malikiyyah mengenai larangan 
penjualan wakaf dan reruntuhannya, kalau 
sudah rusak, apakah pengawas—jika wakaf 
rusak dan sulit untuk dikembalikan demi 
memperoleh hasil dan upah, di mana dia tidak 
menemukan apa yang bisa digunakan untuk 
memperbaikinya dari hasil wakaf itu, tidak 
juga dia mampu menyewa untuk dijadikan 
memperbaiki barang wakaf—boleh memberi 
izin pada orang di sekitarnya untuk memper- 
baikinya dengan cara membangun, menanam, 
dengan syarat bangunan atau tanaman itu 
untuk orang yang membangun atau yang me- 
nanam dengan kepemilikan sendiri yang bisa 
dijual dan diwariskan, sebab perbaikan adalah 
hak orang yang memilikinya. Kemudian tanah 
yang diwakafkan dijadikan tabungan yang di- 
berikan kepada orang-orang yang berhak atau 
untuk merawat masjid? 

Sebagian ulama—yaitu Syekh al-Khursyi 
—memfatwakan kebolehan hal itu. Hanafiy- 
yah"! membolehkannya. Inilah yang dinama- 
kan dengan khilw (sendiri). Ad-Dardir—pen- 
syarah matan al-Khalil—mengatakan bahwa 
ini adalah fatwa yang pasti batal, jauh sekali 
Malikiyyah mengatakan hal itu, sebab man- 
faat barang wakaf diwakafkan, tidak dimiliki 
dengan cara ini. 


4. MADZHAB SYAFI'IYYAH MENGENAI 
PENJUALAN BARANG WAKAF 
Syafi'iyyah mengatakan:? 

a. Jika masjid roboh, rusak, shalat di situ ter- 
putus (tidak digunakan salat lagi, penj.) 
dan pengembaliannya ke kondisi semula 
sulit, atau tidak bisa digunakan sama se- 
kali karena negeri itu porak poranda mi- 
salnya, masjid tidak menjadi milik siapa 
pun, dan tidak boleh dikelola sama sekali 


H1 Raddul Muhtaar: 111/428. 
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dengan bentuk jual beli, atau sebagainya. 
Sebab, kepemilikan yang telah hilang ka- 
rena menjadi hak Allah, maka kepemilikan 
itu tidak bisa kembali menjadi milik sese- 
orang karena adanya kerusakan. Sebagai- 
mana jika seseorang memerdekakan bu- 
dak kemudian sakit menahun, budak itu 
tidak lagi menjadi milik mantan tuannya. 
Pengelolaan hasil wakaf tersebut adalah 
dengan mewakafkannya pada masjid ter- 
dekat jika tidak bisa diharapkan pengem- 
balian masjid itu dalam fungsinya semula. 
Kalau tidak bisa maka disimpan. 

Jika masjid dikhawatirkan roboh, ma- 
ka dirobohkan sekalian, dan penguasa— 
dengan reruntuhan itu—membangun 
masjid lain, jika dia melihat hal itu baik. 
Jika tidak maka dia harus menyimpannya. 
Membangun masjid di dekat masjid lama 
adalah lebih baik, dan tidak boleh mem- 
bangun sumur di situ, sebagaimana dia 
tidak boleh membangun dari reruntuhan 
sumur yang roboh menjadi masjid. Namun 
sumur yang lain, demi menjaga tujuan 
orang yang wakaf sebisa mungkin. 

Kalau orang yang wakaf mewakafkan 
untuk jembatan, kemudian tebingnya ter- 
bakar dan membutuhkan jembatan lain 
maka boleh dipindahkan ke tempat yang 
membutuhkan. ja 

Hasil wakaf tanah perbatasan antara 
negara kita dengan negara kafir, jika aman 
maka bisa dijaga oleh pengawas wakaf, 
karena bisa dikembalikan menjadi tanah 
perbatasan. 2 

Kelebihan dari hasil masjid disimpan 
untuk hal-hal yang dibutuhkan demi per- 
baikannya dengan memperkirakan kero- 
bohannya. Sementara, sisanya dibelikan 
pekarangan dan diwakafkan. Sebab, itu le- 
bih menjaga barang wakaf itu. 


412 Al-Muhadzdzab: 1/445: Mughnil Muhtaaj: 11/392 dan seterusnya: Takmiilah al-Majmuu' XIV/612 dan seterusnya. 
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Perbaikan barang wakaf didahulukan 
daripada hak orang-orang yang menda- 
patkan wakaf, karena di dalamnya ada 
unsur penjagaan wakaf. 

Hasil barang wakaf diberikan kepada 
masjid sebagai wakaf mutlak atau untuk 
perbaikan masjid itu. Yaitu, untuk kemas- 
lahatan masjid seperti pembangunan, pe- 
ngapuran, tangga, payung untuk berteduh, 
sapu-sapu untuk menyapunya, dan alat 
penggaruk untuk memindah tanah dan 
gaji penanggung jawab bukan gaji mua- 
dzin, imam, upah pemagaran dan penge- 
cetan. Sebab, penanggung jawab menjaga 
perbaikan masjid berbeda dengan yang 
lain. Jika wakaf untuk kemaslahatan mas- 
jid maka hasilnya diberikan untuk orang- 
orang yang disebut, bukan penghiasan dan 
pengukiran. Bahkan, kalau dia mewakaf- 
kan untuk itu maka tidak sah. 

b. Pendapat yang paling shahih adalah ke- 
bolehan menjual pagar masjid yang di- 
wakafkan jika pagar itu rusak, demikian 
juga batangnya jika telah pecah dan tidak 
layak kecuali dibakar, supaya tidak sia-sia 
dan tempat dalam masjid menjadi sempit 
tanpa faedah. Sedikit dari harga pagar 
yang kembali kepada wakaf adalah lebih 
baik daripada penyia-nyiannya. Penghi- 
langannya tidak masuk dalam maksud 
penjualan barang wakaf, sebab ia masuk 
dalam hukum barang yang tidak ada. Hasil 
penjualan diberikan untuk kemaslahatan 
masjid. Jika barang-barang itu pantas 
untuk diperlakukan selain dibakar seperti 
papan dan pintunya bisa dipakai maka 
sama sekali tidak boleh dijual. 


Pendapat yang paling shahih adalah boleh 
menjual kurma wakaf yang sudah kering jika 
batangnya tidak mungkin untuk dimanfaatkan 
dengan cara menyewakan dan sebagainya, juga 
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hewan yang sudah tua. Sebab, apa yang tidak 
bisa diharapkan manfaatnya maka menjualnya 
lebih baik daripada membiarkannya, berbeda 
dengan masjid. Masjid tidak mungkin diguna- 
kan untuk shalat ketika ia rusak. Sementara, 
tempatnya mungkin diperbaiki kemudian di- 
jadikan tempat shalat. 

Harga barang yang dijual mempunyai hu- 
kum seperti harga yang ada pada wakaf yang 
rusak atau yang akhirnya terputus. Yakni, di- 
berikan kepada orang-orang yang paling de- 
kat pada orang yang wakaf. Jika mereka tidak 
ada maka diberikan kepada orang-orang fa- 
kir, miskin, atau kemaslahatan orang-orang 
Muslim. 

Jika memungkinkan untuk memanfaatkan 
batang pohon wakaf yang kering dengan me- 
nyewakannya dan sebagainya, wakaf tidak 
terputus menurut madzhab Syafi'i. Demi meng- 
abadikan wakaf pada barang itu, ia tidak dijual 
dan tidak dihibahkan karena hadits yang telah 
lewat dari Umar di awal pembahasan wakaf. Ke- 
simpulannya, bahwa Syafi'iyyah secara umum 
dan Malikiyyah berpendapat yang paling keras 
mengenai ketidakbolehan penjualan wakaf. 


5. MADZHAB HANABILAH 

a. Jika wakaf roboh dan manfaatnya hilang, 
seperti rumah yang roboh atau tanah ru- 
sak dan kembali mati (tidak bisa digarap) 
dan tidak mungkin diperbaiki, atau masjid 
sudah ditinggalkan oleh penduduk desa 
dan menjadi tempat yang tidak diguna- 
kan untuk shalat atau sudah sempit me- 
nampung warga dan tidak mungkin diper- 
luas, atau semuanya sudah tercerai berai 
dan tidak mungkin diperbaiki tidak pula 
sebagian dari barang wakaf tersebut ke- 
cuali dengan menjual sebagian maka yang 
sebagian itu boleh dijual untuk perbaik- 
an bagian yang lain. Jika tidak mungkin 
mengambil manfaat sedikit pun dari ba- 
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rang wakaf maka semua barang wakaf itu 
dijual. 

Mereka mengambil dalil dari hadits 
berikut. 
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“Bahwasanya Umar menulis surat ke- 
pada Sa'ad—tatkala sampai kepada Umar 
berita bahwa Sa'ad melubangi Baitul Mal 
di Kufah—isi suratnya, Pindahkan masjid 
yang terletak di Tamarin itu. Jadikan Baitul 
Mal ada di arah kiblat masjid. Sesungguh- 
nya di masjid itu masih ada orang yang 
shalat.” 


Kejadian ini diketahui oleh para saha- 
bat. Tidak ada yang menentang. Oleh ka- 
rena itu, ini menjadi ijma. Juga, karena 
peristiwa itu menunjukkan upaya peng- 
abadian wakaf secara substansial, ketika 
tidak bisa diabadikan secara formal. Maka 
boleh dijual. 

Jika wakaf dijual maka apa pun yang di- 
belikan dengan harga penjualannya dan 
bisa dikembalikan kepada penerima wa- 
kaf hukumnya boleh, baik itu dari jenis ba- 
rang wakaf atau jenis lain. Sebab, maksud- 
nya adalah manfaat bukan jenis, namun 
manfaat barang wakaf diberikan untuk 
kemaslahatan yang menjadi prioritas. 
Sebab, tidak boleh mengubah penerima 
wakaf sementara ada kemungkinan untuk 
menjaganya. Sebagaimana, tidak boleh 
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mengubah wakaf dengan dijual sementa- 
ra ada kemungkinan untuk memanfaat- 
kannya. 

Jika harga kuda wakaf tidak cukup untuk 
membeli kuda lain yang bisa digunakan 
untuk membeli kuda, sebagian dari harga 
jual itu dibentukkan barang. Sebab, mak- 
sud dari wakaf adalah melanggengkan 
manfaat wakaf yang mungkin untuk di- 
langgengkan, dan menjaganya dari penyia- 
nyiaan. Tidak ada jalan untuk penjagaan 
ini kecuali dengan cara ini. 

Jika kemaslahatan wakaf secara umum 
tidak rusak, namun sedikit yang tidak ber- 
fungsi, sementara yang lain adalah lebih 
bermanfaat dan lebih banyak faedahnya 
pada penerima wakaf maka tidak boleh 
dijual. Sebab, hukum asalnya adalah keha- 
raman penjualan wakaf. Wakaf boleh di- 
jual hanya karena darurat, demi menjaga 
tujuan wakaf dari penyia-nyiaan, semen- 
tara ada kemungkinan memperoleh tu- 
juan itu, juga memanfaatkannya. Kecuali 
jika manfaat yang sedikit ini sampai pada 
batas tidak bisa disebut manfaat. Maka, 
keberadaan manfaat seperti tidak ada. 
Tidak boleh memindahkan masjid, meng- 
ganti atau menjual halamannya, menja- 
dikannya tempat perairan, kedai-kedai 
kecuali jika sulit untuk memanfaatkannya 
dalam tujuan semula. 

Tidak boleh menanam satu pohon se- 
perti kurma dan lainnya di dalam masjid 
setelah ia menjadi masjid. Ahmad menga- 
takan, “Aku tidak suka makan dari kurma 
itu. Kalau pemimpin mencabutnya maka 
boleh. Sebab, masjid tidak dibangun un- 
tuk ini. Ia dibangun untuk dzikir kepada 
Allah, shalat, dan membaca Al-Our'an. 
Dan, karena pohon bisa mengganggu mas- 
jid, menghalangi orang-orang yang shalat 
untuk shalat di dalam masjid. Daun-daun 
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pohon dan buahnya akan jatuh di dalam- 
nya, burung-burung pipit akan hinggap 
di situ, kencing di dalam masjid, kadang- 
kadang anak-anak melempar buahnya de- 
ngan batu.” 

Adapun jika pohon kurma itu di sua- 
tu tanah kemudian pemiliknya menjadi- 
kannya masjid, sementara pohon kurma 
itu tetap di situ maka tidak apa-apa. 

f. Pagar masjid yang berlebih, juga hiasan- 
nya, padahal tidak dibutuhkan maka bo- 
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ganti barang wakaf. Pengadilan mempunyai 
hak untuk membelanjakannya demi pemba- 
ngunan barang baru yang bisa dieksploitasi. 

Pengadilan—sampai batas waktu yang me- 
mungkinkan—berhak memberikan izin untuk 
investasi harta-harta pengganti dengan cara 
apa pun dari cara-cara investasi yang boleh 
menurut syara". Sebagaimana, pengadilan ber- 
hak memberikan izin pembiayaannya untuk 
perbaikan barang wakaf, tanpa mencabut 
penghasilannya. 


Jika harta-harta ini kecil dan tidak bisa 
diinvestasikan, juga tidak membutuhkan pem- 
biayaan untuk perbaikan wakaf itu, ia diang- 
gap seperti penghasilan wakaf dan diberikan 
kepada penerimanya. 

Di Syria ada undang-undang nomor 104 
tertanggal 19 Maret 1960 yang menerangkan 
kebolehan mengganti sebagian pekarangan 
(yang disewakan dalam jangka panjang) dan 
undang-undang nomor 163 tertanggal 27 Sep- 
tember 1958 untuk penggantian pekarangan- 
pekarangan wakaf yang ditentukan sebagai 
hak keputusan dengan sewa jangka panjang, 

seperti mirshad, al-Hukur, al-Kadik, al-Muga- 
tha'ah, al-Ijaratain, al-Gamish, Masydul Masa- 
kah, al-Kardar, al-Gimah.8 


leh dijadikan (dipindahkan) di masjid lain, 
atau disedekahkan kepada orang-orang 
fakir tetangga masjid dan sebagainya. De- 
mikian juga jika ada kelebihan dari tiang 
atau sedikit dari reruntuhannya. 


SIKAP UNDANG-UNDANG TERHADAP 
PENGGANTIAN WAKAF 


Undang-undang Mesir nomor 48 tahun 
1946 pasal 14 menyatakan tentang nasib har- 
ta-harta pengganti: 

Pengadilan—berdasarkan permintaan orang 
yang berkepentingan—boleh membeli dengan 
harta pengganti yang disimpan di kas pengadil- 
an—pekarangan atau barang bergerak sebagai 


413 Al-Mirshad: pada mulanya adalah utang wakaf milik piutang investor dengan penggantian manfaat dari barang wakaf berdasarkan 


izin penanggung jawab perbaikannya, ketika tidak ada hasil dari wakaf. Kemudian barang wakaf itu disewakan dengan sewa yang 
rendah, sebab investor itu mempunyai piutang atas barang wakaf (Raddul Muhtaar : 111/436). 

Haggul Hukur atau al-Mugatha'ah: Hak keputusan mengenai tanah wakaf dengan sewa jangka panjang yang dilaksanakan 
berdasarkan izin dari hakim, di mana orang yang menimbun wakaf membayar sejumlah uang yang mendekati harga tanah wakaf. 
Kemudian sejumlah uang lain yang kecil yang diberikan oleh orang yang menimbun itu atau orang yang mendapatkan peralihan 
selama setahun kepada pihak penerima wakaf dengan syarat orang yang menimbun mempunyai hak menanam, membangun, dan 
semua hal-hal bermanfaat (Raddul Muhtaar: 111/428). 

Al-Kadik: kata yang berasal dari bahasa Turki, disebutkan untuk sesuatu yang permanen dalam kedai-kedai wakaf dan 
bersambung dengan keputusan dan keberlangsungan, karena hubungan yang kuat dengan pekerjaan yang berlaku di pekarangan 
ini. Berlaku dalam kebiasaan bahwa penyewa pekarangan wakaf membangun al-Kadik dalam pekarangan itu dari hartanya 
sendiri, sesuai dengan kebutuhannya dengan izin penanggung jawab wakaf (Raddul Muhtaar: IV/17). Kadang-kadang, al-Kadik 
dinamakan dengan tempat tinggal di kedai, sebagaimana Kardaar (gubuk) di areal pertanian. 

Haggul Ijaratain: akad sewa jangka panjang dengan izin hakim syar'i atas pekarangan wakaf yang telah lemah (kurang 
berfungsi), di mana hasil barang wakaf tidak mampu untuk digunakan mengembalikan keadaan barang wakaf itu seperti sedia 
kala, yakni perbaikannya, dengan sewa yang didahulukan yang nilainya mendekati harga wakaf dan diambil untuk perbaikan 
wakaf itu. Juga dengan sewa yang diakhirkan, namun sedikit selama bertahun-tahun dan diperbaharui, diberikan tiap tahun. Ini 
sebagai jalan keluar karena ketidakbolehan menjual wakaf atau menyewakannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hal ini 
dinamakan dengan Ijaratain (dua sewa). 

Al-Gamish: Hak tinggal orang yang menyewa rumah penggilingan yang diwakafkan, karena di dalamnya ada alat-alat giling 
dan sebagainya. 
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I. WAKAF KETIKA SAKIT KERAS (SAKIT 
YANG MENYEBABKAN MATI) 


Dalam pembahasan syarat-syarat wakaf, 
saya telah menjelaskan bahwa orang yang wa- 
kaf disyaratkan mempunyai hak untuk berse- 
dekah sunnah, yakni dia tidak terhalang untuk 
mengelola harta, dia juga pemilik yang pasti 
terhadap barang itu pada waktu wakaf, mes- 
kipun karena alasan kepemilikan yang fasid 
(rusak menurut syara) menurut Hanafiyyah. 
Berdasarkan hal itu, Hanafiyyah memerinci: 
wakaf barang yang dimiliki atau dimiliki ber- 
sama (syuf'ah) adalah batal, meskipun orang 
yang wakaf menjadikannya masjid. Wakaf 
orang yang sakit di mana utangnya sebanyak 
hartanya juga batal, berbeda dengan orang 
yang sehat. Artinya, wakaf orang sakit yang 
berutang di mana utangnya sebesar hartanya 
adalah batal. Hartanya dijual, sedang wakaf- 
nya dibatalkan sebagaimana wakaf orang yang 
menggadaikan yang tidak mampu membayar 
juga batal. 

Jika utang itu tidak sebesar harta orang 
yang wakaf maka sah wakafnya. Wakaf pada 
saat sakit keras dianggap seperti hibah. Dilak- 
sanakan seperti wasiat, yakni sepertiga dari 
hartnya. Jika lebih dari sepertiga atau ahli wa- 
risnya mengizinkan maka semuanya dilaksa- 
nakan, kalau tidak maka yang lebih dari seper- 
tiga batal. Jika sebagian orang membolehkan, 
wakaf boleh sesuai dengan ukurannya. 

Kesimpulannya bahwa keadaan tidak sakit 
bukanlah syarat sah wakaf. Orang yang wakaf 
dalam keadaan sakit menurut Abu Hanifah bo- 
leh, dan yang dianggap adalah sepertiga dari 
hartanya. Ini dalam posisi wasiat setelah me- 
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ninggal, supaya orang yang sakit tidak dituduh 
menyakiti ahli waris atau orang-orang yang 
mengutanginya. Adapun menurut dua murid 
Abu Hanifah, wakaf boleh dalam keadaan se- 
hat maupun sakit. 

Perbedaan pendapat ini bercabang: bah- 
wasanya menurut pendapat Imam Abu Hani- 
fah wakaf tidak terjadi, kepemilikan sesuatu 
tidak hilang dari orang yang wakaf kecuali jika 
dia menambahkannya pada keadaan setelah 
mati atau dihukumi oleh penguasa. Menurut 
dua orang muridnya, kepemilikan hilang tanpa 
ada tambahan. 

Berdasarkan pendapat Abu Hanifah, kalau 
orang yang sakit keras mewakafkan kepada 
sebagian ahli warisnya, sementara yang lain ti- 
dak mengizinkan maka wakaf pada dasarnya 
tidak batal. Wakaf batal jika menjadikan hasil 
wakaf hanya kepada sebagian ahli waris, bu- 
kan sebagian yang lain. Oleh karena itu, diberi- 
kan sesuai dengan bagian warisan dari orang 
yang wakaf, selama orang yang mendapatkan 
wakaf masih hidup. Kemudian setelah mati di- 
berikan kepada orang yang disyaratkan oleh 
orang yang wakaf. Sebab, itu adalah wasiat 
yang kembali kepada orang-orang fakir dan 
bukan wasiat kepada ahli waris yang batal un- 
tuk dikembalikan. 

Pendapat mayoritas ulama"" yang me- 
ngatakan keharusan terjadinya wakaf sesuai 
dengan pendapat Abu Hanifah, di mana wakaf 
pada saat sakit keras ada dalam posisi wasiat 
dalam hal perlu memerhatikan sepertiga harta 
orang tersebut. Sebab, ini adalah sedekah sun- 
nah. Oleh karena itu, dalam keadaan sakit ke- 
ras sepertiga harta diperhatikan, sebagaimana 


Masydul Masakah: hak tinggal orang yang menyewa tanah wakaf karena dia harus mengurus pembajakan tanah dan 
pupuknya. Sebab, berbahaya jika dia dikeluarkan dari situ (Raddul Muhtaar: IV/18). 

Al-Gimah: hak tinggal bagi orang yang menyewa kebun wakaf, sebab dia mempunyai pokok-pokok tanaman yang selalu ada 
seperti biji bawang putih, atau untuk memperbaiki dinding yang melingkarinya yang dia bangun (al-Madkhal li Nazhariyyah al- 
Iltizaam lil Ustadz az-Zarga' : hlm. 40-45). : 

414. Al-Mughnii: V/571-574: asy-Syarhush Shaghiir: IV/107, 110 dan seterusnya, asy-Syarhul Kabiir: IV/78, Kasysyaaful @inaa': IV/278, 
Mugnil Muhtaaj: 11/377. 
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memerdekakan budak dan hibah. Jika kurang 
dari sepertiga maka dilaksanakan tanpa kere- 
laan ahli waris dan wakaf terjadi. Sedang se- 
lebihnya (lebih dari sepertiga), maka wakaf 
hanya terjadi untuk yang sepertiga. Sedang 
sisanya menjadi wakaf sesuai dengan izin ahli 
waris. Sebab, hak ahli waris terkait dengan 
harta karena sakitnya orang tersebut. Oleh ka- 
rena itu, sedekah sunnah dilarang lebih dari 
sepertiga, sebagaimana pemberian (hibah) 
dan memerdekakan budak. 

Menurut mayoritas ulama juga tidak bo- 
leh wakaf pada saat sakit keras kepada seba- 
gian ahli waris. Maka, jika dia wakaf, keabsah- 
an wakaf itu bergantung pada izin ahli waris 
yang lain. Sebab, itu adalah pengkhususan 
pada sebagian ahli waris dengan hartanya 
pada saat dia sakit. Oleh karena itu, dilarang 
sebagaimana hibah. Juga, karena alasan bahwa 
setiap orang yang tidak berhak melakukan wa- 
siat dengan hartanya, maka tidak boleh pula 
berwasiat dengan manfaat barang itu, sebagai- 
mana orang asing dalam hal pemberian lebih 
dari sepertiga. 

Ungkapan Malikiyyah dalam hal ini: wakaf 
batal pada ahli waris karena dia sakit keras, 
meskipun sepertiga. Sebab, wakaf pada saat 
sakit adalah seperti wasiat dan tidak ada wasi- 
at bagi ahli waris. Jika wakaf pada saat sakit bu- 
kan untuk ahli waris namun untuk orang lain, 
wakaf dilaksanakan sebagaimana sedekah-se- 
dekah sunnah yang lain yaitu sepertiga. Jika 
sepertiga maka sah, jika tidak maka tidak sah, 
kecuali yang sepertiga itu. 

Malikiyyah mengecualikan wakaf bertu- 
rut-turut, baik wakaf itu mempunyai hasil atau 
tidak. Wakaf tersebut adalah wakaf orang sa- 
kit kepada anak-anaknya, keturunannya, dan 
orang sesudahnya. Jika masih dalam sepertiga 


415 
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maka sah. Hukumnya dalam pembagian ada- 
lah seperti warisan untuk ahli waris, namun 
bukan warisan sebenarnya. Sebab, ia tidak 
bisa dijual, tidak bisa dihibahkan. Oleh karena 
itu, laki-laki mendapatkan dua bagian perem- 
puan. Meskipun orang yang wakaf mensya- 
ratkan pembagian sama antara keduanya. Se- 
mentara itu, istri mendapatkan seperdelapan 
dari bagian anak-anak dan ibu mendapatkan 
seperenam. 

Kesimpulan: bahwa wakaf orang sakit pas- 
ti berlangsung, tidak boleh dicabut, menurut 
pendapat mayoritas, dan batal menurut Ma- 
likiyyah, sebab itu adalah wasiat untuk ahli 
waris. 5 


J. PENGAWAS BARANG WAKAF 
(KETENTUAN, SYARAT-SYARAT, TUGAS, 
DAN PEMECATANNYA) 

1. PENENTUAN PENGAWAS 
Berdasarkan kesepakatan ulama," orang 

yang wakaf absah untuk menjadikan pengua- 

saan dan pengawasan wakaf pada dirinya sen- 
diri atau orang yang mendapatkan wakaf, atau 
selain keduanya. Adakalanya dengan penun- 
jukan, seperti si Fulan. Atau, berdasarkan kri- 
teria seperti orang yang paling dewasa, paling 
alim, paling tua, atau orang yang mempunyai 
kriteria begini. Oleh karena itu, siapa pun yang 
memenuhi syarat tersebut maka berhak meng- 
awasi berdasarkan syarat tersebut. Dalam ka- 
sus wakaf Ali, ada syarat pengawasan pada 
anaknya Hasan kemudian anaknya Husein. 
Syarat orang wakaf harus diikuti, yakni 
dalam hal penunjukan pengawas. Jika orang 
yang wakaf tidak mensyaratkan pengawasan 
pada siapa pun maka pengawasan menjadi 
hak hakim menurut pendapat Malikiyyah, ju- 


Muhtaaj: 11/393: Kasysyaaful Ginaa' IV/293, 297, 298, dan seterusnya, asy-Syarhul Kabiir: IV/88. 
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ga menurut pendapat madzhab Syafi'iyyah. 
Sebab, hakim mempunyai hak pengawasan 
umum. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk 
mengawasi, juga karena kepemilikan wakaf 
menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah 
adalah milik Allah. 

Hanabilah mengatakan, pengawasan pada 
saat itu menjadi hak penerima wakaf jika pe- 
nerima wakaf itu adalah manusia tertentu se- 
perti Zaid. Masing-masing mendapatkan bagi- 
an jika orang yang mendapatkan wakaf adalah 
sekelompok orang yang terbatas, seperti anak- 
anaknya, anak-anak Zaid baik dia adil atau fa- 
sig, sebab itu adalah miliknya dan penghasilan 
wakaf. Pengawasan menjadi hak penguasa atau 
wakilnya jika orang yang mendapatkan wakaf 
tidak terbatas seperti wakaf pada pihak yang 
tidak bisa dihitung seperti orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, para ulama dan pejuang. 
Atau wakaf pada masjid, madrasah, penam- 
pungan, jembatan, perairan, dan sebagainya. 
Sebab, ia tidak mempunyai pemilik tertentu. 

Hanafiyyah mengatakan, kekuasaan ter- 
hadap wakaf adalah hak orang yang wakaf, 
baik dia mensyaratkannya untuk dirinya atau 
tidak mensyaratkannya pada siapa pun, me- 
nurut pendapat madzhab yang benar. Kemu- 
dian beralih kepada orang yang mendapatkan 
wasiat jika ada. Jika tidak ada maka menjadi 
hak penguasa. 

Pengawas berbilang hukumnya boleh. Pa- 
sal 48 undang-undang wakaf Mesir menyata- 
kan bahwasanya pengadilan tidak boleh 
membentuk pengawas lebih dari satu kecuali 
demi kemaslahatan. 

Hanabilah mengatakan, jika pengawas ber- 
bilang sementara keduanya mempunyai hak 
pengawasan sama-sama maka salah satu dari 
keduanya tidak boleh bertindak terlepas dari 
yang lain, demi mengamalkan syarat orang 
yang wakaf. 


M7. Jpia. 
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2. SYARAT PENGAWAS 
Syarat pengawas adalah hal-hal sebagai 

berikut.” 

a. Keadilan (sifat adil) yang tampak. Meski- 
pun, wakaf diberikan kepada orang-orang 
tertentu yang sudah dewasa. Sebab, peng- 
awasan adalah kekuasaan, sebagaimana 
orang yang mendapatkan wasiat dan 
orang yang bertanggung jawab. Keadilan 
adalah konsistensi pada hal-hal yang di- 
perintahkan, menjauhi hal-hal yang dila- 
rang secara syar'i. Ini adalah syarat ma- 
yoritas ulama. Hanabilah mengatakan ke- 
adilan tidak disyaratkan. Pengawas yang 
fasig bisa dibantu oleh pengawas yang 
adil, sebagaimana pengawas yang lemah 
dibantu oleh pengawas yang kuat. 

b. Kecakapan: ini adalah kekuatan diri, ke- 
mampuan untuk mengelola apa yang men- 
jadi pengawasannya. Kriteria kecakapan 
tidak memerlukan petunjuk pengelolaan 
barang wakaf. Kecakapan menghendaki 
adanya sifat mukallaf yaitu baligh dan 
berakal. Pengawas tidak disyaratkan laki- 
laki, sebab Umar memberi wasiat kepada 
Hafshah. 

Jika keadilan dan kecakapan tidak ter- 
penuhi maka penguasa mencabut wakaf 
dari orang tersebut. Bahkan, meskipun 
orang yang wakaf adalah pengawas itu 
sendiri. Jika penghalang sudah hilang ma- 
ka pengawasan kembali lagi kepadanya, 
menurut kalangan Syafi'iyyah. Ini jika 
memang disyaratkan dalam wakaf, dinya- 
takan dengan tegas. 

c. Islam. Ini jika orang yang mendapatkan 
wakaf Muslim, atau pihak yang menda- 
patkan wakaf seperti masjid dan sebagai- 
nya, karena firman Allah SWT, 
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PLAN Si an Jab 





“Allah tidak akan memberi jalan 
kepada orang kafir untuk mengalahkan 
orang-orang beriman.” (an-Nisaa': 141) 


Jika wakaf kepada orang kafir tertentu 
maka syarat pengawasan boleh kepada orang 
kafir. Inilah yang disebutkan oleh Hanabilah. 
Hanafiyyah tidak mensyaratkan Islam dalam 
pengawas. 


3. TUGAS PENGAWAS 

Tugas pengawas ketika mendapatkan 
mandat"? adalah menjaga wakaf, perbaikan- 
nya, sewanya, penanamannya dan pembelaan 
terhadapnya, perolehan hasil dari penyewaan, 
tanaman, buah, pembagian hasil itu kepada 
orang-orang yang berhak, menjaga pokok 
wakaf, dan hasil-hasilnya dengan hati-hati. 
Sebab, semua itu adalah perjanjiannya (ko- 
mitmennya). Dia juga harus berusaha untuk 
mengembangkan barang wakaf, menyerahkan- 
nya kepada pihak-pihak terkait, berupa per- 
baikan terhadap wakaf itu, perawatan, pembe- 
rian pada yang berhak. Ucapan pengawas (da- 
lam suatu sengketa misalnya) diterima dalam 
hal-hal yang telah disebutkan jika dia sukarela 
menjadi pengawas. Jika tidak, menurut Hana- 
bilah ucapannya tidak bisa diterima kecuali 
dengan bukti. Jika pengawas dibatasi dengan 
beberapa hal yang telah disebutkan di atas 
maka dia menjadi terbatas. 

Jika pengawas selama perbaikan barang 
wakaf bekerja, dia boleh mengambil—seba- 
gaimana dijelaskan oleh Hanafiyyah”—upah 
setimpal. Mereka juga menyebutkan bahwasa- 
nya syarat orang yang wakaf diperhatikan da- 
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lam hal penyewaan barang wakaf itu dan lain- 


. nya. Sebab, syarat orang wakaf adalah seperti 


nash syar'i. Penanggung jawab wakaf tidak 
boleh menambah masa pengawasan. Penam- 
bahan hanya hak hakim, sebab dia mempu- 
nyai kekuasaan pengawasan kepada orang 
fakir, orang yang tidak ada, dan orang mati. 
Kalau orang yang wakaf mengabaikan masa 
penyewaan maka ada riwayat dari Hanafiyyah 
bahwa penambahan itu diserahkan kepada 
penanggung jawab. Ada riwayat dibatasi satu 
tahun. 

Penyewaan dalam jangka waktu yang 
lama. Menurut Hanafiyyah, masalah ini di- 
fatwakan selama setahun untuk rumah dan 
tiga tahun untuk tanah. Kecuali jika kemasla- 
hatan menunjukkan yang berbeda dengan 
itu, sesuai waktu dan tempat. Ini adalah hal 
yang berbeda menurut perbedaan tempat dan 
waktu. Fatwa mereka adalah batalnya sewa 
dalam jangka waktu lama untuk wakaf, tanah 
anak yatim, tanah Baitul mal meskipun dengan 
akad yang berturut-turut. Setiap akad harus 
satu tahun, supaya terealisasi pelarangannya. 
Yakni, panjangnya masa penyewaan menye- 
babkan batalnya wakaf. Namun, ini jika tidak 
ada hajat. Jika ada hajat pembangunan wakaf 
dengan mempercepat sewa tahun-tahun be- 
rikutnya, larangan yang dibayangkan itu men- 
jadi hilang ketika adanya bahaya yang nyata. 

Tersebut dalam fatwa Bazzazi, jika hal itu 
dibutuhkan maka pengawas bisa membuat 
akad-akad yang berurutan. Mengenai masalah 
rumah, setiap akad satu tahun dengan harga 
sekian, untuk tanah setiap akad tiga tahun 
yakni dia mengatakan, “Aku sewakan rumah 
ini tahun 49 dengan harga sekian..., dan aku 
sewakan rumah itu kepadamu tahun 50 de- 
ngan harga sekian..., aku sewakan rumah itu 
kepadamu tahun 51 dengan harga sekian...., 


Mughnil Muhtaaj, Kasysyaaful Ginaa', loc.cit.: asy-Syarhul Kabiir ma'a Haasyiyah ad-Dasuugi: IV/89. 


419. Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar : 111/414 dan seterusnya, 434-440. 
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demikianlah sampai sempurna masa penye- 
waan. Akad pertama sifatnya harus. Sedang 
yang lain, ditambahkan pada keadaan masa 
akan datang. Pendapat yang shahih adalah 
bahwa sewa tambahan juga harus. Pada saat 
itu diambil riwayat bahwa sewa akan dimiliki, 
karena kebutuhan sewa tambahan pada pen- 
syaratan ta'jil (percepatan sewa). | 

Barang wakaf disewakan dengan sewa 
rata-rata. Oleh karena itu, tidak boleh sewa mi- 
nimal yang mengandung penipuan yang keji. 
Penipuan kecil (penipuan yang dilakukan oleh 
orang-orang, artinya apa yang mereka terima/ 
lakukan sedang mereka tidak menganggapnya 
penipuan). Kalau pengawas menjadikan harga 
sewa murah setelah akad berlangsung, akad 
tersebut tidak menjadi batal jika orang yang 
menyewa meminta pembatalan akad tersebut. 
Karena, pasti ada kerugian pada barang wakaf 
(kalau pembatalan itu dikabulkan). Jika harga 
sewa setelah akad bertambah dari harga sewa 
rata-rata, akad tersebut diperbaharui dengan 
sewa tambahan. Ibnu Abdin mengatakan pen- 
dapat yang benar bahwa penyewa yang me- 
nerima tambahan harga tidak memerlukan 
pembaruan akad. 

Penyewa pertama lebih berhak daripada 
yang lain, jika dia menerima tambahan. 

Orang yang mendapatkan wakaf berupa 
hasil wakaf atau hak tinggal, meskipun dia 
mu'ayyan (tertentu), orang itu tidak memiliki 
hak penyewaan atau pengakuan jika barang 
wakaf tersebut di-ghashab darinya. Kecuali 
jika melalui penguasaan atau izin dari hakim 
untuk memberikan pengakuan dan hak penye- 
waan. Sebab, haknya adalah dalam hasil wakaf 
bukan dalam barang wakaf. 

Jika penanggung jawab wakaf menyewa- 
kan bukan dengan sewa rata-rata maka orang 
yang menyewa—bukan penanggungjawab wa- 
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kaf itu—harus menyempurnakan harga sewa 
rata-rata. 

Manfaat dari pekarangan wakaf yang di- 
ghashab harus ditanggung jika orang yang 
meng-ghashab menjadikannya tidak berguna 
dan dia tidak mengambil manfaat dari barang 
itu atau dia merusaknya. Sebagaimana kalau 
seseorang tinggal tanpa izin, atau penanggung 
jawab menyuruh tinggal tanpa sewa dan orang 
yang tinggal harus membayar sewa rata-rata, 
meskipun pekarangan itu tidak disiapkan un- 
tuk dieskploitasi. Ini demi menjaga barang 
wakaf. Semisal dengan itu adalah kemanfaatan 
harta anak yatim. 

Dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh 
ulama maka semua yang lebih bermanfaat un- 
tuk wakaf dijadikan fatwa. Ketika harga wakaf 
habis karena pekarangan di-ghashab dan di- 
alirkan air ke pekarangan itu sehingga menjadi 
laut yang tidak bisa ditanami, maka pengawas 
membeli pekarangan lain. Dengan demikian, 
pekarangan itu menjadi wakaf pengganti yang 
pertama. 

Madzhab Malikiyyah:”? pengawas boleh 
menyewakan wakaf setahun dan dua tahun 
jika itu berupa tanah pada orang tertentu se- 
perti Zaid atau Umar. Jika wakaf itu bukan un- 
tuk orang tertentu, yakni kepada orang-orang 
fakir, ulama atau yang lain, maka pengawas 
bisa menyewakan untuk empat tahun tidak 
boleh lebih. Penyewaan boleh selama sepuluh 
tahun bagi orang yang mana wakaf kembali 
kepadanya. Seperti orang mewakafkan tanah 
pada Zaid, kemudian setelah itu tanah kembali 
kepada Amr baik dalam bentuk kepemilikan 
atau wakaf, maka Zaid boleh menyewakannya 
kepada Amr selama sepuluh tahun. 

Penyewaan boleh dilakukan karena keha- 
rusan perbaikan wakaf yang rusak selama em- 
pat puluh tahun atau lima puluh tahun, tidak 
boleh lebih. 


420. Asy-Syarhush Shaghiir: IV/133-137: asy-Syarhul Kabiir: IV/88 dan seterusnya. 
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Penyewaan adalah dengan harga sewa ra- 
ta-rata. Jika kurang dari harga sewa rata-rata 
maka akad yang mencakup harga sewa terse- 
but menjadi batal, dan penambahan diterima 
pada akad-akad yang lain. 

Pengawas tidak boleh membagi harga 
sewa wakaf pada orang-orang yang berhak 
mendapatkan wakaf, kecuali untuk masa yang 
telah lewat. Jika pengawas tergesa-gesa meng- 
ambil upah untuk tempo akan datang, dia tidak 
boleh membagikan upah tersebut untuk para 
penerima wakaf yang ada sekarang, karena 
ada kemungkinan orang yang telah mengam- 
bil akan mati. Dengan demikian, hal itu me- 
nyebabkan terjadinya pemberian hasil wakaf 
pada orang yang tidak berhak dan terhalang- 
nya orang lain yang berhak. 

Jika wakaf diwakafkan kepada orang- 
orang tertentu seperti si fulan, pengawas mem- 
berikan sama pada mereka dan tidak mele- 
bihkan satu dari yang lain. 

Adapun jika wakaf diberikan pada orang- 
orang yang tidak tertentu seperti orang-orang 
fakir, para musafir, dan ahli ilmu, atau untuk 
kaum dan orang-orang sesudah mereka, sau- 
dara-saudaranya, atau anak-anak pamannya, 
pengawas boleh berijtihad dalam memberikan 
hasil wakaf dan manfaat hunian sesuai dengan 
kondisi orang yang membutuhkan atau ke- 
luarga. 

Penghuni rumah wakaf tidak boleh dike- 
luarkan dari situ karena dia memenuhi kri- 
teria hak mendapatkannya. Meskipun dia ti- 
dak membutuhkan, kecuali karena syarat dari 
orang yang wakaf. Seperti dia mengatakan, 
“Selama orang yang berhak mendapatkan hak 


tinggal itu masih berstatus fakir atau mem- 


butuhkan,” atau di sana ada adat kebiasaan 
atau indikasi yang membolehkan. 

Jika orang yang mendapatkan wakaf mem- 
bangun bangunan pada barang wakaf atau 


“21. Mughnil Muhtaaj: 11/395. 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


menanam pohon dalam tanah wakaf, jika 
orang itu meninggal namun tidak menjelaskan 
bahwa itu wakaf atau milik pribadi maka 
pohon itu menjadi wakaf. Ahli waris sama se- 
kali tidak mempunyai hak di dalamnya. Jika 
dia menjelaskan bahwa pohon itu miliknya 
maka itu hak ahli warisnya. Dengan demikian, 
ahli warisnya itu diperintahkan untuk men- 
cabutnya atau mengambil harga dari barang 
itu dengan tetap mencabutnya. Kalau tidak 
mau maka akan menjadi barang wakaf dan 
ahli waris itu boleh mengambil biaya yang te- 
lah dikeluarkan dari hasil wakaf, sebagaimana 
pengawas jika membangun atau memperbai- 
ki. Jika tidak ada hasil dari barang wakaf, dia 
tidak mendapatkan hak apa-apa. 

Hakim bisa menjadikan sesuatu dari wakaf 
untuk pengawas jika dia tidak mendapatkan 
apa-apa. Pengawas boleh mengubah sebagian 
tempat demi kemaslahatan, seperti mengubah 
tempat wudhu dan memindahkannya di tem- 
pat lain, mengubah pintu misalnya dari satu 
tempat ke tempat lain. 

Madzhab Syafi'iyyah: “! jika pengawas 
menyewakan barang wakaf pada orang lain 
bukan dengan sewa rata-rata maka sama se- 
kali tidak sah. Jika pengawas menyewakan ke- 
mudian harga sewanya bertambah pada suatu 
tempo, atau tampak ada permintaan tambahan 
sewa maka akad tidak batal menurut pendapat 
yang paling shahih. Sebab, akad telah sesuai 
dengan kemaslahatan pada saat terjadinya 
akad tersebut. Mirip dengan ketika penang- 
gung jawab harta anak kecil menjual hartanya, 
kemudian harga meninggi di pasaran, atau 
tampak adanya permintaan tambahan. 

Adapun jika pengawas menyewakan ba- 
rang wakaf pada orang yang mendapatkan wa- 
kaf, meskipun bukan dengan harga rata-rata 
maka pasti sah. 
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Hanabilah?? berbeda pendapat dengan 
mereka. Hanabilah mengatakan, jika pengawas 
menyewakan barang wakaf dengan harga 
sewa di bawah harga rata-rata maka akad 
sewa itu sah dan pengawas menanggung ke- 
kurangan harga rata-rata itu, jika orang yang 
berhak mendapatkannya adalah orang lain 
sedang harganya lebih banyak daripada yang 
ada menurut kebiasaan, sebagaimana al-wakil 
(orang yang mendapatkan perwakilan) jika 
menjual tanpa harga atau menyewakan tanpa 
harga sewa rata-rata. 

Akad sewa tidak batal jika sudah sah. Jika 
pengawas meminta tambahan dari harga sewa 
pertama, meskipun di sana tidak ada kerugian 
terhadap barang wakaf. Sebab, itu adalah akad 
yang harus berlangsung dari kedua belah pihak. 

Kalau orang yang mendapatkan wakaf 
menanam atau membangun untuk dirinya sen- 
diri pada barang yang mana dia sendiri yang 
mendapatkan wakaf, dia berhak menanam 
dan membangun. Sebab, dia melakukannya 
dengan benar. Adapun jika orang yang mena- 
nam atau membangun adalah sekutu, pada 
tempat yang ditanam atau dibangun, yakni 
wakaf itu diberikan kepadanya dan orang lain, 
atau dia hanya mempunyai hak pengawasan 
saja tanpa hak penggunaan, penanamannya 
atau pembangunannya tidak terhormat. Se- 
kutu lain yang mempunyai hak wakaf, berhak 
merobohkannya. 

Pengawas wakaf boleh makan dari barang 
wakaf dengan ma'ruf (baik) berdasarkan nash, 
meskipun dia tidak membutuhkan. 


4. PEMECATAN PENGAWAS 
Pandangan figih tentang pemecatan peng- 
awas hampir sepakat. 


“22. Kasysyaaful Ginaa" IV/297 dan seterusnya. 


423 Ad-Durrul Mukhtaar: 111/421-423. 
424 


wakaf. 
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Hanafiyyah?? menyebutkan bahwa orang 
yang wakaf berhak memecat pengawas se- 


“cara mutlak. Pendapat ini dijadikan fatwa. 


Jika orang yang wakaf tidak menentukan 
pengawas, kemudian hakim menentukannya, 
orang yang wakaf tidak mempunyai hak untuk 
mengeluarkan pengawas itu. 

Hakim wajib memecat pengawas, baik dia 
orang yang wakaf atau orang lain, jika dia ber- 
khianat, tidak terpercaya, tidak mampu, atau 
tampak kefasikannya seperti minum khamar 
dan semacamnya. Atau, harta wakaf diberikan 
untuk hal yang tidak berguna, seperti proses 
kimia (mengubah barang tambang menjadi 
emas), bahkan meskipun orang yang wakaf 
mensyaratkan untuk tidak memecat penga- 
was,"4 atau hakim, sultan tidak memecatnya 
karena ini bertentangan dengan hukum syara. 
Sebagaimana orang yang mendapatkan wa- 
siat, dia bisa dipecat meskipun orang yang 
berwasiat mensyaratkan tidak boleh memecat 
meskipun berkhianat. 

Hakim tidak boleh memecat pengawas 
yang memenuhi syarat pengawasan, atau orang 
yang bekerja tanpa khianat atau karena keti- 
dakcakapannya. Pemecatan pengawas terten- 
tu sah jika dilakukan dari pihak hakim bukan 
orang yang wakaf, dalam kasus tidak khianat. 
Sementara, hakim kedua tidak boleh mengem- 
balikannya, meskipun dipecat oleh hakim per- 
tama tanpa sebab. Karena, ada kemungkinan 
benarnya perkara ini kecuali jika terbukti ke- 
cakapan pengawas itu. 

Pengawas boleh memecat dirinya di depan 
hakim, dengan menunjuk orang lain. Pengawas 
tidak terpecat dengan sendirinya kecuali sam- 
pai kepada hakim. 

Pengunduran diri. Di antara keadaan- 
keadaan pengawas memecat dirinya sendiri, 


Ini—sebagaimana telah diterangkan—adalah salah satu dari tujuh masalah yang diperselisihkan mengenai syarat orang yang 
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adalah dalam bentuk pengunduran diri atau 
selesai dari tugas pengawasan karena untuk 
orang lain, atau karena ada pekerjaan lain. Jika 
orang yang menggantikannya—karena peng- 
unduran diri ini—adalah orang yang tidak 
ahli, hakim tidak boleh menetapkannya. Jika 
dia orang yang cakap, hakim juga tidak harus 
menetapkannya. Jika orang telah selesai dari 
tugasnya maka haknya gugur, meskipun hakim 
belum menentukan orang yang menggantikan 
orang yang mengundurkan diri. 

Pengunduran diri sah di depan hakim atau 
lainnya. Selesai dari tugas bisa dengan imbal- 
an harta atau cuma-cuma. Namun, orang yang 
sudah tidak bekerja sah untuk meminta kem- 
bali harta yang telah dia bayarkan, sebab itu 
adalah imbalan dari hak yang tidak ada, dan 
ini tidak boleh. ( 

Kesimpulannya, pengawas boleh terpecat 
dengan memecat diri sendiri (artinya meng- 
undurkan diri) atau dengan pemecatan orang 
yang wakaf, jika orang yang wakaf inilah yang 
menunjuknya. Atau, dengan pemecatan hakim. 
Pasal 52 undang-undang wakaf Mesir menyata- 
kan bahwa pengadilan—pada tingkat apa pun 
—boleh melimpahkan pengawas pada peng- 
adilan tingkat pertama jika pengadilan melihat 
ada pertimbangan untuk memecatnya. 

Kalangan Malikiyyah?s sepakat dengan 
Hanafiyyah. Malikiyyah mengatakan, pengawas 
boleh memecat dirinya sendiri, meskipun di- 
beri kekuasaan oleh orang yang wakaf. Orang 
yang wakaf boleh memecatnya meskipun tan- 
pa kesalahan kecil. Adapun hakim tidak boleh 
memecat pengawas kecuali karena minimal 
dengan kesalahan kecil. 

Jika pengawas memecat dirinya sendiri 


425. Asy-Syarhul Kabiir: IV/88. 
426  Mughnil Muhtaaj:11/395. 
427. Ini pengecualian dari bolehnya pemecatan. 


Te 
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maka penguasa berhak memberikan kekuasa- 
an kepada siapa pun atas wakaf itu, dan upah- 
nya adalah dari hasil wakaf, jika orang yang 
berhak atas itu bukan orang tertentu seperti 
orang-orang fakir. Adapun jika orang yang 
berhak atas wakaf adalah orang tertentu yang 
dewasa maka dialah yang menguasai masalah 
wakaf. Jika dia bukan orang yang dewasa maka 
yang menguasai adalah orang yang bertang- 
gung jawab atas dirinya. 

Demikian halnya, Syafi'iyyah”8 berpenda- 
pat bahwa pengawas boleh memecat dirinya 
sendiri. Orang yang wakaf dan menjadi peng- 
awas boleh memecat orang yang diberi ke- 
kuasaan, kemudian menunjuk orang lain se- 
bagai gantinya. Sebagaimana, orang yang me- 
wakilkan memecat orang yang mendapatkan 
perwakilan, kemudian dia menunjuk orang 
lain. Kecuali jika orang yang wakaf mensyarat- 
kan seseorang untuk pengawasan wakaf itu. 
Artinya, pengawasannya pada saat wakaf. De- 
ngan demikian, dia—juga orang lain—tidak 
boleh memecat orang tersebut, meskipun 
demi kemaslahatan. Sebab, tidak boleh ada 
perubahan atas apa yang disyaratkan, juga 
karena pada saat itu berarti tidak ada peng- 
awasan. Adapun orang yang wakaf, bukan 
pengawas maka dia tidak sah untuk membe- 
rikan penguasaan atau pemecatan. Ini hanya 
hak hakim. 

Kalau orang yang wakaf mensyaratkan se- 
suatu dari hasil wakaf untuk pengawas maka 
boleh, meskipun melebihi harga sewa rata- 
rata. Berbeda jika pengawasan adalah haknya: 
dan dia mensyaratkan untuk dirinya sendiri 
maka tidak boleh lebih dari upah rata-rata. 
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Demikian halnya, Hanabilah?8 memutus- 
kan bahwa orang yang wakaf berhak meme- 
cat pengawas, sebab pengawas itu adalah 
penggantinya. Oleh karena itu, mirip dengan 
wakil. Orang yang mendapatkan wakaf ter- 
tentu, demikian juga penguasa boleh meme- 
cat pengawas karena keduanya mempunyai 
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hak kekuasaan asli. Pengawas boleh meme- 
cat dirinya sendiri, sebagaimana ditetapkan 
dalam pembahasan al-wakalah (perwakilan). 
Pengawas yang memenuhi syarat pengawasan 
tidak boleh memecat pengawas lain tidak pula 
memberinya kekuasaan. 





#8. Kasysyaaful Ginaa" IV/310. 
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BAB KEENAM 
WARISAN 


A. PENGERTIAN ILMU WARIS ATAU ILMU 
FARAID, PRINSIP-PRINSINYA, DAN 
ISTILAH-ISTILAHNYA 


Al-Irts menurut bahasa adalah seseorang 
masih hidup setelah yang lain mati, di mana 
orang yang masih hidup itu mengambil apa 
yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Me- 
nurut figih adalah apa yang ditinggalkan oleh 
orang mati berupa harta atau hak-hak yang 
karena kematiannya itu menjadi hak ahli wa- 
risnya secara syar'i. Ilmul Miraats adalah 
kaidah-kaidah figih dan perhitungan yang 
dengannya diketahui bagian setiap ahli waris 
akan peninggalan mayit. Pengarang kitab ad- 
Durrul Mukhtaar wa raddul Muhtaar mende- 
finisikan ilmu mirats?? adalah ilmu tentang 
pokok-pokok figih dan hisab yang memberi 
pengertian tentang hak masing-masing ahli 
waris berupa peninggalan dan hak-hak mayit. 
Sebagian ulama mendefinisikan bahwa ilmu 
mirats adalah ilmu tentang pokok-pokok figih 
dan hisab yang dengan itu diketahui apa yang 
menjadi hak khusus setiap orang yang ber- 
hak dari peninggalan mayit. Ini lebih umum 


429.  Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: V/534. 


daripada ahli waris, sebab mencakup wasiat, 
utang, dan sebagainya. 

Ilmu mirats juga dinamakan dengan ilmu 
faraid, artinya masalah-masalah pembagian 
warisan. Sebab, faraid adalah bentuk jamak 
dari fariidhah, yang diambil dari kata fardhu 
yang berarti 'penentuan, dan faridhah yang 
bermakna 'yang ditetapkan, karena di dalam- 
nya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan. 
Al-Faraid adalah bagian-bagian yang ditentu- 
kan. Oleh karena itu, kata al-faraid lebih banyak 
digunakan daripada yang lain. Pengkhususan 
istilah ini adalah karena Allah SWT menama- 
kannya dengan nama itu. Allah SWT setelah 
menerangkan pembagian berfirman, 





“.sebagai kewajiban dari Allah...” (at- 
Taubah : 60) 


Demikian juga Nabi Muhammad saw. ber- 
sabda, 
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AN YG 


“Belajarlah faraid.” 


Dalam faraid ada batasan-batasan dan kai- 
dah-kaidah yang berkaitan dengan keadaan- 
keadaan ahli waris karena posisinya sebagai 
shahib fardh (pemilik bagian), ashabah, atau 
dzawil arham, juga hal-hal yang datang kemu- 
dian seperti hujub (penghalang mendapatkan 
warisan karena ada pewaris lain), radd, dan 
halangan mendapatkan warisan. Oleh karena 
itu, ilmu faraid mengandung tiga unsur, yaitu 
mengetahui keadaan orang yang mendapat- 
kan warisan, orang yang tidak mendapatkan 
warisan, mengetahui bagian masing-masing 
ahli waris, dan hisab (hitungan) yang mem- 
bawa ke situ. 

Prinsip-prinsipnya ada sepuluh,# adapun 
objeknya adalah cara pembagian peninggalan 
mayit kepada orang-orang yang berhak. 

Adapun penggaliannya adalah dari Al- 
Kitab, As-Sunnah, dan ijma. Oiyas dan ijithad 
tidak bisa masuk dalam ilmu faraid kecuali 
ketika sudah menjadi ijma. Realitanya bahwa 
para fugaha menggunakan giyas dalam bebe- 
rapa masalah warisan. | 

Adapun Al-Kitab, tersebut dalam surah 
an-Nisaa tiga ayat: 


Pertama, an-Nisaa': 11 mengenai warisan 
anak dan kedua orang tua 


Ga 

& 
Gr Re 
En Atu 
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Prinsip-prinsip setiap cabang ilmu pengetahuan ada sepuluh: 
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“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepa- 
damu tentang (pembagian warisan untuk) 
anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak 
laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan. Dan jika anak itu semuanya perem- 
puan yang jumlahnya lebih dari dua, maka ba- 
gian mereka dua pertiga dari harta yang diting- 
galkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang 
saja, maka dia memperoleh setengah(harta 
yang ditinggalkan)...” (an-Nisaa': 11) 


Kemudian Allah menjelaskan warisan ke- 
dua orang tua, 


. ANAG 3 AA » 0 2 
IA AAN ade II PN. 


BEN ATA AB Ke ATK 
ANA ANE NS 
Lg 2 1 ph 


2.2 LIL - g 3 T1 .. . 
Ia Ga AAN AAS 3 ga ABG LN 


“ 
Bgn yan dat 
”“ 


DI edit 


“. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian ma- 
sing-masing seperenam dari harta yang diting- 
galkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai 
anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mem- 
punyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- 
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat seper- 
tiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat se- 
perenam. (Pembagian-pembagian tersebut di 
atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya 
atau (dan setelah dibayar) utangnya...” (an- 
Nisaa' : 11) 


Kedua, an-Nisaa': 12 tentang warisan sua- 
mi dan istri. 


Batasan, objek, buah, keutamaan, penisbatan, pembuat, nama, penggalian dalil, hukum syar'i, masalah-masalah. Sebagian saja 
cukup memadai. Orang yang mengetahui semuanya akan memperoleh keutamaan. 
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s4 To . 2 . .. L 
Sa yA DA Ten 3 
tega 


PLN 
PSI Ka ben Kenya ia BA 
ia SA NA 


Ah io, Bh 2.5 Pe 
Dep Kebayang ana SB 
“Dan bagianmu (suami-suami) adalah se- 
perdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri- 
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. 
Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari harta 
yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat 
yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) 
utangnya. Para istri memperoleh seperempat 
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 
maka para istri memperoleh seperdelapan dari 
harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) 
wasiat yang kamu buat atau (dan setelah di- 
bayar) utang-utangmu....” (an-Nisaa' : 12) 





Kemudian Allah menjelaskan warisan al- 
Kalalah yaitu orang yang tidak mempunyai 
orang tua dan dan anak, sementara dia mem- 
punyai saudara-saudara seibu. 


ad » LE - A 3 I. “ 2 

Pala AK 3 Ja 33... 

EyA 8 X9 na GG aa an bnea 
HA | Laga Koto SELAI C A3 
AB ah Lha “KU Ai Gt 
MN IKA Iin KAN SB 

sh Yon ye v Aug 2 ate 
B0 Un s0n Keep Jaa 
“. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mem- 


Ce 
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punyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau 
seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi 
masing-masing dari kedua jenis saudara itu se- 
perenam harta. Tetapi jika saudara-saudara se- 
ibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama- 
sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah 
(dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan 
setelah dibayar) utangnya..." (an-Nisaa' : 12) 


Pada ayat ketiga (an-Nisaa': 176) Allah 
menyebutkan warisan al-Kalalah sementara 
dia mempunyai seorang saudara perempuan 
dan dua orang saudara perempuan. 


Bgn ERA Dhabi Ra daan 
Wol ATI aah AN J3 Hg 
Ea Le 


- At Pa 1 “p 
IA Sm BEN NAGA GA Sa 
23 Aa GA Tb La A3 
KEK BU EA, 


pd - - 


4 Ad na 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (ten- 
tang kalalah) Katakanlah, “Allah memberi fat- 
wa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika se- 
seorang mati dan dia tidak mempunyai anak te- 
tapi mempunyai saudara perempuan, maka ba- 
giannya (saudara perempuannya itu) seperdua 
dari harta yang ditinggalkannya, dan sauda- 
ranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta 
saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai 
anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua 
orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan...” (an-Nisaa': 176) 





Pada ayat 75 surah al-Anfaal ada penje- 
lasan warisan ulul arham, 
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“. Orang-orang yang mempunyai hubung- 
an kerabat itu sebagiannya lebih berhak terha- 
dap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) 
menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Me- 
ngetahui segala sesuatu.” (al-Anfaal: 75) 


Adapun sunnah tersebut di dalamnya ada 
sejumlah hadits, yang saya pilih di antaranya: 
1. Hadits Ibnu Abbas. 


SG - . . . 52 2 9 2 » 
JI 3 Lelah Jalal Iii 
S3 

“Berikan bagian-bagian kepada pemi- 


liknya. Dan bagian-bagian yang masih sisa 
untuk ulul arham yang laki-laki.” 


Hadits Usamah bin Zaid. 
o “0 5 “8 : 0 ag 
MI PSI YG BSI LAI SY 
“Orang Muslim tidak mewarisi orang 


kafir, orang kafir tidak mewarisi orang 
Muslim.'8? Juga, hadits Abdullah bin Amr, 


2 oN 205 Nate 
A5 pala Jal SIN 
“Dua pemeluk agama yang berbeda ti- 
dak bisa saling mewarisi.” ?8 


Hadits Ubadah ibnush Shamit. 


A padi Gp . gila es te AS Si 
Ke ata 
Muttafag 'alaih (Nailul Authaar: V1/55). 


HR Jamaah selain an-Nasaa'i (Nailul Authaar: VI/73). 
HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, ibid.. 





HR Abdullah bin Ahmad dalam al-Musnad (Nailul Authaar: V1/59). 


HR Jamaah kecuali Muslim dan an-Nasa'i (Nailul Authaar: V1/58). 
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“Bahwasanya Nabi Muhammad saw. 
memutuskan warisan dua orang nenek se- 
perenam untuk mereka berdua.”84 


Hadits Ibnu Mas'ud tentang anak pe- 
rempuan anak laki-laki dan saudara pe- 
rempuan. 


o ? -9 - A9. 0 2 - 2 8 
gV -. Haa NB Aa 

26 FN sae LS Sasa 

“Nabi Muhammad saw. Gene 

bahwa anak perempuan mendapatkan se- 
tengah sementara anak perempuan anak 
laki-laki seperenam sebagai penyempurna 
dua pertiga. Sisanya adalah untuk saudara 
perempuan.” 


Ini menunjukkan bahwa saudara pe- 
rempuan dengan anak perempuan ada- 
lah ashabah yang mengambil sisa harta 
warisan setelah dibagi. 

Hadits al-Migdam bin Ma'diyakrib me- 
ngenai dzawil arham. 


Y Ha 2 1, Ba Yu 35 


ra Tag 
“Barangsiapa meninggalkan harta ma- 

ka untuk ahli warisnya. Aku adalah ahli wa- 
ris orang yang tidak mempunyai ahli waris. 
Aku menanggung denda atas jinayatnya, 
dan aku mewariskannya. Paman dari pi- 
hak ibu adalah ahli waris orang yang tidak 
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mempunyai ahli waris, dia menanggung 
denda atas jinayat orang yang meninggal 
itu dan mewariskannya.”? 


6. Hadits Aisyah mengenai warisan orang 
yang menguasai orang lain. 


GE INI 
“Kekuasaan adalah hak orang yang 
memerdekakan.”? 


Adapun dasar penggalian dari ijma adalah 
ijma para sahabat, tabi'in. Misalnya, bagian se- 
orang nenek adalah seperenam. Demikian juga 
bagian dua orang nenek atau tiga, sebagaimana 
al-Baihagi menceritakan dari Muhammad bin 
Nashr dari murid-murid asy-Syafi'i. Namun, 
Syafi'iyyah dan Malikiyyah tidak memberikan 
wasiat kecuali kepada dua orang nenek. 

Keutamaan ilmu ini besar. Dikatakan bah- 
wa ilmu faraid adalah separuh dari ilmu. Kare- 
na, ia berhubungan dengan keadaan manusia 
setelah dia mati, sebagaimana semua muama- 
lah berkaitan dengannya pada saat orang ma- 
sih hidup. Nabi Muhammad saw. bersabda, 


3 Ai Si Lb bale, AI iga 
AI aa Jf Ag 
"Belajarlah faraid dan ajarkanlah. Sesung- 
guhnya ia adalah setengah dari ilmu. Ilmu ini 
akan dilupakan. Ia adalah hal pertama yang 
dicabut dari ummatku.”8 
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Pembuatnya: adalah syari' yang membuat 
syara' yakni Allah. 

Penisbatannya kepada ilmu-ilmu lain. Ia 
adalah bagian dari ilmu figih, lebih spesifik. 
Juga, lebih sepesifik daripada ilmu hisab na- 
mun berbeda dengan keduanya. Sebagaimana 
diketahui, bahwa obyek ilmu figih adalah per- 
buatan mukallaf, sementara pembagian pe- 
ninggalan warisan adalah termasuk pekerjaan 
mereka. 

Buah atau faedahnya: orang yang mem- 
pelajarinya memperoleh keahlian yang dengan 
itu dia mampu membagi peninggalan mayit 
untuk orang-orang yang berhak dengan cara 
syara. Orang yang mempunyai keahlian dan 
alim dengan ilmu itu disebut faradhi, faaridh, 
farraadh (ahli faraid) sedang menurut istilah 
fara'idhi. 

Tujuan ilmu ini adalah memberikan hak 
kepada orang yang berhak dari peninggalan 
mayit. 

. Permasalahan-permasalahannya: kasus- 
kasusnya dan cabang-cabangnya yang dikeluar- 
kan dari kaidah-kaidahnya, sepeti setengah ada- 
lah bagian anak perempuan. 

Hisabnya: adalah pembagiannya, sebab 
hisab adalah bagian dari ilmu faraid yang di- 
sepakati ulama. Yang dimaksud dengan hisab 
adalah pendasaran asal masalah, tashhih asal 
masalah, dan semua yang mengikutinya. 

Istilah-istilahnya: adapun istilah-istilah 
faraid yang paling penting adalah sebagai be- 
rikut. 


436 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah (Nailul Authaar: V1/62). 


437 HR Bukhari dan Muslim (Nailul Authaar: V/180, VI/68). 
438 


HR Ibnu Majah, ad-Daruguthni dan al-Hakim, di dalamnya ada perawi yang matruk (Nailul Authaar: VI/53). Namun, hadits ini 


diperkuat oleh hadits Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan al-Hakim, 


MU AU last Ola 3 ae ah SA Jl Hang es As Kasal Sa (ae) ANA al, AU 2s, SISA lai 

“Belajarlah Al-Gur'an dan ajarkankahlah kepada orang-orang. Belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang. 
Sesungguhnya aku adalah orang yang akan dicabut (mati) sedang ilmu itu akan diangkat (hilang). Hampir saja orang-orang 
berselisih mengenai bagian warisan dan masalah warisan. Lalu kedua orang yang berselisih itu tidak menemukan seorang pun yang 


mengabarkan masalah itu kepada mereka.” 
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Al-Fardh (fardh): adalah bagian yang di- 
tentukan oleh syara' kepada ahli waris. 
Artinya, bagian yang ditentukan secara 
jelas dari peninggalan mayit dengan dasar 
nash dan ijma, seperti seperdelapan, se- 
perempat, di mana tidak bertambah ke- 
cuali dengan radd dan tidak berkurang 
kecuali dengan aul. | 
As-Sahm (sahm) : yang dimaksud adalah 
bagian yang diberikan kepada ahli waris 
dari asal masalah yang mana ia adalah 
makhraj (jalan keluar) bagian ahli waris, 
ataujumlah kepala ahli waris. Seperti 2 da- 
ri enam (2/6). Kadang-kadang disebut ju- 
ga an-nashib dengan keterangan penjelas. 
At-Tirkah: apa yang ditinggalkan mayit da- 
ri apa yang dimiliki berupa uang, benda, 
dan hak. Tidak masuk dalam tirkah titip- 
an, kepercayaan, dan sebagainya yang ti- 
dak dimilikinya. 

Nasab. Yakni garis anak (ke bawah), garis 
ayah (ke atas), kedekatan pada keduanya, 
melalui jalan memenangkan garis ayah 
daripada garis ibu. 

Al-Jam' dan al-Adad: yang dimaksud dalam 
warisan adalah semua yang lebih dari 
satu. Dengan demikian, dua orang anak 
perempuan dan anak-anak perempuan 
adalah jam'. 

Al-Far" jika disebut al-far' dalam warisan 
maka yang dimaksud adalah anak laki-laki 
mayit atau anak perempuannya, anak laki- 
laki dari anak laki-lakinya, anak perempu- 
an dari anak-anak laki-laki dan seterusnya. 
Jika dikatakan al-Far' al-Warits maka yang 
dimaksudkan adalah anak laki-laki dan 
anak perempuan, anak laki-laki dari anak 
laki-laki, anak perempuan dari anak laki- 
laki dan seterusnya. Perlu dicatat bahwa 
anak laki-laki dari anak laki-laki dalam 
posisi anak laki-laki. Adapun anak laki- 


10. 


11. 


12. 
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laki saudara laki-laki tidak dalam posisi 
saudara laki-laki. 

Cabang dari ayah. Yang dimaksud ada- 
lah saudara-saudara laki-laki, saudara- 
saudara perempuan, anak-anak laki-laki 
dari saudara laki-laki sekandung atau satu 
ayah. 

Cabang kakek: yang dimaksud adalah pa- 
man sekandung, paman seayah, dan anak- 
anak laki-laki keduanya. 

Al-Ashi: jika kata ini disebutkan maka yang 
dimaksud adalah kedua orang tua, kakek- 
kakek yang lurus dari garis ayah, nenek- 
nenek yang lurus dari garis ayah, begitu 
seterusnya ke atas. Jika dikatakan al-Ashl 
adz-Dzakar, maksudnya adalah ayah dan 
kakek. 

Al-Walad adalah orang yang dilahirkan 
oleh manusia sebelum dia mati dan dilahir- 
kan secara langsung, baik laki-laki mau- 
pun perempuan. 

Al-Warits adalah orang yang berhak men- 
dapatkan bagian peninggalan mayit, mes- 
kipun dia tidak benar-benar mengambil- 
nya seperti al-Mahruum dan al-Mahjuub. 
Al-Akh dan al-Amm. Jika al-akh diucapkan, 
maka mencakup saudara sekandung, se- 
ayah, atau seibu. Sebab, dia adalah ahli 
waris. Adapun al-Amm tidak mencakup 
paman dari ibu sebab dia termasuk dzawil 
arham. 

Al-Ashabah: orang yang tidak mempunyai 
bagian tertentu dengan jelas. Al-Ashabah 
bin Nafsi adalah semua laki-laki yang da- 
lam penisbatannya kepada mayit tidak 
ada perempuan. 

Al-Idla' adalah ketersambungan dengan 
mayit. Adakalanya secara langsung dengan 
dirinya seperti ayah mayit, ibunya, anak 
laki-lakinya, anak perempuannya, atau de- 
ngan perantara seperti anak laki-laki dari 
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anak laki-laki sambung karena anak laki- 
laki, anak perempuan dari anak laki-laki 
sambung karena anak laki-laki. 

Al-Idia' bil Ashabah adalah ashabah 
dengan dirinya sendiri. Yaitu, setiap laki- 
laki yang penisbatannya pada mayit tidak 
ada seorang wanita, baik mayit itu laki- 
laki atau perempuan, seperti anak laki-laki 
dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak 
laki-laki anak laki-laki, dan anak laki-laki 
dari anak perempuan. 

13. Mayt adalah orang berakal yang ruhnya 
keluar dari jasadnya. Mayit adalah orang 
hidup yang keadaannya seperti keadaan 
orang mati. Maytah dalah hewan yang 
ruhnya terlepas tanpa melalui pemotong- 
an syar'i. 


B. RUKUN-RUKUN WARISAN 


Warisan mempunyai tiga rukun yaitu 
orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, 
dan yang diwarisi. 

1. Orang yang mewariskan (muwarrits). Yak- 
ni, orang mati yang meninggalkan harta 
atau hak. 

2. Orang yang mewarisi (warits). Yakni, 
orang yang berhak mendapatkan warisan 
karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, 
meskipun dia tidak benar-benar meng- 
ambilnya karena suatu halangan. Dia ber- 
hak mendapatkan warisan dari orang lain 
karena kedekatannya baik secara hakiki 
maupun hukmi. 

3. Yang diwarisi (al-Mauruts). Yakni, pening- 
galan. Al-Mauruts dinamakan juga miraats 
dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh 
orang yang mewariskan atau hak-hak yang 
mungkin diwariskan. Seperti hak gishash, 


Ca 
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hak menahan barang yang dijual karena 
sudah terpenuhinya harga, dan hak barang 
gadaian karena terpenuhinya pembayaran 
utang. 


Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak 
ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, waris- 
an adalah ungkapan dari perolehan hak sese- 
orang terhadap harta orang lain karena bagian, 
ashabah, atau rahim. Jika salah satu dari hal itu 
tidak ada maka tidak ada warisan. 

Jika seseorang mati, meninggalkan anak 
laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki 
maka anak laki-laki dari anak laki-laki tidak 
mendapatkan apa-apa. Sebab, dia terhalang 
(mahjub) oleh anak laki-laki. Padahal, dalam 
kasus ini dia mempunyai kekuatan untuk men- 
dapatkan. Sebab kalau saja tidak ada anak laki- 
laki, dia akan mengambil peninggalan itu. 

Demikian juga jika peninggalan tidak ada, 
seperti orang mati meninggalkan kerabat-ke- 
rabat sementara dia tidak meninggalkan apa- 
apa maka kerabat-kerabat itu adalah ahli wa- 
risnya. Sebab, mereka mempunyai kekuatan 
mengambilnya. Namun, mereka tidak meng- 
ambil apa-apa karena tidak ada peninggalan. 


C. SEBAB-SEBAB WARISAN 

Warisan bergantung pada tiga hal: adanya 
sebab-sebabwarisan, syarat-syaratnya, dan ke- 
tiadaan penghalang-penghalangnya. Masing- 





masing ada pembahasan khusus. Adapun se- 

bab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, 

yakni kekerabatan, hubungan suami istri, dan 

kekuasaan (al-wala').8” 

1. Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, 
Hanafiyyah menyebutnya ar-Rahim, yang 
dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. 


439  Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: V/538: Asy-Syarhush Shaghiir: IV/619, Bidaayatul Mujtahid: 11/355: Mughnil Muhtaaj: 
1I1/4: ar-Rahaabiyyah: hlm. 16 dan seterusnya, Kasysyaaful Oinaa' IV/448: al-Mughnii: VI/ 304, 326, al-Gawaaniin al-Fighiyyah: 


him 383. 
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440 


441 


Yakni, setiap hubungan yang penyebabnya 
adalah kelahiran. Ini mencakup cabang- 
cabang (keturunan) si mayit dan asal- 
usulya juga anak keturunan dari asal-usul 
mayit, baik warisan itu dengan bagian 
saja seperti ibu atau dengan bagian dan 
ashabah seperti ayah, atau dengan asha- 
bah saja seperti saudara laki-laki, atau ka- 
rena rahim seperti dzawil arham contoh- 
nya paman dari ibu. Warisan karena nasab 
mencakup hal-hal sebagai berikut. 

a. Anak-anak dan anak-anak mereka, 
baik laki-laki maupun perempuan. 

b. Ayah dan ayah-ayah mereka juga ibu. 
Artinya, ibu dan ibunya dan ibu dari 
ayah. 

c. Saudara laki-laki dan saudara pe- 
rempuan. 

d. Paman-paman dan anak-anak mereka 
yang laki-laki saja. 


Adapun hubungan suami istri atau nikah 
yang sah, yang dimaksudkan adalah akad 
yang sah, baik disertai menggauli istri 
atau tidak. Ini mencakup suami dan istri. 
Jika salah seorang dari suami istri me- 
ninggal sebelum persetubuhan maka bisa 
saling mewarisi, karena keumuman dari 
makna ayat warisan antara suami isteri", 
Juga karena Nabi Muhammad memutus- 
kan kasus Barwa' binti Waasyig bahwa 
dia mendapatkan warisan. Suaminya telah 
meninggal sebelum menyetubuhinya, dan 
nabi tidak mewajibkan mahar untuknya. 
Istri mewarisi suaminya jika dia masih 
dalam iddah talak raj'i. Sebab, hubungan 
suami istri dalam talak raj'i masih eksis 
selama dalam masa iddah. Ini yang dise- 
pakati dalam figih dan undang-undang.” 


347 
& 
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Adapun perempuan yang ditalak ba'in, 
dia tidak bisa mewarisi meskipun pada 
masa iddah, jika suaminya menalaknya 
dalam keadaan si suami itu sakit, karena 
tidak ada kecurigaan dia berlari dari mem- 
berinya warisan. Jika suami menalaknya 
pada saat dia sakit keras karena meng- 
hindari pewarisan darinya, inilah yang di- 
sebut dengan talak penghindaran. Maka, 
si istri mewarisinya menurut Hanafiyyah 
jika si suami meninggal, selama iddahnya 
belum habis, sebagai sikap terhadap si 
suami agar membatalkan maksudnya. Me- 
nurut Malikiyyah, si istri tetap mewarisi 
meskipun iddahnya sudah habis dan dia 
sudah menikah dengan laki-laki lain untuk 
memberikan bekas pada perempuan itu 
(tanda bahwa perempuan itu pernah 
menjadi istri si mayit, penj.). Menurut Ha- 
nabilah, si istri mewarisi meskipun iddah- 
nya sudah habis selama belum nikah de- 
ngan laki-laki lain. Hal ini karena ucapan 
Abu Salamah, | 


2 SA Gb SP Ga KAN KE 
0. ,3- 


Ah SS Hj OK Gp Ap »3 


Las sat 


2. 


“Abdurrahman bin Auf menalak istrinya 
dengan talak tiga, sementara dia sedang 
sakit. Lalu Utsman memberi istri itu hak 
warisan setelah habis masa iddahnya.” 


Kesimpulannya, mayoritas ulama—se- 
lain Syafi'iyyah—memberikan hak waris 
kepada perempuan ini karena maksud 
suami yang jelek. 


KA 9312 13K Le $ ..dan kamu (para suami) mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu." (an- 


Nisaa': 12) 


Lihat pasal 11 undang-undang warisan di Mesir nomor 77 tahun 1943, pasal 268 undang-undang Ahwal Syakhsyiyyah Syria. 
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Menurut Syafi'iyyah, istri yang ditalak 
ba'in tidak mendapatkan hak warisan 
meskipun iddah masih eksis karena alas- 
an lain. Sebab, keadaan talak ba'in memu- 
tus hubungan suami istri yang merupakan 
sebab warisan. 

Nikah fasid (rusak) yang disepakati ke- 

fasidannya oleh ulama tidak ada warisan, 
seperti nikah tanpa saksi. Tidak pula 
nikah yang batal, seperti nikah mut'ah. 
Itu bukan nikah syar'i, meskipun diikuti 
oleh persetubuhan atau khalwat, sebab 
keberadaannya seperti tidak ada. Ulama 
berbeda pendapat mengenai pewarisan 
dalam nikah fasid yang diperselisihkan, 
seperti nikah tanpa wali. Sebagian ulama 
membolehkan warisan antara suami istri 
(dengan :nikah tanpa wali) karena ada 
syubhat perbedaan pendapat. Sebagian 
yang lain mencegah pewarisan karena 
unsur kefasidan. 
Adapun al-Wala' adalah kekerabatan se- 
cara hukum yang dibentuk oleh syari' ka- 
rena memerdekakan budak. Hanafiyyah 
menambahkan kepada tiga sebab di atas 
—berbeda dengan yang lain, yaitu Wala” 
al-Muwaalaah. 

Wala' al-Itgi (wala' memerdekakan 
budak) adalah ashabah sababiyyah (asha- 
bah karena sebab) atau hubungan antara 
tuan dan orang-orang dimerdekakannya. 
Wala' bisa menjadikan tuan atau ashabah 
dari tuan yang mempunyai hak mewarisi 
harta orang yang dimerdekakannya, jika 
dia mati sementara tidak ada kerabat yang 
mewarisinya. Inilah yang disebut dengan 
nasab hukmi.'? Tersebut dalam hadits, 
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sa @ 


A3 4 p sg Bg L0n 

V9 PG Y ai KAS LSI NYI 

Ao. ol 

TAX 

“Wala' adalah kekerabatan seperti ke- 

kerabatan nasab, tidak bisa dijual, tidak 
bisa dihibahkan.” 


Orang yang memerdekakan bisa mewarisi 
harta orang yang dimerdekakan, namun 
tidak sebaliknya. Artinya, orang yang di- 
merdekakan tidak bisa mewarisi harta 
orang yang memerdekakan. 

Wala' al-muwalah adalah akad antara 
dua orang dengan syarat masing-masing 
menanggung denda jinayat yang lain na- 
mun keduanya tidak saling mewarisi. 
Syafi'iyyah dan Malikiyyah menambahkan 
sebab yang keempat yaitu representasi 
Islam. Representasi Islam (Muslim) men- 
dapatkan warisan seperti nasab. Pening- 
galan orang Muslim atau sisa peninggal- 
an diberikan kepada Baitul Mal sebagai 
warisan kepada orang-orang Muslim da- 
lam bentuk ashabah, bukan karena kemas- 
lahatan, jika tidak ada yang mewarisi ka- 
rena tiga sebab di atas. Atau, ada penye- 
bab mewarisi tapi tidak menghabiskan se- 
mua peninggalan, karena sabda Rasulullah 
saw., 


“Aku adalah ahli waris orang yang 
tidak mempunyai ahli waris. Aku menang- 
gung denda atas jinayatnya, dan aku me- 
wariskannya.”# 


Ustadz Syekh Abdul Adzim Fayyadh, Nizhaamul Mawaawiits, cet. II, hlm. 19. 


HR asy-Syafi'i dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. 


HR Abu Dawud dan lainnya. 
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Nabi Muhammad tidak mewariskan untuk 
dirinya sama sekali. Dia hanya mengelolanya 
untuk kemaslahatan umat Islam. 

Pewarisan karena dua arah. Jika orang 
yang mewarisi mempunyai dua arah pewaris- 
an maka dia mewarisi dengan dua arah itu, se- 
bagaimana jika si istri mati meninggalkan sua- 
mi dan ibu. Sementara, suaminya adalah anak 
laki-laki pamannya juga. Maka, si ibu meng- 
ambil bagiannya yaitu sepertiga, sedang sua- 
minya mengambil bagiannya yaitu setengah. 
Kemudian dia juga mengambil sisa karena dia 
ashabah. Namun, dikecualikan nenek-nenek 
dalam pewarisan itu. Mereka mendapatkan 
seperenam dibagi rata, baik nenek itu mem- 
punyai satu jalur kekerabatan atau dua. Dike- 
cualikan juga dzawil arham. Mereka mewaris 
dengan satu arah. Keberbilangan arah tidak 
dianggap. 


SEBAB-SEBAB WARISAN DALAM UNDANG- 
UNDANG 

Undang-undang Mesir pasal tujuh menya- 
takan bahwa sebab-sebab warisan ada tiga. 
Hubungan suami istri, kekerabatan dan asha- 
bah sababiyyah, artinya wala' al-Itgi. Adapun 
wala' al-Muwaalaah tidak dijadikan sebab 
pewarisan, karena ketiadaannya sejak lama 
sekali. 

Pasal 11 menyatakan warisan istri yang 
ditalak raj'i jika suaminya meninggal semen- 
tara istri dalam iddah. Adapun istri yang di- 
talak ba'in maka dianggap status istri jika dia 
tidak menerima talak itu. Orang yang menalak 
meninggal karena sakitnya, sementara si istri 
dalam iddahnya. 

Adapun undang-undang ahwal syakhshiy- 
yah (masalah-masalah pribadi) Syria menya- 
takan dalam pasal 263 bahwa sebab-sebab 
warisan adalah hubungan suami istri dan ke- 


Ce 
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kerabatan. Wala' tidak dianggap sebagai sebab 
warisan dalam undang-undang, karena per- 
budakan telah dihapuskan di dunia ini. Pasal 
268 menyatakan bahwa istri meskipun ditalak 
raj'i jika si suami meninggal sementara si istri 
dalam talak iddah.maka dia diberi seperempat 
ketika tidak ada anak, anaknya anak laki-laki 
begitu seterusnya. 

Pasal 116 menyatakan bahwa talak ba'in 
pada saat sakit keras tidak menghalangi wa- 
risan. Yakni, jika si suami meninggal karena 
sakit itu sementara istrinya dalam iddah. Talak 
tersebut dianggap sebagai talak yang disalah- 
gunakan. 


D. SYARAT-SYARAT WARISAN 


Untuk membuktikan warisan, disyarat- 
kan tiga hal: matinya orang yang mewariskan, 
hidupnya orang yang mewarisi dan mengeta- 
hui arah kekerabatan.“ 

1. Matinya orang yang mewariskan. Kemati- 
an orang yang mewariskan harus dibukti- 
kan, bisa secara hakiki, hukmi, atau tagdiri 
dengan cara menganalogikan orang-orang 
yang mati. 

Mati hakiki adalah tidak adanya kehi- 
dupan, adakalanya dengan melihat, seper- 
ti seseorang disaksikan telah meninggal, 
diberitakan telah meninggal, atau dengan 
suatu bukti. 

Mati hukmi yakni dengan keputusan 
hakim. Adakalanya keputusan itu diba- 
rengi adanya kemungkinan orang yang di- 
maksud masih hidup atau keyakinan bahwa 
orang yang diputusi mati masih hidup. 

Contoh pertama: keputusan hakim akan 
kematian manusia. Yakni, menghukumi 
orang yang hilang dengan keputusan mati. 

Contoh kedua: keputusan hakim ter- 
hadap orang murtad dengan menganggap- 


445. Ar-Rahabiyyah: hlm. 80, Pasal 1-3 undang-undang Mesir: Kasysyaaful Olnaa' IV/448. 
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nya dalam status orang yang mati, jika 
orang itu berada di Darul Harb. Dalam 
dua kasus, peninggalannya dibagi sejak 
munculnya hukum kematiannya. 

Mati tagdiri adalah menyamakan sese- 
orang dengan orang-orang yang telah 
mati, dalam perkiraan (tagdiri). Hal itu 
mengenai janin yang terlepas dari si ibu, 
karena ibunya dibunuh. Janin inilah yang 
mengharuskan al-Ghurrah (denda 50 di- 
nar). Gambarannya, seseorang memukul 
perempuan yang hamil, kemudian dia 
melahirkan janin dalam keadaan mati. 
Oleh karena itu, wajib denda al-Ghurrah 
baik dia laki-laki atau perempuan, dan 
diperkirakan 1/20 diyat yang sempurna. 
Namun, para fugaha berbeda pendapat 
mengenai warisan janin ini.“ 

Abu Hanifah mengatakan bahwa janin 
ini mewarisi dan diwarisi. Sebab, dia 
diperkirakan hidup waktu terjadi pem- 
bunuhan, dan dia meninggal karena pem- 
bunuhan itu. 

Mayoritas ulama mengatakan, janin 
tidak mewarisi. Sebab, kehidupannya be- 
lum terwujud. Oleh karena itu, haknya 
untuk memiliki warisan belum terwujud. 
Tidak ada yang diwarisi darinya kecuali 
al-Ghurrah yaitu diyat janin, sebab dia 
dianggap hidup hanya dari sisi ini. 

Undang-undang Mesir M 3 mengambil 
madzhab al-Laits bin Sa'ad dan Rabi'ah bin 
Abdurrahman yakni janin tidak mewarisi 
dan tidak diwarisi. Sebab, kematiannya 
belum terwujud karena pembunuhan itu, 
tidak juga hidupnya pada saat itu. Balasan 
hanya pada ibunya, sebab kejahatan ha- 
nya menimpa ibunya saja. 

Hidupnya orang yang mewarisi: hidupnya 
orang yang mewarisi setelah kematian 


Al-Mughnii: V1/320. 
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orang yang mewariskan harus terwujud 
juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan 
tetap atau disamakan dengan orang- 
orang yang masih hidup dengan perkiraan 
(tagdiri). 

Hidup hakiki: adalah hidup yang sta- 
bil, tetap” pada orang yang disaksikan se- 
telah matinya orang yang mewarisi. 

Tagdiri: adalah hidupyangtetap karena 
diperkirakan. Ini untuk kasus janin ketika 
orang yang mewariskan meninggal. Jika 
janin terpisah dalam keadaan hidup yang 
tetap pada saat di mana ketika orang yang 
mewariskan mati, janin itu ada—meskipun 
pada saat itu dia baru berupa segumpal 
daging atau segumpal darah—maka dia 
terbukti berhak mendapatkan warisan. 
Kewujudan hidupnya diperkirakan karena 
dia lahir dalam keadaan hidup. 

3. Mengetahui arah warisan. Ketiadaan ha- 
langan—yaitu tiadanya halangan warisan 
—bukanlah syarat warisan. Syarat hanya- 
lah dua hal yang pertama. Sebagaimana 
dinyatakan oleh undang-undang Mesir, di 
mana dalam pasal dua hanya dinyatakan 
dua syarat pertama saja. Demikian juga, 
undang-undang Syria dalam pasal 26 me- 
nyatakan dua syarat ini saja. Pasal 261 
menyatakan syarat warisan orang yang 
hamil. 


Namun, harus diketahui arah yang me- 
nyebabkan warisan. Yakni, hendaklah dike- 
tahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi 
karena arah kekerabatan nasab, karena arah 
(alasan) suami istri, keduanya, atau karena 
arah al-Wala'. Hal ini karena adanya perbeda- 


,an hukum dalam masalah-masalah tersebut. 


Maksudnya dalam keadaan bernyawa dan disaksikan oleh orang lain. 
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E. PENGHALANG-PENGHALANG WARISAN Mereka menambahi dua penghalang lagi. 
(MAWAANI' AL-IRTS) Dengan demikian, penghalang menurut me- 
Al-Maani' (bentuk tunggal dari al-Mawaa- reka ada enam. Dua penghalang itu adalah: 

ni) menurut bahasa adalah penghalang. Se- 1. Ketidaktahuan tanggal kematian orang- 

dang menurut istilah, adalah sesuatu yang orang yang mati, seperti orang-orang yang 
menyebabkan status seseorang akan suatu tenggelam, orang yang terbakar, orang 


yang keruntuhan, orang-orang yang ter- 
bunuh dalam waktu yang sama. Sebab, di 
antara syarat-syarat warisan di atas adalah 
orangyang mewarisi dalam keadaan hidup 
ketika orang yang mewariskan meninggal. 
Di sini tidak ada, karena tidak diketahui 
syarat itu terwujud. Sementara, pewaris- 
an tidak bisa terjadi dengan keraguan. 


makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak 
ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu. 
Al-Maani' disebut juga mahruum. Oleh karena 
itu, apa yang menjadi hilang karena makna 
(alasan) di luar dirinya, tidak masuk dalam is- 
tilah ini. Itu adalah mahjuub. Atau, ketiadaan 
status itu karena tidak adanya penyebab se- 
perti orang asing (kaitannya dengan orang 
yang mewariskan). Yang dimaksud dengan al- 
Maani' (penghalang) adalah penghalang me- 
warisi bukan mewariskan, meskipun ada se- 
bagian penghalang seperti perbedaan agama 
bisa menjadi penghalang dua hal semuanya, 
yakni warisan dan pewarisan. 

Para fugaha menyepakati tiga penghalang 
warisan yakni budak, membunuh, perbedaan 
agama. Mereka berbeda pendapat tentang 
penghalang-penghalang yang lain. 

Hanafiyyah“8 menyebutkan empat peng- 
halang warisan yang popular yakni budak, 
membunuh, perbedaan agama, perbedaan 
negara. Dua penyebab pertama menghalangi 
penyandangnya dari mewarisi yang lain. Se- 
dangkan, dua penyebab terakhir menghalangi 
waris-mewaris dari dua arah. Al-Gaduri da- 
lam al-Kitaab mengatakan ada empat orang 
yang tidak bisa mewarisi, yakni budak belian, 
orang yang membunuh terhadap yang di- 
bunuh, orang murtad, orang yang beda agama. 
Demikian juga orang yang beda negara (Darul 
Islam-Darul Harb). Saya akan menjelaskan 


2. Ketidaktahuan orang yang mewarisi. Ini 
ada dalam lima perkara atau lebih, di an- 
taranya: 

a. Seorang perempuan yang menyusui 
anak kecil bersama dengan anaknya 
sendiri kemudian perempuan itu me- 
ninggal, sementara tidak diketahui 
yang mana anaknya. Artinya, tidak 
diketahui mana anak perempuan itu. 
Oleh karena itu, salah seorang dari 
keduanya tidak bisa mewarisi perem- 
puan itu. 

b. Seorang Muslim dan seorang kafir 
menyewa orang yang menyusui un- 
tuk dua anak mereka. Dua orang 
anak itu menjadi besar bersama pe- 
rempuan menyusui itu. Sementara, 
tidak diketahui mana anak orang 
Muslim dan mana anak orang kafir. 
Oleh karena itu, dua anak itu Muslim 
dan tidak bisa mewarisi kedua orang 
tuanya. Kecuali jika keduanya bekerja 
sama, keduanya berhak mendapatkan 


sada : , warisan. 
penghalang-penghalang ini masing-masing. 


448  yarh as-Sirajiyyah: hlm. 18-24: ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: V/541-543, Tabyiinul Hagaa'ig: V1/239 dan seterusnya: 
al-Lubaab Syarh al-Kitaab: IV/188, 197. 
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Ketidaktahuan orang yang mewarisi ada- 
lah penghalang yang lain lagi. Sebab, ketidak- 
tahuan itu seperti dia mati secara hukmi seba- 
gaimana dalam masalah orang yang hilang. 

Sebagian Hanafiyyah menambahi peng- 
halang ketujuh yaitu kenabian, karena hadits 
shahih Bukhari-Muslim, 


Ben IM aa Sa R3T Pa YAN II Le SL Or 

BAL SG OI) Ve Ala jas 

“Kami para nabi tidak mewariskan. Apa 
yang kami tinggalkan adalah sedekah.” 


Setiap orang mewarisi dan diwarisi ke- 
cuali para nabi, mereka mewarisi tapi tidak 
diwarisi. Sejatinya, kenabian bukan termasuk 
penghalang. Sebab, kenabian adalah makna 
yang ada pada orang yang mewariskan. Se- 
mentara, al-Maani' (penghalang) adalah apa 
yang menghalangi warisan karena makna yang 
ada pada orang yang mewarisi. 

Malikiyyah'? menyebutkan sepuluh peng- 
halang warisan, yaitu: 

1. Perbedaan agama. Oleh karena itu, orang 
kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim 
berdasarkan ijma ulama. Orang Muslim 
tidak bisa mewarisi orang kafir menurut 
mayoritas ulama. Orang kafir tidak bisa 
mewarisi orang kafir yang lain jika agama 
mereka tidak sama. Ini berbeda dengan 
pendapat Abu Hanifah dan Syafi'iyyah. Jika 
orang kafir masuk Islam setelah kematian 
orang yang mewariskan yang Muslim, dia 
tidak bisa mewarisi. 

Orang murtad dalam hal pewarisan 
seperti orang kafir asli, berbeda dengan 
Abu Hanifah, orang Muslim menurutnya 
tidak mewarisi orang murtad. Adapun 
orang zindig maka ahli warisnya yang 


4. 


Muslim mewarisi jika dia menunjukkan 
keislaman. 
Budak. Budak dan semua cabangnya se- 
perti budak mukatab, budak mudabbar, 
Ummul Walad, budak sebagian, budak 
yang merdeka untuk tempo tertentu, tidak 
mewarisi dan tidak diwarisi. Pewarisannya 
adalah hak orang yang memiliki (tuannya). 
Pembunuhan sengaja. Barangsiapa mem- 
bunuh muwarritsnya dengan sengaja ma- 
ka dia tidak bisa mewarisi harta ataupun 
diyatnya. Dia juga tidak bisa menghijab 
(menghalangi) pewaris lain. Jika dia mem- 
bunuh muwarritsnya tidak sengaja maka 
dia bisa mewarisi hartanya bukan diyat- 
nya, dan dia bisa menghijab (menghalangi) 
pewaris yang lain. 
Al-Li'an, orang yang di-li'an tidak bisa 
mewarisi orang yang me-li'an, demikian 
juga orang yang me-li'an tidak bisa me- 
warisi orang yang di-li'an. 
Zina. Anak zina tidak bisa mewarisi orang 
tuanya. Orang tuanya juga tidak bisa me- 
warisi anak itu. Sebab, dia tidak ketemu 
dengannya (dalam nasab). Jika orang 
tuanya mengaku maka dia di-hadd (dihu- 
kum), namun dia tetap tidak disambung- 
kan nasabnya dengan anak itu. 
Barangsiapa menikahi ibu setelah anak- 
nya, atau anak setelah ibunya maka baik 
ibu atau anak tidak mewarisi orang itu. 
Barangsiapa menikahi saudara perem- 
puan setelah sebelumnya menikahi sauda- 
ra perempuannya—sebaiknya laki-laki itu 
menjaga—maka perempuan pertama saja 
—bukan kedua—yang mewarisi laki-laki itu. 
Ragu-ragu mengenai kematian muwar- 
rits, seperti orang yang ditahan dan orang 
yang hilang. 


449 . Al-Gawaaniin al-Fighiyyah hlm. 394 dan seterusnya: Bidaayatul Mujtahid: 11/346 dan seterusnya. 
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7. Janin dalam kandungan. Hartanya ditahan 2. 


sampai melahirkan. 

8. Ragu-ragu mengenai hidupnya anak yang 
baru lahir. Jika si anak menjerit maka dia 
mewarisi dan diwarisi. Jika tidak maka 
tidak. Jeritan tidak bisa digantikan dengan 
gerakan, bersin menurut madzhab kecuali 
jika berlangsung lama atau bayi itu me- 
nyusu. 

9. Ragu-ragu mengenai matinya muwarrits 
atau ahli waris (orang yang mewarisi), se- 
perti dua orang yang meninggal di bawah 
reruntuhan atau tenggelam. Maka, ma- 
sing-masing tidak bisa mewarisi yang lain. 
Masing-masing bisa mewariskan pada ah- 
li warisnya yang lain. Ini adalah masalah 
ketidaktahuan tanggal kematian orang- 
orang yang mati menurut Hanafiyyah. 


10. Ragu-ragu mengenai kelelakian dan ke- 3. 


wanitaan. Yaitu banci. Dia diuji dengan 
kencing, jenggot, dan haid. Jika dia sama 
dengan laki-laki maka dia mewarisi wa- 
risan laki-laki. Jika dia sama dengan pe- 
rempuan maka dia mewarisi warisan pe- 
rempuan. Jika masalahnya musykil, dia 
diberi setengah bagian perempuan dan 
setengah bagian laki-laki. 


Syafi'iyyah dan Hanabilah'”' menyebutkan 
tiga penghalang warisan, yaitu budak, mem- 
bunuh, beda agama. Syafi'iyyah menambahi 
tiga penghalang lain. Oleh karena itu, pengha- 
lang-penghalang menurut mereka ada enam, 
tiga hal itu adalah: 

1. Perbedaan statusnya kekafiran, dzimmi 
dan harbi. Yang masyhur adalah tidak ada 
waris-mewaris antara harbi dan dzimmi 
karena terputusnya muwaalah (saling me- 
lindungi) antara keduanya. Kafir mu'ahad 
dan musta'man seperti kafir dzimmi. 
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Murtad, orang murtad tidak bisa mewari- 
si baik orang Muslim atau orang kafir, dan 
bagaimanapun tidak bisa diwarisi karena 
hadits di atas. 


o “0 2 “ : o ag 

HA PET YG BII II ON 

“Orang Muslim tidak bisa mewarisi 

orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi 
orang Muslim.” 


Hartanya justru menjadi fai' (rampas- 
an) untuk Baitul mal, baik orang tersebut 
mendapatkan harta itu pada saat masih 
Islam atau pada saat murtad. Penghalang 
ini masuk dalam kategori perbedaan aga- 
ma, sebagaimana dijelaskan oleh Malikiy- 
yah di atas. 

Ad-Daur al-Hukmi (hukum yang berputar). 
Yaitu, kepewarisan menyebabkan keha- 
rusan ketiadaan warisan. Seperti seorang 
saudara laki-laki yang memperoleh tirkah 
mengakui sebagai anak orang yang me- 
ninggal. Dengan demikian, nasabnya ter- 
bukti dengan pengakuan saudara laki- 
laki. Namun, anak laki-laki tersebut tidak 
mendapatkan warisan karena menyebab- 
kan hukum yang berputar. Sebab, dengan 
pengakuan saudara laki-laki ini sebagai 
anak mayit, dan nasabnya tetap dari ayah 
(si mayit itu), maka dia (saudara laki-la- 
ki)! menjadi tidak mendapatkan waris- 
an karena mahjub (terhalang) oleh anak 
(status yang diaku-aku). Oleh karena itu, 
hal itu mengharuskan batalnya pengaku- 
annya. Karena pada saat itu, dia tidak 
memperoleh bagian tirkah. Dengan demi- 
kian, nasab anak menjadi batal. Jika na- 
sabnya batal maka dia tidak bisa mewarisi. 
Namun jika jujur dalam masalah itu, dia 


450 Mughnil Muhtaaj: 11/24-29: ar-Rahabiyyah: hlm 19: Kasysyaaful Ginaa' Hn cet. Makkah, al-Mughnii: VI/266-270, 291-298. 
451 


Status sebagai saudara laki-laki adalah status yang riil sekarang ini. 
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harus diberi bagian tirkah sebagai utang 
antara dirinya dan Allah. 


Pembuktian warisan menyebabkan tidak 
adanya warisan. Semua yang pembuktiannya 
menyebabkan ketiadaannya maka ia menjadi 
tidak ada sejak awal. 

Dengan merenungkannya, saya melihat 
bahwa apa yang disebutkan oleh para fugaha 
mengenai penghalang warisan selain empat 
hal yang masyhur di atas, hakikatnya tidak 
bisa dianggap sebagai penghalang. Warisan 
menjadi tidak ada adalah karena tidak ter- 
wujudnya salah satu syarat warisan di atas. 

Oleh karena itu, saya akan kembali men- 
jelaskan penghalang-penghalang warisan yang 
empat, yaitu: 


1. PENGHALANG PERTAMA: BUDAK 

(AR-RI9) 

Ar-Rig menurut bahasa berarti “pengabdi- 
an. Sedangkan, menurut istilah adalah keti- 
dakmampuan secara hukum yang menetap 
pada diri manusia. Penyebabnya pada asalnya 
adalah kafir. Kafir adalah penghalang warisan 
secara mutlak, baik status budak itu utuh atau 
tidak menurut pendapat Hanafiyyah dan Ma- 
likiyyah. Oleh karena itu, antara orang mer- 
deka dan budak tidak bisa saling mewarisi. 
Artinya, budak tidak bisa mewarisi siapa pun 
dan tidak bisa diwarisi. Sebab, status budak 
menghilangkan hak kepemilikan. Karena, sta- 
tus budak menyebabkan dia menjadi harta 


452 
453 . AI-Mughnii: VI/267-269. 
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yang dimiliki oleh tuannya, dan dia tidak me- 
miliki harta. Dengan pertimbangan bahwa 
“status dimiliki' itu muncul karena kelemahan 
dan ketidakmampuan. Sedang 'status memi- 
liki? muncul karena kemampuan dan kemu- 
liaan. Oleh karena itu, keduanya bertentangan. 
Semua harta yang ada di tangannya adalah 
milik tuannya. Kalau kita memberinya warisan 
maka kepemilikan itu menjadi milik tuannya. 
Dengan demikian, hal itu berarti memberikan 
warisan kepada orang asing tanpa sebab, dan 
ini batal menurut ijma ulama. 

Undang-undang Syria tidak menyebutkan 
penyebab ini karena perbudakan sudah diha- 
pus dari dunia. 

Kafir Muba'adh. Syafi'iyyah dalam madz- 
hab barunya—dan ini yang paling shahih— “2 
mengecualikan budak muba'adh, yaitu orang 
yang sebagian statusnya merdeka. Oleh karena 
itu—jika dia mati—harta yang dimiliki diwa- 
risi karena sebagian dari status dirinya yang 
merdeka. Sebab, terhadap harta itu dia memi- 
liki kepemilikan yang utuh sebagaimana orang 
merdeka. Maka, kerabatnya yang merdeka bisa 
mewarisinya, atau budak yang merdeka seba- 
gian, juga istrinya. Sementara, tuannya sama 
sekali tidak mendapatkan apa-apa, karena hak- 
nya terpenuhi dari apa yang diperoleh karena 
perbudakan. 

Hanabilah#? mengatakan orang yang se- 
bagian dari dirinya berstatus merdeka maka 
dia bisa mewarisi, dan sebagian statusnya 
yang lain juga diwarisi.t Dia juga bisa meng- 
hijab (menghalangi pewarisan orang lain) 


454 Macam-macam budak pada masa lalu. Al-Gan, al-Mukatab, al-Mudabbar, Ummu Walad dan Muba'adh. Al-Gan adalah status budak 
yang utuh, sedang macam yang lain tidak utuh. Al-Mukatab adalah orang yang melakukan perjanjian tertulis dengan tuannya atas 
sejumlah harta tertentu, agar merdeka. Misalnya, si tuan mengatakan kepada budaknya, “Aku tulis perjanjian denganmu atas dua 
puluh dirham atau dua puluh dinar,” misalnya. “Jika kamu membayarnya maka kamu merdeka.” Atau si tuan menentukan masa 
tertentu untuk melunasi cicilan, seperti tiap bulan satu setengah dinar. Al-Mudabbar adalah budak belian yang mana tuannya 
mengatakan kepadanya, “Kamu merdeka setelah aku mati.” Adapun Ummu Walad adalah budak perempuan yang melahirkan anak 
dari tuannya. Lalu si tuan mengaku dengan mengatakan, “Anak ini adalah anakku." Oleh karena itu, nasab anak itu tetap dari si 
tuan, dan budak perempuan itu menjadi ummu walad. Budak mudabbar dan ummu walad tidak boleh dijual. Keduanya merdeka 
dengan kematian tuan. Maka, keduanya tidak bisa mewarisi dan tidak pula diwarisi. 
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seukur dengan kemerdekaan yang ada pada 
dirinya. Namun, dia tidak bisa mewarisi, tidak 
diwarisi tidak menghalangi pewarisan karena 
bagian dari status dirinya yang lain, yakni sta- 
tus budak yang ada pada dirinya. Hal ini ka- 
rena hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah 
bin Ahmad dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi 
Muhammad saw. bersabda mengenai budak 
yang dimerdekakan sebagian. 


20 LX 0:3 ea Lol Bing 
“Dia bisa mewarisi dan diwarisi sesuai 
dengan kemerdekaan yang ada pada dirinya.” 


Al-Mukatab: Budak mukatab—menurut 
Hanabilah—jika dia tidak memiliki sedikit pun 
kitabah (cicilan kemerdekaan) yang menjadi 
kewajibannya, dia adalah budak yang tidak 
mewarisi, tidak pula diwarisi. Jika dia memiliki 
beberapa cicilan yang harus dibayarkan maka 
dalam kasus ini ada dua riwayat. 

Pertama, dia tetap budak, selama dia ma- 
sih mempunyai tanggungan satu dirham. Dia 
tidak bisa mewarisi, tidak pula diwarisi. Ini 
adalah pendapat mayoritas ulama dari imam- 
imam yang lain, karena sabda Nabi Muham- 
mad saw., 


“. or La Ag Aan 
ap Ae Lae SI 
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“Budak mukatab adalah budak, selama dia 
masih mempunyai tanggungan satu dirham.”" 


Kedua, jika dia memiliki apa yang diberikan 
maka dia telah menjadi merdeka, dia mewarisi 
dan diwarisi. Jika orang yang mewarisinya me- 
ninggal maka budak mukatab mewarisi. Jika 
dia mati maka tuannya mendapatkan bagian 
dari cicilah kitabahnya yang belum dibayar. 
Sedang yang lain, untuk para ahli warisnya, ka- 
rena hadits Ummu Salamah. Dia mengatakan, 
Rasulullah saw. bersabda kepada kami, 


c01 23 Na Tan 
Sp La sks S3 HA AHY os Is 
40 0 o P 

“Jika salah seorang di antara kalian mem- 
punyai budak mukatab, sedang dia mempunyai 


apa yang dia bayarkan maka hendaklah kalian 
menggunakan satir dari mereka.” 


2. PENGHALANG KEDUA: MEMBUNUH 


Fugaha bersepakat bahwa membunuh 
adalah penghalang warisan. Orang yang mem- 
bunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh, 
karena sabda Nabi Muhammad saw., 

Fugaha' bersepakat bahwa membunuh 
adalah penghalang warisan. Orang yang mem- 
bunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh. 
Karena sabda Nabi Muhammad saw. 


Adapun budak muba'adh adalah orang yang sebagian dirinya berstatus merdeka karena pemiliknya telah memerdekakannya, 


455 
456 


sedang yang lain berstatus budak. Muba'adh menurut Abu Hanifah dalam posisi budak selama dia masih mempunyai tanggungan 
satu dirham dalam melepaskan kebudakannya. Oleh karena itu, dia tidak bisa mewarisi, tidak pula menghijab seorang pun dari 
pewarisan. Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad bahwa dia merdeka. Jika orang yang memerdekakan adalah orang kaya, bagian 
sekutunya itu dihitung menjadi tanggungan orang yang memerdekakan itu dengan harga yang adil dan diserahkan kepada 
sekutunya. Budak itu dimerdekakan utuh. Jika orang yang memerdekakan itu tidak mampu maka dia tidak berkewajiban apa pun. 
Si budak itu sebagian statusnya budak sedang sebagian merdeka. 

Menurut dua murid Imam Abu Hanifah, dia budak muba'adh adalah merdeka. Maka, dia bisa mewarisi dan bisa menghijab. 
Masalah ini didasarkan pada pendapat bahwa kemerdekaan tidak bisa dibagi menurut Abu Hanifah, sedang menurut dua 
muridnya bisa dibagi. Maka, orang yang dimerdekakan sebagian dari kebudakannya, menurut keduanya semuanya dimerdekakan. 
Jika orang yang memerdekakan kaya maka dia menanggung nilai dari bagian sekutunya. Jika dia miskin maka dia memerintahkan 
budak itu untuk berusaha mendapatkan sejumlah nilai (barang) yang diberikan kepada tuannya yang belum memerdekakan 
sebagai bagiannya itu. (Bidaayatul Mujtahid: 11/360) 

HR Abu Dawud dengan sanadnya dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. 
HR Abu Dawud dengan sanadnya dari Ummu Salamah. 
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“Orang yang membunuh tidak mempunyai 
hak warisan.” 


Sebab, dia mempercepat warisan sebelum 
waktunya dengan perbuatan yang dilarang. 
Oleh karena itu, dia dihukum karena melang- 
gar apa yang dimaksudkan, supaya dia takut 
dengan apa yang dilakukan. Sebab, pewarisan 
dengan membunuh menyebabkan kerusakan 
dan Allah tidak menyukai kerusakan. 

Namun demikian, mereka berbeda penda- 
patmengenai macam pembunuhan yang meng- 
halangi warisan: 

Pendapat Hanafiyyah: itu adalah pembu- 
nuhan yang haram. Yakni, pembunuhan yang 
terkait dengan kewajiban gishash atau kafarat. 
Ini mencakup pembunuhan sengaja, semi se- 
ngaja, dan pembunuhan karena salah juga yang 
semacam dengan pembunuhan salah. Pembu- 
nuhan yang menyebabkan gishash adalah 
pembunuhan sengaja. Pembunuhan macam 
ini menurut Abu Hanifah adalah pemukulan 
sengaja dengan benda tajam berupa senjata 
dan sejenisnya di berbagai anggota tubuh, se- 
perti benda tajam dari kayu dan batu. Menurut 
dua orang murid Abu Hanifah dan tiga imam 
madzhab yang lain adalah pemukulan sengaja 
dengan barang yang biasa digunakan mem- 
bunuh, meskipun bukan benda tajam, seperti 
batu besar. 

Adapun pembunuhan yang menyebabkan 
kafaratadalah adakalanya semi sengaja, seperti 
orang yang sengaja memukul dengan barang 
yang tidak biasa digunakan untuk membunuh. 
Adakalanya 'salah, seperti orang membidik 
buruan kemudian mengenai manusia, atau dia 
waktu tidur menindih orang lain sehingga ma- 


457 
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ti, atau dia menjatuhi orang, atau tangan yang 
ada di tangannya jatuh menimpa orang lain 
kemudian mati. Atau, hewan tunggangannya 
menginjak orang lain. 

Pembunuhan yang tidak terkait dengan 
kewajiban gishash atau kafarat tidak meng- 
halangi warisan. Pembunuhan itu adalah pem- 
bunuhan karena hak (benar menurut hukum), 
alasan tertentu, sebab tertentu, atau terjadi 
oleh orang yang belum mukallaf. Pembunuh- 
an karena hak adalah seperti membunuh mu- 
warrits untuk melaksanakan gishash atau 
had karena murtad, zina sementara dia dalam 
keadaan muhshan, membunuh karena mem- 
bela diri, orang yang adil membunuh muwar- 
ritsnya yang berbuat tercela sebagaimana ke- 
sepakatan Hanafiyyah. Begitu juga sebaliknya 
menurut Abu Hanifah dan Muhammad, yaitu 
orang yang tercela membunuh muwarritsnya 
yang adil dengan imam. Ini sama sekali tidak 
menghalangi warisan. 

Membunuh karena alasan seperti suami 
membunuh istrinya atau orang yang menzi- 
nai istrinya pada saat sedang melakukan zina, 
karena pada saat itu dia kehilangan perasa- 
an dan kebebasan. Juga, seperti pembunuhan 
yang berlebihan dari batas-batas pembelaan 
diri menurut syara. Sebab dasar pembelaan 
tidak bisa dibatasi, oleh karena itu tindakan 
berlebihan bisa dimaafkan. 

Membunuh karena suatu sebab, yaitu 
pembunuhan yang tidak langsung dilakukan 
oleh orang yang membunuh seperti menggali 
sumur atau meletakkan batu di tempat yang 
bukan miliknya. 

Pembunuhan yang terjadi oleh orang yang 
bukan mukallaf, yaitu pembunuhan anak kecil 
atau orang gila. Dalam empat macam pem- 


HR Malik dalam al-Muwaththa', Ahmad, Ibnu Majah, asy-Syafi'i, Abdurrazzag, al-Baihagi dari Umar. Ini adalah hadits mungathi'. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dengan redaksi 


5 s 


W pd 5Y , An-Nasa'i dan ad-Daruguthni menganggap hadits ini mu'allal (ada illatnya), Ibnu Abdil Barr menguatkan status 


hadits ini (Nailul Authaar: VI/74). 
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bunuhan ini orang yang membunuh tidak ter- 
halang warisan. 

Jika ayah membunuh anaknya dengan 
sengaja, meskipun tidak ada gishash atau ka- 
farat, dia tetap terhalang warisan. Sebab, 
pembunuhan pada dasarnya menyebabkan 
gishash. Hanya saja, hal ini gugur karena sabda 
Nabi Muhammad saw,, 


- 0 £ o 3 20, 

IPL Ja Y 

“Ayah tidak dibunuh karena membunuh 
anaknya.”58 


Pendapat Malikiyyah: pembunuhan yang 
menghalangi warisan adalah pembunuhan 
sengaja karena amarah, baik langsung mau- 
pun karena sebab tertentu. Ini mencakup 
orang yang memerintah dan orang yang meng- 
anjurkan, orang memberi fasilitas, orang yang 
bersama-sama membunuh, orang yang me- 
naruh racun dalam makanan atau minuman, 
pengintai (orang yang mengintai tempat pada 
saat terjadi pembunuhan), saksi palsu—jika 
hukum mendasarkan pada kesaksiannya— 
orang yang memaksa dengan sungguh-sung- 
guh untuk membunuh orang yang terjaga 
darahnya, orang yang menggali sumur untuk 
muwarritsnya, orang yang menaruh batu di 
jalannya kemudian dia terantuk dan mati. 

Adapun pembunuhan karena salah maka 
tidak menghalangi warisan harta namun 
menghalangi warisan diyat. 

Pendapat Syafi'iyyah: orang yang membu- 
nuh tidak mewarisi orang yang dibunuh se- 
cara mutlak, baik langsung atau karena sebab, 
karena suatu kemaslahatan seperti pukulan si 
ayah, suami, guru, atau bukan karena suatu ke- 
maslahatan, baik terpaksa atau tidak, dengan 


Ca 
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hak atau tidak, baik oleh orang mukallaf atau 
bukan mukallaf. Ini adalah pendapat yang pa- 
ling luas. Dalil mereka adalah keumuman ha- 
dits at-Tirmidzi dan lainnya, 


3 JD on 
“Orang yang membunuh tidak mendapat- 
kan sama sekali.” 


Artinya, tidak mendapatkan warisan. 


Pendapat Hanabilah bahwa pembunuhan 
yang menghalangi warisan adalah pembunuh- 
an karena tidak hak. Yaitu, pembunuhan yang 
dijamin dengan gishash (gawad), diyat, atau 
kafarat. Oleh karena itu, hal ini mencakup 
pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pem- 
bunuhan karena salah dan sejenisnya seperti 
membunuh karena sebab, pembunuhan anak 
kecil, orang gila, dan orang yang tidur. 

Kesimpulannya, para fugaha bersepakat 
bahwa pembunuhan menghalangi warisan. 
Mereka berbeda pendapat mengenai macam 
pembunuhan. Abu Hanifah menganggap pem- 
bunuhan yang langsung, dengan amarah baik 
sengaja atau salah. Malik menganggap pem- 
bunuhan yang dengan amarah bukan senga- 
ja. Syafi'i menganggap setiap pembunuhan 
menghalangi warisan meskipun oleh orang 
yang tidak mukallaf. Ahmad menganggap pem- 
bunuhan yang mengandung gishash, diyat, 
atau kafarat meskipun oleh orang yang tidak 
mukallaf. 

Pembunuhan sengaja, semi sengaja, salah, 
semi salah adalah menghalangi warisan men- 
urut mayoritas ulama, dengan catatan makna 
sengaja menurut Abu Hanifah dan pengecua- 
lian pempunuaan karena sebab menurut Ha- 


458 HR at-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Ini adalah hadits dhaif. Hadits ini juga diriwayatkan dari Umar, Suragah bin Malik, 
Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya dengan redaksi 4 Ju Uji 3&Y 'ayah tidak dihukum bunuh karena membunuh anak: 
Sanad ini cacat kecuali riwayat al-Hakim dari Umar. Hadits ini sanadnya shahih (Nashbur Raayaah: IV/339). 
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nafiyyah. Pembunuhan sengaja itu sendiri, baik 
pelakunya itu memang yang membunuh atau 
membantu membunuh, langsung atau karena 
sebab, maka itulah yang menghalangi warisan 
menurut Malikiyyah. 

Undang-undang Mesir (M 5), undang-un- 
dang Syria (M 223, 264) mengambil madz- 
hab Malikiyyah mengenai batasan macam 
pembunuhan yang menghalangi warisan dan 
wasiat, berbeda dengan madzhab Hanafiyyah 
dalam dua tempat. Pertama pembunuhan de- 
ngan sebab dan pembunuhan sengaja. 

Warisan suami atas diyat pembunuh- 
an salah. Hanafiyyah berpendapat bahwa 
diyat salah adalah seperti utang-utang yang 
lain. Masing-masing dari suami istri juga yang 
lainnya bisa mewarisi, berdasarkan hadits, 


. en : Me Boa 

ay Ll 3 YL Sp cr 

“Barangsiapa meninggalkan harta atau 
hak maka untuk ahli warisnya. 


Juga, karena Nabi Muhammad saw. meme- 
rintahkan untuk memberi warisan istri Asyim 
adh-Dhababi atas diyat suaminya. At-Tirmidzi 
mengatakan ini adalah hadits hasan shahih. 

Malikiyyah berpendapat tentang ketiada- 
an warisan suami istri akan diyat, karena ke- 
terputusan hubungan suami istri dengan ke- 
matian. Sementara, tidak ada kewajiban diyat 
setelah kematian itu.'? 


3. PENGHALANG KETIGA: PERBEDAAN 
AGAMA 
Perbedaan agama antara muwarrits dan 
orang yang mewarisi karena Islam dan lainnya 
menghalangi warisan sebagaimana kesepakat- 
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an ulama madzhab empat. Orang Muslim tidak 
bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak 
bisa mewarisi orang Muslim, baik disebabkan 
kekerabatan atau hubungan suami istri, ka- 
rena sabda Nabi Muhammad saw., 


o LO. ana an) 2 o 4. 
JA BSI YY BII SAI SY 
“Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, 
orang kafir tidak mewarisi orang muslim.” 


Juga, sabda Nabi Muhammad saw,, 


a A7 - 
a. 0 e Aa hore 
ah 2 - 
“Dua orang yang berlainan agama tidak 
bisa saling mewarisi?5! | 


Ini adalah pendapat yang unggul, sebab 
walayah (melindungi yang lain) menjadi ter- 
putus antara orang Muslim dan orang kafir. 
Pendapat ini diambil oleh undang-undang 
Mesir (M 6), undang-undang Syria M 264, 
tentang tidak ada waris-mewaris antara orang 
Muslim dan non-Muslim. 

Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnul Hanafiyyah, 
Muhammad bin Ali bin al-Husein dan Masrug 
berpendapat bahwa orang Muslim mewarisi 
orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang 
Muslim, karena hadits Nabi Muhammad saw,, 


Tox ae Na 2 e 2 

IG IA SY) 

“Islam tinggi dan tidak ada yang lebih 
tinggi darinya.”52 


Pendapat mereka ini ditolak bahwa yang 
dimaksud dengan tinggi adalah dari segi argu- 


459 Al-Mughnii: VI/320: Nizhaamul Mawaarits karya Prof. Abdul Adzim Fayyadh, hlm. 30. 
460 HR Jamaah selain an-Nasa'i dari Usamah bin Zaid (Nailul Authaar: V1/73). 


461 
462 


HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abdullah. At-Tirmidzi mempunyai riwayat juga dari Jabir, ibid.. 
HR ar-Rayani, ad-Daruguthni, al-Baihagi, dan adh-Dhiya' dari Aidz bin Amr. Ini adalah hadits hasan. 
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mentasi atau dari segi kekuasaan dan keme- 
nangan. Artinya, kemenangan pada akhirnya 
untuk umat Islam. 


Ahmad mengatakan bahwa orang Muslim 


mewarisi orang kafir yang dimerdekakan, ka- 
rena keumuman hadits di atas ai AA AN 3 
(al-Wala' adalah bagi orang yang memerde- 
kakan).? | 


Warisan Orang-Orang Non-Muslim 


Perbedaan agama antara orang-orang ka- 


fir sendiri seperti orang-orang Yahudi dan Nas- 
rani sebagai penghalang warisan ada perbe- 
daan pendapat: 


1. 


463 
464 


465 





Malikiyyah mengatakan, orang kafir tidak 
mewarisi orang kafir yang lain jika agama 
mereka berbeda, misalnya Yahudi dan 
Nasrani. Oleh karena itu, orang Yahudi ti- 
dak mewarisi orang Nasrani. Orang Nas- 
rani tidak mewarisi orang Yahudi, sebab 
keduanya adalah dua agama yang berbe- 
da. Keduanya (orang Yahudi dan Nasrani) 
tidak mewarisi orang musyrik, orang 
musyrik juga tidak mewarisi keduanya, 
karena keumuman hadits di atas. 


GE GI NYI 
“Dua orang yang berlainan agama ti- 
dak bisa saling mewarisi.” 


Sebab, tidak ada muwalah antara me- 
reka. Adapun selain Yahudi dan Nasrani, 
yakni agama-agama yang lain, dianggap 
satu agama. Masing-masing bisa saling 
mewarisi.46t 
Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah 
mengatakan, orang-orang kafir masing- 


Al-Mughnii: V1/348. 
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masing saling mewarisi, sebab kafir ada- 
lah satu agama dalam pewarisan, karena 
firman Allah SWT, 


Len BERADA AM WAS ON... 


“Dan orang-orang yang kafir, sebagian 
mereka melindungi sebagian yang lain...” 
(al-Anfaal: 73) 


Firman Allah SWT dengan keumum- 
annya ini mencakup semua orang kafir. 
Juga, firman Allah SWT, 


D.I NU 
“..maka tidak ada setelah kebenaran 
itu melainkan kesesatan...” (Yunus: 32) 


Juga, karena semua agama kafir me- 

nurut pandangan Islam adalah sama da- 
lam hal kebatilan seperti satu agama. 
Juga, karena orang-orang non-Muslim 
sama dalam hal memusuhi umat Muslim 
dan sepakat untuk mengepung mereka. 
Mereka ada dalam status satu agama. 
Pendapat ini diambil oleh undang-undang 
Mesir. Pasal 6 menyatakan bahwa orang- 
orang non-Muslim masing-masing saling 
mewarisi. 
Ibnu Abi Layla: orang-orang Yahudi dan 
Nasrani masing-masing saling mewarisi. 
Sedangkan, mereka dengan orang Majusi 
tidak bisa saling mewarisi. 


Warisan Orang Murtad dan Zindig” 


Orang murtad adalah orang yang me- 


ninggalkan Islam kepada agama lain atau 


Ada riwayat lain dari Malik bahwa Yahudi adalah satu agama, Nasrani agama yang lain. Semua agama yang lain seperti penyembah 
matahari, penyembah api, dan lain-lain adalah agama tersendiri. Maka, pewarisan terbatas pada pengikut satu agama bukan yang 


lain. 


Syarh as-Siraajiyyah, hlm. 225 dan seterusnya: al-Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 394: Mughnil Muhtaaj: 111/25, al-Mughnii: V1/298-302. 
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menjadi tidak mempunyai agama. Tidak ada 

perbedaan, bahwa orang murtad itu laki-laki 

atau perempuan. Dia tidak bisa mewarisi yang 
lain sama sekali. Tidak pula dari orang Mus- 

lim atau orang kafir. Sebab, orang murtad itu 

menjadi tidak punyai hak muwalah (saling me- 

lindungi) antara dirinya dan orang lain. Islam 
tidak mengakui kemurtadannya. Hukumannya 
dalam Islam hanya dibunuh. Namun, orang 
murtad perempuan tidak dibunuh menurut 

Hanafiyyah. Sebab, Rasulullah saw. melarang 

membunuh perempuan. Dia ditahan sampai 

masuk Islam lagi atau meninggal. Hanabilah 
mengecualikan, jika orang yang murtad kem- 
bali Islam sebelum pembagian warisan maka 
dia mendapatkan bagian. 

Adapun warisan dari orang murtad, di sini 
ada perbedaan pendapat: 

1. Abu Hanifah mengatakan, ahli waris Mus- 
lim mewarisi laki-laki murtad, apa yang 
diperoleh pada saat dia masih Islam. Ada- 
pun yang diperoleh pada saat murtad 
maka menjadi fai' Baitul mal. Perempuan 
murtad semua peninggalannya untuk ahli 
waris yang Muslim. 

2. Dua murid Abu Hanifah tidak membeda- 
kan antara laki-laki murtad dan perempu- 
an murtad. Keduanya mengatakan bahwa 
semua peninggalannya pada saat Islam 
dan murtad menjadi hak ahli waris mere- 
ka yang Muslim. Sebab, orang murtad ti- 
dak diakui keyakinannya, tetapi dipaksa 
untuk kembali kepada Islam. Hukum Islam 
menganggap hak orang murtad itu bukan 
apa yang dimanfaatkan olehnya, tetapi apa 
yang dimanfaatkan oleh ahli warisnya. 

3. Mayoritas ulama (Malikiyyah, Syafi'iyyah, 
dan Hanabilah) mengatakan bahwa orang 
murtad tidak mewarisi juga tidak diwarisi 
sebagaimana kafir asli. Hartanya menja- 
di fai' (rampasan) untuk Baitul mal, baik 
dia memperolehnya pada saat Islam atau 


Cab 
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pada saat murtad. Sebab, dengan kemur- 
tadannya dia menjadi musuh umat Islam. 
Status hartanya seperti status harta kafir 
harbi. Ini jika dia meninggal dalam ke- 
adaan murtad, kalau tidak maka harta- 
nya diwakafkan. Oleh karena itu, jika dia 
kembali kepada Islam maka harta itu 
menjadi haknya. 


Salah seorang suami istri murtad. Ha- 
nabilah mengatakan jika salah seorang suami 
murtad sebelum persetubuhan maka nikah 
menjadi batal seketika. Masing-masing tidak 
bisa mewarisi yang lain. Jika murtadnya se- 
telah persetubuhan maka ada dua riwayat: 

Pertama, dipercepat perpisahan keduanya. 

Kedua, menunggu sampai selesai iddah. 
Siapa saja yang mati maka yang hidup tidak 
bisa mewarisinya. 

Adapun kafir zindig, adalah orang yang 
menunjukkan keislaman sementara dia me- 
nyembunyikan kekafiran. Dia dalah orang 
munafik. Pada masa Nabi, zindig dinamakan- 
dengan munafik. Sekarang dinamakan dengan 
zindig. Zindig bebeda dengan orang munafik 
dalam tindak kerusakan, seruan rahasianya 
menghancurkan Islam dan membuat keraguan 
umat Islam akan agidah mereka. 

Hukum zindig menurut mayoritas ulama 
selain Malikiyyah adalah seperti orang murtad 
dengan perbedaan dan perincian seperti di 
atas. Harta orang zindig menurut Syafi'iyyah 
dan Hanabilah adalah untuk Baitul mal. 

Malikiyyah mengatakan bahwa kafir zin- 
dig diwarisi berbeda dengan orang-orang mur- 
tad yang lain. Para ahli warisnya yang Muslim 
juga mewarisinya, jika dia menunjukkan ke- 
islamannya. 

Kesimpulannya, murtad secara umum 
menghalangi pewarisan. Sebagian ulama 
menghitungnya sebagai penghalang khusus 
berbeda dengan perbedaan agama. Sebab, 
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murtad mempunyai hukum khusus. Orang 
murtad tidak mewarisi siapa pun selain orang 
murtad secara mutlak, juga tidak diwarisi 
menurut pendapat mayoritas ulama selain Ha- 
nafiyyah. Sedang menurut dua orang murid 
Abu Hanifah, bisa diwarisi secara mutlak. Har- 
tanya yang diperoleh pada waktu Islam sajalah 
yang diwarisi menurut Abu Hanifah. 


4. PENGHALANG KEEMPAT: PERBEDAAN 

DUA NEGARA 

Yang dimaksud dengan negara adalah ne- 
gara yang mempunyai pertahanan khusus dan 
kekuasaan tersendiri. Yang dimaksud dengan 
perbedaan dua negara adalah masing-masing 
orang yang mewarisi dan orang yang diwa- 
risi mengikuti satu negara yang berbeda satu 
dengan lainnya dalam hal pertahanan (ke- 
kuatan atau tentara) dan kerajaan (kekuasa- 
an), sementara antara satu dengan lainnya ter- 
putus perlindungan (tidak bisa saling melin- 
dungi), seperti salah seorang dari mereka dari 
India sedang yang lain dari Swedia. 

Penghalang ini tampak antara Darul Is- 
lam dan Darul Harb atau antara bagian-bagi- 
an dari Darul Harb itu sendiri. Adapun Darul 
Islam atau negera-negara Muslim dianggap 
sebagai satu negara umat Islam. Orang Mus- 
lim di negara mana pun bisa mewarisi, sebab 
Islam menjadikan negeri-negeri Muslim se- 
bagai satu Negara, betapa pun negara-negara 
itu berjauhan, sistem-sistemnya berbeda, dan 
hubungan-hubungan terputus. Kalau orang 
Muslim meninggal di Darul Harb maka yang 
mewarisi adalah ahli warisnya di Darul Islam. 
Penghalang ini khusus untuk non-Muslim. Se- 
bab, negara Islam adalah satu negara. 

Adapun Darul Harb hukumnya berbeda 
bergantung dengan perbedaan negaranya. 

Perbedaan negara adalah penghalang wa- 
risan menurut Hanafiyyah hanya jika itu an- 
tara orang kafir, bukan orang Muslim. Karena, 
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terjadinya saling mewarisi antara pelaku keja- 
hatan dan keadilan, meskipun berbeda perta- 
hanan dan kekuasaan. Penghalang ini dengan 
demikian khusus untuk non-Muslim. Perbeda- 
an negara ada tiga macam. Hakiki dan hukmi, 
hukmi saja, dan hakiki saja. 

a. Perbedaan hakiki dan hukmi. Hal ini ter- 
wujud karena perbedaan sisi dependensi 
dan tempat tinggal. Seperti orang yang 
mewarisi adalah kafir harbi di Darul Harb, 
sedang muwarrits adalah kafir dzimmi 
di Darul Islam. Jika kafir harbi meninggal 
di Darul Harb sementara dia mempunyai 
ayah kafir dzimmi di Darul Islam, atau 
kafir dzimmi di Darul Islam meninggal 
sementara dia mempunyai ayah atau 
anak di Darul Harb maka masing-masing 
tidak bisa mewarisi yang lain. Sebab, ka- 
fir dzimmi termasuk penduduk Darul Is- 
lam dan kafir harbi termasuk penduduk 
Darul Harbi. Keduanya meskipun satu 
agama namun karena perbedaan dua ne- 
gara secara hakiki maka walayah (perlin- 
dungan) antara keduanya terputus. Oleh 
karena itu, warisan terhadap walayah 
menjadi terputus. Sebab, orang mewarisi 
menggantikan harta muwarritsnya dalam 
bentuk kepemilikan, kekuasaan, dan pe- 
ngelolaan. 

b. Perbedaan hukmi saja. Ini terwujud ka- 
rena perbedaan sisi dependensi atau ke- 
warganegaraan Saja. Seperti orang yang 
mewarisi Jerman sedang orang yang me- 
wariskan Inggris sementara keduanya 
tinggal di Jerman dan Inggris. Atau, salah 
satu dari keduanya dzimmi sedang yang 
lain, kafir musta'man yang sama-sama 
tinggal di Darul Islam. Sebab, kafir musta'- 
man secara hukum termasuk penduduk 
Darul Harb. 

Atau, keduanya musta'man dari dua 
negara yang berbeda. Kedua-duanya ting- 
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gal di Darul Islam, sebab mereka kedua- 
nya adalah harbi dari negara yang berbe- 
da. Oleh karena itu, mereka semua tidak 
bisa saling mewarisi karena perbedaan 
dependensi. 

c. Perbedaan hakiki saja. Ini terwujud de- 
ngan perbedaan tempat tinggal sementa- 
ra kerakyatan atau dependensinya sama, 
seperti dua orang Jerman tinggal di Pran- 
cis. Sementara, yang lain tinggal di Ame- 
rika dengan tetap menjaga kewarganega- 
raannya. Juga, seperti kafir musta'man 
yang ada di negara kita dengan kafir harbi 
yang tinggal di Darul Harb. Keduanya dari 
satu negara. Keduanya saling mewarisi 
karena kesamaan dependensi. 


Dua macam pertama dan kedua mengha- 
langi warisan, karena perbedaan dependensi. 
Alasan penghalangan warisan adalah seputar 
dependensi. Perbedaan hukmi inilah yang 
menjadi sebab satu-satunya dalam pengha- 
langan warisan. 

Macam ketiga tidak menghalangi warisan, 
karena kesamaan dependensi. 

Dengan demikian, tampak bahwa dua 
orang kafir harbi jika ada di dua negara Darul 
Harb dengan kesamaan kewarganegaraan 
maka perbedaan di negara itu adalah hakiki 
dan bukan penghalang warisan. Jika dia ada 

“di negara kita maka perbedaan itu hukmi dan 
menghalangi warisan. Oleh karena itu, kedua- 
nya tidak bisa saling mewarisi di Darul Islam 
jika keduanya dzimmi. 

Perbedaan negara menurut Syafi'iyyah bu- 
kanlah termasuk penghalang warisan, namun 
mereka mengatakan tidak ada saling mewarisi 
antara kafir harbi dan kafir mu'ahad. Dan ini 
mencakup kafir dzimmi dan kafir musta'man, 
karena terputusnya muwalah antara kedua- 
nya, sebagaimana telah dijelaskan. Maka, me- 
reka sepakat dengan Hanafiyyah pada macam 
yang pertama. 
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Perbedaan negara menurut Malikiyyah 
dan Hanabilah bukanlah penghalang mutlak 
warisan. Penduduk Darul Harb bisa saling 
mewarisi, baik negara mereka berbeda atau 
sama. 

Adapun undang-undang Mesir pasal 6 
menyatakan bahwa perbedaan negara tidak 
menghalangi warisan antara umat Islam. Juga, 
tidak menghalangi antara non-Muslim kecuali 
jika syariat negara asing menghalangi pewa- 
risan orang asing. 

Undang-undang ini berlaku bahwa pada 
asalnya perbedaan negara tidak menghalangi 
waris-mewarisi antara non-Muslim, sebagai- 
mana yang dikatakan oleh Malikiyyah dan Ha- 
nabilah. Hanya saja, disyaratkan syariat negara 
asing itu tidak menghalangi pewarisan orang 
asing. Jika syariat negara itu menghalangi pe- 
warisan orang asing maka perbedaan negara 
menurut kita menghalangi pewarisan, demi 
penyikapan yang sepadan. 

Adapun undang-undang Syria dalam pa- 
sal 264 menyatakan bahwa orang asing tidak 
diberi hak warisan kecuali jika undang-undang 
negaranya memberikannya kepada orang- 
orang Syria. Hal ini demi mengambil prinsip 
penyikapan sepadan. Ini mencakup—sayang- 
nya—orang-orang Muslim dari berbagai war- 
ga negara yang berbeda. Padahal, itu tidak di- 
ucapkan oleh seorang ahli figih pun. 

Contohnya, orang-orang Syria tidak bisa 
memberi warisan kepada orang-orang Turki, 
orang-orang Turki tidak bisa memberi waris- 
an orang-orang Syria demi mengambil kese- 
padanan atau penyikapan sepadan. Ini tidak 
boleh menurut syara' karena bertentangan 
dengan nash Al-0ur'an, 


K2 Ara, G 
|. pg -loga li lal 

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu 
bersaudara...” (al-Hujuraat: 10) 
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Namun, jika maksud kata orang asing di- 
pahami sebagai non-Muslim atau non-Kristen 
yang tinggal di negara-negara Muslim maka 
tidak ada pertentangan. Sebab, orang Muslim 
di negara Islam tidak dianggap orang asing, 
sebagaimana orang-orang non-Muslim yang 


tinggal di negara-negara Muslim saling me- . 


warisi satu dengan lainnya." 


F. HAK-HAK YANG BERKAITAN DENGAN 
PENINGGALAN MAYIT (AT-TIRKAH) 


Definisi tirkah. Tirkah menurut bahasa 
adalah apa yang ditinggalkan oleh sesorang 
dan dibiarkan tetap. Menurut istilah mayoritas 
ulama selain Hanafiyyah, adalah semua yang 
ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak 
yang tetap secara mutlak. Oleh karena itu, dia 
mencakup benda-benda materiil berupa ba- 
.rang-barang bergerak dan pekarangan, dan 
hak-hak barang seperti hak-hak bersama se- 
perti perairan, air minum, dan sebagainya, 
manfaat-manfaat seperti hak memanfaatkan 
barang yang disewa atau dipinjam, hak-hak 
pribadi seperti hak syuf'ah, hak khiyar seperti 
khiyar asy-Syarth, mencakup juga apa yang 
dihasilkan oleh suatu sebab seperti khamar 
yang menjadi cuka setelah dia wafat, jala yang 
dipasang kemudian di dalamnya ada buruan 
setelah dia mati. Demikian juga diyat yang di- 
ambil karena dia dibunuh. Berdasarkan pen- 
dapat yang paling shahih menurut Syafi'iyyah, 
yakni masuknya hal-hal itu dalam kepemi- 
likan orang tersebut menjelang matinya." 

Tirkah menurut Hanafiyyah adalah har- 
ta-harta dan hak-hak finansial yang dimiliki 
mayit. Oleh karena itu, ia mencakup harta- 
harta materiil seperti pekarangan-pekarangan, 
barang-barang bergerak, dan piutang-piutang 
di tempat orang lain, hak-hak benda yang 
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bukan harta, namun bisa dihargai dengan har- 
ta atau yang berkaitan dengannya, seperti hak 
minum, perairan, hak lewat, hak bertempat di 
atas, pegadaian. Sebab, ahli waris mewarisi 
piutang yang dikuatkan dengan gadaiannya. 

Khiyar (hak memilih) barang transaksi, 
seperti khiyar aib (hak memilih untuk mene- 
ruskan atau membatalkan transaksi karena 
adanya cacat pada barang), khiyar ta'yin (hak 
memilih salah satu dari beberapa benda), khi- 
yar karena keterlambatan memilih sifat yang 
diinginkan. Menurut mereka, khiyar tidak men- 
cakup khiyar syakhshiat (khiyar pribadi), se- 
perti khiyar syarat, khiyar ru'yah, hak syuf'ah. 
Semuanya adalah hak-hak yang berkaitan 
dengan pribadi orang yang meninggal bukan 
dengan hartanya. 

Juga, tidak mencakup manfaat-manfaat 
seperti sewa-menyewa dan pinjam-memin- 
jam, karena akad selesai dengan kematian. 
Juga, karena manfaat-manfaat bukanlah harta 
menurut ulama-ulama Hanafiyyah dahulu. 
Tidak juga mencakup penerimaan wasiat. Wa- 
siat berlangsung karena matinya orang yang 
diberi wasiat, artinya sebelum dia menerima 
atau menolak. Ketiadaan menolak dianggap 
sebagai menerima. 

Hanafiyyah membatasi tirkah hanya pada 
harta atau hak yang mempunyai hubungan 
dengan harta saja. Yang diwarisi menurut me- 
reka adalah benda-benda yang berupa harta. 
Adapun hak-hak di antaranya ada yang diwa- 
risi seperti hak menahan barang yang dijual 
dan menahan gadai. Di antaranya adalah hal 
yang tidak diwariskan seperti hak syuf'ah, 
khiyar syarat, had gadzaf, hak menikahkan. 
Demikian juga, khiyar gabul, sewa-menyewa, 
pemberian izin penjualan al-Fudhuli (dengan 
tambahan harta) dan penambahan tempo ti- 
dak bisa diwarisi. Perwalian, jual beli ariyah, 


466.  Al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah, vol. Ili: al-Mawaariits karya Dr. Musthafa as-Siba'i hlm. 49. 


467 Raddul Muhtaar: V/538. 
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titipan, mencabut hibah juga tidak bisa diwa- 
risi. Adapun khiyar aib, khiyar ta'yin, gishash, 
khiyar ru'yah, khiyar washf, maka diwarisi. 

Adapun hak-hak yang berkaitan dengan 
tirkah ada dua macam:'8 

Pertama, yang berhubungan dengan hak 
orang lain pada saat dia masih hidup. Ini tidak 
dinamakan tirkah. Oleh karena itu, hal ini le- 
bih didahulukan daripada perawatan jenazah, 
karena berhubungan dengan harta sebelum 
menjadi tirkah. Nargun, ia dinamakan dengan 
hak-hak benda. Inilah yang berkaitan dengan 
barang-barang yang ditinggalkan oleh orang 
yang meninggal, seperti hak penjual dalam pe- 
nerimaan barang yang dibuang, hak orang yang 
menggadaikan terhadap barang yang digadai- 
kan. Semisal dengan itu menurut Hanafiyyah 
adalah hak orang yang menyewa yang cepat- 
cepat membayar sewa. Dengan demikian, dia 
lebih berhak terhadap barang yang disewa sam- 
pai berakhirnya masa sewa, atau sewa yang di- 
bayar cepat-cepat itu dikembalikan kepadanya. 
Sebab, jika orang yang menyewa memberikan 
sewa kemudian orang yang menyewakan me- 
ninggal, rumah ini menjadi dengan sewa. 

Kedua, tidak berkaitan dengan hak orang 
lain. Inilah yang dinamakan dengan tirkah. Ini 
berkaitan dengan empat hak sesuai dengan 
urutan berikut. 

Perawatan mayit dan pengafanannya, 
pembayaran utang-utangnya, pelaksanaan wa- 
siat-wasiatnya, kemudian hak para ahli waris 
mengenai bagian sisa harta yang ditinggalkan. 
Penjelasan masing-masing hak adalah sebagai 
berikut. 


1. PERAWATAN MAYIT DAN PENGAFANANNYA 
Harus dimulai pengkafanan mayit, pera- 
watannya dengan baik sesuai dengan tingkat 
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kelonggaran dan kesulitan hidup si mayit me- 
nurut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. 
Atau, dengan ukuran tidak mubadzir tidak 
pula menyia-nyiakan, menurut Hanafiyyah. 
Sebab, hal itu termasuk masalah-masalah pen- 
ting yang berkaitan dengan hak mayit, penja- 
gaan kehormatan dan kemuliaannya secara 
manusiawi, yakni menimbunnya di kuburnya. 
Juga, karena firman Allah SWT, 


Aa EA AA AE LA 
Me ra a33 Yin SK ON 
PN UK 

“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan 
Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apa- 
bila menginfakkan (harta), mereka tidak ber- 


lebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara ke- 
duanya secara wajar." (al-Furgaan: 67) 





Hal itu sesuai dengan sunnah dengan 
memerhatikan jumlah (tiga baju untuk laki- 
laki dan lima untuk perempuan), dan memer- 
hatikan nilai sesuai dengan yang dipakai pada 
saat dia hidup. Yakni, pakaian rata-rata yang 
dipakainya, bukan pakaian bagus yang diguna- 
kan untuk shalat Jumat dan hari raya. Perlu ju- 
ga diperhatikan keadaan para ahli waris khu- 
susnya anak-anak kecil. 

Perawatan jenazah yang dikehendaki 
adalah semua yang dibutuhkan mayit ketika 
dia mati sampai ditimbun dalam kuburnya. 
Yakni, biaya-biaya memandikan, mengafani, 
memikul, menanam, dan menggali kuburnya. 
Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad 
saw. mengenai orang yang terinjak untanya 
pada waktu haji, 


. “ 
Oo Ox . ho du 
LA 0 gia 
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468. Syarh as-Siraajiyyah, hlm. 3-7, ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: V/535-537, asy-Syarhush Shaghiir: IV/616-618, al- 
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Nabi tidak bertanya apakah dia mempu- 
nyai utang atau tidak karena dia memang 
membutuhkan hal itu. Perawatan jenazah ada- 
lah dari peninggalan mayit. Jika mayit tidak 
mempunyai peninggalan maka pengafanan- 
nya menjadi tanggungan orang yang wajib 
memberinya nafkah pada saat dia hidup. 

Juga, perlu didahulukan perawatan orang 
yang mati sebelumnya meskipun hanya sesaat, 
yaitu orang yang harus diberi nafkah seperti 
orang tuanya, anaknya, istrinya, dan pemban- 
tunya. Menurut Syafi'iyyah dan Abu Yusuf 
(pendapatnya ini dijadikan fatwa menurut 
Hanafiyyah) termasuk istri adalah perempu- 
an yang ditalak ba'in dalam keadaan hamil 
atau talak raj'i. Sebab, nafkah istri merupakan 
tanggungan suaminya, dan perawatan jenazah 
istri termasuk nafkah. Muhammad ibnul Ha- 
san, Malik, dan Ahmad bahwa suami tidak ber- 
kewajiban merawat istrinya secara mutlak, 
meskipun si istri itu dalam kesulitan. Sebab, 
hubungan suami istri telah terputus karena 
kematian. Oleh karena itu, dia dirawat dengan 
hartanya atau harta kerabatnya. Pendapat ini 
menurut perhitunganku tidak bisa diterima 
menurut pergaulan, etika, dan adat kebiasaan. 

Tidak termasuk biaya-biaya perawatan 
jenazah bid'ah-bid'ah dan fenomena-fenome- 
na yang dibuat oleh orang-orang pada zaman 
sekarang, seperti melaksanakan acara kema- 
tian, perayaan pengusungan jenazah, jamuan 
pada hari-hari Kamis, Jumat, empat puluh 
hari, peringatan tahunan, dan semua yang di- 
bayarkan kepada sebagian orang-orang men- 
dendangkan, melantunkan dzikir-dzikir dan 
bacaan-bacaan. Semuanya itu termasuk bid- 
'ah yang tidak boleh dibiayai dari peninggalan 
mayit. 


469. HR Bukhari Muslim. 
470 


HR at-Tirmidzi diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata 
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Barangsiapa mengeluarkan uang untuk 
hal-hal ini maka dia bertanggung jawab. Jika 
dia ahli waris maka biaya itu dari hartanya 
sendiri. Jika dia orang asing maka apa yang di- 
keluarkan untuk acara itu dianggap sedekah 
sunnah. Pembiayaan untuk orang-orang yang 
berpiutang tidak bisa dilaksanakan—jika pe- 
ninggalan berupa piutang—kecuali dengan ke- 
relaan mereka. 

Mendahulukan biaya perawatan jenazah 
daripada utang adalah pendapat Hanabilah. 
Adapun Hanafiyyah dan Syafi'iyyah mendahu- 
lukan pembayaran utang daripada biaya pe- 
rawatan. Malikiyyah mendahulukan utang 
yang djamin dengan gadai daripada perawat- 
an jenazah. Tersebut dalam kitab al-Adzb al- 
Faidh volume 1/13: mayoritas ulama selain 
Imam Ahmad mendahulukan hak-hak yang 
berkaitan dengan benda peninggalan Gara 
perawatan jenazah. 


2. MEMBAYAR UTANG-UTANG MAYIT 

Kemudian, setelah perawatan jenazah, 
utang-utang mayit dibayarkan dari semua har- 
tanya yang tersisa setelah perawatan jenazah. 
Alasan diakhirkannya pembayaran utang da- 
ripada pengafanan dan sebagainya adalah ka- 
rena pengafanan adalah pakaiannya setelah 
dia mati, sebagaimana pakaiannya selama dia 
hidup. Sebab untuk membayar utang, pakai- 
an-pakaiannya tidak dijual selama dia mampu 
bekerja. Pembayaran utang lebih didahulu- 
kan daripada menjalankan wasiat, meskipun 
wasiat didahulukan penyebutannya dalam 
ayat. Ini karena ucapan Ali, 


Le J3 ak Kue Inc Ca 


“Aku melihat Rasulullah saw. mulai meng- 
urus utang mayit daripada wasiat.” 
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Hikmah didahulukannya adalah perhati- 
an Islam terhadap utang itu, tidak mengabai- 
kannya. Sebab, utang mirip dengan warisan 
yang harus diambil tanpa kompensasi. Oleh 
karena itu, para ahli waris harus mengeluar- 
kannya. Pembayaran utang didahulukan untuk 
menganjurkan pembayaran utang dan mem- 
beri peringatan bahwa wasiat sama dengan 
utang dalam hal kewajiban membayarnya. 
Adapun utang, orang-orang yang mengutangi 
akan tenang jika utang itu dibayar. 

Kesimpulannya, bahwa sebab-sebab di- 
dahulukannya wasiat daripada utang dalam 
pandangan Al-Our'an adalah hal-hal berikut. 

Pertama, wasiat dari sisi kewajiban lebih 
minim daripada utang. Oleh karena itu, Al- 
Our'an mendahulukannya sebagai perhatian 
untuk wasiat. Al-Our'an mengakhirkan utang 
karena jarang terjadi. Utang kadang ada ka- 
dang tidak ada. Oleh karena itu, Al-Gur'an 
memulai dengan hal yang semestinya dan me- 
ngatakan hal yang kadang-kadang terjadi, atau 
dikuatkan dengan au (atau). Kalau utang men- 
jadi urutan setelah wasiat maka 'athaf dengan 
wawu. 

Kedua, wasiat adalah bagian orang-orang 
miskin yang lemah. Oleh karena itu, Al-Gur'an 
mendahulukannya. Sebab, wasiat adalah ba- 
gian berbentuk utang yang dituntut dengan 
kekuatan. Bagian ini disebut oleh Al-Our'an. 

Ketiga, wasiat adalah bagian orang-orang 
miskin yang lemah. Oleh karena itu, Al-Gur'an 
mendahulukannya. Utang adalah hal tetap 
yang dibayarkan, baik Al-Our'an menyebutkan- 
nya atau tidak. 

Keempat, pendahuluan utang daripada 
wasiat adalah jelas. Sebab, pembayaran utang 
adalah kewajiban orang yang berutang yang 
mana dia dipaksa untuk membayarnya pada 
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saat dia hidup. Wasiat adalah ibadah sunnah. 

Fardhu (kewajiban) lebih kuat. 

Utang yang harus dibayarkan menurut 
Hanafiyyah adalah yang ada sisi tuntutan dari 
hamba (manusia). Adapun utang-utangkepada 
Allah, seperti zakat dan kafarat maka para ahli 
waris tidak wajib membayarnya, kecuali jika 
orang yang meninggal telah berwasiat untuk 
membayarnya. 

Bagaimanapun juga, utang ada empat 
macam: 

1. Utang-utang yang berkaitan dengan ben- 
da seperti utang yang berkaitan dengan 
barang gadaian, jika si mayit tidak mem- 
punyai apa-apa selain barang gadaian itu. 
Saya telah menjelaskan bahwa utang ter- 
sebut menurut Hanafiyyah didahulukan 
daripada pengafanan dan perawatan jena- 
zah. Adapun dalam undang-undang, utang 
diakhirkan daripada perawatan jenazah 
demi mengambil pendapat Hanabilah. 

2. Utang-utang untuk Allah seperti zakat, 
kafarat, dan nadzar gugur dengan kema- 
tian menurut Hanafiyyah. Para ahli waris 
tidak berkewajiban membayarkannya un- 
tuk mayit kecuali dengan perwakilan dari 
si mayit. Yaitu, si mayit berwasiat agar 
utang-utang kepada Allah itu dibayarkan 
untuknya dari peninggalannya. Oleh ka- 
rena itu, dibayarkan dari sepertiga har- 
tanya saja. 

Mayoritas ulama dari kalangan Mali- 
kiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah menga- 
takan bahwa utang-utang ini wajib diba- 
yarkan dan berkaitan dengan peninggalan 
mayit, dibayarkan meskipun mayit tidak 
berwasiat. Pendapat ini lebih shahih, se- 
bab di dalamnya ada unsur pembebasan 
tanggungan. 


Ty ng Ap be J3 SAN 


“Pembayaran utang adalah sebelum wasiat. Ahli waris tidak mendapatkan wasiat.” 
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Utang-utang hamba atau utang-utang ma- 
yit yang menjadi tanggungannya pada saat 
dia sehat didahulukan daripada utang pa- 
da waktu dia sakit. Utang-utang pada wak- 
tu sehat ada dalam posisi sama meskipun 
berbeda penyebab-penyebabnya, seperti 
utang, mahar, sewa, dan semua yang harus 
menjadi tanggungan sebagai ganti sesuatu 
yang lain. 

Utang pada waktu sehat adalah yang 
ada dengan bukti, atau pengakuan pada 
saat dia sehat. Pembuktian adanya utang 
bisa diketahui dengan cara dillihat. Yakni, 
penyebabnya diketahui oleh orang banyak 
seperti harga obat atau yang lain, atau 
mengganti sesuatu yang digunakan. 

Utang pada waktu sakit adalah sakit 
keras yang menyebabkan mati. Yaitu, yang 
terbukti dengan pengakuan orang yang 
berutang pada saat dia sakit keras. Ini le- 
bih lemah daripada utang pada waktu 
sehat, karena lemahnya pengakuan orang 
yang sakit. 

Menurut Malikiyyah, hak-hak hamba 

didahulukan daripada hak-hak Allah. 
Menurut Syafi'i sebaliknya, sebagaimana 
akan saya jelaskan. Adapun menurut Ha- 
nafiyyah hak-hak Allah gugur, tidak perlu 
dilaksanakan. 
Utang-utang pada waktu sakit yang men- 
jadi kewajiban mayit melalui jalan peng- 
akuan dan tidak diketahui oleh orang lain, 
diakhirkan daripada utang-utang pada 
masa sehat. Sebab, pengakuan pada saat 
sakit keras ada dalam dugaan sedekah 
sunnah atau pilih kasih. Oleh karena itu, 
utang tersebut dalam status wasiat-wasiat 
yang dilaksanakan dalam batas sepertiga, 
dan diakhirkan daripada utang-utang 
yang lain. 
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Mayoritas ulama tidak membedakan an- 
tara utang-utang pada saat sehat dan utang- 
utang pada saat sakit. Utang-utang itu ada 
dalam satu tingkatan sama. Sebab, jika dike- 
tahui penyebabnya oleh orang banyak maka 
disamakan dengan utang-utang pada saat dia 
sehat, sebagaimana pendapat Hanafiyyah. Ji- 
ka tidak diketahui penyebabnya maka cukup 
pengakuan keberadaan utang-utang itu. Se- 
bab, pengakuan adalah argumentasi yang 
mempunyai konsekuensi, tidak bisa diabaikan 
kecuali jika ada hal yang membatalkannya 
atau mendustakannya. Undang-undang Me- 
sir M 4 dan Syria M 238 mengambil pendapat 
mayoritas ulama, tidak membedakan utang- 
utang tersebut, membiarkan mana yang lebih 
dahulu tanpa ada perincian. Baiknya penda- 
pat-pendapat madzhab lain mengenai utang- 
utang, dijelaskan secara tersendiri. 

Malikiyyah mengatakan,”! peninggalan 
mayit yang mulai diurus adalah hak yang ber- 
kaitan dengan benda seperti barang gadaian. 
Kemudian biaya perawatan jenazah, kemudi- 
an pembayaran utang lalu wasiat-wasiat. Pem- 
bayaran utang dari harta mayit didahulukan 
daripada wasiat, artinya utang si mayit ter- 
hadap orang lain, baik telah jatuh temponya 
atau tidak. Sebab, utang akan menjadi jatuh 
temponya karena kematian orang yang ber- 
utang. Setelah itu, didahulukan denda haji 
Tamattu' baik dia berwasiat atau tidak. Ke- 
mudian zakat fitrah yang tidak dibayarkan, 
kafarat-kafarat yang keabsahannya disaksikan 
menjadi tanggungannya atau dia hanya ber- 
wasiat saja. Zakat uang yang telah jatuh tempo 
dan diwasiatkan dianggap seperti kafarat yang 
disaksikan keberadaannya. 

Kesimpulannya, zakat fitrah yang tidak 
dibayarkan, kafarat yang menjadi kewajiban- 
nya seperti kafarat sumpah, puasa, zihar, dan 


Asy-Syarhush Shaghiir ma'a Haasyiyah ash-Shaawi: IV/617 dan seterusnya. 
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pembunuhan jika disaksikan keabsahannya 
sebagai tanggungannya maka masing-masing 
dikeluarkan dari harta si mayit, baik dia ber- 
wasiat untuk mengeluarkan dua hal itu (za- 
kat fitrah dan kafarat) atau tidak. Kedua hal 
itu sama seperti zakat yang telah jatuh tempo 
pelaksanaannya. 

Syafi'iyyah mengatakan,”? utang-utang 
yang menjadi tanggungan mayit dibayarkan 
dari ra'sul mal (harta si mayit sebelum diba- 
gi-bagi) baik si mayit mengizinkan pembayar- 
annya atau tidak, kewajiban terhadap Allah 
atau manusia, sebab itu adalah hak-hak yang 
menjadi kewajibannya. 

Utang kepada Allah seperti zakat, kafarat, 
haji didahulukan daripada utang kepada anak 
Adam menurut pendapat yang paling shahih. 

Utang yang berkaitan dengan barang ting- 
galan didahulukan daripada biaya perawatan 
jenazah, seperti zakat mal yang menjadi ke- 
wajibannya. Sebab, si mayit seperti tergadai- 
kan dengan zakat tersebut dan barang gadai- 
an karena berkaitan dengan hak orang yang 
menerima gadaian, barang yang dijual dengan 
harga dalam tanggungan. Ini jika pembeli me- 
ninggal dalam keadaan bangkrut tidak bisa 
membayarnya, demi mendahulukan hak orang 
yang mempunyai kaitan dengan hak oranglain, 
sebagaimana keadaan pada waktu hidup. Ini 
sesuai dengan pendapat Hanafiyyah di atas. 

Hanabilah'”? mengatakan, harta yang ter- 
sisa setelah biaya perawatan mayit dengan 


baik, digunakan untuk membayar utang- 


utangnya, baik dia berwasiat atau tidak. Di- 
mulai dengan yang berkaitan dengan harta 
itu seperti utang dengan gadai, denda jinayah 
yang menjadi tanggungan pelaku kejahatan 
dan sebagainya, kemudian utang-utang bebas 
yang menjadi tanggungan, baik utang-utang 


472. Mughnil Muhtaaj: 111/3-4. 


473. Kasysyaaful Oinaa" IV/447. 
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Ta 


Upah yang dijanjikan kepada seseorang untuk suatu pekerjaan. 
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itu kepada Allah seperti zakat mal dan sede- 
kah fitrah, kafarat, haji wajib, dan nadzar. 
Atau, utang kepada anak Adam seperti utang- 
utang yang berupa utang murni, harga, sewa, 
jualah”# yang masih dalam tanggungan dan 
sebagainya, diyat setelah berlalu satu tahun, 
denda (kompensasi) jinayat, barang-barang 
yang di-ghashab, harga-harga barang yang 
rusak, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan 
hadits di atas bahwa Rasulullah memutuskan 
pengurusan utang sebelum wasiat. Jika harta- 
nya sedikit (tidak mencukupi), mereka (orang- 
orang yang mempunyai piutang) membagi 
antar mereka. 


3. PELAKSANAAN WASIAT-WASIATNYA 
Wasiat-wasiat dilaksanakan dari seper- 
tiga harta yang tersisa, bukan dari sepertiga 
harta asli si mayit yaitu setelah pelaksanaan 
hak-hak di atas, karena firman Allah SWT, 


“Ba - 2 Hah Ba £ 

Kg “ole 2 PA AN Au 
“..setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat- 

nya atau (dan setelah dibayar) utangnya...” 


(an-Nisaa':: 11) 





Sebab, hal-hal yang tersebut telah diper- 
gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang 
harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sisanya 
adalah harta mayit yang diperbolehkan syara' 
untuk dipergunakan sepertiganya. Wasiat-wa- 
siatnya yang lebih dari sepertiga tidak dilak- 
sanakan kecuali dengan izin para ahli waris, 
baik orang yang mendapatkan wasiat itu 
orang asing atau ahli waris sendiri. Jika mere- 
ka mengizinkan maka dilaksanakan. Jika sa- 
lah seorang dari mereka mengizinkan maka 
dilaksanakan sesuai dengan bagian orang 
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yang memberikan izin bukan yang lain. Hal 
ini sebagaimana wasiat kepada ahli waris ti- 
dak dilaksanakan sama sekali, kecuali dengan 
izin para ahli waris, baik kurang dari sepertiga 
atau lebih. 

Wasiat didahulukan daripada warisan, 
baik wasiat mutlak seperti wasiat dengan ba- 
gian yang populer dalam tirkah seperti se- 
pertiga, atau seperempat. Atau tertentu, yaitu 
wasiat yang berupa barang dari peninggalan 
mayit seperti rumah tertentu atau uang-uang 
tertentu. 

Ini dalam hal wasiat-wasiat bebas. Ada- 
pun wasiat wajib yang diambil oleh undang- 
undang Mesir (M 67) untuk anak-anak si mayit 
pada saat si ayah masih hidup dan undang-un- 
dang Syria M 257 untuk anak-anak dari anak 
laki-laki si mayit pada saat ayahnya masih 
hidup, bukan anak-anak dari anak perempuan. 
Setelah pembayaran utang, wasiat-wasiat itu 
didahulukan daripada wasiat bebas. 


Urutan Wasiat-Wasiat Menurut Hanafiyyah 
Mengenai Hak-Hak Allah dan Hak-Hak 
Hamba 
Hanafiyyah berpendapat bahwa wasiat 

jika berupa salah satu kewajiban Allah maka 
utang lebih didahulukan daripada kewajiban- 
kewajiban itu. Sebab, utang lebih kuat daripada 
kewajiban-kewajiban itu. Jika wasiat itu untuk 
zakat yang besarnya sama dengan utang dalam 
hal keharusan menahan untuk membayarnya 
maka utang lebih kuat. Sebab jika hakim me- 
nemukan dari harta orang yang berutang apa 
yang sejenis (sebesar) dengan utang, hakim 
boleh mengambilnya tanpa kerelaan orang ter- 
sebut dan menyerahkannya pada orang yang 
mempunyai piutang. Sementara itu, hakim ti- 
dak boleh mengambil dari zakat, meskipun ha- 
kim menemukan yang sejenis dengannya. 

Jika wasiat selain zakat seperti haji, na- 


dzar, dan kafarat maka utang kepada hamba 
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didahulukan juga daripada wasiat tersebut, 
meskipun keduanya sama dari sisi kewajiban. 
Sebab, orang itu dipaksa membayar utang 
dengan cara ditahan, sementara dia tidak di- 
paksa untuk melaksanakan kewajiban-kewa- 
jiban itu. Oleh karena itu, utang lebih kuat. 

Jika hak Allah dan hak hamba sama me- 
ngenai barang seperti peninggalan, dan pe- 
ninggalan mayit itu tidak bisa untuk meme- 
nuhi kedua hak itu maka hak hamba didahulu- 
kan, karena mereka membutuhkan sementara 
Allah tidak membutuhkannya juga karena ke- 
muliaan-Nya. 

Jika utang itu termasuk hak Allah, maka 
jika si mayit berwasiat tentang itu, harus di- 
penuhi dari sepertiga sisa hartanya setelah 
utang—yang notabene—menjadi hak hamba. 
Jika dia tidak berwasiat maka tidak wajib. 

Orang yang ketinggalan tidak melaksana- 
kan shalat, dan si mayit berwasiat untuk mem- 
beri makan fakir miskin sebagai gantinya, ma- 
ka para ahli waris harus memberi makan fakir 
miskin sebagai gantinya dari sepertiga harta si 
mayit. Untuk setiap shalat setengah sha' gan- 
dum. Demikian juga shalat witir, sebab itu juga 
kewajiban menurut Abu Hanifah. 

Jika si mayit tidak menjalankan puasa Ra- 
madhan karena bepergian atau sakit, semen- 
tara dia mampu untuk menggadhanya namun 
dia tidak menggadhanya sampai meninggal 
dan dia berwasiat untuk memberi makan, para 
ahli warisnya wajib memberikan makan dari 
sepertiga harta mayit, setiap hari setengah 
sha' gandum. 

Jika dia berwasiat untuk menjalankan haji 
maka dilakukan dari sepertiga hartanya saja. 


4. HAK PARA AHLI WARIS 

Sisa harta mayit setelah dilaksanakan 
hak-hak di atas dibagi kepada ahli warisnya, 
sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. 
Ahli waris adalah orang-orang yang nasab atau 
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hubungannya dengan mayit benar-benar ada. 
Mereka mendapatkan hak warisan yang ba- 
gian mereka terdapat dalam Al-Kitab, As-Sun- 
nah, atau ijma. 


Urutan Hak-Hak yang Berkaitan dengan 
Peninggalan Mayit (Tirkah) Menurut 
Undang-Undang 
Undang-undang Mesir M 4 menyatakan 
bahwa tirkah dilakukan sebagaimana berikut. 
' Pertama, biaya yang cukup untuk merawat 
mayit dan orang-orang yang wajib diberi naf- 
kah, semenjak kematiannya sampai dikubur. 
Kedua, utang-utang mayit. 
Ketiga, apa yang diwasiatkan oleh mayit da- 
lam batas yang mana wasiat bisa dilaksanakan. 
Keempat, harta yang masih tersisa setelah 
itu untuk para ahli waris. Jika tidak ada ahli 
waris maka tirkah dipergunakan sebagaimana 
urutan berikut. 
a. Hak orang yang diakui oleh mayit adanya 
nasab pada orang lain. 
b. Apa yang diwasiatkan mayit yang mana 
lebih dari batas yang diperbolehkan me- 
laksanakan wasiat (lebih dari sepertiga). 


Jika salah seorang dari mereka tidak ada 
maka tirkah atau yang tersisa dari tirkah di- 
berikan kepada perbendaharaan umum. 

Perlu dicatat bahwa undang-undang, demi 
melaksanakan madzhab Hanabilah, berbeda 
dengan mayoritas ulama, mendahulukan per- 
awatan mayit daripada semua hak. Sebab, 
orang yang berutang ketika masih hidup tidak 
membayarkan utang-utangnya kecuali apa 
yang berlebih dari kebutuhannya. Oleh karena 
itu, rumahnya tidak dijual, juga bajunya. De- 
mikian halnya keadaannya setelah dia mati, 
utang-utangnya tidak dibayarkan kecuali dari 
kelebihan setelah perawatan jenazah. 
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Buah perbedaan antara dua pendapat ini, 
tampak dalam barang gadaian, jika pemilik 
barang tersebut meninggal, sedang barangnya 
tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. 
Maka Malikiyyah, Hanafiyyah, dan Syafi'iyyah 
mendahulukan pembayaran utang dan men- 
jadikan kewajiban perawatan pada kerabat- 
kerabatanya atau orang yang hadir, yakni 
umat Islam atau Baitul Mal. Hanabilah menda- 
hulukan perawatan, sebagaimana Malikiyyah 
mendahulukan perawatan daripada utang- 
utang biasa yang tidak dijamin dengan gadai. 

Undang-undang Syria M 262 menyatakan 
sebagai berikut. 

Tirkah dipergunakan sebagaimana urutan 
berikut. 

a. Biaya yang cukup untuk perawatan ma- 
yit dan nafkah orang yang menjadi ke- 
wajibannya semenjak dia mati sampai di- 
kubur dengan ketentuan yang legal. 

b. Utang-utang mayit. 

Wasiat yang wajib. 


ag 


Warisan-warisan sesuai dengan urutan- 
nya dalam undang-undang. 


G. MACAM-MACAM AHLI WARIS, JUMLAH, 
TINGKATAN, DAN CARA MEMBERI 
WARISAN KEPADA MEREKA, MENURUT 
MADZHAB-MADZHAB FIOIH 


MACAM-MACAM AHLI WARIS 

Warisan yang disepakati ada dua. Adaka- 
lanya dengan al-fardh (bagian yang ditentu- 
kan), adakalanya dengan ashabah. Hanafiyyah 
dan Hanabilah menambahkan karena kekera- 
batan rahim.” 


1 


Adapun warisan dengan al-fardh adalah 
perolehan hak bagian tertentu yang ditentu- 
kan oleh Kitabullah atau sunnah Rasulullah, 
atau dengan ijma. 


475.. Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 7-8: asy-Syarhush Shaghiir: IV/618 dan seterusnya 629, 630: Mughnil Muhtaaj: 111/4-7, Kasysyaaful 
Ginaa" IV/449: ar-Rahabiyyah: hlm. 24, al-Gawaaniin al-Fighiyyah hlm. 385. 
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Warisan dengan ashabah adalah peroleh- 
an hak yang disisakan dari bagian-bagian wa- 
risan. Atau, perolehan hak seluruh peninggal- 
an ketika tidak ada ashhaabul fara'idh (ahli 
waris yang mendapatkan warisan dengan ba- 
gian-bagian tertentu). 

Yang pertama didahulukan daripada yang 
kedua, karena sabda Nabi Muhammad saw. 


ko” AA Pa 


AGAN KA US agak AA AA 


S5 J5 5 ist 36 


“Berikan bagian: bagian warisan kepada 
orang-orang yang berhak terhadapnya. Apa 
yang disisakan oleh bagian-bagian itu maka un- 
tuk laki-laki yang paling dekat dengan mayit.” 


Kadang-kadang seseorang mewaris de- 
ngan al-fardh saja, yaitu enam pihak: yaitu ibu, 
nenek, suami, istri, saudara laki-laki seibu, sau- 
dara perempuan seibu. 

Kadang-kadang mewarisi dengan ashabah 
saja. Mereka adalah anak laki-laki, anak laki- 
laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekan- 
dung, saudara laki-laki seibu, paman, anak la- 
ki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki da- 
ri paman dari pihak ayah, tuan (laki-laki) yang 
memerdekakan budak, tuan (perempuan) yang 
memerdekakan budak. 

Kadang-kadang mewarisi dengan al-fardh, 
kadang-kadang dengan ashabah, sementara 
dua-duanya tidak bisa digabungkan. Mereka 
adalah empat kelompok dari perempuan, yaitu 
anak perempuan, anak perempuan dari anak 
laki-laki, saudara perempuan sekandung, sau- 
dara perempuan seayah. Jika masing-masing 
dari perempuan-perempuan itu bersama de- 
ngan laki-laki dari kelompoknya maka perem- 
puan itu mewarisi dengan ashabah bersama 
dengan laki-laki dari kelompoknya itu. Yaitu, 
laki-laki mendapatkan bagian dua kali perem- 
puan. Jika kelompok perempuan itu tidak 
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bersama dengan laki-laki maka dia mewarisi 
dengan al-fardh. Saudara-saudara perempuan 
sekandung dan seayah mendapatkan warisan 
ashabah dengan anak-anak perempuan. 

Kadang-kadang orang mewarisi dengan 
al-fardh, kadang-kadang dengan ashabah, ka- 
dang-kadang mendapatkan keduanya. Mereka 
ada dua orang: ayah dan kakek. Masing-ma- 
sing dari keduanya mewarisi bagiannya. Jika 
setelah dibagikan pada orang-orang yang men- 
dapatkan bagian masih tersisa maka masing- 
masing dari dua orang itu mengambil sisa itu 
dengan ashabah. 

Adapun warisan dengan kekerabatan ra- 
him, menurut Hanafiyyah dan Hanabilah ada- 
lah perolehan hak ketika tidak adanya ahli wa- 
ris ashabah dan fardh. Hanabilah mengecuali- 
kan suami istri dari ahli waris yang mendapat- 
kan fardh. Mereka mengatakan, kerabat rahim 
mewarisi ketika tidak ada ahli waris ashabah 
dan fardh selain suami istri. 

Pendapat yang masyhur menurut Malikiy- 
yah dan pendapat asli madzhab Syafi'i adalah 
bahwa dzawil arham tidak mewarisi, tidak pula 
diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan 
al-fardh, tapi harta itu diberikan kepada Baitul 
mal. Ulama belakangan dari madzhab Syafi'iy- 
yah berfatwa, jika Baitul Mal belum dibentuk, 
maka diberikan kepada ahli waris yang menda- 
patkan al-fardh selain suami istri, sisa bagian- 
bagian mereka dengan pembagian berdasarkan 
persentase. Jika mereka tidak ada maka diberi- 
kan kepada dzawil arham. Demikian pula, ula- 
ma-ulama belakangan Malikiyyah mengatakan 
bahwa harta tersebut diberikan kepada ahli 
waris al-fradh (dzawil furuudh). Jika tidak ada 
maka diberikan kepada dzawil arham. 


2. JUMLAH ORANG YANG MEWARISI 

Para fugaha membatasi jumlah ahli waris 
laki-laki dan perempuan. Mereka mengatakan, 
ahli waris laki-laki yang disepakati mendapat- 
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kan warisan ada sepuluh. Kesepuluh orang 
tersebut dengan penyebutan ringkas adalah 
anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki- 
laki terus ke bawah, ayah, kakek terus ke atas, 
saudara laki-laki kemudian anak laki-laki dari 
saudara laki-laki, paman dari garis ayah kemu- 
dian anak laki-laki dari paman dari garis ayah, 
suami, orang yang memerdekakan budak. 

Adapun jumlah mereka dengan penjabar- 
an ada lima belas, yaitu anak laki-laki, anak 
laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, 
ayah, kakek terus ke atas, saudara laki-laki 
sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara 
laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki- 
laki sekandung, anak laki-laki dari saudara 
laki-laki seayah, paman dari garis ayah yang 
sekandung dengan ayah, paman dari garis 
ayah yang seayah dengan ayah, anak laki-laki 
dari paman yang sekandung dengan ayah, 
anak laki-laki dari paman yang seayah dengan 
ayah, suami, orang yang memerdekakan. Laki- 
laki selain mereka adalah dzawil arham. 

Ahli waris perempuan yang disepakati 
mendapatkan warisan ada tujuh. Tujuh orang 
tersebut dengan cara penghitungan singkat 
adalah anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki terus ke bawah, ibu, kakek terus 
ke atas, saudara perempuan, istri, perempuan 
yang memerdekakan budak. 

Adapun dengan cara penghitungan ter- 
perinci ada sepuluh: 

Anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki, nenek (ibu dari ibu), nenek (ibu 
dari ayah), saudara perempuan sekandung, 
saudara perempuan seayah, saudara perem- 
puan seibu, istri, perempuan yang memerde- 
kakan budak. Perempuan-perempuan selain 
mereka adalah dzawil arham. 


3. TINGKATAN PARA AHLI WARIS 
Pembagian sisa tirkah untuk para ahli wa- 
ris—setelah perawatan jenazah, membayar 
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utang, melaksanakan wasiat—dimulai dengan 

urutan sebagai berikut. 

1. Ashabul furudh. Mereka adalah orang- 
orang yang mendapatkan bagian yang 
ditentukan dalam Kitabullah atau sunnah 
Rasulullah, atau ijma, baik mereka ter- 
masuk orang-orang yang mempunyai ke- 
kerabatan karena nasab atau sebab. Me- 
reka ada dua belas. Dari nasab tiga laki- 
laki dan tujuh perempuan. Dari sebab, dua 
orang yaitu suami istri. 

Adapun tiga laki-laki itu adalah ayah, 
kakek, dan saudara laki-laki dari ibu. 

Sedangkan tujuh perempuan adalah 
anak perempuan, anak perempuan dari 
anak perempuan, saudara perempuan se- 
kandung, saudara perempuan seayah, sau- 
dara perempuan seibu, ibu, nenek. 

Dzawil furudh adalah orang yang mem- 
punyai bagian tertentu menurut syara". 
Oleh karena itu, tidak bisa mendapatkan 
tambahan kecuali dengan radd, dan tidak 
berkurang kecuali dengan aul. 

2. Ashabah karena nasab. Mereka adalah 
kerabat-kerabat laki-laki dari pihak ayah 
yang mengambil sisa dari tirkah setelah 
ashabul furudh. Mereka mengambil se- 
mua tirkah jika tidak ada ahli waris asha- 
bul furudh asli seperti anak laki-laki, 
ayah, saudara sekandung, saudara seayah, 
paman sekandung, atau paman seayah. 

Ashaabah nasab lebih kuat daripada 
sebab, dengan dalil bahwa ashabul furudh 
dapat mendapatkan radd (sisa warisan) 
bukan ashabul furudh karena sebab, yaitu 
suami istri. 

3. Ashabah karena sebab, yaitu orang yang 
memerdekakan baik laki-laki maupun 
perempuan. Orang yang memerdekakan 
budak laki-laki atau perempuan maka 
perwalian terhadap budak itu menjadi 
hak orang yang memerdekakan. Dia me- 
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warisinya jika orang yang meninggal ti- 
dak mempunyai ashabah nasab. Dengan 
demikian, dia mengambil sisa tirkah se- 
telah ashabul furudh mengambil semua 
tirkah jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai seorang pun dari ahli waris 
dzawil furudh. Orang tersebut dinamakan 
wan wala' al-Ataagah ni'mah (perwalian 
karena memerdekakan budak dan per- 
walian nikmat). 

Ashabah tuan yang memerdekakan bu- 
dak. Ashabah orang yang memerdekakan 
budak, bisa mewarisi jika si budak me- 
ninggal sementara tuannya tersebut masih 
hidup. 

Inilah urutan Hanafiyyah. Namun un- 
dang-undang Mesir M39 menyalahi urutan 
ini. Undang-undang Mesir mengakhirkan 
maula al-atagah dan ashabahnya daripa- 
da radd (memberikan sisa) pada ashabul 
furuudh dan daripada dzawil arham. 
Radd untuk ashabul furudh nasab. Jika 
orang yang meninggal mempunyai kera- 
bat-kerabat dari ashabul furudh, semen- 
tara dia tidak mempunyai ashabah nasab, 
tidak pula sebab, sementara ada sedikit 
dari sisa tirkah maka sisa itu dikembali- 
kan kepada dzawil furudh nasab saja. 
Mereka mengambil bagian itu sesuai de- 
ngan persentase bagian mereka karena 
eksistensi kekerabatan mereka setelah 
mengambil bagian-bagian mereka yang 
telah ditentukan. Ashabul furudh sababi, 
yaitu suami istri, tidak diberi kelebihan 
bagian, sebab mereka tidak mempunyai 
hubungan kekerabatan setelah keduanya 
mengambil bagian. 

Orang yang berpendapat adanya radd 
adalah Hanafiyyah dan Hanabilah. Ada- 
pun ulama Malikiyyah dan Syafi'iyyah 
dahulu, menurut mereka tidak ada radd. 
Sisa warisan diberikan kepada Baitul 


CE 
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mal. Ulama-ulama Syafi'iyyah belakangan 
memberikan fatwa adanya radd untuk 
selain suami istri jika Baitul Mal belum 
dibentuk. Demikian juga ulama-ulama Ma- 
likiyyah belakangan memberikan fatwa 
adanya radd. 

Undang-undang Mesir M 30 juga ti- 

dak sepakat dengan urutan ini. Undang- 
undang Mesir mengakhirkan radd dari- 
pada warisan dzawil arham. 
Dzawil Arham. Mereka adalah kerabat- 
kerabatmayit yang bukan termasuk dzawil 
furudh atau ashabah, baik dari kalangan 
wanita seperti bibi dari garis ayah, bibi 
dari garis ibu, dan anak perempuan sau- 
dara laki-laki atau dari kalangan laki- 
laki yang antara mereka dan mayit ada 
perempuan seperti ayah dari ibu, anak- 
anak saudari perempuan dan anak-anak 
dari anak perempuan. 

Mereka mewarisi jika si mayit tidak 
mempunyai seorang pun dari ashabul 
furudh yang mendapatkan bagian radd 


dan tidak ada seorang pun dari ashabah 


nasab atau sababi. Ini menurut pendapat 
Hanafiyyah dan Hanabilah. 

Namun, apa yang disebutkan di atas 
perlu dicatat, bahwa ulama Malikiyyah 
belakangan berpendapat adanya radd un- 
tuk orang-orang yang mempunyai bagian 
(ashabul furudh). Jika tidak ada maka 
untuk dzawil arham. Sementara, ulama 
Syafi'iyyah belakangan berfatwa adanya 
radd jika Baitul mal belum terbentuk. Jika 
tidak ada seorang pun dari dzawil furudh 
atau ashabah, harta itu diberikan kepada 
dzawil arham. 

Maula al-Muwaalaah, yaitu seseorang 
yang tidak diketahui nasabnya melakukan 
perjanjian dengan orang lain di mana di- 
yatnya harus ditanggung jika dia melaku- 
kan kejahatan. Dia mewarisinya jika yang 
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lain meninggal. Orang yang menerima di- 
namakan dengan maulaa al-muwaalaah. 
Maka dia akan mengambil semua tirkah 
jika ashabul furudh nasab, ashabah, dan 
dzawil arham tidak ada. Atau, dia meng- 
ambil sisanya setelah salah seorang dari 
suami istri mengambil bagian warisan. 
Ini jika pihak yang melakukan perjanjian 
beristri, dan jika maula al-muwaalaah 
tidak dalam keadaan hidup pada waktu 
meninggalnya sekutu perjanjian itu, ma- 
ka ashabahnya mewarisi orang yang me- 
lakukan perjanjian. 

Jika yang lain juga tidak diketahui na- 
sabnya dan dia mengatakan pada orang 
yang pertama, seperti, “Kamu pelindung- 
ku. Kamu akan mewarisiku jika aku ma- 
ti. Kamu akan membayar denda jika aku 
melakukan kejahatan,” maka masing-ma- 
sing dari mereka mewarisi yang lain dan 
membayar dendanya. Hanafiyyah mempu- 
nyai pendapat sendiri mengenai walaa 
al-Muwaalaah. Mereka mengakhirkan 
maula al-Muwaalaah daripada dzawil ar- 
ham karena kekerabatan dzawil arham 
tersebut. 

Hanafiyyah berpendapat, ini madzhab 
Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. 

Mayoritas ulama tidak sepakat de- 
ngan pendapat mereka. Mayoritas ulama 
tidak mengambil pendapat ini. Itu ada- 
lah madzhab Zaid bin Tsabit. Asy-Sya'bi 
mengatakan tidak ada wala' (perlindung- 
an) kecuali wala' al-Atagah (perlindungan 
karena memerdekakan budak). Undang- 
undang Mesir dan Syria mengambil pen- 
dapat mayoritas ulama. 

Orang yang diakui mempunyai nasab ke- 
pada orang lain.”8 Jika seseorang mati, 
sementara dia tidak meninggalkan urutan 
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ahli waris di atas, maka tirkah menjadi 
hak orang yang diakui punya nasab pada 
orang lain, kemudian kepada orang yang 
menerima wasiat lebih dari sepertiga ke- 
mudian kepada Baitul mal. 

Orang yang diakui punya nasab yang 
dialihkan para orang lain mewarisi orang 
yang mengakui dirinya jika orang yang 
mengakui meninggal. Sementara, orang 
yang meninggal itu bukan termasuk dza- 
wil furudh, bukan ashabah, bukan dzawil 
arham, bukan pula maula al-Muwaalaah. 

Orang yang diakui nasabnya pada 
orang lain adalah seseorang mengakui 
orang lain yang tidak diketahui nasabnya 
sebagai saudara laki-lakinya, pamannya, 
atau anak laki-laki dari anak laki-lakinya. 
Nasab orang tersebut tidak terbukti de- 
ngan dalil lain kecuali pengakuan. Orang 
yang pertama dipertemukan nasabnya 
pada ayah, yang kedua bertemu nasabnya 
pada kakek, yang ketiga bertemu nasab- 
nya pada anak. 

Nasab orang yang diakui tidak ter- 
bukti dari orang yang dijadikan sebagai 
pengakuan (misalnya ayah pada contoh 
pertama), sebab manusia tidak memiliki 
hak untuk memberikan nasab sesorang 
pada orang lain hanya dengan pengakuan. 
Oleh karena itu, dia tidak bisa mewarisi 
sedikit pun tirkah orang yang dianggap 
mengakui. Dia hanya berhak mendapatkan 
tirkah orang yang mengakui sendiri jika 
orang yang mengakui sendiri itu mati, 
sementara dia tidak mempunyai seorang- 
pun dari ahli waris di atas. Hal itu dengan 
tiga batasan: 

Pertama, hendaklah pengakuan nasab 
itu mengandung pengakuan nasab pada 
orang lain. Jika pengakuannya mengan- 


476. Hak-hak yang diperoleh di atas adalah alasan pewarisan. Pembahasan kali ini adalah alasan lain yang akan segera kita ketahui. 
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dung nasabnya dari orang lain—seperti 
dia mengaku bahwa dia anaknya—maka 
nasabnya terbukti darinya. 

Kedua, hendaklah pengakuan itu tidak 
ditetapkan oleh orang lain, seperti ketika 
ayahnya tidak membenarkan pengakuan 
nasab ini, dalam contoh pertama di atas. 

Jika ayahnya membenarkan pengakuan 
nasab ini, maka nasabya terbukti dengan 
pengakuan orangyang mengakui nasabnya 
dari ayahnya juga. Maka, orang yang tidak 
diketahui nasabnya itu menjadi saudara 
orang yang mengakui. Demikian halnya 
jika dia mengakui bahwa orang yang tidak 
diketahui nasabnya adalah pamannya, dan 
kakeknya membenarkan pengakuannya 
ini. Maka, dia menjadi paman orang itu. 

Ketiga, orang yang mengakui itu me- 
ninggal dalam pengakuannya. Sebab jika 
orang yang mengakui itu mencabut peng- 
akuannya, secara pasti pengakuan itu ti- 
dak dianggap. Oleh karena itu, warisan 
juga sama sekali tidak terbukti. 

Perolehan hak orang yang diakui akan 
warisan seperti contoh tadi bukanlah 
melalui jalan warisan, namun mendapat- 
kan dalam pengertian wasiat. Dengan de- 
mikian, orang yang mengakui boleh men- 
cabut pengakuannya. Adapun nasab maka 
tidak mungkin dicabut setelah nasab itu 
terbukti. Warisan terbukti dengan peng- 
akuan ini menurut Hanafiyyah bukan yang 
lain. Sebab, pengakuan memberikan nasab 
pada orang lain adalah batal, pengakuan 
yang tidak didengar. 

“Nasab orang yang diakui” hanya ter- 
bukti dengan salah satu dari dua jalan 
menurut Hanafiyyah: 

Pertama, seseorang mengakui nasab 
orang lain pada dirinya, seperti dia meng- 
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akui orang lain sebagai anaknya. Semen- 
tara, orang yang mengaku adalah berakal, 
baligh, dan dibenarkan oleh orang yang 
diakui, sebagaimana yang terjadi pada 
orang yang diakui juga terjadi pada orang 
yang mengakui. Oleh karena itu, nasab 
orang yang diakui terbukti dari orang 
yang mengakui dengan ketetapan yang 
tidak bisa dicabut. 

Kedua, seseorang mengakui nasab 
yang dia berikan kepada orang lain, dan 
orang lain mengikutinya, atau ada orang 
lain yangjuga menyaksikan nasab tersebut 
bersama dengan orang yang mengakui. 
Dengan demikian, nasab orang yang diakui 
terbukti dari orang yang mengakui dengan 
pembuktian yang tidak bisa dicabut. 

Adapun undang-undang Mesir M 41 
dan Syria M 298 menetapkan perolehan 
hak orang yang diakui nasabnya dari tir- 
kah orang yang mengakui dengan syarat- 
syarat berikut. 

a. Nasab orang yang diakui, tidak ter- 
bukti dari orang yang kepadanya na- 
sab orang yang mengakui dan diakui 
bertemu. 

b. Hendaklah orang yang mengakui ti- 
dak mencabut pengakuannya. 

Cc. Hendaklah tidak ada penghalang wa- 
risan. 

d. Hendaklah orang yang diakui dalam 
keadaan hidup pada saat kematian 
orang yang mengakui, atau pada saat 
ada keputusan dia dianggap mati. 

Orang yang mendapatkan wasiat lebih 

dari sepertiga. Orang yang mendapatkan 

wasiat lebih dari sepertiga memperoleh 
tambahan dari sepertiga jika orang-orang 
yang disebutkan sebelumnya tidak ada, 
atau salah seorang dari mereka ada namun 


477. Si B yang notabene anak si A mengakui bahwa si C adalah saudaranya. Namun, si A (ayah) tidak mengakuinya. 
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dia membolehkan wasiat itu. Perolehan di 
sini seperti tingkatan sebelumnya, tidak 
melalui warisan namun melalui wasiat. 
Tapi, ini adalah wasiat hakiki, sedang 
sebelumnya dalam status wasiat. Artinya, 
wasiat hukmi. 

Jika seseorang berwasiat pada orang 
lain dengan setengah hartanya atau se- 
muanya, sementara dia tidak mempunyai 
ahli waris seorang pun dari urutan yang 
tersebut di atas, dia memperoleh hak 
semua barang wasiat. Ini menurut Hana- 
fiyyah, berbeda dengan yang lain. Sebab, 
tertahannya wasiat lebih dari sepertiga 
hanya demi menjaga hak ahli waris dalam 
warisan yang lebih dari sepertiga. 

Kalau seseorang mati meninggalkan 
suami danorangyangmendapatkan wasiat 
setengah harta, orang yang mendapatkan 
wasiat pertama-tama mengambil seper- 
tiga, kemudian suami mengambil setengah 
dari sisa, yaitu sepertiga. Setelah itu, orang 
yang mendapatkan wasiat mengambil sisa 
harta yaitu sepertiga, sebab suami istri 
tidak mendapatkan radd menurut Abu 
Hanifah. Namun, undang-undang Mesir 
M 30, Syria 288 mengambil pendapat ada- 
nya radd untuk suami istri jika tidak ada 
ashabah nasab atau salah seorang dari 
dzawil arham. Radd didahulukan daripada 
orang yang diakui nasabnya. Juga, daripada 
orang yang mendapatkan wasiat lebih dari 
sepertiga dan Baitul mal. 

Baitul Mal. Tirkah diberikan ke Baitul Mal 
jika tidak ada seorang pun dari urutan- 
urutan di atas semua. Bukan karena itu 
adalah warisan menurut Hanafiyyah dan 
Hanabilah, tapi karena itu adalah harta 
hilang yang tidak diketahui pemiliknya, 
atau karena itu adalah fai' (harta rampas- 
an). Oleh karena itu, harta tersebut dibe- 
rikan untuk kemaslahatan umum dan di- 
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berikan kepada orang-orang yang membu- 
tuhkan. Dengan demiikian, jika ahli waris 
ada dan dia menunjukkan bukti pewarisan 
harta itu maka dia bisa meminta kembali 
tirkah dari Baitul mal. 


Sikap Undang-Undang Mengenai Tingkatan 
Tingkatan Ahli Waris 

Undang-undang Mesir dan Syria memo- 
difikasi urutan di atas. Masing-masing men- 
jadikan sebagian yang tersebut menjadi ahli 
waris, sedang sebagian yang lain berhak men- 
dapatkan warisan. Tingkatan-tingkatan per- 
olehan hak pada masing-masing undang-un- 
dang itu ada dalam berbagai tempat berbeda 
dengan yang dilakukan oleh fugaha. 

Dari undang-undang Mesir pasal 4, 8, 
16, 30, 31, 39, 41 dan undang-undang Syria 
pada 262, 265, 274, 278, 289 dipahami adanya 
urutan-urutan ahli waris sebagaimana berikut. 
1. Ashabul furudh. 
2. Ashabahnasab. 
3.  Radd kepada dzawil furudh selain suami 

istri. 





4. Dzawil arham. 

5. Radd kepada salah seorang suami atau 
istri ketika tidak ada dzawil arham. 

6. Ashabah sebab (tuan yang memerdekakan 
budak danashabahnya) dalam undang-un- 
dang Mesir bukan undang-undang Syria. 

7. Orang yang diakui nasabnya pada orang 
lain. 

8. Orang yang diberi wasiat lebih dari se- 
pertiga. 

9. Perbendaharaan umum (Baitul mal). 


Tiga urutan terakhir mengambil tirkah 
karena kriteria perolehan hak, bukan karena 
warisan. Berikut ini bisa dicatat perbedaan- 
perbedaan antara pendapat Hanafiyyah dan 
sikap undang-undang. 
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Kedua undang-undang membiarkan urut- 
an pertama dan kedua sesuai dengan ke- 
adaannya. 

Kedua undang-undang menghilangkan 
tingkatan ahli waris maula al-Muwaalaah, 
undang-undang tidak menjadikannya ter- 
masuk orang-orang yang berhak menda- 
patkan warisan, karena sekarang tidak ada. 
Undang-undang Syria, dari tingkatan-ting- 
katan perolehan hak, tidak menyebutkan 
tingkatan tuan yang memerdekakan bu- 
dak dan ashabahnya, sebab perbudakan 
tidak ada lagi. Ini diambil dari madzhab 
Ibadhiyyah. Sementara, undang-undang 
Mesir M 39 tetap membiarkan urutan ini. 
Kedua undang-undang ini memunculkan 
tingkatan baru yang tidak ada sebelum- 
nya, yaitu radd kepada salah seorang 
suami istri ketika tidak ada dzawil arham. 
Undang-undang Mesir M 30 mendahulu- 
kan radd pada suami istri dan warisan 
dzawil arham daripada tuan yang me- 
merdekakan budak dan ashabahnya 
(ashabah sababi). Maka, radd menjadi di 
tingkatan ketiga bukan tingkatan kelima. 
Dzawil arham di tingkatan keempat bukan 
keenam. Radd diberikan kepada salah se- 
orang suami istri ketika tidak ada dzawil 
arham dalam tingkatan kelima. Jika ada 
salah seorang dzawil arham yang bersama 
dengan salah seorang suami istri maka dia 
mengambil sisanya setelah salah seorang 
suami atau istri mengambil bagiannya. 


Ta 
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Undang-undang memberikan warisan ke- 
pada dzawil arham sebagaimana madzhab 
Hanafiyyah, Hanabilah, dan madzhab ula- 
ma Malikiyyah dan Syafi'iyyah belakangan. 
Undang-undang Mesir menjadikan asha- 
bah sababi dan ashabah mereka, pada 
tingkatan keenam dari tingkatan peroleh- 
an hak warisan. 

Kedua undang-undang itu menjadikan 
orang yang diakui nasabnya, dan orang 
yang mendapatkan wasiat lebih dari se- 
pertiga, Baitul mal termasuk orang-orang 
yang berhak mendapatkan tirkah. Mereka 
tidak disebut dalam kriteria orang-orang 
yang mendapatkan warisan. Mereka tidak 
mendapatkan apa-apa dalam dua undang- 
undang itu, tidak pula ashabah sababi 
dalam undang-undang Mesir ketika ada 
salah seorang dari suami istri. 


CARA PEWARISAN PARA AHLI WARIS 
MENURUT MADZHAB 


Menurut fugaha ada dua cara pewarisan, 


yang diambil dari para sahabat, yaitu cara Hi- 
jaz dan Irak. 


Cara Hijaz diambil dari Zaid bin Tsabit 


yang disaksikan oleh Nabi sebagai orang yang 
paling ahli dalam ilmu faraid di kalangan sa- 
habat. Nabi Muhammad saw. bersabda, 


HA 


“Orang yang paling ahli dalam ilmu faraid 


di antara kalian adalah Zaid.” 


Dishahihkan oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dari Anas dia berkata, 


Rasulullah saw. bersabda, 


Ae HNS ANA walet SAP AI ui, Ia HAMA JS tata BE Tap Mop Kiu 


Asi 
enak ai Tag dadi an gab dai 5 


“Umatku yang paling kasih kepada umatku adalah Abu Bakar, yang paling keras dalam hal agama adalah Umar, yang paling 
benar-benar pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling ahli membaca 
Kitabullah adalah Ubay, yang paling mengetahui faraid adalah Zaid bin Tsabit. Setiap umat ada kepercayaannya. Kepercayaan umat 
ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah” (Nailul Authaar: VI/54: Nashbur Raayaah: IV/427J 
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Mayoritas ulama dari kalangan Malikiy- 
yah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah melakukan ca- 
ra ini, yaitu cara yang diikuti di Kuwait, Sudan, 
Maghrib, dan barat Afrika. 

Adapun cara Irak diambil dari Abdullah 
“ bin Mas'ud yang diikuti oleh para fugaha Hana- 
fiyyah. Cara inilah yang diikuti di Mesir, Syria, 
dan Irak. 

Dua cara ini ada perbedaan-perbedaan 
yang banyak seputar sub-sub masalah. 


H. ASH-HAABUL FURUUDH 


Di sini ada dua pembahasan. Pertama me- 
ngenai ashabul furudh, kedua mengenai ke- 
adaan-keadaan ashabul furudh. 


1. PENJELASAN MENGENAI ASH-HAABUL 

FURUUDH 

Warisan ada dua macam: fardh dan 
ashabah. 

Ashabul fardh adalah para ahli waris yang 
menurut syara' sudah ditentukan bagian-ba- 
gian tertentu mereka mengenai tirkah. Para 
ahli waris dzawil furudh ada dua belas, empat 
dari laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, saudara 
laki-laki seibu. Delapan dari perempuan yaitu 
istri, ibu, nenek, anak perempuan, anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki, saudara perem- 
puan sekandung, saudara perempuan seayah, 
saudara perempuan seibu. 

Bagian-bagian mereka yang ditentukan 
dalam kitabullah ada enam, yaitu setengah, 
seperempat, seperdelapan, dua pertiga, seper- 
tiga, dan seperenam. Ahli waris untuk masing- 
masing bagian adalah sebagai berikut.” 


a. Ahli Waris yang Mendapatkan Setengah 
Ahli waris yang mendapatkan bagian se- 
tengah ada lima, berdasarkan kesepakatan 


CA 
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ulama. Mereka adalah: 

1. Suami: ketika tidak ada anak keturunan 
yang mewarisi. Artinya, ketika tidak ada 
anak laki-laki, anak perempuan, anak laki- 
laki dari anak laki-laki, anak perempuan 
dari anak laki-laki. 

2. Seorang anak perempuan. Jika dia sendi- 
rian tidak bersama ahli waris yang sejajar 
dengannya, dan tidak ada ashabah seperti 
anak laki-laki. 

3. Seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki: jika dia sendiri dan tidak ada ahli wa- 
ris ashabah. Juga, tidak ada anak perempu- 
an atau anak laki-laki. Sebab, anak laki-laki 
bisa menghalanginya untuk mendapatkan 
setengah. 

4. Seorang saudara perempuan sekandung. 
Jika dia sendirian dan tidak ada ahli waris 
ashabah, tidak ada penghalang. Juga, tidak 
ada anak perempuan atau anak perempu- 
an dari anak laki-laki. 

5. Seorang saudara perempuan seayah. Jika 
dia sendiri dan tidak ada ahli waris asha- 
bah, tidak ada penghalang. Juga, tidak ada 
anak perempuan atau anak perempuan 
dari anak laki-laki, atau saudara perem- 
puan sekandung. 


Dalil bagian setengah ada pada tiga tem- 
pat dalam Al-Gur'an. Allah SWT berfirman me- 
ngenai anak perempuan, 





GB, BL »v 113 Ap 
AAN OI SKB» 


“. Jika dia (anak perempuan) itu seorang 
saja, maka dia memperoleh setengah (harta 
yang ditinggalkan)...” (an-Nisaa': 11) 


Allah SWT berfirman mengenai suami, 


479 . As-Siraajiyyah: hlm. 26-51: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/243: al-Lubaab: IV/187-192, asy-Syarhush Shaghiir: IV/619-625, al-Gawaaniin 
al-Fighiyyah: hlm. 384, ar-Rahabiyyah: hlm. 21-31, Kasysyaaful Oinaa'" IV/449, al-Mughnii: V1/183, 213: Mughnil Muhtaaj: 1/9. 
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Aan MX 

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah se- 
perdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri- 
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak...” 
(an-Nisaa': 12) 


Allah SWT berfirman mengenai saudara 
perempuan, 


Ggo Aan. 2g LE dat on 
Pan AKN Ra EPA 
“ 


Eng ho. CRT FLAT La 
SO A 9 TA 





“Mereka meminta fatwa kepadamu (ten- 
tang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi 
fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika 
seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak 
tetapi mempunyai saudara perempuan, maka 
bagiannya (saudara perempuannya itu) seper- 
dua dari harta yang ditinggalkannya...” (an- 
Nisaa': 176) 


Adapun anak perempuan dari anak 'laki- 
laki, dalilnya adalah ijma. 


b. Ahli Waris yang Mendapatkan 
Seperempat 
Seperempat adalah bagian dua orang, 

yaitu: 

1. Suami, dengan adanya anak keturunan 
yang mewarisi. 

2. Seorang istri atau lebih, tanpa ahli waris 
anak keturunan. 


Dalil bagian seperempat untuk dua orang 
tersebut adalah firman Allah SWT, 


BA Pe An 42 Lx 1 G4 4 ', z 
(DB ENAK HP B3... 





»4 T. » . . 2» Pa ) 
SI HN IA Lan 3 3s 
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“. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai 
anak, maka kamu mendapat seperempat dari 
harta yang ditinggalkannya...” (an-Nisaa': 12) 





“..Para istri memperoleh seperempat har- 
ta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mem- 
punyai anak...” (an-Nisaa': 12) 


c. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian 
Seperdelapan 
Seperdelapan adalah bagian seorang saja, 
yaitu seorang istri atau lebih ketika ada ahli 
waris anak keturunan, karena firman Allah 
SWT, 


3 4 G . DA 
DAN LIST 


“Jika kamu mempunyai anak, maka para 
istri memperoleh seperdelapan dari harta yang 
kamu tinggalkan...” (an-Nisaa': 12) 


d. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian 
Dua Pertiga 
Dua pertiga adalah bagian empat orang, 

yaitu: 

1. Dua anak perempuan atau lebih ketika 
tidak ada ashabah yang bersama mereka, 
berdasarkan firman Allah SWT, 





“.. Dan jika anak itu semuanya perem- 
puan yang jumlahnya lebih dari dua, maka 
bagian mereka dua pertiga dari harta yang 
ditinggalkan...” (an-Nisaa': 11) 


FIOIH ISLAM JILID 10 


2. Dua oranganak perempuan dari anak laki- 
laki atau lebih ketika orang yang mening- 
gal tidak mempunyai anak, ashabah yang 
bersama mereka juga tidak ada dua orang 
anak perempuan, karena ijma. 

3. Dua orang saudara perempuan sekandung 
atau lebih, ketika tidak ada dua orang 
anak perempuan dan dua orang anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki, tidak ada 
ashabah bersama mereka dan tidak ada 
penghalang. 

4. Dua orang saudara perempuan seayah 
atau lebih ketika tidak ada dua orang anak 
perempuan, dua orang anak perempuan 
dari anak laki-laki, dua orang saudara pe- 
rempuan sekandung, tidak ada ashabah 
dan tidak ada penghalang. Dalil warisan 
saudara-saudara perempuan secara mut- 
lak adalah firman Allah SWT, 


OA KE KEK 


“Tetapi jika saudara perempuan itu 
dua orang, maka bagi keduanya dua per- 
tiga dari harta yang ditinggalkan...” (an- 
Nisaa': 176) 





e. Ahli Waris yang Mendapatkan Bagian 
Sepertiga dan Sepertiga dari Sisa 
Sepertiga adalah bagian dua orang: 
1. Ibu, ketika tidak ada ahli waris anak dan 
sejumlah saudara laki-laki. 
2. Sejumlah saudara laki-laki dan sejumlah 
saudara perempuan seibu ketika tidak ada 
ahli waris anak dan ayah laki-laki. 


Dalil sepertiga adalah firman Allah SWT, 


AS 
SA 


1 
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“.. Jika dia (yang meninggal) tidak mem- 
punyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- 
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat se- 
pertiga...” (an-Nisaa': 11) 


3. A3, 0... 


yaa BA. 





“. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, maka mereka bersama- 
sama dalam bagian yang sepertiga itu...” (an- 
Nisaa': 12) 


Sepertiga dari sisa adalah bagian ibu de- 
ngan ayah dan salah seorang suami istri. Ini 
adalah masalah al-Gharrawain yang akan di- 
bahas mendatang. 


f. Ahli Waris yang Mendapatkan 
Seperenam 
Seperenam adalah bagian tujuh orang, 

yaitu: 

1. Ayah dengan ahli waris anak karena fir- 
man Allah SWT, 


Wa PIA ado KAN 


« 2.1 
DA Laku 5 
“. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian 
masing-masing seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 
mempunyai anak...” (an-Nisaa': 11) 





2. Kakek dengan anak dan tidak ada ayah, 
karena ijma. 

3. Ibu dengan ahli waris anak atau sejumlah 
saudara laki-laki dan saudara perempuan, 
berdasarkan firman Allah SWT, 


Ya Hae DA TS 
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480 


“. Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian 
masing-masing seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 
mempunyai anak...” (an-Nisaa': 11) 


Nenek shahihah artinya nenek seibu atau 
seayah, seorang atau lebih ketika tidak ada 
ibu. Nenek lebih dari satu bersama-sama 
mendapatkan seperenam. Ahli waris yang 
dekat menghalangi ahli waris yang jauh. 
Dalilnya adalah hadits yang diriwayat- 
kan oleh Abu Sa'id al-Khudri, al-Mughi- 
rah bin Syu'bah dan Oabishah bin 
Dzuaib bahwasanya Rasulullah saw. 
La (alat memberi nenek seper- 
enam. Adapun persekutuan antara nenek 
adalah karena hadits yang diriwayatkan, 


SA Ibas aa 33 
AN Op Ta Ga 2G) RA 
J8 BEA AA Apa d3 
C3 EA gia 
BER Ip bai AN, 
CN sep Sea 43 Hal 
aa SA aa ja aah Jai 


- £ 9gr 2 FO Ta 33 IA £ sa 
latas G6 GRAN IA Lani 
S3 


“Bahwasanya ada nenek (ibunya ibu) 
mendatangi Abu Bakar ash-Shiddig dan 
berkata, “Berilah aku warisan anak dari 


Ca 
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anak perempuanku. Maka Abu Bakar me- 
ngatakan, “Sabarlah sampai aku bermu- 
syawarah dengan para sahabatku. Sesung- 
guhnya aku tidak menemukan bagianmu 
dalam Kitabullah, dan aku tidak pernah 
mendengarkan sesuatu tentangmu. Ke- 
mudian dia bertanya kepada para sahabat. 
Al-Mughirah menyaksikan bahwa mereka 
diberi seperenam. Maka, Abu Bakar ber- 
kata kepada Mughirah, Apakah kamu ber- 
sama orang lain dalam persaksianmu itu? 
Maka Muhammad bin Maslamah al-An- 
Shari juga menyaksikan. Lalu Abu Bakar 
memberinya bagian seperenam.” 

Setelah itu datang nenek (ibunya ayah) 
kepadanya dan meminta warisan. Maka, 
Abu bakar berkata, “Aku melihat seper- 
enam itu untuk kalian berdua. Seperenam 
adalah bagi orang yang sendirian dari 
kalian. Maka, bersekutulah kalian dalam 
seperenam itu.”480 
Seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki atau lebih bersama dengan seorang 
anak perempuan dan tidak ada ahli waris 
ashabah, sebagai pelengkap dua pertiga. 
Karena, hadits yang diriwayatkan oleh se- 
jumlah perawi hadits selain Muslim dan 
an-Nasa'i dari Huzail bin Syarahbil, dia 
berkata, 


“0 0 Je 


Isa Pa San SN 38 


- De 


s3 » yaaa Sa j3 jasa Sa 3, 
5 JM GAS eny 3 Ja 


at 
0g 


el HBD a Gi 3 | SL 


- HR Lima orang rawi selain an-Nasa'i dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi dari Gabishah bin Dzu'aib (Nailul Authaar: V1/59): Syarh 


as-Siraajiyyah: hlm. 49: ar-Rahabiyyah hlm. 33. Yang dimaksud lima orang rawi adalah Ahmad dan pemilik sunan yang empat (Abu 


Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah). 
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481 


II AI t AS Pe La las 
Mi TS Ab ya A3 


“Abu Musa ditanya mengenai seorang 
anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki, dan saudara perempuan. 
Dia lalu berkata, Seorang anak perempu- 
an mendapatkan setengah, saudara pe- 
rempuan mendapatkan setengah. Kemu- 
dian perempuan itu mendatangi Ibnu 
Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, 
diberi tahu ucapan Abu Musaal-Asy'ari lalu 
berkata, “Aku telah sesat kalau begitu dan 
aku tidaktermasukorang-orangyang men- 
dapatkan petunjuk. Aku memutuskannya 
sebagaimana yang diputuskan oleh Nabi 
Muhammad saw.,, seorang anak perempu- 
an mendapatkan bagian setengah, seorang 
anak perempuan dari anak laki-laki men- 
dapatkan seperenam, sebagai penyem- 
purna dua pertiga, sedang sisanya untuk 
saudara perempuan.” 

Ahmad dan Bukhari menambahkan, 
“Kemudian kami mendatangi Abu Musa, 
lalu kami mengabarkan kepadanya ten- 
tang ucapan Ibnu Mas'ud. Abu Musa ber- 
kata, Janganlah kalian bertanya kepada- 
ku selama tinta ini—orang yang sangat 
alim—ada di tengah-tengah kalian.” ! 
Seorang saudara perempuan seayah atau 
lebih dengan saudara perempuan kan- 
dung, tidak ada ahli waris ashabah, tidak 
ada ahli waris garis ayah yang laki-laki 
juga garis cabang (anak dan seterusnya), 
karena adanya ijma bahwa seperenam 
untuk saudara perempuan seayah sebagai 


Nailul Authaar: V1/58. 
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penyempurna dua pertiga, yakni bagian 
dua orang saudara perempuan. 

Saudara perempuan seibu atau saudara 
laki-laki seibu ketika tidak ada ahli waris 
garis anak dan garis ayah yang laki-laki, 


karena firman Allah SWT, 
tenar CA ARI. TKA 
£ 5 alealgl IS Sy Ja na 


Ja beanyn KS SI 





“. Jika seseorang meninggal, baik laki- 
laki maupun perempuan yang tidak me- 
ninggalkan ayah dan tidak meninggalkan 
anak, tetapi mempunyai seorang sauda- 
ra laki-laki (seibu) atau seorang saudara 
perempuan (seibu), maka bagi masing- 
masing dari kedua jenis saudara itu seper- 
enam harta...” (an-Nisaa': 12) 


2. KEADAAN ASH-HAABUL FURUUDH 


Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah ahli 


waris ada dua belas. Empat dari laki-laki yaitu 
ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara laki-laki 
seibu, suami. Delapan dari perempuan yaitu 
istri, anak perempuan, anak perempuan dari 


anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, 
saudara perempuan seayah, saudara perem- 
puan seibu, ibu, nenek shahihah (ibunya ibu 


atau ibunya ayah). 


Juga, diketahui bahwa ahli waris ada em- 


pat kelompok: 


a. 


Kelompok yang mewarisi dengan al-Fardh 
saja. Mereka ada tujuh yaitu suami, istri, 
ibu, nenek dari ibu, kakek dari ayah, sau- 
dara laki-laki seibu, saudara perempuan 
seibu. Pendapat tentang mereka bisa di- 
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ringkas dan dikatakan ibu dan kedua anak- 
nya, nenek, dan suami istri. 

b. Kelompok yang mewarisi dengan ashabah 
saja. Mereka adalah dua belas orang yaitu 
ashabah bin-nafsi selain ayah dan kakek, 
laki-laki yang memerdekakan budak, pe- 
rempuan yang memerdekakan budak. 

c. Kelompok yang mewarisi dengan al-Fardh 
dan kadang dengan ashabah. Kadang-ka- 
dang kedua bagian itu dijadikan satu. Me- 
reka ada dua orang yaitu ayah dan kakek 
— ayahnya ayah (kakek shahih). Masing- 
masing dari keduanya mewarisi seper- 
enam dengan al-Fardh jika ada anak laki- 
laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki. 
Juga, dia mewarisi dengan ashabah jika 
tidak ada ahli waris garis anak, mewarisi 
dengan al-Fardh dan ashabah jika dia ber- 
sama dengan perempuan dari garis anak. 
Diutamakan yang lebih dari seperenam, 
oleh karena itu dia mewarisi dengan acara 
ashabah. 

d. Kelompok yang kadang mewarisi dengan 
al-Fardh kadang dengan ashabah namun 
tidak mewarisi dengan keduanya. Mereka 
ada empat, yaitu anak perempuan, anak 
perempuan dari anak laki-laki, saudara 
perempuan sekandung, saudara perempu- 
an seayah. Jika masing-masing mewarisi 
tanpa pewaris ashabah maka dia mewarisi 
dengan al-Fardh. Jika dia bersama dengan 
ahli waris ashabah maka dia mewarisi de- 
ngan ashabah. 


Para ahli waris itu di antaranya ada yang 
mewarisi karena kekerabatan nasab. Mereka 
dinamakan dengan ashabul furudh nasab. Me- 
reka semua adalah ahli waris selain suami istri. 

Di antara mereka ada yang mewarisi ka- 
rena hubungan suami istri. Mereka dinamakan 
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ashabul furudh sababi, mereka adalah suami 
istri. 

Berdasarkan hal itu, maka bisa diketahui 
keadaan ashabul furudh secara terperinci: 


a. Pertama, Keadaan Laki-Laki 
1) Keadaan Ayah 

Ayah sama sekali tidak bisa dihalangi pe- 
warisannya. Dia bisa menghijab (menghalang 
pewarisan) orang lain. Pewarisannya berbeda 
bergantung dengan macam ahli waris garis 
anak, laki-laki atau perempuan. Kadang dia 
mewarisi dengan al-Fardh saja, kadang dengan 
ashabah saja. Kadang dengan al-Fardh dan as- 
habah. Oleh karena itu, dia mempunyai tiga 
keadaan:42 

Pertama, bagian seperenam. Ayah meng- 
ambil bagian seperenam mutlak, ketika ada 
ahli waris garis anak yang laki-laki, yaitu anak 
laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki 
sampai ke bawah. 

Kedua, bagian semuanya atau sisa dengan 
cara ashabah saja. Ayah mengambil semua tir- 
kah atau yang tersisa setelah ashabul furudh, 
ketika tidak ada ahli waris garis anak sama 
sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Ba- 
rangsiapa mati meninggalkan ayah saja, si 
ayah mengambil semua tirkah dan si ayah me- 
warisi dengan ashabah bi nafsihi. Barangsia- 
pa mati meninggalkan ayah dan istri maka si 
istri mendapatkan bagian seperempat sedang 
sisanya ashabah untuk ayah. 

Ketiga, bagian seperenam dan ashabah, ke- 
tika ada ahli waris garis anak yang perempuan. 
Yaitu, anak perempuan dan anak perempuan 
dari anak laki-laki meskipun ayahnya terus 
turun ke bawah, seperti orang yang mati me- 
ninggalkan ayah dan anak perempuan. Maka, 
si ayah mengambil seperenam, anak perempu- 
an setengah sedang sisanya juga untuk ayah. 


182 Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 28: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/230: al-Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 389: Mughnil Muhtaaj: 111/11, 14-15, 


al-Mughni: V1/177. 
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Dalilnya adalah firman Allah SWT, 


an 


BAE IN asa PI AP 
2 NN AA IN aa 


(G2 en 


| an BAN 2 LAN SAYA 

“Dan untuk kedua ibu-bapak, bagianma- 
sing-masing seperenam dari harta yang diting- 
galkan, jika dia (yang meninggal) mempu- 
nyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua 
ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat 
sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempu- 
nyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 
seperenam...." (an-Nisaa': 11) 





Ayat tersebut menunjukkan bahwa ba- 
gian ayah hanya seperenam jika orang yang 
meninggal mempunyai anak, baik laki-laki 
maupun perempuan. Jika anak orang yang 
meninggal laki-laki maka anak mendapatkan 
ashabah bi nafsihi yang memperoleh hak sisa. 
Si anak didahulukan daripada ayah, sebab sta- 
tus anak didahulukan daripada status ayah. 
Jika ahli waris berupa anak perempuan maka 
ayah mengambil bagian seperenam, dan sisa 
dengan ashabah. Sebab, dia adalah lelaki yang 
paling dekat dengan mayit. Oleh karena itu, 
dia berhak memperoleh sisa warisan karena 
hadits di atas, 


Ha BB gs al jd Ai 
KE 


“Berikan warisan-warisan kepada orang- 
orang yang berhak, sedang sisanya adalah 


untuk laki-laki yang paling dekat.” 


483. 
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Adapun jika si mayit tidak mempunyai 
anak, si ayah mengambil semua sisa. Sebab, 
separuh ayat kedua menyatakan bahwa bagi- 
an sepertiga untuk ibu, dan tidak membica- 
rakan bagian ayah. Oleh karena itu, nash ayah 
menunjukkan bahwa ayah mengambil sisa 
setelah ibu mengambil bagiannya. Karena hu- 
kum aslinya, harta dibagi untuk mereka ber- 
dua. Jika salah seorang sudah mendapatkan 
bagian maka yang lain mendapatkan sisa. 

Undang-undang Mesir (M 9, 21) dan Syria 
(M 266, 280) menjelaskan keadaan warisan 
ayah. Contoh: 

1. Jika seorang laki-laki mati meninggalkan 
istri, ayah, dan anak. Maka, istri menda- 
patkan seperdelapan tirkah, karena ada- 
nya ahli waris garis anak,48? yaitu anak 
laki-laki. Ayah mendapatkan seperenam 
tirkah saja, yaitu kondisi pertama, sedang 
sisanya untuk anak laki-laki. 

2. Jika seseorang mati meninggalkan istri 
dan ayah makasi istri mendapatkan seper- 
empat, karena tidak adanya ahli waris si 
mayit pada garis anak, sedang sisanya ada- 
lah ashabah. Ini kondisi kedua. 

3. Jika perempuan mati meninggalkan sua- 
mi, ayah dan anak perempuan, maka 
suami mendapatkan seperempat karena 
adanya anak perempuan, sedang anak pe- 
rempuan mendapatkan setengah. Ayah 
mendapatkan bagian seperenam sedang 
sisanya diperoleh dengan ashabah. Sebab, 
dia adalah orang—laki-laki—yang paling 
dekat dengan mayit. 

4. Jika seseorang mati meninggalkan istri, 
ayah dan anak perempuan maka si istri 
mendapatkan seperdelapan, karena ada- 
nya ahli waris garis anak yaitu anak pe- 
rempuan. Anak perempuan mendapatkan 
setengah. Ayah pertama-tama mendapat- 


Ahli waris garis anak sebagaimana telah saya jelaskan adalah orang yang memperoleh bagian tirkah dengan cara fardh seperti 
seorang anak perempuan atau ashabah seperti anak laki-laki. 
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kan bagian seperenam, sedang sisanya 
juga menjadi haknya dengan cara ashabah. 
Inilah kondisi ketiga. 


2) Keadaan Kakek 
Yang dimaksud di sini adalah kakek asha- 
bah atau ayah. Dinamakan juga kakek shahih 
(sebenarnya) atau kakek tsabit (yang kokoh). 
Dia adalah kakek yang dalam nasabnya menu- 
ju mayit tidak ada perempuan. Bandingannya 
adalah kakek rahim, dinamakan juga kakek fa- 
sid (rusak) atau kakek yang tidak tsabit seperti 
ayahnya ibu. Dia adalah kakek yang mendekat 
kepada mayit dengan perantara perempuan. 
Dia bukanlah orang yang mendapatkan bagian 
atau ashabah. Namun, dia termasuk dzawil ar- 
ham (lihat pasal 265 undang-undang Syria). 
Posisi kakek seperti ayah dalam tiga kon- 
disi di atas. Namun, dia sama sekali tidak 
mewarisi dengan adanya ayah, karena kaidah 
umum barangsiapa mendekat kepada mayit 
dengan perantara maka dia tidak bisa mewa- 
risi dengan adanya perantara tersebut. Oleh 
karena itu, kakek gugur dengan adanya ayah. 
a) Kakek mewarisi dengan cara al-Fardh (ba- 
gian yang ditentukan) saja jika orang yang 
mati meninggalkan anak laki-laki atau 
anak laki-laki dari anak laki-laki, maka 
kakek mendapatkan seperenam. Jika sese- 
orang mati meninggalkan istri, dan se- 
orang anak laki-laki maka si istri menda- 
patkanbagianseperdelapankarenaadanya 
ahli waris garis anak, kakek mendapatkan 
bagian seperenam sedang sisanya untuk 
anak laki-laki dengan cara ashabah. 

Jika seseorang mati meninggalkan anak 
laki-laki dari anak laki-laki, kakek, maka 
kakek mendapatkan bagian seperenam, 
sedang sisanya untuk anak laki-laki dari 
anak laki-laki dengan cara ashabah. 
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b) Kakek mewarisi dengan cara ashabah sa- 
ja. Jika orang yang meninggal tidak mem- 
punyai ahli waris garis anak, kakek meng- 
ambil semua harta atau sisanya setelah 
ashabul furudh mengambil bagian mereka. 

Jika seseorang mati meninggalkan is- 
tri dan kakek maka si istri mendapatkan 
seperempat karena tidak ada ahli waris 
garis anak, sedang kakek mendapatkan 
sisa dengan cara ashabah. Jika mayit ha- 
nya meninggalkan kakek maka dia men- 
dapatkan semua tirkah. 

c) Kakek mendapatkan bagian warisan (fardh) 
dan ashabah juga. Jika orang yang mati 
mempunyai anak perempuan atau anak 
perempuan dari anak laki-laki maka ka- 
kek mendapatkan bagian seperenam dan 
sisanya dengan cara ashabah. 


Kalau seseorang mati meninggalkan istri, 
anak perempuan dari anak laki-laki dan kakek 
maka istri mendapatkan seperdelapan, karena 
ada ahli waris garis anak. Anak perempuan da- 
ri anak laki-laki mendapatkan setengah, kakek 
mendapatkan seperenam dan sisa dengan cara 
ashabah. 

Dalil warisan kakek adalah firman Allah 
SWT, 


41 ! AA » ”A 2 
IE AAN ne SI PNG» 





“Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian ma- 
sing-masing seperenam dari harta yang diting- 
galkan...” (an-Nisaa': 11) 


Hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin 
Hushain. 


484 Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 29: al-Gawaaniiin al-Fighiyyah: hlm. 390: Mughnil Muhtaaj: 11/15: al-Mughni: V1/216. 
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“Bahwa seseorang mendatangi Nabi Mu- 
hammad saw. kemudian dia berkata, Anakku 


meninggal, maka berapa warisan untukku? 
Nabi bersabda, Bagimu seperenam.”#5 


Para sahabat bersepakat bahwa kakek 
mewarisi jika tidak ada ayah. 

Undang-undang Mesir (M 9, 21), Syria (M 
266, 280) menyatakan keadaan warisan kakek 
sebagaimana ayah. 

Hal-hal yang mana kakek berbeda dengan 
ayah. Keadaan kakek seperti ayah kecuali da- 
lam empat masalah: 

1. Nenek shahihah (yang sebenarnya) atau 
ibunya ayah terhijab (terhalang) karena 
ayah. Nenek tersebut tidak terhalang oleh 
kakek. Diajuga tidak mewarisi dengan ada- 
nya ayah, namun mewarisi dengan adanya 
kakek. 

2. Masalahal-Gharrawain. Jika mayit mening- 
galkan kedua orang tua dan salah seorang 
suami atau istri maka ibu mendapatkan 
sepertiga dari sisa setelah bagian salah 
seorang suami istri. Adapun jika posisi 
ayah ditempati kakek maka ibu, menurut 
mayoritas ulama—berbeda dengan pen- 
dapat Abu Yusuf—mendapatkan sepertiga 
semua tirkah. Dia tidak dalam posisi gha- 
rawah dengan kakek. Ibu menurut Abu 
Yusuf mendapatkan dua pertiga sisa se- 
telah bagian salah seorang suami istri. 

3. Ayah menghijab saudara-saudara laki-laki 
(lebih dari seorang) dan saudara-saudara 
perempuan (lebih dari seorang) baik se- 
kandung atau seayah berdasarkan ijma. 
Mereka tidak dihijab oleh kakek menurut 


485 HR Ahmad dan Abu Dawud. 
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mayoritas ulama (tiga imam dan dua mu- 
rid Imam Abu Hanifah). Menurut Abu Ha- 
nifah, kakek menghijab mereka. 

4. Ayah dari orang yang memerdekakan ber- 
sama dengan anaknya mengambil seper- 
enam bagian wala' menurut Abu Yusuf. 
Sementara, kakeknya tidak mendapatkan- 
nya. Wala' semuanya untuk anak laki-laki. 
Tidak ada perbedaan antara kakek dan 
ayah menurut imam-imam yang lain, se- 
bab keduanya tidak mengambil sama se- 
kali warisan wala'. 


Warisan Kakek dengan Saudara-Saudara 
Laki-laki 


Keadaan-keadaan kakek jika sendirian 
tanpa saudara-saudara laki-laki sudah diketa- 
hui. Jika kakek ada bersama saudara-saudara 
laki-laki dan saudara-saudara perempuan se- 
kandungatau seayah, maka bagaimana hukum- 
nya? Apakah kakek mewarisi bersama mereka, 
atau kakek menggugurkan mereka? Di sini ada 
perbedaan pendapat. Adapun jika kakek ber- 
sama dengan saudara-saudara laki-laki dan 
suadara-saudara perempuan seibu maka tidak 
ada perbedaan bahwa mereka gugur karena 
kakek ashabi, sebagaimana mereka gugur ka- 
rena ayah. Para ulama mengatakan bahwa 
anak-anak ibu gugur karena kakek berdasar- 
kan ijma ulama. 

Demikianlah, dari dalil-dalil nagli dalam 
Al-Kitab dan As-Sunnah, sama sekali tidak di- 
sebutkan bagian kakek dengan saudara-sau- 
dara laki-laki. Hukum mereka ada karena ijti- 
had para sahabat. Para sahabat dalam masalah 
ini ada dua madzhab: 

Madzhab pertama: Abu Bakar dan para 
sahabat yang mengikutinya seperti Ibnu Ab- 
bas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ubay bin Ka'ab, 
Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Sa'id al-Khudri, 
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Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, Aisyah 
dan dari tabiin seperti al-Hasan, Ibnu Sirin. | 

Tidak ada warisan untuk bani al-A'yan 
(saudara-saudara laki-laki, perempuan sekan- 
dung), bani al-Allat (saudara-saudara laki-laki 
dan perempuan seayah) jika bersama dengan 
kakek, sebagaimana mereka tidak mewarisi 
jika bersama dengan ayah. Kakek sendirian 
mendapatkan harta seperti ayah. Artinya, ka- 
kek dalam warisan seperti ayah, menghijab 
saudara-saudara laki-laki secara mutlak baik 
sekandung, seayah atau seibu. 

Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Oleh 
karena itu, tidak ada mugasamah (pembagian 
warisan bersama) antara kakek dan saudara- 
saudara laki-laki, perempuan menurut pen- 
dapatnya. Dalil mereka dari Al-Our'an dan As- 
Sunnah. 

Adapun dari Al-Our'an adalah banyak se- 
kali ayat yang menyebutkan kata ayah untuk 
kakek, seperti firman Allah SWT, 


4, Lon - 


ee Gia Kam IN Ae SA 





“Dan aku mengikuti agama nenek sg 3 
ku: Ibrahim, Ishag, dan Ya'gub....” (Yusuf: 38) 


Dengan demikian, kakek harus mengam- 
bil status ayah dalam hal dia bisa menghijab 
saudara-saudara laki-laki secara mutlak. Oleh 
karena itu, Umar berkata, “Bagaimana dia 
anakku sementara aku bukan ayahnya?” Ibnu 
Abbas mengatakan, “Tidakkah Zaid bin Tsabit 
takut kepada Allah, dia menjadikan anak laki- 
laki dari anak laki-laki sebagai anak laki-laki, 
sementara tidak menjadikan ayahnya ayah 
sebagai ayah?” 

Adapun dari sunnah adalah hadits di atas, 


PN SUS An il 
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“Berikan warisan-warisan pada orang- 
orang yang berhak, sedang sisanya adalah un- 
tuk laki-laki yang paling dekat.” 


Kakek lebih dekat daripada saudara-sau- 
dara laki-laki. Kaidah dalam ashabah men- 
dahulukan sisi garis ayah daripada sisi garis 
saudara. 

Madzhab kedua: madzhab Ali, Ibnu 
Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan sejumlah sahabat. 
Mereka memberikan warisan saudara-saudara 
laki-laki jika bersama kakek. Dengan demikian, 
kakek tidak menghijab saudara-saudara laki- 
laki baik sekandung maupun seayah. Kakek 
berbagi dengan mereka dalam hal pewarisan. 


— Ini adalah prinsip pembagian warisan kakek. 


Ini adalah pendapat mayoritas ulama (tiga 
madzhab dan dua orang murid Abu Hanifah). 
Pendapat ini diambil oleh undang-undang 
Mesir dan Syria. Dalil mereka adalah sebagai 
berikut. 

Pertama, warisan saudara-saudara laki- 
laki baik sekandung atau seayah tetap dalam 
Al-0ur'an. Mereka tidak bisa terhijab kecuali 
dengan nash atau ijma. Dan salah satu dari 
keduanya tidak ada. 

Kedua, bahwa kakek dan saudara-saudara 
laki-laki sama di dalam hal penyebab mem- 
peroleh hak warisan. Sebab, masing-masing 
dari mereka mendekati mayit dengan satu 
tingkat yaitu ayah. 

Cara pewarisan. Orang-orang yang me- 
ngatakan adanya pewarisan kakek dengan 
saudara-saudara laki-laki berbeda pendapat 
mengenai cara pewarisan yang terbagi dalam 
tiga madzhab. 

Madzhab pertama: Ali bin Abi Thalib 

Kakek dengan saudara-saudara laki-laki 
mempunyai tiga keadaan: 

1. Bagian seperenam untuk kakek. Kakek 
berbagi dengan saudara-saudara laki-laki 
selama haknya—seperenam—tidak ber- 
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kurang. Jika berkurang maka kakek diberi 
seperenam. Kalau kakek bersama dengan 
dua orang saudara laki-laki sekandung 
atau tiga, empat maka berbagi lebih baik 
baginya. Jika mereka berlima maka berba- 
gi dan seperenam sama saja. Mengenai 
kasus kakek, ibu, suami, anak perempuan, 
dan dua orang saudara laki-laki maka ibu 
mendapatkan seperenam, suami seper- 
empat, anak perempuan setengah. Maka, 
sisanya kurang dari seperenam, kakek 
diberi bagian seperenam. Asal masalah 
aul menjadi tiga belas (13). Dua orang 
saudara tidak mendapatkan apa-apa. 
Kakek mewarisi dengan ashabah. Kakek 
mengambil sisa setelah ashabul furudh. 
Kalau kakek bersama dengan saudara-sau- 
dara perempuan atau seorang saudara pe- 
rempuan, maka saudara-saudara perem- 
puan mendapatkan dua pertiga—dalam 
keadaan mereka berbilang—dan setengah 
dalam keadaan sendirian, sedang sisanya 
untuk kakek dengan cara ashabah. Jika 
kakek bersama dengan seorang saudara 
perempuan sekandung dan seorang sau- 
dara perempuan seayah maka untuk yang 
pertama setengah, untuk yang kedua se- 
perenam, dan kakek mendapatkan sisa. 
Mugasamah (berbagi). Kakek berbagi de- 
ngan saudara-saudara laki-laki, artinya 
kakek termasuk dalam bagian mereka, 
dan dia mendapatkan dua kali lipat pe- 
rempuan. Jika kakek bersama dengan se- 
orang saudara laki-laki sekandung dan 
seorang saudara laki-laki seayah maka 
harta tersebut dibagi rata antara kakek 
dan saudara sekandung. Saudara-saudara 
laki-laki seayah atau saudara perempuan 
seayah tidak dihitung dalam pembagian 
bersama dengan saudara-saudara sekan- 
dung. Dalam kasus kakek, dua orang sau- 
dara perempuan sekandung, dan seorang 


saudara laki-laki sekandung maka kakek 
berbagi dengan mereka. Tirkah menjadi 
tiga kelompok untuk mereka. 

Kakek tidak mewaris ashabah bersama 
dengan saudara-saudara perempuan. Sau- 
dara perempuan adalah pewaris dengan 
bagian tertentu (fardh). Kalau kakek ber- 
sama dengan seorang saudara perempu- 
an sekandung dan seorang saudara pe- 
rempuan seayah maka untuk yang perta- 
ma mendapatkan setengah, yang kedua 
mendapatkan seperenam, sedang kakek 
mendapatkan sisa. 

Madzhab kedua: Ibnu Mas'ud 

Kakek berbagi dengan saudara-saudara 
laki-laki, selama haknya yang sepertiga 
tidak berkurang, sesuai dengan madzhab 
Zaid. 

Saudara-saudara laki-laki seayah tidak di- 
anggap dalam hal pembagian kakek, keti- 
ka bersama dengan saudara-saudara laki- 
laki sekandung, sebagaimana perkataan 
Ali dalam bagian ketiga yang lalu. Dengan 
demikian, saudara perempuan seayah ti- 
dak dihitung ketika bersama dengan sau- 
dara perempuan sekandung dengan me- 
ngorbankan kakek. Ucapan para fugaha: 
saudara-saudara laki-laki seayah tidak 
dianggap dalam pembagian dengan kakek 
dan saudara-saudara laki-laki sekandung. 
Berbeda dengan cara pembagian warisan 
Zaid yang akan datang: saudara-saudara 
laki-laki seayah dihitung ketika bersama 
saudara-saudara laki-laki sekandung, de- 
ngan mengorbankan kakek. 
Saudara-saudara perempuan yang sendiri- 
an mendapatkan bagian (furudh) dengan 
adanya kakek. Ini sesuai dengan pendapat 
Ali dalam bagian kedua. Perlu dicatat bah- 
wa cara ini adalah penggabungan antara 
dua cara, yaitu Ali dan Zaid. 
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Madzhab ketiga: Zaid bin Tsabit 

Kakek dengan saudara-saudara laki-laki 
berhak mendapatkan satu dari dua hal 
yang paling baik, antara berbagi dan seper- 
tiga semua harta, jika mereka tidak ber- 
sama dengan ahli waris ashabul furudh. 
Maka, kakek dijadikan dalam pembagian 
seperti salah seorang saudara-saudara 
laki-laki. Harta dibagi di antara mereka 
dan saudara-saudara perempuan. Laki-la- 
ki mendapatkan bagian dua perempuan. 
Bagian kakek dijadikan dengan saudara- 
saudara laki-laki sebagai salah seorang 
dari mereka, selama berbagi itu lebih baik 
baginya. Jika pembagian itu kurang dari 
sepertiga harta maka kita memberikan- 
nya sepertiga. Jika kakek bersama dengan 
seorang saudara, kakek mengambil sete- 
ngah harta. Kesimpulannya, jika mereka 
tidak bersama dengan ashabul furudh 
maka kakek boleh mengambil yang lebih 
menguntungkan, antara berbagi dan se- 
pertiga semua harta. 
Saudara-saudara laki-laki, dan saudara- 
saudara perempuan seayah berbagi dalam 
pembagian itu dengan saudara-saudara 
laki-laki sekandung, dengan merugikan 
kakek. Artinya, mereka menghitung ka- 
kek termasuk saudara-saudara laki-laki 
sekandung. Jika kakek mengambil bagi- 
annya maka saudara-saudara laki-laki, 
perempuan seayah tidak mendapatkan 
apa-apa. Sedang sisanya, setelah kakek 
mengambil bagiannya untuk saudara- 
saudara laki-laki dan perempuan sekan- 
dung. Mereka berbagi antara mereka. 
Laki-laki mendapatkan dua kali bagian 
perempuan. Inilah al-Mu'aaddah (saling 
berbagi). Sebab, kakek berbagi dengan 
saudara laki-laki seayah, kemudian dia 
mengambil apa yang diperoleh saudara 
laki-laki seayah itu. Dalam kasus kakek, 


Ce 
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seorang saudara laki-laki sekandung dan 
seorang saudara laki-laki seayah, saudara 
laki-laki seayah mengurangi bagian kakek, 
di mana kakek berkurang dari bagian 
mugasamah (berbagi) menjadi mengambil 
sepertiga harta. Setelah kakek mengambil 
sepertiga, saudara laki-laki sekandung 
mengambil bagian saudara laki-laki seayah 
karena yang pertama menghijab kedua. 
Jika ada seorang saudara perempuan se- 
kandung maka dia mengambil bagiannya 
dan kakek mengambil bagiannya. Jika 
masih tersisa maka untuk saudara-sau- 
dara perempuan seayah. Jika tidak ada 
maka mereka tidak mendapatkan apa- 
apa, seperti kasus ahli waris yang terdiri 
atas kakek, seorang saudara perempuan 
sekandung, dan dua orang saudara pe- 
rempuan seayah. Maka, berbagi adalah 
lebih baik bagi kakek. Asal masalah di- 
jadikan dari jumlah mereka yaitu lima. 
Kakek mendapatkan dua bagian, satu 
orang saudara perempuan sekandung se- 
tengah dari seluruh harta yaitu dua bagi- 
an, sedang bagian sisa adalah untuk dua 
orang saudara perempuan seayah. Asal 
masalah ditashih menjadi dua puluh. 

Jika dalam contoh tersebut, dua 
orang saudara perempuan seayah diganti 
seorang saudara perempuan seayah, dia 
tidak mendapatkan apa-apa. Sebab, kakek 
dengan mugasamah (berbagi) mengambil 
setengah harta. Ini lebih baik baginya da- 
ripada sepertiga. Setengah sisanya untuk 
seorang saudara perempuan sekandung. 
Saudara perempuan seayah tidak men- 
dapatkan apa-apa. 

Jika mereka bersama dengan ahli waris 
furudh maka adakalanya kakek mendapat- 
kan seperenam, adakalanya mendapatkan 
yang lebih menguntungkan dari tiga hal 
yaitu mugasamah (berbagi), sepertiga dari 
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sisa atau seperenam dari semua harta. 
Hal ini, jika setelah dibagi ashabul furudh 
harta masih tersisa lebih dari seperenam. 

Jika masih tersisa sekitar seperenam, 
seperti kasus ahli waris yang terdiri atas 
dua orang anak perempuan, ibu, kakek, 
saudara-saudara laki-laki atau kurang dari 
seperenam seperti suami, dua orang anak 
perempuan, kakek, saudara-saudara laki- 
laki atau tidak tersisa sedikit pun seperti 
dua orang anak perempuan, suami, ibu, 
kakek, dan saudara-saudara laki-laki, ka- 
kek mendapatkan seperenam dan asal 
masalah menjadi aul, jika diperlukan. 

Saudara-saudara laki-laki gugur kecua- 
li saudara perempuan Akdariyah, sebab 
perempuan itu membuat keruh madzhab 
Zaid. Adapun kewajiban bagian seper- 
enam untuk kakek adalah karena anak- 
anak tidak mengurangi bagian kakek dari 
seperenam jika mereka bersamanya. Oleh 
karena itu, lebih semestinya saudara- 
saudara laki-laki tidak mengurangi bagian 
kakek. 

Adapun mugasamah adalah karena mu- 
gasamah inilah pembagian yang asli, di 
mana saudara-saudara laki-laki dijadikan 
satu tingkatan kakek. 

Adapun sepertiga dari sisa adalah ka- 
rena ashabul furudh telah memperoleh 
bagiannya, maka sisanya seakan-akan se- 
mua harta. Prinsipnya bagian kakek tidak 
berkurang dari sepertiga. Oleh karena itu, 
di sini bagian kakek tidak kurang dari se- 
pertiga sisa, karena menganalogikan ibu 
dalam masalah al-Gharawain. 


Al-Akdariyyah 

Al-Akdariyah adalah seorang perempuan 
mati meninggalkan suami, ibu, kakek, saudara 
perempuan sekandung atau seayah. Berdasar- 
kan madzhab Zaid, kakek mengambil ashabah 
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bersama saudara-saudara perempuan. Mereka 
tidak dianggp ashabul furudh menurut Zaid, 
berbeda dengan madzhab Ali dan Ibnu Mas'ud, 
bahwa saudara perempuan tidak mendapat- 
kan apa-apa karena dia ashabah. Ahli waris 
ashabah tidak mendapatkan apa-apa jika 
ashabul furudh sudah menghabiskan tirkah. 

Namun, ketika tidak ada alasan yang 
menggugurkan saudara perempuan sebab ti- 
dak ada penghalang yang menghalanginya, 
dan tidak mungkin saudara perempuan me- 
warisi ashabah dengan kakek di sini, sebab 
kakek di sini menjadi pewaris fardh, maka ka- 
lau kakek mewaris ashabah dengan saudara 
perempuan bagian kakek kurang dari seper- 
enam. Oleh karena itu, Zaid mengecualikan 
masalah ini dari dasar kaidahnya dalam hal 
pewarisan kakek dengan saudara-saudara 
laki-laki. Zaid memberikan warisan saudara 
perempuan dengan kakek, melalui al-Fardh. 
Saudara perempuan mendapatkan setengah 
sedang asal masalah enam. 

Maka suami mendapatkan setengah, yaitu 
3, ibu sepertiga yaitu 2, kakek seperenam yaitu 
1, saudara perempuan setengah yaitu 3. Asal 
masalah aul menjadi sembilan (9). 

Namun, pembagian itu menyebabkan tam- 
bahan bagian saudara perempuan daripada 
kakek. Ketika kakek mendapatkan dua kali ba- 
gian saudara perempuan jika mereka berkum- 
pul, bagian saudara perempuan dan bagian 
kakek harus dikumpulkan, kemudian dibagi, 
laki-laki dua kali bagian perempuan. Maka, 
asal masalahnya 27. Untuk suami 9, ibu 6, ka- 
kek 8, dan saudara perempuan 4. 

Hal itu terjadi dengan mengalikan jumlah 
kepala kakek (2) dan (1) saudara perempuan 
(241 - 3) dikalikan asal masalah (9) maka 
menjadi 27. Suami mendapatkan 3x3 - 9 yak- 
ni sepertiga harta, ibu 2x3 - 6 yakni sepertiga 
sisa, kakek dan saudara perempuan 4x3 - 12, 
sudara perempuan mendapatkan 4 yakni se- 
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pertiga dari sisanya sisa, kakek mendapatkan 
8 yakni sisanya. 

Kesimpulannya, madzhab Zaid tidak men- 
jadikan saudara perempuan sekandung atau 
seayah ahli waris fardh ketika bersama ka- 
kek. Dia menjadikan saudara perempuan men- 
dapatkan ashabah bersama kakek, kecuali 
dalam masalah ini. Zaid menjadikan saudara 
perempuan bersama kakek sebagai ahli waris 
fardh. Mereka berdua berbagi dalam jumlah 
dua bagian, di mana laki-laki mendapatkan 
dua kali bagian perempuan. 

Kalau saja tempat saudara perempuan 
ditempati seorang saudara laki-laki atau dua 
orang saudara perempuan, tidak ada aul atau 
akdariyah, sebab seperenam dari semua harta 
lebih baik untuk kakek. Maka, seperenam yang 
kedua untuknya sedang saudara laki-laki tidak 
mendapatkan apa-apa. Tidak pula ada akdari- 
yah, sebab saudara laki-laki adalah ashabah. 
Adapun jika pengganti saudara perempuan 
adalah dua orang saudara perempuan, maka 
bagian ibu berbeda. Ibu mengambil seper- 
enam, setelah bagian suami masih ada dua ba- 
gian, yaitu sepertiga. Oleh karena itu, mugasa- 
mah dan seperenam sama. Maka, tidak ada aul 
atau akdariyah. 


Pembagian berdasarkan madzhab Zaid 

Pembagian ini menjelaskan keadaan-ke- 
adaan kakek dengan saudara-saudara laki-laki 
dengan mempertimbangkan ada tidaknya ahli 
waris al-Fardh bersama mereka. 

Pertama, bersama mereka tidak ada asha- 
bul furudh. 

Maka kakek mengambil yang paling baik 
dari dua hal, yaitu sepertiga semua harta se- 
perti dalam kasus kakek, dua orang saudara 
laki-laki, dan seorang saudara perempuan. 
Atau mugasamah, ini lebih baik bagi kakek 
jika jumlah saudara-saudara laki-laki dan 
saudara-saudara perempuan lebih sedikit dari 
dua kali jumlah kakek. Ini terbatas pada lima 
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kasus, yaitu kakek dan seorang saudara laki- 
laki, kakek dan seorang saudara perempuan, 
kakek dan dua orang saudara perempuan, ka- 
kek dan tiga orang saudara perempuan, kakek 
dan seorang saudara laki-laki, serta seorang 
saudara perempuan. 

Kedua, adakalanya mereka bersama de- 
ngan ahli waris fardh, yaitu suami istri, ibu, 
dua orang nenek, seorang anak perempuan, 
seorang anak perempuan dari anak laki-laki. 
Artinya, selain saudara-saudara perempuan. 
1. Adakalanya kakek lebih baik diberikan 

bagian yang lebih besar dari seperenam. 

Kakek mengambil di antara tiga hal yang 

paling baik, yaitu mugasamah, sepertiga 

sisa dan seperenam semua harta. 

Mugasamah lebih baik bagi kakek 
dalam kasus kakek, nenek, dan seorang 
saudara laki-laki. Asal masalah dua belas 
(12), kakek dan saudara laki-laki masing- 
masing 5, nenek 2. Seperti juga suami, 
kakek, dan saudara laki-laki. Asal masalah 
empat (4). 

Sepertiga sisa lebih baik bagi kakek 
dalam contoh ibu, kakek, dan sepuluh 
saudara laki-laki. Asal masalah 6, ditashih 
menjadi 18. Maka ibu mendapatkan 3, 
nenek 5, sedang sisanya untuk saudara- 
saudara laki-laki. 

Juga seperti kasus kakek, seorang 
nenek, dua orang saudara laki-laki, dan 
seorang saudara perempuan. Asal masalah 
6, ditashih menjadi 18. Pembagian bisa 
terjadi jika sisanya bukan sepertiga pe- 
nuh. Maka, makhraj sepertiga yakni (3) 
dikalikan asal masalah (6) (3x6 - 18). 
Kakek mendapatkan 5, nenek 3, dua 
orang saudara laki-laki 8, seorang saudara 
perempuan 2. 

Seperenam semua harta lebih baik bagi 
kakek dalam contoh istri, dua orang anak 
perempuan, kakek, dan seorang saudara 
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laki-laki. Istri mendapatkan 3 dari 24, 
dua orang anak perempuan dua pertiga 
(16), sisa 5. Seperenam dari semuanya 
(4) adalah lebih baik bagi kakek daripada 
mugasamah. 

2. Atau lebih baik seperenam. Kakek diberi- 
kan bagian (fardh), saudara laki-laki gugur. 
Seperti dalam kasus suami, ibu, kakek, dan 
saudara laki-laki. Asal masalah enam (6). 
Suami mendapatkan setengah (3), ibu dua 
pertiga (2), kakek seperenam (1), saudara 
laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. 

3. Atau lebih baik mendapatkan kurang dari 
seperenam. Bagian kakek di-aul (dinaik- 
kan) menjadi genap seperenam. Saudara 
laki-laki gugur seperti suami, dua orang 
anak perempuan, kakek, dan saudara 
laki-laki. Asal masalah 12, aul (naik) 
menjadi 13. Dua orang anak perempuan 
mendapatkan 8, suami 3, masih sisa satu 
(1). Maka, di-aul-kan satu demi genapnya 
seperenam, gugurlah saudara laki-laki. 

Juga seperti suami, kakek, seorang 
anak perempuan, ibu, dan seorang saudara 
perempuan sekandung. Asal masalah aul 
menjadi 13. Saudara perempuan tidak 
mendapatkan apa-apa, sebab dia ashabah 
dengan anak perempuan atau dengan ka- 
kek. Tidak tersisa untuk saudara perem- 
puan setelah kakek mengambil bagian 
seperenam. 

4. Seperenam bagian kakek sudah meng- 
habiskan semua bagian. Saudara laki-laki 
gugur, ditambahkan dalam aul seperti 
suami, dua orang anak perempuan, ibu, 
kakek, dan seorang saudara laki-laki. Asal 
masalah aul menjadi 13, dalam aul ditam- 
bahkan seperenam bagian kakek maka 
asal masalah menjadi 15. 
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Sikap undang-undang mengenai 
mugasamah kakek dan saudara-saudara 
laki-laki 

Undang-undang Mesir (M 22), Syria (M 
279/1-4) menyatakan tentang pembagian ka- 
kek dan saudara-saudara laki-laki. 

Undang-undang Mesir menjadikan wari- 
san kakek dengan saudara-saudara laki-laki 
pada dua keadaan. 

Pertama. Orang yang ada bersama kakek, 
yaitu saudara-saudara laki-laki dan saudara- 
saudara perempuan adalah orang yang mewa- 
risi dengan cara ashabah. Baik laki-laki saja, 
laki-laki dan perempuan, atau perempuan 
yang mewarisi secara ashabah dengan orang 
lain, seperti seorang saudara laki-laki sekan- 
dung atau seorang saudara laki-laki sekan- 
dung dengan seorang saudara perempuan 
sekandung, saudara laki-laki seayah dengan 
saudara perempuan seayah, saudara perem- 
puan sekandung atau seayah dengan seorang 
anak perempuan, atau anak perempuan dari 
anak laki-laki. 

Maka, kakek dijadikan seperti saudara 
laki-laki. Kakek mewarisi bersama mereka 
dengan cara ashabah. Dia berbagi dengan me- 
reka selama tidak kurang dari seperenam. Jika 
kurang dari seperenam maka pada saat itu 
kakek diberi bagian seperenam. Jika yang ber- 
sama kakek kurang dari lima orang saudara 
maka berbagi adalah lebih baik. Jika yang ber- 
sama kakek lima orang saudara maka muga- 
samah dan seperenam sama saja. Jika yang 
bersama kakek enam orang saudara atau lebih 
maka seperenam lebih baik bagi kakek daripa- 
da mugasamah. Maka, kakek diberikan bagian 
seperenam. 

Saudara-saudara laki-laki seayah dengan 
saudara-saudara laki-laki sekandung tidak bi- 
sa merugikan kakek, sebab mereka terhalang 
oleh saudara-saudara laki-laki sekandung. 
Maka dalam kasus kakek, seorang saudara 
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laki-laki sekandung dan saudara-saudara laki- 
laki seayah, masing-masing dari kakek, sauda- 
ra kandung mendapatkan setengah, sedang 
saudara-saudara yang lain gugur bagiannya. 

Ini mengambill madzhab Ali dan Ibnu 
Mas'ud. 

Kedua. Hendaklah yang ada yaitu saudara- 
saudara perempuan yang bersama dengan ka- 
kek adalah ahli waris ashabul furudh. Seperti 
seorang saudara perempuan sekandung, atau 
seayah atau lebih dan tidak ada ahli waris 
ashabah dengan kakek. 

Maka, kakek mewarisi dengan cara asha- 
bah, dan mengambil semua sisa setelah pem- 
bagian, selama tidak kurang dari seperenam. 
Jika kurang dari seperenam maka kakek diberi 
seperenam. 

Dalam kasus kakek, seorang saudara pe- 
rempuan sekandung atau seayah, maka sauda- 
ra perempuan mendapatkan bagian setengah, 
sedang sisanya untuk kakek dengan cara 
ashabah. Dalam kasus kakek, dua orang sauda- 
ra perempuan sekandung atau seayah maka 
dua orang saudara perempuan mendapatkan 
bagian dua pertiga, sedang sisanya untuk ka- 
kek dengan cara ashabah. Dalam kasus se- 
orang saudara perempuan sekandung, seorang 
saudara perempuan seayah, dan kakek, maka 
saudara perempuan sekandung mendapatkan 
bagian setengah, saudara perempuan seayah 
mendapatkan bagian seperenam sebagai pe- 
nyempurna dua pertiga, sedang kakek men- 
dapatkan sisa dengan cara ashabah. Ini adalah 
madzhab Ali, Ibnu Mas'ud yaitu kakek tidak 
mewaris secara ashabah dengan saudara- 
saudara perempuan yang sendirian (tanpa 
saudara-saudara laki-laki). 

Adapun undang-undang Syria sepakat de- 
ngan undang-undang Mesir untuk memberi- 
kan seperenam pada kakek, apa pun keada- 
annya, baik dia bersama dengan dzawil furudh 
atau tidak. 
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Dalam ayat 1 pasal 279 dinyatakan ke- 
adaan pertama yang telah disebutkan di atas. 
Ini adalah pendapat kebanyakan fugaha selain 
Abu Hanifah. Madzhab Ibnu Mas'ud dan Zaid 
sepakat bahwa kakek berbagi dengan sauda- 
ra-saudara perempuan jika mereka mewarisi 
dengan cara ashabah bersama dengan anak- 
anak perempuan. 

Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan 
tentang keadaan kedua yang tersebut di atas. 
Ini mengambil madzhab Ali dan Ibnu Mas'ud 
bahwa kakek tidak mewarisi ashabah dengan 
saudara-saudara perempuan yang sendirian. 
Mereka mengambil bagian mereka, sedangkan 
kakek mewarisi dengan ashabah. 
| Pada ayat 3 pasal yang sama dinyatakan 
bahwa bagian kakek tidak berkurang dari se- 
perenam, baik dia mengambil mugasamah 
atau ashabah. Ini diambil dari madzhab Ali 
yang menjadikan bagian kakek seperenam. 

Pada ayat 4 pasal tersebut dinyatakan ten- 
tang tidak dianggapnya saudara-saudara laki- 
laki dan saudara-saudara perempuan seayah 
dengan saudara-saudara sekandung. Ini di- 
ambil dari madzhab Ali, Ibnu Mas'ud bahwa 
saudara-saudara laki-laki seayah tidak diang- 
gap dalam mugasamah jika mereka dihalangi 
oleh saudara-saudara laki-laki sekandung. 


Contoh: 

1. Seseorang mati meninggalkan kakek, se- 
orang saudara laki-laki sekandung, dan 
seorang saudara perempuan sekandung. 
Asal masalah lima. Maka, kakek menda- 
patkan dua bagian, saudara laki-laki men- 
dapatkan dua bagian, saudara perempuan 
mendapatkan satu bagian. 

2. Seseorang mati meninggalkan istri, dua 
orang saudara perempuan sekandung. Is- 
tri mendapatkan seperempat, dua orang 
saudara perempuan mendapatkan dua 
pertiga, kakek mendapatkan seperenam. 
Asal masalah aul menjadi 13. 
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3. Seseorang mati meninggalkan ayah, kakek, 
dan anak laki-laki. Maka ayah mendapat- 
kan seperenam, anak mendapatkan sisa, 
kakek tidak mendapatkan apa-apa. 


3) Keadaan-Keadaan Suami 

Suami mempunyai dua keadaan: 

Pertama, setengah jika tidak ada anak, anak 
dari anak laki-laki terus ke bawah. Perempuan 
yang meninggalkan suami, saudara sekandung, 
maka suami mendapatkan setengah, sedang 
sisanya untuk saudara laki-laki itu. 

Kedua, seperempat jika bersama anak, 
atau anak dari anak laki-laki, terus ke bawah. 
Baik itu dari suaminya atau dari suami yang 
lain. Kalau seorang perempuan meninggalkan 
suami, anak, atau anak dari anak laki-laki, su- 
ami mendapatkan seperempat, sedang sisanya 
untuk anak atau anak dari anak laki-laki. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT, 


BTN IA Lam, 
PL IMA 
Hi Ya ira Kanaan KA 


“Dan bagianmu (suami-suami) adalah se- 
perdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri- 
istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. 
Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, 
maka kamu mendapat seperempat dari harta 
yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat 
yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) 
utangnya...” (an-Nisaa': 12) 


Muhtaaj: 111/9, 17: al-Mughnii: V1/178. 


Mughnii: VI/183. 
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Undang-undang Mesir M 11, Syria M 
268 menyatakan tentang dua keadaan suami 
tersebut. 


4) Keadaan Saudara Laki-laki Seibu dan 
Saudara Perempuan Seibu 


Anak-anak ibu—dinamakan Bani al-Akh- 
yaf—mempunyai tiga keadaan: "” 

Pertama, seperenam, untuk masing-ma- 
sing mereka baik laki-laki maupun perempu- 
an, berdasarkan firman Allah SWT, 


Ia Bra LENGAN A1 CA 
CI A9 abal NS Lp Jen a33... 
JR 35X — A9 22 CR 
an PIN Aan don PB ANN 

“. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) 
atau seorang saudara perempuan (seibu), maka 
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 
itu seperenam harta...” (an-Nisaa': 12) 





Yang dimaksud di situ adalah anak dari 
ibu berdasarkan ijma. Hal itu ditunjukkan oleh 
bacaan Ubay, at se S3 | # Ag tetapi mempu- 
nyai seorang sdudara laki-laki (seibu saja) atau 
seorang saudara perempuan dari ibu. 

Orang yang meninggalkan saudara sekan- 
dung, seorang saudara laki-laki atau perem- 
puan seibu, maka saudara laki-laki atau pe- 
rempuan mendapatkan seperenam, sementara 
sisanya untuk saudara sekandung. 

Kedua, sepertiga. Untuk saudara seibu dua 
atau lebih baik laki-laki maupun perempuan, 
karena firman Allah SWT, 


Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 31: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/233, al-Gawaaniiin al-Fighiyyah: hlm. 388: ar-Rahabiyyah: hlm. 25: Mughnil 


Syarh as-Siraajiyyah: hlm 30: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/237, al-Gawaaniiin al-Fighiyyah: hlm. 388: Mughnil Muhtaaj: 11/11, al- 
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Ne - BAG sa DB... 





“. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, maka mereka bersama- 
sama dalam bagian yang sepertiga itu...” (an- 
Nisaa': 12) 


Baik laki-laki maupun perempuan sama 
dalam pembagian dan hak perolehannya. Ada- 
pun dalam pembagian, karena perempuan 
juga mengambil seperti laki-laki. Adapun da- 
lam perolehan hak, karena salah seorang dari 
mereka baik laki-laki atau perempuan sama- 
sama memperoleh seperenam. 

Orang yang meninggalkan ibu, saudara- 
saudara laki-laki atau saudara-saudara perem- 
puan seibu, paman dari garis ayah, maka ibu 
mendapat seperenam, saudara-saudara laki- 
laki atau saudara-saudara perempuan seibu 
mendapatkan sepertiga, sedang sisanya untuk 
paman. 

Ketiga. Mereka terhijab. Mereka gugur 
dengan adanya ahli waris garis ayah—anak, 
anak dari anak laki-laki, terus ke bawah—juga 
dengan adanya ahli waris laki-laki garis ayah— 
ayah, kakek shahih berdasarkan kesepakatan 
ulama—sebab mereka dalam posisi al-kalalah. 
Warisan mereka disyaratkan tidak ada anak 
dan ayah, sebagaimana tersebut dalam firman 
Allah SWT, 





". Jika seseorang Henmaga baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) 
atau seorang saudara perempuan (seibu)....” 
(an-Nisaa': 12) 





Juga, firman Allah SWT dalam hal mereka 
tidak ada anak. 





“Katakanlah, Allah memberi fatwa kepa- 
damu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang 
mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mem- 
punyai saudara perempuan...” (an-Nisaa': 176) 


Tersebut dalam atsar: al-Kalalah adalah 
orang yang tidak mempunyai anak atau ayah. 

Anak dari anak laki-laki masuk dalam ka- 
tegori anak, karena firman Allah SWT, 





“Wahai anak cucu Adam!” (al-A'raaf: 31) 


Kakek masuk dalam kategori ayah, karena 
firman Allah SWT, 





DHANI CAS. 
“.sebagaimana halnya dia (setan) telah 


mengeluarkan ibu bapakmu dari surga...” (al- 
A'raaf: 27) 


Maka, tidak ada warisan untuk anak-anak 
ibu jika bersama dengan mereka yakni anak- 
anak dan ayah. 

Undang-undang Mesir M 10, 26 Syria M 
262 menjelaskan tentang keadaan anak-anak 
ibu di atas sebagaimana dijelaskan juga masa- 
lah Musytarakah. 


Contoh: 
1. Seseorang mati meninggalkan ayah, anak 
laki-laki, saudara laki-laki seibu, maka 
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ayah mendapatkan seperenam, sedang 
anak laki-laki mendapatkan sisa. Saudara 
seibu tidak mendapatkan apa-apa. 

2. Perempuan mati meninggalkan suami, 
saudara laki-laki seibu, dan saudara laki- 
laki sekandung, maka suami mendapat- 
kan setengah, saudara seibu mendapatkan 
seperenam, sedang sisanya untuk saudara 
laki-laki sekandung, sebab dia ahli waris 
ashabah. 

3. Perempuan mati meninggalkan suami, 
kakek, dan dua orang saudara laki-laki se- 
ibu, maka suami mendapatkan setengah, 
sedang sisanya untuk kakek, saudara- 
saudara laki-laki seibu tidak mendapatkan 
apa-apa. 

Masalah-Masalah di mana Anak-anak Ibu 

Berbeda dengan Selain Mereka 
Anak-anak ibu berbeda dengan orang lain, 

dari ash-haabul furuudh dalam hal-hal beri- 

kut ini: 

1. Mereka mewarisi bersama ibu yang mana 
mereka mendekat kepada mayit melalui 
ibu. 

2. Baik laki-laki maupun perempuan dari 
mereka, sama dalam pembagian dan per- 
olehan hak. 

3. Seorang dari mereka mendapatkan seper- 
enam, sedang yang lebih dari satu men- 
dapatkan sepertiga. 

4. Mereka menghijab ibu yang mana karena 
ibu, mereka mendekat kepada mayit 
(orang yang memberinya warisan) dalam 
bentuk hijab nugshan (halangan dalam 
bentuk pengurangan), dari sepertiga men- 
jadi seperenam. 

5. Laki-laki dari mereka lebih dekat daripa- 
da perempuan, dia mewarisi dengan ca- 
ra mengambil fardh bersama dengan pe- 
rempuan. 


Ca 
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Masalah Musyarrakah (Musytarakah) atau 
Hajariyyah artinya dalam masalah ini saudara 
sekandung dan anak-anak ibu bersama-sama. 

Sebagaimana ditetapkan, bahwa ahli wa- 
ris ashabah tidak mewarisi kecuali setelah 
ash-haabul furuudh mengambil hak mereka. 
Karena hadits dia atas, 


“Berikan warisan-warisan pada orang- 
orang yang berhak, sedang sisanya adalah 
untuk laki-laki yang paling dekat.” 


Namun, kadang-kadang saudara laki-laki 
sekandung ada bersama dengan saudara laki- 
laki seibu. Maka jika perempun meninggalkan 
suami, ibu, dua orang saudara laki-laki seibu, 
seorang saudara sekandung dan seorang sau- 
dara perempuan sekandung. Maka suami men- 
dapatkan setengah, ibu mendapatkan seper- 
enam, saudara-saudara laki-laki seibu, saudara 
sekandung dan saudara perempuan semuanya 
mendapatkan sepertiga. Bagian itu dibagi rata 
untuk mereka. Tidak ada perbedaan antara 
laki-laki dan perempuan. 

Hal itu diputuskan oleh Umar di akhir ke- 
putusannya. Awalnya dia memutuskan untuk 
menghalangi warisan saudara-saudara laki- 
laki sekandung, kemudian dia ditanya menge- 
nai hal ini sekali lagi, maka sebagian dari me- 
reka bertanya, “Bayangkan ayah kami adalah 
batu (hajar) di laut, bukankah ibu kami satu?” 
Maka, Umar memutuskan bahwa mereka ber- 
sekutu dalam sepertiga. Laki-laki dan perem- 
puan dari mereka sama. Pendapatnya ini di- 
sepakati oleh Zaid bin Tsabit dan sekelompok 
sahabat. Pendapat ini diambil oleh Malikiyyah, 
Syafi'iyyah, dan undang-undang di Mesir dan 
Syria. 

Oleh karena itu, masalah ini dinamakan 
al-Musyarrakah karena mengikutkan semua- 
nya dalam bagian sepertiga. Dinamakan juga 
al-Musytarakah dengan pengertian orang yang 
diikutkan dalam pembagian itu. Al-Hajariyyah, 
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kembali kepada ucapan salah seorang dari 
mereka kepada Umar, “Bayangkan ayah kami 
adalah batu (hajar) di laut,” dan Himariyyah 
karena ucapan sebagian mereka, “Bayangkan 
ayah kami himar? 

Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat 
gugurnyasaudara-saudaralaki-lakisekandung. 
Suami diberi setengah, ibu seperenam, sau- 
dara-saudara laki-laki seibu sepertiga dengan 
mengambil dalil ayat kalalah sebelumnya, 


Taruna 


IA Io olualoi ad aa 
Ai ndae”tp 25 $ 





“Jika seseorang ana baik Take laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan 
ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) 
atau seorang saudara perempuan (seibu), maka 
bagi masing-masing dari keduajenis saudara itu 
seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara 
seibu itu lebih dari seorang, maka mereka ber- 


sama-sama dalam bagian yang sepertiga itu...” 


(an-Nisaa': 12) 


Tidak ada perbedaan mengenai maksud 
dari ayat tersebut. Yang dimaksud adalah 
anak-anak ibu secara khusus. Orang yang me- 
nyamakan antar mereka, dan tidak memberi 
masing-masing bagian seperenam, maka dia 
telah menyalahi zahir Al-0ur'an.488 


b. Kedua, Keadaan-Keadaan Perempuan 
Ashabul furuudh dari perempuan ada 
delapan, yaitu: 
Istri, anak perempuan, anak perempuan 
dari anak laki-laki, terus ke bawah, saudara 
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perempuan dari arah mana saja (sekandung, 
seayah atau seibu), ibu, nenek-ibunya ibu-, 
atau ibunya ayah (nenek shahihah). 


1) KeadaanmKeadaan Istri 

Istri mempunyai dua keadaan: 

Pertama, seperempat untuk seorang atau 
lebih, ketika tidak ada ahli waris garis anak- 
anak, anak dari anak laki-laki terus ke bawah 
—baik anak itu dari istri atau lainnya. 

Kedua, seperdelapan. Yaitu istri dengan 
ahli waris garis anak-anak, anak dari anak 
laki-laki terus ke bawah—baik anak itu dari 
istri atau tidak. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT, 


AA Ten - 
Kedu AL Ga: 
GITA 


A 5 P 
KA EA, ee 
3 Kian Hn jane 233 


“Para istri memperoleh seperempat har- 
ta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mem- 
punyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka 
para istri memperoleh seperdelapan dari harta 
yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat 
yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) 
utang-utangmu....” (an-Nisaa': 12) 





Bagian seorang istri sama saja dengan ba- 
gian istri lebih dari satu, meskipun empat ka- 
rena keumuman ayat. Anak mencakup anak 
dari anak laki-laki karena nash Al-Our'an 
atau ijma. Barangsiapa mati meninggalkan 
istri, anak perempuan dan ayah, maka istri 
mendapatkan seperdelapan, anak perempuan 
mendapatkan setengah, ayah seperenam dan 
sisa dengan cara ashabah. Orang yang mati 


488. AJ-Mughnii: VI/180 dan seterusnya: Mughnil Muhtaaj: 111/17 dan seterusnya. 
489. Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 34: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/233, al-Gawaanitin al-Fighiyyah: hlm. 388: Mughnil Muhtaaj: 11/9, 13: 


Kasysyaaful Ginaa". IV/450. 
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meninggalkan istri, seorang saudara laki-laki, 
anak laki-laki dari anak perempuan, maka istri 
mendapatkan seperempat, saudara mendapat- 
kan sisa karena ashabah, anak laki-laki dari 
anak perempuan tidak mendapatkan apa-apa 
karena termasuk dzawil arham. 

Undang-undang Mesir M 11, Syria M 268 
menjelaskan tentang bagian istri dalam dua 
keadaan meskipun ditalak raj'i jika suami me- 
ninggal, sementara istri dalam iddah. Jika istri 
dalam iddah talak bain maka dia tidak men- 
dapatkan apa-apa, karena terputusnya hu- 
bungan suami istri dengan kematian. Kecuali 
jika talaknya talak melarikan diri, maka istri 
mewarisi menurut mayoritas ulama, berbeda 
dengan Syafi'iyyah. 

Perlu dicatat bahwa dalam dua bagian su- 
ami istri harus diperhatikan laki-laki menda- 
patkan dua bagian perempuan, demi menjaga 
prinsip keadilan dalam pembagian tanggung 
jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki- 
laki adalah orang yang dibebani mahar, nafkah 
kepada wanita baik ibu, anak perempuan atau 
istri. Perempuan tidak dibebani apa pun dari 
kewajiban sosial. Bagiannya tetap terjaga se- 
bagai tabungan keadaan darurat, yang bisa dia 
kelola dengan bebas dan mandiri. 

Prinsip ini, prinsip laki-laki mendapatkan 
dua bagian perempuan adalah umum, sebab 
kebutuhan menjadi asas adanya melebihkan 
dalam warisan. Anak laki-laki mendapatkan 
dua kali lipat anak perempuan, sebab tuntutan 
laki-laki dalam kehidupan lebih banyak dari- 
pada tuntutan saudara perempuannya. Laki- 
lakilah yang dibebani tanggung jawab nafkah 
dirinya, mahar perkawinannya, nafkah keluar- 
ga, nafkah anak-anak, membantu ayah dan ibu 
yang fakir. Anak perempuan dalam hidupnya 
sama sekali tidak dibebani sedikit pun dari apa 
yang dibebankan pada saudara laki-lakinya. 


490 
III/14: al-Mughnii: VI/172. 


Ca 
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2) Keadaan Anak Perempuan 

Anak-anak perempuan kandung mempu- 
nyai tiga keadaan:”” 

Pertama, setengah untuk satu orang. Jika 
dia sendirian, tidak bersama orang-orang yang 
sejajar dengannya, tidak pula bersama orang- 
orang yang mewarisi ashabah dengannya. Se- 
perti dalam kasus ayah, seorang anak perem- 
puan. Maka, anak perempuan mendapatkan 
bagian setengah, sebab ayah mendapatkan 
sisa dengan cara fardh dan ashabah. 

Kedua, dua pertiga, untuk dua orang atau 
lebih. Jika mereka tidak bersama dengan ahli 
waris ashabah, seperti ayah, dua orang anak 
perempuan. Dua orang anak perempuan men- 
dapatkan bagian dua pertiga, ayah mendapat- 
kan sisa dengan cara bagian (al-Fardh) dan 
ashabah. 

Ketiga, Ashabah bil Ghair. Yaitu dengan 
anak laki-laki. Anak laki-laki mengambil dua 
lipat bagian perempuan, baik perempuan ber- 
bilang atau laki-laki berbilang. Sebagaimana 
dalam contoh, seorang anak laki-laki dan se- 
orang anak perempuan. Keduanya mendapat- 
kan semua tirkah dengan syarat anak laki-laki 
mendapatkan dua kali lipat anak perempuan. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT, 


3S SSI. SA A3 


AA ME GR 2102 A20 
LSG sana 3 2 Ba 
Tau Ca GI Al 1 ck 
“Allah Ne anh (mewajibkan) kepa- 
damu tentang (pembagian warisan untuk) 
anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak 
laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 
perempuan. Dan jika anak itu semuanya perem- 
puan yang jumlahnya lebih dari dua, maka 
bagian mereka dua pertiga dari harta yang 


Tt KN A ES 





Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 34: Tabyiinul Hagaa'ig, ibid.: al-Gawaanitin al-Fighiyyah: hlm. 388 dan seterusnya, Mughnil Muhtaaj: 
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ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu 
seorang saja, maka dia memperoleh setengah 
(harta yang ditinggalkan)...” (an-Nisaa': 11) 


Ayat ini menegaskan hukum seorang anak 
dan tiga orang anak perempuan atau lebih. 
Adapun dua orang anak, maka hukumnya di- 
ketahui dengan sunnah. 


Labor IE PA GP JAN YAA 63 


o 0. te.o 


WE BR IS IRI aa 


AAS MEI OB cit IILU EU CARA Hp 
Op Inda AE 3 Ina Uap JB AI Yi 


Se #X Se Pn Ke 


£0 Aa o, C2. - @ 2 o 
3 HA Gak JS Jl VI OS 
“ “ # z # Tn # . 

- SN £ 2 pa Se sa o Bei AP 
SE Io) ash Meladi T da 


4 
rp dus 


8 o. as. og pe Ts TP 

Laga Coy Ama P3) Isi Jl Lapar 
- o 0 23 

Lima perawi selain an-Nasa'i meriwayat- 
kan dari Jabir dia berkata, “Istri Sa'ad ibnur 
Rabi' mendatangi Rasulullah saw. dengan ke- 
dua anak perempuannya dari Sa'ad. Kemudian 
dia berkata, Wahai Rasulullah, dua orang ini 
adalah anak perempuan Sa'ad ibnur Rabi' Ayah 
mereka syahid bersamamu di Perang Uhud. 
Paman mereka mengambil harta mereka, tidak 


meninggalkan harta untuk mereka, mereka 
tidak bisa menikah kecuali dengan harta. Ke- 


CE 
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mudian Rasulullah saw. bersabda, Allah akan 
memutuskan hal itu” Maka, turunlah ayat wa- 
ris. Lalu Rasulullah mengutus utusan kepada 
paman dua perempuan itu, dan berkata, 'Be- 
rikan dua pertiga untuk dua anak perempuan 
Sa'ad, dan seperlima untuk ibu mereka. Sisanya 
untukmu.“1 Para sahabat berkata, “Ini adalah 
tirkah pertama yang dibagikan dalam Islam.” 


Undang-undang Mesir (M 12, 19) dan 
Syria (M 269, 277) menjelaskan keadaan anak 
perempuan tersebut. Ayat 2 pasal 277 menya- 
takan bahwa warisan antara anak-anak perem- 
puan dan anak laki-laki pada keadaan ashabah 
adalah anak laki-laki mendapatkan dua bagian 
anak perempuan. 


3) Keadaan Anak-Anak Perempuan Anak 
Laki-Laki 


Anak-anak perempuan dari anak laki-laki 
mempunyai enam keadaan. Tiga keadaan per- 
tama seperti keadaan anak-anak perempuan, 
dan tiga keadaan berbeda dengan mereka.1?2 

Pertama, setengah untuk seorang anak pe- 
rempuan anak laki-laki yang sendirian ketika 
tidak ada anak perempuan, anak laki-laki atau 
orang yang setara dengannya. Sebagaimana 
dalam contoh ayah, ibu, anak perempuan dari 
anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki- 
laki mendapatkan setengah, ibu seperenam, 
sedang sisanya untuk ayah dengan cara fardh 
dan ashabah. 

Kedua, dua pertiga untuk dua orang anak- 
anak perempuan anak laki-laki atau lebih ke- 
tika tidak ada anak perempuan, anak laki-laki 
atau orang yang setara dengan mereka. Orang 
yang mati meninggalkan ayah, dua orang anak 
perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 
dua pertiga sementara sisanya untuk ayah. 


491 Hadits ini dihukumi hasan oleh at-Tirmidzi, dikeluarkan juga oleh al-Hakim (Nailul Authaar: VI/56). Lima rawi adalah Ahmad dan 


penyusun empat kitab sunan. 


492 





Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 35: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/234: al-Gawaaniiin al-Fighiyyah: hlm. 389, Mughnil Muhtaaj: 11/14. 
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Ketiga, ashabah dengan anak laki-laki dari 
anak laki-laki yang setingkat dengannya. Laki- 
laki mendapatkan dua kelipatan perempuan, 
seperti anak perempuan anak laki-laki, dan 
anak laki-laki dari anak laki-laki, keduanya 
mendapatkan semua tirkah. 

Keempat, seperenam untuk seseorang atau 
lebih dari anak perempuan dari anak laki-laki, 
bersama dengan seorang anak perempuan 
untuk menyempurnakan bagian dua pertiga. 
Anak perempuan dari anak laki-laki menda- 
patkan seperenam sebagai penyempurna dua 
pertiga, demi mengamalkan keputusan Ibnu 
Mas'ud di atas. 


& 0. 0 ne 4 9 ang og 
cg Ha cal Bal 23 UG asi 
ae un cal Na DNA OS 

an ya ak 2 2. 333 9 2 
£ “ - - . £ Pn 


“Aku memutuskan dengan apa yang di- 
putuskan Nabi Muhammad saw, seorang anak 
perempuan mendapatkan setengah, anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki seperenam seba- 
gai penyempurna dua pertiga. Yang tersisa ada- 
lah untuk saudara perempuan.” 


Hal ini sebab syara' menjadikan dua per- 
tiga sebagai hak anak-anak perempuan. Jika 
ada seorang anak kandung perempuan maka 
dia hanya mengambil setengah. Sisa bagian 
anak-anak perempuan, yaitu seperenam, dibe- 
rikan kepada anak perempuan anak laki-laki. 
Hal itu jika tidak ada ahli waris ashabah untuk 
mereka yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki 
yang setara dengan anak perempuan dari anak 
laki-laki. Jika ada maka dia bersama anak laki- 
laki dari anak laki-laki itu mendapatkan asha- 
bah. Maka, dia mengambil sisa bersama anak 
laki-laki dari anak laki-laki. Laki-laki menda- 
patkan dua kelipatan perempuan. Orang yang 
mati meninggalkan seorang anak perempuan 
dan anak perempuan dari anak laki-laki, dan 
anak laki-laki dari anak laki-laki, maka anak 
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perempuan mendapatkan setengah, anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki bersama dengan 
anak laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan 
sisa dengan cara ashabah. 

Jika tidak tersisa sedikit pun dari tirkah 
itu maka anak perempuan dari anak laki-laki 
tidak mendapatkan bagian. Maka dalam kasus 
ayah, ibu, suami, seorang anak perempuan, 
anak perempuan dari anak laki-laki, anak laki- 
laki dari anak laki-laki, maka masing-masing 
dari ayah dan ibu mendapatkan seperenam, 
suami seperempat, anak perempuan setengah. 
Maka tirkah habis dan tejadi aul. Tidak tersisa 
sedikit pun untuk anak perempuan dari anak 
laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki. 
Kalau saja tidak ada anak laki-laki dari anak 
laki-laki maka anak perempuan dari anak laki- 
laki mengambil bagian seperenam. 

Kelima dan keenam, hujub. Anak perempu- 
an dari anak laki-laki terhijab oleh anak laki- 
laki. Dalam kasus anak laki-laki, seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki maka anak laki- 
laki mendapatkan semua tirkah dengan cara 
ashabah. Sementara, anak perempuan dari 
anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. 

Anak perempuan dari anak laki-laki terhi- 
jab dan gugur karena dua orang anak perem- 
puan atau lebih yang sekandung, kecuali jika 
bersamanya atau yang di bawah tingkatannya 
ada anak laki-laki. Maka, anak laki-laki itu me- 
waris dengan cara ashabah bersama anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki tersebut. Sedang 
sisanya pada saat itu, adalah untuk mereka, di 
mana laki-laki mendapatkan dua kali perem- 
puan. Dalam kasus ayah, ibu, dua orang anak 
perempuan, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki, masing-masing dari ayah dan 
ibu mendapatkan seperenam, dua orang anak 
perempuan dua pertiga, anak perempuan dari 
anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, se- 
bab dua orang anak perempuan telah mengha- 
biskan bagian mereka. 
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Jika bersama anak perempuan dari anak 
laki-laki ada anak laki-laki dari anak laki-laki, 
atau anak laki-laki dari anak laki-laki, dari anak 
laki-laki maka masing-masing dari anak laki- 
laki itu mewaris dengan ashabah bersama anak 
perempuan dari anak laki-laki. Sebab, anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki membutuhkannya. 
Jika anak perempuan dari anak laki-laki tidak 
membutuhkan yang kedua, yakni masih ter- 
sisa dari bagian anak perempuan untuknya, 
maka anak laki-laki dari anak laki-laki dari 
anak laki-laki tidak mewaris dengan ashabah 
bersamanya. Perempuan itu mengambil bagi- 
annya. Dan laki-laki itu ashabah sendirian. Dia 
mengambil sisa setelah furudh. 


Dalil: 

1. Nash-nash yang menunjukkan hukum- 
hukum warisan anak perempuan. Sebab, 
yang dimaksud dengan anak-anakmu da- 
lam nash, 





sa Sea ga 2 
D....SNTG Ae 
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) 


kepadamu tentang (pembagian warisan 
untuk) anak-anakmu...” (an-Nisaa': 11) 


Anak-anak kamu adalah keturunan 
yang lahir untuk kamu, baik langsung mau- 
pun dengan perantara anak-anak kamu. 

2. Keputusan Ibnu Mas'ud di atas yang diri- 
wayatkan oleh enam rawi selain an-Nasa'i 
dari Huzail bin Syarahbil, di mana dia me- 
mutuskan untuk anak perempuan dari 
anak laki-laki mendapatkan seperenam 
sebagai penyempurna dua pertiga. 


Undang-undang Mesir (M 12, 19) dan 
Syria (269, 277) menjelaskan tentang keada- 
an anak-anak perempuan dari anak laki-laki. 
Lebih-lebih tentang perolehan seorang anak 
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perempuan dari anak laki-laki atau lebih ter- 
hadap bagian seperenam dengan seorang anak 
perempuan atau anak perempuan dari anak 
laki-laki yang derajatnya lebih tinggi. 


Contoh: 

a. Seseorang mati meninggalkan seorang 
anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki, dan ayah maka anak perem- 
puan mendapatkan setengah, anak perem- 
puan dari anak laki-laki seperenam, ayah 
mendapatkan bagian seperenam dan sisa- 
nya dengan cara ashabah. 

b. Seseorang mati meninggalkan seorang 
anak perempuan dari anak laki-laki, dan 
anak laki-laki dari anak laki-laki maka ke- 
duanya mendapatkan semua tirkah. Laki- 
laki dua kali lipat perempuan. 

c. Seseorang mati meninggalkan seorang 
anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki, anak laki-laki dari anak 
laki-laki dari anak laki-laki maka anak 
perempuan mendapatkan setengah, anak 
perempuan dari anak laki-laki seperenam 
sedang sisanya untuk yang terakhir, sebab 
dia ahli waris ashabah. 

d. Seseorang mati meninggalkan dua orang 
anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki- 
laki dari anak laki-laki maka dua orang 
anak laki-laki akan mendapatkan dua per- 
tiga, anak perempuan dari anak laki-laki 
bersama dengan anak laki-laki dari anak 
laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan 
sisa. Sebab, anak perempuan anak laki-laki 
membutuhkan laki-laki itu. Oleh karena 
itu, dia dinamakan dengan anak laki-laki 
yang diberkahi. 

e. Seorang yang mati meninggalkan suami, 
ayah, ibu, seorang anak perempuan, 
seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, 
maka suami mendapatkan seperempat, 


FIOIH ISLAM JILID 10 Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


ayah seperenam, ibu seperenam, anak pe- 
rempuan setengah. Anak perempuan dari 
anak laki-laki tidak mendapatkan apa- 
apa. Sebab, dia menjadi ashabah dengan 
saudaranya. Sementara, tidak tersisa lagi 
untuk mereka sama sekali. Kalau saja dia 
sendirian maka dia bisa mengambil se- 
perenam. 

Keberadaan saudaranya menyebabkan 
dia terhalang dari warisan. Inilah yang di- 
namakan dengan anak laki-laki yang dise- 
sali. Namun, dalam undang-undang Syria 
dan Mesir, keduanya mengambil wasiat 
wajib. Hal itu dengan membayangkan anak 
yang meninggal pada masa ayahnya hidup, 
dalam keadaan eksis (hidup). Bagiannya 
diperkirakan sebagaimana kalau dia ada. 
Kemudian bagiannya dikeluarkan dari tir- 
kah, dan diberikankepadaorangyang men- 
dapatkan wasiat dengan syarat tidak lebih 
dari sepertiga. Kemudian sisa tirkah di- 
bagi sebagaimana ia adalah seluruh tirkah 
antar ahli waris sesuai dengan ketentuan 
syara. 

Jika seseorang mati meninggalkan tiga 
anak laki-laki, ayah, ibu, anak perempuan 
dari anak laki-laki yang meninggal pada 
saat ayahnya masih hidup, maka anak 
yang mati itu dibayangkan dia ada dalam 
keadaan hidup. Lalu anak perempuannya 
diberi wasiat wajib, yang diberi satu bagian 
dari enam bagian. Kemudiansisanya dibagi 
kepada para ahli waris yaitu lima. Setelah 
itu ayah diberi seperenam, ibu seperenam 
dari lima bukan enam. Sedangkan, sisanya 
dibagikan kepada anak-anak laki-laki de- 
ngan sama rata. Masing-masinganak mem- 
peroleh satu bagian dari lima bagian. Asal 
masalah ditashih dari 108 bagian. Ayah 
mendapatkan 15, ibu 15, masing-masing 
dari tiga anak laki-laki 20, anak perempu- 


an dari anak laki-laki yang meninggal 18. 
Tambahan bagian untuk anak laki-laki 
adalah dari sisa bagian dzawil furudh. Se- 
bab, sisanya setelah wasiat adalah 90, 
dari asal masalah 108. Pentashihan asal 
masalah terjadi dengan mengalikan 6 x 3 
(jumlah kepala anak laki-laki). Maka, jadi- 
lah 18 kemudian dikalikan 6 maka menjadi 
108, asal masalah pembagian tersebut. 
Kemudian 18 dikalikan 5 dalam masalah 
yang baru setelah wasiat, maka menjadi 
90 bagian. Masing-masing dari dua orang 
tua seperenam dari 90. 

Kesimpulannya, masalah baru untuk 
para ahli waris, diperoleh setelah menge- 
luarkan wasiat wajib. 

Seseorang mati meninggalkan dua orang 
anak perempuan, anak perempuan dari 
anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak 
laki-laki, maka dua orang anak perempu- 
an mendapatkan dua pertiga, sedang si- 
sanya untuk dua yang terakhir. Kalau saja 
tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki 
maka anak perempuan dari anak laki-la- 
ki tidak mendapatkan apa-apa. Karena, 
dua orang anak perempuan telah meng- 
ambil lengkap dua pertiga. Namun, keber- 
adaan anak laki-laki dari anak laki-laki 
menjadikannya ashabah perempuan. Maka, 
anak perempuan bersama-sama dengan 
anak laki-laki dari anak laki-laki mengam- 
bil sepertiga yaitu sisa. Inilah anak laki-laki 
yang diberkahi. 

Kalau mayit meninggalkan tiga orang anak 
perempuan dari anak laki-laki, sebagian 
dari mereka lebih tinggi dari yanglain, atau 
sebagian lebih rendah daripada yang lain, 
dan si mayit juga meninggalkan tiga orang 
anak perempuan dari anak laki-laki dari 
anak laki-laki dari anak laki-laki, sebagian 
dari mereka lebih rendah daripada yang 
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lain, dengan contoh-contoh berikut:”? yak- 
ni seorang laki-laki mempunyai tiga orang 
anak laki-laki. 


Kelompok pertama, salah seorang dari me- 
reka mempunyai anak laki-laki dan anak pe- 
rempuan. Sedangkan, anak laki-laki ini mem- 
punyai anak laki-laki dan anak perempuan. 
Anak laki-laki kedua mempunyai anak laki-laki 
dan anak perempuan. 

Adapun kelompok kedua, anak laki-laki 
mempunyai anak laki-laki, anak laki-lakinya 
mempunyai anak laki-laki dan anak perempu- 
an. Anak laki-laki ini mempunyai anak laki-laki 
dan anak perempuan. Anak laki-laki ini mem- 
punyai anak laki-laki dan anak perempuan. 


Kelompok ketiga, anak laki-laki mempu- 
nyai anak laki-laki, anak laki-lakinya mempu- 
nyai anak. Sedangkan, yang ini mempunyai 
anak laki-laki dan anak perempuan. Anak 
laki-laki yang terakhir mempunyai anak laki- 
laki dan anak perempuan. Dan ini mempunyai 
anak laki-laki dan anak perempuan. 





Yang atas menempati anak perempuan, 
setelahnya adalah anak perempuan dari anak 
laki-laki dalam keadaan-keadaan yang dite- 
tapkan dan disebutkan. Maka, yang atas meng- 
ambil setengah, yang tengah mengambil se- 
perenam sebagai penyempurna dua pertiga, 
sedang yang bawah gugur. Kecuali jika anak 
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perempuan bersama anak laki-laki dari anak 
laki-laki yang setingkat dengannya atau di ba- 
wahnya. Maka, anak laki-laki ashabah dengan 
anak perempuan tersebut. Jika bersama de- 
ngan yang tengah ada anak laki-laki dari anak 
laki-laki yang setingkat atau di bawah anak 
perempuan, dan orang yang ada di bawahnya 
baik laki-laki maupun perempuan terhijab. 

Jika yang atas dua atau lebih, keduanya 
mendapatkan dua pertiga, yang tengah gugur, 
juga orang yang dibawahnya. Kecuali jika ber- 
sama mereka ada laki-laki yang setingkat atau 
lebih rendah. 

Berdasarkan hal ini, maka yang atas dari 
kelompok pertama mengambil setengah, se- 
bab dia menempati tempat anak perempuan 
sekandung ketika anak perempuan tidak ada. 

Yang tengah dari kelompok pertama ber- 
sama dengan yang sejajar dengannya—yaitu 
yang atas dari kelompok kedua—mendapat- 
kan seperenam, sebagai penyempurna dua 
pertiga, sebab yang atas dari kelompok perta- 
ma. Ketika anak perempuan dari anak laki-laki 
menempati tempat anak perempuan sekan- 
dung, maka orang yang setelahnya dalam ting- 
kat yang sama menempati tempat anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki. 

Yang bawah tidak mendapatkan apa-apa, 
yaitu enam yang tersisa dari sembilan anak- 
anak perempuan, sebab dua pertiga telah sem- 
purna untuk tiga orang tadi. Maka, yang tersisa 
tidak lagi mendapatkan bagian. Mereka juga 
tidak mendapatkan hak ashabah sama sekali. 
Oleh karena itu, mereka tidak mewarisi tirkah 
sama sekali, kecuali jika bersama mereka ada 
anak laki-laki, maka anak laki-laki itu akan 
mewarisi secara ashabah perempuan yang ber- 
samanya, dengan sejajar dengannya dan yang 
di atasnya. 


Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 37: al-Gawaaniiin al-Fighiyyah: hlm. 389: catatan guru kami Syekh Hasan asy-Syathi al-Gadhi al- 
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4) Keadaan-Keadaan Saudara-Saudara 
Perempuan Sekandung (Aulaad A'yaan) 


Saudara perempuan sekandung mempu- 
nyai lima keadaan, di antaranya tiga yang nota 
bene milik anak-anak perempuan. Lima hal itu 
adalah sebagai berikut."”$ 

Pertama, setengah untuk seorang jika ti- 
dak ada orang yang sejajar dengannya atau 
orang yang memberi ashabah kepadanya. Ar- 
tinya, jika tidak bersama saudara laki-laki se- 
kandung yang memberi ashabah kepadanya, 
seperti suami dan saudara perempuan sekan- 
dung. Masing-masing mendapatkan bagian se- 
tengah. 

Kedua, dua pertiga untuk dua orang atau 
lebih, ketika tidak ada ahli waris ashabah. 
Orang yang mati meninggalkan saudara-sau- 
dara laki-laki seibu dan dua orang saudara pe- 
rempuan sekandung, maka saudara-saudara 
laki-laki seibu mendapatkan sepertiga, dua 
orang saudara sekandung mendapatkan dua 
pertiga. Orang yang mati meninggalkan ibu 
dan dua orang saudara perempuan sekandung, 
maka ibu mendapatkan bagian seperenam, 
dua orang saudara perempuan dua pertiga. 
Kemudian sisanya diberikan (radd) pada ibu 
dan dua orang saudara perempuan dengan 
persentase bagian-bagian masing-masing. 

Ketiga, ashabah bil ghair. Jika seorang sau- 
dara perempuan sekandung atau lebih bersa- 
ma dengan seorang saudara laki-laki sekan- 
dung atau lebih, maka laki-laki mendapatkan 
dua bagian anak perempuan. Sebagaimana 
dalam contoh, seorang saudara laki-laki sekan- 
dung dan seorang saudara perempuan sekan- 
dung. Maka, tirkah untuk mereka berdua, de- 
ngan syarat saudara laki-laki mendapatkan 
dua kali lipat saudara perempuan. 

Keempat, ashabah ma'al ghair. Jika se- 
orang saudara perempuan atau lebih bersama 
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dengan seorang anak perempuan atau anak 
perempuan dari anak laki-laki, atau kedua- 
duanya, satu atau lebih, sementara seorang sau- 
dara perempuan tidak bersama dengan sauda- 
ra laki-laki sekandung yang mewarisi ashabah 
dengannya, maka seorang saudara perempuan 
sekandung atau lebih mendapatkan sisa sete- 
lah bagian-bagian ashabul furudh, dia mewarisi 
dengan cara ashabah, demi menjalankan kaidah 
syara, “Jadikan saudara-saudara perempuan 
dengan anak-anak perempuan ashabah.” 

Syiah Imamiyyah mengatakan, saudara pe- 
rempuan tidak bisa menjadi ashabah dengan 
anak perempuan. Sisanya dikembalikan (radd) 
kepada anak perempuan jika sendirian. 

Dalam contoh seorang anak perempuan 
dan saudara perempuan sekandung maka 
anak perempuan mendapatkan bagian sete- 
ngah, sedang sisanya untuk saudara perem- 
puan dengan cara ashabah. 

Dalam contoh anak perempuan, anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki, dan saudara pe- 
rempuan sekandung, maka anak perempuan 
mendapatkan setengah, anak perempuan dari 
anak laki-laki mendapatkan seperenam seba- 
gai penyempurna dua pertiga. Sedangkan, sau- 
dara perempuan sekandung mendapatkan si- 
sa dengan cara ashabah. 

Dalam contoh seorang anak perempuan, 
anak perempuan dari anak laki-laki, suami, ibu 
dan dua orang saudara perempuan sekandung, 
maka duaorangsaudara perempuan sekandung 
tidak mendapatkan apa-apa jika tidak ter- 
sisa apa pun setelah pembagian. Namun, asal 
masalah dijadikan aul. Suami mendapatkan 
seperempat, ibu seperenam, dua orang anak 
perempuan mendapatkan bagian dua pertiga. 

Dalam contoh, dua orang anak perempu- 
an, dua orang saudara perempuan sekandung, 


Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 40: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/236: al-Gawaaniiin al-Fighiyyah: hlm. 392: Mughnil Muhtaaj: 11/17 dan 
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maka dua orang anak perempuan menda- 
patkan bagian dua pertiga, dua orang saudara 
perempuan mendapatkan sisa dengan cara 
ashabah. 

Dalam contoh dua orang saudara perem- 
puan sekandung, dan seorang anak perempuan 
dari anak laki-laki, maka anak perempuan dari 
anak laki-laki mendapatkan bagian setengah, 
dua orang saudara perempuan mendapatkan 
sisa dengan cara ashabah. 

Jika dalam ahli waris ada saudara-saudara 
laki-laki seibu, saudara-saudara perempuan 
seibu dengan saudara-saudara laki-laki sekan- 
dung, maka ini adalah masalah al-Musyarra- 
kah, yaitu suami, ibu, anak ibu dan saudara 
laki-laki sekandung, maka saudara laki-laki 
berbagi dengan anak-anak ibu dalam sepertiga 
sebagaimana telah dijelaskan. Kalau saja, sau- 
dara sekandung ditempati saudara seibu maka 
gugurlah bagiannya. 

Kelima, gugur bagiannya karena adanya 
ahli waris laki-laki garis ayah, yaitu anak laki- 
laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, terus ke 
bawah. Juga, gugur karena ayah sebagaimana 
kesepakatan ulama dan karena adanya kakek 
Shahih menurut Abu Hanifah, berbeda dengan 
kedua muridnya dan madzhab-madzhab yang 
lain. Pendapat ini diambil oleh undang-undang 
di Mesir dan Syria. 

Dalilnya adalah firman Allah SWT, 


Bl Pa on 
Da . 


Ng Sa 
Wal Pp AT Ps 2g aer aa 
Ta at Lia Ate 
Ia Hm EX AA Sa Yk 
2.7 » # o Azar A X- 
sae AKN Usa, 
AS ANE TAG JEANS 

5 RSNI .. 

P.S dia S AMS 
“Mereka meminta an kepadamu (ten- 
tang kalalah). Katakanlah, 





“Allah memberi 
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fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), 
jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai 
anak tetapi mempunyai saudara perempuan, 
maka bagiannya (saudara perempuannya 
itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, 
dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (selu- 
ruh harta saudara perempuan), jika dia tidak 
mempunyai anak. Tetapi jika saudara perem- 
puan itu dua orang, maka bagi keduanya dua 
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika 
mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara- 
saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian 
seorang saudara laki-laki sama dengan bagian 
dua saudara perempuan...” (an-Nisaa': 176) 


Al-Kalalah sebagaimana kita ketahui ada- 
lah orang yang meninggal sementara dia tidak 
mempunyai anak atau orang tua. Ayat yang 
mulia tersebut telah menjelaskan tiga keadaan 
pertama dan kelima. Di dalamnya ada pene- 
gasan tentang dua bagian setengah dan dua 
pertiga, ashabah bil ghair, gugur karena anak 
laki-laki. Di dalamnya masuk juga anak laki- 
laki dari anak laki-laki, gugur karena ayah, 
semisal dengan itu kakek menurut Abu Hani- 
fah. Ini diambil dari firman Allah SWT, 


“ “#1 
wi ... EN NX, NA aa... 
“.dan dia tidak mempunyai anak tetapi 


mempunyai saudara perempuan...” (an-Nisaa': 
176), dan dari lafaz al-Kalalah. 





Adapun keadaan keempat yaitu ashabah 
saudara-saudara perempuan dengan anak- 
anak perempuan, diambil dari hadits yang di- 
riwayatkan oleh al-jamaah kecuali an-Nasa'i 
dari Huzail bin Syarahbil bahwasanya Nabi 
Muhammad memutuskan kasus ahli waris 
anak perempuan, anak perempuan dari anak 
laki-laki dan saudara perempuan. Nabi mem- 
berikan anak perempuan setengah, anak pe- 
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rempuan dari anak laki-laki seperenam dan 
sisa untuk anak perempuan. Juga, kaidah yang 
ditetapkan: jadikan saudara-saudara perem- 
puan dengan anak-anak perempuan sebagai 
ashabah. 

Undang-undang Mesir (M 13, 19, 20) dan 
Syria (M 270, 277, 280) menerangkan tentang 
keadaan-keadaan saudara-saudara perempu- 
an sekandung. 

Perlu dicatat bahwa saudara-saudara pe- 
rempuan adalah termasuk dzawil furudh. 
Adapun saudara-saudara laki-laki adalah ahli 
waris ashabah. Saudara-saudara laki-laki dan 
perempuan disebut dengan al-Hawasyi. Jika 
mereka sendirian tanpa saudara-saudara laki- 
laki seayah maka mereka mewarisi seperti 
saudara-saudara sekandung. Untuk seorang 
laki-laki atau lebih mendapatkan semua harta, 
perempuan mendapatkan setengah, dua orang 
perempuan atau lebih dua pertiga. Ketika dua 
kelompok itu berkumpul maka laki-laki men- 
dapatkan dua bagian perempuan. 


Contoh: 

a. Seorang mati meninggalkan ibu, seorang 
saudara perempuan sekandung dan istri. 
Ibu mendapatkan sepertiga, saudara pe- 
rempuan Sekandung setengah, istri seper- 
empat dari asal masalah 12 aul menjadi 13. 

b.. Seorang mati meninggalkan seorang anak 
laki-laki, seorang saudara perempuan se- 
kandung dan ayah, maka ayah seperenam, 
sisanya untuk anak laki-laki. Saudara pe- 
rempuan sekandung tidak mendapatkan 
apa-apa, sebab dia terhalang oleh anak 
laki-laki dan ayah. 

c. Seorangmatimeninggalkansuami,seorang 
saudara perempuan sekandung, kakek, 
nenek, maka suami setengah, saudara pe- 
rempuan sekandung dihijab oleh kakek 
menurut madzhab Abu Hanifah. Adapun 
mayoritas ulama sesuai dengan pendapat 
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Zaid, maka kakek mengambil yang paling 
menguntungkan antara mugasamah, se- 
pertiga sisa dan seperenam. Yang paling 
menguntungkan di sini adalah mugasa- 
mah. Asal masalah enam, ditashih menjadi 
18. Maka untuk suami 9, nenek 3, kakek 4, 
saudara perempuan sekandung 2, laki-laki 
mendapatkan dua kali bagian perempuan. 

d. Seorang mati meninggalkan seorang anak 
perempuan, seorang saudara perempuan 
sekandung dan ibu, maka ibu seperenam, 
anakperempuansetengah, saudara perem- 
puan sekandung mendapatkan sisa dengan 
cara ashabah dengan anak perempuan. 

e. Seorang mati meninggalkan seorang anak 
perempuan, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki, seorang saudara perempu- 
an sekandung dan seorang saudara laki- 
laki sekandung, maka anak perempuan 
mendapatkan setengah, anak perempuan 
dari anak laki-laki seperenam sebagai pe- 
nyempurna dua pertiga, sedang sisanya 
untuk saudara laki-laki dan saudara pe- 
rempuan. Laki-laki mendapatkan dua ba- 
gian perempuan. 


5) Keadaan Keadaan Saudara-Saudara 
Perempuan Seayah (Aulaad al-Allaat) 


Saudara-saudara perempuan seayah mem- 
punyai enam keadaan, di antaranya adalah 
lima keadaan .yang dimiliki saudara-saudara 
perempuan sekandung. 

Pertama, setengah untuk seorang dari 
mereka jika sendirian tanpa orang yang sepa- 
dan dengannya. Sementara, dia tidak bersama 
dengan saudara laki-laki seayah atau saudara 
perempuan sekandung, dengan cara mengam- 
bil dalil pada ayat yang sama di atas menge- 
nai warisan saudara perempuan sekandung, 
seperti dalam kasus warisan suami, seorang 
saudara perempuan seayah. Masing-masing 
mendapatkan setengah. 
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Kedua, dua pertiga untuk dua orang atau 
lebih ketika tidak ada saudara laki-laki seayah 
atau saudara-saudara perempuan sekandung, 
sebagaimana keadaan saudara-saudara pe- 
rempuan sekandung, seperti saudara-saudara 
laki-laki seibu, dua orang saudara perempuan 
seayah. Maka, saudara-saudara laki-laki seibu 
mendapatkan bagian sepertiga, dua orang 
saudara perempuan seayah mendapatkan dua 
pertiga. 

Ketiga, seperenam untuk seorang dari me- 
reka bersama dengan saudara perempuan se- 
kandung, demi menyempurnakan dua pertiga. 
Jika saudara perempuan seayah tidak bersama 
dengan saudara laki-laki seayah yang ashabah 
dengannya, sebagaimana dalam kasus warisan 
istri, seorang saudara perempuan sekandung, 
seorang saudara perempuan seayah, maka un- 
tuk istri seperempat, saudara perempuan se- 
kandung mendapatkan bagian setengah, sau- 
dara perempuan seayah seperenam, sisanya 
dikembalikan kepada dua orang saudara pe- 
rempuan. 

Keempat, ashabah bil ghair, jika dia ber- 
sama dengan saudara laki-laki seayah, seperti 
dalam kasus warisan seorang saudara laki-laki 
seayah, seorang saudara perempuan seayah 
dan ashabah maka dia mengambil sisa dari 
dzawil furudh. Jika dzawil furudh menghabis- 
kan semua tirkah maka tidak ada bagian un- 
tuk saudara laki-laki dan saudara perempuan 
seayah. 

Kelima, ashabah ma'al ghair, hal itu keti- 
ka bersama dengan seorang anak perempuan 
atau anak perempuan dari anak laki-laki atau 
dua-duanya, baik seorang atau lebih. Maka, 
dia mengambil sisa setelah mereka mengam- 
bilnya, seperti dalam kasus warisan seorang 
anak perempuan atau anak perempuan dari 
anak laki-laki dan saudara perempuan seayah. 
Kalau seseorang meninggalkan seorang anak 
perempuan, istri, ibu dan dua orang saudara 
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perempuan seayah, maka seorang anak pe- 

rempuan mendapatkan setengah, istri menda- 

patkan bagian seperenam karena adanya ahli 
waris garis anak, ibu mendapatkan seperenam 
karena adanya dua orang saudara perempuan. 

Dua orang saudara perempuan mendapatkan 

sisa dengan cara ashabah yang dibagikan ke- 

pada mereka sama rata. 

Keenam, terhijab dari mendapatkan bagi- 
an warisan. Saudara perempuan seayah ter- 
halang, sebagaimana saudara perempuan se- 
kandung terhalang karena adanya ahli waris 
garis anak (anak laki-laki atau anak laki-laki 
dari anak laki-laki meskipun ke bawah). Sau- 
dara perempuan seayah lebih dihalangi oleh: 
- Saudara laki-laki sekandung, seperti ahli 

waris terdiri atas suami, seorang saudara 

laki-laki sekandung dan seorang saudara 
perempuan seayah. 

-  Duaorang saudara perempuan sekandung 
atau lebih, seperti ahli waris yang terdiri 
atas suami, dua orang saudara perempuan 
sekandung, dan seorang saudara perem- 
puan seayah, kecuali jika bersama dengan 
saudara perempuan seayah ada ahli waris 
yang mewarisi asahabah dengannya, yai- 
tu saudara laki-laki seayah. Jika yang ber- 
sama dengannya adalah saudara yang 
dinamakan saudara yang diberkahi maka 
dia bersama dengan saudaranya itu meng- 
ambil harta yang tersisa dari ashabul fu- 
rudh, laki-laki mendapatkan dua bagian 
anak perempuan. 

- Seorang saudara perempuan sekandung 
jika dia menjadi ashabah dengan ahli 
waris lain, seperti ahli waris seorang anak 
perempuan, seorang saudara perempuan 
sekandung, dan seorang saudara perem- 
puan seayah. 

- Saudara perempuan seayah gugur oleh ka- 
kek shahih. Pendapat ini berbeda dengan 
Abu Hanifah. Dalil pewarisan saudara- 
saudara perempuan seayah adalah dalil 


FIOIH ISLAM JILID 10 


pewarisan saudara-saudara perempuan 
sekandung dalam keadaan-keadaan bersa- 
ma yang dibagikan kepada mereka, sebab 
yang dimaksud dengan firman Allah SWT, 





“Mereka meminta fatwa kepadamu 
(tentang kalalah). Katakanlah, "Allah mem- 
beri fatwa kepadamu tentang kalalah (yai- 
tu), jika seseorang mati dan dia tidak mem- 
punyai anak tetapi mempunyai saudara 
perempuan...” (an-Nisaa': 176) 


Dengan kesepakatan ulama bahwa sauda- 
ra perempuan itu adalah saudara perempuan 
sekandung atau saudara perempuan seayah. 

Adapun gugurnya saudara perempuan se- 
ayah oleh saudara laki-laki sekandung adalah 
karena sabda Nabi Muhammad saw., 


SI # 9 2 Si £ 5 olesi ol 


- 


2g aa 1333 di, La 21 ui Ha 


“Saudara-saudara sekandung mewarisi, bu- 
kan saudara-saudara seayah. Laki-laki mewa- 
risi saudaranya yang seayah dan seibu, tidak 
mewarisi saudaranya yang seayah. Sebagaima- 
na telah dijelaskan, bahwa banul a'yaan adalah 
saudara-saudara kandung, banul alaat adalah 
saudara-saudara laki-laki dan saudara-sau- 
dara perempuan seayah.”$ 


Undang-undang Mesir (M 13, 19, 20) dan 
Syria (M 270, 277, 278) menerangkan tentang 
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enam keadaan saudara-saudara perempuan 
seayah. 


Contoh: 

1. Seorang mati meninggalkan ibu, seorang 
anak perempuan, seorang saudara perem- 
puan sekandung, seorang saudara perem- 
puan seayah, maka ibu mendapatkan se- 
perenam, seorang anak perempuan sete- 
ngah, saudara perempuan kandung sisa, 
saudara perempuan seayah tidak menda- 
patkan apa-apa karena dia gugur oleh sau- 
dara perempuan sekandung yang mewaris 
ashabah dengan seorang anak perempuan. 

2. Seorang mati meninggalkan dua orang 
saudara perempuan sekandung, dua orang 
saudara perempuan seayah, seorang sau- 
dara laki-laki seayah, maka dua orang sau- 
dara perempuan sekandung mendapatkan 
dua pertiga, dua orang saudara perempu- 
an seayah dan seorang saudara laki-laki 
seayah mendapatkan sisa, sebab mereka 
berdua menjadi ahli waris ashabah de- 
ngan saudara laki-laki seayah. 

3. Seorang mati meninggalkan istri, seorang 
anak perempuan, seorang saudara perem- 
puan seayah, maka istri mendapatkan se- 
perdelapan, anak perempuan mendapat- 
kan setengah, sedang sisanya untuk sau- 
dara perempuan seayah. Sebab, dia men- 
jadi ashabah dengan anak perempuan. 

4. Seorang perempuan mati, meninggalkan 
seorang anak perempuan, seorang sauda- 
ra laki-laki sekandung, seorang saudara 
perempuan seayah, maka anak perempuan 
mendapatkan setengah, sedang sisanya 
untuk saudara laki-laki sekandung, sebab 
dia ashabah. Saudara perempuan seayah 
tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia 
mahjub oleh saudara laki-laki. 
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6) KeadaanKeadaan Saudara Perempuan 
Seibu 


Di depan sudah dijelaskan keadaan-keada- 
an anak-anak ibu, sebab perempuan dan laki- 
laki sama. 


7) Keadaan-Keadaan Ibu 

Ibu mempunyai tiga keadaan:'” 

Pertama, seperenam, ketika ada ahli waris 
anak secara mutlak yaitu anak atau anaknya 
anak laki-laki meskipun ke bawah. Atau dua 
orang saudara laki-laki, perempuan atau lebih 
dari arah mana saja, karena firman Allah SWT, 


» ar 


Sa SAEN Cin sol BO A5 SY 
na Sa 


“.Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian 
masing-masing seperenam dari harta yang di- 
tinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempu- 
nyai anak...” (an-Nisaa': 11) 





dan firman Allah SWT, 


AN men AAN AKB.» 

. “Jika dia (yang meninggal) mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat se- 
perenam...” (an-Nisaa': 11) 





Kedua, sepertiga semua tirkah, ketika ti- 
dak ada orang-orang yang tersebut pada ke- 
adaan pertama, yakni ahli waris anak, sejum- 
lah saudara-saudara laki-laki dan ayah ibu 
tidak bersama salah seorang suami atau istri, 
berdasarkan firman Allah SWT, 


38 2 4 MAL BU gt LP 
2n Pu 2 WN RK AG aa 
AJI ah 36 ISA A36 





497 





FIOJH ISLAM JILID 10 


“. Jika dia (yang meninggal) tidak mem- 
punyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- 
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat se- 
pertiga...” (an-Nisaa': 11) 


Dalam dua keadaan ini, ayat tersebut me- 
nunjukkan bagian ibu dalam keadaan ada 
tidaknya anak. Juga, ketika semua saudara 
laki-laki ada. Ini mencakup saudara-saudara 
perempuan juga, sebab lafazh ikhwah pada 
hakikatnya memang untuk laki-laki, dengan 
cara membiasakan, bisa digunakan untuk la- 
ki-laki dan perempuan. Jumlah dua dalam 
warisan dihukum jamak adalah dengan ijma 
sahabat, sebagaimana warisan dua orang sau- 
dara seibu, di mana Nabi Muhammad saw. 
bersabda, 


Ni La Pa Pe bo 
Aga Les gp Las OLYI 


“Dua orang atau lebih adalah jamaah.” 


Dalam ayat tidak ada penegasan hukum 
ibu dengan ayah dan salah seorang suami istri. 
Para sahabat berbeda pendapat mengenai hal 
ini sebagaimana akan dijelaskan. 

Ketiga, sepertiga sisa, jika bersama dengan 
orang tua ada salah seorang suami atau istri. 
Ini adalah masalah al-Umariyah atau al-Ghar- 
ra), seperti dalam kasus warisan suami, ayah, 
ibu, atau istri, ayah, dan ibu. Untuk yang per- 
tama suami setengah, tiga (bagian) dari enam 
(keseluruhan), dan ayah mendapatkan sisa 
karena ashabah, sedang ibu mendapatkan se- 
pertiga sisa setelah bagian suami. Ini adalah 
bagian dari enam. Untuk yang kedua, istri se- 
perempat, dari dua belas, karena tidak ada ahli 
waris anak, ayah mendapatkan sisa karena 
ashabah, yaitu enam. Untuk ibu sepertiga sisa, 
yaitu tiga bagian. 


Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 44-48: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/231, asy-Syarhush Shaghiir: IV/622 dan seterusnya: Mughnil Muhtaaj: 
11/15: ar-Rahabiyyah: hlm. 30-31, al-Mughnii: V1/176, al-Gawaaniin al-Fighiyyah, hlm.389. 
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Kalau saja tempat ayah digantikan kakek tirkah, karena zahir firman Allah SWT, 


maka ibu mendapatkan sepertiga semua harta. 


berbeda dengan ayah. 

Dua masalah ini dinamakan dengan al- 
Gharawaian, bentuk ganda dari al-Ghara', ka- 
rena memiripkan keduanya dengan bintang 
. cemerlang karena kepopuleran keduanya. Ma- 
salah ini dinamakan juga al-Umaratain, karena 
keputusan Umar terhadap dua masalah itu. 


Ini adalah salah satu masalah di mana kakek BIL Aa gam £ TP Tb Kai 
SAE AG SNN KS DG... 


Dalilnya, 
1. Firman Allah SWT 3 
sini 


Tuh 
2 1 





“. Jika dia (yang meninggal) tidak 
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 
kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 
mendapat sepertiga...” (an-Nisaa': 11) 


2 





“. Jika dia (yang meninggal) tidak mem- 


punyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- 
bapaknya (saja), maka ibunya mendapat seper- 
tiga...” (an-Nisaa': 11) 


Sebab, yang dimaksud dengan sepertiga di 
haruslah sepertiga seluruh tirkah, sebab 


seperenam dinisbatkan kepada semua, dan ti- 
dak ada bagian kecuali dengan nash. Juga, ka- 
rena sabda Nabi Muhammad saw., 


“Berikan bagian-bagian warisan kepada 


pemiliknya, apa yang tersisa maka untuk laki- 
laki yang paling dekat dengan mayit.” 


Ibu, di sini, mempunyai bagian tertentu. 


Sebab, yang dimaksud dengan seper- Ayah ashabah bi-nafsihi, maka, si ibu itu ha- 


tiga di sini haruslah sepertiga dari apa rus mengambil bagiannya dengan penuh. Se- 
yang diperoleh kedua orang tua, bukan se- dangkan sisa untuk ayahnya, baik sedikit atau 
pertiga semua harta. Supaya firman Allah banyak. 

olga a y33 “dan ia diwarisi oleh ibu bapak- Mayoritas ulama menjawab bahwa makna 
nya (saja)” (an-Nisaa': 11) tidak hampa ayat tersebut yakni kedua orang tuanya saja 
faedah. Sepertiga dari yang diperoleh ke- yang mewarisi. Sedangkan mengenai hadits, 
duanya di sini adalah sepertiga sisa setelah maksudnya adalah bahwa ashabah tidak ha- 
pembagian salah seorang suami atau istri. nya untuk ibu. 


2. Kalau saja ibu di sini mengambil sepertiga 


Undang-undang Mesir (M 14), Syria (M 


seluruh harta, maka dia akan mendapatkan 271), menerangkan tentang tiga keadaan ibu. 
dua kali lipat ayah, jika dua ahli waris itu Undang-undang itu mengambil pendapat ma- 
bersama dengan suami (sebagai ahli waris yoritas mengenai masalah al-Gharawain. 


juga). Atau bagian ibu mendekati bagian 


ayah jika keduanya bersama dengan istri 8) Keadaan Nenek 

(sebagai ahli waris juga). Ini tidak sesuai Nenek yaitu orang yang dalam penasaban- 
dengan nash yang menghendaki bahwa nya kepada mayit tidak masuk kakek rahimi. 
perempuan setengah dari laki-laki. Nenek tersebut (yang mewarisi) adalah ibu sa- 


lah seorang ayah dan ibu seperti ibunya ibu, ibu- 


Ibnu Abbas mengatakan bahwa ibu dalam nya 


ayah, ibunya ayahnya ayah, ibunya ibunya 


masalah al-Gharawain mendapatkan sepertiga ibu, ibunya ibunya ayah. Dia dinamakan dengan 
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nenek shahihah atau tsabitah (yang tetap). Ban- 
dingannya adalah nenek rahimi atau fasidah 
(rusak pewarisannya). Ini adalah nenek yang 
penasabannya kepada mayit ada kakek rahimi 
seperti ibunya ayahnya ibu, ibunya ayahnya ibu- 
nya ayah. Ini bukan termasuk dzawil furudh. 
Namun, hanya termasuk dzawil arham. 

Nenek dari ayah atau nenek dari ibu 
mempunyai dua keadaan: 

Pertama, seperenam, untuk seorang atau 
lebih ketika tidak ada ibu baik dari arah mana 
pun, jalur ayah, ibu, atau dua-duanya (mem- 
punyai dua jalur kekerabatan). Jika mereka 
berbilang dan sama dalam tingkatan seperti 
ibunya ibu, dengan ibunya ayah, keduanya 
berbagi dalam bagian seperenam sama rata 
antara mereka. 

Jika mereka berbeda tingkatannya maka 
yang dekat menghijab yang jauh. 

Kedua, hijab atau gugur. Nenek secara 
mutlak (baik jalur ayah, ibu, atau keduanya 
yang mempunyai dua jalur kekerabatan) ter- 
hijab oleh ibu. Nenek jalur ayah dihijab oleh 
ayah. Jika ada ibu maka seorang pun dari nenek 
tidak mewarisi apa-apa. Jika ada ayah maka 
nenek jalur ayah tidak mewarisi. Demikian 
juga nenek jalur ayah tidak mewarisi bersama 
kakek jika nenek mendekat melalui kakek se- 
perti ibunya ayahnya ayah. Jika nenek tidak 
mendekat kepada mayit dengan kakek makasi 
kakek tidak menghijabnya, meskipun terus ke 
atas, seperti ibu ibunya ayah. Nenek tidaklah 
dari garis kakek, namun dia adalah istri kakek 
atau ibu dari istri kakek. 

Adapun nenek jalur ibu tidak gugur 
karena ayah. Kalau ada orang wafat mening- 
galkan ayah, ibunya ibu, maka ibunya ibu 


11/16: al-Mughnii: V1/176. 


HR Abu Dawud dari Ubadah ibnush Shamit. 
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(nenek) mewaris dengan adanya ayah seper- 
enam. Sebab nenek tidak bernasab pada mayit 
melalui ayah. 

Nenek yang mempunyai dua jalur kera- 
bat adalah dalam kasus seorang perempuan 
menikahkan cucunya (anak laki-laki dari anak 
laki-lakinya) dengan cucunya (anak perempu- 
an dari anak laki-lakinya), dari keduanya ke- 
mudian lahir anak. Maka, perempuan tersebut 
(nenek dari anak yang dilahirkan itu) dari ja- 
lur ayahnya, sebab nenek itu adalah ibu dari 
ayahnya ayah. Dia juga neneknya dari jalur 
ibunya, sebab dia adalah ibu dari ibunya ayah. 
Nenek yang mempunyai satu kekerabatan 
adalah yang selaras dengan nenek ini, yaitu 
ibu dari ibunya ayahnya anak. 

Sebab terhijabnya nenek secara mutlak 
oleh ibu, sementara nenek tidak terhijab oleh 
ayah kecuali nenek garis ayah, adalah karena 
masing-masing dari setiap persamaan sebab 
dan kedekatan mempunyai pengaruh dalam 
hijab. Ibunya ayah terhijab oleh ayah karena 
kedekatan saja, sementara dia terhijab oleh 
ibu karena kesamaan sebab, yaitu keibuan. 
Adapun ibunya ibu mewarisi dengan ayah, 
karena masing-masing dari kedekatan dan ke- 
samaan sebab tidak ada. Nenek terhijab oleh 
ibu adalah karena adanya dua hal tersebut. 
Maka, yang perlu selalu dicatat mengenai hijab 
adalah salah satu dari dua hal: kedekatan atau 
kesamaan sebab. 

Dalil pewarisan nenek, bahwa Nabi Mu- 
hammad saw. memberikan nenek bagian se- 
perenam.”? Nabi memutuskan warisan dua 
orang nenek seperenam.”” Nabi menjadikan 
bagian nenek seperenam jika di bawahnya 
tidak ada ibu.”! Nabi memberikan bagian se- 


Syarh as-Siraajiyyah: him. 48-51, Tabyiinul Hagaa'ig: VI/231: asy-Syarhush Shaghiir: IV/625 dan seterusnya: Mughnil Muhtaaj: 
HR Lima orang rawi kecuali an-Nasa'i dari Gubaishah bin Dzuiab. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi. 


HR ad-Daruguthni dengan bentuk hadits mursal dari Abdurrahman bin Zaid. 
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perenam kepada tiga orang nenek, dua orang 
dari jalur ayah, satu dari jalur ibu. Abu Bakar 
menjadikan seperenam untuk nenek dari pi- 
hak ibu.s02 

Cara mengetahui nenek yang bisa me- 
warisi: adapun cara mengetahui nenek yang 
mewarisi ketika ada banyak nenek adalah 
jika berkumpul banyak nenek, maka yang me- 
warisi dari mereka dari pihak ibu adalah se- 
lalu satu. Sebab ketika mereka diselingi oleh 
seorang ayah maka pewarisan menjadi rusak. 
Keberbilangan hanya terjadi pada nenek dari 
jalur ayah. Hukumnya berbilang sesuai dengan 
keberbilangan tingkat. Pada tingkat kedua, 
kenenekan, yang mewarisi dari mayit ada dua 
—ayah ibu—sebab masing-masing ada ayah, 
ibunya ayah, dan ibu. Pada tingkat ketiga, yak- 
ni yang jauh dari mayit dengan tiga tingkat, 
maka yang mewarisinya adalah tiga nenek ga- 
ris ayah. Pada tingkatan keempat ada empat, 
pada tingkatan kelima ada lima. Demikian se- 
terusnya, dalam setiap tingkat tidak lebih dari 
seorang nenek pewaris. Nenek yang dekat, dari 
arah mana pun, terhijab oleh nenek yang jauh, 
dari arah mana saja. Ibunya ayah menghijab 
ibu dari ibunya ibu dan ibu dari ibunya ayah. 
Sebab, dia lebih dekat satu derajat dengan me- 
reka. Oleh karena itu, dia (ibunya ayah) dida- 
hulukan dalam pewarisan daripada mereka. 

Ibunya ibu menghijab ibu dari ayahnya 
ayah, ibu dari ibunya ayah, ibu dari ibunya ibu, 
demikian seterusnya sebab ibunya ibu lebih 
satu tingkat daripada mereka. 

Jumlah nenek yang mewarisi diketahui 
melalui jumlah yang disebutkan yang dikehen- 
daki oleh kata ibu, kemudian ibu terakhir dari 
garis ayah diganti dengan ayah, setiap ting- 
kat sampai tersisa seorang nenek saja. Kalau 
seseorang ditanya tentang empat nenek yang 
mewarisi misalnya, dia akan mengatakan ibu 


Ca 
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dari ibunya ibunya ibu, atau ibu dari ibunya 
ibunya ayah, atau ibu dari ibunya ayahnya 
ayah, atau ibu dari ayahnya ayahnya ayah. Yang 
pertama adalah nenek jalur ibu, sedang yang 
lain jalur ayah. 

Undang-undang Mesir (N 14) dan Syria (M 
272), menerangkan tentang keadaan-keadaan 
nenek. 


Contoh: 

a. Seorang mati meninggalkan ibu, ibunya 
ibu, ayah, maka ibu mendapatkan seper- 
tiga, sementara ibunya ibu tidak menda- 
patkan apa-apa, sebab dia terhalang oleh 
ibu, sedang ayah mendapatkan sisa. 

b. Seorang mati meninggalkan ayahnya 
ayah, ayahnya ibu, ibu dari ayahnya ayah, 
maka semua harta untuk ayahnya ayah. 
Sementara itu, ayahnya ibu tidak menda- 
patkan apa-apa, sebab dia adalah kakek 
rahimi. Tidak pula ibu dari ayahnya ayah, 
sebab dia termahjub oleh ayahnya ayah. 

c. Seorang mati meninggalkan empat nenek, 
yaitu ibu dari ibunya ibu, ibu dari ibunya 
ayah, ibu dari ayahnya ayah, ibu dari ayah- 
nya ibu, dan paman, maka nenek yang 
pertama mewarisi seperenam dibagirata 
antara mereka, sementara nenek keempat 
tidak mendapatkan apa-apa sebab dia 
adalah nenek rahimi (fasidah, bukan sha- 
hihah), yang mendekat kepada mayit de- 
ngan kakek rahimi (fasid), sedang sisanya 
untuk paman sebab dia adalah ahli waris 
ashabah. 

Contoh umum berikut penyelesaian dan 
alasannya. 

1. Seorang perempuan mati, meninggalkan 
suami, seorang saudara perempuan sekan- 
dung, seorang saudara laki-laki seayah, 
maka suami mendapatkan setengah, se- 
orang saudara perempuan setengah, se- 
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mentara saudara laki-laki seayah tidak 
mendapatkan apa-apa, sebab dia ahli wa- 
ris ashabah yang tidak tersisa baginya 
apa-apa. 

Seorang laki-laki mati meninggalkan se- 
orang anak laki-laki, istri, ayah dan ibu, 
maka istri mendapatkan seperdelapan, 
ayah seperenam, ibu seperenam, sedang 
sisanya 13/24 untuk anak laki-laki, sebab 
dia ahli waris ashabah. 

Seorang perempuan mati meninggalkan 
suami, ayah, ibu, dan seorang anak laki- 
laki, maka suami di sini mendapatkan 
seperempat karena ada anak, ayah seper- 
enam, nenek seperenam, sedang sisanya 
yaitu 5/12 untuk anak yang mewarisi 
ashabah karena nasab. 

Seorang perempuan meninggalkan dua 
orang anak laki-laki, suami, ayah dan ne- 
nek (ibunya ibu), maka suami mendapat- 
kan seperempat, masing-masing dari ayah 
dan nenek seperenam, sedang sisanya 10/ 
24 untuk dua orang anak laki-laki, masing- 
masing dari mereka mendapatkan 5. 
Seorang laki-laki meninggalkan seorang 
istri, seorang anak perempuan, seorang 
anak perempuan dari anak laki-laki, anak 
laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki- 
laki, dan ibu, maka istri seperdelapan, 
anak perempuan setengah, anak perempu- 
an dari anak laki-laki seperenam sebagai 
penyempurna dua pertiga, ibu mendapat- 
kan seperenam, sedang sisanya 1/24 un- 
tuk anak laki-laki dari anak laki-laki dari 
anak laki-laki. 

Seorang laki-laki mati meninggalkan istri, 
ayah, dua orang anak perempuan, anak 
laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki- 
laki, maka istri mendapatkan seperde- 
lapan karena ada dua orang anak perem- 
puan, ayah seperenam, dua orang anak pe- 
rempuan dua pertiga, sedang sisanya 1/24 
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untuk anak laki-laki dari anak laki-laki 
dari anak laki-laki dengan cara ashabah. 
Seorang laki-laki mati meninggalkan istri, 
ayah, ibu, dua orang anak perempuan, 
maka istri mendapatkan seperdelapan, 
dua orang anak perempuan dua pertiga, 
ibu seperenam, ayah mendapatkan bagian 
seperenam, berdasarkan ashabah dia ti- 
dak mendapatkan apa-apa. Maka, asal ma- 
salah aul dari 24 menjadi 27. 

Seorang perempuan mati meninggalkan 
ayah, dua orang anak perempuan dan sua- 
mi, maka suami mendapatkan seperempat, 
dua orang anak perempuan dua pertiga, 
ayah seperenam, sementara berdasarkan 
ashabah dia tidak mendapatkan bagian apa- 
apa. Asal masalah aul dari 24 menjadi 27. 
Seorang laki-laki mati meninggalkan istri, 
ayah, seorang anak perempuan, seorang 
anak perempuan dari anak laki-laki, anak 
laki-laki dari anak laki-laki, maka istri 
mendapatkan seperdelapan, ayah seper- 
enam, seorang anak perempuan setengah, 
sedang sisanya 5/24 untuk seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki dan anak 
laki-laki dari anak laki-laki, sebab kedua- 
nya ashabah bil ghair. Maka, anak perem- 


puan dari anak laki-laki 5/72, anak perem- 


10. 


11. 


puan dari anak laki-laki 10/72. 

Seorang perempuan mati meninggalkan 
suami, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki, maka suami mendapatkan 
seperempat dengan cara fardh, anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki mendapatkan 
setengah dengan cara fardh juga sisanya, 
yaitu seperempat dengan cara radd. 
Seorang perempuan mati meninggalkan 
suami, seorang anak perempuan dari anak 
laki-laki, seorang saudara perempuan se- 
kandung dan ibu, maka suami mendapat- 
kan bagian seperempat, ibu mendapatkan 
bagian seperenam, sedang sisanya 1/12 
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untuk seorang saudara perempuan sekan- 
dung dengan anak perempuan dari anak 
laki-laki, karena ashabah ma'al ghair. 

12. Seorang perempuan mati, meninggalkan 
suami, seorang saudara perempuan sekan- 
dung, seorang saudara perempuan seayah, 
dan seorang saudara perempuan seibu, 
maka suami mendapatkan bagian sete- 
ngah dengan cara fardh, seorang saudara 
perempuan seibu mendapatkan bagian 
seperenam, seorang saudara perempuan 
sekandung setengah, seorang saudara pe- 
rempuan seayah seperenam sebagai pe- 
lengkap dua pertiga, asal masalah aul dari 
6 menjadi 8. 

13. Seorang perempuan mati meninggalkan 
seorang istri, seorang saudara perempuan 
sekandung dan ibu—semuanya termasuk 
ashabul furudh, maka istri mendapatkan 
seperempat, seorang saudara perempuan 
sekandung setengah, ibu sepertiga. Sebab, 
ibu tidak bersama dengan ahli waris anak 
mayit. Tidak pula dua orang saudara baik 
laki-laki maupun perempuan. Masalah aul 
dari 12 menjadi 13. 


I. ASHABAH-ASHABAH (ASHABAAT) 


Pengertian ashabah, pembagian ashabah, 
macam-macamnya, dan hukum pewarisan ma- 
sing-masing dari macam-macam ashabah.'” 

Ashabaat adalah bentuk jamak dari asha- 
bah, yaitu laki-laki dari kerabat mayit yang da- 
lam penasabannya kepada mayit tidak ada pe- 
rempuan. Ashabah laki-laki adalah ayah mayit, 
anak laki-lakinya, kerabatnya dari pihak ayah. 
Mereka dinamakan ashabah, sebab mereka 
melingkupi orang yang dekat dengan mereka 
dan melindunginya. 
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Para fugaha menggunakan lafazh ashabah 
untuk seorang. Sebab, dia dalam posisi kelom- 
pok dalam memperoleh semua harta. Padahal 
aslinya, lafazh ashabah untuk jamak. Para ula- 
ma mengenai mashdar (kata benda) dari asha- 
bah mengatakan ushubah. 

Laki-laki mengashabahi perempuan, arti- 
nya menjadikan perempuan ashabah. Ashabah 
digunakan untuk tunggal, jamak, mudzakkar, 
dan mw'annats, sedang ashabah dijamakkan 
ashabaat. 

Ashabah dalam ilmu warisan adalah setiap 
orang yang memperoleh tirkah ketika dia sen- 
dirian dengan tirkah tersebut, atau memper- 
oleh harta yang disisakan oleh ashabul furudh. 
Jika tidak tersisa setelah mereka maka asha- 
bah tidak mewarisi sama sekali. Maka dalam 
tingkatan, mereka setelah ashabul furudh. 

Secara singkat, ashabah dalam '“urf ahli fa- 
raid adalah orang yang tidak mempunyai ba- 
gian tertentu. 

Hukumnya, ashabah mengambil apa yang 
disisakan ashabul furudh, dan mandiri untuk 
mengambil semua harta jika dia sendirian. 


PEMBAGIAN ASHABAH 
Ashabah dibagi menjadi dua: ashabah sa- 
babi dan ashabah nasab. 


1. ASHABAH SABABI 

Ashabah sababi adalah ashabah orang 
yang memerdekakan atau untuk orang yang 
memerdekakannya. Kemudian ashabah sababi 
sesuai dengan urutan ashabah sebagai beri- 
kut: maula al-Atagah (tuan yang memerdeka- 
kan) mewarisi orang yang dimerdekakannya 
jika dia tidak mempunyai ahli waris ashabul 
furudh atau ashabah nasabi. Oleh karena itu, 
ashabah sababi adalah kekerabatan secara hu- 
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kum, sebabnya adalah memerdekakan, karena 
tuan memberikan nikmat kepada hamba. Ti- 
dak ada alasan untuk mambahas macam ini 
karena tidak adanya budak. Ini dibutuhkan 
oleh spesialis saja. 

Urutan ashabah orang yang memerdeka- 
kan yaitu anak laki-laki dari orang yang me- 
merdekakan adalah orang yang paling berhak 
dengan ashabah, kemudian anak laki-laki dari 
anak laki-laki, meskipun terus ke bawah, kem- 
udian ayahnya, kakeknya meskipun sampai ke 
atas, karena sabda Nabi Muhammad saw., 


s Sa A », 8 43 - DN 

KALA Am em 

“Wala' (perwalian karena memerdekakan) 
adalah bagian seperti bagian nasab.” 


Sebab orang yang memerdekakan adalah 
penyebab hidupnya orang yang dimerdeka- 
kan, sebagaimana ayah adalah penyebab ke- 
beradaan anak. Dengan pertimbangan, bahwa 
kebebasan adalah kehidupan manusia, karena 
tetapnya sifat malikiyyah (kepemilikan) orang 
tersebut. Sedangkan, perbudakan adalah ke- 
rusakan dan kebinasaan. Juga, sebagaimana 
anak dinisbatkan kepada ayahnya, demikian 
juga orang yang dimerdekakan dinisbatkan 
kepada orang yang memerdekakan dengan 
cara perwalian. Sebagaimana warisan adalah 
dengan nasab, maka dia juga eksis dengan 
wala'. Hal itu dalam batas-batas orang yang 
memerdekakan dan ashabahnya. Syara' men- 
jadikan hubungan orang yang memerdekakan 
dengan orang yang dimerdekakan sama hu- 
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kumnya hubungan kerabat dengan kerabat- 
nya. Maka, dia mewarisi seluruh harta jika sen- 
dirian, dan mengambil sisa harta itu setelah 
pembagian ashabul furudh jika mereka ada. 

Perempuan dari ahli waris orang yang 
memerdekakan tidak mendapatkan apa-apa, 
kecuali karena alasan wala' (perlindungan) 
orang yang dimerdekakakan oleh mereka, ka- 
rena sabda Rasulullah saw., 


Hi 
“Perempuan tidak mempunyai hak wala' 
kecuali orang yang dimerdekakan oleh mereka, 


atau orang yang dimerdekakan oleh orang yang 
dimerdekakan oleh mereka.” 


Di depan telah disebutkan dalil warisan 
karena memerdekakan budak, yaitu sabda 
Nabi Muhammad saw,, 


sa SA al AI 


“Wala' adalah hak orang yang memerde- 
kakan.” 


Tingkatan ashabah sababi adalah setelah 
tingkatan ashabah nasabi, dan sebelum ting- 
katan radd pada dzawil furudh dan warisan 
dzawil arham. 

Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, 
Ibnu Abbas, dan sejumlah banyak sahabat 
dan tabiin bahwa warisan ashabah sababi di- 
akhirkan daripada warisan dzawil arham. 


504 HR ath-Thabrani dari Abdullah bin Abi Aufa, al-Hakim, dan al-Baihagi dari Ibnu Umar. Kelengkapan hadits itu Hp Y3 r y 


'tidak dijual tidak pula dihibahkan: Ini adalah hadits shahih. 
HR Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazzag, ad-Darimi, al-Baihagi dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya 
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SEA BA EA AP yA &j Ip P3 SUN Sa 


“Warisan wala' adalah untuk laki-laki tertua. Perempuan tidak mempunyai hak wala' kecuali orang yang dimerdekakan oleh 
mereka, atau orang yang dimerdekakan oleh orang yang dimerdekakan oleh mereka” 
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Undang-undang Mesir mengambil madz- 
hab Ibnu Mas'ud dan orang yang sejalan de- 
ngannya. Maka, ahli waris ashabah sababi 
tidak bisa mewarisi, kecuali jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai ahli waris sama 
sekali baik melalui kekerabatan atau hubung- 
an Suami istri. 


2. ASHABAH NASAB 

Ashabah nasab adalah laki-laki kerabat 
mayit, yang antara mereka dengan mayit tidak 
ada perempuan seperti anak laki-laki, ayah, 
saudara laki-laki, dan paman, anak perempuan 
dengan saudara laki-lakinya, saudara perem- 
puan dengan anak perempuan. Mereka mewa- 
risi apa yang disisakan oleh dzawil furudh. Jika 
ada perempuan antara mereka dengan mayit 
maka orang itu termasuk dzawil arham, se- 
perti ayahnya ibu, anak laki-laki dari anak pe- 
rempuan, atau termasuk dzawil furudh seperti 
saudara laki-laki seibu. 

Dalil pewarisan mereka adalah firman 
Allah SWT, 


Cc pe ». 


TLAK c: “t Ga , 2 2 
KE EIL SNI SIG Kp 


Tange 





“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepada- 
mu tentang (pembagian warisan untuk) anak- 
anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki 
sama dengan bagian dua orang anak perem- 
puan...” (an-Nisaa': 11) 


Kemudian Al-9ur'an menjelaskan bagian 
ayah dan ibu, dan menunjukkan bahwa anak- 
anak mengambil sisa setelah bagian ayah dan 
ibu. 

Firman Allah SWT, 
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5 
.. 


ah k20 LG Le A2 Aa 
EA SA Ma Il 35 





“..Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
dari) saudara-saudara laki-laki dan perempu- 
an, maka bagian seorang saudara laki-laki sa- 
ma dengan bagian dua saudara perempuan..." 
(an-Nisaa': 176) 


menunjukkan bahwa saudara laki-laki ter- 
masuk ashabah nasab. 

Dua ayat tersebut juga menunjukkan bah- 
wa perempuan pemilik fardh (bagian tertentu) 
menjadi ashabah dengan saudara laki-lakinya, 
demi menjaga prinsip bagian laki-laki dua kali 
lipat perempuan. 

Sunnah Nabi menegaskan ketetapan asha- 
bah setiap laki-laki yang dekat dengan mayit 
melalui jalur laki-laki. Dalam sabda Nabi Mu- 
hammad saw. disebutkan, 


“Berikan bagian-bagian warisan kepada 
pemiliknya, apa yang disisakan oleh bagian-ba- 
gian warisan maka untuk laki-laki yang paling 
dekat dengan mayit.”. 


Yang dimaksud adalah prioritas kedekatan. 


Macam-Macam Ashabah Nasab 

Ashabah nasab dibagi menjadi tiga: 
1) Ashabah bin-Nafsi 

Yaitu, setiap laki-laki yang dekat dengan 
mayit, penasabannya kepada mayit tidak ada 
perempuan. Mereka ada empat arah, sebagian 
didahulukan daripada sebagian yang lain. Me- 
reka dibatasi dua belas orang, dengan urut- 
an sebagai berikut berdasarkan Imam Abu 
Hanifah: 
a. Arah bunuwwah (anak) yaitu bagian” 

dari mayit, yakni anak laki-laki, anak laki- 


Anak dianggap bagian, sesuatu yang terbagi, bercabang dari ayah. 
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laki dari anak laki-laki meskipun turun ke 
bawah. 

b. Arah umumah (paman), yaitu bagian dari 
kakek mayit yakni paman sekandung, ke- 
mudian seayah.s” Setelahnya anak laki-la- 
ki dari paman sekandung, kemudian anak 
laki-laki dari paman seayah meskipun te- 
rus ke bawah, tingkat demi tingkat. Kemu- 
dian paman dari ayahnya yang sekandung 
atau seayah, anak paman ayahnya yang 
sekandung atau anak paman ayahnya 
yang seayah, kemudian paman dari kakek 
kemudian anak laki-lakinya. Yang dekat 
didahulukan daripada yang jauh. 


Arah anak didahulukan daripada arah 
ayah. Arah ayah didahulukan daripada arah 
saudara-saudara laki-laki. Dan terakhir ini di- 
dahulukan daripada arah paman. 

Pengunggulan pertama-tama dengan arah, 
kemudian kedekatan tingkatan, kekuatan ke- 
kerabatan. Al-Allamah al-Ju'bari mengatakan, 

Pendahuluan warisan, adalah karena arah 
kemudian kedekatan. 

Setelah itu, jadikanlah pendahuluan""8 de- 
ngan kekuatan. | 

Artinya, bahwa pendahuluan adalah per- 
tama-tama karena arah dari arah-arah yang 
tersebut di atas, kemudian karena kekerabat- 
an kepada mayit, kemudian karena kekuatan. 
Artinya, sekandung lebih didahulukan daripa- 
da seayah. 

Pertama, pengunggulan karena arah. Pe- 
warisan pertama-tama didahulukan karena 
arah. Jika sebagian ashabah dari arah anak se- 
mentara yang lain dari arah ayah, yang perta- 
ma didahulukan daripada yang kedua. Artinya, 
arah cabang (anak) didahulukan daripada arah 
asal (ayah). Ini didahulukan daripada arah sau- 
dara. Ini didahulukan daripada arah paman. 
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Pendahuluan: kegiatan mendahulukan. 
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Anak laki-laki mayit dan anak laki-laki 
dari anak laki-lakinya meskipun ke bawah di- 
dahulukan dalam warisan karena ashabah, da- 
ripada asal usulnya (ayah terus ke atas). Asal 
usul didahulukan daripada saudara-saudara 
laki-laki dan anak-anak mereka. Dan mereka 
didahulukan daripada paman-paman dan 
anak-anak mereka. 

Kalau mayit meninggalkan anak laki- 
laki dan ayah, atau dia meninggalkan ayah 
dan saudara laki-laki, atau meninggalkan 
saudara laki-laki dan paman, anak laki-laki 
didahulukan, dia mengambil sisa dengan asha- 
bah. Ayah mengambil bagiannya yaitu seper- 
enam saja. Pada contoh kedua, harta seluruh- 
nya untuk ayah dengan cara ashabah, saudara 
laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Pada con- 
toh ketiga, seluruh harta untuk saudara laki-laki 
dengan cara ashabah. Paman tidak mendapat- 
kan apa-apa. 

Penyebab didahulukannya anak daripada 
ayah adalah karena cabang (anak) manusia le- 
bih kuat hubungannya daripada asal usulnya, 
dan karena firman Allah SWT, 


2 AAS AAA 2 “4 2 
NI ANA der IT APN. 
ab, Ear Apt 
“..Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian ma- 
sing-masing seperenam dari harta yang diting- 


galkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai 
anak...” (an-Nisaa': 11) 


Allah menjadikan ayah pemilik fardh (bagi- 
an tertentu), sementara anak adalah ashabah. 

Anak laki-laki dari anak laki-laki meski- 
pun ke bawah didahulukan daripada ayah. Se- 
bab, mereka dari arah anak yang didahulukan 
daripada ayah. 


Paman sekandung: sekandung dengan ayah si mayit. Paman seayah: seayah dengan ayah si mayit. 
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Asal usul adalah lebih dekat kepada manu- 
sia daripada saudara-saudara laki-laki. Sebab, 
asal-usul adalah sarana hubungan saudara- 
saudara laki-laki. Maka, mereka didahulukan 
daripada saudara-saudara laki-laki dalam pe- 
warisan. 

Kedua, pengunggulan karena kedekatan 
tingkatan pada mayit. 

Kemudian ashabah didahulukan karena 
kedekatan tingkatan. Orang yang lebih dekat 
tingkatannya maka didahulukan daripada yang 
lain. Anak laki-laki didahulukan daripada anak 
laki-laki dari anak laki-laki. Ayah didahulukan 
daripada kakek, saudara laki-laki didahulukan 
daripada anak laki-laki dari saudara laki-laki. 
Paman didahulukan daripada anak laki-laki 
paman, paman si mayit didahulukan daripada 
paman ayah mayit. Pada saat itu tidak diper- 
timbangkan kekuatan kekerabatan. Saudara 
laki-laki seayah menghijab anak laki-laki dari 
saudara laki-laki sekandung. Paman seayah 
menghijab anak laki-laki paman sekandung. 

Ketiga, pengunggulan karena kekuatan 
kekerabatan. 

Kemudian ahli waris ashabah diunggul- 
kan karena kekuatan kekerabatan dari orang 
yang meninggal, jika tingkatannya sama. Maka, 
orang yang mempunyai dua jalur kekerabatan 
didahulukan daripada orang yang mempunyai 
satu kekerabatan, seperti saudara laki-laki se- 
kandung didahulukan daripada saudara laki- 
laki seayah. Anak laki-laki saudara laki-laki se- 
kandung didahulukan daripada anak laki-laki 
saudara laki-laki seayah. Paman sekandung 
didahulukan daripada paman seayah, anak 
laki-laki paman sekandung didahulukan dari- 
pada anak laki-laki paman seayah. Demikian 
halnya paman kedua orang tua si mayit dan 
paman kakek mayit. 

Jika ashabah-ashabah sama dalam arah, 
tingkatan, dan kekuatan kekerabatan maka 
semuanya sama-sama memperoleh hak. Kalau 
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mayit meninggalkan anak laki-laki saudara 
laki-laki dan sepuluh anak saudara laki-laki 
yang lain, harta dibagi di antara mereka de- 
ngan mempertimbangkan ayah mereka, bukan 
keadaan mereka. 


Urutan Ashabah Menurut Mayoritas Ulama 

Urutan di atas berdasarkan madzhab Abu 
Hanifah. Adapun mayoritas ulama (mereka 
adalah tiga imam dan dua orang murid Abu 
Hanifah), pendapat ini diambil oleh undang- 
undang di Mesir dan Syria. Mereka mengang- 
gap kakek dengan saudara-saudara laki-laki 
dalam satu tingkatan ashabah. Sebab, saudara- 
saudara laki-laki sekandung tidak dihijab oleh 
asal-usul kecuali ayah menurut mereka. 

Urutan ashabah menurut mereka adalah 
sebagai berikut. 

1. Arah anak atau bagian dari mayit. Mereka 
adalah anak laki-laki dan anak-anak me- 
reka meskipun turun ke bawah. 

2. Arah ayah atau asal-usul mayit. Ini terba- 
tas pada ayah saja. 

3. Kakek dengan saudara-saudara laki-laki 
sekandung atau seayah, bukan anak-anak 
laki mereka. 

4. Anak laki-laki saudara-saudara laki-laki 
sekandung atau seayah, meskipun turun 
ke bawah. 

5. Arah paman. Sebagaimana di atas, arah 
ini mencakup paman-paman mayit dan pa- 
man-paman ayahnya, juga kakeknya mes- 
kipun ke atas, juga anak laki-laki mereka. 


2) Ashabah bil Ghair 

Yaitu, setiap perempuan yang mempunyai 
bagian tertentu, yang ada bersamanya laki-laki 
dari tingkatannya. Maka karena adanya laki- 
laki itu, dia (perempuan) menjadi ashabah. 
Ashabah macam ini tidak ada kecuali orang 
yang bagiannya adalah setengah ketika sendiri, 
dan dua pertiga ketika berbilang. Perempuan 
macam ini hanya empat: 
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Seorang anak perempuan atau lebih de- 
ngan anak laki-laki dari tingkatannya. 
Adapun dengan anak laki-laki dari anak 
laki-laki maka anak perempuan adalah 
dzawil furudh. 

Anak perempuan dari anak laki-laki se- 
orang atau lebih dengan anak laki-laki 
dari anak laki-laki dari tingkatannya, baik 
itu saudara laki-lakinya atau anak laki- 
laki pamannya. Demikian juga dengan 
anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak 
laki-laki yang lebih rendah daripada anak 
perempuan dari anak laki-laki. Perempuan 
itu mewaris ashabah dengan laki-laki itu 
jika dia membutuhkannya, yakni perempu- 
an itu tidak mempunyai sedikit bagian 
dari dua pertiga, meskipun lebih rendah 
satu tingkat daripada perempuan itu, su- 
paya perempuan itu tidak terhalang dari 
warisan dan diambil oleh orang yang le- 
bih rendah darinya. Jika perempuan itu ti- 
dak memerlukan laki-laki itu seperti anak 
perempuan dan anak perempuan dari 
anak laki-laki maka laki-laki tidak meng- 
ashabahinya. Jika anak laki-laki dari anak 
laki-laki lebih tinggi tingkatannya daripada 
anak perempuan anak laki-laki, laki-laki 
itu menghijabnya. Seperti anak perempuan 
anak laki-laki dari anak laki-laki dengan 
anak laki-laki dari anak laki-laki. 

Saudara perempuan sekandung dengan 
dua orang saudara sekandungnya. Jika 
perempuan itu bersama dengan saudara 
laki-laki seayah maka perempuan itu men- 
dapatkan bagian setengah, untuk yang 
lebih banyak dari seorang mendapatkan 
dua pertiga. 

Saudara perempuan seayah dengan sau- 
dara laki-laki seayah, baik saudara kan- 
dung perempuan itu atau tidak. Adapun 
perempuan yang tidak mempunyai fardh 
(bagian tertentu) sementara saudara laki- 
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lakinya ashabah, seperti bibi dengan pa- 
man, anak perempuan paman dengan anak 
laki-laki dari paman, anak perempuan sau- 
dara laki-laki dengan anak laki-laki sau- 
dara laki-laki, maka perempuan itu tidak 
menjadi ashabah dengan saudaranya. Se- 
bab, perempuan itu bukanlah orang yang 
mempunyai hak fardh. 


Ashabah ma'al Ghair 
Yaitu, setiap perempuan yang menjadi 


ashabah karena dia berkumpul dengan perem- 
puan yang lain. Dia hanya mempunyai dua ke- 
adaan: 


1. 


Saudara perempuan sekandung, baik satu 
atau lebih, dengan seorang anak perem- 
puan atau beberapa anak perempuan, 
atau anak perempuan dari anak laki-laki, 
atau beberapa anak perempuan dari anak 
laki-laki. 

Saudara perempuan seayah, seorang atau 
lebih. Demikian juga dengan seorang anak 
perempuan atau beberapa anak perempu- 
an, seorang anak perempuan dari anak 
laki-laki, atau beberapa anak perempuan 
dari anak laki-laki. Maka, sisa dari bagian 
seorang anak perempuan, beberapa anak 
perempuan, atau seorang anak perem- 
puan dari anak laki-laki, atau beberapa 
anak perempuan dari anak laki-laki, untuk 
seorang saudara perempuan atau bebe- 
rapa saudara perempuan dengan ashabah 
bersama mereka, karena kaidah di atas, 
“Jadikan beberapa anak perempuan de- 
ngan beberapa saudara perempuan seba- 
gai ashabah.” Juga, karena keputusan 
terhadap seorang saudara perempuan de- 
ngan seorang anak perempuan dan anak 
perempuan dari anak laki-laki, mendapat- 
kan sisa harta. 


Seorang saudara perempuan sekandung 


yang menjadi ashabah dengan seorang anak 
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perempuan atau seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki, adalah seperti seorang saudara 
laki-laki sekandung. Maka, ia bisa menghi- 
jab saudara-saudara laki-laki seayah secara 
mutlak. 

Seorang saudara perempuan seayah yang 
menjadi ashabah ma'al ghair, artinya bersa- 
ma dengan seorang anak perempuan atau se- 
orang anak perempuan dari anak laki-laki, se- 
bagaimana seorang saudara laki-laki seayah, 
menghijab anak laki-laki saudara laki-laki se- 
kandung juga orang-orang sesudahnya. 

Adapun jika bersama saudara perempuan 
ada saudara laki-lakinya, maka perempuan itu 
menjadi ashabah bil ghair, bukan ma'al ghair, 
sebagaimana telah dijelaskan. Sisa yang ada 
untuk perempuan dan laki-laki itu. Laki-laki 
mendapatkan dua bagian perempuan. 

Contoh keadaan pertama: seorang anak 
perempuan, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki, seorang saudara perempuan 
sekandung, seorang saudara laki-laki seayah, 
maka seorang anak perempuan mendapat- 
kan setengah, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki seperenam sebagai penyempur- 
na dua pertiga, seorang saudara perempuan 
mendapatkan sisa. Saudara laki-laki seayah ti- 
dak mendapatkan apa-apa, sebab dia di-mahjub 
(dihalangi) oleh saudara perempuan sekan- 
dung, di mana dia menjadi ashabah bersama 
dengan seorang anak perempuan dan seorang 
saudara perempuan dari anak laki-laki. 

Undang-undang Mesir (M 16-22) dan Syria 
(M 274-280), menerangkan macam-macam 
ashabah bin-nafsi, cara pengunggulan, keada- 
an-keadaan kakek dengan saudara-saudara 
laki-laki, sesuai dengan contoh di atas yang 
ditetapkan menurut figih. 


Contoh: 

1. Seorang mati meninggalkan ayah, seorang 
anak laki-laki, seorang anak perempuan, 
dan seorang saudara perempuan sekan- 
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dung, maka ayah mendapatkan seper- 
enam saja, dia sama sekali tidak menda- 
patkan ashabah karena adanya anak laki- 
laki. Anak laki-laki dan anak perempuan 
mendapatkan ashabah dengan pembagian 
laki-laki dua kali lipat bagian perempu- 
an. Saudara perempuan sekandung tidak 
mendapatkan apa-apa, karena dia gugur 
oleh anak laki-laki dan ayah. 

Seorang mati meninggalkan kakek, se- 
orang anak perempuan, seorang saudara 
laki-laki sekandung, maka anak perem- 
puan mendapatkan setengah, sedang sisa- 
nya untuk saudara laki-laki dan kakek. 
Seorang perempuan mati meninggalkan 
suami, seorang saudara laki-laki seibu, 
seorang saudara laki-laki sekandung, se- 
orang saudara perempuan sekandung, ma- 
ka suami mendapatkan setengah, saudara 
perempuan seibu seperenam, sedang sisa- 
nya untuk saudara laki-laki dan saudara 
perempuan dengan bagian laki-laki men- 
dapatkan dua kali bagian perempuan. 
Seorang mati meninggalkan seorang anak 
perempuan, seorang anak perempuan da- 
ri anak laki-laki, seorang anak laki-laki 
dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak 
laki-laki dari anak laki-laki, maka seorang 
anak perempuan mendapatkan setengah, 
seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki dengan anak laki-laki dari anak la- 
ki-laki mendapatkan sisa, sedang yang 
terakhir tidak mendapatkan apa-apa. 
Seorang mati meninggalkan seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki, seorang 
saudara perempuan seayah dan bibi dari 
jalur ayah, maka seorang anak perempuan 
dari anak laki-laki mendapatkan setengah, 
seorang saudara perempuan seayah men- 
dapatkan sisa secara ashabah dengan 
anak perempuan dari anak laki-laki, bibi 
tidak mendapatkan apa-apa. 
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Ahli waris terdiri atas suami, seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki, seorang 
saudara perempuan sekandungdannenek, 
maka suami mendapatkan seperempat, 
seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki setengah, nenek seperenam dari 12, 
seorang saudara perempuan sekandung 
mendapatkan sisa, sebab dia ashabah de- 
ngan anak perempuan dari anak laki-laki. 
Seorang mati meninggalkan seorang anak 
perempuan, seorang saudara perempuan 
seayah dan seorang saudara laki-laki se- 
ayah dan istri, maka seorang saudara pe- 
rempuan mendapatkan setengah, istri se- 
perenam, seorang saudara perempuan se- 
ayah dan seorang saudara laki-laki seayah 
mendapatkan sisa, dengan cara ashabah 
bil ghair. 

Seorang mati meninggalkan dua orang anak 
perempuan, dua orang anak perempuan 
dari anak laki-laki, seorang anak perempuan 
dari anak laki-laki, seorang anak laki-laki 
dari anak laki-laki, seorang anak perempuan 
dari anak laki-laki dari anak laki-laki dan 
ayah, maka dua orang anak perempuan 
mendapatkan dua pertiga, ayah seperenam, 
dua orang anak perempuan dari anak laki- 
laki dengan anak laki-laki dari anak laki-laki 
mendapatkan sisa, dengan cara ashabah. 
Anak perempuan dari anak laki-laki dari 
anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa, 
karena dia dihijab oleh anak laki-laki dari 
anak laki-laki. 

Seorang mati meninggalkan seorang anak 
perempuan, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki dan seorang saudara perem- 
puan sekandung, maka seorang anak pe- 
rempuan mendapatkan setengah, seorang 
anak perempuan dari anak laki-laki seper- 


enam, seorang saudara perempuan sekan- 
dung mendapatkan sisa dengan ashabah 
ma'al ghair. 
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Ahli waris terdiri atas suami, seorang sau- 
dara perempuan sekandung, seorang sau- 
dara perempuan seayah, seorang saudara 
perempuan seibu maka suami setengah, 
seorang saudara perempuan sekandung 
setengah, sedang dua yang terakhir men- 
dapatkan ashabah, keduanya tidak men- 
dapatkan apa-apa, sebab tidak tersisa sa- 
ma sekali untuk mereka. Kalau saja tidak 
ada saudara laki-laki maka saudara pe- 
rempuan mengambil seperenam. 

Ahli waris terdiri atas seorang anak pe- 
rempuan, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki, seorang anak laki-laki dari 
anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak 
laki-laki, maka seorang anak perempuan 
setengah, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki seperenam, sedang sisanya 
untuk yang terakhir karena ashabah, ka- 
rena anak perempuan dari anak laki-laki 
tidak membutuhkan anak laki-laki dari 
anak laki-laki dari anak laki-laki. 


12. Ahli waris terdiri atas seorang anak pe- 


13. 


rempuan, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki, seorang anak perempuan 
dari anak laki-laki dari anak laki-laki, se- 
orang anak laki-laki dari anak laki-laki 
dari anak laki-laki dari anak laki-laki, 
maka anak perempuan mendapatkan se- 
tengah, anak perempuan dari anak laki- 
laki seperenam, sedang sisanya untuk dua 
terakhir sebagai ashabah, karena anak 
perempuan dari anak laki-laki dari anak 
laki-laki membutuhkan anak laki-laki dari 
anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak 
laki-laki. 

Ahli waris terdiri atas suami, ibu, seorang 
saudara laki-laki seibu, seorang saudara 
perempuan sekandung, seorang saudara 
laki-laki sekandung, maka suami menda- 
patkan setengah, ibu seperenam, seorang 
saudara laki-laki seibu seperenam, sedang 
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sisanya untuk dua orang terakhir sebagai 
ashabah. 

14. Ahli waris terdiri atas suami, seorang anak 
perempuan, nenek, seorang saudara pe- 
rempuan seayah, maka suami seperempat, 
seorang anak perempuan setengah, nenek 
seperenam, sedang sisanya untuk saudara 
perempuan seayah sebagai ashabah. 


J. MASALAH-MASALAH MENYIMPANG 


Ada beberapa masalah menyimpang yang 
dikecualikan dari kaidah-kaidah umum wa- 
risan. Yang paling penting adalah sebagai be- 
rikut: al-Minbariyyah, al-Gharawain, al-Khar- 
ga, al-Akdariyyah, al-Malikiyyah wa Ukhtuha, 
al-Musyarrakah.5”? Akan saya terangkan sendi- 
ri-sendiri untuk mempermudah perujukan, 
meskipun saya sebutkan sekilas di tempat- 
tempat lain. Perlu diketahui bahwa hadits ten- 
tang Musytarikah dikeluarkan oleh al-Baihagi 
dari Zaid bin Tsabit, hadits al-Himariyyah di- 
keluarkan oleh al-Hakim dan al-Baihagi dari 
Zaid, hadits al-Kharga' dikeluarkan oleh al- 
Baihagi juga, hadits al-Akdariyyah dikeluarkan 
oleh al-Baihagi juga. Hadits al-Minbariyyah 
dikeluarkan oleh al-Baihagi juga dari Ali. 


1. AL-MINBARIYYAH 

Adalah salah satu masalah aul, di mana 
24 aul menjadi 27, ketika berkumpulnya seper- 
delapan dan seperenam, sebagaimana dalam 
kasus warisan istri, dua orang anak perempu- 
an, ibu dan ayah, maka istri 1/8, dua orang anak 
perempuan 2/3, ibu 1/6, ayah 1/6. Asal masalah 
dari 24 menjadi 27, dinamakan Minbariyyah 
karena Ali memberikan fatwa tersebut pada 
saat di mimbar. 
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2. AL-GHARAWAIN ATAU AL-UMARIYYATAN 

Yakni, dua masalah di mana di dalamnya 
ada salah seorang suami atau istri dengan ayah 
dan ibu. Masalah pertama adalah suami, ayah, 
dan ibu. Masalah kedua istri, ayah, dan ibu. 
Hukum duamasalah tersebut adalah bahwa sa- 
lah seorang suami istri mengambil bagiannya, 
sedang sisanya dibagi tiga. Dua pertiga untuk 
ayah, sepertiga untuk ibu. 

Bagian ibu dengan demikian adalah se- 
pertiga sisa setelah suami atau istri, yaitu se- 
perempat dalam masalah pertama dan seper- 
enam dalam masalah kedua. Ayah mendapat- 
kan dua pertiga dari yang tersisa setelah sua- 
mi istri. Ini bertentangan dengan hukum asal 
yang mana ibu mengambil bagiannya (fardh) 
dari tirkah. Keduanya dinamakan al-Umariy- 
yatan karena Umar memutuskan masalah ini 
dan diikuti oleh Utsman, Zaid bin Tsabit, dan 
Ibnu Mas'ud. Hukum ini diriwayatkan dari Ali. 
Ini adalah pendapat mayoritas ulama. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasa- 
nya dia mengatakan, ibu mengambil sepertiga 
tirkah dalam dua contoh ini, yang mana bagian 
ibu yang asli berdasarkan dalil bahwa Allah 
SWT menjadikan bagian ibu seperenam tirkah 
bersama anak, dengan firman-Nya, 


ae 


Go AAS 2. - 1 2g 


os 





sing-masing seperenam dari harta yang diting- 
galkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai 
anak...” (an-Nisaa': 11) 


Kemudian Allah menyebutkan bahwa ibu 
mendapatkan sepertiga ketika tidak ada anak. 


509... Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 46, 153: al-Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 389-393, 397, asy-Syarhush Shaghiir: IV/623: Mughnil Muhtaaj: 
11/15, 17-23: ar-Rahabiyyah: hlm. 33, 47, 52, 59, 60: al-Mughnii: VI/179-180, 223, 226: Kasyaaful Ginaa" IV/475 dan seterusnya, 


Ghaayatul Muntahaa: 11/387. 
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“Jika dia (yang meninggal) tidak mempu- 
nyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-ba- 
paknya (saja), maka ibunya mendapat seper- 
tiga...” (an-Nisaa': 11) i 


Bisa dipahami bahwa yang dimaksud 
adalah sepertiga tirkah juga. 

Hal tersebut dijawab bahwa makna firman 
Allah SWT, 


Ta sh 
te 


sg £ CA £ GT 1.4 A2 & 
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“Jika dia (yang meninggal) tidak mempu- 
nyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-ba- 
paknya (saja), maka ibunya mendapat seper- 
tiga...” (an-Nisaa': 11) 


yaitu ibu mendapatkan sepertiga dari apa 
yang diwarisi oleh ayah ibu, baik semua harta 
atau sebagiannya. Sebab, jika yang dimaksud- 
kan adalah sepertiga harta asal, maka penje- 
lasannya cukup. Jika mayit tidak mempunyai 
anak maka ibunya mendapatkan sepertiga, 
dan firman Allah SWT, 


101 
Sp 5233 AN 


“.dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapak- 
nya (saja)...” (an-Nisaa': 11) 





tidak ada faedahnya. 


3. AL-KHAROA' 

Adalah ibu, kakek, dan seorang saudara 
perempuan. Zaid bin Tsabit, Malik, Syafi'i, dan 
Ahmad mengatakan bahwa ibu mendapatkan 
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sepertiga, sisanya dibagi oleh kakek dan sau- 
dara perempuan dengan pembagian laki-laki 
mendapatkan dua kali bagian perempuan. 

Ali mengatakan ibu mendapatkan seper- 
tiga, saudara perempuan setengah, sedang ka- 
kek mendapatkan sisanya yaitu seperenam. 

Ibnu Abbas mengatakan saudara perem- 
puan tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah 
pendapat madzhab Abu Hanifah. 

Dinamakan demikian karena pendapat- 
pendapat sahabat menembusi di dalamnya, 


atau karena pendapat-pendapat itu mengo- 


yaknya karena banyaknya. 


4. AL-AKDARIYYAH ATAU AL-GHARRA 

Yaitu suami, ibu, kakek, seorang saudara 
perempuan sekandung, atau seayah. 

Mayoritas ulama selain Abu Hanifah ber- 
dasarkan madzhab Zaid bin Tsabit mengatakan 
bahwa saudara perempuan tidak diberi ba- 
gian setengah karena bersama kakek. Saudara 
perempuan mewarisi sisa bersama dengan 
kakek kecuali dalam masalah al-Akdariyah. 
Maka, suami mendapatkan setengah, ibu se- 
pertiga, kakek seperenam, saudara perempuan 
setengah, maka dia tidak gugur. Asal masalah 
aul menjadi 9, ditashih menjadi 27, suami (9), 
ibu (6), saudara perempuan (4), kakek (8), di 
mana satu bagian yang diberikan kepada kakek 
digabungkan pada tiga yang diberikan kepada 
saudara perempuan. Keduanya berbagi dalam 
jumlah empat, di mana laki-laki mendapatkan 
dua bagian perempuan. Artinya, berdasarkan 
prinsip mugasamah antara kakek dan saudara 
perempuan. Dinamakan Akdariyyah, karena 
masalah ini membuat keruh madzhab Zaid 
dari tiga sisi. Asal masalah aul karena kakek, 
pemberian bagian pada saudara perempu- 
an, pengumpulan bagian-bagian warisan dan 
pembagiannya berdasarkan ashabah. 

Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud berpendapat 
untuk memberikan warisan pada saudara 
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perempuan setengah juga. Namun, tanpa peng- 
gabungan bagiannya dengan bagian kakek. Per- 
bedaan antara pendapat ini dengan pendapat 
Zaid adalah dalam hal penentuan ukuran yang 
diberikan kepada saudara perempuan, semen- 
tara ada titik kesepakatan untuk tidak meng- 
gugurkan bagiannya. 

Abu Hanifah mengambil pendapat Ibnu 
Abbas dan Abu Bakar, yaitu pengguguran ba- 
gian saudara perempuan, oleh karena itu dia 
tidak mengambil apa-apa. 


5. AL-MUSYARRAKAH, AL-HAJARIYYAH 

ATAU AL-HIMARIYYAH 

Yaitu suami, ibu (atau nenek), beberapa 
saudara laki-laki sekandung, beberapa saudara 
laki-laki seibu. Hukum asal dalam masalah ini 
tidak ada warisan untuk saudara-saudara se- 
kandung, sebab mereka adalah ashabah yang 
mengambil apa yang disisakan furudh. Di sini 
furudh sudah menghabiskan tirkah, sebab sua- 
mi setengah, ibu seperenam, beberapa saudara 
laki-laki seibu sepertiga. Harta habis. 

Namun, Malikiyyah dan Syafi'iyyah meng- 
ambil pendapat Umar, Utsman, dan Zaid, 
untuk mengikutsertakan saudara-saudara se- 
kandung dan seibu sama rata, baik laki-laki 
maupun perempuan, karena ucapan saudara- 
saudara sekandung kepada Umar, “Bayang- 
kan bahwa ayah kami adalah himar atau batu, 
maka kami bisa mewarisi karena ibu kami.” 
Maka, dinamakan Himariyyah atau Hajariyyah, 
sebagaimana dinamakan Musytarakah atau 
Musyarrakah karena keikutsertaan saudara- 
saudara sekandung dengan saudara-saudara 
seibu. Maka, saudara sekandung yang mana 
dia ahli waris ashabah, bisa mewarisi semen- 
tara furudh sudah habis. Ini bertentangan de- 
ngan hukum asal. 

Ali, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan 
Dawud mengatakan bahwa saudara-saudara 
sekandung tidak mendapatkan apa-apa, sebab 
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mereka ashabah. Harta sudah genap dengan 
furudh, dan dibagikan sesuai dengan contoh di 
atas. Suami setengah, ibu seperenam, saudara- 
saudara laki-laki seibu sepertiga demi meng- 
amalkan zahir ayat, 


CA IIS 53 IS 33 
z Pi AD pd 
nan Xx LA 


“Jika seseorang meninggal, baik laki-laki 
maupun perempuan yang tidak meninggalkan 





ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi 
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) 
atau seorang saudara perempuan (seibu), maka 
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara 
itu seperenam harta...” (an-Nisaa' : 12) 


Tidak ada perbedaan bahwa yang dimak- 
sud dengan ayat ini adalah anak-anak ibu se- 
cara khusus. Juga, demi mengamalkan zahir 
ayat yang lain, yaitu, 


ae aa Sa GT Aa 
Es di SAS Ca, 





“. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri 
dari) saudara-saudara laki-lakidan perempuan, 
maka bagian seorang saudara laki-laki sama 
dengan bagian dua saudara perempuan...” 
(an-Nisaa': 176) 


Yang dimaksud dengan ayat ini adalah 
semua saudara-saudara laki-laki dan saudara- 
saudara perempuan. Kelompok pertama me- 
nyamakan laki-laki dan perempuan. 

Nabi Muhammad saw. bersabda, 


“Berikan warisan-warisan kepada orang- 
orang yang berhak, sedang sisanya adalah un- 
tuk laki-laki yang paling dekat.” 
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Orang yang mengikutsertakan dalam pe- 
warisan berarti tidak memberikan furudh 
kepada orang-orang yang berhak. Anak-anak 
ayah dan ibu (sekandung) adalah ashabah, ti- 
dak ada fardh bagi mereka. Harta telah genap 
dengan furudh. Oleh karena itu mereka harus 
gugur, sebagaimana kalau anak-anak ibu di- 
tempati oleh dua orang anak perempuan. 

Ummul Furukh (Induk ayam) atau 
asy-Syuraikhah. Dinamakan dengan ummul 
furukh karena ia adalah masalah yang paling 
banyak aul-nya. Maka, tambahan-tambahan 
yang empat dinamakan furukh (anak ayam). 
Dinamakan juga dengan asy-Syuraihiyah ka- 
rena terjadi pada zaman Oadhi Syuraih. Jika 
posisi saudara-saudara laki-laki seayah dan 
seibu atau seayah ditempati saudara-saudara 
perempuan seayah dan seibu atau seayah, se- 
orang atau lebih dengan adanya suami, ibu, 
atau nenek dan saudara-saudara laki-laki se- 
ibu, maka asal maslaah aul menjadi sepuluh. 
Suami mendapatkan setengah (3), ibu atau ne- 
nek seperenam (1), saudara-saudara laki-laki 
seibu sepertiga (2), saudara-saudara perempu- 
an sekandung atau seayah dua pertiga (4). 


6. AL-FARIDHAH AL-MALIKIYYAH (BAGIAN 

MALIKIYYAH) 

Yaitu perempuan meninggalkan suami, 
ibu, kakek, seorang saudara seayah, dan sau- 
dara-saudara laki-laki seibu. Artinya, di antara 
para ahli waris ada saudara-saudara laki-laki 
seayah yang menempati posisi saudara-sauda- 
ra laki-laki sekandung dalam masalah di atas 
(al-Hajariyyah). 


Madzhab Zaid dan Syafi'i menyatakan : 


bahwa kakekmengambilseperenam,sedangsi- 
sanya untuk saudara-saudara laki-laki seayah, 
saudara-saudara laki-laki seibu tidak menda- 
patkan apa-apa. 

Malikiyyah berbeda dengan madzhab Zaid 
dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwa 


Cat 
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suami mengambil setengah, ibu seperenam, 
kakek seorang mengambil semua sisa. Sauda- 
ra-saudara laki-laki baik seayah atau seibu 
tidak mengambil sama sekali. Sebab, kakek 
menghijab saudara-saudara laki-laki seibu. 
Jika dia menghijab mereka maka dia lebih ber- 
hak mendapatkan sisa. 


7. UKHTUL MALIKIYYAH ATAU SYIBHUL 

MALIKIYYAH 

Dalam masalah di atas, posisi saudara 
seayah ditempati saudara sekandung. Madz- 
hab Zaid dan Syafi'i mengatakan bahwa kakek 
mengambil seperenam dari harta, sedang si- 
sanya untuk ashabah yaitu saudara-saudara 
laki-laki sekandung. 

Malik dalam masalah ini berbeda dengan 
madzhab Zaid dan menjadikannya pengecua- 
lian. Dia mengatakan bahwa kakek mengam- 
bil semua sisa setelah orang-orang yang men- 
dapatkan bagian mengambil bagian mereka, 
selain saudara. Saudara-saudara baik sekan- 
dung atau seayah tidak mendapatkan apa-apa. 


8. AL-YATIMATAAN 

Dua masalah, pertama perempuan me- 
ninggalkan suami, seorang saudara perempu- 
an sekandung, atau dia meninggalkan suami, 
seorang saudara perempuan seayah. Maka, asal 
masalah dari dua untuk setiap ahli waris satu. 


9. UMMUL ARAMIL 

Orang yang mati meninggalkan tiga 
orang istri, dua orang nenek, empat saudara- 
saudara perempuan seibu, delapan saudara- 
saudara perempuan sekandung, maka para 
istri mendapatkan seperempat, dua orang ne- 
nek seperenam, saudara-saudara perempuan 
seibu sepertiga, saudara-saudara perempuan 
sekandung dua pertiga. Asal masalah 12, aul 
menjadi 17. Dinamakan demikian karena para 
ahli waris semuanya adalah perempuan. 
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10. AL-MARWANIYYAH 

Seorang perempuan meninggalkan sua- 
mi, dua orang saudara perempuan, dua orang 
saudara perempuan seayah dan dua orang sau- 
dara perempuan seibu, maka suami setengah, 
dua orang saudara perempuan sekandung dua 
pertiga. Dua orang saudara perempuan seayah 
dihijab. Dua orang saudara perempuan seibu 
mendapatkan sepertiga. Asal masalah 6, aul 
menjadi 9. Dinamakan demikian karena itu 
terjadi pada masa Marwan ibnul Hakam. 


11. AL-HAMZIYYAH 

Orang yang mati meninggalkan tiga orang 
nenek yang setingkat, kakek, seorang saudara 
perempuan sekandung, seorang saudara pe- 
rempuan seayah, seorang saudara perempuan 
seibu, maka para nenek seperenam. Kakek, 
saudara perempuan sekandung dan seayah 
menjadi ashabah. Saudara perempuan seibu 
dihijab oleh kakek. Asal masalah 6 (jumlah ne- 
nek 3 dikalikan jumlah kepala kakek (2) dan 
dua (2) orang saudara perempuan yakni (41, 
hasilnya 14 dikalikan asal masalah 6 sehing- 
ga menjadi 72). Dinamakan demikian karena 
Hamzah az-Zayyat menjawab pertanyaan ini. 


12. AD-DINARIYYAH 

Orang yang mati meninggalkan seorang 
istri, nenek, dua orang anak perempuan, dua 
belas saudara seayah, seorang saudara perem- 
puan seayah, maka istri seperdelapan, nenek 
seperenam, dua orang anak perempuan dua 
pertiga. Ahli waris sisanya adalah ashabah. 
Asal masalah 24, ditashih menjadi 600 dengan 
mengalikan 24 dan 25 yakni jumlah kepala 
saudara-saudara laki-laki seayah (24) dan se- 
orang saudara perempuan seayah (1) jadinya 
25, jumlah akhir 600. Dinamakan Dinariyyah 
karena orang yang mewariskan meninggal- 
kan enam ratus dinar. Tujuh belas ahli waris 
laki-laki dan perempuan. Salah seorang dari 


Ca 
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mereka yaitu saudara perempuan seayah 
mendapatkan satu dinar. 


13. AL-IMTIHAN 

Orang yang mati meninggalkan empat is- 
tri, lima nenek, tujuh anak perempuan, sem- 
bilan saudara perempuan seayah, maka para 
istri mendapatkan seperdelapan, nenek seper- 
enam, anak-anak perempuan dua pertiga, 
saudara-saudara perempuan seayah ashabah. 
Asal masalah 24. Masing-masing kepala ahli 
waris kita kalikan karena adanya perbedaan 
antara jumlah kepala masing-masing dan ba- 
giannya. Hasilnya 1260 dikalikan 24 hasil 
akhirnya 30.240. Dinamakan demikian kare- 
na panitianya diuji dengan masalah tersebut. 
Maka, dikatakan seorang laki-laki meninggal- 
kan sejumlah ahli waris. Masing-masing ke- 
lompok kurang dari sepuluh. Asal masalah ti- 
dak bisa kecuali lebih dari tiga puluh ribu. 


K. HUJUB 


Pengertiannya, perbedaan antara hujub 
dan hirman (penghalang), macam-macamnya, 
hukum setiap dari macam tersebut dan ke- 
adaan-keadaan ahli waris dalam hujub. 


1. PENGERTIAN HUJUB 

Hujub menurut bahasa adalah halangan. 
Sedang menurut syara' halangan warisan baik 
keseluruhan atau sebagian. Ungkapan para 
fugaha: hujub adalah halangan ahli waris ter- 
tentu untuk memperoleh seluruh warisan atau 
sebagiannya, karena adanya orang lain yang 
tidak bersamanya dalam bagian, seperti terhi- 
jabnya kakek oleh ayah, terhijabnya suami dari 
setengah menjadi seperempat karena anak. 


2. PERBEDAAN ANTARA HUJUB DENGAN 
HIRMAN 


Hujub bukan hirman. Hirman adalah ter- 
halangnya seseorang untuk mewarisi, karena 
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adanya salah satu penghalang warisan seperti 
membunuh. Anak yang membunuh tidak me- 
warisi karena adanya pembunuhan padahal 
penyebab warisan eksis, yakni kekerabatan. 
Orang yang dihalangi karena kriteria tidak 
menghijab yang lain, tapi dianggap tidak ada. 
Orang yang mati meninggalkan anak yang 
membunuh, istri dan ayah maka istri menda- 
patkan seperempat, seakan-akan mayit tidak 
mempunyai anak, sedang ayah mendapatkan 
ashabah. 

Adapun hujub adalah halangan mewarisi 
bukan karena penyebab yang menghalangi tapi 
karena adanya seseorang yang lebih dekat ke- 
pada mayit. Orang yang dihijab oleh seseorang 
dia juga bisa menghijab yang lain. Dia dianggap 
ada. Orang yang mati meninggalkan ayah, ibu, 
dan dua orang saudara sekandung maka ibu 
mendapatkan seperenam karena adanya dua 
orang saudara perempuan sekandung, maka 
ibu mendapatkan seperenam karena adanya 
dua orang saudara perempuan sekandung, 
sementara keduanya dimahjub oleh ayah. Ka- 
dang-kadang ayah menghijab yang lain dengan 
pengurangan atau penghalangan, seperti sau- 
dara-saudara laki-laki bersama dengan ibu 
dan ayah, seperti juga ibunya dihijab oleh ayah, 
dan dia menghijab ibunya ibunya ibu. 

Berdasarkan hal itu maka penghalang da- 
lam hujub bukanlah karena kriteria yang eksis 
pada yang dihalangi itu, maka tidak ada keha- 
rusan adanya hak mewarisi. Penghalang dalam 
hirman adalah karena kriteria yang eksis pada 
yang dihalangi, seperti dia membunuh, kemu- 
dian karena hal itu hak warisan menjadi hilang. 

Tidak termasuk hujub berkurangnya ba- 
gian-bagian ashabul furudh karena berkum- 
pulnya orang yang sejenis dengan mereka 
pada saat sendirian, seperti para istri. Bagian 
istri jika sendirian adalah seperempat atau se- 
perdelapan. Jika istri berbilang maka mereka 
mendapatkan bagian yang sama. 
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Tidak termasuk hujub juga, berkurangnya 
bagian karena aul, ketika bagian-bagian ber- 
tambah dari asal masalah. 


3. DUA MACAM HUJUB 
Hujub ada dua macam, hujub nugshan dan 
hujub hirman. 


a. Hujub Nugshan 

Hujub nugshan adalah berkurangnya ba- 
gian yang ada dari lebih tinggi menjadi lebih 
rendah, karena adanya orang lain seperti sua- 
mi, berpindah bagiannya dari setengah menjadi 
seperempat karena adanya anak. Juga, seperti 
ibu dengan adanya anak laki-laki bagiannya 
berpindah dari sepertiga menjadi seperenam. 

Dalam kasus lima orang dzawil furudh, 
masing-masing mendapatkan dua bagian lebih 
tinggi dan lebih rendah. Mereka adalah suami 
istri, seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki, seorang saudara perempuan seayah, ibu 
dengan nash dan ijma. 

Adapun suami bagiannya beralih dari se- 
tengah menjadi seperempat karena adanya 
ahli waris anak dari istri baik anak itu dari 
suami itu atau tidak. 

Istri bagiannya berpindah dari seperem- 
pat menjadi seperdelapan karena adanya ahli 
waris anak dari suami, baik dari istri itu atau 
lainnya. 

Seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki. Bagiannya berpindah dari setengah men- 
jadi seperenam karena adanya anak perem- 
puan sekandung. 

Seorang saudara perempuan seayah, bagi- 
annya berpindah dari setengah menjadi seper- 
enam karena adanya saudara perempuan sau- 
dara sekandung. 

Ibu: bagiannya berpindah dari sepertiga 
menjadi seperenam karena adanya ahli waris 
anak secara mutlak juga sejumlah saudara 
laki-laki dari arah manapun. 
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b. Hujub Hirman 


Hujub hirman yaitu ahli waris terhalang 
warisan sama sekali seperti kakek terhijab 
oleh ayah, anak laki-laki dari anak laki-laki ter- 
hijab oleh anak laki-laki, seorang saudara laki- 
laki seibu terhalang oleh ayah. 

Ahli waris menurut hujub hirman ada dua 
macam: 

Pertama, orang yang tidak dihijab dengan 
hijab hirman, mereka ada enam orang, tiga 
laki-laki dan tiga perempuan, yaitu ayah, ibu, 
seorang anak laki-laki, seorang anak perem- 
puan, suami dan istri. Enam orang tersebut 
mendekat kepada mayit tanpa perantara. Jika 
ada salah seorang dari mereka maka dia harus 
mewarisi. Keseluruhan mereka bisa dikumpul- 
kan dengan ucapan kita, dua orang anak, dua 
orang tua, dan suami istri. 

Kedua, orang dihijab dengan hijab hirman. 
Mereka ada tujuh yakni kakek, nenek, bebe- 
rapa saudara perempuan sekandung, bebe- 
rapa saudara perempuan seayah, anak-anak 
ibu, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, 
seorang anak laki-laki dari anak laki-laki. 

Kakek terhijab oleh ayah, nenek oleh ibu, 
dua orang saudara perempuan sekandung oleh 
anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki 
dan oleh ayah berdasarkan ijma ulama. Juga, 
oleh kakek menurut Abu Hanifah. 

Saudara-saudara perempuan seayah ter- 
hijab oleh orang yang menghijab saudara- 
saudara perempuan sekandung, sebagaimana 
mereka juga dihijab oleh seorang saudara laki- 
laki sekandung, dan oleh dua orang saudara 
perempuan sekandung jika mereka tidak ber- 
sama dengan ahli waris ashabah. 

Saudara-saudara laki-laki seibu terhijab 
oleh ayah, kakek, dan ahli waris anak (anak laki- 
laki, anak perempuan, anak laki-laki dari anak 
laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki). 

Anak-anak perempuan dari anak laki-laki 
terhijab oleh orang yang menghijab dua orang 
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anak perempuan, juga oleh anak laki-laki, dua 
orang anak perempuan atau lebih jika mereka 
tidak bersama ahli waris ashabah. 

Anak laki-laki dari anak laki-laki oleh anak 
laki-laki. 

Hujub hirman didasarkan pada dua kaidah: 

Kaidah pertama, setiap orang yang men- 
dekat kepada mayit dengan perantara maka 
perantara itu menghijabnya, baik itu anak- 
anak ibu—mereka mendekat kepada mayit 
melalui ibu, mereka juga mewarisi bersama 
dengan ibu seperti kakek dengan ayah, nenek 
(ibunya ibu) dengan ibu. 

Kaidah kedua, yang paling dekat menghi- 
jab yang paling jauh, seperti yang tersebut da- 
lam ashabah-ashabah, seperti beberapa nenek 
dengan ibu. Ibu menghijab semua nenek. Yang 
dekat menghijab yang jauh. Anak-anak perem- 
puan dari anak laki-laki dengan anak laki-laki 
atau anak perempuan. Anak laki-laki dari anak 
laki-laki dengan anak laki-laki, yaitu paman- 
nya bukan ayahnya. Anak laki-laki dari anak 
laki-laki menghijab anak laki-laki saudaranya, 
karena kedekatan tingkatannya. Masing-ma- 
sing dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak 
laki-laki dan ayah berdasarkan ijma, kakek 
menurut Abu Hanifah menghijab saudara-sau- 
dara laki-laki dan saudara-saudara perempuan 
secara mutlak. Ahli waris anak dan asal-usul 
laki-laki masing-masing menghijab anak ibu. 

Hijab-hijab ashabat sesuai dengan yang 
dijelaskan di atas. Pengunggulan menurut 
mereka pertama-tama karena arah, artinya 
kakek, saudara-saudara laki-laki ada dalam 
satu tingkatan. Jika mereka sama dalam arah 
maka pengunggulan adalah karena dekatnya 
tingkatan dengan mayit. Ayah didahulukan da- 
ripada kakek, saudara laki-laki didahulukan 
daripada anak laki-laki saudara laki-laki. De- 
mikian seterusnya. Jika mereka sama dalam 
arah dan tingkatan maka pengunggulan ber- 
dasarkan kekuatan kekerabatan. Saudara laki- 
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laki sekandung didahulukan daripada saudara 
laki-laki seayah. Demikian seterusnya. 


Kesimpulan macam-macam hujub:!? 
Pertama, hujub karena kriteria. Semua 

ahli waris bisa terkena kriteria tersebut jika 

salah satu kriteria dari penyebab-penyebab 
warisan ada yaitu pembunuhan, perbudakan, 
perbedaan agama, dan perbedaan dua negara 
menurut Hanafiyyah. 

Kedua, hujub karena orang lain. Yaitu, ada- 
kalanya hujub nugshan atau hujub hirman. 

Hujub nugshan adalah hujub dari satu ba- 
gian ke bagian yang lebih sedikit. Anggotanya 
ada lima. 

1. Orang yang diberi bagian menjadi lebih 
sedikit, seperti berpindahnya bagian sua- 
mi dari setengah menjadi seperempat ka- 
rena anak, berpindahnya bagian ibu dari 
sepertiga menjadi seperenam karena anak 
dan sejumlah saudara-saudara laki-laki 
dan saudara-saudara perempuan, perpin- 
dahan bagian anak perempuan dari anak 
laki-laki dari setengah menjadi seperenam 
karena adanya seorang anak perempuan, 
perpindahan bagian istri dari seperempat 
menjadi seperdelapan karena anak, per- 
pindahan bagian saudara perempuan se- 
ayah dari setengah menjadi seperenam de- 
ngan adanya seorang saudara perempuan 
sekandung. 

2. Dari ashabah menjadi ashabah yang lebih 
sedikit, seperti saudara perempuan sekan- 
dung atau seayah dengan anak perempu- 
an atau anak perempuan dari anak laki- 
laki, jika perempuan itu bersama dengan 
saudara laki-lakinya. Maka, bagiannya 
dari ashabah menjadi ashabah yang lebih 
sedikit karena adanya saudara laki-laki. 


510. Catatan al-Allamah al-Faradhi Syekh Hasan asy-Syathi. 
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3. Dari fardh menjadi ashabah, seperti anak 
perempuan dengan anak laki-laki. Ba- 
giannya berpindah dari fardh menjadi 
ashabah yang lebih sedikit. 

4. Dari ashabah menjadi fardh seperti ayah 
atau kakek ketika tidak ada ayah, dengan 
anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak 
laki-laki. 

5. Muzahamah (keruwetan) dalam furudh, 
seperti masalah-masalah aul. Di sini ada 
tambahan dalam bagian penghitungan, pe- 
ngurangan dalam bagian yang diperoleh. 


Hujub Hirman 
Yaitu, seseorang terhijab dari warisan sa- 

ma sekali. Maka, dia menjadi seperti orang 

yang terhalang. Tidak masuk dalam enam na- 
mun masuk dalam tujuh. 

Dia tidak masuk dalam enam, yaitu dua 
orang anak, kedua orang tua, dan suami istri. 
Artinya, anak laki-laki dan anak perempuan, 
ayah dan ibu, suami dan istri. 

Tapi, dia masuk dalam tujuh, yaitu: 

1. Kakek dengan ayah. 

. Beberapa nenek dengan ibu. 

3. Anak laki-laki dari anak laki-laki dengan 
anak laki-laki. 

4. Anak-anak perempuan dari anak laki-laki 
dengan dua orang anak perempuan dan 
anak laki-laki. 

5. Saudara-saudara perempuan seayah de- 
ngan dua orang saudara perempuan se- 
kandung dan seorang saudara laki-laki 
sekandung. 

6. Saudara-saudara laki-laki secara mutlak 
oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari 
anak laki-laki, dan oleh ayah berdasarkan 
kesepakatan ulama, juga oleh kakek me- 
nurut Abu Hanifah. 
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7. Saudara-saudara laki-laki dan saudara- 
saudara perempuan seibu oleh ahli waris 
anak dan asal usul laki-laki. 


Sikap Undang-undang Terhadap Hujub 

Undang-undang Mesir (M 23-29) dan Syria 
(M 281-287) menjelaskan tentang pengertian 
hujub, hukum, perbedaan antara hujub dan 
hirman, keadaan orang-orang yang dihujub 
dengan hujub hirman. 


Orang-orang yang Dihijab dari Kalangan 

Ash-haabul Furuudh 
Ashabul furudh ada dua belas, di antara- 

nya ada dua orang yang tidak terhijab sama 

sekali yaitu ayah dan anak perempuan. Se- 
dangkan, yang lain dihijab adakalanya dengan 
hijab nugshan (pengurangan) atau hirman. 

1. Suami: terhijab dengan hijab nugshan saja, 
dari setengah menjadi seperempat, ketika 
ada ahli waris anak. 

2. Istri: terhijab dengan hijab nugshan saja, 
dari seperempat menjadi seperdelapan, 
ketika ada ahli waris anak. 

3. Ibu: terhijab dengan hijab nugshan saja, 
dari sepertiga menjadi seperenam, karena 
ahli waris anak dan sejumlah saudara laki- 
laki dan saudara-saudara perempuan dari 
arah mana pun mereka. 

4. Nenek: terhijab dengan hijab hirman oleh 
ibu, tidak terhijab hijab nugshan. Orang 
yang dekat menghijab yang jauh. 

5. Kakek: terjijab dengan hijab hirman oleh 
ayah. Juga, oleh kakek yang lebih dekat 
tingkatannya kepada mayit. 

6. Anak perempuan dari anak laki-laki, 
terhijab hirman oleh ahli waris anak yang 
laki-laki, baik perempuan itu bersama de- 
ngan ashabah atau tidak. Dia juga terhijab 
oleh dua orang anak perempuan atau lebih 
kecuali jika dia bersama dengan ahli waris 
ashabah yang sederajat dengannya atau 
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lebih rendah. Jika dia terhalang warisan 
maka dia dalam undang-undang Mesir 
mendapatkan wasiat wajib. 

7. Seorang saudara perempuan sekandung, 
terhijab dengan hijab hirman oleh anak 
laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki 
meskipun ke bawah, juga oleh ayah baik 
dia bersama dengan saudara sekandung 
atau tidak. 

8. Seorang saudara perempuan seayah, 
terhijab dengan hijab hirman baik dia 
bersama dengan ahli waris ashabah atau 
tidak, oleh orang yang menghijab sau- 
dara perempuan sekandung, saudara 
laki-laki sekandung, saudara perempuan 
sekandung jika menjadi ashabah dengan 
anak-anak perempuan atau anak-anak 
perempuan dari anak laki-laki, serta ter- 
hijab oleh dua orang anak perempuan 
sekandung kecuali jika dia bersama de- 
ngan ahli waris ashabah. 

9,10. Beberapa saudara laki-laki dan beberapa 
saudara perempuan seibu, terhijab de- 
ngan hijab hirman oleh ahli waris anak 
secara mutlak, oleh ahli waris asal usul 
yang laki-laki (ayah, kakek berdasarkan 
kesepakatan ulama), mereka tidak terhi- 
jab dengan hijab nugshan. 


Contoh-contoh: 

1. Istri, seorang saudara sekandung, seorang 
saudara laki-laki seayah, seorang anak 
laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, 
maka istri mendapatkan seperempat, sau- 
dara perempuan sekandung setengah, sau- 
dara laki-laki ashabah yang mengambil 
sisa, anak laki-laki dari saudara laki-laki 
terhijab oleh saudara laki-laki. Asal ma- 
salah 4. 

2. Ahli waris suami, ibu, seorang anak pe- 
rempuan, saudara-saudara laki-laki seibu, 
seorang saudara perempuan seayah, se- 
orang paman sekandung, maka suami se- 
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perempat, ibu seperenam, seorang anak 
perempuan setengah, saudara-saudara 
laki-laki seibu terhijab oleh anak perem- 
puan, seorang saudara perempuan se- 
ayah ashabah dengan anak perempuan 
mengambil sisa. Paman terhijab oleh sau- 
dara perempuan seayah. Asal masalah 12. 
Dua orang saudara sekandung, dua orang 
saudara perempuan seayah, ibu, ibunya 
ayah, seorang anak laki-laki dari saudara 
laki-laki sekandung, maka dua orang sau- 
dara perempuan sekandung dua pertiga, 
dua orang saudara perempuan seayah 
terhijab oleh dua orang saudara perem- 
puan sekandung, ibu seperenam, ibunya 
ayah terhijab oleh ibu, anak laki-laki dari 
saudara laki-laki sekandung ashabah yang 
mengambil sisa. Asal masalah 6. 

Seorang anak perempuan, seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki, dua orang 
istri, nenek, dua orang saudara perempu- 
an sekandung, seorang saudara laki-laki 
seayah, maka seorang anak perempuan 
setengah, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki seperenam, dua orang istri 
seperdelapan, nenek seperenam, dua orang 
saudara perempuan sekandung ashabah 
yang mengambil sisa, saudara laki-laki se- 
ayah termahjub oleh dua orang. saudara 
laki-laki sekandung, asal masalah 24. 
Seorang anak perempuan, seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki, seorang 
saudara perempuan sekandung, ibunya 
ibunya ibu, ibunya ayah, maka seorang 
anak perempuan mendapatkan setengah, 
seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki seperenam, seorang saudara perem- 
puan sekandung ashabah yang mengambil 
sisa, ibunya ayah seperenam, ibunya ibu- 
nya ibu terhijab oleh ibu yang dekat. Asal 
masalah 6. 

Seorang saudara perempuan sekandung, 
dua orang saudara perempuan seibu, dua 
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orang saudara laki-laki seibu, paman, 
seorang saudara laki-laki seayah, maka 
seorang saudara perempuan sekandung 
setengah, anak-anak ibu semuanya menda- 
patkan sepertiga, seorang saudara laki- 
laki seayah ashabah, paman terhijab. Asal 
masalah 6. 

Seorang anak perempuan, dua orang anak 
perempuan dari anak laki-laki, anak laki- 
laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, 
anak perempuan dari anak laki-laki dari 
anak laki-laki, ayah, maka seorang anak 
perempuan setengah,. dua orang anak 
perempuan dari anak laki-laki seperenam, 
ayah seperenam, dua orang terakhir asha- 
bah. Asal masalah 6. 

Seorang anak perempuan, seorang sauda- 
ra perempuan sekandung, seorang sauda- 
ra laki-laki sekandung, seorang saudara 
perempuan seayah, seorang saudara pe- 
rempuan seibu, maka anak perempuan 
setengah, seorang saudara laki-laki sekan- 
dung dan seorang saudara perempuan 
sekandung ashabah, dua orang terakhir 
terhijab. Asal masalah 6. 

Seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki, anak laki-laki dari anak laki-laki 
dari anak laki-laki, ayah, istri, maka se- 
orang anak perempuan dari anak laki- 
laki setengah, anak laki-laki dari anak 
laki-laki dari anak laki-laki ashabah, ayah 
seperenam, istri seperdelapan. Asal ma- 
salah 24. 

Dua orang anak perempuan, seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki, seorang 
saudara perempuan sekandung, seorang 
saudara perempuan seayah, seorang sau- 
dara perempuan seibu, maka dua orang 
anak perempuan dua pertiga, seorang 
anak perempuan dari anak laki-laki ter- 
hijab oleh dua orang anak perempuan, 
seorang saudara perempuan sekandung 
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ashabah ma'al ghair, dua orang terakhir 
terhijab oleh dua orang anak perempuan. 
Asal masalah 3. 

11. Seorang anak perempuan, seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki, anak laki- 
laki dari anak laki-laki (saudara dari pe- 
rempuan itu), anak perempuan dari anak 
laki-laki dari anak laki-laki, maka seorang 
anak perempuan setengah, seorang anak 
peremuan dari anak laki-laki dari anak 
laki-laki terhijab oleh anak laki-laki dari 
anak laki-laki, dua orang yang terakhir 
ashabah bil ghair. Asal masalah 2. 

12. Seorang anak perempuan, seorang anak 
perempuan dari anak laki-laki, seorang 
anak laki-laki dari anak laki-laki (anak 
paman perempuan itu), anak perempuan 
dari anak laki-laki dari anak laki-laki, ma- 
ka perempuan setengah, anak perempuan 
dari anak laki-laki dari anak laki-laki 
terhijab oleh anak laki-laki dari anak laki- 
laki, dua orang terakhir ashabah bil ghair. 
Asal masalah 2. 


L. AUL 


Pengertian aul dan legalitasnya, asal ma- 
salah yang bisa di-aul dan yang tidak." 


1. PENGERTIAN AUL 

Aul menurut bahasa adalah kelacuran, 
kezaliman, pelampauan batas. Dikatakan aala 
ar-rajulu laki-laki itu zalim, dalam istilah ada- 
lah penambahan dalam jumlah bagian peng- 
hitungan, dari asal masalah, dan pengurangan 
dalam realita bagian-bagian yang diperoleh. 

Ini berakibat bahwa apa yang berlebih 
dibagikan pada bagian-bagian (furudh) semua 
ahli waris dengan persentase yang sama. Jika 
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asal masalah tidak memadai untuk memenuhi 
bagian-bagian yang terkumpulkan seperti 6 
maka tirkah dinaikkan ke jumlah yang lebih 
besar daripada asal masalah, seperti 7, kemu- 
dian dibagi sampai kekurangan bisa masuk 
dalam bagian-bagian semua ahli waris dengan 
persentase satu (tanpa pecahan). Hal itu de- 
ngan mengalikan angka aul dengan asal masa- 
lah. Masing-masing diberikan bagiannya dari 
hasil pengalian itu. 

Masalah yang di dalamnya ada bagian-ba- 
gian warisan lebih dari asal masalah dinama- 
kan dengan 'aa'ilah seperti suami, dua orang 
saudara perempuan sekandung. Asal masalah 
6, jumlah bagian-bagian 7. Dinamakan demiki- 
an karena mengambil kata aul yang mempu- 
nyai arti tambah, menaik. Dikatakan aala al- 
mizaan artinya ketika bertambah, menaik. Se- 
bab dengan tambahan ini bagian-bagian men- 
jadi naik, lebih banyak daripada asal masalah. 

Adapun masalah yang di dalamnya ada 
bagian-bagian warisan sama dengan asal ma- 
salah, maka dinamakan Aadilah. Sebab, setiap 
shahibu fardh (orang yang mempunyai bagian 
warisan), mengambil haknya dengan sempur- 
na tanpa kurang, seperti dalam kasus istri, ibu, 
seorang saudara laki-laki sekandung, maka 
istri mendapatkan bagian seperempat, ibu se- 
pertiga, sedang sisanya untuk saudara laki-laki 
sebagai ashabah. Ini tidak ada aul atau radd. 

Masalah yang di dalamnya ada bagian-ba- 
gian warisan yang lebih sedikit daripada asal 
masalah, sementara di antara ahli waris tidak 
ada ahli waris ashabah yang berhak mendapat- 
kan sisa, dinamakan gashirah. Dalam masalah 
ini sisa dikembalikan kepada ashabul furudh 
selain suami istri, seperti seorang saudara 
perempuan sekandung, ibu, untuk seorang pe- 
rempuan mendapatkan bagian setengah, ibu 


S1 Syarh as-Siraajiyyah: hlm. 97-103: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/244 dan seterusnya: ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: V/555- 
558: asy-Syarhush Shaghiir: IV/645-648: Mughnil Muhtaaj: 111/32-34, al-Mughni: V1/189-192: Kasysyaaful Ginaa' IV/476, ar- 


Rahabiyyah hlm. 58-63. 
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sepertiga. Masalah dari 6, sisanya yaitu satu 
(1) dikembalikan kepada keduanya. 


2. LEGALITAS AUL 

Orang yang pertama kali memutuskan aul 
adalah Umar ibnul Khaththab. Pada masanya 
terjadi masalah yang asal masalah tidak cukup 
memenuhi bagian-bagiannya, yaitu suami, dua 
orang saudara perempuan atau suami, ibu 
dan seorang saudara perempuan, maka Umar 
bermusyawarah dengan para sahabat menge- 
nai masalah itu. Abbas atau Zaid bin Tsabit 
mensinyalir adanya aul. Dia mengatakan, “Ja- 
dikanlah bagian-bagian itu aul” Maka, Umar 
menyetujuinya dan memutuskan dengan aul. 
Para sahabat mengikutinya. Tidak ada yang 
mengingkari kecuali Ibnu Abbas setelah wafat- 
nya Umar. Maka, ada seseorang yang bertanya 
kepadanya mengenai apa yang diperbuat ter- 
hadap faridhah jika menjadi aul. Lalu Ibnu 
Abbas mengatakan kekurangannya (bagian 
dalam warisan) dimasukkan (dibebankan) pa- 
da orang yang kondisinya paling jelek, yaitu 
anak-anak perempuan dan saudara-saudara 
perempuan. Mereka dipindahkan dari bagian 
yang ditentukan menjadi bagian yang tidak di- 
tentukan. Dia mengatakan, “Bagaimana kalau 
kalian berkumpul supaya kita mengadakan 
mubahalah, dan menjadikan laknat Allah ke- 
pada orang-orang yang berdusta. Orang yang 
menghitung pasir di pedalaman tidak menja- 
dikan harta setengah dan sepertiga.” 

Yang benar adalah yang dilakukan oleh 
Umar dan para sahabat. Sebab, ashabul furudh 
yang berkumpul dalam tirkah sama dalam se- 
bab perolehan hak, maka mereka juga sama 
dalam memperolehnya. Oleh karena itu, ma- 
sing-masing dari mereka mengambil semua 
haknya jika tempatnya mampu untuk itu. Kalau 
tidak maka kekurangan masuk (dibebankan) 
pada mereka semua dengan persentase bagi- 
an-bagian masing-masing. Seperti orang-orang 
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yang berpiutang, jika harta tidak cukup untuk 
memenuhi semua piutang mereka, mereka 
berbagi dengan bagian-bagian masing-masing. 
Juga seperti orang-orang yang mendapatkan 
wasiat, jika sepertiga harta tidak cukup untuk 
memenuhi secara sempurna, mereka berbagi 
dalam wasiat itu. 

Oleh karena itu, undang-undang di Mesir 
dan Syria mengambil pendapat Umar, ma- 
yoritas para sahabat dan madzhab-madzhab 
empat. 


3. ASAL MASALAH YANG BISA AUL DAN 

YANG TIDAK BISA AUL 

Ada empat asal masalah dari tujuh yang 
sama sekali tidak bisa aul yaitu dua (2), tiga 
(3), empat (4), dan delapan (8). Sebab, ba- 
gian-bagian di dalamnya tidak lebih dari asal 
masalah. 

Tidak ada aul pada asal masalah dua (2). 
Seperti kasus suami, seorang saudara perem- 
puan seayah. Sebab, asal masalah dari dua. 

Tidak ada aul juga pada tiga (3), seperti dua 
orang anak perempuan, seorang saudara laki- 
laki seayah, sebab asal masalah dari tiga. Se- 
dang sisanya untuk seorang saudara laki-laki. 

Tidak ada aul juga pada asal masalah 
empat (4) seperti suami, seorang anak laki- 
laki, sebab asal masalah dari empat. Suami 
seperempat, sedang sisanya untuk anak laki- 
laki. 

Tidak ada aul pada asal masalah delapan 
seperti kasus istri, anak laki-laki, sebab asal 
masalah dari delapan. Istri seperdelapan, se- 
dang sisanya untuk anak laki-laki. 


Asal masalah yang bisa au/ 

Sisa dari jumlah-jumlah di atas, kadang- 
kadang bisa aul yaitu enam (6), dua belas (12) 
dan dua puluh empat (24). 

1. Enam, kadang-kadang aul ke tujuh. Seper- 
ti suami, dua orang saudara perempuan 
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sekandung, maka suami setengah (3), dua 
orang saudara perempuan sekandung dua 
pertiga (4). Asal masalah dari 6 aul men- 
jadi 7. 

Kadang-kadangenam aul menjadi dela- 
pan, sebagaimana dalam masalah muba- 
halah. Yaitu suami, dua orang saudara pe- 
rempuan sekandung dan ibu. Maka, suami 
setengah (3), dua orang saudara perem 
puan sekandung dua pertiga (4), ibu seper- 
enam (1). Asal masalah dari 6 aul menjadi 
8. Inilah asal masalah yang pertama kali 
aul dalam Islam. 

Kadang-kadang enam (6) aul menjadi 
sembilan (9), sebagaimana dalam masalah 
Marwaniyah. Yaitu suami, seorang saudara 
perempuan sekandung, ibu, seorang sau- 
dara perempuan seayah, seorang saudara 
perempuan seibu, maka suami setengah 
(3), seorang saudara perempuan sekan- 
dung setengah (3), ibu seperenam (1), se- 
orang saudara perempuan seayah seper- 
enam (1), seorang saudara perempuan 
seibu seperenam (1). 

Kadang-kadang enam (6) aul menjadi 
sepuluh (10), sebagaimana dalam masa- 
lah asy-Syuraihah,"? dinamakan juga um- 
mul furukh karena banyaknya anggota 
dalam aul, yaitu suami, dua orang saudara 
perempuan sekandung, dua orang saudara 
perempuan seibu, dan ibu, maka suami se- 
tengah (3), dua orang saudara perempuan 
dua pertiga (4), dua orang saudara perem- 
puan seibu sepertiga (2), ibu seperenam 
(1). Asal masalah dari 6 aul menjadi 10. 

Juga seperti suami, ibu, dua orang sau- 
dara perempuan seibu, seorang saudara 
perempuan sekandung, seorang saudara 
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perempuan seayah, maka suami setengah 
(3), ibu seperenam (1), dua orang saudara 
perempuan seibu sepertiga (2), seorang 
saudara perempuan sekandung setengah 
(3), seorang saudara perempuan seayah 
seperenam (1). Asal masalah dari enam 
(6) menjadi sepuluh (10). 

Dua belas kadang-kadang aul menjadi tiga 
belas, sebagaimana dalam kasus: 

Seorang istri, dua orang saudara pe- 
rempuan sekandung, seorang saudara pe- 
rempuan seibu, maka seorang istri seper- 
empat (3), dua orang saudara perempuan 
sekandung dua pertiga (8), seorang sau- 
dara perempuan seibu seperenam (2). Ma- 
salah dari 12 aul menjadi 13. 

Juga seperti suami, dua orang anak pe- 
rempuan, ibu, maka suami seperempat (3), 
dua orang anak perempuan dua pertiga 
(8), ibu seperenam (2). Asal masalah aul 
menjadi 13. 

Kadang-kadang dua belas aul menjadi 
lima belas (15), sebagaimana dalam kasus: 

Suami, dua orang anak perempuan dan 
ayah, maka suami seperempat (3), dua 
orang anak perempuan dua pertiga (8), 
ibu seperenam (2), ayah seperenam (2). 
Asal masalah dari 12 aul menjadi 15. 

Juga, seperti istri, dua orang saudara 
perempuan sekandung, dua orang sauda- 
ra perempuan seibu, maka istri seperem- 
pat (3), dua orang saudara perempuan 
sekandung dua pertiga (8), dua orang sau- 
dara perempuan seibu sepertiga (4). Asal 
masalah dari 12 aul menjadi 15. 

Kadang-kadang dua belas aul menjadi 
tujuh belas, seperti: 


Karena keputusan Syekh Syuraih bahwa suami mendapatkan bagian 3 dari 10. Maka, si suami itu berkeliling negeri menanyakan 
tentang istri yang mati meninggalkan suami sementara tidak meninggalkan anak. Orang-orang mengatakan suami mendapatkan 
setengah. Lalu si suami itu mengatakan Syuraih tidak memberiku setengah atau sepertiga. Maka, Syuraih mencarinya dan mereka 
menghukum si suami itu. Syuraih berkata kepada si suami itu, “Aku salah bicara, aku tidak menjelaskan aul. Hukum ini sudah 


pernah dilakukan oleh Imam adil yang wara' yaitu Umar r.a..” 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


Istri, dua orang saudara perempuan 
sekandung, dua orang saudara peremuan 
seibu, ibu, maka istri seperempat (3), dua 
orang saudara perempuan sekandung dua 
pertiga (8), dua orang saudara perempuan 
seibu sepertiga (4), ibu seperenam (2). 
Asal masalah dari 12 aul menjadi 17. 

3. Dua puluh empat menjadi aul sekali saja, 
yaitu menjadi dua puluh tujuh, seperti 
Mimbariyyah yang terdiri atas istri, dua 
orang anak perempuan, ayah, ibu, maka 
istri seperdelapan (3), dua orang anak 
perempuan dua pertiga (16), ayah seper- 
enam (4), ibu seperenam (4). Asal masa- 
lah dari 24 aul menjadi 27. 


Dinamakan Mimbariyyah karena Imam Ali 
menjawabnya sementara dia ada di mimbar 
Kufah dengan mudah, langsung dari perta- 
nyaan orang yang bertanya, dia berkata, “Pe- 
rempuan harganya menjadi sembilan.” 

Sikap undang-undang. Undang-undang 
Mesir (M 15), Syria (M 23) menerangkan ten- 
tang aul. Keterangan dari pasal itu adalah jika 
bagian-bagian furudh melebihi tirkah maka 
bagian-bagian mereka dalam warisan dibagi 
di antara mereka. 


M. AR-RADD 


Pengertiannya, madzhab-madzhab ulama 
tentang radd dan kaidah radd. 


1. PENGERTIAN RADD 

Radd lawan dari aul. Sebab, radd adalah 
penambahan dalam bagian-bagian perolehan 
pengurangan dalam bagian-bagian penghi- 
tungan. Maka, apa yang tersisa dari bagian- 
bagian yang diberikan kepada mereka dikem- 
balikan kepada ashabul furudh nasab sesuai 
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dengan bagian-bagian perhitungan mereka. 
Radd tidak dikembalikan kepada suami istri. 

Ashabul furudh nasab adalah orang-orang 
selain suami istri. Bagian dikembalikan sesuai 
bagian-bagian mereka. 

Dengan demikian, radd menurut ulama 
faraid adalah memberikan kelebihan bagian- 
bagian ashabul furudh nasab kepada mereka 
sesuai dengan hak-hak mereka, ketika tidak 
ada ashabah. Radd lawan dari aul, sebab de- 
ngan aul asal masalah menjadi bertambah. 
Maka pengurangan masuk pada bagian-bagian 
ashabul furudh, dengan radd asal masalah ber- 
kurang, sementara bagian-bagian perhitungan 
bertambah. 


2. MADZHAB-MADZHAB ULAMA TENTANG 
RADD 


Ulama dalam asal mula radd terbagi dua 
kelompok. 


a. Kelompok yang mengatakan tidak ada 


rada, sisa dari tirkah—setelah ashabul fu- 
rudh mengambil bagian-bagian mereka 
dan tidak ada ashabah—diberikan kepada 
Baitul mal. 

Ini adalah madzhab Zaid bin Tsabit, 
pendapat ini diambil oleh Malik, Syafi'i, 
namun pendapat yang dianggap menurut 
ulama Malikiyyah belakangan dan yang 
dijadikan fatwa oleh ulama-ulama Syafi'i 
belakangan adalah jika Baitul Mal belum 
dibentuk maka sisanya diberikan kepada 
ashabul furudh selain suami istri, sesuai 
dengan persentase bagian-bagian mereka. 
Jika mereka tidak ada maka diberikan 
kepada dzawil arham. 

Dalil Zaid dan orang-orang yang 
mengikutinya adalah bahwa Allah telah 
menjelaskan semua ahli waris berdasar- 


513.. As-Siraajiyyah: hlm. 128-139: al-Kitaab ma'al Lubaab: IV/197, asy-Syarhush Shaghiir: IV/629-630, Mughnil Muhtaaj: 111/6-7: al- 
Mughnii: V1/201-203, 236: ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: V/556. 
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515 


kan nash. Oleh karena itu, tidak boleh 
menambahi tanpa dalil. Rasulullah saw. 
bersabda setelah turunnya ayat mawaris, 


Ne an ol 

“Sesungguhnya Allah memberikan 
orang yang mempunyai hak, haknya, maka 
ahli waris tidak boleh memperoleh yang 
lebih banyak daripada haknya.” 


Mayoritas ulama dari fugaha sahabat dan 
tabiin di antara mereka adalah Imam Ali 
berpendapat bahwa harta dikembalikan 
kepada ashabul furudh selain suami istri 
sesuai dengan persentase bagian-bagian 
mereka. Pendapat ini diambil oleh Hana- 
fiyyah, Hanabilah, dan ulama-ulama Mali- 
kiyyah dan Syafi'iyyah belakangan seba- 
gaimana telah saya jelaskan, karena rusak- 
nya Baitul mal. Imam al-Ghazali dalam al- 
Mustashfa mengatakan bahwa fatwa yang 
berlaku sekarang tentang radd adalah 
kepada selain suami istri ketika tidak ada 
orang yang berhak, karena tidak ada Baitul 
mal. Sebab, orang-orang zalim tidak boleh 
memberikannya kepada penerimanya. 

Utsman membolehkan radd pada se- 
mua ashabul furudh bahkan suami istri. 

Ibnu Abbas mengatakan radd tidak 
diberikan kepada tiga orang, suami istri, 
nenek. Sebab, warisan nenek berdasarkan 
sunnah sebagai makanan karena hadits 
Nabi saw., 


Ca 
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13 ai a03 

“Berilah para nenek makanan seper- 
enam. 


Oleh karena itu, tidak boleh ada penam- 
bahan kecuali jika tidak ahli waris nasab 
selain nenek. 

Dalil mayoritas ulama bahwa firman 
Allah SWT, 


' C3 AA, 
sn Heal 





“Orang-orang Yang mempunyai hu- 
bungan darah satu sama lain lebih berhak 
(waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah...” 
(al-Ahzaab: 6) 


memberi petunjuk bahwa dzawil arham 
—kerabat-kerabat mayit—adalah orang 
yang lebih berhak mendapatkan tirkah 
daripada yang lain. Mereka lebih berhak 
daripada Baitul mal. Sebab itu untuk selu- 
ruh umat Muslim, orang yang mempunyai 
hubungan darah lebih berhak daripada 
orang-orang asing berdasarkan nash Al- 
Our'an. Tidak diragukan lagi bahwa orang 
yang paling dekat hubungan darahnya 
dengan mayit adalah ashabul furudh. Ka- 
rena suami istri tidak termasuk kerabat, 
maka tidak dicakup oleh ayat. Oleh karena 
itu, keduanya tidak mengambil radd sama 
sekali. Sebab, warisan mereka adalah ka- 
rena sebab lain selain hubungan darah 
dan kekerabatan, yaitu hubungan suami 
istri. 


Yang terkenal adalah hadits &/15! to) yi # $ I bia 3 3 . Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah 


dari Abi Umamah (Nashbur Raayah: IV/403). 


Yang populer dari hadits Mughirah menurut Malik, Ahmad, dan penyusun kitab as-Sunan adalah, 


Pes aliaa DI 


“Aku menyaksikan Nabi Muhammad saw. memberi nenek seperenam.” (Nashbur Raayah: IV/428) 
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Tersebut dalam sunnah, 
“ 2 0. ia & 2g 9 8 
Ie GB ED AA ol 
3 . £ 
eh ar 2 of 1 NO eU aa » 
LIL Royong CA es esai GL 


- 


at 20. 


Op 4 o 
PA "Jis (bla: Landa 9 


MG IE DI) CA) 
“Bahwa seorang perempuan men- 
datangi Nabi Muhammad saw. dan berka- 
ta, 'Ya Rasulullah, aku bersedekah kepada 
ibuku seorang budak. Ibuku meninggal 
dan budak itu masih hidup: Nabi saw. ber- 
sabda, Kamu pasti mendapat pahala dan 


budak itu kembali menjadi milikmu dalam 
warisan.” 


Nabi saw. menjadikan hak perempuan 
itu terhadap budak itu. Kalau saja tidak 
ada radd maka dia hanya mendapatkan 
setengahnya. 


Sikap Undang-Undang 

6 Undangundang Mesir (M 30) dan Syria 
(M 288) mengenal radd untuk suami 
istri 


Undang-undang membolehkan radd pada 
ashabul furudh selain suami istri sesuai de- 
ngan persentase bagian mereka, jika tidak ada 
ashabah, sebagaimana membolehkan radd 
pada salah seorang suami istri jika tidak ada 
ashabah dari nasab atau salah seorang dari as- 
habul furudh nasab, atau salah seorang dzawil 
arham. Maka, radd kepada suami istri diakhir- 
kan dalam undang-undang daripada warisan 
dzawil arham. 

Perincian ini tidak diucapkan oleh para 
fugaha. Namun, hanya didasarkan pada ke- 
maslahatan. Dalam kasus tidak ada ashabah 


S16 ' Hasyiyah Ibn Abidin: V/556 cet. al-Halabi. 
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nasab maka diperbolehkan radd pada selain 
suami istri. Ini adalah pendapat mayoritas ula- 
ma. Adapun dalam kasus radd kepada salah 
seorang suami istri ketika tidak ada dzawil ar- 
ham maka ini sesuai dengan madzhab Utsman 
bin Affan yang membolehkan radd pada semua 
dzawil furudh. 

Sesuai juga dengan apa yang difatwakan 
oleh ulama-ulama Hanafiyyah belakangan 
mengenai radd untuk suami istri, jika dari ke- 
rabat-kerabat tidak ada selain keduanya ka- 
rena rusaknya pemimpin dan kezaliman para 
penguasa dewasa ini."15 

Sebab adanya radd kepada salah seorang 
suami istri setelah pemberian warisan kepada 
dzawil arham adalah bahwa hubungan suami 
istri dalam kehidupan menghendaki salah se- 
orang dari keduanya—dalam kondisi seperti 
ini—mempunyai hak terhadap harta pasang- 
annya daripada orang-orang berhak yang lain. : 

Boleh dikatakan bahwa undang-undang 
mengambil pendapat mayoritas ulama dalam 
masalah radd kepada selain suami istri. Dia 
mengecualikan satu kasus yang diambil dengan 
pendapat Usman, yaitu untuk salah seorang 
suami istri ketika tidak ada dzawil arham. 


3. KAIDAH RADD 

Masalah-masalah radd ada empat macam, 
sebab yang ada dalam masalah ini adakalanya 
satu kelompok yang diberi radd atau lebih. 
Berdasarkan dua asumsi ini, maka adakala- 
nya dalam masalah ini ada orang yang tidak 
mendapatkan radd atau tidak. Empat bagian 
itu adalah: 

Pertama, hendaklah yang ada dalam ma- 
salah ini hanya satu kelompok yang diberi 
radd, sementara bersama mereka tidak ada 
orang yang tidak diberi radd, yakni salah 
seorang suami istri. 
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Maka, asal masalah dijadikan sesuai de- 
ngan jumlah kepala mereka sebab semua har- 
ta adalah untuk mereka melalui fardh dan 
radd. Maka bagian diberikan berdasarkan 
jumlah kepala mereka, sebab semua harta un- 
tuk mereka dengan cara pembagian dan juga 
radd. Oleh karena itu, dibagi berdasarkan jum- 
lah kepala. 

Seperti orang mati meninggalkan dua 
orang anak perempuan, dua orang saudara pe- 
rempuan atau dua orang nenek, maka asal ma- 
salah 2. Masing-masing diberi setengah melalui 
fardh (pembagian) dan radd, karena keduanya 
sama dalam hak perolehan harta. Orang yang 
mati meninggalkan seorang anak perempuan 
maka dia memperoleh semua tirkah dengan 
pembagian atau radd. Orang yang mati me- 
ninggalkan tiga orang saudara perempuan se- 
kandung maka mereka mendapatkan semua 
tirkah melalui pembagian dan radd. Masing- 
masing sepertiga. 

Kedua, hendaklah yang ada dalam masa- 
lah itu lebih banyak daripada satu kelompok 
yang mendapatkan radd. Sementara itu, mere- 
ka tidak bersama orang yang tidak mendapat- 
kan radd. Maka, asal masalah dijadikan dari 
jumlah bagian-bagian yang diambil oleh orang- 
orang yang ada dari asal masalah. 

Dalam contoh nenek, seorang saudara pe- 
rempuan seibu masing-masing mendapatkan 
seperenam. Asal masalah dari dua. Sebab, dua 
adalah jumlah dari bagian-bagian dua orang 
itu. Hal ini karena asal masalah 6, yakni ber- 
asal dari seperenam dua kali. Untuk nenek 
seperenam yaitu satu bagian. Untuk saudara 
perempuan seibu seperenam, satu bagian juga. 
Maka, jumlah bagian-bagian keduanya adalah 
dua. Asal masalah diabaikan dan jumlah ba- 
gian-bagian dijadikan sebagai asal masalah. 

Dalam contoh tiga orang anak perempuan 
dan ibu, asal masalah dijadikan lima. Anak- 
anak perempuan mengambil 4/5, ibu 1/5. 


Cab 
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Dalam contoh ibu dan dua orang saudara 
seibu maka asal masalah dijadikan tiga. Sebab, 
tiga adalah jumlah dari bagian-bagian. Ini ka- 
rena asal masalah yang asli adalah 6. Ibu se- 
perenam yakni satu bagian, dua orang saudara 
laki-laki sepertiga yakni dua bagian. Lalu, asal 
masalah ini diabaikan dan jumlah bagian-ba- 
gian dijadikan asal masalah. 

Dalam contoh seorang saudara perempu- 
an sekandung dan seorang saudara perempu- 
an seayah, asal masalah dijadikan dari jumlah 
bagian-bagian yaitu empat. Sebab, asal masa- 
lah yang asli 6. Untuk seorang saudara perem- 
puan sekandung setengah yaitu tiga bagian, 
seorang saudara perempuan seayah seper- 
enam yaitu satu bagian. Asal masalah diting- 
galkan, jumlah bagian-bagian dijadikan asal 
masalah. Demikian seterusnya. Semua masa- 
lah-masalah radd yang di dalamnya tidak 
ada salah seorang suami atau istri maka dari 
enam, dan terus berakhir sampai yang lebih 
sedikit dari itu. Kadang-kadang asal masalah 
membutuhkan tashih. 

Jika pembagian telah bisa dilakukan untuk 
para ahli waris, sebagaimana dalam contoh- 
contoh di atas, demikianlah yang diharapkan. 
Jika tidak, seperti jika mayit meninggalkan 
seorang anak perempuan dan tiga orang anak 
perempuan dari anak laki-laki, asal masalah 
dari 6, dijadikan radd menjadi empat (4). Se- 
orang anak perempuan tiga (3), anak-anak 
perempuan dari anak laki-laki satu (1). Ini 
tidak bisa dibagi pada mereka. Maka, jumlah 
kepala anak perempuan yakni (3) dikalikan 
dengan asal masalah yang sudah dijadikan 
radd yaitu empat (4), maka menjadi 12. Dari 
situlah asal masalah ditashih. 

Ketiga, hendaklah dalam masalah dengan 
satu kelompok yang mendapatkan radd ada 
salah seorang dari orang yang tidak menda- 
patkan radd, yaitu salah seorang dari suami 
istri. 
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Maka, asal masalah dijadikan sebagai pem- 
bagi bagian orang yang tidak mendapatkan 
radd. Bagiannya diberikan dari asal masalah 
itu, kemudian sisanya dibagikan kepada orang 
yang mendapatkan radd berdasarkan jumlah 
kepala mereka. Jika memungkinkan pembagi- 
an bagian-bagian yang tersisa pada bilangan 
pembilang dengan bilangan bulat tidak pe- 
cahan maka tidak masalah. Jika tidak mung- 
kin maka bagian-bagian itu ditashih dengan 
mengalikan asal masalah dan bilangan terke- 
cil yang bisa dibagi pada bilangan pembilang 
orang yang mendapatkan radd. 

Dalam contoh suami, tiga orang anak pe- 
rempuan maka asal masalah, bilangan pem- 
bagi bagian suami adalah empat. Untuk suami 
satu bagian dari empat, sedang sisanya yaitu 
tiga (3) untuk tiga anak-anak perempuan de- 
ngan fardh dan rada. Di sini tidak dibutuhkan 
tashih atau pengalian, sebab jumlah bagian- 
bagian bisa dibagi sesuai dengan jumlah ke- 
pala dengan angka bulat. 

Dalam contoh seorang istri, tiga orang 
saudara perempuan sekandung maka asal 
masalah untuk istri adalah empat. Untuk istri 
seperempat yaitu satu bagian. Untuk saudara- 
saudara perempuan adalah sisa dengan fardh 
(bagian) dan radd, yakni tiga bagian. Jumlah 
bagian-bagian yang bisa dibagi untuk bilangan 
pembilang adalah juga bilangan bulat. 

Dalam contoh seorang istri, empat orang 
anak perempuan maka asal masalah delapan 
(8). Untuk istri seperdelapan, yaitu satu ba- 
gian, untuk anak-anak perempuan mendapat- 
kan sisa dengan fardh dan radd, yaitu tujuh ba- 
gian. Namun, jumlah bagian-bagian tidak bisa 
dibagi tanpa bilangan pecahan untuk jumlah 
kepala orang yang mendapatkan radd. Maka, 
asal masalah ditashih dengan mengalikan asal 
masalah yaitu 8 dengan bilangan terkecil yang 
bisa dibagikan pada pembilang anak-anak 
perempuan yaitu empat. Maka, hasilnya 32 ba- 





FIOIH ISLAM JILID 10 


gian. Istri mengambil seperdelapan yaitu em- 
pat bagian, sedang sisanya dibagikan kepada 
anak-anak perempuan. Masing-masing tujuh 
bagian. 

Dalam contoh suami dan lima orang anak 
perempuan maka asal masalah radd dari em- 
pat (4), untuk suami seperempat yaitu satu 
bagian, sedang sisanya tidak bisa dibagi untuk 
anak-anak perempuan, karena bagian-bagian 
mereka dan jumlah kepala mereka berbeda, 
maka jumlah kepala yaitu lima (5) dikalikan 
asal masalah yang sudah di-radd yaitu 4, maka 
menjadi 20. Dari situ asal masalah ditashih. 

Dalam contoh suami, enam anak perem- 
puan maka suami seperempat, yaitu satu ba- 
gian. Sedang sisanya adalah tiga untuk enam 
anak perempuan. Antara tiga dan jumlah ke- 
pala anak-anak perempuan sesuai dengan se- 
pertiga. Maka, jumlah anak-anak perempuan 
di-radd menjadi 2 dikalikan dengan asal ma- 
salah radd maka jumlahnya menjadi delapan 
(8). Maka untuk suami 2, anak-anak perem- 
puan 6, masing-masing satu bagian. 

Keempat, hendaklah bersama dengan dua 
kelompok atau lebih dari orang yang menda- 
patkan radd ada orang yang tidak mendapat- 
kan radd. Maka, asal masalah dijadikan untuk 
bagian orang yang tidak mendapatkan radd, 
dia diberi bagian dari situ, kemudian sisanya 
dibagi untuk orang yang mendapatkan radd 
dengan persentase bagian-bagian mereka. Apa 
yang perlu ditashih maka ditashih. 

Dalam contoh istri, ibu, dua orang saudara 
laki-laki seibu maka asal masalah dari empat. 
Untuk istri seperempat, yaitu satu bagian, se- 
dang sisanya yaitu 3 dibagi untuk ibu dan dua 
orang saudara laki-laki seibu dengan perban- 
dingan seperenam sepertiga. Artinya satu sam- 
pai dua. Di sini bagian-bagian mungkin untuk 
dibagi tanpa bilangan pecahan. Maka ibu men- 
dapatkan satu bagian, sedang dua orang sau- 
dara laki-laki seibu dua bagian. Masing-masing 
satu bagian. 
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Dalam contoh istri, dua orang anak pe- 
rempuan dan ibu, maka istri mendapatkan 
dua pertiga, ibu seperenam. Asal masalah dari 
delapan (8). Maka seorang istri satu bagian, 
sedang sisanya yaitu tujuh (7) dibagikan kepa- 
da dua orang anak perempuan dan ibu, dengan 
perbandingan dua pertiga ke seperenam arti- 
nya (4-1). Maka, jumlahnya lima. Tujuh tidak 
bisa dibagi tanpa bilangan pecahan, maka asal 
masalah perlu ditashih. Yaitu, dengan menga- 
likan bilangan itu dengan bilangan terkecil 
yang bisa dibagikan lima dengan hasil bilang- 
an bulat. Maka, hasilnya (8x5 - 40). Dari situ 
bisa diterapkan. Untuk istri seperdelapan yai- 
tu lima bagian, sedang sisanya yaitu 35 bagian 
dibagi kepada dua orang anak perempuan dan 
ibu, dengan perbandingan 4: 1. Artinya, untuk 
dua orang anak perempuan 28 bagian, masing- 
masing 14 bagian. Untuk ibu 7 bagian. 

Pembagian ini benar-benar bisa diterap- 
kan untuk contoh lain yaitu empat (4) istri, 
9 anak perempuan, 6 nenek. Maka istri se- 
perdelapan yaitu asal masalah, untuk anak- 
anak perempuan dua pertiga, untuk beberapa 
nenek seperenam. Jika tirkah 1440 dinar ma- 
ka dibagi 40, hasilnya 36, dikalikan bagian se- 
orang istri atau beberapa istri yaitu 5, maka 
bagian menjadi 180. Dikalikan 28 bagian anak- 
anak perempuan, maka bagian mereka 1008, 
dikalikan 7, bagian ibu atau beberapa nenek, 
maka bagiannya adalah 252. 

Dalam contoh seorang istri, 3 orang nenek 
dan 5 orang saudara-saudara perempuan se- 
ibu maka asal masalah dijadikan 4, yaitu ba- 
gian istri. Dia mengambil 1, sedang sisanya di- 
bagi dengan persentase 2: 1 artinya sepertiga 
bagian beberapa saudara perempuan, dan se- 
perenam bagian beberapa nenek. Masalah ini 
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membutuhkan tashhih karena adanya tabayun 
(perbedaan) antara 1 dan jumlah nenek (3), 
antara 2 dan jumlah saudara-saudara perem- 
puan 5. maka kita kalikan jumlah kepala nenek 
(3) dengan jumlah kepala beberapa saudara 
perempuan yaitu 5 maka hasilnya 15. Bilang- 
an itu (15) kita kalikan dengan asal masalah 
yaitu 4, maka hasilnya 60. Istri diberikan se- 
perempat, yaitu 15, sedang sisanya 45 dibagi 
tiga, untuk beberapa nenek sepertiga yaitu 
15, masing-masing 5 bagian, untuk saudara- 
saudara perempuan seibu dua pertiga yaitu 
30, masing-masing 6. 


N. HISAB (AL-HISAB) 


Makhraj bagian-bagian warisan, asal ma- 
salah dan pentashihannya. 

Al-Hisab menurut bahasa adalah bentuk 
mashdar (kata benda) dari hasaba-yahsubu 
asy-sya'ia: 'jika dia menghitungnya. Menurut 
istilah, al-hisab adalah ilmu tentang asal-asal 
yang bisa digunakah untuk mengeluarkan bi- 
langan-bilangan. Ilmu ini mencakup perhitung- 
an faraid dan lain-lainnya. 

Yang dimaksud di sini adalah pembicara- 
an tentang sesuatu, yakni hasil-hasil masalah 
perhitungan yaitu pendasaran masalah dan 
pentashihannya.”!” 

Hal ini diperjelas dengan penjelasan ba- 
gian-bagian. 


1. MAKHRAJ (BILANGAN PEMBAGI) 
FURUDH 
Bagian-bagian yang ditetapkan oleh kita- 
bullah ada enam, yaitu dua macam:'? 
a. Setengah, seperempat, dan seperdelapan. 
b. Dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. 
berdasarkan pembagian dan kelipatannya. 
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Makhraj setiap bagian berbeda dengan 
yang lain—penamaannya—kecuali setengah. 
Setengah adalah dari dua. Dua bukan nama 
dari setengah. Artinya, semuanya diambil dari 
jumlah bilangannya kecuali pertama. Makhraj 
sepertiga adalah tiga, seperempat adalah em- 
pat. Demikian seterusnya kecuali setengah, 
makhrajnya adalah dua. | 

Jumlah makhraj furudh ada tujuh. Lima 
adalah makhraj furudh yang disebutkan da- 
lam kitabullah yaitu dua, tiga, empat, enam, 
delapan. Hal itu karena kesamaan makhraj se- 
pertiga dan dua pertiga. 

Ditambahkan lagi dua belas. Kelipatan 
enam, dua puluh empat: kelipatan dua belas. 
Contoh pertama: seorang istri, saudara-sau- 
dara perempuan seibu dan ibu, maka seorang 
istri seperempat, ibu seperenam, saudara- 
saudara perempuan seibu sepertiga. Makhraj 
seperempat adalah empat, sepertiga adalah 
“tiga, antara dua makhraj ada tabayun (perbe- 
daan) maka kita kalikan satu dengan lainnya, 
hasilnya adalah dua belas. Contoh kedua ada- 
lah keadaan berkumpulnya seperenam dan 
seperdelapan, seperti istri, ibu, dan anak. Istri 
mendapatkan seperdelapan, ibu seperenam, 
anak sisa. Antara dua makhraj ada tawafug 
pada angka setengah. Maka, kita kalikan sete- 
ngah dari salah satunya (3 atau 4) pada bi- 
langan utuh yang lain, maka hasilnya dua pu- 
luh empat (3x8 atau 6x4). 


2. TUJUH ASAL MASALAH DAN 
PENTASHIHANNYA 
Pentashihan masalah-masalah faraid ada- 
lah bagian-bagian yang diperoleh ahli waris 
diambil (dihasilkan) dari bilangan terkecil di 
mana tidak terjadi pecahan (genap, utuh, ti- 
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dakada sisa) ketika dibagikan kepada salah se- 
orang ahli waris. Artinya, bagian masing-ma- 
sing ahli waris didapat dengan angka genap. 
Ini adalah kaidah kelipatan sederhana untuk 
bilangan-bilangan yang ingin dibagi. 

Asal masalah artinya makhraj-makhraj 
yang dari situ bagian-bagian ahli waris dike- 
luarkan. 

Asal masalah semuanya ada tujuh yang te- 
lah saya jelaskan di atas. Empat di antaranya 
tidak aul yaitu dua, tiga, empat, dan delapan. 
Tiga dari bilangan-bilangan itu kadang-kadang 
dijadikan aul yaitu enam, dua belas, dua puluh 
empat. Jumlahnya 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 

Saya telah menjelaskan cara pembagian 
tirkah dalam keadaan aul dan radd. Dalam aul 
diketahui bagian masing-masing dzawil fu- 
rudh, yaitu dengan mengabaikan asal masalah 
pertama. Asal masalah setelah aul dianggap 
asli, maka bagian-bagian dalam penghitungan 
dinisbatkan kepadanya. Tirkah dibagi berda- 
sarkan hal itu, supaya pemasukan pengurang- 
an ada pada setiap ahli waris sesuai dengan 
persentase bagiannya. 

Dalam radd salah seorang suami atau istri 
mengambil bagiannya saja sesuai dengan asal 
masalahnya. Sedang, sisanya dibagikan kepada 
ashabul furudh sesuai dengan persentase bagi- 
an-bagian mereka, dan dikembalikan (radd) 
sesuai dengan pembagiannya. Maka, bagian 
masing-masing ashabul furudh (selain suami- 
istri) adalah yang diperolehnya dengan fardh 
dan radd. 

Adapun dalam kasus selain aul dan radd 
maka asal masalah dikenal sebagai berikut. 
1. Jika dalam masalah ada seorang shahib 

fardh maka asal masalah adalah makhraj 

dari fardh tersebut, seperti ayah dan ibu. 

Ibu memperoleh sepertiga sementara ayah 
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sisa. Asal masalah 3. Ibu mengambil 1, 
sedang ayah sisa yaitu 2. 

Jika dalam masalah ini berkumpul dua 
orang dari ashabul furudh sedang kedua- 
nya dari satu macam dari dua macam di 
atas (pertama: setengah seperempat dan 
seperdelapan, sedangkan kedua: dua per- 
tiga, sepertiga, dan seperenam) maka asal 
masalah adalah makhraj yang mengan- 
dung kelipatan makhraj itu dan kelipatan 
dari kelipatan makhraj itu. Delapan pada 
macam yang pertama adalah makhraj dari 
seperdelapan. Kelipatannya adalah seper- 
empat. Kelipatan dari kelipatannya adalah 
setengah. Enam pada macam kedua ada- 
lah makhraj seperenam. Kelipatannya dan 
kelipatan dari kelipatannya adalah seper- 
tiga dan dua pertiga. Masing-masing dari 
makhraj sepertiga dan dua pertiga masuk 
dalam makhraj seperenam. 

Jika orang mati meninggalkan istri, se- 
orang anak perempuan maka asal masa- 
lah delapan, karena adanya seperdelapan 
dan setengah. Untuk istri seperdelapan 
(1), anak perempuan setengah (4), sedang 
sisanya (3) radd untuk anak perempuan. 

Jika ada orang mati meninggalkan sua- 
mi dan seorang anak perempuan maka 
asal masalah empat, karena adanya seper- 
empat, dan setengah. 

Kalau ada orang mati meninggalkan 
ibu dan dua orang saudara perempuan se- 
ibu maka asal masalah dari enam, karena 
adanya seperenam dan sepertiga. 

Jika ada orang mati meninggalkan ibu, 
dua orang saudara perempuan sekandung 
dan dua orang saudara perempuan seibu 
maka asal masalah enam, karena adanya 
seperenam dan dua pertiga. 

Kalau ada orang mati meninggalkan 
dua orang saudara perempuan sekandung, 
dua orang saudara perempuan seibu maka 
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asal masalah tiga karena adanya sepertiga 

dan dua pertiga. 

Apabila dalam masalah berkumpul bebe- 

rapa individu dari macam pertama, de- 

ngan masing-masing atau sebagian ma- 
cam kedua maka dalam masalah ini ada 
perincian: 

a. Jika setengah berkumpul dengan dua 
pertiga dan sepertiga seperti suami, dua 
orang saudara perempuan sekandung 
dan dua orang saudara perempuan se- 
ibu maka asal masalah enam (6). 

Jika setengah bercampur dengan 
sepertiga saja, seperti suami dan dua 
orang saudara perempuan seibu atau 
dengan dua pertiga saja seperti sua- 
mi, dua orang saudara perempuan se- 
kandung atau dengan seperenam saja 
seperti seorang anak perempuan dan 
ibu. Maka, asal masalah dari enam (6). 

Demikian juga jika setengah ber- 
campur dengan sepertiga juga seper- 
enam seperti suami, dua orang sau- 
dara perempuan seibu dan ibu, maka 
masalah dari enam (6) juga. 

b. Jika seperempat berkumpul dengan 
semua anggota macam kedua seperti 
seorang istri, ibu, dua orang saudara 
perempuan sekandung, dua orangsau- 
dara perempuan seibu maka asal ma- 
salah dua belas (12). 

Demikian juga, jika seperempat 
bercampur dengan dua pertiga saja 
seperti suami, dua orang anak pe- 
rempuan. Atau, bersama dengan se- 
pertiga saja seperti istri dan ibu atau 
bercampur dua pertiga dan seper- 
enam seperti istri, ibu, dan dua orang 
saudara perempuan sekandung atau 
seperempat bercampur dengan seper- 
tiga dan seperenam seperti istri, ibu, 
dan dua orang saudara perempuan 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


seibu maka asal masalah pada semua 
contoh-contoh ini adalah dua belas 
(12). 

Cc. Jika seperdelapan berkumpul dengan 
dua pertiga dan seperenam seperti 
seorang istri, dua orang anak perem- 
puan dan ibu atau berkumpul dengan 
dua pertiga saja seperti seorang istri, 
dua orang anak perempuan, atau de- 
ngan seperenam saja seperti seorang 
istri, ibu dan seorang anak laki-laki, 
maka asal masalah dari dua puluh 
empat (24). 


Berkumpulnya seperdelapan dengan 
semua macam kedua tidak bisa digam- 
barkan. 


3. CARA TASHIH MASALAH-MASALAH 

Jika bagian-bagian sebagian ahli waris 
yang diperoleh dari asal masalah tidak bisa 
dibagikan kepada orang-orang yang berhak 
kecuali dengan bilangan pecahan, bagian-ba- 
gian itu perlu bisa dibagi untuk semua ahli 
waris tanpa bilangan pecahan, artinya pemba- 
gian yang utuh. Inilah yang dinamakan dengan 
tashih. 

Tashih masalah adalah dengan mengali- 
kan asal masalah atau aul dari asal masalah itu 
dengan bilangan terkecil di mana setiap ahli 
waris bisa mandiri mendapatkan bagian de- 
ngan angka yang utuh, tidak pecah. Hasil dari 
perkalian itulah asal masalah setelah penta- 
shihan. Hal itu terjadi sesuai dengan kaidah- 
kaidah berikut karena adanya tamatsul dua 
bilangan, tawafug keduanya, tadakhul atau 
tabayun antara jumlah kepala penerima waris- 
an. Artinya, jumlah kepala ahli waris yang ma- 
na bagian mereka berbentuk pecahan/tidak 
habis dibagi, ketika pecahan ini terjadi pada 
lebih dari satu kelompok. 

Alasan terbatasnya empat macam ini ada- 
lah karena jika Anda mengaitkan satu bilangan 
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dengan bilangan yang lain, maka adakalanya 
bilangan itu sama dengan bilangan lainnya 
itu atau tidak. Yang pertama, adalah tamatsul 
yang kedua adakalanya yang terbanyak dibagi- 
kan kepada yang terkecil dengan pembagian 
utuh atau tidak. 

Pertama, tadakhul, kedua adakalanya di- 
habiskan oleh bilangan selain satu atau tidak. 


Macam pertama: kondisi keterpecahan pa- 
da kasus lebih dari satu kelompok. 

Kondisi ini perlu dilihat pada keterkaitan 
jumlah kepala ahli waris: 


a. Tamatsul 

Artinya salah satu dari keduanya sama 
dengan yang lain, seperti tiga dengan tiga. 
Jika dua bilangan sama maka salah satu dari 
keduanya dikalikan asal masalah seperti 3 
istri, 3 anak perempuan, paman, maka tiga 
istri memperoleh seperdelapan 1/8 -3, anak- 
anak perempuan dua pertiga 2/3 -16, paman 
mendapatkan sisa (5), sebab dia ashabah. Asal 
masalah 24, ditashih menjadi 72, karena jum- 
lah istri (3), jumlah anak-anak perempuan 3. 
Keduanya sama, maka kita ambil salah satu 
dari dua yang sama yaitu 3. Kita kalikan bi- 
langan itu dengan asal masalah yaitu 24 maka 


menjadi 72. Dari situ asal masalah ditashih. 


Setiap orang yang mempunyai sedikit bagian 
maka mengambilnya dengan mengalikan apa 
yang dikalikan dengan asal masalah. Perkalian 
ini dinamakan bagian dari sahm (bagian) maka 
para istri mengambil 9, anak-anak perempuan 
48, paman 15. Ini sekadar gambaran. 


b. Tawafug 

Hendaklah antara jumlah kepala para 
ahli waris yang mana bagian mereka terpecah 
(tidak habis dibagi) adalah sesuai (tawafug) 
dalam satu bagian, di mana yang terkecil dari 
keduanya tidak yang terbanyak, seperti empat 
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dan enam. Keduanya sesuai dengan setengah. 
Artinya, keduanya bisa dibagi dua. Juga dela- 
pan dan dua puluh, maka keduanya sesuai de- 
ngan setengah dan seperempat. Artinya, kedua- 
nya bisa dibagi dua dan empat. 

Jika dua bilangan tawafug, maka yang pa- 
ling tinggi dikalikan dengan asal masalah. Jika 
seimbang, bukan aul. Atau, dikalikan dengan 
aul-nya jika memang aul. Dari bilangan inilah 
ditashih, seperti 4 istri - 1/8, 6 anak perem- 
puan -2/3, paman sisa. Untuk para istri 3, 
anak-anak perempuan 16, paman 5. Asal ma- 
salah 24. Bagian istri-istri dalam asal masalah 
ini (24) tidak bisa dibagikan kepada mereka. 
Bagian anak-anak perempuan 16, tidak bisa 
dibagikan kepada mereka. 

Antara jumlah para istri dan jumlah anak- 
anak perempuan ada tawafug pada bilangan 
setengah. Maka, bilangan kesesuaian dengan 
salah satu dari keduanya kita kalikan dengan 
bilangan utuh yang lain (2x6 - 12), hasilnya 
dua belas. Ini adalah bagian dari sahm (bagian 
perhitungan). Maka, kita kalikan bilangan itu 
dengan asal masalah yaitu 24. Maka, asal ma- 
salah ditashih menjadi 288. Setiap orang yang 
memperoleh bagian-bagian dalam penghitung- 
an warisan mengambilnya dengan cara bagi- 
an itu dikalikan dengan bagian dari saham 
yaitu 12. Maka, untuk istri-istri 36, anak-anak 
perempuan 192, paman 60. 


c. Tadakhul 

Yaitu, bilangan dibagi kepada bilangan 
yang paling kecil dengan pembagian yang utuh, 
di mana dengan pembagian padabilangan yang 
terbesar tidak tersisa sesuatu (habis dibagi: 
pas), seperti tiga dan enam. 

Jika kita bagikan enam pada tiga dua kali 
maka tidak tersisa sedikit pun dari pembagian 
itu. Atau, kita tambahkan bilangan terkecil 
dengan bilangan yang sama maka akan sama 
dengan bilangan terbesar. Jika kita tambahkan 
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bilangan tiga pada contoh tersebut dengan 
bilangan tiga yang lain maka sama dengan bi- 
langan terbesar. 

Maka bilangan terbesar dari dua bilangan 
yang tadakhul tersebut yaitu enam diambil, se- 
bab tiga masuk dalam enam, maka kita mencu- 
kupkan dengan angka itu. Kita kalikan bilangan 
itu dengan asal masalah, seperti 3 istri: 1/8, 6 
anak perempuan 2/3, paman sisa. Maka, para 
istri mendapatkan 3, anak-anak perempuan 
16, paman 5. Asal masalah 24. Jumlah para is- 
tri (3) dan jumlah para anak perempuan (6) 
saling tadakhul. Maka, cukuplah kita ambil bi- 
langan yang paling besar dan kita kalikan de- 
ngan asal masalah (6x24 - 144), ditashih dari 
144. Setiap orang yang memperoleh sahm (ba- 
gian) mengambil bilangannya dengan menga- 
likan enam yang merupakan bagian dari sahm. 
Maka, untuk para istri 18 (3x6), anak-anak 
perempuan 96, paman 30. Ini hanya sekedar 
ilustrasi. 


d. Tabayun 

Hendaklah dua bilangan yang berbeda ti- 
dak bisa dihitung oleh bilangan ketiga, seperti 
sembilan dan sepuluh. Jika dua bilangan ber- 
beda maka salah satu dari dua bilangan itu 
dikalikan pada yang lain. Hasilnya dikalikan 
dengan asal masalah jika tidak aul. Jika aul di- 
kalikan dengan aul-nya, seperti dua (2) istri 
1/8, 3 anak perempuan 2/3, paman sisa. Asal 
masalah 24, jumlah istri dan jumlah anak-anak 
perempuan tabayun. Jumlah istri (2) kita kali- 
kan dengan jumlah anak perempuan (3) maka 
hasilnya 6. Ini adalah satu bagian sahm. Lan- 
tas dikalikan dengan asal masalah, maka asal 
masalah menjadi 144. Dari situ asal masalah 
ditashih. Maka, dua orang istri diberikan (3x6 
3 18) tiga anak-anak perempuan (16x6 - 96), 
paman (5x6 - 30). 

Juga, seperti 2 istri 1/8, 3 saudara-sauda- 
ra perempuan 2/3, 2 paman. Asal masalah 12. 
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Untuk dua orang istri 3, beberapa saudara pe- 
rempuan 8 bagian. Dua paman 1 (ashabah). 
Antara jumlah para istri dan jumlah saudara- 
saudara perempuan ada tabayun. Maka, salah 
satu dari keduanya dikalikan pada yang lain 
(2x3 - 6), ini satu bagian sahm. Kemudian ha- 
silnya dikalikan dengan 12: 6x12 - 72. Dari 
sini asal masalah ditashih, kemudian kita kali- 
kan sahm para ahli waris dengan enam, maka 
untuk para istri 18, para saudara perempuan 
48, paman 6. 


Macam kedua: kondisi keterpecahan dalam 

satu kelompok warisan. 

Dalam kondisi ini perlu dilihat keterkait- 
an antara bagian-bagian yang terpecah dan 
jumlah kepala. 

a. Jika sahm-sahm terbagi tanpa terpecah 
(habis dibagi) seperti 3 istri, ibu, dua 
orang saudara perempuan seibu, maka 
asal masalah 12, tidak ada tashih. Para 
istri memperoleh seperempat (3) dari 
12, ibu seperenam (2), dua orang saudara 
perempuan seibu sepertiga (4). Masing- 
masing istri diberikan 1, masing-masing 
dari dua orang saudara perempuan 2. 

Berdasarkan hal ini jika bagian ma- 

sing-masing ahli waris dibagikan kepada 
mereka tanpa ada pecahan maka tidak 
diperlukan perkalian, seperti ayah ibu, dua 
orang anak perempuan. Asal masalah 6, 
masing-masing dari ayah ibu mendapat- 
kan seperenam, yaitu satu. Dua anak pe- 
rempuan dua pertiga yaitu empat, maka 
masing-masing dari keduanya memper- 
oleh dua. 

b. Jika antara dua bilangan ada tawafug atau 
tadakhul, maka bagian dari saham (pada 
kondisi tadakhul terjadi dengan pembagian 
jumlah kepala atas saham, dalam kondisi 
tawafug, maka bilangan kesesuaian dari 
jumlah kepala dikalikan dengan asal masalah 
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atau aul-nya jika memang aul). Tashih asal 
masalah didapat dari hasil tersebut. 

Contoh tadakhul: 

Delapan anak perempuan 2/3, ibu 1/6. 
Asal masalah 6, di-radd menjadi 5. Sahm 
(bagian) anak-anak perempuan 4, ibu 1. 
Antara saham anak-anak perempuan (4) 
dan jumlah mereka (8) ada tadakhul. Se- 
tiap saham 8: 4 - 2, kemudian dikalikan 
(2x5) menjadi asal masalah yaitu 10. Dari 
situ asal masalah ditashih. Untuk anak- 
anak perempuan 4x2 - 8, ibu 1x2 -2. 
Contoh tawafug adalah enam anak perem- 
puan 2/3, ibu 1/6. Asal masalah 5. Untuk 
anak-anak perempuan 4, ibu 1. Satu bagian 
saham di sini 6, dikalikan 5 maka asal 
masalah 30. Untuk anak-anak perempuan 
4x6 524, untuk seorang anak perempuan 
4. Untuk ibu (1x6 - 6). 

Cc. Jika antara duabilangan ada tabayun maka 
satu bagian saham adalah masing-masing 
dari jumlah kepala, seperti 5 anak-anak 
perempuan 2/3, ayah 1/6 dan ashabah 
(sisa harta). Asal masalah 6, anak-anak 
perempuan 4, ayah (2), bagian saham 
(5x6-30). Dari sini asal masalah ditashih, 
diberikan kepada anak-anak perempuan 
(4x5 - 20), untuk ayah (2x5 - 10). 


Penjelasan Cara Pentashihan secara Umum 

Kesimpulannya, di sana ada empat dasar 
antara kepala-kepala, dalam kondisi terpecah- 
nya saham-saham untuk lebih dari satu kelom- 
pok, yaitu tamatsul, tawafug, tadakhul, tabayun. 

Tiga dasar pada kondisi terpecahnya sa- 
ham-saham untuk satu kelompok saja. Yaitu, 
pembagian saham-saham kepada para ahli wa- 
ris benar tanpa ada pecahan. Dan hendaklah 
antara saham-saham dan jumlah kepala ada 
tawafug atau tadakhul, dan hendaklah antara 
saham-saham dan jumlah kepala ada mubaya- 
nah (tabayun-perbedaan). 
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Dalam hal itu dikatakan dibutuhkan tashih 
asal-asal masalah untuk mengetahui tujuh da- 
sar: tiga antara saham-saham dan jumlah ke- 
pala, empat antarkepala-kepala. 


Macam pertama, keterpecahan antara 

saham-saham dan jumlah-jumlah kepala 

a. Adakalanya saham-saham itu bisa dibagi- 
kan kepada ahli waris, maka asal masalah 
bisa digunakan tanpa perlu tashih seperti 
ayah ibu, dua orang anak laki-laki. Ini ada- 
lah asal masalah pertama. Atau tidak bisa 
diterapkan, dalam keadaan ini: 

Adakalanya pecahan itu untuk satu ke- 
lompok saja, atau pecahan itu untuk dua 
kelompok atau lebih. 

Jika pecahan itu untuk satu kelompok: 

b. Adakalanya antara saham-saham dan jum- 
lah kepala terjadi tawafug. Maka, bilangan 
kesesuaian dari jumlah kepala para ahli 
waris dikalikan dengan asal masalah. Dari 
situ asal masalah bisa ditashih, seperti 
ibu, ayah, dan sepuluh anak perempuan. 
Asal masalah 6. Masing-masing ayah dan 
ibu memperoleh seperenam, anak-anak 
perempuan dua pertiga, antara bagian- 
bagian anak-anak perempuan dan jumlah 
kepala ada tawafug pada setengah. Maka, 
kita kalikan bilangan kesesuaian jumlah 
anak-anak perempuan (5) dengan asal ma- 
salah 6, maka jumlahnya 30. Dari situ asal 
masalah ditashih. Ini adalah dasar kedua. 

C. Adakalanya antara saham-saham dan jum- 
lah kepala ada tabayun. Maka, jumlah ke- 
pala kita kalikan dengan asal masalah. Dari 
situ asal masalah ditashih seperti suami, 
nenek, dan 3orangsaudara-saudara perem- 
puan seibu. Asal masalah 6. Untuk suami 
setengah (3), nenek seperenam (1), sauda- 
ra-saudara laki-laki sepertiga (2). Maka, 
jumlah saudara-saudara perempuan dikali- 
kan asal masalah (3x6 - 18). Dari situ asal 
masalah ditashih. Ini adalah dasar ketiga. 
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Macam kedua, saham-saham terpecah 

untuk dua kelompok atau lebih 

Keadaannya tidak lepas dari salah satu 
dari beberapa hal: 

Adakalanya antara jumlah-jumlah kepala 
para ahli waris ada tamatsul, tadakhul, tawa- 
fug atau tabayun. 

a. Dalam kondisi pertama-tamatsul, maka 
salah satu dari dua bilangan yang tamatsul 
(sama) diambil dan dikalikan dengan asal 
masalah seperti enam orang anak-anak 
perempuan, tiga nenek, 3orangpaman dari 
pihak ayah. Ini adalah dasar keempat. 

Maka asal masalah 6, untuk anak-anak 
perempuan 2/3 - 4, untuk beberapa ne- 
nek 1/6 - (1), untuk paman-paman sisa 
harta (1). Bagian anak-anak perempuan 
tidak bisa dibagikan kepada mereka, antara 
saham mereka dan jumlah kepala mereka 
ada tawafug setengah. Maka, kita kembali- 
kan jumlah kepala mereka kepada bilangan 
kesesuaian yaitu 3. Kita lihat antara jum- 
lah ini dan jumlah para nenek, paman- 
paman yang saham mereka terpecah ti- 
dak bisa dibagi. Maka akan berkumpul 
tiga kelompok tamatsul yaitu: kelompok 
anak-anak perempuan, kelompok nenek, 
kelompok paman. Maka kita cukupkan sa- 
lah satu bilangan-bilangan yang tamatsul, 
yaitu 3. Kita kalikan bilangan itu dengan 
asal masalah, hasilnya 18. Dari bilangan itu 
asal masalah ditashih. 

- Untuk anak-anak perempuan (4x3 
bagian saham - 12), setiap anak pe- 
rempuan dua saham. 

- Untuk beberapa nenek (1x3 bagian 
saham - 3), setiap paman mendapat- 
kan satu saham. 

- Untuk paman-paman (1x3 bagian 
saham -3), setiap paman satu saham. 


b. Dalam kondisi kedua-tadakhul, yaitu seba- 
gian bilangan-bilangan pada jumlah kepala 
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tadakhul dengan yang lain, maka bilangan 
terbesar dikalikan dengan asal masalah. 
Hasilnya adalah pentashihan asal masalah 
itu. Ini adalah dasar kelima. 

Seperti empat istri (1/4), 3 nenek 
(1/6), 12 paman (sisa). Asal masalah 12, 
maka untuk para istri (3), nenek (2), pa- 
man (sisa/7). Saham masing-masing dari 
beberapa istri, nenek-nenek dan paman- 
paman tidak bisa dibagikan kepada mere- 
ka. Kita lihat bilangan-bilangan pada jum- 
lah kepala, maka jumlah para istri masuk 
dalam jumlah para paman. Jumlah para 
nenek masuk juga pada jumlah para pa- 
man. Maka, kita cukupkan dengan bilang- 
an terbesar yaitu 12. Kita kalikan bilangan 
itu dengan asal masalah, yaitu 12. Maka, 
hasilnya 144. Dari situ asal masalah di- 
tashih. 

- Untuk para istri (3x12-36). Masing- 
masing istri (9). 
-  Untukparanenek (2x12-24). Masing- 

masing nenek (8). 

- Untuk pada paman (7x12-84). Ma- 

sing-masing dari mereka (7). 


Dalam kondisi ketiga-tawafug : hendaklah 
sebagian bilangan yang terpecah, saham- 
saham mereka tawafug dengan sebagian 
yang lain. Ini adalah dasar keenam. 

Seperti 4 istri: 1/8, 18 anak perempuan- 
2/3, 15 nenek - 1/6, 6 paman - sisa. Asal 
masalah 24. Antara saham-saham istri dan 
jumlah kepala ada tabayun, antara saham- 
saham paman dan jumlah kepala mereka 
juga ada tabayun. Antara saham nenek 
dan jumlah mereka juga ada tabayun, an- 
tara jumlah anak-anak perempuan dan 
saham-saham mereka ada tawafug sete- 
ngah. Maka, kita kembalikan jumlah anak- 
anak perempuan pada bilangan kesesuai- 
an yaitu (9), maka terkumpul bilangan 
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4 (jumlah istri), 9 (jumlah anak-anak pe- 
rempuan), 15 (jumlah nenek), 6 (jumlah 
paman). 

Antara empat dan sembilan ada taba- 
yun. Maka, kita kalikan salah satu dari dua 
bilangan itu dengan yang lain, hasilnya 36. 

Enam masuk dalam tiga enam. Antara 

tiga enam dan lima belas ada jumlah bebe- 
rapa nenek yang tawafug dengan seper- 
tiga yaitu 12 (sepertiga 36), 5 sepertiga 
15. Maka, kita kalikan salah satu bilangan- 
nya dengan yang lain artinya 5x36, jadinya 
180. Kemudian bilangan itu kita kalian 
dengan asal masalah (24) jadinya 4320. 
Dari situ asal masalah ditashih. Masing- 
masing mendapatkan satu bagian yang di- 
ambilnya dengan mengalikan satu bagian 
(180). Untuk para istri 540 (tiga istri) x 
180. Masing-masing istri 135. Untuk anak- 
anak perempuan 2880. Masing-masing 
anak perempuan 160, untuk para nenek 
720. Masing-masing nenek 48. Untuk para 
paman 180, masing-masing 30. 
Dalam kondisi keempat (Tabayun): hen- 
daklah jumlah kepala yang pembagiannya 
kepada mereka pecah, tabayun dengan ke- 
lompok yang lain. Maka, salah satu dari ke- 
duanya dikalikan dengan yang lain. Demi- 
kian seterusnya. Maka, jumlah itu dikali- 
kan dengan asal masalah. Ini adalah dasar 
ketujuh. 

Seperti dua orang istri 1/8, 6 nenek 
1/6, 10 anak-anak perempuan 2/3, 7 pa- 
man dari pihak ayah mendapatkan sisa. 
Asal masalah 24. Dua orang istri seper- 
delapan, yaitu tiga bagian, tidak bisa dibagi- 
kan untuk keduanya. Antara jumlah kepala 
dan saham keduanya ada tabayun. Maka, 
kita ambil jumlah kepala keduanya yaitu 
dua. Untuk enam nenek seperenam yakni 
empat bagian. Maka, jumlah itu tidak bi- 
sa dibagikan kepada mereka. Antara dua 
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jumlah kepala dan bagian-bagian mereka 
ada tawafug setengah. Maka, kita ambil 
setengah jumlah kepala mereka yaitu tiga. 

Untuk sepuluh anak-anak perempuan 
dua pertiga, yaitu enam belas. Jumlah itu 
tidak bisa dibagikan kepada mereka. An- 
tara jumlah kepala dan saham mereka 
ada tawafug setengah. Maka, kita ambil 
setengah bilangan kepala itu yaitu lima. 
Tujuh paman mendapatkan sisa yakni 
satu. Bilangan ini tidak bisa dibagikan 
kepada mereka. Antara bilangan itu dan 
jumlah kepala ada tabayun, maka kita 
ambil jumlah kepala yaitu tujuh. Maka, 
kita mempunyai bilangan-bilangan yakni 
dua, tiga, lima, tujuh (2, 3, 5, 7). Bilangan- 
bilangan ini semua tabayun. 

Maka, kita kalikan masing-masing ha- 
silnya 210. Kemudian jumlah ini kita kali- 
kan asal masalah yaitu 24, hasilnya 5040. 
Dari bilangan ini, asal masalah ditashih. 

Maka, untuk dua orang istri 630. Ma- 
sing-masing istri 315. Untuk enam nenek 
840. Masing-masing 140. Untuk sepuluh 
anak perempuan 3360, masing-masing 
336. Untuk tujuh paman 210. Masing-ma- 
sing 30. 


4. PEMBAGIAN TIRKAH ANTAR AHLI 
WARIS ATAU ORANG-ORANG YANG 
BERPIUTANG 
Antara tirkah dan tashih asal masalah ti- 

dak bisa lepas dari tujuh kemungkinan di atas. 

Jika tamatsul maka masalahnya telah jelas. 

Jika antara keduanya tidak tamatsul, maka 

adakalanya salah satu dari kedua tabayun atau 

tawafug. 

Dalam kondisi tabayun, kita kalikan sa- 
ham-saham ahli waris yang diperoleh dari pen- 
tashihan. Artinya, asal masalah atau aul-nya 
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dalam semua tirkah. Kemudian kita bagikan 
jumlah itu pada tashih. Maka, hasilnya adalah 
bagian ahli waris itu seperti suami, ibu, dua 
orang saudara perempuan sekandung. Asal 
masalah 6. Untuk suami setengah (3), ibu se- 
perenam (1), dua orang saudara perempuan 
dua pertiga (4). Asal masalah aul menjadi 8, 
yaitu tashih. 

Jika tirkah ada 25 dinar maka kita kalikan 
bagian suami yaitu (3) dengan semua tirkah. 
Hasilnya (75). Kemudian kita bagikan jumlah 
itu atas tashih, yaitu 8, akan keluar 3/8 x 9 di- 
nar. Jika kita kalikan bagian ibu yaitu 1 dengan 
semua tirkah yaitu 25, maka hasilnya 25. Ke- 
mudian jumlah itu kita bagikan atas bilangan 
tashih yaitu 8, akan keluar 1/8 x 3 dinar. Jika 
kita kalikan bagian dua orang saudara perem- 
puan yaitu 4 dengan semua tirkah yaitu 25 
maka hasilnya 100. Kemudian kita bagi jumlah 
itu atas tashih yaitu 8, maka akan keluar 4/8 x 
12, artinya 1/4 x 6 dinar. Untuk setiap saudara 
perempuan dari tirkah yang ada. 

Dalam kondisi tawafug, kita kalikan sa- 
ham setiap ahli waris dari pentashihan dengan 
bilangan kesesuaian tirkah. Kemudian kita ba- 
gikan hasilnya atas bilangan kesesuaian tashih, 
maka yang keluar adalah bagian ahli waris itu. 

Dalam contoh di atas, jika tirkah 50 dinar, 
jika kita kalikan saham-saham suami yaitu 3 
dengan bilangan kesesuaian tirkah, yaitu 25 
maka hasilnya 75. Kemudian kita bagikan 
atas bilangan kesesuaian tashih yaitu 4, maka 
akan keluar bagian suami yaitu 6/8 (18), ba- 
gian ibu 2/8 (6). Bagian dua orang saudara 
perempuan (25). | 

Jika dalam tirkah ada pecahan, maka kai- 
dahnya kita beberkan tirkah supaya menjadi 
satu jenis. Lalu kita kalikan bilangan yang 
utuh dari tirkah dengan makhraj bilangan pe- 
cahan. Hasilnya kita tambahkan dengan bi- 
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langan pecahan. Kemudian bilangan yang bisa 
dijadikan asal masalah itu kita kalikan dengan 
makhraj bilangan pecahan tirkah, kemudian 
kita gunakan untuk orang-orang yang mem- 
peroleh warisan-warisan, sebagaimana telah 
diterangkan. Maka, hasilnya adalah bagian se- 
orang ahli waris. 

Kalau kita asumsikan bahwa tirkah dalam 
contoh di atas 25 1/3 dinar, maka kita kali- 
kan 25 dengan makhraj dari sepertiga yaitu 
3, hasilnya 75. Lalu kita tambahkan dengan 
bilangan pecahan yaitu 1, maka jumlahnya 76. 
Kita kalikan 8 yang merupakan tashih, dengan 
3 juga maka hasilnya 24. Jika kita kalikan ba- 
gian setiap ahli waris (8) dengan 76 dan kita 
bagi hasilnya atas 24, maka hasil akhir adalah 
bagian ahli waris itu, seakan-akan tirkah ada- 
lah (76) bilangan bulat dan seakan-akan asal 
masalah 24. 

Pembayaran utang. Adapun cara pemba- 
yaran utang jika tirkah tidak memenuhi, semen- 
tara orang-orang yang berpiutang berbilang, 
maka piutang masing-masing dijadikan dalam 
posisi saham setiap ahli waris dari ahli waris 
yang ditashih. Jumlah dari utang dijadikan da- 
lam posisi jumlah asal masalah yang ditashih. 

Kalau seseorang mati meninggalkan 9 di- 
nar, sementara dia mempunyai utang 15 dinar, 
untuk satu orang yang berpiutang sepuluh 
dinar, sedang yang lain lima dinar, maka lima 
belas dalam posisi tashih. Antara lima belas 
dan sembilan dinar ada tawafug sepertiga. Jika 
kita kalikan piutang 10 dinar dengan bilangan 
kesesuaian sembilan yaitu 3, maka hasilnya 
30. Jika kita bagikan atas bilangan kesesuaian 
tashih yaitu lima, maka hasilnya 6, bagian orang 
yang berpiutang sepuluh. Dan untuk orang yang 
berpiutang lima mendapatkan 3 dinar. 

Kalau kita asumsikan bahwa tirkah 13 
dinar, maka antara 13 dengan tashih ada ta- 
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bayun. Maka, saat itu kita kalikan piutang 10 
dengan semua tirkah yaitu 13. Maka hasilnya 
130. Jika kita bagikan atas tashih (15), maka 
hasilnya 2/8 (8), demikian juga yang kedua. 


5. CARA-CARA PEMBAGIAN TIRKAH 
Pembagian tirkah ada tiga cara yakni per- 

kalian, pembagian, dan persentase. Ditambah 

lagi cara keempat yakni sebagai berikut.” 


a. Cara Perkalian 

Kalau seseorang mati meninggalkan se- 
orang istri, ibu, dan paman, asal masalah 12, 
maka untuk istri 1/4 - 3, ibu 1/3 - 4. Sisanya 
untuk paman. Sementara, tirkah 24 dinar. Asal 
masalah 12 saham. Maka, kita kalikan saham 
masing-masing ahli waris dengan tirkah, kita 
bagikan hasil pengalian itu atas asal masalah. 
Hasilnya adalah bagian dari ahli waris terse- 
but. Maka, bagian istri (3x24-72:12 - 6). De- 
mikianlah diberlakukan juga dalam hal bagian 
ibu dan paman. 


b. Cara Pembagian 

Kita bagi tirkah atas asal masalah. Kita ka- 
likan hasilnya dengan saham setiap ahli waris, 
maka akan diperoleh bagian ahli waris. 

Dalam contoh diatas, jikakita bagikan tikah 
atasasal masalah, maka hasilnya 2. Masing-ma- 
sing mempunyai bagian dalam asal masalah, 
yang diambilnya dengan cara mengalikan 2. 
Hasilnya adalah bagian masing-masing. Maka, 
bagian istri (3 x 2 - 6), demikianlah yang lain. 


c. Cara Persentase 

Yakni, saham setiap ahli waris dari asal 
masalah dipersentasekan, dan diambilkan dari 
tirkah sesuai dengan persentase itu. Maka, yang 
diambil adalah bagiannya. Persentase saham is- 
tri dari asal masalah adalah seperempat (3 dari 
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12), maka dia diberikan seperempat tirkah, yai- 
tu 6 dari 24. Demikian halnya ibu, mendapatkan 
sepertiga (4 dari 12), dia diambilkan 8 dari 24. 
Persentase saham paman dalam asal masalah 
adalah seperempat dan seperenam. Lalu, dia 
diberikan sesuai dengan persentasenya, diam- 
bilkan dari tirkah seperempat (6), seperenam 
(4), hasilnya adalah 10 dari 24. 


d. Cara Radd ke Bilangan Kesesuaian 

Jika antara saham dan tirkah ada tawafug 
maka masing-masing dikembalikan kepada 
bilangan kesesuaiannya. Saham-saham dikem- 
balikan kepada bilangan kesesuaiannya. 


Contoh: 
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Dalam contoh di atas, kita melihat antara 
saham-saham asal masalah (12) dan tirkah 
(24) ada tawafug setengah dari seperenam. 
Maka, saham kita kembalikan ke bilangan ke- 
sesuaiannya yaitu setengah dari seperenam 
yaitu satu (1). Tirkah dikembalikan kepada se- 
tengah seperenam yaitu dua (2). Kita kalikan 
saham setiap ahli waris dengan bilangan kese- 
suaian tirkah. Hasilnya adalah bagian dari wa- 
risan itu. Jika kita kalikan saham istri yaitu tiga 
(3) dengan bilangan kesesuaian tirkah yaitu 
dua (2), hasilnya enam. Ini adalah bagiannya 
dari tirkah. Demikian seterusnya. Ini mirip 
dengan cara pembagian. 
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O. WARISAN DZAWIL ARHAAM 


Pengertian mereka, madzhab para ulama 
tentang pewarisan mereka, kelompok-kelom- 
pok dzawil arham dan tingkatan mereka, kai- 
dah-kaidah pewarisan mereka.82 


1. PENGERTIAN DZAWIL ARHAAM 

Dzawil arham menurut bahasa adalah orang 
yang mempunyai kekerabatan secara mutlak. 
Baik dia shahib fardh (orang yang mempunyai 
bagian tertentu), ashabah atau lainnya. 

Menurut istilah para ulama warisan (ula- 
ma faraid), adalah setiap kerabat yang bukan 
Shahib fardh atau ashabah. Dia mengambil 
semua harta jika sendirian seperti anak-anak 
dari anak perempuan, anak-anak dari saudara- 
saudara perempuan, anak-anak dari saudara- 
saudara laki-laki, kakek rahimi (bukan kakek 
shahih), nenek rahimi (bukan shahihah),"2 
paman dari garis ibu, bibi dari garis ibu dan 
sebagainya dari semua kerabat yang bukan 
ashabah atau shahib fardh. 


2. MADZHAB-MADZHAB ULAMA DALAM 
PEWARISAN MEREKA 
Para fugaha berbeda pendapat mengenai 

pewarisan dzawil arham menjadi dua: 

a. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat 
memberikan mereka wasiat. Ini adalah 
pendapat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu 
Abbas, karena firman Allah SWT, 


“ 


Bora LAN... 
Dl 


“Orang-orang yang mempunyai hu- 
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bungan darah satu sama lain lebih berhak 
(waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah... 
(al-Ahzaab: 6) 


Makna ayat adalah sebagian dari seba- 
gian yang lain lebih berhak mendapatkan 
apa yang ditetapkan dan dihukumi oleh 
Allah. Hal ini mencakup semua kerabat, 
baik mereka dzawil furudh, ashabah, atau 
tidak. Ayat faraid telah menjelaskan waris- 
an dzawil furudh dan ashabah. Maka selain 
mereka, yakni dzawil arham, lebih berhak 
daripada mereka dengan tirkah atau yang 
tersisa dari tirkah. Ayat ini menasakh pe- 
warisan dengan cara persaudaraan, seba- 
gaimana terjadi pada awal-awal hijrah ke 
Madinah. Orang-orang (para sahabat) sete- 
lah turun ayat ini saling mewarisi dengan 
nasab, sebagaimana diriwayatkan oleh ad- 
Daruguthni dari Ibnu Abbas. 

Juga, sabda Nabi Muhammad saw., 


4 
Asi Ya 
“Anak laki-laki dari anak perempuan 
satu kaum adalah bagian dari kaum itu.“ 


Dan sabda Nabi Muhammad saw., 


- 3 ig - 2 sh 
0 2 - 2g ana - Pa 0 
Yep Ha LI, 42) sk YL A3 Opa 
F5 A0. 


3 o 3 H. Nga YA La 
D9 JB Ap RS Jati ad B3 
Ih do No.1 Aan Teu 
Ong 2 Jam Jd ON ga 
“Orang yang meninggalkan harta ma- 
ka untuk para ahli warisnya, aku adalah 
pewaris orang yang tidak mempunyai ahli 


522 Al.Mabsuuth: XXX/2-27: as-Siraajiyyah: hlm. 163-204: Tabyiinul Hagaa'ig: V1/241-243: al-Lubaab: IV/200: ad-Durrul Mukhtaar 
wa Raddul Muhtaar: V/559-563: asy-Syarhush Shaghiir: IV/630: Mughnil Muhtaaj: 111/7-8, Kasysyaaful Ginaa" IV/474: al-Mughnii: 


VI/229-252. 
523 


kepada mayit memasukkan ayah (di antara dua ibu). 
524 HR Bukhari-Muslim. 





Oleh fugaha, hal itu dinamakan kakek fasid, yaitu kakek yang sambung pada mayit melalui ibu. Nenek fasidah: orang yang nasabnya 
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525 


526 


527 


waris, aku bayar denda jinayatnya dan aku 
mewarisinya. Paman dari garis ibu adalah 
pewaris orang yang tidak punya ahli waris, 
paman membayar denda jinayat si mayit 
dan mewarisinya.”# 


Juga, karena terbukti dari realita-reali- 
ta pada masa rasul dan sahabat sesudah- 
nya, tentang pewarisan dzawil arham. 

Di antaranya adalah, 


3 
| 


PE MA He 5 
GA SN Gp Ii 3 SE 
SI 055 Ja Lana 
BA IAI IPA 1JE S3 


Slot il XS Gp 2 W es 3 


- 


Aga 

“Bahwasanya Tsaabit bin Dahdah, me- 
ninggal pada masa Nabi. Tsaabit adalah 
orang asing yang tidak diketahui siapa 
dia. Maka, Nabi Muhammad saw. bersab- 
da kepada Ashim bin Adi, Apakah kalian 
mengetahui nasabnya di kalangan kalian?" 
Dia menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah: 
Lalu, Nabi memanggil anak laki-laki dari 
saudara perempuan Tsaabit—Abu Luba- 
bah bin Abdul Mundzir—kemudian mem- 
berinya warisan.”26 | 
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Di antaranya lagi adalah, 


S TA Ga Wo 
- Ce ho 9 AN 5 LL 0.9. stan 
SP Hn Gp dea Op yes dl 
Jl Y SSI aa J Ke 

Na SEA Ia 5 usb 
Kb Sad IA IS 
BIN 
“Bahwasanya Abu Ubaidah ibnul Jar- 


| 


Panu 


rah menulis surat kepada Umar mena- 
nyakan orang yang mewarisi Saham bin 
Hanif ketika terbunuh. Sementara, dia 
tidak mempunyai kerabat selain paman 
dari ibu. Maka, Umar menjawab bahwa 
Nabi Muhammad saw. bersabda, Allah dan 
Rasul-Nya adalah pelindung orang yang 
tidak mempunyai pelindung. Paman dari 
ibu adalah ahli waris orang yang tidak 
mempunyai ahli waris.” 
— Diriwatkan dari Umar mengenai se- 
orang yang mati, meninggalkan seorang 
paman dari ibu, seorang saudara laki-laki, 
maka paman diberi dua pertiga, dan pa- 
man seibu diberikan sepertiga. 

Abdullah bin Mas'ud memutuskan me- 
ngenai orang yang meninggalkan bibi dari 
pihak ayah, dan bibi dari pihak ibu, bah- 


HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasz'i, Ibnu Majah, al-Hakim, Ibnu Hibban—dia menshahihkannya, Abu Zur'ah ar-Razi menghasankan 
hadits tersebut, al-Baihagi menganggapnya ber-fllat karena idhtirab. Hal itu dari al-Migdam bin Ma'diyakrib (Nailul Authaar: 


VI/62). 


HR Sa'id bin Manshur, Abu Ubaid dalam al-Amwaal, hanya saja dia mengatakan, 


KAL AN Oa MI ebi bal BN SAN 


“Tsabit tidak meninggalkan ahli waris kecuali anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Maka, Nabi memutuskan untuk mem- 
berikan warisannya kepada anak laki-laki dari saudara laki-lakinya itu.” 
HR Ahmad dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi meriwayatkan dalam bentuk marfu' Dia mengatakan hadits ini hadits hasan yakni dari 


hadits Abu Umamah bin Sah! (Nailul Authaar: V1/62). 
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kan bibi dari pihak ayah mendapatkan dua 
pertiga, bibi dari pihak ibu mendapatkan 
sepertiga. 

Ini semua menunjukkan pewarisan 
dzawil arham. Inilah yang dipegangi oleh 
ulama-ulama, Malikiyyah belakangan se- 
telah abad kedua hijriyah. Juga, dijadikan 
fatwa oleh ulama Syafi'iyyah belakangan 
semenjak abad keempat Hijriyah, ketika 
Baitul mal belum dibentuk, di mana orang- 
orang yang berhak terhadap warisan tidak 
lagi mengambil bagian mereka dan harta 
mereka diberikan tidak kepada orang- 
orang yang berhak menerimanya. 
Undang-undang Mesir (M 31-38), Syria (M 
289-297) mengambil pendapat ini. 

Maka, yang diputuskan dalam madz- 

hab-madzhab empat dan undang-undang 
yang berlaku adalah memberikan warisan 
pada dzawil arham. 
Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa dza- 
wil arham tidak mewaris. Jika seseorang 
mati tanpa meninggalkan dzawil furudh 
atau ashabah, sementara dia mempunyai 
dzawil arham, maka tirkah diberikan ke- 
pada Baitul mal. 

Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit, 
Sa'id bin Musayyab dan Sa'id bin Jubair. 
Pendapat ini diambil oleh al-Auza'i, Abu 
Tsaur, Dawud, dan Ibnu Jarir ath-Thabari. 

Mereka mengambil dalil bahwa Allah 
menyebut di dalam ayat-ayat mawaris, ba- 
gian ashabul furudh dan ashabah. Allah 
tidak menyebutkan bagian dzawil arham 
sama sekali. Kalau saja mereka mempu- 
nyai hak, maka Allah akan menjelaskan- 
nya. Allah SWT berfirman, 


tg z 44 pet 
Eee... 





BD 


HR at-Tirmidzi dan lain-lainnya. 


FIOIH ISLAM JILID 10 


“Dan Tuhanmu tidaklah lupa.” (Mar- 
yam: 64) 


Nabi Muhammad saw. bersabda, 


(3 w o “4 ag A g 
Cia aa S3 ISI del mi oj 
“Sesungguhnya Allah memberikan hak 
bagi pemiliknya.” 


Juga, Rasulullah ditanya tentang wa- 
risan bibi dari pihak ayah dan bibi dari pi- 
hak ibu, lalu Rasulullah saw. bersabda, 


- - EK G 
Pa Sisi 0g o 9 Na 
Lag SA Y ol dar SPA 

“Jibril memberitahuku bahwa kedua- 
nya tidak mendapatkan apa-apa.”“2 


Bisa dicatat bahwa hadits yang dipega- 
ngi oleh orang-orang yang menafikan 
warisan dzawil arham adalah hadits mur- 
sal,529 tidak bisa dijadikan hujjah meskipun 
sanadnya shahih. Maka, kompromi antara 
pendapat yang meniadakan dan pendapat 
yang mengafirmasi adalah bahwa peniada- 
an warisan untuk bibi dari pihak ayah dan 
ibu adalah sebelum turun ayat al-Ahzaab, 


. » v 27 2 AX z Da KA, 
Boa GARASI ... 


“Orang-orang yang mempunyai hu- 
bungan darah satu sama lain lebih berhak 
(waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah...” 
(al-Ahzaab: 6) 


Artinya, bibi dari pihak ayah dan ibu 
tidaklah mempunyai bagian yang diten- 


'. Mursal adalah hadits yang diangkat oleh tabi'in langsung kepada Rasulullah (tidak melalui sahabat) baik perkataan, perbuatan 


atau ketetepan, baik tabi'in itu kecil atau besar. Atau, hadits yang diangkat kepada Nabi oleh non-sahabat. 
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tukan, atau keduanya tidak mewarisi ber- 
sama dengan ashabah atau dzawil furudh 
yang mendapatkan radd. Radd kepada 
dzawil furudh didahulukan daripada pe- 
warisan dzawil arham, tapi mereka mewa- 
risi bersama orang yang tidak mendapat- 
kan radd yaitu suami istri. 


3. KELOMPOK-KELOMPOK DZAWIL 

ARHAAM DAN TINGKATAN MEREKA 

Pengelompokan yang populer yang mem- 
punyai sistem bagus tentang dzawil arham 
dibatasi dalam empat kelompok. Ini diambil 
oleh undang-undang Mesir (M 31) dan Syria 
(M 290). 

Kelompok pertama, orang yang terma- 
suk cabang (anak-anak) mayit yang mendekat 
dengan perantaraan perempuan. Mereka ada 
dua macam, anak-anak dari anak-anak perem- 
puan, anak-anak dari anak-anak perempuan 
dari anak laki-laki, meskipun terus ke bawah, 
baik laki-laki maupun perempuan, seperti 
anak perempuan dari anak perempuan, anak 
perempuan dari anak laki-laki dari anak pe- 
rempuan, anak laki-laki dari anak perempuan 
dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak 
perempuan dari anak laki-laki. Demikian se- 
terusnya. 

Kelompok kedua, orang yang termasuk 
asal usul mayit yang sambung dengan mayit 
dengan perantaraan perempuan, baik laki- 
laki yaitu kakek-kakek rahim atau perempuan, 
yaitu nenek-nenek rahiman, seperti ayah dari 
ibu mayit, ayahnya ayahnya ibu, ibunya ayah- 
nya ibunya mayit, ibunya ibunya ayahnya ibu- 
nya mayit, baik kakek dan nenek itu dekat atau 
jauh, demikian seterusnya. Mereka juga ada 
dua macam. 

Kelompok ketiga, orang yang termasuk 
cabang dari kedua orang tua mayit. Mereka 
adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara- 
saudara perempuan, mereka ada tiga macam: 
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a. Anak-anak dari saudara-saudara perem- 
puan meskipun ke bawah secara mutlak, 
baik sekandung, seayah, atau seibu seperti 
anak laki-laki dari anak perempuan, anak 
perempuan dari saudara perempuan, anak 
laki-laki dari anak perempuan saudara 
perempuan, anak perempuan dari anak 
laki-laki saudara perempuan, demikian se- 
terusnya. 

b. Anak-anak perempuan saudara-saudara 
laki-laki, meskipun ke bawah secara mut- 
lak, baik mereka sekandung atau seayah, 
seperti anak perempuan saudara laki-laki 
sekandung, anak perempuan saudara la- 
ki-laki seayah, anak laki-laki dari anak pe- 
rempuan saudara laki-laki sekandung atau 
seayah demikian seterusnya. 

Adapun anak-anak saudara-saudara la- 
ki-laki adalah ashabah sebagaimana telah 
dijelaskan. 

C. Anak-anak saudara-saudara laki-laki se- 
ibu meskipun terus ke bawah, seperti 
anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak 
perempuan saudara laki-laki seibu, anak 
perempuan dari anak laki-laki saudara 
laki-laki seibu, anak laki-laki dari anak 
perempuan saudara laki-laki seibu, demi- 
kianseterusnya. 


Kelompok keempat-orang yang terma- 
suk cabang (anak) dari salah seorang kakek 
mayit atau neneknya yang tidak termasuk 
ashabul furudh atau ashabah baik mereka de- 
kat atau jauh. Mereka enam kelompok yang 
diurutkan dalam perolehan hak waris sebagai 
berikut. 

Pertama, paman-paman garis ayah yang 
seibu, dan paman-paman secara mutlak, arti- 
nya baik mereka sekandung, seayah, atau se- 
ibu. Paman-paman dan bibi-bibi garis ibu se- 
cara mutlak, baik mereka sekandung, seayah 
atau seibu. Adapun paman-paman garis ayah 
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yang sekandung atau seayah adalah termasuk 
ashabah. 

Kedua, anak-anak dari kelompok di atas 
meskipun turun ke bawah, anak-anak perem- 
puan dari paman-paman (garis ibu) mayit baik 
sekandung atau seayah, anak-anak perempuan 
dari anak-anak laki-laki meskipun turun ke 
bawah, dan anak-anak dari yang disebutkan 
meskipun ke bawah. 

Ketiga, paman-paman (garis ayah) dari 
ayah mayit yang seibu, bibi-bibi garis ayah si 
mayit, paman-paman dan bibi-bibi (garis ibu) 
si mayit semua. Mereka adalah kerabat mere- 
ka dari garis ayah. Paman-paman (garis ibu) 
ibu si mayit dan bibi-bibi (garis ayah) nya, pa- 
man-paman dan bibi-bibi ibu si mayit dari ga- 
ris ibu. Mereka adalah kerabat dari garis ibu. 

Keempat, anak-anak orang yang disebut- 
kan dalam kelompok di atas, meskipun terus 
ke bawah, anak-anak perempuan dari paman- 
paman (garis ayah) dari ayah mayit baik se- 
kandung atau seayah, anak-anak perempuan 
dari anak-anak laki-laki mereka meskipun ke 
bawah, anak-anak mereka semua meskipun ke 
bawah. 

Kelima, paman-paman (garis ayah) ayah- 
nya ayahnya mayit yang seibu, bibi-bibinya ga- 
ris ayah, paman-paman dan bibi-bibinya garis 
ibu, paman-paman (garis ayah) ibunya ayah- 
nya mayit dan bibi-bibi ibunya mayit, paman- 
paman dan bibi-bibi ibu mayit garis ibu. Keke- 
rabatan mereka dari garis ayah. Paman-paman 
(garis ayah) ayahnya ibunya mayit, bibi-bibi- 
nya garis ayah, paman-paman dan bibi-bibinya 
garis ibu, paman-paman dan bibi-bibi (garis 
ayah) ibunya ibunya mayit, paman-paman dan 
bibi-bibi ibu mayit dari garis ibu. Kekerabatan 
mereka dari pihak ibu. 

Keenam, anak-anak dari yangtelah disebut- 
kan dalam kelompok sebelumnya meskipun 
turun ke bawah, anak-anak perempuan dari 
paman-pamannya ayahnya mayit (garis ayah) 


FIOIH ISLAM JILID 10 


baik sekandung atau seayah, anak-anak pe- 
rempuan dari anak-anak laki-laki mereka mes- 
kipun turun ke bawah. Anak-anak dari perem- 
puan-perempuan yang telah disebutkan mes- 
kipun turun ke bawah, demikian seterusnya. 


Urutan kelompok-kelompok dzawil arham 

Kelompok-kelompok dzawil arham diurut- 
kan dalam pewarisan sesuai dengan urutan 
mereka di atas, seperti urutan ashabah-asha- 
bah murni atau bin-nafsi. 

. Mendahulukan kelompok pertama dari- 
pada kedua, kedua daripada ketiga, ketiga da- 
ripada keempat dan yang disamakan dengan- 
nya. Paman-bibi (umumah) mayit (garis ayah) 
dan paman-bibi (khu'ulah) mayit (garis ibu) 
lebih didahulukan daripada paman-bibi (garis 
ayah dan ibu) kedua orang tua mayit dan ka- 
keknya, sebagaimana disebutkan di atas. 

Hal itu seperti urutan ashabah bin-nafsi, 
sebagaimana seseorang tidak mewarisi kare- 
na ashabah ayah begitu juga orang setelahnya, 
selama ada orang dari arah anak, demikian 
juga di sini. 

Ini oleh mereka dinamakan pendahuluan 
(mendahulukan) karena arah (garis), artinya 
garis anak didahulukan daripada garis asal- 
usul, garis asal usul didahulukan daripada ga- 
ris saudara-saudara laki-laki, garis ini didahu- 
lukan daripada garis paman-bibi (garis ayah 
dan ibu), kapan ada seorang dari arah mana 
pun, maka berhak memperoleh semua harta 
setelah salah seorang suami atau istri men- 
dapatkan bagian. 

Jika ada dua orang atau lebih, maka perlu 
perincian setiap kelompok secara tersendiri. 

Contoh-contoh urutan kelompok-kelompok: 
1. Anak perempuan dari anak perempuan 

dan ayahnya ibu. Harta untuk anak pe- 

rempuan dari anak perempuan, sebab 
dia adalah cabang mayit dan ini adalah 
kelompok pertama yang didahulukan da- 
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ripada ayahnya ibu, sebab dia termasuk 
kelompok kedua. | 

2. Ayahnya ibu dan anak perempuan sauda- 
ra perempuan. Harta untuk ayahnya ibu, 
sebab dia termasuk kelompok kedua, ma- 
ka didahulukan daripada anak perempu- 
an saudara perempuan, sebab dia masuk 
dalam kelompok ketiga. 

3. Anak perempuan saudara perempuan 
dan paman (garis ayah) seibu. Harta untuk 
anak perempuan saudara perempuan, se- 
bab dia masuk kelompok ketiga, maka di- 
dahulukan daripada paman (garis ayah) 
seibu, sebab dia masuk kelompok ke- 
empat, dan seterusnya. 


4. KAIDAH-KAIDAH PEWARISAN DZAWIL 

ARHAAM 

Ada tiga madzhab atau cara-cara pewa- 
risan dzawil arham. 

a. Madzhab Pertama: Cara Ahli Rahim 

Dinamakan Madzhab Penyamaan 

Yaitu, menyamakan orang-orang dzawil 
arham dalam pembagian tirkah, tidak ada 
beda antara yang dekat dan yang jauh, laki- 
laki dan perempuan dalam pemberian, tidak 
dibedakan antara orang yang masuk dalam 
kelompok pertama atau kelompok keempat. 
Tidak dibedakan antara laki-laki dan perem- 
puan, sebab mereka memperoleh hak warisan 
karena kriteria rahim (sebagai dzawil arham), 
semuanya dalam kriteria ini sama. 

Orang yang mati meninggalkan anak laki- 
laki dari anak perempuan, anak perempuan 
saudara laki-laki, anak perempuan paman 
(garis ayah), harta dibagikan kepada mereka 
tiga bagian. Orang yang mati meninggalkan 
anak perempuan dari anak perempuan, anak 
laki-laki dari anak perempuan dari anak laki- 
laki bibi (garis ayah), maka tirkah dibagi dua 


530.  Al-Mabsuuth karya as-Sarakhsi: XXX/4. 
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untuk mereka. Jika anak perempuan dari anak 
perempuan lebih dekat kepada mayit daripada 
anak laki-laki dari anak perempuan dari anak 
laki-laki bibi (garis ayah). 

Cara ini ditinggalkan oleh para fugaha, 
karena tidak rasional, dan bertentangan de- 
ngan prinsip-prinsip syariah dalam warisan. 
Tidak ada yang mengatakan kecuali dua 
orang saja, yaitu Hasan bin Muyassar, Nuh bin 
Dzarrah.:2 


b. Madzhab Kedua: Cara Tanzil 

(Pemosisian) 

Mereka memberikan warisan kepada dza- 
wil arham sesuai dengan posisi asal usul mere- 
ka, yakni orang-orang yang termasuk ashabul 
furudh atau ashabah, maka mereka diberi ba- 
gian tirkah, sebagaimana jika mereka adalah 
ahli waris yang masih hidup, kemudian kita 
berikan bagian masing-masing kepada anak- 
anaknya dari dzawil arham dengan perban- 
dingan laki-laki memperoleh dua bagian pe- 
rempuan. 

Maka, anak dari anak perempuan dijadikan 
seperti anak perempuan, anak dari saudara laki- 
laki dijadikan seperti saudara laki-laki, anak pa- 
man seperti paman. Orang yang mati mening- 
galkan anak perempuan dari anak perempuan, 
anak perempuan saudara laki-laki, anak perem- 
puan paman (garis ayah), maka diberi bagian 
seakan-akan mayit mati meninggalkan seorang 
anak perempuan, saudara laki-laki dan paman. 
Harta dibagikan kepada anak perempuan dan 
saudara saja. Adapun paman tidak mendapat- 
kan apa-apa karena adanya saudara laki-laki. 
Maka, anak perempuan dari anak perempuan 
diberi bagian ibunya yaitu bagian setengah, 
anak perempuan saudara laki-laki diberi bagian 
ayahnya yaitu ashabah setengah. 
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Mereka mengecualikan dari kaidah ini: 
paman-paman dan bibi-bibi (garis ibu), mere- 
ka diposisikan dalam posisi ibu, demikian juga 
paman-paman dan bibi-bibi (garis ayah) yang 
seibu, diposisikan dalam posisi ayah. Orang 
yang mati meninggalkan bibi (garis ayah) dan 
bibi (garis ibu), maka bibi (garis ibu) menda- 
patkan sepertiga dalam posisi ibu, bibi (garis 
ayah) mendapatkan dua pertiga, dalam posisi 
ayah yang mengambil sisa. 

Orang-orang yang berpendapat dengan 
cara ini adalah Algamah, Masrug, asy-Sya'bi 
dari kalangan tabi'in, juga selain Hanafiyyah 
menurut pendapat yang dipegangi. 

Hanya saja Hanafiyyah menyamakan dza- 
wil arham laki-laki dan perempuan. Mereka 
memberikan bagian orang yang dijadikan ja- 
lan mendekat ke mayit, yakni ashabul furudh 
atau ashabah, kepada para ahli warisnya dari 
kalangan dzawil arham, baik laki-laki maupun 
perempuan, jika mereka dari arah satu seperti 
anak laki-laki bibi (garis ayah) dan anak pe- 
rempuannya. Pembagian untuk mereka adalah 
dengan menyamaratakan, laki-laki tidak di- 
utamakan daripada perempuan. 

Hujjah kelompok tanzil adalah bahwa per- 
sentase perolehan hak warisan tidak mungkin 
dibuktikan dengan pendapat akal. Kita tidak 
mempunyai nash atau ijma tentang penjelas- 
an bagian mereka dari tirkah. Maka, kita tidak 
mempunyai jalan kecuali memosisikan orang 
yang mendekat kepada mayit dalam posisi 
orang yang dijadikan jalan mendekat (kepada 
mayit), kemudian dia diberi bagian. 

Pendapat mereka diperkuat oleh apa yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang orang 
mati yang meninggalkan anak perempuan dari 
anak perempuan, anak perempuan dari sau- 
dara perempuan. Harta untuk mereka adalah 
dua paruh, sebab seorang anak perempuan 
dan seorang saudara perempuan kalau masih 
hidup maka keduanya berbagi dalam harta se- 


Ta 


FIOIH ISLAM JiLiD 10 


macam itu. Oleh karena itu, anak perempuan 
dari masing-masing mereka diberikan bagian 
ibunya. 

Contohnya, seorang mati meninggalkan 
seorang anak laki-laki dari anak perempuan, 
seorang anak perempuan dari anak perempu- 
an dari anak laki-laki, seorang anak perempu- 
annya saudara perempuan sekandung, seorang 
anak perempuan saudara perempuan seayah. 
Asal masalah 6—karena kita mengasumsikan 
orang itu mati meninggalkan seorang anak 
perempuan, seorang anak perempuan dari 
anak laki-laki, seorang saudara perempuan 
sekandung dan seorang saudara perempuan 
seayah. 

Maka, seorang anak perempuan setengah 
(3), anak perempuan dari anak laki-laki se- 
perenam (1), saudara perempuan sekandung 
(sisa / dua bagian), saudara perempuan seibu 
tidak mendapatkan apa-apa. Bagian masing- 
masing diberikan kepada anak-anaknya, me- 
reka berbagi seakan-akan yang mati adalah 
ibu mereka. 


c. Madzhab Ketiga: Cara Kerabat 

Cara ini menurut madzhab Hanafiyyah. 
Ini diambil oleh undang-undang Mesir (M 32- 
38), Syria (M 291-297). Mereka memberikan 
hak waris kepada dzawil arham sebagaimana 
ashabah, yaitu urutan terdekat, terdekat de- 
ngan mayit. 

Mereka menamakan hal itu karena mere- 
ka mendahulukan warisan yang paling dekat, 
lalu orang yang mendekat dalam kekerabatan, 
demi menggiyaskan dengan ashabah. Artinya, 
pewarisan karena kedekatan tingkatan seba- 
gaimana dalam ashabah. 

Para ulama mengatakan bahwa madzhab 
ahli tanzil lebih sesuai sisi analogisnya dari- 
pada madzhab kerabat. Madzhab kerabat le- 
bih kuat. Oleh karena itu, Hanafiyyah memfat- 
wakannya. Undang-undang tersebut, dalam 
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pendistribusian memilih pendapat Abu Yusuf, 
sebab itu yang dijadikan fatwa dalam madzhab 
karena kejelasannya, juga karena yang paling 
mudah, meskipun pendapat Muhammad ada- 
lah lebih shahih. 

Dalam contoh di atas—cara tanzil: semua 
harta menurut cara kerabat adalah untuk anak 
laki-laki dari anak perempuan. 

Cara pendahuluan (mendahulukan) dalam 
ashabah diterapkan dalam dzawil arham. Oleh 
karena itu, pendahuluan dengan arah, kemu- 
dian tingkatan kemudian kekuatan. 

Hanya saja, jika kriteria asal usul dalam 
hal laki-laki dan perempuan berbeda maka 
ada perbedaan pendapat antara Abu Yusuf dan 
Muhammad. 

Hujjah mereka, bahwa dzawil arham ada- 
lah ashabah kaitannya dengan mayit. Hanya 
saja, jika mereka laki-laki maka mereka ada- 
lah ashabah hakiki, jika antara mereka dan 
mayit diperantarai perempuan maka mereka 
adalah ashabah hukmi. Dalam urutan ashabah 
kekuatan kekerabatan kita anggap hakiki. Oleh 
karena itu, kita dahulukan arah anak daripa- 
da ayah. Kemudian ayah daripada saudara- 
saudara laki-laki. Demikian juga, sebaiknya di- 
lakukan dalam urutan ashabah hukmi. 

Pendapat mereka dikuatkan oleh riwayat 
bahwa Ali memberikan keputusan mengenai 
orang mati yang meninggalkan seorang anak 
perempuan dari anak perempuan, seorang 
anak perempuan dari saudara perempuan, 
bahwa seluruh harta untuk anak perempuan 
dari anak perempuan. Maka ini menunjukkan 
bahwa dia berpendapat mengenai pengung- 
gulan dzawil arham dengan kekuatan kekera- 
batan. Kalau saja Ali berpendapat sesuai de- 
ngan pendapat ahlut tanzil maka dia akan 
memutuskan bahwa harta dibagi dua paruh, 
sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. 
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Penjelasan tentang Kaidah Kerabat dalam 

Pewarisan 
Pewarisan dzawil arham sesuai dengan 

dasar-dasar berikut." 

1. Jika mayit meninggalkan seorang saja da- 
ri dzawil arham. Maka dia memperoleh 
semua harta, dari kelompok manapun dia, 
baik laki-laki maupun perempuan. Orang 
yang mati meninggalkan suami, anak pe- 
rempuan paman (garis ayah), maka suami 
mendapatkan setengah, anak perempuan 
paman (garis ayah) mendapatkan sisa 
yaitu setengah. Harta tidak dikembalikan 
kepada suami bahkan dalam undang-un- 
dang karena adanya dzawil arham. Orang 
yang mati meninggalkan seorang istri, se- 
orang anak perempuan saudara laki-laki, 
maka istri mendapatkan seperempat. Har- 
ta tidak di-radd kepadanya karena adanya 
salah seorang dari dzawil arham. Anak pe- 
rempuan saudara laki-laki mendapatkan 
sisa, yaitu 3/4. 

2. Dzawil arham mewarisi dengan perban- 
dingan laki-laki mendapatkan dua bagi- 
an perempuan, meskipun mereka adalah 
anak-anak dari saudara laki-laki seibu. 

3. Jika dari dzawil arham ada kelompok ma- 
cam-macam maka kelompok pertama di- 
dahulukan daripada kedua, kedua didahu- 
lukan daripada ketiga, ketiga didahulukan 
daripada keempat, persis seperti urutan 
aShabah. Ini adalah pendahuluan (menda- 
hulukan) karena arah. 

Orangyangmati meninggalkan seorang 
anak perempuan dari anak perempuan, 
dan kakek rahimi (ayahnya ibu) maka har- 
ta seluruhnya untuk yang pertama, sebab 
dia adalah cabang dari mayit. Cabang ma- 
yit didahulukan daripada asal-usulnya. 
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Orang yang mati meninggalkan kakek 
rahimi, anak perempuan saudara laki-laki 
sekandung, maka seluruh harta untuk 
kakek, sebab dia adalah kelompok kedua 
(asal usul mayit) maka dia didahulukan da- 
ripada cabang-cabang kedua orang tuanya. 

Orang yang mati meninggalkan seorang 
anak perempuan dari saudara laki-laki, 
paman (garis ayah) yang seibu, bibi (ga- 
ris ayah) sekandung, maka seluruh harta 
untuk anak perempuan saudara perempu- 
an, sebab dia adalah dari kelompok ketiga 
(cabang-cabang orang tua mayit), maka di- 
dahulukan daripada cabang keempat. 

Orang yang mati meninggalkan anak 
laki-laki dari anak perempuan dari anak 
laki-laki dan kakek (ayahnya ayahnya ibu) 
maka seluruh harta untuk yang pertama, 
sebab dia adalah dari kelompok pertama. 
Jika para ahli waris dari dzawil arham se- 
muanya satu kelompok maka mereka di- 
beri warisan sesuai dengan kaidah-kaidah 
berikut. 


Kaidah-kaidah pewarisan kelompok pertama 


1. 


Mendahulukan dengan alasan tingkat. Da- 
lam pewarisan, orang yang paling dekat 
derajatnya dengan mayit didahulukan. 
Orang yang mati meninggalkan anak laki- 
laki dari anak perempuan, anak laki-laki 
dari anak perempuan dari anak laki-laki, 
maka seluruh harta untuk yang pertama, 
sebab dia lebih dekat derajatnya daripada 
kedua. 

Mendahulukan dengan alasan kedekatan 
kepada mayit melalui shahib fardh (ahli 
waris yang mendapatkan fadh (bagian 
tertentu|) atau ashabah dengan kata lain 
mendahulukan melalui ahli waris. Jika 
mereka sama dalam tingkat, maka orang 
yang mendekat kepada mayit melalui 
shahib fardh atau ashabah didahulukan 


Ca 


FIOIH ISLAM JILID 10 


daripada orang yang mendekat melalui 
dzawil arham. 

Orang yang mati meninggalkan anak 

perempuan dari anak perempuan dari 
anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak 
perempuan dari anak perempuan, maka 
seluruh harta untuk yang pertama, sebab 
dia adalah anak perempan shahib fardh 
seperenam. Oleh karena itu, dia lebih 
berhak. 
Laki-laki dua kali lipat perempuan. Jika 
mereka sama dalam tingkat, dalam mende- 
kat kepada shahib fardh, atau semuanya 
mendekat kepada mayit melalui dzawil 
arham, maka harta diberikan kepada me- 
reka semua, dengan perbandingan laki- 
laki dua kali lipat perempuan. 

Ini adalah pendapat Abu Yusuf, dan yang 
dijadikan fatwa oleh Hanafiyyah. Undang- 
undang mengambilnya sebagai hukum. 
Maka, orang yang mati meninggalkan anak 
laki-laki dari anak perempuan dari anak 
perempuan, anak perempuan dari anak 
laki-laki dari anak perempuan, maka wa- 
risan dibagi tiga untuk keduanya. Dua per- 
tiga untuk yang pertama, sepertiga untuk 
yang kedua. Sebab keduanya sama dalam 
tingkat, kedekatan kepada mayit melalui 
dzawil furudh. 

Orang yang mati meninggalkan anak 
perempuan dari anak laki-laki dari anak 
perempuan, anak perempuan dari anak pe- 
rempuan dari anak perempuan, maka har- 
ta dibagi dua antar mereka. Sebab, kedua 
ahli waris sama dalam tingkat, kedekatan 
kepada mayit melalui dzawil arham. 

Menurut Muhammad, harta dibagikan 
kepada tingkat pertama yang di dalamnya 
ada perbedaan dalam hal jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan. Apa yang diper- 
oleh setiap asal-usul, maka dijadikan (di- 
berikan) untuk cabangnya, jika tidak ter- 
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jadi perbedaan sebagaimana contoh di 
atas. Lalu kepada yang pertama, yaitu anak 
laki-laki dari anak perempuan dari anak 
perempuan, diberikan satu saham ibunya, 
dan untuk yang kedua—anak perempuan 
dari anak laki-laki dari anak perempuan— 
mendapatkan bagian ayahnya yaitu dua 
saham. 

Jika dalam anak-anak mereka terjadi 

perbedaan, maka harta dibagikan sebagai- 
mana telah disebutkan. Kemudian laki-la- 
ki dijadikan satu kelompok, perempuan 
satu kelompok yang lain, kriteria diambil 
dari asal-usul, jumlah diambil dari cabang, 
jika ahli waris berbilang. Contoh: 
Dua orang anak laki-laki dari anak pe- 
rempuan dari anak perempuan dari anak 
perempuan, seorang anak perempuan da- 
ri anak laki-laki dari anak perempuan dari 
anak perempuan, dua orang anak perem- 
puan dari anak perempuan dari anak laki- 
laki dari anak perempuan: 

Menurut Abu Yusuf, harta dibagi tujuh 
kepada cabang-cabang itu, dengan mem- 
pertimbangkan laki-laki dan perempuan. 
Sebab, dua orang anak laki-laki seperti 
empat anak perempuan, bersama kedua- 
nya ada tiga anak-anak perempuan yang 
lain, maka jumlahnya ada tujuh anak pe- 
rempuan, masing-masing anak perempu- 
an satu saham, masing-masing anak laki- 
laki dua saham. 

Menurut Muhammad, harta dibagikan 
kepada tingkat pertama yang di dalamnya 
ada perbedaan (ada laki-laki ada perem- 
puan). Dalam contoh di atas adalah urut- 
an kedua. Maka, harta dibagikan kepada 
mereka dalam tujuh bagian sesuai dengan 
jumlah cabang. Anak perempuan pertama 
dalam tingkat kedua seperti dua orang 
anak perempuan karena cabangnya berbi- 
lang, anak perempuan kedua pada tingkat 


Teo 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


kedua tetap seperti keadaannya karena 
tidak berbilang, anak laki-laki pada ting- 
kat kedua seperti dua orang anak laki- 
laki karena cabangnya berbilang, dia se- 
perti empat orang anak perempuan, dia 
mendapatkan empat (4), dua orang anak 
perempuan pertama dan kedua menda- 
patkan tiga (3). 

Kemudian laki-laki dijadikan satu ke- 
lompok, perempuan satu kelompok lagi. 
Lalu, 4/7 bagian anak laki-laki dari anak 
perempuan diberikan untuk dua orang 
anak perempuan dari anak perempuan- 
nya, karenatidak ada perbedaan. Sebanyak 
3/7 bagian dua orang anak perempuan 
pada tingkat kedua diberikan kedua anak 
mereka pada tingkat ketiga dengan cara 
berbagi setengah-setengah. Sebab, seorang 
anak perempuan seperti dua orang anak 
perempuan karena cabang keduanya ber- 
bilang, maka sama dengan anak laki-laki. 
Kemudian bagian masing-masing diberi- 
kan kepada cabangnya. 

Asal masalah ditashih menjadi 28, se- 
bab asal masalah yang asli 7. Anak laki-laki 
pada urutan ketiga mendapatkan tujuh 
dan setengah dari tujuh, anak perempuan 
pada urutan ketiga yang mana seperti dua 
orang anak perempuan karena cabangnya 
berbilang mendapatkan tujuh dan sete- 
ngah dari tujuh. Lalu, makhraj bilangan 
pecahan yaitu 2 kita kalikan dengan asal 
masalah. Maka, hasilnya 14 kita berikan 
bagian masing-masing kepada cabangnya. 
Anak perempuan dari anak laki-laki dari 
anak perempuan dari anak perempuan 
memperoleh 3/7, kita berikan bagian anak 
perempuan dari anak perempuan dari anak 
perempuan kepada kedua anaknya. Dan ini 
tidak bisa dibagi, maka kita kalikan jumlah 
mereka dengan 14, hasilnya 28, dari sini 
asal masalah ditashih. 
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Dua orang anak perempuan dari anak 
perempuan dari anak laki-laki dari anak 
perempuan mendapatkan sepertiga (16), 
anak perempuan dari anak laki-laki dari 
anak perempuan dari anak perempuan 
(6), dua anak dari anak perempuan dari 
anak perempuan dari anak perempuan 
mendapatkan (6), masing-masing tiga (3). 

4. Pendapat Abu Yusuf dan undang-undang 
mengenai pendekatan kepada mayit de- 
ngan dua arah, di sini tidak dianggap. Se- 
bab arah kekerabatan, yaitu garis anak ha- 
nya satu, dia mendapatkan hak warisan de- 
ngan satu arah. Keberbilangan arah tidak 
dianggap dalam dzawil arham. Adapun 
selain dzawil arham maka ahli waris me- 
warisi dengan masing-masing dari dua 
arah, sebagaimana kalau seorang wanita 
mati meninggalkan ibu, suami—yang ma- 
na dia adalah juga anak paman si mayit 
juga—maka ibu mengambil sepertiga, 
suami mengambil setengah dengan fardh, 
kemudian mengambil seperenam dengan 
cara ashabah, karena dia adalah anak laki- 
laki paman. 


Adapun orang yang wafat meninggalkan 
anak laki-laki dari anak perempuan dari anak 
perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki 
dari anak perempuan—dia juga anak laki-laki 
dari anak perempuan dari anak perempuan— 
maka tirkah diberikan kepada keduanya sete- 
ngah-setengah. Keberbilangan arah kekerabat- 
an anak laki-laki kedua tidak dianggap. 

Muhammad menganggap arah-arah yang 
berbilang dan memberikan warisan karena 
keberbilangan arah tersebut. Itu untuk tingkat 
yang paling tinggi yang terjadi di dalamnya 
perbedaan laki-laki dan perempuan. Muham- 
mad menjadikan asal-usul diberi kriteria, se- 
dang keberbilangan adalah dengan keberbi- 
langan cabang. Maka, harta dibagi kepada ting- 
kat kedua yang di dalamnya ada perbedaan. 
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Di sana ada dua orang anak laki-laki, salah 
satu dari keduanya seperti dua orang anak la- 
ki-laki, satu dari garis ayah, satu dari garis ibu. 
Seorang anak perempuan seperti dua orang 
anak perempuan, satu dari garis ayah, satu dari 
garis ibu. Maka, harta dibagi kepada mereka 
dari asal masalah tiga. Untuk anak laki-laki 
pertama satu saham, anak laki-laki kedua dua 
saham, sebab dia seperti dua anak laki-laki. 

Untuk anak perempuan satu saham, sebab 
dia seperti dua orang anak perempuan. Laki- 
laki dijadkan satu kelompok, perempuan satu 
kelompok yang lain. Maka, bagian anak laki- 
laki yaitu dua beralih kepada anak laki-lakinya. 
Bagian anak perempuan—yaitu satu—beralih 
kepada anak laki-laki itu juga, maka dia ge- 
nap mendapatkan 3/4. Seperempat dari arah 
ibunya, setengah dari arah ayahnya. Anak laki- 
laki dari anak laki-laki dari anak perempuan 
mendapatkan seperempat—bagian ibunya. 

Kaidah Muhammad adalah menjadikan la- 
ki-laki satu kelompok, perempuan satu kelom- 
pok lain, bagian setiap kelompok diberikan ke- 
pada cabangnya sesuai dengan sifat mereka. 


Kaidah-kaidah pewarisan kelompok kedua 
Ini seperti kaidah-kaidah pewarisan ke- 

lompok pertama, dengan memberikan waris- 

an karena keberbilangan arah dan perbedaan 
sisi. 

1. Mendahulukan karena arah: jika ahli wa- 
ris pada kelompok ini berbilang maka 
orang yang paling dekat dengan mayit 
satu tingkat, didahulukan. Orang yang 
mati meninggalkan ayahnya ibu, ayahnya 
ibunya ayah, maka seluruh harta untuk 
yang pertama, sebab dia adalah yang pa- 
ling dekat dengan mayit satu tingkat. 

2. Mendahulukan karena pendekatan kepa- 
da mayit melalui shahib fardh atau asha- 
bah (mendahulukan karena melalui ahli 
waris). Jika mereka sama dalam tingkat 
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maka orang yang mendekat kepada mayit 

dengan shahib fard atau ashabah didahu- 

lukan daripada orang yang mendekat ke- 
pada mayit dengan dzawil arham. 

Orang yang mati meninggalkan ayah- 
nya ibunya ibunya ibunya ibu, dan ayahnya 
ibunya ayahnya ibu, maka seluruh harta 
untuk yang pertama, sebab dia mendekat 
kepada mayit melalui shahib fardh, yaitu 
nenek—ibunya ibunya ibu—sedang yang 
kedua mendekat kepada mayit melalui 
dzawil arham, yaitu ibunya ayahnya ibu. 
Untuk laki-laki dua kali lipat perempuan. 
Jika mereka sama dalam tingkat dan pen- 
dekatan kepada mayit melalui shahib 
fardh, atau melalui dzawil arham, maka 
harus dilihat: 

a. Jika mereka semua dari garis ayah, 
atau dari garis ibu, maka mereka ber- 
sama-sama dalam pewarisan, dengan 
perbandingan laki-laki dua kali lipat 
perempuan. 

Orang yang mati meninggalkan 
ayahnya ibunya ayahnya ayah dan 
ayahnya ibunya ibunya ayah, maka 
harta untuk keduanya setengah-sete- 
ngah, karena keduanya ada dalam 
satu tingkatan kedekatan, juga dalam 
kedekatan melalui shahibah fardh, 
yaitu nenek tsabitah (shahihah) yaitu 
ibunya ayahnya ayah dalam ahli waris 
pertama, ibunya ibunya ayah dalam 
ahli waris kedua. Keduanya dari satu 
arah, satu sisi ayah. 

b. Jika mereka—dengan persamaan da- 
lam tingkat dan kedekatan kepada 
mayit berbeda dalam sisi, sebagian 
dari arah ayah, sebagian dari arah ibu, 
maka ahli waris karena kerabat ayah 
mendapatkan dua pertiga, kerabat ibu 
sepertiga. 
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Orang yang mati meninggalkan seorang 

nenek—ibunya ayahnya ibunya ayah—dan 
nenek lain—ibunya ayahnya ayahnya ibu— 
maka harta diberikan kepada dua orang 
nenek itu tiga bagian, dua sepertiga untuk 
nenek pertama, sebab dia adalah nenek 
mayit dari arah ayahnya, sepertiga untuk 
nenek kedua, sebab dia adalah nenek mayit 
dari arah ibunya. Keduanya adalah nenek 
ghair tsabitah (rahimiyah), keduanya sama 
dalam tingkat, kedekatan dengan mayit 
melalui dzawil arham. 
Keberbilangan arah. Keberbilangan arah 
kekerabatan menurut pendapat tiga imam 
madzhab Hanafiyyah dan undang-undang, 
dianggap ketika sisi kekerabatan berbi- 
lang, berbeda dengan yang disebutkan 
pada kelompok pertama jika di dalamnya 
tidak ada keberbilangan sisi. 


Adapun pada kelompok ini, jika keberbi- 


langan kekerabatan muncul dari sisi ayah, 
juga dari sisi ibu, maka dzawil arham di sini 
mewarisi dengan arah kekerabatan ayah, juga 


mewarisi karena arah kekerabatan ibu, seba- 


gaimana dalam dua contoh berikut ini: 


a. 


Orang yang mati meninggalkan seorang 
paman (garis ibu) yang seayah—sementa- 
ra dia juga paman si mayit (garis ayah) 
yang seibu, paman (garis ayah) yang seibu 
dan paman (garis ibu) yang seayah. 

Maka, paman (garis ibu) pertama mem- 
punyai dua arah kekerabatan dari dua sisi, 
dia adalah kerabat mayit dari arah ibunya 
yakni dia adalah paman si mayit (garis 
ibu) yang seayah, juga kerabat mayit dari 
arah ayahnya yakni paman si mayit (garis 
ayah) yang seibu. Maka, apakah kita akan 
memberinya warisan paman (garis ayah) 
yang lain, paman (garis ibu) yang lain, de- 
ngan dua arah atau dengan satu arah? 
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Undang-undang Mesir (M 37) dan 
Syria (M 297/3) menetapkan bahwa dia 
mewarisi dengan dua arah karena perbe- 
daan sisi kekerabatan. Maka, tirkah diba- 
gikan sesuai dengan arah berikut, seakan- 
akan dalam masalah ini ada dua paman 
(garis ayah) yang seibu, dua orang paman 
(garis ibu) yang seayah. Untuk ahli waris 
paman garis ayah mendapatkan dua per- 
tiga, paman garis ibu sepertiga. 

Paman (garis ibu) yang pertama, ber- 
bagi bersama dengan paman (garis ibu) 
yang lain dalam bagian sepertiga. Maka, 
dia mendapatkan setengahnya yaitu se- 
perenam (1/6), dia juga berbagi bersama 
paman (garis ayah) yang lain dalam dua 
pertiga. Dia mendapatkan setengahnya 
yaitu 2/6. 

Oleh karena itu, dia mendapatkan se- 
tengah tirkah, yang seperenam karena 
melihat statusnya sebagai paman garis 
ibu, sedang yang sepertiga karena melihat 
statusnya sebagai paman garis ayah. Pa- 
man garis ibu kedua mendapatkan seper- 
enam saja. Paman garis ayah kedua men- 
dapatkan juga sepertiga. 

b. seseorang mati meninggalkan anak laki- 
laki dari bibi (garis ayah) yaitu anak laki- 
laki paman garis ibu yang sekandung, dan 
seorang anak perempuan paman garis 
ibu yang sekandung. Kita catat bahwa 
anak laki-laki dari bibi garis ayah mempu- 
nyai dua arah kekerabatan kepada mayit 
melalui dua sisi yang berbeda. Yang per- 
tama dari sisi ayah, kedua dari sisi ibu. 
Apakah dia mewarisi dengan dua arah 
atau satu arah? 


Dua undang-undang di atas memutuskan 
bahwa dia mewarisi dengan dua arah, maka 
tirkah dibagikan untuk masalah ini, sebagai- 
mana kalau sesorang mati meninggalkan anak 
laki-laki bibi garis ibu, seorang anak laki-laki 
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paman garis ibu sekandung, seorang anak 
perempuan paman garis ibu yang sekandung. 

Maka, anak laki-laki bibi garis ayah mem- 
peroleh dua pertiga dengan menganggapnya 
dari kekerabatan ayah. 

Dia mengambil dua pertiga dari bagian se- 
pertiga paman garis ibu, sebab garis itu adalah 
dari kekerabatan ibu, juga sepertiga dari ba- 
gian sepertiga yang lain diberikan kepada anak 
perempuan paman garis ibu sekandung. 

Maka, bagian bibi garis ayah adalah 6/9 
(bagian paman garis ayah) t 2/9 (bagian pa- 
man garis ibu) - 8/9. Bagian anak perempuan 
paman garis ayah sekandung adalah 1/9 de- 
ngan pertimbangan bahwa perempuan men- 
dapatkan bagian seperti laki-laki. 

Dua undang-undang tersebut ketika tidak 
mempertimbangkan keberbilangan arah, se- 
bagaimana dalam beberapa contoh kelompok 
pertama, ketika tidak ada perbedaan sisinya 
maka kedua undang-undang itu mengambil 
riwayat pertama dari Abu Yusuf. Ketika kedua- 
nya memerhatikan keberbilangan arah, jika 
sisinya berbeda, sebagaimana dalam contoh- 
contoh kelompok ini, maka keduanya meng- 
ambil riwayat kedua dari Abu Yusuf. Ini adalah 
pendapat imam Hanafiyyah yang lain. 


Kaidah-kaldah pewarisan kelompok ketiga 

Kelompok ini mencakup anak-anak sauda- 
ra-saudara laki-laki seibu, anak-anak saudara- 
saudara perempuan secara mutlak, anak-anak 
perempuan saudara-saudara laki-laki sekan- 
dung atau seayah. Kaidah-kaidah pewarisan 
mereka secara umum mirip dengan kaidah- 
kaidah dua kelompok di atas. 


1. Mendahulukan karena tingkatan. 

Jika mereka berbeda dalam tingkat keke- 
rabatan maka orang yang paling berhak de- 
ngan warisan adalah orang yang paling dekat 
tingkatannya kepada mayit. Maka, orang yang 
mati meninggalkan seorang anak perempuan 
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saudara perempuan, anak laki-laki dari anak 
perempuan saudara laki-laki, maka warisan 
semuanya untuk anak perempuan saudara pe- 
rempuan. Sebab, dia lebih dekat tingkatannya 
daripada kedua. 


2. Mendahulukan karena ahli waris. 

Jika mereka sama dalam tingkatan, semen- 
tara sebagian mereka mendekat kepada mayit 
dengan ashabah, sebagian yang lain mendekat 
kepada mayit dengan dzawil arham, maka anak 
dari ahli waris ashabah didahulukan daripada 
anak dari ahli waris dzawil arham. Sebagai- 
mana dalam contoh seorang anak perempuan 
dari anak laki-laki saudara Jaki-laki sekandung 
atau seayah, seorang anak laki-laki dari anak 
perempuan saudara sekandung atau seayah, 
maka warisan untuk anak perempuan anak 
laki-laki saudara laki-laki. Sebab, dia mendekat 
kepada mayit dengan ahli waris ashabah, tidak 
sama dengan yang kedua, sebab dia mendekat 
kepada mayit dengan dzawil arham. 


3. Mendahulukan karena kekuatan 
kekerabatan. 

Jika mereka sama dalam tingkatan dan 
kedekatan kepada mayit, yakni mereka semua 
adalah anak-anak dari ahli waris ashabah, 
seperti seorang anak perempuan saudara laki- 
laki sekandung dan anak perempuan saudara 
laki-laki seayah, atau mereka adalah anak-anak 
ashabul furudh seperti seorang anak perem- 
puan dari saudara perempuan seayah, anak 
laki-laki saudara laki-laki seibu, atau mereka 
adalah anak-anak dzawil arham, seperti anak 
perempuan dari anak perempuan saudara 
laki-laki sekandung, seorang anak perempuan 
dari anak perempuan saudara laki-laki seayah, 
atau sebagian dari mereka adalah anak dari 
ahli waris ashabah, sebagian yang lain adalah 
anak dari ahli waris dzawil furudh, seperti 
seorang anak perempuan saudara laki-laki 
sekandung dan seorang anak perempuan dari 
saudara laki-laki seibu. 
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Maka, pada saat itu orang yang paling 
kuat kekerabatannya didahulukan. Ini adalah 
madzhab Abu Yusuf, orang yang asal usulnya 
sekandung didahulukan daripada orang yang 
asal usulnya seayah. Yang ini didahulukan 
daripada orang yang asal usulnya ibu. 

Orang yang mati meninggalkan seorang 
anak perempuan dari saudara laki-laki sekan- 
dung dan seorang anak perempuan saudara 
laki-laki seayah, maka seluruh harta untuk 
yang pertama. Sebab, dia lebih kuat kekerabat- 
annya, sementara keduanya sama dalam ting- 
katan, kekerabatan dan kedekatan kepada 
mayit melalui ahli waris ashabah. 

Orang yang mati meninggalkan seorang 
anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, 
seorang anak perempuan dari saudara laki- 
laki seibu, maka seluruh harta untuk yang per- 
tama, sebab dia lebih kuat kekerabatannya. 


4. Laki-laki dua kali lipat perempuan. 

Jika mereka sama dalam kekerabatan, ma- 
ka harta dibagikan kepada mereka, dengan 
perbandingan laki-laki dua kali lipat perem- 
puan, meskipun mereka dari cabang anak- 
anak ibu. 

Orang yang mati meninggalkan dua orang 
anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, 
anak laki-laki saudara laki-laki seibu, maka 
harta dibagi setengah-setengah di antara me- 
reka. Dua orang anak perempuan mendapat- 
kan setengah, anak laki-laki mendapatkan se- 
tengah, karena mereka sama dalam kelompok, 
tingkatan dan kekuatan kekerabatan. 

Perlu dicatat bahwa anak-anak ibu meski- 
pun mereka dalam warisan sama dengan nash 
Al-0ur'an, namun mereka dalam pewarisan 
dzawil arham diterapkan kaidah umum yaitu 
laki-laki dua kali lipat perempuan. Ini adalah 
pendapat Abu Yusuf. Pendapat ini diambil oleh 
undang-undang Syria dan Mesir, sebab tidak 
ada nash, mengenai penyamarataan antar 
mereka. 
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Muhammad berpendapat untuk anak- 
anak saudara-saudara laki-laki seibu diterap- 
kan prinsip yang sama yang diterapkan ke- 
pada ayah-ayah mereka, yaitu penyamarataan 
antara laki-laki dan perempuan. Maka, harta 
dalam contoh di atas dibagi kepada mereka 
tiga bagian. Masing-masing anak perempu- 
an mendapatkan sepertiga, anak laki-laki 
mendapatkan sepertiga. 


Kaidah-kaidah pewarisan kelompok 

keempat 
Mereka adalah orang-orang yang berna- 

sab kepada dua orang kakek mayit atau dua 
orang neneknya, baik mereka dekat atau jauh. 

Mereka mencakup ayahnya ayah, ayahnya ibu, 

ibunya ibu dan ibunya ayah, bibi-bibi (garis 

ayah) secara mutlak, paman-paman (garis 
ayah) yang seibu, paman-paman, bibi-bibi ga- 
ris ibu secara mutlak. 

Kaidah-kaidah pewarisan mereka adalah 
sebagai berikut.”? 

1. Mendahulukan karena tingkatan atau 
menghijab tingkatan di atasnya. Setiap 
tingkatan dari tingkatan kelompok ini de- 
ngan semua lapisannya menghijab ting- 
katan di atasnya dengan semua lapisan- 
nya. Paman-paman dan bibi-bibi si mayit 
garis ayah, paman-paman dan bibi-bibi- 
nya (garis ibu) menghijab paman-paman 
ayahnya mayit (garis ayah) yang seibu, 
bibi-bibi ayah si mayit (garis ayah), pa- 
man-paman dan bibi-bibi ayah si mayit 
(garis ibu). Demikianlah terus ke atas. 

Anak-anak paman (garis ayah) si mayit 
yang seibu, anak-anak paman si mayit (ga- 
ris ayah), anak-anak paman dan bibi mayit 
(garis ibu) menghijab anak-anak paman- 
nya ayahnya si mayit (garis ayah) yang 
seibu, anak-anak bibinya (garis ibu) ayah- 
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nya si mayit, anak-anak paman (garis ibu) 
ayahnya dan anak-anak bibi (garis ibu) 
ayahnya dan sebagainya. 

Orang yang mati meninggalkan bibi 
(garis ayah), bibinya ayah (garis ayah) 
maka seluruh harta untuk yang pertama 
karena dia lebih dekat tingkatannya. 

Orang yang mati meninggalkan seorang 

anak perempan paman (garis mayit) ma- 
yit, seorang anak perempuan paman (garis 
ayah) ayah si mayit, maka semua harta 
untuk yang pertama. 
Mendahulukan karena kekuatan kekera- 
batan dalam suatu arah. Jika mereka sama 
dalam tingkatan, berbilang, mereka semua 
dari satu arah ayah saja, seperti bibi-bibi 
(garis ayah), atau dari sisi ibu saja, seperti 
bibi-bibi (garis ibu) maka yang paling kuat 
kekerabatannya didahulukan baik laki- 
laki maupun perempuan. 

Orang yang mati meninggalkan seorang 

bibi (garis ayah) yang sekandung, bibi (ga- 
ris ayah) yang seayah, maka harta selu- 
ruhnya untuk yang pertama, sebab dia 
yang paling kuat kekerabatannya. Ini ada- 
lah yang dijadikan fatwa di kalangan Ha- 
nafiyyah. 
Laki-laki dua kali lipat perempuan. Jika 
mereka sama dalam kekuatan kekerabat- 
an, maka laki-laki dua kali lipat perempu- 
an. Orang yang mati meninggalkan dua 
orang paman (garis ibu) yang seayah dan 
seibu, maka harta untuk mereka berdua, 
setengah-setengah, karena keduanya sa- 
ma dalam kekuatan kekerabatan. 

Orang yang mati meninggalkan dua 
orang bibi (garis ibu) yang seayah dan 
seibu, dua orang bibi (garis ayah) yang 
seayah atau dia orang bibi (garis ibu) yang 
seibu maka harta untuk mereka berdua 
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setengah-setengah, karena mereka sama 
dalam kekuatan kekerabatan. 

Orangyangmati meninggalkan seorang 
paman (garis ayah) yang seibu, bibi (ga- 
ris ayah) yang seibu maka harta dibagi di 
antara mereka berdua dengan tiga bagian. 
Untuk paman (garis ayah) mendapatkan 
dua pertiga, bibi (garis ayah) sepertiga. 
Arah ayah dua kali lipat arah ibu. Jika ang- 
gota-anggota lapisan pertama berbeda, se- 
bagian dari arah ayah, sebagian dari arah 
ibu, maka arah ayah diberikan dua pertiga, 
kelompok ibu sepertiga, kemudian bagian 
setiap kelompok dibagikan kepada ang- 
gota-anggotanya sesuai dengan kekuatan 
kekerabatan. Jika mereka sama dalam ke- 
kerabatan maka harta dibagikan kepada 
mereka dengan perbandingan laki-laki 
dua kali lipat perempuan. 

Orang yang mati meninggalkan seorang 
bibi (pihak ayah) yang seayah seibu, se- 
orang bibi (garis ayah) yang seibu, seorang 
paman (garis ibu) yang seayah seibu, se- 
orang paman (garis ibu) yang seayah, maka 
untuk bibi (garis ayah) yang seayah seibu 
dua pertiga, dengan mempertimbangkan 
dia adalah dari kerabat ayah, bibi (garis 
ibu) yang seibu tidak mendapatkan apa- 
apa, sebab yang pertama lebih kuat keke- 
rabatannya daripada yang kedua, paman 
(garis ibu) yang seayah seibu mendapat- 
kan sepertiga, sebab dia dari kekerabat- 
an ibu. Paman (garis ibu) yang seayah 
tidak mendapatkan apa-apa, sebab yang 
pertama lebih kuat kekerabatannya dari- 
pada yang kedua. 

Orang yang mati meninggalkan seorang 
paman (garis ayah) yang seibu, seorang bibi 
(garis ayah) yang seibu, seorang paman 
(garis ibu) yang seayah seibu, seorang bibi 
(garis ibu) yang seayah seibu, bibi (garis 
ibu) yang seayah seibu, maka paman dan 
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bibi (garis ayah) mendapatkan dua pertiga, 
dengan perbandingan laki-laki dua kali li- 
pat perempuan, sebab keduanya dari satu 
tingkat dan satu sisi, yaitu sisi ayah. Paman 
dan bibi (garis ibu) mendapatkan seperti- 
ga, dengan perbandingan laki-laki dua kali 
lipat perempuan sebab keduanya dalam 
satu tingkat dan satu sisi. Yakni sisi ibu. 
Mendahulukan karena kedekatan tingkat- 
an pada lapisan bawah. Dalam semua la- 
pisan bawah dari semua tingkatan dari 
tingkatan kelompok ini maka didahulu- 
kan yang paling dekat kekerabatannya 
daripada yang lebih jauh. Lapisan bawah 
adalah anak-anak paman (garis ayah) 
yang seibu, anak-anak bibi (garis ayah), 
anak-anak paman dan bibi (garis ibu), ke- 
mudian anak-anak dari anak-anak mereka 
meskipun terus ke bawah. 

Demikian juga, anak-anak pamannya 
ayah (garis ayah) yang seibu, anak-anak 
bibi-bibinya ayah (garis ayah) anak-anak 
pamannya ayah (garis ayah) anak-anak 
bibi ayah (garis ibu) kemudian anak-anak 
dari anak-anak mereka meskipun turun 
ke bawah. 

Orang yang mati meninggalkan se- 
orang anak perempuan dari bibi garis 
ayah, anak perempuan bibi garis ayah 
yang seibu, maka seluruh harta untuk anak 
perempuan bibi garis ayah, sebab dia yang 
paling dekat tingkatannya kepada mayit. 
Mendahulukan karena ahli waris. Jika me- 
reka sama dalam tingkat, dan mereka da- 
ri satu sisi, artinya dari sisi kekerabatan 
ayah, atau dari sisi kekerabatan ibu, maka 
anak dari ahli waris ashabah didahulu- 
kan daripada anak dari ahli waris dzawil 
arham. 

Orang yang mati meninggalkan se- 
orang anak perempuan paman (garis ayah) 
ashabah (sekandung atau seayah) dan 
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anak laki-laki paman (garis ayah) yang 
seibu, maka seluruh harta untuk anak pe- 
rempuan paman (garis ayah), sebab dia 
mendekat kepada mayit dengan ahli waris 
ashabah. Anak laki-laki paman garis ayah 
yang seibu tidak mendapatkan apa-apa, 
sebab dia adalah anak dari ahli waris 
dzawil arham. | 

7. Mendahulukan karena kekuatan kekera- 
batan antar anak-anak. Jika mereka sama 
dalam tingkatan dan mereka adalah anak- 
anak ahli waris ashabah atau anak-anak 
ahli waris dzawil arham, maka yang kuat 
kekerabatannya didahulukan. 

Orangyangmati meninggalkan seorang 
anak perempuan bibi (garis ayah) yang 
seayah seibu, anak perempuan bibi (garis 
ayah) yang seayah, maka semua harta un- 
tuk yang pertama. Sebab, meskipun yang 
pertama sama dengan yang kedua dalam 
kelompok dan tingkat kedekatan, dan pen- 
dekatan kepada mayit melalui dzawil ar- 
ham, hanya saja yang pertama lebih kuat 
kekerabatannya daripada yang kedua, ma- 
ka dia yang khusus mendapatkan harta 
seluruhnya. 

Demikian halnya dengan anak laki-laki 
bibi (garis ayah) yang seayah, anak laki- 
laki bibi (garis ayah) yang seibu. Semua 
harta untuk yang pertama. 

8. Anak-anak dari pihak ayah dua kali lipat 
dari garis ibu. Jika mereka sama dalam 
tingkat dan berbeda dari sisi kekerabat- 
an, sebagian mereka dari arah ayah, se- 
bagian dari arah ibu, maka dua pertiga 
tirkah untuk yang arah ayah, sepertiga 
untuk arah ibu, kemudian bagian setiap 
kelompok dibagikan kepada semua ang- 
gotanya, di mana anak dari ahli waris 
ashabah didahulukan daripada ahli waris 
dzawil arham. Kemudian yang paling kuat 
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kekerabatannya didahulukan daripada 
yang lebih lemah. 


Orang yang mati meninggalkan anak laki- 
laki dari bibi (garis ayah), anak laki-laki dari 
bibi (garis ibu) maka dua pertiga harta untuk 
anak laki-laki bibi (garis ayah), sebab dia dari 
kekerabatan ayah. Sepertiga harta untuk anak 
laki-laki bibi (garis ibu), sebab dia dari keke- 
rabatan ibu. 

Orang yang mati meninggalkan seorang 
anak perempuan dari bibi (garis ibu) yang se- 
ayah seibu, dua orang anak laki-laki bibi (garis 
ayah) yang seayah, seorang anak perempuan 
paman (garis ayah) yang seayah seibu dan 
dua orang anak laki-laki paman (garis ibu) 
yang seayah, maka anak-anak bibi (garis ayah) 
yang seayah seibu mendapatkan dua pertiga, 
dua orang anak laki-laki bibi (garis ayah) yang 
seayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia 
lebih dekat kekerabatannya daripada sebe- 
lumnya. 


Kesimpulan 

1. Golongan pertama dari kelompok perta- 
ma (mereka adalah bibi-bibi garis ayah 
secara mutlak, paman-paman garis ayah 
yang seibu, paman-paman dan ibu-ibu 
garis ibu secara mutlak) diberi warisan 
karena kekuatan kekerabatan jika sisi ke- 
kerabatan mereka sama. Yakni, mereka 
semua dari sisi ayah atau dari sisi ibu. 
Jika mereka sama dalam kekuatan keke- 
rabatan, maka laki-laki dua kali lipat pe- 
rempuan. Adapun jika sisi kekerabatan 
berbeda maka orang yang mewaris kare- 
na kekerabatan ayah mendapatkan dua 
pertiga, orang yang mewaris karena ke- 
kerabatan ibu mendapatkan sepertiga. 
Bagian setiap kelompok dibagi dengan 
perbandingan laki-laki mendapatkan dua 
kali lipat perempuan. 
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2. Golongan kedua dari kelompok ini (anak- 
anak golongan pertama, anak-anak perem- 
puan paman (garis ayah) si mayit, anak- 
anak perempuan anak-anak laki-laki me- 
reka dan anak-anak mereka, meskipun 
terus ke bawah) diberi warisan karena 
kedekatan tingkat. Orang yang berhak men- 
dapatkan warisan adalah orang yang pa- 
ling dekat tingkatannya kepada mayit, baik 
sisi kekerabatannya sama atau beda. 

Jika tingkat kedekatan sama: jika me- 
reka sama dalam sisi kekerabatan maka 
orang yang mendekat kepada mayit 
dengan ashabah didahulukan daripada 
orang yang mendekat kepada mayit bukan 
dengan ashabah. Jika sisi kekerabatan ber- 
beda, maka untuk kelompok kekerabatan 
ayah mendapatkan dua pertiga, untuk ke- 
lompok kekerabatan ibu mendapatkan 
sepertiga. 

3. Golongan ketiga dan kelima (golongan ke- 
tiga: mereka adalah paman-paman fgaris 
ayah) ayah mayit yang seibu, bibi-bibi (ga- 
ris ayah|-nya, paman-paman dan bibi-bi- 
binya dari garis ibu, kekerabatan mereka 
dari arah ayah. Paman-paman (garis ayah) 
ibu mayit, bibi-bibinya, paman-pamannya 
dan bibi-bibinya (garis ibuJ-kekerabatan 
mereka dari arah ibu. Golongan kelima 
adalah paman-paman (garis ayah) ayah- 
nya ayahnya mayit, bibi-bibinya mayit (ga- 
ris ayah), paman-paman dan bibi-bibinya 
mayit (garis ibu|, paman-paman (garis 
ayah) ibunya ayahnya mayit, bibi-bibinya 
(garis ayah|, paman-pamannya, bibi-bibi- 
nya (garis ibu) dari ibunya ayahnya mayit. 
Kekerabatan mereka dari arah ayah. Pa- 
man-paman, bibi-bibi ayahnya ibunya ma- 
yit baik dari garis ayah atau ibu. Paman- 
paman, bibi-bibi ibunya ibunya mayit baik 
garis ayah atau ibu. Kekerabatan mereka 
dari arah ibu). 
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Dua golongan ini diberi hak warisan 
sebagaimana telah dijelaskan dalam pe- 
warisan golongan pertama. 

4. Kelompok keempat (mereka adalah anak- 
anak dari mereka yang disebutkan dalam 
kelompok ketiga meskipun terus turun 
ke bawah, anak-anak perempuan paman- 
paman (garis ayah) ayahnya mayit. Anak- 
anak perempuan anak laki-laki mereka 
meskipun terus ke bawah. Anak-anak mere- 
ka semua, meskipun terus turun ke bawah). 

5. Kelompok keenam (mereka adalah anak- 
anak dari yang telah disebutkan dalam ke- 
lompok kelima meskipun turun ke bawah, 
anak-anakperempuanpaman-paman (garis 
ayah| ayahnya ayahnya mayit, anak-anak 
perempuan anak-anak laki-laki mereka 
meskipun turun ke bawah dan anak-anak 
mereka meskipun turun ke bawah). 


Dua kelompok ini mendapatkan warisan 
sebagaimana yang disebutkan dalam kelom- 
pok kedua. 

Undang-undang Mesir dan Syria meng- 
ambil hukum-hukun ini. 


P. WARISAN AHLI WARIS YANG LAIN 


Ahli waris lain setelah dzawil furudh, 
ashabah nasab dan sababi, dan dzawil arham 
adalah orang yang memerdekakan, orang yang 
diakui nasabnya melalui orang lain, orang yang 
mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga, Bait- 
ul mal. Jika mayit meninggal tanpa mempunyai 
ahli waris maka tirkah untuk salah satu dari 
yang tersebut sesuai dengan urutan berikut. 


1. ORANG YANG MEMERDEKAKAN 

Yaitu seseorang mewarisi yang lain ber- 
dasarkan perjanjian antara keduanya, baik 
keduanya tidak diketahui nasab mereka atau 
salah satunya tidak diketahui nasabnya sedang 
yang lain diketahui nasabnya. 
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Gambarannya: ada dua orang yang tidak 
diketahui nasab mereka melakukan akad per- 
janjian untuk menanggung diyat (denda) pem- 
bunuhan karena tidak sengaja. Masing-masing 
menanggung jinayat yang mengharuskan pe- 
ngeluaran harta, juga perjanjian bahwa ma- 
sing-masing mewarisi yang lain jika dia mati 
sebelumnya. | 

Atau dua orang mengadakan perjanjian, di 
mana salah satu dari mereka tidak diketahui 
nasabnya sedang yang lain diketahui nasab- 
nya, dengan syarat yang kedua menanggung 
yang pertama jika yang pertama melakukan 
jinayat, mewarisinya jika dia mati. 

Dalam kasus pertama, masing-masing ada- 
lah pelindung yang lain, dia berhak mewarisi 
lainnya. 

Dalam keadaan kedua: orang yang me- 
nerima hak melindungi adalah tuan yang ke- 
dudukannya lebih tinggi kepada orang yang 
tidak diketahui nasabnya, maka warisan tetap 
untuknya dari pihak yang lebih rendah, yai- 
tu yang meminta perlindungan, bukan seba- 
liknya. 

Akad ini dalam dua bentuknya tidaklah 
mempunyai konsekuensi selamanya. Namun 
boleh dicabut, selama tidak terjadi tanggung- 
an diyat dari salah seorang mereka kepada 
yang lain. Jika tidak maka tidak boleh. 

Pendapat ulama tentang hal ini: Hanafiy- 
yah demi mengambil pendapat Umar, Ali, dan 
Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa akad ini 
termasuk penyebab warisan, karena hal-hal 
berikut. 

Firman Allah SWT, 





533. HR Bukhari, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. 
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“.. Dan orang-orang yang kamu telah ber- 
sumpah setia dengan mereka, maka berikanlah 
kepada mereka bagiannya...” (an-Nisaa': 33) 


Artinya, sekutu-sekutu kalian yang kalian 
berjanji dengan mereka untuk saling menolong 
dan memberi warisan. Berilah bagian mereka 
dari warisan sesuai dengan akad perjanjian. 


San EM Ipa, HER (03 SIN A3 Il 
PE JB SN Jb Id Ah 


ilang aka GA 

“Tamiim ad-Dari bertanya kepada Rasu- 

lullah tentang orang yang masuk Islam di 

tangan seseorang dan melakukan akad perlin- 

dungan. Maka, Nabi Muhammad saw. bersab- 

da, “Dia lebih berhak dengan kehidupan dan 
kematiannya.” 


Keberhakan dalam hidup adalah memba- 
yar diyat jika melakukan jinayah, keberhakan 
pada saat mati adalah dia mewarisinya jika 
mati. Sementara, orang yang mati itu tidak 
mempunyai ahli waris dzawil furudh, ashabah, 
atau dzawil arham. 

Mayoritas ulama demi mengambil penda- 
pat Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa ikatan 
perjanjian bukanlah salah satu sebab warisan, 
karena hadits di atas, 


GE YG 
“Wala' (perlindungan) adalah hak orang 
yang memerdekakan.”4 


Hadits ini membatasi wala' pada wala' 
memerdekakan. Oleh karena itu, semua wala' 
yang lain batal. 
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Undang-undang di Mesir dan Syria meng- 
ambil pendapat ini, karena tidak adanya ke- 
lompok ini sejak lama sekali, juga tidak ter- 
penuhinya syarat-syaratnya. 

Syarat-syarat warisan wala' muwalah. 
Hanafiyyah mengenai pewarisan wala' muwa- 
lah mensyaratkan hal-hal berikut: 

1. Hendaklah orang yang berakad itu merde- 
ka. Orang budak tidak boleh melakukan 
akad wala' selain kepada tuannya. 

2. Hendaklah orang yang berakad bukan 
orang Arab, sebab kalau dia orang Arab 
pasti diketahui nasabnya. Oleh karena itu, 
wala'-nya kepada nasabnya. 

3. Hendaklah dia bukan orang yang memer- 
dekakan. Kalau dia orang yang memerde- 
kakan maka wala'-nya kepada orang yang 
memerdekakannya atau kepada asha- 
bahnya. 

4. Hendaklah dia tidak mempunyai ahli wa- 
ris nasab seperti anak atau saudara laki- 
laki. Kalau mempunyai maka warisannya 
untuk nasabnya. 

5. Hendaklah dia tidak ditanggung denda ji- 
nayatnya oleh orang lain. Jika ditanggung 
oleh tuan yang lain atau Baitul mal maka 
orang itu adalah tuannya. 

6. Hendaklah dia orang yang tidak diketahui 
nasabnya. 


2. ORANG YANG DIAKUI NASABNYA 

MELALUI ORANG LAIN 

Pengakuan nasab orang lain, adalah peng- 
akuan selain anak kandung, kedua orang tua 
langsung dari orang yang mengakui seperti 
pengakuan saudara-saudara laki-laki, paman- 
paman dari garis ayah, kakek-kakek, anaknya 
anak. 

Pengakuan ini menurut jumhur bukanlah 
salah satu sebab pewarisan sama sekali. Jika 
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nasab orang yang diakui itu terbukti dengan 

salah satu cara-cara pembuktian yang legal 

maka dia mewarisi dengan kekerabatan nasab. 

Hanafiyyah berpendapat bahwa orang 
yang diakui nasabnya melalui orang lain bisa 
mewarisi dengan syarat-syarat sebagai berikut. 

1. Hendaklah dia tidak diketahui nasabnya. 
Sebab jika dia diketahui nasabnya, peng- 
akuan itu batal. 

2. Hendaklah nasab itu dialihkan kepada 
orang lain. Oleh karena itu, tidak sah peng- 
akuan orang lain itu, dan sah pengakuan 
orang yang mengakui. 

3. Nasab orang yang diakui tidak terbukti 
dari orang lain. Yakni, orang yang dijadikan 
pertemuan nasab (antara orang yang me- 
ngakui dan orang yang tidak diakui) atau 
ahli warisnya tidak membenarkannya.s?5 

4. Matinya orang yang mengakui, sementara 
dia tetap bersikukuh untuk mengakuinya. 
Kalau saja dia mencabutnya atau meng- 
ingkarinya kemudian mati, orang yang 
diakui nasabnya tidak bisa mewarisi dari 
orang yang mengakui. 


Sikap undang-undang: undang-undang 
Mesir (M 41), Syria (M 298) mengambil pen- 
dapat Hanafiyyah dan mengakhirkan tingkat- 
annya setelah radd kepada salah seorang su- 
ami atau istri. Undang-undang menjadikannya 
orang yang berhak mendapatkan tirkah, bu- 
kan dengan cara pewarisan, demi mempriori- 
taskan kebenaran dan realita. Sebab pengaku- 
an ini tidak membuktikan nasab, sementara 
warisan adalah cabang dari tetapnya nasab. 

Undang-undang mensyaratkan pewarisan 
macam ini sama persis dengan syarat-syarat 
figih, yaitu: 

1. Hendaklah nasab al-Mugar lahu (orangyang 
diakui) tidak terbukti dari al-mugar “alaih. 


B anak A. B mengaku bahwa si C adalah saudaranya (C anak A juga). B adalah al-Mugir, C adalah al-Mugar lahu, C adalah al-Mugar 
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2. Hendaklah orang yang mengakui tidak 
mencabut pengakuannya. 

3. Hendaklah tidak ada penghalang warisan. 
Hendaklah orang yang diakui dalam ke- 
adaan hidup, ketika orang yang mengakui 
mati atau saat vonis kematiannya. 


Namun, sebaiknya ditambahkan syarat: 
hendaklah orang yang diakui nasabnya itu 
orang yang tidak diketahui nasabnya. 


3. ORANG YANG MENDAPATKAN WASIAT 

LEBIH DARI SEPERTIGA 

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang 
yang mendapatkan wasiat lebih dari seper- 
tiga dikembalikan kepada Baitul mal. Orang 
yang mendapatkan wasiat tidak berhak mem- 
perolehnya, kecuali dengan izin para ahli waris 
jika ada. 

Hanafiyyah berpendapat bahwa orang 
yang mendapatkan wasiat lebih dari sepertiga 
berhak memperoleh tirkah jika mayit tidak 
mempunyai ahli waris, tidak pula ada orang 
yang diakui nasabnya oleh orang lain. Sebab, 
terhalangnya memperoleh hak lebih dari se- 
pertiga, adalah untuk kemaslahatan ahli waris, 
sementara tidak ada ahli waris dalam kasus 
ini. Oleh karena itu, dia berhak mendapatkan 
apa yang diwasiatkan kepadanya. 

Kalau saja orang yang mendapatkan wa- 
siat lebih dari sepertiga bersama dengan salah 
seorang suami atau istri, maka suami meng- 
ambil setengah (setengah dari dua pertiga), 
setelah sepertiga untuk orang yang mendapat- 
kan wasiat. Istri mendapatkan seperempat, 
kemudian orang yang mendapatkan wasiat 
mengambil sisa ketika wasiat adalah seluruh 
harta, atau seukur dengan yang diwasiatkan. 

Kalau saja ahli waris—selain suami istri— 
karena kekerabatan atau wala, maka wasiat 
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lebih dari sepertiga tidak boleh dilaksanakan 
kecuali dengan izin. 

Undang-undang Mesir (M 37) Syria (M 
238/4) mengambil pendapat Hanafiyyah, bu- 
kan dalam bab warisan tapi pelaksanaan ke- 
inginan mayit dan realisasi harapannya. 


4. BAITUL MAL 

Madzhab empat sepakat bahwa harta yang 
ditinggalkan mayit, sementara mayit tidak 
mempunyai orang yang berhak atas harta itu, 
baik dengan warisan atau wasiat, maka dibe- 
rikan kepada Baitul mal. Hanya saja menurut 
Hanafiyyah dan Hanabilah, bukan dengan cara 
warisan, tapi termasuk bab penjagaan masla- 
hat. Oleh karena itu, dikelola dalam pengelo- 
laan kemaslahatan umum untuk semua orang 
Muslim. Sebab, tidak ada orang yang berhak 
atas harta itu, sebagaimana harta kafir dzimmi 
yang tidak mempunyai ahli waris diberikan 
kepada Baitul mal. Juga, dengan dalil bahwa 
Baitul mal menyamakan antara laki-laki dan 
perempuan dalam pemberian harta itu, se- 
mentara dalam pewarisan tidak ada penyama- 
rataan. 

Undang-undang Mesir dan Syria meng- 
ambil pendapat ini. 

Malikiyyah dan Syafi'iyyah?? berpendapat 
bahwa harta untuk Baitul mal adalah warisan. 
Hal itu menurut Syafi'iyyah dan ulama Mali- 
kiyyah tempo dulu, baik urusannya diatur oleh 
imam yang adil, diberikan kepada yang berhak 
atau tidak. Sebab, warisan adalah untuk umat 
Islam, imam adalah pengawas dan orang yang 
memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang 
Muslim ada, maka Baitul mal mengambil se- 
mua harta atau yang tersisa dari furudh. Ulama 
Malikiyyah belakangan berpendapat bahwa 
Baitul mal adalah ahli waris dengan syarat dia 
terbentuk. Kaidah kedua golongan ini adalah, 
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Baitul mal adalah ahli waris orang yang tidak 
mempunyai ahli waris. 


0. BEBERAPA HUKUM 


Di sini saya akan membahas tentang hu- 
kum-hukum tambahan (penyempurna) yang 
beranekaragam. Yaitu warisan orang-orang 
non-Muslim, warisan bayi dalam kandungan, 
orang yang hilang, orang yang ditahan, banci, 
warisan orang yang tenggelam, orang yang 
kena runtuhan, orang yang terbakar dan seba- 
gainya, warisan orang yang tidak mempunyai 
ayah menurut syara' yakni anak zina dan anak 
li'an. Itu adalah tujuh tema yang terbukti ada 
pewarisan selain yang pertama, dengan peng- 
ukuran dan kehati-hatian. 


1. WARISAN ORANG-ORANG NON-MUSLIM 

Saya telah menyebutkan sekilas hal itu 
dalam pembahasan hal-hal yang menghalangi 
warisan. Saya telah menjelaskan bahwa perbe- 
daan agama—lslam dan kafir—adalah terma- 
suk penghalang warisan, menurut jumhur ula- 
ma, berbeda dengan sebagian sahabat, seperti 
Mu'adz dan Mu'awiyah. Oleh karena itu, orang 
kafir tidak mewarisi orang Muslim, orang Mus- 
lim tidak mewarisi orang kafir, sebagaimana 
disebutkan oleh hadits-hadits Nabi. 

Sebagaimana diketahui, bahwa orang mur- 
tad tidak mewarisi yang lain sama sekali, juga 
tidak diwarisi menurut jumhur. Hartanya men- 
jadi fai' yang diberikan kepada Baitul mal. Abu 
Hanifah mengatakan bahwa hartanya yang 
diperoleh pada waktu Islam bisa diwarisi. Ma- 
ka, hal itu menjadi pemberian warisan untuk 
orang Muslim dari orang Muslim. Adapun har- 
ta yang diperoleh setelah murtad menjadi fai' 
Baitul mal. Sebab kalau diambil oleh ahli wa- 
risnya, ia menjadi warisan untuk orang Islam 
dari non-Muslim, dan hal ini tidak boleh. 
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Adapun perempuan murtad maka harta- 
nya secara mutlak untuk para ahli warisnya. 
Sebab, dia tidak dibunuh karena kemurtadan- 
nya. Tapi ia diminta bertobat, dihukum sam- 
pai kembali kepada Islam atau meninggal. 
Kemurtadan perempuan tidak dianggap mati, 
keislaman dalam hak perempuan tetap diakui, 
berbeda dengan laki-laki. Dia dibunuh setelah 
diminta bertobat tiga hari tapi tidak bertobat. 
Kemurtadannya dalam statusnya sebagai laki- 
laki dianggap kematian. Pada saat itu, dia da- 
lam statusnya tidak bisa dianggap Muslim. 
Oleh karena itu, dia tidak mempunyai hak 
untuk memiliki. Maka, tidak ada hak para ahli 
waris terhadap yang diperolehnya ketika mur- 
tad. Hartanya, sebagaimana harta-harta yang 
tidak ada pemiliknya secara hak menjadi milik 
Baitul mal. 

Saya juga telah menjelaskan bahwa orang- 
orang non-Muslim adalah satu agama, walau- 
pun agidah-agidah mereka berlainan. Maka 
menurut jumhur selain Malikiyyah, masing- 
masing bisa mewarisi yang lain. Orang Yahudi 
dan Nasrani bisa saling mewarisi, karena fir- 
man Allah SWT, 





Po, 8 »- 5 . ap 
ART 2 HE AN 
“Dan orang-orang yang kafir, sebagian 


mereka melindungi sebagian yang lain...” (al- 
Anfaal: 73) 


tanpa ada perbedaan. 

Dari yang tersebut di atas jelas bahwa 
orang-orang non-Muslim saling mewarisi an- 
taramerekakarenaalasan di manaorang-orang 
Muslim saling mewarisi karena kekerabatan 
dan hubungan suami istri. Namun, kadang- 
kadang mereka saling mewarisi dalam bebe- 
rapa kasus perkawinan dan kekerabatan di 
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mana orang-orang Muslim tidak bisa saling 
mewarisi. 

Dalam perkawinan: jika perkawinannya 
termasuk yang tidak diakui setelah Islam maka 
warisan tidak ada, seperti perkawinan dengan 
mahram karena nasab dan radha' seperti ibu, 
anak perempuan, dan saudara perempuan, per- 
kawinan orang yang menalak istrinya dengan 
talak tiga sebelum si perempuan menikah de- 
ngan suami (laki-laki) lain, perkawinan perem- 
puan sebelum habis masa iddahnya. 

Adapun jika perkawinan termasuk yang 
diakui setelah Islam, maka ada pewarisan, 
seperti perkawinan tanpa saksi, perkawinan 
dengan perempuan di tengah masa iddah dari 
laki-laki non-Muslim, berdasarkan pendapat 
yang unggul dari madzhab Hanafiyyah. 

Dalam nasab: nasab bisa tetap menurut 
non-Muslim, meskipun dari perkawinan yang 
batal. Jika seorang Majusi menikahi saudara 
perempuannya atau anak perempuannya, de- 
ngan perkawinan itu terbukti nasab keturun- 
an itu, terjadi juga pewarisan antara Majusi 
dan keturunannya. 


2. WARISAN BAYI DALAM KANDUNGAN 

Bagian ini berisi pembahasan tentang 
syarat-syarat pewarisan, masa kehamilan ter- 
banyak, masa kehamilan paling sedikit, apa- 
kah tirkah dibagi ketika ada kandungan? Ka- 
pan jumlah kehamilan diperkirakan? Jumlah 
yang ditahan (disimpan) untuk bayi dalam 
kandungan atau bagian bayi dalam kandungan 
terhadap tirkah, cara pewarisan bayi dalam 
kandungan, tashih asal masalah bayi dalam 
kandungan. 
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Syarat-syarat pewarisan kandungan 
Kandungan (anak dalam perut ibu) bisa 

mewarisi, yaitu dia diberi wakaf bagian ter- 

tentu menurut jumhur ulama selain Malikiy- 
yah, dengan dua syarat: 

1. Hendaklah dia terbukti ada dalam keada- 
an hidup, ketika orang yang memberi wa- 
risan meninggal. 

2. Hendaklah anak dalam kandungan itu di- 
lahirkan dalam keadaan hidup—minimal 
—beberapa menit, supaya kapasitas ke- 
pemilikannya terbukti. 


Adapun bukti keberadaan kandungan da- 
lam keadaan hidup, bisa diketahui bahwa dia 
akan lahir pada masa yang diyakininya atau 
diduga kuat keberadaannya di perut ibunya 
pada pada waktu wafatnya orang yang mewa- 
risi. Masa ini adalah masa kehamilan, yang 
akan saya jelaskan batas maksimal dan mini- 
malnya. 

Adapun kelahirannya dalam keadaan hi- 
dup, pembuktian hidupnya menurut Hanafiy- 
yah adalah sebagian besar dari tubuhnya ke- 
luar dalam keadaan hidup. Sebab, sebagian 
besar mempunyai hukum keseluruhan. 

Hidupnya anak dalam kandungan terbuk- 
ti dia lahir dalam keadaan hidup menurut ma- 
yoritas ulama. Sebab, kapasitas kepemilikan 
tidak terwujud kecuali dengan kewujudannya 
secara sempurna. Ini diambil oleh undang- 
undang di Mesir (M 43) Syria (M 300). Status 
hidupnya diketahui dengan adanya salah satu 
tanda-tanda kehidupan seperti jeritan, bersin, 
dan sebagainya. Rasulullah saw. bersabda, 


San 3) 
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“Jika anak yang dilahirkan menjerit maka 
dia mewarisi.? 


Jika tidak tampak salah satu tanda atau 
ada perbedaan mengenai tanda itu, maka me- 
nurut al-Gadhi harus meminta bantuan dok- 
ter-dokter berpengalaman atau orang-orang 
yang menyaksikan persalinan itu. 


Batas maksimal kandungan 

Para fugaha mempunyai berbagai penda- 
pat mengenai batas maksimal kandungan, yang 
mendasarkan metode istigra'i, dan bertanya 
kepada wanita-wanita hamil, sebab tidak ada 
nash dari Kitab dan Sunnah tentang hal itu, 
maka bayi dalam kandungan mewarisi dan 
diwarisi jika dia lahir genap pada masa batas 
maksimal kehamilan. 

Malikiyyah berdasarkan pendapat yang 
masyhur mengatakan bahwa batas maksimal 
kelahiran adalah lima tahun. 

Syafi'iyyah dan Hanabilah dalam pendapat 
yang paling shahih mengatakan bahwa batas 
maksimal kandungan adalah empat tahun. 

Hanafiyyah mengatakan dua tahun. 

Zhahiriyah mengatakan sembilan bulan. 

Muhammad bin Abdul Hakam—termasuk 
murid Malik—mengatakan bahwa batas maksi- 
mal adalah satu tahun gamariyyah (354 hari). 

Adapun undang-undang Mesir (M 43) 
dan Syria (M 128) mengambil pendapat para 
dokter yaitu satu tahun syamsiyah (365 hari). 
Ini dekat dengan pendapat Ibnu Abdil Hakam 
dengan toleransi perbedaan dalam dua tahun. 


Batas minimal kehamilan 

Jumhur fugaha berpendapat bahwa batas 
minimal kehamilan sampai bayi lahir dalam 
keadaan hidup adalah enam bulan, karena pa- 
duan dua ayat, 
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1 JT Pa ... 


yA TA Ny Aa... 


“.. Masa mengandung sampai menyapihnya 
selama tiga puluh bulan...” (al-Ahgaaf: 15) 








9 AA v “ 0. 
“..dan menyapihnya dalam usia dua ta- 
un...” (Lugmaan: 14) 


Undang-undang Mesir (M 43/2) berbeda 
dengan undang-undang Syria (M 128) meng- 
ambil pendapat Ibnu Taimiyah dan salah satu 
pendapat Hanabilah mengatakan bahwa batas 
minimal kehamilan adalah sembilan bulan, de- 
mi mengikuti pendapat yang paling umum dan 
paling biasa. Kebiasaan wanita melahirkan pa- 
da masa sembilan bulan. 

Berdasarkan hal ini, maka status hidupnya 
kehamilan dalam undang-undang diketahui 
dengan perincian sebagai berikut: 

a. Jika bayi dalam kandungan itu adalah 
anak orang yang mati itu sendiri yakni 
dia meninggalkan istrinya dalam keadaan 
hamil, atau pada masa iddah dari laki-laki 
itu, maka nasab bayi kandungan itu ter- 
bukti dari si mayit dan bisa mewarisinya, 
jika perempuan itu melahirkannya pada 
batas maksimal kehamilan (365) atau 
kurang. Jika dia melahirkan lebih dari sa- 
tu tahun, bayi itu tidak bisa mewarisi si 
mayit. Sebab, embrionya pada saat itu ter- 
jadi setelah wafat si mayit. Maka, tidak ada 
nasab dan warisan. 

b. Jika bayi kandungan bukan dari orang 
yang meninggal yakni orang yang mening- 
gal itu meninggalkan istri ayahnya (ibu- 
nya), istri kakeknya, atau yang lain, dari 
para ahli waris si mayit yang ada dalam 


HR Abu Dawud dari Abu Hurairah. Dalam sanad hadits itu ada Muhammad bin Ishag. Hadits ini banyak dibicarakan. Diriwayatkan 


dari Ibnu Hibban bahwa dia menshahihkan hadits itu (Nailul Authaar: V1/67). 
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keadaan hamil, maka bayi kandungan bisa 
mewarisinya jika ibunya melahirkannya 
pada masa minimal kehamilan setelah 
kematian orang yang mewarisi yaitu sem- 
bilan bulan (270 hari). 


Alasan perbedaan dua kasus ini adalah 
karena pada kasus pertama, kita mengingin- 
kan pembuktian kehamilan perempuan dari 
si mayit, kemudian memberinya warisan. Ma- 
ka, kita ambil batas maksimal kandungan. 
Adapun pada kasus kedua (perempuan yang 
hamil tidak dari orang yang meninggal) maka 
kita tidak menginginkan pembuktian nasab 
bayi kandungan dari ibu si mayit. Oleh karena 
itu, dia mempunyai kaidah umum. Tetapi, kita 
ingin meyakinkan keberadaan bayi tersebut 
ketika orang yang mewarisi wafat. Ini terbukti 
dengan yakin, pada masa kehamilan sembilan 
bulan dari wafat orang yang mewarisi. Lebih 
dari itu, diragukan. Warisan tidak terbukti de- 
ngan keraguan. 


Apakah tirkah dibagikan ketika ada bayi 

dalam kandungan? 

1. Malikiyyah berpendapat bahwa tirkah ti- 
dak dibagi pada saat adanya bayi dalam 
kandungan. Bayi kandungan dianggap se- 
bagai penyebab harta warisan ditahan 
sampai dia lahir. Maka, pembagian tirkah 
ditangguhkan sampai kelahiran, atau ke- 
putusan kelahiran. Sebab, dalam pembagi- 
an ada perintah kepada para ahli waris 
untuk mengambil harta dan mengelola- 
nya, sementara dalam hal bayi meminta 
haknya dari mereka ada risiko. 

2. Pendapat mayoritas ulama: tirkah dibagi 
tanpa menunggu kelahiran bayi, demi 
menghindari risiko kerugian para ahli wa- 
ris, menghalangi pemilik harta untuk me- 
manfaatkan miliknya. Maka, diambillah 
penanggung jawab harta bayi kandungan 


Can 
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dari para ahli waris, demi menjaga hak 
bayi kandungan dari kehilangan. 


Berapa jumlah bayi dalam kandungan 
diperkirakan? 

Kadang-kadang bayi satu atau lebih, bera- 
pa jumlahnya diperkirakan? Yang dijadikan 
fatwa di kalangan Hanafiyyah dan diambil 
oleh undang-undang Mesir dan Syria adalah 
bayi dalam kandungan itu diperkirakan satu 
saja, sebab itu adalah yang umum dan biasa 
dalam kehamilan. Lebih dari satu adalah 
langka. Meskipun demikian, kita berhati-hati 
mengenai jumlah bayi dalam kandungan. Oleh 
karena itu, hakim mengambil seorang penang- 
gungjawab dari para ahli waris yang bagian 
mereka terpengaruh oleh jumlah bayi dalam 
kandungan, karena kemungkinan apa yang 
mereka ambil akan diminta kembali, jika bayi 
kandungan satu. 

Menurut Hanabilah, bayi dalam kandung- 
an itu diperkirakan dua. Sebab, dua kadang- 
kadang terjadi. Ahli waris yang lain diperla- 
kukan dengan perlakuan risiko paling besar. 
Yakni, dengan memperkirakan laki-laki untuk 
keduanya, atau salah satu dari mereka atau 
dengan memperkirakan perempuan. 

Abu Hanifah mengatakan bayi dalam kan- 
dungan itu diperkirakan empat, sebab itu ka- 
dang terjadi. Ahli waris yang lain diperlakukan 
dengan perlakuan risiko paling besar, dengan 
memperkirakan mereka laki-laki atau pe- 
rempuan. 

Pendapat yang paling shahih menurut 
Syafi'iyyah adalah tidak ada batasan jumlah 
bayi kandungan menurut mereka. Sebab, ka- 
dang-kadang perempuan melahirkan empat, 
lima, enam, atau tujuh bayi sekaligus. 


Bagian bayi dalam kandungan terhadap tirkah 
Keadaan-keadaan bayi kandungan berbe- 
da, kadang-kadang dia adalah ahli waris, ka- 
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| dang tidak. Kadang-kadang laki-laki, kadang- 

kadang perempuan. Kadang-kadang lahir da- 

lam keadaan hidup, kadang mati. Bagaimana 
bagian yang ditangguhkan untuknya? 

Tidak ada perbedaan bahwa para ahli wa- 
ris jika merelakan penangguhan pembagian 
warisan sampai bayi dalam kandungan itu 
lahir, maka pembagian tirkah pada saat itu di- 
bekukan. 

a. Jika mereka hanya ingin pembagian, dan 
jika bayi dalam kandungan termahjub da- 
lam pewarisan maka bayi tersebut tidak 
disediakan sedikit pun dari tirkah, seperti 
orang yang mati meninggalkan seorang 
saudara laki-laki sekandung, ayah, dan 
ibu yang mengandung bayi bukan dari 
ayahnya, maka tirkah dibagikan langsung 
kepada para ahli waris yaitu ayah dan ibu, 
sedang sisanya untuk saudara laki-laki se- 
kandung. Bayi dalam kandungan termah- 
jub oleh ayah, sebab dia adalah saudara 
laki-laki seibu. 

b. Jika bayi kandungan itu sendiri adalah ahli 
waris atau dia bersama dengan ahli waris 
lain yang mahjub olehnya, sebagaimana 
seseorang mati meninggalkan istri anak- 
nya yang sedang hamil, dan saudara laki- 
lakinya yang seibu maka semua tirkah di- 
tangguhkan sampai kelahiran. Jika dia lahir 
dalam keadaan hidup maka akan meng- 
ambil tirkah itu, kalau lahir dalam keadan 
mati maka diberikan kepada orang lain. 

c. Jika bayi dalam kandungan tidak mahjub 
dalam pewarisan, sementara dia bersama 
dengan para ahli waris lain yang tidak 
termahjub oleh bayi itu, para fugaha ber- 
beda pendapat mengenai jumlah yang di- 
berikan (secara tunda) kepada bayi dalam 
kandungan: 

- Menurut pendapat Syafi'i yang me- 

ngatakan bahwa bayi dalam kandung- 
an tidak dibatasi, harta itu diberikan 
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kepada ashabul furudh yang bagian 
mereka tidak berubah dengan jumlah 
bayi dalam kandungan. Sisa harta di- 
berikan sampai masa kelahiran. 

- Menurut pendapat Abu Hanifah yang 
masyhur: bayi dalam kandungan dibe- 
ri bagian empat anak laki-laki atau 
empatanak perempuan. Mana yang pa- 
ling banyak. Para ahli waris yang lain, 
diberi bagian paling sedikit. 

- Menurut pendapat Muhammad ibnul 
Hasan: bayi dalam kandungan diberi- 
kan bagian tiga anak laki-laki atau tiga 
anak perempuan, mana yang paling 
banyak. 


Pendapat yang dijadikan fatwa dalam 
madzhab Hanafiyyah adalah pendapat Abu Yu- 
suf. Pendapat ini diambil oleh undang-undang 
Mesir (M 42) dan Syria (M 299), bahwa bayi 
itu disediakan bagian seorang anak laki-laki 
atau seorang anak perempuan, mana yang pa- 
ling banyak. Undang-undang Syria menyata- 
kan bahwa bayi dalam kandungan disediakan 
dari tirkah mayit, yang paling banyak dari dua 
bagian dengan memperkirakan dia laki-laki 
atau perempuan. 

Hakim harus mengambil penanggung ja- 
wab dari para ahli waris yang mewarisi ber- 
sama bayi dalam kandungan. Bagian-bagian 
mereka berubah sesuai dengan jumlah bayi 
kandungan, demi berhati-hati mengenai hak- 
nya, supaya sebagian bagiannya tidak hilang 
ketika meminta kembali kepada ahli waris ke- 
sulitan. 


Cara Pewarisan Bayi dalam Kandungan 
Tirkah dibagikan dengan asumsi dia ada- 
lah laki-laki, kemudian dibagikan lagi dengan 
asumsi dia adalah perempuan. Jika bayi dalam 
kandungan itu mewarisi salah satu dari dua 
bagian, maka dia dianggap sebagai ahli waris 
sementara, bagiannya dijaga untuknya. 
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Jika dia mewarisi berdasarkan dua asumsi 
tersebut, namun bagiannya berbeda antara 
laki-laki dan perempuan maka dia diberikan 
bagian yang paling banyak. 

Jika bagiannya berdasarkan dua asumsi 
tersebut tidak berbeda maka dia disediakan 
bagian tersebut. 

Adapun para ahli waris yang lain: orang 
yang mewarisi berdasarkan salah satu dari 
dua asumsi, maka dia dianggap bukan ahli 
waris untuk sementara waktu, dia tidak diberi 
apa-apa. 

Orang yang mewarisi berdasarkan dua 
asumsi tersebut, namun bagiannya berlainan, 
maka dia diberikan bagian yang paling sedikit. 

Orang yang mewarisi berdasarkan dua 
asumsi, namun bagiannya tidak berlainan ma- 
ka dia diberikan bagian itu. 

Kesimpulannya, bayi dalam kandungan 
diperlakukan dengan yang terbaik dari dua ke- 
adaannya, sedang ahli waris yang lain diperla- 
kukan dengan yang terjelek dari dua keada- 
annya. Perbedaan-perbedaan yang ada disim- 
pan sampai kelahiran bayi itu. 

Jika bayi dalam kandungan diragukan atau 
lahir dalam keadaan meninggal tanpa melalui 
jinayat, maka harta yang ditahan dikembalikan 
kepada para ahli waris. Jika dia lahir tapi se- 
orang, harta yang ditahan yang menjadi haknya 
diberikan kepadanya. Sedangkan, sisanya di- 
kembalikan kepada orang-orang yang berhak. 

Jika bayi itu berbilang maka para ahli wa- 
ris dan penanggung jawab diminta untuk me- 
ngembalikan kelebihan dari hak mereka. 


Tashih masalah bayi dalam kandungan 

Pada dasarnya, tashih masalah bayi dalam 
kandungan adalah masalah itu ditashih ber- 
dasarkan dua asumsi, artinya atas asumsi bayi 
dalam kandungan itu laki-laki dan atas asumsi 
dia adalah perempuan, kemudian dilihat dua 
tashih masalahnya: 
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a. Jika keduanya tawafug dalam suatu bagi- 
an, maka bilangan kesesuaian pada salah 
satu bilangannya dikalikan dengan yang 
lain. 

b. Jika keduanya tabayun, maka kalikan ma- 
sing-masing dengan yang lain. Maka, ha- 
silnya adalah tashih masalah. Kemudian, 
dalam keadaan tabayun ini kalikan bagian 
bayi dalam kandungan dari asal masalah 
pengasumsian dia laki-laki, dengan asal 
masalah perempuan (bayi dalam kandung- 
an diasumsikan perempuan). 


Ketika dalam keadaan tawafug maka ka- 
likan salah satunya dengan yang lain. Kalikan 
juga bagian orang yang mendapatkan sesua- 
tu dari asal masalah perempuan dengan asal 
masalah laki-laki ketika terjadi tabayun, atau 
dengan bilangan kesesuaiannya. Sebagaimana, 
yang ditetapkan dalam warisan banci. 

Kemudian lihatlah hasil dari dua perkalian 
itu pada masing-masing ahli waris. Mana yang 
paling sedikit diberikan kepada ahli waris itu, 
sebab perolehan haknya terhadap yang paling 
sedikit adalah sesuatu yang diyakini. Perbeda- 
an antara dua hasilnya bergantung dari bagian 
ahli waris sampai hilangnya ketidakjelasan. 

Maka, dalam kasus ahli waris seorang anak 
perempuan, kedua orang tua, dan seorang istri 
yang hamil, asal masalah 24 dengan asumsi 
bayi dalam kandungan laki-laki, sebab dalam 
asal masalah ini berkumpul dua seperenam, 
seperdelapan, dan sisa. Istri mendapatkan se- 
perdelapan yakni tiga (3), masing-masing kedua 
orang tua seperenam, yaitu empat (4), seorang 
anak perempuan dengan bayi dalam kandung- 
an (laki-laki) mendapatkan sisa yaitu 13. 

Atau, asal masalah 27, dengan asumsi 
bayi dalam kandungan perempuan, sebab 
dalam asal masalah berdasarkan asumsi ini, 
berkumpul seperdelapan, dua seperenam dan 
dua pertiga. Ini adalah masalah mimbariyyah. 
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Asal masalah aul dari 24 menjadi 27. Kedua 
orang tua mendapatkan delapan (8), istri 3, 
anak perempuan dengan bayi dalam kandung- 
an (perempuan) mendapatkan 16. Antara dua 
bilangan tashih masalah (24 dan 27) ada tawa- 
fug dalam sepertiga, sebab makhraj sepertiga 
yaitu tiga bisa digunakan untuk menghitung 
keduanya. Jika bilangan kesesuaian salah satu 
dari keduanya yakni sepertiga (8 dari asal ma- 
salah pertama, 9 dari asal masalah kedua), sa- 
ma-sama dikalikan maka hasilnya 216 (24x8x9 

- 216). Dari bilangan ini, asal masalah ditashih. 

Maka, bagian seorang istri dalam asumsi bayi 

dalam kandungan laki-laki mendapatkan 27 

(3x9) sesuai dengan asal masalah perempuan 

yakni 27. Masing-masing dari kedua orang tua 

mendapatkan 36 (4x9) begitu seterusnya. De- 
ngan asumsi bayi dalam kandungan perem- 
puan, maka istri mendapatkan 24 (3x8), ma- 
sing-masing orang tua mendapatkan 32 (4x8). 

Kedua orang tua dan istri diberikan bagian 

minimal. 
Contoh: 

1. Seseorang mati meninggalkan seorang 
saudara laki-laki sekandung, ayah dan 
ibu hamil bukan dari ayahnya (tidak se- 
ayah dengan mayit), maka bayi dalam 
kandungan ini bukanlah ahli waris, sebab 
saudara laki-laki atau saudara perempuan 
seibu termahjub dari pewarisan oleh ayah. 

2. Seseorang mati meninggalkan istri anak 
laki-lakinya yang sedang hamil, atau istri 
ayahnya yang sedang hamil saja. Bayi da- 
lam kandungan di sini adalah ahli waris 
satu-satunya, sebab dalam kasus pertama, 
adakalanya bayi itu adalah anak laki-laki 
dari anak laki-laki, atau anak perempuan 
dari anak laki-laki. Yang pertama ashabah 
yang mengambil semua tirkah, sedang 
yang kedua mengambil tirkah dengan 
fardh dan radd. Dalam kasus kedua, ada- 
kalanya bayi itu adalah saudara laki-laki 
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seayah, yaitu ashabah yang memperoleh 
semua tirkah atau saudara perempuan 
seayah yang memperoleh semua tirkah de- 
ngan fardh dan radd. 

Dalam dua keadaan, semua tirkah di- 
tangguhkan sampai masa kelahiran. 
Seseorang mati meninggalkan seorang istri, 
ayah, ibu, dan istri anak laki-laki yang hamil, 
maka tirkah dibagikan dengan asunssi la- 
ki-laki, artinya bayi dalam kandungan itu 
adalah anak laki-laki dari anak laki-laki. 
Maka, istri mendapatkan seperdelapan 
3/24. Masing-masing ayah dan ibu men- 
dapatkan seperenam yaitu 4 saham untuk 
masing-masing. Sedangkan sisanya (13 
saham) untuk anak laki-laki dari anak la- 
ki-laki, sebab dia adalah ashabah. 

Kemudian tirkah dibagikan dengan 
asumsi bayi itu perempuan, artinya bayi 
dalam kandungan itu adalah anak perem- 
puan dari anak laki-laki. Maka, istri men- 
dapatkan seperdelapan 3/24. Masing-ma- 
sing ayah dan ibu seperenam (empat sa- 
ham). Anak perempuan dari anak laki-laki 
setengah 12/24, saham yang tersisa yaitu 
satu (1) di-radd kepada ayah. Maka, dia 
mendapatkan lima saham. 

Yang paling baik untuk bayi dalam kan- 
dungan adalah memperkirakan dia laki- 
laki. Maka, dipersiapkan untuknya 13 sa- 
ham dari 24. 

Seseorang mati meninggalkan seorang 
istri, ibu yang hamil dari ayah orang yang 
meninggal, maka tirkah dibagikan perta- 
ma-tama dengan asumsi laki-laki. Arti- 
nya, bayi dalam kandungan adalah sau- 
dara laki-laki sekandung. Maka istri men- 
dapatkan seperempat 3/12, ibu sepertiga 
4/12, seorang saudara laki-laki menda- 
patkan sisa sebagai ashabah, yaitu 5/12. 
Kemudian tirkah dibagikan dengan asum- 
si dia perempuan. Artinya bayi dalam kan- 
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dungan adalah saudara perempuan sekan- 
dung, maka dia mendapatkan setengah 
6/12, maka asal masalah aul menjadi 13. 

Dengan tashih masalah," kita mene- 

mukan bahwa bagian seorang saudara 
laki-laki sekandung 65 sahm dari 156, 
bagian seorang saudara perempuan se- 
kandung 72 sahm dari 156. Maka, bayi itu 
diasumsikan perempuan, sebab itu yang 
paling utama baginya, dan disediakan un- 
tuknya 72/156. 
Seorang perempuan mati meninggalkan 
suami, seorang saudara perempuan se- 
kandung, seorang istri ayah yang hamil. 
Jika bayi dalam kandungan diasumsikan 
laki-laki maka suami mendapatkan sete- 
ngah, seorang saudara perempuan sekan- 
dung setengah. Saudara laki-laki seayah 
tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia 
ashabah yang mengambil sisa setelah 
ashabul furudh. 

Jika diasumsikan keadaan bayi dalam 
kandungan perempuan, suami mendapat- 
kan setengah, seorang saudara perempuan 
sekandung setengah, seorang saudara pe- 
rempuan seayah seperenam, sebagai pe- 
lengkap dua pertiga. Maka, asal masalah 
aul menjadi 7. 

Pada saat itu, yang paling baik adalah 
mengasumsikan bayi dalam kandungan 
perempuan. Dia disediakan satu saham da- 
ri tujuh. 

Seseorang mati meninggalkan ayah, ibu, 
istri hamil, dan seorang anak perempuan, 
maka tirkah pertama-tama dibagikan de- 
ngan asumsi bayi dalam kandungan laki- 
laki, artinya anak laki-laki. Maka, ayah 
mendapatkan seperenam (4/24), ibu se- 
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perenam (4/24), istri 3/24, sisa 13 saham 
untuk seorang anak perempuan dan anak 
laki-laki sebagai ashabah. Maka, bagian 
anak laki-laki setelah tashih 26 saham 
dari 72. 

Kemudian tirkah dibagikan dengan 
asumsi bayi itu perempuan, maka ayah 
mendapatkan seperenam, istri seperdela- 
pan, dua orang anak perempuan dua per- 
tiga. Masing-masing anak perempuan se- 
pertiga, asal masalah dari 24 aul menjadi 
27. Maka, bagian bayi dalam kandungan 8 
dari 27. 

Dengan tashih masalah kita menemu- 

kan bahwa bagian bayi dalam kandungan 
dengan asumsi dia laki-laki adalah 78 
dari 216, bagiannya dengan asumsi dia pe- 
rempuan adalah 64 dari 216. Maka, yang 
paling baik untuk bayi dalam kandungan 
adalah mengasumsikan dia laki-laki. Pe- 
nanggung jawab dijadikan untuk anak pe- 
rempuan saja, sebab bagiannya menjadi 
sedikit dengan dia berbilang. 
Seorang perempuan mati meninggalkan 
suami, ibu hamil dari ayah orang yang 
meninggal, dua orang saudara perempuan 
sekandung, dua orang saudara laki-laki 
seibu,makatirkahpertama-tamadibagikan 
dengan asumsi dia laki-laki, artinya dia 
adalah saudara laki-laki sekandung. Maka, 
suami mendapatkan setengah 3/6, ibu 
seperenamyaitu satu saham, sepertigasisa 
dibagi bersama dua orang saudara laki- 
laki seibu, dua orang saudara perempuan 
sekandung, dan seorang saudara laki-laki 
sekandung. Asal masalah ditashih dari 30. 
Maka, bagian seorang saudara laki-laki 
sekandung 3/30. 


Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kaidah pentashihan asal masalah adalah dengan mengalikan asal masalah atau aulnya 
dengan bilangan terkecil, di mana semua ahli waris mungkin mendapatkan hak mereka dengan bilangan bulat (pas, tidak 


pecahan). Hasil perkalian adalah tashih asal masalah. 
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Kemudian tirkah dibagikan dengan asum- 
si dia adalah perempuan. Artinya, dia adalah 
saudara perempuan sekandung. Maka, suami 
mendapatkan setengah (3/6), ibu seperenam 
(satu saham), tiga orang saudara perempuan 
sekandung dua pertiga (4/6), saudara-sauda- 
ra laki-laki seibu mendapatkan sepertiga yaitu 
2/6. Maka, asal masalah aul menjadi 10, di- 
tashih menjadi 30. Maka, saudara perempuan 
sekandung mendapatkan 4/30. 

Kemudian, yang paling baik untuk bayi 
dalam kandungan adalah mengasumsikan dia 
perempuan, dan disimpan untuknya 4/30. Ada- 
pun sisa bagian-bagian warisan yaitu 6 saham 
disimpan dengan empat saham yang disimpan 
untuk bayi dalam kandungan ketika lahir. 


3. WARISAN ORANG YANG HILANG 

Pengertiannya, hukum-hukumnya sete- 
lah penentuan kematiannya kaitannya dengan 
istri, harta dan warisannya, cara pewarisan 
orang yang hilang. Apakah masa kematiannya 
diperkirakan, kapan mulai menganggapnya hi- 
lang??4 

Pengertian orang yang hilang: adalah 
orang yang tidak ada dan terputus beritanya. 
Hidup dan matinya tidak diketahui baik tem- 
patnya diketahui atau tidak diketahui. Hal ini 
tidak dianggap jika orang itu tidak diketahui 
hidup atau matinya. Kalau saja dia diketahui 
tempatnya, tapi tidak diketahui hidup atau 
matinya maka dia adalah orang yang hilang. 

Hukum-hukumnya: orang yang hilang 
mempunyai tiga hukum yang terkait dengan 
penentuan masa di mana dia dihukumi mati 
setelah waktu itu berlalu, kaitannya dengan 
istrinya, harta dan warisannya dari orang lain. 
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Adapun kaitannya dengan istri 

Yang dijadikan fatwa menurut Hanafiy- 
yah adalah menyerahkan masalah itu kepada 
pendapat penguasa, dia melihat dan berijtihad, 
melakukan apa yang dominan dalam dugaan- 
nya bahwa itu suatu kemaslahatan, karena ke- 
mutlakan ucapan Ali, 


ec Aa aa Babi Cabe Sis 
S3 Y mad Cut alah ogakad! alah 
AS yag ea USU 
“Istri orang yang hilang adalah tetap istri- 
nya. Dia mendapatkan cobaan maka hendak- 
lah dia bersabar. Dia tidak boleh menikah sam- 
pai datang kepadanya suatu keyakinan akan 
kematian suaminya itu.” 


Hanabilah memerinci, mereka mengam- 
bil pendapat di atas mengenai orang yang hi- 
lang di mana si istri menduga suaminya da- 
lam keadaan hidup, seperti suaminya pergi 
untuk melancong, berdagang, menuntut ilmu, 
atau melaksanakan ibadah haji dalam keadaan 
aman. Maka, hakim menghukumi dia mati ke- 
tika dugaannya kuat bahwa orang yang hilang 
telah mati. Ukuran waktu diserahkan kepada 
hakim. 

Adapun jika hilangnya orang yang hilang 
itu diduga kuat binasa, seperti hilang pada 
masa peperangan, serbuan, medan peperang- 
an, atau melakukan urusan di tempat yang de- 
kat, lalu dia tidak kembali, maka hakim memu- 
tuskan kematiannya setelah empat tahun dari 
tanggal hilangnya." 

Menurut pendapat yang unggul dalam 
madzhab Malikiyyah adalah orang yang hilang 


5841. As-Siraajiyyah: hlm. 221-225: ar-Rahabiyyah: hlm. 76: al-Mughnii: VI/321-325: Mughnil Muhtaaj: 11/26: al-Gawaaniin al- 


Fighiyyah: hlm. 216. 
542. 


Undang-undang Mesir nomor 15 tahun 1929 mengenai keadaan hilangnya seseorang di mana diduga kuat—mengambil pendapat 


madzhab Ahmad. Dalam keadaan hilangnya orang yang hilang di mana tidak diduga kuat binasa, undang-undang Mesir mengambil 
pendapat yang shahih menurut Hanafiyyah dan Hababilah. Maka, pasal 21 menjelaskan dua keadaan tersebut. 
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dihukumi mati setelah empat tahun setelah 
hari pertama istrinya mengajukan masalahnya 
ke pengadilan. Jika masa itu telah habis maka 
perempuan itu mulai masuk masa iddah wafat 
suami, kemudian menikah jika menginginkan. 
Menurut pendapat Malikiyyah, hakim me- 
misahkan hubungan suami istri setelah ber- 
lalu satu tahun atau lebih dari hilangnya. 
Syafi'iyyah mengatakan bahwa orang yang 
hilang atau ditawan sedang kabar tentangnya 
terputus, tidak bisa dihukumi mati sampai ada 
bukti akan matinya, atau berlalu satu masa 
yang mana diketahui atau diduga kuat bahwa 
orang itu tidak bisa hidup lebih dari itu, seba- 
gaimana halnya orang-orang seangkatannya. 


Adapun kaitannya dengan harta-harta orang 
yang hilang 

Para imam madzhab sepakat bahwa orang 
yang hilang dianggap hidup kaitannya dengan 
harta-hartanya yang terbukti kepermilikan 
harta itu untuknya, juga hak-haknya yang lain, 
sampai ada bukti akan wafatnya, atau hakim 
memutuskan wafatnya. Ini adalah sisi negatif 
orang yang hilang. Hal ini berkonsekuensi 
pada hal-hal berikut: 

Hartanya tidak dibagikan kepada para 
ahli waris. Hakim membelanjakan dari harta 
orang itu untuk istrinya, asal usul (ayah-ibu 
dan seterusnya) dan cabang-cabangnya (anak 
cucu) saja. Sebab, belanja hidup mereka wa- 
jib baginya baik dia ada atau tidak ada. Akad- 
akadnya tidak difasakh (dibatalkan) seperti 
akad sewa yang menjadi fasakh karena mati- 
nya salah seorang dari dua orang yang bera- 
kad menurut Hanafiyyah. Hakim mengangkat 
wakil orang itu untuk memegang piutang-pi- 
utangnya dan menjaga hartanya. 
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Harta-hartanya dijaga sampai keadaannya 
terkuak. Jika jelas hidup maka dia mengam- 
bil hartanya, jika terbukti mati dengan bukti 
syara' maka dia dianggap mati sejak waktu 
yang terbukti bahwa dia mati. Para ahli waris- 
nya mewarisinya sejak waktu itu. Jika hakim 
memutuskan kematiannya maka dia dianggap 
mati semenjak jatuh hukum. Ahli warisnya me- 
warisinya sejak tanggal jatuhnya hukum. 

Penyebab dia dianggap hidup kaitannya 
dengan hartanya adalah memberlangsungkan 
status hidup yang dipunyainya sebelum dia 
hilang. Hukum asalnya adalah tetapnya hukum 
(status) yang ada sebagaimana apa adanya 
sampai statusnya jelas tidak demikian, dengan 
adanya dalil (istish-hab). Maka dia tidak di- 
warisi, sebab syarat diperolehnya hak mewa- 
risi adalah terealisasinya kematian orang yang 
mewarisi, sementara kematiannya tidak ter- 
bukti. 


Adapun kaitannya dengan warisannya dari 
orang lain 

Para fugaha mempunyai dua pendapat ka- 
rena perbedaan mereka dalam hujjah hukum 
istish-hab: 

Jumhur Hanafiyyah?? berpendapat bahwa 
orang yang hilang tidak mendapatkan hak-hak 
positif dari orang lain, seperti warisan, wasiat 
dari orang lain. Dia tidak mewarisi dari orang 
lain juga tidak tidak ada wasiat untuknya dari 
orang lain. Sebab, istish-hab menurut mereka 
adalah hujjah untuk menolak bukan untuk 
membuktikan. Artinya, istish-hab pantas untuk 
dijadikan menolak orang yang mengaku akan. 
perubahan keadaan, bukan penetapan masa- 
lah sesuai dengan yang ada. Hukum keberlang- 
sungan hidupnya hanya berakibat tertolaknya 


Kematian orang yang hilang di mana diduga kuat dia binasa dihukumi setelah empat tahun dari tanggal hilangnya. Adapun 
dalam semua keadaan yang lain maka masa di mana hakim bisa menghukumi kematian orang yang hilang diserahkan kepada 
hakim. Itu semua setelah penelitian dengan semua cara yang memungkinkan dan bisa membawanya untuk mengetahui apakah 


orang yang hilang itu hidup atau mati. 


543. shul as-Sarakhsi: 11/225: Mir'aatul Ushuul: 11/367: Kasyful Asraar: hlm. 1098. 
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konsekuensi dari wafatnya yakni pembagian 
harta di antara para ahli waris, perceraian 
istrinya. Ini adalah hak yang negatif. 

Istish-hab tidak berguna dalam hal perpin- 
dahan kepemilikan orang lain untuk dirinya. 
Ini adalah hak positif. Secara ringkas, istish-hab 
boleh untuk menolak kepemilikan orang lain 
terhadap harta-hartanya, bukan untuk menga- 
firmasi kepemilikannya dari orang lain. Oleh 
karena itu, dia tidak bisa mewarisi tidak pula 
mendapatkan wasiat. Sebab, syarat perolehan 
hak warisan dan wasiat adalah terbuktinya ke- 
hidupan orang yang mewarisi dan orang yang 
mendapatkan wasiat ketika orang yang mewa- 
riskan dan orang yang berwasiat. Hidupnya 
orang yang hilang tidak terbukti nyata, namun 
di sana ada kemungkinan bahwa dia mati. Oleh 
karena itu, dia tidak mewarisi dan diwarisi. 

Jumhur Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabi- 
lah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah?# ber- 
pendapat bahwa orang yang hilang mewarisi 
orang lain, meskipun dia tidak diwarisi. Sebab, 
hukum istish-hab adalah hujjah yang mutlak 
untuk menolak dan membuktikan, selama 
tidak ada dalil yang menghalangi keberlang- 
sungannya. Maka, hidupnya orang yang hilang 
adalah hukum asal yang tetap. Maka dia bisa 
mewarisi orang lain, tetapi hartanya tidak bisa 
diwarisi. Artinya, istish-hab mengafirmasi ke- 
dua hak baik positif maupun negatif. Hanya, 
Hanabilah menambahkan bahwa orang yang 
hilang diwarisi dan tidak mewarisi setelah 
berlalu empat tahun semenjak hilangnya. 

Undang-undang Mesir (M 45) Syria (M 
302) mengambil pendapat ini. Teks pasal itu 
adalah: untuk orang hilang, bagiannya dari tir- 
kah orang yang mewariskan ditahan. Jika dia 
jelas hidup maka dia mengambilnya, jika dia 
dihukumi mati maka bagiannya dikembalikan 


Ca 
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kepada orang yang berhak mendapatkannya 
yaitu para ahli waris pada waktu orang yang 
mewariskan meninggal. Jika jelas hidup sete- 
lah dihukumi mati maka dia mengambil sisa 
bagiannya di tangan para ahli waris. 


Cara Pewarisan Orang Hilang 

1. Jika orang hilang adalah ahli waris satu- 
satunya maka semua tirkah ditahan un- 
tuknya. 

2. Jika dia bersama para ahli waris lain, 
maka tirkah dibagikan berdasarkan dua 
asumsi. Asumsi dia hidup dan asumsi dia 
meninggal, kemudian asal masalah dua 
keadaan ini dijadikan satu dan ditahan un- 
tuknya bagian yang paling baik. Setiap ahli 
waris diberikan bagian yang paling buruk 
dan dijaga perbedaan-perbedaan bagian- 
bagian yang ada serta harta yang ditahan 
untuk orang hilang. 


Jika orang yang hilang itu jelas hidup maka 
dia mengambil harta yang ditahan untuknya. 

Jika terbukti mati—dengan bukti—sete- 
lah kematian orang yang mewariskan, maka 
bagian yang ditahan untuknya, dikembalikan 
kepada para ahli waris yang legal. 

Jika kematiannya terbukti setelah kemati- 
an orang yang mewariskan, atau kematiannya 
tidak terbukti kecuali dengan keputusan ha- 
kim maka apa yang ditahan untuknya menjadi 
hak para ahli waris orang yang mewariskan. 

Contoh: 

1. Seseorang mati, meninggalkan seorang 
anak laki-laki yang hilang saja, atau me- 
ninggalkan seorang anak laki-laki yang 
hilang dan dua orang saudara laki-laki 
seibu, maka orang yang hilang ini adalah 
ahli waris satu-satunya. Sebab, dua orang 


544 . Mukhtashar Ibn Hajib: hlm..217: Miftaahul Wushuul ilaa Binaa'il Furuu' 'alal Ushuul karya at-Tilmasani al-Maliki, hlm. 189: al- 
Ibhaaj karya as-Subki: 111/111: Syarh al-Mahalli 'alaa Jam'il Jawaami' 11/285, al-Madkhal ilaa Madzhab Ahmad: him. 133, Syarh 
Raudhah an-Naazhir: 1/389, al-Ihkaam karya Ibnu Hazm: V/590, Muhammad Tagiyyul Hakim: hlm. 454. 
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saudara laki-laki seibu dimahjub oleh 
anak laki-laki. Jika jelas dia hidup maka 
dia mengambil seluruh harta, kalau tidak 
maka diambil oleh Baitul mal dalam kasus 
pertama atau dua orang saudara laki-laki 
seibu dalam kasus kedua. 

Seorang laki-laki mati meninggalkan se- 
orang istri, ayah, ibu, seorang anak pe- 
rempuan, seorang anak laki-laki yang hi- 
lang: 

Pertama, asumsi orang yang hilang 
hidup maka para ahli waris adalah sebagai 
berikut. 

Istri 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, seorang 
anak perempuan dan seorang anak laki- 
laki keduanya ashabah. Asal masalah 24. 
Saham: istri 3, ayah 4, ibu 4, ashabah 13. 

Asal masalah ditashih dengan mengali- 
kan jumlah para ahli waris ashabah (3) 
dikalikan 24 menjadi 72. Maka, saham se- 
telah tashih. Istri 9, ayah 12, ibu 12, anak 
perempuan 39, anak laki-laki 26. 

Kedua, dengan asumsi wafatnya orang 

yang hilang maka para ahli waris demi- 
kian: 
Istri 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6, anak perem- 
puan 1/2. Asal masalah 24. Saham: istri 3, 
ayah 4-41, ibu 4, anak perempuan 12. Satu 
yang ditambahkan kepada ayah adalah 
sisa (ashabah). 

Bagian orang yang hilang dijaga de- 
ngan asumsi dia hidup, yaitu (26 dari 72). 
Masing-masing istri dan ibu diberikan 
bagian mereka, karena keadaannya tidak 
berubah dalam dua keadaan. Masing-ma- 
sing ayah dan anak perempuan diberikan 
bagian yang paling merugikan, sedang si- 
sanya ditahan. Jika orang yang hilang jelas 
hidup maka orang itu mengambilnya. Jika 
dia dihukumi mati maka bagian ayah dan 
anak perempuan utuh. 
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Seorang perempuan mati meninggalkan 
suami, dua orang saudara perempuan se- 
kandung, seorang saudara laki-laki yang 
hilang, maka mula-mula tirkah dibagi de- 
ngan asumsi bahwa saudara laki-laki se- 
kandung hidup. Maka, suami mendapatkan 
1/2 (1), saudara laki-laki sekandung de- 
ngan dua orang saudara perempuannya 
ashabah yang mengambil sisa yaitu (1). 
Asal masalah 2, ditashih 8 dengan menga- 
likan 4 (jumlah mereka) dengan asal ma- 
salah (2). 

Kemudian tirkah dibagikan dengan 
asumsi dia meninggal, maka suami men- 
dapatkan 1/2 yaitu 3, dua orang saudara 
perempuan sekandung dua pertiga yaitu 
4, Maka, asal masalah aul menjadi 7. 

Kemudian asal masalah dalam dua asal 
masalah itu dijadikan satu, dengan me- 
ngalikan dua asal masalah (7x8 - 56). Ma- 
ka, seorang saudara laki-laki sekandung 
diberikan 14 (7x2 - 14) yang ditahan 
untuk orang itu. Hal itu dengan mengali- 
kan jumlah orang yang mempunyai se- 
suatu pada keadaan pertama dengan 7, 
dan orang yang mempunyai sesuatu dalam 
keadaan kedua (wafat) dikalikan 8. 

Dua orang saudara perempuan sekan- 
dung diberikan 14 (2x7) dengan asumsi 
orang yang hilang itu hidup. Dengan 
asumsi orang itu meninggal (4x8 - 32), 
mereka berdua diberikan 14, bagian yang 
paling buruk. 

Suami diberi 28 (7x4) dengan asumsi 
orang yang meninggal hidup, dan dengan 
asumi mati, suami diberi 24 (3x8). Maka, 
suami diberikan 24, bagian yang paling 
buruk. Selisih-selisih bagian-bagian dita- 
han, dan dijaga berserta bagian orang yang 
hilang. Jika orang yang meninggal terbukti 
hidup maka dia mendapatkan 14, suami 4. 
Jika jelas bahwa dia meninggal maka dua 
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orang saudara perempuan mengambil 
selisih bagian. 

4. Seorang laki-laki mati, meninggalkan istri, 
ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki yang 
hilang maka mula-mula tirkah dibagi de- 
ngan asumsi dia hidup, maka istri men- 
dapatkan seperdelapan yaitu 3 dari 24, 
ayah seperenam yaitu 4, ibu seperenam 
yaitu 4, anak laki-laki sisa yaitu 13. 

Kemudian tirkah dibagikan dengan 
asumsi orang yang hilang meninggal. Ma- 
ka, istri mendapatkan seperempat yaitu 
6, dari 24, ibu sepertiga sisa yaitu 6, ayah 
mendapatkan sisa yaitu 12 saham. Se- 
orang anak laki-laki disimpan 13 saham. 
Selisih antara dua asal masalah ada pada 
bagian istri, ayah, dan ibu. Para ahli waris 
diberikan bagian yang paling buruk. Maka, 
istri diberikan 3 saham, masing-masing 
ayah dan ibu 4 saham. 


Apakah masa meninggal orang yang hilang 
diperkirakan? 

Dikatakan bahwa masa meninggal orang 
yang hilang bisa diperkirakan. Ada yang me- 
ngatakan tidak bisa diperkirakan. Namun, ha- 
kim berijtihad. 

Adapun Malikiyyah dan Hanabilah menga- 
takan, bahwa masa meninggalnya bisa diper- 
kirakan. Yang unggul menurut Malikiyyah ada- 
lah sudah berlalu tujuh puluh tahun. Pendapat 
yang terpercaya menurut Hanabilah adalah 
berlalu sembilan puluh tahun. Undang-undang 
Syria (M 205) memilih batasan masa, dengan 
sampainya orang itu dalam usia delapan puluh 
tahun. 

Adapun Hanafiyyah dalam riwayat yang 
zahir dan yang shahih menurut Syafi'iyyah, 
mereka mengatakan bahwa masa itu tidak bisa 
diperkirakan. Wafatnya menurut Hanafiyyah 
diputuskan dengan kematian teman-teman se- 
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bayanya yang ada di negerinya. Tidak ada yang 
tersisa dari mereka. 

Hakim berijitihad sesuai dengan perkira- 
an menurut Syafi'iyyah, yakni telah berlalu 
satu masa di mana diketahui atau diduga kuat 
dia tidak hidup lebih dari itu. 


Kapan dia mulai dianggap hilang? 

Jika wafat orang yang hilang terbukti, ma- 
ka keputusan hakim mengenai wafat disan- 
darkan pada tanggal yang mana bukti menen- 
tukan kematiannya. 

Jika keputusan mendasarkan pada ijtihad 
dan dugaan kuat, maka ada dua pendapat: Abu 
Hanifah dan Malik mengatakan, bahwa kepu- 
tusan kematiannya kembali pada tanggal dia 
hilang. Maka, dia dianggap mati sejak tanggal 
kehilangannya. Dia tidak bisa mewarisi orang 
yang mati sebelum keputusan itu. Harta orang 
yang hilang diwarisi oleh orang yang ada pada 
tanggal orang yang hilang itu hilang. 

Syafi'i dan Ahmad mengatakan, dia diang- 
gap mati semenjak tanggal keputusan kema- 
tiannya. Maka, orang yang hilang mewarisi 
orang yang mati sebelum keputusan kemati- 
annya. Hartanya diwarisi oleh orang yang ada, 
yakni para ahli warisnya ketika ada keputusan 
matinya orang yang hilang. 


4. WARISAN ORANG YANG DITAHAN 
Orang yang ditahan ada kalanya hidup 

atau tidak diketahui hidupnya. 

a. Jika orang yang ditahan diketahui hidup, 
maka dia mewarisi orang lain, namun 
hartanya tidak diwarisi, sebab dia masih 
hidup. Maka, ia diperlakukan dengan per- 
lakuan orang yang hidup. Orang Muslim 
adalah termasuk penduduk Darul Islam 
di mana pun dia berada, penahanan tidak 
berpengaruh apa-apa. Maka, hukum pena- 
hanan (status dia ditahan) adalah tetap 
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seperti hukum orang-orang Muslim yang 
lain dalam warisan selama dia tidak me- 
ninggalkan agamanya. Jika diketahui bah- 
wa dia meninggalkan agamanya, maka hu- 
kumnya seperti hukum orang murtad, se- 
bab berbeda orang yang murtad di Darul 
Islam atau di Darul Harb. 

b. Jika orang yang ditahan tidak diketahui 
keadannya, tidak diketahui hidup, mati 
atau kemurtadannya, hukumnya seperti 
hukum orang hilang sebagaimana yang 
disebutkan. Maka hartanya tidak dibagi, is- 
trinya tidak boleh dinikahi sampai kabar 
beritanya terungkap. 


5. WARISAN BANCI (KHUNTSA) 

Banci adalah orang yang berkumpul dalam 
dirinya dua alat reproduksi (alat kelamin), alat 
- Taki-laki dan alat perempuan. Atau, orang yang 
tidak mempunyai alat itu sama sekali. Ini ada 
dua macam: musykil dan ghairu musykil.55 

Banci yang ghairu musykil (tidak sulit/ 
jelas) adalah orang yang di dalamnya jelas ciri 
laki-laki atau perempuan seperti orang yang 
menikah kemudian mempunyai anak. Ini ada- 
lah laki-laki. Atau, orang yang menikah kemu- 
dian hamil, maka dia perempuan. Orang ini di- 
terapkan hukum masing-masing dari laki-laki 
dan perempuan. Jika dia kencing dari alat laki- 
laki maka dia laki-laki, alat yang lain adalah tam- 
bahan dalam tubuh. Jika dia kencing dari alat 
perempuan maka dia perempuan. Alat yang lain 
adalah tambahan yang muncul di tubuh. Oleh 
karena itu, dia diuji dengan kencing, penam- 
pakan jenggot, haid. Jika sama dengan laki-laki 
maka dia mewarisi sebagaimana warisan laki- 
laki, jika dia sama dengan perempuan maka dia 
mewarisi seperti warisan perempuan. 

Adapun banci musykil adalah orang yang 
keadaannya musykil (sulit ditentukan), tidak 
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diketahui kelelakiaannya, atau keperempuan- 
annya. Seperti dia kencing dari alat laki-laki 
dan perempuan juga. Atau, tampak jenggot dan 
payudara dalam waktu yang sama. Biasanya— 
dengan kemajuan kedokteran modern—kemu- 
sykilan itu diakhiri dengan operasi, yang bisa 
menyebabkan kejelasan keadaannya. 


Hukum waris banci musykil 

Banci musykil tidak bisa digambarkan se- 
bagai suami atau istri. Sebab, dia tidak boleh 
menikah selama dia masih musykil. Oleh ka- 
rena itu, tidak bisa dibayangkan dia sebagai 
ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sebab pada saat 
itu, dia menjadi tidak musykil. 

Dia hanya mungkin menjadi ahli waris ca- 
bang (anak), saudara atau paman-bibi. Maka, 
terjadi perbedaan dalam pewarisannya apa- 
kah dia laki-laki atau perempuan. 

Namun, jika bagiannya antara laki-laki dan 
perempuan tidak berbeda maka tirkah dibagi- 
kan tanpa kesulitan. 

Jika dia mewarisi dengan asumsi dia laki- 
laki atau perempuan—dia tidak mewarisi de- 
ngan asumsi lain—maka dia diberikan sedikit 
tirkah menurut Hanafiyyah, menurut Syafi- 
'iyyah dia diberikan bagian minimal ahli waris, 
haknya disimpan sampai keadaannya jelas, 
berbeda dengan Malikiyyah dan Hanabilah 

Jika bagiannya antara laki-laki dan pe- 
rempuan berbeda maka ada empat pendapat: 
1. Madzhab Hanafiyyah yang dijadikan fat- 

wa adalah bahwa banci musykil diberikan 

bagian minimal atau keadaan yang paling 
buruk dari bagian dia sebagai laki-laki atau 
perempuan. Para ahli waris lain diberikan 
bagian yang paling baik. Artinya, berbeda 
sama sekali dengan keadaan bayi dalam 
kandungan. Inilah yang diambil oleh un- 
dang-undang Mesir (M 46). Undang-un- 
dang Syria tidak menjelaskan karena sa- 


243 As-Siraajiyyah: hlm. 205-212: al-Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 395: ar-Rahabiyyah: hlm. 73-75: al-Mughnii: VI/ 253-257. 
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546 


ngat langka. Jika terjadi maka pendapat 
ini diterapkan demi mengamalkan pasal 
305,546 

Orang yang mati meninggalkan istri, 
ayah, ibu, dan anak banci, asal masalah 
24. Tirkah mula-mula dibagikan dengan 
asumsi dia laki-laki, maka bagian istri 1/8 
23, ayah 1/6 - 4, ibu 1/6 - 4, anak banci 
musykil mendapatkan sisa yaitu 13. 

Kemudian tirkah dibagikan dengan 
asumsi dia perempuan. Maka, istri menda- 
patkan 1/8 -3, ayah 1/6# sisa - 5, ibu 
1/6 - 4, anak banci sebagai perempuan 
1/2 -— 12. Maka, banci diberikan 12 sebab 
itu adalah bagian paling rendah. Yang 
terpengaruh oleh pembagiannya adalah 
ayah. Ayah diberi 5, keadaan yang paling 
baik. 
Madzhab Malikiyyah: banci musykil di- 
berikan setengah bagian perempuan, 
dan setengah bagian laki-laki. Jika dia 
mewarisi berdasarkan suatu asumsi, 
dan tidak mewarisi berdasarkan asumsi 
yang lain, maka dia diberi setengah dari 
bagiannya berdasarkan asumsi itu bagian 
warisannya. 
Madzhab Syafi'iyyah: bagian warisan mi- 
nimal diberikan kepada banci dan para 
ahli waris yang lain, sisanya ditahan sam- 
pai keadaannya jelas, atau para ahli waris 
bersepakat dengannya. Dalam contoh di 
atas, banci diberi 12, ayah 4 saja, sisanya 
yaitu 1 ditahan sampai keadaan sejatinya 
jelas, atau ayah bersepakat dengannya. 

Kalau seseorang mati meninggalkan 
seorang anak laki-laki, anak banci musykil 
maka dengan asumsi kelelakian banci itu, 
maka harta dibagi rata dia dan anak laki- 
laki. Masing-masing setengah harta, asal 
masalah 2. 
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Dengan asumsi dia perempuan maka 
anak banci itu setengah 1/3, sedang anak 
laki-laki 2/3. Asal masalah 3. Maka, anak 
banci diberi 1/3 saja. Sedangkan, anak laki- 
laki mengambil setengah sebab itu adalah 
yang yakin. Seperenam sisa disimpan 
untuk mereka berdua, sampai jelas ke- 
sulitannya, atau keduanya berdamai. 

Cara tashih: hendaklah dua asal ma- 
salah dilihat. Satu asal masalah dengan 
asumsi dia laki-laki saja, dan asal masalah 
dengan asumsi dia perempuan. Hal itu de- 
ngan kemungkinan empat hal yang telah 
diterangkan (tamatsul, tawafug, tadakhul, 
tabayun). Bilangan terkecil yang dijadikan 
membagi dua asal masalah terjadi dengan 
dua asumsi, maka yang ada adalah ga- 
bungan dua asal masalah. Dalam masalah 
di atas, antara tiga dan dua ada tabayun, 
maka salah satu dari dua asal masalah 
dikalikan dengan lainnya. Maka hasilnya 
enam. Jika hasil tersebut dibagi atas asal 
masalah laki-laki maka banci mendapat- 
kan tiga, jika dibagikan atas asal masalah 
perempuan, maka banci mendapatkan 
dua, laki-laki empat. Yang paling berisiko 
untuk banci adalah statusnya sebagai pe- 
rempuan, maka dia diberi dua saham. 
Yang paling bahaya bagi hak anak laki-laki 
adalah status laki-laki banci itu, maka dia 
diberi tiga. Tersisa seperenam yaitu satu, 
maka ini ditahan. Jika jelas kelelakiannya 
maka dia mengambilnya. Jika jelas dia pe- 
rempuan maka diambil anak laki-laki. Jika 
tidak jelas maka ditahan sampai keduanya 
berdamai. 

Madzhab Hanabilah: 

a. Jika bisa diharapkan kejelasan status 
banci itu di kemudian hari, maka me- 
reka seperti madzhab Syafi'iyyah, 


Bunyi pasal tersebut adalah semua yang tidak ada pernyataan jelas dalam undang-undang ini maka dikembalikan kepada 


pendapat yang paling unggul dalam madzhab Hanafiyyah. 
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diperlakukan bersama para ahli wa- 
ris lain dengan bagian yang paling 
rendah. 

b. Jika tidak bisa diharap kejelasan sta- 
tusnya maka mereka (kalangan Hana- 
bilah) seperti Malikiyyah. Banci diberi 
setengah warisan laki-laki dengan 
asurnsi dia laki-laki, dan setengah wa- 
risan perempuan dengan asumsi dia 
perempuan, jika dia mewarisi pada 
dua keadaan. Jika dia mewarisi atas 
satu asumsi maka dia diberi setengah 
bagiannya dalam keadaan warisan. 


6. WARISAN ORANG-ORANG YANG 
TENGGELAM, TERKENA RERUNTUHAN, 
TERBAKAR, DAN SEBAGAINYA, YAITU 
ORANG YANG TIDAK DIKETAHUI 
TANGGAL WAFAT MEREKA 
Jika tidak diketahui wafat orang yang me- 

wariskan. Yakni, sekelompok orang—di antara 

mereka kerabat—meninggal, sementara tidak 
diketahui mana yang mati duluan, seperti 
orang-orang yang tenggelam di kapal bersama- 
sama atau mereka jatuh ke dalam api seketika, 
atau mereka kejatuhan dinding atau atap ru- 
mah, atau terbunuh di medan peperangan dan 
tidak diketahui mana yang dulu dan belakang- 

an mengenai kematian mereka, atau tidak di- 

ketahui tanggal kematian meskipun mereka 

tidak dalam satu kejadian. 
Bagaimana hukum pewarisan mereka?” 

1. Jumhur ulama selain Hanabilah: tidak ada 
pewarisan antara mereka. Harta masing- 
masing diberikan kepada para ahli waris 
yang hidup. Sebab, syarat warisan adalah 
terbukti wafatnya orang yang mewariskan 
sebelum wafatnya orang yang mewarisi, hi- 
dupnya orang yang mewarisi ketika orang 
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yang mewariskan wafat. Di sini tidak ada 
keyakinan mengenai hidupnya orang yang 
mewarisi setelah matinya orang yang me- 
wariskan sesuai dengan realita dan penge- 
tahuan. Pengunggulan terhalang tanpa 
adanya hal yang mengunggulkan. 

Mereka mengambil dalil hadits yang 
diriwayatkan oleh Kharijah bin Zaid bin 
Tsabit dari ayahnya bahwa dia berkata, 


We 
Z0. 03 


2 - Ka x 2 SA 
K NI 2 Lg Jt eng 
3 Hak SI oat Ih aki 
eny ri ea rae sn Yan 
: SAN ge Ab JA 
3 AG 5 an 


AS UAN aja Hang Sai 2 


ee 2 aah 


AL 9 


Be 2 SB 
Jaan Jas 


“Abu Bakar—semoga Allah meridhai- 
nya—memerintahkan aku untuk memberi- 
kan warisan penduduk Yamamah. Maka, 
aku berikan hak waris orang-orang yang 
masih hidup dari orang-orang yang mati. 
Aku tidak memberikan hak waris orang- 
orang yang mati di antara mereka. Umar 
memerintahkan aku memberikan hak waris 
pendudukyang kena wabah pes (tha'un am- 
was). Kabilah itu meninggal semua, maka 
yang hidup mewarisi yang mati. Aku tidak 


21 As-Siraajiyyah: hlm. 229-231, ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar: V/543, 563: al-Mabsuuth: XXX/27-28: Bidaayatul Mujta- 
hid: 11/348: al-Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 395: Mughnil Muhtaaj: 111/26: ar-Rahabiyyah: hlm. 79: al-Mughnii: V1/308. 
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memberikan hak warisan orang-orang 
yang mati di antara mereka. Demikian 
juga diriwayatkan dari Ali—semoga Allah 
memuliakan wajahnya—mengenai orang- 
orang yang terbunuh dalam perang al- 
Jamal (unta) dan Shiffin.” 


2. Hanabilah mengatakan, jika dua orang 
yang mewarisi meninggal, dan tidak dike- 
tahui mana yang lebih dulu meninggal 
maka masing-masing mewarisi yang lain. 
Salah satunya dijadikan yang lebih dulu 
meninggal, namun masing-masing tidak 
mewarisi apa yang telah diwarisi dari harta 
temannya. Sebab kalau demikian, masing- 
masing akan mewarisi hartanya sendiri. 


Mereka mengambil dalil dari riwayat lain 
dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Syuraikh, Ibrahim 
an-Nakha'i dan asy-Sya'bi, mereka mengata- 
kan bahwa masing-masing mewarisi yang lain. 
Artinya, hartanya bukan mewarisi apa yang 
diwarisi dari orang yang mati setelahnya. 

Berdasarkan hal itu, maka jika dua orang 
saudara laki-laki sekandung dalam satu wak- 
tu, sementara masing-masing meninggalkan 
ibu, seorang anak perempuan, dan paman 
(garis ayah) sementara tirkah masing-masing 
adalah 90 dirham menurut Jumhur tirkah ma- 
sing-masing dibagi. Maka, ibu mereka diberi 
seperenam yaitu 15, anak perempuan setengah 
yaitu 45, sisanya yaitu 30 untuk paman. 

Menurut Hanabilah: pertama-tama di- 
asumsikan kematian salah seorang dari me- 
reka. Tirkah-nya kemudian dibagikan kepada 
para ahli warisnya, sementara di antara mere- 
ka ada saudaranya. Kemudian diasumsikan 
juga kematian orang yang kedua, apa yang 
diwarisi oleh masing-masing dari dua orang 


saudara itu dari saudaranya, dan dibagikan ke- 
pada ahli waris yang hidup saja. 
Undang-undang Mesir (M 3), Syria (M 
261) mengambil! pendapat jumhur. Bunyi pa- 
salnya adalah: jika ada dua orang mati semen- 
tara tidak diketahui mana yang mati lebih 
dulu, salah seorang dari mereka tidak mempu- 
nyai hak atas tirkah yang lain, baik kematian 
mereka dalam satu kejadian atau tidak. 


7. WARISAN ANAK ZINA, LI'AN, ANAK 
TEMUAN YANG TIDAK MEMPUNYAI 
AYAH SECARA SYAR' 

Kadang-kadang nasab anak dari ayahnya 
yang syar'i tidak diketahui, seperti mereka itu, 
maka bagaimana mereka mewarisi? 

Adapun anak zina adalah anak yang dila- 
hirkan ibunya melalui jalan yang tidak syar'i, 
atau itu buah dari hubungan yang diharamkan. 

Adapun anak li'an adalah anak yang lahir 
dari hubungan suami istri yang sah. Hakim 
memutuskan peniadaan nasab anak itu dari 
suami (ayah) setelah li'an yang terjadi antara 
si suami dan istrinya. Menurut Hanafiyyah, 
keputusan hakim jatuh begitu terjadi li'an. 
Jumhur mensyaratkan suami meminta penia- 
daan anak. 

Masing-masing dari anak zina dan anak 
li'an tidak bisa saling mewarisi antara anak 
itu, ayahnya dan kerabat ayahnya berdasar- 
kan ijma ulama. Dia hanya mewarisi dari garis 
ibu saja, sebab nasabnya dari arah ayah ter- 
putus. Maka, dia tidak bisa mewarisi melalui 
ayah, sementara dari arah ibu nasabnya ter- 
bukti. Maka, nasabnya kepada ibunya pasti, 
sebab syara' tidak menganggap zina sebagai 
jalan yang legal (syar'i) untuk membuktikan 
nasab dan juga karena anak li'an tidak terbukti 
nasabnya dari ayahnya. 
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Maka, masing-masing dari anak zina dan 
li'an menurut imam empat mewarisi dari ibu- 
nya dan kerabatnya. Mereka adalah saudara- 
saudara laki-laki seibu dengan fardh saja. Ibu- 
nya, saudara-saudara laki-lakinya dari ibu me- 
warisinya dengan fardh saja. Sebab hubungan- 
nya dengan ibunya pasti, tidak ada keraguan 
di dalamnya. Tidak tergambar dia mewarisi 
atau diwarisi dengan ashabah. Kecuali dengan 
wala' (memerdekakan budak) atau anak, maka 
dia diwarisi oleh orang yang memerdekakan- 
nya atau dimerdekakan ibunya, atau anaknya 
dengan cara ashabah. Demikian juga, laki-la- 
ki yang memerdekakan atau orang yang me- 
merdekakan orang yang memerdekakan juga 
mewarisinya. Atau, anaknya dengan cara asha- 
bah juga. 

Syi'ah Imamiyyah berpendapat bahwa ti- 
dak ada saling mewarisi juga antara anak zina 
dan ibunya juga kerabat ibunya, sebagaimana 
halnya dengan ayahnya yang berzina dan ke- 
rabatnya. Sebab, warisan adalah kenikmatan 
yang diberikan oleh Allah kepada ahli waris. 
Maka, tidak boleh penyebabnya adalah tindak 
kejahatan artinya zina. Adapun anak Ji'an 
menurut mereka mewarisi ibunya. Sebab, 
kadang-kadang salah seorang dari orang tua 
yang melakukan li'an adalah bohong dengan 
pengakuannya. Maka, kejahatan bukanlah pe- 
nyebab ketiadaan nasab. 

Namun, pendapat yang pertama mengenai 
anak zina adalah lebih baik, demi meringankan 
anak. Sebab, kejahatan adalah kejahatan ibu. 
Maka, anak tidak dihukum karena kejahatan 
ibunya. Adapun ayah, nasab darinya tidak kuat. 
Oleh karena itu, undang-undang Mesir (M 47) 
Syria (M 303). Bunyi pasal pada dua undang- 
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undang itu adalah: anak zina mewarisi, anak 
li'an mewarisi dari ibu dan kerabat ibu. 
Tersebut dalam sunnah: 


- - o- 
. 


YES II, NG 


ve 
1 


| 3 #4 pa 3 Lai 

: “3 23 ' 3 3 e: 

“D3 Y a85 AE 

“Siapa pun laki-laki yang melacur dengan 

perempuan merdeka atau budak perempuan 

maka anaknya adalah anak zina, tidak mewa- 
risi atau diwarisi.” 


4 o 2 5 n c n “ 2 

SY LENI ol Sta Jas al 3 

Pemotor 

“Diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw. 

bahwasanya dia menjadikan hak waris anak 

lian kepada ibunya dan para ahli waris ibu 
setelah ibu.” 


Tersebut dalam hadits dua orang yang ber- 
li'an yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, 
dia berkata, si perempuan hamil. Anaknya di- 
nasabkan kepada ibu. Maka, berlangsunglah 
sunnah bahwa anak itu mewarisi ibu dan ibu 
mewarisi darinya apa yang ditentukan oleh 
Allah kepada ibu.s"1 

Berdasarkan hal itu, maka kalau seseorang 
mati meninggalkan ibu dan anak ilegal, semua 
tirkah untuk ibu, baik dengan fardh dan radd. 
Anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. 

Kalau seseorang mati meninggalkan ibu, 
saudara laki-laki seibu, saudara laki-laki se- 
ayah ilegal, ibu memperoleh dua pertiga dari 


HR. Tirmidzi dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya, dalam sanad hadits ini ada Abu Muhammad Isa bin Musa Al-Ourasyi 


Ad-Dimisygi, dia bukan orang yang terkenal (Nailul Authaar : VI/66) 
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terkenal ibid 
551. HR. Bukhari-Muslim ibid 


HR. Abu Dawud dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya. Dalam hadits ini ada Luhai'ah. Hadits ini ada pembicaraan yang 
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fardh dan radd, saudara laki-laki seibu seper- 
tiga baik fardh dan radd. Saudara laki-laki se- 
ayah tidak mendapatkan apa-apa, sebab dia 


ilegal. 

Jika anak zina atau anak li'an mati me- 
ninggalkan ibu, ayahnya ibu, dan saudara laki- 
laki ibu, maka semua tirkah untuk ibu, yaitu 
sepertiga dengan fardh dan sisa melalui radd. 
Ayah ibu (kakek anak itu dari ibunya) saudara 
ibu (paman anak itu) tidak mendapatkan apa- 
apa karena keduanya termasuk dzawil arham. 

Kalau salah seorang dari anak zina dan 
li'“an mati meninggalkan ibu, saudara laki-laki 
seibu, maka ibu mendapatkan dua pertiga 
dengan fardh dan radd. Saudara laki-laki se- 
ibu mendapatkan sepertiga melalui fardh dan 
radd. 

Adapun anak temuan adalah anak yang 
hilang, biasanya diletakkan di tanah, karena ta- 
kut tanggung jawab kehidupannya atau demi 
menghindari tuduhan tidak baik. 

Jika anak temuan mati tanpa meninggal- 
kan ahli waris maka hartanya menurut Jum- 
hur—selain satu riwayat dari Ahmad—adalah 
untuk Baitul mal, berdasarkan kaidah al-Ghu- 
rum bil Ghunum (hasil adalah dengan upah). 
Maka Baitul mal adalah penanggung jawab 
biaya hidupnya, pendidikan, dan pengajaran- 
nya. Oleh karena itu, tirkahnya untuk Baitul 
mal sebagaimana harta-harta hilang yang ti- 
dak diketahui pemiliknya. 

Diriwayatkan dari Ahmad—ini adalah pen- 
dapat Ibnu Taimiyah—bahwa pewarisannya 
adalah hak orang yang menemukannya. 


R. AL-MUNASAKHAH 


Pengertiannya, tashih masalah, ringkasan 
masalah-masalah munasakhah.? 
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Pertama, pengertian munaskhah 

Munasakhah adalah bentuk mufa'aalah 
(bermakna 'saling') dari an-naskh yang berarti 
pemindahan dan pengalihan. Yang dimaksud 
di sini adalah perpindahan bagian sebagian 
ahli waris karena kematiannya sebelum pem- 
bagian kepada orang yang mewarisinya. 

Munasakhah adalah seseorang atau lebih 
dari ahli waris mayit pertama meninggal se- 
belum pembagian tirkah. 

Kadang-kadang yang mati dari ahli wa- 
ris mayit yang pertama adalah seorang saja, 
kadang-kadang lebih. Dalam dua keadaan ka- 
dang-kadangbisa diringkas sebelum dilakukan 
pembagian kadang-kadang tidak mungkin. Ini 
ada empat keadaan. 

Kedua, tashih masalah 

Jika seseorang mati meninggalkan tirkah 
dan ahli waris, tirkah belum dibagi sampai ada 
sebagian ahli warisnya meninggal dan dia juga 
meninggalkan para ahli waris. Maka, posisi 
ahli waris atau bagian-bagian para ahli waris 
berbeda. Cara melakukan pembagian adalah 
asal masalah mayit pertama ditashih dengan 
kaidah yang sudah diterangkan, saham mayit 
kedua dari bagian itu disimpan dan dibuat 
asal masalah yang lain, kemudian asal masalah 
kedua ditashih dengan kaidah itu juga. 

Lalu, dilihat saham-saham mayit kedua 
dari tashih pertama dan tashih kedua. Ini ti- 
dak lepas dari tiga keadaan. Yaitu, mumatsa- 
lah (tamatsul), muwafagah (tawafug) dan mu- 
bayanan (tabayun). 

Tamatsul adalah saham-saham mayit ke- 
dua dibagi atas asal masalahnya, Maka, dua 
asal masalah ditashih dari pentashihan asal 
masalah kedua. 

Misalnya: seseorang mati meninggalkan 
suami, ibu, dan paman (garis ayah). Asal ma- 
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Gawaaniin al-Fighiyyah: hlm. 400: ar-Rahaabiyyah: hlm 69: Mughnil Muhtaaf: 11/36: al-Mughnif: V1/197. 
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salah 6. Suami mendapatkan setengah (3), 
ibu sepertiga (2), paman mendapatkan sisa 
(1). Kemudian suami mati meninggalkan tiga 
orang anak laki-laki, maka kita melihat ter- 
nyata saham-sahamnya yaitu (3) dibagikan ke- 
pada para ahli warisnya. Maka, dua asal masa- 
lah bisa dari 6. Untuk ibu 2, paman garis ayah 
1, tiga orang anak laki-laki (3). | 

Adapun tabayun adalah saham-saham ma- 
vit kedua tidak bisa dibagi atas asal masalah- 
nya. Seperti jika suami pada contoh pertama 
mati meninggalkan 5 orang anak laki-laki, maka 
tiga sahamnya tidak bisa dibagikan kepada me- 
reka. Asal masalah terjadi tabayun. Maka, ka- 
likan semua asal masalah yaitu 5 dengan asal 
masalah pertama yaitu 6. Hasilnya adalah 30. 
Dari situ dua asal masalah ditashih. Untuk ibu 
10 (2x5), paman 5 (1x5), lima anak laki-laki 
(15). Artinya, orang yang mendapatkan ba- 
gian dari asal masalah pertama mengambilnya 
dengan mengalikan asal masalah kedua. Orang 
yang mempunyai bagian dari asal masalah ke- 
dua, mengambilnya dengan mengalikan saham- 
saham orang yang mewariskan. 

Adapun tawafug adalah saham mayit ke- 
dua sama dengan asal masalahnya pada salah 
satu bilangannya, seperti setengah atau se- 
pertiga. Sebagaimana, jika suami pada contoh 
pertama mati meninggalkan enam anak laki- 
laki. Maka, tiga bagiannya tidak bisa dibagikan 
atas asal masalah. Namun, sesuai dengan asal 
masalahnya pada bilangan setengah. Maka, bi- 
langan kesesuaian asal masalahnya yaitu 2, di- 
ambil dan dikalikan dengan asal masalah mayit 
pertama yaitu 6, hasilnya 12. Dari situ dua asal 
masalah ditashih. Orang yang mendapatkan 
bagian dari asal masalah pertama mengambil- 
nya dengan mengalikan bilangan kesesuaian 
asal masalah kedua. Orang yang mendapatkan 
bagian dari asal masalah kedua mengambilnya 
dengan mengalikan bilangan kesesuian asal 
masalah pertama. 
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Kematian orang ketiga. Jika ada orang ke- 
tiga yang mati maka ambillah bagiannya dari 
gabungan dua asal masalah mayit pertama dan 
kedua. Jika gabungan bilangan itu terbagi atas 
asal masalahnya, yang ketiga ditashih dari yang 
pentashihan dua asal masalah sebelumnya. 

Jika terjadi tabayun maka kalikanlah asal 
masalah mayit ketiga dengan jumlah gabung- 
an dua asal masalah. 

Jika terjadi tawafug maka kalikanlah bi- 
langan kesesuaian asal masalah mayit ketiga 
dengan bilangan tashihnya juga. Hasilnya di- 
jadikan asal masalah ketiga. Kemudian ang- 
gaplah itu seperti satu asal masalah pertama. 
Asal masalah mayit keempat seperti asal ma- 
salah kedua, demikian seterusnya. 

Kalau kita asumsikan contoh tabayun se- 
suai dengan keadaannya, dan ibu mati mening- 
galkan empat orang saudara laki-laki seayah 
kemudian paman mati meninggalkan sepuluh 
anak laki-laki, dan seterusnya. 

Maka, pada keadaan ibu mati meninggal- 
kan empat orang saudara laki-laki maka anta- 
ra hasil asal masalah (3) dengan empat (jum- 
lah saudara-saudara laki-laki) terjadi tawafug. 
Maka, masing-masing dibagi atas dua kemu- 
dian dikalikan (30x3- 60) dari bilangan itu 
asal masalah ditashih. Lalu diberikan kepada 
saudara-saudara laki-laki 20 (2x10), lima anak 
laki-laki 30 (15x2), paman 10 (5x2). 

Pada keadaan paman mati meninggalkan 
sepuluh anak laki-laki, maka bagiannya (20) 
bisa dibagikan kepada anak-anaknya tanpa bi- 
langan pecahan. Oleh karena itu, masing-ma- 
sing anak laki-laki diberikan 2. 

Ketiga, ringkasan masalah munasakhah 

Ringkasan masalah munasakhah ada dua: 
ringkasan asal masalah dan ringkasan saham. 
1. Adapun ringkasan asal masalah adalah 

hendaklah saham pada masalah kedua 

seperti yang tersisa dari saham pertama. 
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Para ahli waris adalah mereka juga, yaitu 
ahli waris ashabah. 

2. Adapun ringkasan saham, adalah setelah 
tashih masalah dan pembagiannya. Yakni, 
dengan memerhatikan saham-saham ahli 
waris. Barangkali bilangan itu sesuai de- 
ngan salah satu bagiannya, maka dikem- 
balikan kepada bagian itu dan asal masa- 
lah juga dikembalikan. 


Dimulai dengan istigra' (proses induktif). 
Yakni Anda lihat setengah, jika tidak Anda te- 
mukan maka Anda tidak perlu mencari bi- 
langan yang tersusun dari setengah seperti 
seperempat dan seperdelapan, seperenambe- 
las dan sebagainya. Jika Anda menemukannya 
maka Anda harus mencari bilangan yang ter- 
susun dari setengah itu. 

Kemudian Anda mencari sepertiga. Jika 
tidak Anda temukan maka Anda tidak perlu 
mencari bilangan yang tersusun dari sepertiga 
seperti seperenam, sepersembilan, seperdua- 
belas, dan seperdelapanbelas. 

Kemudian Anda lihat seperlima. Jika Anda 
tidak menemukan maka Anda tidak perlu 
mencari sepersepuluh, tidak pula seperlima 
belas dan sebagainya. 

Kemudian Anda melihat sepertujuh, ke- 
mudian sepersebalas, sepertigabelas, dan se- 
bagainya. 

Jika Anda menemukan dalam saham itu 
dua makhraj maka Anda mengambil bilangan 
yang muncul dari keduanya. Misalnya Anda 
menemukan setengah dan sepertiga, Anda 
mengambil seperenam. Atau setengah dan se- 
perlima, maka Anda mengambil sepersepu- 
luh: atau sepertujuh dan sepertiga, maka Anda 
mengambil seperduapuluh satu. Kiaskan se- 
perti ini untuk masalah lain. 

Jika dalam saham para ahli waris ada satu 
bilangan maka Anda tidak perlu mencari se- 
tengah tidak pula yang tersusun dari setengah. 
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Tetapi, Anda perlu mencari sepertiga, seper- 
tujuh, atau sepersembilan. Jika lima maka ca- 
rilah seperlima dan makhraj bilangan tunggal 
yang tersusun darinya. 

Jika ingin, Anda bisa mencari tawafug ke- 
tika selesai dari semua asal masalah. Jika ingin 
Anda bisa membiarkannya pada yang lain. 

Pada cara tawafug ada cara lain, yaitu 
Anda mencari kesesuaian bagian minimal 
dan yang di sampingnya. Jika keduanya tidak 
tawafug maka Anda mengetahui dalam ma- 
salah ini tidak ada peringkasan. Jika keduanya 
tawafug maka Anda bisa mencari sisi tawafug 
makhraj bagian itu dengan saham orang yang 
yang masih tersisa. 


1. CONTOH RINGKASAN ASAL MASALAH 

a. Istri, ibu, sepuluh saudara-saudara laki- 
laki, sepuluh saudara-saudara perempu- 
an seayah. Yang meninggal dari mereka 
adalah delapan saudara laki-laki, tujuh 
saudara perempuan, maka istri mendapat- 
kan seperempat, ibu seperenam, sedang 
sisanya dibagikan kepada orang-orang 
yang tersisa yaitu tujuh kepala (dua orang 
saudara laki-laki (4), tiga saudara perem- 
puan (3). Asal masalah ditashih dari 12. 

b. Istri, ibu, ayah, lima orang anak laki-laki, 
tiga anak perempuan, seorang anak laki- 
laki meninggal, kemudian seorang anak 
perempuan, lalu istri, seorang anak laki- 
laki, ayah, anak laki-laki, ibu, anak perem- 
puan. Maka, warisan untuk orang yang 
tersisa yaitu dua orang anak laki-laki dan 
seorang anak perempuan. Harta dibagikan 
antara mereka lima bagian. Ini jika istri 
adalah ibu dari anak laki-laki dan anak 
perempuan dan tidak ada yang mewarisi 
ibu itu selain mereka. 

c. Istri, dua orang anak laki-laki, tiga orang 
anak perempuan. Salah seorang dari dua 
anak laki-laki meninggal. Salah seorang | 
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dari dua anak laki-laki meninggal. Maka, 
asal masalah anak laki-laki pertama ada- 
lah delapan (8), jika Anda menggugurkan 
dua saham anak laki-laki dan tersisa (6). 
Dua saham juga dibagikan kepada me- 
reka yaitu 6. Sebab, anak laki-laki yang 
mati meninggalkan ibu, seorang saudara 
laki-laki, tiga orang saudara perempuan. 
Saham mayit yang kedua dan sisa dari 
saham mayit pertama adalah sama. Maka, 
bagilah harta pada mereka (6). 

Seorang mati meninggalkan lima anak 
laki-laki, lima orang anak perempuan, ke- 
mudian dari mereka dua orang anak la- 
ki-laki dan dua orang anak perempuan 
meninggal, maka Anda tidak perlu menta- 
shih, tetapi membagikan harta kepada 
orang yang tersisa, yaitu 9 bagian. Kalau 
Anda mentashih berdasarkan proses mu- 
nasakhah, Anda akan menemukan saham 
mereka kembali secara tawafug pada ang- 
ka sembilan (9). 

Tiga orang saudara perempuan, seorang 
anak laki-laki paman (garis ayah)—dia 
adalah suami dari salah satu tiga perem- 
puan itu, maka asal masalah ditashih dari 
tujuh (7), sebab aslinya dari 3. Saudara- 
saudara perempuan mendapatkan dua 
pertiga (2), anak laki-laki paman (1). Jum- 
lah kepala (3 saudara perempuan) dikali- 
kan dengan asal masalah (3x3) - 9. Kemu- 
dian saudara perempuan yang merupakan 
istri dari anak laki-laki paman mati, me- 
ninggalkan dua saham. Maka, diwaris 
oleh suaminya dan dua orang saudara pe- 
rempuannya. 

Oleh karena itu, masalah aul dari 6 
menjadi 7. Saham mereka yang pertama 
7, lalu Anda bagi harta kepada mereka 
berdasarkan hitungan itu. Kalau Anda la- 
kukan munasakhah maka asal masalah 
boleh dari 63, yaitu dengan mengalikan 


2. 
a. 
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dua asal masalah 7x9. Maka, saudara pe- 
rempuan pertama mengambil 18 (2x9), 
demikian juga yang kedua. Suami meng- 
ambil 27. 

Seorang perempuan mati meninggalkan 
suami, ayah, ibu, lima anak laki-laki, lima 
anak perempuan, tiga orang saudara laki- 
laki, tiga orang saudara perempuan. Ke- 
mudian suami meninggal, lalu ibu, ayah, 
seorang anak perempuan, seorang anak 
laki-laki. Maka, dengan kematian suami 
dia diwarisi oleh anak-anaknya. Dengan 
kematian ibu dia diwarisi oleh suaminya 
(ayah), anak-anaknya—saudara-saudara 
laki-laki dan saudara-saudara perempuan. 
Jika ayah mati maka hartanya kembali ke- 
pada mereka. Maka, mereka memperoleh 
sepertiga, anak-anak dua pertiga. Dengan 
kematian anak laki-laki, kemudian anak 
perempuan maka bagian mereka berdua 
kembali kepada saudara-saudara laki-laki 
mereka, dan saudara-saudara perempuan 
mereka. Maka, bagikan dua pertiga kepada 
orang yang tersisa dari mereka yaitu em- 
pat laki-laki, empat perempuan, yaitu 12 
bagian, sepertiga kepada 9. Dua saham 
kepada 12 yang tawafug dengan setengah 
menjadi 6. Enam tawafug dengan sembi- 
lan pada angka sepertiga. Maka, kalikan 
sepertiga masing-masing pada yang lain, 
jadi 18. Kemudian pada sepertiganya, jadi 
54. Dari angka ini asal masalah ditashih. 


CONTOH RINGKASAN SAHAM 

Istri, seorang anak laki-laki, seorang anak 
perempuan, kemudian anak perempuan 
mati, dua asal masalah dari 12. Istri yang 
merupakan ibu dari anak perempuan 
yang mati mendapatkan 4, anak laki-laki 
yang merupakan saudara laki-laki anak 
perempuan mendapatkan sisa, dengan 
cara ashabah yaitu 8 sebab asal masalah 
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pertama (4), asal masalah kedua (3). Ke- 
duanya dikalikan maka ibu mendapatkan 
(341), anak laki-laki (6#2). 

b. Istri, ayah ibu, dua orang anak perempuan, 
anak laki-laki dari anak laki-laki, anak pe- 
rempuan dari anak laki-laki. Kemudian 
istri, ayah, dan ibu meninggal. Asal masa- 
lah ditashih dari 243, tawafug dengan 
angka sembilan. Sebab pembagian 243:9 
- 27, maka kembali ke 27. Dua orang anak 
perempuan 24, anak laki-laki dari anak 
laki-laki dua saham. Anak perempuan dari 
anak laki-laki satu saham. 

c. Istri, dua orang anak laki-laki, seorang 
anak perempuan: seorang anak laki-laki 
meninggal, kemudian anak perempuan, 
maka asal masalah dari 1080. Untuk istri 
26, anak laki-laki 784, antara dua angka itu 
ada tawafug seperdelapan. Maka, kembali 
pada angka 136. Istri mendapatkan 37, 
anak laki-laki 98. 

d. Istri, ayah, ibu, anak laki-laki dari anak 
laki-laki, anak perempuan dari anak laki- 
laki. Istri meninggal, kemudian ibu, ayah. 
Asal masalah ditashih dari 144, diringkas 
ke angka 12, anak perempuan 9, anak laki- 
laki dari anak laki-laki dua saham, anak 
perempuan dari anak laki-laki satu saham. 

e. Istri, ibu, tiga orang anak laki-laki, seorang 
anak perempuan. Istri mati, kemudian ibu, 
dia meninggalkan suami dan seorang anak 
perempuan. Istri 1/8, yaitu 3. ibu 1/6 yaitu 
4, sisanya yaitu 17 untuk anak laki-laki dan 
anak perempuan. 


Ada yang mengatakan asal masalah dari 
24, ditashih dari 168, yaitu dengan menga- 
likan 7x24. Saham-saham istri kembali kepada 
anak-anaknya, maka untuk mereka menjadi 
20. Kemudian ibu mati meninggalkan empat 
saham, mereka dari ibu mendapatkan satu sa- 
ham, maka untuk mereka menjadi 21, dibagi 
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kepada mereka. Untuk suaminya satu saham, 
untuk anak perempuannya dua saham, dengan 
mentashih dari 168, saham-saham tawafug 
dengan sepertujuh, sebab pembagian (168 : 7 
- 24) maka kembali pada angka 24. 


3. CONTOH-CONTOH YANG MENGHENDAKI 
PENJELASAN MENGENAI SIFAT MAYIT 
DAN PARA AHLI WARIS 
Ada beberapa masalah yang perlu diper- 

jelas mengenai sifat mayit, apakah dia laki-laki 

atau perempuan, tentang para ahli waris apa- 
kah mereka dari satu ibu atau beberapa ibu. 

Sebab, hukumnya berbeda dengan yang telah 

disebutkan. Nasab-nasabnya juga berubah. 

Warisan menjadi berkurang dan bertambah. 

a. Dua orang saudara laki-laki seayah, dua 
orang saudara perempuan seibu dan se- 
ayah. Salah seorang dari dua orang saudara 
mati, maka diajukan pertanyaan apakah 
dia adalah saudaranya dari satu ibu atau 
dua ibu. Dua orang itu jika dari seorang ibu 
maka yang lain adalah saudaranya dari ibu 
dan ayahnya, maka seluruh warisannya 

untuknya. Jika keduanya dari dua orang 
ibu maka mereka semua mewarisi. 

b. Dua orang saudara perempuan dari ibu, 
dua orang saudara perempuan seayah dan 
seibu. Kemudian salah seorang dari dua 
orang saudara perempuan seibu mening- 
gal. Maka, diajukan pertanyaan apakah 
keduanya dari seorang ayah atau tidak. 
Jika dari seorang ayah maka saudara pe- 
rempuan yang ada adalah seayah seibu, 
dua orang saudara perempuan yang lain 
seibu. Jika keduanya dari dua orang ayah 
maka mereka semua (perempuan) adalah 
saudara-saudara perempuan seibu. 

c. Lima orang saudara perempuan dan pa- 
man (garis ayah), diajukan pertanyaan 
apakah mayit itu laki-laki atau perempu- 
an, apakah saudara-saudara perempuan 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


553 


itu dari ibu mayit, ayah atau dari ayah dan 
ibu. Atau, sebagian dari ibu sebagian dari 
ayah. Sebab, hukumnya berbeda karena 
perbedaan itu. 

Empat anak perempuan dan paman (ga- 
ris ayah), salah seorang dari mereka mati, 
maka diajukan pertanyaan, apakah me- 
reka dari seorang ibu atau dari beberapa 
ibu. 

Seseorang mati meninggalkan ayah ibu 
dan dua orang anak perempuan. Kemudi- 
an salah seorang dari anak perempuan 
mati, meninggalkan suami. Maka diajukan 
pertanyaan, apakah si mayit itu laki-laki 
atau perempuan. Jika mayit perempuan 
maka apakah dua orang anak perempu- 
annya dari satu suami atau dari dua suami. 
Ini adalah masalah Ma'munah di mana 
Yahya bin Aktsam diuji. 

Suami, empat orang anak perempuan 
dan paman. Salah seorang dari anak pe- 
rempuan meninggal. Maka, diajukan per- 
tanyaan mengenai suami. Apakah dia ayah 
mayit (perempuan) itu atau tidak. Apakah 
anak-anak perempuan yang tersisa itu dari 
seorang suami atau dari beberapa suami. 

Seorang mati meninggalkan dua orang 
saudara laki-laki dan dua orang nenek 
kemudian salah seorang dari dua orang 
saudara itu meninggal, maka diajukan per- 
tanyaan mengenai dua orang saudara laki- 
laki itu, apakah keduanya dari ayah dan 
ibu atau tidak. Jika keduanya dari ayah, 
maka ibunya ayah saja yang mewarisi. Jika 
keduanya dari ibu maka ibunya ibu saja 
yang mewarisi. Jika keduanya dari ayah 
dan ibu maka yang mewarisi adalah dua 
orang nenek. 


FIOIH ISLAM JILID 10 


h. Sepuluh anak laki-laki paman (garis ayah), 
salah seorang dari mereka meninggal. 
Maka, diajukan pertanyaan mengenai ibu 
mereka, apakah dia seorang atau tidak? 

i. Ayah ibu, tiga saudara laki-laki. Ibu me- 
ninggal, maka diajukan pertanyaan apa- 
kah si ayah itu suaminya atau dia sudah 
dicerai. 


S. AT-TAKHARUJ ATAU MUKHARAJAH 


Pengertiannya, cara pembagian tirkah ke- 
tika takharuj.$? 


1. PENGERTIAN TAKHARUJ 

Takharuj yaitu para ahli waris berdamai 
agar sebagian mereka dikeluarkan dari waris- 
an, sebagai imbalan sesuatu yang diketahui, 
diambil dari tirkah itu atau lainnya. 

Ini adalah akad mu'awadhah (kompen- 
sasi). Salah satu dari dua penggantinya adalah 
bagian ahli waris dalam tirkah, pengganti yang 


— Jain adalah harta yang diketahui yang diberi- 


kan kepada ahli waris yang mengeluarkan. 

Akad ini boleh ketika saling ridha. Jika 
kepemilikan ahli waris terhadap kompensasi 
tertentu yang diberikan itu sudah terjadi dan 
kepemilikannya akan bagiannya dari tirkah hi- 
lang, menjadi milik ahli waris lain yang mana 
dia berdamai dengan mereka. 

Terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, 
ketika Abdurrahman bin Auf menalak istrinya 
Tumadhir binti al-Ashbagh al-Kalbiyah, di saat 
Abdurrahman sakit keras, kemudian mati se- 
mentara istrinya dalam iddah. Maka, Usman 
memberikan warisan kepada perempuan itu 
bersama dengan tiga istrinya yang lain. Lalu 
mereka berdamai dengan Tumadhir menge- 
nai seperempat dari seperdelapan bagian istri 
dengan ganti rugi 83 ribu dinar (dirham). 


As-Siraajiyyah: hlm. 127 dan seterusnya: Ahkaamul Mawaariits karya Ustadz Isawi: hlm. 169-172. 


FIOIH ISLAM JILID 10 


2. CARA PEMBAGIAN TIRKAH KETIKA 
TAKHARUJ 
Pembagian tirkah ketika takharuj berbe- 

da sesuai dengan gambarannya berdasarkan 

contoh berikut: 

a. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari 
hak mendapatkan bagiannya untuk dibe- 
rikan kepada orang lain, dengan imbalan 
sesuatu yang diambilnya dari harta khu- 
sus ahli waris, maka orang kedua menem- 
pati posisi orang pertama dalam bagian 
tirkah. Saham orang kedua menjadi satu 
dengan saham orang pertama, seperti para 
ahli waris adalah suami dan dua orang 
saudara laki-laki sekandung. Lalu, salah 
seorang dari dua orang saudara laki-laki 
sekandung mengeluarkan suami dari hak 
memperoleh bagiannya dengan imbalan 
harta yang diberikan kepada suami dari 
harta pribadi salah seorang saudara laki- 
laki tersebut. Maka bagian suami, yaitu 
dua saham dari empat, menjadi satu ke 
bagiannya yaitu satu saham. Oleh karena 
itu, dia memperoleh tiga saham, saudara 
laki-laki sekandung yang lain mendapat- 
kan satu saham. 

b. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari 
hak memperoleh bagiannya untuk diberi- 
kan kepada ahli waris yang lain, dengan 
ganti harta yang mereka berikan kepada 
orang yang dikeluarkan itu dari luar tirkah 
sesuai dengan bagian-bagian mereka. Lalu, 
orang yang dikeluarkan menjadi bukan 
ahli waris. Seperti seorang perempuan 
mati meninggalkan suami, seorang anak 
laki-laki dan seorang anak perempuan, 
kemudian anak laki-laki, anak perempuan 
dan suami dikeluarkan dengan imbalan 
tertentu dari harta mereka pribadi, se- 
suai dengan bagian mereka. Lalu, tirkah 
dibagikan kepada anak laki-laki dan anak 


Ca 
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perempuan. Untuk anak laki-laki dua per- 
tiga, anak perempuan sepertiga. 

c. Salah seorang ahli waris dikeluarkan dari 
hak memperoleh bagiannya untuk diberi- 
kan kepada ahli waris lain dengan imbalan 
harta yang mereka berikan kepadanya da- 
ri luar tirkah dengan sama rata. Lalu bagi- 
an hasil perdamaian dibagikan kepada 
ahli waris yang lain dengan sama rata. 
Dalam contoh di atas, ketika anak laki-laki 
dan anak perempuan menyerahkan secara 
paruhan, maka mereka memperoleh hak 
bagian suami, yaitu seperempat secara 
paruhan. 

d. Salah seorang ahli waris dikeluarkan 
dari hak memperoleh bagiannya untuk 
diberikan kepada ahli waris yang lain de- 
ngan imbalan harta yang mereka berikan 
kepadanya dari tirkah. Lalu bagian orang 
yang keluar dibagikan kepada ahli waris 
yang lain sesuai dengan persentase bagian 
mereka. 


Caranya adalah mula-mula tirkah dibagi- 
kan dengan asumsi tidak ada takharuj, kemu- 
dian saham orang yang keluar dilemparkan 
dari asal masalah atau aul-nya sebagai ban- 
dingan dilemparkannya pengganti takharuj 
dari tirkah. 

Undang-undang Mesir (M 48) Syria (M 304 
/31) menerangkan pengertian takharuj, cara 
pembagian tirkah dengan cara-cara di atas. 

Contoh: 

1. Kalau seorang perempuan mati, mening- 
galkan suami, dua orang anak perempuan, 
seorang anak perempuan dari anak laki- 
laki, seorang anak laki-laki dari anak laki- 
laki, kemudian para ahli waris bersepakat 
dengan suami atas satu posisi dari tirkah, 
maka suami mendapatkan seperempat 
yaitu 3 dari 12, dua orang anak perempuan 
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dua pertiga yaitu 8, sedang sisanya untuk 
anak perempuan dari anak laki-laki dan 
anak laki-laki dari anak laki-laki, dengan 
perbandingan laki-laki mendapatkan dua 
kali bagian perempuan. 

Kemudian asal masalah ditashih de- 
ngan mengalikan jumlah kepala ashabah 
(3x12-36), maka suami mendapatkan 9 
(3x3) dari 36. Dua orang anak perempuan 
24 (3x8), sedang sisanya untuk ashabah. 
Kemudian saham suami (9) dilemparkan 
dari 36, maka sisanya 27. Sisa dari tirkah 
dibagikan setelah dilemparkan imbalan 
tempat dari tirkah itu. 

Seorang istri mati meninggalkan suami, 
ibu, seorang paman sekandung garis ayah, 
kemudian suami diajak bersepakat de- 
ngan imbalan mahar yang masih ada da- 
lam tanggungannya. Asal masalah dari 6, 
maka suami mendapatkan 1/2 yaitu 3, ibu 
1/3 yaitu 2, paman sisa yaitu 1. Kemudian 
saham suami yaitu 3 dilemparkan dari 6, 
maka sisanya (3) adalah asal masalah yang 
digunakan untuk pembagian sisa tirkah. 
Ini selain mahar, maka ibu mendapatkan 
dua saham, paman satu saham. 

Seorang perempuan mati, meninggalkan 
seorang saudara perempuan sekandung, 
seorang saudara perempuan seayah, se- 
orang saudara perempuan seibu, suami, 
kemudian saudara perempuan sekandung 
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dikeluarkan dengan imbalan sepetak ta- 
nah dari tirkah. Asal masalah dari 6, aul 
menjadi 8. Saudara perempuan sekandung 
setengah yaitu 3, saudara perempuan se- 
ayah seperenam, yaitu 1, saudara perem- 
puan seibu seperenam yaitu 1, suami 
mendapatkan setengah yaitu 3, kemudian 
bagian saudara perempuan sekandung 
yaitu 3, dilemparkan dari asal masalah, 
yaitu 8, kemudian sisa dari tirkah dibagi- 
kan selain harga tanah atas sisa dari asal 
masalah, yaitu 5. Maka, suami mendapat- 
kan 3 dari 5, saudara perempuan seibu 1, 
saudara perempuan seayah 1. 

4. Seorang laki-laki mati meninggalkan se- 
orang istri, dua orang saudara perempuan 
sekandung, seorang saudara perempuan 
seibu, lalu ahli waris bersepakat dengan 
istri atas satu posisi dari tirkah. 


Asal masalah 12, aul menjadi 13, istri 
mendapatkan 3 saham, dua orang saudara 
perempuan sekandung 8 saham, seorang sau- 
dara perempuan seibu dua saham, kemudian 
bagian istri yakni 3 saham dilemparkan dari 
asal masalah (13) tersisa 10, sisa dari tirkah 
itu dibagikan atas 10 itu, setelah pengeluaran 
nilai posisi istri. Maka, saudara perempuan 
sekandung mendapatkan delapan saham, sau- 
dara perempuan seibu dua saham. 
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LAMPIRAN 


FATWA-FATWA DAN 
REKOMENDASI-REKOMENDASI 
MUKTAMAR ZAKAT PERTAMA 


REKOMENDASI 


1. 


Muktamar menegaskan keharusan umat 
Islam semua-baik penguasa dan rakyat- 
untuk memperkokoh agidah Islamiyah 
yang murni, menerapkan hukum-hukum 
syari'ah Islam yang bercahaya di negara 
mereka. 

Muktamar mengimbau para penguasa di 
negara-negara Islam dan lain-lain yang di 
dalamnya belum didirikan lembaga-lem- 
baga zakat untuk mendirikan dan meng- 
anjurkan berdirinya lembaga-lembaga 
zakat independen, hal itu karena zakat 
mempunyai pengaruh yang baik terhadap 
masyarakat dan individu. 

Pendirian sekretariat umum atau persatu- 
an lembaga-lembaga zakat untuk mengor- 
ganisasi semua urusan zakat, dan menye- 
lenggarakan muktamar-muktamar khusus 
juga memilih salah satu negara sebagai 
kantor pusat. 

Pembentukan panitia ilmiah dari para fu- 
gaha' dan para spesialis untuk melayani 
masalah-masalah kontemporer yang ber- 


kaitan dengan zakat, mengajukan reko- 
mendasi-rekomendasi kepanitian itu ke- 
padapihak-pihakterkait. Bait Zakat Kuwait 
mempunyai wewenang untuk memantau 
pihak-pihak tertentu di dunia Islam untuk 
melaksanakannya. Di mana panitia itu di- 
berikan prioritas untuk menyiapkan for- 
mat syara' terpadu mengenai hukum-hu- 
kum zakat yang melayani pengumpulan 
dan penyalurannya juga semua masalah 
yang terkait dengannya. 

Pembentukan kotak atau organisasi de- 
ngan nama kotak zakat di mana bergabung 
di dalamnya negara-negara Islam yang 
mengikuti organisasi muktamar Islam, 
untuk mencatat lembaga-lembaga zakat 
di negara-negara Islam, menyelesaikan 
problematikanya melalui cara riset-riset 
dan kajian-kajian yang dibutuhkan, peng- 
organisasian pengumpulan zakat, pendis- 
tribusiannya pada tingkat dunia Islam, 
di mana Bait Zakat Kuwait mempunyai 
wewenang untuk memantau pelaksanaan 
rekomendasi ini dengan organisasi mukta- 
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mar Islam dan menyiapkan kajian-kajian 
yang semestinya dalam urusan ini. 
Muktamar merekomendasikan bahwa ter- 
selenggaranya muktamar zakat setiap ta- 
hun sekali di salah satu kawasan Islam, 
sebagai penegasan urgensi pertemuan- 
pertemuan ini untuk mengatasi isu-isu 
spesifik di mana Bait Zakat di Kuwait me- 
nangani pemantauan pelaksanaan reko- 
mendasi ini. 

Mengundang kementerian-kementerian 
pendidikan dan pengajaran, perguruan 
tinggi-perguruan tinggi di negara-negara 
Islam dengan memerhatikan pembelajar- 
an keputusan-keputusan zakat dan aspek- 
aspeknya yang berlainan dalam cakupan 
metode-metodenya, dan memberikan mo- 
tivasi riset ilmiah di semua aspeknya yang 
berlainan. 

Muktamar merekomendasikan seluruh sa- 
rana informasi untuk menjelaskan dan me- 
merinci hukum-hukum kefardhuan zakat, 
menyediakan program-program yang men- 
jelaskan sejauh mana kebutuhan terha- 
dap zakat dalam masyarakat-masyarakat 
Islam, pengaruh-pengaruhnya terhadap ke- 
bangkitan masyarakat-masyarakat ini. 
Muktamar merekomendasikan pentingnya 
memilih pegawai-pegawai yang mempu- 
nyai kapabilitas, kecakapan dan perhatian 
terhadap kerja Islami yang umum untuk 
me-manage lembaga-lembaga zakat dan 
berusaha mengoordinasi pelatihan-pe- 
latihandanpertemuan-pertemuan spesifik 
untuk mengembangkan kemampuan-ke- 
mampuan mereka, ) 
Muktamar merekomendasikan kajian ap- 
likatif-aplikatif kekinian dan progresif 
dalam penerapan kefarduan zakat untuk 
mengambil pelajaran dari para pakar-pa- 
kar dan aktivis-aktivisnya yang beraneka- 
ragam seperti kerajaan Arab Saudi, Repub- 
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lik Islam Pakistan, dan negara-negara 
Islam yang lain. 

11. Muktamar merekomendasikan kotak-ko- 
tak dan bait-bait zakat untuk memerhati- 
kan orang-orang yang bersungguh-sung- 
guh dan memberikan semua bantuan un- 
tuk mereka. 

12. Muktamar merekomendasikan lembaga- 
lembaga zakat di dunia Islam tentang ke- 
harusan pencatatan berkelanjutan antar 
mereka dan berusaha saling memberikan 
berita dan pendapat mengenai berbagai 
masalah-masalah zakat, 


FATWA-FATWA 

1. ZAKAT HARTA PERUSAHAAN- 
PERUSAHAAN DAN SAHAM-SAHAM 

Zakat harta-harta perusahaan 
Zakat mengaitkan perusahaan-perusaha- 

an perseroan itu sendiri karena dia dianggap 

sebagai person. Hal itu berlaku pada setiap ke- 

adaan-keadaan berikut ini: : 

1) Keluarnya teks undang-undang yang mem- 
punyai konsekuensi hukum mengenai pen- 
zakatan harta-harta perusahaan. 

2). Sistem dasar menjamin hal itu, 

3). Keluarnya keputusan organisasi umum 
perusahaan mengenai hal itu. 

4). Kerelaan para pemegang saham secara 
individual, 


Dasar orientasi ini adalah mengambil 
prinsip “percampuran” yang ada dalam sun- 
nah Nabi saw. mengenai zakat binatang ternak, 
yang mana sebagian madzhab figih mu'tabar 
melihat keumuman (berlakunya secara umum) 
zakat tersebut terhadap hal lain, Jalan yang 
paling utama dan demi keluar (menghindari) 
dari khilaf (perselisihan) adalah: perusahaan 
mengeluarkan zakat. Jika tidak melakukan ma- 
ka lajnah merekomendasikan agar zakat harta 
perusahaan itu dihitung dan dilampirkan dalam 
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anggaran-anggaran tahunan dengan menjelas- 
kan proporsi satu saham dalam zakat. 


Zakat saham 

Jika perusahaan menzakatkan hartanya 
maka pemegang saham tidak harus menge- 
luarkan zakat lain dari saham-sahamnya demi 
mencegah pencampuradukan. 

Adapun jika perusahaan tidak mengeluar- 
kan zakat maka pemilik saham harus menza- 
katkan saham-sahamnya sesuai dengan yang 
dijelaskan pada ayat berikut. 


Cara Penghitungan Zakat Perusahaan dan 
Saham-Saham 


- Jika perusahaan akan mengeluarkan za- 
katnya maka dianggap dalam posisi person 
biasa. Zakatnya dikeluarkan sesuai dengan 
ukuran-ukuran syar'i sesuai dengan karak- 
ter hartanya dan kualitasnya. Adapun jika 
perusahaan tidak mengeluarkan zakat, 
maka pemilik saham harus menzakatkan 
saham-sahamnya demi mengikuti salah 
satu dari dua keadaan berikut. 

- (Keadaan pertama). Hendaklah saham-sa- 
hamnya telah dijadikan bisnis, jual beli, 
maka zakat yang wajib di dalamnya adalah 
mengeluarkan 2,5 6 dari harga pasar de- 
ngan harga pada hari kewajiban zakat, se- 
bagaimana barang-barang dagangan. 

- (Keadaan kedua). Hendaklah saham-sa- 
ham itu dijadikan untuk dimanfaatkan 
hasilnya secara tahunan. Maka, zakatnya 
sebagaimana berikut. 

a) Jika mungkin untuk mengetahui me- 
lalui perusahaan atau lainnya—nilai 
barang-barang zakat perusahaan yang 
terkait dengan saham, maka dia me- 
ngeluarkan zakat sahamnya dengan 
persentase 2,5 Y6. 

b) Jika dia tidak mengetahui maka pen- 
dapat-pendapat tentang itu berlainan: 
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- Mayoritas ulama berpendapat 
bahwa pemilik saham mengga- 
bungkan hasil saham itu dengan 
harta-hartanya yang lain, dari se- 
gi haul (batas capaian satu tahun), 
nishab, kemudian dia mengeluar- 
kan dari situ 2,5 Yo. Tanggungan- 
nya sudah bebas dengan penge- 
luaran zakat semacam itu. 

- Ulama lain mengatakan, menge- 
luarkan 10 Y6 dari keuntungan se- 
gera setelah dia menerima keun- 
tungan itu, dengan menggiyaskan 
hasil tanah pertanian. 


2. ZAKAT BARANG-BARANG EKSPLOITASI 

Yangdimaksud dengan barang-barangeks- 
ploitasi adalah pabrik-pabrik produksi, real 
estate, mobil, alat-alat, dan semua yang disiap- 
kan untuk disewakan, bukan untuk diperda- 
gangkan barangnya. 

Barang-barang eksploitasi ini disepakati 
oleh lajnah tidak ada zakat mengenai barang- 
barangnya, namun hasilnya yang dizakati. Pen- 
dapat-pendapat berlainan mengenai cara za- 
kat dari hasilnya. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hasil 
barang-barang itu (dalam hal nishab dan haul) 
masuk dalam apa yang dimiliki oleh pemilik 
barang-barang eksploitasi ini yakni, uang 
dan barang dagangan. Barang itu dizakatkan 
dengan persentase 2,5 Yo, dan tanggungan 
pemiliknya sudah bebas dengan zakat itu. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat 
wajib pada hasil bersih yang merupakan kele- 
bihan kebutuhan asli pemiliknya, setelah dike- 
luarkan biaya beban, dan imbalan persentase 
penggunaan. Barang itu dizakatkan segera se- 
telah pemiliknya menerima hasilnya dengan 
persentase sepuluh (10 6), dengan menggiyas- 
kan zakat tanaman dan buah-buahan. 
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3. ZAKAT UPAH, GAJI, KEUNTUNGAN- 
KEUNTUNGAN PROFESI BEBAS DAN 
PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG LAIN 
Harta-harta macam ini dianggap hasil dari 

daya manusia. Manusia berhak memberdaya- 

kannya untuk pekerjaan yang bermanfaat, 
seperti upah para pekerja, gaji para pegawai, 
penghasilan profesi dokter, insinyur, dan se- 
bagainya. Seperti juga pekerjaan-pekerjaan 
yang lain, yaitu imbalan-imbalan dan lain-lain 
selama tidak muncul dari eksploitasi tertentu. 

Pekerjaan-pekerjaan semacam ini menu- 
rut pendapat sebagian besar anggota, tidak 
ada zakatnya ketika diterima. Namun, apa 
yang diperoleh digabungkan dengan harta- 
harta zakatnya yang lain, yang dimiliki dalam 
hal nishab dan haul. Lalu dia menzakatkan 
semuanya ketika sempurna haul semenjak 
sempurnanya nishab. Apa yang datang dari 
pekerjaan-pekerjaan ini di tengah-tengah 
haul, dia menzakatkannya di akhir haul meski- 
pun tidak sempurna satu haul untuk semua 
bagiannya. 

Penghasilan yang datang dari pekerjaan- 
pekerjaan tersebut, tapi pada saat itu belum 
mencapai satu nishab maka haulnya dimulai 
semenjak sempurnanya nisab baginya. Dia 
harus zakat ketika sempurna haul pada saat 
itu. Persentase zakatnya adalah 2,5 Yo setiap 
tahun. 

Sebagian anggota berpendapat bahwa 
orang itu menzakatkan harta-harta yang di- 
manfaatkan ini ketika dia menerima semua- 
nya dengan perkiraan 2,5 94, jika barang yang 
diterima sudah mencapai satu nishab dan 
lebih dari kebutuhan-kebutuhan asasinya, juga 
bebas dari utang. 

Jika orang itu mengeluarkan sejumlah ini 
maka dia tidak berkewajiban mengulangi za- 
katnya ketika genap haul pada harta-hartanya 
yang lain. Orang yang berzakat di sini boleh 
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menghitung kewajibannya dan mengeluar- 
kannya kemudian bersamaan dengan harta- 
harta lainnya yang memenuhi haul. 


4. OBLIGASI-OBLIGASI, DEPOSITO RIBA, 
HARTA-HARTA YANG DIHARAMKAN, DAN 
SEBAGAINYA 
Obligasi-obligasi yang mempunyai bunga 

riba, demikian juga deposito berbunga riba ha- 

rus dizakatkan pokoknya seperti zakat uang 

(2,5 90). Adapun bunga-bunga riba dari harta 

pokok maka hukumnya secara syar'i dia tidak 

dizakatkan, itu adalah harta kotor. Orang Mus- 

lim tidak boleh memanfaatkannya. Caranya 

adalah menginfakkan untuk tujuan kebaikan 

dan kemaslahatan umum selain pembangunan 
masjid dan pencetakan mushaf. 

Adapun harta-harta gelap yang di-gha- 
shab dan dicuri, maka orang yang meng-gha- 
shab-nya tidak perlu menzakatkannya, sebab 
harta itu bukan miliknya. Namun dia harus 
mengembalikan semua kepada pemiliknya. 


5. HAUL GAMARIYYAH 

Pada dasarnya pertimbangan haul adalah 
dengan mempertimbangkan tahun gamariy- 
yah. Hal itu untuk semua harta zakat yang di- 
syaratkan haul. 

Lajnah merekomendasikan individu-indi- 
vidu, perusahaan-perusahaan, lembaga-lem- 
baga keuangan untuk menjadikan tahun gama- 
riyyah sebagai dasar penghitungan anggaran. 
Atau, minimal dipersiapkan anggaran yang khu- 
sus zakat sesuai dengan tahun gamariyyah. 

Jika ada kesulitan maka lajnah melihat bah- 
wasanya boleh—demi mempermudah orang- 
orang—jika anggaran-anggaran itu berdasar- 
kan tahun syamsiyah—agar disusulkan pe- 
nambahan hari-hari Syamsiyah daripada Oa- 
mariyyah di mana persentase dihitung sekitar 
2,575 Yo. 
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6. UTANG INVESTASI DAN ZAKAT 

Utang jika digunakan oleh orang yang 
berutang untuk berdagang maka zakat gugur. 
Bandingannya benda-benda zakat. Adapun jika 
digunakan untuk kepemilikan barang eksploi- 
tasi seperti real estate, alat-alat, dan sebagai- 
nya maka demi melihat bahwa berdasarkan 
pendapat yang digunakan bahwa utang meng- 
halangi zakat dengan pertimbangan barang- 
barang zakat, dan ini menyebabkan gugurnya 
zakat pada harta yang banyak dari individu, 
perusahaan-perusahaan dan lembaga-lemba- 
ga padahal begitu besar laba yang diperoleh. 
Oleh karena itu, lajnah mengalihkan perhati- 
an akan keharusan mengkaji tema ini dan 
memfokuskan pembahasan seputar itu. 

Lajnah secara prinsip melihat masalah 
ini secara khusus untuk mengambil madzhab 
dari fugaha yang mengatakan bahwa jika 
utang diberi tenggang waktu maka tidak ada 
halangan mengenai kewajiban zakat. Dengan 
mengingat, bahwa masalah ini perlu tambah- 
an pengkajian, validasi, dan atensi. 

Inilah yang dicapai oleh lajnah. Beberapa 
tema masih membutuhkan tambahan peng- 
kajian, pengungkapan masalah figih menurut 
realita kekinian. 

Lajnah juga merekomendasikan mukta- 
mar-muktamar mendatang untuk menyem- 
purnakan kajian kasus-kasus lain yang baru, di 
mana tidak bisa ditampung oleh alokasi waktu 
muktamar ini. 

Akhirnya, lajnah menyerukan perhatian 
yang besar mengenai penyadaran tentang za- 
kat dan kajian hukum-hukumnya, juga memer- 
hatikan urusan-urusan zakat di semua bidang 
yang diperlukan dalam aplikasi-aplikasi eko- 
nomi, sosial dan lain-lain. 
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SIMPOSIUM PERTAMA, FATWA-FATWA 
DAN REKOMENDASI 


1. UKURAN ZAKAT YANG WAJIB PADA 

BARANG-BARANG DAGANGAN 

Tidak ada bedanya nishab dan ukuran 
yang harus dikeluarkan antara zakat uang 
dan zakat barang dagangan. Berdasarkan hal 
itu, ijma fugaha yang tepercaya menjadi eksis. 
Apa yang diduga bahwa penyamaan ini untuk 
memberikan keringanan pada orang yang me- 
nyimpan harta dan mempersulit investor ka- 
rena diambil persentase yang sama dari orang 
yang menginvestasikan hartanya di mana mo- 
tivasi untuk investasi menjadi hilang, adalah 
tidak benar. Sebab, investasi bertujuan untuk 
penambahan modal harta. Oleh karena itu, 
mungkin melaksanakan zakat dari hasil dan 
menyimpan modalnya. Adapun orang yang ti- 
dak menemukan kesempatan untuk investasi 
maka dia mengeluarkan zakatnya selalu dari 
modal harta. Oleh karena itu, sunnah Nabi 
saw. menganjurkan wali anak yatim agar mem- 
bisniskan harta anak yatim supaya tidak di- 
makan zakat. 

Ini dari satu sisi. Dari sisi lain, tidak semua 
harta yang sudah sampai haul, yakni berupa 
uang dianggap simpanan. Sebagaimana, inves- 
tor diberi keringanan mengenai tidak adanya 
kewajiban zakat atas harta yang berubah men- 
jadi barang-barang pokok yang permanen. 
Uang di semua keadaan adalah modal-modal 
harta untuk proyek-proyek investasi atau un- 
tuk memperolah lanjutan-lanjutan invesatasi. 


2. PROYEK-PROYEK PRODUKSI 

Setelah memerhatikan apa yang ada me- 
ngenai tema ini dalam fatwa-fatwa muktamar 
zakat pertama (pasal 6) jelaslah bahwa proyek- 
proyek produksi bisa digiyaskan dengan tanah- 
tanah pertanian dengan memerhatikan bahwa 
masing-masing adalah modal dasar yang bisa 
menarik pemasukan dengan cara memberda- 
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yakannya dan membelanjakannya. Oleh kare- 
na itu, zakat wajib dari barang produksi de- 
ngan persentase 5 Y6, sebagaimana mungkin 
menyikapi modal harta bergerak (modal harta 
yang berputar) dari proyek produksi seperti 
penyikapan terhadap barang-barang dagang- 
an. Oleh karena itu, zakat wajib pada barang 
pokok dan hasil, dengan persentase 2,5 Y 
dengan tidak adanya ketundukan barang-ba- 
rang pokok tersebut untuk dizakatkan. 

Tema ini memerlukan tambahan kajian 
dan pelemparan pembahasan pada simposium 
mendatang, insya Allah. 


3. PEMINDAHAN ZAKAT KE LUAR WILAYAH 

PENGUMPULANNYA 

Dengan memerhatikan apa yang terse- 
but dalam keputusan (5 H) muktamar kedua, 
Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (Lembaga Ri- 
set Islam), bahwa zakat dianggap sebagai da- 
sar takaful ijtima'i (takaful sosial) di negara- 
negara Islam semua. Maka, dasar pijakan yang 
tetap di dalam sunnah dan dilakukan khulafa 
adalah mulai menyalurkan zakat pada orang- 
orang yang berhak dari penduduk wilayah di 
mana zakat dikumpulkan. Kemudian apa yang 
berlebih dipindahkan ke kota lain, dengan me- 
ngecualikan kasus kelaparan, bencana alam, 
dan kebutuhan mendesak, maka zakat dipin- 
dahkan kepada orang yang lebih berhak. Ini 
dalam kerangka individual dan kelompok. Se- 
bagaimana boleh, dalam kerangka individual, 
memindahkan zakat pada orang-orang yang 
berhak dari kerabat orang yang berzakat di 
luar wilayahnya. 


4. PEMBEBASAN UTANG ORANG YANG 
BERHAK MENERIMA ZAKAT 


Pengguguran orang yang berpiutang ter- 
hadap orang yang berutang dan kesulitan 


FIOIH ISLAM JILID 10 


membayar utang, tidaklah dihitung zakat. Mes- 

kipun orang yang berutang adalah orang yang 

berhak menerima zakat. Ini adalah pendapat 
mayoritas fugaha. 

Di antara contoh yang berkaitan dengan 
tema ini adalah: 

a. Kalau orangyang berzakat, punya piutang, 
membayar zakatpadaorangyang berutang 
kemudian dia mengembalikannya kepada 
orang yang berpiutang sebagai pembayar- 
an utangnya, tanpa kesepakatan dan per- 
syaratan maka sah dan bisa mencukupi 
kewajiban zakat. 

b. Kalau orang yang berpiutang membayar 
zakat pada orang yang berutang dengan 
syarat dia mengembalikannya sebagai 
pembayaran utangnya, atau dua orang 
bersepakat untuk mengembalikan maka 
pembayaran itu tidak sah dan zakat tidak 
gugur. Ini adalah pendapat mayoritas para 
fugaha. 

c.  Kalauorangyang berutang berkata kepada 
orang yang berpiutang dan berzakat me- 
ngatakan, “Serahkan zakat kepadaku su- 
paya aku membayar utangmu,” lalu dia 
melakukan maka apa yang dibayarkan 
mencukupinya sebagai zakat, dan harta 
itu dimiliki oleh orang yang memegang. 
Namun, tidak harus orang yang berutang 
dan memegang harta menyerahkan harta 
itu kepada orang yang berpiutang tentang 
utangnya. 

d. Kalau pemilik harta berkata kepada orang 
yang berutang, “Bayarlah, wahai fulan, 
utangmu kepadaku untuk aku kembalikan 
kepadamu zakatku,” lalu dia membayar 
utangnya maka pembayaran itu sah, dan 
orang yang berpiutang tidak harus me- 
ngembalikan harta itu kepada orang yang 
berutang berdasarkan kesepakatan ulama. 
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8. MENGANGGAP SAH ZAKAT DIPERCEPAT 
YANG DIKELUARKAN DENGAN DUGAAN 
ITU KEWAJIBAN 

Barang yang dibayarkan dengan dugaan 
sebagai kewajiban dalam bentuk zakat yang 
dipercepat dihukumi sah, jika syarat-syarat 
percepatan itu terpenuhi seperti orang yang 
berzakat memiliki satu nishab, orang yang di- 
serahi tetap mempunyai sifat memperoleh hak 
zakat dan tetapnya kewajiban zakat atas orang 
yang berzakat. 

Inilah pendapat para fugaha selain Ma- 
likiyyah. 

Jika salah satu syarat tersebut rusak, apa 
yang diserahkan menjadi sedekah sunnah, ti- 
dak boleh diminta kembali jika telah diterima 
oleh orang yang berhak dari orang yang berza- 
kat. Adapun jika penerimaan itu dari penang- 
gung jawab atau lembaga zakat maka tidak ada 
halangan untuk meminta kembali setelah ter- 
bukti barang yang diserahkan melebihi kewa- 
jiban Jika tidak dibagikan kepada orang-orang 
yang berhak. 


6. KEHARUSAN ZAKAT DAN 
PENERAPANNYA DARI PENANGGUNG 
JAWAB 

a. Menyeru pemerintah-pemerintah di ne- 
gara-negara Islam, untuk melakukan tin- 
dakan sungguh-sungguh demi penerapan 
syariat Islam di sektor-sektor semua ke- 
hidupan. Di antaranya pendirian lembaga- 
lembaga khusus pengumpulan zakat dan 
penyalurannya secara syar'i di mana lem- 
baga-lembaga ini mempunyai anggaran 
tersendiri dalam pemasukan dan penya- 
lurannya dari anggaran-anggaran umum 
negara. Adapun di negara-negara non- 
Islam, maka gantinya adalah organisasi- 
organisasi yang memerhatikan urusan 
zakat. 

b. Menyeru pemerintah-pemerintah Islam 
untuk mengeluarkan undang-undang yang 
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menjamin pendirian lembaga-lembaga 
zakat yang diawasi oleh orang yang ahli 
agama, amanah, kapabilitas, dan alim. 

Cc. Menyeru pemerintah-pemerintah untuk 
menjamin undang-undang perpajakan 
yang menyebabkan terpotongnya kewa- 
jiban zakat betapa pun besarnya pajak 
yang ditentukan dalam undang-undang. 

d. Menyeru pemerintah-pemerintah Islam 
yang menerapkan kewajiban zakat agar 
mengambil pendapat para fugaha kontem- 
porer yang mengatakan kewajiban pajak 
takaful sosial terhadap penduduk non- 
Muslim sebesar zakat, dan hendaklah 
pajak-pajak yang sejajar dengan zakat 
ini menjadi income perealisasian takaful 
sosial umum yang mencakup semua pen- 
duduk yang hidup di bawah naungan 
negara Islam. 


7. BAGIAN (FI SABILILLAH) 

Bagian fi sabilillah yang dimaksud adalah 
jihad dalam pengertiannya yang luas yang diten- 
tukan oleh para fugaha di mana intinya adalah 
penjagaan agama dan peluhuran kalimah Allah. 
Peperangan mencakup juga dakwah Islam dan 
usaha menjadikan syariat sebagai hukum dan 
menolak tuduhan-tuduhan yang dikobarkan 
oleh musuh-musuh Islam juga menghalang 
aliran-aliran yang melawan Islam. 

Berdasarkan hal itu, maka jihad tidak ter- 
batas pada aktivitas militer saja. 

Masuk dalam jihad dengan pengertiannya 
yang menyeluruh, hal-hal sebagai berikut. 

a. Pembiayaangerakan-gerakanmiliter, jihad 
yang meninggikan bendera Islam, dan 
menghalangi permusuhan terhadap umat 
Islam di berbagai negara mereka, seperti 
gerakan jihad di Palestina, Afghanistan, 
dan Filipina. 

b. Menopang usaha-usaha pribadi dan ke- 
lompok yang bertujuan mengembalikan 
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hukum Islam, menjalankan syariat Allah di 
negara-negara Muslim dan melawan ren- 
cana-rencana terhadap Islam untuk men- 
jauhkan agidah Islam, mengenyamping- 
kan syariat Islam dari hukum. 

Cc. Pembiayaan pusat-pusat dakwah Islam 
yang ditangani oleh tokoh-tokoh yang ju- 
jur di negara non-Islam, dengan tujuan pe- 
nyebaran Islam dengan berbagai cara yang 
benar yang sesuai dengan masa kini. Ini 
diterapkan di setiap masjid yang didirikan 
di negara non-Islam yang menjadi kantor 
dakwah Islam. 

d. Pembiayaan usaha-usaha sungguh-sung- 
guh yang meneguhkan Islam di kalangan 
minoritas Islam di negara-negara yang ma- 
na non-Muslim menguasai orang-orang 
Muslim dan di mana menghadapi ran- 
cangan-rancangan peleburan orang yang 
tersisa dari orang-orang Muslim di nega- 
ra-negara itu. 


8. ZAKAT DAN PENJAGAAN KEBUTUHAN- 
KEBUTUHAN DASAR YANG BERSIFAT 
PRIBADI 

a. Pengertian kebutuhan-kebutuhan pokok 

yang diperhatikan oleh zakat terkait de- 
ngan semua unsur magashid syariah Is- 
lam yakni dharuriyyat (primer), hajiyyat 
(sekunder) untuk merealisasi kapabilitas 
yang sesuai dengan tradisi-tradisi yang 
dominan baik waktu maupun tempat, pe- 
menuhan takaful sosial antarumat Islam. 

b. Standar kebutuhan pokok yang dipenuhi 

oleh zakat untuk orang Muslim fakir ada- 
lah hendaknya cukup untuk memenuhi 
yang dibutuhkan yaitu makanan, pakaian, 
tempat, dan semua hal yang niscaya dibu- 
tuhkan sekiranya sesuai dengan keadaan- 
nya tanpa berlebihan dan kekurangan, 
baik untuk orang fakir itu sendiri atau 
orang yang menanggung nafkahnya. 
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c. Baik individu maupun lembaga yang me- 
nyalurkan zakat hendaklah memerhatikan 
siapa orang yang menerima zakat melalui 
sarana-sarana yang diperbolehkan yang 
tidak menyentuh kehormatannya atau 
melukai perasaannya, di mana terwujud 
kemantapan hati bahwa dia adalah orang 
yang berhak mendapatkan zakat. Mereka 
tidak perlu dibebani lebih dari itu seperti 
bukti dan sumpah kecuali dalam keadaan- 
keadaan mencurigakan, banyaknya peng- 
akuan keberhakan di mana bukti menun- 
jukkan bahwa dia tidak berhak. 


9. ZAKAT KREDIT PERUMAHAN DAN 

INVESTASI BERTEMPO 

Demi memerhatikan apa yang tersebut 
dalam muktamar zakat pertama, ayat (10) ten- 
tang kredit investasi dan zakat juga apa yang 
dilihat oleh lajnah pada muktamar itu untuk 
mengambil secara prinsip masalah ini pada 
khususnya madzhab fugaha yang mengatakan 
bahwa jika kredit itu diberi tempo maka tidak 
ada halangan akan kewajiban zakat. Dengan 
pertimbangan, bahwa masalah ini membu- 
tuhkan kajian, validasi, dan perhatian lebih. 
Pendapat dalam simposium ini jelas-jelas me- 
nyatakan hal-hal sebagai berikut. 

Kredit-kredit perumahan dan utang-utang 
yang digunakan untuk membiayai modal po- 
kok yang tidak tunduk pada zakat, dan digu- 
nakan untuk membayar cicilan jangka panjang 
gugur dari wilayah zakat, sebagai bandingan 
cicilan tahunan yang dituntut pembayarannya 
saja jika tidak ada harta lain yang digunakan 
untuk melunasi. Adapun kredit-kredit yang 
digunakan untuk membiayai modal harta ber- 
putar maka pasti termasuk dalam wilayah za- 
kat. Penjelasan ini masih membutuhkan kajian 
lebih mengenai perincian-perincian sisi-sisi 
tema ini. 
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10. PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAN- 
PERUSAHAAN DENGAN BERBAGAI 
MACAMNYA 

a. Rekomendasi pembentukan lajnah cabang 
dengan sepengetahuan Badan Syar'i Du- 
nia untuk Zakat di Kuwait. Hal itu untuk 
mengkaji tema penghitungan zakat peru- 
sahaan-perusahaan dengan berbagai ma- 
camnya. Anggota-anggotanya adalah: 

- Para akuntan yang mempraktikkan 
akuntansi sebagai profesi dan para 
akademisi yang spesialis dalam ilmu 
dan seni akuntansi. 

- Para fugaha dan peneliti yang spe- 
sialis dalam urusan-urusan zakat dan 
ekonomi Islam. 


Tugas lajnah adalah mengkaji masalah- 
masalah riil yang terkait khusus dengan 
penghitungan barang zakat, mengkaji 
prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, dan tradi- 
si-tradisi akuntasi yang dijadikan pegang- 
an untuk menyiapkan data-data keuangan 
perusahaan dengan berbagai macamnya 
dan kerja-kerjanya, juga memajukan pe- 
nelitian-penelitian yang sesuai dengan 
pengkajiannyaolehsimposium-simposium 
yang dilaksanakan di masa mendatang. 

b. Simposium menegaskan mengenai haul, 
bahwa tahun keuangan zakat adalah ta- 
hun Oamariyyah, bukan tahun Syamsiyah. 
Oleh karena itu, adalah suatu keharus- 
an mengambil masalah ini ketika meng- 
hitung zakat perusahaan yang data-data 
keuangannya disiapkan berdasarkan ta- 
hun Syamsiyah sesuai dengan yang dipu- 
tuskan secara final oleh muktamar zakat 
pertama (ayat 9). 


11. ZAKAT BARANG-BARANG DAGANGAN 
Hukum asal adalah mengeluarkan zakat 
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barang dagangan secara kontan setelah di- 
perkirakan harganya dan dihitung ukuran 
yang wajib. Sebab, itu adalah yang paling cocok 
untuk orang fakir di mana dia bisa memenuhi 
kebutuhannya betapa pun beragam. Meskipun 
demikian, boleh mengeluarkan zakat barang 
dagangan dari barang-barang itu sendiri, jika 
hal itu bisa menolak kesulitan orang yang ber- 
zakat ketika terjadi depresi dan kemunduran 
likuiditas pedagang, merealisasi kemaslahatan 
orang fakir untuk mengambil zakat berbentuk 
barang, di mana dia bisa memanfaatkannya. 
Inilah yang dipilih oleh simposium dengan 
mendasarkan pada ijtihad-ijtihad figih dan 
situasi kondisi. 

Perkiraan harga barang-barang dagangan 
terjadi sesuai dengan harga pasar pada hari 
wajib zakat. Barang-barang yang dijual baik 
grosir maupun eceran dihargai dengan harga 
grosir. 


. 12, REKOMENDASI UMUM 


- Keharusan menangani apa yang terkait 
dengan zakatbarangharam melalui kajian- 
kajian yang memerhatikan tujuan-tujuan 
zakat dan prinsip sadd adz-dzara'i'4 

- Hendaklah penyaluran kepada orang- 
orang yang bekerja untuk zakat dari ang- 
garan negara tidak dari zakat, selama itu 
memungkinkan. Lebih-lebih kaitannya de- 
ngan negara-negara kaya. 

- Hendaklah para peneliti di kajian-kajian 
yang ada di dalamnya literatur madzhab 
figih kuno melakukan pelatihan dasar 
mengenai kajian seputar tarjih (pengung- 
gulan salah satu pendapat) dan ikhtiyar 
(memilih salah satu pendapat) melalui da- 
lil-dalil, mengaitkan pendapat-pendapat 
figih yang beragam dengan magashid 
syariah, dan merealisasi kemaslahatan- 


Hukum pencegahan melakukan sesuatu agar tidak masuk dalam keharaman. 
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kemaslahatan yang dianggap oleh syara' 
Sebagaimana, halnya memerhatikan per- 
bedaan-perbedaan istilah antar madzhab. 

- Tidak berkutat dengan satu madzhab da- 
lam kasus-kasus yang terkait dengan ke- 
pentingan umat Islam, seperti masalah 
zakat dalam sifatnya sebagai kewajiban 
Islam yang merepresentasikan takaful 
sosial di semua negara Islam, seperti ma- 
salah kepemilikan. 


SIMPOSIUM KEDUA, FATWA DAN 
REKOMENDASI 


1. PEMBAYARAN DIYAT (DENDA TINDAK 
PIDANA) DARI HARTA ZAKAT (BAGIAN 
ORANG-ORANG YANG BERUTANG/AL- 
GHARIMIN) 

Pertama, orang yang berutang diyat (den- 
da) pembunuhan karena salah, dibantu dari 
harta zakat jika terbukti orang yang bertang- 
gung jawab membayarnya tidak mampu me- 
nanggungnya dan Baitul mal juga tidak bisa 
menanggungnya. Pembayaran bantuan ini bo- 
leh dari harta zakat secara langsung kepada 
keluarga yang dibunuh. 

Adapun diyat pembunuhan sengaja maka 
tidak boleh dibayar dari harta zakat. 

Kedua, simposium merekomendasikan 
masalah ini, sebagai berikut. 
- Menjaga kaidah (daruriyyat). Sebaiknya 

tidak boleh sembrono dalam membayar 
diyat dari harta zakat. Lebih-lebih dengan 
banyaknya kejadian dan kebutuhan yang 
mendesak kaitannya dengan penyaluran- 
penyaluran yang lain. 

- Pembentukan kotak-kotak kerja sama di 
negara-negara Islam dengan sepengetahu- 
an lembaga-lembaga di sana, yang dibiayai 
dari kontribusi-kontribusi, sumbangan- 
sumbangan dan biaya tambahan perizinan 
mobil dan mengemudi, supaya menjadi ja- 
minan sosial untuk turut memberikan kon- 
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tribusi pengurangan beban-beban orang 
yang diharuskan membayar diyat karena 
kecelakaan dan sebagainya. 

- Memberikan motivasi pembentukan kotak- 
kotak koperasi keluarga dan profesi demi 
mengambil pelajaran dari sistem (akilah) 

: yang dikenal dalam figih Islam dan yang 
menangani kerja sama, tolong-menolong 
antarkerabat dan orang-orang profesional. 
Hal itu dengan bentuk yang sesuai dengan 
kebutuhan-kebutuhan zaman. 


2. ZAKAT HARTA HARAM 

Setelah simposium memaparkan kajian- 
kajian yang dipresentasikan mengenai tema 
ini dan mendiskusikannya maka simposium 
melihat bahwa di sana ada data-data dan pe- 
rincian-perincian yang mengharuskan tema 
ini diberi haknya. Oleh karena itu, simposium 
menunda keluarnya fatwa mengenai hal ini 
sampai sempurnanya pembahasan dan kajian. 


3. ZAKAT KREDIT INVESTASI DAN 

PERUMAHAN 

Demi melaksanakan rekomendasi kese- 
puluh muktamar zakat pertama dan rekomen- 
dasi kesembilan simposium pertama masalah- 
masalah zakat kontemporer yang mencakup 
keharusan zakat kredit yang digunakan untuk 
membiayai modal bergerak, dan ketiadaan za- 
kat kredit-kredit perumahan atau kredit-kredit 
untuk membiayai barang-barang tak bergerak 
dengan mengecualikan cicilan tahunan yang 
dituntut untuk dibayar saja, dan yang berakhir 
dengan penjelasan kebutuhan kajian aspek- 
aspek detail tema ini. Maka, simposium pada 
akhirnya memutuskan hal-hal berikut. 

Pertama, semua kredit yang digunakan un- 
tuk modal perdagangan jika orang yang beru- 
tangtidak mempunyai barang-barang pokok tak 
bergerak yang melebihi kebutuhan dasarnya, 
maka tidak termasuk barang-barang zakat. 
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Kedua, kredit-kredit investasi yang digu- 
nakan sebagai modal proyek-proyek industri 
“barang-barang eksploitasi” jika orang yang 
berutang tidak mempunyai barang-barang tak 
bergerak yang lebih dari kebutuhan dasarnya 
di mana mungkin dijadikan pengganti utang- 
utang itu maka tidak termasuk barang-barang 
zakat. Dalam kondisi utang-utang investasi 
itu bertempo maka cicilan tahunan yang jatuh 
tempo tidak termasuk barang-barang zakat. 
Jika barang-barang yang dijadikan imbalan 
utang itu mencukupi maka utang-utang itu ti- 
dak dikeluarkan dari barang-barang zakat. Jika 
kredit-kredit itu tidak memenuhi utang maka 
tidak termasuk barang-barang zakat, selama 
ja masih tersisa. 

Ketiga, kredit-kredit perumahan yang ber- 
tempo dan yang biasanya dibayar dengan ci- 
cilan panjang maka orang yang berutang men- 
zakatkan harta-harta yang tersisa di tangannya 
setelah memotongcicilan tahunan yang diperin- 
tahkan jika sisanya satu nishab atau lebih. 


4. BAGIAN FIR-RIGAAB (BUDAK) 

Mengingat bahwa bagian penerima zakat 
budak tidak ada pada masa sekarang maka ba- 
gian mereka dialihkan kepada penerima-pe- 
nerima zakat yang lain. 


5. PENGALIHAN ZAKAT BUKAN PADA 

TEMPATNYA DAN BATASANNYA 

Setelah melihat rekomendasi ketiga sim- 
posium pertama tentang kasus-kasus zakat 
kontemporer bahwa pada dasarnya menyalur- 
kan zakat kepada orang-orang yang berhak 
dari penduduk daerah, di mana zakat dikum- 
pulkan kemudian sisanya dialihkan ke kota 
lain, dengan pertimbangan bolehnya pengalih- 
an itu—kecuali orang yang lebih membutuh- 
kan atau kerabat—maka simposium berakhir 
dengan keputusan memerinci prinsip syara' 
mengenai pengalihan zakat sebagai berikut. 
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Pertama, pada dasarnya penyaluran zakat 
adalah hendaklah zakat itu didistribusikan di 
tempat harta yang dizakatkan bukan tempat 
orang yang berzakat. Pengalihan zakat dari 
tempatnya boleh demi kemaslahatan syara' 
yang pertimbangannya unggul. Di antara sisi- 
sisi kemaslahatan pengalihan adalah: 

a. Mengalihkannya ke daerah-daerah jihad fi 
sabilillah. 

b. Mengalihkannya ke lembaga-lembaga dak- 
wah, pengajaran, atau kesehatan yang ber- 
hak memperoleh penyaluran zakat itu. Yak- 
ni, termasuk salah satu delapan kelompok 
penerima zakat. 

c. Mengalihkannya ke daerah-daerah kela- 
paran, bencana yang menimpa sebagian 
umat Islam di dunia. 

d. Mengalihkannya kepada kerabat-kerabat 
orang yang berzakat, yang mana mereka 
berhak menerima zakat. 


Kedua, mengalihkan zakat ke tempat lain 
di luar keadaan-keadaan di atas tidak dilarang 
melakukannya, namun di balik hukumnya 
yang makruh, disyaratkan zakat itu diberikan 
kepada orang yang berhak memperoleh zakat, 
yakni salah satu dari delapan kelompok pe- 
nerima zakat. 

Ketiga, daerah-daerah zakat adalah nega- 
ra, desa di dekatnya, dan wilayah-wilayah yang 
mengikutinya yang ada di bawah jarak gashar 
(kira-kira 82 km), sebab dia masuk dalam hu- 
kum satu negara. 

Keempat, tempat zakat, kaitannya dengan 
zakat fitrah adalah tempat orang yang mem- 
bayarkannya, sebab zakat fitrah adalah zakat 
badan. 

Kelima, di antara pengelolaan-pengelola- 
an yang diperbolehkan dalam kondisi-kondisi 
pengalihan zakat: 

a. Mempercepat pengeluaran zakat harta 

sebelum akhir haul dalam satu masa di 
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mana mungkin mengantarkan zakat itu 
kepada orang-orang yang berhak ketika 
genap satu tahun, jika syarat-syarat wajib 
zakat terpenuhi. Zakat fitrah tidak boleh 
didahulukan sebelum awal Ramadhan. 

b. Mengakhirkan pengeluaran zakat sampai 
masa yang diperlukan pengalihan. 


F. SIMPOSIUM KETIGA, FATWA-FATWA 
DAN REKOMENDASI-REKOMENDASI 


1 INVESTASI HARTA-HARTA ZAKAT 
Para peserta simposium mendiskusikan 

kajian-kajian yang dimajukan dalam tema in- 

vestasi harta-harta zakat dan berakhir pada 
keputusan-keputusan berikut. 

Simposium menegaskan keputusan Maj- 
ma Figih Islami (Lembaga Figih Islam) nomor 
3 D 3/7/86 mengenai pemberdayaan harta- 
harta zakat untuk proyek-proyek yang mem- 
punyai hasil. Ini secara prinsip boleh dengan 
batasan-batasan yang sebagian disinyalir oleh 
keputusan itu. 

Setelah mendiskusikan kajian-kajian yang 
dipresentasikan kepada simposium perihal 
tema tersebut mengenai prinsip dan batasan- 
batasan, maka simposium akhirnya mengha- 
silkan hal-hal berikut. 

1. Hendaklah tidak ada alasan-alasan penya- 
luran segera yang menghendaki pendistri- 
busian secara langsung harta-harta zakat. 

2. Investasi harta-harta zakat—sebagaima- 
na yang lain—hendaklah dengan cara-ca- 
ra yang legal. 

3. Hendaklah diambil langkah-langkah yang 
menjamin tetapnya barang-barang pokok 
yang diinvestasikan sebagai asal hukum 
zakat, demikian juga hasil dari harta po- 
kok itu. 

4. Inisiatif untuk mencairkan barang-barang 
pokok yang diinvestasikan jika kebutuhan 
orang-orang yang berhak menerima zakat 
menghendaki disalurkan kepada mereka. 
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5. Pengerahan segenap upaya demi mereali- 
sasi bahwa investasi-investasi yang meng- 
gunakan harta-harta zakat itu bagus, 
tepercaya, dan bisa dicairkan jika dibu- 
tuhkan. 

6. Hendaklah keputusan investasi harta-har- 
ta zakat diambil orang yang diambil janji 
oleh penanggung jawab urusan ini untuk 
mengumpulkan zakat, mendistribusikan- 
nya demi menjaga prinsip perwakilan 
yang legal. Juga, hendaklah pengawasan 
investasi itu diberikan kepada orang yang 
mempunyai kapabilitas, pengalaman, dan 
kepercayaan. 


2. KEPEMILIKAN, KEMASLAHATANNYA, 
DAN HASIL-HASILNYA 
Para peserta simposium mendiskusikan 
kajian-kajian yang dimajukan dalam tema ke- 
pemilikan, kemaslahatannya, dan hasil-hasil- 
nya. Mereka akhirnya menghasilkan keputus- 
an-keputusan berikut: 
1. Kepemilikan dalam empat kelompok per- 
tama pada ayat golongan penerima zakat, 


LA CAN Asa G 
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“Sesungguhnya zakat itu hanyalah un- 
tuk orang-orang fakir, orang miskin, amil 


zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf) 
.. (at-Taubah: 60) 





adalah syarat pemberlakuan zakat. Kepe- 
milikan adalah penyerahan sejumlah uang 
atau pembelian sarana produksi seperti 
alat-alat kerja dan peralatan pabrik, dan 
menjadikannya milik orang yang berhak 
menerima zakat, yang mampu bekerja. 

2. Boleh mengadakan proyek-proyek pro- 
duksi dari harta zakat, menjadikan saham 
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milik orang-orang yang berhak meneri- 

ma zakat, di mana proyek itu kepemilikan 

yang mereka atur sendiri atau orang yang 
mewakilinya. Mereka berbagi dalam ke- 
untungan-keuntungannya. 

3. Boleh mengadakan proyek-proyek pela- 
yanan dari harta zakat seperti madrasah, 
rumah sakit, tempat penampungan, per- 
pustakaan, dengan syarat-syarat sebagai 
berikut: 

a. Orang-orang yang berhak menerima 
zakat bisa mengambil! manfaat dari 
layanan proyek-proyek ini bukan 
orang lain, kecuali dengan upah yang 
setimpal dengan pelayanan-pelayan- 
an itu di mana kemanfaatannya kem- 
bali kepada orang-orang yang berhak 
menerima zakat. 

b. Barang pokok (asal) tetap menjadi mi- 
lik orang-orang yang berhak meneri- 
ma zakat dan dikelola oleh orang yang 
bertanggung jawab atas urusan ini, 
atau badan yang mewakilinya. 

c. Jika proyek itu dijual atau dilikuidasi, 
hasil likuidasi itu adalah harta zakat. 


3 BAGIAN MUALLAF 

Para hadirin di simposium itu mendisku- 
sikan kajian-kajian yang dipresentasikan me- 
ngenai tema muallaf. Setelah debat, maka 
akhirnya mereka berada pada keputusan: 

Pertama, bagian muallaf yang notabene 
salah satu dari delapan kelompok penerima 
zakat dan ini termasuk syariat yang muhkam 
adalah tidak terkena naskh, sebagaimana pen- 
dapat jumhur ulama. 

Kedua, di antara bidang terpenting yang 
diberikan dari bagian ini adalah hal-hal seba- 
gai berikut: 

a. Membujuk orang yang diharapkan keis- 
lamannya. Khususnya orang yang mempu- 
nyai suara, pengaruh yang diduga mem- 


2 
s10 
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punyai peranan besar dalam merealisasi 
pada apa yang menjadi kebaikan umat 
Islam. 

b. Membujuk orang-orang yang mempunyai 
pengaruh seperti para penguasa, pemim- 
pin, dan sebagainya untuk berpartisipasi 
dalam memperbaiki kondisi pendatang- 
pendatang dan minoritas Muslim juga 
mendukung masalah-masalah mereka. 

c.  Membujuk orang-orang yang mempunyai 
kemampuan-kemampuan pemikiran dan 
keislaman untuk memperolah dukungan 
mereka, bantuan mereka terhadap masa- 
lah-masalah umat Islam. 

d. Mengadakan lembaga-lembaga ilmiah dan 
sosial untuk menjaga orang yang masuk ke 
dalam agama Allah, meneguhkan hatinya 
pada Islam, dan semua yang mungkin di- 
lakukan seperti menciptakan iklim yang 
kondusif secara moral dan materiil demi 
kehidupannya yang baru. 


Ketiga, penyaluran bagian ini harus diper- 
hatikan batasan-batasan berikut: 

a. Hendaklah dalam penyaluran ini diperha- 
tikan magashid dan alasan-alasan politik 
syariah di mana tercapai tujuan yang di- 
harapkan menurut syara". 

b. Hendaklah pembelanjaan itu dengan ukur- 
an tidak merugikan penerima zakat yang 
lain dan hendaklah tidak meluas kecuali 
karena tuntutan kebutuhan. 

c. Cermat dan hati-hati dalam hal-hal penya- 
luran untuk menghindari akibat-akibat 
yang tidak diterima syara'. Atau, hal-hal 
yang kadang-kadang di sana ada respons 
tidak baik di hati muallaf dan yang kadang- 
kadang berbalik merugikan Islam dan 
umat Islam. 


Keempat, sarana-sarana dan fasilitas mo- 
dern, proyek-proyek yang mempunyai penga- 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


ruh lebih bagus, pemilihan yang bermanfaat 
dan paling dekat untuk merealisasikan maga- 
shid syariah mengenai penyaluran ini bisa 
digunakan. 


e IMBAUAN 

Simposium mengimbau pemerintah-pe- 
merintah negara-negara Islam untuk menerap- 
kan syariat Islam dari semua aspeknya, sosial, 
politik, juga mengimbau untuk mengambil se- 
mua sarana-sarana legal supaya sampai pada 
masyarakat Islam yang saling menopang. 

Simposium menganjurkan pemerintahan- 
pemerintahan negara-negara Islam dan rak- 
yatnya agar melaksanakan kewajiban-kewajib- 
annya terhadap saudara-saudara kita yang 
tertindas di Bosnia, Herzegovina, dan mem- 
bantu mereka baik materiil maupun moril 
demi menjaga eksitensi mereka dan identitas 
keislaman mereka. 

Demikian juga membantu saudara-saudara 
kita umat Islam yang tertindas dan orang-orang 
yang membutuhkan di berbagai belahan dunia. 

Simposium mengimbau pemerintah-pe- 
merintah negara-negara Islam untuk lebih 
mencurahkan usaha demi pembebasan tawan- 
an-tawanan dan orang-orang yang dipenjara 
baik orang-orang Kuwait atau lainnya dari ta- 
ngan-tangan musuh yang zalim. 


G. SIMPOSIUM KEEMPAT, FATWA-FATWA 
DAN REKOMENDASI 

1. BAGIAN PENGURUS ZAKAT 

1. Pengurus zakat adalah setiap orang yang 
ditunjuk oleh penguasa di negara-negara 
Islam atau mereka memberikan izin, atau 
dipilih oleh badan-badan yang diakui 
oleh penguasa dan masyarakat Islam un- 
tuk melakukan pengumpulan zakat, pem- 
bagiannya dan semua yang berkaitan 
dengan itu, seperti penyadaran hukum- 
hukum zakat, pengenalan orang-orang 
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yang mempunyai harta, orang-orang yang 
berhak mendapatkanzakat, pengalihan za- 
kat, penimbunan, penyimpanan, pengem- 
bangan dan investasi dalam cakupan kon- 
trol-kontrol dan batasan-batasan yang 
telah diakui dalam rekomendasi pertama 
simposium ketiga masalah-masalah zakat 
kontemporer. 

Lembaga-lembaga ini dan lajnah-laj- 

nah yang ada di masa sekarang dianggap 
sebagai bentuk modern dari penanganan 
sedekah yang ditetapkan dalam sistem 
Islam. Oleh karena itu, harus dijaga syarat- 
syarat yang dibutuhkan untuk pengurus 
zakat. 
Tugas-tugas yang sesuai dengan pengu- 
rus-pengurus zakat, di antaranya yang 
mempunyai sifat mandat (karena berhu- 
bungan dengan tugas-tugas pokok dan 
kepemimpinan). Orang yang melakukan 
tugas ini disyaratkan memenuhi syarat- 
syarat yang dikenal oleh fugaha. Di antara- 
nya Islam, laki-laki, amanah (tepercaya), 
mengetahui hukum-hukum zakat dalam 
bidang-bidang pekerjaannya. 

Ada juga tugas-tugas lain pendamping 
yang mungkin diadakan untuk orang yang 
tidak terpenuhi di dalamnya syarat-syarat 
tersebut. 


. Pengurus zakat karena pekerjaan mereka, 


berhak mendapatkan bagian pengurus 
yang ditetapkan kepada mereka dari pihak 
yang menunjuk mereka, dengan syarat 
tidak lebih dari upah rata-rata meskipun 
tidak ada orang-orang fakir. Dengan me- 
merhatikan agar semua yang diberikan 
kepada semua pengurus zakat, peralatan 
dan biaya administrasi tidak lebih dari 
seperdelapan zakat. 


. Pengurus zakat tidak boleh menerima 


sedikit pun suap, hadiah, atau hibah baik 
barang maupun uang. 
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Penambahan hal-hal yang diperlukan kan- 
tor lembaga-lembaga zakat dan adminis- 
trasinya, misalnya alat-alat, perkakas, 
peralatan jika pemenuhan kebutuhan itu 
tidak dari sumber-sumber lain seperti kas 
negara, hibah, dan sedekah boleh dipenuhi 
dari bagian pengurus zakat sesuai dengan 
kebutuhan dengan syarat peralatan ini 
mempunyai hubungan langsung dengan 
pengumpulan zakat, penyalurannya atau 
mempunyai pengurus terhadap penam- 
bahan income zakat. 

Harus ada pantauan dan pengawasan laj- 
nah-lajnah zakat dari pihak-pihak yang 
menunjuknya atau memberinya izin demi 
mencontoh perilaku Nabi dalam mengon- 
trol para pengurus zakat. Pengurus zakat 
adalah orang yang terpercaya terhadap 
harta yang ada di tangannya. Dia bertang- 
gung jawab mengganti kerusakan barang 
zakat ketika sembrono, ceroboh, lalai, dan 
kurang perhatian. 

Para pengurus zakat hendaklah berhias 
dengan adab-adab Islam yang umum se- 
perti lembut terhadap orang-orang yang 
berzakat dan orang-orang yang berhak 
menerima zakat, paham dengan hukum- 
hukum zakat, pentingnya zakat dalam ma- 
syarakat Islam untuk merealisasi takaful 
sosial, dan segera membagikan sedekah 
ketika ada orang yang berhak sembari 
mendoakan mereka. 


ZAKAT HARTA HARAM 

Harta haram adalah setiap harta yang sya- 
ra' melarang memilikinya atau meman- 
faatkannya baik keharamannya adalah li- 
dzatihi (zat barang itu sendiri haram) kare- 
na ada bahaya atau najis seperti bangkai 
dan khamar, atau keharamannya karena 
lighairihi (faktor lain), karena adanya ke- 
rusakan pada cara perolehannya, meng- 
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ambilnya dari pemiliknya tanpa izin se- 
perti ghashab atau mengambilnya dengan 
cara yang tidak diakui syara' meskipun 
dengan ridha seperti riba dan suap. 


.Orang yang memperoleh harta haram 


yang cacat pada cara perolehannya tidak 
bisa dimiliki meskipun waktunya lama. 
Dia harus mengembalikannya kepada pe- 
miliknya atau ahli warisnya jika dia me- 
ngenalnya. Jika dia tidak bisa mengetahui- 
nya maka dia harus menggunakannya 
untuk tujuan kebaikan demi membebas- 
kan diri dari harta itu dan demi tujuan se- 
dekah untuk pemiliknya. 

Jika seseorang mengambil harta untuk 
upah suatu pekerjaan haram maka orang 
yang mengambilnya menyalurkannya un- 
tuk tujuan kebaikan. Dia tidak harus me- 
ngembalikannya kepada orang yang dari- 
nya dia mengambil. 

Harta haram tidak dikembalikan kepada 
orang yang darinya harta itu diambil jika 
orang itu terus bertransaksi ilegal yang 


. menyebabkan keharaman harta seperti 


bunga riba, namun diberikan untuk ke- 
baikan juga. 

Jika sulit mengembalikan uang haram da- 
lam bentuk barang maka orang yang mem- 
perolehnya harus mengembalikan yang 
semisal dengannya atau seharga kepada 
pemiliknya jika diketahui. Jika tidak dike- 
tahui maka barang semisal atau seharga 
itu diberikan untuk tujuan kebaikan dan di- 
niatkan sedekah untuk pemiliknya. 

Harta haram lidzatihi bukanlah objek za- 
kat, sebab dia bukanlah harta yang bisa 
dihargai menurut syara'. Harta itu harus 
dilepaskan dengan cara yang ditentukan 
syara' mengenai harta macam itu. 

Harta haram lighairi yang terjadi cacat sya- 
ra' dalam perolehannya tidak wajib diza- 
katkan oleh orang yang memperolehnya, 
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karena tidak adanya kesempurnaan kepe- 
milikan yang disyaratkan untuk kewajiban 
zakat. Jika pemiliknya kembali maka dia 
wajib menzakatkannya untuk satu tahun, 
meskipun telah berlalu beberapa tahun 
menurut pendapat yang terpilih. 

Orang yang memperoleh harta haram jika 
tidak mengembalikannya kepada pemilik- 
nya dan dia mengeluarkan seukuran za- 
kat dari harta itu maka dosa tetap ada ka- 
rena barang masih di tangannya. Itu adalah 
pengeluaran sedikit kewajiban syara' dan 
apa yang dikeluarkan itu tidak dianggap se- 
buah zakat, tidak pula pembebasan tang- 
gungan kecuali dengan mengembalikan 
semuanya kepada pemiliknya jika dia me- 
ngetahui atau menyedekahkannya jika dia 
tidak sanggup mengetahuinya. 


ZAKAT DAN PAJAK 

Simposium mengimbau pemerintah-pe- 
merintah negara-negara Islam untuk me- 
ngeluarkan undang-undang yang memu- 
tuskan penerapan sistem zakat baik peng- 
ambilan atau pembagiannya, dengan dasar 
keharusan. Juga, pembentukan badan-ba- 
dan yang khusus menangani hal itu di ma- 
na income dan pengelolaannya dalam kal- 
kulasi tersendiri. Simposium juga mengim- 
bau revisi semua sistem uang dan lainnya, 
demi mengarahkan pada arah keislaman. 


. Pada dasarnya pembiayaan anggaran 


negara adalah dari income kepemilikan 
umum dan income finansial lain yang legal. 
Jika income ini tidak mencukupi maka 
penguasa boleh memberdayakan pajak- 
pajak dengan bentuk yang adil sebagai 
imbangan biaya negara yang tidak boleh 
disalurkan dari zakat, atau untuk menu- 


3.a. 


b. 
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tup defisit income zakat dari kebutuhan 
orang-orang yang berhak atas zakat. 
Karena dasar kebolehan pemberdayaan 
pajak adalah kaidah maslahah, maka harus 
memerhatikan maslahah yang dianggap 
ketika menetapkan pajak, berdasarkan 
sistem keuangan Islam dan mengambil pe- 
tunjuk kaidah-kaidah syara' yang umum 
dan magashid syariah. 

Demi pemberdayaan pajak, disyaratkan 
hendaklah kebutuhan akan kewajiban pa- 
jak itu memang nyata. | 


. Harus menjaga keadilan dengan standar 


yang legal dalam pendistribusian beban- 
beban pajak dan penggunaan hasil-ha- 
silnya. Dan hendaklah kewajiban pajak, 
penyalurannya tunduk pada pihak pe- 
mantau yang tepercaya dan spesialis da- 
lam hal itu. 

Pembayaran pajak yang diwajibkan oleh 
negara tidak mencukupi pembayaran za- 
kat, demi melihat perbedaan keduanya da- 
ri segi sumber kewajiban dan tujuannya. 
Lebih-lebih barang, ukuran yang wajib dan 
penyalurannya. Jumlah pajak tidak bisa 
menghilangkan kadar zakat yang wajib. 
Apa yang harus dibayarkan dari pajak 
yang diwajibkan oleh negara setahun, dan 
itu tidak dibayarkan sebelum satu tahun, 
maka itu tidak merupakan zakat, dengan 
pertimbangan dia adalah hak yang harus 
dilaksanakan. 

Simposium merekomendasikan pemerin- 
tah-pemerintah negara Islam untuk meng- 
ubah undang-undang pajak yang mana 
membolehkan pelaksanaan zakat dari 
jumlah wajib pajak, demi mempermudah 
orang yang melaksanakan zakat. 
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1. 


SIMPOSIUM KELIMA, FATWA DAN 
REKOMENDASI 

ZAKAT UANG PESANGON DAN UANG 
PENSIUN 

Uang pesangon adalah sejumlah uang pu- 
tus yang menjadi hak pekerja atas pemilik 
pekerjaan di akhir tugasnya, sesuai dengan 
undang-undang dan sistem jika terpenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan mengenai 
hal itu. 

Uang pensiun adalah sejumlah uang pu- 
tus yang diberikan oleh negara atau lem- 
baga-lembaga tertentu kepada pegawai 
atau pekerja yang dimuat dalam undang- 
undang jaminan sosial, jika tidak terpenu- 
hi semua syarat yang dibutuhkan untuk 
memperoleh gaji pensiun. 

Gaji pensiun adalah sejumlah uang yang 
menjadi hak pegawai atau-pekerja secara 
bulanan atas negara atau lembaga-lem- 
baga tertentu setelah berakhir tugasnya 
sesuai dengan undang-undang dan sistem- 
sistem jika terpenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan untuk itu. 

Pekerja atau pegawai tidak wajib zakat 
terhadap hak-hak ini selama masa kerja- 
nya, karena tidak terealisasinya kepemi- 
likan sempurna yang disyaratkan untuk 
kewajiban zakat. 

Hak-hak ini, jika ada ketentuan pembatas- 
annya dan penyerahannya kepada pega- 
wai atau pekerja sekaligus atau beberapa 
tahapan maka kepemilikannya terhadap 
hak-hak itu menjadi sempurna. Dan dia bisa 
menzakatkan apa yang diterima dari hak- 
hak itu sebagai zakat mal. Telah diterang- 
kan dalam muktamar zakat pertama bah- 
wa harta yang diperoleh, dizakatkan dengan 
digabungkan harta-harta yang ada pada 
orang yang zakat dari sisi nishab dan haul. 
Adapun penyikapan syara' mengenai har- 
ta-harta pesangon akhir tugas dan gaji 
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pensiun dalam anggaran perusahaan se- 
belum keluar keputusan penyalurannya, 
apakah itu utang perusahaan atau tidak, 
dan itu berpengaruh terhadap zakat har- 
ta perusahaan, keputusan itu ditunda 
karena perlu tambahan kajian dengan be- 
kerja sama dengan badan akuntansi dan 
pantauan terhadap bank-bank dan lem- 
baga-lembaga keuangan Islam melalui 
lajnah syara'-nya. 


2. BAGIAN ORANG-ORANG YANG 


BERUTANG (AL-GHARIMIN) 


Orang yang berutang ada dua macam. 
Pertama, orang yang berutang itu adalah 
orang-orang Muslim, fakir untuk kepen- 
tingan mereka sendiri dalam hal yang 
mubah. Demikian juga karena bencana, 
musibah yang menimpa mereka. Kedua, 
orang yang berutang itu orang-orang 
Muslim untuk mendamaikan dua pihak 
yang bertengkar, meredakan petaka yang 
kadang-kadang muncul di antara orang- 
orang Muslim atau untuk pembiayaan mu- 
sibah, bencana yang menimpa umat Islam. 
Macam kedua ini tidak disyaratkan fakir. 
Orang yang menjamin harta seseorang 
yang dalam kesulitan, di mana dia boleh 
diberikan jaminan. Ini jika orang yang 
menjamin juga kesulitan. 

Tidak boleh memberi orang yang ber- 
utang untuk kepentingan diri sendiri dari 
harta zakat jika utangnya itu untuk mak- 
siat seperti khamar, judi, riba, kecuali jika 
terbukti nyata kejujuran tobatnya. 

Boleh membayarkan utang si mayit dari 
harta zakat jika warisannya tidak men- 
cukupi untuk pembayaran utang tersebut. 
Ahli warisnya juga tidak membayarkan 
utangnya. Pembayaran utang dari zakat 
adalah pembebasan dia dari tanggung 
jawab utang itu, penjagaan harta orang- 
orang yang berpiutang. 
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Orang yang berutang untuk kepentingan 
sendiri, sementara dia orang kuat, bisa 
bekerja, tidak boleh mengambil dari uang 
zakat, jika memungkinkan untuk mem- 
bayar utangnya dari kerjanya, atau pemi- 
lik uang (orang yang berpiutang) mau 
memberinya tenggang waktu sampai dia 
longgar. Demikian halnya orang yang 
mempunyai uang, baik uang kontan, peka- 
rangan dan sebagainya yang memungkin- 
kan dia membayar utangnya dari situ. 

Jika orang yang berutang mengambil da- 
ri harta zakat dengan kriteria utang, ma- 
ka dia tidak boleh menginfakkan harta 
ini untuk membayar utangnya. Adapun 
jika dia mengambil dengan kriteria fakir, 
maka dia boleh menginfakkannya untuk 
kebutuhan-kebutuhannya. 

Orang yang berutang karena fakir atau 
orang yang berutang karena miskin lebih 
berhak mendapatkanzakat daripadaorang 
fakir dan orang miskin yang tidak ber- 
utang. Sebab, dua yang pertama berkum- 
pul dalam diri mereka dua kriteria: utang 
dan kefakiran atau kemiskinan. Sedang 
dua yang terakhir hanya ada dalam diri 
mereka kriteria fakir. 

Boleh memberikan orang yang berutang 
dari barang zakat seukuran dengan utang- 
utang yang menjadi tanggungannya, baik 
sedikit maupun banyak. Jika harta zakat 
itu bisa untuk melunasi utang-utang itu. 
Jika orang yang berutang, sebelum mem- 
bayar utang-utang itu merasa cukup, maka 
dia harus mengembalikan uang-uang itu 
kepada penanggung jawab urusan ini, 
atau kepada orang yang dari dia, orang 
yang berutang itu mengambilnya. Jika ti- 
dak mampu maka dia membayarkannya 
kepada golongan penerima zakat. 

Boleh memberi orang yang berutang, harta 
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zakat untuk tahun di mana utangnya jatuh 
tempo, meskipun untuk genap satu tahun 
itu masih tersisa beberapa bulan dari wak- 
tu pelunasan. Orang yang berutang tidak 
diberi bantuan untuk membayar utang ta- 
hun yang akan datang, kecuali orang yang 
berutang melakukan perjanjian dengan 
pemilik uang boleh membayar seketika 
dengan adanya potongan utang. 
Tidak seyogianya orang yang mempunyai 
masukan yang cukup buatnya untuk ber- 
utang demi mendirikan pabrik, pertanian 
atau tempat tinggal dengan mengandal- 
kan pelunasannya dari harta zakat. Harta 
zakat diberikan untuk menutup kebutuh- 
an orang-orang fakir, atau menciptakan 
pemasukan buat mereka yang bisa menu- 
tupi kebutuhan mereka, orang yang mem- 
punyai harta yang mencukupinya tidak 
boleh diberi supaya bertambah kaya. 
Kerabat rasul yang mempunyai utang 
bisa diberi dari bagian ini, jika hak-hak 
mereka yang ditentukan syara' terputus. 


. CAKUPAN HAL-HAL YANG TAMPAK 


DAN TIDAK TAMPAK (BATIN) DI MASA 
MODERN 

Pembagian harta zakat menjadi tampak 
dan tidak tampak adalah hal yang disepa- 
kati oleh para ulama dan dijadikan dasar 
hukum figih yang bermacam-macam. 
Harta yang tampak: waliyyul amri (pe- 
nanggung jawab masalah ini) boleh me- 
mungut zakat harta jenis ini dengan pak- 
sa. Pengakuan pemilik harta bahwa dia 
telah memberikan zakatnya sendiri seca- 
ra langsung kepada orang-orang yang 
berhak tidak bisa diterima. Ini jika orang 
yang bertanggung jawab itu mengambil 
zakat dari pemilik harta sesuai haknya 
dan menyalurkannya kepada golongan 
penerima zakat yang syar'i. 
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Harta batin (tidak tampak): zakat harta ini 
diserahkan menurut amanah pemiliknya. 
Mereka boleh memyerahkannya kepada 
orang-orang yang berhak secara langsung 
atau membawanya sendiri kepada pihak 
tertentu yang akan menyalurkannya se- 
suai dengan penyaluran yang syar'i. Wa- 
liyyul amri tidak mempunyai kekuasaan 
untuk memeriksa harta-harta ini dan me- 
mantaunya kepada setiap individu. 

Binatang ternak, tanaman, buah-buahan, 

adalah harta-harta yang tampak berdasar- 

kan kesepakatan ulama. 

Uang, emas, perak, kredit, surat berharga, 

dan saldo-saldo bank yang bersifat pri- 

badi untuk individu dianggap sebagai har- 
ta batin. 

Harta-harta perusahaan perseroan diang- 

gap sebagai harta yang tampak. 

Para peserta simposium mendiskusikan 

kelompok-kelompok lain dari harta. Me- 

reka menunda keputusan tentang hal itu 
sampai ke simposium-simposium men- 
datang, yaitu: 

a. Barang dagangan. 

b. Surat berharga pribadi dan peme- 
rintah. 

C. Harta perusahan lain selain perusa- 
haan perseroan. 

d. Apakah waliyyul amri berhak menye- 
rahkan persentase harta-harta yang 
tampak kepada pemiliknya kemudi- 
an waliyyul amri menyalurkan harta 
itu kepada orang-orang yang berhak, 
dengan sepengetahuan pemilik harta 
itu? 


4. ZAKAT BARANG POKOK YANG TIDAK 


BERGERAK 

Barang pokok yang tidak bergerak adalah 
barang-barang material dan imaterial un- 
tuk proyek-proyek ekonomi yang diambil 
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untuk dimanfaatkan dalam kegiatan-ke- 
giatan proyek-proyek itu atau untuk me- 
narik hasil keuntungan, dan tidak dimak- 
sudkan untuk dijual. Barang-barang mate- 
rial yang menarik hasil keuntungan disebut 
dengan barang-barang eksploitasi. 

Barang-barang pokok tidak bergerak itu 

mencakup: 

1) Barang-barang yang diambil untuk 
dimanfaatkan pada proyek-proyek 
produksi seperti sarana transportasi, 
alat-alat hitung. Macam ini tidak ada 
zakatnya. 

2) Barang-barang material yang mena- 
rik hasil keuntungan dari proyek itu 
seperi alat-alat pabrik dan rumah-ru- 
mah yang disewakan. Macam ini tidak 
wajib zakat atas barang pokoknya. Ha- 
nya wajib zakat pada hasil bersihnya 
dengan persentase 2,5 Yo setelah ber- 
lalu satu tahun dari awal produksi. 
Harta itu digabungkan dengan harta- 
harta lain orang yang berzakat. 

3) Hak-hak imaterial yang dimiliki oleh 
proyek jika hasilnya diinvestasikan 
maka diperlakukan seperti macam 
kedua, tentang kewajiban zakatnya. 

Hal ini sesuai dengan keputusan- 
keputusan lembaga-lembaga figih 
yang telah mengkaji tema ini seperti 
Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah (Lem- 
baga Riset Islam) Mesir pada Mukta- 
mar Kedua tahun 1385 H/1965 M. 
Majma' Figih Islami (Lembaga Figih 
Islam) yang mengikut pada Organisa- 
si Muktamar Islam dalam seminarnya 
yang kedua di Jeddah tahun 1406 
H/1985 M, dan Muktamar Zakat Per- 
tama di Kuwait tahun 1404 H/1984 
M, yang dihadiri mayoritas anggota. 

4) Barangyang dikhususkan untuk peng- 
gunaan barang-barang pokok yang ti- 


Bagian 86: Ahwaal Syakhshlyyah 


dak bergerak tidak dimasukkan dalam 
barang-barang zakat, sebab barang- 
barang pokok itu tidak masuk dalam 
barang-barang zakat. 


5. TEMA-TEMA YANG DIPERSIAPKAN 
KERTAS KERJANYA 
Setelah pemaparan kertas kerja mengenai 

empat tema: 

a. Zakat perhiasan. 

b. Pihak mana dari orang yang berzakat ti- 
dak boleh menyerahkan zakatnya. 

c. Zakat tabungan berharga. 
Penyaluran zakat fitrah dengan jumlah 
yang diharapkan sebelum diterima. 


Rekomendasi memutuskan penyiapan ka- 
jian-kajian tentanghalitu, yangmencakupgam- 
baran-gambaran teknis dan orientasi-orientasi 
figih. Hal itu untuk didiskusikan pada simpo- 
sium-simposium mendatang, insya Allah. 


6. REKOMENDASI-REKOMENDASI UMUM 

a. Penegasan terhadap rekomendasi sebe- 
lumnya bahwa negara-negara Islam harus 
memerhatikan pengumpulan zakat, pen- 
distribusiannya sesuai dengan kelompok 
penerima zakat yang syar'i. 

b. Penegasan terhadap rekomendasi sebe- 
lumnya mengenai pengeluaran perundang- 
undangan sistem zakat, yang memerhati- 
kan situasi-situasi dan perkembangan-per- 
kembangan kontemporer. 

C. Pencatatan dan kerja sama antara lemba- 
ga-lembaga zakat dan lembaga-lembaga 
lain yang mempunyai hubungan. 

d. Topangan pemerintah terhadap anggaran 
lembaga zakat. 

e. Menyerunegara-negara Islam untuk mere- 
visi perundang-undangan kerja supaya se- 
suai dengan hukum-hukum syariat Islam. 

f.  Menyeru organisasi-organisasi Islam du- 
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nia untuk mendirikan organisai Islam 
untuk kerja dan jaminan sosial yang men- 
dasarkan pada dasar-dasar yang diambil 
dari syariah Islam. 

g. Para peserta simposium kelima masalah- 
masalah zakat kontemporer menyeru 
masyarakat Muslim dan negara-negara 
Islam agar mengerahkan segenap tenaga 
dengan penuh kedermawanan untuk me- 
nyelamatkan saudara-saudara mereka 
yang Muslim di negara-negara Islam yang 
dirugikan oleh perang atau sedang masuk 
dalam kubangan perang mempertahankan 
eksistensi diri dengan orang-orang yang 
bertindak melebihi batas. 


Semoga Allah memberikan rahmat dan 
kesejahteraan kepada baginda kita, Nabi Mu- 
hammad saw. dan segenap keluarga dan sa- 
habatnya. 


I. SIMPOSIUM KEENAM, FATWA DAN 
REKOMENDASI 


1. FATWA DAN REKOMENDASI TEMA 
PENERAPAN PRAKTIS KEHARUSAN 
MEMBAYAR ZAKAT 

1. Simposium menegaskan apa yang telah 
dijelaskan dalam rekomendasi simposium 
pertama item 6, tentang seruan kepada 
pemerintah-pemerintah di negara-negara 
Islam untuk melakukan usaha yang sung- 
guh-sungguh demi penerapan syariat Is- 
lam di semua sektor kehidupan. Di antara- 
nya adalah pengumpulan zakat dan penya- 
lurannya kepada golongan penerima zakat 
yang syar'i. 

2. Simposium menegaskan apa yang terse- 
but dalam fatwa-fatwa simposium perta- 
ma zakat (6-D) dan yang terkait dengan 
kewajiban pajak takaful sosial atas orang- 
orang non-Muslim yang mana merealisa- 
sikan persamaan dengan orang Muslim 
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ketika mewajibkan mereka pembayaran 
zakat. 

Ketika mengumpulkan zakat dari perusa- 
haan-perusahaan dengan bentuk kewajib- 
an, kewajiban itu mencakup harta zakat 
perusahaan semua. Apa yang diambil dari 
non-Muslim tidak dianggap sebagai zakat. 
Ketika ada keharusan mengumpulkan za- 
kat, harta haram diperkirakan yang setim- 
pal dengan ukuran zakat dan disalurkan 
kepada golongan penerima zakat, juga pi- 
hak-pihak kebaikan umum selain masjid 
dan mushaf, dan dijelaskan dalam peng- 
hitungan khusus, tidak dicampur dengan 
harta zakat. 

Dalam kondisi keharusan membayar za- 
kat, waliyyul amri atau orang yang mewa- 
kilinya boleh memberi limpahan kepada 
pemilik harta yang tampak, untuk menya- 
lurkan sebagian harta mereka kepada go- 
longan penerima zakat, dengan sepenge- 
tahuan waliyyul amri. Adapun harta batin, 
diserahkan kepada pengelolaan pemilik 
harta, dengan memerhatikan apa yang ter- 
sebut dalam rekomendasi-rekomendasi 
yang khusus terkait dengan cakupan har- 
ta tampak dan tidak pada masa sekarang 
pada Simposium Kelima. 

Harta zakat harus dikhususkan kotak khu- 
sus sebagai ganti baitul mal zakat, di mana 
harta-harta zakat dititipkan di dalamnya 
untuk kelompok penerima zakat dan tidak 
digabungkan kepada kas umum negara. 
Dengan catatan, memerhatikan apa yang 
tersebut dalam rekomendasi-rekomenda- 
si yang khusus mengenai pengurus zakat 
pada Simposium Keempat. 


, REKOMENDASI TEMA KEDUA “ZAKAT 


BARANG DAGANGAN” 
Simposium melihat penundaan keluarnya 


rekomendasi-rekomendasi dan fatwa-fatwa 
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' yang khusus mengenai tema (zakat barang da- 


gangan) sampaiadanyatambahan pembahasan 
baru terhadap tema kajian lebih dari apa yang 
telah dibahas, di mana akan disampaikan pada 
simposium mendatang. 


3. FATWA-FATWA DAN REKOMENDASI 
TEMA KETIGA (ZAKAT FITRAH) 

1. Zakat fitrah adalah wajib bagi setiap 
Muslim yang memiliki makanan untuk 
dirinya sendiri dan orang yang nafkahnya 
wajib atasnya, pada hari dan malam Idul 
Fitri, lebih dari kebutuhan-kebutuhannya 
yang pokok. Dia harus mengeluarkan se- 
dekah istrinya, anak-anak yang masih 
kecil dan tidak mempunyai harta. Orang 
tidak wajib membayarkan zakat fitrah 
anak-anaknya yang nafkah mereka tidak 
menjadi kewajibannya, para pembantu- 
nya, orang yang diberi biaya hidup dengan 
suka rela atau ditanggung hidupnya, baik 
dia yatim, penuntut ilmu, orang fakir, atau 
lainnya. 

2. Yang wajib dari sedekah fitrah adalah 1 
sha' kurma, gandum, atau kurma kering, 
atau 1 sha' gandum. Sha' adalah takaran 
yang sama dengan timbangan, sekarang 
kira-kira 2 V4 kg gandum. 

3. Pada dasarnya mengeluarkan zakat fitrah 
adalah dari jenis barang yang dijelaskan 
dalam hadits, sebagaimana boleh menge- 
luarkan zakat fitrah dari makanan pokok 
penduduk negeri seperti beras, daging, 
susu. Untuk jenis-jenis barang yang tidak 
dijelaskan,harganyadihitungsesuai dengan 
yang dijelaskan. Maka, daging misalnya 
diperkirakan seharga 1 sha' gandum, de- 
mikian juga jenis lain yang dijelaskan oleh 
syara. Mengeluarkan zakat fitrah boleh ber- 
bentuk uang kontan seharga barang wajib. 
Pihak-pihak yang berkepentingan mung- 
kin memperkirakan nilainya tiap tahun. 
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4. 


10. 


Pada dasarnya, mengeluarkan zakat fit- 
rah adalah sebelum shalat Id. Haram 
mengakhirkan sampai lebih dari hari Id 
dan harus digadha, sebagaimana ketika 
dibutuhkan boleh dikeluarkan mulai awal 
bulan Ramadhan. 

Boleh mewakilkan pengeluaran zakat 
fitrah. 

Lembaga-lembaga zakat boleh mengalih- 
kan zakat fitrah dari barang menjadi uang 
atau sebaliknya sesuai tuntutan kebutuh- 
an atau maslahah. 

Boleh memindahkan zakat fitrah ke luar 
negeri di mana orang yang wajib zakat 
mengeluarkannya, kepada orang yang le- 
bih dekat atau lebih membutuhkan. Seba- 
gaimana, boleh memindahkan zakat fitrah 
ketika tidak ada orang yang membutuhkan 
di negara, di mana zakat itu wajib. 

Harus ada niat untuk mengeluarkan zakat 
fitrah, bisa dianggap niat pemberian izin 
yang pasti meskipun berdasarkan adat. 
Jika kemaslahatan atau kebutuhan meng- 
hendaki maka lembaga-lembaga zakat bo- 
leh mengakhirkan penyaluran zakat fitrah 
yang terkumpul sampai sesudah hari Id. 
Yang paling utama, menyalurkan zakat 
fitrah kepada orang-orang fakir dan mis- 
kin. Penyaluran zakat fitrah boleh kepada 
kelompok-kelompok zakat yang umum. 


TEMA KEEMPAT (REKOMENDASI ZAKAT 
PERHIASAN) 

Simposium memaparkan tema hukum 
zakat perhiasan wanita yang disediakan 
untuk dipakai. Setelah mengkaji tema ini 
dari berbagai segi, mendengarkan diskusi 
yang melimpah mengenai kajian-kajian 
yang diajukan, jelas bahwa ada dua orienta- 
si dalam figih Islam. Yang pertama melihat 
kewajiban zakat pada perhiasan wanita, 
yang kedua melihat tidak ada kewajiban. 
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Kedua melihat tidak wajib. Para peserta 
simposium melihat bahwa masing-masing 
orientasi mempunyai hujjah dan dalil. Ma- 
ka, ulama boleh mengambil dan memfatwa- 
kan salah satu dari dua pendapat berikut 
alasan yang unggul menurut mereka. 
Ketika mengambil pendapat tidak adanya 
kewajiban zakat pada perhiasan wanita 
maka harus diperhatikan batasan-batasan 
berikut: 

a. Hendaklah penggunaan itu mubah, 
maka wajib zakat dalam pengguna- 
an yang diharamkan seperti berhias 
dengan perhiasan dengan bentuk 
patung. 

b. Hendaklah menggunakan perhiasan 
itu dimaksudkan untuk berhias. Jika 
maksudnya adalah menyimpan dan 
berdagang maka wajib zakat. 

c. Hendaklah penggunaan itu untuk ke- 
butuhan sekarang, bukan masa depan, 
jatuhtemponyaseperti orangyangme- 
nyimpannya untuk berhias istrinya di 
masa mendatang. 


“ d. Hendaklah perhiasan itu tetap pantas 


untuk dijadikan hiasan. Oleh karena 
itu, wajib zakat pada perhiasan yang 
rusak yang tidak digunakan kecuali 
setelah dibentuk dan dilebur. Dan di- 
mulai hitungan satu tahun (haul) se- 
jak kerusakannya. 

e. Hendaklah jumlah yang digunakan 
dari perhiasan itu dalam batas tuju- 
an dan kewajaran menurut adat ke- 
biasaan. Adapun jika sampai batas bo- 

. ros dan berlebihan maka zakat wajib 
pada barang yang melebihi batas ke- 
wajaran. 

Nishab emas adalah 20 dinar (sekitar 85 

gram), dari emas murni. Nishab perak 

adalah 200 dirham (sekitar 595 gram) da- 
ri perak murni. Mengenai ukuran nishab 
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perhiasan yang wajib dizakati harus di- 
perhatikan timbangannya bukan harga 
murni dari timbangan atau bentuk. 

4. Perhiasan selain emas dan perak seperti 
permata dan intan tidak ada zakatnya 
selama tidak disiapkan untuk berdagang, 
sebagaimana peserta simposium meng- 
ajukan rekomendasi berikut: 


Lembaga-lembaga zakat ketika memerlu- 
kan boleh berutang pada income zakat untuk 
disalurkan pada golongan penerima zakat se- 
lama tidak ada halangan syara' atau syarat dari 
orang yang memberikan. 


SIMPOSIUM KETUJUH MENGENAI ISU- 
ISU ZAKAT KONTEMPORER DI NEGARA 
KUWAIT 


Pada tanggal 22-24 Dzulhijjah 1417 H 
bertepatan dengan 29 April-1 Mei 1997 M. 


» REKOMENDASI DAN FATWA 
Rekomendasi umum: 

1. Simposium mengimbau pemerintah-pe- 
merintah negara Islam untuk menerapkan 
syariat Islam di berbagai sisi kehidupan 
baik kebudayaan, sosial, ekonomi, dan 
politik. Lebih-lebih perhatian terhadap 
kewajiban zakat, baik pengumpulan mau- 
pun penyaluran dengan pemenuhan sa- 
rana-sarana yarig diperlukan untuk itu 
seperti penyadaran zakat, pemahaman 
cara-cara yang ada dan membentuk lem- 
baga-lembaga yang khusus mengenai 
zakat, pusat-pusat kajian yang berusaha 
memantau pengaruh-pengaruh zakat dan 
pengarahan kepada cara-cara yang paling 
manjur untuk merealisasi tujuan-tujuan 
zakat dalam sektor sosial dan ekonomi. 

2. Memperluas pengajaran figih dan perhi- 
tunganzakat di perguruan-perguruanting- 
gi Arab dan Islam sehingga memungkin- 
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kan untuk meluluskan generasi-generasi 
yang mempunyai pengetahuan figih dan 
akuntasi zakat. 

Kantor-kantor akuntansi di negara-negara 
Arab dan Islam harus memerhatikan 
akuntansi zakat harta dan dasar-dasar 
detailnya agar perhatian yang modern itu 
bisa menyertai berbagai negara Arab dan 
Islam, perusahaan-perusahaan dan plat- 
form dalam penerapan zakat. 

Badan syariah dunia untuk zakat hendak- 
lah mengorganisasi pelatihan-pelatihan 
dan halagah-halagah diskusi orang-orang 
yang berkepentingan masalah zakat. Ka- 
rena, ada banyak manfaat yang baik dalam 
penerapan kewajiban tersebut. 
Memperluas kerja sama antara tokoh-to- 
koh figih, ekonomi, dan akuntansi dalam 
kajian-kajian kontemporer dalam sektor 
zakat dan mempermudah istilah-istilah 
figih dengan tetap menjaga isi. 


. TEMA PERTAMA: ZAKAT HAK-HAK 


IMMATERIAL 

Hak-hak imaterial seperti nama dagang, 
izin dagang, karya dan temuan dalam adat 
kebiasaan telah menjadi bernilai finansial 
yang dianggap oleh syara. Oleh karena 
itu, boleh dikelola sesuai dengan batasan- 
batasan syara" Ini terjaga dan tidak boleh 
dilanggar. 

Ini sesuai dengan keputusan majma' 
figih Islam yang muncul dari muktamar 
Islam dalam pertemuannya yang kelima di 
Kuwait tahun 1409 H. 

Zakat hak-hak karya dan cipta itu sendiri 
tidak wajib karena tidak memenuhi sya- 
rat-syarat zakat di dalamnya. Namun jika 
dieksploitasi maka hasilnya diterapkan 
hukum harta yang dimanfaatkan. 

Zakat nama dagang, izin dagang, dan me- 
rek dagang wajib hukumnya jika dibeli de- 


Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


ngan niat diperdagangkan, baik sambung 
maupun tidak dengan terpenuhinya sya- 
rat-syarat barang dagang yang lain. 

4. Tanpa menunggu-nunggu, zakat program- 
program karya cipta (seperti program 
komputer) dan hal-hal lain yang sama 
hukumnya seperti yang dihasilkan oleh 
individu atau perusahaan dengan usaha 
orang lain dengan niat memilikinya untuk 
bisnis hukumnya wajib. 


2. TEMA KEDUA: DASAR-DASAR 
AKUNTANSI PENGHITUNGAN HARGA 
BARANG-BARANG DAGANGAN 

Pertama 

Yang dimaksud dengan penilaian barang- 
barang dagangan adalah memperkirakannya 
dengan nilai uang. Hal itu untuk mengetahui ter- 
capainya nishab, menentukan barang zakat un- 
tuk mengetahui kadar yang harus dikeluarkan. 


Kedua 
Objek penilaian adalah barang-barang 

yang memenuhi syarat-syarat yang khusus ber- 

kaitan dengan perdagangan, bukan barang- 
barang seni (barang-barang pokok yang tidak 
bergerak). Syarat-syarat itu adalah: 

1. Hendaklah terpenuhi niat berdagang ke- 
tika terjadi kepemilikan barang-barang. 

2. Hendaklah niat pemilik tidak berubah da- 
ri berdagang menjadi memiliki sebelum 
sempurna satu tahun tanpa bermaksud 
merekayasa. 


Ketiga 

Demi menjelaskan dan menyempurnakan 
apa yang ada dalam fatwa nomor 11 simpo- 
sium pertama: 

Penilaian setiap pedagang dengan perhi- 
tungannya, baik dia pedagang grosir atau ecer- 
an, hendaklah dengan harga yang memung- 
kinkan untuk dibeli lagi menurut kebiasaan 
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ketika jatuh satu tahun (pergantian nilai). 
Hal ini berbeda dengan harga jual (nilai jual 
pasar) dan biaya tanggal (tenggang masa) atau 
inventaris. 


Keempat 

Jika harga antara hari kewajiban zakat 
dan hari pembayarannya berubah maka yang 
dianggap adalah harga hari kewajiban zakat, 
baik nilainya bertambah atau berkurang. 


Kelima 

Zakat barang-barang bergerak sebelum 
diserahkan kepada pemiliknya, dan kepemi- 
likan barang tertentu itu terjadi hanya dengan 


'akad, dan kepemilikan barang yang dibeli ter- 


jadi dengan penerimaan barang itu. Barang 
yang dijelaskan (spesifikasinya) di jalan, jika 
dibeli berdasarkan penerimaan di tempat 
pengiriman (F.O.B.) maka barang itu masuk 
dalam kepemilikan hanya dengan sekadar 
penerimaan di kontainer. Barang yang dibeli 
berdasarkan penerimaan di tempat tujuan (C. 
LE) maka masuk dalam kepemilikan ketika 
sampai di bandara tujuan. Penilaian terhadap 
barang-barang dagangan adalah berdasarkan 
harganya di tempat adanya barang itu setelah 
terjadinya kepemilikan. 


Keenam 

Jika barang-barang dagangan mencakup 
berbagai macam mata uang, emas atau perak, 
maka barang itu dihargai—untuk mengetahui 
ukuran yang wajib dikeluarkan—dengan ma- 
ta uang yang dijadikan oleh pedagang untuk 
menilai barang-barang dagangannya. Hal itu 
dengan harga yang dominan pada hari diwa- 
jibkannya. 


Ketujuh 
Piutang-piutang pedagang (tanggungan 
utang, catatan piutang dagang), maka dinilai 
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jumlahnya secara genap, jika bisa diharapkan 
pembayarannya. Jika tidak bisa diharapkan 
pembayarannya maka jumlah ini tidak dihi- 
tung dan pedagang menzakatkan harta yang 
bisa diharapkan sekarang dan yang akan di- 
terima besok. 


Kedelapan 

a. Persamaan lunak (soft eguation) penghi- 
tungan zakat, termasuk di dalamnya ba- 
rang-barang dagangan, sesuai dengan 
ucapan Maimun bin Mahran yang berbu- 
nyi (Jika kewajiban zakatmu jatuh tempo, 
lihatlah uang yang ada pada dirimu atau 
barang untuk dijual, kemudian taksirlah 
barang itu dengan nilai uang. Harta yang 
berupa piutang dalam lipatan, hitunglah. 
Kemudian lemparkan dia dari perhitung- 
an lalu zakatkan yang tersisa). 
Persamaannya adalah: zakat wajib - (ba- 
rang dagangantuang-#piutang yang diha- 
rapkan dari orang lain - (dikurangi) utang- 
utang yang menjadi tanggungan peda- 
gang) x persentase zakat sesuai dengan 
tahun gamariyyah 2,5 Yo atau berdasarkan 
tahun syamsiyah 2,577 Y0. 

b. Untuk menghitung zakat perdagangan ma- 
ka harus dilihat barang-barang zakat itu 
apa adanya dan dinilai pada hari kewajib- 
an zakatnya. Hal itu dengan menggunakan 
daftar pusat keuangan (anggaran) tanpa 
melihat adanya untung atau rugi dalam 
kalkulasi keuntungan dan kerugian. 

Cc. Harus diperhatikan syarat-syarat umum 
kewajiban zakat dan pembayarannya, de- 
ngan menambahkan syarat-syarat yang khu- 
sus mengenai barang-barang dagangan. 


Kesimpulannya: 

a. Barang-barang dagangan dinilai untuk me- 
ngetahui pencapaian nishabnya berdasar- 
kan nishab emas, yaitu setara dengan 85 
gram emas murni. 
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b. Barang-barangyang disiapkan untuk pem- 
bungkusan dan pengotakan tidak dinilai 
tersendiri, jika tidak dibeli dengan tujuan 
menjual tersendiri. Adapun jika diguna- 
kan dalam penjualan barang-barang da- 
gangan, maka barang tersebut dinilai jika 
menambahi harga barang-barang, seperti 
tas plastik khususnya. Jika tidak menam- 
bahi harga seperti kertas bungkus maka 
tidak masuk dalam penilaian. 


3. TEMA KETIGA: HUKUM-HUKUM ZAKAT 
BEBERAPA BENTUK BARANG-BARANG 
DAGANGAN MODERN 


Pertama: zakat cek giro 

Harta-harta cek giro yang memenuhi ba- 
tasan-batasan syara' dizakatkan seperti zakat 
barang dagangan dengan terpenuhi syarat- 
syarat zakat di dalamnya. 


Kedua: zakat tanah 

Tanah adakalanya pertanian, oleh karena 
itu hasilnya dizakatkan seperti zakat tanaman 
dan buah-buahan. Atau disiapkan untuk da- 
gang, maka dizakatkan seperti zakat barang 
dagangan. Jika untuk disewakan maka zakat- 
nya adalah pemasukan yang ada ketika genap 
satu tahun, dengan terpenuhinya syarat-syarat 
zakat. Jika digunakan untuk kemanfaatan pri- 
badi seperti dibeli untuk dibangun tempat 
tinggal di dalamnya maka tidak ada zakatnya. 


Ketiga: zakat bahan mentah (yang masuk 
dalam produksi pabrik) dan barang-barang 
tambahan. 

a. Bahan mentah (bahan dasar) yang disiap- 
kan untuk dimasukkan dalam perakitan 
bahan yang akan diolah, seperti besi un- 
tuk pembuatan mobil, minyak untuk pem- 
buatan sabun, maka wajib dizakatkan 
sesuai dengan nilainya yang mungkin di- 
beli di akhir tahun. Hal ini diterapkan juga 
pada hewan-hewan yang disiapkan untuk 
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dikalengkan, dan tumbuhan-tumbuhan 
yang disiapkan untuk produksi. 

b. Bahan-bahan tambahan yang tidak masuk 
dalam susunan bahan yang diolah seperti 
bahan bakar dalam industri maka tidak 
ada zakatnya, seperti barang-barang po- 
kok yang tidak bergerak. 


Keempat: zakat barang yang tidak habis 
diproduksi dan barang-barang yang diolah 

Wajib zakat barang-barang yang diolah 
juga barang-barang yang tidak habis diproduk- 
si, sebagaimana zakat barang-barang dagang- 
an, sesuai dengan nilainya pada masanya di 
akhir tahun. 


Kelima: berkumpulnya penyebab selain 
zakat dengan barang-barang dagangan 

Jika barang-barang dagangan berkumpul 
dengan sebab lain untuk zakat seperti ternak 
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dan tanaman maka harus dizakatkan seperti 
zakat barang-barang dagangan. 


Keenam: zakat barang yang dijual pada 
masa khiyar 

Zakat barang yang dijual pada masa khiyar 
adalah kewajiban pemiliknya. 


Ketujuh: zakat salam (barang pesanan) 

Zakat harga dalam pesanan adalah ke- 
wajiban penjual (orang yang mendapatkan 
pesanan), hitungan haul dianggap mulai dari 
tanggal penerimaan harga itu. Adapun barang 
yang dipesan maka zakatnya adalah sebelum 
diterima seperti zakat piutang, dan setelah 
diterima dia menzakatkan seperti zakat barang 
dagangan jika untuk dagang. 


Kedelapan: zakat pesan pembuatan barang 
Zakat pesan pembuatan barang diberlaku- 
kan seperti zakat salam (barang pesanan). 
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Penutup 


Betapapunyangsayatulis, teliti, dan amati, 
saya silau, kebingungan di depan agungnya fig- 
ih Islam, suburnya, cakupannya, kedalaman pe- 
mikiran tokoh-tokohnya, keluasan cakrawala 
dan pengetahuan mereka, perunutan mereka 
terhadap masalah-masalah, keseriusan mereka 
untuk melihat masalah-masalah furu' (cabang- 
cabang) dan juz'iyyah (bagian-bagian) dengan 
maksimal, namun berdasar pada metode me- 
reka yang berlaku, yakni figih adalah masalah 
cabang yang dalam pencabangannya itu perta- 
ma-tama tidak mendasarkan pada penjelasan 
teori tertentu, kemudian dibahas semua yang 
berkaitan dengannya. Terus terang saya tidak 
berkompeten terhadap apa yang dijelaskan 
oleh ulama-ulama figih madzhab, yakni ma- 
salah-masalah cabang dan bagian-bagian. Per- 
hatian saya bukanlah mengumpulkan cabang- 
cabang figih madzhab, namun membuat gam- 
baran kerangka penelitian dan pokok-pokok 
tema figih yang dipaparkan untuk membuat 
teori umum, ditambahi dengan mendatangkan 
teori-teori yang banyak di dalam kitab. 

Kemudian saya mengarahkan kesungguh- 
an Saya pada selain pembuatan kerangka asasi 
setiap pembahasan menuju penyelidikan, pe- 
nataan, timbangan, pendasaran. Artinya penye- 
lidikan madzhab, mengetahui pendapat yang 


unggul atau terpercaya, menata pembahasan, 
pemaparan, penjelasan dengan penataan yang 
bisa mengumpulkan beragam tema, menge- 
tahuisisi-sisinya yang berlainan, membanding- 
kan antara pendapat madzhab untuk menge- 
tahui sisi-sisi keakuran dan titik temu antar- 
pendapat-pendapat itu, atau sisi-sisi perbeda- 
an dan ketidaksamaan dalam pendapat-pen- 
dapat itu, adakalanya dengan mengunggulkan 
satu pendapat atau tanpa pengunggulan, demi 
melestarikan kekayaan figih yang ada, untuk 
memudahkan semua orang mengambil man- 
faat dari pendapat-pendapat itu, dengan per- 
bedaan waktu dan tempat. Adapun pendasar- 
an adalah mengembalikan semua hukum 
madzhab kepada sumber-sumbernya yang di- 
jadikan pegangan semampu saya. 

Saya telah bertekad bulat untuk menjelas- 
kan dalil setiap madzhab bahwa perbedaan- 
perbedaan figih adalah sesuatu yang pasti. 
Para fugaha tidak bisa menghindari karena 
perbedaan dalam pemahaman nash, sumber 
hadits Nabi, sampainya hadits kepada fagih 
melalui cara yang tepercaya dan diterima, 
ketidaksampaiannya, atau menjaga kemasla- 
hatan, tradisi-tradisi, dan dasar-dasar pertim- 
bangan yang lain. 
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Adapun mengenai uslub (gaya) maka saya 
telah berusaha agar buku ini terperinci, mu- 
dah, dan jelas. Saya tidak akan merevisi ung- 
kapan-ungkapan fugaha karena kedetailannya 
dan kesimpelannya, jika ungkapan itu jelas ti- 
dak kabur dan sulit. Jika ada sedikit keruwetan 
maka saya mempermudah maksudnya dengan 
ungkapan lain yang tidak ambigu dan tidak 
pula sulit memahaminya. 

Saya berusaha menunjukkan kesatuan 
pendapat madzhab jika memungkinkan me- 
lalui pemasukan syarat-syarat yang disepakati, 
kemudian menjelaskan pendapat khusus sua- 
tu madzhab dengan tambahan syarat, atau 
pendapat yang beda dengan lainnya dengan 
batasan, atau perbedaan dalam pengertian 
suatu syarat. 

Orang Muslim bisa tenang dengan pen- 
dapat-pendapat madzhab yang saya paparkan, 
dan dia bisa mengikuti apa yang dia inginkan 
dari pendapat-pendapat itu, dengan syarat 
perbuatannya itu tidak menyebabkan terbe- 
bas dari beban tanggungan syara, atau jatuh 
dalam keharaman atau maksiat, bermain-main 
dalam taklid, mencari-cari rukhsah (keringan- 
an) karena ingin bermain-main bukan karena 
kebutuhan, darurat, atau udzur. 

Biasanya saya tidak campur tangan dalam 
pengunggulan antar madzhab supaya pembaca 
bisa mengambil apa yang dimantapi keshahih- 
annya tanpa fanatik terhadap madzhab terten- 
tu. Kadang-kadang saya melakukan tarjih dan 
mungkin menjadikan pendapat jumhur ulama 
adalah yang biasanya unggul, selama tidak tam- 
pak kemaslahatan modern yang menghendaki 
pengambilan pendapat yang berlawanan. Saya 
sama sekali tidak memerhatikan pendapat-pen- 
dapat syadz (menyimpang) yang diabaikan oleh 
imam-imam ijtihad yang alim, dan dihidupkan 
oleh sebagian penulis baru, dengan dugaan 
bahwa itu adalah figih sunnah Nabi, yang mana 
bisa menyebabkan orang awam jatuh dalam ke- 
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rancuan, tanpa melihat pada sandaran penda- 
pat yang umum dan paling unggul menurut 
jumhur ulama, dan penasakhan pendapat yang 
syadz semacam ini. 

Dalam penukilan hukum madzhab, saya 
tidak mendasarkan pada kitab madzhab lain 
kecuali jarang sekali, di mana saya tidak bisa 
menemukannya dengan mudah dalam kitab 
madzhab yang spesialis tentang itu. Barang- 
kali seseorang mengunggulkan salah satu pen- 
dapat madzhab dalam salah satu hasyiah (bu- 
ku penjelasan terhadap buku lain yang lebih 
ringkas) atau suatu kitab yang tidak saya baca, 
sebab kadang-kadang tidak mudah bagi saya 
untuk membaca semua hasyiah kitab. Namun, 
dalam realitanya saya mendasarkan pada 
lebih dari satu sumber buku-buku pokok yang 
dijadikan pegangan, saya juga merujuknya. 

Jika saya telah memenuhi tujuan yang di- 
maksud untuk pembaca atau peneliti maka 
itulah yang diharapkan. Jika saya tidak mampu 
atau tidak bisa meraih kebenaran atau yang 
diharapkan maka itu adalah kesalahan yang 
tidak dimaksudkan. Pembacanya akan diberi 
pahala jika mengingatkan saya letak kesalahan 
itu. Imam Malik mengatakan setiap manusia 
diambil dari perkataannya dan ditinggalkan 
kecuali pemilik tiang agama, Nabi Muhammad 
saw.. Al-Imad al-Ashfahani, penulis masyhur 
mengatakan,. “Saya melihat bahwasanya tidak 
seorang pun menulis suatu kitab pada suatu 
hari kecuali besok atau lusa akan mengatakan, 
“Kalau ini diubah maka lebih baik. Kalau di- 
tambah begini maka lebih baik, kalau didahu- 
lukan maka lebih utama, kalau ini ditinggalkan 
maka lebih indah. Ini adalah pelajaran yang 
paling agung. Ini bukti berkuasanya keku- 
rangan pada semua manusia.” 

Inilah..., ada dua hal yang perlu dicatat 
setelah terbitnya kitab ini dan disebar ke du- 
nia Islam dan diterjemahkan ke dalam bahasa- 
bahasa lain, dan dicetak dua belas kali dalam 
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sembilan tahun, karena buku ini adalah yang 
paling laris di pameran-pameran buku inter- 
nasional dan lain-lain sebagaimana buku lain- 
nya, at-Tafsir al-Munir. 


1. 


Sebagian orang, karena saya lebih men- 
dahulukan madzhab Hanafi daripada 
madzhab lain—menduga kalau saya Ha- 
nafi, namun saya adalah Syafi'i. Saya men- 
dahulukan madzhab Hanafi, setelah itu 
Maliki, kemudian Syafi'i lalu Hanbali ha- 
nya karena menjaga urutan periodisasi 
dan senioritas imam-imamnya. Juga, kare- 
na madzhab Hanafiyyah yang saya jadikan 
penelitian dasar adalah mahzhab yang 
paling subur dan paling banyak cabang- 
nya, meskipun madzhab Syafi'i adalah 
yang paling banyak tersebar di dunia, se- 
bagaimana ditunjukkan oleh realitas di 
Indonesia, Malaysia, dan Asia Tenggara 
yang mencakup ratusan juta penduduk, 
suku Kurdi, Mesir, Syam, Oman, dan lain- 
lain, seperti provinsi Kirala-Kalikut, India 
Selatan. 

Penarjihan atau pemilihan—dengan pe- 
ngertian yang lebih detail—yang kadang- 
kadang saya lakukan, tidak muncul dari 
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hawa nafsu, fanatik madzhab, atau su- 
perioritas terhadap madzhab-madzhab 
lain. Tetapi, karena kelemahan dalil atau 
karena pendapat yang dipegangi ulama 
masih baru, atau karena pendapat yang 
unggul menurut pendapat saya adalah 
merealisasi kemaslahatan kontemporer. 
Ini tidak keluar dari keadaannya sebagai 
pendapat madzhab, maka tidak ada alasan 
untuk menganggap aneh, mengkritik, atau 
menjauhi hakikat ilmiah. Perlu diketahui 
bahwa saya mengajar figih di perguruan 
tinggi-perguruan tinggi pada masa lebih 
dari 35 tahun. 


Bagaimanapun juga, saya bangga dengan 


kerja ini yang bisa memudahkan figih kepada 
para pelajar, ahli figih, serta peneliti. Segala 
puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya amal- 
amal saleh menjadi sempurna. 


Dr. Wahbah az-Zuhaili 

Guru Besar dan Ketua Jurusan 

Figih Islam dan Ushulnya 

Universitas Damaskus-Fakultas Syariah 
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Daftar Pustaka 


Al-Figh al-Hanafi 

Abu Yusuf, al-Kharraaj, cetakan Salafiyah Me- 
sir (1352 H). 

As-Sarkhasi, al-Mabsuuth, cetakan I, Mathba'ah 
Sa'aadah. 

Abu Ubaid, al-Amwaal, cetakan Kairo (1353 
H). 

At-Thahawi, Mukhtashar ath-Thahaawi, cetak- 
an Daar al-Kitab al-Arabi, Mesir. 

As-Samargandi, Tuhfatul Fugahaa', Daar al- 
Fikr, Damaskus. 

Al-Kasani, al-Badaa'f, cetakan I. 

Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid ter- 
kenal dengan Ibnu Hammam, Fathul Ga- 
diir Syarh al-Hidaayah, cetakan Mushthafa 
Muhammad di Kairo. 

Az-Zayla'i, Tabyiinul Hagaa'ig, cetakan al-Ami- 
riyah. 

Kelompok Ulama Hind, Fatawaa al-Hindiyyah, 
cetakan al-Amiriyah. 

Ibnu Abidin, Haasyiyah Radd al-Muhtaar 'alaa 
ad-Durr al-Mukhtar karya al-Hashfaki, ce- 
takan al-Bab al-Halabi, Mesir. 

Syaikh Abdul Ghani al-Maydani, al-Lubaab 
Syarh al-Kitaab dan al-Gudwari, al-Kitaab, 
cetakan Shabih, Kairo. 


As-Syaikh Hasan bin Ammar asy-Syaranbila- 
li, Maragii al-Falaah Syarh Nurul Idhah, 
Mathba'ah 'Ilmiyyah, Mesir (1315 H). 

Manla Khasru, Durar al-Hikam fi syarh Gharar 
al-Ahkam, cetakan Syaragiyyah (1304 H). 

Ibnu Nujaim al-Mashri, al-Asybaah wan-Na- 
zhaa'ir, Daarut Thaba'ah al-Amirah, Mesir 
(1290 H). 

Ibnu Nujaim, al-Bahrur Raa'ig, cetakan al-Baab 
al-Halabi, Mesir (1334 H). 

Ad-Dahlawi, Hujjatullah al-Baalighah, cetakan 
I, Mesir (1322 H). 


Al-Figh al-Maliki 

Imam Malik, al-Mudawwanah al-Kubra, Riwa- 
yah Sahnun, cetakan as-Sa'adah (1323 H). 

Al-Baji al-Andalusi, al-Muntaga Syarh al-Mu- 
waththa', cetakan 1. 

Ibnu Rusyd al-Ourthubi, al-Mugaddamaat al- 
Mumahhadat, Mathba'ah as-Sa'adah. 

Ibnu Rusyd al-Hafiid, Bidaayatul Mujtahid, 
Mathba'ah al-Istigamah, Mesir. 

Ibnu Juzay, al-Gawaaniin al-Fighiyyah, Math- 
ba'ah an-Nahdhah, Faas. 

Al-Haththaab, Mawaahib al-Jalil dan al-Maw- 
waag, at-Taaj wal Ikliil, cetakan pertama. 
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Ad-Dardiri, as-Syarhul Kabiir bi Haasyiyah ad- 
Dasugi, Mathba'ah al-Baab al-Halabi, Mesir. 

Al-Oarafi, al-Furuug, Mathba'ah al-Baab al- 
Halabi. 

Ad-Dardiri, asy-Syarhush Shaghiir bi Haasyiyah 
ash-Shawi, Daar al-Ma'aarif, Mesir. 

Khalil al-Khirsyiyyi, Fathul Jaliil 'alaa Mukhtas- 
har al-Allamah Khalil, cetakan pertama, 
dan kedua di Bulag (1317 H). 

Asy-Syaikh Muhammad Alisy, Syarh Minahul 
Jalil 'alaa Mukhtashar Khalil, Mathba'ah 
al-Kubraa, 1294 H. 

Asy-Syaikh Alisy, Fath al-Ali al-Malik fii al- 
Fatwaa 'alaa Madzhab al-Imaam Maalik, 
Mathba'ah at-Tagaddum, Mesir. 


Al-Figh asy-Syafi'i 

Imam asy-Syafi'i, al-Umm, cetakan al-Amiriyah, 
Mesir. 1 : 

Abu Ishag asy-Syairaazi, al-Muhadzdzab, ceta- 
kan al-Baab al-Halabi. 

Imam an-Nawawi, al-Majmuu', al-Allamah 
Ali bin Abdul Kaafi as-Subki, Syekh Mu- 
hammad Najib al-Muthi'i, Takmiilah al- 
Majmuu, cetakan al-Imam, Mesir. 

Asy-Syarbini al-Khatib, Mughnil Muhtaaj Syarh 
al-Minhaaj, cetakan al-Baab al-Halabi, 
Mesir. 

Ar-Ramli, Nihaayatul Muhtaaj, Mathba'ah al- 
Bahiyyah al-Mishriyyah. 

Jalal al-Mahalli, Syarh al-Jalaal al-Mahalli 
lil Minhaaj bi Haasyiyah Galyuubi wa 
Umairah, cetakan ash-Shabiih, Kairo. 

Asy-Syarbini al-Khatib, Haasyiyah al-Bujaira- 
mi 'alaa Syarh al-Ignaa' fii Halli Alfaadz 
Abi Suja', cetakan al-Baab al-Halabi, Mesir, 
1370 H. 

Zakariya al-Anshari, Tuhfatuth Thullaab bi Ha- 
syiyah asy-Syargawi, cetakan al-Baab al- 
Halabi, Mesir. 

Al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri “alaa Syarh Ibn 
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Oasim al-Ghaazi 'alaa Matn Abi Suja' cet. V, 
al-Amiriyah, Bulag, Mesir. 

As-Suyuthi, al-Asybaah wan Nazhaa'ir, cetakan 
Mushtafa Muhammad. 

Al-Mawardi, al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah, al- 
Mahmudiyyah at-Tijaariyyah, Mesir. 

Asy-Sya'rani, al-Miizaan al-Kubraa wa Bihami- 
sihi Rahmatul Ummah fii Ikhtilaafil A'im- 
mah karya Abu Abdillah ad-Dimasygi (ula- 
ma abad kedelapan), al-Baab al-Halabi. 

Abu Bakar Al-Hushani, Kifaayatul Akhyaar, 
cetakan Oatar. 


Al-Figh al-Hanbali 

Ibnu Oudamah al-Hanbali, al-Mughnii, cet. III, 
Darul Manarah, Kairo. 

Al-Bahuti, Kasysyaaful Ginaa' “an Matn al-Ig- 
naa, cetakan as-Sunnah al-Muhammadiy- 
yah (dalam pembahasan jihad), cetakan 
al-Hukumah, Mekkah (dalam pembahas- 
an-pembahasan yang lain). 

Syekh Mar'i bin Yusuf, Ghaayatul Muntahaa, 
cet. I, Damaskus, Mathaalib Ulin Nuhaa, al- 
Maktab al-Islami, Damaskus. 

Abu Ya'la, al-Ahkaam as-Sulthaniyyah, al-Baab 
al-Halabi. 

Abul Barakat, al-Muharrar fil Fighi 'alaa Madz- 
hab al-Imam Ahmad bin Hanbal, as-Sun- 
nah al-Muhammadiyyah. 

Ibnu Taimiyyah, Fataawaa Ibn Taimiyyah, Kur- 
distan al-Ilmiyyah. 

Ibnu Taimiyyah, as-Siayasah asy-Syar'iyyah, 
cet. IH. 

Ibnul Gayyim al-Jauziyyah, ath-Thurug al-Huk- 
miyyah, al-Adab, Mesir. 

Ibnul Gayyimal-Jauziyyah,Alaamul Muwaggi'in 
an Rabiil Alamin, tahgig Muhyiddin Abdul 
Hamid, Kairo. 

Ibnu Rajab al-Hanbali, al-Gawaa'id, cet. I. 

Ibnu Hubairah al-Hambali, al-Ifshah 'an 
Ma'aanish-Shihaah, Maktabah Halabiyyah. 


Daftar Pustaka 


Al-Figh azh-Zhahiri 
Ibnu Hazm, al-Muhalla, al-Imam, Mesir. 


Figh asy-Syi'ah al-Imamiyyah 

Al-Kailani, al-Kafi, Hagar. 

Al-Mukhtashar an-Nafi' fi Fighil Imamiyyah, 
Darul Kitab al-Arabi, Mesir. 

Ar-Raudah al-Bahiyyah, Syarh al-Lam'ah ad-Di- 
masygiyyah, Darul Kitab al-Arabi, Mesir. 

Al-Husaini al-Amili, Miftahul Karamah, asy- 
Syura. 


Figh asy-Syiah az-Zaidiyyah 

Imam Zaid, Majmu al-Figh, Milano. 

Ibnul Murtadha, al-Bahr az-Zakhkhar, cet. I. 

Al-Husain ash-Shan'ani, ar-Raudhun Nadhiir, 
Syarh Majmuuul Fighil Kabiir, cet. I. 


Figh al-Ibadhiyyah 
Syekh Muhammad ath-Thaffish, Syarh an-Nail 
wa Syifaa'ul Alil, Salafiyah. 


Takhrij dan Tahgig 
Ibnu Atsir al-Jazar, Jaami'ul Ushuul, as-Sunnah 
al-Muhammadiyyah, Mesir. 


FIOIH ISLAM JILID 10 


Al-Muntagaa 'alal Muwathta, as-Sa'aadah, 
Mesir. 

Tanwiirul Hawalik Syarh Muwaththa' Malik, al- 
Halabi, Kairo. 

Al-Hafizh az-Zila'i (bukan pengarang Tabyiinul 
Hagaa'ig), Nashbur Raayah fii Takhriij Aha- 
diitsil Hidaayah, cet. I. 

Ibnu Hajar, at-Talkhiis al-Habiir, cetakan Mesir. 

Al-Haistami, al-Oudis, 

Mesir. 


Majma'uz-Zawaa'id, 


As-Sakhawi, al-Magaashid al-Hasanah, al- 
Khanji, Mesir. 

As-Suyuthi, al-Jam'ush Shaghiir, al-Fathul Ka- 
biir, al-Baab al-Halabi, Mesir. 

Al-Ajluni, Kasyful Khafa' wa Muziilul Iltibaas, 
al-Oudsi. 

Al-Hut al-Bairuti, Asnal Mathaalib. 

Orientalis, al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaazhil 
Hadiits an-Nabawi, Brell, Leiden. 

Ash-Shan'ani, Subulus Salaam, cet. II. 

Asy-Syaukani, Nailul Authaar, al-Utsmaniyyah 
al-Mishriyyah, Mesir. 

Ibnu Dagig al-Id, al-Imaam fi Ahaadiitsil Ah- 
kaam, Daarul Fikr, Damaskus. 
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Indeks 
A Cc 
Abbad bin Awam 29 C..F 521 


Abdur Razzag 31 

Abu Hanifah 12, 28, 30, 35, 41, 42, 52,54, 86, 89, 
91,105, 125, 130, 134, 147, 170, 177, 178, 
180, 181, 189, 196, 199, 207, 209, 212, 216, 
242, 243, 244, 260, 261, 264, 267, 269, 270, 
271, 274, 283, 284, 286, 355, 286, 287, 289, 
291, 297, 298, 307, 310, 314, 315, 317, 324, 
331, 350, 352, 355, 356, 357, 360, 361, 369, 
376, 386, 387, 393, 405, 406, 407, 416, 418, 
423, 424, 428, 429, 451, 472, 475, 476, 484 

Al-Fardh 370, 371 

Al-hajr 290 

Al-Imad al-Ashfahani 526 

Anas bin Malik 31, 291 

Arab 26, 31, 154, 211, 269, 292, 470, 499, 520, 
539 

Ashabul Furudh 372, 373, 374, 378, 383, 385, 388, 
389, 390, 391, 393, 396, 404, 407, 414, 415, 
427,432, 433, 435, 436, 437, 441, 442, 453, 
454, 456, 457, 464, 476, 479 

Asia Tenggara 527 

at-Tafsir al-Munir 527 

Azhhar 51, 52, 118, 167, 178, 200, 254 


B 


Baitul Mal Zakat 518 
Bani Ajlan 29 

Bani Hasyim 295 
Bani Muththalib 295 
Bayyinah 5, 41 


Cerai Ba'in 34, 35, 44, 45, 46, 73, 132 
Cerai Raj'i 29, 34, 35, 44, 45, 46, 47, 50, 72 


Daruguthni 29, 30, 53, 129, 157, 178, 182, 210, 
270, 344, 356, 358, 411, 451 

Dukhul 34, 36, 37, 42, 114, 116, 117, 118, 124, 
131 

Dzawil Arham 145, 376, 451, 458 

Dzawil furudh 371, 372 


F 


F.O.B 521 

Fasakh 29, 133, 163, 481 

Fasid 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 36, 107, 38, 
110, 112, 113, 115, 132, 289, 293, 296, 315, 
331, 348, 385, 412, 451 

Firasy 28, 30, 31, 32 

Furu' 72, 92, 96, 97, 100 


H 


Hadd Oadzaf 185, 258 

Hadhanah 64, 65, 67, 69, 70, 72,73 
Hafshah 88, 255, 333 

Haul 500, 501, 502, 506, 508, 514, 519, 523 
Hudzaifah 30, 52, 386 


I 
Ibnu Abbas 28, 31, 53, 56, 60, 157, 158, 182, 184, 
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270, 306, 343, 355, 357, 386, 387, 410, 415, 
422,423, 424, 433, 436, 451 

Ibnu Abdul Hakam 29 

Ibnu Abi Syaibah 31, 62, 415 

Ibnu Hazm azh-Zhahiri 29 

Ibnu Rusyd al-Maliki 29, 43, 307, 529 

Iddah 28, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 
73, 75,107, 110, 112, 132, 133, 134, 173, 
174, 175, 202, 203, 347, 348, 349, 360, 398, 
473,474, 481, 495 

Idul Fitri 518 

Imam Ahmad 27, 29, 51, 56, 94, 154, 198, 252, 
365, 530 

Imam Laits bin Sa'ad 29 

Imkaan al-Agli 33 

Income zakat 512, 513, 520 

India Selatan 527 

Indonesia 527 


J 
juz'iyyah 525 
K 


khalfiyyah 201 
kitab Shahih Bukhari 44 
Kuwait 18, 378, 498, 499, 506, 511, 516,520 


M 


Madzhab Zhahiriyyah 29 

Majbub Mamsuh 32 

Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah 503, 516 

Malaysia 527 

Mamsuh 32, 33 

Maroko 30 

Masa Khiyar 297, 523 

Maula al-Muwaalaah 373 

Mesir 30, 34, 35, 47, 56, 67, 68, 75, 78, 81, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 91, 92, 104, 115, 117, 122, 
129, 132, 135, 155, 160, 161, 163, 164, 166, 
167, 168, 169, 171, 172, 175, 176, 177,179, 
181, 184, 187, 193, 194, 195, 196, 198, 202, 
203, 204, 205, 206, 207, 209, 213, 216, 218, 
219, 220,221, 222, 223, 224,225, 226, 227, 
229, 231, 232, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 347, 349, 249, 251, 
252, 276,277, 279, 281, 286, 287, 289, 290, 
297,307, 313, 315, 320, 321, 330, 333, 338, 
349, 350, 358, 359, 362, 367, 369, 370, 373, 
374, 375, 376, 377, 378, 384, 386, 387, 392, 
393, 394, 395, 396, 398, 399, 401, 402, 405, 
406, 408, 410, 412, 416, 418, 420, 430, 433, 


534 
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435, 437, 453, 454, 457, 463, 464, 468, 470, 
471, 473, 474, 475, 476, 480, 482, 485, 488, 
489, 496, 516, 527, 529,530, 531 

Mu'taddah 30 

Mujaziz 31 

Mumayyiz 39, 59, 66, 76,77, 78, 79, 80, 82 

Murahig 32, 36 

Mushaa bih 153, 156, 160, 161, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 174, 175, 176, 177, 181, 
182, 183, 184, 185, 187, 188, 191, 192, 193, 
194, 197, 198, 203, 204, 178, 181, 204, 205, 
206, 207, 208, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 
219,220, 221, 222, 224, 227,228, 229, 230, 
231, 232, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 
254 

Mushaa lahuma 234 

Musytarakah 207, 395, 396, 424 


N 


Nikah Urfi 38 
Nishab 100, 519 
Nishab Emas 519 
Nishab Perak 519 


0 
Oman 527 


P 


Penarjihan 527 
pernikahan fasid 35, 36, 37, 38 
provinsi Kirala-Kalikut 527 


0 


Oamariyyah 203, 474, 501, 522 
Oiyaafah 31 
Our 29 


R 
Radha 43, 50, 56 


S 


Sayyidah Aisyah 29, 31, 52, 53, 112, 143 
Sha' Gandum 369, 518 

Shalat Id 519 

Suku Kurdi 527 

Sumpah Li'an 33, 34, 36, 38, 107 

Syadz 526 

Syam 210, 527 

Syamsiyah 29, 36, 474, 501, 522, 203 
Syariat Islam 26 


Indeks (2 


Syria 29, 34, 35, 36, 37, 41, 47, 49, 56, 64, 65, 67, 
69,72, 73, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 
107, 113, 115, 119, 122, 127,128, 130, 132, 
133, 151, 152, 155, 160, 161, 163, 164, 166, 
167, 168, 169, 171, 172, 175,176, 179, 181, 
184, 188, 193, 194, 195, 196, 198, 202, 203, 
204, 205, 207, 209, 213, 216, 218, 219, 220, 
221,222, 223, 225, 227,229, 235, 236, 237, 
238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
252, 277,289, 290, 313, 320, 330, 347, 349, 
350, 354, 358, 362, 367, 369, 370, 374, 375, 
376, 377, 378, 384, 385, 386, 387, 392, 393, 
394, 395, 396, 398, 399, 401, 402, 405, 406, 
408, 410, 412, 418, 420, 430, 433, 435, 437, 
453, 454, 457, 463, 464, 468, 470, 471, 473, 
474, 475, 476, 482, 484, 485, 488, 489, 496 


T 


Tasaamu' 42 

Tasharruf 153, 154, 155, 160, 163, 170, 171, 176, 
177,192, 193, 194, 195, 197, 198, 200, 229, 
230, 238, 239, 241, 252, 253, 254, 256, 257, 
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258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 268 


Tunis 30 


U 


Umar ibnul Khaththab 29, 31, 62, 88, 295, 433 
Utsman bin Affan 28, 437 


W 


Wala' al-Muwaalaah 348, 374 

Waliyyul Amri 515, 516, 518 

Washi 11, 12, 200, 254, 255, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268 

Washiyyat 154, 168, 194 

Wathi' Syubhat 27, 32, 37, 38 


Z 


Zaid bin Haritsah 26, 27, 31, 259 

Zaid bin Muhammad 26, 27 

Zakat Fitrah 180, 262, 263, 367, 368, 508, 517, 
518, 519 


an & 





Bagian 6: Ahwaal Syakhshiyyah 


FIOIH ISLAM JILID 10 


Karya-Karya 
Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili 


Pertama: Karya tercetak. 


1, 


Atsaarul Harb fil Fighil Islami, Dirasah 
Mugaranah Bainal Madzahib ats-Tsama- 
niyyah wal Ganuun ad-Dauli al-Am. Min 
Am 1962 M, risalah doktoral, cet. IV, Darul 
Fikr, Damaskus. 

Takhrij wa Tahgiig Ahaadiits “Tuhfatul 
Fugahaa' lis-Samargandi,” empat jilid, be- 
kerja sama dengan Prof. Dr. al-Muntashir 
al-Kattani, Darul Fikr, Damaskus, 1966 M. 
Takhriij wa Tahgiig Ahaadits wa Atsar Ja- 
mi'ul Uluum wal Hikam, karya Ibnu Rajab 
al-Hanbali dengan komentar, 1993 M. 
Al-Washit fii Ushuulil Fighil Islaamii, ce- 
takan kesepuluh, Universitas Damaskus 
dari tahun 1966 M. 

Al-Fighul Islami fii Ushuuli bihil Jadiid, 
tiga jilid, Universitas Damaskus, cetakan 
kesepuluh, sejak tahun 1966. 
Nazhariyyah adh-Dharuurah asy-Syar'iy- 
yah, Dirasah Mugaranah, cet.III, Muassasah 
ar-Risalah, Damaskus, dan Beirut, sejak 
tahun 1967 M. 

Nazhariyyah ad-Dhamaan au Ahkagmul 
Mas'uliyyah al-Madaniyyah wal Jinaa'iyyah 
fil Fighil Islaamii, Diraasah Mugaaranah, 
cet. III, Darul Fikr, Damaskus, sejak tahun 
1970 M. 


8. 


10. 


11. 


12. 


13, 


14, 


An-Nushuush al-Fighiyyah al-Mukhtaarah: 

tagdim, ta'lig, tahlil. Darul Kitab, Damaskus, 

1968 M. 

Nizhaamul Islam-tiga bagian (Nizhaamul 

Agidah, Nizhamul Hukmi wal Alagaat ad- 

Dauliyyah, Musykilaatul Alaam al-Islami 

al-Mu'aashir), Universitas Gayunis, Bang- 

hari, tahun 1974, dua kali cetak. Cetakan 

ketiga dan keempat di Daaru Outaibah, 

Damaskus, sejak tahun 1993 M. 

Ahkaamul Ibaadaat 'alal Madzhab al- 

Maliki, Darul dalam, Dubai, tahun 198 M. 

Al-Fighul Islaami 'alal Madzhab al-Maliki, 

empat juz, Fakultas Dakwah al-Islamiyyah, 

Damaskus, Tripoli, tahun 1991: 

a. Fighul Ibadaat. 

b. Al-Mu'amalah aL-Maliyyah. 

Cc.  Az-Zawaaj wath-Thalag. 

d. Al-Uguubaatasy-Syar'iyyahwalUfugiy- 
yah wasy-Syahaadaat. 


Ushulul Figh (ringkasan), Fakultas Dak- 
wah Islamiyyah, Damaskus, Tripoli, tahun 
1911M. 

Al-Washaayaa wal Wagf, Darul Fikr, Da- 
maskus, 1988 M. 

Al-Uguud al-Musamaah fti Ganuunil 
Mu 'aamalaat al-Madaniyyah al-Imaaraati 
wal Ganuun al-Madani al-Urduni, 1986. 
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TS: 
16. 
17. 


18. 


19. 


20. 
21. 
22. 


23. 
24. 
25. 
26. 
27. 


28. 


Al-Alaagaat ad-Dauliyyah fil Islaam, cet. 
II, Mu'assasah Risaalah, Damaskus, Beirut, 
Amman, 1981 M. 

Al-Uguubaat asy-Syar'iyyah wa Asbaabu- 
haa, bersama dengan Dr. Ramadhan Ali 
as-Sayyid, Darul Oalam, Dubai, 1988 M. 
Fighul Mawaarits, bersama dengan Dr. 
Ra'ffat Usman, Ramadhan Ali as-Sayyid, 
Darul Oalam, Dubai, 1988. 

Al-Ushuuul al-Ammah li Wahdatid-Diin 
al-Hagg (Ushuul Mugaranatil Adyaan) 
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, 
Maktabah Abbasiyyah, Damaskus, sejak 
tahun 1973 M dan 1993 M. 

Juhuud Tagniinil Fighil Islami, Muassasah 
Risalah, Damaskus dan Amman, sejak 
tahun 1987. 

Ubadah ibnush Shaamit, cet. III, Darul 
Oalam, Damaskus, sejak tahun 1977 M. 
Usamah bin Zaid, cet. III, Darul Galam, 
Damaskus, sejak tahun 1974 M. 

Sa'id ibnul Musayyab, cet. III, Darul Galam, 
Damaskus, sejak tahun 1974 M. 

Umar bin Abdul Aziz, al-Khalifah ar- 
Raasyiid al-Adil, cet. II, Dar Gutaibah, Da- 
maskus, sejak tahun 1980. 

Huguugul Insaan fil Islaam, bersama 
penulis-penulis lain, Dar Thallas, Damas- 
kus, tahun 1982 M. 

Adh-Dhawaabiith asy-Syar'iyyah lil Akhdzi 
bi Aysaril Madzaahiib, cet. Il, Darul Hijrah, 
Damaskus dan Beirut, 1980 M, 1989 M. 
Ar-Rukhash asy-Syar'iyyah: Ahkaamuhaa 
wa Dhawaabithuhaa, Darul Khair, Damas- 
kus, 1993 M. 

Al-Islaam Diinusy-Syuraa wad-Dimugraa- 
thiyyah, Fakultas Dakwah Islamiyyah, Da- 
maskus, 1990 M. 

Al-Islaam Diinul Jihaad laa al-Udwaan, 
Fakultas Dakwah Islamiyyah, Damaskus, 
1990. 


29. 


30. 


31. 


32: 


35. 


34. 


35. 


36. 


Al-9ishshah al-Gur'aaniyyah-Hidaayah wal 

Bayaan, Darul Khair, Damaskus, 1993 M. 

Al-Fighul Islaami wa Adillatuhu—delapan 

jilid, cet. XII, Darul Fikr, Damaskus, di- 

terjemahkan ke dalam bahasa Turki, Ma- 

laysia sejak tahun 1984 M, sebentar lagi 

akan terbit cetakan ketiga belas dalam 

12 jilid, dengan ditambahi kajian-kajian 

kontemporer. 

At-Tafsiir al-Muniir fii 'Agiidah wasy- 

Syari'ah wal Manhaaj, 16 jilid, 32 juz, cet. 

IV, Darul Fikr, Damaskus, diterjemahkan 

ke dalam bahasa Turki. 

Ushuulul Fighil Islaamii, 2 jilid, cet. III, Darul 

Fikr, Damaskus, sejak tahun 1986 M. 

Al-Gur'aanul Kariim-al-Binyah at-Tasyri- 

iyyah wal Khashaa'ish al-Hadhaariyyah, 

Darul Fikr, Damaskus, 1993 M. 

At-Tafsiir al-Wajiiz, Darul Fikr, Damaskus, 

cet. 11 1993, 1995 M. 

Al-Fighul Hanbali al-Muyassar bi Adillatihi 

wa Tathbiigaatihi al-Mu'aashirah, siap ce- 

tak, empat juz. 

Al-Ashaalah wal Mu'aashirah, enam bahas- 

an, Darul Maktabi, Damaskus, 1995: 

a. Agdut-Ta'miin. 

b. Ad-Da'wah al-Islaamiyyah wa Ghairul 
Muslimin. 

Cc. Al-Mas'uuliyyah 'an Fi'1 Ghair. 

d. Al-Khashaa'ish al-Kubraa li Huguugil 
Insaan fil Islaam. 

e. Al-Mas'uuliyyah an-Nasyi'ah 'anil Asy- 
yaa' wal Alaat. 

f.  Al-Islaam wal Imaan wal Ihsaan.. 


Kedua: Makalah-makalah ilmiah 


Makalah-makalah ilmiah Prof. Dr. Wahbah 


az-Zuhaili ada lebih dari 85 buah, di antaranya 
adz-Dzaraa'i' fis-Siyaasah asy-Syar'iyyah wal 
Fighil Islaamii, paper magister, di antaranya 
adalah makalah ensiklopedia. 


Karya-Karya Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili 


1. Makalah-makalah untuk ensiklopedi fi- 
gih di Kuwait. At-Tamtsil as-Siyaasi fil 
Islaam, al-Asyribah, Amwaalul Harbiyyin, 
ad-Daulah al-Islamiyyah, Darul Islam wa 
Darul Harb, al-Washiyyah, al-Murabahah, 
adh-Dharurah, al-Faskh, al-Ghashab, al- 
Agaar, Giyaam. 

2. Ensiklopedia figih Islam dalam muamalah, 
Jeddah. Al-Muzara'ah, al-Istishnaa', 

3. Ensiklopedia Besar Arab, Damaskus de- 
ngan judul-judul al-Iftaa' al-Ijtihaad, al- 
Islaam wal Imaan. 


Makalah-Makalah 

1. Ahkaamul Harb wa Mujibaatuhaa wa Atsaa- 
ruhaa (al-Fargu bainal Harb wal Jihaad). 
Apakah hukum asal hubungan orang- 
orang Muslim dengan orang-orang non- 
Muslim itu perdamaian atau peperangan? 
Diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis 
dalam kitab “Syaraai' al-Harb 'inda Mukh- 
talafil Adyaan.” 

2. Asy-Syuura fil Ushuur al-Abbasiyyah, Fik- 
ran wa Mumaarasata Tabshiiril Muslimiin 
lighairihim bil Islaam-Ahkaam wa Dhawaa- 
bithuhu wa Adillatuhu. Diantaranya adalah 
makalah-makalah untuk muktamar dan 
majma figih (lebih dari 35 muktamar) di 
Damaskus, Riyadh, Rabat, Sudan, al-Jazair, 
Jeddah, Kairo, Kuwait, dan lain-lain. Juga, 
sembilan makalah untuk majma' al-Figh 
al-Islami dalam edisi kedelapan. 

3. Lebih dari 60 makalah di majalah-majalah 
Islam di Mekah, Damaskus, Kuwait, Riyadh, 
Tunis, Yordania, Kairo, dan lain-lain. 


Untaian syair pujian 

Ada beberapa untaian syair yang sam- 
pai kepada saya, baik dari laki-laki maupun 
perempuan yang memuji, mendukung kitab 
ini juga tafsir al-Munir. Di antaranya adalah 
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untaian syair dengan judul: Nab'ul Ilmi (sum- 
ber ilmu), untuk diketahui bahwa saya tidak 
mengetahui para penulis, para penyair yang 
berkirim surat kepada saya. Di antara mereka 
adalah penyair mulia Farid al-Husaini yang 
mengirimkan untaian syairnya berikut ini: 


Sumbermu, aku tidak mampu 
meminumnya 
Apakah aku larang orang haus untuk 
mendapatkan air, apakah aku merampasnya? 
Aku sangat rindu pada ilmu, sisi-sisinya 
Namun, kendaraannya adalah buku- 
bukumu yang cemerlang 
Aku menginginkan syariat, metode dan 
pengetahuan 
Dan figih adalah tujuannya yang 
tertinggi dan yang dicari 
Engkau ciptakan ensiklopedia yang 
diberkahi dan menakjubkan 
Sangat beruntung orang yang 
mendapatkan harta simpanan sedang engkau 
orang yang memberikannya 
Di balik lipatannya ada cahaya-cahaya 
yang mengambil intinya 
Di dalamnya ada semua pendapat 
yang indah dan yang paling aneh 
Dalil-dalil yang disaksikan dari kitabullah 
Dan dari hadits Rasulullah yang paling 
tepat 
Pendapat yang paling kokoh dalam Islam 
yang diambil 
Dari ayat dan pendapat shahih yang 
kuat sisi-sisinya 
Jika mereka menyuruhku memilih karya 
yang paling ideal 
Maka figihmu yang mencakup, penuh 
data, aku kagumi 
Betapa banyak engkau menyinari orang- 
orang yang berakal dengan tafsir al-Munir 
Sebab engkau adalah pemberian, 
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cahaya yang bintangnya cemerlang Pujian untukmu, engkau yang 
az-Zuhaili memuncak dalam karyanya menghidupkan ilmu 
Sebagaimana bintang zuhal Dari bengawan salsabil kedua tanganmu 
(saturnus) yang tinggi, yang membanggakan yang bagus, mulia 
penunggangnya Orang yang berhasrat akan tujuan 
Engkau tempuh metode istimewa di mana akan beruntung (mendapatkan karyamu) 


engkau adalah pionirnya 


Dalam syara, engkau dihormati, 
madzhabmu istimewa Alamat: Amuda-Maktabah Afif al-Husaini. 


Telepon: 731275. 


Farid al-Husaini 


Engkau terangkan semua kesulitan figih, 
engkau jelaskan 


